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Well-planned and strategically located just at the outskirts of Kuala Lumpur, 
Putrajaya, the federal government's administrative centre, is more than just a 
new township. Explore the first man-made wetland in Malaysia and one of the 
largest in the tropics. Tour the resplendent township with its awesome 
architectural structures and shop at the world-class arcade, Alamanda. Big, bold 
and bright. It's all here in Malaysia. It's all het CTruly Asia Tourism Malaysia 
Jakarta, c/o Embassy of Malaysia, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.X/6, No. 1 -3, 
Kuningan, Jakarta Selatan 12950 REPUBLIC OF 1NDONESI v * Tel: 021 
5220765/4947 * Fax: 021 522076 5 e www.tourismmalaysia.gov.my e 
www.virtualmalaysia.com 
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padang ekspres 445 Padang Ekspres Suratkabar Harian Terbit pertama kali pada 
25 Januari 1999 atas prakarsa H. Rida K. Liamsi, M.B.A., salah seorang wartawan 
senior yang juga menjabat sebagai Pemimpin Umum Harian Riau Pos. Koran ini 
lahir pada masa Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) tidak lagi menjadi 
persyaratan untuk menerbitkan media massa. Padang Ekspres terbit di bawah 
PT. Padang Inter Media Pers, yang tergabung dalam Grup Jawa Pos. 
Penerbitannya didasari keinginan untuk mengembangkan serta memajukan 
penerbitan pers di daerah khususnya di Sumatra Barat, yang cikal-bakalnya 
sudah ada jauh sebelumnya. Pada Januari 1996, Riau Pos membuka Kantor 
Perwakilan untuk daerah Sumatra Barat yang dipimpin Jayuzdi Effendi, yang 
tujuannya untuk memudahkan peliputan berita serta memperlancar distribusi 
pemasaran Riau Pos di daerah Sumatra Barat. Setelah perwakilan ini berdiri 
sekira dua tahun, H. Rida K. Liamsi berkeinginan untuk lebih berperan dalam 
memajukan industri penerbitan di daerah ini. Bersama Dahlan Iskan dan 


sejumlah insan pers di Sumatra Barat, pada Juni 1998 Rida menerbitkan 
suratkabar harian bernama Semangat Baru, bekeija sama dengan Riau Pos. 
Semangat Baru adalah jelmaan suratkabar harian Semangat yang sebelumnya 
juga beredar di Sumatra Barat. Kerjasama ini hanya berjalan 6 bulan karena Riau 
Pos maupun pihak Semangat Baru tidak menemukan format yang 
memungkinkan kerja sama ini dapat diteruskan. Namun, H. Rida K. Liamsi tetap 
berusaha menjalin kerja sama dengan insan-insan pers di Sumatra Barat dengan 
mencoba menjalin kemitraan dengan suratkabar harian Padang Pos. Sayangnya, 
mereka pun tidak menemukan kata sepakat dalam hal format pengelolaan usaha 
penerbitan tersebut. Inilah yang kemudian mendorong H. Rida K. Liamsi untuk 
mengumpulkan putra-putra Minang yang sudah memiliki pengetahuan 
manajemen pers dan kewartawanan, termasuk yang sudah berada di Riau Pos 
sendiri, ditambah sejumlah wartawan muda yang semula bergabung Semangat 
Baru, untuk membuka usaha penerbitan sendiri yang independen dan menjadi 
anak perusahaan Riau Pos. Hal itu dipermudah karena pada masa reformasi 
peluang mendirikan perusahaan penerbitan pers terbuka seluas-luasnya. Lalu 
didirikanlah PT Padang Intermedia Pers (PIP), perusahaan yang menerbitkan 
Padang Ekspres. Duduk sebagai Komisaris H. Dahlan Iskan (Pimpinan Grup Jawa 
Pos) dan H. Busra Algarie (tokoh pers asal Agam, Sumatra Barat). Sedangkan 
Rida sendiri menjabat sebagai Direk-tur Utama. Jabatan direktur sekarang 
dipe- gang oleh Amreel Noor, putra Pagaruyung yang telah lama merantau di 
Provinsi Riau, semen- tara Pemimpin Redaksi H. Syofyan Syamsir. Pemimpin 
Perusahaan dipercayakan kepada Sutan Zaili Asril yang sudah malang-melintang 
di dunia pers. 


446 pjtv - panduan meliput daerah konflik Sebagai sebuah koran yang beredar di 
daerah, tentu saja, perkembangan daerah menjadi menu utama koran ini. 
Manajemen Padang Ekspres sendiri berpegang pada acuan kerja “menampilkan 
produk suratkabar yang mengacu kepada falsafah Pancasila, nilai-nilai 
kebangsaan, sistem nilai budaya lokal Minangkabau” , yang diterjemahkan ke 
dalam bentuk rubrikasi Berita Utama, Ekonomi dan Bisnis, Internasional, 
Metropolis, Olahraga, Politisiana, Rasakata, Resonansi, Padang Punya Cerita, 
Lipsus Daerah, dll. Karena berada di bawah manajemen Grup Jawa Pos, 
pengulangan atau pencuplikan berita dari media induk tak terhindarkan, 
terutama untuk berita nasional dan internasional. Praktis, kerja wartawan 
Padang Ekspres lebih untuk memburu berita-berita lokal." Itulah yang kemudian 
membuat tujuan Padang Ekspres untuk membangun opini yang objektif, 
mencerdaskan “anak nagari” Sumatra Barat, serta mengontrol pemerintah, 
digarap lebih fokus. Dalam rangka itu, koran harian beroplah 20.000 eksemplar 
ini berupaya menjadi koran referensi, yang dalam kerangka otonomi juga 
mendorong potensi dan kekuatan daerah. Koran ini tidak hanya menangguk 
untung dari sirkulasi, dengan harga langganan Rp 55.000,- dan eceran Rp 2.500, 
dan iklan, tetapi juga tekun menggarap unit usaha off-print. Unit usaha tersebut 
adalah Yayasan Alam Takambang Jadi Guru dan Padang Ekspres Event 
Organizer. (Tim EPI/KG. Sumber: Rhoma Dwi Aria Yuliantri/Indonesia Buku/Jurnas) 
.Matfihadapwal “Beriman dan Bertaqwa”. Setelah PT. Esa Visual Padjadjaran Tivi 
bernaung di bawah Grup Jawa Pos, Pajajaran TVberganti sebutan menjadi PJTV, 


dengan slogan “BANDUNG EUY". PJTV setiap hari mengudara mulai pukul 06.00 
WIB sampai pukul 00.00 WIB, dengan berbagai program di antaranya 
Penayangan Siaran Langsung Liga Jerman (Bundes Liga) setiap Sabtu dan 
Minggu, NBA Action Jumat dan Sabtu Malam. Program-Program PJTV ditujukan 
untuk menjadi tontonan keluarga, dengan melibatkan secara penuh masyarakat 
Bandung agar PJTV menjadi bagian dari hati masyarakat Bandung dan menjadi 
televisi pilihan pertama Penonton. (Tim EPI/KG. Sumber: Wikipedia) “demografi 
asyarakat di seki 3. Felajaribahf ahiitui merekagan yang dij -aaan santun der 
Wndengaiai -dalam menghil *W sebagail: Wsebehinur 
PajajaranTV Stasiun Televisi Lokal Swasta ulai melakukan si- 
aran percobaan Jum ni 2005 pada Channel 40 UHE Pada awalnya Paja-— jaran TV 
mengkhususkan tayangannya pada program-program keislaman dengan slogan 
Panduan Meliput Daerah Konflik 1. Pastikan bahwa fisik 
anda sehat saat menerima tugas untuk meliput daerah konflik atau daerah 
berbahaya. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (general check 
up). Setiap wartawan harus jujur pada diri sen- diri mengenai keadaan 
kesehatannya. Perhi- tungkan juga risiko yang bakal muncul berkait- an faktor 
alam, cuaca dan pola makan agar ti- dak membahayakan kesehatan. Pastikan 
an~ “Sayaseori 


panduan meliput daerah konflik 447 da siap menghadapi semua risiko. Setiap 
wartawan punya hak untuk menolak suatu penugasan bilai dinilai di luar batas 
kemampuan fisik dan mental. Anda tak bisa dipecat akibat penolakan terhadap 
suatu tugas yang membahayakan nyawa anda. Jangan ragu-ragu untuk 
menyatakan tidak dan jangan merasa bersalah. 2. Pelaj ari situasi konflik di 
wilayah yang akan anda datangi. Pengetahuan dasar yang perlu diketahui 
adalah pengetahuan tentang faktor pemicu konflik. Juga perlu diketahui siapa 
pihak-pihak yang terlibat, termasuk mengenali para tokoh/pemimpinnya serta 
pendukungnya. Pelaj ari juga perilaku pihak yang terlibat konflik, termasuk 
mencermati ada tidaknya sejarah kekerasan yang mereka lakukah terhadap 
wartawan? Pengenalan peta geografi, demografi, kultur dan adat-istiadat 
masyarakat di sekitar kawasan konflik juga mutlak diperlukan. 3. Pelajari 
bahasa dan dialek yang akrab dalam kultur mereka. Dengan menggunakan 
bahasa lokal, kehadiran anda tidak dicurigai. Sebaliknya, komunikasi yang baik 
akan memudahkan dalam menghimpun data-data dan keterangan yang 
diperlukan dalam reportase. Sapaan santun dengan bahasa yang akrab dalam 
pendengaran mereka sangat bermanfaat dalam menghilangkan kendala-kendala 
psikologis sebagai pihak-pihak yang tidak saling kenal sebelumnya. Pelajari juga 
frase-frase penting dengan menggunakan bahasa lokal, seperti: “Saya seorang 
wartawan. Dapatkah anda menolong saya...." 4. Kenali karakter wilayah dan 
masyarakat yang akan anda datangi sehingga terhindar dari risiko terserang 
penyakit. Pastikan anda membawa bekal obat-obatan Standard seperti obat 
untuk sakit flu, sakit kepala, dan diare. Jangan salah, pola dan jenis makanan 
dapat menyebabkan muntah, mual bahkan diare lantaran lambung tidak bisa 
mencerna jenis makanan baru. Saat melakukan tugas reportase di Papua, 
misalnya, anda harus siap minum obat malaria. Kalau perlu, lakukan imunisasi 
sebelum berangkat. 5.  Pelaj ari pengetahuan dasar mengenai pertolongan 


pertama pada kecelakaan (PPPK) dan pula teknik bertahan (survival). Kewajiban 
anda memang bukan untuk memberi pertolongan medis pada korban pertikaian. 
Tetapi pengetahuan dasar itu akan sangat membantu saat anda atau rekan 
terluka saat menjalankan reportase. 6. Pastikan jalur komunikasi anda 
denganredaktur atau produser sedari awal. Ketidak— jelasan jalur komunikasi 
akan menyulitkan ko— ordinasi, bahkan dapat menimbulkan masalah baru 
antara di lapangan dengan redaktur atau produser. Selain redaktur seringkali 
jengkel karena tidak bisa mengontak anda atau seba liknya, posisi anda di 
lapangan yang berisiko harus selalu terpantau. Laporkan setiap ada perubahan 
situasi di lapangan kepada redak- si, sehingga setiap aktivitas anda bisa dike- 
tahui dan diprediksi segala kemungkinannya. 7. Bawalah uang kontan. Di 
wilayah kon- flik, biasanya anda akan kesulitan mencari bank atau mesin untuk 
pengambilan uang kon- tan (automatic teller machine/ATM) atau me~ lakukan 
transaksi keuangan lainnya. Ingat har- ga-harga barang dan jasa di wilayah 
konflik biasanya lebih mahal dari harga normal. Per- panjangan jadwal bisa 
terjadi sewaktu-waktu di luar perkiraan. Kalau perlu, bawalah uang perbekalan 
dua kali lipat dari estimasi biaya yang sudah disusun. 8. Kalau anda harus 
datang ke wilayah konflik dengan pesawat, pastikan anda mem beli tiket pergi- 
pulang. Jangan nekad membe- li tiket hanya buat sekali perjalanan. Arus peng- 
ungsian yang tinggi di wilayah konflik meng- akibatkan kesulitan memastikan 
memperoleh tiket pulang. 9. Kalau anda meliput dengan membawa 
kendaraan sendiri, pastikan mesin dalam kon- disi bagus, termasuk mengontrol 
ban dan per- siapan bahan bakar yang cukup. Bawalah ban serep, persediaan 
bahan bakar dan peralatan Standard seperti kunci roda dan kunci-kunci lain yang 
diperlukan. Tempelkan tulisan “PERS” pada kendaraan, dan kalau perlu tu- 
liskan pula dengan bahasa lokal. Kalau per- 


448 pangkal kemajuan jalanan dan proses reportase memakan waktu cukup 
lama, pastikan membawa perbekalan air minum dan makanan yang cukup. 10. 
Bawalah perlengkapan reportase yang memadai seperti kamera, film, 
buku catatan, baterai, alat perekam, pulpen, laptop, telepon genggam atau 
perangkat komunikasi lainnya. Kalau perlu, bawalah alat perlindungan diri, 
seperti jaket antipeluru dan bendera putih. Jangan berasumsi anda bisa membeli 
peralatan tersebut di wilayah yang sedang bertikai. 11. Bawalah pakaian yang 
sopan dan nyaman dikenakan sehingga memudahkan anda bergerak. Rok 
sempit dengan hak sepatu yang tinggi sangat tidak dianjurkan. Hindari 
membawa barang-barang mewah dan mahal karena hal itu bisa membuat anda 
menjadi sasaran kriminalitas. 12. Bawalah radio kecil agar kita bisa 
mengikuti informasi dan perkembangan situasi di sana. 13. Jangan lupa 
mengurus asuransi, baik untuk jaminan keselamatan diri maupun peralatan. 
Pastikan asuransi itu telah dibayar oleh media tempat anda bekerja dan sudah 
meliputi fasilitas-fasilitas seperti biaya perawatan kalau anda terluka atau jatuh 
sakit, termasuk kemungkinan anda terbunuh. 14. Bawalah dokumen-dokumen 
berikut ini: kartu pers, kartu golongan darah, surat izin mengemudi (SIM), peta 
jalan dan peta geografi daerah yang akan dikunjungi: bawa daftar layanan 
panggilan darurat (emergency call lists), atau daftar nomor telepon yang bisa 
dihubungi saat terjadi kejadian darurat, daftar narasumber yang akan dihubungi 


dan rencana peliputan termasuk lembar penugasan; jangan membawa dokumen, 
pamflet atau kliping berita yang mungkin bisa menjadi isu sensitif bagi 
kelompok-kelompok yang sedang bertikai. 15. Ketahui hak-hak anda sebagai 
wartawan. Penelitian International Federation of Journalists (IFJ) pada 2001 
menunjukkan hal yang mengejutkan: mayoritas wartawan yang melakukan 
peliputan di wilayah konflik hanya memiliki pengetahuan yang terbatas 
mengenai hukum lokal maupun hukum internasional yang berkaitan dengan 
kegiatan jurnalistik. Sangat sedikit wartawan internasional yang bisa mengutip 
protokol Konvensi Jenewa. Dalam protokol 1 Konvensi Jenewa pada pasal 79 ayat 
1 disebutkan, bahwa wartawan yang sedang meliput konflik bersenjata harus 
diperlakukan sebagai orang sipil yang tidak boleh diserang. Namun juga harus 
diingat bahwa wartawan akan kehilangan haknya bila dia ikut terlibat berpihak 
dalam konflik atau juga melakukan aktivitas mata-mata. Untuk wartawan 
Indonesia, sebaiknya memahami hak-hak jurnalis yang telah diatur dalam UU No. 
40/1999 tentang Pers. (Tim/WID. Sumber: Buku Panduan Praktis Keselamatan 
Jurnalis di Daerah Konflik, Solahudin, Lensi Mursida, Danang Kukuh, A. 
Supriyanto, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jakarta, 2002). PangkalKemadjoean 
Suratkabar Dwimingguan. K oran im didirikan tahun 1917 oleh sejumlah 
prajurit asal Minahasa di Ma~ gelang, yang berhimpun di dalam organi- sasi 
Perserikat- an Minahassa (PM). Meskipun beredar di Mina- hasa hingga Ke- 
pulauan Sangir - Talaud, Pangkal Kem adjoean diterbitkan dan dicetak di 
Surabaya. Pemimpin redaksi surat- kabar yang terbit setiap pertengahan dan 
penghujung bulan ini, B. W. Lasut, berkantor di Lapitan 18 Surabaya. Suratkabar 
ini menghi- dupi diri dengan membuka ruang iklan. Tar- 


panjebar semangat 449 ifnya cukup tinggi yakni 1,5 sen untuk satu perkataan, 
tetapi tidak boleh kurang dari 1 Gulden. Untuk masyarakat umum yang ingin 
berlangganan dikenai tarif berlangganan sebesar 5 gulden per tahun. Sedangkan 
untuk militer mendapat potongan menjadi 4 Gulden. Koran dengan jargon 
“Soeara Kaoem Minahasa, Kepoelaoean Sangir dan lain-lain Pendoedoek dalam 
Karesidenan Manado”, ini senantiasa menyiarkan berita-berita seputar Minahasa, 
dan terutama perkembangan Perserikatan Minahasa. (Tim EPI/KG. Sumber: 
Rhoma Dwi Aria Yuliantri/Indexpress/Jurnas) Panjebar 

Semangat Majalah Mingguan berbahasa Jawa. Meskipun 
majalah ini terbit di Jawa Timur namun peredarannya mampu menjangkau 
wilayah Jawa Tengah dan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Bahkan pasar di 
Jawa Tengah dan DIY cukup besar. Untuk daerah DIY misalnya, pelanggannya 
sebagian besar adalah dosen Fakultas Sastra UGM (Universitas Gajah Mada). 
“Yang banyak disukai adalah rubrik “Alaming Lelembut", karena unik dan khas. 
Rubrik ini berupa cerita misteri yang bisa berupa kejadian yang dialami penulis 
atau rekaan pengarangnya sendiri. Biasanya rubrik ini dibaca lebih dulu,” papar 
Moechtar, pemimpin redaksi Panjebar Semangat. Misi Panjebar Semangat adalah 
melestarikan bahasa dan budaya Jawa, khususnya di kalangan generasi muda. 
Untuk itu, redaksi berupaya agar kawula muda tertarik membaca majalah ini. 
Kiatnya antara lain dengan menampilkan kulit muka yang menarik. Misalnya 
dengan memajang gadis foto model, penyanyi atau peragawati. “Syaratnya tidak 
hanya cantik, tapi juga berprestasi. Dengan penampilan yang menarik, bila 


majalah ini dipajang di toko buku akan diminati para remaja,” ungkap Moechtar. 
Menurut Moechtar, pada awalnya majalah yang didirikan dr. Soetomo ini 
diterbitkan untuk menggerakkan masyarakat Indonesia agar sadar. Sebagai 
suatu bangsa, tidak terpecah dalam suku-suku. “Media ini mengusahakan 
tercapainya efisiensi komunikasi antara para tokoh pergerakan dengan 
masyarakat. Maka majalah ini menggunakan bahasa “ngoko”, karena dinilai 
lebih demokratis,” tambahnya. Tetapi kemudian fungsinya berubah, yaitu untuk 
melestarikan Bahasa Jawa di kalangan generasi muda, karena pengajaran 
Bahasa Jawa di sekolah dasar dan sekolah menengah masih sedikit 
porsinya.Panjebar Semangat diterbitkan oleh PT Pancaran Semangat Jaya 
dengan susunan penyelenggara sebagai berikut: Pemimpin Umum, Sujatmiko; 
Wakil Pemimpin Umum/- Pemimpin Redaksi Ny. Sri Lestari, Shn: Wakil Pemimpin 
Redaksi Drs. Moechtar; dan Redak- tur Pelaksana Imam Basoeki. Alamat 
Redaksi dan TU di Jalan Bubutan No. 2, Surabaya, (Tim EPI/KG. Sumber: Jurnas) 


450 panji masyarakat Panji Masyarakat Majalah Bulanan Wn /rajalah yang 
namanya disingkat Panjimas IViini didirikan oleh Buya HAMKA (Haji Abdul Malik 
Karim Amrullah). Edisi perdana terbit Januari 1959. Kurangnya bacaan di 
kalangan umat Talam membuat majalah ini sangat digemari masyarakat luas. 
Terbit dua minggu sekali, Panjimas laku keras dengan peredaran ke seluruh 
Nusantara. Aspirasi umat Islam Masyumi membuat pola pemberitaannya agak 
keras. Buya HAMKA menjabat sebagai Pemimpin Umum sekaligus Pemimpin 
redaksi, dengan Sekretaris redaksi putera sulungnya sendiri H. Rusydi HAMKA. 
Pada edisi nomor 22, kirA-kira setahun usia Panjimas, Buya HAMKA menurunkan 
tulisan tentang Demokrasi Kita yang ditulis oleh Bung Hatta, ketika itu mantan 
Wakil Presiden. Membaca tulisan ini Bung Karno sebagai Presiden tidak 
berkenan, dan Panjimas dibredel. Alasan lain pembredelan adalah karena 
Panjimas gencar menolak Manifesto Politik (Manipol) dan Usdek (Undang-Undang 
Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, 
Kepribadian Nasional). Bung Karno yang sudah ditelikung PKI memberangus apa 
dan siapa saja yang menentang Manipol-Usdek maupun kemudian Nasakom 
(Nasionalisme- Agama-Komunis). Pada tahun 1960 juga Bung Karno 
membubarkan Masyumi dan PSI, karena dianggap terlibat pemberontakan 
PRRI/Permesta. Tokohtokoh Masyumi ditangkapi dan dibui, antara lain Mr. 
Kasman, dan Buya HAMKA sendiri. Sementara tokoh PSI Sumitro 
Djojohadikusomo melarikan diri ke London dan kemudian menetap di Singapura. 
Bersamaan bangkitnya Orde Baru, semua tahanan politik dibebaskan, termasuk 
Buya HAMKA. Tahun 1967/1968 Buya HAMKA menerbitkan kembali Panjimas. 
Demikian juga Harian Abadi milik Masyumi dan Pedoman milik PSI terbit kembali. 
Buya dengan sepenuh hati menjaga korannya agar terus beredar. Jaringan 
pemasaran dan distribusinya kian baik dan manajemennya kian sehat. Ketika 
Buya HAMKA wafat tahun 1982, kepemimpinan Panjimas diserahkan kepada 
Rusydi Hamka. Dengan tekun Rusydi melanjutkan penerbitan Panjimas dalam 
irama suka dan dukanya. Pasang surut situasi nasional, membuat Panjimas 
sempat terseok-seok, namun mampu bertahan hingga tahun 1994. Sejumlah 
wartawan Panjimas, sepertiAzyumardi Azra, Bachtiar Effendy dan Syafi'ie Anwar 
memilih melanjutkan studi ke luar ne— geri. Marwan Saridjo meniti karier 


sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) hingga mencapai pun— cak jabatan sebagai 
Sekjen Depag (Sekretaris Jendral Departemen Agama). Adapun Iqbal Saimima 
meninggal dunia dalam usia masih relatif muda. Tahun 1984/85 masuk 
manajemen baru dengan Fuad Bawazir sebagai pemodal baru. Rusydi tetap 
dipasang sebagai Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi disertai rekrutmen 
wartawan baru. Namun karena situasi pula, 


panjoeloeh - pantja indera - panti aram warna 451 Panjimas hanya mampu 
bertahan hingga enam tahunan. Tahun 1990-an, Fahmi Idris, menantu Ketua 
Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) KH Hasan Basri, merasa terpanggil untuk 
'menyelamatkan' Panjimas agar terus terbit. Syubah Asa ditunjuk sebagai 
Pemimpin Redaksi. Namun pada saat bersamaan di pasaran sudah beredar 
majalah-majalah bernuansa Islam baru. Di era reformasi, ketika siapa saja boleh 
menerbitkan koran maupun majalah, posisi penerbitan-penerbitan lama kian 
terdesak. Panjimas termasuk salah satunya. Meskipun tahun 2000-an 
diusahakan terbit kembali dengan format dan wajah yang luks, tetap tidak 
mampu bertahan. Panjimas akhirnya tidak terbit lagi, setelah salah seorang 
pemodalnya mundur. Bagi para penggemarnya, Panjimas dipandang sebagai 
karya monumental Buya HAMKA. Banyak di antara mereka yang masih 
menyimpannya dan bahkan menjilidnya. Bagi mereka Panjimas tetap menjadi 
referensi karena di majalah inilah mereka dapat membaca kembali tulisan- 
tulisan Buya HAMKA. Termasuk tafsir Al-Azhar. (BAIDHAWI) Panjoeloeh 
Suratkabar Tribulanan Diterbitkan tahun 1930 di Pangkal Pinang oleh penerbit 
The National. Koran yang beredar tiga kali sebulan ini mempunyai motto 
“Haluannya berani karena benar, pembela rakyat dan segala bangsa dari 
penghinaan dan penindasan.” (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas) Pantja 

Indera Suratkabar Mingguan Terbit tahun 1926. Diterbitkan 
oleh Penerbit Pantja Indera. Kota Cilacap yang pada masa kolonial Belanda 
termasuk kota strategis, karena dekat Pulau Nusakambangan yang menjadi 
benteng pertahanan Belanda, memiliki beberapa penerbitan suratkabar. Salah 
satu di antaranya adalah suratkabar Pantja Indera. Pantja Indera yang memiliki 
motto "Organ boeat segala pihak, tempat memboeka soearanya kaoem moeda”, 
menjadi alat perjuangan bagi para pemuda dalam memperjuangkan 
kemerdekaan RI. Isinya banyak memuat berita dan artikel yang yang menentang 
kolonialisme. (Tim EPI/KG. Sumber: Perpusnas) PantjaranWarta Suratkabar 
Harian PINTJIRIN WIRTA & idStajimlnta BANGSA osTerbit setiap hari kecuali hari 
Minggu dan hari besar. Pantjaran Warta pertama terbit tahun 1910, 
menggunakan Bahasa Indonesia. Alamat redaksi dan ad—ministrasi di Ja— lan 
Java Banks Straat, Batavia. Suratkabar yang diterbit— kan Uitgevers Mij "Seng 
Foat” tersebut mempunyai slogan “Orgaan Boeat Segala Bangsa”. Ciri khasnya 
adalah, dari sekian banyak tulisannya terdap- at tulisan yang disusun dengan 
aksara China. Pemimpin Redaksi Pantjaran Warta ada~ lah G. Francis; Redaktur, 
Piet Salomausz, dan Gondo Winoto. Bertindak sebagai Direktur Ad- 


452 parada harahap - parni hadi ministrasi, Ko Eng Seng. Pantjaran Warta 
dicetak dalam format broadsheet, dengan tarif langganan Rp 3,- per tiga bulan. 
Sedangkan tarif iklan per baris sebesar 25 sen. Rubrik tetap dalam Pantjaran 
Warta di antaranya berita dari Hindia Olanda atau berita-berita dalam negeri dan 


berita-berita daerah. Selain itu juga disajikan berbagai artikel, di antaranya 
tentang kondisi masyarakat di Yogyakarta, Solo, Magelang dan Semarang, yang 
masih buta huruf dan sebagainya. Pada halaman satu maupun halaman 
belakang suratkabar yang terbit 4 halaman itu, juga berisi beragam iklan. 
Suratkabar Pantjaran Warta bertahan hidup sampai tahun 1917. (Tim EPI/TS. 
Sumber: Perpusnas) Parada Harahap Padangsidempuan, Sumut-Jakarta, 
11-5-1959 Pemilik Suratkabar Harian Bintang Timoer Karena jasanya bagi dunia 
pers khususnya di Sumatra Utara namanya diabadikan menjadi nama Gedung 
Pers PWI Cabang Sumatra Utara di Medan, "Gedung Pers Parada Harahap". 
Tahun 1950 penulis buku Delik Pers mendirikan Akademi Wartawan di Jakarta 
dan mendirikan suratkabar Detik di Bukittinggi. Pada awal-awal kemerdekaan ia 
pernah menjadi pejabat di Departemen Penerangan RI, dan diangkat menjadi 
salah seorang anggota BPPKI yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno, mewakili 
kalangan cendekiawan. (Tim EPI/KG/NH) Parni Hadi Madiun 13 
Agustus 1948) Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI Sebagian besar 
kariernya di dunia jurnalistik justru dihabiskan di media cetak dan di LKBN 
ANTARA. Ia memulai kariernya sebagai wartawan di LKBN ANTARA Redaksi 
Inggris, pada tahun 1973. Setelah sempat menjadi koresponden Asia Week dan 
Managing Editor Indonesia Magazine, Parni kembali mengabdi di LKBN ANTARA. 
Di lembaga ini Parni sempat menduduki sejumlah jabatan penting antara lain 
memimpin LKBN ANTARA untuk wilayah Eropa dan di Hamburg selama tujuh 
tahun (1980-1986) dan Redaksi Inggris dua tahun (1986-1988).Kembali ke 
Jakarta Parni ditugaskan menjadi Kepala Redaksi Umum selama setahun, sem 
belum menjadi Wakil Pemimpin Pelaksana Redaksi Bidang Pemberitaan (1989- 
1992). Sete- lah enam tahun malang melintang di luar AN- TARA, Pami kembali 
ke lembaga itu dan menja- bat sebagai pemimpin umum/pemimpin re- daksi 
selama dua tahun (1998-2000). Pengalaman bisnis Parni Hadi dimulai ke- tika 
mendirikan dan memimpin HU Republika (1997-2000), serta menjabat beberapa 
posisi penting di sejumlah organisasi berbeda. Pun- caknya adalah ketika pada 
tahun 2002 Parni mendirikan PT Digital Ad, sebuah lembaga bis- nis periklanan. 
Sejak 1999 Parni juga diminta untuk menjadi staf ahli bidang komunikasi Ka- 
polri. la juga sempat menjadi talkshow master di sejumlah stasiun televisi dan 
radio, serta menjadi dosen tamu di Lemhannas, Sespim Polri, Seskoal, dan 
Seskoau. 


pasal pasal delik pers 453 Parni yang dikaruniai tiga anak dan menduda sejak 
istrinya meninggal dunia.ini, menyelesaikan pendidikan SI di IKIP Jurusan Bahasa 
Inggris, dan melanjutkan pendidikan Science Journalism di Jerman, sebelum 
meraih gelar Magister Management dari Technological University of the 
Philippines. Direktur utama yang semasa mudanya pernah berkecimpung di 
dunia teater tradisional ini bertekad untuk memajukan peran RRI sebagai 
pelindung keragaman budaya Indonesia. (Tim EPI/KG. Sumber: Profile RRI) Pasal 
Pasal Delik Pers Adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada kaitannya 
dengan media massa. Pasal-pasal tersebut adalah: I. Pembocoran Rahasia 
Negara Pasal 112 Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, 
berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus 
dirahasiakan untuk kepentingan Negara, atau dengan sengaja memberitahukan 


atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun. II. Pembocoran Rahasia Hankam Negara Pasal 113 
Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, 
atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak 
berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar- 
gambar, atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan 
pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada 
padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu 
diketahui olehnya diancam pidana penjara paling lama empat tahun.. Jika surat- 
surat atau benda-benda ada pada yang bersalah atau pengetahuannya tentang 
itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. III. 

Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden a. Pasal 134 
Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam 
dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. b. Pasal 136 Pengertian penghinaan sebagaimana 
dimaksudkan dalam pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam 
pasal 135, jika hal itu dilakukan di luar kehadiran yang dihina, baik dengan 
tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan lisan atau 
tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang atau dihadapan orang ketiga, 
bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung. c. 

Pasal 137(1) Barang siapa menyiarkan, mempertun-— jukkan, atau 
menempelkan di muka umum tu— lisan yang berisi penghinaan terhadap 
Presiden dan Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui 
atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 
satu tahun empat bulan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) 

Jika yang bersalah melakukan keja- hatan pada waktu menjalankan 
pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sem jak adanya 
pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka ter- 
hadapnya dapat dilarang menjalankan pen~ carian tersebut. IV. 

Penghinaan Terhadap Raja atau Kepala Negara Sahabat 


454 pasal pasal delik pers Pasal 142 Penghinaan dengan sengaja terhadap raja 
yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. V. Penghinaan Terhadap Wakil Negara Asing a. Pasal 143: Penghinaan 
dengan sengaja terhadap wakil negara asing di Indonesia, diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah. b. Pasal 144: (1) Barang siapa menyiarkan, 
mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang 
berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, atau kepala negara sahabat, 
atau wakil negara asing di Indonesia dalam pangkatnya, dengan maksud supaya 
penghinaan itu diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling 
lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu 
menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak ada 
pemidanaan yang tetap karena kejahatan semacam itu juga, ia dapat dilarang 
menjalankan pencarian tersebut. VI. Permusuhan, Kebencian atau Penghinaan 


terhadap Pemerintah a. Pasal 154: Barang siapa di muka umum menyatakan 
perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah 
Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. b. Pasal 155: (1) 

Barang siapa di muka umum mempertunjukkan atau menempelkan tulisan 
atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan 
permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, 
dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang 
bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya 
dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap 
karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat 
dilarang menjalankan pencarian tersebut. VII. Pernyataan perasaan 
permusuhan, kebencian atau penghinaan golongan a. Pasal 156: Barang 
siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau 
penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah. b. Pasal 157: (1) Barang siapa 
menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka 
umum, yang isinya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian 
ataupenghinaan di antara atau terhadap golongan- golongan rakyat Indonesia, 
dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahat- an 
tersebut pada waktu menjalankan penca- riannya dan pada saat itu belum 
lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap 


pasal pasal delik pers 455 karena kejahatan yang semacam itu juga, yang 
bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. VIII. Perasaan 
permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama Dipidana dengan pidana 
penjara selamalamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka 
umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan: (a) Yang pada pokoknya 
bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama 
yang dianut di Indonesia. (o) Dengan maksud agar orang tidak menganut 
agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 156a) 
IK. Penghasutan a. Barang siapa di muka dengan umum lisan atau tulisan 
menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan 
terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang 
maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang- 
undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (pasal 160) b. (1) Barang 
siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan 
yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa 
umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut 
dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau 
lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 


tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. b. (2) Jika 
yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan 
pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaanya 
menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang 
bersangkutan dilarang menjalankan pencarian tersebut. (Pasal 161) X. 

Penawaran tindak pidana a. Barang siapa di muka umum dengan lisan 
atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana 
guna melakukan tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, 
(pasal 162) b. (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 
menempelkan di muka umum tulisan yang berisi penawaran untuk memberi 
keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan 
maksud supaya penawaran itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. b. (2) Jika merasa 
bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya 
dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap 
karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang 
menjalankan pencarian tersebut, (pasal 163)KI. Penghinaan terhadap 
penguasa atau badan umum Barang siapa dengan sengaja di muka umum 
dengan lisan atau tulisan menghina su— atu penguasa atau badan umum yang 
ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam 
bulan atau pi- dana denda paling banyak empat ribu lima ra— tus rupiah, (pasal 
207) (1) Barang siapa menyiarkan, mempertun- jukkan atau menempelkan di 
muka umum su~ atu tulisan atau lukisan yang memuat penghi- naan terhadap 
penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi 
yang menghina itu diketahui atau lebih dike- tahui umum, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. 


456 pasal pasal delik pers (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut 
dalam pencariannya ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan 
yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga maka yang 
bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. (Pasal 208) XII. 
Pelanggaran kesusilaan (1) Barang siapa menyiarkan, 
mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau 
benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, barang siapa dengan 
maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, 
membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam 
negeri, meneruskannya mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, 
ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat 
tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, 
diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Barang siapa 
menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, 
gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan 
maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, 


membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari 
negeri, atau memiliki persediaan, atau barang siapa secara terang-terangan atau 
dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk sebagai 
bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa 
tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling 
lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat 
pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara 
paling lama dua tahun delapan bulan atas pidana denda paling banyak tujuh 
puluh lima ribu rupiah. (Pasal 282) XIII. Penyerangan/pencemaran 
kehormatan atau nama baik seseorang a. (1) Barang siapa sengaja menyerang 
kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang 
maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran 
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. a. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau 
gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka 
diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu 
tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah. 
a. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika 
perbuatan jelas di-lakukan demi kepentingan umum atau karem na terpaksa 
untuk membela diri. (Pasal 310) b. (1) Jika yang melakukan kejahatan pen- 
cemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang 
dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan 
bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fit- nah 
dengan pidana penjara paling lama em~ pat tahun. b. (2) Pencabutan hak-hak 
berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan. (Pasal 311) c. Tiap-tiap 
penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pence- maran 
tertulis yang dilakukan terhadap sese- orang, baik di muka umum dengan lisan 
atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri de- ngan lisan atau perbuatan, 
atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, di- ancam karena 
penghinaan ringan dengan pi~ dana penjara paling lama empat bulan dua 
minggu atau pidana denda paling banyak em~ pat ribu lima ratus rupiah. (Pasal 
315) H — 


pasal pasal delik pers 457 d. Pidana yang ditentukan dalam pasalpasal 
sebelumnya dalam bab ini, ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah 
seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah. (Pasal 
316) XIV. Pemberitaan Palsu (1) . Barang siapa dengan sengaja 
mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik 
secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga 
kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan 
pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) 
Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan. 
(Pasal 317) XV. Penghinaan atau pencemaran orang mati (1) Barang 
siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau 
orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau 


pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Kejahatan ini 
tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah 
maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua 
orang yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istrinya). (3) Jika karena 
lembaga matriarkhal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada 
bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu. (Pasal 
320) (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di 
muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina bagi orang yang 
sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau 
gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana 
penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan 
tersebut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau 
dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan 
semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian 
tersebut. (3) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang 
yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga. (Pasal 
321) XVI. Pelanggaran hak ingkar (1) Barang siapa dengan sengaja 
membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, 
baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara 
paling lama sembilan bulan atau pi-dana denda paling banyak sembilan ribu 
rum piah. (2)Jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka 
perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu. (Pasal 322) XVII. 

Penadahan Penerbitan dan Percetakan a. Barang siapa menerbitkan 
sesuatu tu~ lisan atau sesuatu gambar yang karena sifat- nya dapat diancam 
dengan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 
bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika: 1. Si pelaku tidak diketahui namanya 
dan juga tidak diberitahukan namanya oleh pener- bit pada peringatan pertama 
sesudah penun- tutan berjalan terhadapnya. 2. Penerbit sudah mengetahui 
atau patut menduga bahwa pada waktu tulisan atau 


458 pasal pasal delik pers - patria gambar itu diterbitkan, si pelaku itu tak dapat 
dituntut atau akan menetap di luar Indonesia. (Pasal 483) b. Barang siapa 
mencetak tulisan atau gambar yang merupakan perbuatan pidana, diancam 
dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling 
lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, 
jika: 1. Orang yang menyuruh mencetak barang tidak diketahui, dan 
setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak diberitahukan 
olehnya. 2. Pencetak mengetahui atau seharusnya menduga bahwa orang yang 
menyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di 
luar Indonesia. (Pasal 484) XVIII. Penanggulangan kejahatan Pidana yang 
ditentukan dalam pasal 134138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484 dapat 
ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 
lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang 
dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal 
itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika 


pada waktu melakukan kejahatan kewenangan menjalankan pidana tersebut 
daluwarsa. (Pasal 488) KIK. Pelanggaran Ketertiban Umum a. Diancam dengan 
pidana kurungan paling lama tiga bulan, dan atau pidana paling banyak lima 
belas ribu rupiah. 1. Barang siapa mengumumkan isi apa yang ditangkap 
lewat pesawat radio yang dipakai olehnya atau yang ada dibawah pengurusnya, 
yang sepatutnya harus diduganya bahwa itu tidak untuk dia atau untuk 
diumumkan, maupun diberitahukannya kepada orang lain jika sepatutnya harus 
diduganya bahwa itu akan diumumkan dan memang lalu disusul dengan 
pengumuman. 2. Barang siapa mengumumkan berita yang ditangkap lewat 
pesawat penerima radio, jika la sendiri, maupun orang dari mana berita itu 
diterimanya, tidak berwenang untuk itu. (Pasal 519 bis) b. Diancam dengan 
pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga 
ribu rupiah. 1. Barang siapa ditempat untuk lalu lintas umum dengan 
terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul 
kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar atau benda yang mampu 
membangkitkan nafsu birahi remaja. 2. Barang siapa di tempat untuk lalu 
lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu 
membangkitkan nafsu birahi para remaja. 3. Barang siapa secara terang- 
terangan atau diminta menawarkan suatu tulisan, gam-bar atau barang yang 
dapat merangsang naf— su birahi para remaja maupun secara terang- terang 
atau dengan menyiarkan tulisan tan— pa diminta, menunjuk sebagai bisa 
didapat, tulisan atau gambar yang dapat membang- kitkan nafsu birahi para 
remaja. 4. Barang siapa menawarkan, membe- rikan untuk terus atau 
sementara waktu, me- nye rahkan atau memperlihatkan gambar atau benda 
yang demikian, pada seorang yang be- lum dewasa dan di bawah umur tujuh 
belas tahun. Barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka 
seseorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh be- las tahun. (Pasal 
533) c. Barang siapa terang-terangan memper tunjukkan sesuatu sarana 
untuk menggugur- kan kandungan maupun secara terang-terang— an atau 
tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan 
menyiar- kan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana 
atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan pidana kurung- an paling 
lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
(NH/TimEPI) 


patria - paul tedjasurya 459 Patria Koran Mingguan Terbit 4 halaman, 
sebenarnya merupakan koran umum, namun bernuansa Islam. Koran yang 
diterbitkan Yayasan Penerbit Patria Solo, dengan Surat Izin Terbit No. 
030/5/DPHM/SIT/1965 tersebut, pertama beredar tanggal 4 Februari 1965. 
Penerbitan Patria bertujuan menjadi rival koran yang berhaluan komunis, di 
antaranya Harian Rakyat. Penanggung Jawab Patria adalah Budiman S. Hartoyo, 
Pemimpin Redaksi R. Soengkar, dan Pemimpin Umum Bachar Mu'id. Koran yang 
kantor redaksinya beralamat di Jalan Pasar Kliwon yang merupakan komunitas 
Muslim tersebut, kala itu telah memiliki pembantu di luar negeri, di antaranya 
Geys Attamimi di Beirut, Moch. Soebari di London, dan Choniem Chatrasj di 
Makkah. Meskipun Patria bernuansa Islam, rubrikasinya tergolong beragam, 
terutama di halaman satu memuat aneka ragam berita dalam dan luar negeri. Di 


halaman dalam terdapat rubrik budaya, agama, dan hiburan. Namun koran yang 
dijual eceran Rp 12,50 per eksemplar tersebut hanya bertahan beberapa tahun. 
(TS/Tim EPI) Paul Tedjasurya Surabaya, 1930 Fotografer Laki-laki asal Surabaya 
ini mengenal fotografi dari teman mainnya. Waktu itu ia masih murid MULO atau 
Meer Uitgebreid Lager Onderwijs -setingkat sekolah menengah pertama. Paul 
kagum melihat sebuah adegan bisa terekam dan tercetak dalam sebuah kertas. 
Setelah melihat temannya memotret, Paul pun mulai mencoba melakukannya 
dengan kamera pinjaman dari temannya. Paul hidup dalam keluarga dengan 
ekonomi pas-pasan. Ibunya bekerja sebagai penjahit untuk menghidupi keluarga. 
Sejak Paul berusia 14 tahun, ayahnya dipenjara oleh tentara Jepang karena 
tertangkap sedang mendengarkan siaran radio dari luar negeri. Saat itu Jepang 
melarang hal tersebut. Lulus dari MULO, Paul segera bekerja di Kantor Sosial. 
Tetapi keinginannya mendalami fotografi membuatnya melepaskan pekerjaan 
yang baru digelutinya beberapa bulan. Seorang pamannya di Surabaya 
menyarankan Paul agar mendatangi seorang kerabat jauh di Bandung yang 
masih pamannya bernama Oom Nyoo. Anak sulung dari dua bersaudara itu pun 
berangkat ke Bandung pada tahun 1951. Oom Nyoo bekerja sebagai pegawai di 
Jawatan Penerangan Provinsi Jawa Barat, tetapi ia memiliki sebuah studio foto di 
Jalan Naripan, Bandung.Kini bangunan bekas studio itu di tempati Bank Jabar. Di 
Ban— dung, Paul Tedjasurya belajar tentang foto— grafi secara otodidak dengan 
kamera Leica" III F pemberian Oom Nyoo. Studio pamannya itu berfungsi seperti 
agensi foto. Waktu itu sangat jarang ada orang memotret dirinya ke studio, 
tetapi fotograferlah yang rajin men- datangi acara-acara untuk mengabadikan 
peris- tiwa dan orang-orang dalam sebuah acara. Paul biasanya memotret acara 
pemerin- tahan di Bandung lalu mengirimkan foto-fo- tonya itu ke media 
massa di kota tersebut, seperti Pikiran Rakjat, Bandung Pos, dan Warta Bandung. 
Saat itu media massa belum memi- liki fotografer. “Biasanya mereka mengan- 
dalkan foto-foto dari Kantor Berita ANTARA atau Indonesian Press Photo Service, 
" ujar Paul. Ketika peristiwa internasional KAA ber- langsung di Bandung tahun 
1955, Paul segera mendaftar untuk meliput dan mendapat dua emblem tanda 
pengenal wartawan. Sebelum KAA dilangsungkan pada tanggal 18 April 


460 pawarti surakarta hingga 24 April 1955, Paul sudah mengabadikan 
persiapan yang dilakukan panitia di Bandung, seperti perbaikan Gedung 
Merdeka. Saat KAA berlangsung, Paul memotret para kepala negara, baik saat 
berjalan dari Hotel Savoy Homann ke Gedung Merdeka maupun saat mereka 
bersidang, dan ikut resepsi makan malam. Kesempatan yang tidak dimiliki 
banyak orang. Apalagi, saat itu fotografer masih sangat langka. KAA boleh jadi 
merupakan kegiatan jurnalistik yang paling fenomenal bagi Paul. “Tidak banyak 
orang bisa memiliki kesempatan berdekatan dengan para kepala negara 
meskipun saat itu pengawalan untuk mereka tidak ketat seperti sekarang, ” 
kenang Paul Tedjasurya. Karya-karya fotonya terus dipakai untuk menceritakan 
sejarah dunia yang pernah terjadi di Indonesia. Setiap hari selama KAA, Paul 
berangkat dari rumah Oom Nyoo di Jalan Pasirkaliki dengan motor “Jawa” 250 cc 
menuju Jalan Raya Timur atau Jalan Asia Afrika. Biasanya, ia membawa tiga rol 
film. Paul harus memilih momen terbaik sebab harga film sangat mahal. la tidak 
bisa seenaknya menjepret objek. la berangkat pukul 07.00. Jika para kepala 


negara melakukan resepsi makan malam, pekerjaannya baru selesai pukul 
21.00. Sebelum pulang ke rumah, Paul menyempatkan diri ke studio untuk 
mencuci filmnya di kamar gelap. Esoknya, jika ada kesempatan pulang sebentar 
ke studio, ia bisa sekalian mencetak filmnya. Selama KAA berlangsung, Paul 
mengaku jarang bergaul dengan fotografer dunia sebab ia masih merasa junior. 
Tetapi diam-diam ia sering memerhatikan para fotografer itu bekerja. Dari 
situlah ia selalu mendapat pengetahuan baru. “Tetapi meliput KAA membuat 
saya lebih percaya diri. Hal itu menjadi bekal bagi saya untuk bergaul dengan 
lebih banyak orang, ” tutur Paul. Setelah KAA, banyak kegiatan bertaraf 
internasional diselenggarakan di Bandung, antara lain Konferensi Mahasiswa 
Asia Afrika, Konferensi Islam Asia Afrika, dan Konferensi Wartawan Asia Afrika. 
Paul pun tidak hanya mengirim fotonya ke koran-koran di Bandung, tetapi juga 
ke media massa di Jakarta, seperti Pedoman, Indonesia Raya, dan Star Weekly. 
“Honor pertama dari Star Weekly saya belikan mesin tik,” kenang Paul. Seorang 
temannya mengatakan, sebaiknya ia tidak hanya bisa memotret, tetapi juga 
menulis. Dengan mesin tik tersebut, aktivitas kewartawanannya pun semakin 
terbantu. Setelah menjadi fotografer lepas selama puluhan tahun akhirnya Paul, 
yang selalu membekali diri dengan biskuit karena kapok terkena penyakit mag 
itu, menjadi karyawan tetap Harian Umum Pikiran Rakyat pada tahun 1981dan 
pensiun pada tahun 2000. Pada hari tuanya ia dan istrinya, Irawati, lebih banyak 
meng habiskan waktu bersama anak-cucunya di Jakarta. Irawati adalah anak 
dari Oom Nyoo. Mereka menikah tahun 1956 dan dikaruniai tiga anak. Sampai 
kini Paul masih aktif memotret.. “Tapi sekarang lebih banyak memotret cucu, ” 
kata Paul sambil tertawa kecil. Paul mengaku lebih senang menggunakan 
kamera digital yang praktis, tidak seperti saat ia masih mu— da, untuk memotret 
repotnya bukan main. Kamera yang ia pakai saat KAA sudah ia jual. la hanya 
memiliki dua emblem sebagai tanda pengenal yang wajib dipakai para war- 
tawan pada KAA tahun 1955 dan sebuah ke- sempatan langka merayakan ulang 
tahun emas KAA. (KG/Tim EPI. Sumber: semburatsenja.- multiply.com) Pawarti 
Surakarta Suratkabar Mingguan Diterbitkan Keraton 
Surakarta antara tahun “30 hingga "40-an. Suratkabar berukuran folio dengan 
cover kertas karton tersebut ter- bit 4 bulan sekali, setebal 6 halaman. Isinya 
menggunakan tulisan dan Bahasa Jawa. Artikel dan berita-beritanya kebanyakan 
mengangkat kegiatan Sunan Paku Buwono X 


pedoman hak jawab 461 dan kegiatan pemerintah Hindia Belanda. Dalam setiap 
penerbitan banyak menampilkan beragam foto, di antaranya foto kegiatan 
Sunan Paku Buwono, Residen Surakarta, maupun masyarakat. (Tim 
EPI/KG/TS/Reksa Pustaka) Pedoman Hak Jawab Kemerdekaan pers adalah salah 
satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsipprinsip demokrasi, 
keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers perlu 
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan 
negara. Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang 
merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya 
sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik. Dalam 
menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses proporsional 
kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan 


menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, Pedoman Hak 
Jawab ini disusun (Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tanggal 
29 Oktober 2008): 1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, 
organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan 
atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan 
atau ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang 
mempublikasikan. 2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, 
proporsionalitas, dan profesionalitas. 3. Pers wajib melayani setiap Hak 
Jawab. 4. Fungsi Hak Jawab adalah: a. Memenuhi hak masyarakat untuk men 
dapatkan informasi yang akurat: b. Menghargai martabat dan kehormatan orang 
yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers: c.Mencegah atau mengurangi 
munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers: d. Bentuk 
pengawasan masyarakat terhadap pers. 5. Tujuan Hak Jawab untuk: a. 
Memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang: b. 
Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat: c. 
Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers: d. Mewujudkan iktikad 
baik pers. 6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang 
dirugikan. 7. Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, 
dengan tembusan ke Dewan Pers. 8. Dalam hal kelompok orang, organisasi 
atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pi hak yang berwenang dan atau 
sesuai statuta organisasi, atau badan hukum bersangkutan. 9. Pengajuan Hak 
Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada 
penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada 
redaksi dengan menunjukkan identitas diri. 10. Pihak yang mengajukan Hak 
Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik 
bagian pers bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung. 11. 
Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya. 12. Pers dapat menolak 
Hak Jawab jika: a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi 
pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan: b. Memuat fakta yang 
tidak terkaitdengan pemberitaan atau karya jurnal- istik yang dipersoalkan: c. 
Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum: d. 
Bertentangan dengan kepentingan 


462 pedoman peliputan lingkungan hidup pihak ketiga yang harus dilindungi 
secara hukum. 13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional: a. Hak Jawab atas 
pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik 
pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang 
dipermasalahkan: b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang 
sama dengan pemberi taan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali 
disepakati lain oleh para pihak: c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak 
dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, t alk 
show, pesan berjalan, komentar media cyber, atau format lain tetapi bukan 
dalam format iklan: d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dapat dilakukan dalam 
waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat 
pers yang bersangkutan: 1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada 
edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab 
dimaksud diterima redaksi. 2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak 


Jawab pada program berikutnya. e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali 
untuk setiap pemberitaan; f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan keti 
dakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib 
meminta maaf. 14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip- 
prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah 
substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan. 15. Tanggung jawab 
terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang 
mempublikasikannya. 16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) 
bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan 
tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak. 17. 
Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers. 
Sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak 
Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum 
pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (Tim 
EPI/Wid; sumber: Buku Profil Dewan Pers 2007-2010, Tim Penyusun: Drs. 
Lukmanul Hakim, M.Si, Lukas Luwarso, Drs. Kusmadi, M.Si, Samsuri, S. Ag, 


Penerbit Dewan Pers, November 2008). Pedoman Peliputan 
Lingkungan Hidup 1. Ruang lingkup bahan liputan lingkungan hidup itu luas, 
karena mencakup semua aspek kehidupan. 2. Masalah lingkungan hidup 


dan dampaknya dapat meluas melintasi perbatasan wilayah suatu negara. 3. 

Di wilayah atau negara yang sangat memerlukan pertumbuhan, tetapi 
memilikipotensi bagi kerusakan ekologi, masalah ling— kungan hidup semakin 
perlu mendapatkan per~ hatian. 4. Lingkungan hidup itu kompleks, sering 
bersifat teknis, dan saling berkaitan dengan bidang lain seperti politik, 
kebudayaan, ekono— mi, kesehatan, atau sosial. Oleh karena itu, 
menjelaskannya secara sederhana tidak term lalu mudah dan cara penulisan 
laporannya tidak selalu sama dengan bidang lain. 5. Laporan lingkungan 
hidup dapat ber- dampak emosional terhadap khalayak (pem- baca media 
cetak, pendengar media radio, atau pemirsa media televisi), sehingga bisa 
menim— bulkan simpati dan empati sertapro dan kon- 


pedoman pemberitaan anti pornografi 463 tra. 6. Wartawan perlu memiliki 
kepedulian yang mendalam terhadap masalah lingkungan hidup, yang 
dampaknya dapat menyentuh kehidupan masyarakat luas. Karena banyak orang 
hanya menggunakan laporan media massa sebagai satu-satunya sumber 
informasi tentang lingkungan hidup, bagi mereka, wartawan berperan sebagai 
“pendidik tunggal” dalam masalah ini. 7. Wartawan perlu terjun langsung ke 
tempat kejadian untuk menghasilkan liputan lingkungan hidup yang 
komprehensif. Liputan komprehensif dapat membantu khalayak ikut “melihat” 
dan “merasakan” peristiwa yang dilaporkan. 8. Walaupun keberimbangan 
atau objektivitas laporan liputan lingkungan hidup perlu diupayakan sejauh 
mungkin, wartawan dapat berpihak kepada pendukung dan pembela kelestarian 
lingkungan hidup.. 9. Namun, wartawan harus tetap bersikap jujur dan 
bertanggung jawab, sehingga dapat tetap mempertahankan kredibilitas 
liputannya. 10. Laporan liputan lingkungan hidup selain menampilkan 
problem dapat pula memuat saran. 11. Penyiaran hasil liputan yang tepat 
waktu dan akurat lebih diperlukan dalam masalah lingkungan hidup 


dibandingkan dengan penyiaran banyak masalah lain, karena penanggulangan 
masalah lingkungan hidup sering memerlukan tindakan yang mendesak dan 
tepat pada waktunya. 12.Masalah lingkungan hidup sering memerlukan upaya 
liputan berkelanjutan. (Tim EPI/Wid. Sumber: Hasil Lokakarya Liputan Lingkungan 
Hidup untuk Media Cetak (L3HMC) bagi wartawan se-Sumatra yang 
diselenggarakan oleh Lembaga Pers Dokter Soetomo (LPDS) dan Harian 
Singgalang di Muko-Muko, Danau Maninjau, Sumatera Barat, 24-29 Oktober 
1994, sebamana dimuat dalam Buku Jurnalistik Thjuh Menit, Jalan Pintas Menjadi 
Wartawan dan Penulis Lepas, Martin Moentadhim S.M., Penerbit ANDI, 
Yogyakarta, 2004). Pedoman Pemberitaan Anti Pornografi 
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bekerja sama dengan Harian Umum 
Pikiran Rakyat Bandung pada tanggal 20-21 Juli 1999 menyelenggarakan 
“Lokakarya Pornografi di Media Massa" di Hotel Indo Alam, Cipanas, Cianjur, 
Jawa Barat. Lokakarya ini menghadirkan pembicara Prof. Dr. M. Budyatna (FISIP 
Universitas Indonesia), Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH (Fakultas Hukum 
Universitas Padjadjaran, Bandung), Nursyahbani Kacasungkawa, SH (Direktur 
Lembaga Bantuan Hukum APIK), Brigjen Pol. Drs. Togar Sianipar, MSc (Kepala 
Dinas Penerangan Polri), Prof. Dr. Zakiah Daradjat (Majelis Ulama Indonesia), 
R.H. Siregar, SH (Dewan Kehormatan PWI), Drs.Tjipta Lesmana, MA (Pakar 
Komunikasi), dan Abas Alibasyah (Pelukis/Seniman). Tim Perumus yang terdiri 
atas Atang Rus- wita (Ketua), Bambang Sadono (Sekretaris), Kamsul Hasan 
(Anggota), Us Tiarsa (Anggota), H. Ilham Bintang (Anggota), dan Wina Armada, 
SH (Anggota) merumuskan pedoman pembe- ritaan anti-pornografi (cabul) 
sebagai berikut: 1. Pers Indonesia menghindari penyiaran tulisan, foto maupun 
gambar yang menurut ukuran rata-rata masyarakat Indonesia, bisa merangsang 
nafsu birahi, sehingga akan ber- pengaruh buruk pada masyarakat, khususnya 
kalangan generasi muda. 2. Pers Indonesia di dalam menyiarkan pendidikan 
seks melalui rubrik, kolom, talk show menghindari eksploitasi masalah-ma- 
salah seks secara vulgar dan berlebihan se- hingga tidak bertentangan dengan 
norma-nor- ma yang berlaku bagi bangsa Indonesia. 3. Pers Indonesia 
menghindari pemuatan gambar atau foto yang direkayasa, sehingga menjadi 
gambar/foto yang mengesankan por~ nografi. 4. Pers Indonesia yang karena 
sifat dan tum juan khusus memuat materi yang bisa meng- ganggu nilai-nilai 
sosial masyarakat pada 


464 pedoman penyebaran media cetak umumnya, akan menjaga secara 
sungguhsungguh distribusinya, sehingga sesuai dengan sifat dan tujuan 
tersebut. 5. Pers Indonesia tidak akan memanfaatkan selera rendah untuk 
sekadar memenuhi kepentingan komersial. 6. Pers Indonesia dalam 
menyiarkan masalah seks wajib mempertimbangkan sistem nilai yang berlaku, 
dan mendengar serta memperhatikan berbagai saran dan pendapat yang 
berkembang di masyarakat. Selain pedoman tersebut, lokakarya juga 
mengajukan rekomendasi sebagai berikut: 1. Mendesak pembuat undang 
undang untuk segera merumuskan kembali pasal-pasal tentang pornografi di 
dalam KUHP agar lebih operasional dan efektif. 2. Mendesak kepada pihak 
Kepolisian agar menyelesaikan kasus-kasus pornografi yang melibatkan media 
massa secara proporsional, dan mendengar dengan sungguh-sungguh pendapat 


saksi ahli, termasuk kalangan remaja sendiri. 3. Untuk membendung 
pengaruh buruk pornografi terhadap generasi muda diperlukan peran aktif 
masyarakat terutama keluarga sendiri. 4. Mengimbau kepada kelompok atau 
organisasi kemasyarakatan agar di dalam mengontrol media massa yang 
dianggap menyiarkan pornografi tidak melakukan praktek main hakim sendiri. 5. 
Mengimbau jajaran pers nasional untuk senantiasa mematuhi rambu- 
rambu hukum dan menaati Kode Etik Jurnalistik serta mengindahkan pedoman 
pemberitaan anti-pornografi yang dikeluarkan oleh PWI. 6. Mendesak 
Dewan Kehormatan PWI agar lebih proaktif melaksanakan pengawasan terhadap 
penaatan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku 
Debat Besar Pornografi, Seri Pustaka Pers Indonesia, Penyunting Abdul Razak, 
MSc dan Drs. Gunawan Subagio, Penerbit Harian Umum Pikiran Rakyat 
bekerjasama dengan Dewan Kehormatan PWI, Jakarta, 2000). Pedoman 
Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa Maraknya penerbitan pers 
khusus dewasa telah menimbulkan persepsi negatif sebagian masyarakat atas 
kemerdekaan pers. Salah satu penyebabnya adalah penyebaran media tersebut 
tidak sesuai dengan sasarannya sehingga mudah dijangkau anak-anak. Untuk 
menegakkan rasa kesusilaan masyarakat dan melindungi anak-anak, serta 
mewujudkan tanggung jawab pengelola, agen dan penjual media khusus 
dewasa, maka Dewan Pers (melalui Peraturan Dewan Pers No: 
8/PeraturanDP/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008) menyusun Pedoman ini: 1. 
Media cetak khusus dewasa adalah penerbitan yang memuat materi 
berupa tulisan dan atau gambar, yang berkandungan seks, kekerasan, dan 
mistik yang hanya patut dikonsumsi orang dewasa yang berusia 21 tahun atau 
lebih. 2. Penyebaran media khusus dewasa tidak dilakukan di tempat yang 
terjangkau anak-anak, lingkungan sekolah, dan tempat ibadah.3. Pengelola 
media khusus dewasa wajib menutup sebagian sampul depan dan belakang 
penerbitannya sehingga yang terlihat hanya nama media, nomor edisi, dan label 
khusus dem wasa 21+. 4.Pemasangan iklan media khusus dem wasa mengacu 
pada poin 3. 5. Dewan Pers mengidentifikasi dan mengevaluasi media khusus 
dewasa yang wa~ jib mematuhi Pedoman ini. 6. Masyarakat dapat 
mengadukan pe~ ngelola media khusus dewasa yang melanggar Pedoman ini ke 
Dewan Pers. 7. Pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa yang tidak 
mematuhi Pedoman ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ke- tentuan UU 
Pers dan atau undang undang lain. (Tim EPI/Wid: sumber: Buku Profil Dewan Pers 
2007-2010, Tim Penyusun: Drs. Lukmanul Hakim, M.Si, Lukas Luwarso, Drs. 
Kusmadi, M.Si, Samsuri, S. Ag, Penerbit Dewan Pers, No- vember 2008). 


pelita 465 Pelita Suratkabar Harian Suratkabar 
ini hadir sejak 1 April 1974. Diterbitkan oleh penerbit PT Pelita Persatuan, yang 
ditukangi orang-orang ternama antara lain Idham Chalid, Nurdin Lubis, dan KH 
Masykur. Nama Sjah Manaf, tokoh NU Jakarta, tercantum sebagai Pemimpin 
Umum. Juga pengusaha asal Gorontalo yang pernah menjabat Wakil Ketua PPR 
TH Gobel, selaku Wakil Pemimpin Umum. Merekalah pemrakarsa Pelita sebagai 
penerus harian Abadi yang mati pada awal 1974. Dengan menggandeng 
Barlianta Harahap, tokoh muda PPB sebagai Pemimpin Redaksi, terbitlah Pelita 
dengan surat izin terbit bernomor 0481/SK/Dirjen/PG/ SIT/1974 tertanggal 30 


Maret 1974. Pelita dicetak di percetakan PT Jakarta Press dan kantor redaksi 
serta tata usahanya di Jalan Diponegoro 60 Jakarta dan di Jalan Gunung Sahari 
Ancol 13 Jakarta. Sejatinya, ideologi redaksi Pelita tidak begitu menerjang 
“tabu”. Bahkan, Pelita tak jarang menyanjung rezim penguasa yang dituangkan 
dalam rubrik tetap seperti “Tajuk Rencana” yang dinamai “Induk Karangan” 
Selain itu, sebagai media yang dilatari kaum agamis, Pelita tak bosan-bosannya 
memberikan siraman rohaniah, dan tidak bersifat ekstrem, tetapi masih dalam 
koridor-koridor kebangsaan serta keberagaman. Namun, Pelita tetap mengalami 
beberapa kejadian mengenaskan. Bencana pertama datang awal 1978.5'Pelita 
bersama enam suratkabar Ibu Kota lainnya, dilarang terbit selama setengah 
bulan karena dianggap menyalahi Undang Undang Pers. Cobaan yang lebih berat 
datang pada Mei 1982. Kali ini Pelita dimatikan lebih lama, dianggap melakukan 
kesalahan dalam mengumumkan hasil Pemilihan Umum 1982 dari sumber yang 
tidak resmi. Akibatnya, Surat Izin Terbit Pelita dibekukan empat bulan. Setelah 
masa hukuman usai pada September 1982, Pelita kembali terbit tetapi dengan 
muka-muka baru. Jabatan Pemimpin Umum masih ditempati Sjah Manaf, 
sedangkan Pemimpin Redaksi berganti dari Barlianta Harahap ke A. Karim Jacobi. 
Pada akhir 1986, Pelita mengalami kesulitan keuangan. Pada saat bersamaan 
masuk sejumlah pemodal yang memborong lebih dari 60% saham Pelita, antara 
lain Sarwono Kusumaatmadja, Akbar Thndjung, serta Abdul Gafur dan dibantu 
Aburizal Bakrie. Di belakang para pemodal itu terdapat nama Ali Moertopo, 
mantan Menteri Penerangan RI yang disegani di dunia pers nasional masa itu. 
Pelita pun akhirnya menjadi penyuara aspirasi Umat Muslim yang bernaung di 
bawah Golkar. Semenjak itu, PPP praktis tak lagi memiliki corong propaganda 
partai. Pada tahun 2006, Pelita masuk deretan sepuluh koran terbaik versi 
Dewan Pers. Pada tahun 2007 Pemimpin Umum Pelita dijabat Sulastomo, 
sedangkan Pemimpin Perusahaan dipercayakan kepada Bambang SD. Pemimpin 
Redaksi M. Rush Haudy, dibantu Redaktur Pelaksana, A. Basori, beserta 
wakilnya, Salagsaasas-> 


466 pelopor baru - pemandangan - pemberangusan pers mun Nurdin dan Jones 
Sirait. Di kursi Dewan Redaksi, terdapat nama-nama seperti Haryono Suyono, Sri 
Edi Swasono, Ismail Saleh, Amir Santoso, Umar Syihab, dan Hasbullah Thabrany. 
(Tim EPI/KG. Sumber: Iswara N Raditya/Indonesia Buku/Jurnas) PeloparBaru | 
Farfjar harajwn Piakarts kririna I'otrtiawi! ip O’ ui., Pelopor Baru Suratkabar 
Harian Terbit di Jakarta pertama kali pada 2 April 1966 sebagai koran sore. 
Pelopor Baru didirikan dan diselenggarakan oleh sejumlah tokoh yang dikenal 
sebagai pendiri dan pengurus Golongan Karya. Mereka, antara lain Suprapto 
Sukowati (Pemimpin Umum), H. Soegandhi (Penanggung Jawab) N. J. Sofjan 
(Pemimpin Harian/Pemimpin Redaksi |). Pemimpin Harian/Pemimpin Redaksi II 
dijabat oleh M. Jusuf Sirath, B.A., dan Wakil Pemimpin Redaksi, Agoes Soetikno 
dan Jahja Surjawinata. Koran sore ini memilih PT Surya Praba, sebuah 
perusahaan percetakan terbesar di Jakarta saat itu, yang juga banyak mencetak 
koran lain yang beredar di Jakarta. Koran berjargon, “Suara Karyawan Progresif 
dan Revolusioner” diterbitkan oleh Yayasan Ubaya Cakti, sebuah yayasan milik 
ABRI. Modal hukum Pelopor Baru adalah Surat Izin Tferbit No. 0240/SIK/DPHM/SIT 
1966 tertanggal 2 April 1966, dan ijin Pepelrada No. Kep. 205 p/lll/1966. Sebagai 


koran berlatar belakang ABRI dan Golkar Pelopor Baru “wajib” menyampaikan 
berbagai informasi yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah, misalnya 
tentang penangkapan tokoh-tokoh yang dianggap komunis atau terlibat 
peristiwa G30S PKL (Tim EPI/KG. Sumber: Agung Dwi Hartanto/Indexpress/Jurnas) 
Pemandangan Suratkabar Mingguan Suratkabar berformat 
tabloid ini terbit di Batavia pada tahun 1932. Pemimpin redaksinya adalah tokoh 
nasional M. Tabrani. Pemandangan diterbitkan badan penerbit “Drukkerij 
Pemandangan”. Direktur usaha penerbitan dipegang oleh RBO Djoekardi. 
Pemandangan merupakan salah satu suratkabar yang terbit sebelum 
kemerdekaan dan mampu bertahan hingga sekitar tahun 1952. Sejak masa 
perjuangan kemerdekaan hingga pascaproklamasi, Pemandangan secara 
konsisten memberitakan berbagai hal yang terkait dengan kepentingan 
nasional.Pada edisi Selasa, 11 Agustus 1936, misal- nya, Pemandangan 
mengangkat berita tentang kesiapan Indonesia menghadapi perang, dalam 
rubrik “Kalau Ada Perang." Selain itu, pada bagian lain halaman pertama juga 
dimuat ja- waban Pemerintah soal ekonomi. Hal itu terkait dengan hubungan 
baik Pemerintah dengan Jepang. Sedangkan berita-berita ringan di an- taranya 
dilaporkan kisah perjalanan Raja Ing- gris, masalah penjajahan Perancis di 
Ethiopia, artikel kebudayaan, olah raga dan lain-lain. Pe- mandangan dijual 
dengan harga eceran 10 sen per eksemplar. (Tim EPI/KG. Sumber: Perpus- nas) 
Pemberangusan Pers Pada UUDS yang berlaku setelah UUD RIS 1950 dibatalkan, 
terdapat satu pasal yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebe- 


pemberangusan pers 467 basan mempunyai dan mengeluarkan pendapat" 
(pasal 19), tapi tindakan hukum bagi pers dan Persbreidel Ordonantie tahun 
1931 buatan Belanda masih tetap berlaku. Baru pada tahun 1954 kedua hal itu 
dicabut dengan terbitnya UU Nomor 23 tahun 1954. Meskipun begitu 
pembredelan pers dan penangkapan wartawan masih terjadi. Ketika pada bulan 
Agustus 1951 pemerintahan Kabinet Sukiman melancarkan razia terhadap 
orang-orang PKI, sejumlah koran komunis atau golongan kiri diberangus, 
wartawannya ditahan. Saat itu serangan pers terhadap Pemerintah semakin 
meningkat, salah satu suratkabar yang terkenal adalah Indonesia Raja, karena 
memuat skandal pertentangan politik maupun penyelewengan dana. Ketika 
Panglima Militer Sumatra Barat menyingkirkan pemerintahan sipil di daerah 
tersebut tanggal 20 Desember 1956, Indonesia Raja adalah suratkabar pertama 
yang memberitakannya. Tapi menyusul itu pemimpin redaksinya, Mochtar Lubis, 
ditahan penguasa militer. Tindakan itu didasarkan pada Undang Undang Darurat 
Perang yang berlaku sejak 14 Maret 1957 di seluruh wilayah Indonesia. Pada 
tahun 1957 di Jakarta terjadi 20 kali tindakan pemberangusan pers, sementara di 
luar Jakarta 11 kali. Pada tahun berikutnya jumlah pemberangusan suratkabar 
tetap tinggi, bahkan mencapai 40 kasus pembredelan di berbagai kota di 
Indonesia. Pada tahun berikutnya sebanyak 15 penerbitan di Jakarta dan 6 di 
kota lain diberangus oleh Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) selaku penguasa 
keamanan dan ketertiban. Kantor berita ANTARA dan Persbiro Indonesia (PIA), 
eks Kantor Berita Aneta juga termasuk yang diberangus. Pada masa itu selain 
menutup koran-koran milik Belanda, Pemerintah juga melarang penerbitan 
beraksara Cina. Pemerintah hanya mengizinkan 11 koran milik Cina. Koran-koran 


milik Cina juga diwajibkan berganti nama seperti Sin Po menjadi Pantjawarta dan 
KengPo menjadi Pos Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1958 Pemerintah 
menetapkan beberapa ketentuan tentang penerbitan pers, seperti keharusan 
memiliki izin terbit, membatasi jumlah halaman serta volume iklan, namun 
ketentuan ini ternyata menguntungkan suratkabar milik pribumi seperti Suluh 
Indonesia dan Berita Indonesia terutama di sektor periklanannya. Pidato Presiden 
pada peringatan 17 Agustus 1959 yang diberi nama Manifesto Politik (Manipol) 
dan ditetapkan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), menyebabkan 
kehidupan politik nasional berjalan mengiku- ti pola Demokrasi Terpimpin. 
Dalam kerangka itu pers nasional diarahkan untuk menjadi pers terpimpin dan 
pers Manipol. Landasan hukum manipolisasi pers nasional adalah Lampiran A 
Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960. Kete- tapan tersebut menggariskan 
media massa harus diarahkan untuk mendorong aksi revo— lusioner di seluruh 
Indonesia. Menurut kete- tapan itu selanjutnya, semua media komunikasi massa 
seperti pers, radio, film dan sebagainya harus digerakkan sebagai kesatuan yang 
term padu secara terpimpin. Dalam upaya mema nipolkan pers-Pemerintah 
akan membantu dalam pengadaan fasilitas, latihan, kertas ko- ran, pendidikan 
dll. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan untuk mencapai pers terpimpin dan 
pers Ma- nipol antara lain Peraturan Peperti No. 3/1960 yang melarang 
penerbitan pers dalam aksara asing terutama Cina. Peraturan ini kemudian 
diubah sehingga dua koran Cina mendapat izin terbit masing-masing Hua Chi 
Pao (Api Re- volusi) dan Cha Chi Pao (Obor Revolusi). Peraturan Peperti No. 
10/1960 tentang ke- harusan untuk memperoleh izin terbit. Keten- tuan ini 
mencantumkan sejumlah prinsip yang harus dipenuhi pers, antara lain 
mendukung Manipol dan pimpinan redaksi diwajibkan menandatangani 
pernyataan berisi 19 pasal. Pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah 
menetapkan ketentuan tambahan yang harus dipenuhi pers, antara lain 
Peraturan Peperti No. 1/1961 yang menetapkan percetakan pers sebagai alat 
untuk menyebarluaskan Manipol dan Dekrit Presiden No.6/1963 (setelah hukum 
darurat pers dicabut) yang menekankan tugas 


468 pemberangusan pers pers untuk mendukung Demokrasi Terpimpin. 
Penerbitan pers harus tetap memperoleh izin terbit dari Pemerintah dalam hal ini 
Menteri Penerangan. Pada saat itu Abadi, korannya Masyumi menghentikan 
penerbitannya, Pemerintah pun melarang penerbitan koran Pedoman dan 
Nusantara walau sebelumnya telah memperoleh izin terbit. Demikian juga 
dengan Pos Indonesia dan Star Weekly dan sejumlah media lainnya, bernasib 
sama. PKI dan organisasi-organisasi penyokongnya meningkatkan ofensif 
revolusioner, sejak berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Meluasnya gerakan 
propaganda dan agitasi serta aksi-aksi sepihak mereka terlihat dalam tindakan- 
tindakan pihak keamanan terhadap kelompok tersebut. Pada tahun 1960, dari 22 
suratkabar yang diberangus pemerintah, terompet PKI, Suratkabar Rakjat, 
termasuk paling sering dilarang terbit. Pihak PKI menggunakan berbagai isu 
dalam melancarkan aksiaksi mereka, termasuk menyerang Pemerintah dengan 
berbagai alasan pada setiap kesempatan. Pada akhir 1960, sejumlah gembong 
mereka di Jakarta diperiksa oleh aparat militer, sementara di beberapa daerah 
seperti Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan, panglima 


militer setempat melarang semua kegiatan PKI dan menahan sejumlah 
pemimpin partai tersebut. Selain melancarkan sejumlah aksi massa di kota-kota, 
PKI juga melancarkan ofensif revolusioner di desa-desa, dikenal dengan istilah 
aksi-sepihak. Dengan dalih memerangi tujuh setan desa, anggota Barisan Tani 
Indonesia (BTI, organisasi massa tani dalam kubu PKI) menggelar aksiaksi 
sepihak di sejumlah tempat di Jawa, Bali dan Sumatra. Ketika aksi-aksi tersebut 
mendapat perlawanan rakyat dan ABRI, terjadi bentrokan fisik yang menelan 
korban jiwa. Dukungan PKI terhadap politik radikal Sukarno, yang memperoleh 
gelar baru “Pemimpin Besar Revolusi", membuatnya semakin dekat dengan 
Presiden. Kampanye menentang Belanda di Irian Barat dan ketegangan yang 
meruncing dengan Amerika Serikat dan sejumlah negara-negara Barat lainnya, 
disusul pencanangan politik konfrontasi terhadap Malaysia oleh Presiden, telah 
dimanfaatkan secara optimal oleh pihak PKI guna meningkatkan pengaruhnya. 
Mereka melancarkan aksi-aksi anti-Amerika, seperti demonstrasi menolak Peace 
Corps (program bantuan AS di negara-negara berkembang) dan film-film 
Hollywood. Organ—organ partai PKI dan pendukungnya, seperti Suratkabar 
Rakjat, Bintang Timur, dan Warta Bhakti di Jakarta, Terompet Masjarakat di 
Surabaya, Suratkabar Harapan dan Gotong Ro~ jong di Medan, dan koran-koran 
sekutu mere- ka di sejumlah kota lainnya, diarahkan untuk mempertajam 
pertentangan-pertentangan di dalam negeri. Dengan sendirinya ofensif PKI 
tersebut memancing perlawanan dari kelompok pers anti-PKI. Konflik-konflik 
yang berkembang berkisar pada pro-kontra Manifes Kebudayaan yang 
diumumkan oleh sejumlah sastrawan dan seniman (dituduh kanan), aksi boikot 
terhadap film-film Hollywood, dan pro-kontra penyeder- hanaan partai (ditolak 
oleh PKI) yang diusulkan Presiden. Manifes Kebudayaan dilarang Pre- siden 
Soekarno pada tanggal 8 Mei 1964 sete- lah Organisasi Kebudayaan PKI, Lekra, 
dan or- ganisasi sejenis dalam kubu PNI, Lembaga Ke- budayaan Nasional, 
menentangnya secara gigih. Pertentangan berikutnya menyangkut Panitia Aksi 
Boikot Film Amerika Serikat (PAB- FIAS), badan yang dibentuk oleh Front 
Nasion- al tetapi praktis ditunggangi oleh PKI. Aksi- aksi PABFIAS mempertajam 
konflik antara kelompok koran-koran PKI dan pers anti-PKI. Kasus PABFIAS 
memicu polemik khusus pula antara suratkabar Duta Masjarakat, Sinar Harapan, 
Merdeka dan lain-lain di satu pihak, melawan Suratkabar Rakjat, Bintang Timur, 
Suluh Indonesia, Warta Bhakti dan sebagainya di lain pihak. Sementara itu, 
terjadi pula po- lemik antara Berita Indonesia dan Merdeka kon- tra Suratkabar 
Rakjat dan lain-lain mengenai pro kontra penyederhanaan partai. Golongan PKI 
telah berhasil menguasai PWI, SPS dan Kantor Berita ANTARA setelah 
Pemerintah menutup sejumlah koran anti-PKI yang bergabung dalam Badan 
Pendukung 


pemberangusan pers 469 Soekarnoisme (BPS). Kubu PKI memperbesar 
kekuatannya dengan menerbitkan koran-koran baru. Situasi yang makin 
mencemaskan mendorong wartawan-wartawan senior seperti Adam Malik, B.M. 
Diah, Sumantoro, dengan dibantu wartawan-wartawan muda Jakarta seperti 
Asnawi Idris, Harmoko, Zulharmans, Junus Lubis dan lain-lain, untuk mendirikan 
BPS di lingkungan pers, radio dan televisi sebagai wadah perlawanan terhadap 
ofensif PKI di bidang media massa. BPS dibentuk di Jakarta pada 1 September 


1964 dengan Adam Malik sebagai Ketua, B.M. Diah sebagai Wakil Ketua dan 
Sumantoro sebagai Ketua Suratkabar. Waktu itu Adam Malik adalah Menteri 
dalam Kabinet Soekarno, sementara B.M. Diah menjabat Duta Besar RI di 
Thailand. Pengurus BPS lainnya di Jakarta adalah Hiswara Dharmaputra 
(Merdeka), Junus Lubis (Warta Berita), Asnawi Idris (Merdeka), Sunaryo 
(ANTARA), Mufti AS (Garuda), Hidayat Rahardjo (Revolusioner), W. Umbas (Berita 
Republik), Sjamsul Basri (Karyawan), J.C.T. Simorangkir (SinarHarapan), J.K. 
Tumakaka (Pelopor), Gusti Mayur (Mimbar Indonesia), Sjamsuddin Lubis (Selecta) 
dan Sudjarwo (RRI). Tercatat sebagai anggota antara lain Sayuti Melik, Zein 
Effendi, SH, Sugiarso, Wienaktu. Pendukung BPS di luar Jakarta adalah Waspada, 
Mimbar Umum, Indonesia Baru, mingguan-mingguan ACznhar Tbruna, Film, 
Suluh Massa, Resopim, Duta Minggu, Genta Revolusi, Siaran Minggu, dan 
Waspada Teruna, semuanya terbit di Medan. Pengurus BPS Medan adalah 
Tribuana Said sebagai Ketua, Arif Lubis, Arshad Yahya, dan lain-lain. BPS juga 
mendapat dukungan dari wartawan-wartawan anti-PKI di Semarang, Surabaya, 
Yogyakarta dan Bandung. Lawan-lawan BPS adalah koran-koran PKI, PNI dan 
pendukungnya seperti Suratkabar Rakjat, Bintang Timur, Suluh Indonesia, Warta 
Bhakti, dan Ekonomi Nasional di Jakarta, Terompet Masjarakat dan Djawa Timur 
di Surabaya, Suratkabar Harapan, Gotong Rojong dan Bendera Revolusi di 
Medan. Koran-koran BPS memperoleh dukungan luas dari sejumlah organisasi 
politik dan masyarakat. Tetapi pada 17 Desember 1964 Presiden Soekarno 
membubarkan BPS di seluruh Indonesia. Keputusan itu disambut gembira oleh 
kubu PKI. Dengan cepat PWI yang telah mereka kuasai me-mecat semua 
wartawan BPS anggota PWI. Menyusul tindakan pemecatan massal itu, pa~ da 
tanggal 23 Februari 1965 Pemerintah memu- tuskan pembredelan seluruh pers 
BPS. Salah satu suratkabar yang dicabut izin terbitnya adalah Berita Indonesia. 
Pada 9 Februari, surat- kabar ini telah dialihkan menjadi Berita Yudha dengan 
Brigjen. Ibnusubroto sebagai Pemim- pin Umum dan Brigjen. Nawawi Alif 
sebagai Pemimpin Redaksi. Setelah Presiden mem- berangus koran-koran BPS, 
ABRI menerbitkan suratkabar baru bernama Angkatan Bersen- djata di bawah 
pimpinan Brigjen. R.H. Sugan- dhi dan Letkol. Yusuf Sirath. Pada 25 Maret 1965, 
lebih satu bulan sete- lah pembredelan pers BPS, pemerintah melalui 
Departemen Penerangan mengeluarkan per~ aturan baru yang mewajibkan 
semua surat- kabar mempunyai gandulan atau berafiliasi ke partai politik atau 
organisasi massa, sehing- ga gambaran pers pada masa Demokrasi Ter- 
pimpin adalah Suluh Indonesia (suratkabar PNI) mempunyai delapan afiliasi di 
beberapa kota: Duta Masjarakat (NU) dengan tujuh afiliasi: Suratkabar Rakjat 
(PKI) dengan 14 afiliasi: Api Pantjasila (IPKI) dengan tiga afiliasi: Sinar Bhakti 
(Partai Katolik) dengan empat afiliasi (tidak terbit): Fadjar Baru (Perti) dengan 
satu afiliasi. Parkindo tidak memiliki suratkabar resmi tetapi dua suratkabar 
berafiliasi ke partai terse- but. Muhammadiyah menerbitkan suratkabar 
bernama Mertjusuar. Di Jakarta waktu itu ju- ga terbit suratkabar seperti 
Bintang Timur, Kompas dan Sinar Harapan. Pada pertengahan tahun 1965, 
dengan du~ kungan Pemerintah Republik Rakyat Cina wak- tu itu, PKI makin 
meningkatkan kampanyenya untuk menuntut Nasakomisasi ABRI dan un- tuk 
menciptakan Angkatan ke-5. Sementara itu, pada bulan Agustus terjadi 
perpecahan besar dalam tubuh PNI antara Kubu Ali Sas- 


470 pemberangusan pers troamidjojo-Surachman dengan Kubu 
HardiHadisubeno. Pada 27 September 1965, Panglimana Angkatan Darat 
Jenderal Ahmad Yani mengeluarkan pernyataan menolak Nasakomisasi ABRI dan 
menentang pembentukan Angkatan Ke-5. Pada tanggal 30 September, PKI 
melancarkan pemberontakan bersenjata dengan apa yang dinamakan Gerakan 
30 September (G30-5) dan dikemudikan Dewan Revolusi yang diketuai Letnan 
Kolonel Untung, seorang Komandan Pasukan Pengawal Presiden. Regulasi pers 
dan serangkaian pemberangusan suratkabar yang terjadi di era Demokrasi 
Terpimpin mencerminkan dominasi lembaga eksekutif yang meningkat tajam 
dalam penyelenggaraan negara. Selain pers, korban lainnya adalah partai-partai 
politik dan organisasi-organisasi masyarakat. Untuk mengukuhkan dominasinya, 
aparat eksekutif membatasi kebebasan tokoh-tokoh kritis dan oposisi. Langkah 
ini tidak mengakhiri pertentangan antara kelompok-kelompok politik yang 
bersaing. PKI dan para pendukungnya terus melancarkan ofensif revolusioner 
mereka, sedangkan perlawanan dari kubu BPS makin meluas. Situasi politik 
nasional sejak Oktober 1965 berbalik dengan dilancarkannya operasi 
penumpasan G30S/PKI. PKI dan seluruh organisasi pendukungnya dibubarkan 
dan dilarang. Pers PKI dan sekutunya ditutup, antara lain Suratkabar Rakyat, 
Bintang Timur, Warta Bhakti, Kebudayaan Baru, Ekonomi Nasional, Warta 
Bandung, Djalan Rakyat, Trompet Masjarakat, Djawa Timur, Suratkabar Harapan, 
Gotong Rojong dan sebagainya. Koran-koran organ partai PNI yang ditutup 
antara lain Suluh Indonesia, Berita Minggu, Bendera Revolusi, dan Patriot. 
Seluruhnya tercatat sebanyak 46 koran yang dilarang terbit. PWI dan SPS 
dibersihkan dari unsur-unsur PKI dan sekutunya. Wartawan-wartawan yang 
dipecat berjumlah lebih dari 300 orang. Pimpinan Negara beralih dari Presiden 
Soekarno ke Jenderal Soeharto. Setelah Soeharto dilantik sebagai Pejabat 
Presiden pada 12 Maret 1967, Pemerintah Orde Baru mencanangkan program 
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pemilihan 
umum dan pemilihan presiden serta wakil presiden dilangsungkan tiap lima 
tahun. Tidak saja pembaruan MPR/DPR danlembaga-lembaga supra-struktur 
lainnya, ju- ga jajaran partai-partai dan lembaga-lemba- ga masyarakat 
menjalani perombakan. Seper- ti penyederhanaan partai-partai/organisasi- 
organisasi politik, penetapan Pancasila seba- gai satu-satunya asas, 
pembangunan hukum dan penmdang-undangan, disiplin anggaran, reformasi 
perpajakan, dan sebagainya. Peme- rintah membentuk Komando Pemulihan 
Kea- manan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk mengkoordinasikan operasi 
penumpasan PKI khususnya dan mengendalikan kehidupan poli- tik dan pers 
pada umumnya. Dengan membeli mesin-mesin cetak im- por mutakhir untuk 
meningkatkan sirkulasi, pers nasional pun mulai membenahi diri. Dibu- kanya 
pintu bagi investasi asing mendorong persaingan pasar, dan ini menunjang 
periklan- an pers. Tetapi, hubungan pers-pemerintah di- landa konflik 
mendasar. Sementara kedua pi- hak sepakat untuk membangun Sistem Pers 
Pancasila, dengan menggunakan konsep jur- nalistik pembangunan, 
mengembangkan hu~ bungan kemitraan pers-pemerintah-masya— rakat, dan 
lain-lain, kebebasan pers semakin dibatasi dan tindakan pemberangusan 
berlan— jut. Pada awalnya hubungan pers (tanpa ko~ ran-koran PKI) dengan 
pemerintah Orde Baru beijalan normal, meski sistem lisensi pers tetap 


diberlakukan. Pada 1 Oktober 1965, Panglima Daerah Militer Jakarta Raya, 
Jenderal Umar Wirahadikusumah, mengizinkan dua surat- kabar ABRI untuk 
meneruskan penerbitannya, yaitu suratkabar Berita Yudha pimpinan Ke- pala 
Pusat Penerangan AD Ibnusubroto ber- sama wartawan asal Berita Indonesia 
dipimpin S.H. Wibowo dan Angkatan Bersendjata yang dipimpin Kepala Pusat 
Penerangan ABRI Su- gandhi. Polisi dikerahkan mengawal tempat ke dua 
suratkabar dicetak. Koran-koran lain 


pemberangusan pers 471 harus memperoleh izin terbit dari Pemerintah, seperti 
Duta Masyarakat pimpinan H. Mahbub Djunaidi dan Duta Revolusi (keduanya 
media NU), Kompas pimpinan PK. Ojong dan Jakob Oetama (didukung Partai 
Katolik), dan Sinar Harapan pimpinan J.C.T. Simorangkir, dan H.G. Rorimpandey, 
dil. (didukung Parkindo). Para wartawan Merdeka memperoleh izin menerbitkan 
suratkabar API dengan berafiliasi ke partai IPKI (tetapi akhir November 1965 
Departemen Penerangan mencabut izin terbitnya). Nama-nama yang tercantum 
sebagai pengasuh API antara lain Sukendro, Ali Siregar (keduanya pejabat 
militer) H. Surio, Wienaktu, Harmoko, Sumantri Mertodipuro, Tahar. Suratkabar- 
suratkabar baru antara lain adalah Harian Kami pimpinan Nono Anwar Makarim 
dan Zulharmans, Karya Bakti pimpinan Syech Marhaban. Kantor Berita Nasional 
Indonesia (KNI) yang baru juga mulai berkiprah. Merdeka pimpinan B.M. Diah, 
Indonesian Observer pimpinan Herawati Diah, Soetomo Satiman dan Tribuana 
Said. Berita Indonesia pimpinan Soemantoro diterbitkan kembali, ditambah 
korankoran baru seperti Suluh Marhaen pimpinan Manai Sophiaan, Berita 
Djajakarta, dan Operasi pimpinan Bachtiar Djamily, mingguan Populer pimpinan 
T. Yousli Syah yang kemudian menerbitkan Media Indonesia (terakhir dipimpin 
Surya Paloh). Di Surabaya, terbit lagi suratkabar Surabaya Post pimpinan Abdul 
Azis, Djawa Post pimpinan S. Tedjo, Suara Rakyat pimpinan Suprapto. Di Ujung 
Pandang tercatat suratkabar Pedoman Rakyat pimpinan L.E. Manuhua, di 
Semarang terbit kembali Suara Merdeka pimpinan Hetami, di Yogyakarta 
Kedaulatan Rakyat pimpinan Samawi dan M. Wonohito (sebelumnya sempat 
bernama Dwikora). Di Medan, penerbit Waspada mendirikan Kesatuan pimpinan 
Ani Idrus sebelum kembali menerbitkan Waspada. Juga terbit Mimbar Umum 
pimpinan Arif Lubis dan koran baru Proklamasi pimpinan T.D. Pardede. Di 
Bandung, Sakti Alamsjah dan Atang Ruswita menerbitkan kembali Pikiran 
Rakyat. Ini adalah sebagian kecil dari penerbitan pers yang tumbuh antara 1966 
dan 1982. Pada tahun 1966 terdaftar sebanyak 130 penerbitan pers. Pada 
tahun 1982 jumlah suratkabar turun menjadi 95, sedangkan yang mampu terbit 
sesuai ketentuan perizinan hanya 51 suratkabar. Menjelang akhir Orde Baru 
terdaftar sebanyak 71 suratkabar. Landasan perundang-undangan pers masa 
Orde Baru adalah Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan 
Pers. Pasal 2 Ketetapan MPRS tersebut mengaitkan kebebasan pers dengan 
keharusan adanya pertanggungjawaban kepada: a. Ketuhanan Jang Maha 
Esa b. Kepentingan rakjat dan keselamatan negarac. Kelangsungan dan 
penyelesaian revolusi hingga terwujudnya tiga segi kerangka tujuan revolusi 
(jargon politik dari era Presiden Soekarno) d.Moral dan tata susila e. 
Kepribadian bangsa. Ditetapkan pula bahwa “kebebasan pers Indonesia 
adalah kebebasan untuk menjata- kan serta menegakkan kebenaran dan 


keadil— an dan bukan kebebasan dalam pengertian lim beralisme”. Kemudian, 
pada 12 Desember 1966, de- ngan persetujuan DPR, pemerintah member- 
lakukan Undang Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Pers. Pa— da tanggal 20 September 1982, Pemerintah bersama DPR menyetujui 
undang undang baru untuk pers, yang lengkapnya berjudul Undang Undang 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ke— tentuan Pokok Pers 
Sebagaimana Tfelah Diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1967. 
Perubahan yang dimaksud dalam UU.No.4/— 1967 adalah pencabutan 
Penetapan Presiden No.4 Tahun 1963 yang membatasi kebebasan pers, 
sehingga dinilai bertentangan dengan UU No.ll/1966, khususnya terhadap 
ketentu— an bahwa pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat 
korektif dan konstruk- 


472 pemberangusan pers tif (Pasal 3) dan bahwa terhadap pers nasional tidak 
dikenakan sensor dan pembredelan (Pasal 4). Berlakunya UU No.4/1967 dengan 
maksud menghilangkan ancaman pembredelan pers adalah sejalan dengan 
tuntutan PWI. Sejak pemilihan umum tahun 1971, pembinaan kehidupan pers 
mengacu pada Ketetapan MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 
mengenai penerangan, komunikasi dan media massa. TAP MPR tersebut juga 
berlaku bagi media siaran, seperti radio dan televisi serta perfilman. Lebih jauh, 
penyelenggaraan radio dan televisi antara lain mengacu pada sistem perizinan 
yang termaktub dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang 
Telekomunikasi. Khusus di bidang perfilman, Pemerintah bersama DPR 
mengundangkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Tidak 
dapat disangkal bahwa pemasungan terhadap kebebasan pers yang terjadi di 
masa Pemerintahan Presiden Soekarno juga berlangsung di masa Orde Baru. 
Padahal, UU Pers No. 11/1966 menegaskan terhadap pers tidak dikenakan 
sensor dan pembredelan. Namun, ancaman terhadap kebebasan pers, bahkan 
tindakan pemberangusan oleh Pemerintah, dimungkinkan oleh Peraturan Menteri 
Penerangan No. 03/Per/Menpen/1969. Pasal 7 Permenpen tersebut menyatakan, 
surat izin terbit (SIT) dapat dicabut sebagai akibat dari larangan terbit terhadap 
penerbitan pers berdasarkan alasan-alasan bertolak dari ajaran Komunisme- 
Marxisme-Leninisme, cenderung kepada pornografi, sadisme, dan bertentangan 
dengan Pancasila. Dengan Permenpen tersebut, pemerintah juga dapat 
mengambil tindakan preventif. Pasal 16 berbunyi, Penerbitan pers yang tidak 
mempunyai SIT dari Menteri Penerangan dikenakan larangan terbit yang meliputi 
larangan menerbitkan, larangan mencetak dan larangan mengedarkan. Karena 
menghapus lembaga SIT, pihak pers menyambut gembira lahirnya UU 
No.21/1982. Meski keharusan mempunyai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers 
(SIUPP) yang termaktub dalam UU No.21/1982 masih mencerminkan sistem 
lisensi pers, hal mana bertentangan dengan kriteria pers bebas, penghapusan 
SIT ditafsirkan sama dengan meniadakan larangan terbit. Kenyataan menjadi 
lain tatkala Pemerintah mengeluarkan Peraturan MenteriPenerangan No. 
Ol/Per/Menpen/1984. Pasal 33 Permenpen tersebut menyatakan SIUPP dapat 
dibatalkan. Jadi, pers tetap dibayangi ancam- an represi Pemerintah, efek 
pembatalan SIUPP sama dengan pencabutan SIT. Berbagai kritik terhadap 


peraturan tersebut tidak digubris (dalam pernyataannya tahun 1986, Prof. 
Oemar Senoadji menegaskan, SIUPP tidak dapat di- gunakan sebagai sarana 
untuk menjatuhkan pembredelan terhadap pers). Korban pembredelan pada 
awal Orde Baru adalah enam penerbitan Jakarta pada tahun 1971 dengan dalih 
pornografi dan politik. Sinar Harapan dilarang terbit beberapa hari pada tahun 
1972. Pada tahun itu juga sembilan pe— nerbitan dilarang terbit atas alasan 
pornografi dan penyiaran kode judi. Awal 1974, terjadi pembatalan izin terbit 
massal yang menimpa suratkabar Nusantara pimpinan Tengku Dzul- kifli Hafas, 
Abadi di bawah Pemimpin Redaksi Soemarso Soemarsono, Harian Kami, 
Indonesia Raya pimpinan Mochtar Lubis, The Jakarta Times pimpinan Zein 
Effendi, Pedoman pim- pinan Rosihan Anwar, mingguan Wenang dan Pemuda 
Indonesia, serta majalah berita Eks— pres (semuanya terbit di Jakarta), Suluh 
Berita (Surabaya), Mahasiswa Indonesia (Jakarta) dan Indonesia Pos (Ujung 
Pandang). Media terse— but diberangus karena pemberitaan mereka yang tidak 
menyenangkan penguasa menge nai peristiwa unjuk rasa anti-pemerintah oleh 
mahasiswa pada bulan Januari tahun itu. Sem lain itu,-Pemerintah menahan 
Mochtar Lubis dan Wakil Pemimpin Redaksi Indonesia Raya Enggak Bahau'ddin 
dan Soemarso Soemar- sono. Wartawan lain yang pernah ditahan be- berapa 
tahun kemudian adalah Syahrir Wahab dan Mansur Amin. Pengadilan Tengku 
Dzulki- fli Hafas oleh Pemerintah atas tuduhan 'menye- bar kebencian’ adalah 
kasus pers yang menon— jol pada awal masa Orde Baru. Catatan tentang kasus- 
kasus pembredel- 


pemberangusan pers 473 an lainnya adalah Berita Buana pimpinan Soekarno 
Hadi Wibowo, November 1974: Waktu, Dunia Film, dan Gaya, Juli 1976: Sinar 
Indonesia Baru pimpinan G.M. Panggabean, Agustus 1976: Topik, edisi No. 14-15 
tahun 1976. Kompas, Merdeka di bawah pimpinan Tribuana Said, Sinar Harapan 
dengan Pemimpin Redaksi Subagyo Pr, Pelita dengan pemimpin redaksi H.M. 
Said Budairy, Pos Sore dengan Pemimpin Redaksi H.S. Abiyasa, The Indonesia 
Times dengan Pemimpin Redaksi R.R Hendro, dan Sinar Pagi di bawah pimpinan 
Charly T. Siahaan, Januari 1978. Koran-koran tersebut diberangus Kopkamtib 
selama dua minggu. Selain koran-koran dan majalah tersebut juga ditutup 
sejumlah penerbitan kampus, seperti Salemba dan Tridharma (Jakarta), Kampus, 
Integritas dan Berita ITB (Bandung), Muhibah (Yogyakarta) serta Aspirasi 
(Palembang): majalah berita Matahari, Juni 1979: Salemba kembali dibreidel Mei 
1980: Tempo pimpinan Goenawan Mohamad, April-Juni 1982: Topik pimpinan 
Supeno Soemardjo, Februari 1984: Fokus, Mei 1984, Sinar Harapan di bawah 
Pemimpin Redaksi Aristides Katopo, Oktober 1986. Pada tahun ini pula 
Pemerintah mengeluarkan peringatan keras kepada Suara Merdeka (Semarang), 
Waspada pimpinan Ani Idrus, Analisa di bawah Pemimpin Redaksi Sofyan dan 
Sinar Indonesia Baru (Medan), Prioritas, Juni 1987 (Tahun 1992, Surya Paloh 
selaku pemimpin Prioritas menggugat tindakan pemberangusan tersebut ke 
Mahkamah Agung): dan tabloid mingguan Monitor, Oktober 1990. Pemimpin 
redaksinya, Arswendo Atmowiloto, kemudian diadili dan dijatuhi hukuman lima 
tahun penjara. Konflik pers-pemerintah beberapa tahun setelah Presiden 
Soeharto berkuasa berkisar tentang tuduhan korupsi terhadap segelintir 
penguasa. Pemberitaan pers tentang aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa juga 


menjengkelkan penguasa. Tindakan-tindakan represi yang ditempuh Pemerintah 
berlangsung sepanjang dasawarsa 1980-an dan dasawarsa berikutnya. 
Pemasungan politik yang terjadi tidak mencegah maraknya tuduhan korupsi, 
kroniisme dan nepotisme (KKN)terhadap Pemerintah yang melibatkan sejumlah 
pengusaha kelas kakap (konglomerat). Kegiatan bisnis beberapa putra-putri 
Presiden yang semakin menyolok menambah parah suasana konflik. Para pakar 
mensinyalir menajamnya konflik di da-lam tubuh militer sejak awal 1990-an. 
Dalam satu seminar di Yogyakarta Februari 1993, pa- kar politik Amir Santoso 
mencatat meluasnya kritik masyarakat terhadap aktivitas bisnis be- berapa 
pejabat militer. Meski pemerintah tidak mengulangi pem- berangusan massal 
gaya tahun 1974 dan 1978, tekanan terhadap wartawan media cetak de- ngan 
cara pemanggilan atau melalui telepon (“budaya telepon”) secara konsisten 
digunakan pihak Pemerintah setiap kali muncul pembe- ritaan pers yang secara 
sepihak dinilai negatif oleh pejabat atau bernada oposisi terhadap Pe- merintah. 
Media televisi swasta seperti RCTI, SCTV, Anteve, Televisi Pendidikan Indonesia, 
dan Indosiar diwajibkan merelay siaran berita dari TVRI, lembaga penyiaran 
negara yang dikuasai Pemerintah. Begitu pula, radio-radio swasta dikenakan 
wajib relay siaran berita RRI. Semua media siaran swasta dilarang membuat 
liputan berita sendiri. Pada saat-saat tertentu Pemerintah mengeluarkan 
peringatan keras secara umum kepada pers dalam perte- muan tertutup 
dengan sejumlah pemimpin redaksi. Selain menghargai peran pers seba- gai 
pers perjuangan dan pers pembangunan, dalam setiap upacara memperingati 
Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari, sejak tahun 1985 Presiden Soeharto selalu 
mengingatkan para wartawan untuk menahan diri (atau sensor diri). Tekanan- 
tekanan dari Pemerintah terse- but juga disalurkan melalui sidang-sidang De- 
wan Pers yang dipimpin Menteri Penerangan, dan melalui Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI). Di lain pihak, pers yang dimotori PWI menggelar upaya-upaya 
untuk mengembang- kan konsep Pers Pancasila guna membedakan Pers Orde 
Baru dengan Pers Manipol sebelum- nya. Namun, upaya-upaya tersebut 
mengha- dapi banyak kendala. 


474 pemberangusan pers Tekanan, bahkan ancaman, terhadap pers di masa 
Presiden Soeharto mengakibatkan tumbuhnya praktik-praktik penyampaian 
informasi dan kritik oleh pers secara terselubung dan eufemistik. Pasalnya, pers 
mengutamakan terhindar dari hukuman fatal berupa pembredelan oleh 
Pemerintah. Praktik-praktik ini terutama ditempuh oleh perusahaan-perusahaan 
pers yang sudah maju sebagai industri. Akibatnya, pers tidak berhasil 
mengimbangi kemajuannya sebagai badan usaha dengan kewajibannya sebagai 
pengemban hak kontrol, hak kritik dan hak koreksinya terhadap 
Penyelenggaraan Negara, baik oleh jajaran eksekutif, lembaga legislatif mau pun 
yudikatif, juga terhadap berbagai kegiatan dalam masyarakat luas. Tidak ada 
lagi ekspose atau advokasi dini untuk mengatasi konflik atau krisis, sebelum 
berlarut-larut atau bertambah runyam. Konflik bersumber perbedaan agama 
merupakan salah satu ancaman laten. Kasus Monitor tahun 1990 menjadi contoh 
penting ketika sebagian aksi memprotes kesalahan penyelenggara tabloid 
tersebut melebar ke perusahaan grup. Tahun berikutnya terjadi peristiwa 
mengejutkan tentang penembakan para demonstran anti-pemerintah di Timtim 


yang banyak menelan korban tewas. Sebelumnya pers seakan percaya saja 
kepada pernyataan pihak aparat bahwa gerombolan pengacau di provinsi itu 
telah dikucilkan dan tinggal beberapa puluh orang saja (jargon kala itu: situasi 
keamanan terkendali). Kendati Presiden Soeharto memerintahkan pengusutan 
dibarengi pemecatan dan pemutasian sejumlah perwira tinggi militer, insiden 
tersebut dan operasi berdarah terhadap beberapa aksi kekerasan di daerah- 
daerah lain menambah kecemasan yang berkembang di dalam negeri dan 
memancing pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan dari berbagai 
kalangan di luar negeri. Pemerintah dituding mempraktikkan pelanggaran hak 
azasi manusia. Pada tahun 1993, lembaga riset ternama di Hong Kong, Political 
and Economic Risk Consultancy menyiarkan hasil survei para eksekutif bisnis 
yang menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara paling korup di Asia. Di satu 
pihak, Pemerintah selalu membantah tuduhantuduhan meluasnya korupsi di 
tubuh birokrasi. Di lain pihak, kepercayaan terhadap Pemerintah terus 
terpuruk. Kasus pembredelan bulan Juni 1994 terhadap tiga penerbitan pers 
yang berpengaruh -Tempo, Detik dan Editor- mem- perkuat citra otoriter 
Pemerintah Soeharto, tin- dakan tersebut ibarat melempar bensin ke bara api. 
Kasus Tempo mengundang perhatian lum as karena menyangkut dugaan 
penyimpangan dalam pembelian kapal-kapal perang bekas asal Jerman Timur 
oleh pemerintah Indonesia. Pimpinan Tempo menggugat Pemerintah ke 
pengadilan, dengan hasil menang di tingkat pengadilan tinggi tetapi dikalahkan 
di Mah- kamah Agung. Sementara itu, para wartawan majalah itu bersama para 
simpatisan mereka di dalam dan luar negeri terus memprotes pem- berangusan 
tersebut. Pada bulan Agustus mereka membentuk Aliansi Jurnalis Indepen- den 
(AJI) dan tahun berikutnya resmi menja- di anggota International Federation of 
Journal- ists (IF J) yang bermarkas di Belgia. Kecuali IF J, sejumlah lembaga pers 
dan hak azasi manusia di Barat serta UNESCO melakukan intervensi terhadap 
keputusan pembredelan yang diam- bil Pemerintah dan penangkapan disusul 
pe~ ngadilan beberapa aktivis AJI. Dengan demi- kian, seperti di masa awal 
Indonesia merdeka, PWI bukan lagi merupakan wadah tunggal wartawan di 
Indonesia. Karena dianggap me~ langgar ketentuan dan peraturan organisasi, 
pengurus PWI memecat sejumlah anggotanya yang menyeberang ke AJI. Wacana 
politik nasional sepanjang tahun 1995 sampai 1997 berkisar isu-isu suksesi dan 
keterbukaan. Masalah suksesi menjadi rele- van terutama setelah Presiden 
Soeharto men~ dapat serangan jantung pada tahun 1997. Da- lam 
kenyataannya suksesi dan keterbukaan hanya sebatas retorika. Beberapa 
wartawan, termasuk pengurus teras AJI, diadili dan dim hukum penjara. 
Wartawan Kompas di Bandung yang sedang bertugas dipukul polisi, empat 
wartawan Lampung Post dipecat karena me- muat hasil wawancara dengan 
novelis Pramoe- 


pemberangusan pers 475 dya Ananta Toer, program Perspektif di SCTV terpaksa 
dibatalkan menyusul serangkaian tekanan dari Departemen Penerangan 
terhadap stasiun televisi tersebut. Di Yogyakarta wartawan Bernas Fuad 
Mohammad Syafruddin dikeroyok di rumahnya hingga meninggal dunia. PWI 
mengutuk pembunuhan Fuad dan menuntut pemerintah mengadili para 
pelakunya. Peristiwa terbesar tahun 1996 adalah penyerbuan kantor pusat Partai 


Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Soekarnoputri yang 
memicu huru-hara dan bentrokan berlarut antara aparat keamanan dan massa 
demonstran. Pemilihan umum bulan Mei 1997 diwarnai bentrokan di sejumlah 
daerah sementara pers mendapat tekanan dari para pendukung pencalonan 
kembali Soeharto. Lembaga-lembaga pengawas independen, juga pemerintah 
Amerika Serikat, mengecam kecurangan dalam pemilu. Sebelum itu “kubu pro- 
kemapanan' di tubuh Golkar berhasil mendepak para tokohnya yang kritis dan 
mendukung keterbukaan. PDI pimpinan Soerjadi diboikot para pendukung 
Megawati sehingga terbilang gagal besar dalam pemilu, selain itu, tercatat 
sejumlah penangkapan terhadap beberapa aktivis mahasiswa, pemimpin buruh 
dan tokoh oposisi. Sementara pemerintah negara-negara kreditor mendesak 
pemerintah untuk mengembangkan keterbukaan dan kebebasan pers agar 
pengawasan pembangunan bisa lebih efektif. Justru pada bulan Oktober 1997 
pemerintah bersama DPR menetapkan berlakunya Undang Undang Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Penyiaran yang sarat dengan larangan-larangan dan 
regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. UU tersebut tetap mewajibkan 
pengelola stasiun televisi dan radio swasta untuk meminta izin atau lisensi 
(keharusan memiliki lisensi juga berlaku bagi pengelola rumah-rumah produksi 
untuk TV) dan merelay siaran TVRI dan RRI. Sebagai sanksi administratif 
tercantum ancaman pembekuan siaran untuk waktu tertentu dan pencabutan 
izin penyelenggara penyiaran. Sebelum lahirnya UU No.24/1997, ketatnya 
regulasi penyiaran mengundang perdebatan dari banyak pihak. Kesediaan 
Pemerintah untuk merevisi rancangan final UU tersebut, membuka peluang bagi 
pihak pers/media cetak untuk menuntut penyempurnaan peraturan perundang- 
undangan pers tahun 1966dan 1982. Khususnya PWI mendesak pencabut- an 
hak Menteri Penerangan untuk membatal- kan SIUPP Sebaliknya, PWI 
menghendaki sem tiap tuntutan terhadap pers diputuskan di pengadilan. Menteri 
Penerangan waktu itu, R. Hartono, berjanji bahwa Pemerintah tidak akan lagi 
mencabut SIUPR namun tekanan-tekanan terhadap pers dari pejabat pemerintah 
tetap berlangsung. Bahkan tersiar kabar bahwa pi- hak Pemerintah akan 
menuntut secara hukum pimpinan majalah D&R, Margiono, karena me- muat 
gambar karikatur Presiden Soeharto se- bagai sampul muka yang dianggap 
mengan- dung unsur penghinaan. Dewan Kehormatan PWI sendiri menyalahkan 
dan menskors Mar- giono. Tekanan Pemerintah juga dialami surat- kabar 
berbahasa Inggris The Jakarta Post. Bu- lan Juni 1997, kuasa hukum PT Industri 
Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang diketuai Ad- nan Buyung Nasution 
mengajukan somasi ter- hadap suratkabar tersebut karena dinilai merusak citra 
IPTN berkenaan dengan pem beritaan jatuhnya pesawat terbang CN 235- 220 
versi militer di Serang, 25 Mei. Presiden Soeharto dilantik untuk masa ja- batan 
ke-7 pada bulan Maret 1998, tetapi mele- takkan jabatan pada 21 Mei akibat 
krisis eko- nomi dan keuangan yang menerpa Indonesia dan beberapa negara 
Asia lainnya, serta me- nyusul huru-hara besar di Jakarta dan kota-ko- ta 
lainnya. Demonstrasi besar-besaran maha siswa dan gerakan oposisi di 
berbagai kota tidak terbendung lagi. Dengan latar belakang bentrokan berdarah 
antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa anti-Soeharto yang me~ nelan 
sejumlah korban mahasiswa, dikenal dengan sebutan Tragedi Trisakti dan 
Tragedi Semanggi, krisis pemerintahan terus memun- cak. Akhirnya Soeharto 


mundur dan digantikan oleh Wakil Presiden B. J. Habibie, yang terpak— sa 
mengangkat sumpah di istana dan bukan 


476 pemberangusan pers di gedung MPR/DPR, berhubung jalan-jalan macet total 
dan meruncingnya keadaan. Walaupun Habibie berjanji akan melaksanakan 
reformasi politik dan ekonomi, sistem pemerintahan pada awal masa reformasi 
setelah turunnya Soeharto masih dikendalikan oleh kubu politik Orde Baru. 
Bahaya dan tekanan masih mengancam pekerja pers, selain dari unsur aparat 
pemerintah juga dari massa demonstran. Hampir sepanjang 1998, sejumlah 
wartawan dari berbagai suratkabar dan stasiun televisi menghadapi ancaman 
fisik dan hambatan politik. Seperti yang dialami wartawan-wartawan D&R, 
Merdeka, Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, ANTARA, Surya, Aksi, Pikiran Rakyat, 
Republika, Sinar, Media Indonesia, Kompas, dan Gatra. Dalam tahun 1998, 
pemimpin redaksi Merdeka empat kali diperiksa di Mabes Polri. Pertama akibat 
pengaduan Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid; kedua, pengaduan Menko 
Ekuin Ginandjar Kartasasmita; ketiga dan keempat masing-masing atas 
pengaduan dua pengusaha nasional. Tahun berikutnya kembali Merdeka (juga 
beberapa media lainnya) diperiksa polisi karena pemberitaan mengenai rekaman 
pembicaraan telepon Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi Ghalib, dan 
berikutnya disodorkan somasi oleh tim pengacara Partai Golkar. Kasus rekaman 
telepon Habibie-Ghalib berawal dari pemberitaan majalah Panji Masyarakat, 
yang juga menjalani pemeriksaan aparat sekuriti. Tahun 1998 dua suratkabar 
internasional milik perusahaan Amerika, The Asian Wall Street Journal dan The 
International Herald Tribune, memperoleh izin cetak di Jakarta dari Departemen 
Penerangan. Tetapi tahun berikutnya tiga wartawan asing, masing-masing 
mewakili Time, The Guardian dan The New York Times, dimasukkan ke dalam 
daftar hitam aparat Pemerintah. Redaksi SCTV dan majalah Jakarta-Jakarta 
mendapat peringatan. Di Aceh, dua wartawan terbunuh, masing-masing Mukmin 
Fanani dan Supriadi. Pemimpin Redaksi Serambi, Sjamsul Kahar dan 
korespondennya Basri Daham terpaksa mengungsi ke luar daerah karena 
menjadi sasaran teror. Wartawan Waspada di Banda Aceh mendapat ancaman 
melalui telepon dan distribusi koran di Aceh terganggu karena aksi 
penghadangan dan pembakaran oleh orang-orang bersenjata. Di Pontianak, 
seorang wartawan korban penikaman terpaksa dirawat di rumah sakit. Di 
Surabaya, wartawan Surya mendapat per— lakuan kasar dari Gubernur. Bulan 
Juni, war~ tawan Kompas, Suara Bangsa dan RCTI dila- rang memasuki kantor 
Kejaksaan Agung. Pe- mimpin Redaksi Anteve Azkarmin Zaini dan seorang 
reporternya diperiksa polisi karena menyiarkan hasil wawancara dengan tokoh 
Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Di Jakarta, be— lasan wartawan sempat menjadi 
korban per- lakukan kasar aparat keamanan sewaktu mem liput unjuk rasa 
mahasiswa. Di Ujung Pandang, Kantor Biro Kompas menjadi sasaran demon- 
strasi mahasiswa. Serangkaian unjuk rasa mas sa tidak dikenal juga dilakukan 
terhadap be- berapa suratkabar di Ibukota. Tahun 2000, terjadi sejumlah aksi 
keke rasan dan unjuk rasa terhadap pers. Satu stu- dio radio di Maluku Tengah 
menjadi korban aksi pembakaran. Unjuk rasa massa terjadi ter- hadap Pos Kita 
di Solo, Ida Pos di Jayapura, se- mentara RRI Fakfak dan RRI Merauke dirusak 
demonstran, serta wartawan Kediri Pos diciduk petugas intel polisi. Wartawan 


Radar Pos dan juru kamera RCTI mendapat perlakuan kasar satgas PBB di 
Malang, di Samarinda wartawan tabloid Menara, Hoesin KH dikeroyok orang- 
orang tidak dikenal, sementara Gubernur se- tempat kemudian menuntutnya ke 
pengadil- an. Kantor Jawa Pos didemo sejumlah anggota Banser. Berbagai aksi 
kekerasan oleh massa juga menimpa pers di sejumlah kota lainnya. Mendahului 
kasus-kasus suram yang menghantui kebebasan pers di masa awal Or- de 
Reformasi sejak Soeharto lengser, kalang- an pers sendiri secara agresif 
menggulirkan kampanye publik untuk menegakkan kebe- basan pers. Bahkan 
beberapa hari menjelang pergantian Presiden, pada tanggal 18 Mei 1998 
sejumlah wartawan dari beberapa kota yang sedang berkumpul di Solo 
mencetuskan Dekla- 


pemberangusan pers 477 rasi Wartawan Indonesia Tentang Kemerdekaan Pers 
mengacu pada Pasal 28 UUD 1945. Pada 15 Oktober, diskusi wartawan dan 
akademisi di Jakarta menghasilkan pernyataan, bahwa kebebasan pers adalah 
kebebasan dari ancaman, paksaan, tekanan, dalam bentuk apa pun dan dari 
pihak mana pun, untuk menyampaikan informasi. Secara kongkret, MPR didesak 
mengeluarkan ketetapan yang menjamin kebebasan pers. Pada 13 November 
1998 MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi 
Manusia, yang mencantumkan pasal-pasal mengenai hak kemerdekaan 
menyatakan pikiran: kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 
pendapat; serta hak atas kebebasan informasi, termasuk hak mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 42 Tap. MPR 
tersebut menegaskan, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
tersebut dijamin dan dilindungi serta perlindungan, pemajuan, penegakan dan 
pemenuhan hak asasi manusia itu adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggal 
23 November, sekumpulan wartawan dan penyokong kebebasan pers, antara 
lain Rosihan Anwar, Atmakusumah, S. Leo Batubara, Hakim Benjamin 
Mangkudilaga dan aktivis LSM membentuk Komite Kebebasan Pers dengan misi 
memperjuangkan jaminan dan perlindungan atas kebebasan pers. Dalam upaya 
menegakkan kebebasan pers di awal masa reformasi, patut dicatat peran positif 
Presiden Habibie (terlepas kasus pembredelan Tempo dan somasi terhadap The 
Jakarta Post sebelumnya, serta usulnya kemudian untuk menerapkan sistem 
lisensi bagi profesi wartawan). Juga perlu diingat dukungan bulat Menteri 
Penerangan Mohamad Yunus, seorang mantan komandan pasukan tempur. 
Yunus sempat mendapat pujian dari lembaga Committee To Protect Journalist 
yang berpusat di Amerika atas keputusannya mengundang pengurus Article 19, 
lembaga anti-sensor nonpemerintah di Inggris, dan Unesco untuk membantu 
upaya menyempurnakan perundangundangan pers. Komitmen Yunus untuk 
menciptakan sistem pers merdeka diakui kalangan internasional. Dan memang, 
pada masa Yunus inilah, atas persetujuan DPR dan dukungan masyarakatpers 
dan penyiaran, Pemerintah mengeluarkan Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 
1999 ten- tang Pers, 23 September 1999, yang mencabut UU Pers 1966 dan 
1982. Dengan UU baru terse— but sistem lisensi atau izin penerbitan pers di~ 
hapus dan Dewan Pers sepenuhnya bebas dari dominasi dan intervensi 
Pemerintah. Pemben- tukan Dewan Pers baru, beranggotakan 9 orang, disahkan 


oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keppres Nomor 96/M Tahun 2000. 
Dewan diketuai Atmakusumah Astraat- madja, dengan wakil ketua R.H. Siregar 
dan Direktur Eksekutif Lukas Luwarso. Masa ker~ janya berlangsung sampai 
tahun 2003. Presiden Abdurrahman Wahid, yang ter~ pilih dalam Sidang Umum 
MPR, 20 Oktober 1999, bersama Wakil Presiden Megawati Soe- karnoputri, 
bertekad untuk melanjutkan kebe- basan pers. Keputusan Gus Dur menghapus 
Departemen Penerangan menutup sejarah sem buah lembaga eksekutif yang 
awalnya meru— pakan pendukung pers nasional, namun dari era Soekarno 
sampai Soeharto berbalik men~ jadi pemasung kemerdekaan pers. Euforia 
demokrasi dan kebebasan pada awal masa reformasi membawa dampak posi- 
tif tetapi juga negatif. Dalam dunia politik kepartaian, puluhan partai baru 
bermunculan dengan cepat dan mudah. Partai-partai terse- but umumnya 
tergolong ‘gurem’. Hanya seki- tar selusin partai mampu memperoleh dukung- 
an suara berarti secara nasional dalam pemilu 1999. Di bidang media massa, 
ratusan pener bitan pers baru bermunculan, umumnya ta~ bloid. Sebagian 
besar tidak profesional, cen- derung sensasional, mengabaikan standar jur- 
nalistik yang universal, dan terbit tidak teratur. Rekrutmen personil teijadi tanpa 
strategi atau konsep kerja dan usaha yang jelas. Sejumlah perusahaan 
penerbitan pers yang terpaksa gu~ lung tikar otomatis menyebabkan puluhan 


478 pemberangusan pers wartawan dan karyawan menganggur. Pemberitaan 
yang melanggar nilai-nilai dasar jurnalistik memicu protes anggota masyarakat 
yang dirugikan. Menjelang akhir November 2000, satu stasiun televisi baru 
pimpinan Surya Paloh, bernama MetroTV, memulai siaran percobaan. Demikian 
juga stasiun, Pasaraya, Global, Trans dan Duta. Mereka menampung banyak 
tenagatenaga pemula, tetapi juga memicu eksodus wartawan berpengalaman 
baik dari media siaran mau pun penerbitan pers yang ada. Tumbuhnya media 
komunikasi dan informasi baru, internet terjadi tepat saat reformasi digulirkan. 
Sampai Desember 2000 tercatat lebih 390 situs, sekitar 90 merupakan majalah 
web, 30 tergolong portal berita atau informasi. Suratkabar online mencapai 40 
lebih. Sebagian besar bertujuan bisnis murni. Tidak pelak lagi, proses kristalisasi 
atau eliminasi alamiah telah dan akan terus berlangsung. Secara global, media 
dot com mengalami pasang-surut dan diperkirakan sebagian besar akhirnya 
terpaksa gulung tikar. Begitu pun, potensi dan prospeknya secara umum 
dianggap bagus mengingat perluasan pesat jaringan telepon dan pertumbuhan 
komputerisasi di kantor-kantor maupun rumah-rumah. Di Indonesia diperkirakan 
terdapat sedikitnya seribu warung internet (warnet) dengan sekitar 300.000 
anggota. Menurut satu proyeksi, jumlah pemakai bisa mencapai 20 juta orang. 
Saat ini sekitar selusin situs berita independen terlibat persaingan ketat. Selain 
itu terdapat situs-situs berita yang menggandul pada penerbitan pers yang ada. 
Media siaran, seperti RCTI, juga menyelenggarakan situs sendiri. Tahun 1999 
tercatat sebanyak 502 radio AM dan 413 radio FM di seluruh Indonesia, sebagian 
di antaranya melakukan liputan jurnalistik atau berita. Di Jakarta berdiri pula 
Kantor Berita Televisi Indra. Pertumbuhan mencolok juga teijadi di bidang media 
cetak. Koran-koran baru dalam Grup Jawa Pos, yang bermarkas di Surabaya, 
bermunculan di sejumlah ibu kota provinsi dan kabupaten. Grup Kompas 
Gramedia dan Grup Pikiran Rakyat juga menyelenggarakan sejumlah penerbitan, 


selain di Jakarta juga di daerah lain. Pemerintah pada era reformasi, dari masa 
kepresidenan Habibie yang singkat dilanjutkan pada masa kepresidenan Gus 
Dur, secara konsisten mendukung kemerdekaan pers. Setidaknya mereka 
membebaskan pers dari pembredelan. Ada UU Pers baru dan Tap MPR tentang 
hak azasi manusia yang dejure menjamin dan melindungi kebebasan pers dan 
informasiserta kebebasan berkomunikasi. Namun, kem~ bali perlu diingat masih 
adanya perundang- undangan, seperti KUHP, yang bisa mengan- cam pers dan 
wartawan. Berlarutnya perde- batan tentang prinsip, dasar yang melandasi 
Rancangan UU Penyiaran baru menunjukkan masih tajamnya perbedaan tentang 
strategi dan kebijakan komunikasi, arus informasi ser- ta pers. Selama 
Pemerintah mempertahankan sistem lisensi penyiaran, selama itu pula “Pedang 
Damocles” akan terus menghantui kehidupan pers, khususnya bidang penyiaran. 
Begitu pula, amuk massa dan tindakan keke- rasan dari penguasa terhadap 
pers sangat bertentangan dengan semangat dan prinsip kebebasan pers. 
Namun, tidak bisa diingkari bahwa pelanggaran nilai-nilai dasar jurnalistik oleh 
pers jelas mencemari kebebasan pers. Pengalaman pers nasional sejauh ini, ba- 
gai gerak pendulum yang berganti-ganti arah, menunjukkan dua hal yang 
mendasar. Perta- ma, pembredelan pers di masa lalu menun- jukkan sifat 
konstan perbedaan tajam antara tanggung jawab pers yang independen, non- 
partisan dan non-partai di satu pihak dan tang- gung jawab Pemerintah 
(terlepas partai mana yang berkuasa) di lain pihak. Dan kedua, Pe- merintah 
(eksekutif) yang secara dominan me- ngendalikan kekuasaan cenderung 
menemu puh jalan represi untuk memasung oposisi dan menyumbat kritik. 
Untuk menghindari pem- bredelan dan dominasi eksekutif, peran pers dan 
kebebasan pers perlu dipahami sebagai prasyarat berfungsinya sistem dan 
proses check and balance dalam penyelenggaraan ne- gara secara demokratis, 
transparan dan me- nganut asas akuntabilitas kepada publik. Pe- 


pemberita 479 ran dan proses ini hanya bisa efektif bila lembaga pers terbebas 
dari segala manifestasi tekanan dan ancaman tindak kekerasan. Selain 
diperlukan kesepakatan tentang kedudukan dan fungsi pers, secara paralel 
harus ada upaya nasional yang kongkrit untuk memperkuat fundamen politik 
dan pers. Jika sejauh ini sebagian pers dinilai kebablasan, unjuk rasa massa 
terhadap pers juga kebablasan, sementara sebagian pejabat dan aparat 
eksekutif masih menyimpan hasrat untuk membelenggu pers. Masalahnya, 
seperti dikatakan oleh sesepuh wartawan Rosihan Anwar, karena tidak adanya 
tradisi demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Tradisi itu tidak ada karena 
memang kebijakan politik sejak zaman kolonial hingga masa-masa Demokrasi 
Terpimpin dan Orde Baru menonjolkan pemasungan pers. Kondisi tersebut 
dengan sendirinya melemahkan minat dan proses pendidikan nilai-nilai dasar 
dan teknik jurnalistik di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi bagi kader pers 
guna memantapkan kebebasan pers dan sistem pers merdeka. Wawasan untuk 
mendukung kebebasan pers di kalangan masyarakat luas dan jajaran 
pemerintah juga sangat lemah. Kelemahan ini adalah bagian dari kelemahan 
Negara dalam membangun dan menata kehidupan demokrasi, terutama dasar- 
dasarnya yang bersifat universal. Dalam masa transisi menuju kehidupan 
demokrasi yang sebenar-benarnya, diperlukan lembaga mediasi yang mampu 


meredam segala bentuk kekerasan terhadap pers oleh pihak-pihak non-pers. 
Lembaga itu tentu pula harus mampu menunjukkan kelemahan pers. Idealnya 
lembaga itu adalah Dewan Pers yang independen dan berkerja efektif. Juga 
diperlukan partisipasi lembaga-lembaga riset dan media watch yang 
independen. Setelah Pemilu 1999 dan 2004 sejak era reformasi menyusul 
tumbangnya Orde Baru merupakan ajang pesta demokrasi, yang mengubah 
tatanan hidup masyarakat Indonesia. Masyarakat pers termasuk yang 
diuntungkan, dibubarkannya Departemen Penerangan serta dicabutnya berbagai 
aturan yang dianggap membelenggu kebebasan pers dapat dianggap sebagai 
indikasi adanya kemerdekaan pers. Lahirnya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers 
serta UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran telah mengubah wajah Pers 
Indonesia, muncul ratusan penerbitan baru, dibentuk organisasi pers yang entah 
sudah berapa jum-lahnya, lahir lembaga penyiaran televisi baru, bahkan hampir 
setiap daerah ada yang na— manya televisi lokal, sehingga selain Asosiasi 
Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) muncul pu~ la Asosiasi Televisi Lokal Indonesia 
(ATVLI). Adalah fakta bahwa perkembangan ke— hidupan pers pascareformasi 
masih diwarnai banyaknya keluhan, baik dari masyarakat, Pe— merintah maupun 
kalangan pers sendiri. UU No. 40 tentang Pers maupun UU No. 32 tahun 2002 
tentang Penyiaran masih memunculkan berbagai polemik. Masyarakat dan 
Pemerin- tah masih merasakan bahwa tidak sedikit pem- beritaan media 
massa yang dianggap kurang memperhatikan kode etik jurnalistik. Di sisi lain 
masyarakat pers sendiri harus jujur me- ngoreksi diri dan bersedia menerima 
kritik. Perjalanan Pers Nasional memang masih panjang, namun era 
kemerdekaan pers yang sudah ditangan ini hendaknya tidak dikotori oleh 
kalangan pers sendiri, karenanya perlu adanya rambu-rambu yang dibuat oleh 
dan un~ tuk kalangan pers sendiri. (Tim EPI/SIN) 

Pemberita Suratkabar Harian Terbit hampir 
bersamaan dengan terjadinya pemberontakan komunis tahun 1926. Pem- berita 
menyiarkan secara lengkap gerakan ko— munis pada 16 November 1926, 
bahkan secara khusus menerbitkan edisi ekstra yang hanya berisi berita 
kerusuhan dengan judul yang £m- at panjang. Sebelum edisi ekstra itu keluar, 
Pemberita lebih dulu mengedarkan sebuah buletin di Sem marang yang 
mewartakan secara singkat pe~ ristiwa di Jawa Barat itu. Edisi ekstra meleng- 
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kapi pemberitaan pertama sehingga pembaca mendapat gambaran 
menyeluruh tentang jalannya peristiwa yang membikin gempar Seantero Hindia. 
Pemberita pertama kali diedarkan pada Agustus 1926 dan diterbitkan oleh 
penerbit “Zenith” yang beralamat di Heerenstraat 52 telepon 865 Semarang. 
Sedangkan pencetakannya dipercayakan kepada percetakan (drukkerij) “Bromo” 
Semarang. Kehadiran suratkabar bermotto “soerat kabar memoeat perkabaran 
oemoem, advertentie, dan penjokong kemadjoean Indonesia” ini menjadi buah 
bibir pers milik Belanda karena Pemberita sepenuhnya merupakan produk 
pribumi. Beberapa edisi awal Pemberita hanya terbit satu lembar setiap Selasa, 
Kamis, dan Sabtu. Sejak bulan kedua, edisi Sabtu Pemberita terbit satu setengah 
lembar, dilengkapi gambar. Pada bulan ketiga, edisi Sabfu Pemberita terbit dua 


lembar. Beritanya tambah tambun, tetapi tanpa harus menambah beban 
pelanggannya. Harga langganannya masih tetap 1,25 Gulden sebulan untuk 
Hindia dan 2 Gulden untuk luar Hindia, sementara tarif iklannya 25 sen per baris 
sekali muat, sekurang-kurangnya 2,50 Gulden. Namun, redaksi belum puas 
karena Pemberita belum bisa menyiarkan berita-berita aktual. Oleh karena itu, 
pada bulan kelima, redaksi mengubah Pemberita menjadi koran harian yang 
terbit setiap hari kecuali Ahad dan hari besar. Tetapi untuk itu pelanggan harus 
menambah biaya langganan menjadi 50 sen sebulan. Pemberita bertujuan 
menjadi mimbar bagi Rakyat Indonesia sehincraa bisa mengetahui berbagai 
peristiwa yang fprjadi di dalam negeri. Pemberita tidak terlibat dan tidak 
membela kedudukan suatu partai. Ia ingin menjadi suratkabar netral, penyokong 
kemajuan Indonesia, dan memegang keadilan. Namun, sebagai buntut dari 
kerusuhan yang dilakukan orang-orang komunis tahun 1926, Direktur dan 
Redaktur Pemberita pun ditangkap dan dipenjarakan. Pemerintah menutup 
kantor Pemberita dan kantor VSTP (Serikat Buruh Kereta Api dan Trem) yang ada 
di sebelahnya. Namun, keesokan harinya Pemberita tetap terbit di bawah 
pimpinanSarpmoedin. (Tim EPI/KG. Sumber: Rhoma Dwi Aria 
Yuliantri/Indexpress /Jurnas) Pemberita India Suratkabar 
MingguanSuratkabar ini diterbitkan dan diselenggara— kan oleh sejumlah warga 
keturunan India yang bermukim di Padang, dan terbit pertama kali pada hari 
Sabtu, 4 Maret 1922. Pemberita India dipimpin oleh A.A.G. Schopioen, diban- tu 
B. Khalid sebagai redaktur, serta M. Aboe- bakar, S. Fachroedi dan Omar Bin 
Adam. Ala- matnya di Kampung Keling No. 21 Padang dan dicetak oleh 
“Padangsche Snelpersdrukkerij" Pondok Padang. Warga keturunan India yang 
minoritas dan absennya dari perpolitikan Hindia membuat mereka seakan-akan 
terpinggirkan. Sesuai jar- gonnya, “Soera Boeat Bangsa", Pemberita India 
berusaha bekerja untuk keperluan umum meskipun didirikan orang India. Itu 
tersurat dalam pembukaan yang ditulis Redaksi pada awal terbitnya: '“Pemberita 
India’, goenasoea— ra dari segala bangsa, ‘Pemberita India’ berdja- lan Neutraal 
dari segala perkara ataoe segala 


pemberita india 481 kaoem dan bangsa, ‘Pemberita India’ bekerdja boeat 
dapetken segala keinginan oemoem djaman sekarang. ” (Pemberita India, 4 
Maret 1922). Pemberita India muncul sebagai suratkabar mingguan (weekblad) 
yang mengunjungi pembacanya setiap Sabtu. Harga langganannya boleh 
dibilang tidak terlalu mahal bila dibandingkan dengan suratkabar lain yaitu 2 
Gulden. Keempat halamannya berisi iklan dari pengusaha-pengusaha Keling. 
Majalah ini tidak banyak melansir beritaberita masyarakat Padang. Berita-berita 
lokal dan luar negeri selain India hanya beroleh ruang yang sempit, paling banter 
kabar lelang atau kriminalitas, berhimpitan dengan iklan. British India dan nasib 
orang Keling di Hindia (Indonesia) menjadi pemberitaan utamanya. Berita-berita 
Pemberita India sangat kental dengan nuansa negara asal pendirinya, yaitu 
India. Berita-beritanya pun didominasi kabar tentang Calcutta, hubungan Inggris 
dan India serta himbauan kepada Bangsa Keling di Hindia. Majalah ini kerap 
berseru kepada orang India di Hindia agar mengeratkan komunitas. Untuk itu, 
Pemberita India menyediakan rubrik “Feuilleton”. B. Khalid, pengisi rubrik ini, 
mengisinya dengan tulisan tentang pergerakan Hindia-Inggris pimpinan 


Mahatma Gandhi. Dalam tulisan itu, redaktur berupaya menumbuhkan 
kesadaran akan pentingnya pergerakan Mahatma Gandhi bagi Hindia. Kita 
menyaksikan, kelak, pergerakan Gandhi memberikan pengaruh cukup besar 
pada semangat nasionalisme Indonesia. Berbeda dari jumlah dan skala 
perdagangan orang Tionghoa di Hindia, jumlah dan usaha orang India terbilang 
lebih kecil. Pemerintah kolonial kala itu pun hampir-hampir tidak menaruh 
perhatian kepada mereka. Walhasil, bangsa India sulit masuk ke lingkup 
perpolitikan seperti yang dilakukan orang Tionghoa. Menurut Pemberita India, 
komunitas orang India di Hindia jumlahnya cukup banyak, dan sudah menjadi 
kewajiban orang India sebagai bagian penduduk Hindia untuk ikut bergabung di 
Volksraad. Orang India juga berkeinginan untuk ikut membentuk Lid 
Gemeenteraad bangsa Keling Padang. Lewat "Pikiran Redactie”, Pemberita India 
mengusulkan kepada Gubermen untuk menyediakan tempat bagi sekolah anak- 
anak orang India. Pemerintah tak menanggapi satu pun keinginan dan cita-cita 
orang India di Hindia, mungkin karena orang India di Hindia betulbetul sedikit 
dan terpecah, atau "Pikiran Redactie" Pemberita India sebagai suara orang India 
kurang keras bersuara di telinga Gubermen. Pergerakan orang India akhirnya 
tinggal sekadar kertas saja. Himbauan dan peringatannya diabadikan 
masyarakat pendukungnya sendiri. Misalnya, Pemberita India menyiarkan 
pembatalan pendirian sekolah untuk anakanak orang India. Menurut majalah ini, 
pembatalan itu disebabkan tidak ada dukungan dari orang India sendiri. “Apakah 
orang India soeka tinggal tidoer sadja? Apakah tiada soeka meniroe dan menoela 
dari pergerakan-pergerakan laen bangsa? Kaloe begitoe baeklah tidoerlah 
dahoeloe boeat sementara masingmasing mempoenjai itoe perasaan Bangsa?" 
(Tim EPI/KG. Sumber: R. Rhoma Dwi Aria Yullantri/Indexpress/Jurnas) 


482 pemimpin - pemimpin redaksi Pemimpin Suratkabar 
Dwimingguan Resmi beredar pada 21 Juli 1921. Edisi pertama Pemimpin, yang 
terbit tanpa jargon, menyiarkan tulisan-tulisan seperti “Hoekoem Kedjahatan di 
Hindia Belanda”, “Pemerintah Olanda dan Kolonie dan Hal Grondwet”, 
“Perkoempoelan Perkoempoelan Rahasia", “Pergerakan Pekerdja Hindia”, 
“Kapital dan Kaoem Boeroeh”", dan “Pertahanan Harta di Hindia”. Nama-nama 
penulis pun tak kalah “menggidikkan”, misalnya “Si Raja Mogok" Soerjopranoto, 
Abdoel Moeis, Marco Kartodikromo, S. Latif, Wirjosoekarto, dan Andaw. 
Suratkabar yang terbit tanggal 10 dan 25 tiap bulan ini dikendalikan oleh Marco 
Kartodikromo. Sebelumnya ia adalah penulis di Medan Prijaji, Sarotomo, Doenia 
Bergerak, Sinar Djawa, dan beberapa media lainnya. la juga mendirikan IJB 
(Inlandesche Journalisten Bond). Marco, seperti R.M. Tirto Adhi Soerjo, terbiasa 
menulis dengan “pisau belati” yang membuat pemerintah kolonial “moentah 
darah”. la sering menulis tentang segala kecurangan pemerintah penjajah atas 
kaum pribumi. Keberanian itulah yang membuatnya masuk penjara, bahkan 
dibuang ke Digul, tempat pengucilan bagi para pembangkang kelas kakap, 
tempat dimana ia meninggal dunia. Meskipun dihalang-halangi, Pemimpin 
akhirnya sampai juga ke tangan pembaca Hindia yang membayar untuk satu 
kuartal 3 Gulden, sedang pembaca Hindia membayar 4 Gulden. Pembaca yang 
tak berlangganan bisa memiliki suratkabar ini dengan harga eceran 0,75 Gulden. 
Semua pembayaran dilakukan di muka agar Pemimpin tidak terhambat oleh 


problem terlambat bayar. Pemimpin ingin memajukan kehidupan pribumi dan 
membasmi virus penindasan atas pribumi. Koran ini secara tidak langsung 
menuntut Pemerintah agar memperhatikan pendidikan kaum bumiputera, yaitu 
pendidikan yang tak semata-mata untuk mengisi lahan keuntungan dan 
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datang dari keinginan meningkatkan derajat kaum bumiputera. Pemimpin 
menginginkan corak pendidikan yang lebih manusiawi dan mengedepankan 
pekerti. Gara-gara tulisan semacam itu, beberapa kali pemerintah membredel 
Pemimpin. Kegeraman Pemimpin belum padam , pada tahun yang sama 
Oetoesan Hindia menyiarkan penangkapan Tjokroaminoto. Pemimpin 
menyiarkan artikel panjang Abdoel Moeis tentang penangkapan itu, yang 
berjudul “Tjokroaminoto di Moeka Hakim". Di situ diceritakan proses 
persidangan, pertimbangan-pertimbangan hukum, hingga jatuhnya vonis 
kurungan selama tujuh bulan atas pemimpin Sarekat Islam itu. Bukannya gentar, 
Pemimpin malah kian berani. Sejak itu, Pemimpin tak mau bermain petak umpet 
dan kompromi lagi dengan pemerintah. Pena Marco pun semakin liar 
menghantam kebijakan pemerintah yang menindas. la berharap dengan 
ketegasan sikapnya, pemerintah yang pura-pura tuli mau mendengar keluhan 
rakyat. (Tim EPI/KG. Sumber: Reni Nuryanti/Indexpress/Jurnas) Pemimpin Redaksi 
Dalam suatu perusahaan atau industri media massa, lazim terdapat jabatan 
yang akrab disebut pemimpin redaksi atau biasa disingkat pemred, yakni 
pejabat tertinggi di bidang atau bagian keredaksian. la bertanggung jawab 


pemimpin redaksi 483 atas operasi sehari-hari bagian redaksi sehingga yang 
bersangkutan biasanya sekaligus sebagai penanggung jawab isi media massa 
yang dikelola serta dipimpinnya apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan 
kode etik dan hukum. Dalam mengelola redaksi pemimpin redaksi dibantu oleh 
jajaran wakil pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, asisten redaktur, 
para wartawan serta staf lainnya yang fungsinya mendukung jalannya roda 
organisasi redaksi. Pemimpin redaksi bersama unsur pimpinan puncak 
perusahaan lainnya bertugas merumuskan kebijakan redaksional sesuai dengan 
visi dan misi perusahaan media bersangkutan. Dengan demikian kebijakan 
redaksional tersebut bukan semata-mata hasil rumusan seorang pemimpin 
redaksi, melainkan juga merupakan rumusan yang sudah disepakati bersama di 
tingkat pimpinan perusahaan yang terdiri atas direksi dan unsur pimpinan 
lainnya. Tak jarang kebijakan redaksional juga dirumuskan dan disepakati oleh 
dewan redaksi, yang di dalamnya terdapat unsur direksi, pemimpin redaksi, dan 
unsur atau figur lain yang dinilai memahami masalah keredaksian. Mengingat 
pentingnya jabatan pemred, maka figur yang dipercaya untuk mendudukinya 
tentulah dipilih dari kalangan wartawan senior yang pernah menduduki jabatan 
redaktur, redaktur pelaksana atau wakil pemred. Dengan demikian yang 
bersangkutan telah memiliki pengalaman kerja di lapangan (sebagai wartawan) 
yang sangat lama dan telah memiliki pengalaman serta keahlian manajerial 
yang cukup mumpuni. Seorang pemred biasanya juga telah memiliki 


pengalaman berorganisasi baik di bidang kewartawanan mau pun non-jurnalistik 
sehingga menggambarkan yang bersangkutan memiliki jiwa kepemimpinan yang 
memadai pula. Hal ini akan merupakan bekal yang sangat baik ketika secara 
internal perusahaan, seorang pemred harus melakukan koordinasi dengan para 
pimpinan bagian iklan, sirkulasi, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dll. 
Sedangkan secara eksternal pengalaman berorganisasi tadi juga akan sangat 
menunjang seorang pemred ketika harus membina hubungan atau melakukan 
lobi-lobi keluar perusahaan. Dalam era persaingan bisnis media massayang 
sangat tajam dewasa ini, seorang pem— red tidak saja dituntut mahir 
menyajikan isi media yang berkualitas, tetapi juga harus mampu memahami 
keinginan pasar sehingga medianya diminati masyarakat luas atau laku di pasar. 
Karena itu bersama unsur pimpinan lainnya di redaksi seorang pemred harus 
se~ ringkali mengadakan rapat untuk merumuskan sajian yang aktual, berbobot, 
serta sesuai kem butuhan segmen pembacanya. Tak jarang ra~ pat harus 
dilakukan setiap hari, bahkan banyak media yang menyelenggaakan rapat 
redaksi dua kali sehari. Hasil-hasil rapat redaksi itu masih harus dikoordinasikan 
dengan bagian- bagian lain yang terkait melalui rapat-rapat yang 
diselenggarakan secara periodik. Dengan demikian sedrang pemred tidak hanya 
mema hami aspek keredaksian, tetapi juga harus memahami aspek bisnis 
media sehingga dia mampu memadukan antara tujuan idiil dan komersial 
sebuah perusahaan media massa. Pemimpin redaksi harus rajin membaca atau 
mencermati isi medianya sendiri maupun media pesaing. Dengan demikian ia 
dapat se- gera mengetahui berbagai kekurangan, kele- mahan atau kesalahan 
yang dilakukan oleh medianya, dan di lain pihak juga mampu me- ngetahui 
plus-minus tampilan media pesaing. Jika dalam pencermatannya ternyata dite- 
mukan kesalahan yang berat atau bahkan fa~ tal, maka seorang pemred 
biasanya tak segan untuk segera mengadakan rapat secara men~ dadak untuk 
mencari solusi terbaik. Di tengah kesibukannya pemimpin redaksi masih harus 
menulis tajuk rencana. Akan tetapi dalam perkembangan bisnis media massa 
de— wasa ini, dan sejalan pula dengan perkem- bangan pesat ilmu 
pengetahuan dan teknologi, maka pemimpin redaksi merasa perlu mem- 


484 pemuda bentuk sebuam tim untuk menulis tajuk rencana yang topiknya 
memang setiap hari selalu berubah. Hal ini dimaksudkan agar tajuk rencana 
ditulis oleh unsur pimpinan redaksi atau wartawan yang sangat memahami 
masalah yang akan ditulis sebagai tajuk rencana tersebut. (Tim EPI/Wid) Pemuda 
Majalah Bulanan Edisi perdana majalah bulanan ini beredar di Jakarta pada 1951. 
Sesuai namanya, Pemuda menampung pelbagai ide menyangkut kepemudaan. 
Pemuda lahir pada masa yang tak bisa disebut revolusioner lagi. Pasalnya, 
setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada 1949, Indonesia berada 
dalam posisi aman. Keamanan itu ditengarai menjadi penyebab timbulnya 
kemandegan di kalangan pemuda, terlebih jika dibandingkan dengan langkah 
pemuda pada masa-masa sebelumnya. Bagi Pemuda, keamanan itu hendaknya 
dimanfaatkan sebagai masa evaluasi dan langkah awal ba- I gi langkah besar 
pemuda | selanjutnya untuk mengisi kemerdekaan. Pada kurun 1950-an, 
perkembangan dan langkah serta kebijakan organisasi-organisasi kepemudaan 
Indonesia mengalami stagnasi. Lewat tajuk rencana edisi Januari 1953, yang 


sekaligus merupakan refleksi akhir tahun, Pemuda menyoal perkembangan sikap 
dan kiprah pemuda kala itu. "Kalau semasa 1945-1949 kontribusi pemuda 
dirasakan sungguh-sungguh oleh masjarakat dalam langkah-langkahnja jang 
tegas, tapi setelah penjerahan kedaulatan banjak terpengaruh oleh pergolakan 
partai-partai politik. Tindakan pemerintah Belanda dalam persoalan Westerling, 
pertjobaan pembunuhan kepada Overste Harjono, pengusiran terhadap Go dan 
Sunito, kebanjakan hanja disambut oleh organisasi-organisasi pemuda dengan 
protes atau resolusi jang kurang sekali dirasakan oleh masjarakat dan 
menjebabkan pula tindakan pemerintah kita jang ragu-ragu untuk mengambil 
sikap jang tegas. " Para pemuda dinilai mulai tidak mencerminkan jiwa 
kepemudaannya. Banyak keputusan-keputusan pemerintah yang tidak tegasdan 
meresahkan masyarakat, disikapi seada— nya oleh mereka, yang saat itu sudah 
banyak terlibat dalam pergolakan politik. Atas pertimbangan itu Pemuda ingin 
men~ cairkan kebekuan dan kemandegan para pe~ muda kita. “Jika pada 1928 
pemuda mampu menelurkan Persatuan Pe- muda Indonesia lewat Sum- pah 
Pemuda, pada 1945 pe- muda tercatat sebagai da- 


pendidikan tinggi jurnalistik 485 lang Proklamasi, maka pada 1950-an, apa yang 
sudah dilakukan pemuda? Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan pemuda 
untuk mengisi kemerdekaan yang telah dicapai ini?" begitu isi salah satu 
editorial Pemuda dalam menyikapi hal itu. Pemuda juga mencermati soal-soal 
umum yang biasa dikaitkan dengan pemuda, yaitu olahraga, dan juga 
pendidikan. Pemuda memandang olahraga dapat mengangkat eksistensi bangsa 
sementara pendidikan merupakan modal besar bagi kemajuan bangsa. Yang 
terpenting bagi Pemuda adalah bagaimana memperlakukan keduanya. Pemuda 
menilai pemerataan pendidikan harus segera diwujudkan. Meratakan kecerdasan 
di kalangan rakyat adalah hal pertama kali yang harus diperhatikan oleh semua 
orang yang menghendaki pembangunan bangsa. Pemuda juga berharap agar 
kemajuan olahraga kala itu benar-benar menjadi milik rakyat Indonesia 
seluruhnya. Kondisi itu bagi Pemuda patut mendapat perhatian bukan saja dari 
pemerintah tetapi juga dari organ-organ kepemudaan, sehingga tabal pemuda 
sebagai angkatan pendobrak pada masa-masa sebelumnya tetap terjaga. 
Pemuda hadir melalui perencanaan matang. Untuk menjaga konsistensi dan arah 
tujuannya, redaksi menyeleksi berita, artikel, maupun gambar yang dikirim para 
pembaca. Redaksi juga memperhatikan penghargaan kepada para pengirim 
dengan menyediakan rubrik “Surat Menyurat” di halaman pertama tiap edisinya. 
Di situ, redaksi mengumumkan tulisan siapa saja yang belum layak muat atau 
dalam pertimbangan, dilengkapi alasan-alasan dan cara-cara mengirimkan 
tulisan atau gambar ke bagian redaksi. Dengan seleksi ini Pemuda berharap 
mampu menyajikan tulisan-tulisan yang memajukan kegiatan kepemudaan. 
Koran ini juga berharap memunculkan pemahaman dan penyelesaian bagi 
persoalan-persoalan kepemudaan kala itu. Pemuda yakin, persoalan pemuda 
harus diselesaikan oleh pemuda sendiri. (Tim EPI/KG. Sumber: Sunamo/Indonesia 
Buku/Jumas) Pendidikan Tinggi Jurnalistik Disiplin ilmu jurnalisme diajarkan di 
beberapa perguruan tinggi di tanah air sebagai sebuah jurusan dalam sebuah 
fakultas, sebagai program studi dari sebuah jurusan, atau konsentrasi dari 
sebuah program studi. Selain itu banyak perguruan tinggi yang mengajarkan 


jurnalisme namun tidak secara eksplisit menyatakannya sebagai sebuah jurusan, 
programstudi, ataupun konsentrasi. Hal yang bela- kangan ini umumnya 
terdapat pada perguru— an tinggi adalah yang membuka jurusan ilmu 
komunikasi secara umum, dan tidak diperinci menjadi spesialisasi tertentu. 
Beberapa perguruan tinggi yang menon— jol dalam penyelenggaraan pendidikan 
jurnal- isme di antaranya adalah: Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) 
Jakarta didirikan pada tahun 1953, dengan nama Perguruan Tinggi Djumalistik 
(PTD), oleh Perhimpunan Mahasiswa Akademi Wartawan yang dipimpin A.M. 
Hoeta Soehoet sebagai ke- tua umum. Dalam riwayatnya institut ini be- berapa 
kali berganti nama, yaitu dari PTD men~ jadi Perguruan Tinggi Publisistik (PTP), 
Sekolah Tinggi Publisistik (STP), dan Sekolah Tinggi Il~ mu Komunikasi (STIK). 
Sejak tahun 1985, dim kembangkan menjadi institut dengan nama Institut Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta sesuai dengan SK Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan No. 0333/0/1985 tanggal 27 Juli 1985. Saat ini IISIP Jakarta terdiri 
atas 3 fakultas dan 8 program studi yakni, Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) 
dengan 4 program studi Ilmu Jurnalistik, Ilmu Hubungan Ma~ syarakat, Ilmu 
Manajemen Komunikasi, Ilmu Periklanan. Program Studi Ilmu Jurnalistik 
mempersi- apkan para lulusannya untuk dapat bekerja sem bagai wartawan 
baik sebagai reporter, pho- tografer, cameraman, layoutman, redaktur 
pelaksana, pemimpin redaksi, maupun pe- mimpin perusahaan. Juga sebagai 
news pre~ senter, news anchor, field reporter, news pro- 


486 pendidikan tinggi jurnalistik ducer, tv programmer, production house staff, 
talent scouter, camera person, audio visual editor, dubber, tvmixer, tvswitcher, 
floordirector, tvnews producer, radio programmer, dan radio reporter. Para 
lulusan tersebut dimaksudkan dapat bekerja di media massa cetak (suratkabar, 
majalah, tabloid, dan kantor berita) maupun elektronik (radio, televisi, dan media 
online). Selain itu, lulusan juga dapat bekerja di instansi pemerintah maupun 
swasta. Selama kuliah, mahasiswa program studi ini belajar cara meliput ke 
lapangan, melakukan wawancara, menulis berita (spot news, reportase, dan 
laporan investigasi), menulis feature, artikel, kolom, tajuk rencana, pojok, 
karikatur, serta membuat resensi. Selain itu, mahasiswa juga diajarkan cara 
menyeleksi dan mengedit berita atau tulisan lainnya. Mereka juga dibekali 
dengan manajemen media massa. Para mahasiswa berkesempatan 
mempraktikkan ilmunya saat melakukan Kuliah Kerja Lapangan di media massa. 
Program studi Ilmu Jurnalistik dilengkapi dengan Laboratorium Jurnalistik Cetak, 
Laboratorium Audio dan Laboratorium Audio Video. IISIP Jakarta diselenggarakan 
oleh Yayasan Kampus Tercinta yang sejak tahun 1980 membangun “Kampus 
Tercinta”, sebutan untuk kampus IISIP Jakarta di atas tanah seluas 2 hektar di 
Jalan Lenteng Agung No. 32 Jakarta Selatan. Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) 
Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Diresmikan pada tanggal 18 
September 1960. Dalam perkembangannya Fakultas Ilmu Komunikasi 
mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada awal berdirinya bernama 
Fakultas Jurnalistik dan Publisistik. Tahun 1962 menjadi Fakultas Publisistik dan 
Jurnalistik. Tahun berikutnya menjadi Fakultas Publisistik, sedangkan pada tahun 
1964 menjadi Institut Publisistik, dan sejak tahun 1980 hingga sekarang menjadi 
Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom). Salah satu jurusannya adalah Jurusan 


Jurnalistik. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikosa) AWS Prapanca, Surabaya, 
Jurusan Ilmu Jurnalistik - Perguruan Tinggi Swasta ini didirikan pada tanggal 11 
November 1984, oleh Yayasan Pendidikan Wartawan Surabaya, sebuah lembaga 
yang dibentuk oleh sejumlah wartawan di Surabaya. Peresmiannya dilakukan 
oleh Menteri Penerangan saat itu, Dr. H. Roeslan Abdulgani. Dalam 
perkembangannya, lembaga pen-didikan yang awalnya setingkat akademi ini 
diubah menjadi sekolah tinggi dan disebut Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 
(Stikosa) -Al- mamater Wartawan Surabaya atau AWS. Lembaga pendidikan 
yang mampu me- nampung 306 mahasiswa ini menempati kam- pus seluas 
15.000 m2, serta memiliki fasilitas laboratorium dan perpustakaan yang me- 
ngoleksi 3.305 judul buku. Lembaga pendidikan jurnalistik ini didu- kung oleh 47 
dosen tetap, dari Strata 1, 2, dan Starta 3. Program Studi Jurnalistik Universitas 
In- donesia, Jakarta- merupakan salah satu dari empat program studi pada 
Program Sar- jana Reguler, Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik. Tiga pro- gram studi lainnya adalah Komunikasi Media, Humas 
dan Periklanan. Pada waktu berdiri tanggal 12 Desember 1959, bernama jurusan 
Publisistik pada Fakul- tas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasya- rakatan. 
Sejak tahun 2005 menjadi Departe- men Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, dengan peminatan Ilmu Hubung- an Masyarakat, Dmu 
Penerangan, dan Ilmu Jur- nalistik. Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Prof. 
Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta. Bidang jurnalistik merupakan salah satu dari 
tiga konsentrasi yang ada di Fakultas Ilmu Ko- munikasi. Dua konsentrasi 
lainnya adalah Pu- blic Relations (Hubungan Masyarakat) dan Periklanan. 
Fakultas Ilmu Komunikasi UPDM (B) ber- 


pendidikan tinggi jurnalistik 487 diri pada tanggal 13 Desember 1964 saat itu 
bernama Fakultas Publisistik dengan Jurusan Hubungan Masyarakat. Kemudian 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 
0331/0/1985 tanggal 27 Juli 1985 berubah menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi 
UPDM (B). Pada tanggal 9 Juli 2003, melalui Surat Keputusan Badan Akreditasi 
Nasional No. 12/BAN-PT/Ak-VII/SI/2003 Fakultas Ilmu Komunikasi UPDM (B) 
memperoleh Akreditasi dengan peringkat A. Sebelumnya berdasarkan Surat 
Keputusan Badan Akreditasi Nomor 001/BAN-PT/Ak-I/VIII/1998 tanggal 11 
Agustus 1998 Fakultas Ilmu Komunikasi UPDM (B) Program Studi Ilmu 
Komunikasi memperoleh Akreditasi dengan Peringkat B. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara (USU) Medan, Jurusan Ilmu Komunikasi 
berdiri pada tahun 1983. Jurusan ini mempunyai dua Program Studi yaitu 
Program Studi Public Relations /Humas dan Program Studi Jumalistik/Komunikasi 
Massa, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Jayabaya, mempunyai satu 
program studi, yaitu Dmu Komunikasi dengan dua konsentrasi, yaitu konsentrasi 
Jurnalistik dan konsentrasi Hubungan Masyarakat (Public Relations). Tfonsentrasi 
Ilmu Jurnalistik (Terakreditasi Pendidikan Program studi Ilmu Komunikasi 
Konsentrasi Ilmu Jurnalistik Strata Satu (S-I), bertujuan mempersiapkan sarjana 
yang terampil serta akademis dan profesional sebagai tenaga peneliti, 
perencana, dan pengelola di bidang jurnalistik. Sesuai dengan perkembangan 
ilmu dan teknologi, kurikulum pendidikan dalam program studi ini memberikan 
perhatian terhadap aspek yang menyangkut perkembangan, proses, dampak, 


dan pendayagunaan teknologi komunikasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
sarjana ilmu sosial bidang studi ilmu komunikasi konsentrasi ilmu jurnalistik, 
diharapkan memiliki, 1) Kemampuan dalam mencari, mengolah, menulis dan 
menyampaikan berita/artikel, tajuk rencana, laporan mendalam secara efektif 
melalui media massa yang sesuai dengan kode etik jurnalistik; 2) Pemahaman 
akan hukum yang mengatur media massa; 3) Kepekaan akan aspek-aspek 
kehidupan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat; 4) Kemampuan 
mengelola dan mengembangkan usaha penerbitan media cetak dan atau 
elektronik; 5) Kemampuan melakukan penelitian di bidang media massa. 
Luasnya bidang yang membutuhkan para sarjana bidang studi Ilmu Komunikasi, 
baik dibidang pemerintah maupun swasta meru- pakan lapangan pekerjaan 
yang terbuka bagi sarjana Ilmu Sosial ini, terutama sebagai tena— ga peneliti, 
perencana dan pengelola, dan bidang-bidang khusus seperti perusahaan 
penerbitan SK, majalah, TV, Radio, Film, dan pekerjaan lain yang berkaitan. 
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Is— lam Nusantara, didirikan tahun 1984 
yang pada awal berdirinya memiliki tiga jurusan, yakni Jurusan Ilmu Jurnalistik, 
Dmu Hubungan Masyarakat, dan Ilmu Perpustakaan. Sejalan dengan penataan 
program studi yang dila— kukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Depdiknas, sejak tahun 2000 Fikom Uni— versitas Islam Nusantara memiliki dua 
jurus- an, yakni Ilmu Perpustakaan dan Ilmu Komu- nikasi. Jurusan Ilmu 
Komunikasi sendiri terdiri atas dua konsentrasi yaitu Jurusan Ilmu Ko- munikasi 
yang memiliki kompetensi di bidang Jurnalistik Media Massa dan Public Relation. 
Selain itu, Jurusan Ilmu Komunikasi dim dukung dengan dua program Diploma III 
Hu- mas dan Perpustakaan Dokumentasi dan In- formasi (Pusdok Info). Jurusan 
Ilmu Komunikasi telah terakre- ditasi dengan nilai B. Begitu juga dengan dua 
Program Diploma III Humas dan Pusdok Info teriah terakreditasi dengan nilai 
yang sama. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mer- cu Buana, (UMB) Jakarta. 
Bidang studi ju- rnalistik di Fakultas Dmu Komunikasi mempela- 


jari hal-hal yang berkaitan dengan dunia kewartawanan termasuk pengelolaan 
dan pendayagunaan media massa baik cetak maupun elektronik. Reformasi 
membawa dampak terhadap perkembangan media nasional. Era keterbukaan 
memberi peluang bagi menjamurnya media baik cetak, elektronik maupun 
interaktif. Penambahan jumlah media membutuhkan tenaga-tenaga profesional 
di bidang jurnalistik baik sebagai wartawan, maupun pengelola industri media. 
Selain itu dapat juga mempraktikkan kemampuan berwirausaha di bidang 
komunikasi, kantor berita, ataupun menjadi pengajar dan peneliti di bidangnya. 
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia (UII) 
Yogyakarta, Program Studi Ilmu Komunikasi. Jurnalistik merupakan salahsatu dari 
empat konsentrasi pada Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Psikologi dan 
Ilmu Sosial Budaya. Konsentrasi lainnya adalah Manajemen Media, Public 
Relations, dan Broadcasting. Keunggulan Program Studi Ilmu Komunikasi 
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (FPSB) UII terletak pada konsentrasi 
Manajemen Media, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Pembelajaran pada 
konsentrasi ini berusaha mengintegrasikan kemampuan manajerial, jurnalistik, 
dan kemampuan promosi atau hubungan masyarakat. Pengambilan setiap 
konsentrasi bagi mahasiswa akan dimulai pada semester III (tahun kedua kuliah 


berjalan). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret 
(UNS) Solo, berasal dari dua perguruan tinggi swasta (PTS), yaitu Institut 
Djurnalistik Indonesia (Instidi) Surakarta dan mahasiswa dari beberapa fakultas 
di Universitas Islam Indonesia (UII) cabang Surakarta. Para mahasiswa asal 
Instidi Jurusan Jurnalistik dan Humas ditampung di Jurusan Publisistik, sedangkan 
mahasiswa asal UII ditampung di Jurusan Administrasi Negara. Kampus FISIP UNS 
pada saat didirikan 11 Maret 1976 terletak di Pagelaran Keraton Surakarta, 
kemudian pindah ke bekas kampus IKIP Pabelan. Setelah UNS memiliki kampus 
sendiri di Kentingan, perkuliahan mahasiswa FISIP UNS menyatu di kompleks 
kampus tersebut. Pada saat peresmiannya tahun 1976, jumlah mahasiswa FISIP 
asal dua PTS ini berjumlah 206 orang, dan dosen 41 orang. Sedangkan para 
pejabatnya kebanyakan berasal dari luar ke dua PTS yang bergabung. Dekan 
FISIP Drs.Sartono, Pembantu Dekan I Drs. Iskandar dan Pembantu Dekan II Drs. 
Soeharno, semuanya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu-ilmu Sosial (FKIS) 
IKIP Negeri Surakarta. Selain keti- ga orang tersebut, FKIS IKIP juga 
memperban- tukan Drs. Zaenuddin dan Drs. Burham Respati ke FISIP UNS. (Tim 
EPI/NH/ZN) Penerangan Suratkabar Mingguan Bagi 
masyarakat Ihpanuli Selatan, Penerang- an merupakan media informasi yang 
Sa- ngat penting, karena suratkabar tersebut lebih mengedepankan berita- 
berita daerah setem- pat. Oleh karena itu koran ini banyak meng- angkat 
permasalahan yang terjadi di wilayah Tapanuli Selatan, khususnya Tarutung 
seperti permasalahan rumah tangga, pendidikan anak dan lain-lain. 
Suratkabar mingguan berbahasa Indone-—- sia yang terbit setiap Rabu diterbitkan 
oleh “Kongsi Penerangan”, yang beralamat di Jalan Panadjagar Straat No. 127 
Tarutung. Dalam ke- sehariannya redaksi Penerangan dipimpin oleh Theo D. 
Manullang, dibantu redaktur yang berkedudukan di Singapura, E.R Mamora, BA. 
Dengan motto "Mengemukakan keperlu- an umum tentang badani, pikiran dan 
rohani”, redaksi Penerangan memberikan kolom cukup besar untuk rubrik 
pendidikan dan keluarga. Harga langganan suratkabar Penerangan saat itu Rp 
1,- per tiga bulan. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas) 


peninjau 489 Penindjau Suratkabar Harian Terbit 
pada tahun 1947. Tujuannya memenuhi kebutuhan masyarakat Bali akan 
informasi politik dan pemerintahan serta kebijakannya. Penindjau merupakan 
suratkabar yang secara detail menyiarkan berita tentang geliat politik di Bali 
lewat “Tajuk Rencana" dan kepala berita seperti “Pemerintah Bali Akan 
Demissioner Djika Paruman Agung Baru telah Terwujud", atau lewat tulisan 
berjudul “Daerah Bali Bukan Daerah Swapraja”. Berita-berita lokal mendapat 
ruang lebih sempit dan berita-berita nasional dan internasionalnya diunduh dari 
ANTARA. Dengan mengusung jargon “Suara Umum Merdeka”, Penindjau terbit 
setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Edisi Jumat adalah edisi khas karena redaksi 
menyediakan rubrik khusus “Ruang Wanita" yang khusus menampung ide, 
pemikiran masalah politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Semua penulisnya 
wanita. Namun, rubrik ini tutup pada 16 Juni 1950 karena minimnya para wanita 
yang mau menyumbangkan tulisan ke rubrik ini. Penggantinya adalah rubrik 
dengan nama yang lebih cocok, “Mimbar Umum”, yang diperuntukkan bagi 
semua jenis kelamin. Rubrik ini menampung gagasan para pembaca, pakar, 


penulis, dan pengamat. Secara umum, redaksi mewanti-wanti agar tulisan untuk 
rubrik ini bernada kritis terhadap kejadian atau kebijakan yang tengah berlaku. 
Pendeknya opiniopini itu menjadi teropong obyektif untuk menyuarakan 
kepentingan rakyat. Namun nasib rubrik ini sama dengan “Ruang Wanita”, 
karena alasan yang sama, kurangnya tulisan yang masuk. Pada edisi Th. Il No. 
49, 19 Juni 1950, Penindjau yang dicetak Bali Drukkerij berganti nama menjadi 
“Berita Nusantara”. Rubrikasinya sama dengan Penindjau, juga jargon dan 
pemberitaannya. Edisi Jumat tetap menyajikan rubrik Mimbar Umum. Yang 
berbeda adalah tampilannya. Berita Nusantara berukuran 2 kali lebih besar dari 
Penindjau, layaknya suratkabar harian kala itu. Dengan 4 halaman, ruang 
iklannya cukup sempit, menempati halaman 3 atau 4, bahkan sesekali terbit 
tanpa iklan. Pelanggan Berita Nusantara dapat mengombinasikannya dengan 
Waktu, tabloid mingguan yang satu atap dengan Berita Nusantara. Namun, sejak 
9 Oktober 1950, Waktu berhenti terbit karena buruh percetakannya mogok. Pada 
bulan Oktober 1950, Berita Nusantara mengumumkan perihal kesulitan yang 
dialamiperusahaan. Menurut penerbit, naiknya ong- kos produksi yang 
mencapai 100%, memaksa Berita Nusantara menaikkan harga langganan, yang 
tadinya 2,50 Gulden menjadi 3 Gulden per bulan. Namun upaya tersebut sia-sia 
karem na tidak mampu mengatasi kesulitan yang di~ alami koran tersebut. Pada 
edisi 5 Februari 1951, Berita Nusantara berpamitan, dan nomor ini menjadi edisi 
terakhir penerbitannya. Meskipun demikian Berita Nusantara tem lah memberi 
warna bagi persuratkabaran di Bali. Dalam edisi pamitan, redaksi menyatakan 
bangga karena Berita Nusantara telah menja— di pelopor suratkabar independen 
di Bali yang tidak bernaung di bawah Pemerintah. (Tim EPI/KG. Sumber: Rhoma 
DwiAria Yiiliantyri/- Indonesia Buku/Jumas) 


490 penerbit buku kompas - penjaga gawang Penerbit Buku Kompas Berdiri 
sebagai sebuah institusi penerbitan yang mandiri pada tanggal 1 Oktober 1999. 
Pada awalnya, menurut Manajer Eksekutif PBK, B. Supriyanto, PBK dikenal 
sebagai penerbit cerpen sastra karena mungkin dikaitkan dengan penerbitan 
buku Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas setiap tahunnya. Belum lagi cerpenis 
yang karyanya dianggap sesuai dengan target PBK juga diterbitkan. Selain 
penerbitan buku cerpen sastra, PBK juga giat menerbitkan bunga rampai artikel 
Kompas yang bermanfaat bagi pembaca. Bunga rampai artikel dimaksud tak lain 
adalah "kliping artikel” yang dikumpulkan berdasarkan tema atau artikel yang 
diangkat dari rubrik tetap yang pernah dipublikasikan Kompas. PBK memiliki misi 
kuat untuk “mengawetkan" artikel-artikel yang pernah dimuat di Kompas dalam 
bentuk buku. Kumpulan artikel dari tumpukan lembar usang koran yang terkesan 
tidak bernilai apa-apa itu ternyata telah melahirkan ratusan judul buku yang 
bermanfaat bagi banyak orang. Apa masih ada yang beli, buku serupa itu? 
“Justru di sana selling point-nya. Kompas, selain harian yang mempunyai bobot 
berita yang akurat terpecaya, juga memiliki sejumlah artikel yang bermanfaat 
bagi banyak orang. Kalau dalam bentuk koran, kita pasti sempat membacanya, 
lalu koran disimpan, ditumpuk, tidak tahu lagi jelas di mana pastinya kalau kita 
berniat membaca ulang. Buku di sini sebagai juru arsip yang baik, tepat sasaran, 
dan memudahkan bagi pembaca," tandas B. Supriyanto. PBK mempunyai misi 
untuk mengantisipasi dan merespons kebutuhan pembaca buku secara cepat, 


tepat, dan konsisten. Dalam proses pengadaan materi naskah, PBK mempunyai 
tiga orang editor yang didukung penuh oleh Dewan Redaksi di Kompas. 
Meskipun baru menapaki usia enam tahun (Oktober 2005), PBK sudah 
menerbitkan 300 judul buku dan 72 judul di antaranya telah cetak ulang, 16 di 
antaranya buku cerpen. Di antara judul yang berkilau adalah tiga serial Perang 
Pasifik, gubahan PK. Ojong yang sangat digandrungi banyak pembaca. Juga buku 
Menjadi Manusia Pembelajar karya Andrias Harefa yang keduanya telah 
memasuki cetakan ke-8. Tak kalah mengejutkan adalah buku Kado Istimewa, 
Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 1992 dan Derabat, KumpulanCerpen Pilihan 
Kompas 1999 yang telah men~ capai cetakan ke-5. Di kalangan peminat sastra, 
buku dengan emblem bocah gembala yang bersuling di atas kerbau ini adalah 
“dewa penyelamat”. Jika dibandingkan buku terbitan penerbit lain, har- ga 
untuk jenis kumpulan cerpen dan novel ter— bilang relatif lebih murah. Lambang 
bocah gembala menunggang kerbau itu disarikan dari cerita Saidjah dan Adinda 
buku karya Mul- tatuli yang berjudul Max Havelaar or De Kof— fiveillingen der 
Nederlandsche handelmaat— chappy yang dalam salah satu bagiannya diki- 
sahkan bagaimana seekor kerbau menjadi per- lambang pelindung dan 
penyelamat. Sang kerbau sebagai lambang kemakmur- an dan keberhasilan. “Si 
Kuncung" alias bocah gembala yang tengah memainkan seruling bambu itu 
diibaratkan sebagai seorang vision- er yang membagi pencerahan lewat buku. 
Se- suai visi yang menjadi basis gerak PBK yang menjadikan buku sebagai 
“pencerahan sete— lah koran” itu. (WID/Tim EPI. Sumber: Penerbit Buku Kompas 
Si Kuncung Penyebar Pencera- han, Chusnato, Majalah Matabaca, Vol. 4/No. 
1/September 2005). Penjaga Gawang I“romunikator profesional memiliki fungsi 
yang JXdikonsepsikan sebagai “penjaga gawang" (gatekeeper). Penjaga gawang 
adalah orang yang memilih, mengubah, dan menolak pesan, dapat 
mempengaruhi aliran informasi kepada seseorang atau sekelompok penerima. 
Kepu~ tusan penjaga gawang mengenai informasi mana yang diterima dan 
ditolak dipengaruhi oleh banyak variabel. Bittner mengidentifikasi variabel- 
variabel itu sebagai berikut: 


pepadang - perasaan 491 Pertama ekonomi. Kebanyakan media massa adalah 
perusahaan swasta, yang berarti harus mencari keuntungan, atau sangat peduli 
bagaimana keuntungan diperoleh. Maka para pengiklan atau sponsor dapat 
mempengaruhi seleksi berita dan editorial, karena mereka adalah institusi yang 
menjadi sumber utama pendanaan media. Kedua, pembatasan legal seperti 
hukum mengenai pencemaran nama baik akan mempengaruhi seleksi dan 
penyajian berita. Di kalangan media kita, kasus pencemaran nama baik banyak 
dihadapi. Misalnya, majalah Tbmpo digugat pengusaha Tomy Winata karena 
pemberitaannya yang berjudul “Ada Tomy di Tenabang?” dinilai mencemarkan 
nama baiknya. Ketiga, batas waktu (deadline) juga mempengaruhi kedalaman 
dan waktu yang tersedia untuk menentukan kecermatan berita yang dipilih. 
Batas waktu juga mempengaruhi apa yang akan disiarkan, bila hanya sedikit 
waktu yang tersedia, “penjaga gawang” membuat pilihan-pilihan mengenai 
tingkat pentingnya berita. Bila “penjaga gawang” di televisi harus memilih di 
antara dua berita yang bernilai sama, biasanya berita yang dilengkapi videolah 
yang dipilih. Keempat, etika pribadi dan profesional. Etika pribadi, dan tingkat 


kesadaran “penjaga gawang” akan kepercayaannya sendiri akan mempengaruhi 
apakah kesukaan dan ketidaksukaan “penjaga gawang”, sikap dan minatnya 
akan mempengaruhi seleksi berita. Misalnya, seorang kolumnis keuangan dapat 
mempengaruhi saham suatu perusahaan lewat tulisannya dan membolehkan 
teman-temannya memperoleh informasi dalam praktik tulisan itu. Seorang 
redaktur program berita di televisi memiliki kewenangan untuk memilih dan 
menyingkirkan materi berita tertentu. Misalnya, seorang redaktur memilih untuk 
menyiarkan terus menerus kegiatan salah satu kandidat presiden, yang juga 
sebagai pemilik media tersebut, maka redaktur tersebut akan mendapat kritik 
tajam dari pemirsa. Etika media yang menuntut penegakan prinsip coverboth 
side akan berhadapan dengan “etika kesopanan” antara bawahan dan atasan. 
Kelima adalah kompetisi di antara media. Dalam sebuah pasar dengan beberapa 
sumber, kompetisi demikian cenderung meningkatkan semua tingkat 
profesionalisme, jadi menjamin penyajian informasi yang lebih objektif.Keenam, 
nilai berita. Intensitas Suatu beri— ta dibandingkan dengan berita-berita lainnya 
yang tersedia, dan lubang berita, jumlah rum ang dan waktu yang diperlukan 
untuk meny a~ jikan berita, harus diseimbangkan. Selain me~ nyeimbangkan 
kedua hal ini, “penjaga gam wang” harus menilai pandangan-pandangan lokal 
dan pandangan-pandangan nasional. Dengan kata-kata sederhana, meskipun 
yang paling utama dalam memilih berita adalah news value, tetapi news value 
juga harus mem pertimbangkan prinsip keseimbangan (cover both side), 
antardaerah, antarkelomopok sosial, dan sebagainya. Faktor lain adalah reaksi 
terhadap umpan balik, meskipun umpan balik itu tertunda. Bi— Ia sebuah kartun 
politis menyinggung sebuah kelompok etnis, misalnya, dan kelompok terse- but 
punya wakil yang menulis surat keberatan atau menuntut permohonan maaf 
terbuka, se— orang editor majalah mungkin akan berpikir masak-masak sebelum 
memuat kartun itu. (Tim/Wid. Sumber: Buku Memahami Institusi Media, Sebuah 
Pengantar, MursitoBM, Penerbit Lindu Pustaka dan SPIKOM Surakarta, 2006). 
Pepadang Suratkabar Keagamaan Koran ini terbit di 
Kotagede (Yogyakarta) tahun 1924. Koran yang diterbitkan Pakem- pelan 
Sarekat Moehtadi, dicetak dengan teks dan Bahasa Jawa, dan beredar tidak 
teratur. Suratkabar dengan motto "Ngewrat ngel- mi agami Islam lan kawruh 
ingkang gegayu- tan kaliyan Islam", merupakan media keaga- maan dan ilmu 
pengetahuan umum. Isinya ke- banyakan artikel pendidikan dan ajaran-ajaran 
Islam. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas) 
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Perasaan Suratkabar Mingguan Terbit di Sokaraja, 
sebuah kota kecil di perbatasan Jawa Tengah-jawa Barat, pada tahun 1919-1920. 
Suratkabar mingguan berbahasa Indonesia dengan format tabloid ini diterbitkan 
"Cultuur & Handel Mij Serajoe”, dengan motto “suratkabar dan tempat membuka 
suara penduduk negeri. ” Pemimpin Redaksi,Perasaan adalah Daris yang 
berkedudukan di Klampok dan redaktur hariannya, Sumarjo, di Sokaraja. 
Sedangkan direktur perusahaan H. Afandi. Perasaan yang dicetak di Drukkerij 
Holie Tegal, terbit setiap Selasa. Sajian berita dan artikelnya sangat beragam, 
dari masalah politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Di dalam 
suratkabar dengan harga langganan Rp 2,- per bulan tersebut, terdapat banyak 


iklan dari perusahaan-perusahaan perkebunan di Sokaraja. (Tim EPI/TS. Sumber: 
Perpusnas) Perempuan Bergerak Suratkabar Bulanan Diterbitkan De Beste 
Sturrlui Stoan Hahwah tahun 1919, setebal 4 halaman dalam format tabloid. 
Tujuan penerbitan koran yang diprakarsai Pergerakan Perempuan di Medan Deli 
ini untuk menyokong pergerakan kaum perempuan. Perempuan Bergerak 
dipimpin oleh Parada Harahap (pemimpin redaksi), dan Boetet Satidjah 
(redaktur), dan dibantu sejumlah wartawan antara lain Anang Hamidah, Ch. 
Bariyah, Indra Bungsu, R Brande dan Siti Sahara. Perempuan Bergerak juga 
memiliki seorang redaktur yang ditempatkan di Pulau Jawa yakni K. 
Wondokusumo. Alamat penerbitan Jalan Wilhelmina No. 44 Medan. (Tim EPI/TS. 
Sumber: Perpusnas) Peringatan Suratkabar Mingguan 
Suratkabar berformat tabloid ini tergolong unik karena penerbitannya tidak 
teratur. Peringatan terbit dan beredar di Gorontalo tahun 1924. Siapa 
penerbitnya tidak tercantum dalam suratkabar yang slogannya, “suratkabar 
diterbitkan untuk sewaktu-waktu perlu dan berhaluan menolak segala perbuatan 
yang merusakkan keamanan pergaulan umum. ” Peringatan dipimpin oleh Pahat 
(pemimpin redaksi), dibantu dua orang redaktur yang namanya tidak 
dicantumkan. Dicetak di percetakan Drukkerij Yo Un Ann & Co, Gorontalo. 
Administrasi dipegang oleh Moh. Daenggio. Peringatan, selain memuat berita- 
berita dari berbagai daerah, juga banyak memuat artikel yang tergolong unik, di 
antaranya yang disajikan pada rubrik “Iseng-iseng". Harga suratkabar itu per 
eksemplar sebesar Rp 0,05. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas) Peristiwa Asa 
BafagihAdalah kasus pemeriksaan pertama term hadap wartawan di Indonesia 
setelah kem merdekaan. Mencuatnya kasus ini berawal dari munculnya berita 
berjudul "21 Perusahaan In— dustri di Mana Mengetahui Menurut Rentjana Modal 
Asing Baru, Dapat Diusahakan", yang dimuat Pemandangan No. 142 Tahun 20, 
Rabu tanggal 18 Maret 1953. Berita itu ternyata mem- buat geger. 


peristiwa asa bafagih 493 Dalam berita yang ditulis oleh “koresponden kita 
sendiri” itu disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat membuka keran 
penanaman modal asing di 21 sektor industri, di antaranya perusahaan 
makanan-minuman (kaleng-botol), farmasi, industri serta pabrik mobil dan 
traktor. Sumber beritanya, “dari kalangan yang mengetahui”. Berita itu rupanya 
membuat Perdana Menteri Wilopo berkerut. Pasalnya, bukan kali itu saja 
Pemandangan memuat tulisan yang dianggap sensitif oleh Pemerintah. Pada 21 
Agustus 1952, misalnya, Pemandangan memuat berita utama dengan tajuk 
“Rentjana Gadji Baru untuk Pegawai Negeri. Minimum Rp 135,dan Maksimum 
2.700,-”. Baik rencana membuka keran investasi maupun kenaikan gaji pegawai, 
menurut Pemerintah merupakan rahasia negara. Maklum, hal ini baru saja 
dibahas dalam rapat kabinet dan belum resmi diumumkan. Pada kasus kenaikan 
gaji pegawai, Pemandangan berhadapan dengan Kementerian Urusan Pegawai 
yang melaporkannya ke Kejaksaan Agung dengan tuduhan membocorkan 
rahasia negara. Pada kasus yang kedua ini Pemandangan harus berhadapan 
dengan Perdana Menteri Wilopo. Seperti halnya dalam kasus kenaikan gaji 
pegawai, pada 8 April 1953 Wilopo mengadukan Pemandangan ke Jaksa Agung 
Soeprapto dengan tuduhan membocorkan rahasia negara. Wilopo juga 
memerintahkan Soeprapto mencari siapa “ember bocor” dalam pemerintahan. 


“Tuduhan itu sangat berat, terutama karena datangnya dari Perdana Menteri 
sendiri, ” kata Asa Bafagih yang menulis di harian Pemandangan. Proses hukum 
kasus itu rupanya berlarut-larut. Sepanjang 1952-1953, Asa Bafagih, Pemimpin 
Redaksi Pemandangan, dipaksa bolak-balik ke Kejaksaan Agung. Pada 7 Oktober 
1952, Asa Bafagih diperiksa Jaksa Hafiz. Kemudian, pada 9 April 1953, diperiksa 
oleh Kepala Jawatan Reserse Pusat Kejaksaan Agung Sosro Danoekoesoemo 
selama tiga jam. Masih belum beres juga, pada 29 Juni 1953, dia kembali 
dimintai keterangan oleh Jaksa Notosutanto. Setiap kali diperiksa, satu hal yang 
terus diminta jaksa adalah mengungkap siapa sumber kedua berita itu. Asa 
Bafagih memilih bungkam. Dia berlindung di balik “hak ingkar” seperti yang 
tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik. “Hak ingkar ini bagi kami, wartawan, 
sama seperti sumpah prajurit bagi tentara, ” kata Asa Bafagih, sebagaimana 
yang tertulis dalam laporannya kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dia 
juga mempertanyakan apa yang dimaksud danapa batasan suatu informasi 
disebut rahasia negara. Saat itu tidak ada satu pun peraturan yang didefinisikan 
sebagai rahasia negara. Rosihan Anwar, mantan Pemimpin Redak- si Pedoman, 
mengatakan, kendati Asa Bafagih sempat diperiksa Kejaksaan Agung, tetap sa- 
ja pers era 1950 hingga menjelang akhir 1950- an benar-benar menikmati 
kebebasan. “Tidak ada sensor, tidak ada pembredelan. Pemerin- tah (saat itu) 
belum berani karena kabinet sa- ngat cepat berganti, ” katanya. Apa yang di- 
lakukan Kabinet Wilopo terhadap Peman- dangan, menurut Rosihan, adalah 
gaya wa~ risan pemerintah kolonial. “Saat itu saya juga sama sekali tidak me~ 
rasa terkekang, ” kata mantan wartawan Kan tor Berita ANTARA, Soebagijo 
Ilham Notodi- djojo, menambahkan. Soebagijo, mengatakan, setelah Indonesia 
merdeka, Asa Bafagih ada~ lah wartawan pertama yang dilaporkan ke Ke~ 
jaksaan Agung akibat apa yang ditulisnya. Sebetulnya, ketika itu, Pemandangan 
bu~ kanlah media besar. Oplahnya berkisar 3.000- 4.000 eksemplar per hari. 
Pemandangan didi- rikan oleh Raden Haji Onen Djoenaedi dan Saeroen pada 
tahun 1933. Bersama Pewarta Deli di Medan dan Soeara Oemoem di Surabaya, 
reputasi Pemandangan memang sempat ber~ kibar pada akhir 1930-an. Namun 
penjajah Je- pang kemudian menutupnya. Pemandangan terbit kembali pada 3 
Oktober 1949, namun su~ dah kehilangan pamor. Menurut Rosihan, me~ dia 
yang tergolong besar pada awal 1950-an adalah Pedoman, Indonesia Raya, 
Abadi, dan Siasat, dengan oplah rata-rata 12 ribu eksem- plar per hari. 


494 pernyataan para penulis editorial Meskipun Pemandangan media besar, 
pemeriksaan terhadap Asa Bafagih terus dikritik oleh sesama pers. Dalam tajuk 
rencana edisi 13 April 1953, Abadi menilai sikap Pemerintah yang berlebihan. 
Menurut Pedoman, apa yang dilakukan Pemandangan hanyalah menyiarkan 
sebuah scoop, bukan rahasia negara. “Berita yang sudah jamak diketahui 
wartawan, ” kata Rosihan. Dewan Kehormatan PWI meminta Pemerintah 
menjelaskan apa yang dimaksud dengan rahasia negara. Dewan yang antara 
lain beranggotakan M. Natsir dan Roeslan Abdulgani ini juga mengingatkan 
bahwa tindakan Pemerintah itu dapat merenggangkan hubungan Pemerintah 
dengan kalangan pers. Dua organisasi wartawan asing, Correspondents 
Committee of Indonesia (organisasi wartawan koresponden media asing di 
Indonesia) dan International Press Institute di Swiss, mendukung “hak ingkar" 


Asa Bafagih dalam kasus itu. “Tuntutan terhadap Pemandangan memberi kesan 
seolah-olah kita masih hidup di tanah jajahan,” kata Sarekat Perusahaan 
Suratkabar dalam pernyataannya pada Juli 1953. Tekanan terhadap Kabinet 
Wilopo tak kunjung kendur. Ratusan wartawan PWI Kring Jakarta, PWI Pusat, 
Persatuan Wartawan Tionghoa, dan Reporters Dub, wartawanwartawan dari 
Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Semarang serta karyawan penerbitan 
suratkabar, pada 5 Agustus 1953, menggelar demonstrasi besar di depan kantor 
Kejaksaan Agung dan Parlemen. Spanduk-spanduk protes dibentangkan. “Asa 
Dituntut Kemerdekaan Pers Butut, Pers Dirandjau Otak pun Katjau," demikian 
tulis mereka seperti dikutip Pemandangan. “Inilah demonstrasi wartawan 
pertama di Indonesia, ” kata Soebagijo. Mereka menyampaikan delapan 
tuntutan, di antaranya meminta pemerintah membatalkan tuntutan terhadap 
Asa Bafagih, memperhatikan kemerdekaan pers dan kebebasan bicara, serta 
mengakui “hak ingkar” wartawan. Petisi wartawan ini dibahas dalam rapat 
Parlemen dua hari kemudian. Protes wartawan akhirnya berbuah. Pada 15 
Agustus 1953, Jaksa Agung R. Soeprapto mengumumkan bahwa perkara Asa 
Bafagih akan dikesampingkan. “Penuntutan kasus pembocoran rahasia negara 
tidak akan diteruskan,” katanya. Kasus Asa Bafagih ditutup. Tapi ini menjadi 
catatan dalam sejarah sebagai peristiwa penting dalam dunia jurnalistik 
Indonesia. (Tim EPI/Wid. Sumber: Majalah Tempo, Edisi Khusus Hari 
Kemerdekaan, 17Agustus 2007) Pernyataan Para 
Penulis Editorial Konferensi Nasional Para Penulis Editorial tahun 1974 
mengungkapkan pernyataan sebagai berikut: Jurnalistik umumnya, dan 
penulisan edi- torial khususnya, bukan hanya cara untuk memperoleh nafkah. 
Penulisan editorial meru- pakan suatu profesi yang ditujukan untuk ke- 
sejahteraan rakyat dan layanan masyarakat. Tugas utama para penulis adalah 
memberikan informasi dan bimbingan ke arah pertimbang- an-pertimbangan 
yang esensial dalam melak- sanakan fungsi demokrasi yang sesungguh- nya. 
Dengan demikian, penulis editorial harus menjaga integritasnya dan integritas 
pro~ fesinya dengan menjalankan petunjuk di bam wah ini: 1. Penulis editorial 
harus menyajikan fak- ta-fakta yang jujur dan tuntas. Editorial yang tidak benar 
adalah tidak jujur dan tidak berni- lai. Dia tidak boleh salah membimbing 
pemba- canya, mengacaukan situasi, atau menem-—- patkan seseorang dari 
sudut pandang yang salah. 2. Penulis editorial harus mengambil ke- simpulan 
objektif dari fakta-fakta yang di- sajikan, berdasarkan bobot bukti dan berda- 
sarkan konsep yang menurutnya bagus. 3. Penulis editorial tidak dibenarkan 
ter- pengaruh oleh kepentingan pribadi atau me- 


pers - persatoean bangsa 495 manfaatkan pengaruhnya untuk kepentingan 
pribadi atau orang lain, dia harus mempertahankan hal-hal di atas sendiri dari 
kemungkinan penyelewengan, apa pun sumbernya. 4. Penulis editorial harus 
menyadari bahwa dirinya tidak sempurna. Oleh karena itu, sejauh masih di 
dalam kekuasaannya, dia harus menyuarakan kepada mereka yang tidak setuju 
dengannya di dalam kolom surat pembaca atau dengan alat-alat lainnya. 5. 

Penulis editorial secara teratur harus mengulas kesimpulannya sendiri 
dalam kaitannya dengan informasi yang dapat diperolehnya. Dia harus 
mengoreksi kesimpulan tersebut dan menemukannya atas dasar 


kesalahpahaman sebelumnya. 6. Penulis editorial harus mempunyai 
keberanian yang teguh dan filosofi hidup demokrasi. Dia tidak boleh menulis 
atau menerbitkan apa pun yang bertentangan dengan hati nurani. Banyak 
halaman editorial merupakan produk pikiran banyak orang, tetapi pertimbangan 
kolektif yang bagus dapat dicapai lewat pertimbangan individual. Oleh sebab itu, 
opini individual yang mendalam harus dihormati. 7. Penulis editorial harus 
membantu temannya dalam konteks kesetiaan terhadap integritas takaran 
profesionalisme yang tinggi. Reputasinya adalah reputasi mereka dan reputasi 
mereka adalah miliknya. (Tim/Wid. Sumber: Buku Editorial, William L. Rivers, 
Bryce Mclntyre, Alison Work (Penulis), Tim LP3K (Penerjemah), Dedy Djamaluddin 
Malik (Penyunting), Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994). Pers 1. 
persuratkabaran, 2. usaha percetakan dan penerbitan, 3. usaha pengumpulan 
dan penyiaran berita, 4. penyiaran berita melalui suratkabar, majalah, radio, dan 
televisi baik milik Pemerintah maupun swasta, 5. media penyiaran berita dalam 
segala bentuk dan jenisnya seperti suratkabar, majalah, radio, televisi, dan 
internet (media online). Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang 
Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang 
melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, 
suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk 
lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis 
saluran yang tersedia. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh 
perusahaan Indonesia. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh 
perusahaan pers asing. (Tim EPI/NH)Persatoen Bangsa 

Suratkabar Terbit perdana pada 15 September 1929 den— gan personel RJS 
Moehamad (Reis Re— dacteur) Zailani (Directeur Hoofredacteur), dan Soelaiman 
(Administratie). Dwimingguan ini diterbitkan oleh Vereeniging Persatoean In— 
donesiers Bangka (PIB) Soengai Liat. Per— cetakan diserahkan pada Drukk 
Dermawan Blinjoe. Harga langganan untuk Hindia Belan— da 1 Gulden dan di 
luar Hindia Belanda 1,25 Gulden. Untuk eceran, media ini dijual dengan harga 15 
sen. Koran dwimingguan ini banyak menya- jikan kritik. Kritik itu bisa beragam, 
mulai dari kritik terhadap pergeseran budaya pemuda dan keadaan pasar hingga 
pemerintahan. Re— daksi tampaknya menilai, walaupun jauh dari ingar-bingar 
perkotaan, Sungailiat, Bangka, menyimpan timbunan masalah, mulai dari 
pergeseran moral hingga kebijakan diskrimi- natif penguasa setempat. Tujuan 
redaksi sebenarnya cukup seder- hana. Dalam tulisan-tulisannya, tersirat mak- 
na dan keinginan untuk memberikan pema- haman dan pengetahuan serta 
membentuk karakter kebangsaan suatu masyarakat yang mengaku sebagai 
Bangsa Indonesia. Lewat beberapa tulisan, muncullah pelbagai gam- 
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baran tentang kondisi masyarakat Sungailiat, Bangka, dan cara pengentasan 
masalah yang tak terasa telah dipraktikkan bertahun-tahun lamanya. Bermacam 
tulisan diramu menjadi satudalam Persatoean Bangsa. Sikap yang tersirat dalam 
setiap penulisan hampir seragam. Ma~ yoritas bermuara pada satu titik 
penyadaran terhadap Bangsa Indonesia agar mau berge- rak dan memperbaiki 
keadaan individu ma~ sing-masing. Untuk itu, masyarakat harus kukuh menjaga 
nilai-nilai kebangsaan dan adat istiadat di tengah terpaan budaya Barat yang 
deras. Kritikan kepada budaya generasi muda di- sajikan dengan anekdot- 
anekdot yang ber- napaskan budaya setempat. Anekdot-anekdot itu 
menyiratkan pesan-pesan moral, antara lain “Banggalah pada buatan bangsamu 
sendiri”, yang dalam peristilahan Gandhi dinamakan “swadesi”, cinta produksi 
dalam negeri. Mi- salnya: Namun, Persatoean Bangsa tak melulu menyajikan 
kritik. Ada kalanya koran ini jus- tru menyambut niat baik pemerintah s.elama 
kebijakan itu terbukti berguna bagi rakyat Bangka. Persatoean Bangsa 
memberikan penerang- an dan pemahaman kepada masyarakat bah- wa 
Landbouw datang semata-mata untuk membantu meningkatkan hasil pertanian 
Bangka, bukan untuk menarik pajak seperti yang dilakukan pemerintah selama 
ini. Persatoean Indonesia Suratkabar Harian Persatoean Indonesia yang terbit 
tahun 1927 dapat disebut sebagai media Partai Nasion- al Indonesia (PNI). 
Penerbitnya adalah HB-PNI pimpinan Bung Karno yang sekaligus sebagai 
redaktur suratkabar tersebut bersama tokoh nasional Mr. Soenaijo. Sedangkan 
pemimpin administrasinya Mr. Sartono. Persatoean Indonesia yang beralamat di 
kantor PNI, Gang Kenari, Weltevreden, memu- at berbagai hal yang terkait 
dengan perjuang- an PNI melawan kolonial Belanda. Di halaman pertama salah 
satu edisinya diberitakan soal keadaan PNI pada tahun 1929. Selain itu, juga 


disajikan beragam kejadian di tanah jajahan, bahaya kelaparan yang 
mengancam berbagai daerah dan artikel dalam rubrik "Semangat Kebangsaan.” 
Sebagai suratkabar perjuangan, Persa- toean Indonesia juga menulis tentang 
rintang- an kaum pergerakan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 
Berita lainnya, di antaranya diplomasi para pejuang Indonesia di Barat, masalah 
ma~ jelis pertimbangan PPPKI, riwayat Boven Di~ gul dan sebagainya. (Tim 
EPI/TS. Sumber: Perpusnas) Pers Kampus Hidup dan sejalan dengan adanya 
paham kebebasan pers pada masa liberalisme, selain pers umum. 
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Pada tahun 1950 pers kampus lahir di berbagai kota di Indonesia dan pada 
tanggal 8 Agustus 1955 diselenggarakan Konferensi I Pers Mahasiswa Indonesia 
yang melahirkan dua organisasi pers mahasiswa yaitu Ikatan Pers Mahasiswa 
Indonesia (IPMI) dan Serikat Pekerja Pers Mahasiswa Indonesia. (Tim EPI/NH) 
wujudkan melalui penyiaran berita-berita yang menyokong pergerakan nasional 
mencapai Indonesia merdeka. Karena itu pihak penjajah melakukan 
penggerebekan terhadap ANTARA dan menjebloskan wartawan-wartawannya ke 
dalam penjara.(Tim EPI/KG. Sumber: Wajah Pers Indonesia) Persatoean 
Djoernalis Indonesia Berdiri pada akhir Desember 1933, bertepatan dengan 
rencana penyelenggaraan “Kongres Indonesia Raja II” yang kemudian dilarang 
oleh polisi kolonial, sejumlah wartawan di Surakarta mengadakan rapat untuk 
membentuk Persatoean Djoernalis Indonesia (Perdi). Para tokoh Perdi waktu itu 
antara lain Soetopo Wonoboyo, Sudarjo Tjokrosisworo, M. Tabrani, Syamsuddin 
Sutan Makmur, Parada Harahap, Sutomo, dan Saerun. Asas perjuangan Perdi 
adalah “Menegakkan kedoedoekan pers. Indonesia sebagai terompet 
perdjoeangan”. Para pendiri Perdi menegaskan: “Bahwa wartawan mempoenyai 
kewajiban soetji terhadap tanah air dan bangsa. Sebagai pembawa pikiran 
oemoem foengsi wartawan haroes terikat dengan kebangsaannja, bekerdja demi 
kepentingan bangsa dan persatoean bangsa. Dengan lahirnya Perdi wartawan 
Indonesia mengarahkan diri mendjadi pendoekoeng tjita-tjita dan perdjoangan 
bangsa Indonesia”. Tokoh-tokoh Perdi antara lain W.R. Soepratman, Mohammad 
Yamin, A.M. Sipahutar, Soemanang, Adam Malik. Perdi berasaskan perjuangan 
untuk menunjukkan bahwa wartawan Indonesia tak mundur terhadap usaha 
pengekangan oleh pihak penjajah. Tanggal 13 Desember 1937 R.M. Soemanang, 
A.M. Sipahutar, Adam Malik dan Pandoe Kartawigoena mendirikan Kantor Berita 
ANTARA di Jakarta. Peranan Kantor Berita ANTARA di masa pergerakan waktu itu 
di-PersatoeanKaocemJoernalis Terbentuk pada tahun 1931, pengurusnya adalah 
Saerun sebagai Ketua, Wigjadisastra sebagai Wakil Ketua (Kantor Berita Het 
Indone- sische Pers Agentschaap-Bogor), Parada Haram hap (Bintang Timoer - 
Jakarta) sebagai Sekre- taris; dan anggota Bakrie Suriatmadja, RMS 
Kusumodirdjo (Darma Kanda Surakarta), Sujitno (Sin Tit Po Surabaya) dan 
Mohammad Junus (Bahagia Semarang). (Tim EPI/TS. Sumber: Per- pusnas) 
Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Didirikan sebagai 
kepu- tusan Kongres Pertama Radio Siaran Swasta se-In- donesia di Balai 
Sidang Se- nayan Jakarta, pada tanggal 16-17 Desember 1974. Kongres ini 
dihadiri 227 peserta yang mewakili 173 stasiun radio siaran swasta dari 34 kota 
di 12 provinsi saat itu. Pada Musyawarah Nasion- al ke-4 di Bandung tahun 


1983, kata “Niaga” pada Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga In— donesia, 
diganti menjadi “Nasional”, sehing— ga singkatannya tetap PRSSNI. Radio siaran 
di Indonesia mempunyai hu~ bungan erat dengan sejarah perjuangan bang- sa, 
baik semasa penjajahan, masa perjuangan proklamasi kemerdekaan, maupun 
dalam di— namika perjalanan bangsa memperjuangkan 


498 persatuan wartawan indonesia kehidupan masyarakat yang demokratis, 
adil, dan makmur. Pada zaman penjajahan Belanda,-radio siaran swasta yang 
dikelola warga asing menyiarkan program untuk kepentingan dagang, 
sedangkan radio siaran swasta yang dikelola pribumi menyiarkan program untuk 
memajukan kesenian, kebudayaan, selain kepentingan pergerakan semangat 
kebangsaan. Ketika pendudukan Jepang tahun 1942, semua stasiun radio siaran 
dikuasai oleh pemerintah. Programnya diarahkan pada propaganda perang Asia 
Timur Raya. Tetapi setelah Jepang menyerah kepada Sekutu 14 Agustus 1945 
para angkasawan pejuang menguasai radio siaran sehingga dapat 
mengumandangkan teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ke seluruh 
dunia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI sampai akhir masa pemerintahan Orde 
Lama tahun 1965, radio siaran hanya diselenggarakan oleh pemerintah, dalam 
hal ini Radio Republik Indonesia atau RRI. Secara de facto radio siaran swasta 
nasional Indonesia tumbuh sebagai perkembangan profesionalisme 'radio 
amatir' yang dimotori kaum muda pada awal Orde Baru tahun 1966. Secara 
deyure keberadaan radio siaran swasta diakui, dengan syarat, 
penyelenggaranya berbadan hukum dan dapat menyesuaikan dengan ketentuan 
Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 1970 tentang Radio Siaran Non 
Pemerintah, yang mengatur fungsi, hak, kewajiban dan tanggungjawab radio 
siaran, syaratsyarat penyelenggaraan, perizinan serta pengawasannya. Sejarah 
lahirnya PRSSNI Mengingat tidak mudah prasyarat untuk melanjutkan 
pengelolaan radio siaran swasta dan begitu besar tuntutan fungsi peran radio 
siaran sebagai alat pendidikan, penerangan, dan hiburan, maka beberapa tokoh 
pengelola radio siaran swasta di kota-kota besar mengambil inisiatif membentuk 
wadah organisasi lokal-regional, untuk memfasilitasi dan memperjuangkan 
kepentingan anggotanya, seperti berkoordinasi dengan pemerintah, mengurus 
persyaratan perizinan dan penyesuaian ketentuan lainnya. Maka lahirlah 
beberapa asosiasi seperti Persatuan Radio Siaran Jakarta (PRSJ), Persatuan 
Broadcaster Bandung (PBB), Persatuan Radio Siaran Jawa Tengah (PRSJT), dan 
asosiasi sejenis di kota-kota besar lainnya. Menyadari bahwa untuk 
pengembangan profesionalisme penyelenggaraan radio siaran swasta semakin 
kompleks; dan pembinaan melalui asosiasi tingkat lokal-regional secara sendiri- 
sendiri pun menjadi tidak efektif, mulai dipikirkan terbentuknya organisasi 
berskala nasional. Maka atas prakarsa tokoh-tokoh Persatuan Radio Siaran 
Jakarta didukung tokoh-tokoh asosiasi serta tokoh radio siaran swasta berbagai 
daerah, akhirnya diselenggarakan kongres yang menyepakati terbentuknya 
PRSS- NI. (Tim EPI/KG. Sumber: Buku Wajah Pers In— donesia) Persatuan 
Wartawan Indonesia Sebagai organisasi profesi lahir pada 9 Februari 1946 di 
Sala, dim jiwai oleh semangat per~ juangan para pejuang kemerdekaan. Sejak 
a~ wal, PWI menjadi waha- na perjuangan kaum wartawan. PWI memu- satkan 
perjuangannya terhadap kemerdekaan RI yang berbentuk negara kesatuan serta 


berfalsafah Pancasila dan UUD 1945. Sampai saat ini fitrah utama itu masih 
utuh'dalam mukadimah Peraturan Dasar (PD) dan Peraturm an Rumah Tangga 
(PRT) PWI, meski dalam be~ berapa Kongres PWI isi PD dan PRT mengala— mi 
perubahan-perubahan. Bahkan dalam Deklarasi Semarang yang dilahirkan 
Kongres-XX PWI, 10-11 Oktober 1998, ditegaskan komitmen Wartawan Indone- 
sia untuk mengutamakan independensi, ide- alisme dan profesionalisme demi 
tegaknya Ne- 
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berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di antaranya yang terpenting adalah 
pengurus PWI tidak boleh merangkap jabatan pada pengurus partai politik. 
Komitmen ini akan terus diperjuangkan oleh para anggota PWI secara nasional. 
Tujuan organisasi PWI jelas dicantumkan dalam Pasal 4 PD-PWI, yaitu 
tercapainya citacita Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 sebagaimana 
diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945, terlaksananya fungsi dan tugas 
pers nasional, terwujudnya Korps Wartawan Indonesia yang memiliki rasa 
tanggung jawab dan kemampuan profesional sebagai wartawan, kesetiakawanan 
profesi serta hidup dalam kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah.. PWI memiliki 
kode etik jurnalistik, peraturan dasar & peraturan rumah tangga (PD & PRT), 
lambang, panji, lencana, hymne, dan mars, yang ditetapkan oleh kongres. Di 
tingkat nasional kongres adalah pemegang wewenang tertinggi organisasi. 
Kongres dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali. Di tingkat cabang/perwakilan 
konferensi cabang/perwakilan adalah pemegang wewenang tertinggi. Konferensi 
cabang diadakan 4 (empat) tahun sekali dan konferensi perwakilan diadakan 3 
(tiga) tahun sekali. Makna lambang PWI: 1. Dasar bentuk (warna hitam) Segi 
lima - melambangkan rangka yang menjadi dasar landasan idill, yakni Pancasila. 
2. Dasar bentuk bagian luar (warna biru) Rangkaian kapas dan padi 
melambangkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran yang diperjuangkan 
oleh organisasi (warna kuning mas). 3. Dasar bentuk bagian dalam a. 

lidah api semangat (merah) b. pena mas (kuning mas) c. lensa 
kristal (hitam/putih) d. initial PWI (putih) I. Diwujudkan dalam bentuk pohon 
beringin, yang melambangkan pengayoman bagi kehidupan pers umumnya dan 
karyawan pers khususnya. II.Huruf lingkar "Persatuan Wartawan" ditempatkan di 
atas, sebagai atap pelindung. Huruf lingkar Indonesia ditempatkan di bagian 
bawah, sebagai tempat berpijak, di mana PWI berada. 4. Jumlah butir kapas 17 
buah Jumlah lidah api 8 buah Jumlah butir padi 45 buah Yang melambangkan 
pegangan teguh pada angka-angka Proklamasi 17-8-1945. 5. Warna-warna a. 

Merah, hitam, kuning, putih, biru, diambil dari warna-warna yang dianggap 
mewakili nafsu baik dan buruk manusia. b. Warna dasar lambang biru 
melambangkan angkasa yang tak terukir, yang juga melambangkan ilmu 
pengetahuan yang terus tak pernah berhenti, kerokhanian yang dalam tak 
terukur. c. Warna butir padi/kapas, huruf lingkar kuning, melambangkan usaha 
yang tak pernah diam dalam mencapai hasil-hasil yang lebih baik dan 
bermanfaat bagi anggota, bangsa dan negara. d. Warna dasar inisial, hitam, 
melambangkan ketulusan, kejujuran, kewajaran danapa adanya. e. Warna 
lidah api semangat merah, bisa juga berarti api (cahaya) yang tak kun- jung 


padam, yang memberi cahaya pe— nerang dalam kegelapan, bisa juga ber- 
Kongres | PWI di Solo 


500 persatuan wartawan indonesia arti semangat yang tak pernah mendingin, 
keuletan, tahan uji, kegairahan ceria, tak lekas putus asa. f. Bagian kapas 
dan huruf PWI putih, melambangkan kesucian, kematangan, kesatriaan, pantang 
mundur. Pengurus Pusat PWI terdiri dari penasihat, pengurus harian, serta 
departemen-departemen, dan Dewan Kehormatan PWI. Semua perangkat 
pengurus pusat itu adalah pengurus pleno PWI Pusat. Pengurus pusat, terutama 
ketua umum, dipilih di antara anggota yang hadir di kongres, dan sudah menjadi 
anggota PWI sekurang-kurangnya 5 tahun. Khusus untuk jabatan ketua umum 
diperlukan persyaratan pernah menjadi pengurus harian PWI pusat/cabang dan 
atau anggota Dewan Kehormatan. Pengurus PWI di tingkat pusat, cabang dan 
perwakilan tidak boleh merangkap jabatan pengurus partai politik dan organisasi 
sosial politik yang terafihasi. Ketua dewan kehormatan (DK) dipilih oleh kongres, 
bersifat otonom. Melalui konsultasi dengan Ketua Umum PWI, Ketua DK terpilih 
menetapkan sekretaris dan anggota-anggota DK lainnya. Jabatan anggota 
Dewan Kehormatan tidak boleh dirangkap dengan kepengurusan di PWI maupun 
partai politik dan organisasi sosial politik yang terafiliasi. Di tingkat daerah 
dibentuk Dewan Kehormatan Daerah PWI. DK-PWI bertugas: * Menanamkan 
dan menumbuhkan kesadaran serta komitmen wartawan Indonesia untuk 
menaati Kode Etik Jurnalistik. * Memasyarakatkan kepada khalayak 
pengetahuan dan pemahaman mengenai Kode Etik Jurnalistik. * Meneliti, 
memantau dan mengawasipelaksanaan penaatan Kode Etik Jurnalistik. * 
Menetapkan sanksi (hukuman) atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. e 
Melayani dan memproses setiap pengaduan masyarakat maupun jajaran 
media massa. DK-PWI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 
menempuh dua cara: * Bersifat aktif yaitu meneliti, memantau serta 
memonitor kemungkinan terjadi- nya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. e 
Bersifat pasif yaitu menerima pengaduan, keluhan serta keberatan atas isi 
media yang dinilai merugikan. Sanksi yang dapat dijatuhkan DK-PWI: e 
Peringatan biasa, “Peringatan keras, » Skorsing keanggotaan PWI 
paling lama 2 (dua) tahun. 
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Soegeng Widjaja Sofjan Lubis Tarman Azzam Margiono Ketua Umum 
Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia dari masa ke masa 


502 persatuan wartawan indonesia Jika berita pers dinilai merugikan: e 

Sampaikan secara tertulis Hak Jawab langsung pada media yang 
menyajikan berita/tulisan, suara, gambar, serta suara dan gambar yang dinilai 
merugikan tersebut dengan tembusan kepada DK-PWI dan DKD-PWI atau 
Pengurus PWI. Media massa yang tidak melayani Hak Jawab dapat terkena sanksi 
harus membayar denda maksimal Rp 500 juta. Tindakan yang dapat diambil DK- 
PWI atas pengaduan masyarakat. e” menerima atau menolak pengaduan, ° 

mengeluarkan keputusan telah terjadi pelanggaran kode etik, e 

mempersilakan pengadu menempuh jalur hukum. » mengumumkan 
atau tidak mengumumkan keputusan yang telah diambil oleh DK-PWI, e 


keputusan DK-PWI tidak dapat diganggu gugat, * DK-PWI adalah satu- 
satunya lembaga yang berwenang menetapkan sanksi atas pelanggaran Kode 
Etik Jurnalistik PWI. DKD-PWI antara lain bertugas: e meneliti isi redaksional 
pemberitaan, radio dan televisi di daerah masing-masing, » mengamati 
penaatan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan di lapangan, * melaporkan hasil 
pengamatan dan pemantauannya kepada DK-PWI, e memasyarakatkan 
secara luas Kode Etik Jurnalistik di daerah masing-masing. Ketua-ketua DK PWI 
(1952 - 2006) ° Kongres VI (1-3 Juni 1952) di Salatiga, Ketua: H. Agus Salim e 
Pada periode-periode berikutnya tokoh pers di masa pergerakan dan awal 
Republik Indonesia, yang pernah menjabat Ketua Dewan Kehormatan PWI 
adalah: Mr. R.M. Sumanang SH, Prof. Oemar Seno Adji dan H. Mahbub Djunaidi e 
Kongres XVI (4-7 Desember 1978) di Padang, Ketua: S. Tasrif, SH e 
Kongres XVII (14-16 November 1983) di Manado, Ketua: H. Rosihan Anwar 


. Kongres XVIII (28 Nov.-I Des.1988) di Samarinda, Ketua: Drs. Dja'far H. 
Assegaff * Kongres XIX (2-5 Des. 1993 ) di Bandarlampung, Ketua: Sjamsul 
Basri e Kongres XX (10-11 Oktober 1998) di Semarang, Ketua: Atang 


Ruswita * Kongres XXI (2-5 Oktober 2003) di Palangka Raya, Ketua: R.H. 
Siregar SH Susunan Pengurus PWI sejak 1946: * Kongres | (9-10 Februari 
1946) di Solo. Ketua: Mr. Raden Mas Sumanang Soeriowinoto Ketua Sekretariat: 
Soedardjo Tjokrosisworo e Kongres II (23 - 24 Februari 1947) di Malang. 
Ketua: Usmar Ismail Penulis I: Soedardjo Tjokrosisworo < Kongres III (7-9 
Desember 1949) di Yogyakarta Ketua: Djawoto. Penulis |: Darsyaf Rachman e 
Kongres IV (12 dan 15 Mei 1950 ) di Surabaya. Ketua: Djawoto Penulis I: 
Darsyaf Rachman e Kongres V (13-15 Januari 1951) di Jakarta. Ketua: 
Djawoto Penulis I: Darsyaf Rachman » Kongres VI (1-3 Juni 1952 ) di Salatiga. 
Ketua Presidium: T. Sjahril Sekretaris: Mashud Sosroyudho e Kongres VII (16- 
19 Agustus 1953) di Denpasar. Ketua Presidium: T. Sjahril Penulis I: Abdullah 


Nasir e Kongres VIII (31 Okt. - 2 Nov. 1955) di Medan. Ketua Presidium: T. 
SjahrilPenulis I: Abdullah Nasir e Kongres IX (10-12 Februari 1959) di 
Lembang. 
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Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia di Banda Aceh (saat itu bernama 
Kutaraja), telah berdiri suratkabar daerah yang bersifat nasional yaitu Semangat 
Merdeka. Salah seorang wartawannya adalah Prof. H. A. Hasjmy, yang di 
kemudian hari menjadi Rektor IAIN Jamiah Ar Raniry Darussalam Banda Aceh. 
Beliau juga pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh sebelum A. Muzakkir 
Walad. Setelah Semangat Merdeka, terbit suratkabar Bijaksana yang dipimpin 
oleh H. Syammaun. Kemudian lahir pula koran Tegas pimpinan A. G. Mutiara. 
Adanya sejumlah suratkabar dan percetakan negara di Banda Aceh yang 
melayani penerbitan koran-koran, sejumlah wartawan di kota itu membentuk 
wadah bernama Persatuan Wartawan Aceh Indonesia antara tahun 1945-1947. 
Sampai tahun 1947 hingga pertengahan tahun 1952 tidak banyak yang diketahui 
dari Persatuan Wartawan Aceh Indonesia karena lebih disibukkan oleh 
perjuangan. Baru pada akhir tahun 1952 para wartawan menyusun kembali 
organisasi bernama Persatuan Wartawan Indonesia dengan susunan pengurus 
sebagai berikut: Ketua : Bustaman (PIA, Aneta) Wakil Ketua : Ridwan (Tegas) 


Sekretaris : Amiruddin (RRI Banda Aceh) Bendahara : H. Syammaun 
(Bijaksana) Anggota :Matumona (Tegas/Selecta Jakarta), Ismail Yakub (ke 
mudian menjadi Rektor IAIN Semarang),dan A.G.Mutiara. Tahun 1953 hingga 
tahun 1955, kecuali Bijaksana, seluruh suratkabar di Banda Aceh dibredel akibat 
meletusnya Peristiwa Aceh. Percetakannya disita dan PWI Aceh menjadi vakum. 
Setelah Kongres PWI di Pasir Putih Jawa Timur, PWI Aceh dibekukan karena tidak 
mengirim utusannya. Penerbitan di Banda Aceh saat itu lesu karena kekurangan 
dana. Kebangkitan terjadi ketika muncul sejumlah koran baru (Angkatan '66) 
yang menentang PKI. Kebangkitan Angkatan '66 di Daerah Istimewa Aceh 
mempunyai arti tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan pers di daerah 
ini. Seiring dengan lahirnya kesatuan-kesatuan aksi seperi KAPPI dan KAMI, lahir 
pula koran-koran pembawa suara mereka, yang dipelopori oleh mingguan KAPPI 
Berjuang, yang terbit pada awal tahun 1966. Kemudian disusul mingguan KAMI, 
yang terbit pada pertengahan tahun, dan mingguan Nusantara Baru yang 
membawa suara Gasbiindo.Sebelumnya hanya ada dua penerbitan mingguan 
yaitu Api Pancasila (pembawa suara IPKI) dan mingguan Angkatan Bersendjata 
yang terbit sewaktu-waktu. Ketika kegiatan kesatuan aksi mulai melemah dan 
ada larang— an terbit terhadap koran-koran pembawa suara mereka, karena 
tidak dikelola di bawah suatu badan hukum seperti yayasan atau perusa- haan 
(PT), pengasuh-pengasuh pers muda tersebut meneruskan profesi yang baru 
dimu- lainya itu dengan menerbitkan suratkabar sendiri. Para pengasuh KAPPI 
Berjuang yang di- sponsori M. Dahlan Sulaiman dkk., mendirikan mingguan 
Berjuang, dan pengasuh mingguan KAMlyang disponsori M. Nur Majid S.H., dkk., 
mendirikan mingguan Swadaya. Sejak saat itu, pengasuh-pengasuh pers muda 
yang tadinya muncul sebagai amatir, karena tuntutan dan kehendak zaman 
mulai memasuki dunia pers profesional. Dengan ramainya dunia pers dan 
kewar- tawanan di Aceh, kebutuhan akan adanya or~ ganisasi sebagai wadah 
tempat bersatu para wartawan mulai terasa. Pada tahun 1968, disponsori oleh 
M. Dahlan Sulaiman, Pemimpin Umum/Pemred Berjuang, Sersan Mayor (U) 
Zainuddin Luyhfi, dan Sersan Mayor (L) Sarfini Saleh, keduanya staf redaksi 
mingguan Ang- katan Bersendjata, berhasil membentuk kem- 


504 pwi cabang babel bali PWI Perwakilan Banda Aceh yang berkantor di 
Perwakilan Angkatan Laut di Banda Aceh. Atas kemurahan hati Panglima Kodam 
| Iskandar Muda, Brigjen Teuku Hamzah Bendahara, pengurus PWI yang baru ini 
diberi izin untuk menggunakan salah satu bangunan yang ada di kompleks 
Baperis sebagai kantor sementara. Dua bulan setelah didirikan kembali, PWI 
Aceh yang belum mendapatkan status dan pengesahan dari Pengurus Pusat 
turut diundang untuk menghadiri Kongres Nasional PWI VII di Banjarmasin.Hadir 
dalam kongres tersebut Anwar Zeats dan M. Dahlan Sulaiman. Dalam kongres itu 
PWI Perwakilan Banda Aceh dan pengurusnya disahkan, sehingga secara penuh 
dapat mengikuti sidangsidang sebagai peserta. Dalam periode ini pula PWI telah 
mempunyai wakil di DPRD Tk I Daerah Istimewa Aceh, yakni Said Hasan Baabud 
yang ditempatkan melalui Sekber Golkar, yang selain mewakili wartawan juga 
mewakili kelompok seniman. Setelah Pemilihan Umum 1971, wakil wartawan di 
DPRD diganti oleh M. Jusuf Ubit yang diorbitkan melalui kelompok “Tiga Non” 
(non Golkar, non Partai, dan non ABRI). Dalam periode ini keanggotaan wartawan 


yang berstatus anggota muda diusahakan menjadi anggota biasa. Dengan 
banyaknya anggota biasa ini PWI Perwakilan Banda Aceh ditingkatkan statusnya 
dari Perwakilan menjadi PWI Cabang Banda Aceh. Pada tahun 1975 Brigjen A. 
Rivai, Pangdam | Iskandar Muda saat itu, membantu PWI dengan memberi 
sebuah ruangan kantor berukuran 8 meter x 12 meter di kompleks BTU di Jalan 
Dipenogoro Banda Aceh. Walaupun dalam keadaan darurat, PWI sempat 
berkantor di ruangan tersebut hingga akhir 1977. Pada periode ini (1977) PWI 
Cabang Banda Aceh berhasil membentuk Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia 
(IKWI) Cabang Banda Aceh. Kegiatan organisasi ini awalnya diisi kegiatan arisan 
dan kegiatan sosial, terutama membantu keluarga wartawan yang tertimpa 
musibah/kemalangan. Kepengurusan PWI Cabang Banda Aceh Periode 2005 - 
2009: Ketua WakaBid. . Organisasi Waka Bid. Pemb. Wartawan Waka Bid. 
Pendidikan Waka Bid. Kesejahteraan Sekretaris Wakil Sekretaris TA. Dahlan T.H. 
(Suara Karya) Ismail M. Syah (Serambi Indonesia) T. Mansyursyah S.H. 
(Waspada)Drs. Saidulkarnain Ishak (LKBN ANTARA) Ir. Basri Ali (Modus) Drs. 
Bukhari M. Ali (Serambi Indonesia) Drs. Burhanuddin Usman (Media NAD) Wakil 
Sekretaris II: M. Yusuf Abdullah, S.Sos (TVRI) Bendahara : Aldin Nainggolan 
(Waspada) Wakil Bendahara : Dra. Rohana Mahmud (RRI Banda Aceh) Persatuan 
Wartawan Indonesia Cabang Bangka Belitung Sebelum menjadi Cabang 
Kepulauan Bang- ka Belitung (Babel), organisasi ini hanya sem batas sebagai 
Koordinator Wartawan Babel dan kemudian sebagai Perwakilan pada ke- 
pengurusan PWI Cabang Sumatera Selatan di bawah pimpinan M. Amin Soelthon 
pada tahun 1986-1987. Pada awalnya pembentukan PWI Perwakilan Babel itu 
pun cukup berat namun akhirnya setelah melalui konferensi pada 7 Maret 1996 
kepengurusan PWI Perwakilan Ba- bel pun terbentuk. Pengurus PWI Perwakilan 
Babel saat itu terdiri atas Ketua: H. Herman Sawiran, Wakil Ketua: Hermansyah 
Bermani, Sekretaris: Efredi Effendi, Wakil Sekretaris: Ir. Eddy Jajang Jam 
yaatmaja, Bendahara: Farhan Sakroni, Seksi Pendidikan: Suhaibi HAM, Seksi 
Kesejahte- 


pwi cabang jabar 505 raan: Eling Sutikno, Seksi Olahraga: H. Husin AR, dan Seksi 
Pariwisata: Ansori. Kepengurusan itu diperkuat dengan SK PWI Pusat No. 003/PP- 
PWI/1996 tanggal 4 April 1996. Sejalan dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung pada tanggal 21 November 2000 dan terpisah dari Provinsi 
Sumatra Selatan, keberadaan PWI Perwakilan Babel pun ikut berkembang 
sehingga peluang menuju pembentukan PWI Cabang Babel semakin terbuka. Ini 
terbukti dengan dilaksanakannya Konferensi I PWI Cabang Babel pada tahun 
2001 di Gedung Hamidah Pangkalpinang. Kepengurusan PWI Cabang Babel pun 
dikukuhkan melalui SK PWI Pusat No. 144/PPPWI/2001. Setelah berjalan sekitar 
tiga tahun ternyata aktivitas pengurus menurun sehingga diadakan rapat pleno 
untuk memilih pengurus antarwaktu dan hasilnya dikukuhkan melalui SK PWI 
Pusat No. 342/PP-PWI/2005. Sesuai dengan perkembangan zaman dan 
bertambahnya anggota maka kepengurusan PWI Cabang Babel pun dituntut 
semakin aktif. Pertambahan anggota tersebut seiring dengan semakin 
banyaknya media cetak maupun elektronik di daerah ini. Apalagi sebagian besar 
reporter RRI dan koresponden serta kontributor TV swasta telah bergabung 
dengan PWI Cabang Babel. Hingga tahun 2006 lalu tercatat 73 wartawan yang 


menjadi anggota PWI Cabang Babel, terdiri atas 45 anggota biasa dan 28 
anggota muda. Mereka memiliki kartu PWI berwarna biru yang ditandatangani 
oleh Ketua Umum PWI Pusat. PWI Cabang Babel menyelenggarakan Konferensi 
Cabang II pada tanggal 6 Mei 2006 di Hotel Bumi Asih Pangkalpinang dan 
akhirnya menghasilan pengurus baru masa bakti 2006-2010. Pengurus baru 
yang diketuai Hermansyah Bermani itu terdiri atas 28 orang (10 pengurus harian 
dan selebihnya sebagai seksi). Mereka telah dikukuhkan dengan SK PWI Pusat 
No. 435/PP-PWI/2006 tanggal 11 Mei 2006. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Putih PWI 
Cabang Kepulauan Bangka Belitung, 2006). Persatuan Wartawan Indonesia 
Cabang Jawa Barat Organisasi kewartawanan ini dibentuk pada 5 Februari 1950, 
ketika sejumlah wartawan Bandung berkumpul di Jalan Dalem Kaum 52 (kantor 
suratkabar berbahasa Sunda Sipatahoenan). Dilatarbelakangi oleh keinginan 
untuk memperkuat ikatan wartawan republik dalam menghadapi pihak kolonial, 
mereka terpanggil untuk mendirikan PWI (yang secara nasional sudah terbentuk 
sejak tahun 1946) di daerah. Dalam pertemuan kedua di tempat yang sama, 
para peserta sepakat mendirikan PWI Kring Bandung. Yang hadir dalam 
pertemuan tersebut adalah Moehamad Koerdie, Atje Bas-taman, Achmad 
Sarbini, Syarief Sulaiman, M.O. Koesman, Rochdi Partaatmadja, M. Royani, 
Chaidir Ghazali, Sakti Alamsyah, Moh. Ken- dana, Djamal Ali, AZ Palindih, Dajat 
Hardja- kusumah, R. Bratanata dan Burhanudin Anan- da. Syarif Sulaeman 
ditetapkan sebagai ketua, dan M.O. Koesman sebagai sekretaris. Baru tiga bulan 
berdiri, pada bulan Mei 1950 PWI Kring Bandung menghadapi ujian cukup berat. 
Dalam penerbitan 16 Mei 1950, Sipatahoenan menurunkan tajuk rencana yang 
menyoroti masalah korupsi di lingkungan Training Centrum Militer. Tulisan 
tersebut membuat pihak militer tersinggung, sehingga Atje Bastaman yang saat 
itu menjadi hoofredactur (pemimpin redaksi) dipanggil untuk dimintai keterang- 
an. Kebetulan yang bersangkutan sedang ke luar kota sehingga yang memenuhi 
panggil- an itu adalah Achmad Sarbini sebagai wakil hoofredactur. Oleh pihak 
militer Achmad Sarbini diminta menyebutkan siapa nama penulis tajuk renca- 
na tersebut, namun yang bersangkutan tetap menganggap hal itu sebagai 
rahasia. Akibat- nya ia sempat dibentak dan ditakut-takuti. Merasa diperlakukan 
tidak sebagaimana mestinya, Achmad Sarbini melaporkan peris- tiwa itu kepada 
pengurus PWI Kring Bandung. 
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tersebut kemudian dikeluarkan pernyataan resmi, yakni, 1) PWI Kring Bandung 
menyampaikan laporan Achmad Sarbini ke berbagai pihak termasuk Gubernur 
Militer Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Menteri Penerangan RI, Menteri 
Penerangan RIS dan PWI di Jakarta: 2. Menyatakan tidak sepantasnya Sar. 
Achmad Sarbini di dalam negara hukum diperiksa secara kmisverhoor oleh suatu 
instansi yang tidak berhak secara hukum. Dengan terjadinya peristiwa, yang 
kemudian dikenal sebagai “Peristiwa Sarbini" itu, PWI Kring Bandung 
memperoleh perhatian dari berbagai pihak, termasuk dari PWI di Jakarta. Ketika 
PWI akan mengadakan Lustrum I, PWI Kring Bandung ditunjuk sebagai 
penyelenggara. Dalam pertemuan yang dihadiri lebih dari 100 utusan itu hadir 
Menteri Penerangan RI, Pelaupessy dan Ketua PWI, Djawoto. PWI Kring Bandung 
saat itu juga pernah memecat salah seorang anggotanya karena menerima uang 


sogokan sehubungan dengan berita yang ditulisnya. Pada masa kepengurusan 
berikutnya, saat M.O. Koesman menjabat sebagai ketua, PWI Bandung merintis 
terbentuknya lembaga pendidikan jurnalistik (yang mendapat dukungan antara 
lain dari tokoh pers Adinegoro). Awalnya lembaga pendidikan kewartawanan 
tersebut bergabung dengan Lembaga Pendidikan Drg. R. Moestopo. Bukan hanya 
wartawan muda, yang tua pun banyak yang menambah ilmu di lembaga 
tersebut. Lembaga inilah yang kemudian menjadi Fakultas Publisistik, cikal bakal 
Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Padjadjaran Bandung. PWI 
Bandung juga merintis kerjasama dengan Nederlandsche Joumalisten Bond di 
negeri Belanda. Lewat kerjasama ini, beberapa anggota PWI Bandung sempat 
diundang untuk mengunjungi Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya. Salah 
seorang anggotanya, Dajat Hardjakusumah, tercatat sebagai wartawan 
Indonesia pertama yang meliput Sidang Umum PBB di New York. Dalam Kongres 
PWI di Makassar tahun 1961, utusan PWI Bandung (Dajat Hardjakusumah, Atje 
Bastaman dan Sakti Alamsyah) menyatakan bahwa PWI harus tetap mandiri 
sebagai organisasi profesi. Pernyataan ini untuk menandingi suara-suara peserta 
kongres lainnya yang didominasi oleh kecenderungan arah politik saat itu, yang 
dikuasai pihak komunis. Kecenderungan itu makin mengental dalam Kongres 
PWI di Jakarta tahun 1963.Setelah meletusnya aksi G30S/PKI, di tu~ buh PWI 
Bandung terjadi gejolak yang mem buat organisasi wartawan ini terpecah. 
Yang menjadi pemicunya adalah pernyataan PWI Bandung terhadap peristiwa 
G30S/PKI (dike— luarkan tanggal 14 Oktober 1965), yang oleh sebagian 
anggotanya dianggap tidak tegas. Akibatnya, anggota-anggota tersebut menya- 
takan mosi tidak percaya dan sepuluh hari kem mudian membentuk 
kepengurusan baru. Dengan dukungan PWI Pusat, pengurus PWI Bandung ini 
dengan cepat mengadakan kristalisasi di tubuh organisasinya. Duabelas 
anggotanya (semuanya wartawan suratkabar Warta Bandung yang memihak 
komunis) dim pecat. Dua orang diindikasikan terlibat G30S/— PKI, salah satunya 
adalah Dajat Hardjaku- sumah. Peristiwa ini menjadi berlarat-larat kare- na 
meskipun pihak Pepelrada (Penguasa Pelak- sana Dwikora Daerah) Jawa Barat, 
sebagai pi- hak yang bertanggungjawab di bidang politik dan keamanan, telah 
menyatakan bahwa yang bersangkutan (Dajat Hardjakusumah) tidak terbukti 
sebagaimana yang dituduhkan, keang- gotaannya tidak pernah dipulihkan. 
Kongres PWI Palembang tahun 1970 meng hasilkan kepengurusan kembar 
yang dikenal sebagai “PWI Diah” dan “PWI Rosihan”. Per- pecahan itu pun 
menular ke PWI Bandung. Tanggal 22 Januari 1971 B.M. Diah melantik pengurus 
PWI Cabang Bandung, meski seba- gian besar wartawan di Bandung mengakui 
PWI Cabang Bandung yang diketuai Atang Ruswita sebagai organisasi yang sah. 
Berun- tung, perpecahan tersebut hanya berlangsung selama tiga bulan. 
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bulan Maret kedua kepengurusan PWI Cabang Bandung pun berintegrasi 
kembali. Sesuai keputusan Konferensi Kerja Nasional (Kbnkernas) PWI di 
Banjarmasin tahun 1981, PWI Cabang Bandung menjadi PWI Cabang Jawa Barat. 
' Susunan Pengurus PWI Cabang Jawa Barat Masa Bakti 2007-2011 yang terpilih 
dalam Kbnfercab di Cipanas, Cianjur sebagai berikut: PENASEHAT Drs. H.A.M. 
Ruslan H. Us Tiarsa Dr. H. Uce Suganda, SE,MM H. Yusuf Supardi H. Chepy Ganda 


SUSUNAN PENGURUS Ketua : Drs. H. Yoyo S. Adiredja Pikiran Rakyat Wakil 
Ketua Bidang Organisasi : Drs. Mirza Zulhadi Pikiran Rakyat Wakil Ketua Bidang 
Pembelaan Wartawan : HM. Asep Ruchiyat Fajar Pos Wakil Ketua Bidang 
Pendidikan : Drs. H. Suherlan Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Pikiran 
Rakyat : H. Setyabuddy Kansil, SH Sekretaris Media Indonesia : Ir. Uyun Achadiat 
Wakil Sekretaris | Pikiran Rakyat : Islaminur Pempasa, Wakil Sekretaris || 

Spd., Msi Pikiran Rakyat : H. Agus Dinar Bendahara Suara Karya : 
Ramadhan TVRI Jawa Barat Wakil Bendahara : Drs. Mardjan Zen Pikiran Rakyat 
Seksi Organisasi 1. M. Syafrin Zaini (PAB) 2. H. Undang Sudrajat (Pikiran Rakyat) 
3: Dra. Ida Farida (Gatra) Seksi Pendidikan 1. H. Akhmad Zal (Galamedia) 2. 

Drs. Erwin Kustiman (Pikiran Rakyat) 3. Diding Karyadi, SH (Mitra 
Dialog) Seksi Kesejahteraan 1. H. Nirwan Indra (Pikiran Rakyat) 2. H. Irwan 
Natsir (Pikiran Rakyat) 3. Dadang Hermawan (Pikiran Rakyat) Seksi Media 
Elektronik 1. Drs. H. Herman Bachtiar (TVRI Jawa Barat) 2. H. Azwar BA 
(RRIBogor) 3. Darwis Pulungan Seksi Media Cetak 1. Drs.H. Firman Rachmat 
(Pikiran Rakyat) 2. H. Zaenal Abidin (Koran Sunda) 3. Arif Indra (BOM) Seksi 
Budaya & Pariwisata 1. Dra. Hj. Ratna Djuwita (Pikiran Rakyat) 2. Memmy 
Chowie, S.sos (Forum Keadilan) 3. Teti RS (Galura) Seksi Wartawan Olahraga 
(SIWO) 1. Drs. Deni Hamdani (Pikiran Rakyat) 2. Pujo Hastowo (RRIBandung) 
3. Ir. Erwin Adrian (Tribun Jabar) Seksi Pembelaan Wartawan 1. H. Budi 
Karyawan, SH.,MM (Inti Jaya) 2. Drs. H. Suparman W (Pikiran Rakyat) 3. Drs. 
Lyster Marpaung (Berita Kota) 


508 Pwi cabang jateng Koordinator Wilayah (Korwil) 1. Cirebon : Achmad Mas 
'ud Mitra Dialog 2. Bogor : Kumia Yudapradja Fajar Pos 3. Purwasukabek : Zul 
Chaidir, SH Inti Jaya 4. Bandung : Dedi Gunadi K Bandung Pos 5. Priangan 

: Drs.H. Wawan Dj Pikiran Rakyat (Tim EPI. Sumber: Melacak Sejarah PWI 
Cabang Jawa Barat/PWI Jabar) Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Jawa 
Tengah Meskipun PWI telah terbentuk hanya beberapa bulan setelah Proklamasi 
Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, namun di daerah baru terbentuk beberapa 
tahun kemudian. Hal itu sejalan dengan pertumbuhan pers di daerah yang 
lamban dan jumlah wartawan yang masih langka. Di Semarang, sebagai ibu kota 
Jawa Tengah, PWI baru terbentuk tahun 1950 bernama PWI Kring Semarang. 
Perkembangan organisasi PWI di Semarang sejak berdiri sampai tahun 1970-an 
tidak terdokumentasi dengan baik. Sulit ditemukan data otentik yang lengkap 
tentang wartawan yang aktif, organisasi, aktivitasnya serta pengurusnya, dari 
periode ke periode. Beberapa sumber, antara lain buku yang disusun oleh PWI 
Cabang Jawa Tengah tahun 1996, dan penelitian yang dilakukan seorang 
mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Dipenogoro untuk bahan skripsi, juga tak 
berhasil mengemukakan sejarah PWI di Semarang dan Jawa Tengah secara 
lengkap. Keadaan tersebut tampaknya dipengaruhi oleh situasi pada waktu itu. 
PWI lebih merupakan perkumpulan kekeluargaan ketimbang organisasi profesi. 
Apalagi belum ada kepentingan politik yang berpengaruh langsung, meskipun 
tugas kewartawanan dari hari ke hari sangat kental dengan masalah-masalah 
politik. Yang diurus pun lebih banyak menyangkut masalah kesejahteraan 
daripada pengembangan profesi dan mutu jurnalistik. Soal-soal kesejahteraan 
yang banyak diurus misalnya penyediaan perumahan yang dilakukan 


bekerjasama dengan Pemkot Semarang serta penyediaan berbagai bahan 
kebutuhan sehari-hari. Kecuali itu, jumlah wartawan di Semarang pada waktu itu 
belum terlalu banyak. Pemilihan pengurus berjalan santai dan lebih banyak 
melalui aklamasi. Beberapa wartawan yang disebut-sebut pernah memimpin PWI 
Kring Semarang antara lain Mashoed Hardjokoesoemo (Utusan Nasional), 
Boerhan (Tanah Air), Waloejosedjati (Tanah Air), Mintardjo (ANTARA), Wahjoedi 
(Suara Merdeka), dan Moendingsari (Daulat Rakyat). Aktivis lainnya Anim 
Abdurrachman (Ipphos), H. Mohamad Sulaiman (ANTARA), Soewarno SH (Suara 
Merdeka), yang pada tahun 1960-an pernah menduduki jabatan Wakil Ketua PWI 
Pusat, Tjoa Tjie Liang (Sinar Indonesia), Adi Soekirno (Utusan Nasional), Irawan 
Pandoe (Sien Mien), Soeigeng (ANTARA), Bambang Soembino (Tempo), 
Abdulkadir (Suara Merdeka), dan Hetami (Suara Merdeka). Gambaran organisasi 
mulai jelas setelah periode kepemimpinan Bambang Soembino, yang menjadi 
Ketua PWI Cabang (sebagai pengganti istilah Kring) Semarang sampai tahun 
1971. Dalam pemilihan pengurus baru tahun 1971, terpilih H. Anwar Haddy 
Soeyan~ to (Sophia Weekly), yang tahun 1972 digantikan oleh Mochtar Hidajat 
(Suara Merdeka). Mochtar Hidajat memimpin PWI selama tiga periode (6 tahun), 
namun pada tahun per- tama periode ketiga, 1978, mengundurkan diri karena 
persoalan organisasi. Dia digantikan oleh Hamid S. Darminto (Wakil Ketua |), 
sam pai masa kerja habis tahun 1980. Selama tiga periode, 1980-1992, 
Sutrisna (Suara Merdeka) terpilih sebagai ketua. Pada tahun 1982 masa 
kepengurusan PWI diperpanjang dari dua men~ jadi empat tahun dan wilayah 
kerja disesuaikan 


pwi cabang jateng 509 dengan sistem pemerintahan, dari hanya wilayah Kota 
Madya Semarang menjadi Jawa Tengah. Cabang Kedu yang yang sudah lama 
terbentuk bergabung ke Jawa Tengah. Sedangkan satu cabang lain, Surakarta, 
tetap diakui eksistensinya karena di kota tersebut terletak Monumen Pers 
Nasional, gedung bersejarah tempat berdirinya PWI dan SPS. Dua periode 
berikutnya, 1992-2000, terpilih Bambang Sadono SY, SH (Suara Merdeka). Tetapi 
dalam Pemilu 1997 dia memilih menjadi anggota DPR dan mengundurkan diri 
dari Suara Merdeka. Kedudukannya kemudian digantikan (secara antar waktu) 
oleh Soetjipto SH (Wawasan). Dalam pemilihan tahun 2000 kembali wartawan 
Suara Merdeka, Sasongko Tedjo, terpilih sebagai ketua. Perubahan masa kerja 
dan wilayah cabang diputuskan dalam Rakernas PWI di Banjarmasin. Rakernas 
tersebut juga mencatat hari sangat bersejarah. Selain mengubah masa dan 
wilayah kerja, PWI untuk pertama kali merayakan Hari Pers Nasional (HPN) 
bersamaan dengan perayaan kelahiran PWI tanggal 9 Februari. Perayaan HPN 
dilakukan setelah usulan PWI Pusat disahkan Presiden Soeharto. Pengaruh politik 
merasuki tubuh PWI menjelang tahun 1965. Wartawan yang aspirasi politiknya 
ke PKI berusaha merebut kedudukan strategis dalam organisasi profesi itu. Pada 
periode itu terjadi perekrutan anggota PWI dan karyawan pers nonwartawan 
hanya untuk mengumpulkan massa. Status keanggotaan setiap wartawan baru 
dipercepat untuk memperoleh tambahan suara dalam pemilihan pengurus. 
Namun kalangan nasionalis berhasil mempertahankan dominasi, bahkan hingga 
sekarang, berkat kegigihan mereka dalam mematahkan pengaruh dan intrik 
wartawan yang berorientasi politik lain. Kondisi ini berakhir hingga PKI 


dibubarkan pada tahun 1966, dan PWI dibersihkan dari wartawan-wartawan yang 
berorientasi politik komunis. Mulai era 1980-an pergulatan politik berubah. 
Golkar yang berhasil mendominasi pemerintahan berusaha menguasai PWI 
secara total. Usaha itu berhasil antara lain dengan mengegolkan seluruh ketua 
PWI Cabang. Wartawan yang berorientasi politik lain sulit menduduki jabatan 
ketua. Dalam tiap pemilihan pengurus PWI, penguasa setempat yang didominasi 
Golkar bersama pengurus PWI Pusat berperan sangat menentukan. Gerakan itu 
dipermudah oleh SK Menpen tahun 1976 yang menetapkan PWI sebagai satu- 
satunya organisasi wartawan.Dampak lain dari situasi ini adalah PWI se— bagai 
organisasi profesi semakin kabur. Banyak birokrat, termasuk militer, menduduki 
posisi— posisi strategis dalam organisasi. Politisasi PWI makin kuat ketika para 
ketua cabang dan pengurus pusat diberi kursi di DPR dan DPRD. Dominasi itu 
berakhir setelah reformasi bergulir tahun 1998. PWI bukan lagi satu-sa- tunya 
wadah wartawan. Organisasi wartawan pun berkembang sangat pesat sejalan 
dengan pertumbuhan pers itu sendiri. Sebelum tahun 1970-an PWI Cabang Se- 
marang berkantor di Gedung GRIS, yang se- karang sudah hancur. Lalu pindah 
ke Wisma Wirapena, sebuah ruangan di kompleks ge- dung bioskop Mandala, 
dengan hak pakai yang disediakan oleh Kodam VII Dipenogoro (seka- rang 
Kodam IV). Kompleks gedung tersebut sekarang tinggal puing-puing. Tahun 1973 
pindah lagi ke kompleks GOR Jateng di Simpanglima dengan hak pakai yang 
diberikan oleh Gubernur Jateng saat itu, Moe- nadi. Kompleks GOR Jawa Tengah 
kini sudah lenyap, berubah menjadi Mal Ciputra dan Ho- tel Ciputra. Ketika 
kompleks GOR Jateng “dijual” oleh Pemda Provinsi Jateng tahun 1990-an, PWI 
Ca- bang Semarang, yang sudah menjadi PWI Ca— bang Jawa Tengah, 
berpindah kantor ke se~ buah ruangan sempit di tribun Gelora Trilom- ba Juang. 
Namun setahun kemudian memper- oleh dua ruangan yang lumayan lebar di 
ge~ dung pusat administrasi GOR tersebut. Ter- akhir, kantor pindah lagi ke 
ruko Puri Anjas- moro, tahun 1993, yang menjadi kantor perma- nen hingga 
sekarang. Gedung itu pemberian Pemda Jateng dan Pemda Kodya Semarang. 


510 Pwi cabang kaltim Pengurus PWI Cabang Jawa Tengah Periode 2005-2009, 
Ketua : Sasongko Tedjo (Suara Merdeka) WakaBid. : Drs. Hendro Basuki 


Organisasi (Suara Merdeka) Waka Bid. : Ir. Sriyanto Saputro Pembelaan 
Wartawan (Wawasan) WakaBid. : Drs. Sosiawan Pendidikan 
(Wawasan) Waka Bid. : Isdiyanto Kesejahteraan (Kedaulatan Rakyat) 


Sekretaris : Drs. Jayanto Arus Adi (Wawasan) Wakil Sekretaris : Drs. Eko Hari 
Mudjiharto Bendahara : Drs. Agung Susatyo (RRI Madya Semarang) Wakil 
Bendahara : Totok Marwoto (LKBN ANTARA), (Drs. H. Sutrisna) Persatuan 
Wartawan Indonesia Cabang Kalimantan Timur, Dibentuk pertama kali tanggal 
24 Mei 1956 dengan kepengurusan, A.A. Adwidjaja (Ketua), M. Saleh Djaja (Wakil 
Ketua), Hiefnie Effendy (Sekretaris), dan Asmuransjah (Bendahara). Pengurus ini 
dilengkapi tiga pembantu yaitu Burhan Dachlan, M. Ardin Katoeng, dan Sjachrani 
Safei, dengan jumlah anggota 32 orang yang tersebar di Samarinda dan 
Balikpapan. Tapi karena dibentuk tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan yang 
terdapat di dalam AD/ART PWI, maka kepengurusan ini tidak diakui oleh PWI 
Pusat (surat jawaban PWI Pusat No. 2/11/59 tanggal 2 Februari 1959, yang 
ditandatangani Sekjen PWI Pusat, Mawardi). Sebelas tahun kemudian berhasil 


dibentuk PWI Perwakilan Samarinda dengan kepengurusan, Hiefnie Effendy 
(Ketua), Sarman Bakrie (Wakil Ketua), M. Ardin Katoeng (Sekretaris), Gusti Sabri 
Amin (Bendahara). Masa jabatan pengurus baru tersebut berlaku dua tahun (10 
Desember 1970 s.d. 10 Desember 1972). Kepengurusan periode berikutnya 
dengan masa bakti dari tanggal 19 Februari 1973 s.d. 19 Februari 1975, dan 
masa bakti 1976 s.d. 1980. Pada dua periode lanjutan ini Hiefnie Effendy terus 
dipercaya sebagai ketua. Pada tahun 1981 PWI Perwakilan Samarinda naik status 
menjadi PWI Cabang Kalimantan Timur (Kaltim). Peningkatan status ini diperoleh 
pada saat berlangsung Konferensi Kerja Nasional PWI di Banjarmasin. Hiefnie 
Effendy masih memimpin hingga tahun 1982 atau setelah PWI Perwakilan 
Samarinda ditetapkan menjadi PWI Cabang. Hiefnie Effendy merupakan tokoh 
perintis berdirinya PWI Cabang Kalimantan Timur, dan ia pula yang 
memasyarakatkan organisasi ini di Provinsi Kaltim. Tahun 1982 dibentuk 
kepengurusan baru yang menetapkan H.M. Saleh Djaja sebagai ketua dan 
Nasrullah sebagai sekretaris. H.M. Saleh Djaja menjabat selama dua periode 
hingga terbentuk kepengurusan masa bakti 1990-1994 yang menetapkan H.M. 
Fuad Arieph sebagai ketua dan Syaffuddin Pernyata sebagai sekretaris, yang 
menjabat selama dua periode. Pada masa kepemimpinan H.M. Saleh Djaja , 
Kaltim menjadi tuan rumah Kongres PWI XVIII di Samarinda dan mengusulkan 
Gubernur Kaltim, H.M. Ardans S.H., sebagai anggota kehormatan PWI Kaltim. 
Tahun 1999 dibentuk kepengurusan masa bakti 1999-2005. Pemilihan ini 
menetapkan Sofyan Masykur sebagai ketua, dan Achmad Bintoro sebagai 
sekretaris. Melalui hasil Konfercab PWI Kaltim, 26 November 2005, terbentuk 
kepengurusan masa bakti 2005-2009 yang menetapkan H. Maturidi sebagai 
ketua, dan Achmad Bintoro sebagai sekretaris. 


pwi cabang lampung 511 Susunan pengurus PWI Cabang Kaltim masa bakti 
2005-2009 adalah: Penasehat : H.M. Fuad Arieph, H.Tatang Dino Herro, Drs.H.S. 
AIwYAS, H. Aan R. Gustam, H. Syaffuddin Pernyata, Dewan Kehormatan Daerah : 
H.A. Sofyan Masykur, S.H., H. Sudin Hadimulya, H. Maman Saputra. Pengurus 
Harian Ketua : Ir. Maturidi WakaBid. Organisasi : Sardi Ary WakaBid. 
Pembelaan Wartawan : Drs. Andik Riyanto Waka Bid. Pendidikan : H. 
Syahrium Djafar, B.A. WakaBid. Kesejahteraan : Intoniswan, S.E. Sekretaris 

Drs. A. Bintoro Wakil Sekretaris | : Ir. Hadri Wakil Sekretaris II: H. Zamroni 
Bendahara : Drs. M. Roghib Wakil Bendahara : Iwan Setiawan Persatuan 
Wartawan Indonesia Cabang Lampung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 
Cabang Lampung berdiri pada tahun 1965. Para wartawan sejak tahun 1950-an 
sudah menginginkan wadah untuk berkumpul, sejak Provinsi Lampung masih 
merupakan bagian dari Sumatera Selatan, tetapi memang tidak mudah untuk 
mewujudkannya. Para pendiri PWI Lampung harus berusaha menyingkirkan lebih 
dulu perbedaan di antara mereka sendiri. Pada tahun 1950-an puluhan pemuda 
daerah ini mengikuti kursus kewartawanan di Yogyakarta, Semarang, dan 
Bandung. Setelah lulus, mereka kembali ke daerahnya dan sepakat membentuk 
Persatuan Pelajar Wartawan Indonesia (PPWI). Ismet Ismail terpilih menjadi ketua 
| dan Anang Hoesin menjadi ketua II. Perkumpulan ini bertahan hingga tiga 
tahun. Seperti organisasi pers pascareformasi, beberapa anggota PPWI “desersi" 
membentuk organisasi baru yakni Ikatan Pelajar Wartawan Indonesia (IPWI) 


Lampung. Konon, PPWI dan IPWI kerap berseteru soal eksistensi dan idealisme 
masing-masing. Mereka yang tak bergabung di PPWI dan IPWI membentuk 
Jajasan Pers dan Djoernalistik (Yaperda). Yaperda ingin menyamakan persepsi 
antara kedua organisasi wartawan tersebut. Yang terjadi, perseteruan 
antarwartawan makin seru. PPWI maupun IPWI sama-sama mengklaim 
organisasinya yang betul-betul wadah profesi wartawan. Keduanya saling 
mengumumkan kepada narasumber agar tak melayani wartawan kompetitornya. 
Residen Lampung Raden Muhammad (1955-1956) turun tangan. Untuk 
mendamaikan PPWI dan IPWI, dia memberikan sebidang tanah seluas 700 m2 
berikut bangunan untuk Balai Wartawan Durian Payung yang kini dikenal dengan 
nama Balai Wartawan Solfian Akhmad di Jalan A. Yani No. 7, Durian Payung, 
Bandar Lampung. Kepala Djawatan Penerangan Kota Besar Tandjoengkarang- 
Teloekbetoeng, Zainal Abidin Daud, minta Japerda mengundang seluruh 
wartawan daerah ini (30 orang) untuk membentuk wadah baru bagi wartawan. 
Hadir pada pertemuan tersebut Ismail Arief (Komisariat PWI Cabang Palembang) 
dan H. Barlian Effendy (PPWI). Para peserta rapat sepakat membentuk Persatuan 
Wartawan (Pewarta). Larai Bustami terpilih sebagai ketua | dan Lukman 
Sudinsebagai ketua II. Japerda lalu menyerahkan inventaris tanah, bangunan 
Balai Wartawan, mesin cetak hand press, piano, dan lain-lain kepada Pewarta. 
Sayangnya, Pewarta tetap tidak mampu mencairkan ego para wartawan. 


512 persaudaraan - persbredel - persbredel ordonnantie PWI Pusat akhirnya 
mengesahkan perubahan dari PWI Perwakilan Lampung menjadi PWI Cabang 
Lampung pada tanggal 29 Mei 1970. Solfian Akhmad terpilih menjadi ketua 
sampai tahun 1972. Dia digantikan Muhaimin Kohar (1972-1974), Solfian 
Akhmad kembali dipercaya menjadi ketua tahun 1974-1990. Pada periode 1990- 
1994 Martubi Makki menggantikan Solfian Akhmad. Sedangkan Agus S. 
Soelaeman terpilih menjadi ketua periode 1994-1998, dan M. Harun Muda 
Indrajaya, BSc, MBA menjadi ketua periode 19982002. Solfian Akhmad pendiri 
Lampung Post, Agus S. Soelaeman mantan kepala Kantor Berita ANTARA 
Lampung, sedangkan M. Harun Muda Indrajaya pendiri SKM Tamtama dan 
Lampung Ekspress Plus. (Tim EPI/Wid: Sumber: Buku Putih Pers Antara Idealisme 
& Euforia, Terbitan PWI Cabang Lampung, 2002). 

Persaudara'an Suratkabar Terbit di Gorontalo, yang 
dulunya termasuk wilayah Sulawesi Utara. Suratkabar ini dicetak Gorontalosche 
Drukkerij Yo Un An, Gorontalo. Nomor perdananya terbit pada Rabu, 1 
September 1926 dan harga langganannya 2,50 gulden untuk Hindia dan 3,50 
gulden untuk luar Hindia. K. Ponamon bertindak selaku “Madjelis-Karangan dan 
MenanggoengDjawab”. Persaudara'an salah satu sendi perjalanan pers Sulawesi, 
khususnya Gorontalo. Suratkabar yang terbit dua kali dalam sebulan ini punya 
tiga kekuatan, yajtu persuasi untuk membangkitkan semangat saling menolong, 
unsur nasionalisme, dan nilai kultural Islam. Selaras dengan namanya, 
Persaudara'an memang cenderung persuasif. la membujuk dan memengaruhi 
pembaca untuk sekadar melongok kejadian-kejadian di luar Celebes, mulai dari 
musibah, perkumpulan, hingga pemberontakan. (Tim EPI/KG. Sumber: Tunggul 
Tauladan/Indonesia Buku/Jurnas) Persbredel Pembredelan pers atau pelarangan 
penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara 


paksa atau melawan hukum pada zamannya. Sejarah pembredelan pers di 
Indonesia bermula pada awal abad XVIII, sama tuanya dengan usaha 
menerbitkan koran pertama di Hindia Belanda. Ketentuan pasal dalam 
Regenings Reglement (Peraturan Pemerintah) tahun 1854 memberi kewenangan 
pada Pemerintah Hindia Be-landa untuk mengawasi pers. Selanjutnya hak 
kontrol tersebut diperkuat dalam Undang-Un- dang Pers (Drukpersreglement) 
1856. Undang- Undang Pers 1856 ini mewajibkan para pen- cetak dan penerbit 
menyerahkan semua salin— an karangan kepada pejabat hukum sebelum 
diterbitkan. Pada masa itu pemimpin redaksi koran terbesar di Batavia, Java 
Bode (1852- 1858) dan Soerabaja Courant (1833-1859) mengkritik Undang 
Undang Pengendalian Pers dan menolak memberikan naskah tulisannya sebelum 
terbit, tetapi Pemerintah tetap bertin- dak tegas, naskah harus diserahkan. Pada 
tahun 1903 tekanan Pemerintah ter- hadap pers dialami oleh Redaktur 
Nieuwsblad, J.F. Scheltema sehingga mengundurkan diri sebelum dipecat. 
Melalui proses sidang peng- adilan ia dihukum penjara tiga bulan karena 
tulisannya yang tajam mengkritik sikap Peme- rintah dalam politik candu. 
Persbredel yang pemah berlaku pada masa lalu itu dikhawatirkan oleh kalangan 
pers da- pat dihidupkan kembali melalui revisi Undang Undang Pers No. 40 
Tahun 1999. Pasal 4 ayat (2) UU Pers No. 40/1999 tentang Pers mene- gaskan 
terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau 
pelarangan penyiaran. (Tim EPI/NH) Persbredel Ordonnantie Peraturan mengenai 
pers di Indonesia per~ tama kali dibuat oleh pemerintah kolonial. Kemudian 
peraturan pers ini dicabut oleh Pe- 


pers kampus - pers lokal - pers perjuangan 513 merintah Republik Indonesia 
pada tahun 1954 berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1954 karena 
dianggap bertentangan dengan pasal 19 dan 33 UUDS.(Tim EPI/NH) Pers Kampus 
Pers kampus atau pers mahasiswa. Hidup dan sejalan dengan adanya paham 
kebebasan pers pada masa liberalisme, selain pers umum. Pada tahun 1950 pers 
kampus lahir di berbagai kota di Indonesia dan pada tanggal 8 Agustus 1955 
diselenggarakan Konferensi I Pers Mahasiswa Indonesia yang melahirkan dua 
organisasi pers mahasiswa yaitu Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) dan 
Serikat Pekerja Pers Mahasiswa Indonesia. (Tim EPI/NH) Pers Lokal Istilah pers 
lokal di Indonesia semakin populer ketika Bangsa Indonesia memasuki era 
reformasi dan desentralisasi atau otonomi daerah mulai tahun 1998. Dengan 
tidak adanya SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) maka pertumbuhan pers 
nasional bak jamur di musim hujan. Jumlah perusahaan penerbitan pers yang 
hanya mencapai 289 pada masa Orde Baru, pada era reformasi menjadi lebih 
dari 2.000 perusahaan meskipun belakangan sebagian besar berguguran 
sehingga tinggal sekitar 800 perusahaan. Dari jumlah itu.sebagian besar berada 
di daerah-daerah baik di ibu kota provinsi maupun di daerah-daerah tingkat II 
(kota/kabupaten). Pada umumnya sebagian besar sajian atau isi pers lokal itu 
berorientasi pada kebutuhan informasi masyarakat setempat. Sumber-sumber 
pemberitaan pun kebanyakan adalah mereka yang tinggal di daerah setempat. 
Hanya sedikit saja materi berita atau tulisan yang berasal dari tingkat nasional 
atau internasional. Seiring dengan itu sebagian besar pembaca atau 
pelanggannya pun adalah masyarakat setempat. Oleh karena itu sebagian besar 


iklannya pun berasal dari masyarakat atau pengusaha-pengusaha lokal. Prof. Dr. 
Deddy Mulyana, MA, dalam bukunya Komunikasi Populer, Kajian Komunikasi dan 
Budaya Kontemporer (Penerbit Putaka Bani Ouarisy, Bandung, 2004), 
mendefinisikan pers lokal sebagai pers yang dibangun oleh dan untuk orang- 
orang lokal. Lokal di sini dapat berarti satu kota, kabupaten, atau provinsi, atau 
wilayah yang dihuni suatu kelompok suku, dalam suatu wilayah geografis yang 
lebih besar. Bahasa pers lokal bisa saja bahasa nasional atau bahkan bahasa 
daerah, sejauh bahasadaerah tersebut masih diapresiasi oleh masya rakat 
yang bersangkutan. Fungsi pers lokal pada dasarnya adalah untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, apakah itu kebutuhan dari se- gi 
pendidikan, informasi, atau hiburan. Akan tetapi, fungsi pers lokal yang 
terpenting adalah untuk membangun dan mengembangkan ja- tidiri (identitas) 
masyarakat lokal tersebut, katakanlah masyarakat Sunda. Dalam konteks ini, 
identitas yang bersifat kolektif tersebut tidak terlepas dari pengaruh budaya 
masya— rakat bersangkutan. Adapun fungsi-fungsi pers tadi bisa tetap sama, 
yakni untuk mendidik, memberi infor- masi, dan memberikan hiburan. Namun 
sub- stansi pers tersebut harus disesuaikan dengan identitas dan budaya yang 
hendak dibangun tadi. Dalam konteks inilah kita harus menya- dari pentingnya 
memiliki pandangan yang tepat mengenai apa yang disebut dengan ja- tidiri 
dan budaya. (Tim EPI/Wid) Pers Perjuangan Sistem pers yang tumbuh dan 
berkembang pada zaman Hindia Belanda, bercorak na- sional dengan 
menyebarluaskan maksud dan tujuan kaum pergerakan kemerdekaan. 


514 pertja barat - perwajahan suratkabar Sejak lahirnya, pers Indonesia adalah 
pers perjuangan, berjuang melawan ketidakadilan, ketidakbenaran, menuntut 
kejujuran, serta pengakuan martabat dan derajat bangsa Indonesia. Pers mampu 
mengintegrasikan diri dengan rakyat, mengemban amanat suara massa dan 
merefleksikan aspirasi rakyat. Pers adalah pejuang nasional. (Tim EPI/NH) Pertja 
Barat Suratkabar Nama “pertja barat", bermakna “pulau 
di sisi barat” atau Sumatra Barat. Pemaknaan itu berasal dari tempat penerbitan 
suratkabar Pertja Barat di kota Padang, pada tahun 1931. Pertja Barat dipimpin 
oleh Dja Endar Moelja (pemimpin redaksi), dibantu Dja Endar Bongsoe 
(redaktur), dan administrasi H.A. Gani. Koran ini beredar pada hari Selasa, Jumat 
dan Sabtu. Suratkabar dengan slogan “Orgaan dari Segala Bangsa” tersebut, 
diterbitkan badan Penerbit “Pertja Dagblad” dengan format tabloid. Isi Pertja 
Barat, sebagian besar adalah perihal pendidikan. Selain itu, suratkabar ini juga 
memuat artikel ringan, cerita pendek dan cerita bersambung. (Tim EPI/TS: 
Sumber: Perpusnas) Perwajahan Suratkabar Proses pembuatan suratkabar yang 
disebut juga tata letak ini adalah proses mengatur penempatan berbagai unsur 
komposisi, seperti huruf teks, garis-garis, bidang-bidang, gambar-gambar dan 
sebagainya. Layout berarti memberi kesempatan kepada layouter dan 
langganannya untuk melihat pekerjaan mereka sebelum dilaksanakan. 
Peningkatan biaya oleh karena pengulangan penyusunan dan pembetulan dapat 
dicegah. Pewujudan umum dari sebuah layout harus sesuai dengan cetakan 
kemudian. Gaya huruf dan ukurannya, bentuk komposisi, warna, ukuran dan 
macam kertasnya harus dengan jelas ditampakkan pada sebuah layout. Sebuah 
layout selalu perlu dan menolong untuk menilai dan melaksanakan pekerjaan 


lebih cepat. Jangan sekali-kali memulai menyusun sebelum segalanya jelas. 
Kalau tidak dibutuhkan suatu layout, atau kalau pekerjaan-pekerjaan kecil saja, 
biasanya cukup dibuatkan sebuah sketsa kasar bagi si pengeset dan layouter. 
Sketsa ini dapat dibuat dengan pensil. Kepala-kepala karangan harus disket; 
bagan teks dapat diperlihatkan dengan garis-garis pensil yang sederhana. 
Kepala-kepala karangan, gambar-gambar atau unsur-unsur cetak yang lain, 
harus dibuatkan cetak percobaan yang ditempelkan pada sketsa itu. Selalu 
harus dibuat beberapa sketsa kasar lebih dahulu, dan nantinya yang terbaik 
dapat dipilih untuk pekerjaan kita. Kalau ada sketsa atau suatu gagasan yang 
dipilih, teks atau naskah dan unsur-unsur lain- nya dapat disusun, dibuat suatu 
cetak-per- cobaan, dipotong dan kemudian ditempatkan pada sehelai kertas 
(sesuai ukuran sesungguh- nya). Unsur-unsur ini dapat digeser-geser ke mana 
saja dikehendaki sampai ditemukan sua- tu hasil (komposisi) yang memuaskan, 
lalu dilekatkan di tempatnya (dengan lem). Layout yang dimaksudkan bagi si 
lang- ganan harus dikerjakan lebih hati-hati. Seti- dak-tidaknya baris-baris 
utama harus disusun dan dilekatkan bersama dengan unsur-unsur yang lain. 
Harus digunakan bentuk huruf yang betul serta ukurannya, wama-wamanya, 
garis- garis, gambar-gambar. Kalau ada persetujuan dari langganan, harus 
dikerjakan apa yang disebut “camera ready layout", yaitu komposisi yang siap 
un— tuk difoto di mana semua teks harus disusun (dalam rupa cetak-percobaan) 
dan ditempel- kan pada selembar kertas - semuanya dalam ukuran seharusnya 
(sesuai dengan ukuran bidang cetak) -. Unsur-unsur seperti garis- garis, simbol- 
simbol, gambar-gambar garis harus ditempatkan secermat mungkin. Gam- 


perwajahan suratkabar 515 bar-gambar halftone (foto) cukup disebutkan saja, 
dengan diberi bingkai batas gambar sesuai dengan nomor foto modelnya. Film 
dari gambar halftone akan ditambahkan nantinya pada montase (mounting). 
Semua instruksi seperti pembesaran atau pengecilan, negatif atau positif, 
macam warna, ukuran raster, harus ditulis untuk memberi kepastian dalam 
proses reproduksi dan montase, sehingga terhindar kesalahan-kesalahan. 
Sebuah layout adalah memuaskan kalau pertanyaan-pertanyaan berikut ini 
dapat dijawab secara positif. 1. apakah hasilnya sesuai dengan maksud 
pekerjaan (misalnya sebuah poster untuk advertensi)? 2. apakah pekerjaan itu 
memiliki keaslian tertentu? 3. apakah komposisi dikerjakan dengan baik? 4. 
apakah pilihan bentuk, jenis huruf, warna dan kertas sudah merupakan 
suatu kesatuan? 5. apeikah bahasa yang dipakai sudah baik dan tanpa 
kesalahan? 6. apakah pekerjaan tersebut menampilkan rupa yang umum 
dan bagus? Tipografi Masing-masing huruf merupakan bagian individual dalam 
alfabet. Bentuk dasar huruf tidak dapat diubah. Sedangkan variasi bentuknya 
sangat banyak jumlahnya. Jenis huruf baru selalu dirancang sebagai hasil tehnik 
produksi yang lebih progresif atau sebagai adaptasi daripada mode dan gaya. 
Huruf-huruf secara tersendiri berbeda dalam bentuk, ukuran, berat, kelebaran 
dan miringnya. Bentuk Kita pisahkan di antara dua grup bentuk huruf cetak: jenis 
huruf dengan kait atau serif - misalnya Garamond atau Bodoni - dan yang tanpa 
kait atau sans-serif - antara lain Univers dan Futura. Ada cukup pilihan dari 
berbagai jenis tersedia dalam kedua grup ini. Alfabet sans-serif berikut ini adalah 
yang terbanyak dipakai dewasa ini: Univers, Monotype, Futura, Gill, Folio dan 


Helvitica. Perkembangan yang terakhir adalah OCR (Optical Character 
Recognition). Alfabet OCR adalah suatu seri tanda-tanda yang di satu pihak, 
secara teliti dan mudah dapat dibaca oleh alat pembaca elektronis dan, di lain 
pihak juga dapat dibaca oleh manusia. Huruf-huruf ini sangat mirip dalam 
bentuknya dengan hurufhuruf sans-serif yang tekenal itu. Alfabet sans-serif 
dapat diperoleh untuk keperluan set tangan, set mesin, set fotografis, dan set 
cahaya. Tetapi hendaknya ingat, bahwa sekalipun dalam satu jenis huruf yang 
sama, bentuk teknik yang dipergunakan berbedaan; misalnya Univers 10 punt 
roman pada set timah berbeda dengan Univers 10 punt roman pada set 
fotografis! Ukuran Pada set timah, foto atau cahaya, ukuran diatur menurut punt 
atau mm ataupun inci. Ukuran punt yang paling umum adalah di antara 6 dan 72 
punt.Pada set fotografis untuk jumlah kecil atau untuk judul-judul, ukuran dapat 
diatur dalam proses yang sama, huruf-huruf secara indivi— dual dibuat lebih 
besar atau lebih kecil secara proporsional. Pada set timah huruf-huruf punya 
propor- si khusus untuk setiap ukuran, misalnya, hu~ ruf-huruf kecil lebih lebar 
(berspasi lebih be— sar) daripada huruf yang besar. Pembesaran atau pengecilan 
secara fotografis daripada set timah oleh karenanya harus dihindarkan. Berat 
dan lebar huruf Selain ukuran besar, huruf-huruf juga ber- beda dalam berat 
dan lebarnya. Dengan berat huruf dimasukkan berbagai ketebalan garis— garis 
huruf dalam hubungan dengan spasi, sem dangkan tingginya tetap. Berat huruf 
dinilai sebagai tipis sekali, ti— pis, normal, setengah tebal, tebal dan sangat 
berat. Namun demikian tidak ada keseragaman standardisasi. Lebar huruf 
adalah ukuran bagian luar 


516 perwajahan suratkabar yang vertikal daripada huruf-huruf. Ukuran ini ada 
dalam proporsi tertentu sepadan dengan berat garis-garis huruf dan spasi bagian 
dalam. Tingginya tetap. Kemiringan huruf Sebagai tambahan pada huruf-huruf 
yang tegak, yakni huruf-huruf yang tegak-lurus (90 derajat) pada garis dasarnya, 
juga dapat diperoleh huruf miring. Huruf-huruf miring condong ke satu arah. Di 
dalam sistem huruf yang direncana baik, selalu ada huruf miring untuk setiap 
variasi daripada huruf yang tegak. Dalam hal ini huruf tegak dan miring dapat 
digabungkan sebagaimana dikehendaki. Mencampur berbagai jenis huruf Setiap 
penyusun harus tahu karakteristik dari jenis-jenis huruf. Hanya kalau masing- 
masing jenis huruf dikenali (kekhasannya), mereka dapat dipakai dan 
dicampurkan dengan serasi. Pedoman pokok dalam mencampurkan jenis-jenis 
huruf adalah JANGAN MENCAMPUR LEBIH DARI PADA 2 JENIS HURUF YANG 
BERLAINAN. Layout yang terbersih adalah apabila hanya satu jenis huruf atau 
satu famili huruf dipakai. Jenis huruf gaya lama (Garamond, Baskerville) tak 
pernah dicampurkan dengan jenis huruf Roman (Bodoni). Kedua huruf gaya lama 
ini bentuknya seperti tulisan dan menggunakan serif yang miring “slanting 
serifs"), sedang huruf Roman nampaknya seperti dikerutkan dan menggunakan 
serif horisontal. Jenis huruf Egyptian dapat dipakai sebagai kepala karangan bagi 
jenis huruf Roman, karena serif-nya juga horisontal. Pencampuran kedua jenis 
huruf dalam teks harus dihindarkan sebab tinggi kedua jenis huruf itu berbeda 
pada besar badan huruf yang sama. Jenis huruf Grotesque - sans serif - (Univers, 
Futura) tidak dapat dicampurkan dengan jenis huruf Roman. Grotesque hanya 
dapat dipakai sebagai kepala karangan, sementara jenis huruf Roman dipakai 


sebagai teks dengan ukuran huruf yang lebih kecil. Jenis huruf Tulisan Inggris 
(English Script) dapat dicampur dengan baik dengan jenis huruf Roman, karena 
keduanya terdiri dari garisgaris halus dan tebal. Namun akan nampak tidak 
bagus kalau dicampurkan dengan jenis huruf Grotesque (sans serif). 
Pencampuran hanya mungkin kalau huruf Grotesque dipakai dalam ukuran 
normal dan kecil. Jenis huruf yang lain harus dicampur sesuai dengan bentuk dan 
tingginya. Jenis huruf dengan perubahan ketebalan garis-garisnya dapat 
bercampur baik dengan jenis huruf lama. Sedang jenis huruf dengan garis-garis 
yang seimbang dapat bercampur lebih baikdengan huruf Grotesque. Berbagai 
jenis huruf juga harus sesuai dengan unsur-unsur cetakan lainnya seperti simbol- 
simbol, gambar-gam-— bar dan garis-garis. Kata Kata merupakan kombinasi 
daripada hu~ ruf-huruf tunggal. Huruf-huruf ini ditempatkan bersama 
sedemikian untuk menjadi kata yang diucapkan dengan cara dituliskan. Ejaan 
yang benar sebuah kata dikenal seperti halnya de- ngan bentuk huruf. Maka 
huruf-huruf harus dipelajari tentang kekhasan visualnya masing- masing dan 
diatur dengan jarak yang benar satu dari yang lain. Dengan huruf-huruf timah 
yang biasanya diperdagangkan, dan sebagian pada photocomposing, jarak 
antara huruf-hu- ruf sudah teratur, sehingga dengan begitu sem tiap kombinasi 
yang mungkin antara huruf yang satu dengan yang berikut dapat teratur secara 
otomatis. Koreksi dengan tangan bi- asanya tidak diperlukan. Pada huruf-huruf 
yang besar (di atas 12 punt) dan huruf-huruf judul, ketidakseragam- an yang 
disebabkan oleh teknik terlihat jelas. Spasi yang terlalu besar atau terlalu kecil 
me~ merlukan koreksi. Huruf-huruf tuang hanya dapat didekat- kan satu 
dengan yang lain sejauh besar badan huruf (body size) memungkinkan. Jarak 
yang terlalu kecil dapat diperbesar dengan diberi spasi yang tipis. 


perwajahan suratkabar 517 Pada photocomposing untuk kepala-kepala 
karangan, huruf-huruf dapat disusun saling mendekati atau saling menjauhi satu 
dengan yang lain menurut kehendak kita. Baris Baris terdiri dari kata-kata yang 
diatur satu di belakang yang lain. Di antara kata-kata ada jarak antar kata. Pada 
set timah, seperti juga pada set foto dan set film, jarak-antar-kata yang 
minimum sampai ke yang maximum dapat diperoleh. Sebuah baris harus 
memiliki koherensi optis, yaitu bahwa kata-kata harus dapat dengan jelas 
dikenali dan yang satu tidak terbaur dengan yang lain. Juga sama pentingnya 
bahwa kata-kata itu tidak saling terpisahkan secara seenaknya sehingga spasi- 
spasi yang ada mengganggu kelancaran membaca. Spasi yang normal antara 
kata-kata adalah sebuah ukuran yang tetap dan secara teratur diulangi. Sebagai 
jarak dasar untuk ukuran huruf 6-12 punt spasi 1/3 em-guad harus dipakai. 
Untuk huruf-huruf yang besar (huruf judul) ketidakteraturan jarak-antar-kata 
akan nampak. Ini harus dikoreksi secara optis sesuai dengan bentuk dari huruf- 
huruf pertama dan terakhir daripada kata yang berikutnya. Kolom Sebuah kolom 
terdiri dari sejumlah baris dengan lebar tertentu. Dari praktik ternyata bahwa 
lebar kolom pada kebanyakan majalah atau brosur adalah 5-7 kata dengan 
sekitar 610 huruf per kata. Pada koran jumlah kata per baris dalam satu kolom 
lebih sedikit lagi, sedangkan pada buku-buku lebih banyak. Jumlah yang dapat 
terbaca dengan mudah menurut pengalaman dalam sebuah baris 40-60 huruf. 
Baris yang lebih panjang sulit dibaca. Sebagai tambahan ketentuan tentang 


lebar kolom, jarak antar baris dari garis dasar ke garis dasar harus juga 
ditentukan tanpa interlini atau dengan interlini. Jarak antar baris biasanya diukur 
dalam punt, misalnya untuk huruf dengan ukuran 9 punt diberi interlini 1 punt - 
ditulis 9/10 punt. Garis Garis adalah unsur cetak yang penting, dan karena 
kekuatan rupanya maka garis harus dipakai dengan hati-hati. Garis dapat 
membagi sebuah teks, mengelompokkan dan juga dapat menghubungkan 
kelompok-kelompok teks. Juga dapat dipakai sebagai bingkai dan sebagi hiasan. 
Garis-garis yang dipakai harus dapat serasi dengan jenis huruf yang digunakan - 
untuk huruf-huruf Roman dan yang “kuno” baik dipakai garis yang halus; untuk 
huruf Grotesque dipakai garis-garis setengah tebal. Ornamen Ornamen hanya 
kadang-kadang dipakai dalam tipografi modern. Mungkin saja menggunakannya 
untuk bahan cetakan pribadi dan pekerjaan-pekerjaan dekoratif seperti ijazah. 
Ornamen yang dipakai juga harus dicampur baik-baik dengan unsur-unsur cetak 
yang lain.Bidang cetak Bidang-bidang dapat dicetak sebagai bidang berwarna 
(sebagian dasar). Bisa juga diberi raster atau mengandung unsur-unsur yang 
“negatif". Bidang yang dicetak mencer- ahkan setiap layout dan merupakan 
sarana yang termurah apabila menggunakan warna kedua. Bidang yang dicetak 
ini hendaknya tidak terlampau luas, tidak terlalu berat dalam warna dan harus 
sepadan dengan unsur-un— sur lain dalam cetakan. Bila memakai garis negatif, 
huruf Gro- tesgue adalah lebih baik, sedang jenis huruf kuno dan Roman dalam 
ukuran lebik kecil sukar untuk dicetak negatif. Penggunaan foto dan gambar 
garis Foto-foto dan gambar-gambar garis adalah unsur-unsur disain yang paling 
banyak dipakai. Gambar-gambar (dalam hal ini baik foto-foto, lukisan maupun 
gambar-gambar garis) dapat mengungkapkan sesuatu hal dengan lebih cepat 
dan sering kali lebih baik dari pada teks. Gambar-gambar digunakan mana kala 
seseo— rang ingin mengiklankan dan menjual sesuatu 


518 perwajahan suratkabar barang/jasa seperti dalam prospektus atau 
advertensi dalam harian atau majalah. Tfetapi gambar-gambar juga digunakan 
untuk buku-buku sebagai ilustrasi dan untuk menjelaskan teks dan sering kali 
hanya sekedar demi keindahan layout dan wajah yang lebih bagus. Foto-foto 
Untuk memungkinkan mencetak foto, maka ketika membuat reproduksi dari 
original foto dengan film-grafik harus dipakai tirai raster (screen). “Ukuran" 
screen, yaitu ukuran sekian banyak titik per sentimeter (48/cm, 54/cm atau 
60/cm, ditentukan oleh jenis kertas yang akan dipakai. Sebelum penemuan 
fotografi, “senimanseniman” mencoba mengukir dengan detail yang sebaik- 
baiknya pada sebidang kayu atau logam sekedar memberi kesan bahwa gambar 
yang dibuatnya adalah sebuah nada lengkap (mirip seperti foto dengan warna- 
warna yang lengkap dari putih ke kelabu muda, kelabu tua, kehitam-hitaman 
dan ke warna hitam sesungguhnya). Penggunaan foto Seperti kebanyakan 
gambar, dapat dalam bentuk bujur sangkar atau empat segi yang berdiri atau 
berbaring, baik untuk harian, majalah atau buku-buku, di mana sering kali 
ukurannya disesuaikan dengan ukuran satu kolom atau lebih. Sering latar 
belakang yang ada pada sebuah foto (gambar “pemandangan di belakang potret 
seseorang tokoh, misalnya) dihilangkan. Ini dapat dikerjakan pada negatif film- 
grafik. “Tindakan” ini dilakukan untuk membuat agar bagian yang terpenting 
lebih menonjol atau agar obyek pokok lebih nampak hidup. Untuk keperluan 


katalog sering dipakai gambar berwarna, dan sering kali (malahan hampir selalu 
latar belakang yang ada pada gambar tersebut dihilangkan serta diganti dengan 
latar belakang baru (sering kali berupa warna-warna yang cerah) agar semua 
gambar yang ada nampak seragam. Pekerjaan penggantian latar belakang itu 
dilakukan ketika membuat pemisahan warna (colour-separation). Gambar- 
gambar juga dapat dipakai dalam berbagai bentuk seperti segiempat dengan 
sudut bulat, segitiga, lingkaran atau oval dan lain sebagainya. Semuanya ini 
sekedar membuat gambar itu lebih menarik. Semuanya ini, yaitu “pembentukan” 
gambar, dikerjakan setelah negatif film reproduksi dibuat: ketika membuat film 
positifnya, dipakai cadar (mask) yang punya lobang menurut bentuk dan ukuran 
yang dikehendakinya. Foto juga dapat dipakai sebagai judul: dalam hal ini teks 
gambar atau judul ditempatkan di dalam gambar sebagai baris-barishuruf putih 
(negatif) di atas latar gambar yang gelap atau sebagai baris-baris huruf hitam 
(positif) pada latar gambar yang lebih cerah. Huruf-huruf teks yang putih, pada 
foto hi- tam-putih atau pun warna, dapat diisi dengan warna. Bagian utama atau 
keseluruhan foto hi- tam-putih dapat didasari dengan warna untuk membuatnya 
lebih menarik atau apabila su- atu “suasana" tertentu diperlukan. Misalnya, 
sebuah foto hitam-putih yang diberi dasar me- rah memberi suasana dalam 
kamar gelap. Untuk memberi pandangan menyeluruh tentang sesuatu, sering 
banyak foto-foto kecil dalam ukuran seragam, atau pun dalam berma- cam 
ukuran, disusun bersama pada satu mu~ ka, atau disusun bersama untuk 
membentuk “sebuah” gambar baru. Antara masing-masing gambar dapat diberi 
garis batas putih untuk memisahkan satu sama lain. Tfetapi dapat pula disusun 
sung- guh-sungguh berimpit sehingga seolah-olah tiada batas di antara masing- 
masing. Berbagai foto dapat dibentuk dengan memotongnya dengan 
guntingan/pisau dan menggabungkannya dengan foto yang baru. Bentuk ini 
dinamakan “collage” dan digunakan untuk memperlihatkan banyak detail dari 
ke- seluruhan peristiwa atau benda. Tetapi lebih sering sekedar untuk 
membentuk gambar yang lucu (misalnya menggunakan foto kepala orang 


perwajahan suratkabar 519 untuk dijadikan kepala seekor kuda). Cara lain untuk 
memperlihatkan lebih banyak hal yang berbeda dalam satu gambar adalah 
membuat salinan beberapa foto bersama-sama (artinya satu sesudah yang lain). 
Setelah dilakukan retus (retouching) yang baik, foto-foto itu akan menghasilkan 
sebuah gambar foto yang baru. Cara ini banyak dipakai untuk iklan film. 
Penggunaan foto dengan gambar garis juga merupakan hal yang wajar dan 
umum. Ini dapat dikerjakan dengan menggambari foto nada lengkap atau 
membuat cetak kontak dari kedua macam negatif (foto dan gambar garis) 
bersama-sama. Sebuah gambar garis dalam sebuah foto dapat menolong 
mempeijelas maksud foto, atau membuat detail tertentu atau bagian tertentu 
dari foto tersebut menjadi lebih menonjol. Tetapi sering kali juga dimaksudkan 
sekedar membuat sebuah foto nampak lebih lucu. Kadangkala dapat juga 
memberi sebuah gambar atau sebagian dari sebuah gambar gaya sebuah nada 
lengkap (seolah-olah sebuah foto) dengan menggunakan tirai-raster (screen). 
Sebaliknya sebuah foto dapat juga direproduksi tidak dengan menggunakan 
raster, sehingga warna pertengahan (middle tone) hilang dan hanya tinggal 
bagian yang putih dan bagian yang hitam. Metode ini sering hasilnya di luar 


dugaan kita, maka boleh dikata merupakan hasil suatu karya yang sifatnya 
untunguntungan. Namun demikian.dapat menjadi sebuah unsur yang bagus 
untuk pembuatan layout, kalau saja hasilnya cukup memuaskan. Gambar- 
gambar garis (line drawing) Gambar-gambar garis tidak memiliki nada lengkap, 
hanya melulu merupakan gambar dengan warna hitam (yang berupa garis-garis 
tebal-tipis) dan putih (sebagai warna dasar kertas). Dulu gambar-gambar 
semacam ini harus diukirkan pada sekeping papan kayu atau sekeping papan 
logam, dan merupakan satusatunya cara untuk mencetak sebuah gambar. Di 
kemudian hari dengan alat-alat khusus “seniman-seniman" dapat menirukan 
ujud gambar nada lengkap. Dewasa ini segala bentuk gambar garis dapat 
mewujudkan garis-garis hitam pekat dan memiliki detail sampai sekecil-kecilnya 
dan sehalus-halusnya pada hasil cetakannya. Semua hasil itu sepenuhnya 
tergantung pada kemahiran pemotretannya. Gambar garis membutuhkan waktu 
yang cukup lama untuk melukisnya, dan memerlukan tangan seorang seniman; 
dengan demikian fotografi (yang dapat dikerjakan oleh hampir setiap orang) 
makin lama mengambil alihkarya sang seniman. Bidang utama gambar garis 
adalah tehnik. Semua konstruksi harus digambar lebih dulu. Ilustrasi buku, 
terutama buku-buku sekolah, sering kali merupakan gambar yang menerangkan 
teks atau hal-hal yang abstrak, yang amat sering tidak mungkin dilukiskan dalam 
sebuah foto. Dan kegunaan lain sebuah gambar garis adalah untuk mem- buat 
cartoon atau karikatur, buku-buku komik dan ilustrasi iklan-iklan. Gambar- 
gambar garis juga dapat berupa gabungan pelbagai warna: baik sudah sejak 
awal dilukiskan demikian, atau baru kemudi- an ditambahi warna pada bagian- 
bagian ter- tentu. Aspek-aspek formal Setiap orang yang berurusan dengan pe- 
rencanaan atau pelaksanaan dalam urusan cetak-mencetak harus tahu tentang 
kemung- kinan-kemungkinan dasar sebuah perwajahan. Semua unsur yang 
dipergunakan tergan- tung pada lingkungannya. Semua unsur dalam suatu 
bidang berhubungan satu sama lain. Efek timbal balik, perpaduan tegang dan 
tenggang dapat dipergunakan dengan penuh rasa dan nalar untuk memberi 
bahan cetakan suatu suasana yang sesuai dengan maksud dan tujuannya. 
Simetris dan tidak simetris Baris-baris teks dapat disusun dalam 4 cara yang 
berlainan: 


520 perwajahan suratkabar Simetris, bila teks disusun di tengah-tengah 
seimbang di kanan dan kiri sumbu vertikal. Asimetris, bila teks disusun lurus 
kanan kiri, atau hanya lurus kanan, atau hanya lurus kiri saja. Pada susunan 
simetris, jarak antara katakata adalah sama dalam semua baris. Susunan 
macam ini tidak disarankan untuk teks yang panjang. Kebanyakan dipakai untuk 
kepala karangan, judul, kartu-kartu dan barang-barang cetakan lainya yang 
dekoratif (ijazah, surat-surat berharga, dsb). Pada susunan teks asimetris, spasi 
yang timbul dalam teks dibagi merata pada setiap baris antara kata-kata. Ini 
berarti bahwa jarakantara-kata berubah-ubah dari baris ke baris (jarak antar- 
kata yang normal ditambah dengan spasi yang sisa dalam setiap baris). Susunan 
semacam ini dengan 50 atau lebih huruf per baris menghasilkan efek yang 
paling dapat diterima. Kalau dalam satu baris hanya terdapat beberapa kata 
saja, maka lobanglobang yang merata segera nampak. Susunan yang lurus ini 
merupakan bentuk yang klasik dalam menyusun buku-buku, harian-harian, 


majalah-majalah dan masih banyak pekerjaan cetak-mencetak lainnya. Dengan 
adanya inspring (baris masuk) teks sering nampak lebih jelas. Pada susunan 
asimetris yang diluruskan di kiri, baris teks selalu mulai dari kiri kolom dan 
bergerak bebas di dalam kelebaran kolom. Jarak-antar-kata semuanya adalah 
sama lebar (normal). Namun harus tetap berhati-hati, agar akhir dari setiap baris 
membentuk suatu margo yang bagus. Jenis susunan macam ini terutama dipakai 
untuk kepala karangan, keterangan gambar, programa, syair dan bahanbahan 
tabel. Susunan asimetris yang diluruskan di kanan, sukar untuk dibaca dan harus 
dipergunakan pada keadaan-keadaan tertentu saja. Kadang-kadang dapat 
memberi bahan cetakan kesan-kesan khusus. Mengatur baris-baris Untuk 
kelompok teks kecil dapat dipakai susunan simetris atau asimetris. 
Kelompokkelomopok yang terbentuk harus mempunyai proporsi panjangnya 
baris yang baik. Kelompok-kelompok yang punya ujud seperti bentuk-bentuk 
geometris - segitiga atau segiempat - kelihatan tidak wajar dan harus sedapat 
mungkin dihindarkan. Untuk semua kelompokkelompok ini adalah sangat 
penting bahwa susunan teks mendukung bentuk yang dipakai. Kelompok- 
kelompok baris Pembentukan kelompok-kelompok baris merupakan 
kemungkinan yang penting untuk membuat barang cetakan hidup dan lebih 
mudah serta lebih jelas dibaca. Teks-teks yang panjang sukar dibaca, kalau 
tanpa suatu pembagian. Kelompokkelompok itu.hanya dapat dibentuk kalau 
teksnya memungkinkan. Kekontrasan Kontras adalah perlawanan. Untuk dapat 
mengenal dan mengerti ini, perlu mengetahui kebalikannya. Ukuran sendiri saja 
adalah netral dan tidak memberi kriteria untuk suatu perbandingan. Unsur yang 
besar hanya besar dalam hubungan dengan sesuatu yang lebih kecil. Dalam 
lingkungan tipografis setiap barang cetakan harus dengan mudah dapat berbi— 
cara/menarik pandangan. Mata hanya dapat menjangkau dalam ruang yang 
terbatas dari suatu jarak tertentu. Suatu kontras yang ter~ lalu ekstrim tidak 
menarik perhatian, sebab satu bagian mengaburkan yang lain. Kontras adalah 
suatu pertolongan dalam mengatur teks dan memberi kemungkinan un— tuk 
membacanya. Isi suatu teks dapat diberi tekanan lewat kontras huruf-hurufnya. 
Kontras punya efek sebagai tanda-tanda. Proporsi Proporsi menunjukkan 
hubungan antara ukuran-ukuran. Proporsi dalam satu dimensi adalah 
perbandingan ukuran daripada baris— baris; proporsi dalam dua dimensi adalah 
per- bandingan ukuran daripada permukaan-per- 


522 Pk ojong yang berlainan harus dengan jelas dapat dibedakan antara yang 
satu dengan yang lain. Warna Setiap warna gelap (yang mengandung unsur 
hitam) dapat dipakai untuk pekerjaan tipografis, juga warna-warna yang disebut 
murni dan yang campuran. Tidak ada teks berwarna yang tidak terbaca sejauh 
ada kombinasi yang tepat dengan warna yang dengan baik dipilih untuk latar 
belakang. Warna sebagai pelengkap untuk suatu bentuk (dan untuk warna 
hitam, putih dan kelabu) berarti menambah kekuatan daya tarik visual. Batasan 
watak setiap warna sampai sekarang belum dicapai kesimpulan akhir tentang 
arti tepatnya. Namun, secara umum adalah benar bahwa warna-warna yang 
panas seperti kuning, jingga (oranye), merah punya rangsangan yang dinamis 
dan efek yang agresif. Warna-warna dingin seperti biru dan hijau memberi 
suasana tenang, lembut dan menahan diri. Warna-warna hangat mendekatkan si 
pengamat dan warna-warna dingin menjauhkannya. Kontras, proporsi dan irama 
juga memegang peranan utama dalam lingkup warna, kekontrasan warna yang 
khusus adalah panas dan dingin, cemerlang dan suram, cerah dan redup, saling 
melengkapi dan saling bertentangan. Setiap pribadi bereaksi secara individuil 
terhadap warna. Efek dari suatu warna atau kombinasi warna oleh karenanya 
selalu berlainan. Wama dapat memiliki kegunaan fungsional sebagai sarana 
mengatur susunan sebuah teks. Judul-judul, figur-figur atau bagianbagian teks 
dapat menonjol dikarenakan warna-warnanya. Penggunaan warna dapat 
menimbulkan emosi-emosi khas. Warna hitam adalah wama duka cita di banyak 
tempat, merah memperlihatkan kekuatan dan adalah agresif, simbol revolusi. 
Jenis lain penggunaan warna adalah terutama untuk maksud-maksud estetis. 


Wama harus dipakai dengan jumlah yang benar. Satu atau dua warna sudah 
cukup untuk menonjolkan sesuatu. Pemakaian warna terlalu banyak atau terlalu 
banyak unsur-unsur cetakan dalam warna, merusakkan wajah barang cetakan 
itu. Lajur tipografis Lajur tipografis adalah suatu sistem pengaturan susunan 
judul-judul, teks-teks bahan tabel dan ilustrasi. Lajur tipografis, sebagai dasar, 
tetap sama; susunan unsur-unsur tipografis dapat berubah-ubah. Sebuah 
permukaan (ukuran luas kertas) dibagi menjadi bidang-bidang yang akan dicetak 
dan yang akan tinggal kosong. Permukaan yang akan dicetak dinamai bidang 
cetak. Lajur tipografis dengan begitu membatasi susunan bidang cetak dan 
menentukan margonya. Permukaan tipografis dibagi secara vertikal dan secara 
horisontal. Unit-unit ukuran lajur tipografis. harus sesuai dengan ukuran unsur- 
unsur tipografis. Ukuran huruf dalampunt membutuhkan lajur yang diukur dalam 
punt pula. Lajur-lajur terutama digunakan dalam me- rancang majalah dan 
prospeknya, dan adalah pertolongan yang besar untuk membuat lay- out yang 
bersih dalam waktu yang singkat. (Tim EPI/KG: Sumber: Buku Perihal Cetak 
Mencetak, 1977) Petrus Kanisius Ojong Bukittinggi, 25 Juli 
1920 - Jakarta, 31 Mei 1980) Lahir dengan nama Auw Jong Peng Koen anak 
seorang pengusaha tembakau. Keti- ka ada imbauan pemerintah untuk meng- 
indonesiakan nama Tionghoa pada tahun 1968, namanya pun berubah menjadi 
Petrus Kani- sius Ojong yang sering disingkat menjadi PK. Ojong. Ojong 
melewatkan masa kecil dan rema-— janya di Payakumbuh, tempat ayahnya, Auw 
Jong Pauw. Semula ia bercita-citanya ingin 


pk ojong 523 menjadi sarjana hukum, tetapi karena ayahnya meninggal saat ia 
baru berumur 13 tahun, ia memilih belajar di Hollandsch Chineesche 
Kweekschool di Meester Cornelis (Jatinegara). Hanya beberapa tahun menjadi 
guru di Jakarta, ia berganti profesi menjadi wartawan. Hal itu selain disebabkan 
oleh kekagumannya kepada H.C. Zentgraaf dari koran Java Bode, terutama juga 
akibat pengaruh Khoe Woen Sioe, direktur Penerbit Keng Po yang menerbitkan 
majalah mingguan Star Weekly dan koran Keng Po. Khoe adalah seorang mantan 
wartawan yang berani membela kebenaran dan menentang fasisme. Khoe kelak 
menjadi semacam "bapak spiritual" bagi Ojong, yang mempengaruhi banyak 
kebijakannya dalam mengemudikan perusahaan, setelah ia menjadi salah satu 
dari dua pimpinan puncak Kompas-Gramedia. Sambil bekerja, Ojong kuliah di 
Rechts Hogeschool yang kemudian menjadi Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia. Setelah lulus, menjelang pertengahan 1951 ia diangkat menjadi 
Pemimpin Redaksi Star Weekly. Saat itu sudah 5 tahun ia menjadi wartawan di 
majalah prestisius itu, merangkap sebagai wartawan Keng Po. Tidak kurang dari 
Sutan Sjahrir dan Moh. Hatta menulis di majalah umum itu. Namun, menjelang 
akhir 1961, Star Weekly diberangus Pemerintah Soekarno karena dianggap tidak 
sejalan dengan penguasa masa itu. Sementara itu "adik” Star Weekly, KengPo 
yang dipimpin Inyo Beng Goat sudah lebih dulu dibungkam. Ojong sehari-hari 
dikenal sebagai seorang yang sederhana, berkemeja lengan pendek yang 
dikeluarkan, membawa tas kulit hitam besar. Bingkai kacamata dan sepatunya 
ketinggalan zaman. Katanya, sebagai pemimpin, orang harus menjadi teladan 
kesederhanaan, supaya para bawahannya tidak ikut-ikutan konsumtif. Menurut 
Frans Seda, “Ojong itu bonafide”, bisa dipercaya. Ketika keuangan mereka masih 


sempit sampai-sampai ia harus menjaminkan rumah pribadinya untuk 
kepentingan perusahaan. Dan setelah memiliki cukup dana, Kompas-Gramedia 
selalu bisa dipercaya dalam bidang keuangan, sebab menurut Ojong, nama baik 
merupakan modal yang berharga. Itu sebabnya Ojong berpesan agar mereka 
jangan pernah membuka usaha seperti kelab malam. Usaha harus dibuka dan 
dikembangkan bukanlah dengan tujuan semata-mata mengeruk keuntungan 
sebesar-besarnya, apalagi dengan menghalalkan segala cara, melainkan untuk 
membantu mencerdaskan ke- hidupan bangsa, membela yang tertindas, 
membuka lapangan kerja, menjamin kesejah- teraan karyawannya, termasuk 
kesejahteraan masa tua. “Karyawan menginvestasikan hi- dupnya bagi 
perusahaan, jadi perusahaan jum ga harus memikirkan jaminan masa tua mere- 
ka," begitu pesan Ojong. Semasa hidupnya Ojong berkeyakinan bahwa dalam 
memilih seorang pemimpin, syarat pertama ialah watak yang baik yaitu jujur, 
rajin, sederhana, rasional, berinisiatif, bersedia menerima pendapat orang lain, 
seimbang, adil dalam memperhatikan ke- pentingan bawahan, pandai membagi 
pe~ kerjaan kepada pem- bantu-pembantunya dan mengawasinya. Ke~ 
cerdasan, kepandaian, merupakan syarat berikutnya. Pada hakikatnya setiap 
karyawan dalam kelompok perusahaannya dapat mencapai ke- dudukan yang 
tinggi asal memenuhi syarat- syarat di atas, karena seperti terbukti, tidak ada 
rintangan kesukuan, keturunan, agama, tidak berdiploma universitas, drop-out 
untuk menjabat jabatan tinggi. Menjelang akhir hayatnya, 31 Mei 1980, Ojong 
yang tampaknya sehat-sehat saja seper- ti berkemas-kemas. Pagi itu ia merasa 
“tidak enak badan" sehingga tinggal di rumah. Kira- 


524 petualangan ala jurnalis kira pukul 09.45, ketika Catherine Ojong, istrinya 
masuk ke kamar, didapatinya suaminya sudah meninggal. Ojong terbaring 
seperti sedang tidur nyenyak di ranjang berukiran cina, tetapi berseperai batik. 
Di meja sebelah ranjang tergeletak buku The Birth ofthe Messiah karangan 
Raymond Brown dalam keadaan terbuka dengan kacamata baca di atasnya. 
Ketika dibawa ke makam, iring-iringan yang mengantarkannya panjang sekali. 
Para pelayat berasal dari pelbagai golongan. Ada pejabat yang masih berkuasa, 
mantan menteri, duta besar, politisi, mantan tahanan politik, aktivis hak-hak 
asasi manusia, presiden direktur, tukang sapu, cendekiawan, pengusaha, 
mahasiswa, pensiunan, seniman, tokoh pelbagai agama, dan wartawan. (Tim 
EPI/KG: Sumber: Kompas, Menulis dari Dalam) Petualangan ala Jurnalis Apa yang 
terbayang dalam benak anda ketika mendengar wartawan? Apa pula yang 
terbayang ketika mendengar kata petualangan? Mendengar kata wartawan 
barangkali yang terbayang adalah reporter yang pontangpanting mencari berita. 
Atau barangkali orangorang yang dengan sabar menunggu keterangan dari 
pejabat dan mengerumuninya pada saat pejabat yang ditunggu muncul. 
Mungkin juga, paparazzi yang mengakibatkan kehidupan pribadi sejumlah orang 
penting terenggut. Yang pasti, bisa sangat beragam. Mendengar kata 
petualangan pun pasti akan muncul penggambaran yang sangat beragam. Mulai 
dari mendaki puncak tertinggi di dunia, paralayang, terjun payung, sampai 
pengalaman meliput di daerah konflik seperti Aceh, Kongo, Irak, dan daerah 
konflik di belahan bumi mana pun. Petualangan dan wartawan sebenarnya bisa 
digabungkan. Sungguh pun setiap pekerjaan memiliki risikonya masing-masing, 


mulai dari bangkrut sampai menyangkut nyawa. Barangkali, tidak semua 
wartawan pernah atau menganggap pengalamannya sebagai petualangan. 
Meliput tsunami di Aceh bisa menjadi petualangan dan pengalaman yang tidak 
akan terlupakan seumur hidup mereka. Naluri wartawan barangkali memang 
yang membuat para wartawan menceburkan diri ke Aceh. Beberapa dari mereka 
memang memiliki wilayah liputan tersendiri, seperti Najwa Shihab (Metro TV) 
dan Indra Bigwanto (Ketua Tim TaskForce Persatuan Radio Siaran Swasta 
Nasional Indonesia/PRSSNI). Tetapi tidak dengan yang lain. Mereka berpetualang 
memasuki kota demi kota yang belum terjamah bantuan, relawan, maupun 
aparatur keamanan. Dengan apa? Dengan apa pun yang mereka bisa usahakan. 
“Alat transportasi susah didapat. Kendaraan mungkin masih banyak, tetapi tidak 
ada bahan bakar. Kalau kita mau, ada mobil, motor yang bisa disewa, tetapi 
bahan bakarnya su-sah. Kita harus ngantre bukan hanya berjam- jam. Tetapi 
bisa seharian untuk mendapatkan. Bisa dengan seharian lebih itu. Orang 
menye wakan mobil, tetapi hanya mau dibayar bensin, kan juga susah. Nekat 
sewa mobil, kita juga harus siap antre bensin bisa seharian di pom bensin,” tutur 
Asep Nurjaman (Republika) mengingat kondisi transportasi di Aceh kala itu. 
Solusi yang didapatkan Yuni Eko Sulistio- no (Media Indonesia) adalah dengan 
menum- pang mobil ke mana pun itu. Kemampuan tu~ juan mobil yang 
ditumpanginya, ia pasrah. Karena menurut dia, pada saat itu kondisinya tidak 
memungkinkan untuk memasang target. Apalagi kalau ternyata dengan 
menetapkan target, ia justru tidak mendapatkan apa-apa. “Saya sendiri, nebeng. 
Kadang-kadang mere- ka masih ada truk, ngikut, Pak, mau ke mana?” “Oh, mau 
ke Lhok Nga," misalnya. Ya udah ngikut. Sampai pos terakhir saya ikut, tek. 
Kalau misalnya kita tentukan tujuan juga, ng- gak ... belum tentu nyampek. 
Misalnya, ayo ... ke Biang Padang, nggak nyampek ke sana! Karena mereka juga, 
bensin mahal banget. Un- tuk motor, sewa misalnya, dia lebih baik ng- gak 
narik deh. Kalau misalnya saya sodorin 


petunjuk pemnulisan laporan 525 uang 250 ribu, dia lebih baik “Saya enggak deh 
Pak, susah ngisi bensinnya'. Itu udah nggak ada harganya waktu itu. Antrean 
bensin panjang banget, pom bensin hanya beberapa doang yang fungsi. Ya 
minimal banget. Ya satu-satunya jalan ya nebeng ke mana mereka berangkat. 
Kalau misalnya ada yang kembali ke sini ikut kembali. ” Ahmad Zulkani rela 
berjalan kaki karena tidak ada kendaraan umum begitu tiba di Banda Aceh. 
“Saya langsung berkeliling Kota Banda Aceh dengan beijalan kaki, dan sekali 
naik ojek karena mobil dan kendaraan umum tidak ada. Memang ada beberapa 
sepeda motor, mobil pribadi atau mobil milik instansi seperti mobil milik tentara, 
polisi dan Pemkab Aceh Besar yang jalan. Tetapi jumlahnya terbatas karena 
bahan bakar juga langka. Saya lebih banyak memilih berjalan kaki, ” katanya. 
“Kita di sana nyewa motor. Sewa motor di sana tidak lebih mahal. Bahkan 
sepertinya orang sana, kita lepas kunci motor itu. Dikasih lepas kunci, kita bawa, 
kita cari sendiri bensinnya. Cuma persoalannya kan susah cari bensin. Jadi, 
setiap liputan kita harus itung-itung. Karena beli bensin itu cuma lima liter. Dan 
satu liternya saat itu masih 10 ribuan. Padahal saat itu BBM belum naik. Jadi, kita 
itung-itungan. Ini motor lima liter. Kita liputan seenggak-enggaknya kita harus 
sampai mana. Jadi, kita itung-itungan karena di pertengahan jalan kita harus beli 


bensin ngantre sama warga. Karena jualannya kan bukan hanya di pom bensin, 
di warung-warung kecil ada. Di eceran, ” kenang M. Gatut Mukti Wirawan, 
kamerawan Trans TV yang memperoleh penghargaan Employee of The Year 
Trans TV 2004. Target untuk menembus C alang dan Lamno membuat Mardiah 
Chamin (7fempo) dan timnya merogoh Rp 30 juta untuk dapat sampai ke tujuan. 
Jalan darat tidak mungkin ditempuh, dan alternatif yang didapat adalah melalui 
laut. Sayang, nelayan tidak ada yang bersedia karena masih trauma. “Tetapi 
akhirnya dapat, JRS (Jesuit Refugee Services), kita kerja bareng mereka. Ya siapa 
saja waktu itu. Waktu itu situasinya begitu kompleks, sehingga oke kamu bisa 
kerja, enggak. Kita jalan. Tidak ada pertimbangan kompleks. Artinya apa yang 
dibutuhkan di lapangan. Nah si JRS ini yang menyewakan kapal yang menuju ke 
Lamno. Sewanya cukup mahal, semuanya kan risikonya nyawa, ya. Sewanya 30 
juta kalau enggak salah untuk satu trip. Oke enggak apa-apa. Soalnya kalau kita 
sewa helikopter avturnya mahal juga, jadi barang yang dibawa kan tidak terlalu 
banyak. Tiga puluh juta kan sewa dua kapal karena yang satu mengangkut 
logistik.Kapal pertama muatannya tiga ton. Itu untuk mengangkut temen-temen 
saya itu. Kapal ke- dua itu kapasitasnya 30 ton. Itu untuk angkut logistik yang 
akan dibagikan. Itu barang-ba- rangnya kita kumpulkan dari banyak perusa- 
haan. Kemudian ada orang numpang-num- pang. Akhirnya kalau enggak salah 
dinaikin 29 orang. Badainya sangat kencang sehingga untuk ke Lamno saja 
butuh delapan jam. Ke~ mudian shifting, yang ke jalan dipisahin sepa- ro turun 
di Lamno, separo meneruskan ke Calang. Masih delapan jam lagi. Itu wilayah 
sebetulnya kalau pakai jalan darat cuma satu setengah jam saja." (Tim EPI/Wid: 
Sumber: Buku Tsunami Aceh Komunikasi di Tbngah Ben- cana, Ibnu Hamad, 
Penerbit UNESCO Jakarta, 2005). Petunjuk Penulisan Laporan Lingkungan Hidup 
1. Untuk memperoleh bahan yang mema dai bagi laporan lingkungan 
hidup, wartawan hendaknya mengajukan sebanyak mungkin pertanyaan kepada 
narasumber. Dengan demi- kian, ia akan memperoleh kejelasan yang di- 
perlukan untuk menyusun laporan yang dapat dipahami khalayak (pembaca 
media cetak, pendengar media radio, atau pemirsa media televisi). 2. 
Mengajukan banyak pertanyaan yang perlu akan memberikan 
pemahaman yang lem bih baik kepada wartawan mengenai masalah 


526 pewarta ppppa - pewarta borneo lingkungan hidup. Lebih baik mengajukan 
pertanyaan “sepele” kepada narasumber untuk memperoleh kejelasan, daripada 
kemudian membuat laporan yang menyesatkan akibat kekurangan informasi. 3. 
Wartawan perlu melakukan persiapan mendalam sebelum mengadakan 
wawancara, agar lebih mudah memahami semua j awaban yang diberikan. 
Kepada narasumber, dapat diminta saran tentang bahan bacaan berisi materi 
latar belakang untuk melengkapi pengetahuan wartawan. 4. Dokumentasi 
topik masalah lingkungan hidup yang menarik dapat membantu liputan yang 
dilakukan pada masa depan. Disarankan agar menyimpan kliping suratkabar dan 
tulisan yang dapat dijadikan bahan untuk laporan penyidikan (investigative 
reporting) pada kelak kemudian hari. Juga perlu disimpan siaran pers yang 
mengandung janji bahwa pada waktunya nanti akan ada perubahan atau tindak 
lanjut. Ini semua dapat menjadi bahan penting untuk laporan follow up atau 
liputan berkelanjutan. 5. Dalam beberapa permasalahan, gaya penulisan liputan 


lingkungan hidup yang baik umumnya sama dengan gaya penulisan liputan 
jurnalistik yang baik lainnya, dan kompleksitas permasalahan diuraikan secara 
gamblang dan mudah dipahami. Berikan informasi latar belakang (background 
information) dalam jumlah yang memadai, dengan logika dan argumentasi yang 
masuk akal. 6. Kejelasan informasi berarti juga kejelasan definisi istilah dan 
makna penemuan atau argumentasi ilmiah. Informasi lingkungan hidup yang 
tidak memberikan gambaran jelas hanya akan membingungkan khalayak, dan 
mubazir, dan oleh karena itu kadang-kadang lebih baik tidak disiarkan. 7. 

Angka dalam laporan lingkungan hidup mungkin perlu diganti dengan 
analogi, agar gambaran yang diberikan terlihat lebih jelas. Umpamanya, 
wartawan suratkabar di Sumatra Barat, yang melukiskan luas daerah yang 
mengalami penggundulan hutan, dapat mengatakan bahwa kawasan tersebut 
sama luasnya dengan Kecamatan Tanjungjaya. Atau, tumpahan minyak di laut 
melebar sampai seluas Kabupaten Agam. 8. Statistik juga perlu diperlakukan 
dengan cara yang lebih mudah dipahami khalayak. Misalnya, “satu di antara 10 
jiwa penduduk” lebih jelas dan terasa lebih mengesankan dari-pada “10%”. 9. 

Bacalah kembali laporan yang sudah fi- nal, untuk mengetahui apakah (a) 
Sudah meng- gunakan bahasa yang tepat bagi suatu ma~ salah lingkungan 
hidup: (b) Tidak membi- ngungkan dan menyesatkan khalayak, (c) Jar- gon dan 
istilah ilmiah sudah diterjemahkan atau dijelaskan secara akurat dan memadai: 
(d) Isi laporan itu sudah cukup edukatif bagi khalayak. (Tim EPI/Wid: Petunjuk ini 
meru- pakan lampiran Pedoman Peliputan Lingkung- an Hidup dengan acuan 
PeterNelson, 7fen Prac- tical Tips for Environmental Reporting, The Cen- ter for 
Foreign Joumalist, World Wide Fund for Nature (WWF). Lihat juga lema Pedoman 
Peliputan Lingkungan Hidup dalam EPlini). Warta PPPPA 
Suratkabar Bulanan Koran bulanan ini diterbitkan oleh Perkum- pulan 
Pembasmian Perdagangan Perem- puan dan Anak, yang diasuh Ki Hajar 
Dewan toro ini terbit di Yogyakarta tahun 1929. Ala- mat kantor redaksinya di 
Jalan Yudonegaran, terbit 4 halaman tabloid. Rubrikasinya terdiri dari 
pendidikan, berita perdagangan perem- puan dan iklan. (Tim EPI/TS: Sumber: 
Perpus- nas) Pewarta Borneo Suratkabar Harian Diterbitkan di Banjarmasin pada 
1901. Na- mun, pelacakan sumber otentik hanya 


pewarta borneo 527 menemukan Pewarta Borneo edisi tahun VI 1938. Pada 
tahun itu, redaksinya tercatat beralamat di Mahakamstraad, Samarinda. 
Pemimpin umum sekaligus pemimpin redaksinya Lim Ek Thoen dibantu 
Saroehoem. Pencetaknya ialahType Droekkerij “Lim Soe Moh”. Pembaca di 
Indonesia bisa mendapatkan suratkabar ini dengan 1 Gulden per bulan dan 
pembaca di luar negeri 4, 5 Gulden per kuartal. Karena berita-berita lokal 
dianggap kurang “menggerakkan masyarakat”, redaksi Pewarta Borneo 
mengalihkan titik tekan pemberitaan pada berita-berita luar negeri. Hal ini bukan 
pertanda lunturnya nasionalisme redaksi, melainkan suatu upaya untuk 
memajukan masyarakat dengan cara menyediakan bahan belajar dari peristiwa- 
peristiwa di luar negeri. Pada kurun 1938-1941, Pewarta Borneo menyiarkan 
kepala-kepala berita dari luar negeri. Misalnya, “Perang Tiongkok-Jepang” yang 
tersiar pada edisi 4 Januari-31 Mei 1938. Secara keseluruhan, Perang Tiongkok- 
Jepang berlangsung pada 7 Juni 1937-2 September 1945 dan termasuk dalam 


rangkaian Perang Dunia II. Faksi Komunis memenangkan perang ini dan pada 1 
Oktober 1959 berhasil berkuasa di Tiongkok, menghasilkan negara yang 
sekarang bernama Republik Rakyat Cina. Pewarta Borneo menyajikan dengan 
utuh kronologi perang itu sampai masa sebelum Perang Dunia II. Perang itu 
diawali dengan perang saudara di Tiongkok. Militer Jepang memanfaatkan 
perpecahan bangsa itu dan melakukan invasi yang pada 13 Desember 1937 
berhasil merebut Nanking, ibu kota Tiongkok pada waktu itu. Pemerintah 
Tiongkok mengungsi ke Hankow, sebuah kawasan di dekat Sungai Yangtze. 
Redaksi Pewarta Borneo mengungkapkan secara terbuka tujuan pemberitaan itu 
pada edisi Th. VI No. 1172, Jumat, 4 Maret 1938, dalam artikel berjudul “Doea 
Keoentoengan" “... hanjalah dengen djalan lamanja dan teroesnja perang 
Tiongkok-Japan, sebetoelnja ini ada soeatoe rachmat Ilahi bagi kita. Karena 
dengen kedjadian2 ini seaken2 berarti ikatan2 tadi, jang selama ini soedah 
sebagi dipadoe tegoehnja, sekarang seolah2 ada harapan bisa djadinja agak 
longgar." Redaksi percaya, perang itu berimbas terhadap Indonesia. Ikatan 
feodal yang semula sangat kuat melingkari bumiputera dan Belanda akan 
kendur. Hal ini bisa dimaklumi mengingat efek yang bisa dibayangkan jika rakyat 
Indonesia mulai bangkit untuk melawan seper-ti dicontohkan rakyat Tiongkok. 
Tentu saja hal ini merupakan angin segar bagi perkembangan perjuangan. 
Perkumpul- an dan ekonomi ialah dua hal dasar yang sa~ ngat dibutuhkan 
rakyat Indonesia saat itu. Pe- rang Tiongkok-Jepang, terlepas dari efek pe- rang 
yang selalu diterjemahkan secara nega tif, ternyata mampu memberikan 
keuntungan bagi Indonesia. Secara umum, berita di Pewarta Borneo cukup 
berimbang. Dalam artian, selain menya-— jikan berita luar negeri, tersaji pula 
berita lokal dan nasional. Berita tentang perkembangan Volksraad, misalnya, 
turut menghiasi edisi Pe- warta Borneo. Bahkan untuk urusan perkum- pulan 
ini, Pewarta Borneo menyajikan ruang tersendiri, juga bagi pertumbuhan 
perkumpul- an di Borneo. Pewarta Borneo seakan-akan menjadi me~ dia memo 
bagi jalannya pergerakan kebang saan lewat perkumpulan. Tercatat nama-na- 
ma perkumpulam seperti PSII, Gerindo, dan Parindra pernah mengisi salah satu 
ruang di dalam harian ini. Ruang itu memang menyiar- kan undangan bagi 
siapa saja yang mau ber- gabung dalam perkumpulan yang disiarkan melalui 
Pewarta Borneo. Istilahnya undangan terbuka. Selain perkumpulan nasionalis, 
perkum- pulan yang bernadikan Islam juga turut ambil bagian menyuarakan 
ajakan terbuka. Dalam edisi Th. VI No. 1135, Sabtu, 15 Januari 1938, terpacak 
tulisan berjudul “Rapat Oemoem Comitee Pertahanan Islam”. Tulisan itu ber- 
gerak lebih jauh dengan membahas pernak- pernik keislaman, misalnya adab 
perkawinan secara Islam, adab perceraian secara Islam, bahkan tulisan Ny. Siti 
Soemandari dalam ma- 


528 pikiran rakyat jalah Bangoen “jang dianggapnja telah menghina Nabi 
Muhammad”. Harian yang mampu bertahan cukup lama di tanah Borneo ini 
ternyata mempunyai resep jitu dalam mengail pengiklan. Tak 
tanggungtanggung, harian yang awalnya terbit dengan 8-10 halaman ini 
menyesaki 4-5 halaman terakhirnya dengan iklan. Tiap iklan yang dipajang pun 
rata-rata sebesar 1/4 hingga 1/2 halaman, bahkan ada juga iklan 1 halaman 
penuh. (Tirh EPI/KG: Sumber: Ihnggul Tauladan/Indexpress/Jumas/Tim EPI} 


Pikiran Rakyat Suratkabar Harian Awalnya koran yang 
bernama Pikiran Rakyat ini diterbitkan oleh Bandung NV (Naamloze 
Vennootschap) sejak 30 Mei 1950 dipimpin oleh Djamal Ali sebagai presiden 
direktur dan Sakti Alamsyah Siregar sebagai pemimpin redaksi. Nama koran ini 
sebenarnya sudah hampir satu abad dikenal di tatar Parahyangan, di 
pegunungan Priangan, Jawa Barat. Awalnya adalah Fikiran Ra'jat, berkala yang 
terbit tahun 1926 di Bandung yang didirikan oleh Bung Karno. Di berkala 
tersebut Bung Karno menuliskan pikiran-pikirannya yang terkenal, "Indonesia 
Menggoegat”. Isinya tentu menentang kebijakan dan politik penjajahan Belanda 
di Indonesia. Risikonya, beliau diadili dan dihukum penjara. Fikiran Ra'jat 
menjadi sangat dikenal di dunia internasional (Eropa). Sekitar tahun 1930-an 
suratkabar berkala itu tidak terdengar lagi. Baru pada awal 1950 terbit lagi tapi 
dengan sedikit perubahan pada nama penerbitan, yakni mengganti tanda petik 
tunggal pada kata “ra'jat” dengan huruf “k" dibaca “rakjat”. Kemudian dilakukan 
perubahan lagi dengan mengganti huruf “f" pada kata “fikiran” dengan huruf 
“p”, sehingga dibaca “pikiran”, dan keseluruhan dibaca “pikiran rakjat". Terakhir, 
setelah berlaku pola baku bahasa Indonesia yang dikenal dengan istilah Ejaan 
Yang Disempurnakan (EYD), kata “rakjat” disesuaikan menjadi “rakyat”, hingga 
sekarang. Pada tanggal 25 Maret 1965, pemerintah, melalui Departemen 
Penerangan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua suratkabar 
mempunyai gandulan atau berafiliasi kepada partai politik atau organisasi 
massa. Sejak keluarnya peraturan itu Pikiran Rakjat menghentikan 
penerbitannya. Pemilik Pikiran Rakjat pada waktu itu menerbitkan Mercusuar 
yang berafiliasi kepada sebuah organisasi sosial kemasyarakatan. Wartawan 
Pikiran Rakjat yang tidak bergabung dengan penerbitan yang tidak berafiliasi 
kepada organisasi massa itu menganggur, termasuk pemimpin redaksinya, Sakti 
Alamsyah. Para wartawan yang belum mendapatkan tempat itu tetap “ngantor” 
di Jalan Asia Afrika 133 Bandung sambil mencari kesempatan dan peluang 
menerbitkan suratkabar “independen”. Sambil berusaha dan menunggu 
penerbitan baru, banyak di antara wartawan Pikiran Rakjat (PR) itu menulis di 
beberapa suratkabar dan majalah, baik yang ada di Bandung maupun Jakarta. 
Ada pula yang mengarang buku bahkan membuat bukukomik. Kehidupan 
mantan wartawan PR itu sa- ngat tidak menentu, terutama untuk men- dukung 
kehidupan sehari-hari. Masa-masa itu sangat sulit, apalagi bagi wartawan yang 
sum dah berkeluarga dan punya anak. Tawaran un~ tuk bekerja di media lain 
terutama dari Jakar- ta bukan tidak ada tetapi belum ada yang mengikat diri. 
Sementara itu dalam berbagai rapat dan diskusi sudah hampir dipastikan 
wartawan ini akan bergabung dan menerbitkan Angkatan Bersendjata/Pikiran 
Rakjat Edisi Djawa Barat. Tinggallah menunggu persetujuan dari Pang- dam 
VI/Siliwangi yang waktu itu dijabat Ma- yor Jenderal Ibrahim Adjie. Untuk 
menjemput kesempatan itulah pa— ra wartawan senior melakukan kontak 
dengan para perwira Kodam Vil/Siliwangi dan yang lainnya turut melakukan 
berbagai persiapan. 


pikiran rakyat 529 Para wartawan muda sudah mulai bertugas di lapangan dan 
menyalurkan hasil karyanya lewat media yang diterbitkan Kodam Vl/Siliwangi: 
Harapan Rakjat atau ke Berita Yudha. Sudah hampir setahun kondisi seperti itu 


berjalan yang akhirnya menemukan titik terang dan punya harapan untuk 
menerbitkan Angkatan Bersendjata Edisi Djawa Barat. Mantan wartawan PR yang 
jumlahnya 18 orang pada waktu itu mendapat dukungan pula dari sejumlah 
karyawan pers dari penerbitan yang sama. Sehingga keseluruhannya berjumlah 
29 orang. Sejumlah karyawan pers teman lama, diajak untuk bergabung tetapi 
ada yang menolak dan ada pula yang menunggu waktu yang baik. Di saat-saat 
yang sulit itulah, dengan dana pinjaman ke-29 orang itu mulai mendapatkan 
honor tetap Rp 5 per minggu. Penerbitan mulai berjalan dan semua bekerja 
keras. Seluruh wartawan muda dikerahkan, bukan saja bertugas sebagai 
reporter tetapi juga sebagai tenaga pemasaran. Ada di antaranya mulai dititipi 5 
(lima) koran tiap pagi dan biasanya tanpa sisa lalu hasilnya disetor ke petugas 
distribusi. Sosialisasi di lapangan termasuk pemasaran waktu itu, juga lebih 
banyak menggunakan aktivitas wartawan. Transportasi umumnya digunakan 
sepeda atau “sukuter” alias suku muter alias jalan kaki. Sejumlah wartawan 
yang belum berkeluarga biasanya menginap di kantor berukuran 3 meter x 12 
mePikiran Rakyat M "WBgSn»8wt» HAUMANIULAM Kewaspadaan Ditingkatkan 
Kampanye Negatif Terus Berlanjut ter, dan tidur di atas meja kerja. Pada waktu 
itu semua reporter masih tetap pula bertugas sebagai petugas korektor 
menjelang jam-jam cetak sekira pukul 04.00 pagi. Karyawan yang bertugas di 
bidang distribusi dan sirkulasi juga bergelimpangan tidur di atas meja yang 
dilapisi kertas koran. Para senior juga sibuk melakukan pendekatan-pendekatan 
ke berbagai pihak terutama kepada perwira-perwira Siliwangi sambil mencari 
dukungan modal. Akhirnya 29 wartawan dan karyawan pers itu, dalam satu 
kesepakatan di Kota Bandung, menjadikan momentum peringatan “Hari 
Bandung Lautan Api" 24 Maret 1966 sebagai hari permulaan terbitnya Harian 
Umum Pikiran Rakjat Nomor 1 Tahun ke-1. Untuk memenuhi ketentuan 
pemerintah pada waktu itu, secara resmi pula suratkabar ini membawa nama 
Harian Umum Angkatan Bersendjata Edisi Djawa Barat/Pikiran Rakjat. Seperti 
diuraikan sebelumnya, jauh sebelum 24 Maret 1966, segenap pelopor dan 
pendiri utama penerbitan ini telah melakukan rintisan-rintisan bersejarah 
sehingga di samping dikerjakan bersama, perusahaan dan harian umum ini 
dimiliki bersama pula dengan penyelenggaraannya secara bersama dan secara 
kolektif. Untuk selanjutnya, setahun kemudian sebagai badan hukumnya dipilih 
bentuk yayasan, mengingat pada masa itu badan hukum yayasan dipandang 
palingmampu dan sesuai untuk menampung aspi- rasi dan citacita 
kebersamaan wartawan dan 


530 pikiran rakyat karyawan pers. Maka, pada bulan April 1967 didirikanlah 
Jajasan Pikiran Rakjat Bandung. Sejak itu pula Angkatan Bersendjata Edisi Djawa 
Barat/Pikiran Rakjat diperkenankan memakai nama hanya Pikiran Rakjat, tidak 
lagi menggunakan nama Angkatan Bersendjata Edisi Djawa Barat. Para perintis, 
pelopor dan pendiri utamanya yang dicantumkan dalam kepengurusan yayasan 
ini antara lain Sakti Alamsyah, Atang Ruswita, Amir Zainun, Soeharmono 
Tjitrosoewarno, Bram M. Darmaprawira, Dalius, Warsono Tydara, Syafik Umar, 
Parman Djajadiredja, Hilman BS, dan Gunadi Wibisono. Sedangkan dari kelompok 
karyawan pers di antaranya Suprijadi, TM. Achyar, Sagi, Nanang, Anang 
Rachmat, Sarkim, Sahri. M. Nawawi Alif dan Apandi. Menjadi kebanggaan Pikiran 


Rakjat bahwa di antara para pelopor dan pendiri utama itu adalah juga mereka 
yang bertugas sebagai pengemudi bahkan “pelayan”, yang biasa disebut 
maintenance. Semua memiliki hak yang sama. Karena itu, ketika status yayasan 
akan berubah menjadi badan hukum perseroan terbatas notaris kaget, sebab 
pendirinya berjumlah hampir 29 orang. Padahal biasanya pemilik perusahaan 
seperti itu tidak banyak, antara dua atau tiga orang saja. Sejak tersiar berita, 
Pikiran Rakjat dimiliki oleh wartawan dan karyawannya, sejumlah utusan 
karyawan pers di Indonesia kerap berkunjung ke Pikiran Rakjat. Mereka 
melakukan studi banding tentang kemungkinan perusahaan tempat mereka 
bekerja dapat pula mengadopsi model Pikiran Rakjat. Pemerintah juga 
mengadopsi ketentuan yang bertujuan agar karyawan pers juga dapat memiliki 
saham atau mendapat bagian dari laba bersih perusahaan. Untuk mengadopsi 
moda sistem pemilikan bersama yang diterapkan Pikiran Rakyat, tampaknya 
tidak mudah, bahkan sulit. Persoalannya, terletak pada awal usaha pers dimulai. 
Karyawan pers di lingkungan PR memulai usahanya ketika tidak memiliki apa- 
apa. Lalu bergabung membangun komitmen untuk menjadi karyawan pers 
sebagai pemilik. Berbeda dengan kebanyakan perusahaan pers di masa lalu dan 
sekarang yang diusahakan oleh orang per orang atau keluarga. Karena itu 
pengorbanan berat harta-benda, keuangan, baik moril maupun materil 
ditanggung oleh sedikit orang atau oleh keluarga. Tetapi dengan lahirnya 
Undang Undang tentang pers terakhir ini telah terbuka cakrawala upaya untuk 
semakin menyejahtera- kan karyawan. Terakhir Undang Undang No- mor 40 
Tahun 1999 Tentang Pers kembali men- gadopsi harapan-harapan industri pers 
teruta- ma kaitan dengan kesejahteraan karyawan pers. Misalnya Pasal (10) 
menyebutkan: Pe~ rusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan 
dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pemba- gian 
laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Menjadi Koran Nasional Setelah 
dengan susah-payah memiliki gedung dan kantor sendiri di Jalan Asia Afri- ka 
No. 77 Bandung lewat fasilitas bank, awal tahun 1970-an organisasi perusahaan 
Pikiran Rakyat dikembangkan. Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksinya tetap 
dipegang oleh Sak- ti Alamsyah. Beberapa daerah di Jawa Barat menginginkan 
agar PR memperluas jaringan usaha persnya dengan menerbitkan edisi di 
daerah paling tidak di wilayah keresidenan. Pada waktu itu sudah terbit Pikiran 
Rakyat Edisi Ciamis, untuk wilayah Priangan. Untuk menerbitkan koran di daerah 
ini sangat sulit karena terbentur Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). 
Karena itu untuk menerbitkan edisi-edisi di daerah tetap menggunakan SIUPP 
induknya, Pikiran Rakyat. Era baru dengan dibelinya mesin cetak baru tahun 
1974 membuka peluang untuk pengembangan tiras ke wilayah pemasaran yang 
sejak dulu menjadi pasar PR. Seperti ke Jawa Tengah bagian Barat, yaitu wilayah 
per- batasan dengan Jawa Barat. Selanjutnya dikembangkan pula pasar ke DKI 
Jakarta. Se- mentara itu PR Edisi Ciamis mendapat SIUPP tersendiri dan menjadi 
suratkabar Mitra Desa. Giliran wilayah Cirebon menerbitkan PR Edisi 


xi sg IsOIIIIBiili pikiran rakyat 531 Cirebon sebagai program Koran Masuk Desa 
(KMD). KMD PR Edisi Cirebon kemudian menjadi koran percontohan KMD secara 
nasional setelah pengelolaannya mendapat predikat terbaik se-Asia. Pada 
pertengahan tahun 1970 itu sejumlah besar agen suratkabar di Jakarta meminta 


agar Pikiran Rakyat dapat mengisi kekosongan pasar Jakarta menyusul dua 
suratkabar nasional tidak terbit karena SIUPP-nya dicabut. Agen-agen suratkabar 
di kota-kota besar baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa seperti di 
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun Maluku juga meminta agar PR mengisi 
pasar nasional pada waktu itu. Lewat diskusi yang panjang secara internal, 
bahkan ada masukan-masukan dari kalangan pers nasional di Jakarta, akhirnya 
permintaan agen dari seluruh Indonesia itu dilayani. Pada waktu itu mesin cetak 
baru Pacer yang lolos ujicoba memungkinkan untuk distribusi secara nasional 
lewat transportasi udara. Secara bertahap di Jawa Barat sendiri pasar PR 
berkembang ke tingkat kecamatan-kecamatan. Sejak itulah penerbitan PR 
sangat dikenal dengan predikat koran nasional yang terbit di daerah. Bahkan 
setelah dua suratkabar nasional yang SIUP-nya dicabut terbit kembali, agen 
suratkabar meminta agar PR tetap melayani pasar nasional. Ketika pasar koran 
Indonesia terbuka untuk negara tetangga, PR juga beredar di Singapura, Brunei 
Darussalam dan Kuala Lumpur, Malaysia. Di Kuala Lumpur pada waktu itu, PR 
dipasarkan dalam satu kantong plastik bersama dua suratkabar Jakarta yang 
baru terbit kembali. Harganya satu ringgit untuk satu paket kantong pelastik 
yang berisi tiga koran Indonesia itu. Kembali ke Kandang Tahun 1983, 
Direktur/Pemimpin Umum Pikiran Rakyat Sakti Alamsyah meninggal dunia. 
Beliau telah meletakkan dasar-dasar pengelolaan suratkabar yang terbit di 
daerah. Koran daerah dengan dikelola secara profesional dapat berkembang 
dengan baik bahkan dapat menembus pasar ke luar garis batas basis 
pemasarannya. Sebagai pengganti SaktiAlamsyah, Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) PT. Pikiran Rakyat Bandung memilih Atang Ruswita sebagai 
Direktur sekaligus sem bagai Pemimpin Umum dan Pemimpin Redak- si. 
Sebelumnya Atang Ruswita adalah Pemim- pin Redaksi dan Komisaris. Dengan 
tiras yang semakin berkembang secara nasional, Atang Ruswita menghadapi 
masalah sistem transportasi lewat udara. Se- ringkah terjadi, koran PR 
tertinggal atau di- tinggalkan di bandara, baik di Kemayoran maupun di Halim 
Perdanakusumah Jakarta. Pada waktu itu sistem cetak jarak jauh belum 
terpikirkan. Ada desakan dari dalam maupun dari luar bahkan dari kalangan 
periklanan na- sional agar PR mengkaji lagi positioning-nya. Sementara itu 
mesin cetak Pacer 36 yang di- beli pada tahun 1974 dirasakan sudah berjalan 
lamban dan semakin tidak memiliki kemam- puan untuk mengimbangi 
pertumbuhan tiras PR. Bahkan secara kualitatif juga tidak dapat dikembangkan. 
Karena itu pula, membeli mesin cetak baru menjadi acuan PR untuk mengan- 
tisipasi pasar. Akhirnya diputuskan untuk membeli me- sin baru Goss 
Community. Dengan mesin baru tahun 1986 ini kebijakan dan positioning PR 
berubah total, kembali ke kandang Jawa Barat. Bukan tidak ada risiko. Agen 
suratkabar PR terutama di luar Jawa protes. Risiko finansial adalah piutang pada 
agen yang cukup besar menjadi tak tertagih. Kembali ke Jawa Barat dengan 
position- ing sebagai suratkabar regional Jawa Barat, ternyata berpengaruh 
bagus terhadap pasar, baik tiras maupun iklan. Dalam waktu relatif singkat, 
selama tiga tahun tiras PR naik ham- pir 50 % dan volume iklan terutama iklan 
dis~ play nasional meningkat hampir 20 Yo. Itulah komitmen pertemuan di 
Puncak, kembali ke Jawa Barat. Dua Kali Krisis Dalam kondisi yang semakin lebih 


baik itu, pada akhir tahun 1989 datanglah manajemen Suratkabar Harian 
Bandung Pos dan Suara 


532 pikiran rakyat Rakyat Semesta Palembang untuk bergabung ke dalam Grup 
PR. Setelah tiga tahun bergabung dalam Grup PR, tiras Bandung Pos tumbuh 
hampir 10 kali lipat. Tapi pertumbuhan tiras yang bagus itu tidak diimbangi 
dengan pertumbuhan iklan. Kondisi yang timpang ini membuat Bandung Pos 
jalan di tempat. Akhirnya pembinaan manajemen Bandung Pos dilepas, tetapi 
pembinaan Suara Rakyat Semesta di Palembang terus dilanjutkan. Tight Money 
Policy atau kebijakan uang ketat pada tahun 1990, terasa sekali pengaruhnya, 
terutama terhadap periklanan. Namun memasuki tahun 1992 kondisi membaik 
dan kegiatan sosial PR dilanjutkan terutama untuk bantuan bidang pendidikan. 
Sejak awal PR menaruh perhatian terhadap bangunan sarana pendidikan seperti 
membangun SMP Padaherang (Ciamis), SD Talaga (Majalengka), bangunan SD 
Cicurug (Sukabumi), SD Kadudampit (Sukabumi) sarana pendidikan berbasis 
pesantren dan membantu sarana ibadah di beberapa daerah di Jawa Barat. 
Sementara program beasiswa untuk semua tingkatan pendidikan terus 
dilanjutkan setiap tahun. Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 sangat 
memukul industri pers nasional. Pendapatan sektor iklan, khususnya media 
cetak turun antara 60 96-70 Yo. PR mencatat penurunan hampir 40 % tetapi 
segera setelah krisis pada tahun 1999 kondisi periklanan mulai membaik. 
Bahkan setelah puncak krisis tahun 1998, dan tahun-tahun berikutnya, 
pendapatan sektor iklan PR sangat baik. Reformasi memberikan peluang luas 
terhadap kemerdekaan pers dan mendorong pemerintah untuk tidak lagi 
memberikan izin ketat terhadap penerbitan pers seperti di zaman SIUPP. Daerah 
yang tadinya menginginkan penerbitan koran lokal mendapat peluang pula. 
Kelompok penerbitan Pikiran Rakyat, bertambah jumlahnya menjadi suratkabar 
berbahasa Sunda Galura, Mitra Bisnis, Galamedia (Bandung), Mitra Dialog 
(Cirebon), Priangan (Tasikmalaya), Pakuan (Bogor) dan Fajar Banten (sekarang 
Provinsi Banten) di samping Pikiran Rakyat sendiri. Di tengah upaya untuk 
memperkokoh eksistensi Pikiran Rakyat, terutama dalam menghadapi 
persaingan berat, Atang Ruswita selaku Direktur Utama/Pemimpih 
Umum/Pemimpin Redaksi meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2003. Sebulan 
kemudian, pada bulan Juli 2003, Syafik Umar, yang sebelumnya menjabat 
Direktur Pemasaran, dipilih RUPS se-bagai Direktur Utama dan sekaligus 
sebagai Pemimpin Umum. Perdana Alamsyah yang sem belumnya menjadi 
Direktur Pengembangan menjadi Direktur Keuangan dan SDM, dan Ja- nuar R 
Ruswita menjadi/Direktur Pemasaran. Tampak di sini, generasi ketiga mulai 
berpe- ran sebagai pemegang estafet manajemen. Sem mentara itu Yoyo S. 
Adiredja ditunjuk sebagai Pemimpin Redaksi I/ ,Penanggungjawab dan Widodo 
Asmowiyoto menjadi Pemimpin Re~ daksi II. Sebelumnya, mulai tahun 1970-an, 
jabatan Pemimpin Umum PR itu selalu dirangkap oleh Pemimpin Redaksi, 
sehingga dibentuklah lem- baga Pemimpin Redaksi Harian. Sejak itu pu- la 
Pemimpin Redaksi Harian PR dijabat bertu- rut-turut oleh Amir Zainun, 
Soeharmono Tji- trosoewarno, Bram M. Darmaprawira, Soera- di SW dan AM 
Ruslan. Sedangkan Pemimpin Perusahaan berturut-turut dijabat oleh Apan- di 
dan Syafik Umar. Segera setelah konsolidasi, meningkatkan kualitas SDM dan 


kesejahteraan karyawan menjadi prioritas jangka pendek. Karyawan mulai 
menerima profit sharing dari laba bersih tahunan perusahaan tahun sebelumnya, 
dalam bentuk bonus tahunan. Selama dua tahun ber- turut-turut PR 
mendapatkan Cakram Award sebagai suratkabar terbaik di Indonesia dalam 
pertumbuhannya. Pada tahun 2005, PR mene- rima Indonesian Customer 
Loyalty Award dari Lembaga Penelitian MARS yang bekerjasama dengan Majalah 
SWA Jakarta. Penghargaan ini menandakan, PR memiliki pembaca setia tertinggi 
di Indonesia. Program pembelian mesin cetak baru di- lanjutkan, dan pada 
bulan Oktober 2004 ditan- datangani pembelian mesin cetak baru Goss 
Universal. Mesin cetak baru ini memiliki ka- 


playboy 533 pasitas dua setengah kali lipat dari mesin Goss lama dan sekaligus 
merupakan mesin yang pertama masuk Indonesia. Dengan mesin baru ini, 
terhitung tanggal 2 Januari 2006, kualitas PR jauh lebih baik dan sekaligus 
mencetak PR dalam bentuk format baru kompak, junior broadsheet. Di tengah 
perkembangan teknologi pers yang maju pesat dan memasuki era konvergensi 
media, pada RUPS bulan Juli 2008, Syafik Umar terpilih kembali sebagai Direktur 
Utama PR bersama Januar P Ruswita sebagai Direktur. Sementara itu pada 
jajaran Dewan Komisaris masuk pula generasi ketiga pemegang estafet 
karyawan pemegang saham. Dan PR kini tetap berpegang kepada komitmen 
dengan “positioning” sebagai koran regional Jawa Barat. PR bersepakat untuk 
menjaga keberadaannya di tengah-tengah kehidupan social budaya masyarakat 
Jawa Barat. (Tim EPI/Syafik Umar) Playboy Majalah 
Hiburan Majalah yang terkenal dengan foto-foto wanita bugilnya diterbitkan 
pertama kalinya pada tahun 1953 di Amerika Serikat oleh Hugh Hefner dan 
rekan rekannya di Amerika Serikat. Perusahaannya sendiri menjadi Playboy 
Enterprise Inc., dimana Playboy tidak berhenti pada majalah saja, tetapi 
merambah ke berbagai bentuk media seperti penerbitan. Selain foto-foto 
sensual, Playboy juga memuat artikel mode, olahraga, barang-barang komersial, 
dan wawancara dengan tokoh tokoh ternama seperti Bob Dylan, Michael Jordan, 
Bill Gates, dan Mohammad Ali. Playboy juga pernah melakukan wawancara 
fenomenal dengan Fidel Castro, Yasser Arafat, Moammar Khadafi dan Malcolm X. 
Selain itu, banyak penulis fiksi kawakan seperti Margaret Atwood, Tom Dancy, 
Ronald Dahi dan Arthur C. Dark mengkontribusikan cerita pendek mereka di 
majalah ini. Playboy edisi Indonesia Edisi perdana Playboy dalam bahasa 
Indonesia terbit pada 7 April 2006. Pada edisi ini, Playboy Indonesia memuat 
wawancara panjang dengan sastrawan Pramoedya Ananta Toer dalam rubrik 
“Playboy Interview”. Artikel ini merupakan wawancara terakhir yang dilakukan 
media massa dengan Pram yang meninggal dunia pada 30 April 2006, sekitar 
tiga pekan setelah wawancaranya diterbitkan oleh Playboy Indonesia. Pembelian 
izin (lisensi) penerbitan Playboy Indonesia dikabarkan mencapai Rp 3 miliar. 
Model sampul edisi perdananya adalah Andhara Early dan Playmate pertama 
Kartika Oktaviani Gunawan. Menurut pemimpin redaksinya, majalah ini berbeda 
dari pendahulunya dimana 70 persen isinya bermuatan lokal.Banyak ormas 
Islam dan perkumpulan masyarakat seperti KAPMI (Kesatuan Aksi Pe~ mudi 
Muslim Indonesia), MAPPI (Masyarakat Anti Pembajakan dan Pornografi 
Indonesia), menentang penerbitan majalah ini, dan men- dukung RUU Anti 


Pornografi dan Pornoaksi dim sahkan. Koordinator Penyelidikan Ormas Islam FPI, 
Habib Alwi Usman, berkeras bahwa Play— boy harus ditarik dari peredaran 
karena dalam Bahasa Betawi Playboy adalah bandot yang arti katanya berarti 
“lelaki yang merusak wani— ta dan anak-anak”. Beberapa minggu setelah terbit, 
polisi me— manggil Erwin Arnada. Setelah melalui pe- 


ERW «11 ° < 534 play boy meriksaan selama 6 jam, Erwin menyatakan 
penerbitan Playboy edisi kedua ditangguhkan. Pihak kepolisian sendiri berkata 
bahwa pernyataan ini berhubungan dengan masalah keamanan staf dan personil 
yang bekerja untuk Playboy. Polisi juga masih menyelidiki tuduhan yang 
dilayangkan oleh pihak yang anti, apakah Playboy benar-benar melanggar 
Undang Undang Kesusilaan, pasal 282 KUHR Setelah tidak terbit akibat 
kontroversi dan ancaman yang merebak, Playboy Indonesia kembali terbit pada 
7 Juni 2006. Kantor Playboy Indonesia pun pindah ke Bali setelah kantor di 
Jakarta beberapa kali dirusak oleh Front Pembela Islam (FPI) dan ormas-ormas 
lain yang menolak kehadiran majalah tersebut. Playboy edisi Juni 2006 tidak 
memiliki satu pun iklan di dalamnya, namun pada setiap halaman yang 
seharusnya diisi iklan tertuliskan “Halaman ini didedikasikan untuk klien-klien 
loyal kami yang menerima ancaman karena memasang iklan di majalah kami. ” 
Dan kemudian tertulis jenis iklan yang seharusnya tampil di halaman tersebut 
(misalnya produk rokok, produk telepon genggam, dsb.) Kontroversi Playboy 
Indonesia terjadi bahkan sebelum penerbitan pertamanya. Kontroversi 
tereksploitasi karena waktu penerbitannya bertepatan dengan maraknya 
pendapat pro dan kontra akan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). 
Pemerintah sendiri sejak dicabutnya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) UU 
No. 11/ 1966 dan mengacu pada UU Pers 40/1999 tentang Kebebasan Pers, tidak 
bisa melarang terbitnya media apapun di Indonesia. Pihak penerbit menyatakan 
bahwa isi Playboy edisi Indonesia akan berbeda dari edisi aslinya. Setelah terbit, 
edisi perdana majalah tersebut tidak memuat foto wanita telanjang, walaupun 
ada keraguan bahwa hal tersebut akan bertahan pada edisi-edisi berikutnya. 
Dari pihak konsumen, fenomena yang terjadi dengan terbitnya Playboy cukup 
menarik. Pihak yang mendukung/tidak menolak dan pihak yang menentang 
sama kecewanya. Pendukung merasa kecewa karena isinya tidak sesuai dengan 
yang mereka harapkan. Mereka berharap isi Playboy Indonesia akan seprovokatif 
versi Amerika. Sedangkan pihak yang anti kecewa karena Playboy Indonesia 
terus terbit. Di Jawa Tengah, organisasi masa yangmayoritas Ormas Muslim 
mulai melakukan penyisiran terhadap penjual koran dan ma~ jalah. Mereka 
melakukan perampasan majalah- majalah dan tabloid berorientasi hiburan pria 
yang sejenis. Akibatnya masyarakat umum pun mulai kesulitan untuk 
menemukan man jalah ini. Untuk menghindari keributan antara pihak penjual 
dan ormas, Polisi pun mulai me- nyisir sendiri majalah dan tabloid ini. Pada hari 
Playboy terbit ormas FPI men- datangi kantor majalah ini di Jalan T.B. Sima- 
tupang dan melakukan demonstrasi dengan melakukan, orasi, perusakan, dan 
pembakaran. Pemilik gedung kantor Playboy, AAF (Aceh Asean Fertilizer), protes 
atas kerusakan yang ditimbulkan FPI dan meminta agar Playboy pindah demi 
keamanan penyewa lainnya. Kantor Playboy pindah ke gedung perkan- toran 
Fatmawati Mas. Sebagai antisipasi un- tuk menghadapi demonstrasi dan 


perusakan, kantor Playboy dijaga oleh salah satu forum masyarakat Betawi. 
Poster-poster bertuliskan “Silakan berdemo, asal jangan anarkis” nam~ pak jelas 
ditempelkan di depan kantor. Salah satu penjaga dari komunitas Betawi ini 
menya~ takan bahwa mereka akan menjaga keamanan kompleks perkantoran 
ini dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Bila Playboy harus tutup, mereka 
ingin agar Pemerintah yang menen- tukan, dan menyatakan ketidaksetujuan 
akan segala tindakan main hakim sendiri. Model sampul Playboy Indonesia 
Andhara Early, dan Playmate Kartika Oktavini Guna- wan, juga dilaporkan 
kepada Polisi atas dasar pornografi oleh Masyarakat Anti Pembajakan dan 
Pornografi Indonesia. Walaupun tidak pernah tampil di Playboy penyanyi dangdut 
yang terkenal akan go— yangannya yang kontroversial, Inul Daratista, didatangi 
puluhan orang yang berdemonstrasi ke rumahnya, di daerah Pondok Indah, 
Jakar- 


poestaka wiwara tama - pojok - polycarpus swantara 535 ta Selatan (15 April 
2006), hanya karena menyatakan bila ada tawaran untuk menjadi model majalah 
Playboy, ia bersedia. Pada 29 Juni 2006, polisi menetapkan Pemimpin Redaksi 
Majalah Playboy, Erwin Amada, dan model majalah ini, Kartika Oktavina 
Gunawan dan Andhara Early, sebagai tersangka. Setelah terbitnya Playboy edisi 
ke-2 dan ke3, Fla Priscilla dan Julie Estelle juga ditetapkan sebagai tersangka. 
Penetapan tersangka itu terkait laporan Masyarakat Anti Pembajakan dan 
Pornografi Indonesia (MAPPI) dan FPI, karena ketiganya dianggap telah 
melanggar pasal 282 KUHP tentang Tindak Pidana Susila. (Tim EPI/KG: Sumber: 
Wikipedia) Poestaka Wiwara Tama Suratkabar Bulanan Beredar 
di Wonosobo sekitar tahun 1935 ini diterbitkan oleh Directie Poestaka Wiwara 
Tama dengan motto “Rasa Ojag Satengahing Djagad". Suratkabar berbahasa 
Jawa yang dicetak di Percetakan Theng Tjoen G wan Magelang tersebut terbit 
dengan 24 halaman. Isinya terdiri dari berita-berita ekonomi, kebatinan, ilmu 
pengetahuan, seni dan budaya, keagamaan, iklan dan sebagainya. Duduk 
sebagai pengasuh adalah R.M. Djajeng Wihardja (Wonosobo), R. Martawidjaja 
(Banjarnegara) dan R. Sastrawidjaja (Bandung) (Tim EPI/TS: Sumber: Reksa 
Pustaka) dalam tulisan “Pojok” berbentuk sebuah kalimat yang telah sesuai 
dengan struktur kalimat dasar bahasa Indonesia. Kalimat-kalimat tersebut dapat 
dipilah menjadi dua jenis, yaitu pernyataan yang berbentuk kalimat deklaratif 
dan pernyataan yang berbentuk kalimat imperatif. Contoh pernyataan kalimat 
deklaratif dalam tulisan pojok adalah sebagai berikut: Narapidana Rumah 
Tahanan Mandaeng dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya. Rapatnya nanti 
pindah ke bui! (Kompas, 5 Mei 2003) Kalimat deklaratif dominan digunakan 
karena memudahkan penyampaian pesan untuk menyatakan sebuah persoalan 
kepada pembaca. Berikut contoh pojok yang menggunakan kalimat imperatif: 
Menteri PU mengeluh sering terjebak macet di tol. Yang punya tol saja ngeluh, 
apalagi kita. (Pikiran Rakyat, 1 September 2007) “Pojok" selalu ada penunggu 
tetapnya, seperti “Si Kabayan” (Pikiran Rakyat) atau “Mang Usil” (Kompas). (Tim 
EPI/Wid: Sumber: Buku Wawasan Jurnalistik Praktis, Peluang dan Tantangan 
Wartawan Kreatif, Ermanto, Mhum,Penerbit Cinta Pena, Yogyakarta, 2005). Pojok 
Pojok adalah salah satu bentuk opini jurnal- istik. Sesuai namanya, biasanya 
ditem- patkan di pojok atas atau bawah kolom perta- ma atau terakhir dari 


halaman suratkabar. “Po- jok” umumnya ditempatkan di halaman opini. Tulisan 
“Pojok” memiliki dua bagian yaitu per- nyataan dan komentar. Bagian 
pernyataan Polycarpus Swantara Wates, Yogyakarta, 26 
Januari 1932) — wartawan. Sejak 1966 bekerja di harian Kompas Jakar- ta, 
kemudian menjadi wakil pemimpin redaksi. Mula-mula ia mengajar di SMA, SGA 
(1959-1961), sambil menjadi redaktur majalah Penabur (1957-1959), Praba 
(1960-1966), dan Basis (1957-1966), semuanya tebit di Yogya. 


536 pompai - pontianak post Polycarpus sempat mengajar di IKIP Sanatha 
Dharma Yogya (1960-1966): mencapai gelar sarjana sejarah Fakultas Sastra 
Universitas Gadjah Mada 1966. Dalam organisasi kewartawanan Polycarpus 
sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum PWI Pusat (19731978).(Tim 
EPI: Sumber: PDAT) Pompai Suratkabar Nama suratkabar 
mingguan berbahasa Indonesia terbitan Padang ini, merupakan singkatan dari 
“Pemberita Oentoek Memajukan Perusahaan Anak Indonesia”. Suratkabar yang 
diterbitkan Buinddelingen Bureau Samsudin Rassat, tahun 1929, beredar 
Sumatra Barat. Pemimpin redaksinya adalah Samsudin Rassat, yang juga 
pemiliknya. Sedangkan pembantu redaksi adalah Mr. A.M. Sjahbudin. Pompai 
yang beralamat di Jalan Roofweg No. 1 dekat Djam Besar, Padang, dicetak di 
percetakan NV Volkdrukkerij Handel Matschappij Padang dengan format 
broadsheet. Sesuai dengan nama dan mottonya, Pompai lebih banyak 
menyajikan berita dan artikel tentang ekonomi dan perdagangan. Harga eceran 
suratkabar tersebut Rp 0,15 per eksemplar. (Tim EPI/TS: Sumber: Perpusnas) 
Pontianak Post Suratkabar Harian Koran pertama di 
Kalimantan Barat. Sejak awal, suratkabar ini konsisten menyebar informasi 
sebagai penumbuh pikiran dan wawasan masyarakat. Kini, dengan menginduk 
kepada Grup Jawa Pos, Pontianak Post setia menjumpai pembaca setiap hari. 
Pontianak Post berkantor di Jalan Gadjah Mada No.2-4 Pontianak, Kalimantan 
Barat. Koran ini terus bersolek dengan melakukan perubahan demi perubahan 
agar pembaca sePontianak Post“d KPU Susur DPT Seluruh Dapil lalu jatuh hati 
setiap kali melihat Pontianak Post. Tampilannya yang sederhana diimbangi foto 
dan gambar yang menarik. Pada edisi 4 Juni 2004 redaksi pemah menulis: 
“Seperti biasa, cukup banyak tentu, informasi yang hendak kami utarakan 
kepada pembaca lewat kontak redaksi ini. Terutama yang pasti yaitu, upaya 
berbenah yang terus dilakukan oleh koran kesayangan Anda ini, menyongsong 
perkembangan zaman yang sangat cepat. Sehingga di tengah kompetisi yang 
kian tajam, Pontianak Post tetap eksis.” Bagi suratkabar yang mengantongi izin 
terbit Menteri Penerangan RI No: 028/SK/Menpen/SIUPP/A7 ini, kunci agar media 
tetap disayangi pembacanya adalah harus mampu membaca pasar. Media harus 
peka dengan gerak 


pontianak post 537 masyarakat. Menerapkan prinsip itu, maka Pontianak Post 
pun membuat pembaca jatuh hati dengan mengubah tampilan halamannya, 
khususnya halaman daerah. Banyak pertimbangan mengapa perubahan 
halaman perlu dilakukan. Pontianak Post boleh dikata merupakan suratkabar 
yang peduli dan peka terhadap lingkungannya. Diterbitkannya Radar Pemangkat 
tahun 2006 adalah bukti perhatian besar terhadap daerah Pemangkat. Pontianak 
Post tahu persis bahasa masyarakatnya. “Kepedulian terhadap lingkungan 


adalah bukti cinta terhadap rakyat, ” tulisan redaksi suratkabar yang pada 11 
September 1998 secara resmi menerima keputusan perubahan nama. Sayang, 
tidak ditemukan data alasan perubahan. Soal nama, koran yang lahir pertama 
kali pada 1986 ini sempat mengalami sulih nama. Data perubahan tertera dalam 
Persetujuan Perubahan Nama No: 95A/Ditjend. PPG/K/1998 tertanggal 3 Februari 
1986. Redaksi Pontianak Post dipimpin B. Salman dan pemimpin umum, Tabrani 
Hadi, sedangkan pemimpin perusahaan, M. Nurdin Idris. Sebagaimana media- 
media yang bernaung di bawah Grup Jawa Pos, duduk sebagai pembina, Dahlan 
Iskan, dan direktur utama, Eric Samola, SH. Dengan formasi itu, Pontianak Post 
menyusul Equator dan Pos Kupang dalam jaringan JPNN (Jawa Pos News 
NetWork). Sedangkan anggota redaksinya adalah Nies Alatas, Endah Jaruawati, 
Abu Sofian, H. Holdi, Muslim Minhard, Surhan Sani, Mela Danisari, Juni Armanto, 
dan sekretaris redaksi, Mahala. Pontianak Post mempercayakan pencetakan 
korannya kepada PT. Akcaya Pariwara Pontianak, SPS-SGP dengan, nomor ISSN 
02159767. Terbit dengan oplah 24.601 per hari, Pontianak Post berhak 
mengklaim diri sebagai suratkabar terbesar di Provinsi Kalimantan Barat; jauh 
melampaui Equator, Kapuas Post, dan Kun Dian Ri Bao. Koran ini menyebar 
birobiro di Sambas, Sanggau, Ketapang, Jakarta, Kabupaten Pontianak, dan 
Sintang yang masing-masing dikepalai Budi Darmawan, Ruswandi Siregar, Julfi 
Asmadi, Yaswin, Hasyim Ashari, dan Max Yusuf Alkadrie. Pembaca bisa 
mendapatkannya dengan berlangganan per bulan Rp 51.000; (luar kota tambah 
ongkos kirim). Koran ini juga membuka ruang iklan di antara 10 halamannya. 
Tarifnya per mm kolom hitam putih Rp 9.000,-, spot color Rp15.000,- full colour 
Rp 20.000,-, iklan baris Rp 5000,- perbaris (minimal 2 baris, mak-simal 10 
baris). Untuk beriklan, pelanggan bisa menghubungi nomor 730251 dengan 
model pembayaran di muka. Pada tahun 2007, tarif iklannya naik: Display (BW) 
Rpl2.000/mmk, spot color Rp 20.000/mmk, full color Rp 22.000/- mmk. Tarif 
iklan lainnya: Hal 1 (BW) Rp 20.000/- mmk spot color Rp 30.000/mmk, dan (full 
color) Rp45.000/mmk. Kenaikan harga ini berkait de- ngan pelebaran jaringan 
Pontianak Post yang kini merambah ke daerah-daerah pedalaman. Dengan 
meningkatkan oplah berkisar 35.000 eksemplar, biaya cetak diharapkan dapat 
di- tutup dari pendapatan iklan. Sebanding dengan kenaikan biaya iklan plus 
oplah, kualitas isi pun meningkat. Rubri- kasinya mencakup 16 rubrik, yaitu 
“Utama”, “Ekonomi”, “Hiburan”, "Olahraga", “Metro- polis", “Kota”, “Box”, 
“Editorial”, “Redaksi So— ciety”, "Landak”, “Society”, “Kotaraya", “Lim putan 
Khusus”, dan "Kriminal”. Cukup sesak, tapi masih ada rubrik lain, yaitu di seksi 
Radar. Rubrikasi di seksi ini adalah “Sambas”, "Sang- gau,, “Pinyuh,, “Sintang” 
“Singkawang”, "Ke tapang”, “Kapuas”, “Pemangkat”, dan “Nga- bang". 
Menariknya koran ini, dalam kolom ro- hani semua agama dapat tampil 
bersama. Pem- baca setianya tidak asing dengan bahasan ro~ hani dengan 
perspektif Hindu, Islam, Budha, Konghucu, Protestan, dan Katolik. Untuk 
menambah pengetahuan pemba— ca, Pontianak Post menyediakan kolom-kolom 
khusus, yaitu “ForumDiskusi”, “Surat Pemba- ca”, “Opini”, “Tokoh”, 
“Konsultasi”, “Canda”, “Familia”, “Style”, "Edukasi", “Apresiasi”, “Berkelit, X- 
presi", “Lapsus”, "Gaul", “Tech- no”, “ResepMasakan”, “Otomotif”, “Seluler”, 
“Game Anime”, “Konsultasi Bisnis", "Toys- 


538 pornografi - pos kota hobby", “Perjalanan”, “KonsultasiKesehatan”, "Lensa", 
dan “Sosok”. Rubrik-rubrik itu, seperti biasa, juga ada di Jawa Pos yang menjadi 
induk semangnya. Dengan formasi sistem pendukung pers dan setimbun rubrik 
itu, Pontianak Post selalu siap menjadi tonggak dan tombak yang menyajikan 
dan mengkaji berita bagi masyarakat Kalimantan Barat. (Tim EPI/KG: Sumber: 
Reni Nury anti/Indonesia Buku/Jurnas) Pornografi Pornografi, berasal dari bahasa 
Yunani, pornographos yang terdiri atas dua kata, porne dan graphein. Porne 
berarti pelacur, sedangkan graphein berarti tulisan, gambar, menulis, 
menggambar. Pornographos berarti tulisan atau penggambaran tentang 
pelacur/pelacuran. Kamus Webster memberikan definisi bahwa pornografi adalah 
tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual 
orang yang melihat/membacanya (pornografi, kata benda, materinya, 
pornografis, kata sifat dari pornografi). Organisasi Pengarang Indonesia 
merumuskan bahwa pornografi adalah suatu tulisan atau gambar yang dapat 
melanggar kesusilaan, jika tulisan/gambar itu tidak sedikit pun mengandung 
nilai, melainkan hanya mengandung keinginan/semangat untuk dengan sengaja 
membangkitkan nafsu birahi belaka sehingga menurut norma-norma (agama, 
ketuhanan, keilmuan, dan sebagainya) yang berlaku pada suatu zaman dan 
dalam suatu masyarakat, menimbulkan pikiran-pikiran yang menyeret orang 
yang membaca/mendengar/melihatnya terhadap pelanggaran susila. Buku Debat 
Besar Pornografi (diterbitkan oleh Pikiran Rakyat Bandung-Dewan Kehormatan 
Persatuan Wartawan Indonesia, Februari 2000), menyimpulkan bahwa masalah 
pornografi tidak hanya berkaitan dengan soal Undang Undang dalam pengertian 
yuridis formal, tetapi juga menyangkut tata nilai masyarakat yang lebih luas. 
Walaupun dalam kehidupan sehari-hari masih sering dijumpai peristiwa atau hal- 
hal yang dapat ditafsirkan merupakan pornografi, tata nilai bangsa Indonesia 
sampai saat ini masih dengan jelas menolak pornografi. Pornografi bertentangan 
dengan sistem nilai Bangsa Indonesia, sebab pornografi merendahkan 
intelektualitas dan tidak mengindahkan tata nilai bangsa. Pada hakikatnya 
pornografi tidak sesuai dengan pers dan bukan merupakan bagian dari pers, dan 
kebebasan pers tidak identik dengan ke-bebasan menyebarkan pornografi. 
Selain itu, penentuan pornografi sangat tergantung de- ngan konteks tempat 
dan waktu. (Tim EPI/- NH) Pos Kota Surat kabar 
Harian Terbit di Jakarta sejak 15 April 1970. Surat kabar ini dihadirkan oleh para 
pendirinya, tampil dengan muatan liputan berita-berita kota, kriminal dan seks 
atau pelanggaran susi- la. la memang tampil beda dari kebanyakan penerbitan 
yang ada pada waktu itu. Pos Kota boleh dikatakan hadir dengan "melawan arus" 


pos kota 539 Istri tei 2 pria | budaya massa saat itu. Dan justru dari keberanian 
mengambil keputusan ini pula menjadikan Pos Kota berhasil dalam persaingan 
bisnis pers pada zamannya. Harmoko dan kawan-kawan dengan penuh 
kesadaran dan keyakinannya, melahirkan Pos Kota agar menjadi bacaan dan 
sekaligus penyalur aspirasi rakyat lapisan menengah bawah. Pilihan ini 
ditempuh, karena pada saat itu masyarakat bawah memang hampir belum ada 
yang menyentuh. Dan Harmoko dengan Pos Kota-nya berupaya keras dapat 
menangkap denyut hati nurani rakyat kecil itu. Lewat penampilan perwajahan 
Pos Kota yang khas dan penyajian berita-berita yang dekat di hati rakyat kecil, 


membuat koran Harmoko itu kemudian menjadi sangat disukai oleh para 
pembacanya. Pos Kota yang kini eksis menjadi surat kabar terbesar di Ibu Kota 
dalam kurun perjalanan panjang kehidupannya, penuh diwarnai oleh aneka 
ragam masalah dan tantangantantangan berat. Bahkan di awal-awal tahun 
kelahirannya, banyak pihak melontarkan cemooh dan sinisme terhadap 
kehadiran Pos Kota yang tampil untuk melayani kepentingan khalayak pembaca 
"wong cilik." Berbagai tudingan dan predikat berkonotasi "merendahkan" citra 
Pos Kota, dialamatkan melekat ke surat kabar ini. Namun dari para pendiri dan 
pengasuh surat kabar ini, semua tudingan dan cemoohan itu tidak membuatnya 
harus mundur kembali ke belakang. SebaJAKARTA'SORGUM PENGGUNA 
NARKOBA ifr “TiRORIS RAKIT BOM ®a-™-BIPIUMPaNG * Bila mdedak terjadi 
toittan api ijitc “ieng ke&a mau masu* gagasi ys?3 Honda Jazzdirampas Wanita 
hamil dibunuh dua tangan dipotong liknya, semua kritik dan ejekan sinis itu 
justru dijadikannya sebagai cambuk atau sekaligus kekuatan untuk lebih 
membulatkan kemauan dan tekad mereka untuk dapat merealisasikan misi atau 
cita-cita menerbitkan sebuah koran kota yang menjadi bacaan dan penyalur 
aspirasi rakyat kecil. Para pendiri dan pengasuh surat kabar ini, ketika itu 
memang dihadapkan oleh pergulatan batin dan intelektual yang penuh 
dilemmatis. Di satu sisi, kondisi sosial waktu itu memberikan dorongan terhadap 
tumbuhnya penerbitan media cetak berorientasi politik. Dengan kata lain, iklim 
keterbuklaan politik dan kebebasan pers yang berkembang saat itu, telah 
membuat sebagian orang cenderung lebih menyukai terhadap penerbitan media 
massa yang lebih "serius" atau memiliki komitmen politik. Tapi, di sisi lain justru 
Pos Kota dihadirkan oleh para pendirinya tampil dengan muatan liputan berita- 
berita kota, kriminal dan seks atau pelanggaran susila. Lahirnya Pos Kota 
bermula dari keinginan beberapa wartawan untuk menerbitkan sebuah koran 
yang khas. Sekitar tahun 1969, beberapa wartawan dan mereka yang berminat 
di bidang jurnalistik berkumpul membicarakan suatu rencana atau gagasan yang 
menginginkan adanya pewarnaan yang unik bagi dunia pers yang sudah ada 
sebelumnya. Ketika itu, Harmoko dan kawan-kawan tidak lagi bekerja di harian 
Merdeka. Mereka mendirikan koran mingguan 


easaga 540 pos kota TYisaksi pada tahun 1968. Lalu muncul ide untuk 
menerbitkan surat kabar harian. Tapi koran ini harus berbeda dengan penerbitan 
yang sudah ada. Umumnya koran harian ketika itu berorientasi politik. Kalau 
membuat koran yang sama tentu diperkirakan akan susah laku, sebab pasarnya 
ketika itu sudah penuh. Setelah rencana itu diendapkan beberapa lama, 
Harmoko dan kawan-kawan di PWI Jakarta di antaranya Harsono dan Abijasa 
suatu wakitu mengajaknya untuk mendirikan penerbitan baru. Harmoko 
berpendapat, untuk itu harus ada modal yang cukup agar usaha ini nantinya 
tidak berhenti di tengah jalan. Harmoko waktu itu cenderung tetap memilih 
menerbitkan popular newspaper atau community newspaper. Segmen khalayak 
yang hendak dituju adalah lapisan menengah bawah. Para pendiri ini 
menginginkan berita-berita yang disajikan itu mempergunakan bahasa yang 
sederhana, tetapi mempunyai daya pikat sesuai dengan warna dialog atau 
atmosfir masyarakat lapisan menengah bawah. Selain itu, koran yang akan 
diterbitkannya perlu memuat gambar-gambar dan foto kejadian yang ada dalam 


masyarakat kota. Rencana ini kemudian dapat diwujudkan, setelah mereka 
bersepakat mendirikan suatu yayasan yang diberi nama "Antar Kota" pada 
tanggal 5 Februari 1970. Maksud dan tujuan Yayasan Antar Kota yakni 
mengembangkan usaha di bidang penerbitan dengan menerbitkan buku-buku 
yang bersifat umum, maupun karya sastra dalam tingkat yang dapat diterima 
oleh rakyat, penyediaan bahan dan penyelenggaraan publisitas dengan 
pembuatan brosur-brosur, posterposter, plakat-plakat serta menyelenggarakan 
publisitas kota dalam suatu usaha yang searah dengan tujuan yayasan. Di 
samping, yayasan didirikan dengan maksud untuk menjadi art producer dalam 
produksi dari karya-karya seni seprti pemanggungan, show, general 
entertainment, pameran seni rupa dan pembuatan film-film cerita. Para pendiri 
yayasan tersebut adalah Yachya Suryawinata, Harmoko, Tahar, S. Abijasa, 
S.Harsono dan Pansa Tampubolon. Em-pat yang pertama merupakan wartawan 
dari berbagai media cetak di Ibu Kota yang bertaraf nasional. Sedangkan dua 
yang terakhir lebih merupakan kalangan non jurnalis atau tepat- nya datang 
dari kalangan bisnis, tetapi me- naruh perhatian pada dunia jurnalistik. Siapa 
yang pertama kali mengusulkan na- ma Pos Kota? Adakah usulan nama lain 
yang muncul waktu itu. Mengapa nama Pos Kota yang kemudian dipilih? Suatu 
hari Harmoko diundang oleh Bachtiar Djamili, pemimpin surat kabar harian 
Operasi yang menjamu serombongan wartawan Malaysia di rumah- nya. Dalam 
acara itu, dia bertemu dengan rekan-rekan lamanya (ia salah satu wartawan 
Indonesia yang pernah dikirim ke Malaysia). Terjadi dialog dengan wartawan 
Utusan Malaysia, Melan Abdullah antara lain tentang rencana Harmoko dan 
kawan-kawan untuk menerbitkan koran baru yang diperuntukkan bagi khalayak 
kota Jakarta. Melan mendukung rencana itu dan mengusulkan nama Kota Pos. 
Nama yang diusulkan Melan ini agaknya ada kaitannya dengan bahasa Inggris: 
City Post. Nama ini kemudian muncul kembali wak- tu para pendiri yayasan 
mengadakan perte- muan untuk menentukan nama yang akan di- gunakan 
surat kabar itu. Timbul gagasan, ba- gaimana kalau usulan nama Kota Pos 
dibalik saja menjadi Pos Kota. Dalam perbincangan pada pertemuan yang 
bersifat kekeluargaan itu, disepakati nama Pos Kota. Nama itu meru- pakan 
penjabaran dari ide tentang keinginan menyampaikan berbagai informasi, 
katakan- lah semacam pos yang diketahui merupakan sarana dalam seseorang 
berkirim kabar atau berita. Sedangkan kata "kota" berkesan kuat dari penggalan 
nama Yayasan Antar Kota. Mengenai logo surat kabar, dalam satu pertemuan, 
Yachya mengusulkan agar lam- bang kota Jakarta (Tugu Monumen Nasional) 
diletakan pada huruf "O" dari kata "Kota." Ide ini dimaksudkan sebagai lambang 
untuk mem~ perkuat maksud diterbitkannya koran yang mengambil ciri khas 
mengutamakan penya— jian berita-berita perkotaan yang diperlukan 


pos kota 541 JK nyatakan siap perang oleh warga Jakarta. Desain logo Pos Kota 
dengan ciri gambar Monas tersebut kemudian dikerjakan oleh seorang kartunis 
Soebagjo Prodjoatmodjo. Dalam proses pembuatan desain logto itu, Harmoko 
sempat memberikan koreksi karena dalam konsep awal desain gambar Monas- 
nya dinilai kegemukan dan diminta lebih dirampingkan. Koreksi lainnya yaitu 
huruf O pda kata Pos diminta diberi warna raster. Desain logo karya Soebagjo 
inilah yang akhirnya digunakan sampai kini tanpa ada perubahan berarti. 


Mengenai modal kerja yayasan yang juga merupakan sumber dana utama 
penerbitan Pos Kota yakni bersifat milik bersama (kolektivitas). Masing-masing 
pendiri kelihatan memberikan bagian yang kurang lebih berimbang bagi modal 
usaha tersebut. Adapun caranya dengan melepaskan beberapa hak milik 
masingmasing dari jumlah barang tidak bergerak (misalnya seperti rumah milik 
Yachya) dan barang bergerak (misalnya seperti mobil milik Harmoko). Mungkin 
yang paling penting adalah tetap dipeliharanya independensi dari para pendiri 
atas modal usaha Yayasan Antar Kota itu. Sebelum nomor perdana diterbitkan, 
teman-temannya memberikan kepercayaan kepada Harmoko untuk bertanggung 
jawab terhadap perencanaan isi koran. Dalam persiapan penerbitan itu, Harmoko 
kemudian melakukan survei kecil-kecilan untuk mengetahui selera pembaca. 
Mula-mula ia pergi ke kawasan Tanjung Priok. Kepada orang-orang yang 
dijumpai ditanyakannya: Baca koran apa nggak? Kalau baca, koran apa? 
Kepinginnya SKMERIMTAHIMEKAN «DERITA MOHARAJ® Si @ kota WI—— 

Manohara ungKstp kebtadaban pangeran saya disayat-sayat' Juragan sapi 
lagi tidurdigarong www.poskota.co.id kalau baca koran, yang kayak apa? Survey 
ini dilakukan juga ke tempat-tempat lain seperti Jatinegara, Tanah Abang dan 
Senen. Orangorang di sini mengatakan: "Harga-harga barang di sini tak pernah 
masuk koran." Di Glodok, orang yang diajak bicara mengatakan: "Belum ada 
koran yang memasarkan dagangan kami." Dalam rapat persiapan, Harmoko 
mengisyaratkan bahwa isi surat kabar mereka nanti akan lain dari yang ada. 
Pada waktunya, terbitlah koran Pos Kota dengan oplah pertama 3.500 
eksemplar. Redakturnya yakni Harmoko, Tahar, Abijasa dan Harsono. Sedangkan 
reporter berjumlah sebelas orang masing-masing Sjachroni, Dachlan Rafii, Ibnu 
Suryo, Hasan Basri, Buyung Sachri, Sudibyo, Is Anwar, Zaenal Abidin, Imam 
Subardi, Hadi Kamajaya dan Soetjipto R. S. Setelah terbit, ternyata pembaca 
dapat menerima kehadiran koran ini. Penerimaan ini dirasakan sebagai modal 
utama. Hanya dalam hitungan singkat, oplah kemudian meningkat mencapai 
antara 30-60 ribu eksemplar. Dalam beberapa bulan Pos Kota sudah mulai bisa 
membayar kertas dan ongkos percetakan. Banyak kalangan pers waktu itu 
mempertanyakan, "Ini jurnalisme apa?" Menteri Penerangan (waktu itu) 
Budiardjo juga berkomentar sama. Menanggapi berbagai tanggapan itu, 
Harmoko hanya menjawab singkat: "Pokoknya kalau bukan golongan 
menengahbawah, lebih baik jangan baca." Masyarakat umumnya bersikap sinis. 
Ada kecenderungan kuat memasukan harian ini sebagai surat kabar porno, 
koran tukang becak, koran cabul. Di kalangan pers sendiri, harian ini dianggap 
ku 


542 pos kupang rang intelektual. Tidak semua orang sinis dan mengejek 
terhadap kehadiran koran ini. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, misalnya, 
merupakan salah satu dari kalangan pimpinan pemerintahan yang sempat 
memberikan dukungan dan pujian. Dalam edisi perdananya (Rabu, 15 April 
1970) Pos Kota menampilkan berita utama sambutan Bang Ali atas terbitnya 
koran ini dengan judul: "Bang Ali: Djakarta Diperkaya dengan Pos Kota." Menurut 
Bang Ali, sesuai dengan namanya diharapkan Pos Kota menjadi media massa 
yang menarik dan dapat dipercaya bagi mereka yang ingin mengikuti 
perkembangan sehari-hari dari kota ini. Dalam edisi pertama juga ditampilkan 


tulisan bersambung “Tjerfana” (Tjerita Bersambung Fakta Analisa) tentang 
“Omar Dhani dalam incaran spion komunis/' Menginjak tahun pertama, koran ini 
mendapat "berkat" dengan pemberitaannya yang intens dan liputan non-stop 
tentang 'bayi ajaib" Cut Zahara Fonna dan berita meninggalnya (terutama foto 
jenazah) tokoh Proklamator Bung Karno. Dari kedua hasil liputan peristiwa inilah, 
koran ini berhasil menaikan tiras hingga mencapai lebih dari 21.000 eksemplar. 
Karena peristiwa ini pula, seorang tokoh pers seperti alm PK Oyong pernah 
memberi julukan terhadap Pos Kota sebagai "koran ajaib." Predikat ini diberikan 
kepada Pos Kota, karena dinilainya mirip seperti "bayi ajaib" yang memang 
diberitakan secara gegap gempita faktanya. Bayi ajaib Cut Zahara Fonna inilah 
yang berhasil mendongkrak tiras Pos Kota untuk tahun pertama dan jadilah Pos 
Kota "koran ajaib." Dengan resep yang barangkali dianggap kurang atau tidak 
intelektual, terlalu nge-pop. vulgar, "selera rendah" dan sebagainya, ternyata 
justru mampu membina dan mengembangkan tiras di kemudian hari menjadi 
koran terbesar di Indonesia. Di usianya ke 30 tahun, Pos Kota pernah mencapai 
tiras 600.000 eksemplar. Dalam perjalanan panjang sejarahnya, Pos Kota 
mengalami beberapa kali pergantian personil pimpinan di jajaran redaksinya. 
Ketika Harmoko diminta duduk menjadi Menteri Penerangan selama tiga periode 
dalam Kabinet Pembangunan di era kepemimpinan Presiden Soeharto, pemimpin 
redaksi Pos Kota pernah dipegang oleh H. Sofyan Lubis (1983-2000), kemudian 
diteruskan oleh M. Syukri Burhan dan dewasa ini dipegang oleh Gunawan Eko 
Prabowo. Sedangkan untuk posisi jabatan pemimpin umum/perusahaan masih 
tetapdipegang oleh H. Tahar. (Tim EPI/ES) Pos Kupang Sejak mingguan Kupang 
Post berhenti terbit pada sekitar 1983/1984, di Nusa Tenggara Timur (NTT) 
nyaris tidak ada penerbitan. Masyarakat hanya bisa membaca majalah Di— an 
dan sejumlah suratkabar harian dan ma~ jalah terbitan Jakarta seperti Kompas, 
Suara Karya, Sinar Harapan, Tkmpo, Hidup, dan Bali Post. Media-media ini 
menempatkan warta- wannya di NTT, yang secara rutin mengirim berita-berita 
menyangkut NTT ke kantor re— daksinya. Kendati demikian, Pemerintah 
senantiasa mendorong supaya ada media cetak lokal di Kupang. Maka pada 
tahun 1987 Menteri Pem nerangan RI, Harmoko, mendirikan Percetakan Negara 
RI (PNRI) Kupang, yang maksudnya untuk mendorong tumbuhnya media cetak 
lokal di Kupang. Harmoko bahkan sempat men- dorong Damyan Godho 
(wartawan Kompas di NTT yang sempat menjadi Pemimpin Redaksi Kupang 
Post), untuk menerbitkan koran baru namun tidak terwujud karena terbatasnya 
modal dan wartawan. Hingga tahun 1992, NTT tercatat sebagai salah satu dari 
enam provinsi yang belum me- miliki media cetak harian. Karena itu Harmoko 
sekali lagi mendorong Damyan Godho dengan memberi kemudahan memperoleh 
SIUPP se- hingga terbitlah Surakabar harian Pos Kupang pada tanggal 1 
Desember 199& Pos Kupang didirikan bersama oleh Damyan Godho, Valens Goa 
Doy dan Rudolf Nggai (PT Timor Media- Grafika, anak perusahaan Kelompok 
Kompas- 


pos kupang 543 Gramedia), berdasarkan SIUPP No. 
282/SK/Menpen/SIUPP/A.6/1992, tanggal 6 Oktober 1992. Sejak itu ketiga orang 
ini mulai mengumpulkan orang-orang NTT, baik untuk menjadi wartawan 
maupun menjadi pengelola bisnis. Pos Kupang tercatat sebagai harian pertama 


dalam sejarah NTT yang peredarannya mampu menjangkau semua kabupaten 
yang ada. Untuk mengatasi kesulitan distribusi akibat kondisi NTT yang 
merupakan daerah kepulauan (sekitar 566 pulau), pada tahun 1998 Pos Kupang 
menerapkan teknologi cetak jarak jauh di Percetakan Arnoldus Ende untuk 
melayani pembaca di seluruh Flores dan Lembata. Namun pada tahun 2002, Pos 
Kupang tidak lagi mencetak di Ende namun beralih ke Maumere menggunakan 
mesin cetak sendiri. Hal yang sama dilakukan di Ruteng guna melayani pembaca 
di Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada, yang berlangsung sejak November 
2004 hingga sekarang. Sejak tahun 1997, Pos Kupang juga memiliki media 
Online yang bisa dibaca melalui internet di seluruh dunia. Krisis ekonomi pada 
tahun 1997 menjadi tantangan tersendiri bagi Pos Kupang. Kenaikan harga 
material cetak yang sangat tajam ketika itu sempat membuat Pos Kupang 
seperti kapal yang sedang diempas gelombang hebat. Tetapi Pos Kupang 
berhasil melewati tantangan itu, bahkan boleh dibilang tantangan tersebut 
membuat Pos Kupang semakin matang dan semakin maju. Pada tahun 2006 Pos 
Kupang menerima penghargaan sebagai salah satu dari 10 koran terbaik 
nasional tahun 2005 menurut penilaian Dewan Pers. Pada 2007 Damyan Godho 
menjadi pemimpin umum, sementara redaksi dipimpin oleh Dion D.B. Putra dan 
Daud Sutikno menjadi pemimpin perusahaan suratkabar yang sirkulasinya 
sekitar 20.000 eksemplar ini. Pada usia 15 tahun (2007), harian ini memiliki 119 
karyawan dan tersebar di seantero NTT. Kepada mereka juga diberikan pelatihan 
baik aspek redaksional maupun pemasaran. Pos Kupang yang mengaku sebagai 
pembawa “Suara Nusa Tenggara Timur" yang ditunjukkan melalui jargonnya, 
sedikit banyak memotret permasalahan yang begitu kompleks di NTT. Meski 
demikian, Pos Kupang tetap menuai kritik dari pengamat media di dalam 
maupun di luar NTT. Beritanya banyak didominasi isu politik. Liputannya tak jauh 
dari perkara pemindahan pejabat ini atau pengangkatan pejabat itu. Dominasi 
liputan isu-isu elite menyebabkan masalah-masalah di pelosok pedesaan NTT 
kurang tersentuh. Kondisi demikian terkadang menjadi permakluman, mengingat 
kondisi NTT yang berupa kepulauan. Dibutuhkan biaya yang cukup banyak untuk 
bisa melakukan liputan ke daerah-daerah yang tak terjamah media. Meski 


544 prambors terbit di wilayah gersang, Pos Kupang menjadi lahan subur para 
intelektual dan cendekiawan asal NTT untuk beradu argumen. Pos Kupang 
memang mencerminkan dirinya sebagai ruang publik yang mendongkrak 
aspirasi dan politik lokal. (Tim/Wid/TS. Sumber: Perjalanan Pers NTT, AgusSape, 
dalam Buku 15 Tahun Pos Kupang Suara Nusa Tenggara Timur, Editor Tony 
Kleden, Maria Matildis Banda, Dion DB Putra, Penerbit PT Timor Grafika, dan 
Harian Jurnal Nasional). Prambors Stasiun Radio 
Nama ini dipilih karena misinya saat itu, pengen beken. Beberapa anggota geng 
Prambors, Imran Amir, Mursid Rustam, Malik Sjafei, Bambang Wahyudi, dan Tri 
Tunggal (Itung) yang punya hobi elektronik, merasa perlu memberi identitas 
untuk geng-nya yang kemudian disepakati berupa pemancar radio. Ruang studio 
dipilih kamar tidur Bambang Wahyudi - sekarang Komisaris Utama Radio 
Prambors. Transmitter ala kadarnya dan segala macam alat pendukungnya 
diusung dan dirakit di kamar itu. Karena dulu belum ada kaset dan belum ada 
tape player portable, maka digunakan turn table untuk memutar lagu dari 


piringan hitam. Pada siaran pertama para saksi sejarah harus menahan napas. 
“Mikropon kita taro di tengah-tengah speaker. Jadi selama muterin lagu, kita 
nggak boleh ngomong,” cerita Malik Sjafei. Sejak siaran perdana itu, para 
anggota geng Prambors makin bersemangat. Dengan daya 15 watt, Prambors on 
air hingga ke daerah Dukuh Atas. Setelah enam bulan siaran, masalah mulai 
timbul karena orang tua Bambang merasa agak terganggu, dan memberi tempat 
di gudang. Studio di gudang ini sanggup bertahan hingga bilangan tahun. 
Pemerintah kemudian menetapkan peraturan untuk menertibkan radio-radio 
yang belakangan banyak muncul, antara lain harus berbentuk badan hukum, 
kondisi peralatan dan ruangan studio harus standar. “Semua radio harus 
memiliki callsign sebagai bentuk legalitas siaran,” tutur Malik Sjafei. Dengan 
melibatkan beberapa orangtua personelnya, Prambors pun akhirnya berbadan 
hukum dalam bentuk yayasan. Tahun 1970, Pemerintah kembali mengeluarkan 
aturan baru, bahwa setiap radio berbadan hukum haruslah berbentuk 
PerseroanTerbatas atau Perkumpulan. Prambors pun mematuhi aturan tersebut, 
sehingga namanya menjadi PT. Radio Prambors Broadcasting Ser~ vice. Akte 
tersebut kemudian diubah menjadi RT. Radio Prambors pada era 80-an. Pelan- 
pelan, Prambors memiliki komuni— tas pendengar, yang mayoritas anak muda. 
Lagu-lagu dan materi siaran pun disesuaikan dengan segmentasinya, anak 
muda. Mulai tahun 1971 hingga 1978, Prambors pun makin mantap yang kala itu 
seperti tak ada saingan. Produk Prambors makin beragam. Mulai dari kaset 
kompilasi, sampai acara offair Lom- ba Cipta Lagu Remaja (LDR) yang sukses. 
Di era 80-an, Prambors mulai bebenah ka— rena mulai terasa adanya persaingan 
dengan stasiun radio lain. Salah satu usaha keras merem ka untuk tetap 
menjaga komunitas pendengar nya adalah melalui games. Games yang 
dikem- bangkan cukup bervariasi, dengan hadiah yang kala itu cukup 
sensasional, misalnya mo- 


pramono 545 bil. Selain games, di era 90-an mulai muncul pula acara-acara 
baru, seperti Catatan si Boy, Diary, juga acara offair seperti “Tenda Mangkal, 
Prambors Nite”. Komunitas pendengar Prambors makin besar, terutama 
didukung oleh pembenahan kualitas audionya dengan pindah ke jalur FM 102,3 
di tahun 1987. Karena adanya penataan ulang seluruh frekuensi yang 
dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan, per 1 Agustus 2004 Prambors 
berubah frekuensi yang tadinya FM 102,3 menjadi FM 102,2. Begitu juga dengan 
bertambahnya waktu, Prambors kini ada di Semarang, Jogja, Makassar, Solo, 
Bandung dan Medan. Prambors selalu tampil dengan programprogram unggulan 
seperti saat ini ada "Putuss”, acara yang dipandu oleh Ari Dagienkz & Desta 
yang sangat digemari kawula muda. Kemudian ada “Toserba” dipandu oleh Cici 
Panda. Pada acara ini pendengar ditawari berbagai macam 'barang dagangan 
berkualitas' yang pastinya menarik. “Safari Sore", suasana bisa menjadi sangat 
santai ketika setelah seharian beraktifitas ditemani oleh Sesa Nasution & Imam 
Darto dan “Catatan Malam" yang dipandu sama Yudha Perdana. Mulai 
September 2005, program-program unggulan tersebut juga disiarkan di kota- 
kota besar Prambors berada. Prambors juga menunjukkan keunggulannya 
melalui program-program lainnya baik on air maupun offair, seperti “Saturday 
Blast” yang pernah digelar di Score, Cilandak Town Sguare setiap bulannya. 


Kemudian, acara-acara seperti Prambors Piknik, POPA (The Power of Putih Abu- 
Abu), Prambors Fair, Prambors Goes to Prom, Prambors Jammin, Prizes 
Aroundthe Dock, Balada Cinta Ramadhan dan masih banyak lagi. Menurut 
Bambang Wahyudi, kunci sukses Prambors adalah tetap mempertahankan soul- 
nya sebagai stasiun anak muda. “Kita belajar dari generasi muda. Jadi yang 
memesatkan dan memperkuat, ialah pendengar itu sendiri dan juga mereka 
yang lebih muda yang bergabung dengan Prambors." (Tim EPI. Sumber: 
Wikipedia) Pramono Magelang, 1942 Setelah putus kuliah di Fakultas Hukum 
Universitas Gajah Mada Yogyakarta, kemudian menyelesaikan pendidikan 
formalnya di Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) Yogyakarta tahun 1963. 
Pindah ke Jakarta dan langsung bekerja di Harian Umum Sinar Harapan. Berikut 
ini adalah catatan prestasi yang pernah diraihnya: 1965-1966 Anggota Tim 
Perancang/Pelaksana Desain Diorama Monumen Nasional (Monas) Jakarta. 1966 - 
1968 Anggota Tim Perancang/Pelaksana Desain Monumen Nasional Kesaktian 


Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta 1967 Pemenang III Lomba Karikatur 
“Adinegoro”/PWI Jakarta. 1972 Pemenang III Lomba Karikatur HUT Bhayangkara, 
Jakarta. 1980 Mendapat medali perunggu dan penghargaan dalam Lomba 


Kartun Internasional The Yomiuri Shimbun, Tokyo. 1981 Pemenang II Lomba 
Karikatur “Adinegoro”-PWI Jakarta. 1982 Mewakili Asia - Pasifik dalam 
Pertemuan Kartunis Prancis, Inggris, Indonesia, Jepang, di Tokyo yang 
diselenggarakan oleh Asahi Shimbun. 1981 Mendapat medali perunggu dan 
penghargaan dalam Lomba Kartun Internasional TheYomiuri Shimbun, Tokyo. 
1983 Pemenang IlLomba Karikatur “Adinegoro"”-PWI Jakarta. Penyelenggara 
Lomba Kartun “Peranan Pers dalam Pemba- ngunan Nasional” yang dise- 
lenggarakan oleh Sinar Harapan. 1985 Pemenang | Lomba Karikatur 
“Adinegoro" PWI Jakarta. Anggota Tim Penyelenggara bssbhbm 


546 presenter Lomba Kartun Internasional "Candalaga Mancanegara” di 
Semarang. 1986 Anggota tetap Tim Juri Hadiah “Adinegoro” Sie Karikatur PWI 
Jakarta 1989Diundang The Asia Foundation untuk hadir dalam Seminar Kartunis 
ASEAN di Kuala Lumpur. 1990 Ketua Umum Pakarti (Persatuan Kartunis 
Indonesia) periode sampai sekarang. 1991 Diundang The Japan Foundation 
untuk hadir dalam Seminar/Pameran Kartun ASEAN di Tokyo, Jepang. Buku 
karyanya Karikatur-Karikatur, 1981, diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan. (Tim 
EPI. Sumber: PWI Pusat) Presenter Penyiar atau presenter televisi terdiri atas tiga 
jenis yaitu continuity presenter, host dan anchor (lihat juga lema host dan 
anchor). Continuity presenter adalah mereka yang bertugas mengantarkan 
acara-acara televisi kepada pemirsa. Mereka berfungsi sebagai jeda atau 
perangkai dari satu acara ke acara lainnya. Penampilan mereka sangat santai. 
Biasanya mereka akan sedikit mengulas materi acara yang segera hadir, dengan 
tujuan mengajak dan menambat pemirsa agar tidak berganti channel ke stasiun 
televisi lainnya. Selain itu presenter ini sering memberikan'kiat khusus berkaitan 
dengan aktivitas penonton seharihari. Keberadaan continuity presenter ini cukup 
membantu memasarkan sebuah acara. Sebab dengan sapaan dan ajakan 
mereka untuk menonton sebuah acara, mereka mencoba “mengikat” pemirsa. 
Mereka harus betul-betul paham dan cermat terhadap sebuah acara yang akan 
diulasnya sehingga pemirsa akan tetap tune in di stasiun televisi yang 


bersangkutan. Menurut R.M. Hartoko, untuk menjadi penyiar tevelisi yang baik, 
diperlukan kepribadian yang tepat. la menyebutkan beberapa prasyarat untuk 
menjadi presenter televisi yang baik, yakni: 1. Penampilan yang baik dan 
perlu didukung pula oleh watak dan pengalaman. Tidak cukup hanya good looks 
wanita cantik atau pria tampan. Bagi wanita diperlukan wajah yang menarik 
serta perawakan yang baik, sedangkan bagi pria perlu memiliki kemampuan 
membawakan dirinya. 2. Kecerdasan pikiran yang meliputi pengetahuan umum, 
penguasaan bahasa, daya penyesuaian, dan daya ingatan yang kuat, sehingga 
mampu membawakan announcement di depan kamera dengan enak dan jelas, 
tanpa membaca, kalau perlu semua dihafal dan dilatih sendiri sesempatnya 
dalam menit-menit sebelum tampil. 3. Keramahan yang tidak berlebihan sampai 
over friendly yang dapat menjengkelkan dan menjadi tidak wajar. Memang benar 
bah-wa penyiar televisi berkunjung langsung ke tengah-tengah lingkungan 
keluarga pemirsa di rumah, tetapi supaya diingat bahwa penyiar bukan sebagai 
“sobat lama” bagi keluarga pemirsa yang dikunjunginya. Penampilan pe- nyiar 
di layar televisi harus tetap disertai so- pan-santun perjumpaan supaya tidak 
me~ nyinggung perasaan rata-rata pemirsa. 4. Jenis suara yang tepat 
dengan warna suara yang enak menyenangkan untuk dide- ngar dan memiliki 
wibawa yang cukup man tap, yaitu suara yang menimbulkan keperca- yaan, 
meyakinkan bagi yang mendengarnya, sehingga membuat pemirsa 
memperhatikan apa yang dikatakan. Dari uraian Hartoko tersebut, dapat disim- 
pulkan bahwa prasyarat bagi calon presenter yang baik adalah seorang yang 
enak dilihat dan enak didengarkan dalam membawakan acara siaran, serta 
menunjukkan kepribadian yang wajar. Kebanyakan orang merasa malu (self 
conscious) atau gugup bila menghadapi mikrofon dan kamera televisi. Penyiar 
televisi harus dapat mengatasi "demam mikrofon", 


precision joumalism 547 “demam kamera”, dan juga “demam panggung”. 
Penyiar televisi juga harus bisa mengendalikan sikap/gerakan dan perasaan 
fmotions & emotions) dalam memelihara intimacy (kedekatan) melalui kontak 
mata (eye contact). Masalah mental yang dihadapi oleh setiap penyiar televisi 
ialah bagaimana supaya merasa akrab setulusnya terhadap penerima yang 
terdiri atas pemirsa yang tidak dilihatnya. Penyiar televisi yang baik selalu 
menyadari bahwa ia menghadapi pemirsa-pemirsa sebagai “human being”, 
karena itu memerlukan pula pengalaman dalam pergaulan dengan orang 
banyak. (Tim EPI/Wid: Sumber: Buku Jurnalistik Televisi Teori dan Praktik, 
Askurifai Baksin, Penerbit Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2006). Precision 
Journalism Sebutan precision joumalism atau jurnalisme presisi diintodusir 
pertama kali oleh seorang profesor jurnalisme dari Garnett Center for Media 
Studiea, Amerika Serikat, pada tahun 1973. Sebelumnya jenis jurnalisme ini 
disebut sebagai new joumalism (jurnalisme baru), Computer-assisted journalism 
(jurnalisme yang dibantu komputer), scientific journalism (jurnalisme ilmiah), 
atau guatitative journalism (jurnalisme kuantitatif). Karena itu jurnalisme presisi 
memiliki banyak definisi. Salah satu definisi jurnalisme presisi yaitu cara 
melakukan reportase (reporting) jurnalistik dengan memakai metode penelitian 
sosial sebagai cara mengumpulkan keterangan dan menggunakan content 
analysis sebagai sumber informasinya. Jenis jurnalisme ini tidak banyak berbeda 


dengan reportase investigatif. Hanya saja, bedanya, jurnalisme presisi 
menggunakan metode ilmiah. Ada dua metode penelitian utama yang umumnya 
dipakai yaitu content analysis dan riset survei (survey research). Sedangkan 
metode satu lagi yaitu field experiment atau survai lapangan dan yang terakhir 
ini jarang dipaqkai. Para peneliti masalah jurnalistik percaya bahwa jurnalisme 
presisi telah dilakukan lebih dari 70 tahun yang lampau. Namun demikian, para 
peneliti umumnya sepakat bahwa majalah Fortune dari AS merupakan 
perusahaan pers pertama yang memakai cara polling atau pengumpulan 
pendapat ilmiah untuk menjadi bahan beritanya. Majalah tersebut pada tahun 
1935 mengadakan penelitian tentang berapa batang sigaret yang dihabiskan 
masyarakat AS selama sehari, lalu jenis mobil apa yang mereka sukai, dan tipe 
kendaraan apa yang ingin mereka miliki dan masih banyak lagi.Pada tahun 
1939, majalah Readefs Digest mengadakan penelitian dengan cara men- 
datangi tempat-tempat reparasi arloji, mobil dan peralatan rumah tangga 
lainnya. Hasilnya cukup mengejutkan, sebab berdasarkan pe~ nelitian itu, 
ternyata 50% lebih warga AS meng- alami kerugian akibat kesalahan diagnose 
kerusakan dan terlalu mahal membayar ongkos reparasinya. Di dasawarsa 60- 
an, telah terjadi berba- gai gejolak sosial politik di dalam negeri AS serta 
beberapa bagian dunia lainnya. Publik pada masa itu menuduh pers telah 
bekerja tidak obyektif, sepihak dan tidak komprehen- sif laporannya. Karena itu, 
di dasawarsa 60-an itulah, muncul berbagai bentuk jurnalisme yang berusaha 
mengimbangi arus utama gaya penulisan yang umumnya dilakukan oleh per- 
usahaan-perusahaan pers besar. Dari sinilah kemudian berkembang apa yang 
disebut "jurnalisme bawah tanah" guna membela kepentingan masyarakat yang 
tidak mampu menyampaikan aspirasinya. Jurnal- isme seperti jurnalisme 
advokasi, jurnalisme baru, jurnalisme muckraking (memerangi ko~ rupsi) marak 
dan menjad mode. Guna menjaring pendapat publik secara akurat, maka 
sejumlah perusahaan pers AS mengadakan polling pendapat, menggunakan 
metode riset ilmiah untuk mengekspose dan mengeksplorasi problema sosial. 


548 precision journalism Pada tahun 1073, ada laporan jurnalistik yang 
menempatkan jurnalisme presisi semakin menarik. Kasusnya diungkap oleh dua 
orang wartawan Philadelphia Inguirer, yang juga periset masalah sosial, yaitu 
Donald Barlett dan james Steele. Keduanya mengumpulkan 100.000 lembar 
informasi dari 1.034 terdakwa yang terlibat tindak kejahatan dengan kekerasan. 
Penelitian mereka menghasilkan 4.000 halaman yang menunjukkan disparitas 
yang besar dalam cara penanganan perkara, tergantung pada status sosial, 
serta ras para terdakwa. Hal ini menyimpulkan bahwa terjadi kesalahan dalam 
sistem peradailan nasional AS waktu itu dan menimbulkan banyakreaksi untuk 
memperbaikinya. Laporan itu mendapatkan dua penghargaan jurnalistik. Hingga 
di awal dasawarsa 70-an, jurnalisme, presisi itu masih dianggap banyak 
memakan waktu, tenaga, serta biaya, apalagi tidak banyak wartawan waktu itu 
yang mahir dengan penelitian ilmiah. Namun dengan semakin majunya teknologi 
komputer, maka pekerjaan semakin mudah walaupun waktu dan biaya tetap 
menjadi problem bagi sebagian perusahaan pers. Namun demikian, jurnalisme 
presisi semakin banyak dilakukan oleh berbagai perusaaan pers. Hal ini 
disebabkan, laporan hasil jurnalisme ini dianggap lebih obyektif, di samping lebih 


mewakili masyarakat serta menghindari sumber berita konvensional seperti 
pejabat negara, politisi, petugas humas, tokoh masyarakat maupun selebritas. 
Dengan jurnalisme presisi inilah memungkinkan rakyat kebanyakan menjadi 
sumber berita, antara lain lewat metode jajak pendapat itu. Di Indonesia, 
jurnalisme presisi mulai muncul dan dikenal sekitar tahun 1970-an. Namun, 
karena berbagai faktor internal di dalam perusahaan penerbitan dan kondisi 
sosial politik yang ada (eksternal) menyebabkan jurnalisme ini belum banyak 
dapat dipraktikan oleh banyak perusahaan pers. Padahal, aliran jurnalisme ini 
dapat memberikan jaminan dengan menggunakan penelitian sebagai salah satu 
alat untuk menyajikan obyekytivitas dan ketepatan berita. Di era reformasi, kini 
mulai banyak suratkabar dan majalah di Indonesia mempraktikan jurnalisme 
presisi ini dengan cara menyajikan penelitian kuantitatif sebagai dasar 
tulisannya. Dari sinilah kemudian berkembang kegiatan pengumpulan pendapat 
atau public opinion polling. Wartawan kini dituntut menguasai teknik-teknik 
penelitian dan sekaligus dapat mengolah atau menganalisisnya untuk digunakan 
menjadi berita yang dijamin objektivitas dan ketepatannya. Jurnalisme presisi 
antara lain mengamatikonsep-konsep masyarakat. Konsep adalah idea, sebuah 
gambaran mental untuk sebuah abstraksi. Jenis kelamin, contohnya, adalah 
konsep yang mewakili gamabaran mental ki— ta atas laki-laki dan perempuan. 
Tingkah laku, sikap, pengetahuan khusus, pendidikan, pen— dapatan, suku atau 
ras, kesemuanya adalah konsep. Konsep ini bisa berubah setiap saat, sesuai 
dengan kesepakatan masyarakat, atau kelom- pok orang tertentu, seperti 
budaya, kewar- ganegaraan, atau sistem politik. Beberapa konsep yang menjadi 
penga- matan jurnalisme presisi antara lain: 1. Karakteristik penduduk, yang 
dikenal sebagai demografi meliputi jenis kelamin, suku atau kebangsaan, umur, 
pendapatan, pen~ didikan, jenis pekerjaan, status perkawinan, tempat tinggal 
dan lain-lainnya. 2.Sikap, yaitu menyangkut perasaan positif atau negatif 
seseorang tentang sesua— tu isu atau objek tertentu. Misalnya: “Saya su~ ka 
Presiden SBY” atau “Saya tidak suka Pre- siden SBY”, “Saya menentang PP 37 
tahun 2006”, dan sebagainya. 3. Kepercayaan, yaitu apa yang dipikirkan 
seseorang tentang sesuatu obyek atau isu ter- tentu. Contohnya, “Kenaikan 
harga BBM akan menyengsarakan rakyat kebanyakan”, “Pem- bangunan mal di 
daerah Kelapa Gading akan menyebabkan banjir di musim penghujan”, dan lain- 
lainnya. 4. Tingkah-laku, agak berbeda dengan 


precision journalism 549 sikap, tingkah laku atau kebiasaan ini dapat dilihat 
langsung oleh reporter, misalnya berapa kali seseorang anggota DPR RI 
melakukan interupsi, dan bagaimana ketua sidang menanggapinya, berapa kali 
sekelompok masyarakat mengajukan protes terhadap sebuah tindakan yang 
tidak mereka sukai dan sebagainya. Pengukuran pendapat ini dapat dilakukan 
dengan menanyakan langsugn kepada warga masyarakat untuk mengetahui apa 
reaksi dan yang telah mereka lakukan. Namun demikian cara menanyakan 
langsung demikian ini amat memerlukan waktu serta biaya maupun tenaga. Para 
peneliti sering berasumsi bahwa masyarakat relatif tepat dalam mengamati 
tindak tanduk atau kebiasaan mereka sendiri. Konsep itu selain dapat berubah 
juga beragam tergantung dari lingkungan dan methode apa untuk menelitinya. 
Contohnya jenis kelaim, selain dibedakan dari perbedaaan fisik, juga dapat 


diamati dari psikologi sosial, misalnya dari sisi kejantaan dan kefeminiman. 
Dalam sebuah survai jurnalisme presisi, ukuran atau indikator adalah sebuah 
pertanyaan. Bila kita akan mengukur konsep umur, kemungkinan kita akan 
bertanya kepada seseorang: "Berapa usia anda?” Pertanyaan itu adalah ukuran 
anda terhadap usia tersebut. Tidak ada cara tunggal untuk mengoperasionalkan 
konsep. Oleh sebab tidak semua orang suka ditanyai berapa usianya, maka 
untuk mendapatkan jawaban kita dapat mempelajari tanggal kelahiran mereka 
atau akte kelahirannya. Kendati tidak terlalu praktis, tapi data yang ktia 
dapatkan sangat akurat. Contoh lainnya. Kita berasumsi bahwa ada ketakutan 
akan tindak kriminalitas. Setelah mengendapkan pikiran maka mungkin kita 
akan berkesimpulan bahwa ketakutan akan kriminalitas adalah keadaan dari 
psikologi yang menghasilkan kecemasan atau ketegangan pada seseorang. Ini 
adalah definisi abstrak kita. Bagaimana mengukurnya? Mungkin kita akan 
bertanya: “Adakah daerah sekitar sini di mana anda merasa takut berjalan 
sendirian?" dan kemudian bertanya karena apa? Atau Anda lebih akurat lagi 
dengan bertanya apakah mereka lebih takut lagi dibandingkan dengan tahun- 
tahun sebelumnya? Banyak masalah yang sulit kita rumuskan dengan jelas dan 
terang, misalya masalah pornografi, karena bila kita tanyakan kepada 
masyarakat, maka jawabannya akan berbeda-beda dan sulit untuk disimpulkan. 
Oleh karena itu pertanyaan perlu lebih ter- fokus dan jelas arahannya. 
Contohnya sebuah surat kabar lokal di AS, Arizona Republic, menyurvai 600 
penduduk kota Phoenix.di tahun 1985 dan menemukan bahwa 8556 dari 
responden menyatakan setu— ju terhadap pertanyaan bahwa “Orang dewasa 
punya hak untuk menonton film bertemakan seks secara eksplisit di gedung 
bioskop atau video kaset secara pribadi. Walau pun ada angka dari jawaban itu, 
tapi definisi film ber- temakan seks secara eksplisit tidak jelas mak- sudnya. 
Namun paling tidak, hal ini sedikit memberi gambaran mengenai sikap masya- 
rakat terhadap pornografi. Para peneliti tentu mengharapkan hasil penelitiannya 
menghasilkan indikator yang tepat dan akurat, sesuai dengan abstraksi kon- 
sep yang telah dtentukan. Validitas adalah hasil ketepatan apakah definisi 
operasional itu sesuai dengan apa yang ingin diukur. Validitas pengukuran 
memang sulit untuk dibuktikan, akan tetapi dengan per- setujuan bersama 
serta logika, maka peneliti akan sampai pula pada kesimpulan yang memuaskan 
juga. Hal ini disebut sebagai face validity atau validitas permukaan yang berar- 
ti bahwa definisi operasional itu masuk akal juga. Contohnya, seorang wartawan 
tertarik un- tuk mengukur konsep abstrak mengenai kias sosial dan 
menggunakan pendidikan formal sebagai indikator atau ukuran konsepnya. 
Kendati strata pendidikan sering dihubungkan dengan kias sosial, namun 
menggunakan ukur- an tunggal seperti ini akan menghasilkan klasi- fikasi yang 
keliru terhadap beberapa respon- 


550 Pres dub indonesia - priangan den. Seorang pengusaha milioner sukses 
tanpa ijasah sekolah atau diploma apa pun akan mendapat nilai rendah dengan 
cara seperti ini. Karenanya, strata pendidikan saja tidak cukup valid untuk 
membuat ukuran kias sosial, perlu ada indikator lainnya seperti tingkat 
pendapatan, pekeijaan serta kepemilikan asset. Reliabilitas adalah tingkat di 
mana pengukuran, dikenakan pada orang atau masyrakat yang sama atau 


dalam situasi yang sama, membuah hasil yang sama pula. Reliabilitas adalah 
salah satu aspek atau komponen dari validitas pengukuran. Bila ingin mengukur 
ketakutan akan tindak kriminalitas, Anda bisa melaksanakan dua jajak pendapat 
pada waktu yang sama, dan bila pengukurannya reliabel, Anda akan 
mendapatkan hasil yang sama atau agak sama. Secara umum disebutkan, 
beberapa pengukuran lebih reliabel atau dapat dipercaya ketimbang lainnya. 
Bila menanyakan usia responden, Anda akan mendapatkan jawaban yang sama 
atau agak sama. Tapi bila yang Anda tanyakan adalah tingkat kepuasan mereka 
terhadap pekerjaannya, maka, jawabannya akan beragam. Tapi jawaban 
tersebut bisa juga berubah di lain waktu walaupun dari orang yang sama oleh 
karena tingkat kepuasan mereka mungkin berubah-ubah setiap waktu. (ES) 
(Dikutip dari buku: "Precision Journalism" karya David Pears Demers dan 
Suzanne Nichols. Penerbit: Sage Publications, London, 1987) Press Club 
Indonesia Press club ini adalah bar dan restoran yang didirikan Yayasan 
Kesejahteraan Wartawan (YKW) PWI Pusat, di Jakarta, tahun 1975. Lokasi usaha 
tersebut berada satu atap dengan kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 
Pusat, yang saat itu masih berlokasi di Jalan Veteran No. 7-C Jakarta. Sebagai 
sebuah klub, PCI sering mengadakan kegiatan pertemuan pers, seminar, 
lokakarya, dan sebagainya. Di bar dan restoran tersebut juga tersedia sarana 
hiburan band, billiard, lempar panah, dan amyfootball. Bagi para wartawan 
anggota PWI yang makan dan minum di bar dan restoran PCI, diberlakukan tarif 
khusus dengan potongan harga 2096. Sebagai badan usaha, PCI dikelola secara 
komersial dengan menempatkan seorang manajer. Di antara yang pernah 
menjabatnya antara lain I.M. Damsyik dan Paulus A.A. (1976) yang 
berpendidikan perhotelan luar negeri. (Tim 

EPI/TS)Priangan Suratkabar Harian Pertama kali 
beredar tanggal 15 Mei 1999 dan diterbitkan oleh PT. Berkah Pikiran Rakyat, 
perusahaan yang tergabung dalam Grup Pikiran Rakyat. Penerbitan suratkabar 
yang beredar di wilayah Priangan Timur ini merupakan prakarsa Atang Ruswita 
(alm). Pri- angan berkantor di Jl. Dinding Ari Raya No. 12 Bumi Resik 
Panglayungan Tel. (0265) 335300, Fax. (0265) 335817 Kota Tasikmalaya. Email: 
skpriangan id@yahoo.com. Priangan terbit berdasarkan Surat Izin Usaha 
Penerbitan Pers (SIUPP) Nomor: 758/SK/Menpen. SIUPP/1998 Tertanggal 4 
Desember 1998. Wilayah peredaran dan pemasarannya difokuskan di wilayah 
Priangan Timur (Kota/- Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Garut 
dan Kab. Sumedang). Pada awalnya Priangan hadir dalam for- mat tabloid 
dengan frekuensi terbit satu kali dalam seminggu (setiap Sabtu). Seiring de- 
ngan adanya sambutan yang cukup baik dari masyarakat pembacanya, sejak 
Maret 2000 Pri- angan berubah format menjadi broadsheet. Be- gitu juga 
frekuensi terbitnya bertambah men~ jadi dua kali dalam seminggu (setiap Rabu 
dan Sabtu), lalu tiga kali dalam seminggu (setiap Selasa, Kamis dan Sabtu). 
Seiring dengan se- makin tingginya permintaan pembaca, kini Pri- angan terbit 
sebagai koran harian. Seperti juga surat kabar lainnya yang ter- 


prioritas 551 MESr »v' “harian umum @ PRIANGAN *— U KRITIS TAPI ETIS 
Panwas akan Gelar Perkara Di Ka&. Tasik. Sebelum Pemilihan, Ada Surat 
Demokrat Kuasai NelpOfl Lama cuma Rp 1000 Pagi Siang Malam Tekan #1 


cnomor tujuan:* .jAa SMS-an juja maMn uifc karena tetiap kirim ,00 SMS 
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Perolehan Suara Jadi Napi, Empat Mantan Pejabat 'SS: Nyontreng di Lapas Orang 
Sibuk Pemilu, Istri Tukang Wedang Malab “Guley” dengan Tetangga gabung 
dalam bendera Grup Pikiran Rakyat, Priangan senantiasa menjunjung tinggi 
fungsi idealis sebagai surat kabar yang mendahulukan kepentingan bangsa demi 
tercapainya masyarakat yang cerdas, repeh, rapih, silih asah, silih asih dan silih 
asuh, khususnya bagi warga masyarakat di Priangan Umur. Priangan yang terbit 
setebal 12 halaman (halaman 1 dan 12 berwarna), dan tiras 35.000 eksemplar 
setiap terbit, dibaca oleh berbagai kalangan di wilayah Tasikmalaya (Pemkot dan 
Pemkab), Ciamis, Garut, Sumedang dan Pemkot Banjar, atau warga setempat 
yang berada di luar daerahnya. Berita-berita Priangan difokuskan pada berita 
lokal yang terjadi di wilayah Thsikmalaya (Pemkot dan Pemkab), Ciamis, Garut, 
Sumedang dan Pemkot Banjar. Atau berita lain yang ada kaitan dengan wilayah 
tersebut. (Tim EPI/NH) Prioritas Suratkabar Harian Suratkabar ini terbit pertama 
kali pada 2 Mei 1986. Kehadirannya sempat membuat terperangah masyarakat 
maupun insan pers di Indonesia karena sajian isinya maupun tampilannya. 
Kelahiran Prioritas sempat terganjal Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) 
yang tak kunjung keluar. Pada masa itu lahir atau tidaknya sebuah media sangat 
bergantung izin Harmoko. Berbekal Peraturan Menteri Penerangan 
No.O1/Per/Menpen/1984 tertanggal 31 Oktober 1984, Harmoko ibarat pemberi 
nyawa bagi pers Indonesia. Sebab, tanpa SIUPP muskil perusahaan atau 
penerbitan pers dapat menerbitkan sebuah media. Demikian pula Surya Paloh, 
penggagas Prioritas, mesti mengencangkan sabuk kesabaran menanti “surat 
sakti” itu. Tepat 2 Mei 1986, SIUPP itu pun keluar. Di Jalan Gondangdia Lama 46, 
Jakarta Pusat, Surya Paloh berhasil melahirkan Prioritas. Surya Paloh duduk 
sebagai pemimpin umum. Panda Nababan didapuk menjadi wakilnya. Pemimpin 
redaksi dipegang Nazruddin Hars. Adapun pemimpin perusahaan dijabat 
Widjanarko Puspoyo. Mereka semua bekerja di bawah bendera PT Sistem Media 
Nusantara, penerbit Prioritas. Tanggapan yang muncul dari masyarakat ternyata 
kuar biasa. Hal itu bukan hanya karena tampilannya yang penuh warnan, tetapi 
juga karena isinya secara keseluruhan. Maka tak heran jika setahun setelah 
kelahirannya, koresponden Asia week dan bekas ketua klub koresponden asing 
Jakarta, Andre Feillerd, menu 


552 prioritas liskan kesan kagumnya terhadap Prioritas, “Sambil membaca 
kembali Prioritas kemarin, saya coba pikir mengapa setelah membaca Kompas 
dan Sinar Harapan, lalu Suara Pembaruan, saya mulai membaca Prioritas. 
Prioritas yang bergelimang dengan warna-warna itu kuputar kiri kanan, baca luar 
dalam. Berani! Itulah kata yang muncul. Dan keberanian menjadi barang mahal 
masa kini. ” (Prioritas, 2 Mei 1987). Keberanian menurunkan berita dan sapuan 
artistik yang merupakan pengaruh langsung dari Surya Paloh. Dan dua prioritas 
yang dijalani itu semuanya harus dibayar mahal. Untuk soal memanjakan 
pembacanya Surya Paloh melansir pengakuan di Editor NO.8/THN 1/17 Oktober 
1987, “Biaya produksi koran berwarna 39 persen di atas biaya produksi koran 
hitam putih." Namun upayanya tak sia-sia, hanya dalam setahun oplah Prioritas 


menembus angka 100.000 eksemplar. Sebagai koran baru dalam kompetisi 
bisnis media di Indonesia, prestasi SET/ o ini tentu saja mengejutkan. Pada 1987- 
an, koran-koran yang lebih tua dibanding Prioritas oplahnya berkisar 200.000- 
300.000 eksemplar. Sebuah prestasi yang tak bisa dipandang sebelah mata oleh 
media cetak lain. Apalagi di tubuh Prioritas dipenulp. wartawan muda, antara lain 
Laurens Tato, Elman Saragih, Agus Guna Djatmika, Heru Subrata, Moment 
Sembiring, Diah Pumamawati, Suwidi Tono, Daniel Maringka, Sabar Hutapea, 
Nano Bramono, Mariana Sihombing, dan Hayat Nama. Kepada wartawan dan 
penulis gesit itulah Surya Paloh berseru, “Anak muda harus memiliki militansi, 
disiplin yang memadai, dan mau melihat kenyataan!” “Doktrin Paloh” dan 
semangat anak muda di sekelilingnya berdampak pada pola penulisan berita 
bergaya pendek dan tajam. Tak tanggung-tanggung, pujian dan harapan 
berdatangan saat Prioritas merayakan ulang tahunnya yang pertama dan 
terakhir. Suara optimis pun bermunculan dari Dewan Perwakilan Rakyat. “Dalam 
tempo satu tahun Prioritas sudah merebut dan memperoleh tempat tersendiri 
dalam hati masyarakat Indonesia,” kata Parulian Silalahi. “Yang pasti,” ujar 
Ubaidillah F.dari FPP DPR RI, “Prioritas telah menjadi ba- caan utama saya 
menggantikan Pelita, karena beritanya yang berani, lugas dan lantang ser~ ta 
objektif...” Prioritas tampil dengan menu utama beri- ta ekonomi dan politik. 
Adapun di antara rubrik dalam 16 halaman itu yang terpopuler adalah “Forum”, 
“Dunia Usaha”, dan “Selamat Pagi Indonesia”. Sedangkan “Selamat Pagi 
Indone- sia” yang diasuh Nasruddin Hars menjadi ru~ brik terfavorit. Rubrik ini 
dikemas dalam gaya lugas, ringkas, dan tajam. Lugas, ringkas, dan tajam dalam 
bingkai- an cetakan warna memang diminati pembaca saat itu. Tapi, adakah 
yang tak suka? Pada tanggal 20 November 1986 Prioritas terbit dengan berita 
utama berjudul, “Utang Luar Negeri 6,1 Trilyun Jatuh Tempo". Berita yang ditulis 
wartawan Prioritas berinisial P-17 itu menggemparkan penghuni Medan Merde- 


prisma 553 ka Barat Jakarta. Logika pembaca saat itu berjalan. Negeri yang 
konon kaya-raya itu ternyata menanggung tunggakan utang. Terus, dari mana 
sumber dana pembangunan yang sering diagungkan itu diperoleh? Rupanya 
berita itu berbuntut beberapa bulan setelahnya. Tepatnya 1 Juni 1987, 
Gondangdia Lama 46 gempar setelah menerima Surat Peringatan Terakhir dari 
Direktur Jenderal Pers dan Grafika atas nama Menteri Penerangan Harmoko. 
Memang tak langsung menunjuk artikel-artikel “panas” yang diturunkan 
Prioritas. Penilaiannya memutar. Prioritas dituding menyalip jalur, dari koran 
bisnis menjadi koran politik. Pada 3 Juli 1987, koran dengan jargon 
“Nasionalisme Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945” ini dicabut SIUPP-nya, 
pada saat Surya Paloh sedang di Amerika Serikat. Prioritas ditutup pada usia 13 
bulan, sebulan setelah merayakan ulang tahunnya yang pertama. Pada tahun 
1994 Surya Paloh mencoba mengembalikan nyawa Prioritas. la mengajukan 
judicial review kepada Mahkamah Agung, namun gagal. Prioritas menjadi 
satusatunya koran di Indonesia yang setelah dibredel tidak pernah terbit lagi 
atau bermimikri. (Tim EPI/KG: Sumber: Agung Dwi Hartanto/Indonesia 
Buku/Jurnas) Prisma Jurnal Ilmiah Sebagai jurnal ilmiah 
terbitnya Prisma tak lepas dari pengasuhnya, Lembaga Penelitian, Pendidikan, 
Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Tapi LP3ES ternyata bagian penting 


dari lembaga Perhimpunan Indonesia untuk Pembinaan Pengetahuan Ekonomi 
dan Sosial (Bineksos). Bineksos didirikan pada 7 Juli 1970 oleh sejumlah 
intelektual Jakarta, di antaranya Sumitro Djojohadikusumo, Ali Wardhana, Emil 
Salim, Selo Sumardjan, Soedradjad Djiwandono, dan Taufik Abdullah. LP3ES 
menyusul lahir pada 19 Agustus 1971. Berselang beberapa bulan kemudian, 
jabang bayi Prisma lahir pada November 1971. Bagi intelektual sejati, dominasi 
melahirkan kejenuhan. Demikian yang terjadi pada era 1970-an. Kuasa Orde 
Baru melenggang zonder tandingan, arus utama pembangunan berjalan searah, 
segala sesuatunya ditentukan dari atas. Dominasi ini tentu membuat gerah para 
intelektual. Dari tangan para intelektual itulah Prisma terbit.Memundaki diri 
sebagai jurnal, Prisma menjadi patokan dan standar penulisan dalam dunia 
akademis. Tidak sedikit orang yang me— manfaatkan tulisan-tulisan Prisma 
untuk mem. pelajari perkembangan teori-teori pemba- ngunan di Indonesia era 
Orde Baru. (Pantau, 5 November 2001) Senjakala Kapitalisme Prisma .Majalah 
Pemikiran Sosial Ekonomi Mainlah PrMikiifin Smml Ekonomi Pnsm Menuju 
Indonesia Masa Depan LP3ES I.P3ES 


Manajerial baru muncul pada sekitar 1975. Prisma yang sejak kali pertama terbit 
hingga 1975-an terbit dwibulanan berubah menjadi bulanan. Tepatnya, pada 
1976, Prisma terbit bulanan. Sebagaimana media bulanan berformat majalah, 
maka rubrik reportase, wawancara, dan tentu saja resensi buku ditampilkan. 
Para pengasuh Prisma adalah para intelektual muda saat itu, yaitu Daniel 
Dhakidae, Ignas Kleden, Sjahrir, Dawam Rahardjo, dan Ismid Hadad. Mereka 
semua dikenal sebagai “jagoan kampus”. Dikenal sebagai intelektual muda yang 
kritis, menjadikan mereka berpadu dengan roh Prisma yang setia di jalur media 
ilmiah. Apalagi mereka dikenal juga sebagai angkatan muda yarg tak berafiliasi 
kepada partai politik tertentu, bukan birokrat, dan juga tidak mengabdi pada 
dunia akademis formal. Dari tangan mereka Prisma seolah menemukan dirinya 
sendiri sebagai media ilmiah yang diasuh para intelektual dan pembuat sejarah. 
Bung Karno, Tan Malaka, Amir Sjarifudin, dan Kahar Muzakar dikupas, diselidik, 
ditulis menarik. Prisma, atas ide Daniel Dhakidae, memberi tajuk edisi nomor 8 
tahun 1977 ini dengan “Manusia dalam Kemelut Sejarah". Sebagaimana 
diketahui, kala itu, Pak Harto jadi sorotan utama publik sebagai pahlawan 
terbesar Indonesia. Menampilkan Bung Karno yang baru terjungkal dari 
kekuasaan dan pamornya yang mulai pudar, Amir Sjarifudin dan Tan Malaka 
yang disebut “kiri”, serta Kahar Muzakar yang ekstrem kanan, tentu sangat 
fenomenal. Bagaimana sambutan publik atas edisi ini? Sesuatu yang fenomenal 
terjadi untuk ukuran penjualan media ilmiah. Dua puluh ribu eksemplar tandas. 
Bahkan manajemen Prisma mencetak ulang edisi itu dalam format buku. 
Kemelut bagi para tokoh ternyata jadi berkah bagi Prisma. Edisi tersebut baik 
dalam format majalah maupun buku masih dicari hingga kini. Edisi itu juga 
menjadi bacaan wajib bagi para mahasiswa sejarah yang tak puas dengan 
sejarah yang tak manusiawi karena buku-buku cetakan Orba tentang tokoh- 
tokoh itu selalu menampilkan sisi buruk. Bung Karno, juga Amir Sjarifudin, Tan 
Malaka, dan Kahar Muzakar terasa lebih manusiawi melalui biografi mini ala 
Prisma itu, “Manusia dalam Kemelut Sejarah”. | Bersamaan dengan 
terbitnya edisi tersebut, Orde Baru sedang getol-getolnya menderapkan 


pembangunan. Pembangunan yang giat dilakukan juga fenomenal. Semua mata 
termtuju pada jembatan, waduk, listrik, gedung se~ kolah, jalan aspal, dan 
bendungan baru. Pres- tasi berumuculan diraih Orba pada dekade 1970-1980- 
an. Tapi seperti halnya bisnis, yang tentunya mengalami pasang surut, Prisma 
nyaris tak laku manakala mengambil tema-tema yang di- anggap publik tak 
menarik. Tema-tema olah- raga, pembangunan, dan seni sepi pembeli. Maklum 
saja, publik pembacanya, yang kebanyakan dari kalangan mahasiswa, para 
intelektual, dan akademisi baru, haus akan hal- hal yang berbeda. Prisma yang 
tak menjilat, tapi juga tak menyalak pada kekuasaan Orde Baru memang pas 
dengan situasi sejarah. Prisma sejak era 1975-an menjadi pembanding bagi 
Orba. Te- laah teroretis kritis pada pembangunan Orba menjadikannya sedikit 
banyak punya “jama- ah” . Di kampus-kampus bermunculan media ilmiah 
dengan tema, design dan tata letak yang nyaris serupa dengan Prisma. Sampai 
dekade 1990-an, Prisma seolah tak tergoyahkan. Siapa sangka pada periode sem 
lanjutnya media ilmiah ini surut. Oplah Prisma kian merosot sampai pada angka 
tiga ribuan. (Pantau, 5 November 2001) Gelombang krisis ekonomi 1997 yang 
menghantam Asia, juga kekuasaan Orde Baru, berimbas pula pada Prisma. 
Beberapa bulan sesudah Pak Harto lengser, Prisma menyusul- nya. Oktober 
1998 Prisma terakhir kali me- nampakkan wujudnya di hadapan pembaca. 
Beberapa analisis mengatakan, Prisma tak bisa mengikuti gelombang perubahan 
yang begitu cepat. Persaingan media kian sengit. Pembaca ingin mendapatkan 
informasi lebih ringkas dan instan. Reformasi di tubuh Prisma 


pro golf - program sinetron 555 nyaris minim dilakukan. Prisma dan Orba 
beriringan pada saat lahir, berkembang, mencapai puncak, dan ending-nya pun 
mirip pula. Kini, sebuah kabar burung muncul, Prisma baru akan lahir. Pertanda 
apakah ini? Sebagaimana konon dan kabar burung jelas tak ilmiah, dan sejatinya 
yang tak ilmiah juga masih disangsikan kebenarannya, kita tunggu saja waktu 
menjawabnya. (Tim EPI/KG: Sumber: Agung Dwi Hartanto/Indonesia Buku/Jurnas) 
Pro Golf Majalah Bulanan Khusus Penggemar Golf 
Seiring dengan berkembang dan maraknya olah raga golf di tanah air, serta 
dengan menjamurnya lapangan golf di berbagai kota di tanah air RT. Praga Olah 
Krida Mandiri bekerja sama dengan PT. Ramanesco Dian Utama serta bekerja 
sama dengan induk organisasi golf Indonesia, Persatuan Golf Indonesia (PGI) 
menerbitkan majalah Pro Golf. Majalah ini terbit perdana pada 4 November 1993. 
Dengan oplah 30.000 eksemplar majalah ini menyajikan panduan teknik bermain 
golf yang baik serta tips-tips untuk lebih mendalami golf. Majalah ini beredar 
pula di negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Australia. (Tim EPI. 
Sumber: Wikipedia) Program Sinetron Pada masa lalu, ketika stasiun televisi 
hanya satu yaitu TVRI, nama program sinetron belum dikenal. Program semacam 
itu di zaman TVRI disebut drama televisi, teleplay atau sandiwara televisi. 
Produksi program drama televisi pada waktu itu juga sangat berbeda dengan 
produksi sinetron. Program drama televisi biasanya diproduksi sepenuhnya 
menggunakan setting indoor, di dalam studio televisi. Tiga atau empat set 
dibangun untuk kepentingan produksi itu. Pelaksanaan produksinya dapat 
dilakukan untuk siaran langsung ataupun direkam lebih dahulu. Jarang sekali 
terjadi, produksi drama televisi dibuat dengan menggunakan film atau video dan 


shooting-nya menggunakan setting outdoor, di luar studio televisi. Siaran 
program drama televisi secara langsung membutuhkan keterampilan yang 
sungguh-sungguh dari kerabat kerja yang terlibat dalam produksi itu. Kalau 
sampai terjadi kesalahan, kecelakaan itu langsung disaksikan oleh semua 
penonton televisi di seluruh Indonesia. Kerabat kerja yang bersangkutan akan 
menjadi dipermalukan juga karenanya. Oleh sebab itu, sebelum program 
disiarkan secara langsung, biasanya diadakan latihan berulang-ulang, baik 
latihan kering (tanpa kamera dan peralatan lain) maupunlatihan basah (dengan 
kamera lengkap seper- ti ketika siaran). Latihan-latihan itu dilaksanakan untuk 
menghindari kesalahan yang mungkin terja- di. Keuntungan dari produksi siaran 
lang- sung, bagi kerabat kerja yang mengalami situasi itu, mereka menjadi 
terbiasa bekerja secara cermat dan hati-hati, akibat positif sampingannya, 
keterampilannya menangani peralatan menjadi hebat. Naskah drama televisi 
atau teleplay dalam studio, sedikit mirip dengan naskah drama panggung. Hal ini 
bisa dipahami karem na ketebatasan setting atau tempat adegan yang biasanya 
berjumlah maksimal empat 


556 program spot set di dalam studio televisi. Hal itu berarti, tempat adegan d- 
dalam naskah drama televisi tidak lebih dari empat macam. Bagi pengarah 
naskah drama televisi, penggunaan, pemikiran verbal di dalam, situasi itu, lebih' 
banyak daripada pemikiran visual. Kebanyakan adegan atau konflik dipenuhi 
oleh kata-kata. Jarang sekali drama televisi menyajikan suatu kejadian. Kejadian 
yang mestinya berlangsung dan muncul di layar kaca, di dalam situasi dan 
kondisi pertelevisian pada waktu itu, biasanya diceritakan secara verbal oleh 
para tokoh melalui dialogdialognya. Akan halnya sinetron setelah terjadi 
perkembangan pertelevisian di Indonesia, di dalam tata laksana produksi dan 
konsepnya, menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan drama televisi. 
Sinetron, kependekan dari sinema elektronik. Berdasarkan makna dari kata 
sinema, penggarapannya tidak jauh berbeda dengan penggarapan film di layar 
putih. Demikian juga penulisan naskah. Naskah sinetron disebut juga skenario, 
seperti skenario dalam film layar lebar. Demikian juga tahapan penulisan dan 
format naskah. Yang berbeda hanyalah film layar lebar menggunakan kamera 
optik, bahan film seluloid dan medium sajiannya memakai proyektor dan layar 
putih di dalam gedung bioskop. Sementara itu, pembuatan sinetron 
menggunakan kamera elektronik dengan video recorder. Bahannya, pita di 
dalam kaset. Penyajiannya dipancarkan dari stasiun televisi, dan diterima 
melalui layar kaca pesawat televisi di rumah-rumah. Karena perbedaan karakter 
dari mediumnya, cara penggarapan film layar putih dengan sinetron agak 
berbeda pula. Secara ekstrem biasanya dikatakan produksi film layar putih, 
pengambilan gambarnya kebanyakan dengan angle lebar, sedangkan sinetron 
diambil dengan angle dose shoot. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Teknik Produksi 
Program Televisi, Fred Wibowo, Penerbit Pinus, Yogyakarta, 2007). Program Spot 
Spot adalah suatu program yang ingin mempengaruhi dan mendorong penonton 
televisi atau pendengar radio, untuk tujuan-tujuan tertentu. Spot merupakan 
program yang sangat pendek. Durasi suatu spot berkisar antara 10 detik sampai 
paling panjang 1,5 menit. Suatu spot sangat berguna karena pendengar radio 
atau penonton televisi memiliki jangka waktu perhatian yang sangat pendek. 


Jangka waktu perhatian adalah jarak waktu ketikaseseorang tetap tertarik dan 
menonton tele— visi atau mendengarkan radio. Seorang pen— dengar atau 
penonton memiliki jangka waktu perhatian yang lebih pendek sewaktu ia men- 
dengarkan radio atau menonton televisi dari— pada kalau ia sedang berbicara 
dengan teman atau menonton film di gedung bioskop. Seorang produser harus 
mengerti jangka waktu perhatian pendengar, atau penonton tidak sama antara 
yang satu dengan yang lain. Mereka harus mempelajari bahwa jangka wak- tu 
perhatian anak-anak kecil lebih singkat dari- pada anak remaja; dan jangka 
waktu perha- tian seorang pelajar jauh lebih lama daripada orang yang tak 
terpelajar. Orang yang lebih terpelajar jangka waktu perhatiannya lebih lama lagi 
untuk mende— ngarkan atau menonton sesuatu hal yang ia rasa bermanfaat. 
Jika seseorang tertarik pada apa yang dikatakan, ia akan mendengarkan atau 
menonton lebih lama daripada jika ia be- lum tertarik. Seorang politikus akan 
mende- ngarkan dan menonton program siaran berita atau tinjauan politik lebih 
lama daripada sese- orang yang tidak bersangkut paut dengan bidang dan 
permasalahan tersebut. Oleh karena itu, suatu program spot meru- pakan 
program yang sangat efektif untuk men~ capai pendengar atau penonton yang 
biasanya tidak tertarik pada subjek: tidak berpendidikan cukup dan belum cukup 
dewasa, dalam arti dapat mencernakan suatu isi program. Meski dalam hal ini 
harus diingat bahwa spot juga seperti pisau bermata dua. Efektif dalam men- 


proklamasi 557 jangkau penonton, tetapi jika isinya menyesatkan, juga efektif 
dalam mencelakakan penonton. Kalau orang berbicara tentang program spot, 
yang muncul di benaknya tentu sebuah sarana promosi komesial. Untuk 
sebagian memang benar. Namun program spot belum tentu program komersial. 
Karena terdapat berbagai macam program spot, yakni spot komersial, spot 
sosial, spot propaganda, dll. Semuanya diciptakan dengan pemahaman bahwa 
program tersebut sangat efektif mencapai penonton dan memiliki keunggulan 
dibandingkan program yang lain. Keunggulan program spot: a. Spot dapat 
mencapai penonton yang banyak sebab spot tidak membutuhkan jangka waktu 
perhatian yang luas. b. Penonton menerima pesan sebelum ia berubah 
menjadi bosan. c. Spot dapat diulang beberapa kali, dan kemungkinan diingat 
lebih mudah. d. Suatu ide yang singkat dapat memiliki kekuatan yang besar 
jika dikerjakan dengan baik dan mengemukakan hanya satu subjek. e. Spot 
mudah diletakkan di antara program atau digunakan sebagai selingan jika 
tersedia waktu yang singkat. f. Spot biasanya dibuat dengan biaya yang tidak 
begitu mahal. Namun, suatu spot reklame dapat menghasilkan pemasukan yang 
besar. Di negara-negara lain, ketika stasiun televisi memiliki program komersial, 
spot digunakan untuk mereklamekan atau menawarkan hasil produksi suatu 
perusahaan pada penonton. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Teknik Produksi 
Program Televisi, Fred Wibowo, Penerbit Pinus, Yogyakarta, 2007). Proklamasi 
Suratkabar Harian Lahir 5 Okotober 1955. Karena ingin mewarisi jiwa 
kebangsaan. Tulisan “Proklamasi” ditulis dengan huruf latin-bersambung yang 
mirip tulisan tangan di teks yang pernah dibacakan Soekarno-Hatta pada 17 
Agustus 1945. Saat itu, suratkabar ini diterbitkan oleh C.V. Badan Penerbit 
“Proklamasi”, beralamat di Jalan Pintu Air 23, Pos Box 2545, Gambir, Jakarta. 
Para awaknya antara lain Musa Saehe dan R. Surjapradja sebagai pemimpin 


umum, Hartadi sebagai pimpinan redaksi, dan Suryapradja sebagai wakil 
pemimpin redaksi. Awalnya, koran ini beredar sore, dan sejak 15 Januari 1956 
berubah pagi. Agen Proklamasi boleh dibilang tersebar hampir di seluruh wilayah 
Indonesia. Jakarta tentu saja menjadi pasar utamanya, menyusul Bogor, 
Bandung, Purwakarta, Jatibarang, Cirebon, Cilatjap, Tegal, Semarang, Magelang, 
Muntilan, Kutuaijo, Sragen, Solo, Tanjung Karang, Palembang, Padang, Medan, 
Denpasar, Waingapu, Singkawang, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, 
Makassar, dan Manado. Proklamasi piawai menangkap berita dan berkelit dari 
godam bredel. Saat itu, perkawinan Soekarno dengan Hartini memancingprotes. 
Suratkabar yang berani mewartakan perkara itu kena bredel. Pedoman milik 
Rosi— han Anwar harus berhenti terbit, begitu pula Indonesia Raya. Namun, 
Proklamasi cukup cer- dik dan lolos dari godam itu lantaran dengan gayanya 
yang khas mengomentari perkawinan Soekarno dengan tajuk rencana berjudul 
“Se- gitiga Jang Sulit” pada edisi 10 Januari 1956. Menurut Proklamasi, 
perkawinan Bung Karno “telah membawa revolusi besar di dalam djalan fikiran 
kaum wanita”, khususnya me- ngenai pandangan perihal poligami. Benarkah 
Bung Karno tidak memenuhi syarat poligami? Menurut Proklamasi, yang tidak 
dipenuhi oleh Bung Karno adalah perse- tujuan Fatmawati saja. Tetapi, memang 
musa. tahil sekali kalau Ny. Fatmawati akan me~ nyetujui suaminya kawin lagi. 
Jadi, syarat yang 


1 558 properti indonesia - prosedur pengaduan ke dewan pers diminta oleh 
kaum wanita tersebut memang sukar untuk dipenuhi. “Sukar bagi Bung Karno, 
sukar pula bagi Nj. Fatmawati sendiri". Ketika meneropong pelbagai persoalan 
negara, khususnya kebijakan Pemerintah, Proklamasi cukup pedas. Misalnya, 
melalui tajuk rencana di edisi 12 Januari 1956 yang berjudul 
“KelemahanPemeritahSekarang”: “Salahsatu kelemahan dari Pemerintah jg 
sekarang ini adalah: Kurang tjepat mengadakan reaksi terhadap segala 
"serangan" dari lawan-lawan politiknja”. Dalam tubuh pemerintah dinilai tidak 
ada saling kepercayaan. Dan pemerintah sendiri kurang cepat memberikan 
reaksi terhadap sesuatu. Proklamasi edisi 13 Januari 1956 menyoroti perihal 
kebijakan pemerintah dengan judul, “Anti Keuangan Negara", “Harga barang2 
membubung....buruh minta tambah gadji... uang jang beredar bertambah 
lagi...harga uang turun lagi...harga barang2 makin membubung tinggi...gadjih 
buruh dan pegawai makin tidak tjukup...”. Semuanya, menurut Proklamasi, 
karena tidak ada kader-kader partai politik, pegawai negeri atau politikus yang 
memiliki bekal keuangan yang baik. Proklamasi memang koran yang rajin 
menilik persoalan-persoalan pemerintahan dan negara, maupun kehidupan 
partai-partai politik. Proklamasi yang pedas tajuk-tajuk rencananya akhirnya 
jatuh sendiri. (Tim EPI. Sumber: Rhoma/Indonesia Buku/Jurnas) Properti 
Indonesia Majalah Khusus Hunian Diterbitkan sebulan sekali 
oleh RT. Info Papan Pers untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang papan 
sebagai salah satu kebutuhan manusia yang sangat vital. Kemunculan majalah 
ini tidak terlepas dari majalah intern Info Papan yang diterbitkan Departemen 
Perumahan Rakyat yang mengalami kendala peredaran. “Sekitar tahun 1992- 
1993 di Indonesia sedang terjadi booming dunia properti. Kita melihat potensi 
segmentasi pasar yang jangat membutuhkan informasi tentang perkembangan 


dunia properti, dan kebetulan saat itu belum ada media yang mengulas tentang 
dunia perumahan secara khusus,” ungkap Said Mustafa, pemimpin redaksi 
majalah ini. Dikemas dengan kertas lux dan menyajikan informasi tentang 
perkembangan dunia properti untukmasyarakat luas. Oplahnya sebanyak 50.000 
eksemplar setiap bulan. Pembina/Penanggung Jawab Sambas Wirakusumah, Pj. 
Pemimpin Umum Emma S. Wirakusumah, Pj. Pemimpin Perusahaan Sam- bas 
Wirakusumah, Wk. Pemimpin Umum/Wk. Pemimpin Perusahaan: Ningsih Sunardi, 
Redaka- si Pelaksana Adeng Hanafi, Alamat Redaksi/- Tata Usaha: Jalan Gudang 
Peluru 11 Blok E no 128 Tebet, Jakarta Selatan 12830. (Tim EPI, Sumber: 
Wikipedia) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers Kemerdekaan pers adalah salah 
satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prin- sip-prinsip demokrasi, 
keadilan, dan supre- masi hukum. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan 
pers dan untuk meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers 
yang independen. Selain untuk melindungi ke- merdekaan pers, Dewan Pers 
juga berfungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik 
serta memberikan per- 


prosedur pengaduan ke dewan pers 559 timbangan dan mengupayakan 
penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan 
dengan pemberitaan pers. Untuk maksud tersebut Dewan Pers menyusun 
prosedur pengaduan sebagai berikut (Peraturan Dewan Pers Nomor 
01/PeraturanDP/I/2008 tanggal 6 Februari 2008) Pasal 1 (1) Dewan Pers 
menerima pengaduan masyarakat menyangkut pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik 
atau kasus-kasus pemberitaan pers lainnya. (2) Dewan Pers tidak memeriksa 
pengaduan. yang sudah diajukan ke polisi atau pengadilan. (3) Pengaduan 
dapat dilakukan secara tertulis atau datang ke Dewan Pers. (4) Pengadu wajib 
mencantumkan nama dan alamat lengkap (nomor telepon, faksimil, email jika 
ada). (5) Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan 
Pers Lantai VII, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telepon: 021- 
3521488, faksimil: 0213452030, Email: dewanpers@cobn.net.id Pasal 2 (1) 

Pihak yang diadukan adalah penanggung jawab media. (2) Pengadu 
mengajukan keberatan terhadap berita yang dianggap merugikan dirinya, 
lembaganya atau masyarakat. (3) Pengaduan terhadap media cetak, 
lembaga penyiaran, dan media internet menyebutkan nama media, tanggal edisi 
penerbitan/publikasi dan judul tulisan/ program siaran, deskripsi foto dan 
ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung. 
Pasal 3 Pengaduan dapat disampaikan untuk materi jurnalistik yang diterbitkan 
atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus 
khusus yang menyangkut kepentingan umum. Pasal 4 Pengadu sedapat mungkin 
berhubungan langsung dengan Dewan Pers. Kehadiran penguasa pengadu dapat 
diterima jika dilengkapi surat kuasa yang sah. Pasal 5 (1) Pengaduan gugur 
apabila pengadu tidak memenuhi dua kali panggilan Dewan Pers. Pengaduan 
tersebut tidak dapat diajukan kembali. (2) Jika pihak yang diadukan sudah dua 
kali dipanggil tidak datang, Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan. Pasal 6 
(1) Setelah menerima pengaduan, Dewan Pers mengadakan rapat untuk 
membahas pengaduan. (2) Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers 
dapat memanggil dan memeriksa pengadu dan yang diadukan. (3) Dewan 


Pers dapat menyelesaikan pengaduan tertentu melalui surat-menyurat. (4) 

Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat meminta pendapat 
pakar. Pasal 7 (1) Dewan Pers mengupayakan penyelesaian melalui 
musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam pernyataan perdamaian. (2) 

Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, Dewan Pers tetap melanjutkan 
proses pemeriksaan untuk mengambil keputusan. Pasal 8 (1) Keputusan 
Dewan Pers berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) ditetapkan 
melalui Rapat Pleno. (2) Pemberitahuan Keputusan Pernyataan Penilaian dan 
Rekomendasi dari Dewan Pers disampaikan kepada para pihak yang bersengketa 
dan bersifat terbuka. Pasal 9 (1) Perusahaan pers yang diadukan wajib 


560 proses grafika melaksanakan dan memuat atau menyiarkan Pernyataan 
Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers di media bersangkutan. (2) Jika 
perusahaan pers tidak mematuhi Penyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan 
Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu. (Tim EPI/Wid; 
sumber: Buku Profil Dewan Pers 2007-2010, Tim Penyusun: Drs. Lukmanul 
Hakim, M.Si, Lukas Luwarso, Drs. Kusmadi, M.Si, Samsuri, S. Ag, Penerbit Dewan 
Pers, November 2008). Proses Grafika Yang dimaksud proses grafika adalah 
segala sesuatu yang dilakukan, yang berkait dengan pencetakan suatu obyek 
cetakan mulai dari proses pracetak, cetak, hingga finishing, termasuk hal-hal 
pendukungnya dari mulai peralatan yang digunakan dan bahan baku yang 
dipakai di dalam proses tersebut. Proses pracetak, misalnya, bukan hanya 
menyangkut proses layout sebagaimana umumnya dikenal selama ini, 
melainkan juga berkait dengan proses pengetikan naskah, pemeriksaan proof, 
pembuatan film, montase (imposisi), hingga pembuatan pelat cetak, sehingga 
segala sesuatunya siap dan sesuai dengan sifat-sifat pada mesin cetak yang 
akan digunakan. Dulu, sebelum komputer mengambil peran di dalam proses 
pracetak, penyusunan baris-baris teks judul maupun isi dilakukan dengan cara 
menyusun huruf-huruf tunggal terbalik yang terbuat dari logam timah. Huruf- 
huruf dengan jenis dan ukuran tertentu ini disusun dengan menggunakan tangan 
sehingga membentuk satu kata atau satu baris teks. Setelah kata atau kalimat 
tersusun kemudian dicapkan ke atas permukaan kertas. Teknik ini merupakan 
cara paling tua yang pernah digunakan manusia ini di dalam proses mencetak. 
Dalam perkembangannya para pencetak terus berusaha meningkatkan cara 
yang lebih efektif dan efisien. Jika acuan cetak yang mereka buat sebelumnya 
hanya berupa satu huruf, selanjutnya ditambah menjadi satu suku kata, dan 
bahkan satu kata lengkap pada satu potongan timah. Pada awalnya cara ini 
dianggap menguntungkan karena penyusunan teks dapat dilakukan lebih cepat. 
Namun muncul persoalan baru karena cara ini membutuhkan ruang 
penyimpanan yang lebih luas. Sudah sejak lama sekali para pencetak mencari 
jalan untuk meningkatkan efisiensi penyusunan dengan tangan. Langkah 
pertama adalah menyusun huruf-huruf cetak sedemikian rupa sehingga huruf- 
huruf yang paling ker“p digunakan ditempatkan sedekat mungkin dengan si 
penyusun. Kemudian diperke—nalkan logotypes, yaitu suku-suku kata atau kata- 
kata yang lengkap masing-masing dicetak sebagai satu potongan timah. 
Keuntungan cara ini ialah meningkatkan kecepatan penyusunan, tetapi sekaligus 
juga ada kerugiannya dengan timbulnya kebutuhan ruang penyimpanan yang 


lebih luas, sehingga, mengurangi keun— tungan itu. Beberapa pencetak lainnya 
yakin bahwa peningkatan kecepatan penyusunan dapat diperoleh dengan 
membacakan naskah kepada si penyusun sementara ia mengerjakan tugasnya. 
Tugas membacakan ini biasanya dikerjakan oleh anak-anak. Tahun 1871 dibuat 
mesin penyusun yang pertama. Untuk menjalankan mesin ini dibu— tuhkan 4 
orang untuk melayaninya. Mesin pe- nyusun dan mesin pengurai/penyortir 
meru- pakan dua alat yang terpisah. Mesin ini sudah menggunakan huruf-huruf 
tuang. Dengan mengetuk suatu ‘kunci’, maka keluarlah sebuah huruf tertentu 
dari gudang huruf-hurufnya: huruf-huruf ini lalu disusun pa~ da suatu batang 
penyusun (composing stick). Seorang lain akan menata baris huruf yang baru 
tersusun itu. Orang ketiga akan mengu- raikan huruf-huruf itu. Namun pada 
kenya- taannya mesin ini tidak lebih cepat daripada kerja empat orang 
penyusun. Pada tahun 1887 dua orang Amerika mem- bangun sebuah mesin 
penyusun yang terdiri dari 18.000 bagian. Tetapi karena mesin ini ru- mit maka 
tidak pernah dipakai. 


proses grafika 561 Mesin penyusun yang berikutnya dibuat oleh pabrik senjata 
Amerika “Colt”. Hanya dua orang dibutuhkan untuk menjalankan mesin ini: yang 
seorang sebagai penyusun dan yang seorang sebagai penata. Sedangkan 
penguraian dapat dikerjakan secara otomatis. Kemajuan terbesar diperoleh 
ketika dipahami bahwa huruf-huruf yang sudah dituang tidak dapat menjadi titik 
awal penyusunan. Kemajuan terutama dirasakan karena huruf-huruf dapat 
dibuat dengan jumlah terbatas, bahkan dalam keadaan selalu baru. Mesin logam 
lelehan (hot metal) ini berkembang terusmenerus dan menolong sekali 
memperkembangkan industri cetak-mencetak. Dan sampai dewasa ini mesin- 
mesin ini masih tetap berjalan hampir di semua percetakan di dunia. Dan baru 
akhir akhir ini saja mendapat saingan dari mesin penyusun foto 
(photocomposing). Sesungguhnya mesin penyusun ini mempunyai tiga jenis 
mesin. Jenis pertama adalah jenis yang mampu menyusun teks baris demi baris. 
Salah satu mesin jenis ini yang banyak digunakan di percetakan-percetakan 
adalah Linotype. Mesin ini ditemukan pada tahun 1885 oleh Ottmar 
Mergenthaler. Linotype merupakan mesin satu orang (one-man-machine) yang 
pertama. Kelebihan yang dirasakan dari mesin ini adalah mampu membuat huruf 
dengan kecepatan 25.000 huruf per jam. Selain Linotype terdapat mesin lain, 
Intertype, yang mirip dengan Linotype dan bahkan sering disebut kembaran dari 
Linotype. Penemunya adalah salah seorang pegawai dari perusahaan 
Mergenthaler. Sekalipun ada kemiripan dengan mesin Linotype, namun nyatanya 
sangat banyak bagian telah diubah dan disempurnakan. Matris-matris dari kedua 
mesin (Linotype dan Intertype) dapat saling dipertukarkan. Mesin lainnya, 
Typograph, adalah mesin yang dikembangkan oleh dua orang Amerika, Rogers 
dan Bright, pada tahun 1888. Untuk mencegah adanya saingan, perusahaan 
Linotype membeli hak patennya, sehingga mesin Typograph ini tidak pernah 
diproduksi di Amerika. Penemu-penemu itu pergi ke Jerman dan di sanalah 
akhirnya mesin ini mencapai hasil dan sukses yang besar dan tetap dibuat 
hingga hari ini. Typograph seperti halnya Linotype menggunakan sistem 
penuangan baris lengkap. Mekanismenya sangat sederhana, sedang mutu hasil 
tuangannya cukup tinggi, sehingga segera saja mesin Typograph ini dipakai juga 


untuk mencetak buku-buku. Mesin ini mampu menghasilkan 4.500 huruf perjam 
dan dapat ditingkatkan sampai 6.000 huruf perjam dengan menggunakan 
manuskrip yang baik. Selain mesin-mesin di atas terdapat jugam“sin yang cara 
kerjanya adalah menyusun dan menuang huruf demi huruf, yang disebut mesin 
Monotype. Penemu mesin ini adalah Tol— bert Lanston, seorang Amerika. 
Gagasan be— sarnya adalah memisahkan kerja manusiawi dari kerja mekanis. 
Mesin pertama dibuat tahun 1893 dan di- pamerkan kepada umum di Chicago. 
Pada tahun 1896 mesin pertama berhasil dijual. Ko- tak matrisnya berisi 132 
buah matris, tetapi pa— da tahun 1899 sudah diperbanyak menjadi 225 buah, 
sedang mesin yang paling modern de— wasa ini memiliki 272 matris. Mesin 
Monotype ini terdiri dari dua mesin yang terpisah. Mesin penyusun atau taster 
un— tuk melubangi pita dan mesin tuang atau cast- er yang bekerja secara 
otomatis sepenuhnya dengan bantuan pita tersebut. Kedua mesin ini bekerja 
dengan tekanan udara. Tahun 1916, Ludlow, seorang Skotlandia, berhasil 
membuat mesin yang mampu me~ nyusun matris dengan tangan dan menuang 
baris. Gagasannya adalah memberi pencetak suatu mesin yang tempatnya di 
antara pe- nyusunan tangan (hand composing) dan pe- nyusunan pada mesin- 
mesin besar. Mesin ini bukan saingan mesin-mesin penyusun, tetapi hanyalah 
suatu pelengkap untuk menghin- darkan kekurangan spasi dan huruf yang be- 
sar pada penyusunan tangan. Mesin ini ideal untuk membuat judul-judul, poster, 
dan sebagainya, yang banyak membu tuhkan huruf berukuran besar. Bahan- 
bahan 


562 publisistik - publisitas pengantara dan ornamen-ornamen serta garisgaris 
dapat juga dituang. (Tim EPI/KG. Dikutip dari buku Perihal Cetak Mencetak, 
Kanisius, 1977) Publisistik Istilah publisistik juga diambil dari kata kerja bahasa 
Latin publicare yang berarti mengumumkan, memberitahukan ataupun 
menyebarkan. Dengan kata lain publisistik berkaitan dengan hal-hal sekitar 
pengumuman, sekitar usaha-usaha, dan kegiatan-kegiatan pengumuman/ 
Secara formal istilah publisistik untuk pertama kali digunakan oleh Jurusan 
Publisistik Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada sebagai lembaga 
ilmiah. Publisistik di Indonesia telah diakui sebagai ilmu pengetahuan dan 
dikelompokkan pada Ilmu Pengetahuan Sosial. Bila istilah publisistik ditinjau dari 
asal katanya maka kegiatan publisistik merupakan kegiatan seseorang atau 
sekelompok orang yang erat korelasinya dengan kepentingan masyarakat. 
Pembicaraan dua orang pemuda dan pemudi yang sedang berpacaran bukan 
merupakan kegiatan publisistik karena tidak menyangkut secara langsung 
kepentingan masyarakat. Akan tetapi bila dua orang pemuda dan pemudi yang 
saling jatuh cinta tersebut tidak disetujui oleh salah satu pihak bahkan kemudian 
menculik keluarga yang lain, ini merupakan kegiatan publisistik.. Pada zaman 
Yunani dan Romawi Kuno ahliahli retorika seperti Corax, Plato, Aristoteles, Cicero 
dan Demosthenes selain seorang filsuf adalah juga orang yang ahli dalam 
publisistik atau seorang publisis ulung, karena apa yang mereka utarakan selalu 
menyangkut masalah kenegaraan dan kepentingan masyarakat. Dewasa ini, 
pemberitahuan kepada umum biasanya dilakukan melalui media massa atau alat 
komunikasi massa seperti pers, radio, televisi, dan film serta internet. Ilmu 
publisistik adalah ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang mempelajari gejala 


komunikasi massa dalam segala seginya. Menurut Adinegoro, publisistik adalah 
ilmu pernyataan antar-manusia yang umum dan aktual serta bertugas 
menyelidiki secara ilmiah pengaruh pernyataan tersebut dari awalnya sampai 
tersiar dalam pers, radio dan sebagainya serta menimbulkan akibat kepada si 
penerimanya. JG Stappers berpendapat bahwa komunikasi massa adalah bagian 
dari publisistik. Dengan demikian publisistik lebih luas dari komunikasi massa. 
Ada juga yang berpendapat bahwa publisistik lebih cenderung identik de-ngan 
komunikasi massa. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Komunikasi, Persuasi dan 
Retori— ka, Seri Ilmu Komunikasi 3, Drs. Sunarjo dan Dra. Djoenaesih Saari 
Sunarjo, Penerbit Liber- ty, Yogyakarta, 1983; dan Buku Publisistik Pers, Seri 
Publisistik sebagai Ilmu, Drs. Oey Hong Lee, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 
Jakarta, 1965). Publisitas Publisitas adalah penyebarluasan informasi berbasis 
aksi. Berbeda dengan konferensi pers dan siaran pers, publisitas terkesan sem 
bagai pemberitaan yang tidak direkayasa oleh sebuah organisasi dan hanya 
merupakan dampak dari sebuah kegiatan. Padahal, sebe— narnya kegiatan itu, 
selain memang untuk memecahkan sebuah masalah, juga dirancang untuk 
memperoleh perhatian pers dan diberi- takan. Sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya, ak— si merupakan sebuah unsur strategis dalam kehumasan krisis. 
Sebuah aksi, bila dilak— sanakan dalam konteks penanggulangan kri— sis, 
mempunyai dua sisi yang tidak dapat di- pisahkan. Sisi pertama, penyelesaian 
masalah dan sisi kedua, pembangunan citra. Jadi, de- ngan melaksanakan 
sebuah aksi, organisasi berupaya mencapai dua tujuan sekaligus. Contoh 
konkret publisitas dapat dilihat, da— ri aksi produsen mobil berbagai merek 
meng- 


pulsa 563 gelar bengkel-bengkel darurat di sepanjang jalur pantura (pantai 
utara) Pulau Jawa menjelang Lebaran. Sekitar satu minggu sebelum lebaran tiba, 
arus lalu lintas ke wilayah timur berubah menjadi sangat padat karena ribuan 
orang pulang mudik untuk berhari raya bersama keluarga. Ribuan mobil 
angkutan umum dan mobil-mobil pribadi dengan berbagai jenis dan merek 
melintas siang-malam di jalur tersebut. Produsen mobil menyadari masa-masa 
itu potensial menimbulkan krisis kepercayaan terhadap mobil yang mereka buat. 
Bayangkan, kalau mobil-mobil bermerek XYZ mogok, kemudian menimbulkan 
kemacetan lalu lintas di beberpa lokasi. Kemungkinan itu sangat besar karena 
mobil-mobil itu digunakan untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh. Selain 
itu, ketahanan mobil acapkali tidak berarti lantaran pemiliknya tidak melakukan 
perawatan yang semestinya atau digunakan tidak menurut aturan. Sudah dapat 
dipastikan, peristiwa “mogok bersama” itu akan menimbulkan citra yang sangat 
negatif, apalagi kalau pers memberitakan bahwa mobil bermerek XVZ 
merupakan penyebab kemacetan kendaraan hingga berpuluh kilometer. Sebuah 
pencitraan yang negatif. Agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan, produsen 
mobil lalu menyediakan bengkel-bengkel darurat khusus untuk mobil produksi 
mereka, baik untuk yang terancam mogok karena tidak sempat diservis sebelum 
berangkat maupun yang sudah bermasalah. Keberadaan bengkel-bengkel itu 
berdampak publisitas yang cukup baik karena pers merasa berkewajiban 
memberitakannya sebagai wujud kepedulian kepada para pemudik. Bagi 
produsen penyedia bengkel, pemberitaan pers menciptakan image bahwa 


mereka bersikap peduli kepada konsumen dan tidak dirasakan publik sebagai 
salah satu strategi produsen untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. (Tim 
EPI/Wid. Sumber: Buku Public Relations, Strategi Kehumasan dalam Menghadapi 
Krisis, Emeraldy Chatra & Rulli Nasrullah, Penerbit Maximalis, Bandung, 2008). 
Pulsa Suratkabar Mingguan Koran berbentuk tabloid ini terbit pertama kali di 
Jakarta tanggal 24 April 2003 dengan oplah yang hanya 10.000 eksemplar, 
namun dalam perkembangannya ternyata mampu maju pesat sehingga pada 
2009 oplahnya mencapai sekitar 450.000 eksemplar. Menurut Direktur Pulsa, 
Legiman Misdiyono, nama “Pulsa” dipilih karena akrab di telinga masyarakat 
seiring dengan semakin maraknya pemakaian handphone (HP). Hal itu terbukti 
dengan oplah edisi kedua sebanyak 25.000 eksemplar ludes diserap pasar. 
Legiman yang pernah menjadi wartawan Liputan 6 SCTV ini mengatakan, pada 
awal- nya ia tidak kenal agen sehingga harus ber- juang keras untuk 
meyakinkan para agen bah- wa tabloid ini layak dijual. Akhirnya secara amWii— 
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564 pusaka jawi - pusat grafika indonesia perlahan tetapi pasti para agen mau 
memasarkan Pulsa karena memang terdapat banyak orang yang 
membutuhkannya. Tantangan lain yang dihadapi Legiman dan para 
karyawannya ialah penolakan para produsen HP untuk beriklan di tabloid ini. 
Oleh karena itu pengelola Pulsa mengandalkan keuntungan dari penjualan 
eceran tabloid ini. Meskipun pada akhirnya produsen HP mau beriklan, tetapi 
pendapatan dari iklan dimaksud hanya sebagai tambahan. Seperti halnya 
perusahaan penerbitan yang lain, Legiman mengakui tidak semua oplah cetak 
menjadi uang atau terjual semuanya. Namun bagaimanapun Pulsa meraih 
prestasi penjualan yang luar biasa bak jualan kacang goreng, karena oplah 
terjual tersebut rata-rata mencapai 97 persen. Tabloid ini pada tahun 2008 juga 
pernah mencapai oplah cetak tertinggi yakni 463.000 eksemplar. (Tim EPI/Wid) 
Pusaka Jawi ..s*—"3 Pusaka Jawi adalah koran yang diterbitkan Pura 
Mangkunegaran antara tahun 1924-1926 dan dikelola Java Instituut. Koran 
setebal 32 halaman ini dicetak di Typ Mardi Moeljo, Yogyakarta. Sajian berita 
dalam Pusaka Jawi sangat beragam, namun porsi terbesar menyangkut kegiatan 
Istana Mangkunegaran. Berita-be-ritanya antara lain, upacara tradisional, 
kegiatan seni dan budaya, masalah-masalah sosial, ekonomi dan sebagainya. 
(Tim EPI/TS. Sumber: Reksa Pustaka) Pusat Grafika Indonesia Lembaga 
pendidikan dan pelatihan grafika ini bernaung di bawah Departemen Pendidikan 
Nasional (Depdiknas). Didirikan tanggal 26 April 1969, lembaga ini bertujuan 
meningkatkan kualitas cetak dan memajukan industri grafika di Indonesia. 
Dalam perjalanan tugas selama 38 tahun (sampai 2007), Pusgrafin telah banyak 
berjasa terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber 
daya manusia (SDM) grafika dan penerbitan secara luas ke seluruh wilayah 
Indonesia. Pusgrafin menjadi pionir pengembangan dan pelatihan kegrafikaan 
dan penerbitan di Indonesia. Pusgrafin memiliki dua jenis kegiatan. Pertama, 
pengembangan teknologi terapan dan layanan jasa grafika dan penerbitan. 
Kedua, pengembangan pendidikan dan pelatihan kegrafikaan dan penerbitan. 
Kegiatan pertama berupa layanan pengujian/penelitian mutu bahan dan produk 
grafika. Pusgrafin mempunyai laboratorium dengan peralatan lengkap untuk 


melakukan kegiatan penelitian bahan kertas dan tinta baik untuk kebutuhan 
industri maupun untuk kebutuhan intern Pusgrafin. Menyiapkan produk layanan 
dalam bentuk penerbitan buku-buku referensi, dan buku-buku panduan layanan 
teknologi terapan baik teknis maupun manajemen. Layanan konsultasi, dalam 
bentuk konseling tentang peralatan permesinan, SDM, data, stu 


putu wijaya 565 di kelayakan pendirian percetakan, bimbingan teknis dan 
manajerial. Layanan informasi dan publikasi melalui seminar, workshop dan 
pameran grafika dan penerbitan. Kerjasama kemitraan dengan asosiasi/pemasok 
dalam hal pengembangan pengetahuan dan kemampuan SDM, standarisasi 
mutu produk serta layanan jasa lainnya. Keijasama dengan lembaga terkait 
dalam pembinaan lembaga pendidikan grafika dan University Press di Indonesia. 
Kegiatan kedua, yakni pengembangan pendidikan dan pelatihan kegrafikaan dan 
penerbitan, Pusgrafin menjadikan basis kompetensi dan profesi sebagai target 
dalam penyelenggaraan diklat. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (iptek), Pusgrafin telah mengembangkan program-program baru 
untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat dalam meningkatkan 
kemampuan profesional bidang grafika dan penerbitan. Jenis layanan diklat 
Pusgrafin adalah diklat grafika reguler (pre-press, press dan post press) dan 
diklat grafika khusus (tailor-made program) meliputi program pre-press, press, 
dan manajemen grafika dan penerbitan. Diklat grafika reguler bertujuan 
memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan 
perkembangan teknologi; dan memberikan pembekalan kemampuan teknis 
untuk menghasilkan produk grafika. Sedangkan diklat grafika khusus bertujuan 
memberi pembekalan pengetahuan dan keterampilan grafika dan penerbitan 
sesuai perkembangan iptek; dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme 
SDM untuk menghasilkan produk grafika yang bermutu. Sasaran diklat adalah 
para pegawai/karyawan instansi pemerintah, swasta, industri grafika dan 
penerbitan serta lembaga pendidikan. Fasilitas diklat yang disediakan berupa 
ruang belajar teori dan praktek ber-AC; bahan praktek; biaya ditanggung oleh 
Pusgrafin kecuali tailor-made program (waktu, biaya, dan tempat berdasarkan 
kesepakatan; peserta yang lulus diberi sertifikat; instruktur adalah widyaiswara 
dan praktisi yang profesional di bidangnya. (Tim EPI/Wid) Putu Wijaya Puri Anom, 
Tabanan, Bali, 11 April 1944 Budayawan elalu pakai topi petputih. Kisahnya, pa- 
da ngaben ayahnya di Bali, kepalanya digun- dul. Kembali ke Jakar- ta, selang 
beberapa lama, rambutnya tum~ buh tapi tidak sempur- na, malah mendekati 
botak. Karena itu, ia se- lalu memakai topi. “Dengan ini saya terli- hat lebih 
gagah, ” tutur Putu, wartawan, su- tradara teater dan film serta penulis cerpen 
dan naskah drama yang sangat produktif. Putu dilahirkan bukan dari keluarga 
sem niman. la tinggal di kompleks perumahan be~ sar, yang dihuni sekitar 200 
orang, yang semua anggota keluarganya dekat dan jauh, dan pu~ nya kebiasaan 
membaca. Ayahnya, I Gusti Ngurah Raka, seorang persiunan punggawa yang 
keras dalam mendidik anak. Semula, ayahnya mengharapkan Putu jadi dokter. 
Na- mun, Putu lemah dalam ilmu pasti. la akrab dengan sejarah, bahasa, dan 
ilmu bumi. 


566 putu wijaya Keinginan menulis muncul karena senang membaca. “Sejak SMA 
bakat menulis saya sudah besar. Walaupun tulisan saya jelek, guru saya suka 


membacanya,” ujar Putu, yang mengaku mendapat dorongan menulis dari 
gurunya. Cerita pendek yang pertama, Etsa, berkisah tentang percintaan, dimuat 
harian Suluh Indonesia edisi Bali. Ketika pindah ke Yogya, ia tetap berkesenian, 
menjadi anggota Bengkel Teater-nya Rendra, kuliah di Asdrafi dan Asri. Studinya 
di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tetap ia lanjutkan hingga 
menggondol gelar sarjana hukum. Setelah hijrah ke Jakarta, Putu bergabung 
dengan Teater Kecil asuhan sutradara ternama Arifin C. Noer. Saat itu ia 
mengandalkan hidup dari menulis resensi pertunjukan di sejumlah media. Lalu ia 
bekeija di majalah Ekspres, kemudian Tempo dan tetap berkarier sebagai 
pengarang. “Saya perlu bekerja jadi wartawan untuk menghidupi keluarga saya. 
Juga karena saya tidak mau kepengarangan saya terganggu oleh kebutuhan 
mencari makan, " tutur Putu. Putu mengaku belajar banyak dari Tempo dan 
Goenawan Mohamad. “Yang melekat di kepala saya adalah bagaimana menulis 
sesuatu yang sulit menjadi mudah. Menulis dengan gaya orang bodoh, sehingga 
yang mengerti bukan hanya menteri, tapi juga tukang becak. Itulah gaya 
Tempo," ungkap Putu. Juga, ia membiasakan diri dengan tenggat-suatu siksaan 
bagi kebanyakan pengarang. Dari Tempo, Putu pindah ke majalah Zaman, dan ia 
tetap produktif menulis, mementaskan lakon, mengajar di Institut Kesenian 
Jakarta. Putu banyak menimba pengalaman di luar negeri. Selama tujuh bulan, ia 
tinggal di masyarakat komunal Ittoen, Jepang, 1973. Mengikuti International 
Writing Program dilowa, AS, 1974. Atas undangan Fulbright, 1985— 1988, ia 
menjadi dosen tamu teater dan sastra Indonesia modern di Universitas 
Wisconsin dan Universitas Illinois, AS. Atas undangan Japan Foundation, Putu 
menulis novel di Kyo- to, Jepang, 1992. Menikah dengan Renny Retno Yooscarini 
alias Renny Djajusman, ia beroleh seorang anak, Yuka Mandiri. Pernikahannya 
bubar pa— da 1984. Tapi ia tak lama menduda. Karena ke— butuhan untuk 
punya teman hidup, pada 1985 Putu menikah lagi dengan gadis Sunda, Dewi 
Pramunawati, karyawati majalah Medika. Setelah lama berikhtiar -walau dokter 
di Amerika mendiagnosis Putu tak bakal pirnya anak lagi- pada 1996, pasangan 
ini dikaruniai seorang anak, Thksu. Selain aktif di dunia teater Putu tercatat 
sebagai Wartawan Ekspres (1969), Dosen teater Institut Kesenian Jakarta (1977- 
1980), Wartawan Tempo (1971-1979), Redaktur Pelaksana Zaman (1979-1985), 
Dosen tamu di Universitas Wisconsin dan Universi- tas Illinois, AS (1985-1988) 
(Tim EPI; Sumber: PDAT) 


rachman arge - radio internet 567 Rachman Arge Makassar 1 Juli 1935 Mantan 
Ketua PWI Sulawesi Selatan Tamatan Akademi Seni Drama Indonesia dan 
Sekolah Jurnalistik A. Gappa College di Makassar ini tahun 1959-1961 menjadi 
pemimpin redaksi majalah Syara, 1966-1970 Pemimpin Redaksi Duta Masyarakat 
Edisi Sulsel, tahun 1970-1974 Pemimpin Redaksi Majalah Esensi, tahun 1975- 
1979 sebagai Pemimpin Redaksi majalah Intim, tahun 1970 1972 Pemimpin 
Redaksi Pembaharuan, dan pemimpin redaksi Pos Makassar tahun 1971. la juga 
mengisi kolom tetap di media terbitan Sulawesi Selatan maupun Jakarta. Selama 
empat periode (1973-1992) Rachman Arge dipercaya sebagai Ketua PWI Sulsel, 
dan dalam dua periode ia juga menduduki jabatan sebagai Anggota Dewan 
Kehormatan PWI. Tahun 1993 Rachman Arge memperoleh Penghargaan Penegak 
Pers Pancasila dari PWI Pusat, dan 1977 memperoleh penghargaan di bidang 


kebudayaan (teater) dari Pemerintah. Menikah dengan Widarnasih pada tahun 
1965, Rachman Arge, yang dikaruniai lima anak dan lima cucu ini pernah 
bermain dalam tujuh film layar lebar dan mendapat Piala Citra pada FFI 1990, 
serta piala khusus pada 1978. Penghargaan juga ia terima dari Japan Foundation 
sebagai kritikus film-film pilihan Jepang tahun 1981. Pada tahun 1990 Rachman 
Arge mewakili Indonesia pada Festival Film ASEAN di Manila. Dalam dunia politik 
Rachman Arge pernah menjadi anggota DPRD Sulsel selama tiga periode 1977- 
1992, dan tahun 1992-1997 sebagai anggota DPR/MPR - RI. Tahun 2003 ia 
terpilih menjadi anggota Panitia Pengarah Kongres Kebudayaan Nasional. (Tim 
EPI/AM. Sumber: Buku Wajah Pers Indonesia, 2006) Radio 

Internet Wacana radio internet menjadi perdebatan 
sengit dalam Seminar Salzburg dengan tajuk Mass Media in the Age of 
Globalization, di Austria 18 Oktober 2000 (Gong Etnik, 2001). Terhadap 
perkembangan yang “menggila” dalam konvergensi media radio konvensional 
dengan internet dan satelit, muncul pertanyaan kritis apakah “kematian 
frekuensi” (the death of frequency), yang mengiringi “kema tian geografi" (the 
death ofgeography) akan terjadi? Bagaimana insan radio di Indonesia merespon 
perkembangan mutakhir itu? Sebagai media komunikasi, radio meng- alami 
perkembangan yang cukup pesat, dari perangkat keras (hardware) hingga 
perangkat lunak (Software). Tuntutan visi pelayanan yang berorientasi pada 
“kepuasan maksimum”, merangsang kreativitas dan penemuan baru dari sisi 
teknologi siaran dan programming. Salah satu yang menjadi trend di awal mille— 
nium ini adalah konsep dan implementasi radio internet. Seirama dengan 
pertumbuhan tek— nologi multimedia -peningkatan akses/kon— sumsi terhadap 
internet, maka radio pun am- bil bagian dalam kerangka memanjakan kon- 
sumen lama dan menggaet konsumen baru. Radio internet, dalam berbagai 
literatur memiliki banyak sebutan, yaitu internet broad— casting, webcasting, 
radio online, dan seba— gainya. Konsep utuh dari radio internet adalah radio 
yang segala olah siar (on air) dan pela- yanannya (offair) seratus persen melalui 
inter- net. Mengacu pada definisi ini, maka sampai awal 2001 baru satu stasiun 
radio di Indone- sia, yaitu RadioNet Mandiri Online, yang be~ nar-benar bisa 
disebut radio internet. Pakar jaringan telekomunikasi Institut Teknologi Surabaya 
(ITS), Muchammad Solehudin, me- nyatakan teknologi siaran radio internet di- 
dasarkan pada teknologi pengkodean dan pe- ngiriman internet streaming 
audio, dan sem ringkah ditambah juga dengan internet stream- ing video 
melalui situs web dari stasiun radio bersangkutan. Berkembangnya radio 
internet, membuat 


568 radio ketimuran konsumen lebih leluasa mendengar siaran radio tanpa 
terikat dengan batasan pemancar atau frekuensi. Persoalannya, karena akses 
bersifat streaming atau down load terlebih dulu, masih sering terjadi noises saat 
mengakses siaran langsung (on line broadcasting). Disarankan agar radio 
internet diakses bukan pada jam sibuk. Perangkat lunak yang bisa melayani 
adalah real player, media player, dan jet audio plus. Kebanyakan komputer 
menggunakan real player, yang diakses melalui Netscafe Versi 4,7. Untuk bisa 
mengakses radio internet diperlukan komputer berbasis multimedia, dengan 
kapasitas memori minimum 3 GB, memiliki sound card, speaker, atau earphone 


untuk mendengarkan, dan modem internal/modem eksternal berkekuatan 56 
Kbps. Bagaimana dengan masa depan radio internet? Di masa depan -atau 
mungkin kini sudah terjadi--, berkat kemajuan teknologi, konsumen tidak lagi 
harus berada di ruangan tertentu untuk menyimak radio internet. Dengan 
fasilitas satelit dan jaringan tanpa kabel (wireless), radio internet bisa didengar 
saat berkendaraan atau melalui telepon seluler, tanpa harus memiliki komputer. 
Laporan iptek Kompas, Desember 2000, menyebutkan akan segera muncul 
sebuah produk baru radio internet Kerbango, http:/www.kerbango.com. Secara 
fisik bentuknya radio dan mempunyai fungsi radio biasa dengan gelombang 
AM/FM. Harganya sekitar Rp 2,7 juta, atau setara harga radio SONY World 
Receiver tercanggih di pasaran. Bedanya, kalau disambung ke jaringan internet, 
Kerbango akan menjadi sebuah radio dengan kapasitas menerima sekitar 4.000 
stasiun radio yang ada di dunia. Apakah ini pertanda awal terjadi the death of 
frequency, yang berimbas pada banyak hal? Sebagai “pengendaliteknologi”, 
pertanyaan ini tertuju pada kita semua. Secara politis menarik untuk dicatat 
bahwa trend radio internet merupakan bagian penting dari semangat reformasi, 
baik itu reformasi perizinan maupun reformasi materi penyiaran informasi. 
Peningkatan tajam jumlah radio baru mau tidak mau merupakan ancaman 
terbatasnya kuota frekuensi, sehingga internet pun dilirik sebagai alternatif 
eksistensi kompetitor baru dan survivalitas pemain lama. (Tim EPI/Wid. Sumber: 
Buku JurnalistikRadio, Menata Profesionalisme Reporter dan Penyiar, Masduki, 
Pener&it LkiS, Yogyakarta, 2001). Radio Ketimuran Limabelas tahun sebelum RRI 
Surakarta lahir tahun 1945, di Kota Solo mengudara siaran Radio Ketimuran 
yang disebut PK2MN. Siaran radio yang diprakarsai Sri Paduka Mangkune- goro 
VII tersebut, mengudara dari dalam Is- tana Mangkunegaran. Pelaksana 
siarannya adalah perkumpulan bernama Javaanse Kun- stkring Mardi Raras 
Mangkunegara di bawah pimpinan Sri Paduka Mangkunegoro VII. Pemancar 
Radio Ketimuran yang meru- pakan embrio RRI Surakarta, mempunyai jang- 
kauan siaran yang masih sangat terbatas. Pro- gram acara siaran sebagian 
besar kesenian Jawa, berupa seni karawitan dari perkumpul- an Javaanse 
Kunstkring yang disiarkan dari Is- tana Mangkunegaran atau ketoprak dan wa- 
yang orang yang disiarkan dari Taman Partini- tuin di kawasan Balekambang. 
Melihat perkembangan PK2MN kala itu, Sri Paduka Mangkunegoro VII meminta 
Java- 


radio republik indonesia 569 anse Kunstkring mengupayakan pengadaan 
pemancar baru yang berkekuatan lebih besar. Dalam rapat tanggal 1 April 1933 
yang dihadiri para tokoh Kota Solo, atas inisiatif Ir. Sarsito Mangunkusumo, 
disepakati untuk membeli pemancar baru, dan status pemancar Radio Ketimuran 
ditingkatkan dan diubah namanya menjadi Solose Radio Vereniging (SRV) (Tim 
EPI/TS. Sumber: Sejarah RRI Surakarta) Radio Republik Indonesia Lembaga 
Penyiaran Publik milik Bangsa. Dengan disahkannya Undang Undang Nomor 32 
tahun 2002 tentang Penyiaran, RRI saat ini berstatus Lembaga Penyiaran Publik. 
Pasal 14 Undang Undang Nomor 32/2002 menegaskan bahwa RRI adalah 
Lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan 
berfungsi melayani kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, 
RRI terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas yang 


berjumlah 5 orang terdiri dari unsur publik, Pemerintah dan RRI. Dewan 
Pengawas yang merupakan wujud representasi dan supervisi publik memilih 
Dewan Direksi yang berjumlah 5 orang yang bertugas melaksanakan kebijakan 
penyiaran dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran. Status 
sebagai lembaga penyiaran publik juga ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 dan 12 tahun 2005 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari 
Undang Undang Nomor 32/2002. Sebelum menjadi lembaga penyiaran publik 
selama hampir 5 tahun sejak tahun 2000, RRlberstatus sebagai Perusahaan 
Jawatan (Perjan) yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mencari 
untung. Dalam status Perusahaan Jawatan RRI telah menjalankan prinsip-prinsip 
radio publik yang independen. Perusahaan Jawatan dapat SEKALI DI UDARA 
TETAP DI UDARA dikatakan sebagai status transisi dari lembaga penyiaran 
pemerintah menuju lembaga penyiaran publik pada masa reformasi. Perubahan 
RRI menjadi lembaga penyiaran publik telah melampaui proses yang cukup 
panjang seiring semangat demokratisasi media dan momentum reformasi. 
Sebelumnya, RRI adalah lembaga penyiaran pemerintah yang merupakan unit 
kerja Departemen Penerangan. Fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik 
tidak hanya memberikan informasi yang aktual, tepat dan teipercaya, namun 
juga memberikan nilai-nilai edukatif seperti memberikanporsi pada siaran 
pendidikan, baik secara in— struksional seperti siaran sekolah menengah 
pertama (SMP), sekolah menengah pertama (SMU) dan Universitas Terbuka, juga 
mema berikan pendidikan kepada masyarakat seper- ti siaran pedesaan, siaran 
wanita, siaran ne~ layan, dll. Tidak ketinggalan RRI juga menya— jikan siaran 
yang menyajikan nilai seni dan bu- daya bangsa yang dikemas dalam sajian 
yang menarik. Hiburan musik dari manca negara pun tersaji apik dalam siaran 
RRI. Untuk itu pemerintah bertekad untuk menjadikan RRI sebagai lembaga 
penyiaran publik yang inde- penden, netral, mandiri dan profesional de- ngan 
langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melaksanakan kontrol sosial. 2. 

Mengembangkan jati diri dan budaya bangsa. 3. Memberikan pelayanan 
informasi 


570 radio republik indonesia pendidikan, dan hiburan kepada semua lapisan 
masyarakat di seluruh Indonesia 4. ' Mendukung terwujudnya kerjasama dan 
saling pengertian dengan negara-negara sahabat khususnya dan dunia 
internasional pada umumnya 5. Ikut mencerdaskan bangsa dan mendorong 
terwujudnya Masyarakat Informasi. 6. Meningkatkan kesadaran bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara yang demokratis dan berkeadilan serta menjunjung 
tinggi supremasi hukum dan HAM. 7. Merekatkan persatuan dan kesatuan 
bangsa. Jangkauan siaran RRI tidak saja di dalam negeri namun juga menembus 
hingga manca negara yang tersaji dalam Voice Of Indonesia (Siaran Luar Negeri 
RRI). Radio Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 11 
September 1945, oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan 
beberapa stasiun radio Jepang di enam kota. Rapat utusan dari enam radio di 
rumah Adang Kadarusman, di Jalan Menteng Dalam Jakarta, menghasilkan 
keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dokter 
Abdulrachman Saleh sebagai pemimpin umum yang pertama. Rapat tersebut 
juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 


September 1945, yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang 
kemudian dikenal dengan “Tri Pr&setya RRI”, Butir Tri Prasetya yang ketiga 
merefleksikan komitmen RRI untuk bersikap netral tidak memihak kepada salah 
satu aliran/keyakinan, partai atau golongan. Hal ini memberikan dorongan serta 
se-mangat kepada broadcaster RRI pada era rem formasi untuk menjadikan RRI 
sebagai lem- baga penyiaran publik yang independen, nem tral dan mandiri 
serta senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Likuidasi 
Departemen Penerangan oleh Pemerintah Presiden Abdurahman Wahid di- 
jadikan momentum dari sebuah proses per- ubahan Government Owned Radio 
ke arah Pu- blic Service Boradcasting dengan didasari Per- aturan Pemerintah 
Nomor 37 tahun 2000, yang ditandatangani Presiden RI tanggal 7 Juni 2000. 
Pembenahan organisasi dan manajemen dilakukan seiring dengan upaya 
penyamaan visi (shared Vision) di kalangan pegawai RRI yang berjumlah sekitar 
8.500 orang yang se- 


Mi. < ???^:M4i-;, 4& radio republik indonesia 571 mula berorientasi sebagai 
aparat pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas, yang cenderung birokratis. 
Dewasa ini RRI mempunyai 52 stasiun penyiaran dan stasiun penyiaran khusus 
yang ditujukan ke luar negeri yakni “Suara Indonesia”. Kecuali di Jakarta, RRI di 
daerah hampir seluruhnya menyelenggarakan siaran dalam tiga program yaitu 
“Programa Daerah” yang melayani segmen masyarakat yang luas sampai 
pedesaan, “Programa Kota” (Pro 2) yang melayani masyarakat di perkotaan, dan 
“Programa Berita dan Informasi" (Pro 3) yang menyajikan berita dan informasi 
(News Channel) kepada masyarakat luas. Di Stasiun Cabang Utama Jakarta 
terdapat enam programa yaitu “Programa 1” untuk pendengar usia dewasa, 
“Programa 2” untuk pendengar remaja dan pemuda, “Programa 3” khusus berita 
dan informasi, “Programa 4” kebudayaan, “Programa 5" untuk saluran 
pendidikan, dan “Programa 6" musik klasik dan bahasa asing. Sedangkan “Suara 
Indonesia" (Voice of Indonesia) menyelenggarakan siaran dalam 10 bahasa. 
Guna merealisasi perubahan status RRI menjadi lembaga penyiaran publik yang 
“khas Indonesia”, RRI telah menjalin kerjasama pelatihan dan seminar mengenai 
prinsip dan aplikasi radio publik dengan Radio Swedia, IFES dan Internews. RRI 
juga sudah merintis pemanfaatan multimedia dengan membuka situs www.rri- 
online.com serta memanfaatkan sarana penyiaran teknologi digital dengan 
memanfaatkan satelit milik WorldSpace Corporation. Sebagai industri penyiaran, 
RRI memiliki kesempatan yang sama dengan media penyiaran lainnya 
mengapreasi semua kekuatan untuk memberikan yang terbaik bagi publik. 
Keberadaannya sejantung dengan denyut Kemerdekaan Republik Indonesia 17 
Agustus 1945. Konon tiga minggu sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 
dikumandangkan, yaitu tanggal 26 Juli -14 Agustus 1945, para “angkasawan 
radio” yang bekerja di Kantor Berita Jepang Domei maupun yang bertugas di 
stasiun radio milik Dai Nippon (Hoso Kyoku), telah memonitor radio-radio luar 
negeri seperti BBC London, maupun VOA Amerika yang menyiarkan kekalahan 
tentara Jepang dengan dijatuhkannya bom atom di Hirosima dan Na-gasaki. 
Adalah Jusuf Ronodipuro yang menjadi pegawai Hoso Kyoku yang memberi tahu 
kepa- da Dr. Abdulrachman Saleh bahwa terhitung tanggal 18 Agustus 1945, 
radio penyiaran Jepang itu sudah tidak mengudara lagi. Tan- pa direncanakan 


sebelumnya, tiba-tiba saja timbul niat Pak Karbol (nama julukan Abdul- rachman 
Saleh) membuat radio pemancar sendiri yang akan ditempatkan di bagian Faal 
Sekolah Tabib Tinggi Jakarta (kemudian men~ jadi FKUI). Ahirnya kedua orang 
perintis Radio Republik Indonesia ini berhasil mengudarakan The Voice ofFree 
Indonesia pada tanggal, 22 Agustus 1945. Pada tanggal 11 September 1945 
malam hari, bertempat di rumah Adang Ka- darusman, Pak Karbol memimpin 
rapat yang menandai berdirinya Radio Republik Indonesia. Saat itu ditetapkan Tri 
Prasetya RRI dan sem- boyan, “Sekali di Udara Tetap di Udara". Peserta rapat 
terdiri dari utusan daerah eks stasiun penyiaran Jepang dan Pak Karbol terpilih 
sebagai ketua. Belakangan oleh peme- rintah berhasil dikuasai kembali gedung 
eks Hoso Kyoku dan difungsikan menjadi gedung stasiun penyiaran RRI Jakarta. 
Stasiun ini megudara terus sampai terjadinya Agresi Mi~ liter Belanda Pertama 
tanggal 21 Juli 1947. Sem jak itu para pimpinan stasiun siaran Jakarta termasuk 
Jusuf Ronodipuro ditangkap Belan- 


572 radio republik indonesia da. Gedung dan perangkat siarannya masih 
berfungsi, tetapi dipergunakan sebagai siaran Radio NICA Belanda. Sebagai 
siaran nasional, RRI mengudara dari Yogyakarta dan sejumlah stasiun lainnya 
yang masih berada di bawah wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Jepang 
bertekuk lutut, dan seluruh jajahan Jepang diserahkan kepada pihak Sekutu, 
termasuk Kepulauan Indonesia, beserta rakyat dan perangkat-perangkat 
peralatannya termasuk alat penyiaran radio. Didasari tujuan untuk 
mempertahankan kemerdekaan yang diperoleh, tanggal 10 September 1945, 
para pegawai radio Hoso Kyoku berkumpul di Jakarta untuk merundingkan cara 
pengambilalihan radio tersebut guna dijadikan alat perjuangan bagi Bangsa 
Indonesia. Pertemuan tersebut tidak membawa hasil karena semua pemancar 
dan alat-alat penyiaran radio Hoso Kyoku sudah didaftar dan ditangani oleh 
Sekutu (SEAC di Singapura). Pertemuan berikutnya diselenggarakan di kediaman 
Adang Kadarusman di Menteng, dan tepat pukul 24.00 WIB rapat dibuka oleh Dr. 
Abdulrachman Saleh, dan dihadiri antara lain Adang Kadarusman, Sutoyo 
Surjodipuro, Jusuf Ronodipuro, Sukasmo, Syawal Mochtarudin, M.A. Tjatja 
(Jakarta), Sjakti Alamsyah, R.A. Darja dan Agus Marah Sutan (Bandung), R.M. 
Soemarmadi dan Sudomomarto (Yogyakarta), R. Maladi dan Sutardi Hardjolukito 
(Surakarta), Suhardi dan Harto (Semarang), dan Suhardjo (Purwokerto) 
Pertemuan tersebut berakhir pagi pukul 06.00 WIB yang membuahkan beberapa 
keputusan, namun keputusan yang mendasar antara lain: * 11 September 
1945 ditetapkan sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. * Tri 
Prasetya RRI, sebagai Jiwa dan Sumpah Pegawai RRI kepada Republik Indonesia 
untuk menjaga RRI sebagai alat perjuangan Bangsa. * Organisasi semua radio 
tunduk kepada komando pusat (diketuai Dr. Abdulrachman Saleh), Pada masa 
kemerdekaan jumlah siaran RRI bertambah 29 buah termasuk delapan stasiun 
yang telah ada (Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, 
Semarang, Surabaya, dan Malang) dan tersebar di beberapa wilayah. Namun, 
sebagai akibat dari Agresi Militer Belanda Pertama, jumlah RRI menyusut 
menjadi sepuluh studio di antaranya Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Kediri, 
Surabaya, Malang, Blitar, Magelang, Purwokerto, dan Pekalongan yang 
bergabung dengan Wonosobo dan Pati. Untuk menghemat peralatan dan tenaga, 


Stasiun RRI Surabaya, Kediri, dan Malang akhirnya digabungkan menjadi satu 
dengan nama RRI Jawa Timur berkedudukan di Kediri, sedangkan Blitar dan 
Jombang dijadikan tempat sta~ siun relay. Demikian juga RRI Magelang, Pur- 
wokerto, Pekalongan disatukan dengan nama RRI Jawa Tengah berkedudukan di 
Magelang dengan stasiun relay di Wonosobo. Sementara itu Stasiun Nasional RRI 
Jakar- ta yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 terpecah, 
karena yang berada di Merdeka Barat nomor 4 digunakan oleh NICA dan 
digunakan untuk siaran resmi Radio In- donesia yang ditangani oleh Belanda, 
sedang- kan nomor 5 digunakan untuk siaran Radio Rem publik Indonesia (RRI) 
yang ditangani oleh Bangsa Indonesia. Terjadilah perang siaran udara antara 
pem- bawa kepentingan penjajah Belanda dan kem pentingan Bangsa Indonesia 
untuk memper- tahankan kemerdekaan RI. Hingga menjelang 21 Juli 1947 pada 
saat Gubernur Jenderal Van Mook mengadakan wawancara pers, para 
angkasawan RRI telah menduga bahwa wa- wancara tersebut mengandung arti 
tertentu yang merugikan Bangsa Indonesia dan ternya- ta dugaan itu benar. 
Kepala Studio RRI Nasional Jakarta, Yusuf Ronodipuro tanggal 21 Juli 1947 sore 
masuk ke studio dan bermalam di sana guna menjaga kemungkinan terjadi 
sesuatu. Saat itu dalam acara “Tanah Air Memanggil", penyiar RRI, Piet De 
Oueljae menutup siarannya dengan mengucap “Mudah-mudahan sampai 
berjum- pa lagi, Sekali Merdeka Tetap Merdeka”. Tepat pukul 22.30 WIB, 
disaksikan oleh se- 
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dari AP, Arnold Bracman dari UPI, dan Prik Werner dari AFP, tentara Belanda 
menyerbu Radio Republik Indonesia di Merdeka Barat No. 5 bersamaan dengan 
peristiwa Agresi Militer Belanda I. Yusuf Ronodipuro yang saat itu berada di 
studio ditangkap dan sejak itu RRI Jakarta tidak mengudara, diganti dengan radio 
resmi Indonesia milik Belanda. Meskipun RRI Jakarta diduduki Belanda oleh 
pasukan NICA, namun RRI Yogyakarta yang pada saat itu menjadi Ibu Kota RI, 
tetap mengudara. Bahkan di Sumatra lahir studio RRI baru seperti di Kotaraja, 
Bukittinggi, Padang, Pekanbaru, dan radio-radio gelap lain, yang kesemuanya 
mengumandangkan perjuangan Bangsa Indonesia. Saat Agresi Militer Belanda II, 
Belanda menyerang Yogyakarta secara tiba-tiba pada saat perundingan sedang 
berjalan. Seluruh angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke daerah 
pegunungan. Namun semboyan “SEKALI DI UDARA TETAP DI UDARA" tetap 
berkumandang hingga Belanda dan dunia internasional mengakui Kedaulatan 
Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal 1 Agustus 1953 RRI 
mengudara dari Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, 
Medan, Kotaraja, Padang, Bukittinggi, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, 
Manado, Ambon, Denpasar, dan sejumlah stasiun yang berstatus relay, serta 
siaran-siaran lokal di Cirebon, Jember, Madiun, dan Ternate. Pada masa 
Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, RRI selalu dikonotasikan sebagai 
corong Pemerintah karena selalu menjadi media untuk mengklarifikasi maupun 
menjustifikasi setiap tindakan Pemerintah, serta kurang menampung aspirasi 
publik. Pada masa reformasi, RRI melakukan perubahan mendasar dengan 
memposisikan diri menjadi radio publik yang mengutamakan kepentingan 
Bangsa dan Negara dengan tidak mengabaikan kepentingan Publik. (Tim EPI/KG. 


Sumber: Company Profile RRI/Buku 60 Tahun RRI) Radio Republik Indonesia 
Cabang Muda Ambon Lembaga Penyiaran Publik dengan status Cabang Muda ini 
telah mengudara sejak 22 Desember 1950. Kini setelah mengalami berbagai 
perubahan terkait dengan perkembangan keberadaan lembaga RRI era Perjan, 
RRI Ambon tetap eksis untuk menggelorakan semangat pembangunan guna 
mengisi kemerdekaan (TimEPI/KG. Sumber: Humas RRI Ambon) Radio Republik 
Indonesia Cabang Muda Banda Aceh Lembaga Penyiaran Publik 
berstatus Cabang Muda ini dimulai pada masa penjajahan Be— landa, yang 
ditangani oleh sebuah lembaga swasta yakni NIROM (Nederland Indische Ra- dio 
Omroep Matchapay) hingga mendaratnya tentara Jepang di Indonesia tanggal 12 
Maret 1942. Namun, ketika menduduki Aceh, bala ten— tara Jepang pun 
membawa sebuah pemancar radio yang ditempatkan di Kutaradja (Banda Aceh). 
Beberapa kali pemancar tersebut dipin- dahkan dan terakhir ditempatkan di 
sebuah gedung yang sekarang menjadi gedung SMA 
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diberi nama Hosokyoku. Setelah Jepang kalah dan proklamasi Kemerdekaan RI 
tersiar ke seluruh pelosok negeri, pemancar radio tersebut diambil alih oleh 
pekerja-pekerja pribumi yang bekerja pada radio Jepang saat itu, yakni di bawah 
pimpinan Said Ahmad Dahlan dan sejumlah rekannya, antara lain Teuku Raja 
Mahmud, M. Thayeb, Usman Hamzah dan Muhammad Bani. Mereka mengambil 
pemancar radio tersebut dan dipindahkan ke sebuah rumah di Jalan Sultan 
Alaiddin Mahmudsyah, tepatnya di Balai Penerangan. Beberapa bulan setelah 
mengudara, pada tanggal 1 Maret 1946 pemancar tersebut diserahkan kepada 
Pemerintah Aceh sebagai cikal bakal lahirnya RRI Banda Aceh yang diberi nama 
“RRI Kutaradja”. Siaran yang dirintis oleh Abdul Azis, Tuanku Machmud, Usman 
Hamzah, Muhammad Bani, Muhammad Thayeb, Nasruddin dan Ho Jak Tjan itu 
pertama kali mengudara tanggal 11 Maret 1946, pukul 18.30 WSU (Waktu 
Sumatera Utara) dengan gelombang pemancar 48 meter. Selain RRI Kutaradja, 
pada masa itu juga sudah mengudara sebuah pemancar radio di bawah 
pimpinan pengawasan tentara RI, yakni Radio Gerilya Rimba Raya yang 
menyiarkan informasi dan berita-berita mengenai perjuangan rakyat Indonesia 
baik di dalam maupun luar negeri. Kekuatan pemancar ditingkatkan dari 25 Watt 
menjadi 100 Watt, dengan gelombang 33 meter. Pada tanggal 9 April 1948 
mereka berhasil merakit sebuah pemancar berkekuatan 350 Watt dengan 
gelombang 33,5 meter, yang ternyata dapat dipantau di beberapa daerah 
termasuk Bukittinggi. RRI Kutaradja pernah memegang peranan penting dan 
menjadi pusat perhatian masyarakat ketika RRI Yogyakarta dan Bukittinggi tidak 
mengudara karena kedua kota tersebut diduduki Belanda pada agresi kedua. 
Pindahnya pusat pemerintahan RI ke Sumatera untuk menyiarkan instruksi dan 
warta berita baik untuk masyarakat Aceh maupun di daerah lainnya, serta 
melakukan propaganda ke luar negeri. Ketika gempa dan tsunami yang sangat 
dahsyat menerjang Provinsi Aceh Darussalam pada penghujung tahun 2004 
tepatnya tanggal 26 Desember 2004, RRI Banda Aceh mengalami kerusakan 
parah. Semua peralatan siaran seperti pemancar, gedung serta sarana 
danprasarana lainnya rusak berat, bahkan ada yang hilang terbawa arus air. 
Duapuluh tiga karyawan-karyawati dan tenaga honorer term baik yang selama 


ini merupakan tenaga-tena- ga andalan hilang/meninggal dunia. Pada hari 
kedua bencana, Kepala Perjan RRI Cabang Muda Banda Aceh, Drs. Sudarmi 
Dahlan Maulana, mengajak beberapa karya- wan yang selamat untuk 
memindahkan siaran RRI Banda Aceh ke lokasi pemancar Indrapuri sekitar 24 km 
dari pusat kota. Atas kerja keras tersebut, pada tanggal 27 Desember 2004, 
pukul 20.00 WIB, RRI Banda Aceh berhasil mengudara dengan menggunakan 
pemancar FM 93,0 Mhz dan MW 1251 Khz. 
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meminjamkan 1 unit pemancar 1KW frekuensi 97,7 Mhz, serta memberdayakan 
perangkat mobil unit OB Van yang juga terkena tsunami tetapi masih bisa 
dioperasikan, RRI Banda Aceh dapat terus mengudara. Pada tahun 2005 RRI 
Banda Aceh memperoleh bantuan dari masyarakat Jepang untuk mengganti 
peralatan yang rusak termasuk rekonstruksi gedung. Tahun 2006 Badan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias juga membantu merehabilitasi 
bangunan studio maupun lokasi kompleks pemancar RRI di Indrapuri. Dengan 
adanya bantuan ini RRI Banda Aceh menjadi salah satu lembaga siaran yang 
memiliki fasilitas paling lengkap. Kini RRI Banda Aceh memiliki tiga program 
siaran yakni Programa | dengan kekuatan pemancar 5 KW, yang mengudara 
pada frekuensi 97,7 Mhz pada pukul 05.00 hingga pukul 24.00 WIB. Programa II 
yang juga berkekuatan 5 KW mengudara pada frekuensi 88,6 Mhz pada pukul 
08.00 hingga pukul 22.00, dan Programa III juga dengan kekuatan pemancar 5 
KW mengudara pada frekuensi 92,6 Mhz nonstop (24 jam). Siaran ketiga 
programa ini diperkuat oleh 10 pemancar yang tersebar di daerah Subulussalam, 
Tapaktuan, Simeulu, Calang, Lamo, Beureunun, Jantho, Kutacene, dan Sabang. 
RRI Banda Aceh sekarang dipimpin oleh Drs. Eddy Sukmana, SH, MM, MH, 
dibantu oleh 76 pegawai negeri sipil (PNS) dan 22 tenaga kontrak. Jadi selama 62 
tahun kehadirannya, RRI Banda Aceh telah dipimpin oleh 14 pejabat yakni, Abdul 
Azis (1945-1960), Tuanku Machmud (1960-1967), Amiruddin Siahaan (196 7- 
1972), Moh. Asnir Gus (1972-1978), Rinaldi (1978-1980), H. Helmi Toha, BA 
(19801985), Drs. HM Ali Birga (1985-1989), Drs. HM Amin Ali, SH (1989-1993), M. 
Yazid, BA (19931995), Drs. H. Sukri (1995-1997), H. Djasli Djosan, S. Sos (1997- 
1999), Mahdi Sjukri, BSc (1999-2002), Drs. H. Sudarmi Dahlan (20022005), 
Achmad Perambahan, S.Sos (2005-2007). (Tim EPI/KG, Sumber: Humas RRI 
Banda Aceh/Buku 60 Tahun RRI) Radio Republik Indonesia Cabang 
Muda Bandar Lampung R RI Bandar Lampung berdiri tanggal 11 September 1966 
dengan call sign RR Tanjung Karang. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 
37 Tahun 2000, lembaga penyiaran publik (LPP) yang kini berstatus Cabang 
Muda ini berubah menjadi BUMN dengan status Perusahaan Jawatan (Perjan). 
Saat ini RRI Cabang Muda Bandar Lam-pung, mencoba eksis dengan 3 
programa, de~ ngan kekuatan pemancar yang cukup mema dai untuk 
memenuhi kebutuhan akan berita, informasi ringan maupun hiburan. Hal ini di- 
dukung oleh penyiar-penyiar muda dan ber~ bakat, terutama pada acara-acara 
on air. Khusus untuk acara unggulan RRI Cabang Muda Bandar Lampung 
mencoba menampil- kan suatu format acara yang langsung meli- batkan 
pendengar seperti halnya acara on air yang ternyata bisa memberikan kontribusi 


yang cukup untuk kantor cabang, selain karem na animo masyarakat yang cukup 
besar term hadap acara tersebut. (Tim EPI/KG. Sumber: Buku 60 Tahun RRI} 
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Merupakan stasiun radio siaran paling tua di Indonesia. Lembaga penyiaran 
publik ini mengudara pertama kali tanggal 2 Mei 1923, atas permintaan 
Pemerintah Hindia Belanda. Seorang ahli teknik Bangsa Belanda bernama 
J.G.Prins ditunjuk untuk membangun pemancar radio. Mereka memilih lokasi di 
kaki Gunung Malabar yang terletak di kawasan Bandung Selatan. Menara 
antenanya dibangun cukup tinggi, lebih tinggi dari Menara Eiffel, sehingga 
siarannya bisa ditangkap di Nederland dan beberapa negara lainnya. Pemerintah 
Hindia Belanda saat itu merasa perlu membangun jaringan telekomunikasi jarak 
jauh. Pemancar yang kemudian diberi nama De Bandoengsche Radio 
Vereeniging ini, yang kemudian lebih dikenal sebagai Radio Malabar. Selama 
beberapa tahun Radio Malabar menyelenggarakan siarannya sendiri. Namun 
sejak tahun 1930 Pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyelenggarakan 
radio komunikasi yang berada di lingkungan Jawatan PTT (Post, Tblefoon en 
Tblegraaf), yakni NIROM (Nederlandsch Indische Radio Omroop Maatschappij). Di 
Bandung NIROM baru didirikan tahun 1934. Atas usaha dua orang anggota 
Volksraad, Mr. Soetardjo Kartohadikoesoemo dan Ir. Sarsito Mangunkusumo, 
pada tanggal 29 Maret 1937 di Bandung diselenggarakan pertemuan antarradio 
siaran ketimuran. Selain tuan rumah, pertemuan itu dihadiri pula oleh utusan 
dari Yogyakarta, Surabaya, Solo, dan Batavia. Para peserta kemudian sepakat 
mendirikan Perserikatan Perkoempoelan Radio Ketimoeran (PPRK) yang 
berkedudukan di Batavia dan Mr. Soetardjo Kartohadikoesoemo diangkat sebagai 
ketua. Tujuannya memajukan kesenian dan kebudayaan pribumi. Awalnya 
siaran-siaran yang diselenggarakan PPRK harus memperoleh izin dari Pemerintah 
Hindia Belanda. Tetapi sejak 30 Juli 1940 Pemerintah Hindia Belanda mengijinkan 
PPRK menyelenggarakan siarannya sendiri. Menjelang masuknya Jepang ke 
Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda menghancurkan semua peralatan radio 
siaran agar tidak dimanfaatkan oleh pihak Jepang. Setelah Jepang masuk, semua 
siaran radio swasta ditutup. Pemerintah Jepang membentuk Hoso Kanri Kyoku, 
sebagai radio resmi dan alat pro-paganda. Cabangnya didirikan di beberapa 
tempat, antara lain di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Semarang, Solo, 
Malang, dan Surabaya. Demi kepentingan propaganda, Pemerin— tah Jepang 
berusaha menyegel pesawat radio yang ada di masyarakat sehingga tidak bisa 
menangkap siaran lain. Namun beberapa pe- muda pribumi yang mengetahui 
selukbeluk ra- dio, termasuk mereka yang bekeija di radio pe- merintah, tidak 
mematuhi aturan tersebut. Meskipun harus secara sembunyi-sembunyi, mereka 
berusaha mengikuti berita-berita dari luar negeri, sehingga tahu bahwa di 
medan Perang Pasifik posisi Jepang makin terdesak. Pada tanggal 14 Agustus 
1945, dari siaran BBC mereka mendengar bom atom telah di- jatuhkan di 
Hiroshima dan Nagasaki. Sebetulnya, sejak 11 Agustus 1945 Peme- rintah 
Jepang telah memerintahkan agar se- mua Hoso Kanri Kyoku segera 
menghentikan siarannya. Tapi radio di Bandung tidak me- matuhinya, dan baru 
menghentikan siaran tanggal 15 Agustus 1945. Kabar tentang rencana 
Proklamasi Ke- 
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Hatta saat itu sudah menjadi rahasia umum. Para pemuda yang aktif di bidang 
radio merasa yakin bahwa berita tentang proklamasi tidak akan mungkin 
disiarkan oleh Hoso Kanri Kyoku yang ada di Jakarta karena sangat ketat dijaga 
oleh tentara Jepang. Namun di Bandung, dengan dukungan pemuda pejuang, 
Hoso Kanri Kyoku berhasil dikuasai oleh pihak pribumi. Dari Bandung, Sukiyun 
dan Mislan, keduanya pegawai Hoso Kanri Kyoku, diutus berangkat ke Jakarta. 
Tujuannya, mengambil berita tentang pembacaan proklamasi yang kemudian 
dikirim ke Bandung melalui pesawat telepon, untuk disiarkan oleh pemancar 
radio yang ada di Bandung. Namun usaha itu gagal karena kabel telepon sudah 
diputus. Beruntung, Kepala Siaran Radio Jakarta, Muin, memiliki salinan teks 
proklamasi. Hari itu juga teks itu dikirim ke Bandung. R. A. Darja, Kepala Siaran 
Radio Bandung, menerima teks tersebut jam 17.00 sore hari. Ketika membuka 
acara siaran pukul 19.00, R. A. Darja langsung menyatakan “Di sini Bandung, 
siaran Radio Republik Indonesia". Di kemudian hari ia mengakui, kalimatnya itu 
diilhami oleh kebiasaan penyiar BBC London. Teks proklamasi kemudian 
dibacakan, bukan hanya dalam Bahasa Indonesia tapi juga dalam beberapa 
bahasa asing (Inggris, Belanda, Prancis, Cina, Urdu), dan dalam Bahasa Sunda. 
Dibacakan bergantian oleh Sakti Alamsyah, R.A. Darja, Sam Amir, Odas 
Sumadilaga, Artati Marzuki, Harsono, Tike Supomo, Resmana Iljas, Mutirah, Irwat 
Idris, dan Mr. R.T. Djumhana Wiraatmadja yang saat itu sedang menjabat Kepala 
Jawatan Penerangan. Karena segalanya serba terbatas, pembacaan teks 
proklamasi tersebut hanya diiringi musik mars Colonel Bougie dan gamelan 
degung Sunda. Siaran itulah yang kemudian dipancarkan lewat pemancar yang 
ada di kaki Gunung Malabar yang berkekuatan 100 KW sehingga dapat 
ditangkap di luar negeri. Imron Rosyadi yang saat itu sedang berada di Baghdad, 
Irak, sebagai Ketua Perhimpunan Pemuda Indonesia (PPI), mengaku sempat 
terkejut ketika mendengar siaran radio yang menyapa dengan kalimat “Di sini 
Bandung, siaran Radio Republik Indonesia ..." Radio Bandunglah yang perta-ma- 
tama menyatakan sebagai Radio Republik Indonesia. Mikrofon yang 
dipergunakan untuk menyiarkan naskah proklamaisi tersebut se- karang 
disimpan di Museum Penerangan Ta~ man Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. 
Tidak lama setelah RRI terbentuk, pim- pinan RRI di Jakarta meminta RRI 
Bandung agar menyelenggarakan siaran luar negeri. Di- pilihnya RRI Bandung 
karena PTT yang ada di Bandung memiliki pemancar paling kuat. Sek- si Siaran 
Luar Negeri mulai mengudara awal Nopember 1945. Sayang siarannya hanya 
ber- langsung kurang dari satu bulan karena pada tanggal 25 November pihak 
Belanda yang membonceng pasukan Sekutu membumiha- nguskan RRI 
Bandung, Yogya dan Solo. Setelah pemancar RRI Bandung di Tegal- lega 
dihancurkan, dilakukan upaya penyela- matan. Dan dengan perlengkapan 
seadanya RRI Bandung melakukan siaran dari Dayeuh- kolot, kira-kira 2 Km ke 
arah selatan Kota Ban- dung. Akan tetapi, karena alasan keamanan, tidak lama 
kemudian pindah ke Majalaya, tem- pat RRI melangsungkan siaran dari salah 
satu pabrik tenun yang ada di kota kecil tersebut. Di sini pun hanya dua hari, lalu 
pindah ke Ci- calengka, sebelum akhirnya mengikuti para gerilyawan, 
mengungsi ke Tasikmalaya, yang jaraknya 120 km dari kota Bandung. Di sini RRI 
Bandung mengubah namanya menjadi Radio 
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Menteri Penerangan RI, RRI Bandung ikut hijrah ke Yogyakarta dan mengubah 
namanya menjadi “Radio Perjuangan Jawa Barat", bertempat di Jalan Kepatihan, 
dan dipimpin oleh Sakti Alamsyah. Ketika di Jawa Barat berkecamuk gangguan 
keamanan DI/TII Kartosuwirjo, RRI Bandung memainkan peran penting. 
Siarannya dalam Bahasa Sunda antara lain diisi dengan karawitan yang lirik- 
liriknya dalam Bahasa Sunda mengajak agar anggota gerombolan DI/TII yang 
ada di gunung-gunung segera pulang ke kampungnya masing-masing dan 
berkumpul kembali bersama keluarga yang sudah lama menunggu dan 
menanggung derita. Tidak sedikit anggota gerombolan yang menyerah kepada 
TNI mengakui, mereka turun karena sering menangis mendengar lagulagu dari 
radio. Salah satu lagu yang sering disiarkan oleh RRI Bandung saat itu adalah 
“Jemplang Karang” yang ditulis oleh Undang Odjoh dan ditembangkan oleh Euis 
Kartini. RRI Bandung kembali menyelenggarakan siaran internasional saat 
berlangsungnya Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Ketika terjadi 
peristiwa G-30-S di Jakarta, RRI Bandung merelay berita tersebut pada pukul 
06.00 dari RRI Jakarta. Sesaat kemudian gedung RRI dijaga ketat oleh tentara 
dan polisi. Panglima Siliwangi saat itu, Ibrahim Adjie, datang ke studio dan 
melakukan pembicaraan dengan pimpinan studio. Pada masa Orde Baru RRI 
Bandung menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Departemen 
Penerangan. Ketika unjuk rasa mahasiswa untuk menurunkan Soeharto dari 
kekuasaanpya mencapai puncaknya, 6 September 1998, ratusan mahasiswa 
yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Bandung (KM Bandung) mendatangi 
RRI Bandung dan bermaksud menguasainya. Mereka dihadang oleh pasukan 
keamanan yang sudah sejak pagi mengamankan RRI. Namun kemudian 
perwakilan mahasiswa diijinkan membacakan pernyataannya untuk disiarkan 
selama lima menit. Keesokan harinya, koran-koran di Bandung memuat berita 
yang menyebutkan RRI Bandung dikuasai mahasiswa selama lima menit. Setiap 
subuh RRI Bandung ditunggu ribuan pendengar kuliah subuh yang memberi 
pencerahan bagi umat dalam kehidupan bera- gama dan berma- syarakat. 
Keberadaan RRI Bandung sampai saat ini tidak terlepas dari peran para 
pimpinan dan karyawan RRI didukung masyarakat pendengar dan Peme- rintah, 
kelompok-kelompok profesi seperti se- niman dan budayawan, olahragawan, dll. 
Tercatat dalam sejarahnya RRI Bandung pernah dipimpin oleh Sakti Alamsyah 
(1945 — 1949), Rd. Adang Kadarusman (1949 -1950), R. Suratno Wirjoatmodjo 
(1950-1953), Loetan Soetan Tunaro (1953 -1960), Abdul Fatah Mar- dai (1960 - 
1970), R.A. Darja (1970 -1972), Fajar Madradji Prawira (1972 -1977), R.M. 
Hartako (1977-1983), Drs. Baskara (1983 -1987), Drs. Beni Koesbani (1987 - 
1992), Drs. Idrus Alkaf (1992 — 1997), Drs. TjutjuTjuama Adikarya (1997 -1999), 
Drs. Nasir Agun, MBA. (1999 -2001), Drs. Zul- haggi Hafiz, MM (2001 -2004), 
Drs. Hasyim Ado (2004 - 2006), H. Bochri Rachman, SH (2006 - ). (Tim EPI/Wid. 
Sumber: Lintasan Sejarah 60 tahun RRI Bandung/Buku 60 Tahun RRI) 
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Banjarmasin Lembaga penyiaran publik ini pertama kali mengudara pada 
tanggal 1 Juni 1950 dengan menggunakan pemancar berkekuatan 80 watt. Pada 
tahun 1951 stasiun radio yang mengudara dari Jalan Sudimara itu menerima 


bantuan pemancar berkekuatan 1 Kilowatt. Tiga tahun kemudian RRI 
Banjarmasin juga menerima bantuan dari Perusahaan Jawatan RRI Pusat Jakarta 
berupa pemancar berkekuatan 10 Kilowatt. Pemancar ini kemudian ditempatkan 
di Jalan Guntung Payung, setelah sekian lama ditempatkan di lokasi yang sama 
dengan gedung studionya di Jalan Sudimara, sekaligus memindahkan gedung 
studionya ke Jalan Ulin. Pada tahun 1958, gedung studio dipindahkan lagi ke 
pusat kota di Jalan Lambung Mangkurat I. Dalam perjalanannya RRI Banjarmasin 
tercatat memiliki beberapa prestasi yang membanggakan antara lain mampu 
menyiarkan secara langsung kegiatan Musabagoh Tilawatil Quran (MTO) Tingkat 
Nasional III. Sebelumnya lembaga penyiaran ini aktif menyebarkan informasi 
mengenai Dwikora dan Trikora kepada masyarakat di wilayah Banjarmasin 
khususnya dan Kalimantan umumnya. Sebagai lembaga penyiaran yang 
berperan sangat vital bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini, RRI 
Banjarmasin terus berusaha mengembangkan dirinya dengan menambah sarana 
maupun prasarana penyiaran. Pada tahun 1973 misalnya, lembaga penyiaran ini 
membangun gedung studio yang lebih representatif di Jalan Ulin, tidak jauh dari 
lokasi sebelumnya. Bahkan pemancar pun dialihkan ke lokasi tersebut 
bersamaan dengan tibanya pemancar baru berkekuatan 20 Kilowatt, bantuan 
dari RRI Pusat Jakarta. Tahun 1977 RRI Banjarmasin membangun kompleks 
pemancar di Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Ketika pembangunannya 
selesai setahun kemudian, semua peralatan pemancar dialihkan ke lokasi baru 
tersebut, bersamaan dengan pemasangan pemancar baru berkekuatan 50 
Kilowatt. Begitu juga halnya dengan gedung studionya. Karena dipandang sudah 
tidak memadai, gedung studio yang sebelumnya berada di Jalan Lambung 
Mangkurat I dipindahkan ke gedung baru berlantai 3, di Jalan Ahmad Yani. Selain 
memiliki ruang siaran berfasilitas lengkap dan modern, di gedung ini juga 
disiapkan untuk tempat tinggal kepala stasiun dan kepala bidang. Tahun 1985 
RRI Banjarmasin mengalamimusibah kebakaran di lantai 2 dan 3 gedung baru 
tersebut, yang menghanguskan studio, ruangan penyiar, ruangan operator, 
diskotik, dan semua peralatan studio. Meski demikian RRI Banjarmasin tetap 
mengudara dengan menggunakan sarana sementara (OB Van) yang 
ditempatkan di lokasi pemancar di Su- ngai Tabuk. Tahun 1987 gedung mulai 
direha-— bilitasi dan dapat dipergunakan kembali pam da tahun 1990, dengan 
sejumlah peralatan yang lebih modern dan canggih. Kini, lembaga penyiaran 
yang memiliki sta- tus sebagai cabang madya ini menjumpai peng- gemarnya 
melalui program PRO 1 yang mengu-— dara pada frekuensi FM 97,6 KHz dan MW 
1134 MHz, PRO 2 pada frekuensi FM 95,65 KHz, dan PRO 3 pada frekuensi FM 
105,4 KHz, dengan acara unggulan “Interval Tiga Pagi”, “Senandung Malam”, 
“Dangdut Ria”, “UntaianMutiara”, “Rin- dang Banjar”, "Bingkisan di Jenjang 
Malam”, “Kesenian Tradisional”, “Selamat Pagi Banjar- masin”, “Citra Wanita”, 
“ForumRemaja”, "Pano- rama Pagi”, “Konsultasi Kehidupan", dan lain- lain. 
(Tim EPI/KG. Sumber: Buku 60 Tahun RRI) 
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Hingga akhir tahun 1965 masyarakat Bengkulu hanya dapat menikmati siaran 
dari RRI Jakarta, RRI Palembang, RRI Medan, RRI Padang dan RRI Tanjung 
Karang. Saat itu RRI masih merupakan satu-satunya sarana hiburan bagi 


masyarakat di manapun di tanah air ini. Sebagai rangkaian dari rencana 
pembentukan Provinsi Bengkulu, Muspida Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan 
Kotamadya Bengkulu, mengusulkan kepada Jawatan Penerangan setempat agar 
bakal provinsi ini dapat memiliki studio siaran radio sendiri. Maka atas inisiatif 
Kepala Jawatan Penerangan Kabupaten Bengkulu Utara dan Dandim 0407, 
Letnan Kolonel Syamsul Bahrun, 12 April 1967 dibentuk Panitia Persiapan Studio 
RRI Bengkulu. Tanggal 2 Agustus 1967 tim pemasangan instalasi RRI Persiapan 
Bengkulu tiba di Bengkulu, terdiri dari Moh. Ali dan M. Toni juga dari RRI 
Palembang, serta Sersan Mislan Suwardi dari Perhubungan Kodam IV Sriwijaya. 
Tim itu melakukan pemasangan peralatan pemancar di lokasi bekas kediaman 
Bung Karno di Jalan Anggut Atas yang sekarang dikenal dengan nama Jalan 
Sukamo-Hatta. Tanggal 5 Agustus 1967 dilakukan siaran percobaan RRI 
Persiapan Bengkulu, dengan acara penyiaran warta berita daerah dan hiburan 
dengan menyiarkan lagu-lagu dan lain-lain, sehingga pada waktu itu sebagian 
masyarakat setempat ikut mendukung dengan cara menyampaikan informasi 
tentang kekuatan/daya pancar siaran yang mereka terima di kediaman mereka. 
Pemancar RRI Persiapan Bengkulu pada waktu itu menggunakan gelombang 
80,64 meter dengan frekuensi 3720 KCL per detik, dengan dengan call stasion 
“Inilah Siaran Percobaan RRI Persiapan Bengkulu". Pada tahun 1975 RRI 
Persiapan Bengkulu resmi menjadi RRI Bengkulu yang langsung dibawahi oleh 
Departemen Penerangan RI. Studio yang sebelumnya menempati rumah bekas 
kediaman Presiden Pertama RI di Jalan Angut Atas, pindah ke Jalan Ahmad Yani. 
Di rumah ini RRI Bengkulu mengudara dengan menggunakan pemancar MW1KW, 
dengan jangkauan siaran ke seluruh wilayah Bengkulu. Hingga dilaksanakannya 
serah terima dari RRI Persiapan Bengkulu ke RRI Bengkulu peralatan dan gedung 
yang digunakan masih berupa sewaan. Pada tahun 1986 RRI Bengkulu 
memperoleh bantuan sebidang tanah lebih kurang seluas 8 Ha untuk lokasi 
pemancar MW 5 Kilowatt di Desa Air Sebakul, Kabupaten Bengkulu Utara. Pada 
tahun 2003 RRI Bengkulu mendapat bantuan berupa pemancar AM berkekuatan 
10 KW pada frekuensi 747 Khz. Pada tahun 2004 RRI Bengkulu kembali berada 
pada masa transisi kedua. Dengan Undang Undang Nomor 32/2002 tentang 
Penyiaran, dan melalui Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2005 serta Peraturan 
Pemerintah No. 12 Tahun 2005,RRI Bengkulu dikukuhkan menjadi lembaga 
penyiaran publik dengan status cabang muda, yang tetap berpegang pada Visi 
dan Misi RRI. RRI Bengkulu tidak lagi semata-mata menjadi corong Pemerintah, 
tetapi menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspi- rasinya 
kepada Pemerintah. RRI Bengkulu, yang didukung oleh 112 orang PNS dan 17 
orang non-PNS mengemas berbagai jenis mata acara siaran, dalam 4-6 jam per 
hari, termasuk menyediakan ruang acara siaran khusus untuk komunitas yang 
ada di wilayah Bengkulu. Dengan acara-acara ini, RRI Bengkulu semakin 
digemari oleh masyarakat di daerah ini karena mereka masih melihat RRI 
merupakan sarana komunikasi dan informasi terunggul dibanding dari media- 
media lainnya. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku 60 Tahun RRI) 
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Kendati penyerahan wilayah Irian Barat dari United Nation Temporary 
Association (UNTEA) kepada Pemerintah Indonesia dilakukan pada 1 Mei 1963, 


RRI Cabang Muda Biak secara de facto baru mengudara pada tanggal 1 
September 1963, setelah sebelumnya dikelola oleh. Radio Papua Barat (Rapaba). 
Rapaba adalah stasiun radio bentukan UNTEA -semula bernama Radio Omroep 
New Guinea (RONG), yang pengalihan statusnya berlangsung pada saat 
pengalihan kekuasaan wilayah Irian Barat pada bulan Agustus 1962. RONG 
sendiri adalah lembaga penyiaran yang merupakan pusat penyiaran radio 
Pemerintahan Belanda di Irian Barat. Pada masa pendudukan Belanda di Irian 
Barat, siaran radio sangat berperan dan merupakan alat komunikasi penting bagi 
Pemerintah Belanda, khususnya untuk menyampaikan informasi yang berkaitan 
dengan kepentingan mereka. Untuk mengudarakan siarannya RONG Biak 
menggunakan pemancar milik PTT Pemerintah Belanda yang ada sejak tahun 
1955. Materi siarannya mencakup musik dari piringan hitam, dan transkrip acara 
siaran dari Wereld Omroep Radio Nederland di Hilversum. Sedangkan siaran 
warta berita banyak diambil dari koran-koran yang disuplai dari Bevolking 
VoorlichtingHollandia melalui teleks. Ramalan cuaca dari Kantor Meteorologi di 
Biak dijadikan materi siaran setelah warta berita. Pada saat itu status RONG Biak 
berada di bawah pembinaan Dinas Kebudayaan dan Pendidikan (Dienst Van 
Culturele Zakeri) Pada masa itu penyampaian materi siaran masih menggunakan 
Bahasa Belanda. Sedangkan penggunaan Bahasa Indonesia baru dilakukan pada 
tahun 1959. Durasi siaran pagi dari pukul 10.00 s/d pukul 14.15, dan sore serta 
malam hari mulai pukul 17.00 s/d pukul 22.00, dengan menggunakan pemancar 
Redifon berkekuatan 5 KW. Sejak Pemerintah Indonesia gencar memperjuangkan 
pengembalian Irian Barat ke tangan Indonesia, Pemerintah Belanda semakin 
menyadari pentingnya kehadiran RONG di wilayah tersebut. Oleh karena itu 
sejak 15 Juli 1962 RONG Biak difungsikan sebagai siaran regional, yang sama 
halnya dengan Merauke, Sorong, Fakfak dan Manokwari, sedangkan pusat atau 
sentralnya dipindahkan ke Holan—dia (Jayapura sekarang). Pada awal 
keberadaannya siaran RRI Biak hanya mampu mengudara selama 6 jam per hari, 
yakni pagi pukul 06.00 s/d pukul 09.00 WIT, dan malam pukul 19.00 s/d 22.00 
WIT. Jumlah jam siaran ini ternyata tidak dapat men~ jawab kebutuhan 
masyarakat sehingga sejak Januari 1965 jam siaran ditingkatkan menjadi 12 jam 
per hari, dari pukul 06.00 s/d pukul 08.30 WIT, pukul 12.00 s/d pukul 15.30 WIT, 
dan pukul 17.00 s/d 21.00 WIT. Peningkatan jam siaran itu didukung dengan 
tambahan sebuah pe~ mancar SW1 KW pada gelombang 59,8 meter. Pada awal 
Pelita | RRI Biak menempati gedung studio baru yang terletak di Jalan Ah- mad 
Yani (sekarang dijadikan pusat Diklat un- tuk Indonesia Timur) dan pemancar di 
Ridge IJalan Sriwijaya, yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Republik 
Indonesia Budiardjo, bertepatan dengan Hari Radio ke-24,11 Sep- tember 1969. 
Salah satu tugas RRI Biak yang tidak boleh dilupakan adalah turut menyuk- 
seskan penyelenggaraan Pepera pada tahun 1969, baik sebelum, pada saat, dan 
sesudah pelaksanaannya. 


582 radio republik indonesia Pepera yang dilaksanakan di Teluk Cenderawasih 
tanggal 31 Juli 1969, yang dihadiri oleh 130 anggota Dewan Pepera Teluk 
Cenderawasih sebagai wakil dari 93.238 masyarakat Biak, Supiori, Numfor, 
Yapen Waropen, serta pulau-pulau di sekitarnya disiarkan langsung oleh RRI 
Biak. Pemerintah terus memberikan perhatian kepada RRI Biak, dengan terus 


melengkapi peralatan penyiaran antara lain pemancar MW 10 KW pada frekuensi 
1044 KHz dari Harris Gates, dan peralatan studio dari Schlumberger Perancis 
pada tahun 1976. Juga pemancar FM dari LEN berkekuatan 50 Watt pada 
frekuensi 58 MHz. Pertukaran berita antarstasiun, yang pada waktu itu dilakukan 
setelah jam siaran, juga ikut dibenahi dengan pengadaan sarana-sarana 
penunjang. Sejak April 1993 RRI Biak secara penuh menyelenggarakan siaran 
nonstop (24 jam per hari). Sebelumnya, meskipun sudah mampu mengudara 
selama 24 jam, antara pukul 23.00 s/d pukul 05.00 WIT, RRI Biak masih merelay 
siaran dari Programa Nasional Jakarta. Dengan semakin berkembangnya 
kebutuhan sarana dan prasarana penyiaran, sejak tahun 1982 RRI Biak 
menempati gedung baru yang terletak di Jalan Ridge ||, Biak, yang peresmiannya 
dilakukan oleh Pangkowilhan IV Letjen TNI Seno Hartono. Gedung ini mampu 
menampung karyawan yang jumlahnya sudah bertambah 10 kali lebih banyak. 
Bahkan pada tahun 1993 RRI Biak memperoleh bantuan berupa sebuah 
pemancar MW 2 KW pada frekuensi 1044 KHz, pemancar FM Stereo 100 Watt 
pada frekuensi 95,7 MHz bantuan Jepang, bantuan peralatan studio dan satu unit 
mobil siaran luar (OB Van) yang cukup canggih dari Siemens Austria, sehingga 
siaran RRI Biak relatif dapat diikuti selama 24 jam tanpa memindahkan 
gelombang radio. Sejak awal berdirinya hingga sekarang RRI Biak sudah 
mengalami pergantian pimpinan kepala stasiun sebanyak 17 kali, mulai dari R.H 
C. Tobing, BA (1963-1967), A. Dulhadi, BA (1967-1969), Sugiono, BA (1969- 
1970), Abdul Fattah (1970-1976), Djon Dalam, BSc (19761978), Usman Ilyas 
(1978-1984), J.A. Muskitta, BA (1984-1988), Bachrum Siregar (Pjs/19881989), 
Abdul Rachim, BA (1989-1993), Maryadi Tirtowasito (Pjs/Juni 1993-September 
1993), Ny. J.O. Nussy (1993-1996), Ricky Wader (1996-1998), Drs. Alex D. 
Siahainenia (1998-2001), Hartono (2001-2002), Rusdiman Saragi, SE (2002- 
2005), Drs. Woff Justinus, MLM (2005- 2006), Drs. Kemal Pramayudha, S. Msi 
(20067 sekarang). Sesuai Visi dan Misi RRI sebagai lembaga penyiaran publik 
(LPP) yang diamanatkan da— lam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005, RRI 
Bijak memberi pelayanan informasi, pen- didikan dan hiburan kepada 
masyarakat pen- dengarnya melalui Programa 1 dan 2, serta jam ringan siaran 
nasional melalui Programa 3. Programa 1 mengudara pada pukul 05.00 s/d pukul 
24.00 WIT melalui frekuensi FM 96.90 MHz dan SW pada frekuensi 1044 KHz 
dengan jangkauan siaran (coverage area) Biak Kota, Palaido Bawah,Yapen Utara, 
yang menyajikan informasi, pendidikan, budaya & hiburan. Pro- grama 2 
mengudara pukul 05.00 s/d 24.00 WIT melalui frekuensi FM 95.30 MHz dengan 
jang- kauan siaran di wilayah perkotaan. Sajiannya berupa musik dan informasi. 
Sedangkan Pro- grama 3 mengudara 24 jam melalui frekuensi FM 95.80 MHz. 
(Tim EPI/KG. Sumber: Humas RRI Cabang Muda Biak/Buku 60 Tahun RRI) Radio 
Republik Indonesia Cabang Pratama Bogor Lembaga penyiaran publik 
ini sebelumnya merupakan radio milik Pemda Kota Bogor dan dikenal dengan 
nama Radio Daerah Bogor (RDB), yang sudah mengudara sejak tahun 1966. 
Pada saat itu, meskipun bernama radio daerah, biaya pengelolaannya berasal 
dari kan- tong pribadi Sulaeman Suwanda, seorang tokoh warga Bogor, dan 
bantuan dari Waliko- ta Achmad Syam. Namun karena kesulitan dana, baik 
Walikota maupun Sulaeman Suwan- 


radio republik indonesia 583 da berupaya agar studio radio tersebut berubah 
menjadi RRI Bogor. Sebelum diresmikan menjadi RRI Bogor, RDB pernah 
menempati dan mengudara dari Jalan Pangrango nomor 8, kemudian pindah ke 
Jalan Pangrango 34 (dulu 30) yang dianggap lebih memadai sebagai studio radio 
siaran. Pemindahan peralatan siaran segera dilakukan diikuti siaran-siaran 
percobaan hingga akhirnya diresmikan menjadi RRI Bogor pada tanggal 25 Juli 
1968. Walikota Bogor menyerahkan Radio Daerah Bogor (RDB) kepada 
Direktorat Radio, yang didahului dengan terbitnya SK Walikota Bogor nomor 
2360/6/1968 tertanggal 13 Mei 1968, berikut penguasaan atas seluruh gedung 
Jalan Pangrango. Meskipun penyerahan studio sudah dilakukan Walikota sejak 25 
Juli 1968, peresmian RRI Bogor dengan status cabang pratama dilaksanakan 
pada tanggal 4 Agustus 1968 oleh Direktur Jenderal Radio Televisi dan Film (RTF) 
mewakili Menteri Penerangan R.I. RRI Bogor mempunyai peranan penting 
sebagai media penyiaran radio, melalui RRI Bogor disiarkan berita-berita 
internasional, nasional maupun lokal, pesan-pesan pembangunan, seni budaya 
maupun siaran pendidikan dan keagamaan. Untuk berita lokal selain 
menggunakan Bahasa Indonesia juga disiarkan dalam Bahasa Sunda. Menjelang 
ulang tahunnya yang ke-60 RRI Bogor didukung oleh 107 orang pegawai yang 
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, jauh lebih banyak dibandingkan pada 
awal berdirinya yang hanya didukung 16 pegawai, dan sebagian masih berstatus 
tenaga honorer. Dari 107 pegawai tersebut, beberapa memiliki latar belakang di 
bidang penyiaran radio, dan umumnya sudah mendapat pendidikan dan 
pelatihan di dalam dan luar negeri. Sebanyak 48 orang ditempatkan di bidang 
penyiaran, 31 orang di bidang teknik, 22 orang di bidang administrasi/keuangan 
dan 6 orang di bidang pemasaran dan pengembangan usaha. Agar dapat 
mengikuti dan menyesuaikan diri dengan kemajuan iptek khususnya di bidang 
penyiaran radio, setiap karyawan mendapat kesempatan untuk memperoleh 
pendidikan dan pelatihan profesi. Begitu juga dengan sarana kerja. Peralatan 
yang dianggap sudah tidak memadai diganti dengan peralatan baru dan 
canggih. Saat ini, siaran RRI Bogor mengudara se-lama 19 jam/hari sejak pukul 
05.00 WIB hing- ga pukul 24.00 WIB (kecuali jika ada Pagelaran Wayang Golek), 
melalui 2 programa yakni Pro- grama 1 pada frekuensi AM 1242 KHz/10 Kwh di 
Depok, dan Programa 3 pada frekuensi FM 107,50 MHz/ 5 Kw.(Tim EPI/KG. 
Sumber: Buku 60 Tahun RRI) Radio Republik Indonesia Cabang 
Madya Denpasar RI Denpasar pertama kali mengudara pa- da tahun 1950, atas 
perjuangan sejumlah tokoh yang bercita-cita agar kota Denpasar memiliki studio 
siaran radio. Semula RRI Denpasar hanya mengudara pada pagi hari pukul 6.00 
hingga pukul 8.00 WITa, dilanjutkan siang hari dari pukul 12.00 hingga pukul 
15.00, dan petang pada pukul 17.00 hingga pukul 21.00 WITa. Namun ketika 
Bangsa Indonesia memasuki masa Orde Baru RRI Denpasar mampu mengudara 
selama 24 jam tanpa henti, dan bahkan mampu mela- kukan siaran langsung 
dari berbagai lokasi berlangsungnya acara-acara tertentu. 


584 radio republik indonesia RRI Denpasar yang semula berstatus stasiun 
regional I, setelah dihapusnya Departemen Penerangan dan RRI menjadi 
perusahaan jawatan, statusnya meningkat menjadi cabang madya. RRI Denpasar 
kini mengudara dari sebuah gedung di Jalan Hayam Wuruk - Denpasar, dengan 


acara-acara yang disajikan melalui tiga programa yakni PRO 1 yang dapat 
dinikmati melalui frekuensi FM 88,6 MHz dan MW 1206 KHz, PRO 4 pada FM 93,4 
MHz, PRO 3 pada frekuensi FM 95,3 MHz, dan PRO 2 pada frekuensi FM 100,9 
MHz. Acara-acara unggulan lembaga penyiaran publik yang beralamat di Jalan 
Melati 43 Denpasar ini antara lain “Good Morning Bali" dan "Sun Downer" (PRO 
2), yang dilandasi visi membangkitkan citra Bali di mata wisatawan, dengan 
memberikan informasi tentang dunia pariwisata, tempat hiburan dan restoran, 
diselingi lagu-lagu lama (oldies). Acara ini dapat disimak setiap hari pukul 08.00 
hingga 10.00 WITa dan 17.00 hingga 19.00 WITa. Mata cara lain adalah “Dagang 
Gantal" yang dapat dinikmati setiap hari Senin s/d Jum'a t pukul 10.00 hingga 
12.00 WiTa. Pada acara ini pendengar dapat berdialog langsung melalui pesawat 
telepon dengan Mbok Luh Cemplung dan Bli Gede Tomat yang sudah sepuluh 
tahun lebih eksis menemani pendengarnya yang terus saja bertambah dalam 
melantunkan tembang-tembang tradisional Bali. Pendengar juga dapat 
menikmati acaraacara lain yang disiarkan setiap hari mulai pagi hingga larut 
malam di antaranya “Kembang Rampe", “Gondang Asik”, “Tembang Warga”, 
“Dibuang Sayang”, dan “Nusaning Dewata” bersama Pro 1. Siaran yang lebih 
bersifat news disiarkan setiap hari Senin s/d Sabtu pukul 06.30 hingga 07.00 
WiTa dalam acara "Lintas Dewata”, dan "Dialog Pagi” dengan narasumber para 
pakar, setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 07.15 hingga pukul 08.00 
WiTa. (Tim EPI/KG. Sumber: dwj/Buku 60 Tahun RRI). Radio Republik Indonesia 
Cabang Pratama Ende Pada saat didirikan pada 16 Juli 2002, RRI Ende hanya 
mengudara selama 10 jam dari pukul 05.55 hingga pukul 10.05 WlTa, dan dari 
pukul 14.55 hingga pukul 21.05 WITa, denganprograma siaran yang disebut Pro 
1 RRI Ende. Pada awal tahun 2004 RRI Cabang Pratama Ende mampu menambah 
jam siarannya men~ jadi 13 jam dari pukul 05.55 hingga pukul 12.05 dan dari 
pukul 14.55 hingga pukul 22.00 WITa. Karena tuntutan kebutuhan khalayak 
pende- ngar serta pertimbangan kemampuan teknis dan penunjang lainnya 
yang semakin berkem- bang sejak 1 Juni 2007 RRI Ende mulai meng- 
operasikan progama baru yakni Pro 2 dan Pro 3, dan mampu menambah jam 
siarannya men~ jadi 17 jam. Sejak didirikan RRI Ende dilengkapi de~ ngan 
pemancar-pemancar MW berkekuatan 10 KW, pada frekuensi 783 KHz, yang 
digu- nakan untuk siaran programa 1: MW berkeku- atan 2 KW, pada frekuensi 
783 KHz, juga digu- nakan untuk siaran programa 1: FM Stereo berkekuatan 10 
KW, pada frekuensi 100,5 KHz, juga untuk siaran programa 1; FM Stereo ber- 
kekuatan 1 KW, pada frekuensi 104,8 KHz, un~ tuk siaran programa 2: dan FM 
Stereo berke- kuatan 10 KW, pada frekuensi 100,5 KHz, un- tuk siaran 
programa 3. Siaran Programa 1 berlangsung selama 17 jam siaran (06.00 s/d 
23.00), menjangkau dae- 


radio republik indonesia 585 rah Kabupaten Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, 
Flores Timur, Lembata, Sumba, Rote, dan Sabu. Setiap hari Pro 1 menyajikan 
acara-acara "Bingkisan Bahagia" dan “Berita Lintas Nusa Bunga” (pagi), 
“Anjangsana”" (siang), “Ramanda/Suara Merdu Anda” (sore), “Tembang Pilihan 
Barasa” (berbagi rasa) dan “Dialog Interaktif” (malam). Programa 2 berlangsung 
12 jam siaran (06.00 s/d 11.00 dan 16.00 s/d 21.00), dengan jangkauan wilayah 
Ende dan sekitarnya, dengan mata acara antara lain “Ende Morning” (pagi), 


“Fans Call” (siang), "Bingkai Mutiara” dan “HAY"/How Are You (sore), “DJ Pro 2” 
dan “Symphoni Pro 2” (malam). Sedangkan Programa 3 berlangsung selama 17 
jam, dengan jangkauan wilayah Ende dan sekitarnya. Mata acara yang disajikan 
antara lain “Dialog Interaktif”, “Warta Berita", “Aspirasi Merah Putih”, “Sambung 
Rasa”, “Renungan Pagi", dan “Investigative Reporting”. Kini RRI Cabang Pratama 
Ende memiliki gedung studio yang berdiri di atas tanah seluas 1,5 hektar dengan 
daya listrik terpasang 33.000 VA. Selain itu RRI Ende juga memiliki pemancar 
yang berdiri di atas tanah seluas 4,5 hektar dengan daya listrik teipasang 66.000 
VA. Didukung oleh 53 karyawan yang terdiri dari 31 pegawai negeri sipil dan 22 
tenaga kontrak, RRI Ende dipimpin oleh Repiandi, ST, menggantikan dua kepala 
stasiun sebelumnya yakni Drs. Pieter Erasmus Amalo (2002 2005), Boy Massie, 
S.Sos (2005 - 2007). (Tim EPI/KG. Sumber: Humas RRI Ende/Buku 60 Tahun RRI) 
Radio Republik Indonesia Cabang Muda Jambi Meskipun lembaga penyiaran 
publik ini resmi hadir sebagai Radio Republik Indonesia (RRI) Jambi pada 26 
September 1959, cikal bakalnya sudah mengudara sejak tanggal 6 Januari 1957, 
bersamaan dengan diresmikannya pembentukan Provinsi Jambi. Atas bantuan 
PTT (Pos, Telegrap dan Telepon), yang meminjamkan pemancar berkekuatan 
300 watt, Radio Jambi dapat mengudara pada gelombang 120 meter, meskipun 
masih sangat sederhana dan baru dalam tahap mencari bentuk dan pola siaran. 
Dengan semakin majunya kemampuan yang diperlihatkan Radio Jambi dan 
semakin besarnya minat dan hasrat masyarakat Jambi untuk mendirikan RRI, 
maka dibentuklah RRI Persiapan Studio Jambi. Baru setahun kemudian Radio 
Jambi resmi menjadi RRI.Setelah berubah status RRI Jambi terus melakukan 
peningkatan kapasitas penyiaran meskipun secara bertahap. Pada tahun 1961 
misalnya, lembaga penyiaran pubik ini me- nempatkan satu pemancar baru 
berkekuatan 1 kilowatt pada gelombang 89 meter. Tahun 1964, RRI Jambi 
membangun Ge- dung Pemancar Sipin dan menambah peman- car 
berkekuatan 7,5 Kilowatt pada frekuensi 60,9 meter sehingga memiliki daya 
pancar yang dapat menjangkau hingga ke pelosok desa di Provinsi Jambi. 
Bahkan hingga ke daratan Eropa. Ketika terjadi konfrontasi dengan Malay- sia, 
pemancar gelombang 60,9 diarahkan ke Malaysia dengan acara yang cukup 
menarik yakni “Muhibah ke Tanah Melayu” yang dipan- du penyiar kocak Oedin 
Thaib dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Dengan perangkat teknik 
yang dimiliki, RRI Jambi mulai menata paket-paket acara siaran yang sesuai 
dengan kondisi daerah Jam isibii 
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Sedangkan pada hari libur jam siaran ditambah menjadi 13 jam per hari dengan 
40% siaran kata dan 60% lagu. Guna memenuhi tuntutan perkembangan, baik 
yang berkait dengan bertambahnya peralatan maupun sumber daya manusia, 
RRI Jambi membangun gedung baru di deretan perkantoran di Telanaipura, tepat 
berhadapan dengan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jambi. Pada periode 
1975-1981 RRI Jambi melengkapi pemancar yang sudah ada dengan pemancar 
berkekuatan 10 Kilowatt yang dipancarkan melalui gelombang FM 103,7 Mhz, 
serta menambah jam siaran dari 8 jam per hari menjadi 14 jam per hari. Pada 
periode 1981-1987 RRI Jambi membangun auditorium berkapasitas 500 tempat 
duduk. Gedung berlantai dua tersebut diresmikan pada tanggal 1 April 1984 oleh 


Menteri Penerangan Harmoko, sekaligus meresmikan operasional RRI Jambi 
selama 24 jam. Pada kurun 1993-1995 lembaga penyiaran ini menambah dua 
pemancar (FM 96 MHz dan 98 Mhz). Pemancar FM 96 Mhz adalah hasil rakitan 
tehnisi RRI Jambi yang dapat dipergunakan untuk siaran langsung dari lokasi ke 
lokasi walaupun tanpa OB VAN, dan membangun menara setinggi 50 meter 
untuk meningkatkan kebeningan. Pada tahun-tahun antara 1995 hingga 1998 
RRI Jambi melakukan penambahan peralatan tehnik pemancar yakni 
membangun menara 1 buah, menambah peralatan pemancar FMSTL 1 unit (100 
watt), VHF-STL 1 unit (1 watt), FM-LYS 1 unit (2,5 KW), FM-RVRI unit (3 KW), dan 
FM LYS 1 unit (5 KW). Dalam periode tersebut, RRI Jambi mencetak sejarah 
dengan meraih Piala Kencana sebagai wujud prestasi menjadi Juara | Siaran 
Pedesaan pada 11 September 1997. Untuk menghadapi pesaing, pada tahun 
2000 RRI Jambi meningkatkan peralatan teknik antara lain dengan menambah 
pemancar MW (OMNI) 2 KW 1 Unit dan Pemancar FM (RVR) 3 KW 1 Unit. Selain 
itu berupaya melakukan penghematan biaya produksi dan menata acara-acara 
yang betul-betul dibutuhkan dan diinginkan khalayak pendengar. Pada tahun 
2000 RRI Jambi berubah status menjadi perusahaan jawatan (Perjan), lembaga 
penyiaran yang mandiri namun bukan lembaga profit. Pelayanan publik semakin 
berkurang dan kreativitas pun membeku. Mes-ki demikian RRI Jambi terus 
berupaya mening- katkan kebeningan siarannya dan menambah kekuatan 
jangkauan dengan menambah pe~ mancar FM (RVR) 1,5 KW 1 Unit, dan 
pemancar FM (RVR) 5 KW 1 Unit. Selama tahun 2004 RRI Jambi mampu me- 
nempatkan diri di posisi lima besar dalam per- olehan pendapatan dari jasa 
siaran. Pening- katan pendapatan ini diimbangi dengan pe- ningkatan kualitas 
program siaran, perangkat keras dan perangkat lunak, serta sumber daya 
manusia. Upaya yang dilakukan adalah me- lengkapi perangkat studio 
penampilan dengan program komputer, baik Pro 1 maupun Pro 2 pada tahun 
2005 Pro 2 RRI Jambi terus me- langkah maju, melalui kerja sama dengan Kan- 
tor Berita ANTARA yang mampu mengakses berita ratusan item per hari. Selain 
itu juga ker~ jasama dengan Telephone Flexi untuk mem- perlancar siaran 
interaktif atau phone in pro- gram. Sedangkan Pro 3 sebagian besar masih 
merelay siaran Pro 3 Jakarta. Pada usia 60 tahun Indonesia Merdeka RRI 
mengalami perubahan menjadi lembaga pe~ nyiaran publik (LPP). Dalam 
kiprahnya radio publik milik Bangsa dan Negara masih tetap mengacu pada 
prinsip radio publik yang bersi- fat independen, netral, dan sebagai alat pe~ 
mersatu bangsa. RRI masih tetap eksis di te- ngah-tengah menjamurnya 
berbagai media yang tumbuh saat ini, khususnya kompetitor dari media 
elektronik yang ada. Untuk mewujudkan siaran berkualitas yang sangat 
ditentukan oleh dukungan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, 
sarana/- prasarana serta fasilitas tehnik yang lebih baik dan mengikuti 
perkembangan atau kemajuan teknologi informasi, secara bertahap terus dim 
lakukan RRI Jambi, terutama perangkat teknik 
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dilengkapi diantaranya untuk mengantisipasi aliran listrik PLN yang sering 
terputus. Begitu pula strategi rekrutmen tenaga penyiar sebagai ujung tombak, 
perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 


Secara garis besar upaya-upaya yang dilakukan antara lain melakukan rekondisi 
secara maksimal sesuai dana yang tersedia terhadap peralatan-peralatan 
penunjang operasional siaran, melaksanakan rehabilitasi gedung kantor, gedung 
pemancar, gedung auditorium dan gedung diesel, dan pada tahun 2005 
menambah peralatan penunjang operasional seperti pemancar MW 10 KW (1 
unit), Diesel 85 KVA (1 unit), jaringan komputer studio (1 unit), peralatan sound 
system studio, peralatan pemberitaan, suku cadang peralatan tehnik, dll. Selain 
melakukan langkah-langkah di atas RRI Jambi juga mengirim karyawan- 
karyawannya mengikuti pendidikan teknis, membina keharmonisan hubungan 
kerja baik dengan pemda maupun mitra kerja lainnya, melakukan kerja sama 
dengan LKBN ANTARA untuk memperkaya sumber berita, memberi pelatihan (In 
House Training) di bidang komputerisasi bagi karyawan untuk semua seksi 
(Program Cool Edit, Winamp Pro, LAN & Pengenalan LINUX). (Tim EPI/Wid. 
Sumber: Humas RRI Jambi/Buku 60 tahun RRI) Radio Republik Indonesia Cabang 
Madya Jayapura Lembaga penyiaran publik berstatus cabang madya ini mulai 
mengudara pada tanggal 1 Mei 1963 bersamaan dengan berlangsungnya 
upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih. Radio dengan call sign Kota Baru 
itu, mengudara dengan menggunakan sarana transmisi bekas stasiun pemancar 
milik pemerintah kolonial (Radio Omroep New Guinea), yang sejak saat itu harus 
hengkang dari Bumi Pertiwi. Kini, Radio Jayapura yang mengudara dari studionya 
di Jalan Tasangkapura No. 23 Jayapura - Irian Jaya, menjumpai penggemarnya 
melalui programa PRO 1 pada frekuensi FM 96,3 MHz, FM 94,5 MHz, MW 1053 
KHz; PRO 2 pada frekuensi FM 90 MHz: dan PRO 3 pada frekuensi FM 93,55 MHz. 
Masing-masing programa memiliki acara unggulan yang sangat diminati para 
pendengarnya. “Dialog Prima” yang dapat dinikmati melalui programa PRO 1 
misalnya, merupakan paket acara berdurasi 60 menit yang memiliki peringkat 
tertinggi, yang disiarkan setiap hari mulai pukul 11.00 hingga 12.00 WIT. Acara 
ini disajikan dalam format talk show, dan dikemas semenarik mungkin dengan 
menghadirkan narasumber partisipan. Pendengar dapat berpartisipasi di dalam 
acara ini yang membahas permasalahan aktual baik berskala lokal maupun 
nasional. Programa PRO 3 mengunggulkan acara “Suara Rakyat Papua”, sebuah 
acara yang mengungkap berbagai masalah aktual yang tengah terjadi di 
masyarakat, untuk kemudian dicari solusinya secara terbuka, sehinggaterbuka 
dialog yang cukup interaktif dengan narasumber dari kalangan para tokoh 
masya rakat. Pendengar diajak untuk berpartisipasi dalam acara ini setiap hari 
Senin s/d Sabtu pukul 11.30 hingga 12.30 WIT. Acara yang bersifat hiburan, yang 
secara khusus diperuntukkan bagi para eksekutif mu~ da, disajikan melalui 
acara “Kafe Musik Ek- sekutif Live”, setiap hari Minggu pukul 17.00 
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disiarkan secara langsung (live) ini memberi kesempatan kepada para 
pendengar, khususnya para eksekutif muda untuk, menghibur diri dengan 
berkaraoke, dipandu oleh penyiar di studio. Dalam menjalankan fungsinya 
sebagai alat kontrol sosial, RRI Jayapura berusaha menjembatani berbagai 
masalah yang terjadi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran bersama 
agar berjalan sesuai prosedur dengan pola win win solution., melalui acara 
WARUNG PINANG, pada programa PRO 1, setiap hari Sabtu pukul 06.00 hingga 


06.30 WIB. (Tim EPI/KG. Sumber: dwj/Buku 60 tahun RRI). Radio Republik 
Indonesia Cabang Muda Kendari Lembaga penyiaran publik (LPP) berstatus 
cabang muda ini mulai mengudara tanggal 27 Juli 1964, lebih dari setahun 
setelah terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 27 April 1964. 
Keberadaannya saat itu lebih merupakan penunjang segala aktivitas pemerintah 
daerah khususnya dalam rangka menyampaikan berbagai informasi bagi 
kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara. Pada awalnya RRI Cabang Muda 
Kendari mengudara dari studio dan kantor yang berlokasi di kota lama Kendari 
dengan lokasi pemancar di Jalan Mayjen Sutoyo No. 33 Kelurahan Tipulu Kendari. 
Pada tahun 1977 studio dan kantor dipindahkan ke Jalan Muhammad Hatta No. 
34 di Kelurahan Sanua Kendari dengan lokasi pemancar Lepo Lepo Kendari. Pada 
tahun 1982 studio dan kantor dipindahkan di Mandonga Jalan Laute No. 44 
Kelurahan Mandonga Kendari dengan lokasi pemancar Lepo Lepo dan Silea 
Kendari. Meskipun sudah berusia cukup lama namun sarana operasional yang 
dimiliki lembaga penyiaran publik ini, khususnya pemancar, hampir tidak 
mengalami perubahan dan masih menggunakan peralatan-peralatan tua, antara 
lain pemancar MW 314 Meter 954 Khz 2 KW TK Lepo-Lepo (kondisi baik); SW 75 
Meter 399510 KW - Tx Lepo Lepo (kondisi baik); FM Stereo 90,8 Mhz 5 KW 
(kondisi rusak); FM Stereo 90,8 Mhz 0,1 KW (kondisi baik); FM Stereo 103 Mhz 5 
KW (kondisi rusak); FM Stereo 107 Mhz 2,5 KW (kondisi rusak), dan FM Stereo 
107 Mhz 5 KW - Tx Silea (kondisi rusak).Sedangkan mesin diesel yang dimiliki RRI 
Cabang Muda Kendari yaitu Diesel Deutz 60 KVA di studio (kondisi baik); Diesel 
Deutz 35 KVA- Tx Silea (kondisi baik); Diesel Deutz 60 KVA-Tx Silda (kondisi 
baik); dan Diesel Deutz 35 KVA- Tx Lepo-Lepo (kondisi baik). Begitu juga dengan 
sarana penunjang seperti kendaraan roda empat dan roda dua, RRI Kendari 
hanya memiliki satu kendaraan ro- da empat, OB Van untuk siaran luar, dan 
tiga buah sepeda motor, yang kesemuanya sudah berusia lebih dari 15 tahun. 
(Tim EPI/KG. Sum- ber: Buku 60 Tahun RRI/dwj) WH 
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Stasiun radio ini mulai mengudara pada tanggal 11 September 1945. RRI Malang 
adalah bagian dari Radio Republik Indonesia yang keberadaannya memiliki 
sejarah yang heroik. Sebenarnya, sebelum bangsa Indonesia merdeka, di Malang 
sudah ada stasiun radio dengan nama NIROM (Nederland Indische Radio 
Omroep) yang berlokasi di Jalan Celaket (sekarang, dekat Hotel Kartika Prince), 
sedangkan Radio Goldenberg berlokasi di toko Goldenberg di Jalan Basuki 
Rakhmat, dulu Kayutangan. Kedua stasiun radio tersebut merupakan awal mula 
adanya siaran radio di Kota Malang, hanya saja corak serta sistem siarannya 
merupakan hiburan bagi orang Belanda. NIROM dan Goldenberg berdiri di Kota 
Malang sekitar tahun 1939 hingga 1941. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia 
mereka menguasai stasiun radio di Kota Malang dengan mendirikan pemancar 
radio dan membangun stasiun radio ex Belanda yang dinamai Malang 
Hosokyoku. Beberapa orang Indonesia yang aktif dalam Malang Hosokyoku pada 
saat itu di antaranya Poenidjo, Karjono, Koesno Albari serta Sahlan. Ketika 
Jepang menyerah kepada Sekutu Malang Hosokyoku jatuh ke tangan para 
pemuda kita. Dengan peralatan bekas milik Pemerintah Jepang, siaran-siaran 
radio ini sangat membantu perjuangan di Kota Malang. Setelah pecahnya Clash | 


dan Clash Il yang dilancarkan oleh pihak Belanda hampir dikatakan RRI Malang 
mendapat satu tuntutan yaitu ikut mengobarkan semangat juang bangsa, yang 
pada tahun 1947 daerah Malang digunakan sebagai basis pertahanan yang 
mengakibatkan RRI Malang selalu berpindahpindah dari satu tempat ke tempat 
yang lain. Sebuah pemancar dengan kekuatan 60 W pada saat itu didirikan di 
Kepanjen. Sayang ditempat ini pun pesawat tersebut tidak dapat bertahan lama 
karena terjadi pembumihangusan, sehingga harus pindah ke daerah Blitar dan 
menggunakan gelombang 113 meter dengan panggilan YDO (call sign). 
Meskipun menggunakan pemancar dan diesel yang kecil namun siarannya dapat 
ditangkap dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi lawan. Akibatnya, 
stasiun RRI Malang dicari oleh pihak Be-landa. Pada tahun 1948, ketika 
perjuangan Bang- sa Indonesia memuncak pada Clash II dan pe~ ristiwa 
Madiun, RRI Malang digabung dengan RRI yang berada di Kota Kediri. Dengan 
demi- kian pemancar yang ada pun dipindahkan. Pe- mindahan dilaksanakan di 
bawah koordinasi Soedomo (karyawan RRI). Namun hal ini bukan berarti Blitar 
dikosongkan, karena relay tele- grafis tetap dilakukan oleh petugas Indra Su- 
narya (purnakarya RRI Malang). Efendi (pur- nakarya, mantan kepala Stasiun 
RRI Sumenep) dan Salman (purnakarya GIA). Setelah perang mereda peralatan 
terlan- jur tidak ada dan pemancar sudah dibumiha- nguskan. Kemudian pada 
masa transisi tahun 1947 hingga 1948, RRI Malang diam membisu karena 
peralatan sudah musnah. Itulah sebab- nya setelah gencatan senjata, RRI 
Malang dirintis kembali untuk mengadakan siaran de- ngan menggunakan 
peralatan militer, sehing- ga berkumandanglah RRI Malang dengan call station 
Radio Militer. Sayang kehadirannya tidak berlangsung lama. Sekitar tahun 1950 
banyak personalnya dinonaktifkan. Praktis siaran RRI Malang pun lenyap di 
udara. Selama kira-kira 12 tahun lamanya RRI Malang tidak muncul di udara 
untuk men- 
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petugasnya banyak yang pindah dari Malang, juga karena peralatannya tidak 
bisa diaktifkan lagi. Pada tahun 1962 dilakukan percobaan untuk mendirikan 
stasiun radio (RRI Persiapan) atas bantuan PHB DAM VIII Brawijaya (sekarang 
Hubdam V Brawijaya), berupa pemancar RCA yang diperkuat amplifier bermerek 
Givson berkekuatan 60 W out put, dengan call station Radio Brawijaya. Pada 
bulan September 1965 RRI Persiapan diresmikan dengan nama RRI Studio 
Malang, walaupun masih menggunakan peralatan lama. Secara bertahap RRI 
Malang mempersiapkan diri, dan sekitar tahun 1965 telah tersusun acara-acara 
siaran yang dapat dilaksanakan secara tertib. Dalam perjalanan yang hampir 31 
tahun lebih RRI Malang banyak mengalami kemajuan, karena ditunjang 
peralatan yang modem. Beroperasi dari gedung seluas sekitar 4.000 m2 di atas 
tanah 1 hektar, RRI Malang tetap mengacu kepada landasan Pancasila dan UUD 
1945 serta GBHN. Dengan demikian fungsi radio sebagai media 
penerangan/informasi, hiburan dan pendidikan tidak boleh menyimpang dari 
landasan tersebut. Untuk memperoleh materi siaran yang sesuai dengan 
fungsinya, RRI Malang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kotamadya, 
Kabupaten, Wilayah Kerja IV Pembantu Gubernur di Malang, serta menjalin 
hubungan dengan dinas lintas sektoral dan organisasi sosial, profesi, serta 


kesenian, sekolah-sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga 
perguruan tinggi negeri dan swasta. Dengan demikian RRI Malang sebagai media 
elektronik benar-benar dimanfaatkan oleh mereka. Pola siaran makin lama 
makin berkembang, dari 4 penggolongan pada tahun 1996 menjadi 7 
penggolongan, meliputi berita 19% penerangan 8%, pendidikan/kebudayaan 
14%, siaran agama 5%, olah raga dan hiburan 47%, siaran niaga 2% dan 
pelayanan masyarakat dan acara penunjang 5%. Untuk menunjang operasional 
siaran RRI Malang memiliki sarana pemancar (rakitan sendiri) MW dan FM 
berkekuatan 1 KW: pemancar UHF/FM102 berkekuatan 50 W; pemancar 
UHF/FM105 berkekuatan 50 W; pemancar SW berkekuatan 500 W; pemancar FM 
portable 10 W; pemancar MW 1 KW, pemancar FM berkekuatan 21/2 KW, 
pemancar FM berkekuatan 5 KW dan 10 KW; 1 unit transceiver UHF 
berkekuatan50 W serta 2 SSB berkekuatan 50 W. Sarana pe- mancar-pemancar 
ini dibangun di atas tanah seluas 700 m2 pada ketinggian 1977 m dari per- 
mukaan laut, yang terletak di Desa Ngadirejo Kecamatan Tutur yang merupakan 
bantuan Pe- merintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Sementara ini personal 
berjumlah 135 orang yang bertugas di pos masing-masing yakni Seksi 
Pemberitaan berjumlah 22 orang, Seksi Siaran berjumlah 35 orang, Seksi Teknik 
berjumlah 34 orang, Seksi Umum berjumlah 34 orang, dan tenaga kontrak 
berjumlah 10 orang. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh awak RRI Malang telah 
sesuai dengan bidangnya ma~ sing-masing, sebagaimana yang telah diatur 
dengan SK Menpen nomor 101 tahun 1979. Keberadaan RRI Malang di tengah 
sekitar 10 radio siaran swasta, terasa makin marak dan kompetitif namun juga 
sebagai mitra. Se- dang untuk siaran televisi baik TVRI, RCTI, SCTV, ANTV, 
Indosiar, TPI, TFI, CNN, HBO, dan lain-lain yang bisa ditangkap di daerah Malang 
melalui pemancar masing-masing atau melalui antena parabola, bukanlah 
menjadi halangan, bahkan memberikan variasi sajian siaran yang diminati 
khalayak. (Tim EPI/KG. Sumber: Buku 60 Tahun RRI) 
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Lembaga penyiaran publik yang kini berstatus cabang muda ini resmi berdiri 
tanggal, 11 September 1950. Namun pada usianya yang masih muda RRI 
Manado tercatat memiliki beberapa prestasi membanggakan antara lain, 
menyiarkan secara langsung pelaksanaan pemilihan umum yang pertama pada 
tahun 1955. Selain itu juga menyelenggarakan siaran dari Soa Siu Halmahera, 
dalam rangka pembebasan Irian Barat pada tahun 1956. Tahun 1950an 
menyelenggarakan pemilihan bintang radio sebagai tempat pengembangan 
prestasi di bidang seni suara dan hiburan, dan menyiarkan Dekrit Presiden pada 
tanggal 5 Juli 1959. Namun, gejolak politik yang cukup memprihatikan pada 
tahun 1958, melibatkan RRI Manado sehingga harus mengudara dalam dua 
versi, Pemerintah NKRI dan Permesta. Pada masa setelah peristiwa Gerakan 30 
September (G30S/PKI) RRI Manado lebih banyak menyiarkan dan 
menyebarluaskan program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam 
rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada tahun 70-an 
penyelenggaraan siaran lebih menyentuh kepentingan masyarakat baik yang 
berada di perkotaan maupun pedesaan, apalagi dengan dapat 
disebarluaskannya penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tahun 1971 dan 


1977. Walaupun pada waktu itu bermunculan radio-radio amatir, namun dengan 
programprogram siaran yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, 
siaran RRI Manado tetap diminati masyarakat. Program-program siaran tersebut 
antara lain siaran pedesaan, kontak tani, nelayan untuk kepentingan masyarakat 
pedesaan; “Obrolan Om Endi dan Om Gode”, “Pilihan Pendengar", “Anjangsana 
Udara”, Tangga lagu-lagu Pop Indonesia untuk masyarakat perkotaan, 
penyelenggaraan pemilihan bintang radio secara terus menerus untuk 
mengembangkan minat dan bakat dalam bidang seni suara. Pada tahun 1974, 
dengan peralatan teknik yang sederhana RRI Manado dapat menyiarkan 
langsung ke seluruh penjuru tanah air kegiatan-kegiatan seperti pertemuan 
Presiden Soeharto dan Presiden Philipina Ferdinand Marcos di Manado, 
pembukaan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka pada bukan November 
1974 oleh Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX maupun acara 
penutupan oleh Ibu Tien Soeharto. Pada tahun 1977 RRI Manado juga 
menyiarkan pelaksanaan kegiatan MTO yang dibuka oleh Presiden Soeharto, di 
stadion Klabat Manado. Pada 16 Desember 1983 RRI Manado merealisasikan 
siarannya selama 24 jam. Namun sejak 11 September tahun 1983 RRI Manado 
mulai mengudara dengan dua programa siaran yaitu programa 1 yang 
menjangkau sekitar 70% wilayah Sulawesi Utara dan siaran programa kota yang 
dikhususkan bagi masyarakat Kota Manado dan sekitarnya. Tahun 1987 RRI 
Manado mulai melaksa-nakan acara di luar studio seperti “Panggung Gembira”. 
Acara ini mendapat sambutan dari masyarakat dan berlanjut hingga tahun 1989. 
Memasuki tahun 1990-an RRI Manado mema suki masa stereonisasi dengan 
didatangkan- nya pemancar FM Stereo 89,1 Mhz. Untuk memupuk minat 
generasi muda yang aktif dalam mengikuti/mendengarkan siaran RRI Manado 
dibentuklah sebuah kelom- 
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pada tanggal 1 Mei 1991. Mereka dibina dan diikutsertakan dalam berbagai 
kegiatan on air maupun off air. Dari pembinaan ini banyak di antara mereka 
kemudian menjadi penyiar, pembawa acara, dan pengarah acara. Sesuai dengan 
tuntutan jaman dan lajunya perkembangan di segala bidang, RRI Manado dari 
tahun ke tahun terus memantapkan pola siarannya. Dalam nuansa reformasi dan 
era keterbukaan, Radio Republik Indonesia mengalami perubahan status pasca 
pembubaran Departemen Penerangan RI. Perubahan status dan orientasi ini 
mengharuskan RRI melaksanakan prinsip-prinsip radio publik secara profesional, 
dan senantiasa berorientasi pada kepentingan dan pemberdayaan masyarakat 
(empowerment), guna mendorong peran serta publik secara aktif dalam proses 
pembangunan serta melindungi dan menampung aspirasi pendengar melalui 
program siaran. Akhirnya RRI Manado merancang program acara siaran yang 
berorientasi publik seperti halnya “Dialog Interaktif” sebagai saluran untuk 
menyalurkan opini, saran, kritik dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah 
daerah. Demikian pula program acara untuk masyarakat minoritas (masyarakat 
pengungsi asal Ternate dan Ambon di Sulawesi Utara), RRI Manado menyediakan 
program siaran tentang informasi dari lokasi pengungsian, bantuan dari 
pemerintah pusat dan daerah, sikap penerimaan masyarakat lokal, proses 
pemulangan ke daerah asal, hingga pada penguatan menjadi masyarakat lokal. 


Program acara ini dapat diakses hingga di Ternate. Dalam menyongsong Pilkada 
Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Utara RRI Manado mengalokasikan 
program siaran untuk masa kampanye yang berlangsung mulai 3 hingga 16 Juni 
2005, yang diikuti lima pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur bersamaan 
dengan Pilkada Calon Bupati/Wakil Bupati Minahasa Utara, Minahasa Selatan dan 
Calon Walikota/Wakil Walikota Tomohon. Program siaran kampanye di RRI 
Manado mengalokasikan dua kali mengisi siaran kampanye untuk setiap 
pasangan calon. Untuk memperluas wawasan publik terhadap figur calon 
Gubernur/Wakil Gubernur, RRI Manado mempertemukan dengan masyarakat 
Pendengar melalui “Dialog Interaktif" untuk menampung aspirasi masyarakat 
bagi setiap calonyang terpilih. RRI Manado juga menyiarkan secara lang— sung 
“Debat Lima Calon Gubernur” untuk me- nambah referensi publik tentang calon 
yang pantas untuk memimpin Sulawesi Utara 2005 2010. Siaran debat calon ini 
disiarkan selama 8 jam nonstop. Tanggal 20 Juni 2005 Sulawe- si Utara 
mencatat sejarah sebagai daerah di Indonesia yang pertama kalinya 
menyeleng— garakan pemilihan gubernur/wakil gubernur secara langsung. Untuk 
menyukseskan pro- ses pemilihan sampai perhitungan suara, kem~ bali RRI 
Manado menyelenggarakan liputan eksklusif Pilkada Tahun 2005, dengan 
berba— gai informasi mulai aktivitas masyarakat pemi— lih menuju TPS, proses 
pencoblosan, perhi- tungan sementara, sampai hasil rekapitulasi sementara. 
Liputan-liputan tersebut, di-cover oleh 20 reporter RRI dan didukung oleh 
partisipasi pu~ blik sejumlah 173 penelepon mulai dari wi~ layah Sangihe- 
Talaud, Bolaang-Mongondow, Minahasa Utara dan Selatan, serta Kota Bitung. 
Siaran RRI Manado ketika itu bergema ke sean- tero Sulawesi Utara yang ingin 
mengetahui secara cepat dan akurat hasil perolehan suara yang tersebar di 
3.675 TPS di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Akhirnya, melalui siaran yang 
dimulai pukul 08.00 WITa hingga pukul 20.00 WITa tersebut, masyarakat 
Sulawesi Utara dapat mengetahui secara dini calon gubernur/wa- kil gubernur 
terpilih. Bahkan hasil liputan ini membantu media cetak lokal untuk meleng- 
kapi bahan berita yang akan mereka sajikan. Melalui siaran tersebut, kembali 
RRI Manado menunjukkan eksistensinya sebagai media publik saluran aspirasi 
rakyat.(Tim EPI/KG. Sumber: Buku 60 Tahun RRI) 
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Manokwari R RI Manokwari berasal dari eks stasiun Radio Omroep Nieuw Guinea 
(RONG) yang didirikan Pemerintah Kolonial Belanda di Manokwari tahun 1960. 
Setelah “Persetujuan New York” yang menyelesaikan konflik konfrontasi 
bersenjata Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda tentang status Nieuw 
Guinea/Papua Barat (Irian Jaya), otomatis RONG menjadi bagian dari 
Pemerintahan RI. Ketika didirikan sebagai stasiun RONG Manokwari, kekuatan 
pemancarnya tidak seberapa besar dan terbatas yaitu pemancar SW 
berkekuatan 1/2 KW merek “Redifon", frekuensi 68, 85 MHZ/gelombang 48,5 
meter dengan jam siaran pagi mulai 06.00 hingga 08.00 waktu setempat (WIT), 
siang mulai pukul 10.00 hingga 12.00 (WIT), dan sore pukul 17.00 hingga 23.00 
(WIT). Acara siaran yang diketengahkan berupa produksi lokal, relay pusat RONG 
di Holandia (Jayapura), warta berita/informasi /paket hiburan tertentu. Kekuatan 
pemancar dan program siaran RRI sekarang terdiri dari pemancar Maripi 


Manokwari MW berkekuatan 10 KW dan 2 KW dengan frekuensi 702 Khz, 
pemancar Reremi Manokwari 2 buah FM 2 KW merek RVR dengan frekuensi 
99,15 MHz, 1 buah lirik modulasi STL merek RX 100 watt, 1 buah SW 500 watt 
merek Redifon dengan frekuensi 16,86 Khz dalam keadaan rusak, dan 1 buah 
SW 1 KW merek Philips frekuensi 93,75 KHz dalam keadaan rusak. Pemancar 
yang terletak di Jalan Merdeka No. 68 Manokwari antara lain FM 3 KW frekuensi 
94,30 MHz, FM 2 KW frekuensi 92,40 MHz, FM 2 KW frekuensi 97,75 Mhz, FM 100 
watt frekuensi 93,50 Mhz (link modulasi Maripi), dan FM 100 watt frekuensi 97,50 
Mhz (link modulasi Reremi). Kini lembaga penyiaran publik dengan status cabang 
pratama ini mengudara mulai pukul 04.55 hingga 23.00 WIT (durasi 18 jam 5 
menit) yang meliputi acara-acara yang tergabung dalam programa PRO 1. Acara 
ini memiliki karakter dengan sasaran khalayak berusia 5 tahun ke atas, tanpa 
membedakan jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan status sosial, dan 
sasaran wilayah provinsi dan kabupaten. Sedangkan klasifikasi siaran antara lain 
berita/informasi 29,70% dengan kategori berita (news) dan masalah aktual. 
Lingkup kejadianberita lokal dan berita regional serta nasional. Isi dimensi berita 
ekonomi, sosial, politik, bu- daya, olah raga, iptek, hankam, dan berita ke- 
jahatan, laporan cuaca, nuansa efek, info lalu lintas, laporan harga pasar. Siaran 
pendidikan 10,25% dengan kategori siaran pendidikan sekolah, siaran 
pendidikan luar sekolah, pen- didikan umum, khusus, dan agama. Format fea- 
ture, majalah udara, uraian, diskusi, dialog/per- cakapan dan radio spot: siaran 
kebudayaan 6,36% dengan kategori siaran apresiasi seni, siaran apresiasi 
budaya, Format siaran hibur- an 43,36% dengan kategori musik, nonmusik, 
campuran musik dan nonmusik. Siaran iklan/- acara penunjang 10,23% dengan 
kategori siaran iklan niaga, iklan layanan masyarakat, tanda tunggu buka 
siaran/tutup siaran dan penanti acara. Programa 2 yang mengudara pada jam 
siaran pukul 15.35 hingga 23.00 WIT (8 Jam 5 menit) disajikan dalam lima 
golongan siaran yakni berita/informasi 27,10%, pendidikan 5,27%, kebudayaan 
6,89%, hiburan 47,96%, dan iklan 12,79%. Sedangkan Programa 3 adalah acara 
siaran yang seluruhnya berupa relay RRI Pro 3 Jakarta dari pukul 05.00 hingga 
23.00 WIT. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku 60 Tahun RRI). 
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Lembaga penyiaran publik berstatus cabang madya ini resmi mengudara 
sebagai stasiun RRI Medan pada bulan September 1945, tidak lama setelah 
Jepang menyerah ke tangan Sekutu. Sedangkan siaran radio yang dikelola 
Pemerintah Jepang sendiri sudah mengudara sejak bulan Maret 1943. Ketika 
terjadi pemberontakan PRRI Permesta pada tanggal 15 Februari 1958, RRI 
Medan sempat dikuasai kelompok pemberontak dan menyiarkan dekrit-dekrit 
mereka. Namun berkat upaya yang dilakukan bersama oleh karyawan RRI dan 
aparat militer stasiun radio ini dapat direbut kembali. Stasiun radio yang 
mengudara dari Jalan Jenderal Gatot Subroto Km 5,6 Medan ini menyajikan 
berbagai acara unggulan melalui programa PRO 1 pada frekuensi FM 95,1 MHz 
dan MW 855 KHz, PRO 2 pada frekuensi FM 97,8 MHz, dan PRO 3 pada frekuensi 
FM 92,4 MHz. Pro 1 membungkus budaya tujuh etnis Sumatra Utara dengan 
menyuguhkan paduan lagu daerah, cerita pepatah, cuplikan budaya bahkan 
informasi yang kesemuanya disajikan dalam bahasa daerah, yakni “Senandung 


Melayu” (Melayu), “Horas Solubolon” (Toba), “Sitalasari” (Simalungun), “Ketabo- 
ketabo” (Mandailing), dan "Tanah Karo Simalem Pakpak” (Dairi). Anda dapat 
mengikuti acara ini tiga kali setiap hari antara pukul 10.15 hingga 12.00, pukul 
14.30 hingga 16.00 dan 21.00 hingga 22.30 WIB. PRO 1 juga menyajikan bursa 
musik dangdut seiring dengan trend yang rnelanda hampir semua lapisan 
masyarakat. Pendengar dapat berdangdut ria setiap hari kecuali Rabu pukul 
09.00 hingga 10.00 WIB. PRO 2 menyajikan acara khusus untuk kaum ibu dan 
kaum wanita umumnya yang sedang melakukan aktivitas harian. Pendengar 
dapat menyimak info cantik, makanan dan santapan, kesehatan, perhatian 
terhadap anak dan keluarga. Wanita biasanya tidak jauh dari gaya dan busana, 
itulah corak hidup dan kehidupan. Pendengar juga dapat menyimak acara ini 
setiap Senin s/d Sabtu pukul 10.00 -11.00 WIB. Sedangkan PRO 3 menyajikan 
acara unggulan “Jajak Pendapat", sebuah acara yang membuka ruang seluas- 
luasnya bagi pendengar untuk mengemukakan pendapatnya tentang isu yang 
sedang hangat, baik berskalalokal maupun nasional. “Opini Anda” (hasil jam jak) 
akan diekspos pada kesempatan yang ada termasuk dalam siaran berita, dan 
bahkan tidak jarang hasil jajak pendapat dikirim ke lembaga/instansi terkait. 
Melalui Pro 3 pen- dengar dapat mengikuti acara ini setiap hari Senin dan 
Jum'at. (Tim EPI/KG. Sumber: dwj/- Buku 60 Tahun RRI). Radio Republik 
Indonesia Cabang Muda PalangkaRaya Siaran RRI Palangka Raya sebagian besar 
menjangkau wilayah Kalimantan termasuk sebagian wilayah negara tetangga 
Malaysia dan Brunai Darussalam. Siaran RRI Palangka Raya yang dapat di- 
pantau melalui gelombang SW 3325 KHz 50 KW, MW 1197 KHz 10 KW, FM 89,2 
MHz 5 KW, FM 93,6 MHz 100 W, 97,3 MHz 100W, FM 96,0 MHz 100W, menyajikan 
14 acara siaran ung- gulan yang dikemas dan disiarkan melalui Pro- grama 1 di 
antaranya “Dialog Interaktif”, “An- 
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“Simponi Keroncong”, dan “Obrolan Sanger”. Sedangkan enam acara unggulan 
di Programa 2 di antaranya “Prolog" (Psykologi), “Pro Sport”, "ProEtnik", dan “Pro 
Sinema". Programa 3 dialokasikan untuk jaringan berita nasional yang akan 
diresmikan pengudaraannya pada saat peresmian Gedung Kantor RRI Palangka 
Raya pasca kebakaran, yang dijadwalkan tanggal 12 April 2008. Saat ini RRI 
Palangka Raya memiliki 117 karyawan termasuk 27 orang pegawai honorer. RRI 
Palangka Raya juga memiliki tiga bangunan yang berada di tiga lokasi berbeda. 
(Tim EPI/KG. Sumber: Buku 60 Tahun RRI). Radio Republik Indonesia Cabang 
Madya Palembang Lembaga penyiaran publik dengan status cabang madya ini 
dapat dinikmati melalui tiga programa yakni PRO 1 melalui gelombang FM 95,3 
MHz, FM 88 MHz, MW 1287 KHz; PRO 2 melalui FM 97,2 MH; dan PRO 3 melalui 
FM 91,8 MHz. Ketiga programa yang dikumandangkan dari Jalan Radio No. 2 KM 
4 Palembang ini menyajikan acara-acara unggulan antara lain “Pengali” melalui 
PRO 1 dan PRO 3. Segmen acara yang mengetengahkan kegiatan kelompok 
minoritas di masyarakat dengan menghadirkan narasumber dari kelompok 
tersebut (WNI keturunan Tionghoa, Arab, India, Dinas Instansi terkait, LSM, DPRD 
dil.) dengan tujuan untuk meningkatkan komunikasi positif dengan elemen 
masyarakat setempat serta partisipasi mereka dalam pembangunan bangsa. 
Acara ini dapat disimak setiap hari Minggu ke 3 pukul 20.15 - 21.30 WIB. “Varia 


Sriwijaya” melalui PRO 1, yang khusus menyajikan lagu-lagu khas Sumatra 
Selatan oleh penyiar kesayangan dengan gaya dan Bahasa Palembang. 
Pendengar dapat berpartisipasi dalam acara ini via telepon atau surat, disajikan 
setiap hari Kamis s/d Minggu pukul 21.15 WIB. “Bingkisan Ultah”, melalui PRO 2 
adalah untuk pendengar yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun 
kepada sahabat karib, keluarga atau orang yang disayangi. Acara ini disajikan 
setiap hari mulai pukul 09.00 WIB. (Tim EPI/KG. Sumber: Buku 60 Tahun RRJ/dwj). 
Radio Republik Indonesia Cabang Muda Palu Keberadaan lembaga 
penyiaran publik de-ngan status cabang muda ini berawal dari studio lokal pada 
tahun 1964 yang menyiarkan situasi kota melalui berita daerah, berita Nu- 
santara | Makassar atau berita-berita sentral Jakarta, setiap hari dimulai pukul 
17.00 dan berakhir pada malam hari sampai dengan pukul 22.00 WiTa, sebab 
saat itu telah diang— gap larut malam. Selain berita acara-acara tersebut 
mema dukan lagu-lagu hiburan dengan informasi ten~ tang pengumuman 
Pemerintah dan pilihan pendengar. Paket acara pilihan pendengar ini menjadi 
primadona dan ditunggu para pen— dengar. Setelah berjalan kurang lebih satu 
tahun timbul gagasan dari para penyiar studio lokal saat itu antara lain Palisu 
Daeng Marau, H. 
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untukmengusulkan kepada Jawatan Penerangan Kabupaten Donggala agar 
mendirikan stasiun RRI Palu. Usulan tersebut dipenuhi dan sejak 11 Juni 1965 
Palu secara resmi memiliki studio siaran RRI. Dengan pemancar berkekuatan 300 
Watt dan peralatan studio bekas buatan tahun 1940an, RRI Palu pada saat itu 
hadir apa adanya, dan dengan jangkauan sangat terbatas. Meskipun dengan 
peralatan yang serba sederhana RRI Palu mampu menunjang program 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya, dalam menyebarluaskan 
informasi mengenai program Pemerintah maupun pelaksanaan pembangunan. 
Menjelang meletusnya pemberontakan G30S/PKI (September 1965) di Jakarta, 
RRI Palu turut berperan dalam memberi informasi yang sebenarnya kepada 
masyarakat pendengar mengenai situasi terakhir musibah yang menimpa 
Bangsa dan Negara Indonesia. Untuk menjangkau daerah-daerah lain di Provinsi 
Sulawesi Tengah, Pemda Kab. Buol Toli-toli berinisiatif meminjamkan pemancar 
meskipun dalam keadaan rusak. Setelah diperbaiki seperlunya, pemancar bekas 
itu pun dapat beroperasi hingga tahun 1966. Kemudian RRI Palu memperoleh 
bantuan dari RRI Mataram berupa pemancar bekas berkekuatan 1,5 KW. 
Pemancar peninggalan masa Perang Dunia II yang dirakit kembali oleh para 
teknisi RRI Surabaya ini dapat berfungsi dan bertahan cukup lama. Pada tahun 
1972 peralatan studio merk Gates buatan Amerika tahun 1940-an berakhir masa 
operasinya setelah datang peralatan studio tipe C buatan Jerman Timur. Sejak 
tahun 1976 hingga tahun 1997 RRI Palu mendapat bantuan luar negeri baik dari 
Amerika, Prancis, Jepang, dan Austria (Siemens) berupa peralatan studio, 
pemancar maupun mesin pembangkit listrik (diesel). Semua bantuan tersebut 
dioperasikan sesuai dengan fungsinya guna mencapai hasil siaran yang lebih 
baik dan berkualitas, serta mencapai jangkauan siaran yang lebih luas. Para era 
Orde Baru eksistensi RRI lebih banyak berfungsi sebagai corong Pemerintah, 
karena kebijakan politik saat itu mengharuskan siaran RRI mendukung kebijakan 


Pemerintah, dan tidak dibenarkan untuk mengoreksi program ataupun kebijakan 
Pemerintah. Kini, setelah statusnya menjadi lembaga penyiaran publik, RRI Palu 
harus memperhatikan keinginan dan selera pendengarnya, selain 
mempertahankan aktualitas informasi yang disajikan. Salah satu keunggulan RRI 
adalah ke~ cepatan informasi. Karena itu diperlukan SDM yang profesional dan 
mampu menampilkan acara siaran yang bermutu dan menarik. Siaran budaya 
dan kesenian lokal tetap mendapat porsi dan dipertahankan karena memiliki 
daya tarik dan segmen pendengar tersendiri. Tri Prasetya RRI juga harus tetap 
diperta- hankan karena, bagaimanapun, sejarah la~ hirnya RRI tidak dapat 
dipisahkan dengan hakekat perjuangan yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. 
RRI menjumpai penggemarnya melalui acara-acara yang dikemas dalam 
beberapa pro- grama yakni Programa 1 (saluran hiburan, in- formasi dan 
pendidikan), yang dapat dinikmati melalui frekuensi SW 3960 KHz, 7234 KHz AM. 
1035 dan FM, Stereo 90,8 MHz. Adapun acara-acara unggulannya antara lain 
“Mamaku" (Masalahku masalahmu), ma- 
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pukul 10.15; “Pastela” (Pasti Anda Suka Tembang Lama), sapaan ringan untuk 
membangkitkan kenangan lama -Senin s/d Sabtu pukul 13.00; “Selam” (Segmen 
Lagu Mandarin) -Rabu dan Minggu pukul 13.30; “Laporan Kota" , informasi 
seputar Kota Palu dan sekitarnya, dengan gaya bahasa santai khas suku Kaili 
setiap hari pukul 15.30; dan Radio Cape (pendengar menyanyi melalui telepon) - 
Senin pukul 21.30 WITa). Progama 2 yang diformat sebagai saluran musik dan 
informasi yang dapat disimak melalui frekuensi FM Stereo 105 MHz, dengan 
acara-acara unggulan “Info Sehat”, yakni informasi dan tips sehat untuk 
keluarga muda, ibu hamil dan anak-anak (setiap hari pukul 10.00): “Memory 
Song” reguest melalui telepon khusus lagu lama (Senin hingga Sabtu pukul 
13.00): "La Indie Chart”, tangga lagu-lagu, band-band Kota Palu (Sabtu pukul 
15.00). “Suara Pelajar” membuka wawasan pelajar SLTP, SLTA se Kota Palu 
mengenai dunia penyiaran, “Talk Shaw" (Senin hingga Jumat pukul 16.00): 
“Friday in Jazz”, mengajak kawula muda mengenal dan menyukai lagu berirama 
jazz Jumat pukul 18.30): dan Kencana AckReguest, lagu dan cerita seputar 
kencan malam Minggu (Sabtu pukul 20.30). Sedangkan Progama 3 yang memiliki 
format siaran sebagai saluran news & talk dapat diikuti melalui frekuensi FM 
Stereo 92,4 MHz, dengan acara-acara unggulan “Opini Pendengar” mengupas 
berbagai topik aktual, tuntas secara interaktif (tiap hari pukul 07.15): " Jarita 
Ntodea”, masalah aktual yang menjadi pembicaraan di masyarakat (tiap hari 
pukul 10.15: “MPL” (Musik Pelepas Lelah), sapaan ringan sahabat Pro 3 (tiap hari 
pukul 13.15): “Dialog Interaktif-Sumber Informasi" dari berbagai dinas/instansi 
dan Pemda Sulawesi Tengah (tiap hari pukul 17.00): “Mozaik”, ceramah 
agama/penyejuk kalbu (tiap hari pukul 18.20). “Bingkai Nostalgia", tembang 
lama mengungkap kenangan masa lalu, langsung dari pendengar sahabat Pro 3 
setiap pukul 21.45. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku 60 Tahun RRI). Radio Republik 
Indonesia Cabang Muda Pontianak Lembaga penyiaran publik dengan status 
cabang muda ini mengudara sebagai media komunikasi nasional sejak 
penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Bangsa Indonesia. Saat itu Jawatan 
RRI segera memikirkansiaran-siaran radio di dua tempat yaitu Ban- jarmasin 


dan Pontianak. Tindakan pertama dilakukan saat itu (Fe— bruari 1950) adalah 
mengambil alih siaran bekas milik Belanda di Pontianak. RRI Pon— tianak pada 
waktu itu berkantor di Jalan Ka— riernata No. 60, sedangkan penyiaran di Jalan 
Radio (Jalan Teuku Umar sekarang). Siaran mengudara pada gelombang 127,7 
meter atau frekuensi 2350 Khz. Mei 1951 Radio Pontianak diresmikan menjadi 
Radio Republik Indonesia dan pindah ke alamat yang baru di Jalan Perwira No. 7 
(Jalan Jenderal Sudirman sekarang), menem- pati bangunan bekas perumahan 
Syahbandar Belanda yang terbuat dari kayu, sementara lokasi pemancar di Jalan 
Maluku. Jumlah pe- gawai RRI Pontianak sampai dengan tahun 1953 berjumlah 
22 orang. Pada masa konfrontasi dengan Malaysia, RRI Pontianak sebagai 
stasiun RRI yang ber- batasan dengan Malaysia (Sarawak) menjadi ujung 
tombak dengan meng-counter siaran dari Malaysia. Dalam rangka itu pemancar 
RRI Pontianak diangkut dan ditempatkan di Ba- laikarangan (Kabupaten 
Sanggau). Tenaga- tenaga RRI yang aktif dalam konfrontasi itu antara lain IMP 
Tantrawan, BA (Kepala Stasi- un RRI Pontianak periode 1963-1967), Abdul Rani 
(teknik), Suparmin, M. Said Japri, Sujanto, Ismail Toman dan Anis Truli. Kepala 
Stasiun RRI Pontianak pada waktu itu diangkat oleh Panglima Daerah Pertahanan 
Militer. Siaran RRI Pontianak di perbatasan (Ba- laikarangan) diudarakan melalui 
pemancar PTT 2,5 Watt pada gelombang 2,5 meter, an- tara pukul 09.00-18.00 
WIB, dan menggunakan diesel 1 PK. Sedangkan peralatan studio beru- 
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tape recorder untuk merekam dan play back, dan radio dua band merk Ralin. 
Antena pemancar dinaikkan setengah jam sebelum mengudara untuk 
menghindari pengintaian yang dilakukan pesawat-pesawat Malaysia. Dalam 
operasi penumpasan PGRS/Paraku, RRI Pontianak mendirikan studio mini untuk 
menyelenggarakan siaran dan memberikan informasi/penerangan kepada 
masyarakat tentang PGRS/Paraku dan meng-counter isu-isu yang tidak benar 
mengenai Negara Indonesia. Tugas itu banyak dibantu oleh Bupati Sambas, 
Firdaus dan Dandim, Mayor Nurdin. Peralatan siaran dibantu pemancar 150 Watt 
dari PHB dan peralatan studio sederhana. Peralatan siaran itulah yang menjadi 
cikal bakal Radio Pemerintah Daerah Singkawang. Hal sama dilakukan juga di 
Ketapang, yang menugaskan Diran. Di sini semula hanya didukung pemancar 
SW 100 Watt milik PHB, kemudian ditingkatkan menjadi 250 Watt AM. 
Penyelenggaraan siaran RRI sebagai lembaga penyiaran publik sudah menjadi 
ciri tersendiri dalam merealisasikan penyebarluasan berita/informasi, 
penerangan/pendidikan, kebudayaan dan hiburan kepada masyarakat, dan harus 
mampu menyejukkan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, untuk 
memberikan keseimbangan, hampir semua etnis yang berada di Kalimantan 
Barat diberi ruang yang memadai untuk mengisi siaran, seperti “Budaya 
Khatulistiwa” , “Minang Berdendang”, “Lambaian Ulos”, “Tadak Sambas”, 
“Dendang Pasundan”, “KaraokeMandarin”, “IramaMelayu”, “Dangdut Ria” dan 
lain-lain. Dalam rangka pemilihan gubernur, RRI Pontianak sudah berperan sejak 
penyaringan calon, dengan memberi kesempatan kepada setiap calon untuk 
menyampaikan visi dan misinya, yang disiarkan secara langsung oleh RRI 
Pontianak dari Gedung DPRD Kalimantan Barat, hingga seluruh rangkaian acara 
tersebut berakhir. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku 60 Tahun RRI). Radio Republik 


Indonesia Cabang Pratama Purwokerto Pertama kali mengudara pada tanggal 11 
September 1945. Bagi masyarakat Purwokerto khususnya dan masyarakat eks 
Karesidenan Banyumas umumnya, siaran radio ini sumdah akrab di telinga 
mereka sejak Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Di kota Purwokerto 
sendiri sebelumnya sudah ada studio siaran radio yang diseleng— garakan oleh 
pemerintah kolonial Jepang yang disebut Purwokerto Hosokyoku, yang tujuan 
penyiarannya untuk mempropagandakan ke— pentingan mereka di tanah 
jajahan. Radio ini mengudara pagi hari pukul 06.00 hingga 08.00, siang pukul 
12.00 hingga 14.00 dan petang pukul 17.00 hingga pukul 23.00 atau 24.00 WIB. 
Sesaat setelah berlangsungnya penyerah— an kekuasaan dari pihak Jepang 
kepada Pe— merintah RI, Purwokerto Hosokyoku diambil alih dan diresmikan 
menjadi Radio Banyumas. RRI Banyumas sekarang mengudara dalam tiga 
programa. (Tim EPI/KG. Sumber: Buku 60 Tahun RRI). Radio Republik 

Indonesia Cabang Madya Semarang Disiarkan dari Jalan Jend. A. 
Yani No. 144 — 146 Semarang, RRI Cabang Madya Sem marang mengudara 
dengan tiga programa yakni PRO 1 melalui gelombang FM 89 MHz — 97,75 MHz, 
dan MW 801 KHz; PRO 2 melalui gelombang FM 95,3 MHz, dan PRO 3 melalui FM 
90,4 MHz. Acara-acara unggulannya antara lain “Campursari” yaitu sajian lagu- 
lagu lang- gam Jawa dengan iringan campursari diser- tai 
parikan-parikan/pantun Jawa dan bing- kisan pendengar. PRO 1 mengudara 
setiap hari pukul 11.00 -13.00 WIB. Acara lainnya adalah “Solusi” yang dapat 
dinikmati melalui PRO 1 dan PRO 3 dengan for- mat dialog interaktif. Pendengar 
dapat meng- ikuti acara yang mengupas berbagai permasa- 
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solusi terbaik atas permasalahan yang ada. Acara ini mengudara setiap Kamis 
pukul 16.00 -17.00 WIB. Setiap hari Minggu pukul 05.00 - 05.35 WIB dan pukul 
19.30 - 20.00 WIB, PRO 1 dengan setia menemani Anda dalam acara “Simpedes 
Kidung Karyo” yang mengetengahkan pembahasan atau mengupas tentang 
budaya, adat istiadat dan kesenian di Jawa Tengah oleh budayawan dalam 
bentuk pemaparan maupun apresiasi. Melalui PRO 1 dan PRO 3, pendengar juga 
dimanjakan dengan acara “Special Event” yakni sebuah acara yang dikemas 
dalam bentuk laporan langsung dari lapangan tempat peristiwa terjadi seperti 
siaran langsung sepak bola, info Idul Fitri, info Haji dan sebagainya. (Tim EPI/KG. 
Sumber: Buku 60 Tahun RRI/dwj). Radio Republik Indonesia Cabang Pratama 
Sibolga Lembaga penyiaran publik dengan status cabang pratama ini secara 
resmi berdiri pada tahun 1956 dengan dibangunnya gedung kantor dan studio 
yang sekarang terletak di Jalan Ade Irma Suryani No. 11 Sibolga. RRI Sibolga 
sebagai salah satu media penyiaran milik publik terus berupaya meningkatkan 
mutu dan kualitas siaran, baik on air maupun off air. Dengan power dan 
jangkauan siaran yang lebih luas RRI Sibolga menyajikan programa siaran yang 
sesuai dengan kebutuhan khalayak. Sajian-sajian acara dikemas sesuai selera 
dan keinginan pendengar, misalnya setiap malam menghadirkan acara yang 
bernuansa etnis. Acara ini dikemas dalam bentuk yang variatif dengan mengajak 
pendengar untuk berpartisipasi melalui jalur telepon. Di bidang olahraga RRI 
Sibolga juga menyiarkan langsung berbagai liputan antara lain laporan kegiatan 
sepak bola, takraw, motocross dll. Acara - acara yang menjadi unggulan RRI 


Sibolga antara lain “Kombur Tak Sudah” (Melayu) yang disiarkan setiap hari 
Minggu pukul 20.30 s/d 22.00 melalui Programa 1, "Martandang Borangin” 
(Batak) disiarkan setiap hari Senin pukul 20.30 s/d 22.00 melalui Programa 1, 
“Pesisir Kampung Halaman” (Pesisir) disiarkan setiap hari Selasa pukul 20.30 s/d 
22.00melalui Programa 1, “Ya'ahowu Banuada Fe- fu” (Nias) disiarkan setiap 
hari Rabu pukul 20.30 s/d 22.00 melalui Programa 1, “Marpio Lungun” 
(Mandailing) disiarkan setiap hari Kamis pukul 20.30 s/d 22.00 melalui Programa 
1, “Minang Maimbao”" (Minang) disiarkan sem tiap hari Jum'at pukul 20.30 s/d 
22.00 melalui Programa 1, “Gayengan Campur Sari” (Jawa) disiarkan setiap hari 
Sabtu pukul 20.30 s/d 22.00 melalui Programa 1, “Warung Dangdut" disiarkan 
setiap hari pukul 15.15 s/d 17.00 melalui Programa 1, “Fans Reguest” disiarkan 
setiap hari pukul 16.00 s/d 17.00 melalui Pro- grama 2, “Hallo Pro 2” disiarkan 
setiap hari 
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“Bingkisan Hari Bahagia" disiarkan setiap hari pukul 08.00 s/d 09.00 melalui 
Programa 2, “Break Time” disiarkan setiap hari pukul 12.00 s/d 13.00 melalui 
Programa 2. Selain itu RRI Sibolga juga menggalang kerjasama dengan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menyelenggarakan dialog 
interaktif “Thpanuli Tengah Membangun”, dengan menghadirkan narasumber 
dari seluruh Dinas yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain sebagai 
media hiburan dan informasi, keberadaan RRI Sibolga saat ini sudah menjadi 
bagian dari kehidupan masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Khusus setiap 
memasuki bulan Ramadhan masyarakat selalu meminta agar aula RRI Sibolga 
dapat digunakan sebagai tempat salat tarawih berjamaah, dan disiarkan secara 
langsung melalui Programa 1 yang mengudara pada gelombang FM 97,20 dan 
AM 1044 Khz. Liputan-liputan yang bersifat keagamaan senantiasa menjadi 
prioritas RRI Sibolga seperti siaran langsung Salat Jum'at dan Musabagoh 
Tilawatil Our an, termasuk siaran langsung Kebaktian dari gereja-gereja. Kini 
siaran RRI Sibolga mampu menjangkau Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli 
Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten ManFoto kenangan saat 
petugas RRI Sibolga melaksanakan apel pagi dailing Natal, Kabupaten Tapanuli 
Utara, dan sebagian Kota Pakpak Dairi, bahkan sebagian daerah pesisir Sumatra 
Barat. Untuk meningkatkan kualitas SDM guna mendukung dan memantapkan 
siarannya RRI Sibolga melaksanakan etudi banding ke RRI Palembang, dan 
melakukan pertukaran informasi tentang keberadaan RRI sebagai lembaga 
penyiaran publik. RRI Sibolga mengudara melalui Programa 1 pada gelombang 
FM 97,20 Mhz (5 KW), dan AM 1044 Khz (10 KW): Programa 2 melalui gelombang 
FM 94,80 Mhz (5 KW), dan Programa 3 melalui FM 103,10 Mhz (3 KW) - Relay 
Pro3 Jakarta. Program berita/informasi yang disiarkan setiap hari antara lain 
“Berita Daerah" yang disiarkan setiap pukul 06.30 WIB melalui Prol, “Berita 
Kampung Kito” disiarkan setiap hari pukul 10.00 WIB melalui Pro-2, “Lintas 
Sibolga/Thpanuli” disiarkan setiap hari pukul 14.30 WIB melalui Pro-1, “Analisa” 
disiarkan setiap pukul17.30 WIB melalui Pro-1, “Berita Bahasa Batak” 
disiarkan setiap hari pukul 22.30 WIB melalui Pro-1. (Tim EPI/KG. Sumber: Buku 
60 Tahun RRI). Radio Republik Indonesia Cabang Muda Sorong 
Lembaga siaran radio pemerintah ini resmi mengudara untuk pertama kalinya 


pada tanggal 1 Mei 1963. Meskipun demikian, tiga tahun sebelumnya di Sorong 
sudah terdapat stasiun radio bernama Radio Omroep Nieuw Guinea (RONG) 
dengan status regional, yang diasuh hanya oleh empat orang yaitu Van Vel— sen 
(pemimpin), Theo Arfayan, Dolfinus Rom~ bino, dan Ali Bauw. Siaran 
diselenggarakan dalam Bahasa Melayu (Indonesia) dan Bahasa Belanda. Ma- 
teri siaran berupa hiburan musik dan informasi, baik yang diproduksi sendiri oleh 
RONG Sorong maupun relay dari stasiun RONG Biak. Ada kalanya materi siaran 
dikirim langsung dari 
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sebagai pusat penyiaran radio Pemerintah Belanda di Nieuw Guinea. Pada masa 
konfrontasi dengan Belanda RONG Sorong dilibatkan secara aktif sebagai media 
untuk melawan isi siaran RONG Biak. Materi siarannya me-relay dari radio-radio 
siaran perjuangan pembebasan Irian Barat yang terdapat di luar bumi Irian Barat 
seperti stasiun RRI Ambon, RRI Ternate, dan radio perjuangan di Tual. Pada 
pertengahan tahun 1962 Van Velsen harus meninggalkan posnya, menyusul 
adanya persetujuan New York tentang penyerahan Irian Barat kepada 
Pemerintah Republik Indonesia. Sejak saat itu pengelolaan RONG Sorong 
dikendalikan oleh tenaga-tenaga setempat. Menjelang akhir tahun 1962, tenaga 
RRI yang diikutsertakan dalam tim Republik Indonesia mulai berdatangan. 
Mereka membina kerjasama dengan tenaga-tenaga setempat sekaligus 
mempersiapkan perubahan stasion call RONG Sorong. Nama RONG diganti dan 
disesuaikan dengan kesepakatan yang dicapai Pemerintah Indonesia, 
Pemerintah Belanda, dan Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA). Tanggal 1 Mei 
1963 stasion call RONG Sorong resmi diganti menjadi RRI Sorong, menyusul 
pengalihan kekuasaan dari UNTEA kepada Pemerintah RI. Karena pengalihan itu 
pula seluruh aset yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun piranti 
keras, dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah RI c.g RRI. Tiga bulan 
kemudian, tepatnya tanggal 23 Juli 1963, fasilitas siaran RRI Sorong diperkuat 
dengan tambahan sarana transmisi pemancar yang didatangkan dari Tfemate, 
yang berkekuatan 10 KW. Sebelumnya sarana transmisi yang dimiliki RRI Sorong 
hanya berkekuatan 500 Watt. Pemancar tersebut dibawa ke Sorong dengan KRI 
Tarewo atas perintah Jenderal A. Yani. Turut mendampingi pengiriman sarana 
transmisi tersebut adalah Theo Arfayan, Fajar Madraji, BA, dan Sudarsono. 
Pengembangan sarana, prasarana, personal materi siaran maupun struktur 
organisasi serta kebijakan siaran terutama dilakukan setelah 1969. Pada 
Repelita II misalnya, RRI Sorong melakukan rehabilitasi gedung studio serta 
melengkapi sarana pemancar MW berkekuatan 10 KW yang dibangun di atas 
tanah seluas 10 Hektar, di Tanjung Kasuari. RRI Sorong saat ini memiliki 11 unit 
pemancar terdiri dari lima pemancar masing-ma-sing pemancar FM merk NEC 
berkekuatan 100 Watt pada frekuensi 96,10 MHz, merk RVR berkekuatan 100 
Watt pada frekuensi 95,10 MHz, merk Harris Austraslia berkekuatan 2000 Watt 
pada frekuensi 96,30 KHz, merk RVR berkekuatan 3000 Watt pada frekuensi 
1000 KHz, dan merk Jupiter yang berkekuatan 5000 Watt pada frekuensi 102 
KHz. Selain itu juga memiliki pemancar MW merk Omni pada frekuensi 909 KHz, 
merk Om-— ni 1000 Tronix berkekuatan 5000 Watt pada frekuensi 909 MHz, dan 
merk NEC berkeku- atan 1.000 Watt pada frekuensi 909 MHz. Pe- mancar SW 


merk Gates yang berkekuatan 10.000 Watt pada frekuensi 4875 KHz, merk Har- 
ris berkekuatan 10.000 Watt pada frekuensi 4875 KHz, dan merk Elcor 
berkekuatan 1000 Watt pada frekuensi 9745 KHz. Lembaga siaran radio 
pemerintah ini be— berapa kali mengalami pergantian pimpinan. Dalam catatan 
sejarahnya lembaga siaran ini pernah dipimpin oleh Fajar Madraji, BA (1963- 
1967), F. P Likumahuwa (1967-1974), Ahmad J.S., BA (1974-1981), A.F.C. 
Usmany (1981- 1984), Ricky D. Wader (1984-1992), Salomo Hamid (1984- 
1982), Muchtar Yushputra, SH, BA (1992-1997), Umar Solle (1997-2000), Rus- 
diman Saragi, SE (2000-2005), dan H.R. Djarot SE (2005-2007). (Tim EPI/KG. 
Sumber: Buku 60 Tahun RRI). Radio Republik Indonesia Cabang Pratama 
Sumenep Perjuangan untuk mendirikan stasiun RRI di Sumenep mulai terdengar 
tahun 1950-an. Tokoh-tokoh masyarakat Madura melalui 
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dengan dikeluarkannya sebuah resolusi dalam sidang tanggal 1 Juli 1954. 
Resolusi tersebut mendesak Departemen Penerangan dan RRI Pusat segera 
menyetujui berdirinya studio lokal RRI Madura di Sumenep. Menyusul 
ditetapkannya resolusi DPRDS kemudian dibentuk delegasi untuk menghadap 
Menteri Penerangan di Jakarta. Delegasi itu terdiri dari R.H. Sastro Negoro 
(Ketua), Singoning Ayudo (Wakil Eksekutif), dan R. Suyuti (Anggota). Delegasi 
tiga orang ini diterima Sekjen Departemen Penerangan di Jakarta yang juga 
dihadiri Drs. Sumadi dari Direktorat Jenderal RTF. Pembicaraan menghasilkan 
kesepakatan bahwa Pemerintah Pusat akan melakukan peninjauan ke Sumenep. 
Panitia pembentukan RRI lokal Madura kemudian mendapat kesempatan 
bertemu Menteri Penerangan Sudibjo ketika berkunjung ke Madura. Berbagai 
persiapan dilakukan, antara lain penyediaan alat pemancar, alat studio dan 
gedung kantor di Jalan Urip Sumoharjo, yakni Gedung Asisten Residen yang 
dibangun tahun 1864, yang lebih dikenal dengan sebutan “Kapetoran”, sesuai 
dengan nama Sang Asisten. Gedung ini kemudian dikenal sebagai Asrama Puteri 
SGB hingga tahun 1956, ketika sebagian gedung mulai ditempati studio RRI 
Seorang petugas tengah melayani pendengar setia siaran-siaran RRI Sumenep. 
Sumenep. Pada masa persiapan tersebut Supeno ditunjuk sebagai Kepala 
Stasiun, Yoso Prawiro (Kepala Bagian TU), Hariyanto (Kepala Bagian Siaran), dan 
Abdul Rajak (Kepala Bagian Teknik). Sedangkan jumlah jfegawai saat itu 17 
orang. Perjuangan panjang tokoh masyarakat melalui DPRDS Sumenep 
membuahkan hasil dan mencapai puncaknya pada saat pertama kali 
berkumandang kalimat “Inilah Radio Republik Indonesia Sumenep” dari Jalan 
Urip Sumoharjo (dulu Jalan Kalianget) pada tanggal 5 Oktober 1956, yang 
bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata RI. Suara pertama muncul dari 
Hadi Sudibjo dengan operator studio M. Saleh Haris, pada masa uji coba RRI 
Sumenep. Panitia pembentukan RRI yang beraudiensi dengan Menteri 
Penerangan saat itu terdiri dari Ketua, R. Abdurrahman (Ketua DPRDS), dan para 
anggota yakni R. Sami'oedin (Wakil Ketua/Sekretaris Panitia), R. Abdul Karim 
Dipasastro Pati, Asmawi (Wakil Kepala Jawatan Penerangan), R.B. Abdul Gaffar 
(Anggota DPRDS), Moh. Rais (Ke-tua Organisasi Sinar Sumekar), dan R.A. Suji- 
ningrat (Perwakilan Jawatan Kebudayaan). Audiensi berlangsung di kantor Kerem 
sidenan Madura di Pamekasan. Panitia mem inta ketegasan Pemerintah Pusat 


terhadap apa yang sebelumnya sudah disampaikan dele- gasi di Jakarta. Ada 
yang menarik dari pem- bicaraan itu sebab sempat muncul gagasan agar lokasi 
RRI lokal Madura bukan di Sume- nep. Namun akhirnya diperoleh kesepakatan 
bahwa RRI lokal Madura didirikan di Sumenep, dengan berbagai argumentasi 
dari panitia. Menteri Penerangan saat itu menyetujui dan pelaksanaannya 
diserahkan kepada Dirjen Ra~ dio dan Kepala Jawatan Penerangan Jawa Timur. 
Dirjen Radio R. Maladi menyepakati un- tuk menyediakan peralatan pemancar, 
studio dan pegawai, sedangkan kebutuhan lain men~ jadi tanggung jawab 
Pemerintah Daerah. RRI Sumenep berdiri pada tanggal 5 Juli 1957, yang 
diresmikan oleh Menteri Penerangan, Sudibjo. 
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seperangkat peralatan teknik berupa studio consule merk Gate buatan tahun 
1940, dan pemancar RCA berkekuatan 250 Watt, bekas peralatan teknik RRI 
Surabaya pada masa mempertahankan kemerdekaan. Dengan alat ini pancaran 
siaran RRI Sumenep dapat dinikmati oleh pendengarnya melalui gelombang S W 
120 meter. Berikutnya RRI Sumenep mendapat bantuan Pemerintah Pusat 
melalui Program Colombo Plan 1961, berupa renovasi peralatan studio consule 
merk Gates dan pemancar 1 KW type 1619 TCA. Sejak itu jangkauan siaran RRI 
Sumenep lebih luas melalui gelombang S W 89,41 meter. Seiring dengan 
perkembangan zaman dan kemajuan teknologi komunikasi radio tahun 1976 RRI 
Sumenep mendapat bantuan lunak dari Pemerintah Prancis, berupa consule dan 
pemancar MW merk Harris kekuatan 10 Kw gelombang 273 meter. Pada tahun 
1989 terjadi peristiwa kebakaran yang menghanguskan gedung dan studio RRI 
Sumenep. Namun musibah yang terjadi pada pukul 23.00 WIB Senin 5 Maret 
1989 itu tidak pernah memupuskan semangat, karena 30 menit setelah api 
padam, tepatnya pukul 03.30 WIB RRI Sumenep mengudara kembali kendati 
dengan peralatan seadanya dan menggunakan motor diesel sebagai 
pembangkit. Dalam kurun waktu lima tahun puing-puing gedung lama seakan 
menjelma menjadi sebuah bangunan yang lebih megah, kokoh dan indah. 
Pembangunannya menggunakan dana APBN dari DIP1990/1991 tahap | hingga 
1995/1996. Sedangkan peningkatan sarana teknik dan studio pemancar antara 
lain mendapat satu unit mobil siaran luar lengkap dengan peralatan teknik 
rekaman (1990), Subsidi Daerah Bawahan (SDB) Pemda Tk. II Sumenep. Tahun 
1990 RRI Sumenep mendapat bantuan lunak dari Pemerintah Austria berupa 2 
unit studio consule merk Siemens, 1 unit peralatan editing musik, 1 unit 
peralatan news room, MCR, dan UTS, seperangkat transmitter, serta 1 unit mobil 
Siaran Luar (OB Van). Pada tahun yang sama RRI Sumenep juga mendapat 
bantuan lunak dari Pemerintah Jepang berupa pemancar 2 KiloWatt merk NEC, 
dan mesin pembangkit listrik (Genset) 100 KVA. Karena itu siaran RRI Sumenep 
da-pat terdengar lebih mantap melalui pemancar M W dan FM Stereo. Didukung 
peningkatan sumber daya manusia melalui program pen- didikan dan latihan 
profesi, siaran RRI Sum menep dapat memikat hati khalayak pende- ngarnya 
bukan saja masyarakat Madura dan kepulauannya, tetapi juga masyarakat pen- 
dengar di pesisir utara Jawa Timur dan bebe~ rapa daerah lain di luar Jawa. 
Sejak berdiri hingga kini pemancar yang digunakan adalah: pemancar MW IOKw, 
2 Kw dan 10 Kw, peman- car FM D1 unit FM5 Kw (98,5 Mhz), 1 unit FM5 Kw (93 


Mhz), 1 unit FM5 Kw (101,3 Mhz), 1 unit FM5 Kw (101,3 Mhz), dan 1 unit OB Van 
100 W (105 Mhz). Dengan mengikuti perkembangan ma~ syarakat, hingga saat 
ini RRI Sumenep meng udara dengan tiga Programa yaitu Informasi, Budaya, 
Hiburan, serta Pendidikan. (Tim EPI/- Wid. Sumber: Buku 60 Tahun RRI). Radio 
Republik Indonesia Cabang Muda Sungailiat Perjan RRI Cabang Muda 
Sungailiat se- belumnya adalah Stasiun RRI Regional II Sungailiat yang 
merupakan kelanjutan dari RRI Persiapan Pangkalpinang (1969) yang berlokasi di 
Gedung Nasional Jalan RRI Pangkalpinang. Tahun 1979, lokasi studio RRI 
Persiapan Pang- kalpinang mengalami musibah kebanjiran yang mengakibatkan 
rusaknya sebagian be~ sar peralatan sehingga tidak beroperasi lagi. Ketika RRI 
Persiapan Pangkalpinang akan di~ aktifkan kembali, Pemda Pangkalpinang tidak 
dapat menyediakan lahan untuk lokasi studio. Beruntung, Pemda Kab. Bangka 
bersedia me- nyediakan lahan di Sungailiat. 
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kepada Dirjen RTF tanggal 24 November 1990, dan memperhatikan hasil 
pertemuan Direktur Radio tanggal 26 November 1990 di Jakarta, maka Dirjen 
RTF cg. Direktur Radio Arsyad Subik menetapkan perlunya RRI di daerah 
tersebut sebagai media informasi Pemerintah dan masyarakat. Melalui CP 
Direktur Radio tanggal 27 November 1990, Direktur Radio memerintahkan 
Kepala RRI Palembang untuk mempersiapkan segala kelengkapan peralatan 
untuk pembentukan RRI Sungailiat. Setelah melalui survei oleh staf Dirjen RTF 
dan staf RRI Palembang, Pemda Kab. Bangka menyiapkan fasilitas yang 
diperlukan, dan untuk sementara gedung studio RRI Persiapan dan pemancarnya 
ditempatkan di gedung milik Pemda Kab. Bangka di Jalan Cokroaminoto No. 13 
Sungailiat. Selanjutnya Pemda Kab. Bangka menyediakan tanah pekarangan 
untuk pembangunan gedung studio RRI di Jalan A. Yani Jalur 2 Sungailiat seluas 2 
Ha. Sedangkan untuk pemancar disediakan di Desa Kimak Kecamatan Merawang 
seluas 10 Ha. Tahun 1992 pembangunan fisik gedung studio RRI Sungailiat 
dimulai secara bertahap melalui dana APBN dan Proyek Pusat berupa pinjaman 
dan dana rutin. Tahun 1994 RRI Regional II Sungailiat secara resmi berdiri 
melalui SK Menpen No: 174/Menpen/1994 tanggal 5 September 1994 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Stasiun RRI Lhokseumawe, Stasiun RRI Sungailiat dan 
Stasiun RRI Tual. Sejalan dengan telah berdirinya Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung dan berubahnya status RRI menjadi Perjan (Peraturan Pemerintah No. 
37 tahun 2000, tanggal 7 Juni, tentang Pendirian Perusahaan Jawatan RRI), tahun 
2001 RRI Regional II Sungailiat berubah menjadi Perjan RRI Cabang Muda 
Sungailiat mengacu kepada Kep. Dirut No. 07/Kep-Dirut/2001, tanggal 20 April 
2001, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Jawatan Radio 
Republik Indonesia. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku 60 Tahun RRI). Radio Republik 
Indonesia Cabang Madya Surabaya R RI Surabaya adalah instansi yang pertama 
kali melakukan perebutan kekuasaan dari tangan Jepang dan mulai 
memperkenalkan diri sebagai RRI Surabaya pada tanggal 27 September 1945, 
melalui gelombang 92, 116 dan 150 meter. Siaran perdana tersebut 
mengudarabersamaan dengan penyerahan kekuasaan dari pemerintah Jepang. 
Tetapi peresmiannya sendiri baru dilakukan pada 1 Oktober 1945 yang ditandai 
dengan siaran yang mengu- darakan pidato Gubernur Surabaya saat itu dan 


Bung Tomo. Bung Tomo selaku pemimpin “Barisan Pemberontakan Rakyat 
Indonesia” diberi kem sempatan untuk berpidato di muka corong RRI Surabaya. 
Dan mulailah rakyat mengenal siaran “Radio Pemberontakan” dengan Bung 
Tomonya. Cara penyelenggaraan siaran diatur demikian rupa sehingga seolah- 
olah RRI Su— rabaya merelay dari pemancdr "Radio Pem— berontakan". Hal ini 
dilakukan karena pe- mancar radio pemberontakan sendiri belum selesai. 
Menurut siasat perjuangan yang di- tentukan pemerintah, waktu itu harus ada 
pemisahan tegas antara radio resmi dan “Radio Pemberontakan Rakyat". Untuk 
melayani kepentingan perjuangan RRI menempatkan sebuah amplifier di markas 
besar tersebut beserta empat karyawannya selaku penghubung. Ternyata usaha 
ini sangat berfaedah ketika menghadapi tentara Inggris. Tanggal 28 Oktober 
1945 RRI Surabaya menja- di sasaran siasat tentara Inggris, dan sekitar pukul 
14.15 sebanyak 35 tentara Gurkha men- duduki studio di Simpang. Meskipun 
begitu siaran RRI Surabaya tidak terhenti. Siaran sore pada hari itu mulai 
diselenggarakan dari Em- bong Malang. Pada tanggal 9 Nopember 1945 sekitar 
pukul 12.15 beberapa pesawat terbang Ing- gris menyebar pamflet-pamflet 
yang berisi an- caman agar menyerahkan Kepala Studio Radio Surabaya. Batas 
waktu yang diberikan hanya sampai keesokan harinya yakni pukul 06.00 pa- 
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menolaknya dan siap menerima konsekuensi yang harus mereka hadapi. 
Tanggal 10 Nopember 1945 pukul 09.30 segenap tentara Inggris, di darat, laut 
dan udara mulai digerakkan, dengan menembakkan meriam-meriam mereka 
sehingga menimbulkan banyak korban. Pesawat-pesawat mulai mengitari dan 
mengintai gedung radio di Embong Malang. Peluru-peluru meriam kapal mulai 
juga berjatuhan di halaman muka dan samping gedung pemancar. Karena 
dianggap membahayakan maka pada tanggal 17 Nopember dilakukan 
pemindahan alat-alat penting dari Embong Malang ke Mojokerto. Meskipun 
demikian siaran masih tetap bisa diselenggarakan dari Embong Malang dengan 
menggunakan alat-alat seadanya dan mudah disingkirkan bilamana sewaktu- 
waktu musuh datang. Pemancar yang digunakan adalah pemancar RCA di 
Petemon yang dihubungkan dengan pemancar di Embong Malang. Karyawan 
yang menanganinya pun hanya 4 orang. Sementara yang lain ditugaskan di 
Petemon, guna bersiap seandainya Embong Malang jatuh. Pada tanggal 23 
Nopember seluruh pejuang mundur ke pedalaman Mojokerto. Pemancar RCA 
yang ada di Petemon diangkut. Kini, setelah lebih dari 50 tahun, RRI Surabaya 
mengalami kemajuan yang tidak sedikit. Dalam lima tahun terakhir RRI Surabaya 
mengalami lompatan yang cukup menggembirakan. Posisinya sebagai 
perusahaan jawatan mendorong dilakukannya pembenahan di semua bidang. 
Sebagai salah satu motor penggerak siaran, divisi pemberitaan harus mampu 
memacu diri agar memberi pelayanan secara optimal kepada pendengarnya, 
antara lain menyusun acara sedekat mungkin dengan kebutuhan pendengarnya. 
“Aspirasi", acara yang disiarkan setiap Senin s/d Sabtu pukul 08.00-09.00 WIB, 
disajikan dalam bentuk dialog dengan pakar/pelaku dan “Sharing by Telephone”: 
“ Wawancara”/"Topik Pagi”, disiarkan setiap Senin s/d Sabtu pukul 06.30 dan 
07.30 WIB, bentuk dialogis (by telephone) durasi 30 menit: “Komentar/"Ulasan”, 
disiarkan setiap Se- nin s/d Minggu pukul 16.00 WIB dengan durasi 5 menit 


(rekaman); “Info Frima", disiarkan setiap hari mulai pukul 16.00-17.00 WIB (60 
menit) dengan form mat penggabungan dalam bentuk straight news -h ROS + 

wawancara + voice report + editorial (komentar & ulasan); “Profile”, disiarkan 
Setiap hari Minggu di kuadran “Info Prima” dalam format feature menampilkan 
sosok tokoh terpandang dengan durasi 15 - 20 menit “Info Selintas", pola siar 

breakingnews disiarkan 3 kali (setiap siar dua item, info na- 
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terkini): “Info Bisnis & Perbankan”, disiarkan secara lepas delapan item (diselingi 
lagu setiap dua item): "Info Olahraga & Kesehatan”, disiarkan secara lepas 
delapan item (diselingi lagu setiap dua item); “Report on the Spot” (ROS) 
tentang peristiwa aktual oleh Seksi Reportase & Seksi Aktual pada jam-jam yang 
sudah ditentukan: “Parlementaria”, disiarkan setiap hari Sabtu dalam kuadran 
Info Prima dengan durasi 15 - 20 menit. “Wawancara Topik Pagi” diudarakan 
pukul 06.30 dan 07.30 WIB masing-masing sejama 30 menit di Programa 3. 
Acara ini mengupas berbagai permasalahan aktual yang muncul di tengah 
masyarakat dengan menggandeng pakar dari perguruan tinggi, unsur 
pemerintahan, legislatif maupun praktisi guna mendapatkan komentar atau 
tanggapan serta solusi yang sederhana dalam masalah sosial politik, ekonomi, 
keamanan, HAM, kriminal, dan seni budaya. “Info Prima”, merupakan buletin 
informasi dan berita yang diformat dalam masa putar 60 menit, mencakup paket 
straight news. Selain memiliki acara-acara unggulan pemberitaan RRI Surabaya 
juga menyajikan acaraacara hiburan unggulan yang disuguhkan baik melalui 
programa acara PRO 1 (FM 99,15 MHz dan MW 585 KHz), PRO 2 (FM 95,3 MHz), 
dan PRO 3 (FM 89,7 MHz) yang dipancarkan dari Jalan Pemuda No. 82 - 90 
Surabaya. Setiap hari, pukul 0 5.30 - 06.00 dan pukul 16.00 -16.30 WIB melalui 
PRO 1, pendengar dapat menikmati acara Info Prima untuk mengikuti ekspos 
berita yang menjadi isu sentral hari ini, digarap secara mendalam oleh redaktur 
berpengalaman yang mengetengahkan format report on the spot dan interview 
serta inser narasumber pilihan. “Live Cafe" di studio dengan konfigurasi ruangan 
seperti cafe hangat dengan sentuhan keyboard dan tiupan Saxophone 
mengiringi penyanyi di studio, yang dapat melibatkan pendengar secara 
langsung untuk berinteraksi sambil bernyanyi melalui pesawat telepon, setiap 
hari Sabtu pukul 14.00 -16.00 WIB melalui PRO1. Sedangkan 
“TradisionalParade”, program spesial yang di gelar 6 jam setiap hari melalui 
Programa 1 mulai dari wayang kulit, ludruk,campursari sampai ke mocopat 
merupakan pri- madona ethnic on air yang dipilih khusus ba- gi pecinta seni 
tradisional. RRI Surabaya iden- tik dengan kesenian ludruk. Hal ini bisa di- 
rasakan apabila menyebut RRI Surabaya ma~ ka yang terbayang pasti tokoh 
ludruk yang terkenal saat itu. Ludruk RRI Surabaya diben- tuk tahun 1959, 
dipicu oleh besarnya perha- tian masyarakat terhadap kesenian tradision- al 
ini. Ludruk memang sangat digemari teruta- ma oleh masyarakat Surabaya. 
Tokoh ludruk studio RRI Surabaya yang terkenal pada tahun 60-an antara lain 
Mat Said, Dul Dasi, Kadir As- moro, Jono, Nurali, dan Umi Kalsum. (Tim EPI/- KG. 
Sumber: Buku 60 Tahun RRI). 
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Surakarta Oleh sebagian besar orang RRI Surakarta dianggap sebagai cikal bakal 


lahirnya stasiun-stasiun radio di Indonesia. Berawal dari kegemaran Sri Paduka 
Mangkunegoro VII menikmati alunan gending Jawa, tanggal 1 April 1933, atas 
perintahnya lahir Solose Radio Vereniging (SRV). Meskipun peralatan dan 
pemancarnya sangat sederhana, sajian-sajian gending Jawa dan ketoprak yang 
diudarakannya sangat diminati, bahkan mampu menggelorakan semangat 
perjuangan. Langkah awal ini kemudian mengilhami para pemikir, peminat seni 
serta pejuang untuk membentuk perkumpulan penyiaran radio seperti di 
Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, di Sala sendiri berdiri perkumpulan Siaran 
Radio Indonesia (SRI) yang diasuh Pangeran Surjo Hamidjojo, dkk. Karena 
penggemarnya semakin banyak SRV membangun gedung megah di atas tanah 
seluas 5000 m2, pemberian Sri Paduka Mangkunegoro VII, yang terletak di Jalan 
Marconi (sekarang Jalan Abdul Rahman Saleh No. 51, gedung RRI Surakarta 
sekarang). Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan tanggal 15 
September 1935 dan peresmian penggunaannya tanggal 25 Agustus 1936. 
Berkat sajian SRV kelompok-kelompok seni kerawitan makin berkembang. 
Namun ketika kembali ke Sala 12 Maret 1942, Belanda membumihanguskan 
obyek-obyek penting tak terkecuali pemancar dan alat-alat SRV. Tetapi berkat 
usaha keras para penyelenggara teknik, SRV dapat menyelamatkan pemancar 
seberat 2 Ton dengan cara membawanya ke Desa Mbalong Matesih 
Karanganyar, sekitar 20 Km kearah timur kota Sala. Untuk mengenang-peristiwa 
ini pada tahun 1988 dibangun sebuah monumen, yang setiap tahun, menjadi 
agenda kunjungan dalam acara memperingati Hari Radio. Akhir tahun 1942, 
ketika Jepang masih berkuasa, SRV kembali mengudara di bawah pimpinan R. 
Maladi, dengan “Gending Puspowarno” sebagai pembuka dan “Ayak-ayakan 
Kaloran” sebagai penutup. Hubungan dengan radio lain pun dipererat, dan 
melakukan pertemuan rutin tiap bulan guna kemajuan siaran. Namun langkah 
inilah menimbulkan kecurigaan dari pimpinan Hoso Kyoku, Kankri, dan meminta 
Maladi untuk mempertanggungjawabkan siarannya. Alasan tepat yang 
disampaikan Maladi mem-buka peluang bagi SRV untuk terus mengu- dara, 
bahkan dengan jangkauan lebih luas. SRV sempat tidak mengudara ketika Je~ 
pang menunjukkan tanda-tanda kalah dari Sekutu, dan mengudara kembali pada 
tanggal 11 September 1945. Bersamaan dengan itu di Jakarta, Bandung, 
Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Malang, Surabaya dan Semarang lahir 
stasiun-stasiun radio. Tanggal 1 Oktober 1945 Jepang dengan resmi 
menyerahkan segala pengelolaan atas radio milik mereka kepada Maladi. Kini 
RRI Surakarta mampu menjangkau 7 wilayah yakni Kota Sala, Kabupaten 
Sukohar- jo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan Klaten. Peran RRI 
Surakarta sebagai lembaga penyiaran publik tetap harus berada 
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merefleksikan selera serta minat seluruh masyarakat termasuk peran-peran 
yang tidak dapat dijalankan lembaga penyiaran lain. Namun di antara misi-misi 
tersebut RRI Surakarta lebih menitikberatkan pada pemeliharaan dan 
pengembangan budaya Jawa. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sejarah lahirnya 
RRI Surakarta, juga banyaknya keberadaan perkumpulan seni Jawa di wilayah 
jangkauannya. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas siaran, RRI 
Surakarta tidak henti-hentinya melakukan terobosan, bekerja sama dengan 


berbagai pihak. Kelompok-kelompok karawitan secara bergantian mendapat 
kesempatan untuk menampilkan kebolehannya, mengisi siaran di RRI Surakarta. 
Bahkan, sejak tahun 2003, RRI Surakarta menggratiskan para penggemar dan 
pecinta wayang orang maupun ketoprak untuk menyaksikan pagelaran seni 
tradisional Jawa tersebut. Pada tahun 2005 RRI Surakarta bekerja sama dengan 
dalang karismatik Ki Haji Mantep Sudarsono untuk menggelar wayang kulit 
secara rutin setiap bulan, dengan menampilkan dalang-dalang terpilih dari tujuh 
daerah di wilayah Surakarta. Satu lagi kerja sama dijalin RRI Surakarta dengan 
Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta untuk bidang seni. 
Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan pada 14 Juni 2005 di Auditorium 
RRI Surakarta untuk waktu 5 tahun. Selain itu RRI Surakarta juga memprakarsai 
penyelenggaraan Seminar Nasional Pelestaraian dan Pengembangan Kesenian 
Tradisional dalam siaran. Dari berbagai upaya ini diharapkan RRI Surakarta tetap 
memiliki kekuatan dan daya tangkal terhadap pengaruh negatif dengan 
masuknya seni-seni modern seiring era globalisasi. Melalui langkah ini pula RRI 
Surakarta menjadi bukti sekaligus menjadi pilar bagi pelestarian dan 
pengembangan seni Tradisi Jawa seperti yang telah dicontohkan Sri Paduka 
Mangkunegoro VII. (Tim EPI/KG. Sumber: Buku 60 Tahun RRI). Radio Republik 
Indonesia Cabang Tahuna Sebagai lembaga siaran radio nasional yang berada di 
daerah perbatasan (dengan Philipina), serta mempunyai jangkauan siaran ke 
seluruh Kepulauan Sangihe -yang terdiri dari 129 pulau besar maupun kecil, dan 
membentang dari Biaro di utara hingga Miangas di selatan, semua program 
siaran RRI Tahuna berorientasi untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan 
masyarakat yang majemuk dan demokratis dalam mengamankan UUD 
1945,Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik In— donesia. RRI Tahuna pertama 
kali mengudara pa- da tanggal 24 Oktober 2003. Pada saat itu RRI Tahuna 
hanya mempunyai satu program siaran dan beroperasi dengan kekuatan 
pemancar hanya berkekuatan 1 KW selama 9 jam siaran per hari. Pada masa 
awal ini RRI Thhuna hanya didukung oleh 17 tenaga, serta jangkauan siaran 
sebatas Tahuna dan sekitarnya. Pada awal tahun 2006 RRI Tahuna mulai 
memperluas jangkauan siarannya dengan dukungan peralatan baru, antara lain 
satu pe- mancar FM berkekuatan 1 KW. Dengan adanya tambahan peralatan ini 
RRI Tahuna mampu 
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masa siar 10 jam per hari pada frekuensi 92 MHz. RRI Tahuna juga memiliki satu 
pemancar FM berkekuatan 5 KW (Programa I) dengan masa siar 12 jam per hari, 
pada frekuensi 98,7 MHz dan 99,5 MHz: satu pemancar AM 10 KW (Programa |) 
dengan masa siar 12 jam, pada frekuensi 10,44 KHz; satu pemancar 300 Watt 
(Programa III) dengan masa siar nonstop, pada frekuensi 102 MHz. Selain berupa 
peralatan, RRI Tahuna juga didukung oleh adanya tenaga tambahan sehingga 
kini memiliki 42 orang karyawan. Lembaga penyiaran ini terus melakukan 
pembenahan, baik dari segi program siaran maupun teknis operasional, serta 
terus melengkapi diri dengan fasilitas-fasilitas yang lebih canggih, antara lain 
studio rekaman dengan sistem komputerisasi multi track, perangkat sound 
system, alat musik keyboard, ruang rapat yang dilengkapi LCD dan AC, aula 
dengan kapasitas 200 kursi, serta halaman yang luas dengan fasilitas untuk 


berolah raga berupa lapangan volleyball out door. Dengan semakin lengkapnya 
fasilitas siaran yang dimilikinya, RRI Tahuna menyajikan program-program siaran 
andalan sebagai berikut: Radio Republik Indonesia Cabang Ternate 
Stasiun radio ini pertama kali mengudara secara resmi pada tanggal 11 
September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7. Keberadaan RRI di Ternate 
bermula dari keinginan Pemerintah Daerah Maluku Utara untuk membuka 
stasiun pemancar RRI, sehubungan dengan adanya kunjungan Presiden 
Soekarno ke Ternate tahun 1952. Pada awalnya siaran RRI Ternate 
menggunakan pemancar PTT yang sangat sederhana. Atas dukungan Muspida 
setempat serta Kepala Jawatan Penerangan Provinsi Maluku waktu itu, Mr. D. 
Tahitu, RRI Ternate melakukan berbagai persiapan, antara lain dengan 
mendatangkan sejumlah peralatan dari Jakarta. Sejak berdiri hingga sekarang, 
keberadaan RRI Ternate sangat terasa peranannya di dalam kehidupan 
masyarakat Maluku Utara maupun pemerintah daerah setempat, karena 
dipandang sebagai media penyampai informasi yang paling cepat, tepat, dan 
dalam. Hal ini terlihat dari hasil survei yang diselenggarakan oleh perguruan 
tinggi maupun LSM setempat bahwa RRI Ternate masih sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat di daerah seribu pulau ini. Bukti lainnya adalah keberhasilan RRI 
Ternate menyosialisasikan masalah hukum kepada masyarakat Maluku Utara, 
sehingga memperoleh penghargaan Anugerah Hukum Tahun 2007. Sejumlah 
nama yang tercatat pernah memimpin RRI Ternate: 1. 1952 s/d 
1955 Buce vanRoom2. 1955 s/d 1960 Kusno Alibari 3. 1960 s/d 1965 

Hartono 4. 1965 s/d 1969 Sugiyono 5. 1969 s/d 1974 G. 
Nendesa 6. 1974 s/d 1979 Achmad Semarang 7. 1979 s/d 1983 Drs. 
H. Ali Amran 8. 1983 s/d 1989 M. YusranB.A. 9. 1989 s/d 1993 

Abubakar Al Hadar 10. 1993 s/d 1998 A. Latif Kamaruddin 11. 

1998 s/d 2002 Drs. H. Hasyim Ado 12. 2002 s/d 2003 Sutrisno 
Santoso, S.Sos 13. 2003 s/d 2006 Drs. H. Andi Daulat 14. 2006 s/d 
sekarang Supardi Abdullah, S.H. Radio Republik Indonesia Cabang Pratama 
Tolitoli Berdirinya RRI Cabang Pratama Tolitoli be- rawal dari Siaran Radio 
Pemerintahan Dae- rah (RPD) Kabupaten Buol Tolitoli melalui pro~ ses 
perkembangan informasi dialihkan men~ jadi Radio Persiapan RRI Tolitoli. 
Pengalihan tersebut dicanangkan pada tanggal 11 September 1999 oleh 
Gubernur Su- 
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dengan Hari Radio ke-54. Dengan demikian sejak tanggal 11 September 1999 
Radio Persiapan RRI Tolitoli mengudara di bekas Kantor Departemen Penerangan 
Kabupaten Tolitoli di Jl. Gadarmun Hangkiho No. 1 dengan pemancar Total 
Asembling berkekuatan 50 Watt pada frekuensi 99,9 MHz. Sejak perubahan 
status RRI dari UPT Departemen Keuangan RI menjadi Perusahaan Jawatan 
sesuai PP 37 tahun 2000 , tanggal 6 Juli 2002 bertepatan dengan Pelantikan 
Kepala Cabang RRI Tolitoli yang pertama Bash Arif, SH bersama 16 Pejabat 
struktural lainnya oleh Direktur Utama Perjan RRI, maka diresmikan pula status 
RRI Persiapan menjadi RRI Cabang Pratama Tolitoli dan masih beroperasi di 
bekas Kantor Departemen Penerangan (sekarang Dinas Pariwisata dan Budaya 
Kabupaten Tolitoli). Pada tanggal 6 Agustus 2002 studio penyiaran pindah pada 


kantor baru Jalan Radio Kabinuang Puncak dengan luas bangunan 1000 m2 
menggunakan pemancar 50 Watt pada frekuensi FM 93*MHz yang mempunyai 
coverage area kota Tolitoli dan sekitarnya. Tahun Anggaran 2003 RRI Cabang 
pratama Tolitoli memperoleh bantuan pemancar FM 1 KW dan peralatan studio 
rekaman dan multi purpose dari Perjan RRI Pusat. Pada tahun 2004 mendapat 
tambahan 2 (dua) buah pemancar FM 3 KW dan 1 KW serta dilengkapi down link. 
Hingga saat ini RRI Toli-toli memiliki: 2 buah pemancar FM 1 KW, 1 buah 
pemancar FM 3 KW, studio rekaman dan multi purpose, 2 unit studio penyiaran, 
dan tower setinggi 65 meter. (Tim EPI/KG. Sumber: Buku 60 Tahun RRI). Radio 
Republik Indonesia Cabang Pratama Tual Sejak siaran perdana uji coba 
Desember 1995, kemudian dilanjutkan peresmiannya 11 September 1996, RRI 
Tual menjadi media utama masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dalam 
memperoleh informasi, pendidikan dan hiburan. Tidak ada radio lainmaupun 
media cetak sebagai pembanding. RRI Tual tampil sebagai pemain tunggal di 
bidang komunikasi dan informasi. Sejak itu RRI Tual merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di kabupaten seribu pulau ini. 
Radio Republik Indonesia Tual satu-satunya media komunikasi massa milik 
negara yang berada di gugusan Kepulauan Maluku Bagian Teng-gara. Posisinya 
sangat strategis, karena ber- hadapan langsung dengan Australia dan ne- gara- 
negara Kawasan Pasifik. Mengudara 18 jam setiap hari dengan be- ragam 
acara, siaran yang dipancarluaskan RRI Tual dapat diakses oleh seluruh 
masyarakat di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan 
Kabupaten Kepulauan Aru (pemekaran), bahkan siarannya diterima de- ngan 
baik dan jelas di pulau-pulau terpencil perbatasan Indonesia dengan Papua 
Nugini, Australia dan Timor Leste. Undang Undang Nomor 32/2002 tentang 
Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang 
Penyelenggaraan Penyiar- an Lembaga Penyiaran Publik dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang Lem- baga Penyiaran Publik RRI, 
semakin memper- kokoh posisi dan status RRI sebagai lembaga penyiaran 
publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi mem- 
berikan layanan untuk kepentingan masya rakat. 


radio republik indonesia 611 Perubahan status RRI dari radio pemerintah menjadi 
radio publik tidak semudah membalik telapak tangan. Berbagai hambatan dan 
tantangan datang silir berganti, namun peluang dan harapan juga terbuka. RRI 
Tual sangat merasakan hal tersebut. Penyebabnya antara lain terbatasnya 
pemahaman SDM tentang radio publik, selain masyarakat belum siap menerima 
informasi atau berita yang bersifat sosial kontrol. Akibatnya RRI Tual harus 
menghadapi rongrongan, ancaman, dan tekanan, bahkan pemanggilan untuk 
menjadi saksi dalam kasus pemberitaan yang dilaporkan kepada pihak penyidik. 
Banyak peristiwa penting dan masalah aktual yang dapat dijadikan tolok ukur 
dan teruji dalam kiprah RRI Tual sebagai radio publik. Sebagai radio publik, 
aktivitas dan operasional siaran RRI Tual sudah nampak sejak bergulirnya era 
reformasi tahun 1998. Pelaksanaan siaran dan layanan publik semakin 
meningkat pada saat pecahnya konflik horisontal di Maluku tahun 1999. Kedua 
momen bersejarah ini makin memantapkan kelayakan dan kepatutan RRI Tual 
sebagi radio publik, menyusul turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 


2000. Pro-kontra pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara menjadi tiga daerah 
otonom antara lain Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten 
Kepulauan Aru (2002-2005) berkepanjangan, sehingga berdampak terhadap RRI 
Tual, dengan terjadinya penyanderaan terhadap personal OB Van Siaran Luar 
Negeri. Dari berbagai ketentuan dan peraturan, seperti UU Nomor 32 tahun 2002 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 tahun 2005, semakin memantapkan 
semangat, tekad, dan komitmen jajaran RRI Tual menjadi radio publik. Prinsip 
independen, netral dan tidak komersial merupakan dasar utama dalam 
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Siaran yang dipancarluaskan 
adalah berita dan informasi yang aktual, akurat, berimbang dan terpercaya. 
Berita RRI bukan sensasi, tetapi solusi informasi yang menyejukkan, acuan bagi 
masyarakat untuk mencari yang sebenarnya terjadi dan berkembang. Sebelum 
RRI Tual lahir, pada penghujung tahun 1970-an daerah ini memiliki stasiun radio 
yang disebut Radio Pemerintah Daerah (RPD), dengan personal, sarana, dan 
prasarana yang dibina langsung oleh RRI. Dengan pemancar berkekuatan 500 
Watt bantuan RRI, serta pelatihan singkat di RRI Ambon bagi personal teknik dan 
siaran, kebermadaan RPD, masih belum memuaskan Pemda setempat, 
mengingat daya jangkau pemancar nya belum memenuhi harapan. Padahal, 
biaya exploitasi, maintenance dan operasional yang dikeluarkan pihak Pemda 
sudah cukup besar. Pada akhir tahun 1980-an, menjelang tahun 1990, 
konsistensi perjuangan dari satu bupati ke bupati berikutnya untuk 
menghadirkan RRI nampaknya tidak pernah surut, hingga mem buahkan hasil 
dengan ditugaskannya Tim Survei RRI (Direktorat Radio) untuk melakukan survei 
teknis. Bulan Desember 1995 RRI Tual mulai me- lakukan siaran percobaan 
selama dua minggu yang dipancarkan dari Puncak Rumbeng De- sa Faan, 
menggunakan pemancar MW 1 KW Merk BE dengan frekuensi 7,65 dan 1 KW, 
pe- mancar FM daya 100W merk NEC, ditunjang peralatan diesel genset 60 KVA 
yang dipasang di pemancar. 


612 radio republik indonesia Pada tanggal 11 September 1996, bertepatan 
dengan Hari Radio ke-51, Menteri Penerangan Harmoko melakukan peresmian 
tiga stasiun RRI yakni RRI Tual, RRI Lhokseumawe dan RRI Sungai Liat. (Tim 
EPI/KG. Sumber: Buku 60 Tahun RRI). Radio Republik Indonesia Cabang Madya 
Yogyakarta Stasiun radio yang sebelumnya bernama Mataramse Voor Radio 
Oemroef (MAVRO) ini pertama kali melakukan siaran pada 22 Februari 1934, dari 
Pendopo Pangeran Ngahabehi Ngabean dan Kepatihan, dengan program siaran 
pelajaran Tari Srimpi, serta wayang orang dari Kraton Ngayogyakarta 
Hadiningrat. Ketika Jepang menduduki sejumlah wilayah di Indonesia seluruh 
stasiun radio dilarang melakukan siaran kecuali bergabung dengan Hoso Kyoku, 
sebuah organisasi siaran radio bentukan Pemerintah Jepang yang berpusat di 
Kota Yogyakarta. Saat itu, RRI Yogyakarta menempati salah satu ruangan di 
Gedung Nimly, sekarang Gedung BNI 1946, di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan. 
Pada saat Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, para 
angkasawan berhasil menguasai pemancar dan semua peralatan siaran Hoso 
Kyoku. Pemancar dan peralatan siaran inilah yang digunakan untuk 
mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh 
kawasan Nusantara maupun ke luar negeri. Ketika Kota Yogyakarta diserbu 


Belanda pada 19 Desember 1948, RRI Yogyakarta menyiarkan tiga mata acara 
yang sekaligus menandai penutupan sementara stasiun radio tersebut selama 8 
bulan. Ketiga mata acara tersebut adalah pengumuman Pemerintah, amanat 
Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia, dan Amanat Wakil Presiden. 
Meskipun demikian, RRI Yogyakarta terus melakukan siaran-siaran darurat dari 
daerah-daerah gerilya antara lain Wonosari, Playen, dan Srenggo, hingga 
kembali ke Kota Yogyakarta pada bulan Juni 1949. Dalam perkembangan 
selanjutnya pengoperasian RRI Yogyakarta pindah ke sebuah gedung di Jalan 
Amat Jazuli No 4, Kota Baru, yang sekaligus menjadi pusat perkantoran dan 
operasional siaran serta gedung pemancar di Demangan, Seturan dan 
Kaliurang.Dengan disahkannya Undang Undang Nomor 32/2002 tentang 
Penyiaran, RRI ber- ubah status menjadi lembaga penyiaran publik, yang 
kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 
tentang Lem- baga Penyiaran Publik. Dengan status baru tersebut RRI 
Yogyakarta mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan 
hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan perekat sosial, serta melestarikan budaya 
bangsa: melalui siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4, dan Programa 3 
sebagai Progra- ma Jaringan Berita Nasional. Dalam perkembangannya, siaran 
RRI Yo- gyakarta seakan menjadi “ikon” penyiaran seni dan budaya, pendidikan, 
dan pariwisata dae- rah. Stasiun ini memiliki acara-acara yang per- nah sangat 
melekat di telinga pendengarnya, antara lain “Obrolan Pak Besut", “Ketoprak 
Mataram”, “Wayang Kulit Sasana Hinggil Dwiabad Kraton Yogyakarta”, dan 
“Sandiwara Radio Bahasa Daerah”. Acara-acara ini sangat digemari dan 
ditunggu para pemirsanya. “Obrolan Pak Besut” misalnya, adalah 


raja ali kelana 613 obrolan dalam Bahasa Jawa yang diudarakan sepekan dua 
kali, sejak RRI Yogyakarta masih berstatus sebagai RRI Nusantara II hinga 
Agustus 1982. Para pendengar yang sangat menggemari dan menunggu-tunggu 
acara ini, mengira bahwa Pak Besut merupakan pegawai RRI. Padahal orang tua 
yang sebenarnya bernama Pancratius Suradi Wardoyo itu adalah seorang 
wartawan senior harian Kedaulatan Rakyat. Namun dengan Surat Keputusan 
Menteri Penerangan tertanggal 1 April 1981, Pak Besut diangkat menjadi 
pegawai RRI dan langsung diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. 
Sejak saat itu “Obrolan Pak Besut” diteruskan menjadi “Obrolan Pak Pringgo” 
dan “Obrolan Pak Bares”, hingga sekarang. Demikian juga dengan acara 
Ketoprak Mataram. Acara ini merupakan sandiwara dengan versi lakon kuno 
termasuk Babad Tanah Jawa, namun disajikan sesuai dengan situasi jaman. 
Bahasa Jawa yang digunakan mudah dipahami, dan adegan-adegan disajikan 
berseling antara humor dan serius. Sejumlah seniman yang membesarkan mata 
acara ini antara lain Cokrojiyo, Jayeng Suwardi, Atmohungkoro, Gus Harjo, Bekele 
Tembong dan Basiyo. Siaran “Ketoprak Mataram” diselenggarakan setiap Rabu 
pukul 21.00 s/d 24.00 WIB. Sedangkan pergelarannya sekali sebulan pada hari 
Sabtu pukul 21.00 s/d 01.00 WIB yang disiarkan langsung dari Auditorium RRI 
Demangan, Jalan Affandi Gejayan. Mata acara lain yang juga sangat ditunggu 
adalah “Wayang Kulit Sasana Hinggil Dwiabad Kraton Yogyakarta”. Acara ini 
pertama kali disiarkan pada 11 Januari 1958, dan hingga sekarang berlangsung 
tanpa putus pada setiap Sabtu minggu kedua, pukul 21.00-05.00 WIB. Acara ini 


menampilkan dalang-dalang senior dari dalam maupun dari luar Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan mengambil lakon berdasarkan literatur 
wayang kulit, baik Ramayana maupun Mahabarata. Sebelum pergelaran, 
dilangsungkan “bedah lakon” yang terselenggara atas kerjasama RRI 
Yogyakarta, UGM dan Pepadi Propinsi DIY. Sandiwara radio bahasa daerah yang 
disiarkan setiap Minggu pukul 22.00 s/d 22.45 WIB juga merupakan siaran 
budaya yang digemari hampir ke seluruh pelosok Nusantara. Acara yang 
dimainkan Keluarga RRI Yogyakarta dikemas secara sederhana, berkaca pada 
kehidupan sehari-hari. Beberapa nama yang melekat di telinga penggemar 
Sandiwara Radio Bahasa Daerah RRI Yogyakarta antaralain: Habebari, Bagus 
Giarto, Sumarjono, Hastin, Atas Asih dan Maria Kadarsih. (Tim EPI/KG. Sumber: 
RRI Yogyakarta/Buku 60 Tahun RRI). Radja Ali Kelana (1808-1873). Radja bin Ali 
Radja Moehammad Joesoef Alm Ahmadi yang Dipertoean Moeda Riau. Tercatat 
sebagai pe~ nyusun dasar-da— sar tata bahasa Mela— yu. Pada 23 Juli 1906 
Radja Ali Kelana me~ lahirkan majalah Al Iman pada saat ia ma- sih berstatus 
sebagai kerani kelana atau juru warta keliling Kerajaan Melayu Riau-Lingga. 
Radja Ali Kelana yang bersaudara de- ngan Sultan Riau-Lingga Abdul Rahman 
per- nah diangkat Sultan Johor sebagai penasihat rahasia. Dia dikenal gigih 
melawan politik kolo- nial Belanda. Kepergiannya ke Johor sebe- narnya untuk 
mencari perlindungan dari Sul- tan Ibrahim. la kemudian menikahi salah seo- 
rang dari keluarga Diraja Johor dan diangkat menjadi Ketua Agama Islam, yang 
pengang~ katannya ditentang oleh Belanda. Selain sebagai pelopor jurnalistik 
Melayu, karyanya yang sangat monumental adalah “Gurindam Duabelas" yang 
menjadi pemba-— haru sastra pada jamannya. la juga menulis syair Siti Shianah, 
Suluh Pegawai, Hukum 


614 rcti Nikah, dan syair Sultan Abdul Muluk. Radja Ali Kelana patut diangkat 
jasanya dalam penulisan Sejarah Melayu. Karena itu pula, untuk mengenang 
perjuangannya sebagai perintis dan pelopor jurnalistik Melayu, namanya 
diabadikan oleh PWI Cabang Riau sebagai nama Anugerah Lomba Karya 
Jurnalistik yang diperebutkan setiap tahun. (Tim EPI/AM. Sumber: Buku Wajah 
Pers Indonesia, 2006) Rajawali Citra Televisi Indonesia Stasiun Televisi Swasta 
Nasional RCTI merupakan > stasiun televisi JV f rr swasta pertama di 
Jr Jr Indonesia yang didirikan oleh Rajawali Citra Corporation dan PT. 
Bimantara Citra, sejak Agustus 1989. RCTI hadir di hadapan pemirsa Nusantara 
dengan penampilan prima. Menurut Andy Ralie, Dirut RCTI, penampilan prima 
tersebut diperkuat dengan penayangan program-program lokal yang bermutu 
dan terbaik. “Kita ingin ada hubungan baik antara masyarakat RCTI dan kita, 
masyarakat RCTI dan masyarakat luas, ” katanya. Dengan visi tesebut, lanjut 
Ralie, dibuat mission statement yang jelas. Program-program RCTI dituntut 
tersaji dengan baik terutama pemberitaan (feature) yang mengena terhadap 
kepentingan masyarakat serta pembangunan bangsa. Hal ini sengaja dilakukan 
pihaknya untuk menjadi satu alternatif media elektronik, dibandingkan dengan 
media dari luar negeri. Pihaknya berupaya mengarahkan program-program 
bersifat lokal. “Kita telah mencapai angka 6596”, ungkapnya. Seperti program 
tayangan olah raga lewat saluran olah raga RCTI yang banyak mendapatkan 
respon dari masyarakat luas. Program hiburan dan informasi juga mendapatkan 


porsi sama. “Khusus program hiburan, kita sudah capai 65% lokal, dan segera 
kita tingkatkan lagi, ” ujar pria kelahiran Medan ini. Misi yang diemban televisi di 
bawah bendera Bimantara Grup ini mencakup dua aspek. Aspek ke dalam, kata 
Ralie menyangkut masalah kesejahteraan dan kepentingan karyawan, dan aspek 
keluar tetap menyajikan beragam program informasi, hiburan dan olah raga. 
Program olah raga dunia, seperti Liga Italia, ATP Tour, dan Kejuaraan Dunia Bulu 
Tangkis mewarnai tayangan eksklusif RCTI. “Seperti Tour De France kita 
informasikan secara tuntas lewat media layar kaca, ” paparnya. Semua ini, 
lanjutnya, merupakan komitmen manajemen untuk memasyarakatkan cabang 
olah raga tersebut. Untuk perkembangan ke depan, terutamaproduksi-produksi 
lokal berupa sinetron, ten- tu harus dikerjasamakan dengan baik dengan- 
rumah-rumah produksi, agar sinetron anak negeri dapat diterima masyarakat 
dan menja di tuan rumah di negeri sendiri. Klasifikasi profil konsumen bagi 
RCTI me~ rupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan agar bisa tetap survive. 
“Kita created produk yang siap ditayangkan. Tentu dikorelasikan dari segi usia, 
sosio demografi dan kebutuhan mereka,” katanya. Jadi nantinya program-pro- 
gram itu betul-betul perspesifik atau sesuai kebutuhan. Fenomena media 
elektronik tak lama lagi muncul neurocasting. Terlihat dengan bermunculannya 
program-program acara sem perti CNN, Discovery, ESPN, HBO dan Cartoon Net- 
work. Meski demikian broadcasting tetap ada dan masih dibutuhkan. Sedangkan 
media interaktif lainnya merupakan alternatif bagi pemirsa untuk melengkapi 
kebutuhannya. Slogan “RCTI Oke" tetap melekat dan men~ jadi trend image 
bagi dunia pertelevisian In- donesia. Agaknya slogan ini terasa memasya-— rakat 
karena didukung misi RCTI yang tidak saja meraup untung tetapi melakukan 
kegiat- an sosial, tentu saja dimaksudkan mengambil simpati publik. Misalnya, 
kegiatan pesantren nusantara, lomba adzes, dialog segitiga, pasar murah, 
warung peduli. Kegiatan terakhir me- realisasikan 2.000 warung yang dimotori 
Ya- yasan Janur Kuning. Selain berkomunikasi lewat kegiatan offair, RCTI 
menyelenggarakan program “Mega Bintang", “Adi Pariwara”, 


rcti 615 “Marketing Gathering”. "Jadi tanpa dibarengi dua misi di atas (mencari 
untung dan tugas sosial) slogan “RCTI Oke "tidak ada artinya. Sebagai pelopor 
televisi swasta di tanah air, RCTI selalu muncul sebagai trend setter. Untuk itu, 
menurut Ralie, perlu di-created sesuatu yang baru. Ada beberapa terobosan 
yang baru kami hadirkan. Misalkan kerjasama dengan Jawa Pos yang mengulas 
tuntas programprogram tayangan RCTI dengan label saluran nomor satu. 
Beberapa program acara yang menjadi primadona siaran RCTI antara lain 
“Selera Nusantara” yang dipandu oleh Rudy Khaerudin. Acara ini pernah 
mendapat penghargaan untuk kriteria performance saat diikutkan TV Gourmet di 
Perancis. Pada event yang berlangsung pada tahun 1996 tersebut RCTI menjadi 
satu-satunya wakil Indonesia. Di kemudian hari “Selera Nusantara” berganti 
format dengan “Resep Oke Rudy”. Atas prestasinya, Rudy tercatat di Muri 
sebagai presenter masak terlama, sejak tahun 1990 hingga 2004. Penyerahan 
piagam berlangsung di Semarang pada saat HUT ke-15 Muri, tanggal 27 Januari 
2005 oleh Jaya Suprana. Kemudian ada drama komedi tradisional Betawi. Drama 
tradisional ini diangkat RCTI melalui tayangan rutin dengan judul “Lenong 
Rumpi” /yang dibintangi antara lain oleh Harry De Fretes, Ira Wibowo, Robby 


Tumewu, Jimmy Gideon, Ade Libertifa dan Deby Sahertian. “Si Doel Anak 
Sekolahan” (SDAS), yang pertama ditayangkan pada tahun 1996 merupakan 
serial yang sangat ditunggu para pemirsa RCTI. Ceritanya adalah versi modern 
dari novel “Si Doel Anak Betawi" karya Aman Datuk Majoindo dan film berjudul 
sama yang disutradarai Sjumandjaja tahun 1972. SDAS ketika pertama 
ditayangkan melejit menjadi salah satu acara paling terkenal dan mengalahkan 
popularitas produksi-produksi asing yang saat itu mendominasi televisi 
Indonesia. Serial sebanyak 77 episode ini dibintangi antara lain oleh Rano Karno, 
yang berperan sebagai si Doel, Maudy Koesnady, Benyamin S, Mandra, dan 
Basuki. "Katakan Cinta” juga menjadi acara reality show yang menjadi favorit 
bagi pemirsa RCTI. Program ini merupakan hasil pengembangan dari satu acara 
beken yang berusia lima tahunan di Radio Prambors, “Katakan Cinta” dan 
“Siapp” (Siaran Paling Pagi). Rating acara ini juga melonjak ke angka 10 sejak 
episode keempat. “Kami ingin ajarkan melalui acara ini ten— tang sportivitas 
dan percaya diri,” papar Ve— na Annisa, produser sekaligus presenter acara ini, 
yang sekarang juga dikenal sebagai prem senter untuk VOA. Program ini berhasil 
meraih Panasonic Award untuk kategori acara reality show terfavorit. Sejak 
tahun 1992, sosok Pepeng memang sangat identik dengan Telekuis “Jari-jari” - 
nya. Telekuis berdurasi 3 menit ini selalu tampil fresh, “gila”, danngocol, lengkap 
de~ ngan gaya Pepeng yang doyan mengecoh pe~ serta. Dengan bekal ini, 
tanpa sengaja men~ ciptakan nada suara teriakan “Jari-jari!” (im ngat, huruf "i” 
harus dibaca longgar, sehing- ga mirip “e") yang naik ke atas. Tak tanggung- 
tanggung, dalam waktu dua jam jumlah pe- mirsa yang mencoba menelepon 
bisa menca- pai 6.000 penelepon. Selain acara-acara di atas RCTI juga me- 
nyajikan sebuah mata acara yang dikemas se- cara menarik dan atraktif. Tak 
dapat dimung- kiri, program yang ditayangkan setiap hari Senin pukul 21.00 
WIB selama 1 jam ini, telah melambungkan nama seorang magician ber- nama 
Deddy Cahyadi Sundjojo atau lebih dike- nal sebagai Deddy Corbuzier. “Format 
acara yang ditampilkan pada program “Impres- sario" ini agak berbeda dengan 
program-pro- gram variety show lainnya. "Impressario” adalah leader sebuah 
program variety show yang ada saat itu," ungkap Deddy. Selain musik, 
“Impressario” juga dilengkapi hibur- an komedi dari Komeng dan kawan-kawan, 
dan tak ketinggalan fashion show. Saat men~ jadi bagian dari “Impressario”, 
tahun 2002 Deddy mendapat penghargaan Muri setelah berkeliling kota Jakarta 
dengan menyetir mo~ bil sambil menutup mata. (Tim EPI/KG. Sum- ber: 
Wikipedia) 


616 rahajoe - rahastoeti adhitama Rahajoe 

Majalah Bulanan Majalah ini berukuran 15 cm x 20 cm. Tebalnya rata-rata 48 
halaman, namun dari bulan ke bulan urutan halaman itu bersambung, sehingga 
dalam setahun atau duabelas edisi yang jumlah halamannya mencapai ratusan. 
Rahajoe yang terbit tahun antara tahun 1930 hingga 1940an menggunakan 
huruf Jawa, dengan isi rubrik meliputi artikel sosial, budaya, pendidikan, dan lain- 
lain. Setiap tahun penerbitan, majalah tersebut ditandai dengan candrasengkala 
yang sekaligus sebagai motto. Contohnya, majalah terbitan tahun 1936 ditandai 
motto “Kasarireng Rasa Ngesti Jati”. Peredaran Rahajoe cukup luas, menjangkau 
kota-kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan kota-kota lain di Jawa. 


(Tim EPI/TS. Sumber: Reksa Pustaka) Rahastoeti Adhitama Madiun, Jawa Timur, 
19 Februari 1935 Dalam sebuah acara wisata keluarga di Mesir, 1975, Toeti dan 
kedua anaknya mengitari piramid sambil duduk di punggung unta. Balik ke 
tempat suaminya, menunggu bersama pemilik ketiga unta, segera terjadi 
perdebatan antara suami Toeti, Wahyu Adhitama, dan pemilik unta, yang 
menuntut sewa ekstra. “Sementara itu, kami bertiga terkatung-katung di 
punggung unta, tidak tahu cara turun dari punggung hewan jangkung itu,” tutur 
Toeti. Setelah tuntutan pemilik dituruti, dengan sedikit aba-aba, unta langsung 
menekuk kaki. Selamatlah Toeti dan kedua anaknya. Sebagai ahli Komunikasi 
Antar-Pribadi, dan sejak 1983 mengajarkan ilmu ini di Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, 
UI, selain memberikan kuliah Psikolinguistik di Jurusan Inggris Fakultas Sastra, 
Toeti tenang menanggapi kejadian itu: “It was a friendly persuasion dari pemilik 
unta, agar suami saya membayar lebih banyak,” katanya. Dalam ilmu 
komunikasi, Toeti mendapat gelar Master dari Universitas George Washington, 
AS, 1974. Ia sudah berpraktek di media massa sejak 1959, sebagai penerjemah 
dan penyiar Radio Australia di Melboume. Terakhir - selain memimpin majalah 
Eksekutif, Toeti aktif di TVRI. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
pernah memberinya penghargaan sebagai pembaca berita terbaik. Setiap hari, 
Toeti memulai kesibukannya pukul 5 pagi. Rambutnya tetap pendek, cara 
berpakaiannya pun selalu ringkas dan rapi. Sem jak SMA, penampilan Toeti 
sudah begitu. la sum ka warna putih, hitam, dan cokelat muda. Ayahnya, 
Prayitno, adalah pensiunan ABRI. Toeti, anak sulung dengan empat adik, men- 
gaku masa kecilnya tidak gemerlapan. Pada za- man Revolusi, ayahnya turun 
ke medan perang. la dititipkan kepada tantenya, dan harus berpisah dengan 
adik- adiknya, yang ikut sau- dara-saudara lain. Mereka berkumpul kembali 
setelah Toeti tamat SMP Ia rajin bersenam, bo~ ling, bridge, dan golf. Yang 
terakhir ini biasa di- lakukannya di lapangan Rawamangun. Toeti mengenyam 
pendidikan di SD Ce- mara II, Solo (1947), SMP I, Pekalongan (1951), SMA Budi 
Utomo, Jakarta (1954), Fakultas Sas- tra UI, Jakarta (B.A., 1957), Universitas 
Virginia, AS (1962-1963), Universitas George Washing- ton, AS (M. A., 1974). 
Kariernya juga sangat be- ragam yakni penyiar radio Voice o f America (1963- 
1975), Editor Hemina (1975-1976), Penyiar TVRI (1976-sekarang), Dosen tidak 
tetap Fakul-— tas Sastra (1979-sekarang) dan FISIP UI (1983- sekarang), dan 
Wakil Pemimpin Umum/Pemim—- pin Redaksi majalah Eksekutif (1979). Kegiatan 
lain yang layak untuk dicatat adalah Manajer PT. Inscore Adcom (1977-1980), 
Anggota Kelompok Kerja Menteri P & K (1980- 1983), Anggota Dewan Kurator 
LPPM (1984- sekarang).(Tim EPI/AM. Sumber: Wikipedia) 


rakjat beijoang - rakyat merdeka 617 R 2 5 SBELUM MATAHARI 1954.-BERSINAR 
E JS"**""! EMEfIINTAH AKAN PUTUSKAN UNIF. laagFi iHBI 
INrtONESIA/HEIANBA  $9” 24 PERSOALAN IRIAN BARAT ygg£ M & ii 
t.N«Ukh OC&Sjw $2* i@ RakjatBerjoang Suratkabar HARIAN M@ "1 wati! h w 
kMW Koran terbit di Makassar tahunl950. Rakyat Berjoang (RB) diterbitkan oleh 
Jajasan Penerbit Rakjat Berjoang yang beralamat di Jalan Chairil Anwar 28 
Makassar. Berbekal slogan “Objektif, Kritis & Konstruktif”, RB menyajikan berita- 
berita yang tak kalah dari koran nasional. Lembaran-lembarannya disesaki 
dengan berita-berita nasional yang dikutip dari Kantor Berita ANTARA. Perhatian 


yang besar terhadap perkaraperkara nasional itu membuat berita-berita lokal 
hanya mendapatkan ruang sempit di halaman 1 dan 2. Biasanya, berita lokal 
disisipkan di rubrik “kabar kota” atau “aneka warta sulawesi” di halaman 2. Di 
ruang yang secuil itu, biasanya redaksi juga menyajikan potongan-potongan 
berita, seperti di rubrik “warnawarni” di halaman 1. Empat halaman suratkabar 
ini terlihat kurang hidup karena tidak ada foto-foto yang mendampingi berita, 
padahal kala itu suratkabar lain sudah dilengkapi foto-foto atau ilustrasi gambar. 
Namun, dari segi penataan rubrik, harian yang dijual dengan harga Rp 0,75 ini 
terbilang cukup rapi dan menarik, sehingga mata pembaca dijamin tidak akan 
jemu ketika membacanya. (Tim EPI/KG. Sumber: Rhoma Dwi Aria 
Yuliantyri/Indonesia Buku/Jumas) Rakyat Merdeka Suratkabar Harian Diterbitkan 
pertama kali pada tanggal 22 April 1999, oleh hampir seluruh mantan wartawan 
dan karyawan koran harian Merdeka. Di bawah gemblengan manajemen Grup 
Jawa Pos, secara perlahan Rakyat Merdeka berhasil menembus tiras 172 ribu 
eksemplar (data: 1 Desember 2007). Terbit 20 halaman setiap hari, Rakyat 
Merdeka adalah koran segmented yang membahas tuntas semua berita politik & 
bisnis dalam negeri. Rakyat Merdeka dibaca oleh hampir semua anggota 
MPR/DPR dan para pengambil keputusan di negeri ini, serta menjadi bahan 
bacaan wajib dan referensi penting bagi para politikus & pebisnis. Selain sebagai 
koran politik & bisnis, Rakyat Merdeka juga tampil sebagai koran ekonomi plus 
hiburan yang layak dipercaya, yang disajikan melalui suplemen Probisnis. 
Suplemen delapan halaman ini secara tuntas mengulas per 


618 rambu kota kembangan dunia bisnis saat ini melalui berbagai informasi 
ekonomi baik makro dan mikro, luar dan dalam negeri. Berdasarkan hasil survei 
media AC-Nielsen Rakyat Merdeka dibaca oleh 700 ribu pembaca yang secara 
empiris memiliki basis pembaca di wilayah Jabodetabek (65%), serta tersebar 
secara luas dan merata di kota-kota yang dipandang sebagai sentra bisnis di 
Indonesia seperti Bandung, Medan, Lampung, Padang, Cirebon, Palembang, dan 
lain-lain dalam kisaran antara 3,5% hingga 8%. Dari survei di atas Rakyat 
Merdeka dibaca oleh pembaca pria (65%) dan 35% kaum wanita, serta 
terbanyak dibaca oleh golongan usia antara 18 hingga 29 tahun (3596), 30 
hingga 39 tahun sebanyak 25%, 40 hingga 49 tahun sebanyak 22%, dan mereka 
yang berusia di atas 50 tahun sebanyak 18%. Melihat latar pendidikan 
pembacanya, wajar jika Rakyat Merdeka digolongkan sebagai koran dengan 
segmen pembaca kelas menengah. Dari seluruh pembaca Rakyat Merdeka, 55% 
di antaranya termasuk golong ekonomi sosial kelas A. Sedangkan kelas B, C, dan 
D masing-masing 19%, 23%, dan 3%. 32% dari mereka adalah lulusan perguruan 
tinggi, 56% lulusan SLTA, 7% lulusan SLTE? dan sisanya (5%) lulusan SD. Rakyat 
Merdeka yang tergolong koran semi broadsheet atau junior broadsheet -dengan 
areal cetak 327 mm x 540 mm, dicetak dengan delapan halaman berwarna (Tim 
EPI/KG/Istimewa) Rambu Kota Suratkabar Harian Koran 
berformat tabloid ini didirikan pada tanggal 1 Juli 2006 -bertepatan dengan Hari 
Bhayangkara ke-60, oleh Yayasan Masyarakat Peduli Polri (Maduri), sebuah 
lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap permasalahan Polri. 
Sebagian besar pendiri LSM ini duduk sebagai Dewan Redaksi di tabloid Rambu 
Kota. Tujuannya supaya dapat PEMBAWA SUARA KEADILAN mengawasi peran 


tabloid ini sehingga tidak keluar dari keinginan pendirinya sebagai lembaga yang 
mengkritisi dan mendukung kegiatan Polri dalam melaksanakan tugas mulianya 
sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat. Susunan dewan redaksi tabloid ini 
adalah Darmilus Adam (Ketua Maduri), Upa Labuhari (Bendahara Maduri) dan 
Luthin Panjaitan, SH. Sedangkan pelaksana penertiban ini diserahkan kepada 
Upa Labuhari sebagai Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi. Sedangkan 
Redaktur Pelaksana diserahkan kepada Pujatmoko, dibantu beberapa orang 
redaktur dan reporter. Tabloid yang awalnya terbit 10.000 eksem-plar ini 
diedarkan secara gratis kepada selu- ruh lembaga penegak hukum mulai dari 
Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan masyarakat yang sedang berhubungan dengan 
pelayanan Polri seperti mengurus STNK dan SIM di Polda Metro Jaya. Selaku 
Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Rambu Kota, Upa Labuhari menye- 
butkan, walaupun peredaran tabloid ini terus mangalami pasang surut, tetapi 
penyeleng- gara tidak pernah merasakan hal itu sebagai hambatan. Sebab 
tabloid ini sudah memiliki pembaca tersendiri, bukan hanya di kalangan para 
penegak hukum, khususnya Polri, tetapi juga masyarakat umum. Alamat Kantor 
Redaksi Tabloid RAMBU KOTA: Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Kav 52-52, 
Gedung Akademi Pariwisata Lt. III Jakarta 12190. Telepon (021) 52920422. Fax 
(021) 52920422. Email: rambukota@yahoo.com. Website: www.rambukota.com 
(Tim EPI/KG/- Istimewa) 


ruu keterbukaan informasi publik - rapat redaksi 619 Rancangan Undang Undang 
Keterbukaan Informasi Publik Salah satu Rancangan Undang Undang (RUU) yang 
sedang dibahas di DPR RI -setidaknya hingga Ensiklopedi Pers ini disusun— 
adalah RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Penyusunan RUU ini 
tentu saja sejalan dengan berlangsungnya era reformasi. Beberapa 
pertimbangannya adalah: a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok 
setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 
merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional: b. Bahwa hak 
memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi 
publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung 
tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik: 
C. Bahwa kebebasan memperoleh informasi publik merupakan sarana dalam 
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan 
badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan 
publik; d. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya 
untuk mengembangkan masyarakat informasi. Asas (R)UU ini adalah (1) Setiap 
informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna 
informasi publik. (2) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap 
pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara 
sederhana. Sedangkan tujuan (R)UU ini adalah: a. Menjamin hak warga negara 
untuk mengetahui rencana pembuatan program kebijakan dan proses 
pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan 
publik; b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 
kebijakan publik; c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam 
pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; d. 
Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, 


efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. 

Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup 
orang banyak; f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa: dan g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan 
informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi 
yang berkualitas. Di dalam (R)UU KIP ini diatur tentang hak dan kewajiban 
pemohon dan pengguna informasi publik dan badan publik: informasi yangwajib 
disediakan dan diumumkan: informasi yang dikecualikan: mekanisme 
memperoleh informasi: komisi informasi: keberatan dan penyelesaian sengketa 
melalui komisi infor- masi: hukum acara komisi: gugatan ke peng— adilan dan 
kasasi: sanksi. (Tim EPI/Wid) Rapat Redaksi Di lingkungan industri media massa, 
rapat redaksi (editorial meeting) merupakan lem- baga yang sangat penting 
untuk diseleng- garakan selain berbagai jenis rapat lainnya di bagian 
nonredaksi. Begitu pentingnya rapat redaksi ini sehingga setiap hari diseleng- 
garakan dan bahkan dalam sehari bisa dise- lenggarakan lebih dari sekali, 
misalnya rapat pagi dan rapat sore. Rapat redaksi juga dise- lenggarakan 
secara rutin yang periode penye- lenggaraannya lebih lama, misalnya rapat 
mingguan atau bulanan. Tujuan utama rapat rutin ini, khususnya yang 
diselenggarakan setiap hari, umumnya untuk mengevaluasi isi atau sajian media 
yang telah diterbitkan hari itu dan kemudian mem- buat perencanaan topik 
liputan untuk terbit- 


620 redaktur pelaksana an esok hari. Sesuai dengan tujuan tadi, maka rapat 
lazimnya diikuti para unsur pimpinan redaksi (pemimpin redaksi, wakil pemimpin 
redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, asisten redaktur, dan para wartawan serta 
unsur pendukung lainnya). Meskipun komunikasi antarmereka dewasa ini telah 
dipermudah dengan teknologi telekomunikasi sehingga dimungkinkan untuk 
menyelenggarakan rapat jarak jauh, tetapi rapat yang bersifat tatap muka 
langsung masih diselenggarakan oleh banyak perusahaan media hingga kini. 
Sesuai dengan sifat rapat yang rutin tadi, maka waktu rapat dapat 
diselenggarakan secara cepat dan tidak bertele-tele. Di lingkungan media 
penyiaran, seperti ditulis Helena Olii dalam bukunya Berita & Informasi Jurnalistik 
Radio (Penerbit PT Indeks, 2007), rapat redaksi juga dinilai merupakan persiapan 
kegiatan yang sangat penting bagi setiap lembaga yang bergerak di bidang 
produksi berita, termasuk lembaga penyiaran radio. Bahkan dia mengamati 
bahwa meskipun kegiatan rapat redaksi ini sangat menentukan mutu berita yang 
dihasilkan, belum banyak radio yang menerapkan kegiatan ini secara rutin. 
Seperti halnya di lingkungan media cetak, pada rapat redaksi di lingkungan 
media penyiaran juga terjadi pertukaran, penajaman, dan pematangan ide 
berita. Pada rapat redaksi juga berlangsung perencanaan awal yang menjamin 
disajikan berita terbaik kepada pendengar. . Mengutip Tbrben Brandt dkk (2001) 
dalam Jurnalisme Radio, Helena Olii mengungkapkan beberapa manfaat rapat 
redaksi bagi para reporter sebelum mereka melakukan tugas peliputan. Pertama, 
komunikasi terjalin lancar. Melalui rapat setiap reporter dan redaktur saling 
mengenal rekan sekerjanya, mulai dari pandangan-pandangannya, karakter, 
cara menyampaikan gagasan sampai ke cara yang terbaik untuk berdebat. 
Kedua, gagasan menjadi tajam. Reporter atau wartawan dan redaktur akan jadi 


terbiasa mengungkapkan dan mempertajam gagasan. Ketiga, liputan akan lebih 
terencana. Ide-ide berita yang dihasilkan dari rapat redaksi juga akan terencana 
dengan lebih matang dan rapi. Topik dan sudut (the angle) liputan menjadi lebih 
jelas dan tajam, narasumber yang dihubungi su-dah dirancang dari awal, 
pertanyaan yang akan diajukan sudah lebih jelas. Selain itu tidak akan terjadi 
tumpang-tindih tugas dan tanggung jawab. Rapat redaksi harus dilakukan setiap 
hari, yang idealnya setiap pagi sebelum reporter tu- run mencari berita ke 
lapangan. Misalnya, se~ tiap pukul 08.30 pagi WIB atau dijadwalkan pada sore 
hari atau malam hari sesudah berita disiarkan. Jika jadwal malam hari yang dipi- 
lih, selain untuk menentukan topik esok hari, forum itu bisa dipakai sekaligus 
sebagai wa~ dah evaluasi atas berita-berita yang baru di~ siarkan. Lamanya 
rapat sekitar 15 menit, efek— tif dengan tidak ada pembicaraan yang tanpa isi. 
(Tim EPI/Wid) Redaktur Pelaksana Dalam struktur organisasi redaksi sebuah 
perusahaan media massa, redaktur pelak— sana (redpel) umumnya langsung 
berada di bawah pemimpin redaksi (pemred) atau wakil pemimpin redaksi 
(wapemred). Posisi ini menggambarkan bahwa redpel merupakan “kepanjangan 
tangan” pemred atau wapem— red. Secara teknis ia bertugas mengoperasikan 
atau menjabarkan berbagai kebijakan redak- sional yang telah ditetapkan oleh 
pemred/- wapemred. Tugas berat inilah yang menye- babkan posisi redpel diisi 
oleh minimal seo- rang dan dibantu beberapa orang wakil redpel atau posisi 
redpel itu dijabat oleh beberapa orang. Ini sangat tergantung skala perusahaan 
media massa bersangkutan. Posisi redpel yang demikian penting itu dengan 
sendirinya harus diisi oleh para war- tawan senior yang sudah memiliki banyak 
pengalaman di lapangan maupun pengalam- an memimpin di lingkungan 
redaksi. Karena 


republik - republika 621 itu sebelum menjabat redpel, biasanya orang yang 
dipilih sebagai redpel itu sudah pernah menjadi redaktur bidang, bahkan 
sebaiknya pernah menduduki posisi beberapa redaktur bidang, misalnya sebagai 
redaktur kota, redaktur politik, dan redaktur olahraga atau redaktur ekonomi. 
Pengalaman yang luas ketika menjadi redaktur bidang itu pun belum dianggap 
cukup ketika seseorang dipromosikan sebagai redpel, karena yang bersangkutan 
juga harus paham masalah etika pers dan hukum pers serta berbagai peraturan 
yang berkaitan dengan media massa. Bahkan seorang redpel juga harus 
memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Dalam menjalankan teknis operasional 
keredaksian tersebut redpel harus menyelenggarakan rapat-rapat harian untuk 
membahas serta merancang sajian media massa edisi esok harinya. Rapat 
dimaksud dalam sehari bisa diselenggarakan beberapa kali, misalnya rapat pagi, 
rapat siang, dan rapat petang hari. Materi rapat pagi seringkali harus dikoreksi 
kembali pada rapat siang atau rapat petang sehubungan dengan terjadinya 
peristiwa terbaru yang dinilai menarik perhatian masyarakat luas. Rapat terus- 
menerus seperti itu bagaimanapun menyita tenaga dan pikiran sehingga posisi 
redpel yang diisi oleh beberapa orang tadi menjadi sangat relevan, karena 
dengan formasi seperti itu mereka bisa saling bergantian. Harap maklum, “dapur 
redaksi" harus selalu di bawah pengelolaan serta pengawasan redpel, dari pagi 
hingga larut malam ketika sebuah koran, misalnya, selesai dicetak. Untuk sedikit 
meringankan beban tugas redpel, ada perusahaan penerbitan yang sengaja 


mengangkat seorang redaktur malam atau redaktur teknis, yang tugasnya 
benar-benar terfokus pada berbagai persoalan teknis di lingkungan “dapur 
redaksi”. Dengan demikian jajaran redpel pun masih memiliki waktu untuk 
melakukan lobi-lobi ke luar perusahaan, terutama untuk mewakili pemred atau 
wapemred dalam membina hubungan eksternal keredaksian atau perusahaan. 
(Tim EPI/Wid) Republik Suratkabar Harian Koran 
harian umum yang terbit di ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang, ini 
tergolong-berusia tua. Koran yang beralamat di Jalan Kepodang No. 20, 
Semarang tersebut, pertama kali terbit tanggal 1 April 1957. Penerbitnya adalah 
Yayasan Warta Tempo. Republikterbit berdasarkan Surat Izin No. 0390/Per/SK/- 
Dir/SIT/71 tertanggal 1 September 1971. Sejak awal penerbitannya, Republik di- 
cetak hanya 4 halaman. Tercatat sebagai Pe- mimpin Umum dan Pemimpin 
Redaksi adalah Chandra Nainggolan. Republik yang beroplah 10.000 eksemplar, 
beredar di Kota Semarang dan sekitarnya. Koran hanya beredar hingga 
dasawarsa 80-an. (Tim EPI/TS) Republika 

Suratkabar a dalah koran nasional yang dilahirkan oleh xxkomunitas Muslim di 
Indonesia, dan di- latarbelakangi oleh kehadiran Ikatan Cendeki- awan Muslim 
se-Indonesia (ICMI), yang ber~ hasil menembus pembatasan ketat Pemerin- tah 
untuk mengeluarkan izin penerbitan saat itu, sehingga Republika dapat terbit 
perdana pada 4 Januari 1993. Kehadiran Republika menjadi berkah ba- gi umat. 
Sebelumnya, aspirasi umat tidak men- dapat tempat dalam wacana nasional. 
Kehadir- an media ini bukan hanya memberi saluran ba— gi aspirasi tersebut, 
namun juga menumbuh- kan pluralisme informasi di masyarakat. Karem na itu 
kalangan umat antusias memberi du- kungan, antara lain dengan membeli 
saham sebanyak satu lembar saham per orang. PT. Abdi Bangsa Tbk. sebagai 
penerbit Republika pun menjadi perusahaan media pertama yang menjadi 
perusahaan publik. Mengelola usaha penerbitan koran bukan perkara sederhana. 
Selain sarat dengan modal dan sarat sumber daya manusia (SDM), bisnis 


622 resensi W , REPUF rKA inipun sarat teknologi. Keberhasilan Republika 
menapaki usia 10 tahun merupakan buah upaya keras manajemen dan seluruh 
awak pekerja di ET. Abdi Bangsa Tbk. yang dilakukan oleh perusahaan yang 
menerbitkan koran ini sejak 1993 untuk mengelola segala kerumitan itu. Selain 
dituntut piawai berhitung, pengelola koran juga harus jeli, cerdik, dan kreatif, 
bersiasat untuk tetap bertahan dan memenangkan persaingan. Sejak awal, 
Republika memang dekat dengan “sesuatu yang baru”. Tatkala lahir, Republika 
menggebrak dengan tampilan “desain-blok” yang saat itu belum lazim. 
Republika pun mampu menyabet gelar juara pertama Lomba Perwajahan Media 
Cetak 1993. Tahun 1995, Republika membuka situs web di internet. Republika 
menjadi yang pertama mengoperasikan Sistem Cetak Jarak Jauh (SCJJ) pada 
tahun 1997. Pendekatan juga dilakukan kepada komunitas pembaca lokal. 
Republika menjadi salah satu koran pertama yang menerbitkan halaman khusus 
daerah. Selalu dekat dengan publik pembaca adalah komitmen Republika untuk 
maju. Mulai tahun 2004, Republika dikelola oleh ET. Republika Media Mandiri 
(RMM). Sementara ET. Abdi Bangsa Tbk., naik menjadi perusahaan induk 
(holding company). Di bawah ET. RMM, Republika terus melakukan inovasi 
penyajian untuk kepuasan pelanggan. Segala kreativitas dicurahkan untuk 


sedapat mungkin membuat Republika selalu dekat dan meladeni keinginan 
publik. Sebagai media berbasis keislaman Republika memiliki visi menjadikan 
koran ini sebagai koran umat yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai 
universal yang sejuk, toleran, damai, cerdas, dan profesional, namun 
mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga persatuan Bangsa dan 
kepentingan umat Islam yang berdasarkan pemahaman Rahmatan Lil Alamin. 
Sedangkan misi yang diembannya adalah menciptakan dan menghidupkan 
sistem manajemen yang efisien dan efektif, serta mampu 
dipertanggungjawabkan secara profesional. (Tim EPI/KG. Sumber: Republika 
Online) Resensi Salah satu dari sekian banyak rubrik di media cetak biasanya 
berupa rubrik resensi, misalnya resensi buku atau resensi film. Dengan 
membaca rubrik resensi, pembaca biasanya akan segera mengetahui gambaran 
umum isisebuah buku atau alur cerita sebuah film, yang umumnya berupa buku 
baru atau film baru yang sedang diputar di bioskop. Dengan de— mikian 
pembaca akan memperoleh penilaian atau pertimbangan mengenai plus-minus 
buku atau film dimaksud. Secara etimologis, menurut Alfons Taryadi 


resensi 623 dalam tulisannya berjudul Resensi dan Masalahnya (Buku 
Pengetahuan Dasar Bagi Wartawan Indonesia, Dewan Pers, 1977), istilah resensi 
dipinjam dari kata Bahasa Belanda “recensie” dan berasal dari kata Bahasa Latin 
“recenseo” yang berarti memeriksa kembali, atau menimbang. Dalam pers kita 
istilah-istilah resensi buku (timbangan, pertimbangan atau pembicaraan buku), 
resensi drama, resensi film dan seterusnya, berarti suatu ulasan tentang buku 
(film, drama atau karya seni lain) yang baru saja terbit. Adapun sifatnya bisa 
informatif dan bisa juga bersifat kritis. Dalam Bahasa Inggris, resensi disebut 
“review” yang biasanya dianggap berlainan dengan “kritik” (criticism). Review 
adalah sebuah reportase yang melukiskan “apa, siapa, di mana, kapan, 
bagaimana”-nya suatu peristiwa kesenian. Sedangkan kritik adalah suatu 
evaluasi, penilaian, yang mengundang pendapat dari penulisan tentang suatu 
karya seni (buku dan lain-lain). Perbedaan serupa itu terlihat misalnya pada 
ucapan H. Rosihan Anwar (di depan musyawarah kerja perfilman nasional), 
bahwa apa yang dinamakan "kritik" film Indonesia baru dapat dinamakan review, 
belum tentu criticism. “Kalau anda membaca sebuah buku”, tulis Llewellyn 
Jones, “dan menulis ringkasannya sambil menceritakan bidang yang 
dilingkupinya dan mungkin mencatat tentang gayanya, maka anda menulis 
sebuah review. Tetapi kalau anda bicara tentang buku itu dari segi pandangan 
anda, kalau anda mengatakan apakah menurut anggapan anda buku itu baik 
atau jelek, dengan mengemukakan alasanalasan mengapa anda berpendapat 
begitu, maka anda menulis sebuah kritik". Tetapi menurut definisi yang 
diberikan oleh Webster* s Third New International Dictionary, review bersifat 
informatif dan sekaligus kritis. Sedangkan dari keterangan The Shorter Oxford 
Dictionary, review merupakan penggambaran umum tentang suatu karya seni 
atau kritik atasnya. Dan memang pada kenyataannya, tulis Alfons Taryadi, 
perbedaan antara review dan kritik sering tidak jelas. Review yang ditulis oleh 
George Orwell di Observer dan Partisan Review atau yang ditulis oleh Brigid 
Brophy di London Magazine, NewStatesman atau New York Herald Tribune sama 
sekali tidak hanya bersifat reportase, melainkan juga sangat kritis. Pada akhir 


tulisannya, Alfons Taryadi memberi saran bahwa dalam usaha 
meningkatkanmutu resensi seni dan resensi buku, satu fak— tor yang penting 
adalah perhatian dari pe- mimpin redaksi. Kalau kemampuan editor un- tuk 
menangkap “mood of the day” sangat mempengaruhi pemilihan bidang resensi, 
seperti dikatakan oleh D.A.N. Jones, maka di tangan redaksi, terutama pemimpin 
redaksi- lah terletak kemungkinan perbaikan mutu rem sensi, tapi pertama- 
tama perhatianlah yang tumbuh dari pemimpin redaksi. Usaha per- baikan akan 
lahir bila perhatian sudah ada. Yang dibutuhkan untuk meninggikan mu- tu 
resensi, antara lain bisa disebutkan seba- gai berikut: 1. Cukup tenaga yang 
kompeten untuk- menangani bidang resensi seni dan buku. Pa~ ling baik kalau 
untuk setiap bidang ada orang- nya yang khusus. 2. Kebijakan yang tegas 
dalam seleksi pe~ muatan resensi menjauhkan intervensi komer- sial dalam 
pemuatannya (sistem “amplop” un~ tuk sinopsis pesanan yang dimuat, dll). 3. 

Kesempatan meningkatkan kemam- puan wartawan-penulis resensi 
antara lain be~ berapa kali nonton film yang sama untuk men~ dalami isinya: 
mengikuti penyelenggaraan diskusi antara wartawan-wartawan kebu- dayaan, 
penulis-penulis resensi film/drama dengan kritikus-kritikus yang gualihed (kalau 
perlu kritikus-kritikus kenamaan dari luar negeri): meninjau dapur teater, 
perfilman: mengikuti shooting film: secara dekat melihat kehidupan grup-grup 
drama (beberapa hari hidup di tengah mereka): mengkuti penyeleng- garaan 
workshop tentang resensi seni dan buku. 4. Perpustakaan yang lengkap, dan 
doku- mentasi yang luas: kalau tidak mungkin, seti- daknya, disediakan waktu 
dan fasilitas untuk 


624 retno suyati - revolusioner - riboeth masli mengunjungi perpustakaan- 
perpustakaan, di mana dimungkinkan riset dengan obyek terarah, seperti 
misalnya sejarah film Indonesia, perkembangan teater kita, dll. 5. Tuntutan 
yang keras dari redaksi terhadap mutu tulisan resensi untuk melatih sikap 
sungguh-sungguh wartawan resensen/penyumbang dari luar, dalam menggarap 
tulisan mereka. (Tim EPI/Wid) Retno Suyati Suratkabar 
Berkala Adalah suratkabar berkala yang pernah beredar pada tahun 1891, dan 
diterbitkan oleh Surakarta School. Suratkabar dengan jumlah halaman hampir 60 
halaman tersebut, khusus memuat tulisan-tulisan dan berita tentang 
kebudayaan dan filsafat Jawa. (Tim EPI/TS. Sumber: Reksa Pustaka) 

Revolusioner Suratkabar Harian t Tarian ini terbit dengan 
bekal SIT Deppen liNo. 0123/sk/DPHM/SIT 66 dan SIPKNo. C. 711/AC/RI/II, izin 
Perpeda Djaya Kep. 20/p/7/1968. Tampil sebagai media pembela keadilan, berani 
mengritik yang perlu dan patut dikritik tanpa memandang golongan. Misalnya 
ketika Pemerintah melancarkan kebijakan Gelora Repelita. Presiden Soeharto 
memerintahkan penyebarluasan kebijakan itu ke seluruh pelosok negeri. Atau 
ketika didapati adanya sejumlah oknum ABRI yang tidak membeli tiket saat 
berlayar dengan kapal Pelni. Koran ini menyuguhkan hal besar kepada pembaca, 
yaitu perjuangan untuk mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagai negara-hukum. Semua warga setara di hadapan hukum, pun para 
serdadu. Sebagai daya tarik Revolusioner melengkapi sajian berita dan tulisan- 
tulisannya dengan foto dan ilustrasi grafis, dan dijual dengan harga hanya Rp 
180,-(Tim EPI/KG. Sumber: Rhoma Dwi Aria Yuliantri/Indexpress/Jumas) Riboeth 


Masli Presiden IAA Pengajar di sejumlah perguruan 
tinggi Riboeth adalah salah seorang aktivis periklanan Indonesia yang kiprahnya 
di dunia tersebut terbilang luar biasa. Aktivitas Riboeth bukan hanya di kancah 
nasional melainkan juga malang melintang di tingkat internasional. Berbagai 
organisasi khususnya yang berkaitan dengan dunia periklanan pernah ia 
masukidan bahkan memimpin organisasi-organisasi tersebut. Tahun 1996-1999 
Ketua PPPI DKI Jakarta, 1999-2002 Ketua Umum PPPI, 20022005 Ketua Umum 
PPPI, 1999-2005 Presidium Dewan Periklanan Indonesia, 1999-2005 Board 
Member of AFAA (Asian Federation of Advertising Associations), 1999-2009 IAA 
(International Advertising Association) - Indonesia Chapter President, 2006-2010 
DPP (Dewan Perguruan Periklanan), 2008-2009 World BrandCongress - Mumbay 
India. Pengakuan dunia periklanan terhadap keberadaan Riboeth tentunya 
dilatari oleh bakatnya yang ditunjang oleh pendidikan di bidang komunikasi 
maupun periklanan. Tahun 1978 Riboeth menyelesaikan pendidikannya di Uni 


riuslan paguci 625 versitas Parahyangan Bandung. Tahun 1981 di Asian Institute 
of Journalism, Philippines, dan tahun 1982 University of Manila, Philippines. 
Selain itu pengalamannya yang segudang tentunya menumbuhkan kepercayaan 
bagi siapa pun terhadap kepiawaian Riboeth. Tahun 1978-1982 ia bekerja PREIC, 
Philippines Radio Education and Information Center, 19831986 Fortune 
Advertising, Jakarta, 1987-1988 Patcy Advertising, Jakarta, 1988-1989 The First 
Edition Jakarta, 1989-2010 Strategy Advertising, Jakarta, 1995-1999 labTYD 
INDOnesia & INTERnational, 2000-2010 Ausindo Venture & Associates Pty Ltd, 
2002-2010 AdGOAL, The International e-Organizer, 20062010 Perception Media 
Incorporated, 20092010 Pressmart Media Limited (www.pressmart.com) 
Keseharian Riboeth, yang juga merupakan pemilik perusahaan jasa konsultan 
periklanan, PT Strategi Komunindo, juga disibukkan oleh kegiatan mengajar di 
beberapa perguruan tinggi, antara lain di Universitas Indonesia (Fisip UI), ITKP, 
The School of Advertising, Universitas Al Azhar Indonesia, IBII (Institut Bisnis dan 
Informatika Indonesia), dan Universitas Moestopo (Beragama). (Tim 
EPI/KG/Istimewa) Riuslan Paguci Rigangan, KAb. Kaur, 
13 Nopember 1964 Ketua PWI Cabang Bengkulu Setelah memimpin organisasi 
profesi tersebut selama satu periode (2001-2006), Riuslan terpilih kembali untuk 
memimpin PWI Cabang Bengkulu hingga tahun 2010 mendatang. Perjalanan 
karier Riuslan di dunia jurnalistik tidak terlalu panjang. Dari biodatanya ia hanya 
mencantumkan keterlibatannya di dunia jurnalistik sebagai pegawai negeri sipil 
(PNS) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cabang 
Bengkulu. Pada biodatanya pria yang memiliki hobi tarik suara ini malah banyak 
mencantumkan keterlibatannya di dalam organisasi-organisasi nonjurnalistik. 
Ketika masih duduk di bangku sekolah menengah pertama misalnya, ia 
mencantumkan keterangan pernah duduk sebagai Ketua OSIS. Begitupun ketika 
duduk di bangku sekolah menengah atas, Riuslan tercatat sebagai Sekretaris 
OSIS. Jabatan sebagai sekretaris ini rupanya cukup lekat dengan pengalaan 
berorganisasi Riuslan sebab dari catatan yang dikirimkannya, Riuslan tercatat 
empat kali duduk sebagai sekretaris. Selain sebagai sekretaris OSIS SMAN 2 
Bengkulu Selatan, Rius juga pernah duduk sebagai Sekretaris Senat Mahasiswa 
STIA Bengkulu, Sekretaris IIAMPI Provinsi Bengkulu (1991-1996), dan Sekretaris 


Angkatan Muda Islam Indonesia Bengkulu (1996-1999). sedangkan 
keterlibatannya dengan du~ nia jurnalistik hanya dialaminya ketika Rius- lan 
menjabat sebagai Ketua Lembaga Pers KNPI Provinsi Bengkulu 1989-1991. 
Sebagai pegawai negeri sipil Riuslan ber- untung sempat mendapat 
kesempatan untuk mengikuti Penataran P4 Tingkat Nasional Po~ la 144 jam di 
Cibubur Jakarta (Calon Penatar) pada tahun 1993. Selain itu ia pun sempat 
mengikuti Penataran Kewaspadaan Nasion- al (Tarpadnas) di PPSDP Cibubur 
Jakarta tahun 1995, dan Penataran Kesadaran Bela Negara di PPSDP Cibubur 
Jakarta tahun 1996. Riuslan yang sempat meraih gelar sar- jana bidang 
Administrasi Negara itu menikah dengan Bayu Hartini, yang sama-sama bersta- 
tus PNS. Mereka tinggal di sebuah rumah yang terletak di Jalan Timur Indah 
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. (Tim EPI/- KG/Istimewa) 


RobinsonHamonanganSiregar Anggota Dewan Kehormatan PWI Sekretaris 
Dewan Kehormatan PWI (DKPWI) dijabatnya selama beberapa periode 1988- 
1993, 1993-1998, 1998-2003. Kongres PWI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah 
menetapkan R.H. Siregar menjadi Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat (2003- 
2007). Sedangkan jabatan Wakil Ketua Dewan Pers dipegangnya untuk periode 
2000-2003. . Sebagai wartawan, ia memulai kariernya sebagai sekretaris redaksi 
Mimbar Pengawal, Jakarta (1954-1955), kemudian redaktur majalah ETIKA, 
Jakarta (1954-1955), pemimpin redaksi majalah Partungkoan, Medan 
(19561957), pemimpin redaksi harian UTUSAN, Medan (1956-1959), sekretaris 
redaksi majalah Ragi Buana dari Kelompok Sinar Kasih, Jakarta (1961-1968), 
redaktur pelaksana harian Sinar Harapan, Jakarta (1968-1986), wakil pemimpin 
redaksi Suara Pembaruan, Jakarta (1987-1991, anggota Dewan Redaksi Suara 
Pembaruan (1991 sampai sekarang). Siregar memilih kuliah di Fakultas Hukum. 
“Pada awalnya karena sebagai wartawan saya melihat ketidakadilan- 
ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang kemudian memotivasi saya untuk 
memilih pendidikan hukum”, ungkapnya. Dalam perjalanan berikutnya, Siregar 
makin terlibat jauh dalam kewartawanan maupun hukum. Dari muda Siregar 
sudah aktif berorganisasi. la duduk sebagai wakil ketua Persatuan Pemuda 
Kristen Indonesia (PPKI) 1956-1959, anggota pengurus Gerakan Mahasiswa 
Kristen (GMKI) 1967-1969, ketua Biro Pendidikan/Biro Hukum PWI Jaya 1975- 
1985, direktur Pengembangan Hukum PWI Pusat 1988-1998, anggota Dewan 
Pakar Lembaga Pendidikan Pers Dr. Soetomo 2003, di samping kedudukannya di 
Dewan Kehormatan dan Dewan Pers. Masalah besar yang sangat 
memprihatinkannya adalah suka-duka pencari-pencari keadilan atau mereka 
yang “putus asa” dalam berperkara di pengadilan dan Mahkamah Agung. Siregar 
ikut dalam konferensi hukum se Dunia tahun 1981 di Santo Paulo dan meliput 
konferensi Hukum Laut PBB III tahun 1979 di Jenewa. Dalam konferensi- 
konferensi yang sejak 1958 ini, Indonesia adalah tokoh dan salah satu pelopor 
dengan berlakunya Deklarasi Juanda tahun 1957. Rangkaian konferensi ini 
akhirnya menghasilkan penandatanganan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut 
tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica, sebagai rezim hukum laut 
internasional yang baru. Dengan konvensi ini pula dunia mengesahkan konsepsi 
Indonesia tentang Wawasan Nusantara dan tentang rezim hukum khusus 
mengenai negara kepulauan (archipelagic State). Pentingnya peranan Indonesia 


juga termbukti dengan terpilihnya secara aklamasi Prof. DR. Hasyim Djalal, duta 
besar keliling RI un— tuk Hukum Laut/Kelautan sebagai Presiden pertama dari 
International Seabed Authority (ISBA) yang dibentuk sejak berlakunya kon- 
vensi PBB itu tahun 1984. Ia juga menjadi ke— tua kelompok Negara-negara 
Berkembang dalam masalah hukum laut. Sosok Siregar ternyata punya banyak 
ceri- ta menarik. la piawai memasak. Ketika meng- ikuti Konferensi Hukum 
Laut III di Jenewa akan berlangsung lama, ia memilih hotel de la Poste yang ada 
dapur sendiri. Suatu kali sedang memasak, tiba-tiba room-boy mengetuk pintu 
kamar dan langsung menanyakan ada apa? Rupanya dia mencium bau sesuatu 
yang asing baginya. Kuatir ada kebakaran. Siregar terke— keh. Diajaknya si 
room-boy ke dapur. Siregar sedang menggoreng bawang dan membuat sambal 
goreng. Bau sedapnya memenuhi da— pur. Si room-boy tersenyum. Tak ada 
bahaya. Seterusnya masakan dari "studio Indonesia" sudah menjadi biasa. 
Aman. Lain lagi ketika meliput Konferensi Hukum sedunia di Santo Paulo. Pintu 
kamar hotelnya 


rohana kuddus 627 tiba-tiba diketuk. Ada tiga orang di depan pintu, recepsionist 
dan dua orang room-boy s, yang mencium bau asing yang mencurigakan 
mereka. Lagi-lagi soal bau. Siregar pun kemudian menjelaskan, itu adalah bau 
dari rokok kretek khas Indonesia yang sedang diisapnya. Ketiganya mengatakan, 
ingin mencoba rokok kretek Indonesia. Mereka senang dan meminta lagi untuk 
diisap kemudian. Alhasil, persediaan rokok kretek Siregar pun berkurang. 
Sekarang, dia tak lagi merokok. R.H. Siregar, Ketua Dewan Kehormatan PWI 
Pusat, Senin 14 Januari 2008 pk 03.30 WIB telah meninggal dunia di RS MMC 
Kuningan pada usia 76 tahun. (Tim EPI/SSWJ) Rohana 

Kuddus Kotogadang, 20-12-1884-Jakarta, 17-8-1972), 
Wartawati pertama Indonesia Penggerak perempuan pertama di Minangkabau, 
dan tokoh serta pelopor pendidikan yang mendirikan sekolah keterampilan di 
kota kelahirannya. Rohana tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah umum 
melainkan hanya belajar secara otodidak kepada ayahnya. Meskipun demikian, 
pada usia 8 tahun ia sudah “mengajari” teman-temannya dengan cara bermain 
sambil membaca. Pada usianya yang sangat belia itu Rohana membacakan 
cerita anak-anak dari buku-buku atau suratkabar yang dibelikan ayahnya. 
Teman-temannya sangat terkesan dan terpesona dengan berbagai kisah yang 
dibacakan Rohana. Ketika Rohana bermain sambil belajar dengan teman- 
temannya, ayah dan ibunya sering mendampingi dan turut membacakan buku- 
buku agama, budi pekerti, dan sesekali buku-buku sastra terbitan luar negeri. 
Rohana yang terlahir dengan nama Sitti Roehana adalah putri pertama dari buah 
perkawinan Moehammad Rasjad Maharadja Sutan dan Kiam. Ayahnya adalah 
seorang pegawai Pemerintahan Belanda. Karena ayahnya sering harus 
berpindah tugas, sejak usia 10 tahun Rohana sudah dibawa merantau. Bagi anak 
seusia Rohana pada masa itu, kesempatan ikut merantau bersama orangtua 
merupakan keberuntungan. Di perantauan Rohana banyak melihat hal-hal baru. 
Rohana memang tumbuh dan berkembang di lingkungan terbaik. Selain hidup di 
lingkungan adat dan agama yang kolot dan terbelenggu, Rohana juga beruntung 
karena memiliki ayah yang moderat dan memiliki kegemaran membaca. Hal ini 
tentu saja mendorong Rohana untuk mempelajari banyak hal baik melalui buku, 


majalah, maupun suratkabar. “Guru” Rohana yang sebenarnya dalamhal 
membaca dan menulis adalah orangtua angkatnya, Adiesa, tetangga mereka 
ketika orangtua Rohana merantau ke Alahan Panjang. Berkat upaya isteri Jaksa 
di kota kecil itu, dalam usia 8 tahun Rohana sudah pandai membaca dan menulis 
dalam Bahasa Arab, Latin, Arab Melayu, Bahasa Melayu, dan Belanda. Untuk 
meningkatkan kemampuannya membaca dan menulis ayahnya berlangganan 
buku bacaan anak-anak Berita Kecil yang terbit di Medan. Berkat dukungan 
ayah, ibu, dan orangtua angkatnya, dalam usia belia Rohana sudah memiliki ilmu 
pengetahuan dan wawasan yang luas. Manakala anak-anak seusianya asyik ber- 
main, Rohana malah tenggelam dalam bacaan milik ayahnya seperti buku-buku 
hukum, poli— tik, dan sastra. Rohana sebenarnya mempunyai keingin- an kuat 
untuk bisa mengikuti pendidikan di sekolah umum. Namun, ketika itu, di kota 
tem- pat tinggalnya hanya terdapat sekolah untuk laki-laki, dan anak 
perempuan sangat tidak la~ zim bersekolah. Tahun berganti tahun Rohana 
tumbuh menjadi remaja dengan cakrawala berpikir yang luas. Melalui bacaan 
yang dilahapnya sem hari-hari, Rohana menjadi paham terhadap kon— disi 
perempuan di negerinya. Namun pada usia itu pula Rohana meyakini bahwa 
Islam tidak pernah mengekang pendidikan kaum perem- puan, dan memberi 
hak yang sama dengan kaum pria, setelah mempelajari tafsir Al Quran tentang 
kedudukan kaum perempuan. 


628 rohana kuddus Meskipun memiliki pengetahuan dan wawasan yang 
selangkah lebih maju dari remaja seusianya, Rohana tetap menjunjung tinggi 
adat istiadat dan agama yang mengandung ajaran budi pekerti luhur. Hal itu ia 
perlihatkan ketika dijodohkan dengan seorang pria yang belum pernah 
dilihatnya, dan baru ia ketahui hingga tiba waktunya menikah. Rohana menikah 
pada usia 24 tahun dengan Abdul Kuddus, salah seorang keponakan ayahnya. 
Meskipun suaminya tidak tergolong kaya secara materi perkawinan ini sangat 
membahagiakan Rohana, karena Abdul Kuddus adalah seorang pemuda yang 
memiliki ilmu yang berlimpah, berwawasan luas, dan memiliki jiwa pergerakan. 
Selain dikenal sebagai aktivis pergerakan Abdul Kuddus juga dikenal memiliki 
kemampuan menulis artikel bertemakan sosial, politik, dan hukum. Rohana 
merasa beruntung karena terdapat kesamaan antara ia dan suaminya yakni 
menginginkan perubahan. Jika suaminya menghendaki perubahan situasi politik 
di Tanah Melayu, Rohana berjuang untuk perubahan nasib kaum perempuan. 
Kecintaan Rohana akan membaca dan menulis mendorong Rohana untuk 
mengirimkan tulisan-tulisannya ke koran-koran yang dilangganinya, baik koran 
terbitan Padang, Medan, Batavia, maupun Belanda. Namun keinginannya urung 
ia laksanakan karena adanya kekhawatiran, koran-koran yang akan ia kirimi 
tulisan, tidak berkenan memuat tulisan seorang perempuan. Namun atas 
dukungan Sutan Maharadja, Pemimpin Redaksi Harian Oetoesan Melajoe, 
keinginannya dapat terpenuhi. Bahkan bukan sekadar menyampaikan pikiran- 
pikirannya tentang bagaimana memajukan kaum perempuan, Rohana 
menerbitkan koran khusus untuk kaum perempuan. Tepat pada tanggal 10 Juli 
1912, Rohana berhasil mewujudkan mimpinya dengan menerbitkan Sunting 
Melayu, koran khusus perempuan berslogan “suratkabar perempuan di alam 
Minangkabau. ” Selama memimpin Sunting Melayu Rohana tetap tinggal di 


Kotogadang. la cukup mengirimkan tulisan-tulisannya ke Kota Padang. Artikel- 
artikelnya ditulis tangan karena saat itu Rohana belum dapat menggunakan 
mesin tik. Aktivitas Rohana di Sunting Melayu ini secara tidak sengaja 
mendorongnya terjun sebagai wartawan, profesi yang sebelumnya tidak pernah 
dicita-citakannya. Awalnya, ia menulis hanya karena ingin menyampaikan 
pemikiranpemikirannya yang berupa ajakan kepada kaum perempuan untuk 
bangkit membela nasibnya sendiri terutama hak-haknya. Selepas melahirkan 
anak pertamanya, dan satu-satunya, di Bukit Tinggi pada tahun 1917, Rohana 
mendirikan Roehana School, sekolah kepandaian perempuan, yang dibuka di 
rumah yang ia sewa. Murid-muridnya kebanyakan adalah gadis remaja yang pagi 
hari bersekolah di sekolah umum dan sore hari berminat menambah ilmu 
pengetahuan dan keterampilan. Sam yang, usia sekolah ini hanya dua tahun 
karena Rohana memutuskan untuk pindah ke Lubuk Pakam, Medan. Di kota ini 
Rohana juga menga jar di sekolah Dharma Putra Pusat, dan sesekali menulis 
artikel untuk Perempuan Bergerak. Setelah sempat kembali ke kota 
kelahirannya, Kotogadang, Rohana menetap di Medan, Jakar- ta, Surabaya, dan 
kembali ke Jakarta. Di kota ini, tepatnya tanggal 17 Agustus 1972, Rohana 
meninggal dunia pada usia 88 tahun. Untuk menghormati jasa-jasanya Rohana 
memperoleh penghargaan dari Gubernur Su— matera Utara sebagai “wartawati 
pertama”. Rohana juga memperoleh penghargaan dari Dewan Pertimbangan 
Pers Persatuan Warta— wan Indonesia (PWI) sebagai “Perintis Pers Indonesia”. 
(Tim EPI/KG. Sumber: Biografi Ro- hana Kuddus, Wartawan Perempuan Pertama 
Indonesia, 2005) 


rosihan anwar 629 Rosihan Anwar Kubang Nan Dua, 10 
Mei 1922 Sejak kecil memang mempunyai cita-cita yang tinggi. Pendidikan 
ditempuhnya mulai dari HIS Padang (1935), MULO Padang (1939), AMS-A II 
Yogyakarta (1942), Drama Workshop, Universitas Yale, AS (1950), dan School 
Journalism, Columbia University New York. AS (1954). Usia 21 tahun, ia sudah 
karib dengan pena dan kertas. Dia memang mempunyai cita-cita ingin menjadi 
wartawan. Riwayat pekerjaannya sebagai wartawan dimulai sebagai reporter di 
suratkabar Asia Raja, Jakarta (19431945). Kariernya menanjak sejak ia 
bergabung dengan suratkabar harian Merdeka milik B.M. Diah yang terbit 
pertama kali pada 1 Oktober 1945. Sebelumnya, bersama Joesoef Isak dan B.M. 
Diah ia bergerak merebut Percetakan Djawa Shimbun yang menerbitkan Asia 
Raja, kemudian dijadikan modal untuk mendirikan dan mengembangkan sayap 
Merdeka. Rosihan waktu itu menjabat posisi redaktur utama. Di Merdeka, bakat 
Rosihan makin tampak. Selama menjadi wartawan, ia tak hanya menulis berita- 
berita lepas. Ketekunannya dalam menulis, merangkai dan menafsir fakta 
membuatnya lincah melahirkan beragam buku. Kelihaian menulis yang dimiliki 
oleh Rosihan tak semata-mata berasal dari sekolah formal. la banyak berguru 
kepada Buya HAMKA. Nama ini tetap dikenang sebagai orang yang ikut 
membentuk pribadinya dalam berkarya. Tidak heran, tulisan Rosihan Anwar juga 
seindah tulisan HAMKA. Rosihan tidak hanya lihai merangkai kata. Salah satu 
kelebihan yang dimilikinya adalah ketekunannya dalam mencari dokumen. Jakob 
Oetama menilai Rosihan Anwar sebagai sosok wartawan yang memiliki 
kemampuan dan kebiasaan mengingat, mencatat serta menyimpan impresi 


kejadian-kejadian penting maupun sehari-hari yang sarat dengan persoalan 
kemanusiaan. Didasari daya juangnya yang tinggi, kiprah Rosihan di dunia pers 
makin mantap. Saat terjadi konflik dengan B.M. Diah, Rosihan tak lantas 
kehilangan harapan. Bersama rekan lainnya, Soedjatmoko dan Sanjoto, Rosihan 
mendirikan Pedoman pada tahun 1948. Di media ini Rosihan mengemban tugas 
sebagai pemimpin redaksi. Pada saat hampir bersamaan ia juga menerbitkan 
majalah mingguan Siasat. Di dua penerbitan ini, Rosihan tak hanya bergiat 
mencari dan menyampaikan berita. Dengan tekun, ia juga memberi latihan 
kepada seluruh karyawannya, khusus para wartawan. Pada tahun 1970 Rosihan 
terpilih menjadi Ketua PWI Pusat, menyisihkan B.M. Diah. Meski pada 
tahun-tahun awal terjadi konflik panas yang kemudian melahirkan 
kepengurusan “PWI Kembar" dari sebuah kongres di Palembang, akhirnya 
mereka bisa menyelamatkan PWI hingga langgeng sam- pai sekarang. Rosihan 
menjadi Ketua Umum PWI Pusat dalam kurun 1970-1973, Ketua Pem— bina PWI 
Pusat (1973-1978 dan 1978-1983), Pe- nasehat PWI (1993-1998. Hampir 15 
tahun (1970-1985), ia memimpin pelatihan wartawan melalui Karya Latihan 
Wartawan PWI (KLW- PWI). Selain aktif di organisasi PWI, Rosihan juga menjadi 
anggota Tim Ahli Lemhanas, anggota pengurus Yayasan Tenaga Kerja In- 
donesia, anggota pengurus Asian Mass Co- munication Research and 
Information Centre (AMIC). Pendiri organisasi perusahaan film nasion- al, Perfini 
(bersama Usmar Ismail dkk.-1950) ini, juga ikut main dalam sejumlah film seper- 


630 rosihan anwar ti “Darah dan Doa” (1950), “Lagi-lagi Krisis” (1956), “Karmila” 
(1974) dan “Tjoet Nyak Dhien" (1988). Bersama Ishadi SK dari TVRI, Rosihan 
menjadi producer director/script writer antara lain untuk film dokumenter/sejarah 
seperti “Tanah Toraja”, “Hatta dan Sjahrir di Banda Neira”, “Kerajaan Islam 
Samodra-Pasai”, “UrangTalu”, “Pagaruyung", dan "Perundingan Linggarjati 
1946". Tahun 1953, Pedoman mengalami gejolak hingga goncang dan akhirnya 
mati suri. Penyebabnya, karena keberanian Rosihan menampilkan berita 
pernikahan Hartini-Soekamo yang saat itu sedang memanas dan diserbu kritik 
dari organisasi perempuan. Rosihan dituduh bersekongkol dan dengan tanpa 
ampun, koran ini kemudian dibekukan. Tak hanya koran yang menjadi beku, 
demikian pun hubungan Rosihan dengan Soekarno mendingin. Beruntunglah 
Rosihan masih punya Siasat yang bisa menopang hajat. Menjadi wartawan 
freelance pun ia jalani demi mengokohkan hidup dan pikirannya. Rosihan waktu 
itu masih tetap berharap, Pedoman dapat bangkit kembali. Harapan tersebut 
akhirnya terwujud. Pada masa Orde Baru, Pedoman kembali beredar. Cukup 
lama menghirup udara kebebasan, tahun 1974 Pedoman kembali mendapat 
terpaan. Pedoman dianggap pro-Peristiwa Malari yang membumihanguskan 
Pasar Senen. Pedoman benar-benar tutup usia, bersama dengan 12 suratkabar 
senasib. Rosihan hanya bisa menatap anak asuhannya mati. Tapi ia sadar, 
kekosohgan tak mungkin berlangsung lama. la bangkit bergerak merambah 
suasana lain. Kembali ia mengayunkan pena, menulis buku-buku yang tak hanya 
berbau pers, juga sejarah dan politik. Ia juga berhasil menulis autobiografinya 
yang bertajuk, Menulis Dalam Air, Autobiografi pada tahun 1983. Dalam bidang 
sejarah ia juga mencatat prestasi menggembirakan dengan menulis perjalanan 
Soekarno semasa pembuangan dalam buku berjudul Musim Berganti yang terbit 


1985 dan Petite Histoire: Sejarah Kecil Kota-kota di Indonesia, terbit 2001. 
Terakhir ia juga menulis tentang Gerakan 30 September berdasarkan rekaman 
memorinya di lapangan. Pada usianya yang senja, Rosihan juga tak mau hanya 
berdiam. Ia terus menulis. Khusus untuk para sahabat yang menaungi perjalanan 
hidupnya, ia mempersembahkan sebuah karya, In Memoriam, untuk mengenang 
tokoh-tokoh yang sudah meninggal dunia. Karya itu mulanya tak diniatkan 
menjadi buku. Atas saran Ali Audah, pengarang cerita pendek dan pe- nerjemah 
karya-karya sastra Timur Tengah, Rosihan menimbang ulang dan bersedia 
mem bukukannya. Atas saran berbagai pihak Rosihan kemu- dian 
mengumpulkan tulisan-tulisannya yang tersebar di harian Kompas, Suara 
Pembaruan, Republika, Pikiran Rakyat, Surabaya Post, Gatra, Cek & Ricek, serta 
Panji Masyarakat. Akhirnya terbitlah buku setebal 432 halaman yang memuat 
beragam cerita dan kenangan terhadap 77 tokoh yang dekat dengan Rosihan 
dan turut menyumbangkan tenaga bagi keber- langsungan sejarah Indonesia. 
Selama puluhan tahun menjalani profesi- nya sebagai wartawan ada beberapa 
peristi- wa yang sangat berkesan bagi Rosihan. Per- tama, ketika ikut dalam 
pasukan yang men~ jemput Panglima Besar Soedirman dari daerah gerilya, 
untuk kembali ke Ibu Kota Yogyakar- ta, setelah tercapainya kesepakatan 
Roem Royen, pada tahun 1949. Kedua, menghadiri penyerahan kedaulatan 
dari Ratu Yuliana kepa- da Wakil Presiden RI Mohammad Hatta di Is- tana den 
Dam, Amesterdam, pada 27 Desem- ber 1949. Pengalaman menarik lainnya 
yakni ketika melakukan percakapan intim dengan Bung Kamo di tempat tidurnya 
di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) tahun 1952, yang membahas soal- soal 
sexology. Pengalaman lainnya adalah per- cakapan dengan Letjen TNI Ali 
Murtopo, Ke~ pala Opsus, di dalam pesawat terbang menu- ju Kupang tahun 
1972.(Tim EPI/ES/KG. Sum- ber: TAB/SSM)). 


rudy novrianto - running news 631 Rudy Novrianto Pematang Siantar Nama ini 
identik dengan urusan olahraga. Sejak merintis karier di dunia jurnalistik 
bersama Majalah Berita Mingguan Tbmpo, 1981, pria kelahiran Pematang 
Siantar, Sumatra Utara, ini memang lebih banyak menggeluti rubrik olahraga. 
Begitu juga saat membidani kelahiran Majalah Gatra, 1994, ayah dua anak 
lulusan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor ini juga menangani masalah 
olahraga. la meliput berbagai event olahraga, baik di tingkat nasional maupun 
internasional. Mulai dari Pekan Olahraga Nasional, SEA Games, Piala Thomas dan 
Uber, Asian Games, Piala Eropa, Piala Dunia sampai Olimpiade. Rudy Novrianto, 
juga aktif berkecimpung di organisasi keolahragaan. Di awali sebagai Bendahara 
di Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Jaya pada 1986 hingga 1990. Kemudian, 
ia menjadi Sekretaris SIWO PWI Pusat dibawah pimpinan SumohadiMarsis, 1994- 
1998. Dilanjutkan dengan posisi yang sama saat SIWO PWI Pusat dipimpin Atal S. 
Depari periode 2003-2008. Kegemarannya bermain tenis membawa Rudy 
Novrianto duduk dalam kepengurusan PB Pelti sebagai Staf Media dan Hubungan 
Luar Negeri 1994-2003, pada era kepengurusan Sarwono Kusumaatmadja dan 
Thnri Abeng. Rudy juga pernah menjadi anggota Komisi Media dan Humas KONI 
Pusat 19982003, di bawah Ketua Umum Wismoyo Arismunandar. Kegiatan lain di 
luar liputan olahraga, Rudy pernah menjadi juri pemilihan McDonald Players 
Escort Program ke Piala Dunia 2002. Selain itu juga menjadi juri pada Lomba 


Karya Jurnalistik Turnamen Tenis Wismilak International, sejak 2005, yang mulai 
tahun lalu berubah menjadi Turnamen Tenis Classic Commonwealth Bank. Rudy 
dan kawan-kawan saat di Tompo, juga sempat menerbitkan Buku Piala Dunia 
Dari Montevideo ke Chicago 1994. Juga menjadi editor Buku Program Indonesia 
Bangkit yang diterbitkan oleh KONI Pusat pada 2005. Penghargaan di dunia 
jurnalistik yang pernah diterima Rudy Novrianto adalah Samsung Journalist 
Award 2001. Dia meraih penghargaan untuk kategori berita olahraga yang 
artikelnya dimuat di Gatra, September 2001. Tulisan yang dimuat di rubrik 
suplemen itu mengulas masalah olahraga di Indonesia menjelang Asian Games 
di Busan, Korea Selatan. (Tim EPI/KG/Istimewa) Running News Selain berita yang 
berdiri sendiri, penulisan feature melanjutkan berita yang sudah dibuat 
sebelumnya. Berita berkesinambungan ataurunning news dibuat atas sebuah 
peristiwa be— sar yang menarik minat masyarakat luas. Berita yang 
menghebohkan tidak hanya ditulis sekali, tetapi bisa sampai beberapa hari atau 
ming— gu, bahkan sampai sebulan. Penulisan running news dilakukan melalui 
straight news dan feature. Straight news un— tuk penulisan terhadap 
perkembangan keja- dian, sedangkan feature untuk sesuatu yang ada di balik 
berita (behind the news). Pena- nganan sebuah peristiwa besar selalu berkem- 
bang dari hari ke hari. Perkembangan ini harus menunjukkan kemajuan dari 
beritanya. Mim salnya hari ini menulis tentang aksi peram- pokan sadis yang 
menewaskan satu keluarga. Besok berita yang tampil bukan lagi jalannya cerita 
perampokan, tetapi bagaimana pena- nganan polisi untuk memburu pelakunya. 
Sebuah peristiwa besar pasti menimbul— kan banyak permasalahan yang 
mengikutinya. Di antara masalah itu selalu muncul masalah- masalah yang 
berkaitan dengan unsur kem manusiaan. 


632 rusli haudy Kasus penggerebekan Dr. Azhari di Batu, Malang, 
Jawa Timur merupakan salah satu contoh berita besar. Selain perkembangan 
berita penggerebekan yang menghebohkan itu muncul dari ke hari, juga muncul 
berita-berita ikutan. Unsur human interest banyak terdapat dalam kasus 
tersebut. Misalnya, bagaimana perasaan tetangga Azhari saat terjadi baku 
tembak antara polisi dengan kelompok teroris itu. Masih banyak kisah lain yang 
ada di balik peristiwa tersebut, dan kalau dibuat sebuah feature bisa sampai 
beberapa kali edisi. Sebab, kalau bicara soal kemanusiaan, akan selalu muncul 
dalam sebuah peristiwa. Unsur kemanusiaan tidak akan pernah habis selama 
manusia masih hidup. (Tiip EPI/Wid. Sumber: Buku Panduan Menulis Berita, 
Pengalaman Lapangan Seorang Wartawan, Husnun N. Djuraid, Penerbit 
UPTPenerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2006). Rusli 
Haudy Banjarmasin, 27 Juli 1953 Pengurus PWI Kalimantan Selatan 
Di tingkat Daerah Rusli juga sempat aktif sebagai pengurus PWI Cabang 
Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni sebagai Ketua Bidang Organisasi (1977-1980), 
dan Ketua Unit Wartawan Perbankan (19921997). Rusli mengawali kariernya di 
bidang jurnalistik tahun 1975 sebagai wartawan Suratkabar Harian Gawi 
Manuntung Banjarmasin. Setahun kemudian ia pindah menjadi wartawan di 
Suratkabar Harian Merdeka Banjarmasin. Tahun 1977 Rusli hijrah ke Jakarta dan 
bekeija sebagai wartawan LKBN ANTARA (19771982). Pada saat bersamaan ia 
pun merangkap sebagai wartawan untuk Jurnal Ekuin Jakarta (1980-1982). Pada 


tahun 1984 Rusli dipercaya menjadi Redaktur Pelaksana Majalah Promosi 
Ekonomi. Setahun berikutnya, selama dua tahun Rusli menjabat sebagai 
Redaktur Pelaksana Majalah Infobank (1985-1987). Kariernya melesat ketika 
Rusli masuk ke jajaran redaksi Suratkabar Harian Umum Pelita. Tahun 1999 Rusli 
mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan pemimpin redaksi hingga 
tahun 2008, setelah sepuluh tahun sebelumnya menduduki posisi redaktur 
(19881998). Lepas dari kedudukannya sebagai Pemimpin Redaksi Pelita, Rusli 
menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Suara UKM yang baru dijabatnya beberapa 
bulan terakhir ini. Selain bergelut di dunia jurnalistik Rusli juga terlibat aktif di 
sejumlah lembaga nonjurnalistik antara lain sebagai Manager KoperasiAsuransi 
Indonesia di Jakarta 1981, Staf Bank Duta Kantor Pusat Jakarta 1984, Staf PT 
Alkan Indonesia di Jakarta 1983, dan Staf Pengajar di STEI Jakarta, 1986-1988. 
Menjadi pemimpin memang bukan hal baru bagi Rusli. Sejak masih di kota 
kelahiran nya Rusli sering terlibat di berbagai organisasi dan menduduki jabatan 
strategis. Tahun 1977 hingga 1980 Rusli menjabat sebagai Ketua KN- PI Provinsi 
Kalsel. Pada saat bersamaan ia pun menduduki jabatan sebagai Ketua Perhim- 
punan Sastra Kalsel (1977-1979), dan Ketua Badan Pagelaran Seni Banjarmasin 
(1977-1979). Tahun 1980 hingga 1984 Rusli menjabat sebagai Ketua AMPI 
Jakarta Selatan. Tahun 2001 hingga sekarang Rusli duduk sebagai Di— rektur 
Pusdek (konsultan), Ketua Umum Man jelis Kajian Islam Raudlatul Jannah 2008- 
sem karang, Direktur Islamic Development Studies for Indonesia 2008-2013, dan 
Ketua Forum Usa- ha Kecil-Menengah Indonesia, 2008-2013. Rusli yang 
menempuh pendidikan dasar dan menengah di Banjarmasin, bertekad me- 
ninggalkan tanah kelahirannya guna menun- tut ilmu ke negeri seberang 
(Subaraya), di ko- ta ini Rusli tercatat sebagai mahasiswa Akade- mi Wartawan 
Surabaya (AWS), dan tuntas pa- 


rusli haudy 633 da tahun 1974. Rusli kemudian melanjutkan pendidikannya di 
Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, di Surabaya, dan meraih gelar sarjana 
tahun 1978. Di tengah kesibukannya sebagai wartawan Rusli sempat menempuh 
pendidikan singkat di Asia Management Institut, Filipina, tahun 1986. Seakan tak 
cukup dengan ilmu yang sudah diraihnya Rusli mengikuti berbagai pendidikan 
singkat (kursus) di berbagai lembaga antara lain Kursus P4 Pola 120 Jam tahun 
1980, Kursus Pendidikan Hankam tahun 1978, Kursus Perbankan untuk 
Wartawan -1975, Kursus Pendidikan Wartawan Antara -1979, Kursus Wartawan 
Ihspen -1982, Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI) -1982, Pendidikan Leasing 
Indonesia, Depkeu tahun 1982, dan Kursus Manajemen Bank Mitsubishi, Tokyo 
tahun 1984. Keluasan ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang dimiliki Rusli 
tampaknya bukan sekadar karena pendidikannya (formal/nonformal)yang 
“segudang”, namun juga ia peroleh dari pengalamannya selama melanglang 
bua-na ke berbagai Negara. Dalam catatannya Rus li pernah mengikuti Misi 
Kebudayaan Kalsel ke Malaysia (1977), menjadi anggota Delegasi Pemuda ke 
Bangkok (1978), melakukan Studi Banding Pasar Modal ke Hongkong (1984), dan 
Studi Banding Perbankan ke Tokyo (1986), men~ jadi anggota Delegasi COCI 
Indonesia ke ne- gara-negara ASEAN (1993), menjadi Koordina- tor Liputan Haji 
di Arab Saudi (2007), dan menghadiri Muktamar Rabithah al Alam Isla- mi di 
Makkah (Juni 2008). Rusli menikah dengan Tuti Sumiati, yang memberinya tiga 


keturunan. la dan keluar ganya memilih rumah di Jalan H. Zaini No 37 Yado III 
Radio Dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai tempat tinggal mereka. 
(Tim EPI/KG/Istimewa) 


sabili - sahabat roemah tangga - sakti alamsyah 635 

Sabili Majalah Bulanan Majalah ini secara 
khusus mengangkat persoalan-persoalan keislaman. Semboyannya “Meniti Jalan 
Menuju Mardhotillah Isi Berita”. Sabili terutama memuat artikel-artikel tentang 
kondisi sosial masyarakat, politik, ditinjau dari kacamata Islam Sunni, 
berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Artikelartikel Sabili 
sering mengangkat hal-hal yang mereka sebut sebagai gejala Islamfobia dan 
Kristenisasi yang semakin marak di Indonesia. Di majalah ini, Umat Kristen 
sering disebut sebagai “Kaum Salibis". Pada awal 80-an majalah ini hanya 
beredar di kalangan terbatas, hingga kemudian diedarkan ke publik. Tulisan- 
tulisan Sabili dianggap sangat menggugah dan membangkitkan semangat 
berlandaskan idealisme. Di sisi lain ada sebagian kalangan yang 
menganggapnya cenderung provokatif. (Tim EPI /TS. Sumber: Perpusnas) 
Sahabat Roemah Tangga Suratkabar Mingguan Terbit tahun 
1931 hingga 1932, di Kupang Timur. Penerbitnya adalah badan penerbit J. Sjioen 
dan dicetak di percetakan Boemi Poetera Timoer. Suratkabar berbahasa 
Indonesia ini terbit empat halaman dengan format tabloid. Harga langganan per 
bulan sebesar Rp 1,50. Slogan suratkabar Sahabat Roemah Tangga, adalah 
“Isinya semata-mata segala hal kebaikan dan kegunaan rumah tangga”. 
Berdasarkan slogan tersebut, isi suratkabar yang beralamat di Airmataweg, 
Kupang, tersebut lebih banyak mengenai keluarga dan rumahtangga. Berita- 
berita dan artikelnya sebagian besar terdiri dari masalah pendidikan, kesehatan 
dan agama. (Tim EPI /TS. Sumber: Perpusnas) Sakti 

Alamsyah (Sungai Karang Sumut, 27 Januari 1922 - 
Banjarmasin 28 April 1983), wartawan, perintis dan penyiar RRI Bandung, pendiri 


RT. Pikiran Rakyat Bandung, Direktur PT. Pikiran Rakyat/Pemimpin Umum Harian 
Umum Pikiran Rakyat hingga akhir hayatnya. Pada masa-masa awal revolusi 
kemerdekaan nama Sakti Alamsyah dikenal sebagai penyiar RRI. Hingga tahun 
1946, Sam Saimun (yang merangkap sebagai penyanyi) dan Sakti Alamsyah 
termasukpenyiar yang sangat disukai para pende— ngarnya. Boleh jadi pa— ra 
pendengarnya tidak banyak yang tahu bah— wa Sakti terkenal pula di dunia 
musik, khusus- nya di kalangan pencipta lirik lagu. Dalam ma~ jalah Pedoman 
Radio 1949 dikatakan bahwa di Bandung pada masa itu terdapat gerakan baru 
dalam hal cipta-mencipta lagu. Gerakan ini bertujuan menjalin kerja sama antara 
pencipta lagu dan para sastrawan. Mak- sudnya dalam menciptakan lirik sebuah 
lagu, para pencipta lagu bisa memanfaatkan keahli- an seorang sastrawan. 
Masalahnya pada masa 


636 samawi itu tidak sedikit lirik lagu yang ditulis sendiri oleh para pencipta 
lagunya dinilai kurang berbobot, terutama dalam susunan kalimatnya. Gerakan 
inilah yang telah memunculkan sejumlah sastrawan yang beralih profesi menjadi 
pencipta lirik. Demikian pula di lingkungan RRI Bandung dalam bidang musik, 
ada sejumlah orang yang mencoba menulis lirik, antara lain Sakti Alamsyah, 
Jauhari, dan R. Mathofani. Sekalipun mereka bukan sastrawan, hasil karya 
liriknya dinilai indah, baik dari segi bahasa maupun maknanya. Perlu diketahui 
bahwa nama kedua orang yang disebut terakhir adalah pemusik dan penyanyi 
kondang yang sering tampil di muka corong RRI Bandung. Jauhari adalah 
anggota grup musik langgam modern “Sextet Belaian Sayang” pimpinan Syabar 
Handiman dan Mathofani seorang penyanyi dari “Mathofani Kwartet". Kemudian 
mereka menjalin kerja sama dengan para pemusik dan pencipta lagu terkenal 
yakni E. Sambayon, HermanUkasah, Syabar Handiman, dan Cok de Fretes. 
Adapun Sakti Alamsyah yang di masa itu menggunakan sandi asma S. Alam, 
telah membuat lirik untuk lagu “Bintang Malam”, “Lukisan Malam”, “Bulan 
Sabit”, dan “Mengatur Barisan” yang masing-masing ciptaan Syabar Handiman, 
E. Sambayon, Cok de Fretes, dan Ali. Lagu yang disebut terakhir sangat terkenal 
di kalangan murid sekolah dasar di Jawa Barat dan sering dinyanyikan dalam 
upacaraupacara resmi. Sakti Alamsyah pernah pula mengindonesiakan sebuah 
lagu klasik terkenal yang berjudul Schon Ist Die Nacht. Kemudian tercatat 
beberapa lagu seperti “Tiada Lagi” (Syabar Handiman/Jauhari) dan “Aduh 
Seroja” (Herman Ukasah/Mathofani). Ketika diperdengarkan lewat Orkes Studio 
Bandung di bawah pimpinan E. Sambayon, lagulagu tersebut memperoleh 
sambutan hangat dari para pendengar di Bandung dan bahkan popularitasnya 
meluas sampai ke RRI Jakarta. Seperti “Lukisan Malam” dan “Bintang Malam” 
tatkala disajikan dalam acara Panggung Merdeka RRI Jakarta yang masing- 
masing dibawakan Sam Saimun dan Nina Kirana, langsung memperoleh tawaran 
untuk direkam di perusahan piringan hitam Irama. Pada pertengahan tahun 
1950-an hasil rekamannya telah beredar, yakni Sam Saimun dengan lagu 
“Lukisan Malam" diiringi grup musik bergengsi “Irama Trio” dan Nina Kirana 
dalam lagu “Bintang Malam" bersama Orkes Lima Serama pimpinan A. Usman. 
“Bintang Malam” yang berirama gembira (rumba) rupanya telah menarik 
perhatian pimpinan Orkes Studio Jakarta Saiful Bakhri. Bersama penyanyi top 
Norma Sanger, lagu ini telah direkam pula oleh perusahaan rekaman Dendang. 


Lepas dari RRI Sakti Alamsyah aktif sebagai wartawan di suratkabar Pikiran 
Rakyat. Ketika di dalam organisasi penerbitan tersembut terjadi gejolak internal 
akibat situasi poli- tik saat itu, Sakti bersama sejumlah karyawan lainnya 
memisahkan diri dan mendirikan su- ratkabar baru dengan nama yang sama. 
Pada tahun 1950-an, Sakti Alamsyah me- nikah dengan Sumarni yang juga 
seorang penyiar dari RRI Jakarta. Seperti halnya sang suami, penyiar yang lebih 
akrab dipanggil Kak Sum ini sangat populer di kalangan para pen- dengarnya, 
terutama para penggemar acara pilihan pendengar. (Tim EPI. Sumber: Pikiran 
Rakyat) Samawi Buktitinggi, 15 Agustus 1913 - 
4 Juni 1984 Tokoh Pers Nasional Karier jurnalistiknya pada tahun 1943 ketika 
menjadi warta- wan untuk Kantor Beri- ta Domei, yang ia jalani hingga tahun 
1944. Sem tahun kemudian Sama- wi turut mendirikan suratkabar harian Ke~ 
daulatan Rakyat dan dipercaya menjadi wa~ kil pemimpin redaksi 


sapoelalan - sarang lebah - saraso samaloe 637 selama dua tahun (1945-1947), 
lalu pemimpin umum/pemimpin redaksi (1947-1948). Lepas dari redaksi Samawi 
menduduki posisi sebagai Direksi ET. BP Kedaulatan Rakyat. Dalam aktivitas 
jurnalistiknya Samawi banyak melakukan perjalanan liputan ke luar negeri. 
Namun di dalam negeri pun ia seringkah meliput ke daerah-daerah terpencil di 
antaranya meliput tawanan Jepang di Pulau Galang. Selain aktif sebagai 
wartawan Samawi juga aktif di berbagai organisasi di antaranya sebagai Wakil 
Ketua Pengurus Kepanduan Bangsa Indonesia (1934 -1947), Ketua Umum Pusat 
Grafika Nasional (1960 -1964), serta Ketua SPS Cabang Yogya, Anggota PWI 
Yogya, Wakil Ketua PMI Yogya, dan Anggota Pengurus Angkatan 45 Yogya (1975 
hingga 1980.) Samawi termasuk tokoh “Dwi tunggal' yang gigih 
memperjuangkan pers nasional. Bersama M. Wonohito ia mendirikan suratkabar 
harian "Kedaulatan Rakyat' untuk menyuarakan perjuangan bangsa waktu itu. Di 
sela-sela kesibukannya sebagai wartawan Samawi masih menyempatkan diri 
untuk menyusun buku di antaranya Negaraku (1950), Negara Baru di Pasifik 
(1958), 20 tahun Merdeka (1970). (Tim EPI/KG/Istimewa) 

Sapoelalan Suratkabar Bulanan Terbit di Ambon tahun 
1926 ini, khas bernuansa Kepulauan Ambon Manise. Suratkabar yang diterbitkan 
T. Pen dan berbahasa Indonesia tersebut, menyajikan berbagai informasi bagi 
warga di Kepulauan Ambon, sejalan dengan mottonya “Penyokong Keperluan 
Sarekat Ambon dan Ina Toeni di Kepulauan Ambon”. Sapoelalan yang terbit 
empat halaman dengan format tabloid, dijual seharga Rp 0,10 per eksemplar. 
Alamat kantornya di SAIT Ambon, sedangkan kantor redaksi di Dagelijks Bestuur 
SAIT Ambon. Pemimpin redaksinya adalah, C.I. Rieuwpassa yang berkedudukan 
di Makassar. Sebagai sebuah suratkabar yang terbit pada masa-masa 
perjuangan, pemberitaannya Sapoelalan juga menyuarakan tuntutan 
kemerdekaan. Kebijakan redaksional tersebut juga tercermin pada slogan 
“Betama manise sungguh bekerja untuk Tanah dan Bangsa." (Tim EPI /TS. 
Sumber: Perpusnas) Sarang Lebah Suratkabar Tidak 
ada informasi yang jelas, kenapa suratkabar yang terbit dua kali seminggu, 
tahun1926, di Weltevreden ini, bernama “Sarang Lebah”. Penerbit suratkabar 
berbahasa Indone- sia tersebut adalah Indonesische Weltevreden. Isinya lebih 
banyak artikel tentang masalah- masalah sosial, ekonomi, kebudayaan dan 


lain— lain, yang sifatnya mendidik. Suratkabar dengan sasaran pasar warga 
pribumi yang berbahasa Melayu, sepertinya diarahkan pengelolanya sebagai 
media pen- didikan warga pribumi Indonesia. Setidaknya, hal itu tampak pada 
misinya yang berbunyi, “Suratkabar yang mengumpulkan karangan- karangan 
dari mana-mana boeat segala orang yang bisa baca Melajoe dan suka 
mengetahui”. (Tim EPI /TS. Sumber: Perpusnas) Saraso Samaloe Suratkabar 
Dwimingguan Beredar dalam format tabloid empat hala- man. Terbit di 
Pariaman, Sumatera Barat, tahun 1923. Penerbitnya sebuah badan ber- nama 
“Saraso Samaloe”, Pariaman. Saraso Samaloe yang berbahasa Indone- sia, 
dicetak di percetakan Drukkerij “Merapi” & Co. Slogan suratkabar ini adalah 
“Organ Sarikat Minangkabau Pariaman dan Vereneeg- ing Jong Pariaman - 
Padang”. Artikel dan beri- tanya sangat beragam, baik mengenai politik, 


638 sarinah sosial, kebudayaan, pendidikan dan sebagainya. Untuk kepentingan 
pemberitaannya Saraso Samaloe menempatkan salah seorang redakturnya, S.Sj. 
Latif, di Kota Yogyakarta. Saraso Samaloe dijual eceran seharga 5 sen per 
eksemplar. Suratkabar terbitan Sumatra Barat itu juga memberikan perhatian 
pada berita-berita ekonomi dan perdagangan, serta memuat iklan cukup banyak. 
(Tim EPI /TS. Sumber: Perpusnas) Sarinah Majalah 
Mingguan Beredar pertama kali pada tahun 1982 dan hadir sebagai simbol baru 
gaya hidup wanita Indonesia pada era modern. Ciri khas majalah itu antara lain, 
wajah dan senyum artis cantik di sampul muka. Diselenggarakan oleh sebagian 
besar wanita, Sarinah selalu menyapa pembaca dengan warna dan gaya hidup 
yang penuh dinamika. Setiap minggu, sedikitnya 5.000 pembaca membeli 
Sarinah yang tampil lux. Sejak pertama kali terbit, Sarinah tak pernah berganti 
rubrik yakni “Utama”, “Rumah Tangga”, “Keluarga", “Supaya Cantik dan 
Anggun”, “Konsultasi Kesehatan”, “Fiksi”, “Profil”, “Features”, “Umum”, “Yang 
Tetap dan Bonus”. Nama-nama penulis terkenal kala itu, La Rose dan Dr. Sarlito 
W.S., ahli psikologi UI, setia menghiasi halaman-halaman Sarinah. La Rose, yang 
penulis novel, mengasuh rubrik “Lika-Liku Cinta” dalam kolom “Rumah Tangga”. 
Ikon lainnya yaitu Moerjati Soedibjo yang setia dengan ramuan tradisional, Sari 
Ayu. Disuguhkan dengan menarik dalam kolom. “Supaya Cantik dan Anggun”. 
Moerjati aktif mengupas rubrik “Konsultasi Tradisional Masalah Kewanitaan”. 
Martha Tilaar, pemilik Mustika Ratu, saat itu juga telah unjuk gigi, meskipun 
kiprahnya tak selincah Moerjati Soedibjo. Para pembaca wanita paling 
menggemari rubrik kecantikan dan mode pakaian yang diperagakan oleh model- 
model ternama. Nuansa keanggunan baju dari para perancang terkenal, menjadi 
suguhan up to date untuk gaya hidup elegan. Mode pakaian selalu diikuti dengan 
style berhias, berdandan, dan bagian ini sesuai dengan jargon Sarinah, “Pesona 
Wanita Indonesia”. Diterbitkan oleh PT. Mangunjaya Abadi dan pencetak PT 
Yudha Gama Corp Slipi Baru, Sarinah, yang ingin menjadi sahabat keluarga dan 
wanita Indonesia. Sebagai majalah yangcukup mapan, Sarinah menempati 
sebuah kan~ tor di Gedung Patra Lt. 8 Jin Gatot Subroto No. 32-34. Sarinah pada 
perkembangannya mera- gamkan suguhan. Pada bulan Oktober 1985, Sarinah 
mengupas makna Sumpah Pemuda, antara lain dengan suguhan artikel, 
“Kebenar- an Sejarah dalam Tatap Muka”. Hadir dalam kesempatan itu tokoh- 
tokoh yang merupakan saksi sejarah yakni Lasmidjah Hardi, Soejono, Mr. 


Soenario, dan B.M. Diah yang juga pemilik suratkabar Merdeka. Tersuguh pula 
artikel, “Bangkitkan Rasa 


sasongko tedjo - satelit news banten ekspres 639 Malu Pemuda Sekarang, bila 
Prestasi Tak Gemilang” yang menampilkan Soegondo Djojo Poespito dan 
Mohammad Tabrani, lengkap dengan foto-foto kongres dan hasilnya. Untuk lebih 
mendekatkan dengan kaum wanita, dikupas pula lima wanita saksi mata Agresi 
Militer Belanda II di Yogyakarta, yaitu Oemi Ham A. Salim, Suhariah Sutarman, 
Wahyudi, Siti Chatimah Sukahar, dan Matuchach Yusuf. (Tim EPI/KG. Sumber: 
Reni Nury anti/Indonesia Buku/Jurnas) Sasongko Tedjo 

Semarang, 23 Februari 1960 Ketua PWI Jateng ( 2000-2009), Ketua Palang Merah 
Indonesia Jawa Tengah ( 2006-2011), Ketua Ikatan Alumni Undip, Anggota 
Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang, Anggota Dewan 
Evaluasi Kota (DEK) Provinsi Jawa Tengah, Penasihat Ikatan Sarjana Ekonomi 
Indonesia (ISEI) Semarang. Sasongko mengawali karier jurnalistiknya di 
suratkabar Suara Merdeka. Lulus dari Fakultas Ekonomi Undip tahun 1983 dan 
Program Pascasarjana MM Undip tahun 1995, Sasongko langsung menekuni 
profesi jurnalistik dengan bergabung di Suara Merdeka sejak 1984. Meneruskan 
bakatnya sejak sekolah yakni menulis dan menjadi pengelola pers kampus 
sebagai Pemimpin Redaksi Majalah Edents. Di Suara Merdeka, koran terbesar di 
Jawa Tengah, kariernya sebagai wartawan cepat menanjak. Tahun 1989, baru 
lima tahun menjadi wartawan, ia sudah dipercaya menjadi wakil pemimpin 
redaksi dan kemudian tahun 2003 diangkat sebagai pemimpin redaksi hingga 
sekarang. Menikah dengan Evi Rusliana Sasongko dikaruniai tiga orang putera 
yakni Adhitya Pradana, Vidya Ayunita dan Riza Thmtama. Keluarga ini tinggal di 
sebuah rumah di Jalan Wanara 1/787 Perumahan Kekancan Mukti, Semarang. 
Selain sebagai wartawan, Sasongko Tedjo juga aktif mengajar di Program 
Pascasarjana FISIP Undip dan Magister Manajemen Undip untuk mata kuliah 
Lingkungan Bisnis, Manajemen Strategik, dan Manajemen Pers. Banyakmakalah 
tentang pers, politik dan ekonomi yang dihasilkan karena ia aktif sebagai pem- 
bicara di forum seminar. Juga pernah mener- bitkan bukunya berjudul 
"Penampilan Ekonomi Indonesia". Selain mengenyam pendidikan formal di 
bangku kuliah juga mengikuti berbagai kur- sus manajemen dan jurnalistik di 
IPPM Jakar- ta, dan Lembaga Pers Dr Soetomo. Pada tahun 1994 juga pernah 
mengikuti Joumalists Visi- tor Program selama lima minggu di Amerika Serikat. 
Selain itu lewat dunia jurnalistik, ia telah diberikan kesempatan dan pengalaman 
meliput, mengikuti seminar dan mengadakan perjalanan jurnalistik di lebih 20 
negara. (Tim EPI/KG/Istimewa) SatelitNews-BantenEkspres Suratkabar Harian 
Sebelumnya bernama Radar Tangerang. Se~ jak tahun 2003, koran ini turut 
membangun dunia pendidikan di Provinsi Banten. Selain memberikan liputan dan 
ruang khusus, media lokal besar ini secara kontinyu telah mengge- lar event- 
event pendidikan, di antaranya pemi- lihan siswa dan guru teladan di Banten. Di 
dunia olahraga, Satelit News-Banten Ekspres berulangkali menyelenggarakan 
ajang jalan sehat dengan maksud menerapkan pola hidup sehat pada 
masyarakat. Event besar yang baru saja digelar dalam rangka ulang tahun ke-4 
yakni “Jalan Sehat Bersama Rak yat” yang diikuti sekitar 10.000 warga Banten. 


640 satelit news banten ekspres Koran ini juga sangat mendukung kiprah tim 
sepak bola Banten, seperti Persita, Persikota, dan Perserang, dengan membuka 
halaman khusus berikut event pengerahan suporter. Selama ini Satelit News- 
Banten Ekspres senantiasa memperlihatkan kepeduliannya bagi para korban 
bencana alam dengan menggalang bantuan dari berbagai pihak, seperti saat 
terjadi bencana alam banjir yang melanda ibukota dan sekitarnya termasuk di 
Banten beberapa waktu lalu. satelit News-Banten Ekspres kini merupakan surat 
kabar daerah terbesar di Provinsi Banten. Itulah yang membuat koran, yang 
terbit perdana pada 17 Juni 2003 ini, dijuluki “Kekuatan Riil Dari Banten”. Sebab 
selama ini koran-koran kuat biasanya datang dari Jawa Barat dan Jakarta yang 
menyerbu wilayah Banten. Dengan tampilnya Satelit News-Banten Ekspres, 
Banten memiliki koran yang representatif dan menjadi acuan serta kebanggaan 
masyarakat Banten dan sekitarnya. Sesuai hasil survei terakhir Lingkar Survei 
Indonesia (LSI) tentang media di Banten, dari seluruh community newspaper 
yang beredar di wilayah Thngerang, Satelit News-Banten Ekspres adalah koran 
yang paling sering dibaca (peringkat pertama), paling tinggi di wilayah 
Kabupaten Tangerang (16,7%). Satelit News-Banten Ekspres berkembang pesat, 
baik dari penjualan koran maupun iklan. Sudah barang tentu, perkembangan 
tersebut dibarengi dengan etos kerja perusahaan yang menunjukkan grafik 
peningkatan yang signifikan. Sajian yang ditawarkan juga mengutamakan 
keinginan masyarakat Banten dari berbagai lapisan. Komposisi beritanya 65% 
muatan lokal dan 35% nasional maupun internasional. Provinsi Banten memang 
membutuhkan sebuah koran harian yang terpercaya, yang mampu menjawab 
tantangan globalisasi, juga harus mampu menjadi motor bisnis dan ekonomi 
daerah. Satelit News-Banten Ekspres yang berkonsep “dua koran dalam satu" ini 
telah menjawab tantangan tersebut, dengan selalu menampilkan berita-berita 
yang aktual dan terpercaya, termasuk penyajian halaman dan liputan eksklusif 
mengenai investasi, ekonomi dan bisnis. Satelit News-Banten Ekspres benar- 
benar siap menjadi kebanggaan warga Banten dan sekitarnya. Selain sebagai 
koran idealis, Satelit NewsBanten Ekspres juga tampil sebagai koran probisnis, 
menampilkan berbagai informasi tentang industri, investasi, ekonomi, bisnis dan 
finansial baik lokal, nasional, maupun internasional. Satelit News-Banten 
Ekspres melayani ke- butuhan masyarakat Banten dengan rubrik Utama, Kota 
Tangerang, Kabupaten Thngerang, Kota Tangsel, Bisnis News, Interupsi, Hikmah, 
Ekspresi Kamu. Khusus untuk masyarakat di wilayah barat koran ini 
menyediakan rubrik- rubrik Utama, Serang, Kota Cilegon, Kabupa- ten Lebak, 
Kabupaten Pandeglang, Star News Plus, Sport News, Total Football. Sebagai 
bagian dari program probisnis, Satelit News-Banten Ekspres selalu membuat 
liputan-liputan ekslusif mengenai ekonomi dan bisnis, termasuk memberikan 
halaman ter- sendiri untuk liputan bisnis belanja. Bahkan, koran ini memberikan 
penyebaran koran (mar- ket) khusus di kantong-kantong bisnis terse- but, di 
antaranya melalui program koran ma~ suk mall (pusat perbelanjaan). Dan untuk 
mendukung program NIE (News In Education), yang diluncurkan oleh World 
Association Of Newspapers (WAN), ko- ran ini sekaligus merupakan bentuk 
kepedu- lian pers terhadap dunia pendidikan, agar gem nerasi muda Indonesia 
di masa mendatang bukan saja pandai, tetapi juga cerdas dan ber- wawasan 
luas. Berdasarkan survei LSI diketahui bahwa Satelit News-Banten Ekspres 


dibaca oleh pria 65%, wanita 35%, dengan rentang usia di bawah 20 tahun 15%; 
20 - 29 tahun 16%; 30 ~ 39 tahun 27%; 40 - 49 tahun 30%; dan 50 tahun ke 
atas 12%. Sedangkan dari aspek pendidikan pembacanya terdiri dari 5% lulusan 
SLTR 45% lulusan SLTA, 30% lulusan D3, dan 20% lulusan SI. Mereka terdiri dari 
pelajar/mahasiswa/- PNS/BUMN 25%, pegawai swasta/wiraswasta 


sejarah grafika 641 45%, ibu rumah tangga 25%, dan lain-lain 5%, dengan 
penghasilan berkisar antara Rp. 600.000 sebanyak 16%, Rp. 600.000 s/d Rp. 
1.000.000 sebanyak 17%, Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.000.000 sebanyak 20%, Rp. 
2.000.000 s/d Rp. 3.000.000 sebanyak 30%, dan sisanya berpenghasilan di atas 
Rp. 3.000.000. Koran yang dicetak di atas kertas berformat junior broadsheet ini 
beredar di Kabupaten Serang (21%), Kabupaten Pandeglang (10%), Kabupaten 
Lebak (9%), Kabupaten Tangerang (22%), Kota Tangerang (23%), dan Kota 
Cilegon (15%). Satelit News-Banten Ekspres dikelola oleh manajemen profesional 
di bawah naungan ET. Wahana Masa Merdeka (Grup Jawa Pos). Manajemen ini 
telah membuktikan diri berhasil mengelola lebih dari 120 perusahaan pers di 
seluruh Indonesia. Seluruh kegiatan Satelit News-Banten Ekspres dikendalikan 
dari kantor yang beralamat di Komp. Green Garden (CBD Serpong) Blok Al No. 2, 
JL MH Thamrin Km. 7 Tangerang, Telp/Fax. 021-55752453, 55743519 (Kantor 
Pusat), Gedung Graha Pena Lt. 8, Jl. Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan, Telp. 
(021) 5349994, Fax. (021) 53671716 (Perwakilan Jakarta), dan Jl. Jend. A. Yani 
No. 161 Serang, Banten Telp./Fax 0254 - 224152 (Perwakilan Serang). Email: 
satelitnews@yahoo.com dan bantenekspres@yahoo.co.id. Semua bergerak di 
bawah kendali H. Margiono (Komisaris Utama), Hari Prastowo (Direktur Utama), 
H. Baihaki (Direktur), Muhammad Fahmi (Pemimpin Redaksi). (Tim 
EPI/KG/Istimewa) Sejarah Grafika Mencetak adalah wujud dari keinginan manusia 
untuk membuat salinan atau memperbanyak informasi yang dimilikinya 
sehingga dapat disimpan atau disebarluaskan, dan dapat dibaca oleh sebanyak- 
banyaknya orang, di mana saja, dan dalam waktu yang bersamaan. Sadar atau 
tidak, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari barang cetakan. Sejak bangun 
tidur hingga kembali menutup mata pada malam hari, barang yang kita pakai, 
pegang atau bahkan sekadar lihat seperti pakaian, kemasan makanan-minuman, 
koran, buku, kartu nama, poster iklan menu restoran, kertas presentasi, dan 
masih banyak lagi, semuanya merupakan hasil dari dunia percetakan atau yang 
disebut grafika. Metode cetak mencetak ditemukan oleh Johannes Gutenberg di 
Mainz, Jerman, pada tahun 1440. Penemuan ini merupakan salah satu karya 
terbesar dalam sejarah kehidupanmanusia. Lewat barang-barang cetakan jiwa 
manusia terbuka bagi semua orang. Dengan bantuan cetakan pengetahuan 
dapat disim- pan di atas kertas setiap saat, untuk kapan sa~ ja, dan dapat 
disampaikan kepada setiap orang dari semua generasi. Di Asia, terutama di Cina 
dan Korea, cetak mencetak sudah dikenal sekitar 1000 tahun yang lalu. Teks dan 
gambar diukirkan pada sekeping papan, tanah liat atau logam, kemu dian 
acuan/stempel itu ditintai, ditumpangi selembar kertas (papirus) yang kemudian 
di- tekan sehingga tinta dari stempel pindah ke permukaan kertas. Bahkan 
secara teknis, bangsa Cina sudah memiliki kemampuan men- cetak sejak 
sekitar tahun 225 sebelum Mase- hi. Hanya saja, saat itu mereka belum meng- 
gunakan kertas ataupun tinta, melainkan menggunakan stempel gerabah pada 


lempeng- an tanah liat yang masih basah sehingga me~ ninggalkan bekas 
sebagaimana tampak pada gerabah. Di Eropah metode ini baru digunakan se- 
kitar 600 tahun yang lalu. Sebelum penemuan teknik cetak, seluruh buku harus 
ditulis de- ngan tangan yang biasanya dikerjakan oleh para biarawan di biara- 
biara. Sebuah buku de- ngan begitu menjadi barang yang sangat ber- harga 
yang hanya orang yang sungguh kaya dapat memilikinya. Membaca dan menulis 
hanya terbatas pada segelintir orang berpen- didikan. Gagasan Gutenberg 
adalah penggunaan 


* ~= an AA an 642 sejarah grafika humf-tunggal yang diukirkan 
pada kayu -yang kemudian berkembang menjadi ukiran pada bahan logam. 
Penemuan untuk menuang hurufhuruf tunggal merupakan hal yang pokok 
daripada kerja Gutenberg. Setiap huruf dan tanda-tanda awalnya harus diukirkan 
pada sebatang besi secara terbalik, yang sebelah kiri sebuah matris menjadi 
sebelah kanan. Stempel besi ini menjadi alat penakik yang diketukkan pada 
selembar lempengan tembaga yang akan menjadi acuan/matris. Matris ini 
kemudian ditempatkan pada alat pengecoran (dikerjakan dengan tangan). 
Konstruksi alat pengecoran ini sederhana namun praktis sekali. Bahan metal 
yang dipakai untuk dicor adalah timah-putih, antimon dan timah-hitam. Huruf- 
huruf hasil cor ini cukup cermat dipakai untuk menyusun. Huruf-huruf ini sudah 
mempunyai bentuk yang sama seperti yang kita gunakan sekarang ini. Huruf- 
tunggal ini dapat disusun menjadi kata atau kalimat yang setelah dipakai untuk 
mencetak dapat diuraikan dan disimpan kembali dalam kotak masing-masing 
untuk kelak dipakai lagi. Batang-batang penyusun, nampan tempat susunan 
huruf-huruf yang sudah disusun, dan mesin cetak merupakan penemuan 
kelanjutan dari Gutenberg. Mesin cetak yang pertama dibentuk berdasarkan alat 
pemeras buah-buahan. Bahan pencetaknya ditintai dengan menggunakan 
tampon (sekarang rol penintaan), lembaran kertas kemudian diletakkan ke atas 
alat cetak yang sudah ditintai itu: dengan menekan rata kertas itu maka 
diperoleh sebuah hasil cetakan. Keahlian Gutenberg dapat fnemecahkan semua 
masalah itu dan menciptakan apa yang kemudian menjadi mesin cetak yang 
berhasil. Alat-alat dan mesin-mesin penemuannya tetap sama bentuknya untuk 
jangka waktu berabad-abad. Gutenberg sadar bahwa penemuannya hanya akan 
berhasil kalau ia dapat mempertahankan mutu artistik buku-buku yang ditulis 
tangan. Hidup sehari-hari Gutenberg sebagai tukang emas dan mengenal baik 
seni penulis-penulis dan pelukis-pelukis buku. Dia yang harus lebih banyak 
memecahkan banyak masalah tehnis, menciptakan buku dengan nilai artistik 
tertinggi. Bentuk-bentuk hurufnya seperti juga barang-barang cetakan -nya 
memperlihatkan penguasaan yang pan tas dipuji. Mulai 1462 itulah seni cetak 
menyebar lum as ke seluruh Eropa. Pada tahun 1500 sudah terdapat lebih dari 
1000 perusahaan perce- takan. Diduga sekitar 40.000 buku dan peker- jaan 
cetak lainnya dikerjakan selama periode ini. Cetak pertama dinamakan 
“Inkunabulas” dan karena keindahannya menjadi barang- barang berharga di 
museum-museum di selu— ruh dunia. Gutenberg hanya menggunakan jenis hu~ 
ruf Gotik, tetapi di Eropa bagian selatan sudah sejak sekitar 1500 diukir dan 
dituang jenis huruf Antigua yang pertama. Dari abad ke 15 sampai awal abad ke 
19 perusahaan percetakan telah didirikan ham- pir di semua kota besar di 


Eropah. Percetakan— percetakan terkenal seperti Claude Garamond di Perancis, 
John Baskerville di Inggris dan Gi— ambattista Bodoni di Italia, menciptakan jem 
nis-jenis huruf yang terkenal dan juga meru- pakan asal macam-macam 
tipografi pada za- mannya. Abad ke 19 adalah permulaan dari zaman 
industrialisasi di Eropah. Segera perusahaan- perusahaan percetakan 
mengambil bagian tehnik baru ini. Priedrich Konig menciptakan mesin cetak 
kecepatan tinggi (highspeed press) pada tahun 1812. Mesin penyusun 
(composing machine) dibuat sejak 1846. Sejak saat itu tidak terhitung lagi 
penyempurnaan-penyempur— naan atas peralatan cetak mencetak dikerja— kan, 
tehnik baru diciptakan dan dikembangkan dengan cepatnya. Dewasa ini 
peralatan cetak dan mutu cetakan mencapai tingkatan sede— mikian tingginya 
sehingga hampir tidak dapat lagi dilakukan penyempurnaan. Latihan-latihan 
yang terus-menerus di segala bidang adalah perlu untuk menciptakan 
pemahaman, kemauan dan kecintaan terha— dap hal ihwal cetak mencetak. 
Percetakan masa ini tetap bisa menjadi sebuah seni, sem SHHH w isiab | daikt 
jjllS W 01 (W S cw berita padat padal Wi seto cetak dunia Peb kompi ridai h agatb 
dtogra dilaku leuga gadaj lebihb De bte seban] Mte top bbe toatan feji] 'bolc Mal 


sejarah penyiaran dunia 643 buah seni seperti pernah dicapainya selama lebih 
dari 500 tahun dalam sejarahnya. Di Indonesia teks dan keseluruhan cerita 
diukirkan pada batu atau dituliskan di atas papirus (daun lontar). Situasinya 
sama seperti di Eropa. Karena kurangnya pengetahuan cara memperbanyak dan 
menyimpan, maka hanya beberapa orang terpelajar saja yang mampu menulis 
dan membaca. Pada tahun 1596 pedagang-pedagang Belanda yang pertama 
mendarat di Jawa Barat. Grup-grup pedagang yang lain pada tahun 1602 
membentuk “Verenigde Oost Indische Compagnie" (VOC). Untuk 
mempublikasikan berita pelelangan yang diselenggarakan VOC, pada tahun 
1776 pemerintah memberi izin kepada L.Dominicus, seorang ahli percetakan di 
Batavia, untuk menerbitkan suratkabar. Diduga sekitar waktu ini pengetahuan 
cetak mencetak secara teknis dibawa ke Indonesia. Hingga era 80-an, teknologi 
cetak mencetak di Indonesia, bahkan juga di belahan dunia lainnya, tidak terlalu 
banyak berubah. Perkembangan mulai tampak ketika teknologi komputer 
mengalami kemajuan yang sedemikian pesat. Proses pencetakan yang 
sebelumnya sangat bergantung terhadap teknik letterpress, litografi, etsa, 
maupun cetak saring, kini dapat dilakukan dengan teknik yang sepenuhnya 
mengandalkan kecanggihan komputer, sehingga dapat menghasilkan hasil 
cetakan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih mudah. Dengan proses pracetak 
yang dikerjakan pada layar komputer, materi yang akan dicetak dapat diproses 
langsung ke alat pencetak (printer), dan menghasilkan barang cetakan sebanyak 
yang kita inginkan. Namun demikian, teknik yang dikenal dengan istilah 
Computer to Print ini tetap memiliki keterbatasan dan belum mampu diterapkan 
di dalam pembuatan suratkabar yang jumlahnya relatif besar. Tetapi untuk 
barang-barang cetakan dengan jumlah di bawah 1.000 eksemplar tidak sedikit 
orang yang memilih menggunakan teknologi ini. (Tim EPI/KG. Dikutip dari Buku 
Perihal Cetak Mencetak, Kanisius, 1977) Sejarah Penyiaran Dunia Sejarah 
penyiaran dunia dimulai ketika ahli fisika Jerman bernama Heinsrich Hertz, pada 
tahun 1887, berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Upaya Hertz itu 


kemudian dilanjutkan oleh Guglielmo Marconi (18741937) dari Italia yang sukses 
mengirimkan sinyal morse -berupa titik dan garis-dari sebuah pemancar ke 
sebuah alat penerima. Sinyal yang dikirimkan Marconi itu berhasil menyeberangi 
Samudra Atlantik pada tahun1901 dengan menggunakan gelombang elek- 
tromagnetik. Sebelum Perang Dunia | meletus, Reginald Fessenden, dengan 
bantuan perusahaan Ge- neral Electric (GE) Corporation Amerika ber— hasil 
menciptakan pembangkit gelombang ra- dio berkecepatan tinggi yang dapat 
mengi- rimkan suara manusia dan juga musik. Semen tara itu tabung hampa 
udara yang ketika itu bernama audion berhasil pula diciptakan. Penemuan 
audion menjadikan penerimaan gelombang radio menjadi lebih mudah. Radio 
awalnya cenderung diremehkan dan perhatian terhadap penemuan baru itu 
hanya terpusat sebagai alat teknologi trans- misi. Radio lebih banyak digunakan 
oleh militer dan pemerintahan untuk kebutuhan penyampaian informasi dan 
berita. Radio lebih banyak dimanfaatkan para penguasa untuk tujuan yang 
berkaitan dengan ideologi dan politik secara umum. Peran radio dalam 
menyampaikan pesan mulai diakui pada tahun 1909 ketika informasi yang 
dikirimkan melalui radio berhasil menyelamatkan seluruh penumpang kapal laut 
yang mengalami kecelakaan dan tengge- lam. Radio menjadi medium yang 
teruji dalam menyampaikan informasi yang cepat dan akurat sehingga semua 
orang mulai melirik media ini. Pesawat radio yang pertama kali dicip- takan, 
memiliki bentuk yang besar dan tidak menarik serta sulit digunakan karena 
meng gunakan tenaga listrik dari baterai yang ber- 


i 644 sejarah penyiaran di indonesia ukuran besar. Menggunakan pesawat radio 
ketika itu, membutuhkan kesabaran dan pengetahuan elektronik yang tinggi. 
Tahun 1926, perusahaan manufaktur radio berhasil memperbaiki kualitas 
produknya. Pesawat radio sudah menggunakan tenaga listrik yang ada di rumah 
sehingga lebih praktis, menggunakan dua knop untuk mencari sinyal, antena 
dan penampilannya yang lebih baik menyerupai peralatan furnitur. Tahun 1925 
sampai dengan tahun 1930, sebanyak 17 juta pesawat radio terjual dan 
dimulailah era radio menjadi media massa. Stasiun radio pertama muncul ketika 
seorang ahli tehnik bernama Frank Conrad di Pittsburgh Amerika Serikat, pada 
tahun 1920 secara iseng-iseng, membangun sebuah pemancar radio di garasi 
rumahnya. Conrad menyiarkan lagu-lagu, mengumumkan hasil pertandingan 
olahraga dan menyiarkan instrumen musik yang dimainkan putranya sendiri. 
Dalam waktu singkat, Conrad berhasil mendapatkan banyak pendengar seiring 
dengan meningkatnya penjualan pesawat radio ketika itu. Stasiun radio yang 
dibangun Conrad itu kemudian diberi nama KDKA dan tetap masih mengudara 
hingga saat ini, menjadikannya sebagai stasiun radio tertua di Amerika dan 
mungkin juga di dunia. Seiring dengan munculnya berbagai stasiun radio, peran 
radio sebagai media massa semakin besar dan mulai menunjukkan kekuatannya 
dalam mempengaruhi masyarakat. Pada tahun 1938, masyarakat Manhattan, 
New Jersey, AS panik dan geger serta banyak yang mengungsi k'e luar kota 
ketika stasiun radio CBS menayangkan drama radio yang menceritakan makhluk 
ruang angkasa menyerang bumi. Meskipun sudah dijelaskan bahwa peristiwa 
serbuan itu hanya ada dalam siaran radio, namun kebanyakan penduduk tidak 
langsung percaya. Dalam sejarah siaran, peristiwa itu dicatat sebagai efek siaran 


paling dramatik yang pernah terjadi di muka bumi. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku 
Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi, Morissan, MA, Penerbit 
Ramdina Prakarsa, Tangerang, 2005). Sejarah Penyiaran di Indonesia Tahun 
1925, pada masa pemerintahan Hin-dia Belanda, Prof. Komans dan Dr. De Groot 
berhasil melakukan komunikasi radio dengan menggunakan stasiun relay di 
Malabar, Ban— dung, Jawa Barat. Kejadian ini kemudian di— ikuti dengan 
berdirinya Batavia Radio Verenig- ing dan NIROM (Nederlandsch Radio Ompro- 
ep Macttschappij/Maskapai Radio Siaran Hin- dia Belanda). Tahun 1930 amatir 
radio di Indonesia telah membentuk organisasi yang menamakan dirinya Nivera 
(Nederland Indische Verenig- ing Radio Amateur) yang merupakan organ— isasi 
amatir radio pertama di Indonesia. Ber- dirinya organisasi ini disahkan oleh 
Pemerin- tah Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Jepang tidak ba- nyak 
catatan kegiatan amatir radio yang da- pat dihimpun. Kegiatan radio dilarang 
oleh pemerintah jajahan Jepang, namun banyak di antaranya yang melakukan 
kegiatannya se- cara sembunyi-sembunyi dalam upaya men- dukung 
perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1945 tercatat seorang amatir radio 
bernama Gunawan berhasil menyiarkan nas- kah Proklamasi Kemerdekaan 
Indonesia de- ngan menggunakan perangkat pemancar radio sederhana buatan 
sendiri. Tindakan itu sangat dihargai Pemerintah Indonesia. Radio milik Gu- 


sejarah penyiaran di indonesia 645 nawan menjadi benda yang tidak ternilai 
harganya bagi sejarah perjuangan Kemerdekaan Indonesia dan sekarang 
disimpan di Museum Nasional Indonesia. Akhir tahun 1945 sudah ada sebuah 
organisasi yang menamakan dirinya PRAI (Persatoean Radio Amatir Indonesia). 
Dan pada periode tahun 1945 hingga 1949 banyak amatir radio muda yang 
membuat sendiri perangkat radio transceiver yang dipakai untuk berkomunikasi 
antara Pulau Jawa dan Sumatra tempat Pemerintah Sementara Republik 
Indonesia berada. Antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 amatir radio 
juga banyak berperan sebagai radio laskar. Periode tahun 1950 hingga 1952 
amatir radio Indonesia membentuk PARI (Persatuan Amatir Radio Indonesia). 
Namun pada tahun 1952, pemerintah yang mulai represif mengeluarkan 
ketentuan bahwa pemancar radio amatir dilarang mengudara kecuali pemancar 
radio milik pemerintah, dan bagi stasiun yang melanggar dikenakan sanksi 
subversif. Kegiatan radio amatir terpaksa dibekukan pada kurun waktu antara 
tahun 1952-1965. Pembekuan tersebut diperkuat dengan UU No. 5 tahun 1964 
yang mengenakan sanksi terhadap mereka yang memiliki radio pemancar tanpa 
seizin pihak yang berwenang. Namun pada tahun 1966, seiring dengan 
runtuhnya Orde Lama, antusiasme radio amatir untuk kembali mengudara tidak 
dapat dibendung lagi. Tahun 1966 mengudara Radio Ampera yang merupakan 
sarana perjuangan kesatuan-kesatuan aksi dalam perjuangan Orde Baru. Muncul 
pula berbagai stasiun radio laskar Ampera dan stasiun radio lainnya yang 
melakukan kegiatan penyiaran. Stasiun-stasiun radio tersebut menamakan 
dirinya sebagai radio amatir. Pada periode tahun 1966-1967, di berbagai daerah 
terbentuk organisasi-organisasi amatir radio. Pada 9 Juli 1968, berdirilah 
Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI). (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku 
Media Penyiaran, Strategi Mengeloa Radio dan Televisi, Morissan, MA, Penerbit 
Ramdani Prakarsa, Tangerang, 2005). Sejarah Pers Indonesia. Suratkabar di 


Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1744 yang disebut — babak pers putih, 
sebab pers di Indonesia (saat itu Hindia Belanda) dikuasai oleh orang-orang kulit 
putih, yakni Belanda, Inggris dan Belgia, suratkabar berbahasa Belanda dominan 
menyuarakan kepentingannya di Indonesia, terutama tentang informasi lelang 
barangVOC. Baru pada periode 1854 -1860 selain suratkabar yang dikuasai 
orang-orang Eropa, muncul koran yang berbahasa Melayu, umum- nya dimiliki 
orang Belanda Indo dan orang Tionghoa. Pada periode 1860 -1880 jumlah 
penerbit suratkabar bertambah, tetapi masih dikuasai Belanda dan Tionghoa. 
Penulisan di koran sum dah menggunakan Bahasa Melayu, sebagai prabahasa 
Indonesia sehingga dapat dibaca masyarakat pribumi yang berpendidikan. 
Bahkan pada periode 1881 -1908 telah muncul koran yang berbahasa daerah, 
selain bahasa Melayu. Pada periode inilah orang-orang pribumi yang 
berpendidikan mulai mener- bitkan suratkabar dengan Bahasa Melayu. Pada 
zaman pergerakan tahun 1908, su— ratkabar tak lepas dari pengaruh politik dan 
misi perjuangan, sehingga tak heran bila pim- pinan penerbitan banyak yang 
berasal dari kalangan pejuang dan politik. Lahirnya Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 
1908 yang merupakan tonggak kebangkitan bangsa, menempatkan suratkabar 
sebagai sarana komunikasi yang penting untuk memantapkan kesadaran ke~ 
bangsaan. Dr. Wahidin Soediro Hoesodo pen— cetus berdirinya Boedi Oetomo 
adalah redak— tur suratkabar Retnodoemilah sejak Januari 1898. Pada bulan Juli 
1909 di Jakarta terbit Mingguan Boemi Poetra yang dipimpin Sutan Muhammad 
Salim, sebuah suratkabar yang pada penerbitan pertamanya menampilkan wajah 
dan warna nasional Indonesia. Pada sekitar tahun itu tercatat pula suratkabar 
Soeara Betawi yang cukup berpengaruh di 


646 sejarah pers indonesia Jakarta. Kemudian pada tahun 1930 terbit 
Pemandangan dan Neratja di bawah pimpinan Abdul Muis dan Agus Salim serta 
Bintang Timoer yang diasuh Parada Harahap. Pada tahun 1910 di Medan terbit 
suratkabar nasional Pewarta Deli yang dipimpin Dja Endar Muda. Sebelumnya 
Dja Endar Muda menerbitkan suratkabar Perca Barat pada tahun 1903. Pewarta 
Deli diterbitkan dan dicetak oleh perusahaan pribumi. Pemimpin redaksi 
berikutnya adalah Djamaluddin Adinegoro. Pada bulan November 1916 di Medan 
terbit koran pertama yang memakai kata “merdeka”. Di dalam daftar redaksi 
suratkabar tersebut terdapat nama Muhammad Junus, RK Mangunatmodjo, Abdul 
Muis, A. Ramli dan Parada Harahap.Tahun 1918 terbit suratkabar Perempoean 
Bergerak dengan redaktur T.A. Subariah, Butet Sutijah, Siti Rohana dan 
Setiaman. Penerbitan lain di Medan pada tahun 1928 adalah koran Matahari 
Indonesia yang dipimpin oleh Iwa Kusumasumantri, menyusul Sinar Deli yang 
dipimpin oleh Mangaradja Lhutan dan Hasanul Arifin dibantu oleh B.M. Diah dan 
Ani Idrus. Pada tahun 1935 H. Asbiran Ya'kub menerbitkan majalah Pedoman 
Masyarakat. Sebelumnya telah terbit pula Pandji Islam, tahun 1934, yang 
dipimpin Zainal Abidin Achmad. Pada tahun 1930 di Banjarmasin terbit Soeara 
Kalimantan dipimpin Adnan Abdul Hamidhan. Di Samarinda tahun 1928 terbit 
koran Perasaan Kita yang diasuh R.S.M. Sayuthi Lubis, Pada tahun itu juga di 
Pontianak tercatat suratkabar Borneo Bergerak. Di Jawa Barat pada bulan Januari 
1904 terbit majalah Medan Prijaji, salah satu pendirinya adalah R.M. Djokomono. 
Pada tahun 1855 telah terbit suratkabar mingguan Bromartani (juru warta) di 


Surakarta dengan modal patungan pengusaha Belanda dan Cina. Di kota 
Bandung pada tahun 1920 terbit Sora Mardika kemudian tahun 1923 suratkabar 
Sipatahoenan dan pada tahun 1931 terbit Soeara Ra 'jat Merdeka. Pada masa 
pergerakan, penerbitan dikenal sebagai wadah pejuang politik, mengingat 
tulisan-tulisan yang menentang penjajah di antaranya adalah tulisan Ir. Soekarno 
(kemudian menjadi Presiden RI pertama). Suratkabarnya adalah Pikiran Rakyat 
terbit di Bandung. Seiring dengan itu Mohammad Hatta pun banyak menulis 
terutama tentang isuisu ekonomi di Daulat Rakyat yang terbit diJakarta. Di 
Palembang, Mas Arga dan Branata memimpin penerbitan bernama Perca 
Selatan, kemudian Hambali Usman mengasuh pener bitan Langkah Pemoeda 
sementara A.K. Gani menerbitkan Ohor Rakyat. Dalam waktu yang relatif 
singkat, sekitar tahun 1920, di seluruh Hindia Belanda telah tercatat sekitar 400 
penerbitan dengan berba— gai bentuk dan corak, baik suratkabar harian, 
mingguan maupun majalah. Pada tahun 1920 itu, perjuangan bangsa untuk 
memperoleh kemerdekaan ditempuh kaum pergerakan yang bergaris keras 
dengan sebutan nonkooperator atau golongan sini, selain ada pula golongan 
yang dinamakan ko— operator atau golongan sana. Ada yang ber— sedia 
kerjasama dengan Belanda ada pula yang tidak mau. Pertentangan memang 
tim- bul antara mereka namun pada akhirnya kem duanya bersama-sama 
memperjuangkan ke- merdekaan dari tangan penjajah. Penerbit yang 
mencerminkan suara kaum nonkooperator menghadapi pengekangan dari polisi 
kolonial. Karena kebanyakan dari war- tawan atau penulis suratkabar 
nonkoopera- tor juga aktivis pejuang. Banyak di antara me~ reka yang ditahan 
bahkan diasingkan. Seperti masyarakat pergerakan politik la- innya, para 
wartawan (jurnalis) pun tidak mau ketinggalan membentuk wadah persatuan 
dan advokasi pers, di antaranya, Inlandsche Joernalisten Bond (IJB). Organisasi 
ini dibentuk tahun 1924. Dasar dan tujuannya adalah menyatukan semua war- 
tawan pribumi dan berperan serta dalam keku- atan perjuangan demi 
kepentingan nasional. Perintis organisasi wartawan pertama ini adalah 
Sarotomo, pemimpin redaksi suratkabar Berkala yang terbit di Surakarta, serta 
tokoh 


sejarah pers indonesia pada masa penjajahan 647 Sarekat Islam, Sumarko 
Kartodikrono. Sumarko meninggal di Digul pada tahun 1932. Empat tahun 
kemudian IJB berdiri di Kota Medan atas prakasa RK Mangunatmodjo, 
Mohammad Junus dan yang lainnya. Pada tahun 1919 bertempat di Gedung 
Boedi Oetomo Medan, IJB diubah menjadi Inlandsche & Chinesche Joernalisten 
Bond dengan ketua Mohammad Junus dan sekretaris Parada Harahap. Indishce 
Joernalisten Bond didirikan pula di Semarang dengan tokohnya Tjipto 
Mangunkusumo, waktu itu redaktur majalah Panggoegah bersama Ki Hajar 
Dewantoro. (Tim EPI) Sejarah Pers Indonesia pada Masa 
Penjajahan Pers (Indonesia) di masa penjajahan (Belanda dan Jepang) pada garis 
besarnya dapat dibagi dalam empat kelompok. Pers Belanda, Pers 
Tionghoa/Melayu, Pers Indonesia dan Pers Jepang. Semasa penjajahan, 
masyarakat Belanda merupakan kaum elitenya, dan bisa difahami pula kala itu 
pers Belandalah yang merupakan pers yang terbesar, termaju, baik segi fisik 
maupun manajemennya. Adanya pers Belanda bahkan sudah ditengarai sejak 


zaman Gubernur Jenderal pertama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) 
Jan Pieters Zoon Coen, yang diberi nama Memorie der Nouvelles. Penerbitannya 
kala itu disesuaikan dengan zamannya; tidak dicetak, tetapi ditulis tangan, 
sesuatu yang merupakan kelaziman di Eropa dan diterapkan oleh Coen di sini. 
Memorie der Nouvelles terutama memuat berita-berita dari Nederland, serta dari 
kepulauan lain yang ada di Hindia dan merupakan bacaan tetap bagi sementara 
pejabat Belanda yang ada di Ambon. Pada tahun 1744 Gubernur Jenderal van 
Imhoff mengizinkan terbitnya Bataviase Nouvelles. Namun, atas perintah 
penguasa kompeni di Nederland yang dikenal sebagai de Heeren Zeventien, 
(tuan-tuan 17 orang), penerbitan itu dihentikan karena dianggap “membawa 
akibat yang merugikan”, tanpa menyebutkan apa yang merugikan itu. Pada 
zaman Gubernur Jenderal Daendels diterbitkan Bataviasche Koloniale Courant, 
yang beredar setiap Jumat. Sehari sebelum dicetak naskahnya harus diperiksa 
terlebih dahulu oleh bagian sensor. Segala sesuatu yang akan dicetak, termasuk 
iklan-iklan terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada pejabat sekretaris negara. 
Untuk melakukan sensor itu, sang sekretaris negara mendapat imbalan 10% dari 
uang pemasukan koran. Ketika Inggris berkuasa di Hindia (Jawa) tahun 1813, 
oleh penguasa Inggris, Jenderal Raffles, Bataviasche Koloniale Courant diganti 
namanya menjadi Java Government Gazette, dan tetap merupakan penerbitan 
pemerintah. Namun, setelah kekuasaan diserahkan kem- bali dari pihak Inggris 
kepada pihak Belanda, nama penerbitan kembali menjadi Bataviasche Koloniale 
Courant. Lalu nama itu kemudian di- ubah menjadi De Javasche Courant (1828) 
oleh gubernur jenderal berikutnya dan tetap men~ jadi organ resmi pemerintah 
(Hindia-Belanda). Konon, De Javasche Courant merupakan koran yang paling 
panjang usianya di Hindia (Indone- sia), karena baru ditutup setelah Jepang 
datang di Jawa (1942). Baru pada 1851 di Jakar- ta terbit koran yang 
sesungguhnya yaitu De Java Bode, dan De Locomotief di Semarang: sedangkan 
di Surabaya pada 1853 terbit Het Soerabajaasch Handelsblad. Pada tahun 1856 
ditetapkan adanya Druk- pers Reglement, Peraturan Tentang Cetak Mencetak di 
Hindia Belanda. Di dalamnya dise- butkan antara lain, bahwa pihak pencetak 
ha- rus menyerahkan satu eksemplar hasil cetakan- nya kepada petugas 
pemerintah yang ditun-— juk, untuk mengawasi soal-soal percetakan. 
Barangsiapa yang tidak mematuhi peraturan- peraturan tentang percetakan ini 
dapat dike- nakan hukuman pencabutan lisensi dan peng- hapusan uang 
jaminan. Ketika Het Indische Vaderland yang terbit 


648 sejarah pers indonesia pada masa penjajahan di Semarang menurunkan 
artikel-artikel yang isinya menentang Peraturan Tentang Cetak Mencetak lisensi 
(surat izin terbit)-nya dicabut. Percetakannya pun harus ditutup dan gedungnya 
disegel. Pihak penerbit, CGT van Dorp mengajukan persoalannya kepada 
Gubernur Jenderal, menuntut pemerintah di hadapan Mahkamah Tinggi. 
Akhirnya dicapai kompromi dan segala sesuatunya akan dikembalikan seperti 
sediakala, dengan syarat pihak penerbit harus berjanji tidak akan mencetak 
sesuatu yang menghina pemerintah. Namun, karena telah tiga minggu tidak 
terbit, Het Indische Vaderland kehabisan uang. Modalnya tidak dapat membiayai 
penerbitan kembali koran tersebut. Pada tahun 1906 sensor preventif dihapus, 
diganti dengan sensor represif, dan kemudian menjadi lebih dikenal dengan 


persbreidel ordonantie. Dalam waktu sepuluh tahun, ordonansi tersebut telah 
minta korban lima buah suratkabar Belanda; di antaranya Indie Hou Zee yang 
diterbitkan oleh kaum NSB, Nationaal-Socialistische Beweging, golongan Nazi 
Belanda, di Semarang. Juga 24 suratkabar Indonesia, yang 13 di antaranya tidak 
dapat terbit kembali. Kaum ondernemers, tuan-tuan penguasa perkebunan kopi, 
kina, teh, karet dan lain sebagainya, di Jawa Timur mula-mula menerbitkan De 
Soerabajaasche Courant, setelah sebelumnya ganti nama dua kali. Kemudian 
ada juga De Nieuwsbode yang sering memuat tulisan yang dianggap keras oleh 
pihak gubernemen, sehingga akhirnya pendiri sekaligus pemilik, penerbit, 
pencetak, dan redakturnya, J. J Noise diusir dari tanah Hindia (1866). Kaum 
pekerja yang bekerja di perkebunan gula, mendirikan De Indische Courant 
dengan harapan agar suara mereka didengar dan kepentingan mereka juga 
diperhatikan. Di Priangan, Bandung ada Het Algemeen Indisch Dagblad De 
PreangerBode (1896), yang dipimpin oleh Dr. W.M. Wormser, seorang ahli hukum 
dan Ketua Pengadilan Negeri di Tulungagung (Jatim), yang kemudian terjun 
dalam bidang jurnalistik. Koran ini pernah pula dipimpin oleh B. Sluimers yang 
sejak 1953 pernah menjadi pembantu Kantor Berita AZVTARA di Amsterdam. 
Medan dan sekitarnya mempunyai korannya sendiri. Mula-mula terbit Deli 
Courant yang dianggap sebagai pembawa suara kaum direksi. Kemudian muncul 
Sumatra Post yang dianggap lebih demokratis dan lebih mementingkan 
masyarakat Belanda sendiri.Golongan Katholik juga mempunyai koran De 
Koerier, sedangkan golongan Indo (Belan— da) Onze Courant. Kaum Protestan 
yang term gabung dalam Christelijke Staatkundig Partij memiliki mingguan De 
Banier. Golongan Be— landa totok yang tergabung dalam Vaderland— se Dub 
memiliki Nederlandsch Indie. Sedang— kan Baars dan Sneevliet, pembawa faham 
ko~ munis ke Indonesia, tahun 1920-an mempu- nyai Het Vrije Woord. Dengan 
bertambah banyaknya orang Be— landa yang datang di Indonesia, ditambah de- 
ngan kemajuan industri dan lain-lain, maka bertambah berkembang pula 
keadaan pers mereka. Di antara kaum wartawan Belanda ter- dapat nama- 
nama seperti Barrety yang men dirikan kantor berita Aneta (Algemeen Nieuws 
en Telegraaf Agentschap); Karel Wybrands dari Het Nieuws van den Dag, yang 
oleh komunitas Belanda disebut “jurnalis Hindia yang besar dari awal abad ke- 
20. Kemudian H.C. Zentgraaff yang pernah menjadi militer di Aceh dan menulis 
buku ten~ tang Aceh. Pernah pula ikut perang di Bone, Sulawesi, dan berpindah- 
pindah tempat ker~ ja. Zentgraaff pernah pula bekerja di Het Soer- abajaasch 
Handelsblad, De Locomotief dan Java Bode. Tiap artikel yang ditulisnya, selalu 
di- tandai dengan huruf “Z" di belakangnya. Karel Wybrands yang 
mengemudikan Het Nieuws van den Dag (Jakarta) yang dikenal se- bagai 
penulis tajuk yang tajam, berani se- kaligus melecehkan lawan-lawannya. 
Mereka semua tidak melihat datangnya pasukan Jepang yang menggantikan 
kedudukan Belan- da menjajah Indonesia. Pada zaman Jepang semua pers 
Belanda ditutup, dan pada lazimnya, kaum wartawan 


sejarah pers indonesia pada masa penjajahan 649 Belanda masuk kamp 
interniran kecuali satu dua orang yang bersedia dipergunakan tenaganya oleh 
Jepang untuk keperluan propaganda. Salah satu di antaranya ialah J.H. Ritman, 
Pemimpin Redaksi Het Bataviasch Nieuwsblad. Dia dipekerjakan di radio 


pemerintah (Jepang). Pada masa revolusi dia menerbitkan Nieuwsgier, yang 
mula-mula berwujud stensilan tetapi kemudian terbit tercetak. Pers Belanda 
setelah 1945 memang bisa terbit kembali setelah NICA-Belanda kembali 
berkuasa di sebagian wilayah Republik Indonesia. Pers Belanda dipaksa 
menghentikan penerbitannya setelah adanya konfrontasi mengenai Irian Barat 
(1958). Sudah sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia terdapat golongan 
Cina totok, -yaitu mereka yang langsung datang dari negeri leluhur (Cina), dan 
kaum peranakan Cina yang di badannya mengalir darah campuran, Cina dan 
“pribumi”. Kaum peranakan ini dalam perkembangannya tidak mengerti atau 
hanya sedikit mempergunakan Bahasa Cina. Mereka mempergunakan bahasa 
sendiri yang lazim dinamakan Bahasa Melayu-Pasar dan MelayuBetawi. Pada 
abad ke-20, jumlah kaum Cina totok terus bertambah, namun komunitas Cina- 
peranakan tetap merupakan mayoritas. Sebagian besar lebih tertarik terhadap 
pendidikan a la Barat. Salah seorang di antaranya ialah Lie Kim Hok yang 
berhasil mengenyam pendidikan Belanda. Ia kemudian terjun dalam bidang 
jurnalistik dan mendirikan sebuah percetakan, serta menerbitkan suratkabar 
Pemberita Betawi. Tetapi itu bukan berarti bahwa Pemberita Betawi merupakan 
koran Tionghoa-Melayu yang pertama, sebab, pada tahun 1856 di Surabaya juga 
telah terbit Soerat Khabar Bahasa Melajoe, yang diusahakan orang Belanda 
(1856). Kemudian terbit berbagai suratkabar sejenis, seperti Selompret Melajoe 
(Semarang), Bintang Timur (Surabaya), Matahari dan Bintang Barat (Jakarta), 
yang semuanya diterbitkan oleh modal non-Cina. Hal yang demikian juga terjadi 
di Sumatra, Kalimantan,, yang semuanya bermaksud menyediakan bacaan bagi 
orangorang Cina kelahiran Indonesia. Sedangkan bagi yang totok juga 
diterbitkan koran dengan huruf Cina, tetapi kurang begitu dikenal. Koran 
Tionghoa-Melayu yang dimodali orang-orang Cina, ialah Perniagaan (Jakarta). 
Kala itu koran Bintang Betawi yang dikemudikan seorang Eropa (Kieffer) sering 
menulis artikel yang isinya menghina-nistakan orangorang Cina. Sejumlah tokoh 
Cina bersepakat untuk mendirikan suratkabar untuk mengantisipasi Bintang 
Betawi tersebut. Polemik terjadi antara kedua suratkabar itu, dan akhirnya 
Bintang Betawi kehabisan nafas. Uniknya ialah bahwa yang mengemudikan 
Perniagaan ada— lah seorang Indonesia, bernama F.D. J. Pange— manan. 
Kemudian terjadi pula perang-pena antara Perniagaan dan Sin Po yang menjagoi 
Dr. Sun Yat Sen. Dalam perkembangannya, Perniagaan bertukar nama menjadi 
Siang Po yang dipimpin oleh Mr. Phoa Liong Gie, anggota Volksraad, Dewan 
Rakyat bikinan Belanda. Sebagian besar dari koran Tionghoa-Me- layu bisa 
disebut hidup cukup baik, karena di kalangan komunitas Cina-peranakan telah 
dim rasakan perlunya mendapat kabar berita da~ lam hubungan dengan usaha 
masing-masing. Sebagian dari suratkabar itu mula-mula me- mang dikemudikan 
oleh tenaga Belanda, nam mun sedikit demi sedikit tenaga asing itu dim gantikan 
oleh tenaga Cina-peranakan sendiri. Alasan digunakannya tenaga Belanda 
mung- kin karena status tenaga-tenaga Eropa diang- gap lebih tinggi dan 
mereka jugajlianggap akan lebih sukar diperkarakan oleh penguasa ketimbang 
redaktur-redaktur Cina. Perubahan sangat terasa setelah terjadi Revolusi di Cina 
tahun 1911. Banyak orang Cina yang mendambakan berita-berita terbaru dari 
negeri leluhur mereka. Hal ini sedikit banyak membantu berkembangnya pers 
Melayu- Tionghoa di antaranya Sin Po dan Perniagaan. Sebagian dari komunitas 


Cina-peranakan sudah sejak 1917 meninggalkan faham “negeri leluhur”, dan 
bahkan lebih berorientasi kepa— da kehidupan (penguasa) kolonial. Hal ini 


650 sejarah pers indonesia pada masa penjajahan didukung oleh kenyataan 
bertambahnya warga Cina-peranakan yang mendapat pendidikan Belanda. Di 
antara mereka ada yang kemudian mendapatkan persamaan hak dengan warga 
negara Belanda; ikut serta dalam pemilihan Dewan Kota dan Dewan Rakyat 
(Volksraad), dengan tujuan agar kedudukan politik serta ekonomi mereka 
terangkat. Perniagaan yang kemudian mengganti nama menjadi Siang Po 
merupakan corong mereka. Sementara itu, golongan yang merasa masih ada 
hubungan dengan negara leluhur, justru menolak kewarganegaraan Belanda dan 
tidak ikut dalam pemilihan badan legislatif. Sin Po dan Pewarta Soerabaja 
merupakan corong golongan ini. Ada pula golongan Cina-peranakan yang tidak 
masuk golongan pertama dan golongan kedua, tetapi justru memilih untuk 
berjuang dengan kaum nasionalis Indonesia dan mendirikan Partai Tionghoa- 
Indonesia (PTI). Meskipun tidak disebutkan secara terang-terangan, namun Sin 
Tit Po (Surabaya) bisa diambil sebagai contoh sebagai koran Tionghoa-Melayu 
yang membawakan suara PTI. Sin Po yang semula merupakan suratkabar 
mingguan (1911), setahun kemudian menjadi suratkabar harian, dan masih 
dipimpin orang Belanda yakni J.R. Razoux Kuhr, mantan kontrolir (penilik), 
karena kaum peranakan kala itu belum berani memegang pimpinan redaksi. 
Tahun 1916 kedudukan J.R. Razoux Kuhr diganti oleh Kwee Hing Tjiat. Kwee 
kemudian diganti oleh Tjoe Bou San dengan jabatan pemimpin umum dan 
pemimpin redaksi. Kwee Hing Tjiat pergi ke Eropa namun terus membantu Sin 
Po. Karena tulisannya berjudul “Bahaya Putih" dan bukunya Doea Kepala Batoe, 
Razoux dilarang kembali ke Hindia Belanda'. Ketika dia kembali dari Eropa dan 
kapal yang mengangkutnya sampai di Priok Razoux dipulangkan ke Cina. 
Sementara itu, Kwee Hing Tjiat atas tanggungan Oei Tiong Ham Concem 
diizinkan kembali ke Hindia, dan di Semarang dia menerbitkan koran Matahari. 
Semula korannya akan dinamakan “Merdeka”, dan kantornya dicat merah, tetapi 
dilarang pemerintah. Kemudian terjadi sengketa di kalangan pimpinan Sin Po. 
Hauw Tek Kong salah seorang pimpinan Sin Po memisahkan diri dan mendirikan 
koran baru KengPo. Selanjutnya antara kedua koran terjadilah perajig-tulisan 
atau polemik yang tidak berkesudahan. Sampai menjelang datangnya Jepang 
hanya ada enam suratkabar Tionghoa-Melayu terkemuka yang masih terbit. Itu 
pun ada diJawa yaitu Sin Po, Keng Po, Hong Po (ketiganya di Jakarta), Matahari 
(Semarang), Pewarta Surabaya dan Sin Tit Po di Surabaya. Pada lazimnya pers 
Tionghoa-Melayu lo~ yal kepada pemerintah (Belanda). Pada masa pendudukan 
Jepang sebagian kaum warta- wan Tionghoa-Melayu di antaranya Nio Yoe Lan 
(Sin Po) dan Injo Beng Goat (Keng Po) dim masukkan ke dalam kamp tahanan, 
bersama sejumlah anggota Volksraad, kaum intelektu— al dan juga sejumlah 
kaum usahawan ketu— runan Cina lainnya. Yang berhasil lolos adalah Kwee Kek 
Beng (Sin Po) yang selama pendu- dukan Jepang bersembunyi di suatu tempat 
yang justru letaknya tidak jauh dari kantor Ken— pei (polisi militer Jepang) di 
Bandung, sampai kalahnya Jepang. Sementara itu pihak Jepang sendiri sudah 
mempunyai koran yaitu Tjahaja Selatan atas usaha Yanagi di Surabaya. 
Redakturnya orang Indonesia yakni Raden Mas Bintartie. Pernah juga diterbitkan 


majalah Bende, juga dengan modal Jepang, tetapi tidak berusia lama. Yang agak 
berhasil ialah suratkabar Sinar Selatan (Semarang) yang dipimpin Itami Hiraki, 
man~ tan pegawai R. Ogawa, seorang pengusaha toko obat. Kedudukannya 
kemudian digantikan Mashoed Hardjokoesoemo. Dan ini berjalan hingga pasukan 
Jepang masuk ke Jawa (1942). Yang lebih terkenal ialah S. Kubo yang ber— usaha 
mendirikan suratkabar dengan modal Jepang; tetapi dalam perkembangannya 
jus- tru gagal, dengan mengikutkan dua orang wartawan Indonesia terkemuka 
di zamannya, yaitu Saeroen dan Soediono Djojopranoto. Semula S. Kubo 
bersama rekannya telah berhasil menerbitkan suratkabar berbahasa 


sejarah pers indonesia pada masa penjajahan 651 Jepang, Java Nippo. Ketika 
timbul sengketa internal S. Kubo mendirikan suratkabar sendiri yakni Nichiran 
Sogyo Shimbun, yang kemudian berganti nama menjadi Tohindo Nippo. 
Pemerintah Hindia Belanda mencium bahwa Kubo berniat juga menerbitkan 
suratkabar dalam Bahasa Indonesia, selain usahanya yang sudah berhasil yakni 
menerbitkan suratkabar Cina dengan huruf Cina, dan menggunakan tenaga 
redaktur Cina. Usaha Kubo hendak diperluas yakni mengusahakan penerbitan 
Indonesia dengan tenaga Indonesia. Lalu Kubo menghubungi Saeroen. Keduanya 
kemudian sepakat bahwa yang bergerak Saeroen dan yang memodali pihak 
Jepang. Mereka lalu membeli percetakan Tjahaja Pasundan milik Sasmita. Untuk 
menghilangkan kecurigaan pihak pemerintah (Hindia Belanda), Sasmita tetap 
menduduki jabatannya sebagai pemimpin percetakan itu. Sedangkan tenaga 
redaksi dipercayakan kepada Soediono Djojopranoto. Koran yang diberi nama 
Warta Suratkabar tersebut berkantor di Jalan Kramat Raya Jakarta. Selang 
beberapa waktu kemudian S.Kubo mendapat kabar, bahwa proses pembelian 
percetakan kurang beres karena masih ada kekurangan pembayaran, meskipun 
uang telah diberikan seluruhnya kepada Saeroen. S. Kubo kemudian minta 
nasehat kepada atasannya yang ternyata adalah salah satu cabang atau bagian 
dari Kementerian Luar Negeri Jepang. Kepada Kubo dianjurkan agar melapor 
kepada Kejaksaan Tinggi Hindia Belanda. Dengan adanya laporan Kubo usaha 
pemerintah mengusut liku-liku Jepang dalam berpropaganda melalui pers di 
Indonesia mendapat jalan. Dalam perkembangannya, Saeroen ditahan, 
kemudian dijatuhi hukuman karena terbukti bersalah. Dengan adanya peristiwa 
yang kemudian dikenal sebagai “kubo-affair" itu, gemparlah seluruh pers di 
Indonesia. Pers Belanda paling santer menyiarkan peristiwa itu dan berulang kali 
mengingatkan adanya bahaya kuning yang akan datang dari Utara. Sementara 
itu sikap pers Tionghoa-Melayu terpecah, sebab saat itu ada yang pro Chiang Kai 
Sek, dan ada pula yang diam-diam pro Jepang. Sedangkan pers Indonesia 
sebagian besar menyuguhkan berita “kubo affair” secara apa adanya. Usaha 
Jepang untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia melalui media massa tidak 
terhenti sampai di situ. Beberapa saat sebelum Perang Pasifik pecah, 'setiap 
petang Tokyomenyiarkan siaran propaganda secara teratur. Penyiarnya adalah 
Jusuf Hassan, dan setiap kali sebelum penyiaran, dikumandangkan lagu 
Indonesia Raya. Begitu pula setelah Perang Pasifik pecah. Di daerah Surakarta 
dan Yogyakarta sering disebarkan selebaran-selebaran yang isinya mengajak 
rakyat memberontak terhadap pe- merintah Belanda, karena saatnya sudah 
tiba dengan datangnya pasukan Jepang. Hanya saja dalam selebaran itu tidak 


dise— butkan, bahwa “orang cebol kepalang berkulit kuning itu hanya seumur 
jagung diam di Nu— santara untuk kemudian pulang ke asalnya kembali”. 
Setelah Jepang berhasil menaklukkan pa— sukan Belanda di Kalijati, 8 Pebruari 
1942, lang- kah pertama yang dilakukan dalam bidang me- dia massa ialah 
membiarkan buat sementara penerbitan suratkabar-suratkabar, baik yang 
berbahasa Belanda, Tionghoa-Melayu, Indone— sia maupun yang berbahasa 
daerah. Tidak lama kemudian, pemerintah (militer) Jepang mengeluarkan 
pengumuman yang intinya “terlarang menerbitkan barang cetakan yang 
berhubungan dengan pengumuman atau penerangan, baik yang berupa 
penerbitan se— tiap hari, setiap minggu, setiap bulan maupun penerbitan 
dengan tidak tertentu waktunya, kecuali oleh badan-badan yang sudah menda- 
pat izin". Maka tutuplah semua penerbitan yang sudah ada. Koran yang diizinkan 
terbit adalah Asia Raya dengan R. Soekardjo Wirjopranoto seba— gai pemimpin 
umum, dan R.M. Winarno Hen- dronoto sebagai pemimpin redaksi. Baru ke- 
mudian menyusul koran-koran lainnya, seper- ti Suara Asia (Surabaya) dengan 
R. Toekoel Soe- rohadinoto sebagai pemimpin umum, dan R. 


652 sejarah pers indonesia pada masa penjajahan Abdulwahab Surowirono 
selaku pemimpin redaksi: Sinar Baru (Semarang) di bawah asuhan Abdulgafar 
Ismail dan Dr. Buntaran Martoatmodjo sebagai pemimpin umum. Kemudian 
keduanya diganti oleh Parada Harahap: Sinar Matahari (Yogya) dengan R. Rudjito 
(pemimpin umum) dan R.M. Gondoyuwono (pemimpin redaksi): dan Tjahaja 
(Bandung) dengan Otto Iskandardinata sebagai pemimpin umum dan A. Hamid 
sebagai pemimpin redaksi. Sementara itu ANTARA masih diizinkan beroperasi, 
tetapi namanya diganti dengan “Yashima”, yang kemudian diganti lagi menjadi 
“Domei Bagian Indonesia". Selain nama-nama tadi, sejumlah wartawan lainnya 
yang diizinkan mengelola suratkabar ialah Adinegoro (Kita Sumatora Shimbun di 
Medan), Abdul Wahid (Atjeh Shimbun, Kotaraja), Madjid Usman (Padang Nippo, 
Padang), Nungtjik (PalembangShimbun, Palembang), A.A. Hamidhan (Borneo 
Shimbun, Banjarmasin), Manai Sophian (Pewarta Serebesu, Makassar), O.H. 
Pantauw (Menado Shimbun), R.R. Paath (Borneo Barat Shimbun, Pontianak), 
Pattimaipau (Sinar Matahari, Ambon) dan Tjokorde Ngurah (Bali Shimbun, Den 
Pasar). Tidak semua koran terbit tiap hari. Beberapa di antaranya terbit 
seminggu dua atau tiga kali. Di setiap redaksi selalu terdapat orang Jepang yang 
menjadi Shidokan atau Pemimpin Umum. Para wartawan digiring ke dalam Jawa 
Shimbunsha Kai (Perhimpunan Wartawan Jawa). Kaum seniman dihimpun dalam 
Keimin Bunka Shidoosho. Kemudian menerbitkan media triwulanan Keboedajaan 
Timoer dan berkala Panggung Giat Gembira yang memuat kisah-kisah garapan 
Barisan Propaganda untuk dipentaskan di atas panggung sandiwara. Badan 
Pembantu Perjurit juga mempunyai berkalanya sendiri yaitu Pradjoerit, diasuh 
Madikin Wonohito dan Itjiki sebagai pengawas. Ada pula Djawa Baroe yang terbit 
dalam Bahasa Indonesia diselingi Bahasa Jepang dengan huruf Honji dan 
Katakana. Untuk kaum peranakan Cina di Jawa disediakan Kung YungPao, 
dengan Oei Tiang Tjoei sebagai pemimpin umum dan Soema Tjoe Sing sebagai 
pemimpin redaksi. Oei Tiang Tjoei (yang kemudian berganti nama menjadi 
Permana) sebelum Jepang datang mengemudikan HongPo, dan pada jaman 
pendudukan Jepang diangkat menjadi anggota Chuo Sangiln (Dewan 


Pertimbangan Pusat) oleh pemerintah. Majalah Pandji Pustaka yang sejak 
penjamjahan Belanda diterbitkan Balai Pustaka tetap dibenarkan terbit: mula- 
mula mingguan baru kemudian dwi mingguan. Ini disebabkan un- tuk 
menghemat kertas, mengingat pada za- man perang tidak ada impor kertas. 
Dalam per- kembangannya, Pandji Pustaka juga dilikui- dasi dan sebagai 
gantinya terbit Indonesia Merdeka, yang penerbitannya diusahakan oleh Jawa 
Hookoo Kai (Himpunan Kebaktian Rak- yat Jawa) sampai kemerdekaan 
Indonesia di- proklamasikan. Pengasuh Pandji Pustaka ber- ganti-ganti, dari 
Koesoema St. Pamuntjak, Armijn Pane, dan akhirnya W. J.S. Poerwodar- minto. 
Sedangkan Indonesia Merdeka yang term bit hanya sekitar empat bulan saja, 
diasuh oleh Andjar Soebijanto. Sementara itu untuk bacaan rakyat di de- sa- 
desa yang masyarakatnya sebagian besar belum atau tidak menguasai Bahasa 
Indone- sia, diterbitkan lembaran koran untuk tiap ke~ residenan. Bahasanya 
bahasa daerah (Sunda, Jawa, Madura). Edisi Sunda diawasi Anwar Tjokroaminoto, 
sedangkan edisi Jawa dan Madura diawasi Imam Soepardi. Kedudukan 
Hoodoohan (bagian sensor) yang dibagi dalam dua bagian sangat penting. 
Bagian Penyiaran yang mengurus penyiaran- penyiaran pemerintah dipimpin T. 
Itjiki dan Syamsuddin Sutan Makmur. Bagian sensor, pe~ nilikan atas isi 
suratkabar, majalah, buku dan lain sebagainya, dipimpin Oejehara dan Mr. 
Elkana Tobing. Selain itu juga diadakan peraturan peme- rintah tentang 
pelayanan terhadap wartawan terdiri dari 11 pasal. Pasal pertama menyebut- 
kan, semua pegawai suratkabar, termasuk pe- gawai tata usaha -kecuali 
pegawai rendahan, disebut wartawan. Juga disebutkan, bahwa 


sejarah pers indonesia pada masa penjajahan 653 wartawan ada di bawah 
penilikan pegawaipegawai pemerintah daerah masing-masing. Pasal 8 dan 9 
menetapkan hukuman bagi para wartawan jika melanggar maksud pemerintah. 
Kewajiban wartawan ialah semata-mata menyokong usaha pemerintah. Jika ada 
wartawan yang merintangi pekerjaan pemerintah, akan diambil sikap yang 
sekeras-kerasnya. Korban pertama penangkapan terhadap wartawan terjadi atas 
diri Mr. Sumanang karena membiarkan korannya (Pemandangan) memuat 
gambar Tenno Heika kaisar Jepang tertutup oleh bulatan Hinomaru (bendera 
Jepang). Juga Mohammad Tabrani ditangkap karena dianggap menghasut R.H. 
Oned Djoenaedi agar tidak menjual Percetakan Pemandangan kepada pihak 
Jepang, yang bermaksud menerbitkan suratkabar. Juga R.M. Winarno Hendronoto 
ditangkap karena memasang bendera merah-putih di depan mobilnya. 
Sedangkan di Malang, Jawa Timur, wartawan Domei bernama Koesen dibunuh 
Kenpei dengan tuduhan mendengarkan siaran radio musuh. Ada yang berkisah, 
karena dia menyembunyikan orang yang kebetulan sedang dicari Jepang. Begitu 
pula di Kalimantan, sejumlah wartawan menjadi korban keganasan penjajah 
Jepang. Wartawan Anomputra di Kalimantan Barat dihukum mati dengan 
tuduhan mengadakan gerakan di bawah tanah untuk menumbangkan 
pemerintah yang sah. Korban lainnya adalah Housman Babou, M. Hohman, 
Anang Acil dan Amir Bondan, semuanya di Banjarmasin. Sedangkan Smits, 
pemimpin Borneo Post dipenggal kepalanya dan jenazahnya dibuang ke sungai 
Martapura, ketika Jepang untuk kali pertama menduduki Banjarmasin. Pada 
zaman ini, perusahaan-perusahaan suratkabar tergabung dalam Jawa Shimbun 


Kisha (Penerbit Suratkabar Jawa). Secara bergantian kaum wartawan dari 
berbagai kota dikumpulkan di Jakarta, untuk mendapat latihan “Semangat 
Nippon” sekaligus baris berbaris selama sebulan. Akan tetapi belum lama 
pelatihan itu berlangsung, Indonesia merdeka. Saat itu bukan saja semua yang 
akan dicetak (termasuk iklan) harus diperiksa Hoodoohan (Badan Sensor) 
terlebih dahulu, tetapi juga oplaag-nya pun ditentukan oleh penguasa. Penduduk 
seluruh Indonesia di masa itu diperkirakan 60 juta, 30 juta di antaranya hidup di 
Jawa. Untuk jumlah sekian itu, oplaag atau banyaknya penerbitan dari semua 
suratkabar di Jawa tidak boleh melebihi 80.000 eksemplar. Sedangkan majalah 
mingguan keresidenan masing-masing tidak boleh melebihi 5.000 eksemplar. 
Selain kekejaman dan pengekangan mengutarakan pendapat, para wartawan 
Indonesia mendapat kesempatan meraih sesuatu yangpositif antara lain 
pengenalan alat-alat mo- dern, terutama dalam bidang cetak mencetak. Pada 
zaman Belanda, percetakan tempat men~ cetak suratkabar masih 
mempergunakan hand- set. Huruf demi huruf harus disusun tapi juga kata demi 
kata untuk selanjutnya disusun men~ jadi kalimat. Satu atau dua alinea dari 
gabung— an huruf itu lalu diikat, dibubuhi tinta di atas- nya untuk membuat 
proefdruk, yakni contoh cetakan untuk dikoreksi. Bila pencetakan se~ lesai, 
maka huruf-huruf tadi dikembalikan ke tempat semula, untuk dipergunakan 
keesokan harinya bila hendak mencetak lagi. Pada zaman Jepang, koran-koran 
bisa menggunakan mesin dan percetakan yang semula dipakai hanya oleh 
koran-koran Belan- da, yang tentunya jauh lebih modern dan lebih canggih. 
Selain itu, pada zaman Jepang koran-koran harus menggunakan Bahasa 
Indonesia umum, dan dilarang menggunakan Bahasa Melayu- Tionghoa atau 
Bahasa Indonesia yang tidak lazim. Perkembangan Bahasa Indonesia pada 
zaman Jepang memang bagus dan menggem- birakan. Dalam hal ini wartawan 
Indonesia sem cara tidak langsung turut berjasa. Kaum in— telek Indonesia dan 
Cina yang pada zaman Be~ landa terbiasa membaca koran Belanda dan terbiasa 
berbahasa Belanda (juga di kalangan keluarga sendiri), terpaksa membaca koran 
dan majalah berbahasa Indonesia. Pada zaman Jepang, meskipun para war- 


654 sejarah pers indonesia pada masa penjajahan tawan Indonesia secara 
lahiriah terhambat mengutarakan perasaan dan pikirannya, namun dalam 
kenyataannya mereka masih mampu menyebarluaskan semangat kebangsaan, 
semangat untuk hidup merdeka dan mandiri, dan tidak dijajah oleh bangsa 
asing. Anwar Tjokroaminoto yang lebih dikenal dengan nama samarannya Bang 
Bedjat sebagai penjaga pojok Asia Raya pernah menurunkan tulisan, “Awalan 
'se' itu ada yang mengartikan ‘satu’. Jangan ditafsirkan neka-neka, bila ada yang 
bilang Nippon-Indonesia sehidup semati”. Konon, karena tulisan pojoknya itu 
Bang Bedjat kemudian tidak diizinkan mengemudikan Asia Raya lagi, dan 
digantikan orang lain. Walaupun Indonesia sudah merdeka, tetapi Jepang masih 
berkuasa. Pada awal September 1945 terbit “koran gelap” yang ditempelkan di 
pohon-pohon di pinggir jalan atau di dinding-dinding gedung. Koran bernama 
“Berita Indonesia" itu yang diusahakan oleh sejumlah mahasiswa dan pelajar 
sebagai imbangan atas terbitnya Berita Gunseikanbu, koran Jepang yang khusus 
dicetak untuk menyampaikan pengumuman-pengumuman dari pemerintah 
militer, setelah Jepang kalah perang. Dalam perkembangannya, Berita Indonesia 


terus terbit, meskipun sering berganti pimpinan dan pemilik. Pemrakarsa 
terbitnya Berita Indonesia disebut-sebut Soeraedi Tahsin, Sidi Mohammad Syaaf, 
Roesli Amran, Soeardi Tasrif dan Anas Ma'roef. Sementara itu komunitas Arab, 
pada waktu yang sama, juga memiliki persnya sendiri, namun tidak begitu 
menonjol sehingga kurang mendapat perhatian khalayak. Oplaag-nya pun tidak 
besar dan isinya terutama mengenai soalsoal yang menyangkut keagamaan. 
Pada masa-masa awal kemerdekaan penerbitan pribumi banyak memuat hal-hal 
mengenai kebudayaan, agama, hiburan dan sedikit perdagangan. Pada 1855 di 
Surakarta terbit Bromartani, mingguan berbahasa Jawa, yang diasuh Carel 
Frederick Winter, jurubahasa di keraton Solo, dan juga Poespitomantjawarna 
yang diasuh oleh Winter Jr. Kedua koran tersebut ditulis dalam Bahasa Jawa 
halus (kromo). Kemudian menyusul Djoeroemartani yang diusahakan Groot Kolff 
& Co., yang beberapa tahun kemudian, atas perintah Sri Sunan, namanya diubah 
menjadi “Bromartani”, nama yang digunakan untuk koran yang pernah terbit 
sebelumnya yang diterbitkan oleh Carel Frederick Winter.Di berbagai tempat lain 
pun bermunculan penerbitan pribumi lainnya, antara lain yang diusahakan 
Zending (golongan Protestan), kalangan nonpri, dan sejalan dengan perkem- 
bangan zaman, dan oleh orang-orang Indone-— sia sendiri, terutama setelah 
timbulnya organ- isasi dan perkumpulan-perkumpulan politik maupun sosial 
atau keagamaan. Pelopornya antara lain Dr. Abdul Rivai dan Dr. Wahidin 
Sudirohusodo. Selama belajar di Eropa, misalnya, Dr. Abdul Rivai selalu me- 
ngirim tulisan untuk Bintang Hindia dan di Bin- tang Timur. Dialah wartawan 
Indonesia per- tama yang menulis artikel-artikel dari luar negeri. Isi tulisannya 
sering menghantam ke~ bijaksanaan pemerintah yang dianggap ba~ nyak 
merugikan rakyat. Dia juga menganjurkan bangsanya agar suka menuntut ilmu 
seperti orang Eropa. Sedangkan Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang dikenal sebagai 
“pemberi nama" organ isasi yang didirikan Soetomo dan kawan- kawan yakni 
“BoediOetomo”, sejak 1900 me- mimpin Retnodoemilah, koran yang semula di- 
dirikan dan diasuh oleh F.L. Winter. Berita di dalam koran ini disajikan dalam 
Bahasa Melayu dan Bahasa Jawa. Sejumlah pendapat menyatakan bahwa 
pelopor yang sebenarnya adalah Landjumin Datuk Temenggung, yang dikenal 
sebagai Ba- pak Jurnalistik Indonesia, yang mengemudikan majalah Tjahaja 
Hindia dan kemudian surat- kabar Neratja. Menurut ukuran zamannya, Ner- 
atja merupakan suratkabar yang cukup mo~ dem, karena, selain merupakan 
suratkabar mi~ lik bangsa Indonesia asli, juga yang mulai memuat foto, dengan 
tata muka yang sudah meninggalkan tatacara lama. Hal yang sangat langka 
pada masa itu. 


sejarah pers indonesia pada masa penjajahan 655 Ada pula yang menyatakan 
bahwa Datuk Sutan Maharadja, pengasuh Utusan Melayu (Padang), yang layak 
dianggap sebagai Bapak Jurnalistik, setidak-tidaknya untuk wilayah 
Sumatra.Yang jelas, atas bantuan Datuk Sutan Maharadjalah Sunting Melaju, 
dapat diterbitkan sekali seminggu, yang membawa tenar nama pengasuhnya, 
Rohana Kuddus (lihat lema Rohana Kuddus) dan Ratna Djuita sebagai redaktris. 
Rohana Kuddus boleh disebut sebagai wartawati pertama Indonesia, dan 
namanya bisa dijajarkan dengan R.A. Kartini di Jawa atau Dewi Sartika (di daerah 
Priangan). Menarik bahwa sebagian besar dari penulis karangan untuk Sunting 


Melaju terdiri dari kaum perempuan yang tinggal di sekitar kota Padang. Kaum 
Zending sebelumnya juga sudah mempunyai media yakni Biang Lala yang terbit 
pada 1867, dan diasuh oleh guru/pendeta Stefanus Sandiman. Kemudian Bin 
tang Djohar (1873), dan dalam waktu yang hampir bersamaan di Menado terbit 
Tjahaja Siang, yang kuat bertahan hingga 1927. Pers Indonesia boleh dikatakan 
mulai berkembang setelah kaum elit Indonesia merasa memerlukan alat 
komunikasi, terutama sebagai akibat bertambahnya sekolah-sekolah, baik yang 
dibuka pemerintah kolonial maupun oleh bangsa Indonesia sendiri. Lebih-lebih 
setelah berdiri berbagai perkumpulan dan organisasi, yang masing-masing 
kemudian merasa memerlukan alat propaganda atau corongnya sendiri. Empat 
organisasi dan partai politik Indonesia yang memegang peranan dalam 
perkembangan pers Indonesia adalah Boedi Oetomo, Sarekat Islam, de Indische 
Partij, dan PKI. Setelah dua tahun berdiri Boedi Oetomo berhasil mempunyai 
koran yakni Darmo Kondho, yang baru pada 1926 menjadi koran harian. Koran 
ini Mula-mula dianggap bersuara lunak, tetapi kemudian dinilai agak keras. 
Tfenaga yang mengasuhnya berganti-ganti antara lain Raden Mas Soedarjo 
Tjokrosisworo, wartawan terkemuka saat itu. Dalam perkembangannya, Darmo 
Kondho terbit dalam dua edisi yakni edisi berbahasa Jawa dan edisi berbahasa 
Indonesia, masing-masing bernama Pustaka Warti dan Pewarta Oemoem. 
Setelah Boedi Oetomo bergabung dengan Partai Bangsa Indonesia menjadi 
Partai Indonesia Raya (Parindra), semua suratkabar yang diasuhnya diberi nama 
“Oemoem”. Di Surabaya ada Soeara Oemoem, di Solo ada Pewarta Oemoem, 
dan di Bandung, kemudian pindah ke Jakarta Berita Oemoem.Menjelang 
datangnya Jepang Parindra me~ rupakan satu-satunya partai di Indonesia yang 
mempunyai media propaganda yang paling banyak, baik yang menggunakan 
bahasa dae- rah maupun yang menggunakan Bahasa Be— landa. Oetoesan 
Hindia (Surabaya) yang meru- pakan organ Sarekat Islam diasuh oleh Haji 
Oemar Said Tjokroaminoto dinilai sangat ra— dikal, terutama tulisan-tulisan dari 
pemban- tu-pembantunya seperti Haji Agus Salim, Ab- doel Moeis, 
Soeijopranoto, Samsi dan lain-lain, dianggap sangat berpengaruh terhadap ko- 
munitasnya. Bahkan penerbitan di luar Jawa sering pula mengambil oper tulisan 
dari Oem toesan Hindia. Sayang sekali karena sebagian pembaca Oetoesan 
Hindia kurang rajin membayar uang langganan, akhirnya suratkabar tadi 
terpaksa menghentikan penerbitannya (1923). Oetoesan Hindia bukan satu- 
satunya or~ gan Sarekat Islam (SI). Di Semarang SI mempu- nyai Sinar Djawa, 
Pantjaran Warta di Jakarta, dan Saroetomo di Surakarta. Di Saroetomo wartawan 
muda Mas Marco (Soemarko Kar- todikromo) sering menulis artikel yang 
menye babkan dia sering berurusan dengan pengadil- an. Kemudian dia 
mendirikan majalah Doenia Bergerak yang membawa suara PKI, dan yang 
menyebabkan dia dibuang ke Boven Digul, Papua. PKI bukan hanya memiliki 
Doenia Berge— rak saja tetapi juga Mowo (arang membara) dan Hobromarkoto 
(rata bersinar) yang se- muanya terbit di Solo. Lalu Proletar (Surabaya), Petir 
dan Torpedo (Padang), Goentoer (Medan), Halilintar (Pontianak), dan di beberapa 
tempat 


656 sejarah pers indonesia pada masa penjajahan lainnya. Oplaag media mereka 
tidak terlalu besar dan biasanya hanya berumur beberapa nomor saja. De 


Indische Partij, juga mempunyai penerbitan sendiri, namun yang terkenal ialah 
Het Tijdschrift dan De Express. Kedua nama itupun tidak dapat dipisahkan 
dengan tiga nama yang pernah mengasuh dan mengisinya yaitu Emest Douwes 
Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Soewardi Soeijaningrat. Dalam tahun 1913 
ketiga insan itu dibuang ke tiga tempat di Indonesia, tetapi ketiga-tiganya 
memilih untuk pergi ke Nederland. Di sana pun mereka masih meneruskan 
menulis artikel untuk berbagai penerbitan di Indonesia. Di Nederland sendiri, 
pada masa penjajahan itu, para mahasiswa Indonesia yang belajar di sana 
menghimpun diri dalam Perhimpunan Indonesia, yang mempunyai koran 
Indonesia Merdeka, yang terbit dalam dua bahasa, Indonesia dan Belanda. 
Meskipun oplaag-nya sangat kecil, namun pengaruh Indonesia Merdeka cukup 
besar, terutama bagi para pemimpin pergerakan serta kaum terpelajar yang ada 
di Indonesia yang kala itu sebagian besar masih muda usia. Perkembangan pers 
Indonesia bisa dikatakan sejajar dengan perkembangan partai politik dan 
organisasi komunitas yang memilikinya. Sekitar tahun 1930 Mohammad Thbrani, 
merupakan sedikit di antara pemuda Indonesia yang kala itu menuntut ilmu 
jurnalistik di luar negeri (Jerman), menulis mengenai keadaan pers Indonesia. 
Dalam bukunya Ons Wapen (Senjata Kita) Tabrani mengulas, bahwa keadaan 
pers Indonesia masih mengecewakan. Pendidikan wartawannya sangat minim, 
dan cara pemberitaannya sangat primitif serta sering tidak dapat dipercaya. 
Rubrik seperti pandangan luar negeri, kesenian, perdagangan, ilmu 
pengetahuan, juga dipandang masih kurang. Teknik percetakan pun kurang 
memadai. Begitu juga tata usahanya, sangat amburadul. Para langganan 
seringkali membayar uang abonemen tidak pada waktunya. Wartawan atau 
redakturnya dibayar sangat minim. Namun demikian, Tabrani berpendapat 
semua itu masih bisa diperbaiki. Saat itu, selain Tabrani, ada dua pemuda 
Indonesia lainnya yang menuntut ilmu jurnalistik di Jerman. Yaitu Djamaluddin 
Adinegoro dan Jahja Jakub. Nama yang disebut terakhir ini hanya sesaat 
bergerak di bidang pers, dan selanjutnya tidak pernah disebut-sebut 
lagi.Kemudian ada juga Herawati Latip yang lalu menjadi Herawati Diah, yang 
menuntut il~ mu jurnalistik di Columbia University New York, dan berhasil 
mencapai gelar Bachelor of Arts. Menjelang pecahnya Perang Pasifik dia diminta 
pulang oleh orang tuanya, dan singgah di Ma- nila, dan diterima menjadi tamu 
Presiden Manuel Quezon. Selain itu masih ada beberapa yang me- rupakan 
jebolan (drop out) NIAS, Nederlands Indische Artsen School (Sekolah Kedokteran 
Hindia Belanda) di Surabaya, seperti Abdul— wahab Djojowirono, Ahmad 
Dermawan Lubis, Taher Tjindarboemi. Juga ada Soemarto Djo— jodihardjo yang 
kemudian berhasil mencapai gelar Sarjana Hukum, Winarno Hendronoto yang 
pernah mengenyam pelajaran di Santi Niketan (Lahore), Mr. R.M. Sumanang 
Soerio- winoto dan Mr. Soedjatmiko yang digantikan- nya, mengemudikan 
redaksi Pemandangan. Ada yang belajar ilmu jurnalistik di dalam ne~ geri, 
seperti Burhanuddin Muhammad Diah yang menjadi siswa Dr. Douwes Dekker 
Se- tiabudhi di Ksatriaan Instituut Bandung. Anwar Tjokroaminoto di Sekolah 
Guru (Hollands In- landse Kweekschool). Tetapi, para wartawan Indonesia yang 
be- rani memimpin majalah atau koran sebagian besar hanya berpendidikan 
sekolah rendah. Mereka cakap membaca dan menulis, hasil pelajaran yang 
mereka peroleh di sekolah ren- dah, kemudian ditambah dari belajar sendiri, 


dari buku-buku yang mereka baca. Kemudian tergugahlah hati mereka untuk 
berani tampil sebagai pemimpin redaksi atau redaktur. Dengan bermodalkan 
sedikit pengetahu— an dan pengalaman, jiwa mereka terpanggil untuk memberi 
tuntunan serta bimbingan ke— pada bangsanya yang masih menjadi bangsa 


sejarah pers indonesia pada masa penjajahan 657 jajahan, hidup nista dan 
sengsara. Bila mereka menghendaki perbaikan nasib, maka belenggu penjajahan 
harus diputus. Mereka harus menjadi bangsa yang merdeka. Semangat 
kemerdekaan, semangat cinta tanah air dan bangsa, berjuang untuk merdeka, 
inilah yang kemudian ditanamkan dan disebarluaskan kepada sidang pembaca 
masingmasing. R. Brotokesowo mengatakan bahwa pada masa lampau untuk 
menjadi wartawan diperlukan keberanian untuk menghadapi dua persoalan. 
Berani berutang kepada pelanggan dan percetakan, dan berani menghadapi 
delict. Dalam kenyataannya pada masa penjajahan tidak sedikit wartawan yang 
keluar masuk bui karena terkena ranjau pers yang sudah disiapkan pihak 
penjajah. Bahkan bukan masuk keluar bui saja, tetapi juga berani menghadapi 
resiko dibuang ke Tanah Merah Boven Digul. Kepastian mengenai jumlah mereka 
belum diketahui karena belum pernah dilakukan penelitian secara khusus. 
Namun, dapat disebutkan nama-nama, misalnya, Raden Mas Gondojoewono, 
Soediono Djojopranoto, Tjempono, Oesman Gelar Sutan Keadilan, Ali Arham, 
Soekindar, Soemantri, Soenardi, Samsi, Martoyo, Boedi Soetjitro, Sismadi 
Sastrosiwoyo, A. Dasoeki, K.H. Misbach, Sabilal Rasjad, Firdaus Harun al-Rasjid, 
Noeroes Ginting Soeka, A.C. Salim, H. Datoek Batoeah, U. Pardede. Dari nama- 
nama di atas dapat diketahui bahwa mereka bukan berasal dari etnis Jawa saja, 
tetapi dari berbagai suku di Indonesia. Mereka dibuang ke Digul dengan predikat 
jurnalis atau wartawan. Dalam kenyataannya, pergerakan kemerdekaan 
Indonesia mempergunakan tiga alat dalam perjuangannya, yakni pendidikan, 
olahraga dan pers. Adanya perguruan Muhammadiyah, Taman Siswa, perguruan 
yang diusahakan Paguyuban Pasundan, INS (Indonesische Nationale School) di 
Kayutanam Sumatra, Tawalib Padangpanjang, Pondok Pesantren Modern 
Ponorogo, dan ribuan pesantren yang terserak di seluruh kepulauan, selain 
mengajarkan ilmu agama, juga mendidik para santrinya untuk selalu berdikari, 
sekaligus mencintai tanah airnya. Adalah kenyataan pula, bahwa setiap 
pemimpin gerakan kebangsaan dan keagamaan di Indonesia, pernah mengelola 
media berkala dari organisasi yang dipimpinnya. Haji Oemar Said Tjokroaminoto 
(Oetoesan Hindia), Ir. Soekarno (Pikiran Rakyat), Bung Hatta, Bung Syahrir 
(Daulat Rakyat), Douwes Dekker Se-tiabudhi (DeExpress, Het Tijdschrift), Dr. 
Sam Ratulangie (Nationale Commentaren), Ki Ha— djar Dewantara (Penggugah), 
Rangkayo Ra~ suna Said (Menara Puteri), Dr. Tjipto Mangun- kusumo (Het 
Tijdschrift), Dr. Soetomo (Soeara Oemoem) dan masih banyak lagi. Pada 
lazimnya waktu itu, soal materi tidak begitu dihiraukan. Mereka terjun dalam 
bidang jurnalistik memang dengan penuh dedikasi serta rasa pengabdian 
kepada perjuangan ne~ gara dan bangsa. Hanya satu dua orang pe~ mimpin 
redaksi suratkabar Indonesia yang bergaji lebih dari 100 Gulden. Djamaludin 
Adinegoro (Pewarta Deli) selain mendapat mo~ bil, juga menerima gaji 400 
Gulden. Mr. Su- manang (Pemandangan) tanpa mobil, mene- rima 400 Gulden. 
Mr. Soenario yang memimpin Sedio Tomo (Yogya), dan yang kemudian per- nah 


menjadi Menteri Luar Negeri Republik In— donesia, menerima 75 Gulden. 
Sedangkan para redakturnya rata-rata menerima 15-25 Gulden. Itupun kadang- 
kadang dibayarkan 2 kali sem bulan. Dan para pembantu (medewerker) kores- 
ponden di daerah honornya dibayar sesuai de- ngan pendek panjangnya berita 
yang dimuat. Keadaan demikian baru berubah pada waktu pendudukan Jepang. 
Karena statusnya pegawai, para wartawan dapat menerima gaji teratur setiap 
bulan, dengan jumlah relatif lebih baik ketimbang pada masa sebelumnya. 
Perihal kecilnya pendapatan kaum war~ tawan Indonesia ini dapat dimaklumi 
karena oplaag koran-koran Indonesia kecil, dan seba- gian besar tidak ditopang 
oleh adanya iklan. Hal demikian berlaku baik bagi pers yang ber~ bahasa 
Indonesia maupun yang berbahasa daerah. Di antara tahun 1920an dan 1940an 
di 


658 sejarah pers indonesia pada masa penjajahan berbagai daerah terbit pula 
pers bahasa daerah. Gubernemen sendiri selain menerbitkan mingguan Pandji 
Poestaka yang berbahasa Indonesia, juga menerbitkan mingguan Kadjawen dan 
Parahiangan yang masing-masing berbahasa Jawa dan Sunda. Di Surabaya 
pernah terbit mingguan berbahasa Jawa Soeloeh Oemoem, pimpinan Raden Panji 
Sosrokardono, yang diterbitkan Persatuan Bangsa Indonesia. Koran ini kemudian 
terbit dalam Bahasa Indonesia dengan nama Soeara Oemoem. Lalu ada 
suratkabar Express pimpinan kakak beradik Ajat dan Asal. Di Yogya beredar 
Sedio Tomo yang pernah dipimpin Mr. Soenario. Kaum Katolik memiliki Swara 
Thma, mingguan berbahasa Jawa yang cukup besar. Penerbitan berbahasa Jawa 
yang mampu hidup hingga datangnya Jepang ialah mingguan Panyebar 
Semangat, pimpinan Imam Soepardi. Koran ini bukan saja mampu bertahan 
hingga datangnya Jepang, tetapi juga merupakan penerbitan yang saat itu 
memiliki oplaag paling besar di Indonesia yakni 13.000 eks/minggu. Juga ada 
Pembela Rakyat yang terbit dalam dwi bahasa, Indonesia dan Jawa, yang 
dipimpin Soekandar Tjokrosoedarmo. Pada suatu ketika Tjokrosoedarmo terkena 
delict dan sewaktu dibawa ke pengadilan, tangannya diborgol. Kasus ini 
menimbulkan protes dari pihak Perdi (Persatuan Djoernalis Indonesia), karena 
sebelumnya pemerintah telah berjanji tidak akan melakukan pemborgolan lagi 
terhadap kaum wartawan. Saroehoem Hasiboean, wartawan di Cirebon, 
beberapa waktu sebelumnya juga diborgol tangannya ketika dibawa ke 
pengadilan, dan kaum wartawan Indonesia mengajukan protes. Kalangan Sunda 
juga mempunyai penerbitan sendiri yakni Sipatahoenan dan Sinar Pasundan. 
Kedua media tersebut masing-masing dipimpin Bakrie Soeraatmadja dan Imbih 
Djajakoesoemah. Keduanya terbit di Bandung. Di Tapanuli pernah pula terbit 
majalah berbahasa Batak, Palito (1929) pimpinan Gustaaf Adolf, disusul oleh 
Pemberita Batak dan Bintang Batak. Sedangkan di Tarutung terbit Pardomuan 
Batak yang diasuh Fridolin Pangabean. Meskipun media-media cetak tadi terbit 
dalam bahasa daerah, tetapi dapat disebutkan bahwa pada umumnya isinya 
sesuai dengan aliran zamannya yakni menyebarluaskan semangat nasionalisme, 
semangat cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Dalam bidang organisasi 
kewartawanan, juga dipelopori persBelanda, dengan didirikannya Journalisten 
Vereeniging di Jakarta pada 1907. Ketuanya W. Wiggers (Taman Sarie), penulis 
F.D.J. Pange- manan (Perniagaan), dan pembantu Gouw Peng Liang (Sinar 


Betawie). Sepak terjang organisasi gabungan ini ku— rang dikenal dan hidupnya 
tidak begitu lama. Yang lebih terkenal ialah de Nederlandse Jour- nalistenkring 
yang merupakan cabang dari or~ ganisasi wartawan di Nederland, sebab di be~ 
lakang nama organisasi tadi ditambahkan kata— kata in Nederlands Indie (di 
Hindia Nederland). Organisasi kewartawanan yang anggotanya hanya wartawan 
Belanda ini mempunyai or— gan, De Journalist hingga datangnya Jepang. Kaum 
wartawan Tionghoa-Melayu semen- tara itu mempunyai organisasi Tjoe Piet 
Hwee yang diketuai Pek Pak Eng (1920). Organisasi ini tidak pernah berkembang 
dan mati dengan sendirinya. Di Solo pada 1914 berdiri Inlandse Joumal- isten 
Bond diketuai Mas Marco (Sarotomo), sedangkan anggota-anggotanya ada yang 
pedagang, guru atau mantri kepatihan. Pada masa itu barang siapa yang pernah 
menulis di suratkabar atau majalah, boleh menyebut diri— nya jurnalis. Dr. Tjipto 
Mangunkusumo pada tahun 1919 mendirikan Perkoempoelan Indiers Journalis- 
ten Bond dengan organnya Panggugah (Pem- bangun). Sebagai sekretaris 
organisasi ditun- juk Heerlan Soetadi, dan penanggung jawab keuangan H.M. 
Misbach. Di Surabaya pada 1925 Raden Mas Bintarti mendirikan Sarekat 
Journalist Asia. Dari na- manya dapat ditarik kesimpulan bahwa ang- gota 
organsisasi tersebut adalah wartawan Indonesia dan non-pri. Hal yang sama 
terjadi pula di Yogya, hanya namanya saja yang beda 


sejarah pers indonesia pada masa penjajahan 659 yaitu Perserikatan Journalist 
Asia yang diketuai Mr. Soejoedi. Sebagaimana halnya organisasi wartawan 
lainnya yang bersifat lokal, usia kedua organisasi tadi tidak terlalu panjang. Yang 
mempunyai cabang dan yang agak panjang usianya ialah Perkoempoelan Kaoem 
Journalist atau PKJ yang didirikan di Semarang (1931). Ketuanya Saeroen (Siang 
Po), penulis Bakrie Soeraatmadja (Sipatahoenan, Bandung), Koesoemodirdjo 
(Darmo Kondho, Solo), Soejitno (Sin Tit Po, Surabaya) dan Joenoes (Bahagia, 
Semarang). Sebagai wakil ketua terpilih Wignjadisastra (kantor berita HIPA, 
Jakarta) dan Parada Harahap (Bintang Timur, Jakarta). Bertepatan dengan 
diadakannya Kongres Indonesia Raya ke-11 di Solo (1933), berhimpun pulalah 
sejumlah wartawan Indonesia dan bersepakat mendirikan Perdi (Persatuan 
Djurnalis Indonesia). Ketuanya Soetopo Wonobojo (Koemandang Rakjat, Solo), 
R.M. Soedarjo Tjokrosisworo (Midden Java Redacteur Soeara Oemoem). Penulis, 
R. Sjamsu Hadiwijoto (Adil, Solo), Sjamsuddin Sutan Makmur (Daya Upaya, 
Semarang), Bakri Soeraatmadja (Sipatahoenan, Bandung), Inu Perbatasari 
Mertokoesoemo (Oetoesan Indonesia, Yogya) dan Joenoes Dirk Syaranamoeal 
(Soeara Oemoem, Surabaya). Pada awal pembentukannya Perdi mempunyai 
cabang-cabang di Solo, Yogya, Semarang, Surabaya, Jakarta dan Bandung. 
Dalam sejarahnya Perdi terus berdampingan dengan pergerakan rakyat yang 
waktu itu tergabung dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia), yaitu sebuah 
federasi dari partai-partai politik nasional yang ada pada masa itu, dan dengan 
MIAI (Majelis Islam Ala Indonesia), federasi sejumlah ormas dan partai Islam. 
Sejumlah kaum wartawan muslim di sekitar 1935-an di Medan, mendirikan 
Warmusi (Wartawan Muslimin Indonesia), dipelopori oleh Mohammad Yunan 
Nasution (Pedoman Masyarakat), Zainal Abidin Ahmad (Pandji Islam), dan di Jawa 
Soerono Wirohardjono (Adil, Solo), Wali al-Fatah dan Ghafar Ismail. Sebagaimana 
halnya ormas dan perkumpulan lainnya, padazaman Jepang baik Perdi maupun 


Warmusi menghentikan kegiatannya atau membubarkan diri. Bahwasanya pers 
Indonesia sudah menyadari keperluan adanya sebuah kantor berita, terbukti 
telah dirintis oleh beberapa wartawan untuk mendirikan persbureau. Terlebih 
pula, setelah ternyata bahwa Aneta sangat tidak pernah memperhatikan apa 
yang terjadi di komunitas Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting, seperti Kongres 
Bahasa Indonesia, Kongres Perdi, Kongres PGHB (Persatuan Guru Hindia 
Belanda) dan lain-lainnya lagi, tidak pernah disiarkan Aneta. Parada Harahap 
pernah berusaha men~ dirikan kantor berita Alpena (Algemeen Pers en Nieuws 
Agentschap) dengan cabangnya di Purwokerto. Kemudian A. Wignjadisastra, ko- 
responden berbagai suratkabar, sekaligus men~ jadi pegawai Balai Pustaka, juga 
pernah men- coba mendirikan HIPA (Het Indonesische Pers Agentschap) di 
Jakarta. Di Medan, oleh Mu- hammad Yunan Nasution, juga pernah didi- rikan 
Persbureau Himalaja. Semuanya tidak tahan lama. Bratanata, di Cirebon, pernah 
pula me- ngeluarkan buletin stensilan bernama Nicork (National Indonesische 
Correspondentie Kan- toor), yang semula dimaksudkan sebagai pers- bureau. 
Tetapi dalam perkembangannya jus tru menjadi suratkabar dan bernama 
Nicork- Expres, kuat bertahan hingga Jepang datang. Sekitar 1930-an, 
Mohammad Arif Lubis di Medan membangun Inpera (Indonesische Pers 
Agentschap). Di Ambon John Tupamahu men- dirikan Maloekoe dengan 
menerbitkan buletin kantor berita. Pada tahun 1926 di Kalimantan, seorang 
putra Dayak, Housman Babou, dan L.H. Rum- djain, putra Minahasa, mendirikan 
Borpena (Borneo Pers en Nieuws Agentschap): dalam tahun 1928 namanya 
diubah menjadi Kalpena (Kalimantan Pers en Nieuws Agentschap). Kan- tor 
berita ini bertahan sampai 1934 karena kalah bersaing dengan Aneta. 
Sementara itu, ketika Soewardi Soerja- ningrat dibuang ke Nederland, dia juga 
men~ coba mendirikan kantor berita di sana, Indo- nesische Persbureau yang 
tujuan utamanya un- 


660 sejarah pers indonesia pada masa pendudukan jepang tuk lebih 
memperkenalkan nama Indonesia, dengan sendirinya kantor berita tadi 
menghentikan kegiatannya, setelah Soewardi kembali pulang ke Indonesia. Yang 
langgeng hidupnya ialah Kantor Berita ANTARA, yang didirikan pada tahun 1937 
oleh Mr. Sumanang, Albert Sipahutar, Adam Malik dan Pandoe Kartawiguna. 
meskipun sempat timbul tenggelam bersama bangsa yang melahirkan, 
membesarkan dan yang memilikinya. ANTARA pada masa penjajahan 
merupakan eksponen penting bagi perjuangan kemerdekaan. Sebagaimana 
halnya pers dan para wartawan Indonesia masa itu umumnya, keberadaan 
ANTARA awalnya nasionalis, baru kemudian wartawan. Pers Indonesia di masa 
penjajahan adalah pers perjuangan. (Soebagijo I.N Sumber: Abdullah Latief 1980 
Pers di Indonesia di zaman pendudukan Jepang, “Karya Anda " Surabaya, 
Abdurrachman Surjomihardjo, Beberapa Segi Perkembangan Pers di Indonesia 
Idayu, Jakarta: Abdurrachman Surjomihardjo 1980: Beberapa Segi 
Perkembamgan Sejarah Pers di Indonesia. Deppen RI-Leknas LIPI: Departemen 
Penerangan: suratkabar Indonesia pada Tiga Zaman, tanpa tahun: Evert - Jan 
Hoogerwerf 1990: Persgeschiedenis van Indonesia tot 1942. KITLV Uitgeverij, 
Leiden: Kwee Kek Beng 1948; Doea Poeloe Lima Tahon sebagai Wartawan. Kuo- 
Batavia: Leo Suryadinata 1981 Eminent Indonesian Chinese. Gunung Agung 


Singapore; Moerthiko 1978. Pelita Hidup. Sekretariat Empeh Wong Kam Fu, 
Semarang; Nio Joe Lan 1946. Dalem Tawanan Djepahg. Lotus Co, Djakarta Kota; 
S.P.S. Djakarta. 1958 Sekilas Perdjuangan Suratkabar; Soebagijo IN. 1977: 
Sejarah Pers Indonesia, Dewan Pers; Soendoro: Djumalistiek Seperempat Abad 
dalam Ragi Buana, Agustus 1970; Sumanang Mr. 1953. Buku Pelajaran pers dan 
Journalistik, Balai Pustaka Jakarta; Tio le Soei 1955 Lie Kim Hok, Good Luck 
Bandung; Tamar Djaja 1980. ROHANA KUDDUSSrikandi Indonesia. Mutiara, 
Jakarta; L. Taufik Dr s. 1977. Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia. PT. 
Triyinco; Wormser. Mr. C. W. Journalistiek op Java. Uitgeverij W. van Hoeve, 
Deventer, tanpa tahun; Wormser. Mr. C. W Drie en Dertig Jaren op Java. 
Amsterdam; Kompas, Sinar Harapan, Soerabaya Post, Kedaulatan Rakjat, Suara 
Merdeka). Sejarah Pers Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang 
Jepang adalah sekutu Jerman dalam Perang Dunia | dan II. Jepang melancarkan 
pendudukan militer di Indonesia sejak tahun 1942. Pada masa pendudukan 
tersebut pers Indonesia dikendalikan oleh Undang Undang Pemerintah (Osamu 
Seiri) No. 16 tentang Pengawas an Badan Badan Pengumuman dan Pene- 
rangan dan Penilikan Pengumuman dan Pene- rangan. Pada kenyataannya 
peraturan militer Jepang itu telah mematikan koran-koran pergerakan atau 
terpaksa mengunakan nama lain dan diawasi secara ketat oleh polisi militer 
Jepang. Jepang menerbitkan koran-koran seperti Soeara Asia (eks Soeara 
Oemoem dari Sura- baya), Tjahaya (gabungan beberapa koran seperti 
Sipatahoenan, Kaum Muda, dan bebe~ rapa koran Bandung lainnya), Sinar 
Matahari (Jogyakarta) Sinar Baru (Semarang), Asia Raja (Jakarta). Kantor Berita 
ANTARA menjadi Yashima, kemudian bergabung dengan Domei, namun Adam 
Malik menggantinya menjadi Domei Bagian Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 
17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, turut 
mewarnai wajah pers Indonesia. Sebagaimana tugasnya untuk ikut berjuang 
mempertahankan proklamasi, wartawan-war- tawan pergerakan pun tetap 
bekerja sama melancarkan pemberitaan dan penerangan gu- na mendukung 
proklamasi. Suratkabar pertama setelah kemerdeka- an terbit di Jakarta yakni 
Berita Indonesia (6 September 1945), dengan susunan penyeleng- gara Suraedi 
Tahsin, Sidi Mohammad Sjaaf, Rusdi Amran, Suardi Tasrif dan Anas Ma'ruf. 
Suratkabar berikutnya yang terbit adalah su- 


sejarah pers lampung 661 ratkabar Merdeka pada 1 Oktober 1945 dipimpin oleh 
B.M. Diah dan Koran Rakyat yang dipimpin oleh Syamsuddin Sutan Makmur dan 
Rinto Alwi. Di Aceh, Ali Hasjmy, Abdullah Atif dan Amelz menerbitkan Semangat 
Merdeka (18 Oktober 1945). Di Medan suratkabar Pewarta Deli kembali terbit. Di 
Medan terbit koran Sumatra Simbun pimpinan Adinegoro, di Padang terbit 
Padang Nippo, di Palembang terbit Palembang Shimbun, di Kota Tanjung Karang 
terbit Lampuiig Shimbun, di Ambon terbit Sinar Matahari. Di Medan terbit Mimbar 
Oemoem dengan redakturnya Abdul Wahab Siregar, Mohammad Saleh Umar dan 
M. Yunan Nasution (November 1945). Di Medan terbit pula Sinar Deli, Buruh dan 
Islam Berjuang. Di Padang terbit Pedoman Kita dipimpin Jusuf Djawab dan 
Decha, serta Kedaulatan Rakjat yang dipimpin Adinegoro, dibantu Anwar Luthan, 
T. Syahril, Zuwir Djamal, Zubir Salam, Syamsuddin Lubis, Darwis Abbas, Maisir 
Thaib dan lain. Di Palembang terbit Soematera Baroe dipimpin Nungcik Ar. Di 


Bandung terbit suratkabar Tjahaya (kemudian berganti nama Soeara Merdeka) 
susunan redaksinya antara lain Burhanuddin Ananda, Muhammad Kurdi, Rohdi 
Partaatmadja, Djamal Ali, Ace Bastaman, Hiswara Dharmaputra dan 
Darmosoegito. Di Jogjakarta terbit Kedaulatan Rakyat. Tentara pendudukan 
Jepang menjalankan kekuasaan secara fasis, antara lain dengan membubarkan 
atau mengubah organisasi-organisasi yang ada serta menangkap bahkan 
membunuh tokoh-tokoh pergerakan yang melawan. Di bidang pers selain koran- 
koran yang diizinkan Jepang, kaum pergerakan membuat siaran-siaran ilegal. 
Tetapi tentu dengan resiko dicurigai dan dituduh melakukan pergerakan bawah 
tanah, yang langsung dapat ditangkap atau dibunuh. Perlawanan terhadap 
pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, baik dengan 
gerakan terbuka maupun gerakan bawah tanah adalah satu mata rantai 
pergerakan nasional, yaitu perjuangan mencapai proklamasi untuk menegakkan 
Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di Surabaya terbit Soeara Asia dengan 
redaksinya R. Toekoel Surohadinoto dan R.M. Azis. Suratkabar Soeara Asia dan 
suratkabar Tjahaya adalah koran yang menyiarkan berita proklamasi pada edisi 
18 Agustus 1945. Atas prakarsa Abdul Azis dan Sulaeman Hadi.Deli, di Medan, 
diberangus pada bulan Maret 1946, sementara A.O. Lubis, pemimpin percetakan 
dan Rachmat, ditahan selama tiga minggu. Begitu pula Wahab Siregar dari Mim- 
bar Oemoem ditahan, dan percetakan Soeloeh Merdeka diduduki pasukan 
Inggris. Di Jakarta, Kantor Berita Indonesia diser- bu Belanda sehingga terpaksa 
mengungsi, B.M. Diah dan Herawati Diah dari suratkabar Merdeka sempat 
meringkuk dalam tahanan Inggris. Soeara Asia berganti nama menjadi Soeara 
Rakjat. Kantor Berita Domei cabang Surabaya diambil alih menjadi Berita 
Indonesia pada 1 September 1945, dengan redaktur R.M. Bintarti, Bung Tomo, 
Wiwiek Hidajat, Mahud Sosroju- dho. Di Makassar terbit suratkabar Soeara In- 
donesia pimpinan Manai Sophiaan, di Menado terbit Menara (Desember 1945) 
pimpinan G.E. Daulay. Di Ternate, Arnold Monohutu mener- bitkan mingguan 
Menara Merdeka (Oktober 1945) dibantu Hasan Bissri. Disamping itu Pemerintah 
RI juga mener- bitkan koran seperti Soeloeh Merdeka di Medan (Oktober 1945) 
yang diasuh oleh Jahja Jacub dan Arif Lubis, serta Negara Baroe di Jakarta yang 
dipimpin Parada Harahap (Tim EPI/SIN/- KG) Sejarah Pers Lampung Perjalanan 
pers di Provinsi Lampung lu- mayan panjang yakni sejak tahun 1920-an. Insan 
pers pada era prakemerdekaan (1920- 1945) di daerah ini ikut berjuang lewat 
tajam- nya ujung pena. Mereka harus berusaha meng- 


662 sejarah pers lampung atasi persoalan keterbatasan dana, kualitas sumber 
daya manusia, serta pembredelan oleh penguasa masa itu. Resiko masuk sel 
tersingkirkan oleh membaranya idealisme membebaskan negeri dari 
cengkeraman imperialisme. Suratkabar Poesiban dan Cahaya India yang 
diterbitkan Mas Acik Fatwa Ganda menjadi saksi perjuangan pers di daerah ini. 
Pada tahun 1927-an di daerah ini beredar suratkabar Perasaan yang diterbitkan 
Mohammad Zain dan Arman Koedjoeng. Beritanya banyak mengulas tentang 
kesulitan rakyat saat itu. Iklan kendaraan dan obat ikut menyemarakkan wajah 
media tersebut. Setelah itu, Kamaroeddin Gelar Soetan Ratoe Agoeng 
Sampoernadjaja menerbitkan Fajar Soematra (1930-an) dan Lampoeng Review 
(1933-1937). Rekan Proklamator RI, Soekarno, di Penjara Sukamiskin Bandung 


itu, tahun 1957 masuk penjara akibat tulisannya di Indonesia Raya mengenai 
keinginan masyarakat Lampung memisahkan diri dari Sumatra Selatan. 
Wartawan pada masa prakemerdekaan juga berjuang lewat radio. Mereka 
berusaha menandingi media massa propaganda Jepang, yaitu Suratkabar 
Mingguan Lampoeng Syukoho dan Radio Lampoeng Hosokioku. Lampoeng 
Syukoho banyak mengutip Domei, kantor berita Jepang. Pemimpin Redaksinya 
Amir Hasan dibantu Pardjo Hardjo (mantan koresponden pertama LKBN ANTARA 
Lampung). Pada masa perjuangan membebaskan diri dari penjajahan Belanda 
dan Jepang, mereka menjadi koresponden media massa yang terbit di Jakarta. 
Mereka antara lain Anang Hoesin di harian Pemandangan (1939-1941). Malah 
ada yang menjadi pemimpin redaksi suratkabar di daerah lain yakni 
Kamaroeddin Gelar Soetan Ratoe Agoeng Sampoernadjaja pemimpin redaksi 
Kantor Berita NERA (Nieus en Recklame Agenschaap) di Jakarta, dan Raden Aria 
Taher Tjindarboemi pemimpin redaksi Soeara Oemoem di Surabaya. Thher 
Tjindarboemi terkenal karena tulisan tajamnya mengenai pemberontakan di 
Pelabuhan Olele, Aceh, tahun 1933. Atas pengabdiannya di dunia pers, sejak 
tahun 1991 putra daerah Lampung itu oleh PWI Lampung diabadikan sebagai 
nama penghargaan bagi mereka yang berjasa dalam pembangunan daerah ini, 
termasuk pembangunan pers. Pada masa awal kemerdekaan, media cetak dan 
wartawan bermunculan di Lampung. Udara kebebasan menyusup hingga daerah 
ini. Penerbitan kala itu hanya berhadapan dengan keterbatasan bahan baku 
kertas. Kedaoelatan Rakjat edisi 24 Januari 1946 menulis pengumuman, 
“Berhoeboeng dengan kehabisan kertas maka penerbitan soerat kabar ini 
oentoek sementara waktoe dihentikan. Kami soedah berkali-kali beroesaha 
mendatangkan kertas dari Dj awa, tapi.... ” Apapun kendalanya, pers terus 
berjuang mewartakan berbagai peristiwa. Selama tahun 1945 hingga 1949, lahir 
beberapa tokoh pers, antara lain Wan Saleh Sarladi yang mener- bitkan 
suratkabar mingguan Soeara Lampoeng, Yohansyah Zakaria menerbitkan harian 
Lam- poeng Arena, Aboebakar Oesman Balaoe melahirkan mingguan SKM 
Soeloeh Lampoeng, Larai Boesthamie menerbitkan SKM Kompas, Joelios Said 
menerbitkan SKM Soerja, Azis Tjin- darboemi menerbitkan SKM Soeara Merdeka. 
Dia juga pemimpin redaksi harian Kedaoelatan Rakjat edisi Lampung. Setelah itu 
(1950-1959), Soegian Siwang menerbitkan Harian Publik dan Lampung Are- na. 
Ismet Ismail, Anang Hoesin dan Achmad Bachtiar bin H. Soleh, Dadang Syafe'i, 
Mar- koem, Sholihin SE Bukudjadi, dan H. Solfian Achmad menerbitkan 
mingguan Njata, harian Obor Rakjat, Duta Masjarakat, Radjabasa Post, Berjuang, 
dan mingguan Poesiban. H. Solfian Achmad sempat menjadi Ketua PWI Lampung 
selama empat periode (1974-1990). Cahaya kebebasan pers kembali redup 
seiring memburuknya iklim politik pada tahun 1950-1959. Beberapa koran 
dibredel akibat ke- simpangsiuran informasi saat terjadi pem- berontakan 
PRRI/Permesta tahun 1958. Salah satu korbannya harian Suara Rakjat Sumatra. 
Semangat insan pers terus membara. Mereka 


sejarah pers mahasiswa indonesia 663 berusaha menerbitkan suratkabar meski 
seminggu dan sebulan sekali dalam bentuk stensilan. Tahun 1960-an suasana 
sosial, politik dan ekonomi mulai membaik. Kembali lahir SKM Kreasi dari tangan 
A.S. Birowo, SKM Berita Lampung gagasan A. Marzoeki, SKM Ekonomi oleh M. 


Joesoef, SKM Suara Lampung hasil karya E. Nuzirwan, Bakrie Makkie, dan M.S. 
Imron, SKM Soeara Pemoeda oleh Bakrie Makkie dan M.S. Imron, harian Nusa 
Putra edisi Lampung dipimpin Muhammad Ya'kub Lubis, serta Perkuper karya 
sejumlah wartawan dan perwira militer daerah ini. Tahun 1966-1969 pers di 
Lampung makin bergairah. Selain masih bertahannya beberapa media massa 
dari periode sebelumnya, bermunculan media massa baru sebagai dampak 
kebebasan memperoleh STT (Surat Tanda Terbit). Media massa yang umumnya 
dicetak dengan mesin stensilan tersebut antara lain Berita Lampung (A. 
Marzuki), Post Ekonomi (M. Joesoef), Bhayangkara yang merupakan cikal-bakal 
SKM Tamtama (Sam Samadikun dan J. Koesri), Gelora Lampung dan Angkatan 
Bersenjata edisi Lampung (Joesoef Fascinar dan Muhaimin Kohar), SKM Rajabasa 
Post (M.Y. Lubis dan Solfian Achmad). Solfian Achmad bersama M. Tahir 
Radjakapitan, Arsjad Effendy, dan Harun Muda Indrajaya menerbitkan Pusiban 
tahun 1969. Basjir Amin dibantu Hasan Zainal Abidin dan Ansjori HB menerbitkan 
Angkatan 45, Sholihin SE Bukudjadi menerbitkan News Independent Lensa, 
Dachlan E. Bazar menerbitkan Realitas Press, Sjaiful Anwar menerbitkan Warta 
Baru, Ackta Djeli Panglima dan dua rekannya (Dadang Djafei dan Amiruddin 
Djahar) menerbitkan Lampung Membangun, R. A. Rivai dan Iwan Sjafri dan 
Dhamita Harry menerbitkan Warta & Niaga. Pada masa Orde Baru (1969-1998), 
antara lain lahir SKM Independen, SKM Pedjuang-45, harian Empat Lima, SKH 
Angkatan Bersenjata edisi Lampung, Suara Angkatan Pembaharuan,. SKM Warta 
dan Niaga, Realita Pers, serta News Independent Lensa. Hingga tahun 1998, 
media massa tinggal harian Lampung Post, SKM Tamtama, Kantor Berita 
ANTARA, TVRI SPK Lampung, dan Radio Republik Indonesia (RRI) Regional | 
Tanjungkarang. Suratkabar lainnya sudah tidak terbit lagi. Sementara itu dalam 
era reformasi, palingtidak hingga tahun 2002, pers di Lampung kem- bali 
bergairah seperti pada masa awal ke— merdekaan RI. Media massa bermunculan 
bak jamur di musim hujan. Hingga Agustus 2002, menurut PWI Cabang 
Lampung, tercatat ada 82 media cetak. Sebagian besar di antaranya tidak rutin 
terbit. Hanya ada tiga harian yang terbit rutin yaitu Lampung Post, Radar Lam- 
pung, dan Lampung Ekspres. Suratkabar harian lainnya yang sempat terbit di 
daerah ini adalah Trans Sumatra (2000-2001). Tiga media ini sam ja sudah cukup 
ketat persaingannya merebut kue iklan, dan sekitar 50.000-an pembaca di 
daerah ini, (Tim EPI/Wid: Sumber: Buku Putih Pers Antara Idealisme & Euforia, 
Thrbitan PWI Cabang Lampung, 2002). Sejarah Pers Mahasiswa Indonesia 
Perjalanan pers mahasiswa di Indonesia, menurut Amir Effendi Siregar dalam 
bukunya berjudul Pers Mahasiswa Indonesia, dibagi dalam beberapa periode 
sejarah yakni sebelum kemerdekaan/zaman kolonial Belan- da (1914-1941), 
zaman pendudukan Jepang (1941-1945), sesudah kemerdekaan/zaman 
demokraisi liberal tahun1945-1959, zaman demokrasi terpimpin (1959-1966), 
zaman Orde Baru (1966-1974), dan tahun 1974-berakhimya Orde Baru. Periode 
tersebut tentu saja dapat ditambah atau berlanjut dengan masa atau era 
reformasi sejak tahun 1998 hingga sem karang ini. Sejarah pers mahasiswa 
sebelum Indo“ nesia merdeka dipengaruhi oleh gerakan ke- mahasiswaan dan 
gerakan kebangsaan. Sesu- dah Kebangkitan Nasional Indonesia (1908) dan 
Sumpah Pemuda 1928, terbit media berka- la Jong Java (1914), Ganeca 
(mahasiswa BSC- 


664 sejarah pers mahasiswa indonesia 1923), Oesaha Pemoeda (mahasiswa 
Indonesia di Kairo, 1930), Indonesia Merdeka (mahasiswa Indonesia di negeri 
Belanda, 1924), Soeara Indonesia Moeda (sesudah Soempah Pemoeda 1928 dan 
Jaar Boek (mahasiswa THS/ITB pada tahun 1930-1941). Sejarah pers mahasiswa 
pada zaman Jepang tidak terdapat catatan penting, mengingat situasi 
peperangan mengakibatkan bidang jurnalistik mengalami kemunduran yang 
besar. Setelah kemerdekaan, pers mahasiswa Indonesia memulai penerbitannya 
sesudah 1950-an. Di Jakarta antara lain Academica, Mahasiswa, Forum, Vivat, 
Fiducia, Pemuda Masyarakat, Ut Ommes Umum Sint (GMNI), Pulsus (PMKRI), 
Aesculapium (Fakultas Kedokteran). Di Bandung, Bumi Siliwangi (IKIP), Gema 
Physica, Gunadharma, Intelegensia (FT ITB), Idea (PMB), Scientia (FIPIA), 
Synthesia (CMB-CGMI) dan Ganeca. Di Yogyakarta, Criterium (IAIN), Gajah Mada 
(UGM), Gama (UGM), Media (HMI), Thei (Perhimi), Uchuwah (Islam), Pulsus 
(PMKRI), Universitas (Komunis). Di Makassar, Duta Mahasiswa (Dema 
Hasanudin). Di Medan, Gema Universitas. Di Padang, Tifa Mahasiswa (Dema 
Universitas Andalas). Penerbit pers mahasiswa tersebut terdiri atas organisasi 
profesi mahasiswa, misalnya kelompok mahasiswa Fakultas Teknik Mesin, 
organisasi ekstra universitas misalnya GMNI, CGMI, PMKRI, HMI, Perhimi (telah 
dilarang), dan organisasi intra universitas misalnya Dema (Dewan Mahasiswa). 
Kegiatan mahasiswa di bidang pers mengalami perkembangan, ditandai dengan 
dua kali kongres yakni pada 1955 yang melahirkan organisasi Ikatan Wartawan 
Mahasiswa Indonesia (IWMI) dan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia (SPMI); dan 
pada 18-19 Juli 1958 melebur IWMI dan SPMI tersebut menjadi Ikatan Pers 
Mahasiswa Indonesia (IPMI). IPMI yang menyatakan diri independen mengalami 
kesulitan karena kelahirannya itu bertepatan dengan masa akhir demokrasi 
liberal dan awal demokrasi terpimpin. Beberapa penerbitan pers mahasiswa ada 
yang tak mampu terbit, tetapi ada juga yang baru terbit, misalnya Arena 
(Bandung, 1959), Pembina (Sospol Unpad, 1960), Berita-berita ITB (1961), 
Mahajaya (Jakarta), dan Gelora Teknologi (Dema ITB, 1964). Selain itu jilga amat 
banyak majalah terbitan mahasiswa yang beredar secara berkala, distensil dan 
hanya berlaku di jurus-an atau fakultasnya masing-masing dengan oplah yang 
terbatas. Sesudah peristiwa G30S/PKI, pers maha- siswa terbit dengan pesat di 
berbagai daerah. Di Jakarta terbit Mahasiswa Indonesia dan KA— MI yang 
keredaksiannya dipegang oleh peng— urus IPMI Pusat. Di Bandung, Mingguan 
Maha siswa Indonesia (MMI) dan Mimbar Demokrasi. Di Yogyakarta, Mahasiswa 
Indonesia (edisi Jateng), Muhibah (UII). Di Banjarmasin, Ming— guan Mahasiswa. 
Di Pontianak, Mingguan KAMI edisi Kalbar. Di Surabaya, Mingguan KAMI edisi 
Jatim. Di Malang, Gelora Maha- siswa Indonesia. Pers mahasiswa tersebutlah 
yang men~ dukung penyebaran informasi perjuangan ma~ hasiswa di bidang 
kemahasiswaan dan pe- rannya dalam bidang politik. Sehubungan de- ngan 
Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974, pers umum seperti ABADI, Pedoman, 
Indonesia Raya, dan KAMI dibredel. Situasi ini men~ jadikan beberapa pers 
kampus yang diizinkan terbit mampu meraih pangsa pasar yang be~ sar, 
misalnya suratkabar kampus Salemba (UI), Gelora Mahasiswa (UGM), Atmajaya 
(Unika Atmajaya), Derap Mahasiswa (IKIP Yogyakar- ta), Airlangga (Unair 
Surabaya). Koran kampus waktu itu tidak hanya memberitakan kegiatan 
kampus, tetapi juga mengemukakan kritik sosial di masyarakat. Akibatnya 


setahun ke~ mudian koran kampus dilarang terbit oleh Pe~ merintah, misalnya 
Salemba (UI), Kampus (ITB), dan Gelora Mahasiswa (UGM, yang pelarang- annya 
waktu itu dilakukan oleh Rektor UGM Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo). Kongres V 
IPMI di Jakarta pada 1980 belum mampu meme- cahkan masalah yang dihadapi 
pers kampus di Indonesia. Pada zaman Orde Baru pers mahasiswa 


sejarah pers nusa tenggara timur 665 mengalami situasi tertentu yakni pers 
kampus terbit di kampus dan di luar kampus (dengan badan penerbit tersendiri). 
Pers mahasiswa dapat diskemakan sebagai berikut, Periode 1966-1974, 
Mahasiswa Indonesia (berbentuk mingguan, badan penerbit Yayasan Penerbit 
Indonesia), KAMI (suratkabar, Yayasan Penerbit Mahasiswa), Mimbar Demokrasi 
(mingguan, Yayasan Sapta Karya): Periode 1974-1980, Salemba (dwimingguan, 
badan penerbit Perguruan Tinggi UI), Gelora Mahasiswa (bulanan, DeMa UGM), 
Kampus (bulanan, Unit Aktivitas Mahasiswa ITB): Periode 1980-akhir Orde Baru, 
setelah memasuki fase NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) dan diterapkannya 
Peraturan Pemerintah No. 5/1980 tentang Pokok-pokok Organisasi 
Universitas/Institut Negeri, pers kampus di berbagai perguruan tinggi di 
Indonesia mulai tumbuh. Misalnya Warta UI (koran kampus UI), Widya 
Manunggal (Undip), Mimbar (Unbraw), Civitas (Universitas Merdeka Malang), 
Identitas (Unhas), Bahana Mahasiswa (Universitas Riau), Wahana (Universitas 
Tandulako, Sulawesi), Cendikia (Unila), Gema (IKIP Surabaya), Komunikasi (IKIP 
Malang), dil. Para peserta Lokakarya Pers Kampus selndonesia (45 delegasi 
mewakili 45 penerbit pers kampus maupun pers mahasiswa) di Universitas 
Brawijaya Malang tanggal 10-13 Januari 1977 berhasil menyusun rumusan 
pengertian pers kampus dan pers mahasiswa sbb: 1) Pers Kampus ialah 
penerbitan pers yang dikelola oleh lembaga perguruan tinggi, difungsikan 
sebagai media komunikasi intern perguruan tinggi tersebut (di lingkungan civitas 
akademica).. 2) Pers Mahasiswa ialah penerbitan pers yang dikelola oleh 
organisasi mahasiswa sebagai media informasi mahasiswa. Isi informasi bersifat 
mendidik, menyalurkan informasi, menghibur (rekreatif), dan sekaligus 
menyalurkan kritik sosial. (Tim EPI/Wid: Sumber: Buku Pengantar Praktek 
Kewartawanan Pers Kampus dan Majalah Sekolah, Henri Supriyanto, Penerbit 
Angkasa, Bandung, 1986). Sejarah Pers Nusa Tenggara Timur Sejak masa 
kolonial masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah bisa membaca koran 
karena gereja pada waktu itu sudah mendirikan sekolah-sekolah. Misalnya di 
Larantuka sekolah putra dibuka pertama kali pada tahun 1862 diikuti sekolah 
putri pada tahun 1879. Di Maumere sekolah putra pertama dibuka tahun 1875, 
diikuti sekolah putri tahun 1882.Demikian pula di Lela, Ndona (Ende), Todabelu, 
Ruteng, dan Lahurus (Belu-Timor, sekolah pu- tra pertama tahun 1890 dan 
sekolah putri tahun 1921). Sekolah-sekolah ini antara lain mendidik masyarakat 
lokal untuk bisa membaca. Karem na itu sebenarnya tidak ada alasan bagi pers 
nasional untuk mengabaikan fakta sejarah pen- didikan dan sejarah pers di NTT 
seperti dipa- parkan secara singkat berikut ini. Setelah majalah Bintang Timoer 
tidak ter- bit lagi pada 1937 (lihat lema Bintang Timoer), baru sesudah Perang 
Dunia II (1942-1945) atau tahun 1950-an, terbit dua mingguan Bentara dalam 
tahun 1946. Ukurannya 25 x 32 cm, tebal 8 halaman, bergambar, tanpa kulit. 
Secara garis besar isinya seperti Bintang Timoer tetapi da- lam 


perkembangannya muncul banyak tulisan mengenai perkembangan negara dan 
kehidup- an masyarakat umum, selain tulisan-tulisan bersifat agama (renungan- 
renungan). Majalah Bentara dipimpin PA. Conterius, SVD, kemudian oleh E 
Markus Malar, SVD, dan akhirnya oleh Frans Tan. Sempat mencapai oplah 3.300 
eksemplar, Bentara terbit sampai 1959, tak lama setelah terbentuknya Provinsi 
NTT dan sejumlah kabupaten pada akhir 1958. Sejalan dengan Bentara, 
diterbitkan maja lah bulanan untuk anak-anak, Anak Bentara. Ukurannya 21 x 
14,8 cm, tebal 16 halaman, di- hiasi gambar-gambar. Peredarannya mencakup 
seluruh Indonesia dengan oplah 35.000 eksem- plar. Yang banyak berjasa untuk 
Anak Bentara adalah EG. Kramer, SVD bersama para siswa Seminari Mataloko. 
Sejak 1961 Anak Bentara berhenti terbit. Untuk para guru diterbitkan majalah 
Pandu 


666 sejarah pers nusa tenggara timur Pendidikan sejalan dengan sistem 
pendidikan Sekolah Pembangunan yang dicetuskan Menteri P dan K waktu itu, 
Mashuri. Pemimpin redaksinya berturut-turut, P. Cornelissen, P Swinkels, P 
Lambert Lame Uran. Pandu Pendidikan beredar sampai tahun 1959. Bersamaan 
dengan terbitnya Bintang Timoer, tahun 1925 terbit dalam Bahasa Sikka majalah 
bulanan Kristus Ratu Itang (KRI). Ukurannya 21 x 14,8 cm. Isinya soal-soal 
agama, pokok-pokok sosial ekonomi, pendidikan, budaya dan sebagainya, berita- 
berita daerah dan juga dunia internasional. KRI lenyap bulan Desember 1938. 
Menjelang pemberontakan Permesta tahun 1956/1957, di Ende terbit majalah 
Gelisah. Majalah ini dicetak di Percetakan Arnoldus Ende. Bagaimana 
kelanjutannya dan kapan berakhirnya tidak diketahui. Hampir pasti majalah itu 
berjalan tidak sampai tahun 1960. Pada tahun 1960 terbit pula beberapa 
majalah yang berumur singkat: Ekonomi, Sebuk, Muda Katolik, Serbukin, dan 
Pemuda Penjaga (dari Manggarai). Untuk Flores, Pemda menerbitkan Zaman 
Baru dan Sinar Sembilan. Pada tahun 1960-an Partai Komunis Indonesia (PKI) 
melalui Comite Daerah Besar (CDB) menerbitkan mingguan Pelopor di Kupang. 
Pelopor lahir mengikuti instruksi Presiden ketika itu, supaya setiap partai politik 
memiliki terbitan sendiri. Pelopor terbit dalam bentuk stensilan setebal 12 
halaman, karena waktu itu di Kupang belum ada percetakan. Pelopor berhenti 
terbit pada tahun 1965 sejak penumpasan G30S/PKI. Untuk mengimbangi 
Pelopor waktu itu, Petrus Kanisius Pari selaku aktivis Pemuda Katolik 
menerbitkan mingguan Pos Kupang pada 1962. Kopnya dicetak di Percetakan 
Negara Nusa Cendana, selebihnya dalam bentuk stensilan. Majalah ini hanya 
terbit selama beberapa bulan. Selanjutnya pada tahun 1965, Kanis Paris 
menerbitkan mingguan Kompas dalam bentuk stensilan. Tetapi umurnya hanya 
tiga bulan (akhir 1965 berhenti terbit) karena tidak mengantongi surat izin terbit 
(SIT) sendiri. Dia hanya menggunakan izin terbit harian Kompas Jakarta. 
(Selanjutnya lihat lema Dian, Kupang Post dan Pos Kupang). Pada tahun 1980-an 
Yayasan Karya Sosial (YKS) Maumere menerbitkan majalah Duta Masyarakat 
sampai awal 1990-an. Pada tanggal 29 April 1999 sejumlah wartawan yang 
hengkang dari harian Pos Kupang mulai menerbitkan H.U. Surya Timor di 
Kupang. Tetapi baruberjalan sekitar dua tahun Surya Timor tam- paknya tidak 
bisa bertahan di Kupang dan se- jumlah wartawannya yang diandalkan pun 
hengkang. Pada 2001 redaksi Surya Timor pin- dah ke Maumere, Kabupaten 


Sikka. Namanya pun berubah menjadi “Surya Flores”, kemudi— an pindah lagi ke 
Ruteng, Kabupaten Mang— garai. Sekarang Surya Timor/Surya Flores ting— gal 
nama. Pada saat yang bersamaan harian Pos Ku- pang menerbitkan tabloid 
mingguan Kompak tetapi juga tidak bertahan lama. Orang-orang yang hengkang 
dari Surya Timor kemudian ada yang mendirikan harian Independen NTT Ek- 
spres, ada juga yang mendirikan harian Suara Timor dan Metro Kupang. Pada 
tahun 1999 ju- ga terbit harian Sasando Pos. Harian ini coba tampil sebagai 
koran ekonomi bisnis di Ku- pang, tetapi juga tidak bertahan sehingga dalam 
waktu satu sampai dua tahun hilang dari peredaran. Pada tahun 2000 terbit HU 
Radar Timor di Kupang, terbit 12 halaman dengan ukuran tabloid, tetapi 
akhirnya menghilang sekitar tahun 2004/2005. Beberapa staf redaksi yang 
hengkang dari Radar Timor mendirikan hari- an Kupang News pada akhir 2003 
atau awal 2004. Pada tahun 2001/2002 terbit pula harian Cendana Pos di 
Kupang. Pemimpin Umumnya Drs. Valentinus Seran, Pemimpin Redaksi Cyri- 
akus Kiik, dan Koordinator Liputan Yesayas Petruzs. Tetapi tidak bertahan juga, 
lalu Cyria- kus Kiik mendirikan harian Suara Masyarakat sekaligus menjadi 
pemimpin redaksinya. Ketika harian NTT Ekspres menghilang pa- da akhir 2002 
atau awal 2003, Ana Djukana mendirikan harian Kursor sekaligus bertindak 
sebagai pemimpin umum/pemimpin redak- 


sejarah radio fm - sejarah radio jaringan 667 sinya. Kursor terbit mulai 1 April 
2003 hingga kini. Semboyannya, “Untuk Keadilan dan Kesetaraan”. Fokus 
pemberitaannya Kota Kupang dan kesetaraan jender. Pada pertengahan tahun 
2003 di Kupang juga terbit harian pagi Timor Express (Jawa Pos Group). Timor 
Express terbit 16 halaman berwarna masing-masing pada halaman muka dan 
belakang. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawabnya, Yusak Riwu Rohi dan 
Redaktur Pelaksana, Simon Petrus Nilli. Masih banyak lagi media yang terbit 
pada masa reformasi. Selain harian, banyak juga yang terbit mingguan dan 
bulanan, baik di Kupang maupun di daerah-daerah. (Tim/Wid. Sumber: 
Perjalanan Pers di NTT, Agus Sape, dalam Buku 15 Tahun Pos Kupang Suara 
Nusa Tenggara Timur, Editor TonyKleden, Maria Matildis Banda, Dion DB Putra, 
Penerbit PT Timor Media Grafika). menawarkan satu juta dolar -jumlah yang 
sangat besar ketika itu- untuk membeli hak atas radio FM. Namun karena 
kecewa Armstrong menolaknya. Dan sayangnya penemuan Armstrong itu belum 
sempat dikembangkan secara sempurna karena meletusnya Perang Dunia II. 
Selain karena perang, pengembangan radio FM juga tertunda karena kalangan 
industri ketika itu lebih tertarik untuk mengembangkan televisi. Radio FM baru 
muncul di masyarakat pada awal tahun 1960-an seiring dengan dibukanya 
beberapa stasiun radio FM. Stasiun radio FM memanfaatkan keunggulan suara 
FM dengan memutar musik rock karena dinilai lebih cocok dengan frekuensi FM. 
(Tim EPI/Wid: Sumber: Buku Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan 
Televisi, Morissan, MA, Penerbit Ramdina Prakarsa, Tangerang, 2005). Sejarah 
Radio FM Frekuensi Modulasi Petengahan tahun 1930-an, Edwin Howard 
Armstrong berhasil menemukan radio yang menggunakan frekuensi modulasi 
(FM). Radio penemuan Armstrong berbeda dengan radio yang banyak di pasaran 
ketika itu, yang menggunakan frekuensi AM (amplitudo modulasi). Radio FM 
memiliki kualitas suara yang lebih bagus, jernih dan bebas dari gangguan siaran 


(static). Armstrong kemudian mendemonstrasikan penemuannya itu kepada 
David Sarnoff,pimpinan perusahaan Radio Corporation America (RCA) yang 
merupakan perusahaan pembuat pesawat radio sistem AM, agar da- pat 
dikembangkan lebih lanjut. Namun RCA ternyata lebih tertarik untuk 
mengembangkan televisi. Karena ditolak, Armstrong kemudi- an menjual hak 
atas temuannya itu kepada beberapa perusahaan lain. Sarnoff yang menyadari 
kekeliruannya berusaha kembali mendekati Armstrong dan Sejarah Radio 
Jaringan Menyusul keberhasilan Frank Conrad mem bangun stasiun radio 
pertama (lihat juga lema Sejarah Penyiaran Dunia), stasiun radio lainnya 
bermunculan di berbagai wilayah di Amerika Serikat. Stasiun radio menyiarkan 
pro- gram informasi dan hiburan bagi masyarakat di wilayahnya (stasiun lokal). 
Umumnya berba- gai stasiun radio itu memproduksi sendiri pro~ gramnya. 
Awalnya stasiun radio tidak terlalu mem- persoalkan biaya produksi 
programnya, na~ mun lama kelamaan mereka merasakan bah- wa anggaran 
untuk produksi program menja- di beban yang semakin berat. Kondisi ini me~ 
nimbulkan gagasan untuk membangun siaran radio dengan sistem jaringan. 
Perusahaan penyiaran National Broadcast- ing Company (NBC) adalah yang 
pertama kali membangun sistem jaringan ini pada tahun 1926. Dengan sistem 
jaringan, NBC menawar- 


668 sejarah radio jaringan kan program kepada berbagai stasiun radio di 
berbagai wilayah yang bersedia menjadi anggota jaringan (stasiun afiliasi). 
Dengan demikian berbagai stasiun radio saling terhubung satu sama lain 
sehingga membentuk jaringan. Ditinjau dari perspektif ekonomis dan bisnis, 
sistem ini dinilai lebih menguntungkan. Melalui sistem jaringan, sejumlah stasiun 
radio secara bersama-sama menanggung biaya produksi program dan 
menyiarkannya secara bersama-sama pula. Biaya yang harus dikeluarkan 
dengan cara ini akan jauh lebih murah dari pada memproduksi secara sendiri- 
sendiri. Sistem jaringan ini juga lebih menarik bagi pemasang iklan karena bisa 
mendapatkan audiens yang secara geografis lebih luas. Dana yang diperoleh 
dari iklan memungkinkan radio jaringan memproduksi program bermutu dengan 
mengundang artis-artis terkenal pada masanya untuk berpartisipasi 
memproduksi program radio. Di Indoneia pertumbuhan dan perkembangan 
penyiaran radio dimulai dari tingkat lokal, sama dengan Amerika, namun untuk 
televisi pertumbuhan dimulai dari tingkat nasional. Hal terakhir inilah yang 
menjadi perbedaan dalam membangun sistem penyiaran jaringan antara 
Indonesia dan AS. Menurut UU Penyiaran Indonesia stasiun penyiaran terdiri atas 
dua macam, ditinjau dari wilayah jangkauan siarannya, yaitu stasiun penyiaran 
jaringan dan stasiun penyiaran lokal. UU Penyiaran menyatakan bahwa stasiun 
penyiaran lokal dapat didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia dengan wilayah jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut. Ini 
berarti syarat atau kriteria sebuah stasiun dikategorikan sebagai penyiaran lokal 
adalah 1) lokasi sudah ditentukan: 2) jangkauan siaran terbatas (hanya pada 
lokasi yang sudah ditentukan itu). Selanjutnya terdapat ketentuan bahwa 1) 
Lembaga penyiaran publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem 
stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Republik Indonesia: 2) 
Lembaga penyiaran swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem 


stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas. UU Penyiaran tidak 
memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan sistem stasiun 
jaringan itu. Hal ini patut disayangkan karena sistem stasiun jaringan merupakan 
sesuatu yang baru. Penerapan sistem jaringan merupakan perubahan 
fundamental dalam sistem penyiaran nasional Indonesia. Tidak terdapatnya 
penjelasan mengenai jaringan itu, menimbulkan pertanyaan lebih lanjut 
kemudian, apa perbedaan antara sistem jaringanyang menjangkau seluruh 
wilayah negara de- ngan sistem jaringan dengan jangkauan wi— layah terbatas? 
Tidak adanya kriteria, batasan atau defi— nisi ini dikhawatirkan menimbulkan 
persoalan di kemudian hari. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama 
Pemerintah mempunyai kewa— jiban merumuskan kembali hal-hal yang belum 
jelas ini. Sebagaimana ketentuan UU Penyiaran yang menyatakan bahwa 
ketentuan lebih lan~ jut mengenai pelaksanaan sistem stasiun jaringan disusun 
KPI bersama Pemerintah. Na— mun hingga bulan Agustus 2005 ketentuan ini 
belum ada. Sistem penyiaran jaringan yang diterap- kan di Indonesia 
merupakan adopsi atau pe— niruan dari sistem penyiaran yang terdapat di AS. 
UU Penyiaran Indonesia cukup banyak me- niru berbagai peraturan penyiaran di 
Ameri- ka. Dapat dikatakan masa depan sistem pe- nyiaran nasional Indonesia 
kurang lebih akan sama dengan apa yang terdapat di AS saat ini. Karena itu 
untuk memahami sistem penyiaran berjaringan ini kita perlu mempelajari sistem 
penyiaran jaringan di negara lain khususnya di AS yang memiliki industri 
penyiaran yang besar dengan sejarahnya yang panjang. Se jarah penyiaran 
dunia tidak dapat dilepaskan dari sejarah penyiaran di AS. Karena itu tidak ada 
salahnya jika kita melihat sistem siaran di negara itu guna meninjau 
kemungkinan pene- rapannya di Indonesia. (Tim EPI/Wid: Sumber: Buku Media 
Penyiaran, Strategi Mengelola Ra~ dio dan Tblevisi, Morissan, MA, Penerbit 
Ram dina Prakarsa, Tangerang, 2005). 


sejarah siaran iklan 669 Sejarah Siaran Iklan Awal mula munculnya iklan pada 
media penyiaran di dunia terjadi secara tidak disengaja di Amerika Serikat. Pada 
tanggal 11 Februari 1922, perusahaan berbasis teknologi AT&T pemilik stasiun 
radio WEAF mengumumkan bahwa radio tersebut tidak akan menyiarkan 
programnya sendiri namun akan memberikan kesempatan kepada pihak lain 
yang sudah mengikat kontrak dengan WEAF untuk menyiarkan programnya. 
AT&T memperlakukan radio WEAF sama seperti unit usaha lainnya yakni usaha 
jaringan telepon dan telegram jarak jauh, yang disewakan ke berbagai 
perusahaan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi perusahaan-perusahaan itu. 
Jaringan telepon dan telegram itu disewakan AT&T dengan sistem leasing. Dalam 
hal WEAF, AT&T mengumumkan bahwa program pihak lain yang disiarkan radio 
itu dapat berupa iklan. Tujuh bulan setelah pengumuman tersebut, pada tanggal 
28 Agustus 1922 perusahaan Queensboro Real Estate Corporation New York 
menayangkan progam siaran iklan selama 10 menit yang mempromosikan 
penjualan kawasan perumahan yang baru saja selesai dibangun. Siaran itu 
kemudian diakui sebagai siaran iklan pertama dalam sejarah stasiun radio. 
Oueensboro kemudian membayar 50 dolar AS untuk menyiarkan iklan yang 
ditulis oleh Dewey Pinkser. Pada tahun 1925 WEAF menyatakan telah 
memperoleh keuntungan dari kegiatannya tersebut. Perusahaan-perusahaan lain 


kemudian mengikuti jejak Oueensboro untuk memasang iklan di WEAF. 
Menjelang tahun 1930, pengelola stasiun radio menyadari bahwa menjual waktu 
siaran (iklan) dapat mendukung kelangsungan operasional stasiun siaran. Siaran 
iklan televisi pertama kali mengudara pada tahun 1941. Tahun itu menjadi tahun 
pertama mengudaranya siaran televisi komersial. Perusahaan Bulova Watch 
Company menjadi perusahaan yang pertama kali iklannya ditayangkan di televisi 
dan membayar sekitar sembilan dolar. Pada awalnya siaran iklan dipandang 
sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan operasional stasiun 
penyiaran. Ketika itu pendapatan yang diterima dari iklan hanya sebatas untuk 
membayar listrik, perawatan peralatan dangedung, atau untuk membayar honor 
pekerja. Belum ada pemiki-ran untuk menjadikan siaran iklan sebagai sumber 
keuntungan (profit). Hal didasarkan atas sejarah penggunaan radio di Amerika 
Serikat yang pada awalnya digunakan seba— gai instrumen untuk membantu 
navigasi, sem lain itu spektrum frekuensi yang digunakan radio merupakan 
wilayah publik dan dinilai tidak patut digunakan untuk tujuan komersial demi 
keuntungan stasiun penyiaran. Pemerintah AS melalui Menteri Penerang- an 
Herbert Hoover pada awalnya menentang kehadiran iklan pada stasiun 
penyiaran de~ ngan pernyataannya yang sinis: “It is incon- ceivable that we 
should allow so great a respon~ sibility for Service, fornews, for entertainment, 
and for vital commercialpurposes to be drown- ed in advertising chatter." (Tidak 
dapat dite- rima kita membiarkan tanggung jawab pe- layanan, pemberitaan, 
hiburan dan perda- gangan vital tenggelam dalam ocehan-oce- han iklan). 
Willis Aldridge (1992) menggam~ barkan situasi ketika itu dengan ungkapan, 
"Advertising was seen in those early years merely as a means ofmaking 
broadcasting pos- sible, not as a source of profit to stasion opera- tors. ” (Iklan 
dipandang pada tahun-tahun awalnya sebagai cara untuk mempertahan- kan 
kelangsungan siaran, dan bukan sebagai sumber keuntungan bagi pengelola 
stasiun). Terdapat berbagai pembatasan yang ha~ rus diikuti stasiun penyiaran 
dan pemasang iklan pada tahun-tahun awal siaran iklan mun- cul di televisi 
sebagaimana yang diatur dalam Code of Good Practice yang dikeluarkan oleh 
National Association of Broadcasters. Bebera- pa produk tertentu ketika itu tidak 
diperbo- lehkan disiarkan sebagai iklan karena diang- 


670 sejarah televisi gap terlalu pribadi, misalnya produk kebersihan wanita, obat 
wasir, dan bahkan pasta gigi, yang dianggap sebagai barang yang bersifat 
terlalu personal sehingga tidak pantas diiklankan. Pada tahun 1930-an, televisi 
CBS pernah menolak menayangkan iklan obat pencahar. Berbagai pembatasan 
terhadap penayangan iklan ternyata hanya berlangsung singkat. Semangat 
komersialisasi siaran meningkat, ketika pemasang iklan mulai menggunakan 
nama-nama perusahaan sebagai nama program siaran. Perusahaan Palmolive 
Company bahkan pernah mengubah namanama artis penyanyi utamanya yang 
tampil dalam suatu program hiburan dengan nama lain yang mencerminkan 
produk perusahan itu. Pengakuan pertama terhadap keberadaan siaran iklan 
dilontarkan pertama kali oleh Marks Woods. Presiden jaringan NBC ini tahun 
1946 menyatakan bahwa salah satu fungsi utama stasiun radio adalah menjual 
barang. Saat ini hampir seluruh jenis barang dan jasa dapat diiklankan di media 
televisi dan radio, kecuali produk rokok dan minuman keras, yang dikenakan 


pembatasan untuk tampil pada siaran iklan. Kedua produk itu oleh Undang 
Undang (termasuk di Indonesia) dikenakan pembatasan. Produk minuman keras 
tidak boleh sama sekali ditampilkan dalam siaran iklan. Sementara iklan rokok 
atau bir tampil tanpa memperlihatkan orang yang sedang merokok atau orang 
yang sedang minum bir. Berbeda dengan di AS yang membedakan minuman 
keras dan minuman bir, di Indonesia minuman bir dianggap sama dengan 
minuman keras. Pembatasan terhadap jumlah waktu yang diperbolehkan untuk 
menayangkan iklan juga terus meningkat. Pada tahun 1952, durasi iklan pada 
saat prime time hanya enam menit. Namun saat ini boleh dikatakan tidak ada 
peraturan yang membatasi hal tersebut. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Media 
Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi, Morissan, MA, Penerbit 
Ramdina Prakarsa, Tangerang, 2005). Sejarah Televisi 

Prinsip televisi ditemukan oleh Paul Nipkow dari Jerman pada tahun 1884, namun 
baru tahun 1928 Vladimir Zworkyn (Amerika Serikat) menemukan tabung 
kamera atau iconoscope yang bisa menangkap dan mengirim gambar ke kotak 
berriama televisi. Iconoscope bekeja mengubah gambar dari bentuk gambar 
optiske dalam sinyal elektronis untuk selanjutnya diperkuat dan ditumpangkan 
ke dalam gelom- bang radio. Zworkyn yang dibantu Phito Farnsworth berhasil 
menciptakan pesawat televisi pertama yang dipertunjukkan kepada umum pada 
pertemuan World's Fair pada tahun 1939. Kemunculan televisi pada awalnya 
ditang- gapi biasa saja oleh masyarakat. Harga pe- sawat televisi ketika itu 
masih mahal dan pro- gram yang dapat disaksikan belum tersedia banyak. 
Pengisi acara televisi pada masa itu bahkan meragukan masa depan televisi. 
Mere ka tidak yakin televisi dapat berkembang. Pem- bawa acara televisi 
ketika itu harus menge- nakan makeup biru tebal agar dapat terlihat normal 
ketika muncul di layar televisi. Mereka juga harus menelan tablet garam untuk 
me- ngurangi keringat yang membanjir di badan karena intensitas cahaya 
lampu studio yang sangat tinggi, menyebabkan para pengisi acara sangat 
kepanasan. Perang Dunia II sempat menghentikan perkembangan televisi. 
Namun setelah perang usai, teknologi baru yang telah disempurnakan selama 
perang berhasil mendorong kemajuan televisi. Kamera televisi tidak lagi 
membu tuhkan terlalu banyak cahaya sehingga para pengisi acara di studio 
tidak lagi kepanasan. Selain itu, layar televisi sudah lebih besar, dan terdapat 
lebih banyak program yang tersedia. Sejumlah stasiun televisi lokal mulai 
memben— tuk jaringan. Masa depan televisi mulai terli- hat menjanjikan. Pada 
tahun 1945 di seluruh AS hanya ter- dapat delapan stasiun televisi dan 8.000 
pe~ sawat televisi. Namun sepuluh tahun kemudi- 38SIlllli 


sejarah televisi di indonesia 671 an, jumlah stasiun televisi meningkat menjadi 
hampir 100 stasiun, dan rumah tangga yang memiliki pesawat televisi mencapai 
35 juta, atau 67 persen dari total rumah tangga. Perkembangan industri televisi 
di AS mengikuti model radio yakni membentuk jaringan. Selain menayangkan 
program lokal stasiun televisi lokal juga bekerjasama dengan tiga televisi 
jaringan yaitu Columbia Broadcasting Corporation (CBS), National Broadcasting 
Company (NBC) dan American Broadcasting Company (ABC). Sebagaimana 
radio, ketiga televisi jaringan itu menjadi sumber program utama bagi stasiun 
afiliasinya. Semua program televisi pada awalnya ditayangkan dalam siaran 


langsung (live). Pertunjukan opera di New York menjadi program favorit televisi 
dan disiarkan secara langsung. Ketika itu belum ditemukan kaset penyimpan 
suara dan gambar (videotape). Pengisi acara televisi harus mengulang lagi 
pertunjukannya beberapa kali agar dapat disiarkan pada kesempatan lain. 
Barulah pada tahun 1956, Ampex Corporation berhasil mengembangkan 
videotape sebagai sarana yang murah dan efisien untuk menyimpan suara dan 
gambar program televisi. Pada awal tahun 1960-an hampir seluruh program, 
yang pada awalnya disiarkan secara langsung, diubah dan disimpan dalam 
videotape. Pesawat televisi berwarna mulai diperkenalkan kepada publik pada 
tahun 1950-an. Siaran televisi berwarna dilaksanakan pertama kali oleh stasiun 
televisi NBC pada tahun 1960, dengan menayangkan program siaran berwarna 
selama tiga jam setiap harinya. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Media Penyiaran, 
Strategi Mengelola Radio dan Televisi, Morissan, MA, Penerbit Ramdina Prakarsa, 
Tangerang, 2005). Sejarah Televisi di Indonesia Siaran televisi di Indonesia 
dimulai pada tahun 1962, pada saat Televisi Republik Indonesia (TVRI) 
menayangkan langsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke17 
Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1962. Siaran langsung 
tersebut masih terhitung sebagai siaran percobaan. Siaran resmi TVRI baru 
dimulai tanggal 24 Agustus 1962 pukul 14.30 WIB, yang menyiarkan secara 
langsung upacara pembukaan Asian Games IV dari Stadion Utama Gelora Bung 
Karno. Pada awalnya keputusan untuk mengadakan televisi di Indonesia 
ditetapkan pada tahun 1961. Hal ini merupakan “Tangkah kecil manusia, namun 
langkah besar bangsa Indonesia”, yang pada saat itu baru berusia16 tahun. 
Dilandasi pemikiran yang jauh ke depan, saat itu Menteri Penerangan R. Maladi 
mengusulkan kepada pemerintah untuk mengadakan media televisi. Untuk 
tahap awal media televisi dapat dipakai untuk menyiarkan penyelenggaraan 
Asian Games IV, yang akan dibuka oleh Pre- siden Soekarno pada tanggal 24 
Agustus 1962. Usul ini didukung sepenuhnya oleh Presiden Soekarno dengan 
satu keputusan untuk me- masukkan pengadaan media televisi ke dalam 
Komando Urusan Asian Games (Kupag) yang dipimpin oleh Jenderal TNI Prayogi. 
Kupag saat itu tengah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana 
Kompleks Olahraga Se- nayan, tempat akan dilangsungkannya Asia Games IV. 
Keputusan itu diambil untuk dilaksanakan walaupun pengadaan media televisi ini 
hanya diperuntukkan bagi penyelenggaraan Asian Games IV, karena pengadaan 
media berskala nasional masih akan dipikirkan di kemudian hari. Menindaklanjuti 
keputusan pemerintah untuk mengadakan media televisi, Menteri Penerangan 
Maladi mengeluarkan Surat Kepu- tusan No. 20/SK/M/1961 tanggal 25 Juli 1961 
tentang pembentukan Panitia Persiapan Tele- visi (P2TV). Meskipun SK tersebut 
dikeluarkan tanggal 25 Juli 1961 tetapi berlaku surut 1 Juli 1961. Rapat pertama 
P2TV berlangsung di Ci- payung tanggal 16 Juli 1961. P2TV menyusun rencana 
sarana dan pra- 


672 sejarah tulisan sarana serta beberapa lokasi tempat pembangunan stasiun 
televisi. Berbagai lokasi stasiun yang ditinjau antara lain gedung Perfini, PFN, 
RRI, Kebayoran, dan Kompleks Senayan Mandiri. Pilihan lokasi akhirnya jatuh di 
tempat rencana pembangunan Gedung Akademi Penerangan di Senayan (lokasi 
TVRI saat ini). Pemancar disarankan dibangun di atas Hotel Indonesia dengan 


pertimbangan letaknya di tengah kota, dan tower yang didirikan cukup hanya 45 
meter. Sementara pihak Siemens mengusulkan agar studio dan pemancar 
dibangun di bekas Gedung Perfini. Alasannya, dengan daya pancar hanya 10 KW 
siaran TVRI dapat menjangkau Bogor. Dari sekian banyak pilihan, akhirnya 
pemancar didirikan di Gedung Akademi Penerangan, lokasi yang direncanakan 
menjadi lokasi studio TVRI. Sarana yang akan dipakai diusulkan lengkap dengan 
harganya. Masing-masing dari Marconi-Inggris, Gates-Amerika Serikat, 
NECJepang, RCA-Amerika Serikat, dan SiemensJerman Barat. Mengingat 
terbatasnya waktu pengadaan, diusulkan agar peliputan Asian Games IV 
menggunakan Out-Side Broadcasting Van (OB-Van) yang bersifat mobile 
sehingga mudah dipindah-pindah. Selama 27 tahun, sejak TVRI diresmikan tahun 
1962, penonton televisi di Indonesia hanya dapat menonton satu saluran televisi. 
Baru pada tahun 1989, Pemerintah memberikan izin operasi kepada kelompok 
usaha Bimantara untuk mendirikan RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia), yang 
merupakan stasiun televisi swasta pertama di Indonesia. Kemudian disusul oleh 
SCTV, Indosiar, ANTV dan TPI. Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah memicu 
perkembangan industri media massa khususnya televisi. Seiring dengan itu, 
kebutuhan masyarakat terhadap informasi juga semakin bertambah. Menjelang 
tahun 2000 muncul hampir secara serentak lima televisi swasta baru (Metro TV, 
Trans TV, TV-7, Lativi dan Global TV), serta beberapa televisi daerah yang saat 
ini jumlahnya mencapai puluhan, termasuk stasiun televisi lokal. Tidak 
ketinggalan pula munculnya televisi berlangganan yang menyajikan berbagai 
program dalam dan luar negeri. Setelah Undang-Undang Penyiaran disahkan 
pada tahun 2002, jumlah televisi barudi Indonesia diperkirakan akan terus 
bermun- culan, khususnya di daerah yang terbagi da~ lam tiga kategori yaitu 
televisi publik, televisi swasta, televis berlangganan dan televisi ko~ munitas. 
Hingga Juli 2002, jumlah pemilik pe— sawat televisi di Indonesia mencapai 25 
juta. Kini penonton televisi di Indonesia benar-be- nar memiliki banyak pilihan 
untuk menikmati berbagai program televisi. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku 
Jurnalistik Televisi Teori dan Praktik, Askurifai Baksin, Penerbit Sembiosa 
Rekatama Media, Bandung, 2006; dan Buku Media Penyiaran, Strategi Mengelola 
Radio dan Televisi, Morissan, MA, Penerbit Ramdi— na Prakarsa, Tangerang, 
2005). Sejarah Tulisan Pada zaman purbakala komunikasi dilakukan dengan 
isyarat, bunyi-bunyian, bahkan api dan asap. Lalu muncul keinginan agar infor- 
masi yang disampaikannya bisa diabadikan sehingga dapat diketahui oleh lebih 
banyak orang, yakni dengan cara menorehkan apa yang ingin disampaikannya 
pada dinding-din- ding gua, kulit kayu, ataupun tulang belulang. Awalnya 
torehan-torehan tersebut hanya berupa gambar-gambar tunggal seperti sosok 
manusia, gunung, binatang, pohon, dan seba- gainya (piktografi). Kemudian 
berkembang berupa rangkaian gambar-gambar yang mere- presentasikan 
sebuah gagasan (ideografi) yang kemudian dikenal sebagai wujud awal tulisan. 
Sekitar 5000 tahun yang lalu, dengan sadar manusia menciptakan tanda-tanda 
tulisan yang pertama, dan sejak itu tulisan menjadi salah satu sarana 
penyampaian informasi yang sangat penting. Ilmu pengetahuan, agama, 


siwo pwi 673 seni, teknologi, dan lain-lain, tidak akan pernah bisa diturunkan 
dari generasi ke generasi berikutnya, dan dikembangkan secara terus menerus, 


tanpa adanya tulisan. (Tim EPI/KG. Dikutip dari buku Perihal Cetak Mencetak, 
Kanisius, 1977) Seksi Wartawan Olahraga PWI Pada awal era Orde Baru, 1966, 
pers Indonesia masih didominasi oleh media cetak dan radio (RRI). Stasiun 
televisi masih satu-satunya yakni TVRI, itupun masih hitam putih. Jangkauan 
siarannya pun belum menjamah seluruh Tanah Air. Rubrik olahraga di media 
massa, masih merupakan rubrik tambahan yang kolomnya terbatas. Bahkan 
kadang tergusur oleh iklan atau berita lainnya. Saat itu, masyarakat olahraga 
Indonesia tengah berbenah diri. Munculnya rasa tidak puas dari induk-induk 
organisasi olahraga terhadap Pemerintah, yang dinilai terlalu “menguasai” 
Dewan Olahraga Republik Indonesia (DORI), membuka wacana perlunya wadah 
independen yang memahami tuntutan murni olahraga. Dalam situasi seperti 
inilah sejumlah wartawan Ibu Kota yang biasa meliput dan menyenangi olahraga 
melakukan diskusi dengan melibatkan tokoh-tokoh olahraga. Dalam kesempatan 
bertukar pikiran tersebut muncul usulan tentang upaya-upaya membangun masa 
depan olahraga. Salah satu usulan yang muncul adalah membentuk cikal bakal 
organisasi olahraga di tanah air. Rasa kebersamaan kepentingan profesi di 
kalangan peliput olahraga, menumbuhkan pemikiran untuk menggalang 
organisasi yang diharapkan dapat menjembatani kepentingan liputan bagi 
wartawan, sekaligus untuk membantu induk organisasi olahraga 
mengembangkan pembinaaan prestasi yang menjadi tugas pokok mereka. 
Wartawan-wartawan senior yang intensif melibatkan diri, di antaranya Sondang 
Meliala (Berita Buana), Max Karundeng (Sinar Harapan), Edy Sihombing (RRI), 
Boy Sohibi (AB), serta wartawan-wartawan yunior, seperti Ardi Syarif (KAMI), 
Zuchry Husein (PAB), Rahian Usman (ANTARA), dan Nurdin Tambunan (ANTARA). 
Kebutuhan wadah organisasi profesi ini, bukan saja untuk kepentingan tugas 
jurnalistik, tapi mencakup hal yang lebih luas lagi, yaitu mempunyai peran lebih 
dalam pembinaan olahraga di tanah air. Bukan sekadar menjadi peliput belaka. 
Atas dasar itu, pada suatu petang di bulan Oktober 1966, atas inisiatif bersama 
bertemu sekitar sebelas wartawan yang biasa meliput olahraga di Sekretariat 
PWI Jaya di Jalan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta. Dari pertemuan itu, 
dicetuskan sikap bersama bah-wa para wartawan peliput olahraga, memben- 
tuk wadah dan dinamakan Seksi Wartawan Olahraga - PWI Jaya (SIWO PWI Jaya), 
yang menjadi satu-satunya seksi kegiatan profesi dalam tubuh PWI Jaya saat itu. 
Dalam pertemuan itu juga ditetapkan susunan pengurus antara lain Sondang 
Meliala (Ketua), Max Karundeng, (Wakil Ketua), dan Boy Sohibi (Sekretaris). 
Langkah ini disepakati oleh pengurus PWI Jaya, karena memahami perlunya 
wartawan olahraga terlibat lebih in- tensif dengan dunia olahraga. Kelahiran 
SIWO kemudian mendorong rekan-rekan wartawan dari berbagai kegiatan 
profesi lain membentuk seksi profesi lainnya, seperti Seksi Foto dan Seksi Film. 
Terbentuknya KONI Berawal dari dialog dan diskusi dengan tokoh-tokoh 
olahraga, seperti Brigjen Jono Se- woyo, Fery Soneville dan lain-lain, tercetuslah 
pemikiran untuk membentuk satu wadah ke- olahragaan nasional dari dan 
untuk masyarakat olahraga tanpa campur tangan Pemerintah. Pada Desember 
1966, gagasan untuk mem- bentuk organisasi keolahragaan nasional yang 
sejalan dengan prinsip yang digariskan Inter- national Olympic Committee (IOC) 
yaitu be- bas dari pengaturan pemerintah semakin keras 


674 siwo pwi disuarakan oleh pimpinan induk organisasi yang tergabung dalam 
Sekretariat Bersama (Sekber). Puncak dari lobi intensif Sekber, disepakatilah 
suatu pertemuan yang dinamakan Musyawarah Nasional Olahraga (Munasor), 
yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1966. Wartawan olahraga Jakarta, 
yang sudah membentuk SIWO PWI Jaya, sejak awal sangat terlibat dalam 
menggelindingkan Munasor. Kedudukan SIWO PWI Jaya, yang berada dipusat 
kegiatan nasional, sejajar dengan organisasi keolahragaan lainnya. Di sinilah 
keunikan wartawan olahraga Jakarta, apalagi ketika itu, konotasi media nasional 
memang hanyalah media yang terbit di ibukota, sedangkan di daerah belum 
berkembang seperti saat ini. Melalui Munasor, yang sejak 1971 berubah menjadi 
Musyawarah Olahraga Nasional (Musomas), SIWO ikut berperan di dalamn 
terbentuknya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). KONI merupakan 
organisasi nasional non govemment di bidang olahraga yang menjadi mitra bagi 
Pemerintah dalam kebijakan pembangunan prestasi olahraga bangsa. Melalui 
musyawarah olahraga ini, masyarakat olahraga berupaya untuk mengembalikan 
“fitrah” gerakan olahraga di Indonesia sejalan dengan cita-cita gerakan 
Olimpiade yang dibangun atas dasar pemikiran “Bapak Olimpiade", Baron de 
Cubertain, bangsawan Prancis yang bercita-cita menjadikan olahraga sebagai 
kegiatan yang menyetarakan segenap bangsa-bangsa di dunia. SIWO PWI Pusat 
Pekan Olahraga Nasional (PON) V, yang seyogianya berlangsung di kota 
Bandung pada 1965, terpaksa dibatalkan karena pergolakan politik di tanah air 
dengan terjadinya peristiwa G.30.S./PKI. Padahal sebagian peserta sudah dalam 
perjalanan menuju Kota Kembang. Begitu situasi tanah air pulih, pada 1967, 
dipikirkanlah kembali untuk menggelar PON yang sempat tertunda. Bagi semua 
pihak, baik masyarakat olahraga maupun Pemerintah, apalagi bagi KONI yang 
baru terbentuk -pelaksanaan PON terasa sangat dibutuhkan. Sebagaimana PON 
1-1948, PON VII sangat strategis menjadi alat pemersatu bangsa yang baru saja 
terkoyak oleh gejolak politik. Pilihan kota penyelenggara jatuh kepada Surabaya. 
Seorang tokoh energik yang saat itu menjabat Komandan Korem Baskara Jaya, 
Kolonel Acub Zaenal - tampil untuk meyakinkan semua pihak bahwa 
Surabaya/Jawa Timur mampu menjadi penyelenggara PON VII -1969.Pada masa 
persiapan ini, peran SIWO PWI Jaya tidak kecil. Sejak ditunjuk sebagai pe- 
nanggung jawab penyelenggaraan PON VII, Acub Zainal, seringkali mengundang 
warta- wan-wartawan olahraga dari Jakarta (ketika itu media nasional masih 
didominasi penerbit- an Jakarta), guna melihat dari dekat jalannya persiapan, 
melakukan dialog dan tidak jarang mengkritik proses persiapan yang tengah 
ber~ jalan, demi suksesnya penyelenggaraan. Merasa mempunyai keterkaitan 
erat demi suksesnya pelaksanaan multi event nasional pertama pada awal Orde 
Baru itu, Acub, me- lalui SIWO PWI Jaya, mengundang dua orang wartawan dari 
setiap daerah peserta sebagai tamu PB PON VII, termasuk seluruh anggota SIWO 
PWI Jaya. Memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh PB PON VII, wartawan 
peliput PON VII dari berbagai daerah yang hadir di Surabaya, dimotori SIWO PWI 
Jaya dan SIWO PWI Su- rabaya, mengadakan musyawarah untuk mem-— bentuk 
wadah nasional. Dan lahirlah SIWO PWI Pusat yang bersifat nasional. Kepada 
cabang- cabang PWI (kecuali DKI) diminta membentuk SIWO di daerahnya 
masing-masing. Perkembangan SIWO PWI yang mendu~ duki fungsi strategis 
karena perannya dalam kehidupan keolahragaan nasional -sebagai mi~ tra 


induk-induk organisasi, rupanya menarik perhatian Menteri Penerangan Marsekal 
Budi— harjo, yang tak ingin melihat wartawan olahra— ga terlibat dalam 
'perpecahan' pengurus PWI pasca Kongres PWI di Palembang, antara kubu 
Rosihan dan kubu B.M. Diah. 
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Merdeka Barat, dan para pengurus mendapat wejangan dalam suasana yang 
akrab. Pesan utamanya, “Sebagai wartawan olahraga, para anggota SIWO dan 
organisasinya jangan ikut-ikutan berpihak pada salah satu kubu”. Pesan Pak Bud 
ini, setidaknya untuk konsumsi publik, SIWO jangan sampai latah ikut 
mendukung salah satu kubu. Sesungguhnya, Pak Bud paham, teman-teman 
SIWO ini markasnya di Merdeka Selatan, kantornya PWI Jaya, yang merupakan 
pendukung kuat kubu Rosihan Anwar. Kami memang sepakat, SIWO tidak perlu 
turut latah mengeluarkan pernyataan, karena SIWO tak ingin aroma benturan 
terimbas terhadap kehidupan olahraga. Untungnya, perseteruan antara dua 
kubu PWI itu segera teratasi pada kongres PWI di Pandaan Jawa Timur, yang 
menampilkan Harmoko sebagai ketua umum. Sampai dengan terbentuknya 
SIWO sebagai organisasi dan kemudian ikut andil sebagai pelaku dan saksi atas 
lahirnya organisasi keolahragaan nasional, KONI - Desember 1966, kemampuan 
wartawan olahraga akan seluk beluk “dunia” olahraga yang menjadi bidang 
liputannya masih terbatas. Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan 
tentang dasar dan istilah dalam olahraga, pengurus SIWO melakukan dengan 
Dirjen Olahraga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang saat itu dipimpin 
olah Brigjen Sukamto Sayidiman. Sukamto sangat mendukung upaya tersebut 
dengan memfasilitasi adanya penataran, berupa penyediaan board &loging. 
Sementara KONI dan Induk Organisasi menyediakan tenaga pengajar sesuai 
cabang olahraganya. Pada Februari 1967, selama dua pekan, diadakan 
Penataran Nasional Wartawan Olahraga yang diikuti sekitar empat puluh 
wartawan olahraga dari semua koran Ibu Kota, ditambah utusan dari Medan, 
Pekan Baru, Jambi, Padang, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, 
Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Banjarmasin. Adapun cabang olahraga yang 
dilibatkan ketika itu adalah sepakbola, bola voli, bola basket, tenis lapangan, 
golf, pencak silat, judo. Kemudian pada 1968, penataran nasional ke-2 
diselenggarakan lagi dengan peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. 
Langkah-langkah SIWO PWI Jaya yang berhasil menempatkan diri dalam kegiatan 
olahraga nasional, menyebabkan rubrik olahraga semakin mendapat kolom di 
media cetak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahkan, kemudian, rubrik 
olahraga merupakan salah satu rubrik yang menjadi andalan bagi koran—koran 
terkemuka. Keberhasilan SIWO PWI, mengilhami sek- si-seksi lainnya dalam 
kepengurusan PWI Pusat, misalnya seksi film, foto dan ekonomi. Kiprah SIWO 
PWI Jaya, secara khusus menda- pat perhatian kongres PWI tahun 1968 di Ban- 
jarmasin dengan mengakui keberadaannya, dan merekomendasikan kepada PWI 
cabang lainnya yang bermaksud membentuk SIWO di daerahnya masing-masing. 
Di setiap daerah, SIWO menjadi anggota KONI Daerah. Keberadaan mereka 
diterima dalam kehidupan olahraga, bukan saja seba- gai peliput kegiatan, 
tetapi perannya sebagai mitra yang duduk sama rendah berdiri sama tinggi 
dengan komponen masyarakat olahra- ga lainnya. Pengurus-pengurus SIWO di 


berba- gai daerah, duduk dalam kepengurusan KONI daerah, sebanyak yang 
duduk dalam kepeng— urusan cabang olahraga. Perkembangan ini, menjadi 
salah satu to~ pik bahasan pada Konferensi Kerja (Konker) PWI di Kinilow - Sulut 
pada 1969. Sondang Meliala yang terpilih sebagai Ketua SIWO Pusat dan menjadi 
utusan dari SIWO PWI Jaya, men~ jelaskan perkembangan yang terjadi. Konker 
PWI kemudian menetapkan status otonomi pa~ da SIWO, dan SIWO dapat 
beraktivitas sesuai dengan tuntutan kegiatan olahraga nasional dan 
internasional. Dengan status otonomi itu, SIWO, baik pusat maupun daerah 
semakin da~ pat mengembangkan aktivitasnya sebagai bagian dari masyarakat 
olahraga Indonesia, Sejak mendapat status otonomi SIWO PWI 
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(Mukernas) untuk memilih Kepengurusan SIWO PWI Pusat. Mukernas selalu 
diadakan bersamaan dengan berlangsungnya PON, sebab pada kesempatan itu 
sejumlah wartawan olahraga dari berbagai media dan daerah berkumpul meliput 
kegiatan tersebut. Karena keadaan dan keinginan berkembang secara bersama, 
pada Kongres PWI di Padang tahun 1978 diputuskan, status SIWO PWI di dalam 
struktur organisasi PWI Pusat diubah menjadi sebuah departemen yang disebut 
Departemen Wartawan Olahraga. Sedangkan di tingkat daerah atau cabang 
tetap dengan nama SIWO PWI. Sejak saat itu, dalam menyelenggarakan setiap 
kegiatannya Ketua Departemen selalu dibantu oleh wartawan olahraga senior 
atau anggota SIWO PWI Jaya. Dan, dalam perjalanannya, SIWO PWI banyak 
menyelenggarakan kegiatan olahraga melalui kerjasama yang baik dengan 
organisasi olahraga nasional. Kerjasama tersebut antara lain dengan Pengurus 
Besar Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (Gabsi) yang menyelenggarakan 
kejuaraan bridge memperebutkan Piala SIWO pertama kali pada 1976 di Jakarta. 
Kemudian kerjasama SIWO Cabang Lampung dengan PB Pertina yang 
melahirkan kejuaraan tinju “Sarung Tinju Emas ” (STE). Kejuaraan tinju yang 
idenya menduplikasi Golden Gloves di Amerika ini pertama kali diselenggarakan 
di Ambon. Selain menggelar berbagai event olahraga SIWO juga berusaha 
menumbuhkan motivasi para pelaku olahraga dengan mengadakan acara 
pemilihan Atlet Putra dan Atlet Putri Terbaik, serta Pelatih, Pembina, dan 
Penunjang terbaik secara nasional. Pada 1983, kegiatan yang diselenggarakan 
Siwo PWI Jaya itu malah dikemas lebih profesional. Namanya diubah menjadi 
Anugerah Olahraga, yang sistem maupun kriteria pemilihannya disempurnakan 
sehingga acara ini menjadi komersial. Gagasan menjadikan Anugerah Olahraga 
lebih bergengsi lahir dari kejenuhan Pengurus SIWO PWI Jaya, pada saat itu 
dipimpin oleh Atal S. Depari, yang mengisi kas organisasi selalu dengan cara 
membentangkan tangan kepada simpatisan. Ternyata, Anugerah Olahraga 
mampu menjadi sajian yang menarik secara komersial bagi stasiun televisi RCTI 
dan ANTV. Kedua stasiun televisi ini menayangkan Anugerah Olahraga dengan 
membayar fee kepada SIWOPWI Jaya. Organisasi hidup sehat tanpa meng- 
ulurkan tangan ke kiri dan ke kanan. Salah satu catatan emas, kelahiran Liga 
Sepakbola Utama (Galatama) PSSI, kini liga Djarum, tidak lepas dari peran SIWO 
PWI Pu- sat. Pernah menyelenggarakan dua kali semi- nar sepakbola 
bertempat di Press Club Jakarta, yang melibatkan tokoh-tokoh sepakbola, peng- 
urus PSSI, bahkan ketua LIPI waktu itu (Dr. Bachtiar Rivai) turut menyumbang 


pikiran. Dari seminar dua kali ini, kemudian lahir apa yang dikenal dengan nama 
Galatama, sebagai rum musan yang dikemas oleh Yusuf Kadir dan Su- paryo 
Poncowinoto. Anggota A1PS dan ASPU Setelah Orde Baru mengambil alih 
kekua- saan Pemerintahan dari Orde Lama, pemuka olahraga yang dipimpin Sri 
Sultan Hameng- kubuwono IX, serta didukung Pemerintah, In- donesia kembali 
memulihkan keanggotaan- nya di dunia olahraga IOC, dan federasi-fede- rasi 
olahraga internasional, wartawan olahraga Indonesia yang telah memiliki wadah 
organ isasi (walau baru setingkat DKI Jaya), melihat perlunya keterlibatan 
jurnalistik olahraga In- donesia pada level internasional. Dengan dukungan 
penuh KONI Pusat dan Dirjen Olahraga, SIWO Jaya bersemangat un~ tuk 
bergabung dengan Association Interna- tional de La Press Sportive (AIPS). Atas 
dasar itu, SIWO Jaya mengutus Sondang Meliala un- tuk menghadiri Kongres 
AIPS di kota Florence, Italia, 1967. Saat itu Sondang didampingi, A. A. Pesik, 
seorang pejabat Departemen Luar Nem geri yang diperbantukan pada Ditjen 
Olahra- ga, dengan status awal sebagai peninjau. Baru pada Kongres AIPS 1968 
di Bukarest, 
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wartawan olahraga internasional yang juga berafiliasi ke IOC. Sejak itu, SIWO 
tidak pernah absen dari aktivitas AIPS. Keanggotaan wartawan pada AIPS, 
bersifat individu, karena setiap wartawan olahraga yang diajukan 
keanggotaannya oleh organisasi masing-masing, akan mendapatkan kartu 
anggota tahunan setelah membayar iuran. Banyak kemudahan yang diperoleh 
jika seorang wartawan memiliki kartu AIPS, apabila yang bersangkutan meliput 
event atau multi event internasional. Pada Desember 1978, bertepatan dengan 
berlangsungnya Asian Games Bangkok, wartawan-wartawan olahraga Asia 
menyelenggarakan pertemuan untuk membentuk Organisasi Wartawan Olahraga 
Asia. Pertemuan yang diprakarsasai oleh Mikawa (Ketua AIPS untuk Asia) dan 
dihadiri oleh utusan negaranegara peserta Asian Games itu berlangsung sehari 
penuh di Hotel Hyatt. Pertemuan tersebut menghasilkan berdirinya Asian Sport 
Journalist Union (ASJU), yang kemudian berubah menjadi Asian Sport Press Union 
(ASPU) sampai sekarang. Dalam pembentukan ASJU, Indonesia yang diwakili oleh 
Zuchry Husein, terpilih sebagai anggota EXCO. Pada periode 1978-1982, 
Sondang Meliala, terpilih sebagai salah satu Komite Eksekutif ASPU. Periode 
1986-1990 Soeharmono Tjitrosoewarno terpilih sebagai Komite Eksekutif, dan 
untuk periode 1990-1994 Sondang Meliala terpilih sebagai salah satu Wakil 
Presiden ASPU. Pada Kongres AIPS 1993 di Istambul, Indonesia diminta untuk 
mengisi majalah AIPS dan Soeharmono Tjitrosoewamo ditunjuk sebagai 
koresponden majalah tersebut. Dalam upaya meningkatkan kerjasama wartawan 
olahraga Asia, SIWO berhasil menyelenggarakan dua seminar wartawan olahraga 
Asia di Jakarta, yaitu pada 1973 dan 1977, bertepatan dengan penyelenggaraan 
PON di Jakarta. Pada dua seminar tersebut, tokohtokoh AIPS hadir seperti Bobby 
Naidoo (Sekjen/Inggris), Steve Malonga, (Ketua AIPS utusan Afrika), dan Togay 
Bayalti (Turki). Anugerah Olahraga Wartawan olahraga mempunyai cara sendiri 
untuk menjadikan dirinya sebagai bagian dari pembinaan prestasi olahraga anak 
bangsa. Terbentuknya SIWO, sejak semula tidak lepas dari obsesi wartawan 
sendiri, yang menjadikan keberadaannya tidak saja sebagai penyampai kabar 


atas apa yang terjadi di arena ataupun dari markas induk organisasi, mereka 
juga berupaya agar pers berperan dalam mendorong kemajuan, memotivasi 
semangat atlet maupun pembina olahraga.Terdorong oleh semangat itulah, 
rapat pengurus SIWO Pusat mencetuskan perlunya pemilihan olahragawan 
terbaik yang dise— lenggarakan setiap tahun. Sesuai zamannya, pemilihan 
pertama di— lakukan sendiri oleh pengurus SIWO Pusat (1971), dengan memilih 
atlet-atlet terbaik ber— dasarkan prestasi terbaik mereka sepanjang tahun 1970. 
Tidak pelak, cabang olahraga bulu— tangkis, dengan prestasinya yang doihinan 
di pentas dunia, merupakan cabang olahra- ga yang hampir setiap tahun tampil 
di pen— tas terbaik dari era 70-an sampai dengan 80- an. Rudy Hartono, 
maestro bulutangkis yang sejak tampil perdana pada Thomas Cup 1967 di Istora 
Senayan, kemudian berturut-turut merajai arena All England di Wembley, men- 
dominasi pilihan terbaik SIWO -empat kali berturut-turut. Sarung Tinju Emas 
(STE) STE, setidaknya telah menorehkan peran serta wartawan olahraga dalam 
pengem~ bangan olahraga tinju, dengan melahirkan bibit-bibit unggul yang 
dibina oleh Daerah. Kota Ambon, tepatnya Gedung Olahraga Karang Panjang 
yang berlokasi di kawasan bukit, setiap malam selama sepekan, hiruk pikuk oleh 
penggemar tinju, pendukung fa— vorit juara STE pertama tahun 1976. Piala 
berupa sarung tinju yang terbuat dari lapisan 
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disumbangkan oleh seorang pembina olahraga dari daerah Lampung, Ir. Marzuki, 
yang juga pemilik Jaka Utama, klub sepakbola yang berkiprah pada kompetisi 
Galatama PSSI. Begitulah, STE berjalan sesuai rencana awal, bergeser dari 
Ambon ke Banda Aceh Tanjung Karang - Padang, dan beberapa kota lainnya. 
Pergantian pucuk pimpinan PB Pertina turut mempengaruhi “gairah” Pertina 
untuk melanjutkan STE sebagaimana komitmen awal. Perlu dicatat, Kusnadi, 
erang Pertina yang sangat gigih mendorong SIWO untuk merealisasikan STE, 
tidak sempat menyaksikan buah gagasan yang dilontarkannya, karena lebih 
dahulu menghadap Sang Pencipta sebelum acara ini digelar. Keberadaan SIWO 
PWI Jaya membuat intensitas hubungan dengan masyarakat olahraga, yang 
terdiri dari induk-induk organisasi olahraga yang tergabung dalam sekretariat 
bersama (lebih kurang 23 induk organisasi), semakin sering. Setiap kegiatan 
yang ada selalu dikomunikasikan kepada SIWO. Pekan Olahraga Wartawan 
Nasional Seperti biasa, wartawan olahraga, termasuk Pengurus SIWO PWI 
Cabang seluruh Indonesia, selalu berkumpul meliput kegiatan olahraga, 
termasuk pada PON 1981 di Jakarta. Mereka ditampung di Wisma Ciliwung Jalan 
Bukit Duri Tanjakan, Tebet. Pada pertemuan Pengurus SIWO seluruh Indonesia, 
Ketua Pelaksana PWI Pusat, waktu itu Harmoko, menyampaikan ide atau 
gagasan menyelenggarakan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas). 
Gagasan itu langsung diterima oleh seluruh wartawan olahraga, karena memang 
sudah sejak lama mengidamidamkannya. Maksud utama menyelenggarakan 
Porwanas, selain untuk mengisi panji-panji olahraga nasional yang 
dikumandangkan oleh Presiden waktu itu, juga untuk lebih mempererat dan 
menciptakan keakraban profesi antarwartawan seluruh cabang PWI serta 
memantapkan pemahaman para wartawan mengenai arti dan makna yang 
sesungguhnya dari olahraga itu. Porwanas sekaligus memperebutkan Piala 


Bergilir Presiden RI. Saat itu juga, atas dasar musyawarah dan mufakat, dibentuk 
panitia persiapan yang diketuai oleh Ketua Departemen Wartawan Olahraga PWI 
Pusat. Panitia ditugaskan untuk menjajagi kemungkinan terselenggaranya 
Porwanas. Kemudian ditetapkan waktu dan tempatnya bulan September 1982 di 
Kota Sala. Sedangkan cabang olahraga yang akan dipertandingkan adalah sepak 
bola, tenis lapangan, tenis meja, bilyar, catur dan bridge. Kota Sala yang dipilih 
karena Sala adalahkota tempat lahirnya PWI dan di sana pula per- tama kali 
diselenggarakannya Pekan Olahra- ga Nasional (PON). Singkat kata, wartawan 
olahraga ingin menghormati sejarah berdirinya organisasi wartawan sekaligus 
kegiatan olah- raga nasional. Namun berhubung pemugaran Stadion Sri- 
wedari belum selesai, maka atas kesediaan PWI Cabang Jawa Tengah, Porwanas 
perta- ma akhirnya dialihkan ke Kota Semarang pa~ da tahun 1983. Kongres 
PWI XVIII secara tidak tersurat mengamanatkan kepada Pengurus Pusat Pe- 
riode 1988-1993 agar tetap menyelenggarakan Porwanas. Amanat tersebut 
kemudian di- tuangkan dalam Keputusan Kongres PWI XVI- II No. 
10/K-XVII1/1988. Berdasarkan Keputus- an tersebut Pengurus Pusat berikutnya 
tetap berupaya menyelenggarakan event olahraga bagi para wartawan tersebut. 
Pada penyelenggaraan tahun 1990 di Sura- baya, Porwanas juga mencakup 
kegiatan ba~ gi anggota Ikatan Keluarga Wartawan Indone-— sia (IKWI) berupa 
kejuaraan bola voli. Tetapi pada Porwanas VII di Banjarmasin, kegiatan tersebut 
kembali ditiadakan sesuai hasil Ra- kernas SIWO Pusat di Palembang 2001, 
demi efisiensi biaya penyelenggaraan Porwanas. Porwanas I pada 1983 
diselenggarakan di Semarang, Porwanas 11-1985 di Ujung Pandang, 
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Porwanas V-1993 di Lampung, Porwanas VI-1996 di Bandung, dan Porwanas VII- 
2002 di Banjarmasin. Dalam Rakernas SIWO PWI di Palembang 2004 diputuskan 
Jakarta sebagai tuan rumah Porwanas VIII-2004. Namun, dalam 
perkembangannya diputuskan bahwa Porwanas VIII diselenggarakan di Riau. 
Sedangkan Porwanas IX- 2007, diselenggarakan di Samarinda, Kalimantan Timur, 
sekaligus sebagai ajang gladi resik pelaksanaan PON XVII2008. Susunan 
Pengurus SIWO PWI Pusat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas SIWO se- 
Indonesia pertama kali diselenggarakan di Surabaya bersaman dengan 
berlangsungnya PONVII-1969. Pengurus SIWO PWI Pusat pertama lahir, untuk 
masa bakti 1969-1971, sebagai berikut: Ketua Umum Ketua | Ketua II (Surabaya) 
Ketua III Sekretaris Umum Wakil Sekretaris Umum Bendahara Sondang Meliala 
(Jakarta) Soeharmono Tjitrtosoewamo (Bandung) J.A. Syaranamual R. Pratikno 
(Lampung) Bey Sohibi (Jakarta) : Tjoek Sudarmadji (Surabaya) : Ardi Syarief 
Jakarta) Komisaris-komisaris 1. Sumatra : Muhammad THH (Medan) 2. 
Jawa/Bali/ Kalimantan : Parwan BP (Surabaya) 3.  NTT/NTB/ Sulawesi : 
Aspar (Makassar) 4. Maluku/ Irian Jaya : T.I. Ruhulessin (Maluku) Masa bakti 
1971-1973, dipilih melalui Mukernas SIWO PWI se-Indonesia, bersamaan dengan 
Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) di Palembang. Ketua Umum : Sondang Meliala 
Jakarta) Ketua | : Soeharmono Tjitrosoewamo (Bandung) Ketua ll : Rahim 
Oesman (Jakarta) Ketua III : J.A. Syaranamual (Surabaya) Ketua IV :R. 
Pratikno (Lampung) Sekretaris Umum : Zuchry Husein (Jakarta) Wakil 
Sekretaris Umum : Mudjianto (Jakarta) Bendahara : Max Karundeng 


(Jakarta) Masa bakti 1973-1977 dipilih melalui Mukernas SIWO PWI se-Indonesia 
bersamaan dengan berlangsungnya PON VIII/1973 di Jakarta sebagai berikut: 
Ketua Umum Ketua | Ketua n Ketua IH Ketua IV Sekretaris WakilSekretaris 
Bendahara Pembantu Umum Sondang Meliala (Jakarta) Soeharmono 
Tjitrosoewamo (Bandung) Ardy Syarief (Jakarta) T.I. Ruhulessin (Maluku) Zakaria 
R. Piliang (Medan) Zuchry Husein (Jakarta) Supriyadi (Jakarta) Suryanto Hadis 
aputro (Jakarta) Zuchry Husein (Jakarta) Masa bakti 1977-1981 dipilih melalui 
Mukernas SIWO PWI se-Indonesia bersamaan dengan berlangsungnya PON 
IX/1977 di Jakarta sebagai berikut:Ketua Umum : Sondang Meliala (Jakarta) Ketua 
| : Soeharmono Tjitrosoewamo (Bandung) Ketua n : Ardy Syarief (Jakarta) 
Ketua 111 : T.I. Ruhulessin (Maluku) Sekretaris : Zuchry Husein (Jakarta) 
Wakil Sekretaris : Supriyadi (Jakarta) Bendahara : Suryanto Hadisaputro 
Kepengurusan ini secara administratif 


680 selecta hanya berfungsi sampai Desember 1978 karena dalam Kongres PWI 
di Padang tahun 1978, status SIWO di tingkat Pusat diubah menjadi Departemen 
Wartawan Olahraga. SIWO menjadi satu dengan kepengurusan PWI Pusat, 
mengelola kegiatan olahraga secara otonom. Ketua Departemen Wartawan 
Olahraga PWI Pusat dan Ketua PWI Pusat lainnya secara fungsional bekerja sama 
dalam mengisi program SIWO Pusat. Ketua Departemen Wartawan Olahraga PWI 
Pusat masa bakti kegiatannya sama dengan periode kepengurusan PWI Pusat. 
Masa bakti 1978-1983 Masa bakti 1983-1988 Masa bakti 1988-1993 : Sondang 
Meliala. : Ardi Syarief. : Ardi Syarief. (Berhubung kesehatan Ardi Syarief tidak 
mengizinkan, sejak Juli 1989-1993, dijabat oleh Sondang Meliala. Ardi Syarief 
meninggal dunia tanggal 4 Juli 1993). Masa bakti 1993-1998 : Sumohadi Marsis 
Masa bakti 1998-2003 : Atal S. Depari Masa bakti 2003-2008 : Atal S. Depari (Tim 
EPI/KG/Rudy Novrianto) Selecta Majalah Dua 
mingguan Diterbitkan oleh Penerbit Analisa ini hadir perdana di penghujung 
tahun 1958. Selecta adalah media yang “mengutamakan tulisan, lukisan, dan 
photo yang dapat dibaca dan dinikmati oleh segenap tingkatan masyarakat 
sebagai pelepas lelah ke arah perbaikan moril”. Majalah ini dijual dengan harga 
Rp 4,50 untuk wilayah Jawa dan Rp 5,00 bagi pembaca di luar Pulau Jawa. 
Selecta tidak melayani langganan perseorangan. Para peminat disarankan untuk 
berhubungan langsung dengan para agen. Untuk iklan, Selecta memasang tarif 
Rp 3,50 tiap milimeter kolom, dengan harga minimal Rp 100,00 untuk sekali 
muat. Dengan isi setebal 36 halaman, seluruh sajian Selecta nyaris bersifat 
hiburan, kendati ada beberapa halaman yang khusus mengupas tentang hal-hal 
yang lebih serius semisal hal-ihwal kebudayaan. Selebihnya, Selecta menyajikan 
info-info ringan, dari mulai kabar para artis, cerita pendek, cerita bersambung, 
review film, ruangan wanita, resensi buku, pojok iseng, profil bintang dan 
seniman, olahra- ga, teka-teki silang, hingga pernak-pernik sem putar tingkah- 
polah artis saat menjalani aktiv- itas shooting. Di ranah sastra, Selecta cukup 
memiliki daya tawar dengan menampilkan hasil karya pengarang legendaris Kho 
Ping Hoo, dan ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah penerbitan media 
cetak di Indonesia. Bagian pertama dari karya Kho Ping Hoo yang berjudul 
“AngLianLiehiap" atau “Si Teratai Merah" itu dimulai pada terbitan Selecta No. 
22, edisi 15 Nopembef 1959. Selain itu, ada lagi ciri khas yang dimiliki Selecta 


yakni rubrik “Kuntum Mekar Selecta” atau disingkat KMS, sebuah kolom yang 
dipe runtukkan bagi kaum remaja. KMS menampil- 


selera - selompret hindia 681 kan info-info bermutu bagi generasi muda. Rubrik 
ini juga menyediakan forum sahabat pena, ruang untuk menampung kreativitas 
penulis puisi dan karangan, serta menampilkan profil para anggota KMS yang 
berprestasi. Usia majalah ini sebagai media hiburan cukup lama bertahan, 
terbukti hingga tahun 1970, Selecta masih beredar. Namun setelah itu Selecta 
hilang di pasaran karena dilarang terbit oleh penguasa waktu itu. (Tim EPI/KG; 
Sumber: Iswara N Raditya/Indonesia Buku/Jurnas) 

Selera Majalah Khusus Boga dan Gizi Terbit 
perdana tahun 1981 atas prakasa Ny. Suryatinie N. Ganie. Pada awal 
kehadirannya, majalah yang diterbitkan oleh PT Sarana Vida ini merupakan 
bacaan untuk kalangan terbatas saja. Majalah yang mempunyai slogan “Majalah 
Boga dan Gizi" ini, pada tanggal 27 Februari 19-87 memperoleh izin terbit 
dengan Nomor 266/SK/MENPEN/SIUPP/ D. 1/1987. Lembaga penerbitan yang 
semula berbentuk yayasan pun diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sara 
Vida Widya. Namun perjalanan majalah ini tidak semulus seperti diduga 
sebelumnya. Ny. Suryatinie N. Ganie mengundurkan diri karena faktor usia. 
Penggantinya ditunjuk Dra. Emma S. Wirakusumah, M.Sc. seorang ahli boga dan 
gizi. Desember 1995 majalah ini terbit lagi dalam versi baru. Sebagian besar 
halamannya berwarna, dipadu dengan sajian foto-foto yang artistik. Cakupan 
materi isi juga dipertegas dan diperluas dengan menampilkan aspek utama 
berupa boga, gizi dan wisata. Materi untuk boga menempati prioritas utama, 
yakni 40-50 Yo: pangan, gizi, dan kesehatan 30-35%; wisata 10-15 Yo, dan 
sisanya untuk rubrik hiburan dan lainnya. Selain menyajikan berbagai menu 
masakan, baik yang berasal dari mancanegara maupun dalam negeri, Selera 
juga menampilkan menu masakan tradisional (jajan pasar) serta makanan khas 
daerah dari seluruh pelosok Nusantara, dalam upaya mengangkat masakan 
tradisional agar bisa diterima di semua lapisan masyarakat. (Tim EPI/KG) 
Selompret Hindia Suratkabar Dwimingguan Suratkabar ini 
beredar di Surabaya meskipun kantor redaksinya berlokasi di Semarang. Terbit 
perdana pada tahun 1914 Selompret Hindia terbit tiap dua minggu sekali pada 
hari Sabtu dengan harga langganan 25 sen untuk pembaca Hindia Belanda, dan 
35 sen untuk pembaca lainnya. Secara resmi, suratkabar ini diterbitkan oleh 
Uitgeversbureu Selompret Hindia. Suratkabar d wimingguan ini berisi khasanah 
Budaya Jawa maupun kisah-kisah kete-ladanan umum. Semangat pergerakan 
tersisip di antara petuah-petuah yang sarat makna. Redaksi sengaja 
mengangkat falsafah Jawa untuk mengikat masyarakat agar tetap mem- baca 
Selompret Hindia. Selompret Hindia juga memuat hal-hal yang berkaitan dengan 
kepentingan kaum pe- rempuan. Dalam rubrik “Roepa-Roepa”, redaksi 
berusaha membangkitkan gelora berorgan—- isasi kaum perempuan lewat tulisan 
berjudul 


682 sendjata indonesia - sendjata ra'jat - senopati “Perempoean Bangsa Kita". 
Tulisan itu mengajak kaum perempuan, khususnya yang berada di Surabaya, 
agar mau berserikat. (Tim EPI/KG: Sumber: TUnggul Tauladan/Indexpress/Jurnas) 
Sendjata Indonesia Suratkabar Mingguan Suratkabar mingguan ini memiliki ciri 


khas yakni banyak memuat berita-berita kriminal. Beredar di Surabaya tahun 
1929, dan diterbitkan oleh Comite Sendjata Indonesia, suratkabar berukuran 
broadsheet empat halaman tersebut disajikan dalam Bahasa Indonesia. Dalam 
setiap penerbitannya, suratkabar dengan slogan “Mengejar ke arah 
kemerdekaan Indonesia bersandar pada keadilan, kebenaran dan persamaan” 
itu, banyak mengangkat berita kriminal, perkelahian, dan semacamnya. 
Meskipun demikian, dalam artikel-artikelnya Sendjata Indonesia juga memuat 
tulisan untuk mengobarkan semangat perjuangan yang sejalan dengan 
slogannya. (Tim EPI/TS; Sumber: Perpusnas) Sendjata Ra'jat — 
Suratkabar Suratkabar yang kehadirannya terkait erat dengan pergerakan 
nasional pada sekitar 1930-an ini didirikan tepat pada 29 Desember 1932. Tiga 
tahun sebelumnya, pemerintah kolonial melancarkan gelombang penangkapan 
besar-besaran terhadap para pemimpin pergerakan. Korban pertama ialah Ir. 
Soekarno, Mr. Iskaq, dan Gatot, yang ditangkap pada 29 Desember 1929 di 
Bandung. Di Landraad (gedung pengadilan) Bandung, Soekarno mengajukan 
pembelaan gigih, tetapi pengadilan yang memihak tetap menjatuhkan vonis 
empat tahun penjara untuk pemimpin PNI (Partai Nasional Indonesia) ini. PNI 
sendiri sebagai partai paling berpengaruh kala itu kemudian pecah menjadi dua. 
Sebagian anggota membentuk Partindo (Partai Indonesia) yang dipimpin 
Sartono, dan sisanya membentuk PNI-Baru (Pendidikan Nasional Indonesia) yang 
dipimpin Mohammad Hatta dan Sjahrir. Bebas dari bui, Soekarno mencoba 
mendamaikan keduanya tetapi gagal. Akhirnya, Agustus 1932 ia masuk Partindo. 
Partindo kemudian secara terang-terangan menerbitkan Sendjata Ra'jat untuk 
menyerukan pikiran-pikiran dan gairah perjuangannya. Suratkabar ini dicetak 
“The Koei Liem" Semarang, dan secara resmi diterbitkan Commisie Pers P. |. 
Cabang Semarang. Pembaca bisa memperolehnya dengan harga langganan 1 
gulden untuk satu tahun.Sendjata Ra'jat ingin menjadi penyuluh dan obor bagi 
Tanah Air dan Rakyat Indonesia dalam perjuangan mewujudkan kemerdeka- an. 
Maka, ia secara terbuka menebar propa- ganda nasionalisme dan mendidik 
kesadaran self-help. Meski haluan politiknya nonkooper- atif, Sendjata Ra 'jat 
tidak menutup mata pada bidang-bidang lain seperti ekonomi dan sosial. Secara 
umum, semangat dan haluan Sen- djata Ra 'jat tidak jauh berbeda dari 
suratkabar- suratkabar yang terbit pada masa pergerakan seperti Petir di 
Bandung, Mowo di Solo, Proletar di Surabaya, De Klok di Weltevreden, Api di Se- 
marang, dan Njala di Batavia. Nama Sendjata Ra'jat diambil dari kata “sendjata" 
yang dalam maknanya yang luas berarti alat perjuangan. Apabila “ra'jat” ber- 
senjata, niscaya rantai-rantai yang membe- lenggu kemerdekaan dapat 
terputuskan. “Ra'- jat” adalah anggota terbesar, yang diyakini memiliki tenaga 
terbesar yang dapat meng- ubah segalanya menjadi baik. (Tim EPI/KG: Sumber: 
Rhoma Dwi Aria Yuliantri/Index- press/Jurnas) 

Senopati Suratkabar Berbahasa Jawa Beredar 
tahun 1924, dan diterbitkan oleh Penerbit Suratkabar Senopati. Suratkabar 
lisBIB 


sepuluh pedoman pemakaian bahasa - sepuluh pedoman penulisan bidang 
agama 683 ini disajikan dalam bahasa dan tulisan Jawa. Slogannya adalah 
“Pirukunan Sederek Sawatawis ing Surakarta”. Senopati yang dicetak di 


percetakan Typ Drukkerij PPPB, Yogyakarta, terbit 4 halaman dengan format 
broadsheet. Sesuai dengan sasaran pasarnya, “suratkabar kanggo kaum kromo 
Indonesia", Senopati lebih banyak beredar di kalangan masyarakat kelas 
menengah ke atas yang disebut karun kromo. Berita dan artikel di dalam 
suratkabar tersebut, meliputi masalah kebudayaan, pendidikan, sosial dan 
sebagainya. (Tim EPI/TS; Sumber: Perpusnas) Sepuluh Pedoman Pemakaian 
Bahasa dalam Pers 1. Wartawan hendaknya secara konsekuen melaksanakan 
Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Hal ini juga harus 
diperhatikan oleh korektor, karena kesalahan paling menonjol dalam suratkabar 
sekarang ini ialah kesalahan ejaan. 2. Wartawan hendaknya membatasi diri 
dalam singkatan atau akronim. Kalaupun ia harus menulis akronim, maka pada 
kesempatan pertama, ia harus menjelaskan dalam tanda kurung kepanjangan 
akronim tersebut supaya tulisannya dapat dipahami oleh khalayak ramai. 3. 

Wartawan hendaknya j angan menghilangkan imbuhan, bentuk awal atau 
prefiks. Pemenggalan awalan “me” dapat dilakukan dalam kepala berita 
mengingat keterbatasan ruangan. Akan tetapi, pemenggalan jangan sampai 
dipukulratakan sehingga merembet pula ke dalam tubuh berita. 4. Wartawan 
hendaknya menulis dengan kalimat pendek. Pengutaraan pikirannya harus logis, 
teratur, lengkap dengan kata pokok, sebutan, dan kata tujuan (subjek, predikat, 
objek). Menulis dengan induk kalimat dan anak kalimat yang mengandung 
banyak kata mudah membuat kalimat tidak dapat dipahami. Lagi pula, prinsip 
yang harus dipegang ialah “satu gagasan atau satu ide dalam satu kalimat.” 5. 

Wartawan hendaknya menjauhkan diri dari ungkapan klise atau stereotip 
yang sering dipakai dalam transisi berita seperti kata “sementaraitu”, “dapat 
ditambahkan", “perlu diketahui”, “dalamrangka”, dan “selanjutnya” . Dengan 
demikian, ia menghilangkan monotoni (keadaan atau bunyi yang selalu sama 
saja) dan sekaligus ia menerapkan ekonomi kata atau penghematan dalam 
bahasa. 6. Wartawan hendaknya menghilangkan kata mubazir seperti 
“adalah”, “telah” (petunjuk masa lampau), “untuk” (sebagai terjemahan “to” 
dalam bahasa Inggris), “dari” (sebagai terjemahan “of ” dalam hubungan milik), 
“bahwa” (sebagai kata sambung), dan bentuk jamak yang tidak perlu diulang. 7. 

Wartawan hendaknya mendisiplinkan pikirannya supaya jangan campur 
aduk bentuk pasif (“di”) dengan aktif (“me”) dalam satu kalimat. 8. Wartawan 
hendaknya menghindari kata asing dan istilah yang terlalu teknis ilImiahdalam 
berita. 9. Wartawan hendaknya sedapat mung- kin menaati kaidah Tata 
Bahasa Baku Bahasa Indonesia (TB3I). 10. Wartawan hendaknya ingat bahasa 
jurnalistik ialah bahasa yang komunikatif dan bersifat spesifik dan karangan 
yang baik dini- lai dari tiga aspek, yaitu isi, bahasa, dan teknik persembahan. 
(Tim/Wid. Sumber: Keputusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pedo- man 
Penulisan bagi Wartawan, sebagaimana dimuat dalam Buku Pers Nasional: 
Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan serta Ke~ tentuan-ketentuan 
yang Bertalian dengan Pers Nasional, Dr. Janner Sinaga, Direktur Jenderal 
Pembinaan Pers dan Grafika, Yayasan Pengelo- la Sarana Pers Nasional, Jakarta, 
Mei 1989). Sepuluh Pedoman Penulisan Bidang Agama 1. Wartawan memahami 
mengapa Nega- 


684 sepuluh pedoman penulisan pertanian dan perburuhan ra Republik 
Indonesia mengurusi agama, karena hal itu disebutkan dalam UUD 1945 dan 
Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dengan pengertian negara tidak 
mencampuri hal-hal yang bersifat intern agama, hanya bersifat mengarahkan 
dan memberikan bimbingan. 2. Wartawan memahami, dengan peraturan 
perundang-undangan, negara berhak mengatur rakyatnya, sehingga dapat tetap 
bebas dan hidup rukun melaksanakan agamanya masing-masing. 3. Wartawan 
menyadari dalam menyiapkan tulisan, berita, ulasan dalam bidang agama harus 
memiliki nalar khalayak (sense ofaudience) yang tepat, agar mengetahui betul 
lapisan masyarakat mana yang menjadi sasaran tulisan. 4. Wartawan 
menyadari bahwa mempersoalkan masalah yang menyangkut khilafiyah, yaitu 
masalah yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di bidang agama, dapat 
mengganggu kerukunan intern umat beragama, karena itu harus dijauhi dalam 
tulisannya. 5. Wartawan menyadari bahwa mempersoalkan masalah yang 
menyangkut pokokpokok kepercayaan (agidah/doktrin) dari berbagai agama 
yang berbeda dapat merusak kerukunan antarumat beragama, karena itu harus 
dijauhi dalam tulisannya. 6. Wartawan menyadari bahwa hal-hal yang 
mengundang kesalahpahaman antarsesama umat beragama dan antarumat 
beragama dengan pemerintah harus dijauhi dalam tulisannya. 7. Wartawan 
menyadari bahwa hal-hal yang mengandung sekularisme, atheisme, komunisme, 
dan lain-lain yang bertentangan dengan agama, tidak dapat dibenarkan dalam 
negara Pancasila yang agamais dan di kalangan umat beragama yang 
Pancasilais. 8. Wartawan harus waspada terhadap halhal yang dapat 
memojokkan golongan agama tertentu, hanya karena perbuatan oknum tertentu 
dari golongan itu, yang dapat menimbulkan kerawanan dalam kehidupan 
beragama. 9. Wartawan harus waspada, agar tidak memuat pikiran/surat 
pembaca yang emosional yang dapat menyinggung golongan lain. 10.Wartawan 
memahami pedoman ini dengan kesadaran bahwa agama punya peran positif 
dan penting dalam pembangunan negara dan dalam pembinaan akhlak bangsa. 
Kesepuluh pedoman ini menjadi tuntunan bagi wartawan Indonesia dalam 
melaksanakan profesinya dan tidak bersifat mengikat, dia merupakan pegangan 
moral. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Pers Nasional: Himpunan Peraturan dan 
Perundang-undangan serta Ketentuan-ketentuan yang Bertalian dengan Pers 
Nasional, Dr. Janner Sinaga, Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, 
Departemen Penerangan, Yayasan Pengelola Sarana Pers Na-sional, Jakarta, Mei 
1989). Sepuluh Pedoman Penulisan Pertanian dan Perburuhan 1. Wartawan 
memperhatikan tujuan uta- ma pembangunan pertanian, khususnya pa- ngan, 
bukan untuk meningkatkan produksi se- cara fisik semata-mata, melainkan 
justru un- tuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Wartawan 
memperhatikan segi kehi- dupan petani bermacam-macam dan hampir 
kesemuanya menjalani proses produksi dari mulai pengolahan tanah sampai 
pemasaran hasil pertanian.Oleh karena itu, kegiatan pembangunan untuk 
menolong petani men~ jadi anggota masyarakat yang membangun harus 
melalui berbagai pendekatan yang menyangkut aspek produksi, pemasaran, dan 
konsumsi. 3. Wartawan memperhatikan dalam bi~ dang pendekatan aspek 
produksi hal yang menyangkut kegiatan pendidikan dan penyu luhan, 
pemberian kredit yang sederhana dan bersifat mendidik, penyediaan prasarana 


peng airan dan perluasan irigasi, penerapan berba— gai teknik untuk 
mengurangi kehilangan hasil pada masa sebelum dan sesudah panen. 4. 

Wartawan memperhatikan dalam bi— dang pendekatan aspek pemasaran 
hasil se- 


sepuluh pedoman penulisan tentang dpr 685 perti lancar atau tidaknya saluran 
distribusi, bagaimana, bilamana, dan dengan tingkat harga apa sarana produksi 
seperti pupuk dan pestisida sampai kepada petani, bagaimana hasil pertanian 
dapat dipasarkan dengan biaya pemasaran sekecil-kecilnya sehingga harga jual 
komoditas pertanian sebagian besar dapat kembali ke tangan petani. 5. 
Wartawan memperhatikan dalam bidang pendekatan aspek konsumsi hal 
seperti perbaikan menu makanan rakyat, susunan gizi yang berimbang, sikap 
mental terhadap keinginan “makan kenyang” harus dapat diubah menjadi 
“makan cukup dan bernilai gizi tinggi”. 6. Wartawan memperhatikan dalam 
menulis tentang masalah perburuhan dan kesempatan kerja siapa sasaran 
pembacanya (masyarakat luas, buruh, pengusaha, pemerintah, cendekiawan). Ia 
menyelaraskan corak tulisannya dengan sasaran penulisan (bersifat populer, 
ilmiah dan analitis). Kemudian ia menulisnya secara konkret dengan tujuan agar 
pembaca diharapkan mengetahui tentang masalah dengan baik, tertarik 
perhatiannya terhadap masalah, dan dapat mengubah pandangan, sikap, dan 
kebijakannya tentang masalah. 7. Wartawan memperhatikan dalam menulis 
tentang masalah perburuhan dan kesempatan kerja supaya berbobot sifatnya. 
Untuk itu, tulisannya harus mengandung kebenaran, objektif, faktanya lengkap, 
sumbernya lengkap dan tidak sepihak, masalahnya jelas dan berada dalam 
kaitan pembangunan keseluruhannya, tepat pada waktunya, relevan (kena pada 
sasaran), bermutu, teliti, ruang lingkupnya jelas pembahasannya, dan apabila 
ada saran pemecahan masalah harus jelas arah dan bentuk tindakan. Semua ini 
dilakukannya dalam partisipasi kontrol sosial dan dalam usaha ikut memelihara 
stabilitas sosial dan nasional. 8. Wartawan memperhatikan apakah suatu Serikat 
Buruh (SB) sudah berfungsi baik dengan menggunakan ukuran seperti apakah 
SB tahu peraturan perusahaan, apakah berhasil membuat perjanjian kerja, 
apakah mempergunakan untuk anggota SB ketentuan upah yang layak, jam 
kerja, jam lembur, kondisi kerja, jaminan sosial, asuransi tenaga kerja, dan 
apakah pemimpin SB betul-betul mewakili kepentingan dan aspirasi para 
anggotanya. 9. Wartawan memperhatikan apakah suatu perusahaan sudah 
berfungsi baik dalam kaitan ketenagakerjaan dengan menggunakan ukuran 
seperti apakah manajemen perusahaan baik dari aspek seperti ketertiban 
administrasi, keserasian antara pemegang sa-ham, keserasian antara pemilik 
dengan ma~ najemen, apakah sudah ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB=DA), 
jika ini belum ada, apakah sudah ada Peraturan Perusahaan (PP). Jika SB belum 
dibentuk, supaya melapangkan jalan ke arah pembentukan SBLP (Serikat Buruh 
La— pangan Pekerjaan). 10. Wartawan memperhatikan apakah Hubungan 
Perburuhan Pancasila sudah ber- fungsi baik dengan menggunakan ukuran 
apa kah sarana utamanya (Serikat Buruh, Asosi- asi Pengusaha, Forum 
Tripartit, Panitia Penye- lesaian Perselisihan Perburuhan, DA, PB De~ wan 
Penelitian Pengupahan, Pendidikan, Penyuluhan, dan Pengawasan) semuanya itu 
apakah telah ada dan berjalan dengan baik. (Tim EPI/Wid. Sumber: Lihat juga 


lema Sepu- luh Pedoman Penulisan tentang Koperasi). Sepuluh Pedoman 
Penulisan TENTANG Dewan Perwakilan Rakyat 1. Wartawan 
Indonesia meyakini kedu- dukan dan perannya dalam menumbuhkan sistem 
politik Demokrasi Pancasila yang ber- dasarkan musyawarah dan mufakat 
melalui Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Wartawan Indonesia, dalam meliput 
dan/atau menulis tentang kegiatan Dewan Per- wakilan Rakyat, harus 
memahami ketentuan Undang Undang dan tata tertib yang mengatur 
kedudukan, fungsi, dan tugas Dewan Perwak-— ilan Rakyat, serta senantiasa 
berpegang teguh 


686 sepuluh pedoman penulisan tentang hukum pada Kode Etik Jurnalistik PWI. 
3. Wartawan Indonesia mengembangkan interaksi positif antara pers, 
pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai mitra kerja yang saling 
membutuhkan dan saling menghormati, demi terciptanya hubungan timbal balik 
yang selaras, serasi, dan seimbang guna meningkatkan fungsi/ peran masing- 
masing. 4. Wartawan Indonesia senantiasa mengutamakan asas keseimbangan 
pemberitaan tentang kegiatan lembaga legislatif dan eksekutif di Dewan 
Perwakilan Rakyat, antara lain dengan meliput dialog yang berkembang dalam 
rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum. 5. 
Wartawan Indonesia dalam mengutip keterangan/informasi di Dewan 
Perwakilan Rakyat memperhatikan kapasitas dan integritas anggota DPR sebagai 
narasumber (pemimpin, komisi, fraksi, panitia khusus, Badan Usaha Rumah 
Tangga, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Badan Musyawarah, atau 
sebagai pribadi), demi citra dan tanggung jawab lembaga. 6. Wartawan 
Indonesia, dalam mengutip keterangan/informasi tentang kegiatan Dewan 
Perwakilan Rakyat dari narasumber di luar DPR, berusaha memastikan 
ketepatannya. 7. Wartawan Indonesia dalam menulis tajuk rencana dan 
komentar tentang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat agar melihat kenyataan 
yang hidup dalam masyarakat dan sejauh mungkin menghindari euphemisme 
(penghalusan bahasa) yang berlebihan. 8. Wartawan Indonesia dalam meliput, 
menulis, dan menyiarkan berita (tajuk rencana, karikatur, foto, dan bentuk karya 
jurnalistik yang lain) tentang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat tetap 
berlandaskan pada prinsip pers bebas dan bertanggung jawab, bukan pers 
liberal, otoriter, ataupun totaliter. 9. Wartawan Indonesia melalui tulisannya 
dapat menjadi penyalur informasi timbal balik antara Dewan Perwakilan Rakyat 
dan masyarakat. Tulisan tersebut dapat berupa berita, reportase, feature, tajuk 
rencana, dan karya jurnalistik lain. 10. Wartawan Indonesia melalui tulisannya 
tentang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat ikut menumbuhkan budaya politik 
yang sehat dan dinamis demi terlaksananya pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Pers Nasional: Himpunan Peraturan dan 
Perundang-undangan serta Ketentuan-ketentuan yang Bertalian dengan Pers 
Nasional, Dr. Janner Sinaga, Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, 
Departemen Penerangan, Yayasan Pengelola Samrana Pers Nasional, Jakarta, Mei 
1989). Sepuluh Pedoman Penulisan TENTANG HUKUM 1. Pemberitaan mengenai 
seseorang yang disangka/dituduh tersangkut dalam suatu perkara hendaknya 
ditulis dan disajikan de— ngan tetap menjunjung tinggi asas “praduga tak 
bersalah” (presumption ofinnocence) ser~ ta Kode Etik Jurnalistik, khususnya 


ketentu— an pasal 3 ayat (4) yang berbunyi sebagai ber- ikut, “Pemberitaan 
tentang jalannya peme- riksaan Pengadilan bersifat informasi dan yang 
berkenaan dengan seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara tetapi belum 
dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan 
terutama mengenai na— ma dan identitas yang bersangkutan." 2. Dalam 
rangka kebijaksanaan yang dike— hendaki oleh Kode Etik Jurnalistik tadi, pers 
dapat saja menyebut lengkap nama tersang— ka/tertuduh, jika hal itu demi 
kepentingan umum. Tetapi dalam hal ini tetaplah harus di— perhatikan prinsip 
adil dan fairness, member itakan kedua belah pihak atau coverboth sides. 3. 

Nama, identitas, dan potret gadis/wani— ta yang menjadi korban 
pemerkosaan, begitu juga para remaja yang tersangkut dalam per~ kara pidana, 
terutama yang menyangkut susi— la dan yang jadi korban narkotika, tidak 
dimu- at lengkap/jelas. 4. Anggota keluarga yang tidak ada sang- kut 
pautnya dengan perbuatan yang dituduh- 


sepuluh pedoman penulisan tentang koperasi 687 kan dari salah satu 
tersangkut/terhukum hendaknya tidak ikut disebut-sebut dalam pemberitaan. 5. 
Dalam rangka mengungkapkan kebenaran dan tegaknya prinsip proses 
hukum yang wajar (due process oflaw), pers seyogianya mencari dan 
menyiarkan pula keterangan yang diperoleh di luar persidangan, apabila 
terdapat petunjuk tentang adanya sesuatu yang tidak beres dalam keseluruhan 
proses jalannya acara. 6. Untuk menghindarkan trial by the press, pers 
hendaknya memperhatikan sikap terhadap hukum dan sikap terhadap tertuduh. 
Jadi, hukum atau proses pengadilan harus berjalan dengan wajar, dan tertuduh 
jangan sampai dirugikan posisinya berhadapan dengan penuntut umum, juga 
perlu diperhatikan supaya tertuduh kelak bisa kembali dengan wajar ke dalam 
masyarakat. 7. Untuk menghindarkan trial by the press, nada dan gaya 
tulisan atau berita jangan sampai ikut menuduh, membayangkan bahwa 
tertuduh adalah orang yang jahat dan jangan menggunakan kata sifat yang 
mengandung opini, misalnya memberitakan bahwa “saksi memberatkan 
terdakwa” atau “tertuduh memberikan keterangan yang berbelit-belit. ” 8. Pers 
hendaknya tidak berorientasi “polisi/jaksa centred", tetap memberikan 
kesempatan yang seimbang kepada polisi, jaksa, hakim, pembela, dan 
tersangka/tertuduh. 9. Pemberitaan mengenai suatu perkara hendaknya 
proporsional, menunjukkan garis konsisten dan ada kelanjutan tentang 
penyelesaiannya. 10. Berita hendaknya memberikan gambaran yang jelas 
mengenai duduknya perkara (kasus posisi) dan pihak-pihak dalam persidangan 
dalam hubungan dengan hukum yang berlaku. Di mana perlu hendaknya 
dikemukakan pasal Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang relevan 
dengan hak dan kewajiban tertuduh, para saksi atau pun negara sebagai 
penuntut. Argumentasi hukum dari kedua belah pihak serta legal fight yang 
tampil dalam pemeriksaan pengadilan hendaknya diusahakan dikemukakan 
selengkap mungkin dalam pemberitaan. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Pers 
Nasional: Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan serta Ketentuan- 
ketentuan yang Bertalian dengan Pers Nasional, Dr. Janner Sinaga, Direktur 
Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, Departemen Penerangan, Yayasan 
Pengelola Sarana Pers Nasional, Jakarta, Mei 1989. Sepuluh Pedoman Penulisan 


tentang Hukum ini merupakan hasil Karya Latihan Wartawan (KLW) ke-12 yang 
diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bekerjasama 
dengan Lembaga Bantu- an Hukum (LBH) Jakarta di Cibulan, Bogor, pa~ da 
tanggal 24-30 Juli 1977). Sepuluh Pedoman Penulisan TENTANG KOPERASI 1. 
Wartawan Indonesia dalam menulis ten- tang koperasi harus memahami 
untuk dirinya dan menjelaskan kepada khalayak ramai, hakikat koperasi ialah 
organisasi ekonomi yang demokratis dalam arti dari rakyat, oleh rakyat, untuk 
rakyat. 2. Wartawan Indonesia dalam menilai ko~ perasi janganlah 
melepaskannya dari ling- kungan, karena koperasi pada hakikatnya ialah 
produk lingkungannya. 3. Wartawan Indonesia padat ikut menum- buhkan 
kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dengan penulisan berimbang dalam 
arti tidak hanya menulis tentang hal yang ne~ gatif, tetapi juga mengemukakan 
kisah keber- hasilannya (success stories) dengan pen~ dekatan human interest. 
4. Wartawan Indonesia berpartisipasi dalam menciptakan iklim di bidang 
ekonomi, politik, dan hukum yang sesuai bagi perkem- bangan koperasi serta 
menunjang adanya ke~ bijakan pemerintah yang jelas dan efektif men~ dukung 
koperasi. 5. Wartawan Indonesia dalam mengukur kemajuan koperasi 
mempehatikan kriteria seperti pertumbuhan keanggotaan, pertum- 


688 sepuluh pedoman penulisan teras berita buhan modal, pertumbuhan volume 
usaha, dan peningkatan pelayanan kepada anggota. 6. Wartawan Indonesia 
dalam mengukur pelayanan kepada anggota koperasi secara lebih kualitatif 
memperhatikan hal seperti pengembalkian sisa hasil usaha (SHU) koperasi pada 
akhir tahun buku, harga yang makin baik bagi anggota dalam transaksi koperasi 
dengan anggota, pelayanan kepada anggota yang meringankan biaya, 
komunikasi dan prosedur pelayanan yang ramah, lancar, cepat, efisien, dan 
penyelenggaraan pendidikan, penataran, penyuluhan kepada anggota. 7. 
Wartawan Indonesia dalam mengukur keberhasilan koperasi dalam 
pembangunan memperhatikan kriteria apakah koperasi dapat meningkatkan 
solidaritas masyarakat, menciptakan pemerataan kesempatan dan pendapatan, 
memperkenalkan inovasi yang mendorong kenaikan produktivitas dan 
kemakmuran, mendorong ke arah redistribusi dan pemerataan pendapatan yang 
menguntungkan golongan miskin, mengembangkan sistem yang demokratis, 


dan dapat menggerakkan partisipasi masyarakat. 8. Wartawan Indonesia 
dalam menulis tentang koperasi memperhatikan juga aspek kependudukan dan 
program keluarga berencana yang mutlidimensi. 9. Wartawan Indonesia 


dalam menulis tentang koperasi hendaknya mendalami falsafah hidup bangsa 
Indonesia, yaitu Pancasila, serta memahami landasan hukum yang mengatur 
perkoperasian, dan juga memahami perkembangan sosial dan ekonomi 
masyarakat. 10. Wartawan Indonesia dalam menulis tentang koperasi tidak 
membatasi diri pada pelaporan faktual saja, tetapi harus mengemukakan latar 
belakangnya, dan pelaporan secara mendalam. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Pers 
Nasional: Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan serta Ketentuan- 
ketentuan yang Bertalian dengan Pers Nasional, Dr. Janner Sinaga, Direktur 
Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, Departemen Penerangan, Yayasan 
Pengelola Sarana Pers Nasional, Jakarta, Mei 1989). Sepuluh Pedoman Penulisan 
Teras Berita 1. Teras berita yang menempati alinea atau paragraf pertama 


harus menceminkan pokok terpenting berita. Alinea atau paragraf pertama itu 
dapat terdiri atas lebih dari satu kalimat, akan tetapi sebaiknya tidak melebihi 
tiga kalimat. 2. Teras berita, dengan mengingat sifat bahasa Indonesia, 
jangan mengandung lebih dari antara 30 dan 45 kata. Apabila teras berita 
singkat, misalnya terdiri atas 25 kata atau ku-rang dari itu, maka hal itu lebih 
baik. 3. Teras berita harus ditulis begitu rupa, sehingga: a. Mudah ditangkap 
dan cepat di- mengerti, mudah diucapkan dalam radio, tele- visi, dan mudah 
diingat: b. Kalimatnya singkat, sederhana susunannya, dengan mengindah- kan 
bahasa baku serta ekonomi bahasa, jadi menjauhkan kata mubazir, c. Jelas 
melaksa- nakan ketentuan “satu gagasan satu kalimat”: d. Tidak 
mendomplengkan atau memuatkan sekaligus semua unsur 3A dan 3M (Apa, 
siA- pa, mengApa, bilaMana, diMana, bagaiMana): e. Dibolehkan memuat 
lebih dari satu unsur 3A atau 3M. 4. Hal yang tidak begitu mendesak, nam mun 
berfungsi sebagai penambah/pelengkap keterangan, hendaknya dimuat dalam 
badan berita. 5. Teras berita, sesuai dengan naluri manu- sia yang ingin 
segera tahu apa yang telah term jadi, sebaiknya mengutamakan unsur Apa. Jam 
di, disukai teras berita yang dimulai dengan unsur Apa. Unsur Apa itu diberikan 
dalam ungkapan kalimat yang sesingkat mungkin yang 
menyimpulkan/mengintisarikan kejadi- an yang diberitakan. 6. Teras berita juga 
dapat dimulai dengan unsur Siapa, karena ini selalu menarik perha- tian 
manusia, apalagi kalau Siapa itu ialah se- orang yang jadi tokoh di bidang 
kegiatan dan lapangannya. Akan tetapi, kalau unsur Siapa itu tidak begitu 
menonjol, maka sebaiknya ia tidak dipakai dalam permulaan berita. 


seputar indonesia - serambi indonesia 689 7. Teras berita jarang 
mempergunakan unsur bilaMana pada permulaannya, sebab unsur waktu jarang 
merupakan bagian yang menonjol dalam suatu kejadian. Unsur waktu hanya 
dipakai sebagai permulaan teras berita jika memang unsur itu bermakna dalam 
berita itu. 8. Urutan dalam teras berita sebaiknya unsur tempat dahulu, 
kemudian disusul oleh unsur waktu. 9. Unsur bagaiMana dan unsur 
mengapa diuraikan dalam badan berita, jadi tidak dalam teras berita. 10. 
Teras berita dapat dimulai dengan kutipan pernyataan seseorang 
(guotation lead), asalkan kutipan itu tidak satu kalimat yang panjang. Dalam 
alinea berikut hendaknya segera ditulis nama orang itu dan tempat serta 
kesempatan dia membuat pernyataan. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Pers 
Nasional: Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan serta Ketentuan- 
ketentuan yang Bertalian dengan Pers Nasional, Dr. Janner Sinaga, Direktur 
Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, Departemen Penerangan, Yayasan 
Pengelola Sarana Pers Nasional, Jakarta, Mei 1989). Seputar Indonesia 
Suratkabar Harian Terbit perdana pada 30 Juni 2005, dilahirkan oleh ET. Media 
Nusantara Informasi (MNI), anak perusahaan ET. Media Nusantara Citra Tbk 
(MNC). Seputar Indonesia (Sindo) terbit 7 hari seminggu, hadir dengan format 
ukuran panjang 7 kolom dan tinggi 54 cm. Kini Seputar Indonesia beredar 
dengan format “koran kompak”, berukuran sedikit lebih kecil dari tabloid. Edisi 
reguler terbit 40 halaman dengan 3 bagian, sedangkan Minggu terbit 40 
halaman edisi akhir minggu. Target pembacanya adalah masyarakat kelas 
menengah ke atas, pendidikan sarjana, segmentasi usia dari 18 tahun sampai 


dengan 40 tahun. Dengan diferensiasi pembaca lakilaki sebanyak 60% dan 
pembaca wanita sebanyak 40%. Thrget distribusi Seputar Indonesia adalah kota- 
kota besar di seluruh Indonesia dengan. Slogan Seputar Indonesia adalah “Satu 
Koran Segala Berita". (Tim EPI/KG: Sumber: Wikipedia) Serambi 

Indonesia Suratkabar Harian Terbit perdana bertepatan 
dengan peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 1989, Serambi Indonesia 
mencoba menjawab peluang sekaligus tantangan, sebab kenyataannya saat itu 
tidak ada satu suratkabar pun yang bisa terbit rutin berkesinambungan di 
Aceh.Memang ada Mimbar Swadaya, Peristiwa, dan Atjeh Post, tetapi pada era 
tahun "80-an sem muanya dalam keadaan mati suri. Jadwal ter- bit tidak 
menentu dan sangat bergantung pa~ da ada-tidaknya order pemasang iklan, 
dengan oplah minim dan jangkauan sirkulasi tidak mencakup seluruh Aceh. 
Berbekal SIUPP pinjaman dari Mimbar Swadaya, duet M. Noerhalidyn dan H. 
Sjamsul Kabar nekat mendirikan ET. Aceh Media Grafi- ka yang menerbitkan 
Serambi Indonesia. Ke- duanya memang sudah malang melintang 


690 serambi indonesia menggeluti dunia jurnalistik. M. Noerhalidyn adalah 
pemilik Mimbar Swadaya dan pernah memimpin Serikat Penerbit Suratkabar 
(SPS) Aceh. Sementara itu, Sjamsul Kahar adalah mantan wartawan Kompas. 
Penerbitan Serambi Indonesia didukung oleh pemerintah Aceh, sampai-sampai 
launching dilakukan oleh Ibrahim Hassan, Gubernur Aceh kala itu. Nama 
“Serambi Indonesia” sendiri merupakan usulan Gubernur Ibrahim Hassan. Selain 
kerja gigih kedua orang tersebut, penerbitan Serambi Indonesia juga turut 
didukung Kompas. Kompas, dalam hal ini Kelompok Kompas-Gramedia (KKG), 
membantu dari segi manajemen, keuangan, dan pembelian alat-alat produksi 
serta termasuk standar rekruitmen wartawan. Dengan begitu terdapat saham 
abadi KKG di Serambi Indonesia. Di bidang redaksi, wartawan-wartawan senior 
Kompas pada tahap awal ikut melatih wartawan junior Serambi Indonesia agar 
memenuhi, minimal mendekati, kualifikasi wartawan Kompas. Demikian juga di 
bidang IT dan perwajahan (layout). Hingga kini, di bawah bendera Indo Persda 
Serambi Indonesia setiap hari berhak mendapatkan kiriman berita dari Persda. 
Dimuat atau tidak berita-berita/foto kiriman itu, sangat tergantung pada 
keputusan rapat redaksi Serambi Indonesia yang sifatnya otonom. Sebaliknya, 
sebagai kewajiban atas kerja sama sindikasi jaringan berita, Serambi Indonesia 
pun setiap hari mengirimkan berita-berita pilihannya ke Persda untuk kemudian 
didistribusikan ke jaringan Indo Persda di seluruh Tanah Air. Serambi Indonesia 
mendedikasikan dirinya menjadi agen pembaruan dan pencerahan bagi 
peningkatan intelektualitas dan spiritual masyarakat Aceh, sebagai bagian dari 
bangsa Indonesia dan masyarakat dunia modern yang beradab dan menjunjung 
tinggi nilai-nilai agama. Turunan dari tujuan itu, Serambi Indonesia pada awalnya 
mengusung slogan “Menuju Pembaruan dan Persatuan". Seiring dengan 
semangat reformasi dan pemihakan yang tegas terhadap independensi insan 
pers di negeri ini, motto itu diubah pada 11 April 2007 menjadi “Independen dan 
Kredibel”. Tak sekadar slogan, semangat itu diwujudkan dengan kerja keras 
membangun kredibilitas tiada lelah. Meski dilanda berbagai hempasan, yang 
terakhir tsunami di penghujung 2004, Serambi Indonesia berhasil menunjukkan 
kerja terbaiknya dengan cepat. Pada 2005 koran ini dipilih Dewan Pers menjadi 


salah satu dari sepuluh koran terbaik Indonesia, dari 85 koran yang dinilai. 
Prestasi itu menempatkan Serambi Indonesia setara dengan Waspada, koran 
tertua di Sumatra, dan bahkan denganKompas, induk yang melahirkan Serambi 
In— donesia. Sebelum badai itu menghantam, Serambi Indonesia pernah 
beroplah 40.000 hingga 52.000 eksemplar per hari, dari yang semula 5.000 
eksemplar pada awal terbit. Pasca ben— cana yang menjerembabkan banyak 
penduduk Aceh menjadi miskin itu, oplah Serambi Indone- sia tinggal 18.500 
hingga 20.000 eksemplar. Badai pun kini berlalu. Oplah Serambi In- donesia 
secara bertahap terus bergerak naik. Pada bulan Juli 2007 oplahnya sudah 
menca-— pai 29.500 eksemplar per hari. Dengan senarai rubrik “Olahraga”, “La~ 
yanan Kota” (Kutaraj a), “Nasional”, “Luar Negeri”, “Ekonomi & Bisnis”, "Agama", 
“Opi- Dali 0 $ani W9< upeih j@te toto sttd MI ipi ittyi ilfe Ss tsanan sahar hw 
aakehi W Jsionii W Odfcc Yo 


serikat grafika pers 691 ni”, serta halaman daerah (dibagi Zona Barat dan Zona 
Timur), berhalaman antara 20 dan 32, Serambi Indonesia dijual eceran Rp 
2000,-' per eksemplar dan langganan Rp 52.000,-. Dalam perjalanannya Serambi 
Indonesia pernah mengalami badai yang mengakibatkan suratkabar ini 
sementara tidak beredar. Pertama ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997. 
Demi alasan efisiensi, sejumlah karyawan nyaris dirumahkan. Namun, Dewan 
Karyawan menawarkan gagasan untuk mengurangi gaji karyawan, mengurangi 
jumlah halaman, meniadakan pos-pos yang tidak begitu perlu, memangkas 
setiap kemungkinan pemborosan, tidak menambah karyawan untuk sementara 
waktu, mengurangi hari kerja bisnis dari enam menjadi lima hari, sehingga pada 
akhirnya badai krisis dapat dilewati dan tak seorang karyawan pun yang di PHK. 
Hempasan kedua menerpa pada 2001, saat eskalasi konflik bersenjata TNI-G AM 
memuncak hingga memaksa Serambi Indonesia tidak terbit dua kali, pertama 
selama sehari dan kedua 19 hari. Sejak awal, nama Serambi Indonesia yang 
notabene mencantumkan nama satu pihak yang tengah berkonflik, dianggap 
memihak. Mobil armada Serambi Indonesia diancam dibakar bila koran ini tetap 
terbit oleh pihak yang berseberangan. Sedangkan hempasan ketiga adalah badai 
tsunami, tak kalah menyulitkannya. Sempat lima hari Serambi Indonesia hilang 
di pasaran. Tsunami tidak hanya membuat Serambi Indonesia kehilangan 
wartawan dan karyawan, tetapi juga aset percetakan yang hanyut terbawa 
gelombang. (Tim EPI/KG: Sumber: Jumas) Serikat Grafika Pers Sebelum 
pertengahan tahun enam puluhan dikonstatir bahwa kehidupan pers nasional 
mengalami kesulitan dalam bidang percetakan. Kesulitan tersebut, sekitar tahun 
1965 s.d. tahun 1968, meningkat ke taraf yang menyedihkan, karena semakin 
merosotnya peralatan cetak yang tak kunjung diperbarui. Sedangkan di luar 
Indonesia, dunia sudah menggunakan teknologi grafika yang tinggi, beralih dari 
sistem cetak letter press ke sistem cetak offset. Mesin-mesin dan peralatan 
cetak letter press yang sudah tua, matres dengan hurufhuruf yang tidak lengkap 
dan peralatan klise yang tidak lagi mampu menghasilkan gambargambar yang 
baik, semuanya menambah suramnya kesulitan kehidupan pers nasional. Oleh 
karena itu, tergeraklah keinginan untuk memohon kepada Presiden untuk turun 
tangan dalam usaha mengatasi kesulitan tersebut. Januari 1968 sebuah nota 
permohonan yang didukung oleh SPS dan PWI disampaikan kepada Presiden 


Soeharto agar pemerintah turut membantu memperbaiki keadaan pers nasional, 
terutama dalam mengatasi pengadaan peralatan cetak pers dan bahan baku 
pers. Undang-undangpenanaman modal dalam negeri yang memberikan fasilitas 
keringanan pajak dan bea masuk, dan dima- sukkannya grafika pers dalam 
skala prioritas, telah mendorong didirikannya usaha-usaha percetakan. Berbagai 
kegiatan dikembangkan dan akhirnya lahirlah Seminar Grafika Pers Nasional ke- 
1 dalam bulan Maret 1974 di Jakarta. Pada dasarnya seminar tersebut 
merupakan penge-— jawantahan dari kehendak dan tuntutan un- tuk 
terwujudnya kehidupan pers nasional yang sehat. Untuk itu diperlukan adanya 
wadah grafika pers sebagai salah satu lembaga se~ lain lembaga-lembaga 
lainnya yang turut ak— tif berperan dalam pembinaan kehidupan pers nasional. 
Para pengasuh pers menyadari bahwa pengalaman pahit sekitar tahun 60-an 
jangan terulang. Oleh karena itu, wadah organisasi grafika pers dirasakan mutlak 
perlu. Cita-cita dan keinginan tersebut menjel- ma menjadi kenyataan ketika 
tanggal 13 April 


692 serikat penerbitan suratkabar 1974 pukul 11.45 di Departemen Penerangan 
RI dibentuk Serikat Grafika Pers (SGP) atas prakarsa 13 perusahaan percetakan 
pers: yaitu PT. Masa Merdeka, PT. Inaltu, RT. Surya Prabha, RT. Yudha Gama 
Corp, PT. Kinta, PT. Sinar Agape Press, PT. Gramedia, PT. The Golden Web Ltd, 
PT. Grand Pasific Corp, RT. Dian Rakyat, RT. Jakarta Press, RT. Anem Kosong 
Anem dan PT. Abadi. Pengurus sementara (menjelang kongres) terdiri dari H.G. 
Rorimpandey (Ketua), M.S.L. Tobing (Bendahara), H. Wibowo (Ketua Sekretariat) 
dan PK Ojong SH (Anggota). Sekaligus menetapkan Kongres pertama SGP 
tanggal 4 s/d 6 Juli 1974 di Jakarta. Di dalam mukadimah Anggaran Dasar SGP 
yang dirumuskan sebagai Keputusan Kongres pertama tersebut, terlihat bahwa 
Grafika Pers dan pers nasional telah memegang peranan yang penting dalam 
masa pergerakan kebangsaan mencapai kemerdekaan Indonesia dan telah 
membuktikan kemampuannya yang besar sebagai alat perjuangan bangsa. 
Dalam Kongres SGP ke-l tersebut telah dirumuskan Anggaran Dasar, Kode Etik 
dan Program Kerja serta susunan kepengurusan, yakni H.G. Rorimpandey (Ketua 
Umum), H. Wibowo (Ketua Sekretariat), Juneanto (Sekretaris Umum), H.M. Jusuf 
Sirath (Wakil Sekretaris Umum), M.S.L. Tobing (Bendahara), PK. Ojong SH (Wakil 
Bendahara), B.M. Diah, Harmoko, Abdul Azis, L.E. Manuhua (Anggota). Undang 
Undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang telah 
disempurnakan dengan Undang Undang No. 21 tahun 1982 dalam Bab I, pasal 1, 
ayat 5 mengamanatkan bahwa pers nasional dalam kehidupannya ditunjang oleh 
organisasi pers sebagai komponen yang secara aktif ikut membina dan 
mempertumbuhkan pers nasional. Dalam ayat 5 dikatakan, Organisasi Pers ialah 
Organisasi Wartawan, Organisasi Perusahaan Pers, Organisasi Grafika Pers dan 
Organisasi Media Periklanan yang disetujui oleh Pemerintah. Melalui Seminar 
Grafika Pers I tahun 1974 telah dikaji secara mendalam tentang posisi grafika 
pers sebagai unsur yang terkait dalam Pembinaan Pers Nasional dan yang 
berinduk pada Undang Undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Pers yang disempurnakan dengan Undang Undang No. 21 tahun 1982, 
sehingga memberikan ciri khusus kepada grafika pers dan dengan itu 
membedakannya dari grafika umum. Ciri-ciri khusus tersebut antara lain:1. Ikut 


bertanggung jawab atas kehidupan pers nasional yang sehat dan bertanggung 
jawab. 2. Peralatannya yang khusus dan produksi utamanya adalah 
penerbitan pers. Pemerintah dalam hal ini Departemen Pe- nerangan (Bab |, 
pasal 1, ayat 10 Undang Un- dang Pokok Pers No. 11 tahun 1966, yang telah 
disempurnakan dengan Undang Undang No. 21 tahun 1982) telah memberikan 
pengesah- annya terhadap Serikat Grafika Pers, sebagai salah satu organisasi 
pers. Pengesahan Menteri Penerangan tertuang dalam Surat Keputusan Menteri 
Penerangan RI NO. 184/Kep/Menpen/1978 tanggal 19 Sep- tember 1978, bahwa 
SGP adalah organisasi percetakan pers dan merupakan satu-satunya organisasi 
grafika pers.(Tim EPl/Istimewa) Serikat Penerbit Suratkabar Kelahiran organisasi 
ini tidak dapat di- pisahkan dengan kela- hiran PWI 9 Februari 1946. Salah satu 
kepu- tusan Kongres PWI ada~ lah membentuk badan adhoc untuk mengurus 
masalah perbekalan pers. Semangat revolu- sioner yang sedang 
mempertahankan prokla- masi kemerdekaan, ikut mempengaruhi pem- 
bentukan organisasi ini. Peran pers fokus pa- da sosialisasi kemerdekaan yang 
baru diprokla- masikan, sekaligus menyampaikan perkem- bangan gerakan- 
gerakan perjuangan. Kendala pers nasional adalah langkanya 


serikat penerbit suratkabar 693 persediaan bahan baku kertas koran dan bahan- 
bahan baku percetakan. Berkumpulnya tokoh-tokoh pers yang hadir dalam 
kongres pembentukan PWI untuk meliput Sidang Dewan Pertimbangan Agung 
pertama sejak pemerintahan Indonesia terbentuk, dimanfaatkan untuk 
membahas kesulitan bahan baku penerbitan pers yang sangat mendesak. 
Umumnya gudang perbekalan pers berada di daerah pendudukan Belanda. 
Pertemuan itu kemudian dianggap sebagai Kongres SPS pertama, yang sepakat 
meningkatkan badan adhoc menjadi Serikat Perusahaan Suratkabar (SPS). 
Perserikatan diresmikan dengan pelantikan badan pengurusnya tanggal 8 Juni 
1946 di Bangsal Kepatihan Jogjakarta. Dalam perkembangan selanjutnya, kata 
“perusahaan” pada tahun 1956 diganti menjadi “penerbit” pada Kongres ke-9. 
Nama perserikatan menjadi Serikat Penerbit Suratkabar dengan singkatan tetap 
SPS. Perjalanan organisasi tidak lepas dari pengaruh perkembangan kehidupan 
sosial dan politik. Era tahun 50-an, ketika berlaku sistem demokrasi liberal UUDS 
1950, joijoran politik, telah melahirkan banyak media pers yang partisan. Pers 
menjadi ajang berpolemik antar ideologi partai. Tapi yang menarik, ketika ada 
tindakan pemerintah yang berkuasa dianggap sewenang-wenang kepada 
wartawan (Kasus Asa Bafagih), segenap wartawan dari berbagai aliran partai 
bersatu untuk melawannya. Tarik menarik kepentingan berbagai keku-atan 
politik, juga ikut mempengaruhi organ- isasi SPS. Kongres X tahun 1958 di 
Tawang- mangu akhirnya berpindah-pindah tempat dan tidak menghasilkan 
keputusan baru untuk or~ ganisasi. Era 50-an ini memberikan banyak pembe- 
lajaran. Pers dengan segala dinamikanya, men~ jalankan fungsi mengonsumsi 
segala gagasan, perbedaan pendapat, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di 
masyarakat. Namun kepemim- pinan politik masih belum cukup matang un~ 
tuk membangun sistem yang demokratis, dan memberikan pembelajaran 
terhadap masya— rakatnya secara konsisten. Pemilihan Umum tahun 1955 
berjalan de- ngan demokratis tetapi tidak berhasill mem- bangun 
pemerintahan yang kuat. Konstituan- 13 


694 serikat penerbit suratkabar te gagal membuat konstitusi yang baru. 
Kegagalan ini menjadi antiklimaks, karena kemudian semakin marak terjadi 
pemberontakan di berbagai daerah. Pers dianggap sebagai sumber perpecahan. 
Peperada Jaya mengeluarkan peraturan tentang izin distribusi, izin cetak dan izin 
terbit pada tahun 1958, dan kemudian ditingkatkan secara nasional melalui 
Peperpu sejak tahun 1963. Dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945, 
merupakan awal dari Demokrasi Terpimpin yang akhirnya menghapus 
kemerdekaan pers. SK Menpen No 12/SKM/M/ 65 memaksa institusi pers harus 
berada dalam naungan kekuatan politik. SPS dijadikan Organisasi Perusahaan 
Sejenis-SPS (OPS-SPS), yang kegiatan organisasinya dikendalikan Pemerintah. 
Tidak ada kongres untuk membentuk pengurus, tetapi cukup dibentuk oleh Surat 
Keputusan Menteri Penerangan. Tumbangnya Demokrasi Terpimpin, sesaat 
memberikan iklim kemerdekaan pers. Beberapa media seperti Pedoman dan 
Indonesia Raya diizinkan terbit kembali. Undang Undang No. 11 tahun 1966 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, dikeluarkan dan SPS kembali 
berkonsolidasi membenahi oganisasi, akan tetapi Pemerintah masih campur 
tangan dalam jalannya konsolidasi SPS tersebut. Harapan Orde Baru akan 
membangun sistem demokrasi, tidak menjadi kenyataan. Langkah-langkah 
represif berjalan secara bertahap tapi pasti. Peristiwa Malari menyeret beberapa 
media terkena bredel. SPS, PWI, SGFJ dan PPPI ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Menteri Penerangan sebagai satu-satunya organisasi untuk masing- 
masing bidangnya. Dengan SK Menpen tersebut, kongres organisasi menerima 
intervensi dari kekuasaan. Dewan Pers dijadikan sebagai alat pembenaran 
langkah-langkah represif terhadap pers. Lebihlebih setelah perubahan UU No. 
11/1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers dengan UU No. 21/1982, serta 
peraturan pelaksanaannya tentang SIUPP Institusi pers terkendali oleh aturan- 
aturan yang represif. Pengikatan terhadap organisasi karena keharusan dan 
tidak adanya kemungkinan lain, karena organisasi pers wajib ikut menyeleksi 
penerbitan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) melalui rekomendasi. 
Selama masa berlakunya SIUPP SPS tidak menemukan alasan untuk menyaring 
dan menolak permintaan rekomendasi. Selama itu SPS hanya membantu 
memeriksa apakah seluruh persyaratan yang diwajibkan sudah terpenuhi, agar 
usaha warga negara yang ingin ikutmengambil peran dalam perusahaan pers 
tidak mubazir. Pada gilirannya sudah menjadi raha- sia umum, bahwa proses 
pengajuan SIUPP menyebarkan aroma KKN dan “padat modal". Ketika gerakan 
reformasi bergulir tahun 1998, SPS mengambii inisiatif membuka se- minar dua 
hari tanggal4-15 Oktober 1998 di Hotel Media Sheraton, mengenai kemerdekaan 
pers. Seminar yang dihadiri hampir 100 orang yang terdiri dari pakar pers, 
komunikasi, hu- kum, dan praktisi membentuk Tim Perumus yang kemudian 
menjadi embrio Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI). MPPI itu sendiri 
hanyalah bentuk dari kebersamaan dari orang-orang dan komunitas yang 
memiliki kepedulian terhadap demokratisasi, kebebasan informasi dan 
kemerdekaan pers. Waktu itu SPS dan PRSSNI memfasilitasi kegiatannya dalam 
memperjuangkan landasan hukum ba~ gi kemerdekaan pers baik cetak maupun 
pe~ nyiaran. SPS dalam Forum MPPI bersama aktivis dari berbagai komunitas 
dan organisasi lain- nya dapat mencatat perannya dalam proses reformasi, 
khususnya untuk lahirnya berbagai peraturan perundangundangan yang 


berkait- an dengan Demokrasi, HAM dan Kemerdekaan Pers. Antara lain: 1. 
Perjuangan untuk mengamandemen Pasal 2 UUD 1945 dengan Ketetapan 
MPR khu- sus mengenai kebebasan informasi tidak ber~ hasil, tetapi 
substansinya berhasil dimasukkan dalam Tap. MPR No. XVII/1998 tentang Hak 
Asasi Manusia. 2. Memasukkan beberapa ketentuan sub- stansi untuk 
penggunaan frekuensi gelombang radio bagi penyiaran dalam UU No. 36/1999 


serikat penerbit suratkabar 695 tentang Telekomunikasi. 3. Lahirnya UUNO. 
40/1999 tentang Pers, yang walaupun belum memuaskan sepenuhnya tapi dapat 
dijadikan acuan dalam pelaksanaan kemerdekaan pers. 4. Lahirnya UU No. 


32/2002 tentang Penyiaran, yang walaupun hasilnya belum menjamin 
independensi pengaturan penyiaran oleh Komisi Penyiaran Independen (KPI), 
tetapi pilihannya masih lebih baik ada undang-undang yang buruk dari pada 
tidak ada undang undang samasekali. 5. Amandemen II UUD 1945, yang 
memasukkan pasal-pasal mengenai HAM termasuk di dalamnya Pasal 28 F, dan 
lain-lain yang menjamin kebebasan informasi, dan hak masyarakat untuk tahu 
melalui berbagai saluran informasi. Belum berhasil untuk memasukkan Pasal 
yang memberi penegasan bahwa "tidak boleh dibuat peraturan perundang- 
undangan yang dapat membatasi kemerdekaan pers”. Kemerdekaan diyakini 
bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, karena dinamika masyarakat 
mengharuskan adanya perjuangan. Karena itu pula atas kemerdekaan pers 
sebagai hak milik rakyat yang berdaulat, tidak bisa diharapkan diberikan dengan 
senang hati oleh pihak yang sedang berkuasa. Demikian pula sesudah 
kemerdekaan itu ada, dia harus terus dijaga dan ditegakkan. Kekuatan yang 
tidak menyukai kemerdekaan pers bisa kembali lebih dominan. Sebabnya adalah 
persepsi dan pemahaman selalu berkembang dengan kesenjangan bukan saja 
berbeda secara prinsipil tapi juga secara gradual. Belakangan ancaman terhadap 
kemerdekaan pers datang pula dari proses peradilan yang mengabaikan UU Pers 
dan memfokuskan pada KUH Pidana atau KUH Perdata. Hampir 40 tahun di masa 
Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, masyarakat tidak mengenal apa 
arti kemerdekaan pers. Kekuasaan yang represif memproduksi berbagai 
kelompok sosial yang termarjinalisasikan.Tidak mengherankan ketika angin 
kemerdekaan pers yang dibawa gelombang reformasi melahirkan berbagai 
peluang, tantangan dan ekses dalam perkembangannya. Institusi media tumbuh 
subur, karena setiap orang mengambil haknya untuk jadi penerbit. 
Mengantisipasi perkembangan seperti itu, tokoh-tokoh SPS dari penerbit 
terkemuka bersepakat mengonsolidasikan organisasi dengan ikut mengambil 
peran dan melibatkan diri dalam organisasi. Karena itu Kongres XXtanggal 21 - 
23 September 1999, mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tang- 
ga. Beberapa prinsipnya: 1. Menetapkan visi dan misi organisasi, yang 
kemudian menjadi tema masa kepeng- urusan SPWS Pusat. Jika pada periode 
kepeng— urusan 1999 - 2003 menggunakan tema “Mene- gakkan kemerdekaan 
pers dan membangun industri pers yang sehat”, untuk masa kepeng- urusan 
2003 - 2007, disesuaikan dengan tun- tutan jamannya yakni “Menegakkan 
Kemer- dekaan Pers dan Membangun Industri Pers yang Sehat dan 
Bermartabat”. 2. Sistem keanggotaan SPS diubah menja- di keanggotaan 
aktif, dan SPS berhak menye— leksi kualitas calon anggota sebagai ekses ma~ 


raknya penerbitan baru yang belum diketahui keseriusannya dalam mengelola 
perusahaan pers. 3. Susunan Pengurus Pusat banyak meli- batkan anggota 
duduk dalam kepengurusan. Badan Pengurus Pusat terdiri dari 10 ketua yang 
dipimpin oleh seorang ketua umum dan berfungsi sebagai "Board ofDirectors". 
Kemu- dian Badan Pengurus Suratkabar sebagai fung- sional pengelola 
organisasi beserta staf profe- sional. Jangkauan keterlibatan wakil media di 
daerah diikat dalam Dewan Pertimbangan yang diketuai oleh unsur penerbit dari 
Jakar- ta. Konsolidasi cabang dan pembentukan ca~ bang-cabang baru 
dijadikan prioritas dalam program. 4. Inventarisasi penerbit pers baik anggota 
maupun bukan anggota dilaksanakan secara periodik. SPS terus meningkatkan 
peranannya untuk menjadikan dirinya sebagai pusat infor- masi bisnis media. 
Hasil Inventarisasi per- usahaan pers telah dibukukan dalam bentuk “Direktori 
Pers Indonesia 200-2003 dan Media 


i " -< UII -'’SbseSf'S' - IB -*- -^-x *s&dISB8£&d ^S* '*“ “. 696 serikat 
penerbit suratkabar Direktori Pers Indonesia 2006". Susunan Pengurus SPS Pusat 
Periode 20072011: Dewan Pimpinan SPS Pusat 1. Dahlan Iskan Jawa Pos 

Ketua Umum 2 Dr. Sukamdani S.G Bisnis Indonesia Ketua 3 Dra. 
Mirtha K Femina Group Ketua 4 Fikri Djufri Majalah Tempo Ketua 5 

Dra.Toeti Adhitama Media Group Ketua 6 Ir. Budi Santoso Suara 
Merdeka Ketua 7 Wim Tangkilisan Suara Pembaruan Ketua 8 H. 
Tahar Pos Kota Ketua 9 Sy afik Umar Pikiran Rakyat Ketua 10 Agung 
Adiprasetyo Ketua Kompas 11 Drs. Amir E. Siregar, MA Ketua Majalah 
Warta Ekonomi Pengurus Harian 1 M. Ridlo'Eisy, MBA Ketua Harian 
Galamedia 2S. Darmawan, SE.Akt. Sekjen Majalah Info Kelapa Gading 3 

Waris Sukiswati Wakil Sekjen Gramedia Majalah 4 Dra. A. 
RKasiyanto Bendahara Kompas 5 Herry Hernawan, MM Wakil Bendahara 
Koran Tempo 6 Bambang Halintar Ketua Bidang Pendidikan & Litbang Majalah 
SWA 7 Fajar Kusumawardhani, SE Ketua Bidang Pemasaran dan Usaha 
Kedaulatan Rakyat 8 Legiman Misdiyono Ketua Bidang Public Relation 
Tabloid Pulsa 9 Soeparno Wonokromo Ketua Bidang Pers Daerah Sumatera 
Ekspres 10 Tribuana Said, MDS Ketua Bidang Hub. Luar dan Kerjasama Antar 
Lembaga , LPDS 11 Erick Tuapattinaya Ketua Bidang Pers DKI Jakarta Majalah 
Kartini Dewan Pertimbangan 1 Drs. Jakob Oetama Kompas Ketua 2 dr. 
H. Sulastomo, MPH Pelita Anggota 3 H. Alwi Hamu FajarAnggota 4 M. Syahrir 
Tabloid Realita Anggota 5 Rida K. Liamsi Riau Pos Anggota 6 ABG Satria 
Naradha Bali Post Anggota 7 Gusti Rusdi Effendi Banjarmasin Post Anggota 8 

Syamsu Nur Fajar Anggota 9 Erick Thohir Mahaka Media Anggota 
10 Bambang Eka Widjaya Lampung Post Anggota Sekretariat 1 

Asmono Wikan 2 Hisyam Zaini 3 Frans Sutedjo 4 Evi Endranita 5 

Siswanto 6 Tarja S. Jaya 7 M. Yamin 8 Syamsi 9 Bekti 
Rukmansyah 10 SekhudinND 11 Dede Sobari (Tim EPI. Sumber: SP Direktur 
Eksekutif Deputi Keuangan Deputi Markom Deputi Pendidikan Deputi Organisasi 
& Pers Daerah Deputi Data Center Deputi Layanan Anggota Deputi Rumah 
Tangga Asisten Deputi Keuangan Asisten Deputi Data Center Layanan Umum 


shinta - siaran pers 697 Shinta Radio ini mengudara pada gelombang FM dengan 
frekuensi 97,2 MHZ. Call Sign PM3FBS, merupakan nama panggilan udara untuk 


Radio Shinta Buana Bandung yang pernah diarahkan menjadi radio dongeng dan 
radio jenaka. Pendongeng yang sukses dilahirkan oleh Radio Shinta adalah “ Wa 
Kepoh”. Bahkan salah satu cerita dongengnya sempat diangkat ke layar putih 
berjudul “Si Rawing”, meskipun tidak mencapai sukses seperti ketika masih 
berupa dongeng di radio. Sedangkan acara jenaka parodi dibuat serial dalam 
kemasan "Dongples” berisi kritikan terhadap situasi sosial dan pemerintahan. 
(Tim EPI/DAR) Siaran Pers Siaran pers (press release) merupakan instrumen 
kehumasan yang tak kalah populer dibandingkan dengan konferensi pers. Alasan 
praktisi kehumasan menggunakan cara ini adalah karena instrumen ini 
mempunyai kelebihan-kelebihan sebagai berikut: 1. Lebih sederhana. 
Siaran pers tidak memerlukan persiapan dan pelaksanaan acara yang menyita 
waktu dan biaya. Koordinasi juga lebih ringan karena tidak banyak orang yang 
terlibat dalam pembuatannya. Faktor yang paling penting diperhatikan hanyalah 
kelayakan siaran pers menjadi naskah berita yang tidak perlu diedit lagi oleh 
redaktur. 2. Informasi terfokus dan selektif. Dengan siaran pers, pejabat 
kehumasan sebuah organisasi atau instansi melakukan focusing terhadap 
informasi yang dianggap paling penting diketahui publik. Informasi-informasi lain 
yang diperkirakan mudah menimbulkan salah pengertian atau mengaburkan 
persoalan sebenarnya, dapat dieliminasi. Focusing dilakukan dengan membuat 
siaran pers yang menerapkan pola piramida terbalik (pesanpesan paling penting 
berada di bagian atas sebagai teras atau lead dan pesan yang kurang penting 
berada di bagian bawah). 3. Sebaran luas. Siaran pers dapat sampai ke meja 
redaksi seluruh media massa yang ada, tanpa mengalami distorsi oleh kehadiran 
wartawan. Konferensi pers sering mengecewakan pelaksana karena sedikitnya 
wartawan yang hadir. Hal itu jelas mengurangi sebaran informasi. Dengan siaran 
pers, kelemahan tersebut dapat diatasi. 4. Efektivitas waktu. Siaran pers tidak 
memerlukan waktu yang panjang dibandingkan konferensi pers. Dibandingkan 
konferensi pers, siaran pers dapat disampaikan ke meja redaksi menjelang detik- 
detik tenggat waktu. Berbeda halnya dengan konferensi pers yangharus 
mempertimbangkan waktu yang tepat agar informasi yang diberikan dapat 
diulas di media. Bukan sebaliknya, gara-gara konfe- rensi pers dilakukan malam 
hari, informasi tersebut mengendap karena halaman sudah penuh. Keesokan 
harinya belum tentu infor- masi itu akan dipublikasikan karena besar 
kemungkinan akan ada peristiwa yang lebih memiliki news value di mata 
wartawan terse- but. Kelemahan siaran pers yang utama ialah kurang 
menimbulkan minat pers menempat- kan siaran pers pada lokasi berita-berita 
pen~ ting. Tidak mudah menjadikan siaran pers sem bagai headline sebuah 
suratkabar, kecuali di- lakukan perlakuan khusus. Kebanyakan, siar- an pers 
hanya ditempatkan di halaman-dalam, di tempat yang kurang menarik perhatian 
pembaca. Kelemahan lain, banyak siaran pers yang akhirnya masuk tong 
sampah redaksi dengan alasan tidak memenuhi standar pemberitaan suratkabar 
(misalnya tidak memenuhi unsur 5 W+1H (Who, What, When, Where, Why, dan 
How), sekalipun dikemas dalam info kit yang mewah. Nasib seperti ini lazim 
dialami siaran pers yang dikirimkan ke suratkabar terkemu- ka, berpengaruh, 
dan bertiras besar. Untuk mendapat perhatian redaktur sa~ ja, selembar siaran 
pers harus berkompetisi 


698 siaran satelit - siaran terestrial dengan banyak siaran pers lainnya. Sudah 
tentu redaksi tidak akan memuat semua siaran pers yang sampai ke mejanya. 
Mereka melakukan seleksi yang kadang-kadang cukup ketat. (Tim EPI/Wid. 
Sumber: Buku Public Relations, Strategi Kehumasan dalam Menghadapi Krisis, 
Emeraldy Chatra & Rulli Nasrullah, Penerbit Maximalis, Bandung, 2008). Siaran 
Satelit Satelit yang mengelilingi bumi di atas khatulistiwa pada ketinggian sekitar 
35.785 kilometer pirnya kecepatan orbit yang persis sama dengan kecepatan 
rotasi bumi. Karena itu satelit tersebut tampak diam di atas titik tertentu 
khatulistiwa, dan dapat digunakan seolah-olah sebagai antena tetap yang sangat 
tinggi. Siaran satelit merupakan kasus khusus distribusi multisaluran. Satelit 
langsung ke rumah yang semakin kuat beroperasi pada frekuensi yang semakin 
tinggi, memungkinkan digunakannya antena yang semakin kecil. Banyak satelit 
akan diluncurkan pada tahun yang akan datang, yang beroperasi pada pita 
frekuensi Ka yang terletak di luar 20 GHz(20 miliar siklus per detik). Sementara 
antena semakin kecil, makin mudah disembunyikan, sehingga memberikan citra 
estetis dan, di beberapa negara, menimbulkan kekhawatiran politis. Siaran 
satelit, baik audio maupun video, dengan mudah melintasi wewenang 
pemerintah lokal maupun nasional. Siaran satelit juga melintasi sistem distribusi 
terestrial yang relatif mahal itu. Sajian dapat di-uplink ke satelit siaran dari luar 
wilayah di mana satelit mengarahkan siarannya. Satelit pita Ka bisa memberikan 
bukan saja distribusi video multisaluran tetapi juga layanan dua arah yang 
murah ke rumah-rumah, dan mungkin pengguna individu, seperti akses telepon 
dan internet. Implikasi politis satelit siaran langsung adalah jelas, tetapi dalam 
masa damai pemerintah nasional mempertahankan, dengan perjanjian, hak 
mengatur atau membatasi siaran ke warganya. Hal semacam ini serta alokasi 
porsi spektrum dan slot orbit yang relevan di antara negara-negara sedang 
diusahakan dalam kerangka United Nations International Telecommunications. 
(Untuk informasi mengenai organisasi ini lihat http://www. itu. int). Implikasi 
menarik dari teknologi satelit, terutama generasi berikutnya, pemerintah yang 
represif mungkin tidak akan mampu mengontrol pengaruh politik dan budaya 
dari luar terhadap warganya. Implikasi lainnya, biamya distribusi per satuan yang 
rendah terkait dengan satelit (dibandingkan dengan dis— tribusi terestrial) bisa 
meningkatkan kuantitas sajian media yang ditawarkan untuk meme~ nuhi 
permintaan konsumen dan pengiklan yang meningkat. Akhirnya, biaya distribusi 
yang rendah akan meningkatkan kecenderungan untuk mendistribusikan sajian 
lebih luas, sehingga mendorong kecenderungan ke arah globalisasi media dan 
memperlancar lagi globalisasi bu— daya populer. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku 
Hak Memberitakan: Peran Pers dalam Pembangu- nan Ekonomi, Seri Studi 
Pembangunan World Bank Institute, Penerbit Pusat Data dan Analisa Tempo, 
Jakarta, 2006). Siaran Terestrial Walaupun penggunaan spektrum elektro- 
magnetis untuk siaran radio dan video usianya baru seabad, sudah ada 
peningkatan dalam beberapa generasi untuk cara transmisi. Setiap pesan dari 
satu orang ke satu orang lain- nya pada suatu jarak harus diimpresikan ke atas 
suatu medium (seperti kertas, pita mag- netis, atau gelombang pengantar) 
dengan cara encoding (misalnya, typesetting, digitizing, atau modulating) sesuai 
dengan fitur media- nya, dan kemudian di-decode atau diubah kem- bali dalam 
bentuk yang dapat diakses indra 


3SsS&B»BHsSE9SIUH9SB£ HEBB9naH sikap 699 manusia. Selama bertahun- 
tahun komunikasi elektronik menggunakan modulasi analog, karena cara ini 
merupakan salah satu cara yang paling efektif biayanya. Namun pada 
tahuntahun terakhir ini biaya prosesor digital sudah sangat menurun. Jika 
informasi yang akan disampaikan dalam bentuk digital, komputer dapat 
digunakan untuk menurunkan biaya komunikasi sejumlah informasi tertentu 
dengan menghemat penggunaan bandwidth yang relatif mahal. Ini dilakukan 
dengan memadatkan informasi dalam setiap sinyal menjadi paket yang lebih 
kecil, dengan menggunakan proses digital yang memindahkan bit yang dapat 
dikomputasi atau diinterpolasi di ujung penerima. Digital coding masih lebih 
mahal daripada analog coding, tetapi penghematan penggunaan bandwidth 
mengimbangi kerugian ini. Misalnya, standar siaran televisi digital yang baru 
memungkinkan digunakannya saluran televisi analog arus tunggal untuk 
menyiarkan enam sinyal televisi digital atau lebih di daerah yang sama. Owen 
(1999) meneliti implikasi ekonomi dari kemajuan teknologi komunikasi elektronik 
akhir-akhir ini, termasuk kemungkinan mempertemukan teknologi media massa 
dengan teknologi jaringan informasi dan komputer. Implikasi transmisi dan 
pemrosesan digital melampaui siaran terestrial. Teknologi ini umumnya dapat 
diterapkan pada jaringan transmisi elektronik dan mengurangi biaya distribusi 
media massa. Biaya distribusi yang lebih rendah bisa pirnya implikasi signifikan 
bagi ekonomi yang sedang berkembang, yang tidak lagi perlu membangun lebih 
dari satu menara dan pemancar televisi untuk menyiarkan sampai enam sinyal 
televisi, yang masing-masing dapat diprogram secara independen. (Tim EPI/Wid. 
Sumber: Buku Hak Memberitakan: Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi, 
Seri Studi Pembangunan World Bank Institute, Penerbit Pusat Data dan Analisa 
Tempo, Jakarta, 2006). Sikap Majalah Mingguan 
Majalah Sikap beredar perdana pada 1948. Awalnya, majalah mingguan ini 
terkesan misterius, karena tidak ada nama di susunan redaksi kecuali satu 
orang, Oh Bian Hong. Itu pun kapasitasnya sebagai pengurus yang memodali. 
Selebihnya, cuma tercantum alamat redaksi dan harga berlangganan.Para 
penulisnya pun anonim, dengan ha- nya mengenakan inisial atau samaran. 
Yang paling menonjol ialah “Mata Merah", dengan gaya tulisan pedas namun 
tetap cerdas. Sikap yang misterius itu bertahan cukup lama. Baru pada tahun 
keenamnya, 1953, Sikap sudah memiliki susunan pengurus yang nyata. Dengan 
titel sebagai "mimbar politik”, Sikap memungut tarif langganan sebesar 4 Ru- 
piah untuk wilayah Jakarta dan 5 Rupiah un- tuk luar Jakarta. Hebatnya, majalah 
ini tak per~ nah menyediakan ruang iklan. Sikap tetap kon- sisten sebagai 
media independen kendati ha- rus mempertaruhkan hidup demi prinsip. Sikap 
memang lugas dalam bersikap, na- mun bukan media pelawan negara. 
Buktinya, banyak tokoh pemerintahan yang menyum- 


700 sinar borneo - sinar deli - sinar harapan bang andil. Sutan Sjahrir dan 
Soemitro Djojohadikoesoemo bahkan mempunyai rubrik tetap selama beberapa 
edisi. Sjahrir membeberkan pandangannya tentang kejadian aktual di dalam 
negeri serta mancanegara, sedangkan Soemitro rutin mengisi rubrik ekonomi. 
Sikap juga sering menyediakan ruang untuk memuat pidato-pidato kenegaraan, 
baik dari pejabat kabinet, para menteri, bahkan Presiden sekalipun. Berirama 


sosial, dengan idealisme kerakyatan dan pengkritik sistem manakala para 
pelakunya sudah mulai keluar jalur, tulisantulisan di Sikap cukup 
menggemparkan. Apalagi jika sudah merambah ranah rakyat, semesta 
sosialisme. Diterbitkan oleh Badan Penerbit “Sikap” serta dicetak di Pertjetakan 
Hamilton, majalah empat bulanan ini berkantor di Kampung KebonDjahe, GgXIII, 
No 18, Jakarta. Akhir 1953, orbit edar Sikap mulai meredup, terkena penyakit 
klasik yang kronis. Setelah tegak berdikari selama enam warsa, Sikap menemui 
ajal akibat masalah finansial. Idealisme adalah harga mati, tidak bisa ditawar 
meski harus bertaruh nyawa.(Tim EPI/KG. Sumber: Iswara N 
Raditya/hidexpress/Jumas) Sinar Borneo Suratkabar 
Mingguan Terbit pertama kali tahun 1905. Suratkabar ini dapat dikatakan 
sebagai perintis perjalanan pers di Kalimantan Selatan, khususnya di 
Banjarmasin. Kemudian muncul pelbagai suratkabar yang meramaikan 
kehidupan di Borneo bagian selatan, antara lain Indonesia Berdjoang, Indonesia 
Merdeka, Pengharapan, Suara Kalimantan, dan Trompet Islam, Kalimantan 
Berjuang, Upaja, Angkatan Bersendjata, Utusan Kalimantan, Manikam, Publika, 
Generasi Muda, Dinamika, Mimbar Da'wah, Banjarmasin Post, dan sebagainya. 
(Tim EPI, Sumber: Dian Andika Winda/Indonesia Buku/Jurnas) Sinar 

Deli Suratkabar Harian D diterbitkan NV 
Electrische Drukkerij Uitgevers Mij Sinar Deli Dagblad, di Medan (Sumatra Utara). 
Suratkabar berbahasa Indonesia tersebut, pertama terbit tahun 1930 dan 
sempat bertahan sampai tahun 1942. Kekuatan suratkabar Sinar Deli adalah 
pada sajian berita-berita politiknya yang cukup berani. Salah satu contoh adalah 
berita politik yang diangkat pada awal penerbitannya, edisi 15 September 1930, 
yakni tentang “Dewan rakyat yang di luar pengetahuan rakyat. ” Suratkabar 
yang beralamat di Jalan Merdeka Straat No. 57, Medan ini juga gencar 
memberitakan propaganda untuk memperjuangkankemerdekaan, yang termuat 
dalam rubrik “Sua— ra Ramai”. Selain itu juga tersaji berita-berita ringan, seperti 
olahraga dan kesenian. Sinar Deli yang berformat broadsheet em~ pat halaman, 
juga merupakan lahan iklan ba~ gi para pengusaha Sumatra Utara. (Tim EPI/- 
TS. Sumber: Perpusnas) Sinar Harapan Suratkabar 
Harian Koran yang beredar sore ini terbit kembali tanggal 2 Juli 2001 setelah 
dibredel sela- ma 14 tahun lebih. Ketika Pemerintah memba talkan Surat Ijin 
Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) suratkabar ini pada tanggal 9 Oktober 1986, tidak 
pernah dijelaskan alasan yang melandasi tindakan tersebut atau kesalahan apa 
yang pernah dilakukan suratkabar ini. Tetapi, menu- rut penyelenggaranya, 
belakangan diketahui bahwa alasan yang menjadi sebab koran sore ini ditutup 
adalah berita yang dimuat dalam headline di halaman satu, yang dibuat oleh 
wartawan dengan kode M-5, “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang 
Impor”. Tentu ini hanya pemicu, karena Presiden Soeharto sudah lama menandai 
koran ini kare- na kritik-kritiknya. Namun satu hal yang tidak 


sinar indonesia baru 701 dilupakan oleh para pembaca setia pada waktu itu dan 
kini, Sinar Harapan merupakan suratkabar sore terbesar yang berani 
mengungkapan kebenaran sebagaimana adanya. Oleh karena itu, ketika 
reformasi terjadi dan pers Indonesia mendapatkan kembali kemerdekaannya, 
para pengasuh dan pengelola Sinar Harapan menetapkan slogan yang berbunyi 


“Memperjuangkan Kemerdekaan dan Keadilan, Kebenaran dan Perdamaian 
Berdasarkan Kasih” sebagai landasan misinya. Pertimbangannya bahwa misi 
tersebut tetap relevan di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kita pada 
saat ini.. Di tengah-tengah situasi yang berkecamuk tersebut, Sinar Harapan 
hadir kembali sebagai sebuah suratkabar yang mengembangkan jurnalisme 
damai mencoba menawarkan solusi dan akan menjadi media yang 
mengembangkan budaya politik, budaya ekonomi, sosial kemasyarakatan, 
paham kebangsaan, Cinta tanah air, bela negara dan penegakan hukum. Gaya 
pemberitaannya nonsektarian, tidak primordial, menjauhi purbasangka atas asal 
usul keturunan, ras, suku ataupun agama. Sebagai suratkabar yang terbit sore 
hari, bagi para pembaca dari kelompok masyarakat menengah ke atas, laporan- 
laporan di Sinar Harapan yang berwawasan strategis akan banyak dituangkan 
dalam bentuk analisisi berita, feature dan laporan investigasi, selain tentu saja 
berita-berita terakhir dan terhangat (hardnews) pada hari itu. Sehingga Sinar 
Harapan menjadi acuan bagi para pembacanya untuk membuat berbagai 
keputusan penting pada keesokan harinya. (Tim EPI. Sumber: Sinar Harapan) 

, Sinar Indonesia Baru Suratkabar Harian Beredar pertama kali tanggal 9 
Mei 1970 di Kota Medan. Bulan Agustus 1976, surat ijin cetak koran ini pernah 
dicabut untuk sementara karena memuat puisi yang menurut penguasa masa itu 
meresahkan masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan pelayanan Sinar Indonesia 
Baru menganggap perlu untuk membuka kantor di Jakarta yakni di Jalan 
Balikpapan No. 3 B. Sedangkan di Medan di Jalan Brigjend Katamso No. 66 AB. 
Sinar Indonesia Baru pernah mengalami musibah atas penahanan salah seorang 
wartawannya karena terkait berita yang mengusikrencana pembukaan tempat 
perjudian baru ketika Sudomo menjadi Pangkopkamtib. ii Itep» ttwffc» r W 
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702 sinar pagi - singaraja fm Sudomo tidak hanya sekali muncul di Sinar 
Indonesia Baru. Berturut-turut 22-28 Februari 1981, setahun sebelum Pemilu 
1982, Sinar Indonesia Baru memberitakan “Peristiwa Jember”. Peristiwa Jember, 
menurut Sudomo seperti ditulis koran ini, dimanfaatkan orangorang tertentu 
untuk kepentingan politik. Peristiwa itu sendiri, menurut Sudomo, menelan 27 
nyawa, 15 di antaranya dukun santet dan sisanya bromocorah. Sinar Indonesia 
Baru mengklaim sebagai koran beroplah terbesar di Sumatra. Pengakuan itu 
muncul sejak koran ini memasang tarif iklan umum per mm kolom Rp. 500,-, 
iklan berharga per mm kolom Rp. 300,-, iklan mini per baris Rp. 300,- pada 1980. 
Selama hampir 37 tahun, koran ini diterbitkan RT. Sinar Indonesia Baru, dan 
dicetak di PT. Percetakan Offset SIB. (Tim EPI. Sumber: Agung Dwi 
Hartanto/Indonesia Buku/Jurnas) Sinar Pagi 

Suratkabar Harian Mencermati berita-berita yang disajikan suratkabar Sinar Pagi 
format baru terasa berbeda dari koran-koran sejenis. Baik dalam hal selera 
maupun jenis berita yang disajikan. Yang menonjol, Sinar Pagi dengan format 
baru ini sengaja merangkum berita yang cukup “heboh" dan tak jauh dari 
segumpal darah dan nyawa, seperti “Diana Dibunuh Agen Rahasia" atau “Misteri 
Kematian Mulai Terungkap”, “Sopir Omprengan Tewas Overdosis", “Kasus 
Ekstasi dan Putau”, “Pelaku Pencurian Didor Polisi". Tata letaknya tampil agak 
muram. Berita utama dalam wama duka, hitam. Sedangkan artikel dicetak 


dengan warna putih. Sinar Pagi juga mempunyai suplemen “Galeri Senyum”, 
yang berformat komik, serupa Doyok milik Pos Kota. Meski begitu, Atal S. Depari, 
pemimpin redaksi, menolak anggapan bahwa koran yang dipimpinnya meniru 
Pos Kota. “Sejak dulu kami ya begini ini," katanya. Campaign-statement Sinar 
Pagi adalah bahwa di setiap berita punya cerita. Jadi diaplikasikan dalam bentuk 
laporan tidak hanya apa peristiwanya tetapi apa di balik peristiwa tersebut. 
Komposisi berita, 40% seks dan sisanya meliputi ekonomi, politik, hiburan dan 
kebudayaan. Menurut Atal, misi yang harus dicapai koran, yang dimotori 
Kelompok Bakrie sejak Juni 1996 ini, sebagai trendsetter perkotaan. Pasar yang 
akan dijangkau koran dengan segmen kias menengah ke bawah ini, selain 
terkonsentrasi di daerah Jabotabek juga di kotakota besar di Jabar, dan sebagian 
di luar Pulau Jawa, seperti Medan dan Lampung. Suplemennya menyajikan 
berbagai peristiwa aktu-al dan apa yang sebenarnya terjadi di balik pe~ ristiwa 
itu sesuai fakta. “Intinya apa yang menarik bagi masyarakat perkotaan." 
Didukung SDM sebanyak 60 orang, terma- suk koresponden di pelbagai daerah 
mema perkuat barisan Sinar Pagi. Menurut Atal, du~ kungan kepada korannya 
memang masih ada sebagian wartawan Sinar Pagi eks manajemen lama 
ditambah wajah-wajah baru. Jadi, kata Atal, Sinar Pagi manajemen baru sangat 
berbe- da sistemnya dengan Sinar Pagi versi lama. Tiras dalam setengah tahun 
75.000 eksemplar. (Tim EPI) Singaraja FM Stasiun 
Radio Studio radio ini didirikan pada 20 Februari 2002 di pinggir Kota Singaraja, 
Kabupaten Buleleng, Bali. Saat berdiri, radio yang mengu- dara pada frekuensi 
92,0 MHz ini mempunyai posisi penting dalam penyebaran informasi hingga ke 
pelosok-pelosok pedesaan. Sebab, Buleleng merupakan kabupaten terluas di Bali 
dengan penduduk yang memiliki karakter khas: dinamis, terbuka dan haus 
informasi. Semen- tara media yang tersedia terutama media cetak amat 
terbatas. Keterbatasan itu disebabkan karena jalur transportasi media cetak dari 
kota pusat infor- 


sin po 703 masi, seperti Denpasar dan Jakarta, ke wilayah Bali Utara ini 
memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang. Selain itu karena masalah 
teknis, siaran-siaran informasi dari media televisi nasional juga sulit ditangkap di 
Buleleng, kecuali menggunakan alat yang lebih mahal dan canggih. Dengan 
pertimbangan itu, radio menjadi salah satu media elektronik yang hingga saat ini 
sangat diperlukan mengingat tingkat pendidikan masyarakat Buleleng yang 
sangat beragam, yang kebiasaan membacanya masih kurang. Maka radio 
sebagai media audio sangat siginifikan untuk menjembatani informasi dari 
komunikator ke komunikan atau dari komunikan ke komunikator. Bahkan dengan 
kecanggihan iptek, kini radio muncul dengan sentuhan yang lebih menarik 
sehingga pendengar lebih tertarik untuk mendengar radio. Misalnya, di Singaraja 
FM, selain terdapat program pemberitaan, juga terdapat program-program 
diskusi interaktif sehingga setiap pendengar bisa menyampaikan pendapatnya 
tentang berita dan isu-isu yang sedang berkembang. Di bidang pemberitaan, 
Singaraja FM beker jasama dengan media cetak seperti Bali Post, Denpost, 
Tokoh dan Bisnis Bali menyebarkan berita nasional, berita internasional dan 
berita regional. Selain itu, Singaraja FM juga tetap memperdengarkan berita- 
berita lokal, termasuk berita-berita tentang kegiatan pembangunan yang 


dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Singaraja FM memang hadir di 
Buleleng untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat di Bali Utara. 
Kebutuhan itu bukan semata informasi, namun juga hiburan dan produkproduk 
seni budaya lokal. Bahkan Singaraja FM dipercaya menjadi sarana melestarikan 
sekaligus mengembangkan budaya setempat. Misalnya acara “pesantian”, 
sebuah acara yang menampilkan seni vokal yang berkembang secara tradisional 
di Bali, yang kini makin sedikit peminatnya, terutama dari kalangan generasi 
muda. Singaraja FM berupaya untuk memasyarakatkan seni budaya tradisional 
agar seni budaya itu bisa kembali bisa dinikmati sekaligus dilestarikan. Selain 
mengundang kelompokkelompok kesenian tradisional, Singaraja FM juga kerap 
melakukan diskusi secara interaktif yang secara khusus membicarakan masalah- 
masalah seni dan kebudayaan. Singaraja FM adalah radio yang merambah 
semua segmen audience dari segala tingkatan usia dan status sosial ekonomi 
serta profesi, dari usia 14 tahun ke atas, dari status sosial ekonomi A+B+C, 
antara lain, pelajar dan mahasiswa, kalangan muda kota dan pedesaan, ibu 
rumah tangga, pegawai instansi pemerintah dan swasta serta pengusaha, 
entrepreneur dan pebisnis. (Tim EPI. Sumber: KMBP) Sin Po Suratkabar Tionghoa 
berbahasa Melayu Terbit di Indonesia sejak zaman Hindia-Belanda hingga tahun 
1965. Pertama kali diterbitkan di Jakarta sebagai mingguan pada Oktober 1910. 
Sin Po berubah menjadi surat-kabar harian dua tahun kem mudian, tepat- nya 
sejak 1 April 1912. Sin Po adalah suratkabar pertama yang memuat teks lagu 
Kebangsaan Indonesia, In— donesia Raya, dan turut memelopori penggu- naan 
nama “Indonesia" untuk menggantikan Hindia-Belanda sejak Sumpah Pemuda 
pada 28 Oktober 1928. Sin Po berhenti terbit saat Jepang men- 


704 sin tit po - sirkus media duduki Indonesia pada tahun 1942, namun kembali 
terbit pada tahun 1946. Pada tahun 1962 suratkabar ini berganti nama menjadi 
“Warta Bhakti” sebelum akhirnya dibredel pemerintah pada tahun 1965 setelah 
kejadian Gerakan 30 September. Sin Po pernah mengalami krisis keuangan 
akibat adanya pemboikotan yang dilakukan orang-orang kaya dan mereka yang 
berpengaruh di pemerintahan, termasuk dalam pemuatan iklan. Namun 
suratkabar ini masih dapat terbit dengan cara berhemat dan terus berproduksi 
secara sederhana. (Tim EPI) Sin Tit Po Suratkabar 
Tionghoa Berbahasa Melayu Diterbitkan pada 2 Desember 1929 oleh sejumlah 
warga Tionghoa-Indonesia di Surabaya. Suratkabar ini kelanjutan dari Sin Jit Po 
yang pada November 1929 terpaksa ditutup karena tidak sanggup membayar 
denda kepada pemerintah setempat terkait kasus penghinaan. Pada tanggal 25 
September 1932 Liem Koen Hian bersama teman-temannya mendirikan Partai 
Tionghoa Indonesia yang mendukung Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, 
Sin Tit Po pun cenderung mendukung haluan politik PTI dan menyuarakan 
aspirasi masyarakat keturunan Tionghoa tentang peranan mereka sebagai 
bagian dari Bangsa Indonesia yang merdeka. Setelah masuknya bala tentara 
Jepang, Sin Tit Po tidak terbit untuk selamanya. (Tim EPI) Sirkus Media Istilah ini 
mulai dikenal tahun 1970-an. Istilah ini merujuk kepada liputan media dalam 
proporsi yang di luar kelaziman terutama dalam hal pengerahan sumber daya, 
volume berita yang diterbitkan/disiarkan, dan suasana yang terbangun sebagai 
dampak dari pemberitaan itu. Sirkus media biasanya dipicu oleh dua unsur 


utama yakni besarnya peristiwa yang tengah berlangsung, dan nama besar 
tokoh yang menjadi subyek berita. Sakitnya mantan Presiden Soeharto (sekitar 
tiga pekan dalam bulan Januari 2008, dan dirawat di Rumah Sakit Pusat 
Pertamina, Jakarta Selatan) memenuhi dua unsur tadi, kesehatannya memburuk 
dan ia tokoh yang masih berpengaruh. Sirkus media pernah muncul dalam 
berbagai peristiwa. Di luar negeri, misalnya, pada pernikahan Pangeran Rainier 
dari Monaco dengan bintang film Hollywood Grace Kelly (1956). Juga pada sidang 
pengadilan atlet bola-tangan Amerika Serikat, O. J. Simpson, yang didakwa 
membunuh istrinya (1995), atau saat meninggalnya Putri Diana (1997). Contoh 
lain, skandalperselingkuhan Presiden Bill Clinton dengan Monica Lewinsky 
(1998), dan di dalam negeri saat meninggalnya Ibu Tien Soeharto (1996). 
Banyak telaah muncul menanggapi sirkus media ini. Dalam peristiwa 
meninggalnya Pu- tri Diana, salah satunya menyimpulkan bah— wa sirkus media 
pada mulanya muncul secara alamiah -dipicu oleh cara kematiannya yang tragis 
dan kecintaan sebagian besar rakyat Inggris kepada Diana. Namun pada tahap 
ber- ikutnya media dianggap mencekoki agendanya sendiri dan memanipulasi 
emosi khalayak. Berbagai kepentingan bermain di sini. Di antaranya kepentingan 
pemilik media untuk meningkatkan jumlah pemirsa/pembaca (men- capai 
keuntungan komersial) dan untuk mem- peroleh keuntungan politik. Hal yang 
terakhir terlihat pada peningkatan citra baik Perdana Menteri Inggris Tony Blair 
karena berhasil “menyatu” dengan massa yang dirundung kesedihan. Dalam 
tahap ini, sirkus media menyimpan bahaya. Khalayak bisa dirugikan karena 
banyak persoalan lain yang terabaikan lantaran perha- tian media tersedot ke 
satu peristiwa saja. Hal ini menjadi perhatian banyak pengamat media, termasuk 
Howard Kurtz -wartawan The Wash ington Post- dalam bukunya Media Circus: 
The Trouble with America's Newspaper (1993). 


Si tetap - sistem pers 705 Situasi seperti itu terjadi dalam liputan sakitnya 
Soeharto. Media "menyihir" khalayak. Seolah-olah hanya sakitnya Soeharto 
berita terpenting di negeri ini. Dateline (lokasi liputan berporos pada tiga tempat 
yakni Rumah Sakit Pusat Pertamina tempat Soeharto dirawat, kediaman 
Soeharto di Jalan Cendana Jakarta, dan kompleks pemakaman Astana Giribangun 
di Solo. Dalam peliputan, media juga tak jeli memilah mana hal yang hakiki dan 
mana yang remeh. Ambil contoh ihwal kesimpangsiuran berita mengenai upaya 
pemerintah menawarkan jalan di luar pengadilan dalam sengketa perdata 
yayasan Soeharto. Ini sebetulnya materi yang penting diusut. Namun kabar itu 
tak (tuntas) ditelisik, sehingga khalayak hanya bisa bertanya-tanya ada apa di 
balik kehadiran Jaksa Agung ke RS Pusat Pertamina pada Sabtu 12 Januari itu. 
Baru empat hari kemudian misteri ini sedikit tersibak. Itu pun karena pemerintah 
melakukan jumpa pers, jadi bukan karena pelacakan media sendiri. Alih-alih 
mengungkapkan cerita di balik berita, pers semata-mata berlomba menyajikan 
perkembangan paling gres mengenai Soeharto. Khusus untuk televisi, 
digunakanlah istilah breakingnews -ungkapan yang tak tepat karena isinya 
secara esensial tak baru lagi setelah disiarkan berulang-ulang. Lebih buruk lagi 
laporan itu disajikan oleh reporter yang terkesan hanya dibekali filosofi “yang 
penting asal ada laporan”, tergagap-gagap di depan kamera dengan bahasa 
yang berlepotan dan informasi yang tak lengkap sehingga malah 


membingungkan pemirsa. Sirkus media bisa dengan mudah membuat para 
pekerja media kehilangan arah, terjebak dalam psikologi kerumunan yang akan 
menenggelamkan suara kritis individu. Pada titik inilah agenda media dapat 
dikendalikan dan dimanipulasi oleh berbagai kekuatan— terutama dari dalam 
media sendiri. (Tim EPI/Wid. Sumber: Dikutip dari tulisan Arya Gunawandi 
Majalah Tempo edisi 21-27 Januari 2008. Arya Gunawan adalah pengamat 
media, mantan wartawan Kompas dan BBC di London). Si 

Tetap Suratkabar Khusus Terbit di Semarang 
tahun 1919 -1920. Penerbitnya adalah organisasi karyawan perusahaan kereta 
api, yang tergabung dalam “ Vereneeging van Spoor en Tramweg 
Personeel".Suratkabar berbahasa Indonesia empat halaman tersebut, khusus 
beredar di kalang— an insan perkeretaapian. Isinya menyangkut berbagai 
masalah dan kejadian di lingkungan perusahaan kereta api dan trem di Hindia 
Be— landa. Hal itu tercermin pada slogannya, “Soe- ara dari Vereneeging-nja 
Spoor dan Tramweg Personeel di Hindia Belanda”. (Tim EPI/TS Sumber: 
Perpusnas) Sistem Pers Pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur sosial 
politik di tempat ia ber- operasi. Fred S. Siebert dkk., dalam Four The- oriesof 
The Press (1986:1, RT. Intermasa), mene- gaskan hal itu. Siebert c.s., dalam 
bukunya yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indone- sia menjadi Empat Teori 
Pers itu, menerangkan bahwa sistem sosial politik di mana pers ber- operasi 
sangat mempengaruhi. Pers menjadi instrumen pengawasan sosial antarorang 
dan lembaga di masyarakat. Kerja pers diatur oleh sistem sosial politik di mana 
sebuah bangsa hendak mengawasi sikap dan perilaku sam- pai pikiran dari tiap 
orang dan berbagai kelem- bagaan sosial yang ada. Tiap masyarakat 
memilikinya, yakni ke- mampuan membentuk sistem kontrol sosial, mengatur 
hubungan antarindividu dan antar- lembaga serta melindungi kepentingan dan 
harapan masyarakat. W. J. Shepard menggam-— barkan adanya pembentukan 
dua sistem. Per- tama, pembentukan sistem secara spontan dan otomatis, dari 
kesadaran masyarakat akan hak asasinyaj, serta sanksi sosial dari legalitas in- 
stitusi. Kedua, sistem kontrol sosial yang ber- bentuk pemerintahan dalam arti 
luas yakni pe- 


706 sistem pers merintah menjadi lembaga pengontrol kegiatan 
kemasyarakatan di segala dimensi sosialnya. Pers, seperti bentuk komunikasi 
massa lain, terorganisir oleh masyarakat. Maka, tiap kegiatan kontrol sosial pers 
tergantung pada kebijakan dasar kemasyarakatan yang membentuknya. Siebert 
menyebut beberapa faktor yang mendasari keberadaan pers di setiap 
masyarakat. la menyebut ketergantungan pers asumsi tiap masyarakat 
mengonsep ihwal manusia, masyarakat dan negara, hubungan manusia dengan 
negara, filsafat dasar, pengetahuan dan kebenaran. Dari sana, Siebert 
mengemukakan empat teori dasar tentang sistem pers yaitu Teori Otoritarian, 
Libertarian, Komunis-Soviet, dan Tanggung Jawab Sosial. Dua teori terakhir 
merupakan pengembangan dan modifikasi dari dua yang pertama. Teori 
Komunis Soviet pengembangan dari Teori Otoritarian, dan Teori Tanggung Jawab 
Sosial modifikasi dari Teori Libertarian. “Tapi karena orang Soviet menghasilkan 
sesuatu yang berbeda dengan otoritarianisme yang lebih tua darinya, dan 
sesuatu yang penting untuk dunia, dan karena Teori Tanggung Jawab Sosial 


merupakan jalan yang ditempuh pers Amerika, maka kami pikir perlu ... empat 
teori, dengan melihat perbedaan hubungan antarkeempatnya,” tulis Siebert. 
Keempat teori ini memang lahir di saat Perang Dingin (AS vs US) masih 
menguasai percaturan politik internasional. Buku Siebert, Four Theories ofThe 
Press, mendapat penghargaan Research Award pada 1956 dari Kappa Tau Alpha, 
kelompok masyarakat jurnalistik di AS. Namun pola pikirannya masih dipakai 
sampai tahun-tahun sesudahnya. Pada 1987, Denis McOuail, pengamat 
komunikasi massa dengan pendekatan media, masih mengutipnya. Namun, 
pada Denis, ditemukan sebuah ulasan yang mengoleksi perkembangan sistem 
pers secara teori dan praktek (1989:108) McOuail menerangkan bahwa sistem 
pers internasional terbentuk oleh sejarah perkembangan tiap media massa di 
dalam masyarakatnya sendiri, dan gagasan tentang institusi mediasi 
(penghubung masyarakat dengan peristiwa dunia, dan penghubung penguasa 
dengan masyarakat, serta keperluan media mengembangkan sistem sosial 
masyarakat industri/informasi). Selain itu; berkaitan dengan konvensi 
(kebiasaan) dan asumsi, serta ideologi, peraturan, hukum dan konstitusi. Sejarah 
perkembangan media di tiap masyarakat memola bentuk hubungan antara 
media dengan masyarakat. Sebagai institusi, media berkembang bersamaan 
dengan perkembangan masyarakat mengatur berbagai kegiatan (convention) 
institusi sosial lainnya. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana isi media, di timap 
masyarakat, memunculkan sajian kepen— tingan dan kebutuhan masyarakatnya. 
“Media mendapat tekanan dari kekuatan sosial-politik setempat dan tuntutan 
untuk me~ menuhi harapan khalayaknya. Media mencer- minkan, menyajikan, 
dan kadang berperan ak- tif untuk memenuhi kepentingan nasional da~ ri para 
aktor dan institusi lain yang lebih ku- at”. Penjelasan selanjutnya ialah 
pendekatan yang memola hubungan media dengan masya. rakat berdasar 
institusi mediasi. Hal ini tercip- ta dari dasar pikiran tentang fungsi media sem 
bagai penyalur arus informasi yang berke- sinambungan. Media menjadi 
penyalur infor- masi masyarakat dengan berbagai peristiwa dunia, serta 
hubungan informasi masyarakat dengan penguasa. Selain itu, media sebagai 
sarana menginformasikan perkembangan ke- majuan masyarakat-industri- 
modern yang merefleksikan fungsi edukasi atau guide's (pembimbing) dari 
pemberitaan jurnalistik. Melihat perkembangan pers, sesudah Siebert 
menawarkan empat teori, McOuail menambah dua klasifikasi lain yakni Teori 
Me- dia Pembangunan dan Teori Media Demokratik Partisipan. Kedua teori 
tambahan ini, menu- rutnya, telah berkembang dan diterima di banyak diskusi 
ilmiah serta di dalam praktek. Hal ini berkaitan dengan seringnya ditemukan di 
dalam kenyataan bahwa keempat teori Siebert hanya cocok dipakai untuk 
mengkla- sifikasi sistem media nasional. Karena Suatu 


sistem pers 707 sistem media seringkali menerapkan prinsip filsafat lain... 
bahkan sering pula menerapkannya secara tidak konsisten, maka, diperlukan 
dua teori tambahan yang telah jadi pembahasan teori pers dan memberikan 
beberapa prinsip bermanfaat bagi kebijakan dan kegiatan media dewasa ini. 
Berikut ini adalah pelbagai hal yang menjadi ciri dan unsur bagaimana tiap 
sistem pers bekerja. Otoriter Teori ini mengidentifikasi beberapa ciri. Pertama, 
mengatur tentang kapan dan di mana pers memulai keberadaannya di 


masyarakat. Sistem politik monarki, yang melatarbelakanginya, membawahi 
pers sebagai bagian dari alat kekuasaan dan kepentingan kelas penguasa. 
Perangkat pengaturan pers memosisikan ketundukan pers kepada kepentingan 
sistem kekuasaan pemerintahan dan negara. Pers, secara sengaja dan langsung, 
digunakan untuk menjadi wahana kekuasaan negara. Teori ini tidak memberi 
kebebasan yang sesungguhnya kepada wartawan. Tiap pelaku pers harus tunduk 
pada wewenang pemerintah. Bila tidak mau, paksaan pun diberlakukan. Sensor 
dan hukuman diberlakukan. Terutama, yang menyangkut pada pelaksanaan 
pedoman politis atau ideologis. Pengaturannya tercermin lewat peraturan 
perundang-undangan, pengendalian kegiatan pers secara langsung oleh 
pemerintah, kode etik, pajak dan sanksi ekonomi, pengendalian infomasi dari 
media asing, akses pemerintah mengatur staf redaksi. Sistem pers ini berlaku di 
kawasan masyarakat prademokratis, berciri kedikatoran dan pengontrolan 
kekuasaan. Masyarakat di bawah pendudukan militer atau kendali undang- 
undang keadaan darurat mengalami sistem pers ini. Pada beberapa kasus, 
pengendalian otoritarianisme terpilah-pilah pada jenis media jurnalistik tertentu, 
misalnya, teater, filem, siaran radio, sementara koran dan buku tidak. Aturan 
perijinan diberlakukan pada jenis media yang hendak dikendalikan.Teori ini 
membenarkan penguasaan media oleh yang berkuasa di masyarakat secara sah 
atau tidak. Secara prinsipal, ciri-ciri teori ini terlihat sebagai berikut: 1. 

Media tidak melakukan hal-hal yang di luar kewenangannya yang dapat 
merusak legitimasi kewenangan kekuasaan pemerintahan; 2. Media selamanya 
(akhirnya) tunduk kepada penguasa:3. Media seyogianya menghindari 
perbuatan yang menentang tata nilai moral dan politik atau dominasi mayoritas; 
4. Penyensoran dibenarkan untuk menjaga berbagai prinsip ini; 5. Kecaman 
yang tidak diterima penguasa, penyimpangan dari kebijakan resmi, atau 
kegiatan pers yang menentang kode moral dianggap sebagai perbuatan pidana; 
6. Wartawan atau pelaku media massa tidak memiliki kebebasan di 
organisasi medianya. Pers Bebas Pemunculan pers cetak, dari pengendalian 
kekuasaan (monarki) di abad 17, merupakan sumber kelahiran teori ini. Kini, 
teori ini men— jadi dasar pikiran keberadaan pers dalam sis- tem demokrasi 
liberal. Faktor sejarah, poten— si, dan nilai pikirannya mendorong banyak 
pengamat mengutip teori ini. Termasuk, berba- gai negara yang hendak 
menyatakan asas dan legalitas pengaturan pers sebagai sarana penyalur hak 
asasi. Teori ini menyatakan tiap orang memiliki hak untuk menyatakan hal-hal 
yang disukainya yakni hak untuk kebebasan berpikir, meng- ungkapkan, serta 
bergabung dan berserikat. Di sinilah teori ini terkait dengan ideologi de- 
mokrasi liberal. “Yaitu, keyakinan akan keung- gulan individu, akal sehat, 
kebenaran dan kem majuan, dan kedaulatan rakyat, ” kata McOuail. Beberapa 
pengamat pers menilai teori ini berkaitan dengan ciri-ciri upaya perlawanan 
terhadap segala bentuk kolonialisme, berkait- an dengan sejarah perjuangan 
rakyat Ameri- ka membebaskan diri dari koloni Inggris (Bri- tain): sarana 
menyalurkan perbedaan pen- 


708 sistem pers dapat; argumentasi untuk menyatakan kebebasan beragama: 
penyangga melawan setiap kekuasaan yang sewenang-wenang: Pendorong 
upaya menegakkan kebenaran, dasar logika dan unsur penting untuk 


melangsungkan perdagangan bebas; dan, dasar pemikiran yang sudah 
seharusnya ada di tiap masyarakat. Tema sentral, yang selalu diungkapkannya, 
ialah penyampaian pendapat secara bebas dan terbuka merupakan sarana 
mencapai kebenaran serta mengetahui kesalahan. Pers bebas menjadi 
komponen penting bagi pembentukan masyarakat bebas dan rasional. 
Pengendalian pers dinilai hanya menimbulkan ketidakrasionalan dan 
ketertutupan. Amandemen Pertama Konstitusi Amerika memberi spesifikasi 
pemikiran teori ini yang menyatakan, 'Kongres tidak boleh membuat undang 
undang... yang membatasi kebebasan berbicara atau pers'. Namun, dalam 
praktek, kebebasan itu tidak mutlak dianut. “Tidak ada negara yang benar-benar 
menolerir kebebasan pers yang bisa berdampak pada perpecahan negara, 
membiarkan kritik terhadap pemerintah sengaja dibuka bebas agar jadi arah 
bagi kepemimpinan negara, ” kata de Sola Pool (1973). Karena itu, biasanya 
masyarakat penganut kebebasan pers hanya membebaskan pers dari sensor 
pendahuluan. Untuk mengatur kebebasan pers ke dalam perundang-undangan 
yang melindungi hak dan tuntutan masyarakat dari pelanggaran aktivitas pers. 
Pers harus tunduk pada hak privacy individu, kelompok, kaum minoritas (pada 
reputasi, pemilikan material, kemerdekaan pribadi, dan moralitas), serta 
keamanan dan kewibawaan negara. Teori ini berhubungan dengan pandangan 
pasar bebas. Kebebasan pers disamakan dengan pemilikan media secara privat, 
dan bebas dari campur tangan pihak manapun untuk berkompetisi di pasar, 
menjual dan membeli informasi (gagasan). Dalam prakteknya, indikasi teori ini 
adalah: 1. Kebebasan mempublikasikan, dan menolak sensor pendahuluan: 2. 
Kebebasan menerbitkan dan mendistribusikan bagi tiap orang atau 
kelompok, tanpa perlu ijin atau lisensi: 3. Kebebasan mengecam pemerintah, 
pejabat, atau parpol (bukan pribadi atau pengkhianatan dan gangguan 
keamanan), yang tidak dapat dipidana, 4. Kebebasan menolak kewajiban 
mempublikasikan segala hal: 5. Perlindungan terhadap kebebasan 
mempublikasikan kebenaran dan kesalahan sejauh menyangkut opini dan 
keyakinan: 6. Menolak pembatasan hukum dalam mengumpulkan informasi 
untuk kepentingan publikasi: 7. Menolak pembatasan ekspor-impor atau 
pengiriman-penerimaan informasi dari atau ke luar dan dalam negeri:8. 
Wartawan menuntut otonomi profesional tinggi dalam organisasi mereka. 
Tanggung Jawab Sosial Komisi Kebebasan Pers (the Commission on Freedom of 
the Press) memunculkan teori ini (Huctchins,1947). Mereka melihat kelemahan 
sistem Pers Bebas. Teknologi dan bisnis pers ternyata kurang memberi akses 
bagi orang- orang dan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat, hanya 
melipatgandakan kekua-— saan kelas tertentu. Pers tak dapat memenuhi 
permintaan, seperti yang diharapkan, dalam soal kebutuhan informasi, sosial 
dan moral masyarakat. Yang dimaksud pertanggungjawaban sosial teori ini 
tertuju pada berbagai bentuk prosedur demokratis yang harus diikuti pers. Jadi, 
teori ini menuntut kebebasan pers di~ batasi dengan faktor kewajiban terhadap 
ma~ syarakat. Kewajiban pers memenuhi tuntutan nilai demokrasi sebagai 
penyalur informasi, sarana penyampai berbagai pandangan yang berbeda, 
batas-batas kemandirian yang diper- lukan, konsistensi pelaksanaan fungsi- 
fungsi jurnalistik (seperti edukasi, pengetahuan, pem- bimbing, dsb), serta 


ukuran standar yang harus menjadi pedoman. McOuail menunjuk tiga prinsip 
yang ber- 


beda hendak dikorelasikan yaitu kebebasan dan pilihan individual, kebebasan 
media, dan kewajiban media terhadap masyarakat. Untuk itu, teori ini meminta 
kenetralan dan keseimbangan pers terhadap pemerintah dan terhadap soal-soal 
kontroversial masyarakat. Selain itu, masyarakat diberi hak untuk mengoreksi 
kesalahan pers. Profesionalisme jurnalisme diminta membawa ukuran 
keseimbangan dan kenetralan dalam pemberitaan. Pemerintah hadir membatasi 
kegiatan pers. Intervensi hukum dan anggaran dilakukan untuk mencapai tujuan 
sosial yang positif atau dampak dan kecenderungan dari tekanan pasar. 
Pembatasan itu di antaranya berbentuk kode etik jurnalistik, aturan iklan dan 
antimonopoli, pembentukan dewan pers, pengawasan komisi pengkajian dan 
parlemen, serta pengaturan subsidi terhadap pers (Smith, 1977). Beberapa 
faktor dapat diringkas sebagai berikut: 1. Media menerima dan memenuhi 
kewajiban tertentu kepada masyarakatnya; 2. Penetapan bentuk kewajiban 
berdasar standar profesi tentang informasi, kebenaran, ketepatan, obyektifitas 
dan keseimbangan; 3. Pelaksanaan kewajiban tersebut berdasar kerangka 
hukum dan kelembagaan yang ada; 4. Penegasan pers untuk menghindari 
kejahatan, kerusakan atau ketidaktertiban umum atau penghinaan etnik dan 
agama dari kalangan minoritas; 5. Pers harus memiliki sifat pluralis sesuai 
perbedaan di masyarakat, melalui upaya memberi kesamaan peluang untuk 
mengungkapkan sudut pandang dan hak jawab pada tiap warga atau kelompok 
masyarakat; 6. Masyarakat dan publik mengharapkan kerja dan produk pers 
dibatasi ukuran standar profesi, maka upaya intervensi, demi kepentingan 
umum, dibenarkan; 7. Profesionalisme wartawan dan media bertanggung 
jawab terhadap masyarakat, majikan, dan pasar. Media Soviet Teori ini berlaku 
di sistem pers Uni Soviet, sangat berkembang dalam fase sebelum perestroika 
dan glasnost. Setelah Revolusi 1917, dilengkapi pemikiran Marx dan Engels 
ditambah kaidah yang diterapkan Lenin, sistem pers mulai terbentuk. 
Perkembangannya telah membentuk kelembagaan dan kerangka ilmiah untuk 
melaksanakan teori bagi keperluan praktek, pelatihan, penelitian media dan 
model di kawasan negara-negara Uni Soviet. Ada beberapa hal yang bisa 
disimak dari teori ini. Pertama, pers dikendalikan oleh kelas pekerja (Partai 
Komunis) sebagai lapisan yang memegang kekuasaan dalam masyarakat 
sosialis. Kedua, pers tidak boleh melakukan pemberitaan yang mengakibatkan 
konflik politik karena acuan masyarakat sosialis yang hendak menghindari 
konflik kelas dalammasyarakat kapitalis. Ketiga, pers diwajibkan untuk terlibat 
penuh dalam pembentukan ma~ syarakat dan gerakan komunisme dengan me~ 
laksanakan fungsi sosialisasi, pengendalian sosial secara informal, serta rencana 
mobil- isasi sosial dan ekonomi. Keempat, pers meng ikuti orientasi objectivity 
histories dari Marx- isme dalam pemberitaan sehingga wartawan tidak boleh 
memakai penafsiran pribadi dan menyimpang dari perangkat nilai berita yang 
telah ditetapkan. Kelima, pers dikendalikan or- gan negara dan instrumen politik 
pemerin- tahan lainnya (McOuaill: 118). Masyarakat mengontrol pers di 
antaranya melalui penelitian, partistipasi khalayak yang dilembagakan, dengan 
menanggapi surat pem- baca, dan memperhatikan tuntutan publik. Ma- ka itu, 


pers yang melakukan pengecaman term hadap negara dikenakan sensor dan 
hukuman. Walau berasal dari teori otokratis, teori So— viet memiliki perbedaan. 
Pada teori otokratis pers tidak langsung dikuasai oleh negara atau menjadi 
instrumen negara; pers masih mela— yani dan bertanggung jawab kepada 
khalayak pembaca mereka; pers tidak langsung bersi- fat monolitik (walau tetap 
dibatasi dan tidak 


710 sistem pers bebas secara leluasa); pers juga masih menyalurkan 
keanekaragaman kepentingan khalayak. Sedang, pada teori Media Soviet: 1. 
Pers melayani kepentingan dari (dan dikendalikan) kelas pekerja; 2. Pers 
tidak boleh dimiliki secara pribadi; Pers melakukan fungsi positif bagi negara 
melalui sosialiasi norma yang bersifat kebijakan, pendidikan, informasi, motivasi, 
mobilisasi; 3. Pers harus tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan publik 
kelas pekerja; Masyarakat berhak menyensor dan menindak secara hukum untuk 
mencegah, dan memberi hukuman, bila melakukan publikasi antimasyarakat; 4. 
Pers harus menyajikan pandangan yang lengkap dan obyektif tentang 
masyarakat dan dunia dalam batas prinsip marxismeleninisme; 5. Orientasi 
wartawan mesti tertuju untuk kepentingan terbaik masyarakat (kelas pekerja); 6. 
Media harus menjadi pendukung gerakan progresif (partai) ke dalam dan 
ke luar negeri. Media Pembangunan Teori ini banyak dipraktekkan di 
negaranegara (sedang) berkembang. Perbedaan kondisi ekonomi dan politik, 
serta keadaan yang berubah-ubah, mempengaruhi ketidaksamaan tiap negara 
dalam menerapkan teori ini. Namun, semuanya mengacu pada bentuk 
pengembangan sistem komunikasi massa yang berlaku di Dunia Ketiga. Laporan 
Komisi Internasional Unesco, tentang studi Masalah Komunikasi, banyak dipakai 
sebagai acuan (McBride dkk, 1980). Teori ini berkembang dari amatan bahwa di 
banyak negara berkembang terdapat fakta yang membatasi aplikasi keempat 
teori pers sebelumnya. Indikasinya, Pertama, terlihat pada tidak 
diberdayakannya perangkat-perangkat sistem komunikasi massa, seperti 
infrastruktur komunikasi, profesionalisme, sumber daya produksi dan budaya, 
dan penerimaan khalayak yang semestinya. Kedua, ketergantungan pada 
teknologi, keterampilan dan budaya. Ketiga, pemberlakuan orientasi 
pembangunan ekonomi, politik dan sosial menjadi acuan nasional pada semua 
kelembagaan masyarakat, termasuk pers. Keempat, penyatuan antarnegara 
berkembang, karena kesamaan identitas dan kepentingan, dalam konstalasi 
politik internasional. Maka disimpulkan adanya penyimpangan perangkat 
orientasi dan normatif daripada negara-negara kapitalis dan komunis. Berbapa 
prinsip keempat teori sebelumnya dipakai sebagai acuan. Negara berkembang 
menunjukkan sistem persnya pada pengaturan kelembagaan, dengan 
menekankan kemampuan komersil pers untuk mendorong pembangunan — atau 
pers dijadikan alat kampanye perubahan ekonomi masyarakat ke model 
indus- tri. Sistem pers pembangunan menolak keter- gantungan dan dominasi 
asing dan paham otokratis. Lewat pembangunan, hendak dicip- takan otonomi 
dan kebudayaan nasional ter- tentu, dengan model komunikasi partisipatif. 
Kegiatan nation building menjadi bagian dari tugas pers. Untuk itu, kebebasan 
pers di- arahkan pada tujuan tersebut: tujuan kolektif lebih ditekankan daripada 
kebebasan individu. Namun, dengan tetap mengakui hak untuk berkomunikasi, 


dari Deklarasi Universal Hak— hak Manusia (pasal 17): “Setiap orang memiliki 
hak mengeluarkan pendapat; hak ini mencakup kebebasan menganut pendapat 
tanpa gang- guan dan kebebasan mencari, menerima dan menyampaikan 
informasi dan pendapat me~ lalui media mana pun tanpa mempersoalkan batas 
negara'. Ciri-cirinya dalam praktek, sebagai ber— ikut: 1. Media menjadi 
penerima dan pelaksana tugas pembangunan, yang ditetapkan se cara nasional; 
2. Kebebasan media dibatasi: (a) prioritas ekonomi, dan (b) kebutuhan 
pembangunan masyarakat; 3. Media memprioritaskan isinya pada kebudayaan 
dan bahasa nasional; 


sistem pers 711 4. Memprioritaskan berita dan informasi bagi negara sedang 
berkembang lain yang setaraf baik geografis, kebudayaan maupun politik; 5. 
Wartawan dan karyawan media memiliki tanggung jawab dan kebebasan 
dalam tugas mengumpulkan dan menyebarlu-askan informasi; 6. Atas dasar 
kepentingan pembangunan, negara memiliki hak campur tangan dalam 
membatasi, pengoperasian media serta penyensoran, subsidi dan pengendalian 
langsung. Demokratik-Partisipan Ini teori yang belum terumuskan secara jelas. 
Hal ini disebabkan belum terintemalisasikannya ke dalam lembaga media. Dan, 
pada beberapa bagian teori ini, mereduplikasi sebagian teori sistem pers lain. 
Teori ini merupakan reaksi dan hendak menutupi kelemahan berbagai teori 
sebelumnya, serta dicoba dipraktekkan di berbagai masyarakat. Maka itulah, 
kemandirian teori ini masih jadi soal. Tapi, perlu diidentifikasi. Pemakai teori ini 
umumnya masyarakat liberal yang coba menerapkan beberapa unsur teori 
Media Pembangunan. Mereka menginginkan kepentingan masyarakat lebih jadi 
basis orientasi, juga pada pelaksanaan arah komunikasi horisontal (bukan 
vertikal). Teori ini hendak menjawab dampak negatif dari komersialisasi pers dan 
pemonopolian pers, serta sentralisasi dan birokrasi lembaga siaran publik, 
dengan mengacu pada prinsip dan norma tanggung jawab sosial. Sistem pers 
hendak dikembalikan ke citacita pers, untuk membantu perbaikan sosial dan 
perubahan demokrasi di masyarakat, yang dimulai oleh revolusi ekonomi dan 
politik abad 19. Tapi, tidak terjadi begitu saja, karena adanya kecenderungan 
organisasi pers yang bersifat patemalistik, elitis, monolitik, terlalu 
diprofesionalkan, dan pemapanan kelas sosial tertentu. Teori Pers Bebas 
melahirkan subversif terhadap pasar, pers mendominasi kelembagaan lain di 
masyarakat. Teori Tanggung Jawab Sosial terlalu mementingkan birokrasi 
pemerintahan serta media dan profesi pers kurang melayani masyarakat, 
realitas masyarakat sehari-hari tak terlayani. Titik sentral teori demokratik- 
partisipan tertuju pada pemenuhan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi 
penerimaan dari masyarakat politik. Teori hendak lebih menampung hak atas 
informasi yang relevan, hak jawab, hak berinteraksi kelompok kecil dan 
kepentingan subbudaya masyarakat lewat pers. Juga, hendak menolak 
keseragaman pers, sentralisasi, sangat diprofesionalkan, dan dikendalikan 
pemerintah. Lebih memilih pada keberseragaman, skala kecil, lokalitas, 
interaktif, diinstitusionalisasi, pertukaran pesan pe-nerima-pengirim, hubungan 
horisontal di sem mua tingkatan masyarakat. Teori ini mencam- pur beberapa 
unsur teoritik liberatarianisme, utopisme, sosialisme, egalitarianisme, dan 
lokalisme. Prakarsa masyarakat diharapkan lebih mengendalikan pers ketimbang 


pe~ miliknya. Beberapa ciri pelaksanaan teori ini adalah sem bagai berikut: 1. 
Individu dan kelompok minoritas memiliki hak memanfaatkan media (hak 
berkomunikasi) dan hak dilayani media berdasar kebutuhan yang mereka 
tentukan sendiri; 2. Organisasi dan isi media tidak tunduk pada 
pengendalian sentralisasi politik atau birokrasi negara; 3. Media ada karena 
audiensnya, bukan untuk organisasi media, para pakar, atau pelanggan; 4. 
Kelompok, organisasi, dan masyarakat lokal dapat memiliki media sendiri; 
5. Bentuk media berskala kecil, interaktif, dan partisipatif lebih baik 
ketimbang media berskala besar, satu arah, dan diprofesionalkan; 6. Kebutuhan 
berhubungan dengan media massa tidak hanya tersalur melalui tuntutan 
individu konsumen, tidak juga melalui negara dan berbagai lembaga utamanya; 


712 sistem pers 7. Komunikasi menjadi hal terlalu penting untuk diabaikan. J. 
Herbert Altschull, dalam Agents of Power (1984), mendefinisikan berbagai 
pandangan mengenai kebebasan pers berdasar tiga bentuk sistem pers yakni 
yang dikaitkan dengan Dunia Pertama (Kapitalis-Liberal), Dunia Kedua (Sosialis- 
Soviet), dan Dunia Ketiga (Negara-negera Berkembang). Secara berurutan, 
Altschull menamakan ketiga sistem tersebut sebagai sistem Pasar, Mands, dan 
Berkembang (Severin dan Tankard, Jr, 1992). Pada Sistem Pasar, kebebasan pers 
dipandang sebagai berikut, (1) Para wartawan bebas dari segala bentuk kontrol 
eksternal; (2) Pers tidak melayani kekuasaan negara dan tidak boleh 
dimanipulasi oleh kekuasaan negara; (3) Pers tidak membutuhkan kebijaksanaan 
pers nasional yang menjamin adanya kebebasan pers. Pada Sistem Marxis, 
kebebasan pers adalah, (1) Pers harus, menyiarkan pendapat semua golongan 
masyarakat, tidak hanya pendapat golongan yang kaya saja; (2) Kebebasan pers 
diperlukan untuk menghambat dan menangkal semua ancaman yang datang 
dari luar; (3) Pers membutuhkan kebijaksanaan pers nasional untuk menjamin 
pelaksanaan kebebasan pers berjalan sesuai dengan kehendak negara. Pada 
Sistem Berkembang, kebebasan pers dipandang, (1) Para wartawan bebas 
menentukan sesuatu yang dianggap baik dan buruk; (2) Kepentingan nasional 
lebih diutamakan ketimbang kebebasan pers; dan (3) Pers membutuhkan 
kebijaksanaan pers nasional untuk melindungi kebebasan pers yang legal. 
Altschull mengamati adanya perbedaan 'apa yang sebenarnya terjadi, dengan 
apa yang seharusnya terjadi', yakni adanya perbedaan antara teori dengan 
praktek. Untuk itu, ia menyimpulkannya dalam tujuh prinsip jurnalisme yang 
selalu dipraktekkan dalam semua teori sistem pers. Pada semua sistem pers, 
media berita merupakan agen pemegang kekuatan politik dan ekonomi. Koran, 
majalah, dan siaran berita hanya punya potensi independen tapi tidak mutlak 
independen. 1. Isi media berita mencerminkan kepentingan pemberi dana; 2. 
Kebebasan pers selalu dinyatakan sebagai sistem walau diartikan 
bervariasi (dalam praktek kebebasan berpendapat); 3. Tanggung jawab sosial 
didukung semuadoktrin sistem pers: melayani kebutuhan dan kepentingan, serta 
memberi kesem~ patan; 4. Setiap sistem menilai sistem lain menyim- 
pang; 5. Sekolah jurnalistik sebagai penyebar ideologi dan sistem nilai 
masyarakatnya, tak mampu menolak kekuasaan pengontrol media berita; 6. 
Adanya perbedaan antara praktek dengan teori (sistem pers). Sistem Pers 
Indonesia Perkembangan sistem pers Indonesia pa~ da akhir 1990-an, seusai 


reformasi kekuasaan, merupakan kelanjutan dari pengkodifikasian sistem 
pemerintahan Orde Baru. Pada fase Orde Baru, secara formal legalitas, pers 
Indone~ sia bekerja atas dasar sistem yang menyerap pelbagai teori sistem 
pers. Teori Tanggung Jawab Sosial diindikasi- kan sebagai ‘pemerintah hadir 
membatasi ke- giatan pers'. Intervensi hukum dan anggaran dilakukan. 
Pembatasan itu di antaranya ber- bentuk: kode etik jurnalistik, aturan iklan dan 
antimonopoli, pembentukan dewan pers, peng- awasan komisi pengkajian, serta 
pengaturan subsidi terhadap pers. Teori Media Pembangunan juga diprak- 
tekkan. Hal itu terlihat pada keharusan pers untuk mengikuti unsur 
pemberlakuan orien- tasi pembangunan ekonomi, politik dan sosial, dalam 
orientasi kegiatan jurnalistik, seperti kelembagaan masyarakat lainnya. 
Beberapa pengamat pers menilai adanya ketidakber- dayaan perangkat- 
perangkat sistem komu- nikasi massa, seperti infrastruktur komunikasi, 
profesionalisme, sumber daya produksi dan 


sistem pers 713 budaya, dan penerimaan khalayak yang semestinya. Selain itu, 
ketergantungan terhadap teknologi, ketrampilan dan budaya yang dimiliki Pers 
Bebas. “Pers Pancasila adalah sistem pers yarig berlaku di Indonesia... Pers 
Pancasila adalah Pers Pembangunan," tulis J.B. Wahyudi (1991, Alumni: 216- 
236). Ideologi Pancasila dipakai sebagai asas sistem pers. Pers bertugas 
'memberikan informasi pembangunan,... memotivasi masyarakat agar menerima 
ideide pembangunan'. Namun, otoritarianisme juga diterapkan. Aturan perijinan 
diberlakukan, juga penguasaan media oleh yang berkuasa di masyarakat secara 
sah atau tidak. Banyak pengamat mengungkapkan tidak adanya kebebasan 
'yang sesungguhnya' berlaku di kalangan wartawan. Tiap pelaku pers harus 
tunduk pada wewenang pemerintah. Bila tidak, paksaan pun dilaksanakan. 
Sensor dan hukuman diberlakukan. Terutama, yang menyangkut pelaksanaan 
pedoman politis atau ideologis. Pemerintah melakukan pengaturan melalui 
peraturan perundang-undangan, pengendalian kegiatan pers secara langsung 
oleh pemerintah, pengendalian infomasi dari media asing, akses pemerintah 
mengatur staf redaksi. Di Indonesia nilai kebebasan mempunyai warna getir. 
Pada tahun 1995, pada saat majalah berita mingguan Tempo masih dibredel, 
dalam pengantar Buku Putih mereka “Mengapa Kami Menggugat” (1995:6), 
GoenawanMohamad menulis, "Bagi saya, lebih penting jika pers yang masih 
hidup bisa bergerak lebih leluasa, para wartawan tidak terus-menerus dihina- 
hinakan seakan-akan nyamuk-nyamuk parasit, dan para pemimpin redaksi tidak 
lagi diperlakukan, atau berperilaku, sebagai pesuruh di hadapan Sang Menteri 
Penerangan. Lebih penting lagi, agar kemerdekaan berpikir dan menyatakan 
pendapat tidak disimpan, sampai berpuluh tahun, dalam sel yang pengap”. 
Praktek pembredelan yang banyak dilakukan pemerintah menunjukkan adanya 
sentralisasi politik pemerintah untuk kepentingan status guo. Dalam UUD 1945, 
pasal 28, dinyatakan bahwa kemerdekaan untuk “.. .mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Isi 
pasal tersebut, pada hakikatnya, merupakan akar dari sistem kebebasan pers 
Indonesia. Pasal tersebut menentukan bentuk dan isi konsep dasar dari sistem 
kebebasan pers. Walau, secara tekstual, pasal tersebut tidak mencan-tumkan 
eksplisit (atau secara tersurat) istilah kebebasan pers. Namun, secara tersirat, 


pasal itu mendasari salah satu manifestasi hak-hak asasi manusia Indonesia, 
yakni hak akan kem bebasan, untuk mempunyai pendapat sendiri dan 
melahirkan pelbagai pikiran baik lisan maupun tulisan. Pasal tersebut, menurut 
Alex Sobur (Dik- tat Etika Pers), bermuara pada tema-tema, (i) kebebasan 
menyatakan pendapat kenegaraan di lembaga-lembaga perwakilan rakyat: (ii) 
kebebasan menyatakan pendapat dalam tu~ lisan dan media komunikasi massa 
lain: dan (iii) kebebasan menyatakan pendapat akade- mik yang terjelma dalam 
kebebasan akademik dan kebebasan mimbar. Pelaksanaan kebe- basannya 
diatur dengan peraturan perundang- undangan, atau dengan Kata lain, 
kebebas- annya adalah di dalam kerangka undang-un- dang yang 
mengaturnya. Istilah kebebasan pers muncul di dalam UU Pokok Pers No. 
11/1966 pasal 5 ayat 1 dan 2, atau yang isinya kebetulan sama dengan UU 
Pokok Pers No.21/1982, pasal 5 ayat 1 dan 2, yang berbunyi, “Kebebasan Pers 
sesuai de- ngan hak asasi warga negara dijamin" (ayat 1): “Kebebasan Pers ini 
didasarkan atas tang- gung jawab nasional dan pelaksanaan pasal 2 dan pasal 3 
undang-undang ini” (ayat 2). Ma~ ka, berdasarkan peraturan perundang- 
undang an tersebut istilah “kemerdekaan” pada pasal 28 UUD 45 tertuju pada 
istilah “kebebasan pers’, yang otentik dan dapat diakui sah kebe- narannya. 
Menurut pengamat Hukum Pers J.C.T Simorangkir (1980), istilah kemerdekaan 
lebih dikaitkan dengan soal-soal ketatane- garaan seperti bila berbicara 
kemerdekaan Ne— gara Indonesia. 


714 sistem pers S. Tasrif, salah seorang tokoh pers Indonesia, menyatakan 
bahwa kita hanya dapat berbicara tentang pengakuan dan jaminan kebebasan 
pers di dalam suatu negara, apabila dalam negara yang bersangkutan terpenuhi 
tiga syarat. Ketiga syarat yang dimaksud Tasrif (dalam Atmadi, ed., 1985:98) 
adalah (1) Tidak ada kewajiban menurut hukum untuk meminta surat izin terbit 
bagi suatu penerbitan pers kepada pemerintah: (2) Tidak ada wewenang 
menurut hukum pada pemerintah untuk melakukan penyensoran sebelumnya 
terhadap berita atau karangan yang akan dimuat dalam suatu penerbitan pers; 
dan (3) Tidak ada wewenang menurut hukum pada pemerintah untuk melakukan 
pemberangusan terhadap suatu penerbitan pers, baik untuk selama-lamanya 
maupun untuk jangka waktu tertentu. Apabila ketiga syarat formal di atas 
terpenuhi dalam suatu negara, barulah kita dapat mengatakan bahwa dalam 
negara tersebut diakui dan dijamin adanya kebebasan pers. Semuanya itu, 
sebenarnya, terdapat dalam UU Pokok Pers No. 11/1966. Syarat ke-1 tentang 
tidak perlunya izin terbit dari pemerintah, terdapat dalam pasal 8 yang terdiri 
atas dua ayat, "(1) Setiap warga-negara mempunyai hak penerbitan pers yang 
bersifat kolektif sesuai dengan hakekat Demokrasi Pancasila, (2) Untuk ini tidak 
diperlukan Surat Izin Terbit.” Kemudian, syarat ke-2 dan ke-3 tentang larangan 
adanya sensor dan pemberangusan terdapat dalam pasal 4, yang berbunyi: 
“Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan.” Malahan, 
pasal 5 ayat (1) secara tegas lagi menyatakan bahwa: “Kebebasan Pers sesuai 
dengan hak asasi warga negara dijamin." Meskipun ketiga syarat objektif itu 
menegaskan bahwa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia secara prinsip 
mengakui kebebasan pers bagi setiap warga negara sebagaimana dituangkan 
dalam UU Pokok Pers No. 11/1966, namun sejak saat disahkannya undang 


undang tersebut pada tahun 1966 sampai kini, pelaksanaan kebebasan pers di 
Indonesia cuma ada di dalam teks-teks ayat undang undang. Secara historis, UU 
Pokok Pers No. 11/1966 lahir dengan latar belakang politik dalam masa transisi 
dari Pemerintahan Presiden Soekarno ke Pemerintahan Presiden Soeharto. 
Sebelumnya, setiap penerbitan pers di Indonesia diharuskan memiliki Surat Izin 
Terbit (SIT). Lembaga SIT menjadi momok bagi pers Indonesia ketika itu. Jika 
menurut pemerintah ada penerbitan pers yang merugikan, SIT-nya tinggal di~ 
cabut. Pers yang dianggap merugikan terse- but, mati. Lembaga SIT inilah yang 
ingin diha- puskan oleh UU Pokok Pers No. 11/1966. Tetapi, karena menyadari 
masih dalam pe~ riode transisi, perancang undang undang terse- but 
berpendapat, sebelum seluruh ketentuan mengenai SIT dihapus, diperlukan pula 
masa transisi. Maka, muncullah pasal 20 di dalam undang undang tersebut, 
dipasang sebagai pasal peralihan. Tepatnya, pasal 20 ayat 1, hu~ ruf a, 
berbunyi: “Dalam masa peralihan ke- harusan mendapatkan SIT masih berlaku 
sam pai ada keputusan pencabutannya oleh peme- rintah dan DPR (Gotong- 
Royong)”. Masa transisi itu ternyata memakan waka- tu tak kurang dari 16 
tahun. Selama kurun wak- tu tersebut seluruh penerbitan pers Indonesia 
diharuskan memiliki SIT. Bahkan, menurut pengamatan Wina Armada (1993), 
pada sepu luh tahun pertama, juga diikuti dengan keha- rusan memiliki Surat 
Izin Cetak (SIC). Akibat- nya, para pengelola pers di Indonesia pada pe~ riode 
itu diliputi rasa kuatir tentang keamanan kehadiran mereka. Apalagi, memang 
terbuk- ti beberapa penerbitan pers mati karena pe~ merintah mencabut SIT 
mereka. Rasa tak aman dan tak nyaman itu berlan- jut hingga periode SIUPP 
(Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) menguasai kegiatan pers In- donesia. 
Pembredelan demi pembredelan men~ jadi catatan di dalam sejarah 
perkembangan pers Indonesia. Kesadaran baru tampak awal 90-an keti- ka 
kebebasan berpolitik pers tertuju pada per- juangan meminta kepastian hukum 
dilaksa- nakan secara mumi dan konsekuen. Kebebasan 


sjamsul basri - sjamsul kahar 715 pers, sebagai satu perangkat sistem pers, 
mulai diminta berlaku di area kepentingan politik pemilik, wartawan dan 
pembaca. Bukan lagi pemerintah. Secara formal, sistem pers Indonesia diatur 
melalui kelembagaan dan kaidah/norma pers Indonesia. Kelembagaan itu terdiri 
dari Dewan Pers, Organisasi Pers, Pers dan Masyarakat. Dewan Pers ialah wadah 
musyawarah, pendamping pemerintah dalam membina pertumbuhan dan 
perkembangan pers nasional yang sehat dan dinamis (PP1/1984). Awalnya 
diketuai oleh Menpen dengan anggota wakil dari organisasi pers, pemerintah 
dan masyarakat yang terlibat di bidang pers. Mereka diangkat dan diberhentikan 
Presiden atas usul Menpen (selama tiga tahun). Dewan bertugas mendampingi 
Menpen, mengembangkan interaksi positif pers-pemerintah-masyarakat, 
mengawasi pelaksanaan Kode Etik. Kemudian Dewan Pers bersifat independen, 
diangkat oleh DPR dan unsur pemerintah tidak lagi berada di dalamnya. 
Organisasi Pers ialah berbagai organisasi yang didirikan baik oleh kalangan pers 
sendiri maupun atas dorongan pemerintah, terdiri dari PWI (Persatuan Wartawan 
Indonesia), SPS (Serikat Penerbit Suratkabar), SGP (Serikat Grafika Pers), PPPI 
(Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia). Kaidah dan norma pers Indonesia 
merupakan segi normatif Pers Indonesia. (Tim EPI/Septiawan Santana K) Sjamsul 


Basri Muaralabuh, Sumbar 19 Juli 1926 Tidak selesai menempuh 
pendidikan di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia 
Jurusan Publisistik, Sjamsul Basri malah sempat mengenyam pendidikan di 
Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung pada tahun 1962. 
Terjun di dunia jurnalistik pada tahun 1950 sebagai wartawan suratkabar Haluan 
Padang, Indonesia Raya, dan Suluh Indonesia. Tahun 1962 Sjamsul Basri 
menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Pelopor, Karyawan, Ampera dan Suara 
Karya. Tahun 1948 Sjamsul Basri menikah dengan Rohana dan dikaruniai tiga 
anak serta enam cucu. Pengalaman organisasinya antara lain menjadi anggota 
PWI sejak tahun 1952, anggota DPR-GR pada tahun 1968-1971, dan anggota 
MPR-RI pada tahun 1973-1997. Sjamsul Basri juga pernah menjadi Tentara 
Pelajar Sumatra Tengah (1946-1948), anggota CPM/TNI Divisi Banteng Sumatra 
Tengah (1948-1950), dan sejak tahun 2002 aktif di majalah ekonomi Jurnal. (Tim 
EPI/KG. Sumber: Buku Wajah Pers Indonesia, 2006) Sjamsul Kahar Sigli, 9 
Oktober 1945 Pada periode menjabat sebagai Ketua Bi-dang Kesejahteraan PWI 
Pusat, yang ter- pilih pada Kongres PWI, tahun 2004, di Pa- langkaraya. Namun 
keterlibatannya di dalam organisasi profesi ini sudah dilakoni jauh se- 
belumnya, saat Sjamsul terjun ke dunia jurnal- istik tahun 1964, sebagai 
koresponden di Sigli untuk suratkabar Pantjatjita yang terbit di Ban- da Aceh. 
Tahun 1965 Sjamsul pindah ke Banda Aceh. Di kota ini dia semakin aktif sebagai 
wartawan, selain itu ia melanjutkan kuliah di Universitas Islam Aceh Jurusan 
Sosial Politik. Bersamaan dengan itu pula dia menjadi guru honorer di beberapa 
sekolah menengah, plus menjadi penyiar RRI Stasiun Banda Aceh. Pada tahun 
1973, ia menjadi Redaktur Pe- laksana Atjeh Post. Bersamaan dengan itu ia 
menjadi Anggota PWI, lalu menjadi Wakil Se- 


716 sjamsul kahar - sjamsuyar adnan kretaris PWI Cabang Aceh. Tahun 1978 dia 
menjadi Wakil Pemimpin Redaksi Atjeh Post, dan dua tahun setelah itu menjadi 
Wakil Ketua PWI Cabang Aceh. Setelah melalui tahapan kerja keras sebagai 
wartawan, Sjamsul sempat menjadi Pemimpin Redaksi Atjeh Post, tetapi tak 
lama kemudian ia menjadi koresponden untuk Kompas di Banda Aceh (1981). 
Pasang surut kehidupan pers daerah diarunginya bersama wartawan senior Aceh 
lainnya, dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua PWI Aceh. Dalam 
perjalanannya sejarah pers nasional di daerah Aceh sepertinya berubah setelah 
Sjamsul bersama M. Nourhalidyn merintis pendirian koran harian Serambi 
Indonesia tahun 1989 di Banda Aceh. Dalam tahun-tahun itu pula ia bersama 
rekan-rekan Pengurus PWI Aceh mendirikan Gedung PWI Aceh yang tetap berdiri 
kokoh sampai sekarang. Sjamsul Kahar, sejak tahun 1984 dipilih secara aklamasi 
sebagai Ketua PWI Aceh, hingga tiga periode berturut-turut, dan berakhir pada 
tahun 1999. Sejak dekade 80-an dia bergelimang dengan banyak kegiatan. Dia 
pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Aceh, sebagai bias dari kiprahnya di 
dunia seni sastra dan drama. Tahun 1975 Sjamsul Kahar pernah bermain film 
bersama aktor Benyamin S. Sjamsul Kahar juga menulis berapa naskah drama, 
antara lain “Garpu Patah” yang menjadi Juara III Tingkat Nasional. Selain itu ia 
pernah menjadi Wakil Ketua DPD Golkar Aceh, dan berbagai organisasi sosial 
kemasyarakatan lainnya. Dia juga mengikuti sejumlah pertemuan pers 
internasional di beberapa negara, antara lain pernah mengikuti workshop bidang 


jurnalistik di Columbia University AS selama 1 bulan (1991). Pada tahun 1999, ja 
berkiprah di luar Aceh dalam program menerbitkan sejumlah koran daerah oleh 
Persda Kelompok Kompas-Gramedia. la pernah menjadi Pemimpin Umum 
/Pemimpin Redaksi Metro Bandung, pernah menjadi Pemimpin Umum Harian 
Surya Surabaya, menjadi Pemimpin Umum Tribun Kaltim di Balikpapan, 
menjadi Pemimpin Umum Tribun Batam, dan terakhir menjadi Wakil Pemimpin 
Umum Tribun Pekanbaru. Sjamsul Kahar yang kini menjadi Pemim- pin 
Umum/Penanggung Jawab Serambi In— donesia yang diterbitkan di Banda Aceh, 
Nang- groe Aceh Darussalam, memiliki banyak kisah mencekam, terutama pada 
saat berlangsung konflik bersenjata antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan 
TNI (Tentara Nasional Indone- sia). Rumah tempat tinggalnya di Banda Aceh 
dihantam bom; untuk beberapa lama ia dicari- cari, dan karenanya pernah 
bersembunyi di lum ar Aceh. (Tim EPI/KG/Istimewa) Sjamsuyar Adnan Agam, 12- 
7-1935 - Bandung, 9-2-2006 Wartawan, pendiri Harian Umum Gala (sekarang 
Galamedia), Lahir dari keluarga petani pasangan suami istri H. Aminul- lah dan 
Hj. Fatimah Saeram. Usai perang kemerdekaan Sjam - nama panggilannya, 
merantau ke Kota Me- dan, dan tinggal di sem buah keluarga yang sem masa 
perang meng- ungsi di Bukit Tinggi, tempat Sjam melalui masa remajanya. 
Selama di peran- tauan Sjam sempat mengikuti kursus jurnalistik sambil bekerja 
sebagai koresponden surat- kabar Tangkas dan Tjerdas, dua suratkabar yang 
terbit di Medan. Hidup di kota yang per- 


sjarifuddin 717 nah dijuluki “Kota Dollar" itu Sjam mengalami hidup pahit dan 
getir. Tetapi, katanya, pengalaman itu memberi hikmah luar biasa bagi 
kehidupannya kelak. Jiwa wirausaha perantau yang di kemudian hari menjadi 
pengusaha ini lahir karena dipengaruhi orangtua angkatnya, H. Abdul Moeis, 
seorang pengusaha kayu yang saat itu terbilang cukup besar di Kota Medan. 
Kepercayaan yang diberikan orangtua angkatnya untuk mengelola perusahaan 
itu tampaknya membentuk jiwa dan kepribadian Sjam menjadi seorang 
pengusaha yang gigih dan ulet. Tahun 1955 Sjam sempat menimbang-nimbang 
untuk merantau ke Malaysia dan Singapura. Namun atas ajakan salah seorang 
temannya Sjam akhirnya berangkat ke Kota Bandung, dan menetap hingga akhir 
hayatnya. Tahun pertama masa perantauannya Sjam banyak mengalami 
kesulitan dan hidup dalam keprihatinan. Namun kegigihan dan keuletannya 
mendorong Sjam terus berusaha dan tetap bertahan. Dengan modal 
kepercayaan Sjam memulai usahanya sebagai penjual eceran koran-koran 
(loper) yang beredar di kota Bandung. Kemudian kiprahnya sebagai pedagang 
koran berkembang menjadi sub-agen dan agen. Sejumlah suratkabar dan 
majalah terbitan Jakarta pun diageninya. Koran mingguan Hari Minggu, yang 
saat itu dipimpin oleh Zulharmans, adalah koran Jakarta pertama yang 
peredarannya di Bandung ditangani Sjamsuyar. Namun pengalamannya sebagai 
koresponden sekaligus pedagang, mendorong Sjam untuk beralih peran menjadi 
penerbit suratkabar. Sebelum menerbitkan suratkabar mingguan Gala ia turut 
mengelola majalah Pitaloka bersama Ny. Sumiati Alamsyah dan Mohammad 
Siddik. Kemudian dari tahun 1960 hingga 1967 menjadi wartawan/perwakilan 
mingguan Film, suratkabar Revolusioner, dan suratkabar Api. Sedangkan 
suratkabar yang didirikan dan dipimpinnya sendiri adalah mingguan Publik Opini, 


mingguan Gala, mingguan Gaya dan majalah Kucica. Sebagai wartawan 
Sjamsuyar Adnan pernah mendapat penghargaan dari Departemen Penerangan 
dalam kategori penulisan reportase terbaik, dalam rangka lokakarya pers di 
Bukit Tinggi tahun 1974. Di organisasi PWI Cabang Jawa Barat Sjam beberapa 
kali meinjabat sebagai pengurus. Di SPS Jawa Barat malah aktif sebagai salah 
satu ketua. Sjamsuyar Adnan, yang berkecimpung di dunia jurnalistik selama 35 
tahun ini meninggal dunia di Bandung pada tanggal 9 Februari 2006, bertepatan 
dengan Hari Pers Nasional yang perayaannya dilaksanakan di Bandung. 
Almarhum, yang sempat tiga kali berhaji ini meninggalkan dua istri dan 11 anak 
serta 25 cucu. (Tim EPI/KG. Sumber: Buku Riwayat Gala, dari Tjampaka sampai 
Kerja Sama) Sliy Sjarifuddin Jakarta, 26 Mei 1957 
Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2003-2008 Memimpin Depar-temen Wartawan 
Ekonomi. Pria lulusan Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu-ilmu 
Sosial Univer- sitas Indonesia ini, per~ tama terjun ke dunia jur- nalistik (1985 
hingga 2003) berkarier di surat- kabar harian ekonomi Bisnis Indonesia, hingga 
menduduki jabatan se- bagai pemimpin redaksi. Tahun 2004 hingga sekarang 
Sjarifuddin bekerja di Sinar Harapan, menempati posisi sebagai wakil pemimpin 
redaksi. Selama menjalani karier sebagai war~ tawan, pria yang dikaruniai dua 
putra ini men- dapat kesempatan untuk meliput berbagai peristiwa penting di 
dalam dan di luar negeri. Berbagai peristiwa yang berlangsung di be- lasan 
negara, termasuk Cina, sempat ia liput. (Tim EPI/KG/Istimewa) 


718 socrates - soeara merdeka Socrates Payakumbuh, 20 Mei 1967 Ketua PWI 
Cabang Kepulauan Riau Aat -panggilan akrabnya, juga aktif dalam berbagai 
kegiatan khususnya dalam kedudukannya sebagai Pemimpin Umum/Pemimpin 
Perusahaan Batam Pos dan Direktur RT. Sijori InterbintanaPers. Aat mengawali 
karier di dunia jurnalistik sebagai wartawan di suratkabar harian Riau Pos, tahun 
1996-1997. Setahun berikutnya ia ditugasi menjadi Kepala Perwakilan Riau Pos 
Sumbar selama satu tahun. Tahun 1998 hingga 2000 Aat bertugas suratkabar 
harian Sijori Pos, dan dipercaya sebagai seorang redaktur koordinator liputan. 
Tahun 2000 Aat dialihtugaskan ke Batam Pos. Setelah setahun menjadi redaktur 
pelaksana, Aat dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin 
redaksi. Bahkan sejak tahun 2003 hingga tahun 2005 Aat malah dibebani tugas 
yang lebih berat yakni sebagai Pemimpin Redaksi Posmetro Batam, Posmetro 
Bintan, Posmetro Karimun dan Batam News, secara bersamaan. Sejak tahun 
2005 hingga 2007 tugas Aat semakin berat karena posisinya sebagai Pemimpin 
Umum Posmetro Batam, Pemimpin Umum/Perusahaan Batam Pos, Direktur RT. 
Batam Bintana Pers, Direktur PT. Sijori Interbintana Pers, dan Direktur PT. 
Bintana Intermedia Pers. Meski telah menduduki berbagai posisi strategis di 
tempatnya bekerja, lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Andalas, lulusan Sosiologi (1995) tidak berhenti menimba ilmu. Tahun 1997 ia 
mengikuti Lokakarya Redaktur Jawa Pos News NetWork, Lokakarya Redaktur 
Pelaksana Reinventing Newspaper (1997), Pelatihan Manajemen Keuangan Non 
Manager (2002), dan Pelatihan Finon & Balance Scorecard (2003). Socrates yang 
menikah dengan Yenni Astuti dan dikaruniai dua anak ini (Axel Ariel Muhammad 
dan Alliya Sonya Azarena) memilih rumah untuk melepas kesibukannya di 
Kompleks Taman Bepede Indah, Blok A/8 Batam Centre, Batam. (Tim 


EPI/KG/Istimewa) Soeara Merdeka Suratkabar Harian Memulai perjuangannya di 
Jalan Raya Timoer No. 51 Bandung. Selaras dengan sosialisme yang menjadi 
landasannya, setiap edisinya dihangatkan wacana tentang kaum buruh dan tani. 
Pada edisi perdana, suratkabar lima halaman plus iklan ini menampilkan artikel 
berjudul “Kaoem Boeroeh dan Tani Indonesia Bersatoelah Lenjapkan 
Pendjadjahan”. Selain itu, terpampang pula artikel berjudul “Selagi Tanah 
Djadjahan Masih Ada, Kepentingan Econo- misch Kaoem Boeroeh dan Tani 
International akan Mendapat Gentjetan”. Barangkali judul- judul itu terlalu 
panjang, tetapi maknanya jem las dan tegas, perlawanan atas kapitalisme. 
Pemikiran sosialisme yang mengguar dari suratkabar ini bukan semata-mata 
pemuasan psikologi, melainkan wacana yang vital lan- taran dukungan tokoh- 
tokoh seperti Moh. Hat- ta., Soetan Sjahrir, dan Soekarno. Pengaruh yang paling 
nampak ialah landasan kerakyatan, yang diyakini bisa menjadi sendi dalam 
mema bangun masyarakat. Soeara Merdeka berupaya menyajikan beri- ta- 
berita untuk meluaskan wawasan pembaca. Suratkabar ini, misalnya, pernah 
mengupas sejarah pengibaran Bendera Merah Putih di Australia pada 8 Maret 
1942. Dalam tulisan itu terdapat semacam tafsir yang bermuara pada 
kepentingan Australia atas Timor Timur. Berita 


soeara oemoem - soeara parindra 7 1 9 semacam ini memang tak terungkap. 
Soeara Merdeka sendiri tak berani mengulas lebih jauh. Suratkabar ini terbilang 
“galak" dalam menjaga kemerdekaan. Tanggal 10 Oktober 1945, Soeara 
Merdeka mengupas dan memangkas isu bahwa kemerdekaan Indonesia semata- 
mata atas kebaikan Jepang. la sengaja menyajikan wawancara dengan Amir 
Sjarifuddin yang kala itu menjabat Menteri Pertahanan. Corak yang egaliter dan 
liberal menjadikan Soeara Merdeka bebas mengungkap segala berita, misalnya 
yang terkait dengan peran wanita dalam perjuangan. Berita-berita politik 
tersuguh dengan rutin. Tanggal 5 Oktober 1945, Soeara Merdeka menyiarkan 
maklumat Pemerintah RI No 2-X tentang pembentukan TKR (Tentara Keamanan 
Rakyat). Pada 25 Januari 1946, Soeara Merdeka kembali memberitakan pada 
halaman khusus tentang perubahan TKR menjadi TRI (Tentara Republik 
Indonesia), yang tujuannya ialah menjadikan TRI sebagai satu-satunya organisasi 
militer nasional. TRI dibentuk berdasarkan standar militer international, dan 
diharapkan menjadi organisasi yang semakin sempurna, sehingga dianggap 
perlu membentuk panita penyelenggara. Soeara Merdeka, dengan berita- 
beritanya, memang menarik. Padat, analitis dan kritis, kaya dengan informasi 
primer. Sayangnya, susunan dewan redaksi tak ditampilkan secara transparan, 
sehingga pembaca terpancing untuk bertanya, siapa sebenarnya “pemiliknya”. 
(Tim EPI. Sumber: Reni Nuryanti/Indonesia Buku/Jurnas) Soeara 

Oemoem Suratkabar harian berbahasa Indonesia 
Terbit di Surabaya tahun 1930. Slogannya, “Dagblad Nasional oentoek 
Indonesia." Soeara Oemoem diterbitkan NV Handel Mij & Drukkerij Indonesia, 
dan dipimpin tokoh nasional Dr. R. Soetomo dan pemimpin redaksi A. Darmawan 
Loebis. Alamat redaksi dan administrasi, Jalan Bubutan No. 10, Surabaya. Harga 
langganan per bulan Rp 4,50. Pada edisi 1 November 1937, Soeara Oemoem 
mengangkat berita tentang penyuapan pejabat yang disebut “praktik 
kecurangan". Berita di bawah judul “Coorzetter Perkoem-poelan di Muka Hakim" 


disebutkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp 535.575,-. Selain berita 
tersebut, di halaman perta— ma juga dimuat berita-berita kriminal, berita 
tentang anak hilang dan sebagainya. Surat— kabar tersebut terbit enam 
halaman dan dijual seharga 2 Gulden per eksemplar. (Tim Epi/TS. Sumber: 
Perpusnas) Soeara Parindra Suratkabar Harian Koran 
harian ini merupakan corong Partai In- donesia Raya (Parindra). Terbit pertama 
sem bulan setelah partai tersebut berdiri, menyu- sul berakhirnya kongres 
pamungkas Boedi Oe- tomo (BO) di Surakarta pada 24-26 Desember 1935. 
Soeara Parindra berkewajiban meneri- akkan visi dan misi partainya. Pada edisi 
per- dana, Januari 1936, Nadjamoedin menyatakan, Parindra akan memberi 
tuntunan kepada rak— yat ke arah kemajuan menurut jalan-jalan yang cocok 
dengan kepribadian dan dasar masya- 


720 soebagijo in rakat Indonesia. Soeara Parindra menggaungkan propaganda 
pertamanya pada Januari 1936 dengan mengangkat jargon “Madjalah Partai 
Indonesia Raja”. Sebagai penanggungjawab redaksi adalah Rooslan 
Wongsokoesoemo dari Serikat Madura. Orang-orang yang terhimpun dalam 
keredaksian antara lain Soetomo, Soetedjo, Soedirman, Nadjamoedin, Pamoedji, 
Biles Marde, Mohammad Sofwanhadi, Imam Soepardi, Kotjo Soengkono, 
Soenarko, serta Soekarjo Wirjopranoto. Soeara Parindra terbit sebulan sekali. 
Redaksinya berkantor di Jalan Boeboetan Koelon 1/6 Surabaya, yang juga 
merupakan kantor sekretariat Parindra. Setahun kemudian, tepatnya Maret 
1936, koran ini berpindah kantor ke Ketandan 19 Surabaya. Anggota Parindra 
yang ingin berlangganan cukup membayar f 1.20 per tahun, sedangkan 
masyarakat non anggota harus merogoh kocek sebesar f 2.40. Pembaca yang 
berada di mancanegara dibebani harga per tahun sebanyak 2.75 Gulden. Terbit 
dengan jumlah halaman yang fleksibel —rata-rata duapuluh halaman, Soeara 
Parindra sangat mengandalkan pemasukan dari iklan, selain tentu saja subsidi 
dari para anggota Parindra. Tarif iklan untuk satu halaman fl2.50, setengah 
halaman 7.50, seperempat halaman f 5, dan seperdelapan halaman dikenai 
biaya f 3.50. Selain mengangkat hal-ihwal Parindra, suratkabar ini juga kerap 
memuat kejadian-kejadian aktual yang terjadi di seputaran ranah politik 
pergerakan. Ulasan berita internasional terkini pun tak luput dari pemberitaan, 
misalnya tentang sepak terjang Adolf Hittler, fasisme Benito Mussolini di Italia, 
sosialisme di Rusia, kemajuan yang diraih Jepang, dan lain lain. Selain itu, Soeara 
Parindra juga banyak membahas persoalan di daerah, dengan jasa para 
korespondennya di daerah-daerah cabang Parindra, yang dikemas dalam rubrik 
“Berita Tj abang”. Pada tahun kedua penerbitannya, 1937, keredaksian Soeara 
Parindra diambil-alih oleh Ketua Umum Parindra, Dr. Soetomo. Susunan redaksi 
pun dipangkas dengan menyisakan, Soetomo, Rooslan Wongsokoesoemo, 
Mohammad Sofwanhadi, dan Imam Soepardi. Harga langganan untuk anggota 
Parindra dihapuskan alias gratis. Alamat redaksi beringsut lagi, kali ini pindah ke 
Jalan Ketandan Baroe 20 Surabaya. Pada 30 Mei 1938 Soetomo meninggal dunia. 
Seluruh semesta pergerakan nasionalberduka cita, berkabung atas wafatnya 
salah seorang perintis juang Indonesia itu. Tanpa Soetomo, Parindra dan 
suratkabarnya terus berjalan, mengiringi gerak juang pergerakan nasional. 
Memasuki tahun 1940, dua warsa se- belum keruntuhan Hindia-Belanda di 


Indone- sia, napas Soeara Parindra kembang-kempis. Awak redaksi semakin 
menyusut dan hanya menyisakan Rooslan Wongsokoesoemo dan Soekarjo 
Wirjopranoto. Soeara Parindra akhir- nya gulung tikar Desember 1940. (Tim EPI. 
Sumber: Iswara NR/Indonesia Buku/Jurnas) Soebagijo IN Blitar 5 Juli 1924 Profesi 
jurnalistik sudah menjadi ci- ta-citanya sejak kecil. Bakat menulisnya me- mang 
handal. Saat ke- cil ia sering disuruh ayahnya membeli ko- ran. Lalu, sebelum 
dim berikan kepada ayah- nya koran itu diba- canya terlebih dulu. Dari tingkah 
lakunya itu Soebagijo menge- nal tokoh-tokoh na~ sional maupun internasional. 
Soebagijo mulai menulis ketika berseko- lah di Taman Bocah (Kejawen) di 
Jakarta, dan Taman Poetra di Yogyakarta. Buku pertama ditulisnya saat ia 
berusia 25 tahun yakni “Pengukir Soekarno”, buku tentang biografi ibunda Bung 
Karno. 


B soedarjo tjokrosisworo 721 Duapertiga dari hidup Soebagijo diabdikan bagi 
dunia pers. Pada awal revolusi 1945 ia menjadi Pemimpin Redaksi Api Merdeka, 
ketika usianya baru 22 tahun. Kemudian, tahun 1946, menjadi wartawan 
ANTARA di Yogyakarta, dan pada tahun 1949 menjadi Pemimpin Redaksi 
Panyebar Semangat. Perjalanan ke luar negeri dialami Soebagijo ketika bertugas 
di ANTARA. Pada kesempatan itu ia mengunjungi berbagai lokasi di Amerika 
Serikat (AS), dari Hollywood hingga ke daerah orang kulit hitam. Pulang dari AS 
ia memilih jalan melalui Atlantik, sehingga bisa berkunjung ke Berlin, Wina, Paris, 
Roma, Jenewa hingga Kairo. Selama berkarier di ANTARA Soebagijo pernah 
menjabat sebagai Kepala Perwakilan ANTARA di Yugoslavia (1966-1968). 
Sepulang dari Beograd ia menjabat sebagai Kepala Perpustakaan dan 
Dokumentasi LKBN ANTARA. Pada saat itulah Soebagijo banyak mengumpulkan 
bahan-bahan tentang pers dan menyusunnya ke dalam bentuk tulisan/artikel. 
Setelah pensiun pun dia masih aktif menulis di berbagai surat kabar dan 
majalah, serta menerjemahkan kisah roman atau menulis biografi. Dari 42 buku 
yang ditulisnya di antaranya adalah PWI di Arena Massa (1998), Jagad Wartawan 
Indonesia, dan Lima Windu ANTARA. Soebagijo dikenal sebagai pencatat sejarah 
dan “kamus hidup” Pers Indonesia, walau usianya sudah sepuh, ia terlihat sangat 
berbahagia. Kini ia menempati sebuah rumah di Jalan Danau Tondano, 
Pejompongan, Jakarta. (Tim EPI/KG. Sumber: Buku Wajah Pers Indonesia, 2006) 
SOEDARJO TJOKROSISWORO Solo, 21 April 1901 - Jakarta, 20 Februari 1960 
Dikenal sebagai tokoh pers yang patriotik dan namanya terukir dalam sejarah 
kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Penerbit Suratkabar 
(SPS). Dalam O r usia 20 dia sudah menjadi wartawan suratkabar Dharmo Kondo 
yang diterbitkan oleh NV Javaansche Drukkerij & Boekhandel di Surakarta, dan 
pada tahun 19241928 menjadi redaktur suratkabar tersebut. Kemudian dia 
bergabung dengan majalah bulananberbahasa Jawa Adil Po- lomarto. Baik 
Dharmo Kondo maupun Adil Polo- marto adalah media perjuangan Boedi Oeto- 
mo, organisasi pergerakan utama di zaman Hindia Belanda. Soedarjo adalah juga 
tokoh “Soerjowirawan” Cabang Jawa Tengah, organ- isasi kepemudaan di 
bawah “Parindra”, se- hingga dari organisasi ini Pak Darjo diketahui sebagai 
seorang patriotik. Ketika berusia 31 tahun Pak Darjo menja- di salah seorang 
pemrakarsa utama pemben- tukan sebuah organisasi kewartawanan yang 
berorientasi pada pergerakan perjuangan ke- merdekaan yaitu “Persatoean 


Djoernalis In— donesia (Perdi)”. Kepatriotan Perdi jelas dapat diketahui dari asas 
perjuangan yang berbunyi, “Wartawan mempunyai kewajiban suci term hadap 
tanah air dan bangsa dalam mene- gakkan kedudukan pers Indonesia 1946”. Ini 
menjadi cikal bakal yang mendorong lahirnya organisasi Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI) di Balai Pertemuan “Sono Suko” Surakarm ta yang diketuai oleh 
Sumanang, SH dan Mas Darjo sebagai Panitera (Sekretaris Jenderal— nya. 
Soedarjo Tjokrosisworo yang di kalangan rekan-rekannya dipanggil Mas Darjo 
juga meru— pakan seorang perintis dan dinamisator SPS pada zamannya. 
Namanya terpatri dalam se~ jarah pers Indonesia, dan di dalam brosur Mon 
numen Pers Nasional yang diresmikan pada tahun 1978 di Solo tercatat sebagai 
seorang dari sebelas Perintis Pers Indonesia. Ia juga se— bagai salah seorang 
pencetus ide dirikannya Museum Pers Indonesia, dan di museum ini pula patung 
dadanya berdampingan dengan — 


722 soegeng widjaja patung-patung para Perintis Pers Indonesia lainnya. 
Sebelum tahun 1960-an dalam suratkabar atau majalah sering dijumpai inisial 
S.Tj.S, yang tidak lain merupakan singkatan dari Soedarjo Tjokrosisworo. la 
berhak menyandang gelar kebangsawanan Raden Mas di depan namanya. 
Pendidikan yang pernah ditempuhnya adalah HIS (Holands Inlandse School) 
Kesatrian setingkat dengan sekolah dasar (SD) sekarang. HIS Kesatrian adalah 
SD khusus bagi putra-putri ahli waris Keraton. Meskipun pendidikannya hanya SD 
namun wawasannya sangat luas karena dia adalah seorang otodidak. 
Kegemarannya membaca luar biasa dan kesenangannya membaca ini memang 
tertanam sejak kecil. Pada usia 14 tahun dia sudah pandai membaca dengan 
jelas, sehingga kakeknya, KRMH Tjokronegoro, yang menjadikannya cucu 
kesayangan, setiap sore menugasi Darjo membacakan koran-koran berbahasa 
Jawa seperti Sinar Jawa, Warna Warta, Dharmo Kondo dan lain-lain. Di rumahnya 
terdapat puluhan buku sejarah, politik, olahraga, budaya dan sebagainya. 
Kegemarannya membaca atau menjadi kutu buku itu ditandai pula dengan 
kesukaannya membaca buku atau suratkabar ketika berada di kamar kecil. 
Ditemui di rumahnya, kalau tidak sedang membaca, Pak Darjo tentu sedang 
mengetik. Pada larut malam ketika keluarganya sudah tertidur pulas, maka Pak 
Darjo yang tidak memiliki anak kandung ini terdengar sedang mengetik. Mesin 
ketik baginya adalah harta yang berharga, ibarat isteri keduanya. Bagi seorang 
wartawan mesin ketik memang ibarat senjata bagi seorang tentara. Ke mana 
pun pergi ia selalu membawa mesin ketik itu. Pak Darjo, yang pernah menjadi 
pegawai pos ini dan redaktur di koran Dharmo Kondo ini juga menulis di 
suratkabar atau majalah lain di antaranya Penggugat (pimpinan Dr. Tjipto 
Mangunsarkoro), Medan Muslimin dan Islam Bergerak (pimpinan H. Misbach), 
Joyoboyo (Kediri), Panjebar Semangat (Surabaya, pimpinan Imam Supardi), 
Mekar Sari dan Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta, pimpinan Wonohito), Oetoesan 
Hindia (Surabaya, pimpinan HOS Tjokroaminoto). Khusus di Harian Matahari Pak 
Darjo dipercaya sebagai redaktur untuk mengasuh rubrik “pojok” dengan nama 
sandi Harold Loyd karena ia berkacamata seperti bintang film lawak itu. Pak 
Darjo juga menjadi Paniteratama SPS di Jakarta sampai akhir hayatnya pada 
hariAhad Wage tanggal 20 Februari 1960 atau bu~ lan Ramadhan 1891 H, 
setelah sakit beberapa hari. Beliau meninggal dalam menjalankan tu- gas. 


Jenazahnya dibawa ke tanah kelahiran nya Solo (Surakarta) dan dimakamkan 
di Ma— kam Astana Kartasura. (Tim/Wid. Sumber: Buku RMSoedarjo 
Tjokrosisworo, Perintis Pers Indonesia, Wartawan Tiga Zaman, KRMH Parikesit 
Kusumo, Surakarta, 2002). Soegeng Widjaja Ketua PWI Periode 1988-1993 M 
muncul dari ka- langan ABRI. Bahkan ayah 9 anak yang menjadi anggota DPR 
sejak 1982 itu, lem bih dari setengah per~ jalanan hidupnya tak lepas dari 
lingkungan ketentaraan dengan pangkat terakhir bri- gadir jenderal. Soegeng 
sempat menjadi Komandan Pa~ sukan Kodam Brawi— jaya, Malang, (1945- 
1949), dengan pangkat let- nan dua sampai naik menjadi kapten. Kemu- dian 
dipromosikan menjadi Kepala Staf Korem di Nusa Tenggara hingga tahun 1962. 
Posisi sipil yang dijabatnya adalah sebagai Ketua DPRD NTB, hingga tahun 1967. 
Karier alumnus Perguruan Tinggi Hukum dan Ilmu Politik ini terus meroket. 
Terakhir, 1980/1982, Soegeng menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Mental 
ABRI. Baru setelah 


soeharmono tjitrtosoewarno 723 pensiun, sambil bertindak sebagai juru bicara 
Fraksi ABRI, pada 1986 ia dipercaya memimpin koran Berita Yudha (sebagai 
pemimpin redaksi). Kendati baru tiga tahun menggeluti dunia pers, banyak 
orang yang tidak meragukan kemampuan Soegeng. Walaupun muncul dari ABRI, 
kematangannya di dunia pers tak perlu diragukan lagi. (Tim Epi/KG. Sumber: 
Tempo 3/12/1988) Soeharmono Tjitrosoewarno (Bojonegoro, 23-7-933 - 
Bandung, 21-7-2008), adalah salah seorang pendiri dan perintis RT. Pikiran 
Rakyat Bandung. Lahir sebagai anak kelima dari tujuh bersaudara dari pasangan 
suami-istri Soewito dan Soedarmini. Meskipun menyukai tulis menulis sejak 
masih duduk di sekolah menengah pertama Soeharmono sama sekali tidak 
bercita-cita menjadi wartawan. Thpi karena kegemarannya itulah Soeharmono 
kemudian menjadi wartawan dan malah menjadi pendiri dan perintis terbitnya 
suratkabar terbesar di Jawa Barat, Suratkabar Umum Pikiran Rakyat. Kegemaran 
menulis pada diri Soeharmono tumbuh ketika gurunya di sekolah menengah 
pertama (SMP) menugaskan Soeharmono dan teman-teman sekelasnya untuk 
menyusun karangan, baik berupa surat ataupun sejenis laporan kegiatan. Di 
sekolah guru atas (SGA) Soeharmono mulai belajar membuat ringkasan dan 
meresensi sebuah novel. Ketika bersekolah di SGA Soeharmono bekerja paruh 
waktu di Penerbitan Umar Mansoor, yang menerbitkan majalah mingguan 
Gembira dan majalah bulanan Puspa Ragam. Di sini keinginan Soeharmono 
untuk terus belajar mengarang semakin kuat. Namun karena tidak sesuai 
dengan jadwal sekolahnya, Soeharmono berhenti dari penerbitan tersebut. 
Setelah tidak bekerja lagi di Penerbitan Umar Mansoor, Soeharmono malah rajin 
mengirimkan tulisan-tulisannya ke sejumlah suratkabar dan majalah. Tulisan 
pertama yang ia kirim ke Penjebar Semangat ternyata dimuat. Meskipun tidak 
mendapat honor Soeharmono tetap merasa gembira karena ia beranggapan 
bahwa dengan dimuatnya tulisan tersebut ia sudah pantas menjadi penulis. 
Honor pertama dari menulis justru Soeharmono peroleh dari koran Minggu Pagi 
setelah tulisannya tentang kemerdekaan dimuat di majalah tersebut. Setelah itu 
tulisan-tulisan Soeharmono menyebar di berbagai dan suratkabar seperti Puspa 
Wanita, Puspa Ragam, Aneka, dan sebagainya. Di Puspa Wanita Soeharmono 
menulis dan menerjemahkan cerita pendek karya pengarang terkenal. 


Sedangkan untuk Aneka Soeharmono khusus menulis tentang resensi 
pertunjukan drama yang diselenggarakan di Bandung. Pengalaman inilah yang di 
kemudian hari menggiring Soeharmono untuk turut men-dirikan Studi Teater 
Bandung (STB), salah satu perkumpulan teater tertua di Indonesia. Me- 
nariknya, meskipun turut mendirikan STB Soe- harmono tidak pernah sekalipun 
turut bermain untuk perkumpulan tersebut. Soeharmono masuk ke lingkungan 
Pikir- an Rakyat melalui Lembaran Minggu, lampir- an Pikiran Rakyat yang 
disajikan sekali se- minggu dalam format tabloid, sebagai kores- ponden. 
Ketika itu, meskipun bukan karyawan Lembaran Minggu, apalagi Pikiran Rakyat, 
Soe- harmono sering bertandang ke kantor redaksi dan ikut “ngantor” (baca: 
numpang ngetik) di sana. Memang, setelah tulisannya sering dimu- at dan 
berkenalan dengan para pimpinan dan wartawan Lembaran Minggu maupun 
Pikiran Rakyat, Soeharmono sering dimintai bantuan untuk mengerjakan apa 
saja, termasuk me- ngoreksi. Bahkan atas inisiatifnya sendiri, 


724 soeharmono tjitrosoewarno bukan sekali dua kali Soeharmono mengganti 
peranan Atang Ruswita dan Yoenoes Winoto -keduanya pengasuh Lembaran 
Minggu, manakala berhalangan hadir. Inisiatifnya inilah yang mendorong 
pimpinan Pikiran Rakyat saat itu, Sakti Alamsyah, untuk merekrut Soeharmono 
menjadi wartawan. Di Pikiran Rakyat Soeharmono bertugas sebagai wartawan 
kota dengan tugas meliput berbagai kegiatan, dari ekonomi hingga hukum, dari 
pemerintah kota hingga provinsi, sebelum dipromosikan menjadi asisten 
redaktur olahraga. Sepanjang kariernya di Pikiran Rakyat Soeharmono pernah 
memegang jabatan editor di semua bidang. Bahkan Soeharmono sempat 
menjadi pemimpin redaksi setelah sebelumnya dipercaya menjadi redaktur 
pelaksana (managing editor). Dalam organisasi kewartawanan Soeharmono 
sempat masuk bursa pemilihan calon ketua PWI Jawa Barat. Namun atas saran 
Sakti Alamsyah, Soeharmono mundur dari pencalonan. Kebetulan, begitu 
akunya, Soeharmono tidak berambisi menjadi ketua di organisasi tersebut. 
Meskipun demikian Soeharmono tetap berkecimpung di organisasi 
kewartawanan olah raga sebagai Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Jawa 
Barat, merangkap sebagai Wakil Ketua SIWO Pusat, yang terpilih bersamaan 
dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional VI -1969. Sebagai wartawan 
olahraga Soeharmono banyak meliput peristiwa-peristiwa olahraga di tingkat 
nasional maupun internasional, dari Pekan Olahraga Daerah (Porda), Pekan 
Olahraga Nasional (PON), Pekan Olahraga Mahasiswa (POM), Sea Games, Asian 
Games, hingga Olympiade. Bahkan, atas undangan Pemerintah Jerman Barat, 
Soeharmono hadir pada Kejuaraan Dunia Sepak Bola 1974 di Jerman Barat. 
Sebagai wartawan yang lama berkecimpung di bidang jurnalistik olahraga, 
Soeharmono seakan-akan harus terlibat di dalam organisasi induk olahraga 
maupun cabang-cabangnya, sekurang-kurangnya dalam urusan penerangan 
atau kehumasan, antara lain PRSI, PBSI, PSSI, Persib, Pelti, KONI, hingga 
organisasi klub-klub seperti BSA (sepakbola) dan Aguarius (renang). Selain 
berkecimpung di dalam organisasiorganisasi keolahragaan Soeharmono juga 
pernah duduk sebagai anggota maupun pengurus organisasi kewartawanan/pers 
tingkat pusat seperti di Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) dan Serikat Grafika 
Pers (SGP). Kedudukannya sebagai Wakil Ketua SIWO Pusat membawa 


Soeharmono melanglang buana ke berbagai tempat di dunia, untuk meng-hadiri 
kongres tahunan Persatuan Wartawan Olahraga Internasional (AIPS), antara lain 
Flo— rence (1972), Malaga (1974), Milano (1977), Moskow (1979), Paris (1984), 
Barcelona (1985), Seoul (1987), dan Istanbul (1989). Sedangkan untuk 
organisasi wartawan olahraga tingkat Asia, Soeharmono hadir pada kongres 
yang diselenggarakan di Seoul, Beijing, dan Hong- kong. Pada tahun 1974 
Soeharmono dianugrahi penghargaan berupa medali emas oleh AIPS, dan 
penghargaan berupa plakat dari PWI Pusat. Menurut pengakuan Soeharmono, 
tidak jelas, dalam kaitan apa ia memperoleh peng- hargaan tersebut, karena 
pada plakat tersebut tidak tertera keterangan apapun. Pada tahun 1983 tugas 
Soeharmono di Bagian Redaksi HU Pikiran Rakyat berakhir, untuk selanjutnya 
dipercaya untuk mengurusi percetakan dan bidang umum. Meskipun de- mikian 
hasrat Soeharmono untuk menulis tidak pernah surut. Boleh jadi, dari sekian 
banyak sesepuh Pikiran Rakyat yang tidak lagi bertu- gas di Bagian Redaksi, 
hanya Soeharmono yang masih produktif membuat tulisan. Sete- lah mengabdi 
hampir 50 tahun Soeharmono menduduki posisi sebagai salah seorang komisaris 
di RT. Pikiran Rakyat Bandung. Soeharmono Tjitrosoewarno menikahi Su- laeha, 
seorang gadis Sunda, pada 1 Maret 19- 59. Guru sekolah dasar ini di kemudian 
hari memberi empat anak. Hal menarik dari kepu- tusannya memilih gadis 
Sunda sebagai calon pasangan hidupnya Soeharmono berusaha ke- 


soemadi martono wonohito - soemantoro martodiwirjo ras belajar Bahasa 
Sunda. Hasilnya, Bahasa Sunda Soeharmono lebih “nyunda” dari orang Sunda 
sendiri. Soeharmono meninggal dunia dua hari sebelum ulang tahunnya yang ke- 
75 tahun, setelah dirawat di Rumah Sakit Borromeus. Pada peringatan ulang 
tahunnya yang ke70 Soeharmono menerbitkan sebuah buku berjudul “Hidup 
Mewah Itu Mudah”, sebuah buku yang mengungkap perjalanan hidup dan sikap 
hidupnya selama berkiprah di dunia kewartawanan maupun dalam hidup 
berkeluarga. (Tim EPI/KG. Sumber: Otobiografi Soeharmono Tjitrosoewarno, 
Hidup Mewah Itu Mudah) Soemadi Martono Wonohito Jakarta, 14 September 
1936 Salah seorang pemilik Suratkabar Harian Kedaulatan Rakyat ini terakhir 
menjabat sebagai Direktur Utama PT. Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat, 
Pemimpin Umum Suratkabar Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, serta 
memimpin suratkabar harian Koran Merapi dan mingguan Minggu Pagi, dua 
koran yang tergabung dalam Grup Kedaulatan Rakyat. Sebenarnya, kariernya di 
dunia pers berawal ketika Soemadi mendapat amanah dari orangtuanya, M. 
Wonohito. Awalnya ia tidak tertarik, karena lebih suka menjadi “bakul gula" atau 
penjual gula di Pasar Beringharjo. Soemadi memang seorang pedagang sukses 
gula pasir dan terigu. Tetapi karena amanah itulah, Soemadi gigih belajar 
mengelola koran, dan bertekad memajukan suratkabar yang didirikan dan 
dirintis orangtuanya 27 September 1945. Tentu saja, apa yang dilakukannya 
tidak selalu berjalan mulus dan mudah mengingat maraknya persaingan media, 
khususnya dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun dari gagasannyalah 
lahir istilah pers yang “migunani tumraping liyan” atau pers yang berguna bagi 
siapapun, termasuk rakyat dan bangsa ini. Resepnya adalah membangun 
kepercayaan publik. Koran Merapi dan Minggu Pagi yang dipimpinnya pun 
mampu eksis dan bersaing dalam era persaingan media massa yang kian ketat. 


Soemadi, yang lebih suka dipanggil “bakul koran”, ketimbang “pak dirut”, juga 
menyempatkan diri untuk menjadi pengurus di berbagai organisasi di Jateng dan 
DIY. (Tim EPI/KG/Istimewa) Soemantoro Martodiwirjo H Yogyakarta 17-9-1919 - 
Jakarta 24-10-1971 Pernah tercatat sebagai mahasiswa tingkat sarjana muda 
Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Jurusan Publisistik Univer- sitas 
Indonesia, Jakarta, Soemantoro giat di dunia jurnalistik sejak sebelum Perang 
Dunia II, pada saat masih mengenyam pendidikan. Pa- da tahun 1940 
Soemantoro menjadi wartawan suratkabar berbahasa Jawa, Sedyotomo, yang 
beredar Yogyakarta. Pada zaman pendudukan Jepang Soeman- toro juga aktif 
sebagai wartawan suratkabar Sinar Matahari Yogyakarta. la dikenal lincah, 
penuh keberanian, dan berpendirian keras. Pa- da tahun 1949 hingga 1950 ia 
menjadi pemimpin redaksi suratkabar Massa di Surabaya, dan tahun 1952-1954 
menjadi redaktur Rakyat Ber- djuang di Makassar. Pada tahun 1950 hingga 
1954 Soemantoro menjadi wartawan Kantor Berita Nasional AN— TARA di 
Jakarta. Sedangkan tahun 1954 hing- gai 964 dan 1966 hingga 1967 menjadi 
Pemim- pin Umum/Pemimpin Redaksi Berita Indonesia di Jakarta. " bmii 


726 soenda berita - Bt-j Selain sepak terjangnya di atas, selama tahun 1945 
hingga tahun 1949 Soemantoro juga pernah menjadi Pemimpin Redaksi 
Suratkabar Harian Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta. Soemantoro ikut membuka 
kunci segel pintu kantor Sinar Matahari, dan sepakat menerbitkan koran baru 
bersama Bramono dan Samawi. Pada tanggal 26 September 1945 sore mereka 
menemui Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo (waktu itu Ketua KNI DIY) untuk 
meminta Kedaulatan Rakyat (KR) diterbitkan pada tanggal 27 September. 
Soemantoro juga termasuk anggota pleno KNI (Komite Nasional Indonesia) DIY 
tahun 1945. Kesibukan politik menyebabkan Soemantoro mundur sebagai 
Pemimpin Redaksi KR. Pada tahun 1966-1971 menjadi Pemimpin Umum Kantor 
Berita Nasional Indonesia (KNI) Pusat di Jakarta. Tahun 19671971 sebagai 
Pendiri/Ketua II Yayasan Pembina Pers Indonesia (YPPI) Jakarta. Pada tahun 1964 
Soemantoro terpilih menjadi Ketua BPS (Badan Pendukung Sukamoisme), yang 
membawahi koran-koran penentang PKt dan ormas-ormasnya, di bidang pers. 
Namun organisasi ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 
Desember 1964. Pada tahun 1962 hingga 1964 Soemantoro menjadi Sekretaris 
Jenderal SPS (Serikat Penerbit Suratkabar). Pada tahun 1946 di Surakarta, 
Soemantoro bersama-sama Mr. Sumanang dan B.M. Diah turut mendirikan 
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pada tahun 1981 Soemantoro mendapat 
penghargaan Satya Penegak Pers dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan 
dianugerahi gelar Pahlawan Nasional serta Tanda Kehormatan Bintang 
Mahaputera Utama pada tanggal 9 November 1955. la menikah dengan putri 
Prof. Iwa Kusumasumantri, SH, dan dikarunia 5 orang anak, la wafat di Jakarta 
tanggal 24 Oktober 1971, pada usia 51 tahun. (Tim EPI/KG. Sumber: Buku Wajah 
Pers Indonesia, 2006) Soenda Berita Suratkabar Mingguan Koran mingguan ini 
berkantor di sebuah desa di Cianjur, Jawa Barat, Soenda Berita tak diniatkan 
sebagai pers yang menekankan kelu-asan edar dan jangkauan pengaruh yang 
sig- nifikan bagi pergerakan nasional masa itu. Na- manya pun lebih bernuansa 
kedaerahan de- ngan daya cakup sempit. Terbit pertama kali pada 7 Februari 
1903. Pendirinya adalah Raden Mas Tirto Adhi Soer- jo. Pada tahun-tahun itu 


Tirto masih mengga- pai-gapai ketetapan hati untuk terjun total di dunia tulis- 
menulis atau pergerakan. Boleh di— bilang, Soenda Berita adalah embrio yang 
men~ jadi pertaruhan dan sekaligus petunjuk perta- ma ke mana arah ayun 
kecendekiaan Tirto dalam menyuluh bangsanya secara nasional. Kecenderungan 
itu ditunjukkan oleh tata- letak halaman depan (frontpage) koran ming- guan 
ini yang nyaris sama dengan Medan Pri~ jaji atau Soeloeh Keadilan yang terbit 
empat tahun kemudian, baik ukuran, ikonografi, mau- pun jenis huruf. Di 
Soenda Berita inilah Tirto Adhi Soerjo bermain sendiri dan menulis lebih banyak 
hal tentang apa saja. la bertindak sebagai hoofd redacteur dan sekaligus 
administratie. Karena itu di halaman muka selalu tertulis begini: “Soe- rat- 
soerat dan wang boeat ini koran soepaja dikirim pada Raden Mas Tirto Adhi 
Soerjo”. Penerbitan awal koran ini didanai dari hasil penjualan barang-barangnya 
sendiri yang ada di Batavia dan sebagian dari bantuan Bupati Cianjur, sebagi 
buah dari lobinya yang inten- sif. Maka jadilah koran mingguan ini dengan tebal 
halaman 16. Halaman 1 hingga 13 berisi macam-macam tulisan, sementara 3 
halaman terakhir berisi advertensi atau iklan. Ada contoh beriklan yang unik di 
Soenda Berita yang apa sekarang ini kita kenal dengan running text, yakni berita 
baris yang muncul di layar bawah televisi. Soenda Berita sudah menggarap 
teknik itu, yakni untuk iklan koran Bintang Hindia yang saat itu sedang naik pa~ 
mor. Baris iklan itu ada di setiap halaman 
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Ka» 4^ a r MW bagian bawah (footnote) dengan teks ditulis tebal 
(bold), dan berbeda-beda materi running text-nya. Misalnya, ‘Bin tang Hindia 
berkehendak mendjadi sahabatnja semoea rumah tangga’, “BintangHindia itu 
mengasehi soedaranja jang toea, jang perlahan-lahan soedah mati kerena lapar, 
sebab iboe jang sekarat. Bintang Hindia bersinarlah di tanah Insulinde’, ‘Bintang 
Hindia soedaranja jang adik dari Bandera Wollanda. Bintang Hindia djadilah 
besar sebab bapa-bapanya Doknkener Brosson, Tehupeiory dan Abdul Rivai 
memeliharakan dia”, dan sebagainya. Hampir enam bulan iklan ini terus ada di 
halaman Soenda Berita. Mungkin ilmu yang diajarkan Tirto itu adalah ilmu 
ngglethek yang berasal dari praktek. Dengan kehangatan pribadi, didekatinya 
para pembaca elite untuk mau berlangganan Soenda Berita. Nama-nama 
pembesar itu disebutkannya di suratkabar ini untuk memantik para kawula ikut 
membeli. Nama-nama yang dituliskan Tirto adalah Sri Susuhunan Solo, Sri Sultan 
Jogja, Sultan Pontianak, Sultan Deli, Sultan Kutai, dan Sultan Siak, Kanjeng 
Adipati Sosrodiningrat, Mangkubumi Solo. Atau seperti dituliskan Pramoedya 
Ananta Toer, ‘berpuluh bupati di Jawa dan Madura, berpuluh, ya.. beratus patih, 
jaksa-kepala, jaksa dan adjunctnya, wedana dan asisten wedana, para hartawan 
Cina, tuan-tuan yang ternama.... ' Tak jelas sampai kapan Soenda Berita 
bertahan terbit karena tak ditemukan data tentang itu. Namun seputar 
kehadirannya pada tahun-tahun awal abad ke-20 memberi penyegaran baru 
bagaimana masalah kehidupan manusia dijadikan bahan tulisan dan 
mencerahkan nalar. Juga pada masa itu, Soenda Berita sudah menghadirkan 
artikel-artikel tentang dunia keluarga, seperti masak-memasak, sulam- 
menyulam, bordir, jahir-menjahit, urusan rumah-tangga, dan lain-lain. Bisa jadi 


Soenda Berita adalah indeks pertama yang menampung semua minat Tirto Adhi 
Soerjo yang memang kaya. Kelak di kemudian hari, secara spesifik tema-tema 
itu dipecah-pecah hingga menempati ruangnya masing-masing di koran-koran 
seperti Medan Prijaji, Soeloeh Keadilan, dan Poetri Hindia yang melejitkan 
namanya sebagai salah satu aktor pergerakan penting. (Tim EPI/KG. Sumber: 
Muhidin M. Dahlan) Soerastri Karma Trimurti Wanita tokoh 
perjuangan Boyolali,11 Mei 1912. Terlahir dari pasangan Salim Banjaransari 
Mangunsuromo dan Suparinten binti Mangunbisomo, nama “Karma” dan 
“Trimurti" yang dikenal kemudian, digunakan sebagai samaran secara 
bergantian untuk menghindar dari delik pers masa pemerintahan kolonial 
Belanda. Tercatat dalam sejarah, SK Trimurti dikenal selain sebagai wartawan, 
juga ia merupakan wanita pertama menjadi menteri Per-buruhan dalam Kabinet 
Amir Syarifuddin, mu~ lai dari 3 Juli 1947 sampai 23 Januari 1948. Pen~ siun jadi 
menteri, Soerastri, yang telah meng- ubah nama menjadi SK Trimurti lalu 
diangkat sebagai anggota Dewan Nasional RI. Ia juga melanjutkan kuliahnya di 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan tamat 1960. Putri Solo lincah ini 
mengawali pendidikan- nya dari Sekolah Ongko Loro (Tweede Inland- sche 
School), kemudian berlanjut Normaal- scholl (Sekolah Guru). Tak lama setelah 
lulus, ia menjadi guru di sekolah Gubememen yakni Sekolah Dasar khusus Putri 
yang berada di 


728 soerastri karma trimurti Banyumas dan Surakarta. Tak lama menjalani 
profesi itu, didorong oleh semangat juangnya, Soerastri kemudian mengikuti 
kursus kader Partindo di Bandung. Sejak awal, ia memang tertarik dengan 
luapan-luapan politik Soekarno lewat pidato yang sering didengarnya lewat 
radio. Laki-laki yang kemudian menjadi presiden pertama RI, rupanya telah 
menggoreskan kisah tersendiri yang mengubah haluan hidup Soerastri. Dari 
dialog singkat dalam satu kesempatan, Soekarno menyuruh Soerastri untuk 
menulis dengan iming-iming akan diterbitkan di harian Fikiran Rakjat yang saat 
itu sudah menjadi tameng perjuangan Partindo pasca-pembubaran PNI (Partai 
Nasional Indonesia) tahun 1931. “Tri, tulislah karangan, nanti kami muat dalam 
majalah Fikiran Rakjat,” bujuk Bung Karno waktu itu. Dari bujukan yang 
meyakinkan inilah, perempuan penggemar yoga ini akhirnya tunduk pada takdir 
yang kemudian melahirkannya menjadi Sang Mestro Jurnalis Perempuan. 
Soerastri memang bukan Rochana Kudus yang dijuluki perempuan wartawan 
pertama Indonesia. Namun demikian, perjuangannya yang melewati tiga zaman 
tidak akan membatalkan sejarah untuk menuliskannya sebagai perempuan 
pahlawan pers. Bersama Sanusi Pane di Bandung, Soerastri mendirikan 
Perguruan Rakjat Pasirkaliki dan bersama-sama menjadi tenaga pengajarnya. 
Perguruan ini cukup berkembang, tapi karena sikap Soerastri yang radikal, 
menjadi biang konflik dengan pemerintah. Akibatnya, Soerastri mendapat hadian 
Onderwijs Verbod, alias larangan mengajar. Larangan ini tak membuat putrid 
Solo ini gentar. la bahkan lebih radikal dengan berani berpidato politik di 
hadapan rapat umum Partindo. Belanda makin dibuat gerah. Menanggapi 
aktivitas Soerastri, Belanda hanya memberikan tegoran dengan mengatakan: 
“Nona masih muda, lebih baik meneruskan sekolah saja, jangan suka dihasut 
Soekarno.” Soerastri tak peduli dengan sikap pemerintah Belanda. Bahkan, ia 


bersikap sebaliknya. Soerastri menjadi semakin terlatih dengan beragam strategi 
berjuang. Tulisan-tulisannya semakin tajam dan menjadi lebih bergembira lagi 
karena Fikiran Rakjat benar-benar berani memuat tulisannya. Sebuah awal yang 
baik, meski kemudian Fikiran Rakjat lenyap bersama angin topan yang 
meniupkan Soekarno dan tokoh-tokoh lain ke Ende atau Boven Digul. Tanpa pikir 
panjang, ia kembali ke Klaten, ke rumah orangtuanya. Di sana Soerastri terus 
bergiat dengan tulisan. la mencoba terus berkomunikasi dengan tangan dan 
pikiran. Tulisannya kemudian dimuat di surat kabar Berjoang, Surabaya. Di 
tengah luapan semangat yang bergelora, ia menerbitkan surat kambar yang 
diberi nama Bedoeg, koran berbahasa Jawa pe- nyambung lidah manusia So- 
lo. Awalnya surat kabar ini banyak peminat, tapi kendala bahasa (pemakaian 
bahasa Jawa, membuat Bedoeg tidak dapat hidup bertahan lama alias berhenti 
terbit. Sebagai gantinya, Soerastri kemudian menerbitkan Trompet sebagai alat 
untuk me~ nyuarakan gelora semangat juangnya. Melalui corong baru ini, 
Soerastri mulai bergiat me- nyerukan ide-ide perjuangan. Pikiran dan tena- 
ganya tercurah habis untuk Trompet, hingga ia meniatkan diri untuk tidak kawin. 
la takut kalau kawin akan mengurangi waktunya un~ tuk berjuang. Dari Klaten, 
dengan tekad bulat, ia meng- gadaikan kain kemudian pergi ke Yogyakarta. 


soerastri karma trimurti 729 Di kota gudeg inilah, ia kembali bergulat dalam 
lapangan jurnalistik. Dari tangannya, terbit majalah yang diberi nama Marhaeni 
dengan semboyan “Masyarakat Adil Makmur, dengan Melalui Indonesia Merdeka. 
" Nama Marhaeni sengaja diberikan agar semangat dan ruh Soekarno tetap 
menyatu dalam gerak dan perjuangannya. Soerastri menganggap Soekarno 
adalah guru yang memberinya energi, asupan gizi ideologi yang sulit 
tergantikan. Makin tajam goresan penanya, Soerastri bahkan berani 
menyebarkan pamplet yang berisi kritikan dan kecaman pada pemerintah. Tak 
ayal, tubuh mungil ini diangkut paksa dan dimasukkan dalam penjara selama 9 
bulan. Selepas dari penjara, ia kemudian bergerak kembali ke ruang redaksi. 
Dengan dana yang diperoleh dari majalah Soeloeh Kita sebagai hadiah lomba 
Cerita Sandiwara, ia kembali membuat gebrakan dengan menerbitkan surat 
kabar bernama Penyebar Semangat. Dari surat kabar ini, Soerastri bergerak ke 
berbagai surat kabar dan hinggaplah ia di Sinar Selatan, surat kabar bikinan 
orang Jepang. Dari Sinar Selatan inilah, gadis yang kala itu menginjak usia 24 
tahun bertemu jodohnya. la adalah seorang wartawan bernama lengkap 
Muhammad Ibnu Sajuti yang kemudian dipanggil akrab Sayuti Melik. Kisah cinta 
mereka cukup berliku. Berawal dari tulisan yang masuk ke dapur redaksi 
Soerastri. Tulisan itu berjudul “Pertikaian Japan-Tiongkok” yang isinya 
mengecam Belanda dan Jepang yang sama-sama imperialis. Akibat tulisan itulah, 
pemerintah marah besar dan kantor redaksi didatangi. Soerastri sebagai 
pemimpin redaksi, harus menangung resiko. la kembali masuk bui, sementara 
Sayuti Melik yang sudah dikenalnya harus diasingkan ke Boven Digul. Setelah 
sama-sama bebas dari tahanan, pada 19 Juli 1938, keduanya kemudian 
menikah. Jadilah mereka pasangan suami-istri yang saling bahu membahu dalam 
dunia perjuangan. Mereka tetap bergelut dengan tinta dan kertas. Soerastri 
mengakui tak dapat jauh dari kedua benda itu. Hanya dengan itulah ia bias 
mengabdikan jiwa raganya, berjuang bersama rakyat menuntut kemerdekaan. 


Selama hidup bersama Sayuti Melik, Soerastri merasakan aral melintang yang 
membentang. Berkali-kali ia masuk bui. Terakhir, saat mengemudikan Pesat dan 
Sinar Baroe bersama suami, ia kembali ditangkap. Lebih memilukan, ia 
melahirkan anak pertamanya, Mohammad K. Budiman, di lorong penjara 
Jurnatan Semarang. Di penjara ini pula, Soerastri merasakan perlakuan yang 
sangat tidakmanusiawi dari Belanda. la hampir tak bisa menelan nasi karena 
giginya goyah akibat pukulan polisi. Selama empat tahun (1939-1943), Soeras- 
tri seolah menghitung detik-detik kematian. Kehidupannya pun makin tak 
menentu. Berun- tunglah, atas bantuan Soekarno yang berga- bung dalam 
PUTERA, ia berhasil dibebaskan. Bersama Soekarno dan kawan-kawan, ia kem- 
bali menghirup udara kebebasan, pun mulai mereguk kisah bersama Sayutu 
Melik dan dua orang anak laki-laki, Moesafir Karma Boediman (MK Boediman) 
dan Heru Baskoro. SK Trimurti adalah manusia dengan seju- ta kenangan. Tapi 
dia adalah manusia biasa, bukan dewa yang tanpa kesalahan dan kenan- gan 
pahit. Terbukti, cintanya dengan Sayuti Melik kandas di tahun 1969 karena 
menolak dipoligami. Kata poligami ini sepertinya mele- kat erat dalam frame 
otak Soerastri. la masih ingat dengan orang yang dikagu- minya, Inggit 
Garnasih, istri kedua Soekarno gagal cinta juga karena poligami. Agaknya Soe- 
rastri benar-benar mengutuk poligami. Kare- nanya ia sangat marah kalau ada 
yang me- manggilnya Sulastri karena salah sebut atau hal lain. Soebagijo I.N. 
dalam penuturannya mengatakan, “SOERASTRI, bukan Sulastri. Dia tidak suka 
hamanya diganti dengan Sulastri, karena nama tadi adalah istri Janaka yang ke- 
sekian dan ia tidak suka dimadu. " Tanpa Sayuti, Soerastri terus menjalani hari- 
harinya. Kegemarannya menulis tak usang dimakan waktu meski tubuh makin 
ringkih. Tahun 1980 ia mendirikan majalah bernama Mawas Diri. Majalah ini 
memuat soal-soal 


730 soetomo - soetopo wonobojo keagamaan, aliran kepercayaan, soal-soal 
etika, moral dan sebagainya. Tidak jarang majalah ini disebut-sebut sebagai 
majalah mistik. Sampai di akhir detik-detik hayatnya, SK Trimurti masih tetap 
bersemangat dan selalu berucap, “Saya tidak pirnya cita-cita untuk diri saya 
sendiri, misalnya ingin kaya. Biasa saja. Cita-cita saya untuk Indonesia, adalah 
agar Indonesia menjadi negeri makmur." Setelah menderita sakit dan dirawat 
cukup lama di sebuah rumah sakit, SK Trimurti wafat pada 21 Mei 2008, 
bertepatan dengan peringatan 10 tahun lengsernya Soeharto, presiden kedua 
Republik Indonesia yang pernah berkuasa lebih dari 30 tahun. (SSWJ/TAB/ES). 
Soetomo Pahlawan Nasional Kebangkitan pers di Surabaya terjadi 
tahun 1931, pada saat beredarnya Soeara Oemoem, yang diterbitkan oleh Taher 
Tjindarboemi. Oplahnya rata-rata 3.000 eksemplar, dan isinya sangat tajam 
menyoroti soal pemerintahan Hinda Belanda. Hal itu pula yang membangkitkan 
semangat rakyat Surabaya saat itu. Dr. Soetomo adalah salah satu tokoh pers 
dan pejuang. Untuk mengelabui pemerintah kolonial Belanda, tokoh ini pernah 
menerbitkan suratkabar berbahasa Jawa yang dinamai Panjebar Semangat. Surat 
kabar ini terbit dalam bentuk lembaran sebanyak 4 halaman dan nomor 
perdananya diluncurkan tanggal 2 September 1933. Panjebar Semangat menjadi 
bacaan wajib bagi anggota perkumpulan Boedi Oetomo (BO) dan Persatuan 
Bangsa Asia (PBA). Kedua perkumpulan ini dipimpin oleh Dr. Soetomo yang 


sama-sama berada pada satu kompleks, Gedung Nasional Indonesia (GNI). Motto 
dari Panyebar Semangat adalah “Suro Diro Djajadiningrat Lebur Dening 
Pangatuti" artinya segala kekuatan negatif yang ada di dalam masyarakat bisa 
ditaklukkan dengan lemah lembut dan penuh sopan santun. Semboyan ini 
diambil dari kitab "Serat Witoradya" karangan Ronggowarsito. Dr. Soetomo 
selain Penggerak dan Panyebar Semangat kelak dikenal sebagai pejoang 
kemerdekaan sejati di negeri ini. (Tim EPI/KG. Sumber: Buku Wajah Pers 
Indonesia, 2006). Soetopo Wonobojo Biasanya anak bupati menuntut pelajaran 
di OSVIA atau Sekolah Bestuurs Ambtenar untuk kemudian mengabdi pada 
Gubermen. Tetapi Soetopo Wonobojo justru menuntut ilmu di Middelbare 
Landbouw Sshool atau Sekolah Pertanian Menengah. Kemudian masuk Boedi 
Oetomo, perkumpulan yang terus diikuti hingga berfusinya perkumpulan ini 
dengan Persatoean Bangsa Indonesia menjadi Partai Indonesia Raya. Soetopo 
Wonobojo memimpin suratkabarBoedi Oetomo yang saat itu mempergunakan 
Bahasa Jawa, Indonesia dan Belanda. Surat- kabar ini terbit tiap hari, 12 
halaman dan koran Indonesia pertama yang berlangganan Kantor Berita Aneta. 
Sebelum memegang pimpinan, Soetopo sudah sering mengisi berkala We- 
derpbouw. Sekitar tahun 1930-an, Boedi Oetomo mengalami masa surut. Tetapi 
tidak begitu lama perkumpulan ini bangkit kembali dengan membeli 
Koemandang Rakyat, koran berba- hasa Jawa dan Latin, yang kemudian 
difusikan dengan Panyebar Semangat, dan Soetopo men~ jadi Midden Jawa 
Redacteur. Kongres pendirian Persatoean Djoernalis Indonesia (Perdi) 
diumumkan pada tanggal 24 Desember 1933, ketuanya Soetopo Wonobojo, 
sekretaris Soedarjo Tjokrosisworo, dan anggo~ tanya terdiri dari Bakrie 
Soeraatmadja (Sipata- 


sofjan alisjahbana - sofyan lubis 731 hoenan-Bandung), Joenoes Dirk 
Syaranamual (Soeara Oemoem-Surabaya) Inmu Perbatasari Martakoesoema 
(Oetoesan Indonesia - Yogya), Syamsoedin Soetan Makmoer (Daja Oepaja 
Semarang), Syamsoe Hadiwijoto (Adil -Solo). (Tim EPI/KG. Sumber: Buku Wajah 
Pers Indonesia, 2006) Sofjan Alisjahbana Sastrawan dan Penerbit Media Cetak. 
Ketika Sofjan sedang asyik bermain golf pada suatu petang, pertengahan 1970- 
an, muncul anak perempuannya membawa kabar buruk, Percetakan PT. Dian 
Rakyat, di Jalan Ketapang, Jakarta, terbakar. la langsung ke percetakan. la hanya 
sebentar terperangah menyaksikan bangunan tua berikut sejumlah mesin cetak 
offset dilahap api. “Saya segera menghapus air mata, lalu pulang memeriksa 
dokumen mesin-mesin cetak," ujar anak ketiga Sutan Takdir Alisjahbana, 
sastrawan Pujangga Baru itu. Malam itu juga Peang, demikian panggilan akrab 
Sofjan di antara keluarga dan temantemannya, menggedor pintu rumah 
pimpinan RT. Paramount, untuk memesan mesin cetak baru. Esoknya, ia 
menghubungi Omar Abdalla, saat itu pimpinan Bank Dagang Negara, untuk 
minta pinjaman. “Ketika itu saya hanya punya sekitar Rp 160 juta dan 
memerlukan tidak kurang Rp 400 juta,” kata penerbit Femina, majalah wanita 
pertama di Indonesia itu. la kemudian bertemu Gubernur DKI Ali Sadikin untuk 
meminta izin pendirian percetakan di Kawasan Industri Pulogadung. Di sanalah 
hingga kini Femina, Gadis, Ayahbunda, dan Dewi, seperti juga buku-buku 
terbitan PT. Gaya Favorit Press lainnya, dicetak. Sarjana ekonomi lulusan Ul ini 


mengaku banyak belajar dari peristiwa kebakaran itu. Setidaknya dalam hal 
tidak boleh lagi membiarkan mesin-mesin mutakhir ditaruh di bangunan tua 
tanpa dilindungi asuransi. “Tetapi pengusaha tidak boleh cengeng. Harus cepat 
bertindak,” ujar Sofjan Alisjahbana yang mulai mengembangkan usaha di luar 
usaha penerbitan. Sambil memindahkan kegiatan usaha penerbitannya ke 
kawasan perkantoran Kuningan, kantor lama di Kebon Kacang Raya, ia jadikan 
tempat beroperasinya Fega (Femina & Gadis) Marine Culture yang bergerak di 
bidang budi daya udang. Perusahaan papan partikel, Paparti, diurus oleh seorang 
saudaranya, Iskandar Alisjahbana, mantan Rektor ITB. Dilengkapi kapal pesiar 
Fega | dan II, serta semjumlah kapal kayu (jukung), usaha perudang- annya di 
Pulau Jukung, Kepulauan Seribu. Dalam usahanya ia didampingi istrinya yang 
juga menggemari kehidupan laut. Selain tetap melakukan golf dan tenis, ayah 
dua anak ini juga menggemari olah raga yang sesuai dengan kegiatan usahanya 
di laut, berla— yar dan menyelam (scuba diving).(Tim EPI. Sumber: PDAT) Sofyan 
Lubis Mantan Ketua Umum PWI Pusat Sangat dikenal oleh 
banyak wartawan In~ donesia. Itu agaknya karena naik turun ka~ rier Sofyan 
Lubis amat berdekatan dengan per~ jalanan karier Harmoko, mantan Ketua 
Umum PWI Pusat, mantan menteri penerangan, sekali— gus atasannya di koran 
Pos Kota. Banyak war~ tawan tahu bahwa Sofyan-lah tangan kanan Harmoko di 
koran dan di organisasi wartawan. Mereka bahu membahu dalam upaya yang 
be~ lakangan banyak dikecam yaitu "menata ke~ hidupan pers" Indonesia agar 
"interaktif an- tara pers dan pemerintah” bisa bersambung rasa, seiring sejalan. 
Hasilnya, seperti kata wartawan senior Rosihan Anwar, “wartawan pun 
dikooptasi oleh pemerintah. ” Rosihan termasuk salah satu wartawan senior 
yang kerap mengeritik kiprah Harmoko dan Sofyan Lubis. Baik langsung atau 
pun melalui guyon-guyonan setiap kali dia diberi kesempatan memberi 
sambutan dalam acara PWI. Namun, itulah kelebihan Harmoko 


732 sofyan lubis - solopos fm - solopos dan juga Sofyan Lubis. Mereka tak pernah 
marah serius kepada senior mereka itu. Dalam banyak kesempatan di kegiatan 
organisasi PWI, Rosihan selalu diajak untuk berpartisipasi. Dalam kepengurusan 
PWI Pusat yang dipimpinya (1993-1998), Sofyan Lubis menempatkan Rosihan 
sebagai salah satu penasehat. Wakil pemimpin umum harian Pos Kota ini 
menekuni bidang jurnalistik hanya karena “terpaksa.” Di samping itu, karena 
memang ada kesempatan dan tentu kemauan belajar sendiri menjadi wartawan. 
Berkat pengaruh saudaranya yang sudah menjadi pimpinan salah satu surat 
kabar, mula-mula ikut membantu apa saja di koran itu, ia akhirnya menjadi 
wartawan. la mulai meniti karier sebagai wartawan di harian Warta Berita tahun 
1962 sebagai reporter. Setahun kemudian sampai tahun 1965, dia menjadi 
redaktur di surat kabar yang sama. Tahun 1965-1967 pindah ke surat kabar 
mingguan Populer sebagai redaktur. Selanjutnya, tahun 19671970 bergabung 
dengan harian Merdeka sambil merangkap di surat kabar mingguan Gema 
Pertiwi serta menjadi koresponden harian GALA di Bandung. Tahun 1970-1972 
menjadi wartawan harian Pos Kota. Kariernya cepat melesat. Hanya setahun 
setelah masuk koran ini, pada tahun 1972 ia langsung dipercaya sebagai 
redaktur dan menjabat posisi itu sampai 1983. Tahun 1983, Sofyan diangkat 
menjadi pemimpin redaksi dan menjabat posisi itu sampai tahun 2000. Kini 


setelah berhenti sebagai ketua umum PWI, ia aktif lagi di koran Pos Kota sebagai 
wakil pemimpin umum. Ia tahun 1987 dipercaya sebagai ketua PWI Jaya, tahun 
1988-1993 menjadi Sekjen PWI Pusat. Setelah itu menjadi ketua umum PWI 
Pusat periode 1993-1998, sambil merangkap sebagai koordinator bidang media 
cetak dan elektronika DPP Golkar. Perangkapan jabatan seperti itu kemudian 
dilarang oleh Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI, yang direvisi 
dalam Kongres PWI di Semarang tahun 1988. Sesuai dengan semangat 
reformasi, PWlkemudian menjadi organisasi pers yang inde- penden. (Tim 
EPI/KG/SSW)) Solopos FM Stasiun Radio Swasta 
Merupakan bagian dari grup penerbitan suratkabar Solopos. Mengudara pada 
frekuensi 103 FM sejak 2001, Solopos FM de~ ngan motto “Jendela Informasi 
Terkini”, me- nerapkan konsep siaran 70 persen berita, 30 persen musik dan 
hiburan. Solopos FM yang berlamat di Jalan Adi- sucipto No. 190, Solo, bernaung 
di bawah per- usahaan PT. Radio Solo Audio Utama. Daya pancar maksimal 
radio Solopos FM menjang- kau wilayah eks Karesidenan Surakarta. Stasiun 
radio dengan Presiden Direktur Danie H. Soe'oed, yang juga pimpinan surat- 
kabar Solopos ini, membidik target pendengar usia 25-50 tahun, menempatkan 
diri pada seg- men pendengar kelas menengah atas, terdiri dari para 
profesional, pengusaha swasta, dan pengambil keputusan.(Tim EPI/TS) 

Solopos Suratkabar Harian Terbit perdana pada 
tanggal 19 September 1997, di Kota Solo dengan motto “Mening- katkan 
dinamika masyarakat”. Peluncuruan edisi perdananya dihadiri tujuh Menteri 
Kabi- net Pembangunan VI. Suratkabar yang di- prediksi sebagai penerobos 
batas dan mem- perluas cakrawala pembacanya ini bertekad menghidangkan 
informasi aktual, bernuansa, dan terpercaya. Dalam penyajiannya, Solopos 
memilih bahasa yang sederhana, karena de- 


solopos 733 ngan kesederhanaan bahasa, menurut pemimpin perusahaan 
Bambang Natur Rahadi, akan memudahkan pembaca dalam mencerna berbagai 
persoalan dan ketajaman sajian. "Dalam penyajian, komitmen kami 
menyuguhkan liputan yang mendalam dan khas. Dengan demikian, membuat 
setiap persoalan bisa terungkap secara tuntas. Isi yang kami sajikan juga 
beragam, berita-berita ekonomi kami hidangkan secara populer dan sarat akan 
petunjuk praktis dalam berbisnis,” jelas Bambang. Menurut Bambang, sebagai 
koran yang berbasis di Solo, Solopos menjadikan kawasan pertumbuhan Solo 
sebagai sasaran awal pengembangan pembaca. Sasaran tersebut termasuk 
kawasan enam kota satelit pendukung, yakni Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, 
Wonogiri, Boyolali, dan Sragen. “Untuk tahap awal, sasaran pembaca kami 
memang di kawasan Solo, namun kami optimistis, sebagai koran yang terus 
tumbuh, Solopos akan menjadi alternatif bacaan suratkabar bagi penduduk di 
beberapa kawasan pertumbuhan di Jawa Tengah. Seperti pertumbuhan di 
Semarang, Cilacap, Purwokerto, Yogyakarta, dan bahkan melirik hingga kawasan 
Madiun, ” tambahnya. Kehadiran Solopos memang ditunggu banyak orang. 
Terutama mereka yang bermukim di Surakarta, karena selama ini di daerah 
tersebut belum ada koran. Suratkabar, kalaupun dulu pernah ada, usianya tidak 
pernah panjang, alias putus di tengah jalan. Wajar jika masyarakat pers 
Indonesia mempunyai anggapan jika Surakarta seolah menjadi kuburan koran. 


Menurut Bambang, banyaknya penerbitan yang mati di Kota Solo, bukan karena 
mitos keangkeran, tetapi karena perubahan zaman, yang menjadikan penerbitan 
koran sebagai bisnis industri. Jika industri pers masih tertinggal dalam menyikapi 
perubahan zaman, dipastikan akan tertinggal. Surakarta atau Solo tercatat telah 
menelurkan sekitar 70 suratkabar yang berpengaruh dalam masa pergerakan 
pada kurun 1830 hingga 1900-an, seperti Adil dan Njala. Adil yang bertahan 
selama tiga zaman -kolonial, orde lama, dan reformasi- terkubur pada kurun 
milenium. Suara Bengawan mencoba melintas di Solo, namun akhirnya kandas 
juga. Sejak itu Solo benar-benar menjadi “kuburan pers”. Namun, Prof. Dr. H. 
Sukamdani Sahid Gitosardjono, pendiri suratkabar Bisnis Indonesia, 
berpandangan lain. Ia melihat peluang bis— nis pers yang prospektif lalu 
melakukan persi- apan selama enam bulan. Pelatihan wartawan profesional 
dilakukan pada April 1997 selama satu bulan di LP3Y (Lembaga Pengembangan 
Pendidikan Pers Yogyakarta). Karyawan be~ kerja mulai 1 Mei 1997. Dengan 
total 80 per- sonil, Solopos pun terbit pada September 1997. Peluang bisnis 
yang dilihat Profesor Su- kamdani bertalian dengan rencana pemerin- tah 
pusat untuk mengembangkan Solo men~ jadi kota internasional. Persiapan 
untuk itu sum dah dilakukan dengan rencana tol Joglosemar (Jogja-Solo- 
Semarang) dan penahbisan Ban— dara Adisumarmo menjadi bandara interna- 
sional. Kota Solo bakal menjadi kawasan per- tumbuhan ekonomi baru. Solopos 
memperkenalkan diri kepada pembaca dengan ucapan, “Halo, kami hadir, 


734 solopos semoga Solopos menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat 
Solo dan sekitarnya, dan setia memenuhi kebutuhan yang tak pernah berhenti”. 
Solopos mulai diedarkan secara komersial sejak tanggal 1 Oktober 1997 dan 
diintensifkan lagi setelah SIUPP-nya turun pada 12 Agustus 1997 dengan izin 
penerbitan suratkabar dari Menteri Penerangan No. 315/SK/Menpen/SIUPP 
Pemegang saham Solopos terdiri Sukamdani Sahid Gitosardjono sebagai 
presiden komisaris, dan komisaris Ciputra serta Subronto Laras. Di jajaran direksi 
duduk Lukman Setyawan (Presiden Direktur), Banjar Chaeruddin (Direktur 
Produksi), Lulu Terianto (Direktur Keuangan), dan Hariyadi B. Sukamdani 
(Direktur Umum dan SDM ). Pengelolaan seharihari Solopos dikendalikan 
Sukamdani Sahid Gitosardjono sebagai Pemimpin Umum, Danie H. Soe'oed 
(Pemimpin Redaksi), dan Bambang Natur Rahadi (Pemimpin Perusahaan). Secara 
resmi Solopos diterbitkan oleh PT. Aksara Solopos. Awalnya, koran ini dicetak 
10.000 eksemplar dan diedarkan di wilayah Surakarta dan sekitarnya serta 
beberapa kota di Jateng. Namun, pada tahun pertamanya, Solopos mampu 
mencatat prestasi “luar biasa” dengan tiras 40.000 eksemplar. Tiras itu bahkan 
menaik tajam ketika terjadi kerusuhan massal di Solo pada Mei 1998. Solopos 
menyuguhkan berita, tentang peristiwa itu secara lengkap dengan rubrik 
“rekaman lensa” di halaman terakhirnya. Rubrik itu memajang foto-foto dan 
laporan tertulis. Jumat, 15 Mei 1998, rubrik itu memampang judul “Solo 
Membara” dan menyuguhkan pelbagai foto aksi kerusuhan di seantero Kota 
Solo. Sedangkan judul “Hancur Sudah Kota Bengawan” membidik kondisi kota 
Solo pascakerusuhan. Ketika krisis bersijingkat menghampiri Indonesia dan 
kemudian menerkam pada 1997, Solopos turut limbung karena harga kertas 
membumbung tinggi. Jumlah halaman yang biasanya 16 ciut menjadi 12 


halaman. Namun, ketika kondisi membaik Solopos kembali menyajikan 16 
halaman, bahkan kini meningkat menjadi 24 halaman. Inovasi terus dilakukan. 
Edisi Minggu mulai muncul pada 28 Juni 1998. Solopos melakukan diversifikasi 
dengan melahirkan radio Solopos FM pada 12 April 2004. Dan pada 1 Agustus 
2005, wajahnya berubah. Setelah delapan tahun menyapa pembaca dengan 
format 8 kolom, Solopos lantas tampil dengan format 9 kolom, tanpa perubahan 
rubrikasi. Me-rasa belum cukup, Solopos muncul dengan form mat 84 cm pada 
19 September 2005, disusul lahirnya suplemen “Salatiga” pada Januari 2006 
untuk menjawab semakin luasnya dae- rah distribusi. Daerah distribusi Solopos 
meliputi Kota Solo 48%, Kota Surakarta 2,7% (Satelit Kota So— lo), Sragen 6,8%, 
Karanganyar 6%, Boyolali 5,5%, Klaten 9,8%, Sukoharjo 4%, Wonogiri 5,9%, 
Semarang 2,1%, Ngawi 0,3%, Salatiga 1,9%, Mantingan 0,3%, Purwodadi 0,8%, 
Madiun 0,2%, Kudus 0,2%, Magelang 0,2%, Jakarta 0,9%, Purwokerto 1,2%. 
Sebagai suratkabar umum yang usianya masih muda, Solopos selalu berupaya 
tampil lebih baik dan lebih aspiratif. Terus-menerus berikhtiar mengakomodasi 
pelbagai kepen— tingan yang ada di masyarakat, mulai dari soal sosial, budaya, 
ekonomi dan politik, Solopos mengaku selalu berupaya menempatkan diri 
sebagai koran yang dapat memenuhi kebu— tuhan masyarakat banyak. Dengan 
konsep dua koran dalam satu ko— ran, Solopos tampil dengan dua seksi. Seksi 
pertama menampilkan isu-isu global dan sek— si kedua menampilkan informasi 
lokal. Keung- gulannya yang lain adalah sajian berita ekono- mi dan bisnis 
yang menarik dan bermutu. Hal ini tentu tak lepas dari kecerdikan redaksi un- 
tuk memanfaatkan jaringan berita Bisnis In- donesia yang selama ini dikenal 
sebagai koran ekonomi nasional terdepan. Dengan jargon “Suratkabar Umum 
Me- ningkatkan Dinamika Masyarakat”, Solopos terus mengeliat di bawah 
bayang-bayang mi~ tos “kuburanpers”.(TimEPI. Sumber: Rhoma Dwi Aria 
Yuliantri/Indonesia Buku/Jnrnas) 


HH ,...., solose radio vereniging - spacetoon - sri diponegoro 735 Solose Radio 
Vereniging Spacetoon Stasiun Radio Stasiun Televisi Khusus 
Kanak-kanak Solose Radio Vereniging atau SRV adalah sebuah stasiun radio 
yang didirikan di Kota Solo 1 April 1933 atas inisiatif Ir. Sarsito Mangunkusumo. 
Stasiun radio ini dikelola sebuah badan pengurus . terdiri dari Ir. Sarsito 
Mangunkusumo (ketua), Sutarto Hardjowahono (penulis) dan Liem Tik Liang 
(bendahara). Kepengurusan dibantu Dr. Marmohusodo, Tjan Ing Tjwan, Lawson, 
Wongsohartono, Tjiong Joe Hok dan Prijosumarto. Di dalam kepengurusan 
terdapat Komisi Propaganda pimpinan Dr. Marmohusodo, dibantu 
Wongsohartono dan Prijosumarto. Sejak berdirinya SRV, di berbagai tempat 
didirikan konsul-konsul dan kring yang akhirnya menjelma menjadi perkumpulan 
penyiaran radio tersendiri. Di antara kring yang menjelma menjadi stasiun radio, 
yakni Kring Betawi pimpinan Gunari Wirjodinoto yang menjadi Vereniging 
Oosterse Radio Luisteraers (VORL). Pada 8 April 1934, di Surabaya muncul VORL 
yang kemudian menjelma menjadi Chineese en Inheemse Radioluisteraars 
Vereniging Oost Java (CIRVO), dan di Madiun muncul Eerste Madiunse Radio 
Omroep (EMRO). Di Kota Solo sendiri, selain SRV, pada tahun 1934 muncul 
stasiun radio baru, yakni Siaran Radio Indonesia (SRI) yang diasuh Pangeran 
Suryohamijoyo, Mulyadi Joyomartono dan kawankawan. Dalam 


perkembangannya, SRV yang jumlah anggotanya mencapai 4.000-an orang 
membangun studio sendiri, di atas tanah bantuan Sri Paduka Mangkunegoro VII 
di Jalan Marconi No. 1 Solo. Di atas tanah seluas 5.000 meter persegi itu didirikan 
bangunan yang dirancang arsitek Belanda, Ir. FD van Olden. SRV yang 
mengudara dengan pemancar pinjaman dari PTT berkekuatan 150 watt pada 
gelombang 62 meter tersebut, setelah kemerdekaan RI berubah menjadi Radio 
Republik Indonesia (RRI) Surakarta. (Tim EPI/TS. Sumber: Sejarah RRI Surakarta) 
B' S iekerja sama de-ngan Spacetoon International stasiun televisi swasta ini 
mengudara di Jakarta, Bandung dan Surabaya (ketiganya mengudara terpisah). 
TV Anak Spacetoon akan membentuk sistem siaran berjaringan di berbagai kota 
besar di Indonesia. Kota-kota tersebut antara lain Yogyakarta, Semarang, 
Malang, Denpasar, Makassar, Medan, Palembang, dan beberapa kota besar 
lainnya yang akan menyusul. Jam tayangnya dari pukul 06.00-22.00 WIB. 
Mottonya ialah “Spacetoon Saluran Masa Depan”. Sejak 28 Maret 2007 TV Anak 
Spacetoonjuga dapat disaksikan melalui Satelit Palapa C-2 dengan frekuensi 
4080 Mhz dan Symbol rate 28,125 msps. Melalui media satelit Pala- pa C-2 
Spacetoon TV diharapkan dapat di- nikmati oleh seluruh anak-anak di Indonesia. 
Layanan via satelit ini dapat disaksikan secara Free-to-Air dalam format 24 jam 
siaran setiap hari. Selain dapat disaksikan melalui satelit, Spacetoon TV kini juga 
hadir melalui media telekomunikasi seluler dengan memanfaatkan layanan 3G 
yang telah diluncurkan oleh Excel- comindo (XL), Indosat dan Telkomsel. 
Dengan adanya kerjasama ini tayangan Spacetoon TV dapat dinikmati secara 
mobile/live streaming. Hadirnya tayangan Spacetoon melalui berba- gai media 
diharapkan dapat memberikan ton~ tonan yang bermutu, sesuai dan sehat bagi 
anak - anak Indonesia. (Tim EPI. Sumber: CP) Sri Diponegoro Suratkabar 
Mingguan Koran dengan format tabloid beredar setiap Senin, di Yogyakarta. 
Penerbitnya Vereenig- ing Sarekat Islam (SI) Djokdja, dan mulai beredar tahun 
1917. 


736 Sriwijaya tv - standar organisasi perusahaan pers Secara khusus, Sri 
Diponegoro diperuntukkan kalangan Sarekat Islam, sesuai dengan mottonya, 
“Orgaan Oentoek Keperloean Sarekat Islam Djokdja. ” Redaktur Sri Diponegoro 
adalah R.M. Soerjo Pranoto dan Soebroto. Meskipun target utama pasar Sri 
Diponegoro adalah kalangan warga Sarekat Islam, namun berita-berita dan 
artikel yang dimuat sangat beragam. Dalam edisi 5 Mei 1919, Sri Diponegoro 
memuat berita politik tentang kemerdekaan Filipina. Ada juga berita dalam 
negeri tentang pergerakan rakyat dalam memerjuangkan kemerdekaan 
Indonesia. Suratkabar Sri Diponegoro yang beralamat kantor di Jalan Adhi 
Dharmo, Yogyakarta dan dicetak di percetakan Drukk PGHB Yogyakarta, dijual 
langganan seharga Rp 1,25 per tiga bulan. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas) 
Sriwijaya TV Stasiun televisi swasta lokal Hadir sebagai 
sebuah upaya kreatif masyarakat Sumatra Selatan di bidang seni budaya melalui 
media televisi. Media ini dipilih dengan asumsi mampu membentuk preferensi 
masyarakat akan produk tertentu. Sriwijaya TV memulai siarannya pada 15 Juni 
2006, dan saat ini setiap hari mengudara selama 12 jam, mulai pukul 12.00 WIB 
s.d. 24.00 WIB melalui channel 48 UHF. Sebagai televisi swasta lokal, Sriwijaya 
TV memformat program siarannya berbasis budaya dengan memberikan porsi 


terbanyak terhadap segala hal yang berasal dari lokal Sumatra Selatan (75%), 
dan tak hanya mengakomodasi content lokal. Untuk memberi variasi pada 
sumber materi siarannya televisi ini juga memberi ruang bagi program-program 
yang bersifat nasional bahkan internasional. Jangkauan siaran Sriwijaya TV 
meliputi daerah Sumatra Selatan mulai dari Tanjung Apiapi di batas utara, 
Indralaya, Tugu Mulyo, Prabumulih, Kayu Agung, Tulung Selapan di batas timur, 
hingga Pangkalan Bali di batas barat. Hingga kini, stasiun televisi lokal ini terus 
berupaya menggali potensi kreatifnya untuk memuaskan pemirsa yang sebagian 
besar berasal dari kalangan menengah ke atas, tentunya tanpa meninggalkan 
pemirsa di luar status sosial yang ditargetkan. Sriwijaya TV dipimpin oleh K. 
Suryana Yasa, sosok muda yang sekaligus menjadi inisiator kreativitas bujang 
gadis yang bernaung di bawah bendera PT. Sriwijaya Palembang Televisi, yang 
berkantor di Jalan Sang Merah Putih No.958 A Blok K - Kampus Palembang (Tim 
EPI/KMB) Standar Organisasi Perusahaan Pers Organisasi perusahaan 
pers memperolehmandat untuk mendukung, memelihara, dan menjaga 
kemerdekaan pers yang profesional sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 
Pasal 28 C dan F serta Undang Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk 
melaksanakan man~ dat tersebut perlu dikembangkan organisasi per~ usahaan 
pers yang memiliki integritas dan kre- dibilitas serta anggota yang profesional. 
Atas dasar itu dan mengingat bahwa ke- merdekaan pers merupakan salah satu 
wujud kedaulatan rakyat maka standar organisasi pers ini dibuat (Peraturan 
Dewan Pers Nomor 03/Per- aturan-DP/III/2008 tanggal 3 Maret 2008): 1. 
Organisasi perusahaan pers berbentuk Badan Hukum Perkumpulan 
Indonesia yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM. 
2. Organisasi perusahaan pers dapat didirikan baik pada tingkat nasional 
maupun provinsi. 3. Kantor pusat organisasi perusahaan pers 
berkedudukan di Ibu Kota Negara atau di Ibu Kota Provinsi dan memiliki alamat 
kantor pusat serta kantor-kantor cabang yang jelas dan harus dapat diverifikasi 
oleh Dewan Pers. 4. Organisasi perusahaan pers memiliki pengurus pusat, 
sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang 


E E E standar organisasi wartawan 737 bendahara dan 2 (dua) orang 
pengurus lainnya. Jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara tidak boleh 
dirangkap. 5. Organisasi perusahaan pers memiliki mekanisme pergantian 
pengurus melalui sistem yang demokratis (seperti kongres, muktamar, dan 
musyawarah nasional) dalam satu periode, paling lama 5 (lima) tahun. Hasil 
pergantian pengurus dilaporkan ke Dewan Pers selambat-lambatnya dalam 
waktu 60 (enam puluh) hari. 6. Anggota organisasi perusahaan pers terdiri atas: 
a. Untuk organisasi perusahaan pers media cetak adalah perusahaan pers 
media cetak. b. Untuk organisasi perusahaan pers radio adalah perusahaan 
penyelenggara jasa penyiaran radio. c. Untuk organisasi perusahaan pers 
media televisi adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi. d. 
Organisasi perusahaan pers lain di luar huruf a, b, dan c ditetapkan 
berdasarkan Eeputusan/Peraturan Dewan Pers. 7. Jumlah anggota organisasi 
perusahaan pers sebagai berikut: a. Untuk media cetak sekurang-kurangnya 
berjumlah 100 (seratus) perusahaan pers media cetak yang ada di Indonesia dan 
minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi. b. Untuk media radio sekurang- 


kurangnya berjumlah 200 (dua ratus) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran 
radio yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi. 
C. Untuk media televisi sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) 
perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi. 8. Organisasi perusahaan 
pers diverifikasi dan terdaftar di Dewan Pers. 9. Standar organisasi 
perusahaan pers ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Dewan Pers. (Tim 
EPI/Wid; sumber: Buku Profil Dewan Pers 2007-2010, Tim Penyusun: Drs. 
Lukmanul Hakim, M.Si, Lukas Luwarso, Drs. Kusmadi, M.Si, Samsuri, S. Ag, 
Penerbit Dewan Pers, November 2008). Standar Organisasi Wartawan Sebagai 
organisasi profesi, asosiasi wartawan berkewajiban untuk mendukung dan 
menjaga kemerdekaan pers sesuai dengan amanat UU No. 40/1999 tentang 
Pers. Kebebasan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan 
menjadi unsur penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara yang demokratis. Agar mampu melaksanakan amanat tersebut, 
perlu dikembangkan organisasi wartawan yang memiliki integritas dan 
kredibilitas, serta memiliki anggota yang profesional. Pelaksanaan mandat dan 
amanat ini bertujuan untuk mengembangkan pers yang bebas dan bertanggung 
jawab. Atas dasar itu, maka wartawan Indonesiamenetapkan standar organisasi 
wartawan se- bagai berikut: 1. Organisasi wartawan berbentuk badan hukum. 2. 

Organis asi wartawan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga sebagai organisasi profesi. 3. Organisasi wartawan berkedudukan di 
wilayah Republik Indonesia, dengan kan~ tor pusat berkedudukan di ibu kota 
negara atau di ibu kota provinsi dan memiliki ala- mat kantor pusat serta kantor 
cabang-ca- bang yang jelas dan dapat diverifikasi. 4. Organisasi wartawan 
memiliki pengurus pusat yang sedikitnya terdiri atas ketua, sekretaris, 
bendahara, dan tiga orang peng- urus lainnya yang tidak merangkap jabatan. 5. 

Organisasi wartawan, selain mempunyai pengurus pusat, juga memiliki 
pengurus cabang sekurang-kurangnya di sepuluh jumlah provinsi di Indonesia. 6. 

Organis asi wartawan memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui 
kongres atau musyawarah nasional atau muktamar dalam setiap kurun waktu 
tertentu. 7. Organisasi wartawan memiliki anggota sedikitnya 500 wartawan 
dari seluruh ca- bang, yang dibuktikan dengan: 


738 standar organisasi wartawan a. Kartu Pers atau Kartu Tanda Anggota dari 
organisasi yang bersangkutan yang masih berlaku. b. Kartu Pers atau Surat 
Keterangan dari perusahaan pers tempat ia bekerja secara tetap atau tempat ia 
menjadi koresponden. c. Karya jurnalistik yang secara teratur dimuat atau 
disiarkan di media tempat ia bekerja secara tetap atau tempat ia menjadi 
koresponden. d. Bekerja secaratetap atau menjadi koresponden di perusahaan 
pers yang memiliki media yang masih terbit atau masih melakukan siaran secara 
reguler. e. Bukti-bukti tersebut (butir a sampai d) diverifikasi oleh Dewan Pers. 
8. Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan 
profesionalisme pers. 9. Organisasi wartawan memiliki kode etik jurnalistik, 
yang secara prinsip tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang 
ditetapkan oleh Dewan Pers. 10.Organisasi wartawan memiliki dewan 
kehormatan atau majelis kode etik jurnalis tik yang bertugas: a. mengawasi 
pelaksanaan kode etik oleh para anggotanya, b. mengambil putusan ada 


tidaknya pelanggaran kode etik oleh anggotanya; serta c. menetapkan 
sanksi atas pelanggaran kode etik oleh anggotanya. 11. Organisasi wartawan 
terdaftar di Dewan Pers dan bersedia diverifikasi oleh Dewan Pers 12. Organisasi 
wartawan melakukan registrasi ke Dewan Pers setiap terjadi pergantian 
pengurus. 13. Penetapan atas standar organisasi wartawan ini dan 
pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Pers. Kami atas nama 
organisasi wartawan Indonesia: 1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul 
Manan 2. Aliansi Wartawan Independen (AWI) Alex Sutejo 3. Asosiasi 
Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) - O.K. Syahyan B. 4. Asosiasi 
Wartawan Kota (AWK) Dasmir Ali Malayoe 5. Federasi Serikat Pewarta -Masfendi 
6. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Fowa'aHia 7. Himpunan Penulis dan 
Wartawan Indonesia (HIPWI) - R.E. Hermawan S. 8. Himpunan Insan Pers Seluruh 
Indonesia (HIPSI) - Syahril A. 9. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bekti 
Nugroho 10.Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBA) - 
Boyke M. Nainggolan 11. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI) Kasmorios, 
SmHk 12. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI) - M. Suprapto 
13. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) - Sakata Barus 14. 

Komite Wartawan Indonesia (KWI) Herman Sanggam 15. Komite Nasional 
Wartawan Indonesia (Komnas WI) - A.M. Syarifuddin 16. Komite Wartawan 
Pelacak Profesional (KOWAPPI) - Hans Max Kawengian 17. Korp Wartawan 
Republik Indonesia (KOWRI) - Hasnul Amar 18. Perhimpunan Jurnalis 
Indonesia (PJI) Ismet Hasan Putro 19. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wina 
Armada Sukardi 20. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PE WARPI) - 
Andi A. Mallarangan 21. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pela-cak Kasus 
(PWRCPK) - Jaja Supaija Ramli 22. Persatuan Wartawan Independen Refor- 
masi Indonesia (PWIRI) - Ramses Ramona 23. Perkumpulan Jurnalis Nasrani 
Indonesia (PJNI) - Ev. Robinson Togap 5 24. Persatuan Wartawan Nasional 
Indonesia (PWNI) - Rusli 25. Serikat Pers Reformasi Nasional 


standar perlindungan profesi wartawan - standar perusahaan pers 739 
(Sepernas) - Laode Hazirun 26. Serikat Wartawan Indonesia (SWI) Daniel 
Chandra 27. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII) - Gunarso K (Tim 
EPI/Wid. Sumber: Buku Membangun Kebebasan Pers yang Beretika, Editor Lukas 
Luwarso, Penulis R.H. Siregar dan IgnatiusHaryanto, Dewan Pers dan Yayasan 
TIFA, Jakarta, 2006). Standar Perlindungan Profesi Wartawan Tjremerdekaan 
menyatakan pikiran dan penJidapat merupakan hak asasi manusia yang tidak 
dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan 
berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat 
itu dalam Undang Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu 
wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan 
pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh 
karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat 
perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu 
Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat (Peraturan Dewan Pers Nomor 
05/Peraturan-DP/IV/2008 tanggal 28 April 2008): 1. Perlindungan yang diatur 
dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati 
kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak 


masyarakat memperoleh informasi; 2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, 
wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan 
perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; 3. 

Dalam menj alankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak 
kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta 
tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; 4. Karya jurnalistik 
wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; 5. Wartawan yang 
ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat 
penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta 
pengetahuan dan keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan 
kepentingan penugasannya; 6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik 
bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan 
tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai 
pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang 
diintimi—dasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi di~ bunuh: 7. Dalam 
perkara yang menyangkut kar- ya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh 
penanggungj awabny a; 8. Dalam kesaksian perkara yang me- nyangkut 
karya jurnalistik, penanggungja- wabnya hanya dapat ditanya mengenai berita 
yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk 
melindungi sumber informasi: 9. Pemilik atau manajemen perusahaan pers 
dilarang memaksa wartawan untuk mem. buat berita yang melanggar Kode Etik 
Jurnal- istik dan atau hukum yang berlaku. (Tim EPI/- Wid; sumber: Buku Profil 
Dewan Pers 2007- 2010, Tim Penyusun: Drs. Lukmanul Hakim, M.Si, Lukas 
Luwarso, Drs. Kusmadi, M.Si, Sam- suri, S.Ag, Penerbit Dewan Pers, November 
2008). Standar Perusahaan Pers Sebagai wahana komunikasi massa, pelak- 
sana kegiatan jurnalistik, penyebar infor- masi dan pembentuk opini, pers harus 
dapat 


740 standar perusahaan pers melaksanakan asas, fungsi, kewajiban, dan 
peranannya demi terwujudnya kemerdekaanpers yang profesional berdasarkan 
prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Untuk mewujudkan 
kemerdekaan pers yang profesional maka disusunlah standar sebagai pedoman 
perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, 
pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi 
(Peraturan Dewan Pers Nomor 04/Peraturan-DP/III/2008 tanggal 3 Maret 2008). 
1. Yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang 
menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media 
elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara 
khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi. 2. 
Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan 
hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. 
Perusahaan pers mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan 
HAM atau instansi lain yang berwenang. 4. Perusahaan pers memiliki komitmen 
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Perusahaan pers memiliki modal 
dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers. 6. Perusahaan pers memiliki 


kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan 
secara teratur sekurangkurangnya selama 6 (enam) bulan. 7. Penambahan 
modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan melalui pasar modal 
dan tidak boleh mencapai mayoritas, untuk media penyiaran tidak boleh lebih 
dari 20% dari seluruh modal. 8. Perusahaan pers wajib memberi upah kepada 
wartawan dan karyawannya sekurangkurangnya sesuai dengan upah minimum 
provinsi minimal 13 kali setahun. 9. Perusahan pers memberi kesejahteraan 
lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, 
asuransi, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang 
diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama. 10. Perusahaan pers wajib memberikan 
perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang 
melaksanakan tugas perusahaan. 11. Perusahaan pers dikelola sesuai dengan 
prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan 
karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban 
sosialnya. 12. Perusahaan pers memberikan pendidikan dan atau pelatihan 
kepada wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan profesionalisme. 13. 

Pemutusan hubungan kerj a wartawandan karyawan perusahaan pers 
tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan harus mengikuti 
Undang-Undang Ketenagakerj aan. 14. Perusahaan pers wajib 
mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui 
media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah dengan nama 
dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud 
pertang- gungjawaban atas karya jurnalistik yang diter- bitkan atau disiarkan. 
15. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak 
melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan 
pers dan kartu pers yang dikeluar- kannya tidak berlaku lagi. 16. Industri 
pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa yang semata- 
mata untuk membangkitkan nafsu birahi bukan perusahaan pers. 17. 

Perusahaan pers media cetak diveri- fikasi oleh organisasi perusahaan 
pers dan per- usahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran 
Indonesia. (Tim EPI/Wid: sumber: Buku Profil Dewan Pers2007-2010, Tim 
Penyusun: Drs. Lukmanul Hakim, M.Si, Lukas Luwarso, Drs. Kusmadi, M.Si, 
Samsuri, S.Ag, Penerbit Dewan Pers, November 2008). 


Btv - suara bengawan - suara celebes 741 BANOUM 6 STV Stasiun Televisi 
Swasta Berlokasi di Bandung ini didirikan awal Mei 2005 oleh Prima Grup, salah 
satu rumah produksi di Indonesia. STV juga me-relay acara dari stasiun televisi 
QTV dan VHI1, serta menayangkan acara rohani khusus beragama Kristen. STV 
mengudara pada frekuensi 34 UHF. Slogan STV adalah One 7hneHade.(Tim 
EPI.Sumber: Wikipedia) Suara Bengawan Suratkabar 
Harian Merupakan koran pertama di Kota Solo selama Orde Baru. Penerbitnya 
PT. Bengawan Sakti dengan SIUPP No. 187/SK/Menpen/SIUPP/A-7/1986. Suara 
Bengawan didirikan tanggal 11 Maret 1986 dan terbit perdana tanggal 16 Juni 
1986. Pemimpin umum sekaligus pemimpin redaksi dan penanggung jawab 
adalah H.S. Sumaryono, yang kala itu sebagai Ketua PWI Cabang Solo dan 
Direktur Monumen Pers Nasional. Sedangkan pemimpin perusahaannya adalah 
Dwi Prasetyo Wahyudi, anak Gubernur Jateng H.M. Ismail, yang juga bertindak 


sebagai penyandang dana. Suara Bengawan yang beralamat di Jalan Gajah Mada 
59-D atau di kompleks Monumen Pers Nasional, menggunakan motto 
'Membudayakan Kepribadian Pancasila'. Setiap hari, Suara Bengawan terbit 8 
halaman broadsheet dengan porsi terbesar sajian berupa beritaberita lokal, 
sebagian berita nasional dan internasional. Koran harian satu-satunya di Kota 
Solo tersebut tidak berumur panjang.(Tim EPI/TS) Suara Celebes 90,9 

FM Stasiun Radio Didirikan oleh beberapa putra daerah 
Makassar yang memiliki komitmen sama dalam menggapai misi menjadi partner 
atau jembatan bagi masyarakat, sehingga diharapkan dapat membawa 
pencerahan baik ekonomi, sosial politik, dan budaya bangsa, khususnya bagi 
masyarakat Kota Makassar. Dalam usaha melaksanakan misi ini, Suara Celebes 
Makassar melibatkan tenaga-tenaga muda yang kaya akan ide, kreatif dan 
memiliki daya imajinasi yang tinggi, yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. 
Selain itu, Suara Celebes juga diawaki para broadcaster andal dan 
berpengalaman antara lain Darwin Makassau, Asdar Muis RMS, Canny Watae. 
Para pengelola Suara Celebes menilai bahwa saat ini masyarakat menghadapi 
sebuah dunia yang berubah dengan sangat cepat dimana teknologi komunikasi 
modern memung- kinkan semua jenis informasi dapat diakses oleh seluruh 
masyarakat. Di Indonesia, pem- bangunan sosial dan ekonomi berlangsung 
sangat cepat. Suara Celebes Makassar hadir dalam rangka memenuhi komitmen 
untuk menghadirkan hal-hal terbaru lewat berita, informasi, dan hiburan bagi 
para pendengar- nya. Dengan asumsi bahwa siaran dan studio produksi adalah 
sarana utama bagi industri penyiaran, maka Suara Celebes pun memiliki 
peralatan teknologi canggih. Siaran radio ini dipancarkan dengan dukungan 
fasilitas unit pemancar RVR Digital berkekuatan 3.000 Watt. Program-program 
yang ditawarkan ada~ lah program yang menarik minat masyarakat untuk 
berinteraksi. Sejak 2007 Suara Celebes dan komunitasnya, yang terdiri atas 11 
radio FM dan tersebar di beberapa kabupaten, me~ nyiarkan program secara 
live dengan pende- ngar mencapai 8 juta orang. Radio yang mengudara pada 
gelombang 90,9 FM, dengan motto "Menabur persaha- batan menuai rahmat” 
ini memiliki khalayak berusia 25 tahun ke atas, terdiri dari kalangan 


742 suara indonesia - suara karya profesional, pengusaha, ibu rumah tangga, 
teknokrat, akademisi, dan mahasiswa. Program siarannya terdiri dari “Makassar 
Moming Madness”, “Makassar RoundUp", “Sersan” (Serius tapi santai), “Sotomi" 
(Sosok Tokoh Minggu Ini), "Memory Lane”, “Polisi Kita”, “Driveand Coffee Time”, 
“Lagu Anda”, "Goodnight Makassar”, “JempolUntukmu”", “SC Weekend”, “SC Live 
Forum", “Dokter Kita", dan “Dokter Mobil".(Tim EPI. Sumber: RC) Suara 
Indonesia Suratkabar Harian Sebelumnya bernama “Suara Indonesia 
Timur” pimpinan Anwar Arief, yang diterbitkan Yayasan Kota Pahlawan. 
Perubahan itu terjadi tahun 1976 pada saat Askan Soerijadji, seorang pengusaha 
ekspedisi kapal laut, membeli saham koran Suara Indonesia Timur dan 
mengganti nama koran tersebut menjadi “Suara Indonesia”. Badan penerbitnya 
diganti menjadi Yayasan Kota Pahlawan Press. Askan kemudian menunjuk Anton 
Soejono sebagai pemimpin redaksi, Bambang Edyanto dan Peck Dijono juga 
membantu mengelola suratkabar tersebut. Perjalanan suratkabar ini tak begitu 
mulus. Tahun 1977, Anton Soejono mengundurkan diri. Askan Soerijadji 


kemudian merangkap jabatan sebagai pemimpin umum dan pemimpin redaksi 
dan menunjuk Peck Dijono sebagai redaktur pelaksana. Seperti yang tertulis 
dalam buku Perkembangan Pers Jawa Timur, tahun 1978 terjadi kemelut di tubuh 
Suara Indonesia. Akibat kesulitan keuangan, Askan Soerijadji kemudian 
melakukan PHK seluruh karyawan. Namun, Peck Dijono dan beberapa temannya 
diminta tetap mempertahankan penerbitannva kendati hanya terbit seminggu 
sekali. Peck Dijono waktu itu aktif dalam kegiatan pers di Jawa Timur. Antara lain 
ia menjadi anggota Lembaga Pengembangan Pers Daerah (LPPD) yang dibentuk 
pengurus SPS Cabang Jawa Timur dan Nusa Tenggara, anggota LPPD lainnya H. 
Iswojo, Drs. Agil H. Ali, Parwan dan Anshari Thayib. Setelah bergabung dengan 
Jawa Pos Group, Suara Indonesia lebih banyak menyajikan berita bisnis. 
Pelanggannya selain dari kalangan pedagang atau pengusaha, juga karyawan 
swasta, ABRI, dan pegawai negeri. Sebagai suratkabar bisnis, koran ini banyak 
memuat berita perdagangan dan perekonomian, seperti uang dan bank, valuta 
asing dan bursa, industri, properti, perkapalan dan kargo, serta penerbangan. 
Khusus untuk rubrik “Shipping & Cargo” sekitar lima halaman koran ini diisi 
iklan. Dem ngan demikian, konsumen yang menginginkan jasa perkapalan dan 
kargo bisa mendapat in~ formasi lengkap melalui suratkabar ini. (Tim EPI/Jurnas) 
Suara Karya Suratkabar Harian Edisi perdana 
suratkabar harian ini beredar pada 11 Maret 1971. Mengangkat motto “Suara 
Rakyat Membangun", Suara Karya menggebrak dengan mencantumkan logo 
Golkar pada headmaster-nya. Suratkabar ini terbit delapan halaman dengan 
menggunakan tiga alamat sekaligus. Alamat redaksi utama di Jalan Tanah Abang 
11/21 Jakarta, Kantor Tata Usaha di Jalan Bangka 11/2 Jakarta, dan alamat redaksi 
malam di Jalan Tanah Abang II!/17 Jakarta, dengan Surat Izin Terbit No 
01096/SK/Dir PP/SIT/1971. “Suara Karya, bukan milik Golkar! Tak, ada kekuatan 
sosial politik yang memiliki pers," kata Menteri Penerangan Harmoko pada Sep- 
tember 1995. Sepuluh tahun kemudian, man- tan pemimpin perusahaan Suara 
Karya, Ed- ward Soeryadjaya, menegaskan lagi bantahan itu dalam acara 
Peluncuran Kembali Suara Karya yang dihelat pada 30 Maret 2005 di Jakarta. 
“Sekarang kita harus berorientasi pa- da konsumen dan pasar. Suratkabar yang 
men~ jadi corong partai politik sudah harus diting- gan 


suara karya 743 galkan,” ujar Edward, pengusaha nasional yang juga sempat 
aktif di Partai Golkar itu. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran petinggi Partai 
Golkar termasuk Jusuf Kalla, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung. Dalam 
susunan pengurus, Kalla dan Akbar tercantum sebagai duet penasihat. Dalam 
kesempatan lain, Edward, yang didukung penuh mantan pemimpin redaksi Suara 
Karya, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa Suara Karya format baru 
bukanlah corong Partai Golkar, “Kami ingin Suara Karya ini milik semua lapisan 
masyarakat. Jusuf Kalla selaku Ketua Umum DPP Golkar juga berpesan agar 
suratkabar ini dikelola berdasarkan selera pasar agar tetap eksis karena 
memang dibutuhkan pasar. ” Bambang Soesatyo hingga saat ini masih tercatat 
dalam kepengurusan DPP Partai Golkar sekaligus redaktur senior Suara Karya. 
Andil Partai Golkar (dulu Golkar) dalam mengontrol sepak terjang suratkabar ini 
adalah fakta tak terbantah. Sejatinya, Suara Karya pada masa awalnya memang 
menjadi pengabar resmi organisasi politik paling digdaya di rezim Orde Baru itu. 


Pada era 1970-an, berkumpullah kader-kader Golkar yang ingin menerbitkan 
suratkabar dengan misi menyukseskan pembangunan nasional. Mereka 
menyepakati penerbitan sebuah suratkabar bernama Suara Karya. Para perintis 
itu antara lain Ali Moer- n. Sk SUARA» KARYA topo, Soedjono Hoemardani, dan 
Sapardjo. Suara Karya seolah menjadi pengukuh berkuasanya Orde Baru yang 
baru seumur jagung. Jargon-jargon bernada modernisasi sering diusung sebagai 
upaya penghapusan pengaruh unsur-unsur Orde Lama. Misalnya, pada Suara 
Karya edisi 14 Agustus 1972, Mashuri menulis, “Jangan baju dan kulitnya yang 
berwarna modern, sedang isi dan tulang-tulangnya terdiri dari nilai-nilai usang. ” 
Sebelumnya, pada edisi 25 Juli 1972, muncul pula artikel senada yang berbunyi, 
“Fungsi kepemimpinan menuntut kepercayaan pihak yang dipimpin dan pihak 
yang harus menyerahkan tongkat kepemimpinan itu, dan karena masyarakat 
kita sudah berketetapan untuk memodernisasi diri." Para pegiat suratkabar ini 
kala itu adalah juga para aktivis Golkar, misalnya Sumiskum, Djamal Ali, A. 
Rahman Tolleng, Hendro Budijanto, Midian Sirait, Sudjati, Cosmas 
Batubara,David Napitupulu, A.R. Rangkuti, Pintor Situ- morang, hingga nama 
legendaris Sayuti Melik yang duduk di jajaran dewan redaksi. Sempat terselip 
juga jurnalis kawakan Djafar Husin As- segaff, yang pada 1972 ditunjuk sebagai 
pe- mimpin redaksi. Mantan Wakil Presiden RI, Sudharmono pun pernah terlibat 
sebagai pe~ nasihat Suara Karya. Mengenai kesediaannya memimpin kere- 
daksian Suara Karya, Assegaff berujar, “Saya masuk ke Suara Karya sesudah 
meminta izin kepada Mochtar Lubis, bos Indonesia Raya. Dia setuju dengan 
alasan pembaharuan dunia poli- tik Indonesia perlu, dan peluangnya masa itu 
memang hanya bisa lewat Golkar. ” Assegaff adalah redaktur politik Indonesia 
Raya (1956- 1959) , wakil pemimpin redaksi Abadi (1959- 1960) ; 
dan kembali ke Indonesia Raya sebagai managing editor pada 1968 sebelum 
memang ku jabatan pemimpin redaksi Suara Karya hing- ga 1990. Meski kini 
menolak menjadi corong par- tai, dengan mencanangkan diri sebagai media 
independen sejak 1 Oktober 1986, pengelola Suara Karya secara implisit 
mengungkapkan tetap akan menjalankan kiat-kiat membidik 


744 suara merdeka generasi kedua mantan pelanggan yang notabene adalah 
para kader Golkar. “Mungkin mereka yang tua-tua itu sudah nggak kuat 
berlangganan SK (Suara Karya), kita akan bidik yang muda-muda, anak-anak 
mereka, ” tekad wakil pemimpin perusahaan Suara Karya, Ph Ateng Winamo, 
seperti yang dilansir dari Kompas Cyber Media tanggal 29 Maret 2005. 
Sementara itu, dalam pidatonya pada acara Peluncuran Kembali Suara Karya, 30 
Maret 2005, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengatakan, media harus 
menentukan sikap dan tidak mengekor media yang lain. Khusus untuk Suara 
Karya, sebagaimana dikutip dari Media Indonesia Online edisi 2 Juni 2007, Jusuf 
Kalla mengingatkan agar pandai-pandai dalam menyampaikan sikap partai 
supaya juga bisa dibaca oleh orang di luar Partai Golkar. Pada tahun 2007, Suara 
Karya digawangi para politikus kondang negeri ini. Pemimpin umum saat ini 
adalah Theo L. Sambuaga yang juga Ketua Bidang Perhubungan, 
Telekomunikasi, dan Informasi DPP Partai Golkar. Nama-nama lain yang 
tercantum dalam susunan keredaksiannya antara lain Airlangga Hartarto, Ricky 
Rachmadi, Kodrat Wahyu Dewanto, S. Leo Batubara, Bambang Sadono, Bambang 


Soesatyo, Djunaedi Tjunti Agus, Asep Yayat, Marcyanus Donny, Rene F. 
Manembu, Wilmar Pasaribu, dan lain-lainnya. Alamat Redaksi dan Tata Usaha 
Suara Karya menempati lokasi Jalan Bangka Raya No 2, Kebayoran Baru, Jakarta 
12720. (Tim EPI. Sumber: Iswara N. Raditya/Indonesia Buku/Jumas) Suara 
Merdeka Suratkabar Harian Ketika terbit pertama tanggal 11 Februari 1950, 
kantor suratkabar ini masih menumpang pada koran berbahasa Belanda, De 
Locomotief. Beberapa tahun kemudian, suratkabar ini bisa menempati 
gedungnya sendiri, lengkap dengan percetakannya (Percetakan Semarang) di 
Jalan Merak 11 A. Pendiri suratkabar ini, Hetami, seorang yang keras tapi penuh 
kebapakan dalam mendidik para wartawannya. la ingin selalu jadi yang terbaik, 
seorangperfectionist sejati. Ia juga selalu ingin Suara Merdeka jadi nomor satu 
dalam pemberitaan maupun tata muka, termasuk pelayanannya pada pembaca. 
Tidak jarang, ia merobek-robek naskah berita bila kurang berkenan di hatinya 
dan meminta wartawan yang menulis agar memperbaikinya. Menurut Hetami, 
wartawan sejati harus mempunyai sikap independen, objektif, dan tanpa 
prasangka. Ketiga sikap ini tak lain adalah motto Suara Merdeka. Independen, 
artinya mempunyai sikap bebas, mengikuti apa yang diyakini sendiri sebagai 
sesuatu yang harus dikemukakan demi kepentingan umum. Objektif diartikan 
bahwa dalam mengemukakan pendapat kepentingan sendiri tidak boleh 
ditonjolkan. Sedangkan maksud tanpa prasangka adalah bahwa dalam 
mengemukakan isitulisan tidak dipengaruhi oleh buruk sangka ataupun 
sebaliknya. Itulah ajaran Hetami pada awal penerbit- an Suara Merdeka. Dalam 
ajaran tersebut jem las tercermin idealisme seorang wartawan pro~ fesional. 
Thpi praktik politik di tahun-tahun per- tama dekade 1950-1960-an hampir tidak 
me- mungkinkan wartawan menjalankan motto 


suara merdeka 745 tersebut. Rivalitas di antara kekuatan-kekuatan politik 
demikian sengit, sehingga orang seperti dipaksa untuk memihak. Hal itulah yang 
menjadikan Suara Merdeka terjepit, sehingga suatu ketika harus menyelamatkan 
diri dengan mengubah nama menjadi Berita Yudha edisi Jawa Tengah. Untung 
saja keadaan yang sangat sumpek bagi kehidupan pers nasional itu berakhir 
dengan hancurnya PKI. Orde Baru memberi peluang kepada pers nasional untuk 
kembali ke jati diri masing-masing. Dan dengan izin Jenderal Ibnu Subroto, yang 
ketika itu memimpin Berita Yudha, nama Suara Merdeka dipulihkan kembali. 
Regenerasi kepemimpinan Suara Merdeka berlangsung ketika Hetami, sejak 11 
Februari 1982, menyerahkan pengelolaan koran tersebut kepada menantunya, 
Ir. H. Budi Santoso. Dan tanggal 8 Februaril986, ketika para tokoh wartawan se- 
Indonesia berkumpul di Yogyakarta untuk merayakan Hari Pers Nasional tanggal 
9 Februari, Hetami wafat. Di bawah komando Budi Santoso, Suara Merdeka 
menjadi perusahaan penerbit suratkabar yang manajemennya sehat. Koran ini 
telah memanfaatkan jasa teknologi canggih. Semua pekerjaan, terutama di 
redaksi, telah menggunakan sistem komputer penuh. “Kunci kemajuan 
perusahaan ini adalah pembinaan SDM. Sebab unsur manusia merupakan 75 % 
keberhasilan suatu usaha, sedangkan soal teknis hanya 25 Yo. Saya berorientasi 
ke sistem untuk menghadapi pertumbuhan koran ini, " jelas Budi Santoso. Ia 
mencoba mengurangi manajemen one man show yang terlalu terpusat, dan 
memperkenalkan manajemen berlapis yang lebih sesuai dengan tuntutan baru 


ketika koran kian membisnis daripada menjadi pers perjuangan. Kiat lainnya 
adalah komitmen untuk selalu menyajikan yang terbaik bagi Jawa Tengah. Untuk 
itu ia berusaha menangkap cita-cita dan suka-duka Jawa Tengah dengan 
memahami aspirasi budayanya. Dalam mengelola Suara Merdeka, ia selalu 
mempertahankan misi yang diwariskan Hetami. “Perusahaan ini telah menjadi 
sawahnya orang banyak, maka saya titipkan kepadamu untuk dilestarikan agar 
bisa menjadi sumber kehidupan bagi para karyawannya dan agar tetap 
mempunyai sumbang bakti kepada negara”. Dalam berbagai segi, la 
memperkenalkan manajemen baru, termasuk analisis SWOT (analisis kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan ancaman) serta pengendalian mutu terpadu.Untuk 
pengembangan SDM saja, ia menyedia— kan dana tak kurang dari Rp 200 juta 
per tahun, untuk pendidikan di dalam dan luar negeri. Dengan falsafah eling 
(sadar diri), waspa- da (waspada), dan sak madya (tidak serakah), ia tak begitu 
risau dengan persaingan koran yang belakangan makin ketat. “Kami memili- ki 
filosofi yang berbeda dari media lain. Pener- apan kultur Jawa akan tetap 
menjadi keung- gulan kompetitif yang mendudukkan Suara Merdeka sebagai 
koran orang Jawa Tengah," jelasnya. Pengelola koran ini, sebagai orang Jawa, 
tetap tidak meninggalkan lanjaran-nya. Arti- nya, selalu mencoba bersikap 
ramah, bersaha- bat, dan tidak unjuk senjata secara terbuka. Seperti tersirat 
dari orang Jawa, yang selalu menaruh keris di bagian belakang tubuhnya. 
Bersahabat dengan pembaca, itulah yang selalu dikembangkannya. Karena itu 
layanan- nya kepada pembaca selalu diusahakan de~ ngan kesungguhan hati 
dan ketotalan jiwa. Dan Suara Merdeka telah melahirkan sejum- lah media lain 
untuk memberikan layanan ba- gi pembacanya, seperti suratkabar sore Wa- 
wasan, mingguan Cempaka, maj alah Hello dan radio Suara Sakti. “Kepentingan 
pelanggan harus dinomor- satukan, karena tergantung merekalah masa depan 
perusahaan mi. Pelanggan harus men~ dapatkan nilai tambah dari berita-berita 
yang tersaji di koran, dan kecepatan pelayanan. Se~ lain itu keberadaan agen 
sama mutlaknya de- ngan keberadaan pelanggan. Untuk itu para agen kami 
bina agar mampu bekerja secara profesional,” ungkapnya.(Tim EPI) 


746 suara ntb Suara NTB Suratkabar Mingguan Lahir 1 Maret 2004. Tetapi 
tanggal kelahirannya ini hanyalah sebuah momentum, karena sebenarnya Suara 
NTB sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hanya 
saja, sebelum lahir dengan identitas Suara NTB, berita-berita seputar NTB hanya 
mengisi halaman yang terbatas di Bali Post. Akibatnya, tidak semua peristiwa- 
peristiwa penting di NTB bisa diberitakan. Padahal masyarakat NTB 
membutuhkan porsi pemberitaan dari daerahnya yang lebih besar dari kaveling 
halaman yang disediakan Bali Post. Keinginan masyarakat NTB agar porsi 
pemberitaan dari NTB di Bali Post lebih besar memang harus dijawab. Karena 
keinginan dan aspirasi, bahkan “desakan” tersebut, merupakan sesuatu yang 
sangat rasional, Suara NTB dilahirkan untuk memberi yang terbaik bagi 
masyarakat NTB. Sesuai nama dan mottonya “Aspirasi Rakyat NTB” Suara NTB 
memang telah menjadi “Suara Rakyat NTB”. Karena Suara NTB yang menyasar 
seluruh segmen pemberitaan seperti politik, hukum, ekonomi, budaya, dll., telah 
memenuhi kebutuhan masyarakat NTB tentang informasi dan berita di 
daerahnya. Bahkan Suara NTB yang dikelola oleh tenaga muda yang andal dan 


profesional di bidangnya muneul sebagai “jendela”. Artinya, ketika kita ingin 
mengetahui NTB yang dihuni sekitar 4,2 Juta jiwa penduduk dengan segala 
aktivitasnya, Suara NTB bisa memberi gambaran tentang semuanya. Melirik NTB 
adalah pilihan yang sangat tepat. Suara NTB lahir pun, selain karena keinginan 
dan aspirasi masyakat NTB juga karena Suara NTB sangat layak dilahirkan. 
Alasannya, NTB yang terdiri dari dua pulau, Lombok dan Sumbawa, memiliki 
tujuh kabupaten, masing-masing Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, 
Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat serta dua pemerintah kota, Kota 
Mataram dan Kota Bima, memang merupakan daerah (provinsi) yang sangat 
potensial dan sudah berkembang. Sehingga tidak salah jika NTB diincar banyak 
investor, termasuk dengan beroperasinya perusahaan multi nasional yang 
bergerak di bidang penambangan tembaga dan emas dengan skala “raksasa”. 
Suara NTB yang beredar dengan tiras 6.000 eks beredar di Mataram (30%), 
Lombok Barat 25%, Lombok Ttengah 15%, Lombok Timur 10%, Sumbawa 10%, 
Dompu 5%, dan Bima 5%, dibaca oleh Pegawai Negeri/ABRI (35%), 
Pengusaha/Swasta (35%), dan Mahasiswa/Pelajar/Kalangan Muda (30%). Untuk 
menunjang sisi usaha Suara NTB berupaya meraih pendapatan dari pemuatan 
iklan dengan menerapkan tarif Iklan Baris Rp 8.000/brs, Display Rp 
15.000,-/mmkl, Kolom B/W Rp 8.000,-/mmkl, Keluarga, Uc. Selamat, Uc. Duka 
Cita Rp 5.000,-/mmkl, Advetorial Rp 3.000,-/mmkl, Seremonial Rp 350.000,-/kpl 
450 mmkl, Paket Bonus Uk. 50 mmkl Rp 450.000,/Bulan, dan Paket Bonus Uk. 
lOOmmkl Rp 750.000,-/Bulan. Materi iklan yang akan dimu-at paling lambat 
diterima pada H-2 pukul 16.00 WITA. (Tim EPI/KG) 


suara pembaruan 747 Suara Pembaruan Suratkabar Harian 
Koran sore ini beredar pertama kali pada 4 Februari 1987, empat bulan setelah 
Sinar Harapan dibredel. Adalah Wim Tingkilisan, Pemimpin Umum Sinar Harapan, 
yang tak patah arang setelah korannya dibredel. Dengan semangat 
wirausahawan sejati, Wim mendirikan Suara Pembaruan dengan terus berusaha 
menjaga idealisme jurnalistiknya. Karena itu, Suara Pembaruan sebenarnya 
hanya “meneruskan” visi dan misi Sinar Harapan. Perjalanan Wim untuk 
mendapatkan SIUPP tidak mudah karena Departemen Penerangan khawatir 
kalau Suara Pembaruan hanya baju lain dari Sinar Harapan. Suara Pembaruan 
diterbitkan PT. Media Interaksi Utama dengan sabuk pengaman SK Menteri 
Penerangan No. 224 tahun 1987. H.G. Rorimpandey, yang sebelumnya dijatah 
sebagai pemimpin umum, kemudian digantikan Albert Hasibuan -seorang 
pengacara terkenal di Jakarta sekaligus anggota DPR dari Fraksi Golongan Karya 
(Golkar). Mereka semua berasal dari Sinar Harapan juga. Saat itu, jabatan 
pemimpin redaksi dipegang Wim Tingkilisan, yang juga menjabat sebagai 
Presiden Direktur. Meski tak bisa menyamai kejayaan Sinar Harapan di masa 
lalu, Suara Pembaruan saat itu termasuk salah satu koran terbesar di Indonesia 
dan penerima iklan terbesar ke-2. Awalnya, Suara Pembaruan, yang beredar sore 
hari sebagaimana koran besar yang digantikannya, bernaung di bawah 
manajemen Sinar Harapan. Manajemen itu juga mengurusi usaha lain seperti 
penerbit Pustaka Sinar Harapan, PT. Sinar Agape, Radio Sinar Kasih, dan sebuah 
biro perjalanan. Suara Pembaruan bahkan mengakui -sampai sekarang- bahwa 
koran ini adalah penerus Sinar Harapan. Keterangan meyakinkan itu terbaca di 


kotak redaksinya, “sebagai kelanjutan dari suratkabar umum sore Sinar Harapan 
". Manajemen Suara Pembaruan sendiri kemudian dipisahkan dari Sinar Harapan 
setelah reformasi. Rupanya Suara Pembaruan lama-lama tak nyaman berada 
dalam teduhan bayang-bayang kejayaan Sinar Harapan. Dalam praktik persnya, 
Suara Pembaruan kini sebenarnya bukan lagi sekadar pengganti Sinar Harapan. 
la mengemban visi dan misi yang berbeda dari kompradornya itu. Suara 
Pembaruan hadir dengan jargon “Memperjuangkan Harapan Rakyat” 
berdasarkan Pancasila -dengan rumusan idealisme “Memihak Kebenaran". 
Seperti halnya media lain, Suara Pembaruan juga memiliki rubrikrubrik ekonomi, 
politik, sosial, budaya, dan olahraga -baik lingkup nasional maupun internasional. 
Seperti juga Sinar Harapan, koran ini berusaha untuk ikut memajukan 
pembangunan melalui rubrik-rubriknya. Porsi berlimpah diberikan untuk berita 
ekonomi dan bisnis di rubrik “ekonomi & bisnis”, lalu menyusul politik, sosial, 
dan lainnya. Walaupun tujuan munculnya Suara Pem- baruan awalnya adalah 
meneruskan langkah Sinar Harapan, tetapi pada perkembangan- nya koran ini 
lebih banyak menurunkan berita yang sifatnya ekonomis. Suara Pembaruan 
seakan-akan bermain di jalur aman. Dan be- nar, di masa Orde Baru, Suara 
Pembaruan me- 


748 subrata lenggang dengan mulus. Ancaman bredel tak pernah menyambangi, 
walaupun koran ini tetap berusaha sedapat mungkin mempertahankan 
idealismenya. Tentu saja Suara Pembaruan tidak membikin puas beberapa orang 
yang pernah mengalami sulitnya beridealisme dalam negara totaliter. Alhasil, 
orang-orang itu kemudian menerbitkan lagi Sinar Harapan -sekaligus untuk 
mengobati kangen para pembaca setianya. Sinar Harapan terbit lagi pada tahun 
2001, walaupun tidak sejaya pada zaman lampau. Suara Pembaruan dijual 
dengan harga eceran Rp 2.400,- per eksemplar atau Rp 56.000,- untuk 
berlangganan. Oplah Suara Pembaruan saat ini 90.000 eksemplar -80 persen 
beredar di Jakarta dan sisanya di daerah. Pembaca Suara Pembaruan tak jauh 
berbeda dengan pembaca Sinar Harapan yang butuh berita ekonomi-sosial 
terkini setiap sore. Bagi beberapa kalangan sore adalah waktu yang baik untuk 
membaca, termasuk membaca koran. Sebagai suratkabar sore, sulit bagi koran 
ini untuk beredar di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta. Suratkabar sore 
Jakarta biasanya sudah kalah pasar dengan suratkabar pagi daerah yang 
diminati masyarakat lokal. Apa yang diraih oleh Suara Pembaruan sekarang, 
dalam hal oplah dalam sehari, sebenarnya masih jauh di bawah kejayaan Sinar 
Harapan sebelum dibreidel di mana oplahnya saat itu 220.000 eksemplar. Masa 
jaya Sinar Harapan telah berlalu, tetapi tidak bagi Suara Pembaruan. Walaupun 
bukan lagi perusahaan pers terbesar setelah Kompas, Suara Pembaruan tetap 
bergerak dalam dinamika pers kontemporer. Apalagi, persaingan pers kini lebih 
menantang. Semakin banyak suratkabar baru dengan modal besar yang ikut 
meramaikan sirkulasi koran di Indonesia. Suara Pembaruan seakan menjawab 
tantangan itu walaupun tak maksimal, Suara Pembaruan sebagai koran sore 
masih terus setia mengunjungi pembacanya di ibu kota maupun daerah terdekat 
lainnya setiap sore. (Tim EPI. Sumber: Petrik Matanasi/Indonesia Buku/Jurnas) 
Subrata Desa Mayung Cirebon 4 Juli 1940 Direktur Utama 
Perum Percetakan Negara Berpendapat ada tiga konsep yang harus dibangun 


agar sesuatu negara lebih stabil dalam arti keseluruhannya yaitu membangun 
Identitas Nasional, Integritas Nasional, dan Kredibilitas Nasional. Dia seorang 
tokoh, “Si Anak Desa” yang meniti karier dari reporter sampai menjadi Direk-tur 
TVRI, Dirjen Radio, Televisi, dan Film dan Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika, 
Deppen selama 14 tahun. Dia adalah pencetus ide “Dunia Dalam Berita TVRI” 
yang amat dimi- nati pemirsa. Kisah hidupnya menjadi sem macam “buku 
hidup” yang melukiskan ba- gaimana kiprah gemilang seorang anak desa meniti 
karier dan memaknai hidupnya. Subrata memulai kariernya sebagai re— porter 
TVRI tahun 1966. Selain beijuang mena paki jenjang karier ia juga memaknai 
perja- lanan hidupnya sebagai seniman, pekerja sosial dan pencari ilmu 
sepanjang hayat. Anak desa, putera dari K. Mukahar (ayah) dan Hj. Fasini (ibu), 
tinggal di Desa Mayung, sebuah desa kecil yang berjarak kurang lebih 14 Km 
dari kota Cirebon. Dia mengenal pen— didikan di desa kelahirannya sendiri 
hanya sampai kelas 3 sekolah dasar. Karena kelas 4 sampai kelas 6 belum ada di 
desanya, setiap hari ia harus berjalan kaki ke kecamatan yang berjarak kira-kira 
3 Km dari desanya. SMP hing— ga SMA ia bersekolah di Kota Cirebon karena di 
kecamatan belum ada. Setelah kelas 3 SMA ia sengaja pindah ke Yogyakarta 
dengan mak— sud mengambil rayon agar bisa masuk ke Uni— versitas Gajah 
Mada. Ia memilih bersekolah di Yogyakarta karena ia menilai biaya hidup dan 
uang kuliah di sana relatif lebih murah diban- 


subrata 749 dingkan dengan kota lain. Saat itu (tahun 19601965) biaya kuliah 
hanya Rp 240 per tahun. Selama menjalani karier, banyak pengalaman unik dan 
menyenangkan yang dipetiknya. Datang ke Jakarta setelah menyelesaikan 
kuliahnya di Universitas Gajah Mada, ia sempat menjadi kenek omprengan 
sambil melamar ke beberapa instansi pemerintah maupun kantor swasta. 
Lamarannya diterima di beberapa instansi, tapi terasa tidak memenuhi 
keinginannya. Akhirnya ia memilih menjadi wartawan, bidang jurnalis yang selalu 
menarik perhatiannya. Ia menjadi reporter sekaligus kamerawan TVRI (1966). Di 
TVRI dia tidak langsung menjadi pegawai tetap. Setelah tahun 1975 dia diangkat 
menjadi pegawai tetap dengan jabatan sebagai Kepala Sub Direktorat 
Pemberitaan TVRI. Pada awal perjuangannya di TVRI penghasilannya pas-pasan 
dan jauh dari cukup. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ia terpaksa bekerja 
serabutan. Selain sebagai penulis berita, dia juga merangkap sebagai juru 
kamera dan reporter. Kegigihannya tersebut membuahkan hasil yang 
menggembirakan. Tanpa diduga sebelumnya, dia terpilih mendapat beasiswa 
untuk mengikuti pendidikan di The Thompson Foundation College, Glasgow, 
Skotlandia-Inggris, pendidikan yang memberinya pengetahuan tentang hal-hal 
yang berorientasi ke depan seperti masalah elektronika hingga satelit. Ia juga 
belajar menjadi kamerawan dan reporter. Pendidikan tersebut diselesaikannya 
tahun 1969. Pada tahun 1970 Subrata kembali ke TVRI, menjadi penyiar dan 
kamerawan. Sebagai seorang wartawan yang ngepos di Departemen 
Perhubungan (Dephub), Subrata sering mengikuti kunjungan Menteri 
Perhubungan atau para pejabat di lingkungan Dephub. Setiap kali selesai 
mewawancarai seorang pejabat, dia sering mengamati pejabat itu dan berkata 
dalam hatinya, kapan ia bisa menjadi pejabat seperti itu. Sepuluh tahun 
kemudian, Subrata benarbenar menjadi seorang pejabat eselon | (direktur 


jenderal) di lingkungan Departemen Penerangan, yang dijabatnya selama lebih 
dari 14 tahun. Setelah itu, ia memegang posisi puncak selaku direktur utama di 
sebuah perusahaan negara yang pernah dibinanya, Perum Percetakan Negara RI, 
setelah sebelumnya menjabat pula sebagai Staf Ahli Menteri dan Kepala Badan 
Penelitian & Pengembangan Departemen Penerangan.Pengalaman berkesan 
lainnya selama be~ kerja di TVRI adalah ketika gagasan yang dice- tuskannya 
bisa dilaksanakan. Salah satu yang paling berkesan “Dunia Dalam Berita" (2 Mei 
1971) -sebuah acara yang saat itu merupakan hal baru dalam dunia 
pertelevisian, yakni menampilkan dua orang penyiar sekaligus. Acara ini menjadi 
kebanggaan TVRI yang dimi— nati pemirsa. Subrata benar-benar seorang 
pejabat karim er. Karena keuletan, kegigihan, dan keencer- an otaknya dia 
mampu bertahan sebagai pe— jabat eselon | selama lebih dari 14 tahun. Sem 
belum beralih menjadi seorang CEO, sebagai Dirut Perum Percetakan Negara RI 
(PNRI), ia memegang posisi Dirjen Radio, Televisi, dan Film (1983-1987), Kepala 
Badan Litbang Dep— pen (1983-1990), dan tahun 1990-1997 menja di Dirjen 
Pembinaan Pers dan Grafika (PPG). Tahun 1997, ia ditugaskan menjadi Direk- 
tur Utama Perum Percetakan Negara RI. Dia menerima penugasan itu dengan 
jiwa besar, meskipun jabatannya turun, karena perusa- haan tersebut pernah 
dibinanya ketika Subrata menjadi Dirjen PPG. Dan, ternyata penurunan jabatan 
itu menjadi sesuatu yang sekarang disyukurinya. Pertama kali memasuki kantor 
barunya di Perum Percetakan Negara RI, Subrata menda- pat kesan perusahaan 
ini harus dirombak dan diubah menjadi sebuah perusahaan yang be- tul-betul 
berorientasi bisnis. Segera dia mela- kukan pembenahan. Melalui Peraturan 
Peme- rintah Nomor 133 Tahun 2000, fungsi dan pe- ranan Perum PNRI tidak 
hanya melakukan kegiatan di bidang percetakan, tetapi juga di bidang 
penerbitan, multi media dan jasa grafi- ka. (Tim EPI/KG. Sumber: Atur Lorielcide 
- Mar— juka) 


750 sukapura - sumanang SUKAPURA Stasiun Radio 
Nama “sukapura” indentik dengan keberadaan “Karuhun Urang Tasikmalaya” di 
Jawa Barat bagian selatan. Radio Sukapura adalah nama panggilan di udara 
untuk ET. Radio Citra Suara Sukapura. Stasiun radio ini bekeija di udara pada 
gelombang FM 100.9 MHz, beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Citangkalak, 
Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya. Peranan Radio Sukapura sangat strategis 
dalam proses pembangunan di daerah Tasikmalaya Selatan, karena menjadi 
Satu-satunya radio siaran untuk wilayah Karangnunggal dan sekitarnya, yaitu 
daerah yang teletak sekitar 50 kilometer ke arah selatan Kota Tasikmalaya atau 
sekitar 21 Km ke arah objek wisata alam Cipatujah, dan sekitar 17 Km ke objek 
wisata religi Pamijahan. Bersama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, 
Manajemen Radio Sukapura menggarap pengembangan wisata di Cipatujah 
antara lain melalui penyelenggaraan acara rutin tahunan "Balap Munding” 
(mungding: Bahasa Sunda-—kerbau) di Pantai Cipatujah, semacam karapan sapi 
yang hewannya diganti dengan kerbau. Jika stasiun televisi swasta nasional 
menayangkan acara pemilihan da'i cilik (Pildacil), Radio Sukapura memiliki acara 
Festival Anak Saleh Indonesia, yang menampilkan da'ida'i cilik dari Tasikmalaya 
Selatan. Acara lain yang dinantikan pendengar Radio Sukapura antara lain 
“Serambi Keluarga”, “Dongeng Sunda”, “Joged Dangdut”, dan “Wayang Golek”. 


(TimEPI/DAR) Sumanang Yogyakarta, 1 Mei 1908 
Dikenal sebagai salah seorang pendiri Kantor Berita ANTARA dan sekaligus 
menjadi orang pertama yang menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI). la terpilih dalam Kongres PWI tanggal 9-10 Februari 
1946 di Surakarta. Ketika kongres diselenggarakan di Solo, Sumanang bersama 
Syamsudin Sutan Makmur, Soemantoro, Bintarti, Adam Malik dan Soedarjo 
Tjokrosisworo, dipercaya menjadi anggota panitia kecil untuk menentukan nama 
bagi organisasi wartawan Indonesia. Panitia kecil ini kemudian memilih nama 
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang tetap berkibar sampai saat ini. 
Sumanang tidak hanya dikenal sebagai wartawan, tetapi juga dikenal sebagai 
ahli ekonomi terkemuka. Ia pernah menjadi Direktur Bank Pembangunan 
Indonesia (Bapindo yang kemudian dilebur menjadi Bank Mandiri). Ia juga pernah 
menjadi wakil Indonesia di International Monetary Fund (IMF) di Washington, dan 
banyak bergelut di dunia pendidikan. Jabatan Ketua Umum PWI Pusat tidak 
terlalu lama ia emban, karena tenaga Sumanang diperlukan Pemerintah di 
bidang ekonomi. Kejadian ini mirip dengan pengalamannya ketika mendirikan 
ANTARA ber- sama rekan-rekannya. Jabatan sebagai pe- mimpin puncak yang 
diembannya diserahkan kepada Adam Malik, karena ketika itu, Sumanang harus 
memimpin langsung seko— lah-sekolah perguruan rakyat, yang juga 
didirikannya, agar tetap survive. Raden Mas Sumanang lahir dari Keluarga Besar 
Pakualaman. Ayahnya bernama Raden Mas Soeriowinoto dan ibunya bernama 
Raden Roro Koestijah Sosrominarso. R.M. Soeriowino- to adalah pegawai 
menengah administrasi di Pura Pakualaman Yogyakarta. Eyangnya, Ra- den Mes 
Bandoro Raden Mas Ario Notoatmo- djo, adalah bangsawan kaya, pemurah dan 
penolong, yang cukup lekat dengan pertum- buhan jiwa Sumanang. Di tengah 
lingkungan 


sumanang 751 kebangsawanan inilah, Sumanang kecil tumbuh menjadi pemuda 
dewasa yang memiliki sikap keberpihakan kepada perjuangan kemerdekaan. 
Kedua orangtuanya mempunyai impian, kelak Sumanang dapat belajar Recht 
School, sekolah kehakiman, seperti keponakannya, Raden Mas Bondan, yang 
sangat mereka kagumi. Karena itu, setelah lulus dari ELS, Sumanang dikirim ke 
Rechts School. Setelah lulus Sumanang sempat bekerja di Semarang sebagai 
pembuat process verbal (berita acara) jalannya sidang. Kemudian sempat 
diperbantukan di Pengadilan Negeri Demak. Merasa bidang hukum tidak cocok 
dengan jiwanya, Sumanang memutuskan berhenti bekerja dan merantau ke 
Jakarta. Dengan hanya berbekal, cincin pemberian neneknya, dia berangkat ke 
kota tersebut. Di Jakarta Sumanang bergabung dengan Partindo dan 
menyumbangkan tenaganya melalui perguruan rakyat. Sumanang mulai tertarik 
terhadap dunia pers ketika pindah ke Bogor. Awalnya, dia pindah karena ingin 
berkonsentrasi terhadap studinya yang terbengkalai. Namun, di Bogor 
Sumanang malah aktif sebagai propagandis Partindo. Dia mulai aktif 
mengirimkan tulisantulisannya ke suratkabar Pemandangan pimpinan M. Tabrani 
dan Tjaja Timoer pimpinan Parada Harahap. Setelah itu, dia mulai mendirikan 
beberapa suratkabar sendiri. Di tempat tinggalnya di Bogor, ia mendirikan 
suratkabar Penyiaran Oemoem yang kemudian -awal tahun 1937, diganti 
namanya menjadi Perantaraan. Nama koran ini kemudian menginspirasi 


Sumanang untuk menamai kantor berita yang dia dirikan bersama teman- 
temannya, ANTARA, yang sama-sama ingin menyebarluaskan berita-berita 
perjuangan guna menyaingi media massa yang pro penjajah. ANTARA yang 
terbit pertama kali tanggal 13 Desember 1937, didirikan oleh para pemuda 
antara lain Sumanang (29), A.M. Sipahutar (23), Adam Malik (20) dan Pandu 
Kartawiguna (21). Saat perang Pasifik meletus, Sumanang kembali menerbitkan 
suratkabar bernama Pemandangan. la mengundang Bung Karno dan Bung Hatta, 
yang diasingkan Belanda di tempat terpisah, untuk menulis agar hubungan 
kedua pemimpin itu dengan teman-teman seperjuangan dan rakyat, tetap 
terjalin baik. Keduanya bersedia karena tokoh-tokoh perjuangan masa itu 
memang banyak yang menggunakan tulisan di media massa sebagai alat 
perjuangan. Bung Hatta meminta agar honorarium semua karangannya langsung 
dibelikan WinklerPrins Encyclopaedia dan dikirim ke tempat pengasingannya. 
Sumanang melaksanakan permintaan itu dengan sukacita, dalam sema- ngat 
perjuangan. Pada masa pendudukan Jepang Suma- nang ditangkap dan 
korannya dilarang terbit, karena memuat gambar yang dianggap meren- 
dahkan Kaisar Jepang. Sesudah dibebaskan, Sumanang kembali menerbitkan 
koran. Namun koran bernama Pembangunan ini bernasib sama, dibredel. 
Sumanang lalu pindah ke koran Asia Raya. Setelah proklamasi, Sumanang 
mendirikan Badan Penerbit Nasional yang beralamat Jalan Tanjung Nomor 21 
Yogyakarta. Lewat badan ini, Sumanang mendirikan pelbagai suratkabar antara 
lain Nasional, yang terbit di Yogyakar- ta pertama kali pada 15 November 1946. 
Surat- kabar ini beberapa kali berganti nama, antara lain Suluh Indonesia, Suluh 
Marhaen, Berita Na— sional, dan terakhir Bernas Yogya yang sekam rang kita 
kenal. Di Semarang, Sumanang me~ nerbitkan Utusan Nasional yang pemimpin 
redaksinya dijabat Mashoed Hardjokoesoemo. Di semua suratkabar itu, 
Sumanang duduk se- bagai pemimpin umum. Selain itu, ia juga me- nerbitkan 
majalah Wanita Indonesia, majalah politik umum Revue Indonesia, suratkabar 
berkala dalam Bahasa Jawa Birawa, dan ma~ jalah dua mingguan Masa. Setelah 
revolusi bersenjata pecah, Suma- nang bersama Darsjaf Rachman, Bob Sutan 
Maimun, dan Marbangun Hardjowirogo men~ dirikan suratkabar Nasional di 
pedalaman Yog- yakarta. Suratkabar ini tak dapat bertahan terutama karena 
Ibu Kota kembali ke Jakarta. Sumanang sendiri makin sibuk di pemerin- 11'E 
Tee nah — 


752 surabaya pagi - surabaya post tahan dan di partai PNI. Sebagai aktivis 
pergerakan dan pers, Sumanang akrab dengan penjara. Beberapa saat sebelum 
keruntuhannya, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menangkap Sumanang dan 
beberapa tokoh lain dengan tuduhan sebagai spion Jepang. Sumanang juga 
sempat ditangkap Jepang dengan tuduhan menghina Tenno Heika. Gambar 
Kaisar Jepang naik kuda yang dimuat di Pemandangan terkena pudaran tinta 
merah Hinomaru. Pemandangan dibredel, namun Sumanang kemudian 
dibebaskan dan boleh memimpin lagi Pemandangan. Tetapi suratkabar itu harus 
berganti nama menjadi “ Pembangoenan". Pada hari-hari tuanya, tahun 1970-an, 
Sumanang kembali ke dunia jurnalistik, mendirikan majalah Sari Pers dan 
Zaman, bekerja sama dengan kelompok Tempo, tetapi tidak bertahan lama. Ia 
menerima Pena Emas pada HUT ke-30 PWI. (Tim EPI/ES/SSWJ/TAB) Surabaya 


Pagi Suratkabar Harian Koran lokal Surabaya ini 
didirikan tahun 2004 oleh mantan pimpinan Surabaya Post, Drs. H. Tatang 
Istiawan, S.H., M.M. Lahirnya Surabaya Pagi, hanya beberapa saat setelah koran 
sore Surabaya Post, yang didirikan suami-istri Abdul Azis dan Toety Azis 
dilikuidasi. Awalnya koran yang beredar sore ini bernama Surabaya Sore. Namun 
seiring dengan perubahan jadwal edar menjadi pagi, sejak 27 Januari 2006, 
Surabaya Sore berganti nama menjadi Surabaya Pagi. Dengan motto “Koran 
Hukum Peduli Wanita", Surabaya Pagi terbit dengan format baru yang berbeda 
dengan koran suratkabar lain. Sajian rubrikasinya tetap mengkhususkan diri 
pada bidang hukum, politik, dan kriminal. Sajian berita-berita hukum, analisis 
para pakar hukum yang berkompeten di Surabaya dan nasional merupakan porsi 
terbesar. PT. Surabaya Sore yang menerbitkan Surabaya Pagi, berdiri 2 Januari 
2004, dan beralamatnya di Jalan Gunungsari No. 11-D, Surabaya. Setelah 
menjadi suratkabar pagi dengan format tabloid, Surabaya Pagi tetap fokus pada 
pemberitaan hukum, politik dan kriminal. Mottonya pun berubah menjadi 
“Informasi Tiada Henti ".(TimEPI) Surabaya Post 

Suratkabar Harian Terbit di Surabaya, Jawa Timur, sejak 1 April 1953. Edisi 
pertamanya ditandai dengan toast lewat foto, tanpa tumpeng atau gunting pita. 
Sebab, saat koran ini terbit, tak ada lagi modal yang tersisa untuk upacara 
semacam itu. Abdul Azis, yang sebelumnya memimpin suratkabar Suara Rakjat, 
bersama Toety, istri-nya, diam-diam menyiapkan keperluan pendirian sebuah 
suratkabar baru, mulai dari percetakan, perizinan, hingga kertas. Surabaya Post 
terbit setiap hari walaupun oplahnya tak terlalu banyak dan jumlah karya- 
wannya pun terbatas. Cerita yang selalu di- kenang Toety ialah bahwa pada 
masa awal usahanya itu harta mereka yang tersisa hanya sebuah rumah dan 
dua buah piring. Tetapi semangat dan kreativitas keduanya tak pernah kering. 
Dengan itulah pasangan jurnalis itu mampu membesarkan koran mere- ka. 
Perlahan tapi pasti, Surabaya Post meraih keberhasilan. Bahkan, koran ini 
berhasil sela- mat ketika terjadi gelombang pembredelan oleh Soekarno pada 
dekade 60-an. Surabaya Post berjaya pada tahun-tahun 1970-an dan 1980-an. 
Bahkan, koran ini kemu- dian mendapat julukan “Raja Media Jawa Timur". 
Setelah Abdul Azis meninggal dunia pada 5 Juni 1984, Toety mengambil alih 
kepe- mimpinan. Di bawah Toety Azis sebagai pe- mimpin umum dan 
pemimpin redaksi, Sura- baya Post berupaya menerapkan etos jurnal- isme 
intelektual. Koran ini tak sekadar menjual berita, tetapi 


siupp 753 juga berupaya menumbuhkan sikap kritis masyarakat. Konon, 
melesatnya koran ini bertalian juga dengan strategi Abdul Azis yang banyak 
merekrut jurnalis nonpribumi di jajaran perusahaannya. Kombinasi wawasan 
keluarga Azis, yang priyayi konservatif dan citra nonpribumi itu disinyalir 
menjadi magnet kuat bagi khalayak non-pribumi, termasuk para pengusaha 
untuk memasang iklan di suratkabar sore tersebut. Pada tahun 1995 saja iklan 
mini di koran ini jauh lebih unggul daripada Jawa Pos, yang saat itu sudah mulai 
meraksasa. Omzet iklan Surabaya Post saat itu mencapai Rp 2 miliar per bulan. 
Sedangkan oplahnya pada bulan Juli 1995 mencapai 103.863 eksemplar. Setelah 
Tbety Aziz meninggal pada 6 April 1999, putranya, Ibrajaya Azis, mewarisi 
kemudi koran ini. Namun, Surabaya Post tampaknya terlampau tua untuk dunia 


yang semakin dinamis. Persaingan antarmedia dan konflik internal membuat 
koran ini limbung dan berhenti terbit sejak 20 April 2002, sebelum akhirnya 
dilikuidasi pada 22 Juli 2002. Namun, riwayat bekas raja media Jawa Timur ini 
belum tamat. Dua bulan setelah dilikuidasi, beberapa karyawannya bertekad 
membangun kembali koran ini dan mulai terbit pada 29 Agustus 2002 dengan 
pencetak RT. Mitra Media Espe. Demi memenuhi peraturan, sejak 6 November 
2002 namanya berubah menjadi Surabaya News. Koran bermotto “Suratkabar 
Umum Berdasarkan Kebutuhan” mendapat nama aslinya lagi pada 2 Agustus 
2003, dan beraktivitas di bawah kendali pemimpin Abdurrahman J. Bawazier 
sebagai pemimpin umum/pemimpin redaksi. Koran setebal 24 halaman ini dijual 
secara eceran seharga Rp 2.750,- per eksemplar. (Tim EPI. Sumber: Rhoma Dwi 
Aria Yuliantri/Indonesia Buku/Jurnas) Surat Izin Usaha PenerbitanPers Perizinan 
yang disingkat SIUPP ini adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri 
Penerangan kepada perusahaan penerbit untuk menyelenggarakan penerbitan 
pers seperti penerbitan suratkabar harian, mingguan, majalah, kantor berita, dan 
buletin. Peraturan tentang SIUPP ini lahir pada masa Orde Baru berdasarkan 
Peraturan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 01/Per/Menpen/1984 
tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers sebagai aturan pelaksanaan dari UU 
No. 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Menurut sejarah 
pembentukannya, SIUPP merupakan pengganti dari Surat Izin Terbit (SIT) yang 
berlaku sebelumnya, dalam UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Pers. Namun dalam perjalanannya, Per 


754 siupp aturan Menteri Penerangan No. 01/Per/Menpen/1984 mengenai SIUPP 
ini menjadi kontroversi di tengah masyarakat karena bertentangan dengan asas 
kebebasan pers di alam demokrasi. Sebagaimana termaktub pada Pasal 8 ayat 
(2) UU Nomor 21 Tahun 1982 yang menyatakan bahwa untuk penerbitan pers 
tidak diperlukan Surat Izin Terbit, sedangkan pada Pasal 13 ayat (5) UU No. 
21/1982 ini menentukan bahwa setiap penerbitan pers yang diselenggarakan 
oleh perusahaan pers memerlukan SIUPP yang dikeluarkan oleh Pemerintah. 
Ternyata Pemerintah menganut dan memberlakukan Pasal 13 ayat (5) yang 
mengharuskan kepada setiap perusahaan pers memiliki surat izin usaha 
penerbitan pers disingkat SIUPP Selanjutnya ketentuan-ketentuan tentang SIUPP 
diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers. Penerbit 
pers dimaksud adalah badan usaha swasta nasional berbentuk badan hukum 
(perseroan terbatas/PT, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara/BUMN) 
yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab serta mengutamakan sifat- 
sifat adil dan dikelola secara bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 
Permohonan SIUPP diajukan kepada Menteri Penerangan dengan menyebutkan 
besarnya penyertaan modal untuk pembiayaan penerbitan pers secara teratur 
sekurang-kurangnya selama satu tahun, dan diwajibkan mengeluarkan pemilikan 
saham 20% dari modal penerbitan kepada karyawan perusahaan. Apabila 
penerbit melanggar ketentuan-ketentuan misalnya berhenti tidak terbit selama 
36 bulan, SIUPP yang telah diberikan dapat dibatalkan oleh Menteri Penerangan 
setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers. Selain itu, dapat dikenakan 
sanksi pidana dan denda seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU No. 21/1982. 
Selama Permenpen No. 01/1984 tersebut diberlakukan beberapa suratkabar 


dicabut atau dibatalkan SIUPP-nya oleh Menteri Penerangan yaitu SIUPP Sinar 
Harapan, Prioritas, Monitor, Tempo, Editor, dan Detik. Pembatalan SIUPP tersebut 
dilakukan tanpa melalui proses putusan pengadilan. Belakangan yang diproses 
melalui sidang pengadilan hanya Pemimpin Redaksi Monitor dan dijatuhi 
hukuman 4,5 tahun penjara. A. Muis dalam buku Kontroversi Sekitar Kebebasan 
Pers berpendapat bahwa persoalan SIUPP sebenarnya tidak terletak pada 
keberadaan SIUPP itu sendiri. Masalah utama SIUPP terletak pada peraturan 
pelaksanaan nya, yaitu Permenpen No. 01/1984. Peraturan pelaksanaan 
tersebut mengakibatkan terja- dinya sifat campur aduk antara Undang Un- 
dang Perusahaan Pers (code ofthe enterprise) dan Undang Undang Penerbitan 
yang me- nyangkut isi suratkabar (code ofpublication). Fungsi sebuah SIUPP 
adalah untuk meng- atur perusahaan pers, antara lain organisa- sinya (badan 
hukum), pengelolaan adminis— trasinya, hak-hak dan kewajiban karyawan pers, 
kedudukan wartawannya, permodalan, ketentuan terbit, dan sebagainya. Segi 
tersebut memang telah diatur pelak— sanaannya oleh Permenpen No. 01/1984 
pasal 33a s.d. 33g. Akan tetapi, peraturan ini “term peleset” pula ke dalam pasal 
33-h yang men~ gatur bidang pemberitaan/isi penerbitan pers. Dengan 
demikian, Peraturan Menpen No. 01/1984 mengakibatkan kontroversi dalam 
Hukum Pers Indonesia. Menurut A. Muis, lembaga SIUPP dengan Permenpen No. 
01/1984 pasal 33h tanpa disem ngaja menutup kebebasan media massa cetak 
(pers). Berarti, menutup kebebasan komuni— kasi publik. Padahal kebebasan 
komunikasi itu sangat dibutuhkan oleh setiap orang karem na komunikasi 
memang merupakan kebutuh— an pokok manusia untuk mempertahankan 
hidup. Sejalan dengan gerakan reformasi Kabi- net Reformasi Pembangunan 
mencabut sem mua peraturan tentang SIUPP melalui Permen— pen No. 
Ol/Per/Menperi/1998 pada tanggal 5 Juni 1998. Kini ketentuan SIUPP yang diatur 
dalam Peraturan Menteri Penerangan Repu- blik Indonesia No. 
Ol/Per/Menpen/1984 dinya- 


surat pembaca 755 takan tidak berlaku lagi dan dibatalkan. Dengan kata lain, 
perusahaan penerbitan pers tidak memerlukan izin terbit lagi. Pemerintah 
mempertimbangkan bahwa UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1967 dan diubah 
dengan UU No. 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan 
perkembangan zaman. UU No. 40/1999 tentang Pers secara tegas tidak 
mengatur ketentuan tentang izin mendirikan perusahaan pers. Sebagai gantinya, 
Pemerintah memberlakukan ketentuan bagi perusahaan penerbit media massa 
harus berbentuk badan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 UU No. 
40/1999 yang menyebutkan, “Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak 
mendirikan perusahaan pers dan harus berbentuk badan hukum Indonesia. ” 
(Tim EPI/NH) Surat Pembaca Surat pembaca adalah salah satu rubrik di media 
cetak, suratkabar atau majalah. Biasanya ditempatkan dekat dengan rubrik opini 
atau artikel, tajuk rencana, serta pojok. Rubrik ini merupakan upaya membangun 
interaksi atau komunikasi dua arah antara pengelola media massa cetak dengan 
khalayak pembaca. Mengingat besarnya manfaat rubrik ini, dewasa ini beberapa 
suratkabar menyediakan hampir satu halaman penuh untuk rubrik surat 
pembaca. Bahkan secara visual ada yang melengkapinya dengan ilustrasi atas 


satu atau lebih surat pembaca yang isinya dianggap sangat aktual dan penting 
atau menarik. Surat pembaca berisi pendapat, tanggapan, masukan, kritik atau 
saran dari khalayak pembaca kepada khalayak pembaca yang lain, baik yang 
bersifat individu, kelompok, instansi, organisasi atau perusahaan. Topiknya 
sangat beragam, baik yang menyangkut kepentingan individu pembaca atau 
organisasi atau perusahaan. Untuk menonjolkan topik yang dianggap sangat 
penting, ada media yang sengaja menerbitkan beberapa topik yang senada pada 
edisi yang sama. Misalnya saja masalah listrik, air minum, telepon, dan lain-lain 
yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Di antara topik surat pembaca 
itu ada yang isinya sangat menyentuh perasaan. Misalnya saja ada sebuah 
keluarga miskin yang ada di antara anggota keluarganya sedang menderita sakit 
kronis tetapi tidak mampu berobat ke dokter atau rumah sakit karena biayanya 
sangat mahal. Dengan mengirimkansurat pembaca dan dimuat sebuah media 
yang peredarannya sangat luas, maka segera saja surat pembaca itu mendapat 
tanggapan dari beberapa orang yang menaruh perhatian serm ta menyatakan 
rela membantu. Akhirnya me~ lalui rubrik interaktif inilah keluarga miskin 
tersebut memperoleh jalan keluar yang di- inginkannya. Untuk menghindari 
fitnah atau pence- maran nama baik, umumnya pengelola surat- kabar atau 
majalah mewajibkan para pengi- rim surat pembaca untuk mencantumkan ala- 
mat yang jelas serta melampirkan salinan identitas (KTP, SIM, dll) dan nomor 
telepon rumah/kantor atau telepon seluler. Tanpa me- menuhi syarat itu dapat 
dipastikan surat pem- baca tidak akan dimuat, karena dengan telah memenuhi 
syarat-syarat tadi pun kadang-ka- dang masih terjadi bahwa identitas yang 
diki- rimkan tersebut ternyata “aspal" atau asli tapi palsu. Jika hal ini sungguh 
terjadi ternyata juga menimbulkan persoalan tersendiri, karena pi- hak yang 
merasa menjadi sasaran isi surat pembaca seperti itu segera memberikan tang- 
gapan dan bahkan tak jarang mereka marah. Menghadapi kejadian seperti itu, 
para penang- gung jawab rubrik surat pembaca bagaimana- pun harus bekerja 
ekstra hati-hati, yakni sem lain mengedit isi surat pembaca sehingga kali- 
matnya mudah dipahami atau komunikatif, ju- ga meneliti kebenaran identitas 
pengirim surat pembaca bersangkutan. (Tim/WID) 


756 surya Surya Suratkabar Harian Ketika Surya 
muncul pada Hari Pahlawan, 10 November 1989, beberapa pihak menyangsikan 
kelayakannya dapat menembus Jawa Timur. Bahkan ada yang berani 
memastikan usianya tak akan lebih dari satu tahun. Munculnya perkiraan 
tersebut wajarwajar saja, sebab di Jawa Timur saat itu sudah ada dua koran yang 
besar. Namun ternyata perkiraan itu keliru. “Surya tidak hanya bisa bertahan 
setelah tujuh tahun, tetapi juga bisa bergerak lebih cepat,” ungkap Wakil 
Pemimpin Umum/Redaksi Herman Darmo. Bagaimana kiat Surya dalam 
menembus pasar koran Jawa Timur yang sudah sesak itu? Pertama, mereka 
mencoba menciptakan produk yang baik. Sebab koran adalah bisnis 
kepercayaan. “Kalau produknya tidak baik, meski dipromosikan besar-besaran 
ya tidak berarti, ” jelasnya. Setelah itu, Surya berupaya memiliki jaringan 
distribusi sendiri. Sebab kalau tidak, sebagai koran baru, bisa dipermainkan oleh 
agen. Dengan memiliki jaringan distribusi sendiri, mayoritas tagihan pelanggan 
bisa terbayar. Dari uang pelanggan dan penjualan koran eceran inilah, Surya 


bisa tetap eksis. Sementara pemasukan dan iklan masih terus diupayakan. 
Pelayanan terhadap pelanggan sangat diutamakan. Kalau misalnya koran 
terlambat, pelanggan akan mendapatkan voucher ganti rugi. Selain itu para 
pelanggan berkesempatan menjadi anggota Surya Family Card. Keuntungannya, 
peserta bisa mendapat potongan harga di 600 tempat belanja. “Kami 
mempunyai database yang berisi 180.000 data penduduk Surabaya, termasuk di 
dalamnya pelanggan Surya. Untuk menampung aspirasi pelanggan, secara 
periodik kami mengundang beberapa pelanggan untuk makan bersama. Pada 
kesempatan itu, kami mengungkapkan perkembangan Surya. Selain itu kami 
menerbitkan buletin untuk pelanggan, " jelasnya. Ia menilai selama ini aspirasi 
masyarakat Jawa Timur belum tertampung oleh media massa yang sudah ada 
sebelumnya. Perubahan-perubahan sosial terus terjadi. Surabaya makin 
metropolitan, dan kota-kota lain di Jawa Timur pun makin urban. Maka muncul 
banyak profesional muda atau yupies yang cenderung kritis, pragmatis, obyektif, 
dan gandrung terhadap keterbukaan dan pembaruan. Budaya masyarakat Jawa 
Timur yang suka ceplas-ceplos, tentu sangat mendukung tumbuh suburnya 
kelompok tersebut. Sebagai pasar potensial, jumlah mereka di Jawa Timur 
diperkirakan cukup besar. Pasar inilah yang lalu dibidik Surya. Koran ini ingin 
menjalankan kontrol sosial yang independen terhadap Jawa Timur. Untuk itu, 
faktor bisnis takbisa mengalahkan idealisme. Visi pokok Surya, yang dijabarkan 
menja di kebijakan redaksional, berperan sebagai acuan dan nilai dasar yang 
dihayati bersama oleh para wartawan. Manusia dan kemanusia- an serta 
cobaan dan permasalahannya berikut aspirasi dan hasratnya, adalah faktor yang 


sctv 757 ditempatkan secara sentral dalam visi Surya. Maka dalam penulisan 
berita, faktor human interest atau kepentingan kemanusiaan ditonjolkan oleh 
para wartawannya. “Misalnya dalam berita kecelakaan, wartawan mengungkap 
sisi-sisi manusiawi para korban, ” paparnya. Dari serangkaian penelitian 
“khalayak pembaca” yang dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengembangan 
Surya secara periodik, diperoleh kesimpulan bahwa konsep pemberitaan yang 
ditawarkan, secara mantap mulai diterima dan mencapai sasaran yang 
dimaksud. Kalau hasil penelitian pada 1991 menunjukkan 50 % pembaca masih 
menjadikan koran tersebut sebagai bacaan pendamping. Pada akhir 1995 angka 
itu turun secara drastis, tinggal 7,5 Yo. Yang menarik lagi, dari alasan yang 
diberikan responden atas pertanyaan mengapa berlangganan atau membaca 
teratur koran ini, sebagian besar jawabannya ternyata hampir serupa dengan 
kebijakan redaksional yang telah dicanangkan. Koran ini dinilai lebih kritis dalam 
mengikuti setiap perkembangan: kontrol sosial diselenggarakan lebih baik: isi 
beritanya lebih jernih: tidak terkontaminasi oleh kepentingan bisnis atau politik: 
dan dipandang inovatif dalam menyajikan berita. “Padahal kami hanya mencoba 
menjalankan kode etik jurnalistik dan Undang Undang Pokok Pers secara 
sungguh-sungguh,” tegasnya. “Untuk dapat menembus pasar Jawa Timur, 
sebuah koran tidak hanya harus memperhitungkan media cetak lain sebagai 
kompetitor, tapi juga tak kalah penting media massa lain seperti radio dan 
televisi” ia menambahkan. Surya diterbitkan oleh PT. Antar Surya Jaya. Dalam 
kesehariannya suratkabar ini dipimpin oleh Ivans Harsono (Pemimpin 
Umum/Pemimpin Redaksi), Herman Darmo (Wakil Pemimpin Umum), dan Basuki 


Subianto (Redaktur Pelaksana). Mereka bekerja di sebuah kantor di Jalan Raya 
Margorejo Indah Blok D108 Surabaya, 60238, telepon (031) 8414026, 8414039, 
dan Faks. 8414024.(Tim EPI) *sctv Surya Citra Televisi Stasiun Televisi Swasta 
Nasional Berdiri 24 Agustus 1990, dengan slogan "Satu untuk Semua”. SCTV 
(awalSATU UNTUK SEMUA nya singkatan dari Surabaya Centra Televisi) 
mengudara pertama kali pada tanggal 24 Agustus 1993 di Surabaya, Jawa 
Timur,dengan jangkauan wilayah Surabaya dan sek— itarnya (Gresik, Lamongan, 
Sidoarjo, Mojoker— to, Jombang, Pasuruan, Bangkalan). Pada tahun 1991, 
didirikan stasiun SCTV Bali di Denpasar. Saat itu, banyak program SCTV yang 
mirip de- ngan RCTI, termasuk program berita “Seputar Indonesia” dan 
“BuletinMalam”. Pada tahun 1995, SCTV mengudara secara nasional. Sejak itu, 
SCTV adalah singkatan dari “Surya Citra Televisi". Secara bertahap, dalam kurun 
waktu 1993-1998 SCTV memindahkan basis siarannya dari Surabaya ke Jakarta. 
Saat ini kantor pusatnya di Grha SCTV Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dekat 
Hotel Kartika Chandra. SCTV juga memiliki studio pentas di kawasan Kebon 
Jeruk, Jakarta Barat. Saat ini kepemilikan SCTV dikuasai oleh Grup Sariaatmadja, 
melalui PT. Surya Citra Me— dia Tbk. Salah seorang komisarisnya adalah Titiek 
Soeharto, sedangkan jabatan direktur uta- ma dipercayakan kepada Fofo 
Sariaatmadja. Kehadiran SCTV yang turut meramaikan atmosfer broadcast 
Indonesia sudah barang tentu tak lepas dari visi dan misi menjadikan televisi 
swasta ini sebagai yang terbaik dan paling banyak disukai pemirsa. Adalah 
bagian dari visi dan tentu saja, menurut Riza, Corpo— rate Secretary SCTV 
pihaknya tetap menawar- kan dan menayangkan acara-acara yang meng- 
hibur. Sedangkan positioning yang tadinya banyak ditawarkan untuk kaum 
wanita, sebe- narnya merupakan bagian yang diinginkan pemirsa saja. Oleh 
karenanya, sajian acara bernuansa female cukup banyak tertayang. “Waktu itu 
kita lihat telenovela paling banyak disukai kaum hawa. Hingga kesan SCTV se- 


758 sctv bagai teve wanita memang melekat, ” ungkapnya. Tapi dalam 
perjalanan waktu tentu saja klaim semacam itu tidak tepat disandangkan kepada 
televisi ini. “Kita karus kembali ke khitah yakni sebagai televisi keluarga, ” kata 
Riza. Pengertian keluarga di sini lanjutnya bukan semua tayangannya dapat 
ditonton secara bersama-sama. “Tapi kita melayani keluarga maupun elemen- 
elemen dalam keluarga,” jelasnya. Misalnya “Pesta Anak" ditayangkan pukul 3 
dan tergolong paling tinggi ratingnya diperuntukkan bagi putra putri kita. 
Kemudian sinetron dan telenovela yang masih disukai ibu-ibu serta olahraga 
basket yang digandrungi remaja. Atau liga Inggris yang kerap ditunggu bapak- 
bapak. “Semua keinginan anggota keluarga berusaha kita layani, " jelasnya. 
Slogan “Ayo SCTV" untuk saat ini dirasakan kurang dinamis. “Terasa lebih 
mengajak orang lain dalam slogan tersebut,” aku Reza. Maka diputuskan untuk 
mengganti slogan baru yakni “SCTV Ngetop”. “Kita upayakan slogan baru itu 
dengan pengertian kita mulai menyatakan kita harus ke sana, bukan diajak 
orang lain,” paparnya. Konsekuensinya, dengan memproklamasikan slogan 
tersebut, tentu acara harus dituntut ngetop pula. Semacam dorongan atau spirit 
untuk menyemangati menjadi yang terbaik. Salah satu acara andalan SCTV 
Meski sebenarnya pun acaranya tetap menjadi top. “Dengan ‘ngetop’ pun 
stasiun kita tambah lebih akrab, baik karena bahasa, dan semua orang tahu 


artinya,” ujar mantan wartawan BBC ini. Menurutnya, “ngetop” merupakan 
bagian kecil dari perubahan tersebut. Kalau diperhatikan di setiap layar selalu 
didominasi warna oranye yang terkesan cerah. Menandakan sang surya bersinar 
menerangi dunia. Stasiun ID-nya terlihat pemain basket berhasil beratraksi slam- 
dunk sebagai simbol aktraksi yang sangat sulit dilakukan. “Berarti is Ngetop,” 
katanya. Atau stasiun ID saat berada di airport. Menggambarkan pemirsa SCTV 
sangat dinamis dan mewakili kalangannya. Selanjutnya terlihat petani dan 
penjaja buah. Semua ini berarti SCTV melayani seluruh lapisan masyarakat dan 
berusaha menjadi yang terbaik. Sejak pembenahan manajemen di tubuh RT. 
Surya Citra Televisi tampak perubahan di segala lini. Selain slogan, perubahan 
sasaran dari wanita ke keluarga juga diterapkan dalam perusahaan ini. Di dalam 
perusahaan sendiri ada penggabungan dari prograrnming ke marketing. 
Tujuannya untuk menyatukan visi an- tara yang membeli dan yang menjual 
program. Selain melayani penonton, lanjut Riza, SCTV tetap memprioritaskan 
produsen untuk dapat mendukung setiap tayangannya. “Jam di harus balance 
keduanya," jelasnya. Langkah berikutnya, pemindahan pusat siar- an dari 
Surabaya ke Jakarta. Tentunya lang- kah ini sebagai efisiensi, komunikasi, dan 
koordinasi yang lebih baik. "Diharapkan de- ngan satu tempat yang terpusat 
akan memi- nimalkan kesalahan dan biaya, " tuturnya la~ gi. Komposisi 
program siaran yang dita- yangkan SCTV selain hiburan (62%), pen~ didikan 
(7%), berita (21%), olah raga (5%), dan lain-lain (5%). Selain hiburan, program 
siaran yang ber-rating cukup tinggi adalah berita. “Liputan 6” mempunyai 
keunggulan. Pasal- nya pemberitaan dari sebuah televisi itu adalah menjadi 
image dari stasiun tadi. Saat ini jangkauan SCTV mencakup 20 


surya paloh 759 provinsi dengan stasiun relay 33 buah serta menjangkau 62 
juta penduduk perkotaan. Termasuk Indonesia bagian timur antara lain 
Denpasar, Dili, Ujung Pandang, Manado, dan Ambon. Keragaman acara siap 
ditingkatkan ketika SCTV mengikrarkan sebagai stasiun televisi keluarga. Pada 
pukul 3 dan 4 acara didominasi tayangan telenovela. Kini diisi program untuk 
anak-anak. Sekarang pun siaran Bahasa Inggris sudah tertayang dibandingkan 
waktu sebelumnya. “Keragaman acara memang diperhatikan betul, ” ungkap 
alumnus UI ini. Pukul 21.30 ke atas kita sajikan tayangan yang bersifat 
segmented. Artinya meski rating tidak begitu tinggi, misal X-File atau Melroce 
Place tetapi iklan yang menyertai tayangan nonlokal itu justru penuh. Pihaknya 
tidak berhenti begitu saja dalam mengkaji dan menerapkan pola dan program 
lewat riset dan pengembangan. “Kita evaluasi terus setiap program dan waktu 
yang disesuaikan dengan segmennya,” ungkap mantan wartawan Forum ini. 
Ditambahkannya, ada beberapa riset yang dilakukan pihak SCTV. Misal focus 
group discussion. Hal ini dilakukan berdasarkan reaksi atas tayangan yang telah 
kita lakukan. Yang menarik lagi, inovasi yang dilakukan manajemen dalam 
mengkreasi program acara tampak dalam prime-time. Waktu utama itu 
umumnya banyak terisi sinetron maupun serial lepas impor. Tetapi justru dari 
SCTV sendiri memberi nuansa yang sangat berbeda. “Kita sajikan program musik 
yang dikemas dengan label “Gado Gado Nge-Top",” jelas Haryanto. Beragam 
aliran musik ditaruh dalam program ini. Ada pop, jaz, rock, rap bahkan dangdut. 
“Ternyata inovasi yang cukup berani ini justru diterima pemirsa. Bahkan 


mendapat respons yang menggembirakan,” ujarnya. Kegiatan off-air SCTV pun 
kerap dilakukan. Pada saat ulang tahun SCTV menyelenggarakan pelbagai lomba 
di tujuh kota. Lomba mirip bintang, acapella, dan lomba memasak. “Kesemuanya 
dilakukan agar lebih mengakrabkan pemirsa dan SCTV," katanya. Acara ini 
mendapat respons yang cukup melimpah dari pemirsa. “(GemaRamadan”, 
sebagai salah satu kegiatan di luar studio merupakan bentuk lain dan berbeda 
dengan siaran televisi swasta lain. “Liputan 6 Kampus” pun tak jauh berbeda 
dengan off-air lainnya. “Jadi kegiatan offair selain hura-hura, dari sisi edukatif 
dan keagamaan pun tetap kita lakukan," sambungnya. Target yang akan dicapai 
pihak manajemen, kata Riza, tentu diselaraskan dengan UU Penyiaran yang lebih 
mengisyaratkan untuk memperbanyak tayangan lokal. Bagi SCTV sendiri tahun- 
tahun berikutnya akan diarahkanuntuk memperbanyak tayangan lokal hingga 
angka 60% bahkan secara keseluruhan. (Tim EPI. Sumber: Wikipedia) 
SuryaDharmaPaloh Kutaraja, Banda Aceh) tanggal 16 Juli 
1951 Predikat publisher mulai dia torehkan saat pertama kali menerbitkan 
Harian Prioritas pada 2 Mei 1986, bermarkas di Jalan Gondan- gdia, Jakarta 
Pusat. Koran ini menjadi legen- da bagi banyak orang, apalagi bagi pribadi sem 
orang Surya. Bukan hanya karena koran ini harus mati pada usia 13 bulan, 
melainkan lebih karena kematian itu hanya karena arogansi kekuasaan yang 
mendompleng pada Permen- pen Nomor I/Per/Menpen/1984 khususnya Pasal 33 
butir ‘h’. Prioritas harus dibredel tepat- nya pada tanggal 29 Juni 1987. Namun 
pembredelan justru menjadi titik tolak perjuangan Surya Paloh untuk mewujud- 
kan hakikat sebuah pers yang bebas merdeka. Sebab, menurutnya, mustahil 
kehidupan ber- bangsa bisa demokratis jika tidak ada kebe- basan pers. 
Perjuangan strategis kebebasan pers dimaksudkannya pula sebagai perjuang- 
an untuk menegakkan demokrasi di sebuah bangsa besar bernama Indonesia. 
Karena itu, “Arogansi kekuasaan ini harus 


760 surya paloh - swa dilawan,” gumamnya lagi. “Demokrasi harus ditegakkan," 
tegasnya. “Pers nasional harus bebas dari belenggu kematian,” tekadnya 
membara. Permenpen Nomor 01/Per/Menpen/1984 khususnya Pasal 33 butir “h” 
harus dicabut. Sebab Surya sangat yakin, seyakinyakinnya, bahwa mustahil 
dapat menumbuhkan demokrasi tanpa kebebasan pers. Maklujji, ketika itu pers 
sangat tidak bebas sebab hampir tidak terlihat satupun perlawanan yang bisa 
diberikan masyarakat pers terhadap Pemerintah. Pers nasional adalah pers yang 
manggutmanggut kepada kepentingan penguasa. Surya menyebutkan, 
kebijakan institusi pers, dari SPS, Dewan Pers, hingga PWI semuanya berada 
dalam satu irama dengan penguasa tanpa pernah memperjuangkan fungsi pers 
yang sesungguhnya sebagai kekuasaaan negara keempat di bidang demokrasi, 
atau the fourth estate of democracy. “Saya ternyata berada dalam komunitas 
pers yang sebagian besar telah menjadi instrumen kekuasaan dan patuh pada 
penguasa,” gugatnya kemudian. Ketika di kemudian hari Surya Paloh berhasil 
menyiasati gelapnya arogansi kekuasaan dengan mengambil-alih koran Media 
Indonesia secara sembunyi-sembunyi di “bawah tangan" , dia masih tetap 
dianggap sebagai orang pers pinggiran. Padahal di tangannya Media Indonesia 
sudah tampil sebagai koran pagi terbesar kedua. Tahun 1989 muncul gagasan 
segarnya untuk membangun sejumlah community newspaper (koran komunitas) 


di daerah-daerah. Surya lalu membentuk perusahaan PT. Surya Persindo, yang 
bertugas melakukan kerjasama kepemilikan saham dan pengelolaan media 
terhadap sepuluh suratkabar daerah dan sebuah mingguan, ditambah tabloid 
berita Detik di Jakarta. Ke-10 media tersebut adalah AtjehPost dan mingguan 
Peristiwa di Banda Aceh, Mimbar Umum di Medan, Sumatra Ekspres di 
Palembang, Lampung Pos di Bandar Lampung, Gala di Bandung, Yogya Pos di 
Yogyakarta, Nusa Tenggara dan Bali News di Denpasar, Dinamika Berita di 
Banjarmasin, serta Cahaya Siang di Menado. Kebebasan pers yang Surya 
perjuangkan melalui semua instrumen yang dimilikinya tetap dianggap hanya 
angin lalu. Semua suara itu baru memperoleh pembenaran pada era reformasi. 
Pers akhirnya memperoleh kebebasannya yang hilang. Permenpen No. 
01/Per/Menpen/1984 dicabut oleh Menpen Yunus Yosfrah pada tahun 1998.Lewat 
kebebasan baru itu, idealisme Surya Paloh menjadi memuncak untuk memberi 
pe~ nguatan baru bagi demokrasi melalui peran media yang dimiliki. 
Keinginannya untuk be— nar-benar memperoleh pengakuan sebagai publisher 
sejati tak lagi terbendung tatkala pa— da 18 November 2000, dia berhasil 
mengun- dang Presiden RI Abdurrahman Wahid untuk meresmikan pendirian 
Metro TV sebagai sem buah stasiun televisi berita pertama di Indone-— sia. 
Lambang kepala burung rajawali putih mu- lai muncul pada dua entitas media 
yang ber- pengaruh yakmi Media Indonesia dan Metro TV. Seminggu kemudian, 
tepatnya pada 25 No~ vember 2000, Metro TV on-air untuk pertama kali dengan 
menyajikan siaran berita selama 18 jam setiap hari, yang didukung teknologi 
yang fully digital. Ini adalah sebuah pencapai- 


swa 761 an yang luar biasa, baik dari sisi pilihan teknologi maupun konten siaran 
yang sepenuhnya berita. Kemudian, tepat tanggal 1 April 2001 Metro TV siaran 
non-stop selama 24 jam setiap hari. Kehadiran Metro TV menjadi sebuah 
terobosan terbesar dalam dunia pertelevisian nasional. Eksistensi Surya Paloh 
sebagai publisher terkemuka, sebagai tokoh pers yang selalu menyuarakan 
suara masa depan tak lagi diragukan. Termasuk oleh mereka para insan pers 
yang sebelumnya lebih mau mengakui dia sebagai pengusaha ketimbang insan 
pers. (Tim EPI/KG. Sumber: haposan/mlp/crs) SWA Majalah Bulanan Pertama kali 
terbit April 1985 di Jakarta, dengan tiras 25.000 eksemplar. Kehadirannya 
dikancah persaingan media kala itu diprakarsai oleh Sudharmono, Ismail Saleh, 
Ginandjar Kartasasmita, Harmoko, Sanyoto Sastrowardoyo, Eric FH Samola, Bakir 
Hasan, dan Goenawan Mohamad. SWA dan bernaung di bawah badan penerbit 
bernama Yayasan Sembada Swakarya, dengan dukungan modal dari PT. Grafiti 
Pers. Seiring dengan globalisasi yang terus berlangsung, dan bisnis yang terus 
bergerak secara dinamis dan kompetitif, nafas ekonomi dan bisnis makin 
longgar. Akibatnya, pelaku ekonomi dan bisnis yang kurang memiliki sajian 
informasi lengkap dan up to date akan tetap berjalan di tempat. Dalam dunia 
bisnis, informasi merupakan peluang untuk menerobos pengembangan pasar 
baru. SWZA diterbitkan dengan tujuan untuk mendukung iklim bisnis yang 
kondusif dan sehat serta mendukung usaha peningkatan produksi dalam negeri. 
Untuk itulah, barangkali, para panggagas penerbitan ini memilih nama SWA 
(mandiri-—mampu memenuhi kebutuhan sendiri), yang diambil dari bahasa 
sansekerta. Sebagai maj alah bisnis, SWA, yang sebelumnya bernama “swa 


sembada”, menghadirkan informasi ekonomi dan bisnis secara lengkap. Sejak 
pertama terbit hingga akhir 1987, majalah ini masih menggunakan nama “swa 
sembada”dan bertujuan mendukung program penggunaan produk dalam negeri. 
Namun mulai edisi No. 1 tahun 1988, majalah bisnis ini memperkenalkan konsep 
baru, dan nama "swa" mulai ditonjolkan. Pertimbangan untuk menonjolkan nama 
“swa”, karena kata “swasembada” sudah telanjur berkonotasi pertanian. 
Sehingga persepsi yang keliru itu tidak mendukung positioning majalah ini 
sebagai majalah bisnis. Berawal dari kondisi yang kurang menguntungkan itu, 
maka jajaran pengelola berinisi-atif mengganti nama “swasembada" menjadi 
“swa”. Sedangkan kata “sembada” ditaruh di bawah dalam ukuran kecil. Dengan 
terus berupaya meningkatkan oplah dan distribusi SWA berharap bisa diba- ca 
oleh para pebisnis di kota-kota besar dan daerah. Selain itu, dengan 
penambahan oplah dan distribusi SWA juga berharap dapat mem berikan 
layanan periklanan terutama untuk bidang-bidang usaha baru sesuai trend bisnis 
yang terus berkembang. Untuk mendukung upaya-upaya di atas SWA juga 
menerbitkan 


762 swadaya raya - swakrama anak penerbitan bernama MIX, yakni sebuah 
majalah yang secara khusus memaparkan persoalan-persoalan pemasaran. 
Dalam pemasarannya, majalah ini didukung sistem yang efektif dan unik. Antara 
lain memperkenalkan program “pengecer berdasi”. Hasilnya cukup 
menggembirakan, buktinya, mulai SWA No. 1/88, perkembangan oplah dan 
penerimaan iklan terus membaik. Dengan konsep baru, oplah SWA yang 
sebelumnya ratarata hanya 5.000 eksemplar, melejit berlipat ganda. Sekarang 
oplahnya antara 40.000 hingga 45.000 eksemplar. Demikian pula dengan iklan, 
jika dulu setiap edisi di bawah 20 halaman, kini mencapai 40 halaman. Menurut 
Bambang Halintar, wakil pemimpin redaksi majalah ini, strategi pemasaran 
sengaja dibagi dua. “Pertama kelompok pelaku dan pemerhati bisnis, dan kedua, 
kelompok non pelaku/pemerhati bisnis. Tapi kami meiletapkan sasaran pasar di 
kelompok pertama, yaitu pelaku dan pemerhati bisnis kelas menengah ke atas. 
Setelah sasaran pasar jelas, baru menetapkan positioning," katanya. Sebagai 
majalah bisnis, .SWA menghadirkan kualitas informasi yang diolah dan dianalisis 
secara mendalam. Sajian utama SWA mengupas masalah manajemen, 
keuangan, pemasaran atau persaingan yang terjadi di perusahaan atau grup 
perusahaan. Selain itu menganalisis hasil survei peringkat bank, perusahaan 
publik, dan lain-lain. Awalnya majalah ini terbit satu bulan sekali. Namun setelah 
mendapat masukan dari pembaca, akhirnya disepakati mengubah jadwal terbit 
menjadi dwi mingguan. “Selain memenuhi keinginan pembaca, dengan dwi 
mingguan bisa lebih efektif dalam mewujudkan misi, ” katanya. Kini SWA 
dipimpin oleh Ir. Handjojo Nitimihardjo (Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi), 
dan Eric FH Samola (Pemimpin Perusahaan). Kini SWA dikendalikan dari sebuah 
bangunan di Jalan Taman Tanah Abang III No.23 Jakarta 10160, Telepon 021- 
3523839 (hunting) Fax. 021-3457338, 3853759 Jakarta Pusat. (Tim EPI/KG/SWA) 
Swadaya Raya Suratkabar Mingguan Koran mingguan 
independen ini terbit dengan menyandang motto “Mengumandangkan Suara 
Bangsa Indonesia”. Diterbitkan oleh GV Manggala, Solo, dan termasuk koran 
yang berusia pendek. Koran ini pertama kali terbit tanggal 29 Mei 1971, dengan 


Surat Izin Terbit No. 01152/SK/Dir-PP/SIT/71. Beberapa tahun berikutnya, 
Swadaya Raya tidak tampak lagi di pasar suratkabar.Swadaya Raya yang 
beralamat di Kam— pung Tegalharjo IX No. 26, Solo, ditangani W.M. Situmorang, 
B.Sc. (Pemimpin Umum/Penang- gung Jawab) dan D. Henry H. Sdk (Pemimpin 
Perusahaan). Koran dengan 4 halaman broad- sheet tersebut, setiap minggu 
lebih banyak menyajikan rubrik hiburan dan hanya sedikit berita umum. (Tim 
EPI/TS) Swakrama Pengaturan diri sendiri adalah suatu prinsip atau paham yang 
dianut oleh masyarakat periklanan di seluruh dunia, termasuk di In- donesia. 
Malahan bukan hanya pada kode etik periklanan prinsip ini diterapkan, namun 
juga di banyak kode etik profesi maupun kode etik bisnis lainnya. Meskipun 
prinsip swakrama telah beru- sia hampir 125 tahun, namun umumnya para 
pelaku periklanan berpendapat bahwa tujuan dasar swakrama hingga sekarang 
tidak ber- ubah. Secara sederhana, tujuan dimaksud adalah untuk dapat dengan 
sebaik-baiknya mempertahankan kewibawaan komunikasi pemasaran -termasuk 
periklanan-demi ke- pentingan semua pihak, khususnya konsumen dan industri 
periklanan. Meskipun demikian, beberapa pendapat lain menyatakan adanya 
semacam pergeser- an tujuan dari masa ke masa. Pendapat ini 


menyatakan bahwa pada awal dikenalnya swakrama, ia sepenuhnya 
dimaksudkan untuk melindungi pelaku perniagaan dari persaingan yang tidak 
adil atau tidak sehat. Setelah itu tujuannya bergeser dengan memberi bobot 
yang sama pada kepentingan konsumen dan kepentingan pemasar. Selanjutnya 
saat ini, karena kian ketatnya persaingan plus di sisi lain kian kuatnya pula 
gerakan konsumerisme, maka swakrama lebih banyak ditujukan untuk 
melindungi konsumen. Begitu pentingnya prinsip swakrama bagi banyak kode 
etik, sehingga ia sering diletakkan sebagai prinsip pertama dan utama. Lebih 
dari itu, kadangkala ia malahan menjadi jiwa atau roh dari tatanan-tatanan etika 
tersebut. Dalam kaitan periklanan, ada empat alasan utama mengapa swakrama 
dianggap begitu penting, yaitu: 1. Swakrama menyiratkan kepercayaan yang 
amat besar dari industri periklanan kepada para pelakunya. Kepercayaan ini 
selanjutnya diyakini akan memberi mereka dorongan naluriah yang luar biasa 
untuk senantiasa berperilaku yang sesuai dengan lingkungan sosial-budaya 
mereka. 2. Sebagai bagian dari masyarakat, penerapan swakrama terhadap 
komunitas periklanan akan sangat membantu dalam menegakkan sendi-sendi 
peradaban dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Swakrama dapat meniadakan 
-setidaknya meminimalkan-campur tangan dari mereka yang kurang memahami 
periklanan, termasuk pamong (government) atau para penegak hukum, yang 
justru dapat menghambat perkembangan industri periklanan. 4. Dari aspek 
hak asasi dan demokrasi, ia juga merupakan wujud dari kebebasan berpendapat 
dari komunitas periklanan kepada pihak-pihak lain. Rumusan tentang prinsip- 
prinsip swakrama berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya. 
Meskipun demikian, terdapat beberapa prinsip yang diserap oleh kebanyakan 
kode etik periklanan di mancanegara. Prinsipswara negara 763 prinsip ini adalah: 
a. Jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum negara; 
b. Sejalan dengan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat; c. Mendorong 
persaingan, namun dengan cara-cara yang adil dan sehat. Ketiga prinsip di atas 
juga dijadikan asas umum yang baku dalam Etika Pariwara Indonesia. (Tim 


EPI/Wid. Sumber: Buku Etika Pariwara Indonesia terbitan Dewan Periklanan 
Indonesia, 2005). Swara Negara Stasiun Radio Bernaung 
di bawah badan usaha PT. Radio Swara Negara didirikan pada tahun 2001 dan 
mulai mengudara pada tahun 2005. Swara Negara yang lebih dikenal dengan 
sebutan Negara FM, berlokasi di Jalan Rajawali Nomor 39 Satria Negara, 
Jembrana - Bali, Telp/Fax. (0365) 40314. Stasiun radio ini telah lekat di hati 
pendengarnya yang meliputi 4 kecamatan, yakni Melaya, Negara, Mendoyo dan 
Pekutatan, di Kabupaten Jembrana, Bali. Segmen acara yang disuguhkan 
meliputi 60% di antaranya berita, 30 Yo hiburan dan sisanya pendidikan, dan 
lain-lain. Negara FM merupakan bagian dari Kelom- pok Media Bali Post. Di 
bawah penanggung- jawab Ngk. Gede Anom Suastika, Negara FM dirancang 
memang untuk memberikan pen~ didikan informasi secara baik, independen, 
tidak memihak, dan mewartakan apa adanya, sehingga radio ini merupakan 
satu-satunya ra~ dio berformat berita di Jembrana yang sa~ jiannya setiap hari 
dinanti-nantikan banyak orang. Dengan jajaran redaksi pemberitaan dan 
wartawan radio ditambah wartawan Kelom- pok Media Bali Post, program berita 
lokal term angkat sepanjang hari. Sajian aktualnya sena- natiasa terpenuhi 
dalam setiap mata siaran Negara FM. 


764 swara jogja - swara gajah mada Misi Swara Negara adalah mencerdaskan 
masyarakat dengan informasi berita secara berkesinambungan tanpa henti, 
sebagai sebuah tanggungjawab media radio dalam rangka ikut berperan dalam 
pembangunan, sebagai media pendidikan, penerangan dan informasi kepada 
masyarakat, membantu upaya pemerataan informasi serta melakukan fungsi 
social control. Sedangkan secara khusus adalah membantu upaya pemerintah 
mengembangkan pariwisata dan mobilitas pembangunan daerah. Program 
siaran Swara Negara FM dapat dikelompokkan ke dalam tiga materi: a. 

Berita dan informasi seni, budaya, pariwisata, ekonomi, sosial, politik, 
hukum, kamtibmas, olahraga dan sebagainya b. Pendidikan etika dan 
penyegaran rohani c. Hiburan terdiri dari musik dan seni tra disional Negara 
FM mengudara setiap hari (kecuali Nyepi), mulai pukul 04.30 WITa hingga pukul 
24.00 WiTa. Negara FM adalah stasiun radio yang merambah ke semua segmen 
pendegar dari segala tingkatan usia, status sosial ekonomi, serta profesi, seperti 
pelajar/mahasiswa, instansi pemerintah/swasta, pengusaha/pebisnis, ibu rumah 
tangga, dan lain-lain. (Tim EPI/KG. Sumber: Radio Swara Negara/KMB) hasa tutur 
orang Jawa. Itulah sebabnya, kehadiran Swara Jogja diharapkan dapat menjaga 
keberlangsungan Bahasa Jawa yang didalamnya banyak mengandung mutiara 
kata dan kekayaan khasanah budaya bangsa dengan muatan filosofi yang 
berguna sebagai tatanan, dan tuntunan hidup. Untuk mewujudkan programnya, 
Swara Jogja bekerjasama degan berbagai kalangan antara lain, Global FM 
NetWork, Jogja TV, Swara Surabaya, RRI Yogyakarta, Balai Budaya Minomartani, 
ISI Jogyakarta, Balai Budaya Jogjakarta, Pemda Bantul, Pemda Sleman, Pemkot 
DIY, Pemda Kulonprogo, Dewan Kesenian Sleman, dan komunitas seni budaya 
lainnya. Swara Jogja juga melakukan kegiatan produksi program siaran seperti 
iklan layanan masyarakat, iklan komersial, drama radio, feature dan 
perbincangan tentang kearifan lokal, situasi masyarakat, dan kebudayaan. 
Jangkauan siaran mencapai radius 60 Km ataupun tak terbatas (media on line - 


dalam perencanaan). Swara Jogja mengudara pada frekuensi 91,9 FM, dengan 
kekuatan pemancar 2.500 Watt, menjangkau wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. 
Waktu siar pukul 04.30 s.d. 01.00 WIB. Alamat studio di Jalan Wates Km 10 
Yogyakarta, telepon (0274) 7482645,7008508, Fax.(0274) 451800, Station IDr 
“Radio Budaya, Swara Jogja, Sangang Dasa Satunggal Koma Sanga FM" .(Tim 
EPI/Swara Jogja) Swara Jogja Stasiun Radio Stasiun radio ini mulai mengudara 
pada bu— lan Mei 2004, namun baru memulai siaran kata pada 27 Juli 2004. 
Swara Jogja hadir sebagai cara untuk mengembangkan serta melestarikan 
Bahasa dan Budaya Jawa melalui output siarannya. Hal ini dilakukan untuk 
menjawab kekhawatir- an beberapa kalangan akan tersisih dan punah- nya 
Bahasa Jawa sebagai bahasa ibu dan ba— Swara Gajah 

Mada Stasiun Radio Resmi mengudara pada 27 Februari 
2000 dan berada di bawah naungan PT. Radio Swara Gajah Mada. Digerakkan 
oleh sumber daya manusia yang kreatif, dinamis, dan ber- wawasan luas, 
Swaragama FM tumbuh di ten- gah pesatnya perkembangan dunia media in- 
formasi. Sebagai trendsetter baru, Swaragama FM menyodorkan inovasi terbaru 
dari kekuatan 


teknologi informasi dengan meluncurkan situs internet interaktif dan live 
streaming broadcast (siaran lewat media internet), berbicara dengan bahasa dan 
gaya yang khas, penyajian berita yang relevan dan objektif, serta memberikan 
nuansa kepuasan tersendiri dalam menikmati musik dengan sajian digital sound. 
Dengan citra -The Station for Campus Community, Swaragama FM yang 
mengudara 24 jam nonstop, siap menjadi mitra bisnis dan media promosi yang 
efektif dengan target market pelajar, mahasiswa, fresh graduate, dan eksekutif 
muda. Pelayanan yang baik dan kredibel, eksekusi yang lebih tajam, total 
solution untuk onair dan off-air, serta dukungan administrasi yang selalu online. 
Swaragama FM mengudara pada Frekuensi 101.7 MHz, dengan daya pancar 
6000 Watt. Stasiun ini menggunakan sistem antena SIGGE 6 Bay, dan audio 
Processing Optimod 8200FM OR BAN, dan digital audio processor. (Tim EPI, 
Sumber: PT Radio Swaragama) Syafik Umar 

Palembang, 2 Mei 1939 Direktur PT Pikiran Rakyat Saat ini menjabat sebagai 
Direktur Utama P.T. Pikiran Rakyat Bandung, Pemimpin Umum Harian Umum 
Pikiran Rakyat, dan Pimpinan Grup Pikiran Rakyat. Kariernya di koran terbesar di 
Jawa Barat ini berawal ketika ia tercatat sebagai wartawan Pikirsyafik umar 765 
an Rakyat, tahun 1959. Berbagai tugas dan tanggungjawab ia lalui, meskipun 
tugas di bidang keredaksian, setelah 20 tahun menjadi terbagi saat ia ditunjuk 
untuk memimpin Perwakilan Pikiran Rakyat (PR) Jakarta dan sekitarnya sejak 
1979. Sebagai editor ia juga akhirnya berbagi tugas ke wilayah bisnis pers. 
Berbagai jabatan pernah diembannya, termasuk ketika harus memimpin dua 
koran anak penerbitan Pikiran Rakyat, Bandung Pos dan Hikmah. Meskipun 
demikian, kiprah jurnalistik Syafik tidak “sesingkat" itu. Selama bertugassebagai 
wartawan Syafik pernah melakukan berbagai perjalanan jurnalistik ke berbagai 
Ne~ gara di lima benua. Begitu pun di dalam negeri. Kiprahnya ini membuahkan 
penghargaan dari berbagai instansi di dalam dan luar negeri, an~ tara lain dari 
Resimen Para Komando Angkatan Darat (1966), Pemerintah Daerah Jawa Barat 
(1969), Yayasan Kesejahteraan Anak Indone- sia berupa Peniti Kencana (1985), 


PWI Pusat (2006) berupa penghargaan 40 tahun keseti— aan profesi, 
penghargaan cincin emas dari lingkungan kerjanya, Anugerah Pariwara 
Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), penghargaan se~ bagai 
Perintis/Pendiri PR, Indonesian Best Ex- ecutive Golden Award, Adhikarya Satya 
Bhak- ti dari Citra Karya Pembangunan Indonesia, Dharma Karya Kencana dari 
Pemerintah RI, Satya Lencana Pembangunan dan Bhakti Kop- erasi dari 
Pemerintah RI dan Darma Bhakti Se- tia Gerakan Pramuka Nasional. Ada juga 
peng- hargaan bidang pendidikan dari PB Persatuan Guru Republik Indonesia 
(PGRI), bidang keaga- maan dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) Bidang sosial 
kemasyarakatan/pembangunan “Bhakti Projotamansari" Kabupaten Bantul ser- 
ta Pembina Olahraga Terbaik 2009 dari Guber- nur Jawa Barat, sampai “Medali 
dan Honorary Police" dari Kepolisian. Tampaknya Syafik terkesan khusus dengan 
penghargaan bidang budaya dan lingkungan “Peduli Sumedang Award”, 
penghargaan “KujangKencana” dari Paguyuban Pasundan, penghargaan dari 
war~ ga Keadatan Baduy, Banten, dari Masyarakat 


166 syafik umar Kesatuan Adat Banten Kidul “Cipta Gelar”, Sukabumi Selatan 
dan penghargaan dari warga komunitas Kampung Naga, Tasikmalaya. Banyak 
lagi penghargaan yang diterima untuk bidang pendidikan, kebudayaan, 
lingkungan, sosial kemasyarakatan atau keagamaan. Dia rupanya tidak dapat 
melupakan peristiwa cakalele saat menerima tanda penghargaan “Dharma 
Karya Kencana” dari Presiden di lapangan Madika Ambon tahun 2007. 
Sekelompok penari liar dengan pakaian adat dan tombak kayu di tangan beraksi 
di depan panggung WIP tempat Presiden SBY duduk. Setelah sempat menari 
sejenak kelompok penari Cakalele itu dapat digiring ke luar lapangan. Ternyata 
mereka itu adalah kelompok laki-laki sisa-sisa aktivis RMS yang pada malam 
harinya menyelundup dari Pulau Haruku, Maluku. Peristiwa itu sangat 
membahayakan Presiden dan sejumlah pejabat tinggi yang hadir. Sesaat 
kemudian hujan turun lebat dan tanda penghargaan disampaikan secara 
simbolis oleh Presiden. Penugasan Syafik di Jakarta itu, meluaskan 
pengalamannya di tataran nasional, khususnya di lingkungan praktisi periklanan 
dan pemasaran media cetak. Di dalam riwayat organisasinya Syafik tercatat 
sebagai Pengurus Ikatan Praktisi Periklanan Indonesia (IPPI) tahun 1980-1989, 
Selain itu, Syafik juga aktif sebagai pengurus PWI Cabang Bandung/jJawa Barat 
(1969 -1982), Pengurus SPS Jawa Barat, pengurus PWI Pusat (sampai sekarang) 
pengurus SPS Pusat (sampai sekarang), ICMI Orwil Jawa Barat, Kadin Jawa Barat, 
Ketua Umum Keluarga Donor Darah Indonesia (KDDI) Jawa Barat dan pengurus 
Yayasan Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup (YAPALHI) Jawa Barat serta 
berbagai oraganisasi sosial kemasyarakatan. Syafik yang meninggalkan 
kampung halamannya ketika masuk sekolah menengah atas di Bandung (1958), 
gagal menyelesaikan pendidikannya di Universitas Padjadjaran Bandung. 
Namun, pendidikan nonformal yang ia tempuh di dalam dan luar negeri 
membawanya menjadi seorang pemimpin sekaligus manajer yang mampu 
melaksanakan semua tugas-tu-gas yang diembannya. Di dalam negeri Syafik 
pernah mengikuti berbagai pelatihan, dari pelatihan kewartawanan hingga 
pelatihan menejemen dan periklanan. Di luar negeri, Syafik mengikuti workshop 
“Village Editorial" di Malaysia University, Kuala Lumpur (1976), workshop 


“American Newspaper Association” (ANPA), Las Vegas, USA (1989), dan 
workshop Internasional Advertising Association (IAA), Barcelona Spanyol (1992). 
Berbagai seminar dan kunjungan kerja yang dialaminya juga sangat berperan 
bagi perjalanan Syafik sebagai wartawan maupun menejer di perusahaannya. 
Bahkan dengan ka— pasitasnya yang sedemikian lengkap itu Syafik sering 
diundang untuk menjadi pembicara di berbagai instansi dan tempat, 
menyampaikan materi yang berkait dengan dunia pers dan manajemen media. 
Menurut Syafik, kiat mengelola surat itabar itu sederhana saja. Berikan 
pelayanan terbaik bagi pelanggan, kembangkan profesionalisme dan 
manfaatkan teknologi semaksimal mung kin. Dalam era hyper competition ini, 
bersaing dengan baik, benar dan sehat. Sesama koran jangan (bertujuan) saling 
meniadakan. Syafik Umar, yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Sumsel Jawa 
Barat, menikah dengan Cikwah Pujiasti, dikaruniai tiga orang anak dan sejumlah 
cucu. (Tim EPI/KG/Istimewa) 


tabengan - taher tjindarboemi - tajuk rencana 767 'elatihai»:ianwossi: ciation 
juagaite eiperanba: wannp iiap®E ismatteto inantatei esio“, amaliW ni,IM: 
samai@8 ikan, muniflB@ w») Tabengan 

Suratkabar Harian Umum Harian Umum harian umum Tabengan tabeilgail 
adalah suratka- e<><<e mbmbanbunsau-cniMJ“ bar yang menjembatani 
harmonisasi masyarakat dengan pemerintah untuk bersinergi dalam 
menggalang potensi pembangunan daerah. Tabengan pertama kali terbit pada 
tanggal 12 Oktober 2009, dan beredar khususnya di Palangka Raya, ibukota 
provinsi Kalimantan Tengah. Kehadirannya sekaligus melengkapi koran-koran 
umum yang ada sebelumnya antara lain Kalteng Pos, Palangka Post, Dayak Post, 
Sinar Kalteng dan Bidik Kalteng serta beberapa Tabloid seperti Bawi, dan Detak. 
Keunikan suratkabar yang hadir dengan mengusung visi sumber informasi, 
inspirasi, motivasi dan spirit masyarakat Kalimantan Tengah dalam meraih 
kemajuan daerah ini adalah pemilihan nama yang seutuhnya merupakan 
kosakata bahasa Dayak, yang selama ini cenderung ditinggalkan oleh 
masyarakat Dayak sendiri. Pemilihan nama ini lebih menjurus ke pengertian 
metaforik ini daripada makna harafiah. Dengan demikian, Tabengan bisa 
diharapkan memperoleh akar dan elan hidupnya. Dengan keputusan ini 
Tabengan diharapkan dapat menjadi jembatan bagi kesenjangan budaya yang 
terjadi di lingkungan masyarakat Dayak, sekaligus menjalankan fungsinya 
sebagai lembaga pers, yang bertujuan, mendukung percepatan pembangunan 
Kalimantan Tengah melalui informasi yang bermutu: menegakkan Undang- 
undang Pers dan Kode Etik Wartawan: mengutamakan kecakapan Sumber Daya 
Manusia (SDM) di semua lini: Partisipasi dalam perencanaan dan pelayanan 
informasi bagi pembangunan daerah, dan mendorong efektivitas dan efisiensi 
pengelolaan perusahaan secara inovatif. Sebagai koran daerah, Tabengan 
dikendalikan oleh putra daerah Kalimantan Tengah, yang sebelumnya sudah 
malang melintang di dunia pers dan memahami betul seluk beluk kehidupan 
masyarakat setempat, yakni Andrey L. Narang (Pemimpin Umum/Pemimpin 
Perusahaan) dan Atal S. Depari (Pemimpin Redaksi), dari kantor yang beralamat 
di Jin.Imam Bonjol No 19, Palangka Raya, Kaliman- tan Tengah. Telp/Fax: 0536 - 
3242557, dan Em mail: infotabengan@hariantabengan.com. (Tim EPI/K: Sumber: 


Portal HU Tabengan/)) Kusni) Taher Tjindarboemi Lampung, 
28-11-1902- Jakarta, 1983 Tokoh Pergerakan dan Perintis Pers Nasional 
T“endidikan terakhirnya -L di Nederlandsch Indis- che Artsen School (NIAS) 
Surabaya, tetapi lebih term tarik kepada pers. Mula- mula bekeija di suratkabar 
Belanda De Indische Cou- W| rant, lalu pindah ke Soeara | Rakjat Indonesia yang 
ke~ mudian menjadi Soeara Oem moem. Namanya menjadi terkenal ketika ia 
di- hukum di penjara Kalisosok Surabaya dan Sukamiskin Bandung karena 
menulis tajuk ren- cana yang pedas ke alamat penjajah Belanda, disertai 
anjuran agar para pemberontak Indone-— sia di kapal perang Zeven Provincien 
diajak berunding. Artikel yang membela para pem- berontak kapal perang itu 
dimuatnya dalam ke~ dudukan sebagai pemimpin redaksi Soeara Oem moem di 
Surabaya (2-6 Januari 1933). Taher Tjindarboemi juga terkenal karena tidak mau 
menyebutkan sumber berita dari su- rat pembaca yang mengecam suatu 
peristiwa yang menyinggung perasaan, yang dilakukan seorang isteri bupati 
(Belregent), ketika ia membiarkan diri disembah di depan khalayak ramai. Untuk 
menghormati jasa-jasanya Pe- merintah RI memberi pengakuan kepada Ihher 
Tjindarboemi sebagai Perintis Kemerdekaan dan gelar Perintis Pers Indonesia 
(1974).(Tim EPI/KG) WH 


768 talk show Tajuk Rencana Tulisan yang berisi opini atau pendapat yang ditulis 
oleh pengelola suratkabar sendiri. Tajuk rencana mencerminkan sikap pengelola 
media massa terhadap suatu permasalahan. Selain istilah tajuk rencana, 
beberapa suratkabar, tabloid, atau majalah, menggunakan istilah lain seperti 
intisari, editorial, tajuk, atau istilah lain yang khas sesuai pilihan medianya 
sendiri. Karena tajuk rencana berisi sikap pengelola suratkabar terhadap suatu 
permasalahan, tajuk menggunakan gaya resmi, baku, dan disajikan secara 
serius. Bahasa yang digunakan harus memperlihatkan cara berpikir dalam 
menganalisis permasalahan dan menawarkan jalan keluar. Yang dianalisis 
umumnya permasalahan yang sedang berkembang atau masalah yang sedang 
menjadi perhatian masyarakat. Permasalahan tersebut sudah disajikan dalam 
berita atau reportase yang dimuat pada hari yang sama, maupun yang sudah 
diterbitkan beberapa hari sebelumnya. Subragam tajuk berbeda dengan 
subragam jurnalistik lainnya. Subragam tajuk cenderung mengajak pembaca 
untuk merenung dan berpikir. Bentuk penulisannya seperti artikel dengan 
menonjolkan unsur analisisnya. Materi yang dikupas dalam tajuk rencana lebih 
disempitkan, agar lebih fokus serta dapat mewakili berbagai kepentingan. 
Kupasan tersebut harus bersifat netral, namun juga menunjukkan kejelasan 
sikap pengelola media massa yang bersangkutan. (Tim EPI/Wid: Sumber: Buku 
Menjadi Wartawan Handal & Profesional, Panduan Praktis & Teoretis, Ermanto, 
MHum, Penerbit Cinta Pena, Yogyakarta, 2005). Talk Show Dewasa ini talk show 
merupakan program primadona, baik di radio maupun televisi, karena bisa 
disiarkan secara langsung/interaktif dan atraktif. Ditambah lagi dengan sifatnya 
yang menghibur (entertainment). Entertainment di sini maksudnya bukan 
sekadar berarti menghibur, melainkan dinamis dan hidup. Oleh karena itu peran 
pemandu/moderator sangat menentukan sukses tidaknya acara ini. Pilihlah 
pemandu yang tidak emosional, fair, dan rapi dalam menjelaskan fakta atau 
opini kepada pendengar atau pemirsa. Metode talk show, menurut Klaus Kastan, 


instruktur radio dari Munchen Jerman, adalah HARLEY (Harmony, Actual, 
Responsible, Lead-ing, Entertainment, and Yield). Istilah tersebut dikenal 
dengan talk show skill, berupa kemam- puan pemandu dalam melakukan 
beberapa tindakan yang meliputi (1) mengambil ke- putusan, (2) menyusun 
topik dan pertanyaan dengan cepat, (3) memotong pembicaraan narasumber 
yang melenceng, (4) kemampuan melakukan kompromi dan meyakinkan nara- 
sumber, dan (5) memadukan kemasan program secara interaktif. Perbedaan 
paling penting antara talk show dan wawancara berita adalah talk show bersi- 
fat dinamis, tidak terpaku pada aktualitas topik perbincangan, dan jam 
tayangnya fleksibel. Talk show dapat dimasukkan ke dalam kategori pro- gram 
spesial atau program wawancara seba- gai acara. Bahkan ada yang menyebut 
setiap siaran kata adalah talk show, karena mengacu pada arti katanya sendiri 
yaitu talk (obrolan) dan show (gelaran). Dua komponen yang selalu ada dalam 
program talk show adalah obrolan dan musik yang berfungsi sebagai selingan. 
(Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Jurnalistik Radio, Menata Profesionalisme Reporter 
dan Penyiar, Masduki, Penerbit LkiS, Yogyakarta, 2001: dan Buku Teknik Produksi 
Program Televisi, Fred Wi- bowo, Penerbit Pinus, Yogyakarta, 2007). 


tarman azzam 769 Tarman Azzam Mantan Ketua PWI 
Pusat Mantan Ketua PWI Jaya ini memang sudah suka berorganisasi sejak masa 
remajanya. Masa itu, ia aktif dalam organisasi Pelajar Islam (PII) dan Ikatan 
Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU. Sekitar 1966, ia juga aktif dalam Kesatuan Aksi 
Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), kemudian ketika menjadi mahasiswa aktif 
dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia (PMII). Tarman Azzam memasuki profesi wartawan karena 
panggilan jiwa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Kedengarannya 
klise. Tapi itulah yang tak akan berhenti ia ucapkan setiap kali ditanya mengapa 
menjadi wartawan. Kariernya sebagai wartawan diawali ketika ia lulus diterima 
menjadi anggota Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) cabang Jakarta. Setiap 
anggota IPMI, dengan sendirinya dapat diterima menjadi wartawan harian KAMI, 
sebuah koran yang dipimpin dan dikelola oleh sebagian besar para aktivis 
mahasiswa anggota KAMI. Koran inilah pula pada awalnya yang berhasil 
mendidik dan melatih keterampilan profesi jurnalistiknya, sehingga ia menjadi 
wartawan seperti sekarang. Setelah harian KAMI dibredel bersama 12 suratkabar 
lain di Indonesia karena peristiwa 15 Januari 1974 (Malari), Tarman dan 
beberapa wartawan senasib lainnya terpaksa masing-masing mencari tempat 
penyaluran untuk dapat meneruskan profesinya sebagai wartawan. Berbeda dari 
teman-temannya yang lain, ketika itu ia lebih suka memilih radio Arif Rakhman 
Hakim (ARH) sebagai tempat untuk penyaluran profesinya. Bekerja di radio ARH 
sebagai reporter memang tidak terlalu lama. Sebab, satu tahun kemudian (tahun 
1975) ia dapat bersatu kembali dengan teman-temannya, para mantan 
wartawan harian KAMI yang lebih dulu diminta oleh Harmoko untuk memperkuat 
jajaran redaksi harian Pos Sore, kini menjadi harian Terbit. Ketika menjalani 
karier wartawan, ia menjadi anggota PWI sampai menjadi Ketua PWI Jaya dan 
Ketua Umum PWI Pusat, anggota IKAL, ISBA dll. Di samping itu, sebagai 
pengurus PWI ia juga pernah menjadi anggota MPR, anggota DPRD DKI Jakarta 
dan Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Tarman Azzam menjadi 


Ketua PWI Jaya kurun waktu 1993-1995 dalam rangka pergantian antarwaktu 
meneruskan masa jabatan Masdun Pranoto (Angkatan Bersenjata) yang pindah 
ke Kalimantan Barat. Sebelumnya, Tarman menjabat wakil sekretaris. Kemudian 
ia dipercaya melanjutkan tugas sebagai ketua untuk kepengurusan PWI Jaya 
kurun waktu 1995-1999. Ketika menjadi ketua PWI Jaya, ia pernah berpesan 
bahwa kota Jakarta bagi jurnalis merupakan tempat yang sangat tepat untuk 
berkompetisi. “Di sini memang la—dang pers, tersedia ba~ nyak fasilitas 
kemuda~ han arus informasi, na~ rasumber, berbagai pe~ ristiwa, segala 
macam masalah dan sebagai. nya. Maklum, Ibu kota memang pusat politik, 
pemerintahan, ekono- mi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Karena 
itulah, di Jakarta juga habitat perbu- ruhan berita informasi paling tepat dan 
meng- asyikan.” Di samping hal-hal di atas, masih menu- rut mantan Ketua 
PWI Jaya, di Jakarta juga tempat beroperasi ribuan wartawan dari se- gala 
macam media massa yang ada di muka bumi ini, mulai dari yang tradisional 
sampai ke super modern. Terbesar dari mereka adalah anak-anak muda. Mereka 
bersemangat meng- gebu-gebu dalam memburu narasumber dan menyajikan 
berita, namun tidak j arang mem buat kekeliruan. Dalam produk liputannya. 
Tidak sedikiit dari mereka ini menganggap 


770 teknologi produksi media wartawan harus bebas sebebas-bebasnya. Dalam 
posisinya sebagai ketua PWI, tentu saja ia termasuk yang berpendapat bahwa 
kebebasan pers itu harus tunduk pada etika profesi dan wartawan harus jelas 
memposisikan dirinya tunduk pada etika. Semua wartawan anggota PWI diminta 
harus tunduk dan melaksanakan kode etik jurnalistik PWI. Demikian juga bagi 
mereka yang menjadi anggota organisasi wartawan lain, maka harus juga 
melaksanakan ketaatan pada kode etiknya baru bisa disebut wartawan yang 
bermartabat. Salah satu karya PWI Jaya di bawa kepemimpinannya yakni untuk 
pertama kali diterbitkan sebuah buku mengenai sejarah dan perjuangan PWI 
Jaya berjudul PWI Jaya di Arena Massa yang disusun oleh Soebagio I.N., seorang 
sejarawan pers Indonesia, pensiunan Kantor Berita ANTARA, tahun 1998. Di 
samping itu, di era kepemimpinan Tarman juga, PWI Jaya terhitung sejak 1995 
telah mengabadikan nama Mohammad Hoesni Thamrin, tokoh pers nasional dan 
pejuang kemerdekaan asal Betawi, sebagai bentuk sebuah penghargaan 
tertingga atas karya jurnalistik terbaik para anggota PWI Jaya. Anugerah ini 
merupakan pengganti Anugerah Jurnalistik Adinegoro yang diadakan PWI Jaya 
sejak 1974, tapi sejak 1995 program itu telah ditingkatkan menjadi program PWI 
Pusat. (SSJW/ES) Teknologi Produksi Media Pada sisi teknis, media 
punya banyak persamaan. Media massa menurut definisi menyangkut penyiaran 
(broadcast) dari sajian yang sama, dari satu atau sejumlah kecil pusat ke banyak 
anggota khalayak, yang diselenggarakan seperti jari-jari roda. Sebaliknya, 
penyiaran yang terbatas untuk khalayak tertentu seperti televisi kabel 
(narrowcast) melibatkan komunikasi pesan dua arah, dari satu titik ke titik 
lainnya yang unik seperti pada jaringan telepon. Berbagi sajian (content sharing) 
di antara banyak anggota khalayak media massa itulah yang menimbulkan skala 
ekonomi. Kapasitas produksi media massa bisa diukur dengan banyak cara. 
Kebanyakan media punya satu saluran atau lebih, yang bisa dipasarkan secara 
individual atau dalam bundel oleh satu entitas ekonomi. Masing-masing saluran 


punya identitas khas yang oleh konsumen mungkin diasosiasikan dengan jenis 
dan kualitas sajian tertentu sebagaimana nama dan merek dagang. Saluran 
menawarkansajian secara terus-menerus atau secara ber- kala, dan berusaha 
menciptakan kesetiaan pelanggan. Suratkabar, majalah, stasiun tele- visi dan 
radio, masing-masing bisa dianggap saluran komunikasi massa. Sebagaimana 
dibahas sebelumnya, total jumlah saluran yang bersaing dan jumlah salur- an 
yang dikontrol masing-masing entitas ekonomi menentukan keragaman sajian. 
Se- mentara teknologi berkembang, jumlah saluran yang dikuasai bersama 
cenderung berkem- bang, seperti tampak pada kontras antara broadcaster lokal 
dan sistem televisi kabel lokal. Semakin tampak struktur media meli- batkan 
persaingan di antara penyedia multi- saluran, seperti ketika broadcaster satelit 
lang- sung ke rumah bersaing dengan sistem televisi kabel. Suratkabar dengan 
berbagai rubriknya yang disusun menurut topiknya bisa juga di- anggap sebagai 
media multisaluran. Kapasitas fisik saluran tertentu dapat di- ukur dari 
kemampuannya dalam mentransfer informasi per satuan waktu. Untuk media 
elek- tronik hal ini menyangkut bandwidth (untuk saluran analog) atau bit per 
detik (untuk salur- an digital). Media cetak mempunyai ukuran fisik ana~ log, 
tetapi kebanyakan media cetak saat ini menggunakan transmisi elektronik pada 
titik tertentu dalam produksinya. Namun, daya tarik estetis dan sajian substantif 
dalam pesan media massa tidak ada hubungannya dengan ukuran atau 
kapasitas fisik. Misalnya, kese- diaan konsumen untuk membayar maupun 
menangkap secara kritis pesan yang disiarkan atau dicetak dalam hitam-putih 
bisa melam- 


— tpi - tempo 771 paui pesan berwarna yang membutuhkan lebih banyak bit 
informasi. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Hak Memberitakan: Peran Pers dalam 
Pembangunan Ekonomi, Seri Studi Pembangunan World Bank Institute, Penerbit 
Pusat Data dan Analisa Tempo, Jakarta, 2006). Televisi Pendidikan Indonesia 
Stasiun televisi Swasta Nasional Lahir atas dorongan semangat luhur untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan hak semua warga negara 
untuk mendapatkan pengajaran. Pada 21 Januari 1991 TPI secara resmi 
mengudara menemani pemirsa di seluruh penjuru tanah air. “ TPI berangkat dari 
idealisme pemilik dan pengelolanya, untuk berperan aktif dalam 
penyelenggaraan pendidikan nasional. Sesuai dengan misi yang dianutnya,” 
demikian papar Drs. Ishadi S.K, Direktur Operasional TPI ketika itu. Seiring 
dengan roda bisnis yang berputar terus, TPI terus melaju. Bermula dari siaran 
pagi hingga siang hari dengan menggunakan frekuensi TVRI (saluran VHF), 
selanjutnya TPI hadir menyapa pemirsa sejak dini hari hingga larut malam 
dengan menggunakan saluran sendiri yakni saluran UHF. Program acara yang 
disiarkan oleh TPI sebagian besar ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah 
ke bawah, yang merupakan lapisan terbesar dari masyarakat Indonesia. TPI 
telah menjadi teman bagi ibu-ibu rumah tangga di Indonesia. Siapa pun tak 
memungkiri betapa besar belanja kaum ibu untuk memenuhi keperluan rumah 
tangganya. Oleh karena itu TPI menjadi tempat yang tepat bagi para produsen 
untuk mengiklankan produknya. Dengan motto, ” Televisi Keluarga Anda”, pada 
masa itu TPI merupakan satu-satunya stasiun televisi swasta yang dapat 
menjangkau 27 provinsi, menjangkau seluruh area suburban dan rural. Acara- 


acara hiburan yang ditayangkannya pun beragam. Mulai dari film-film Barat 
bermutu, film India yang mampu menyedot penonton, hingga sinetron karya 
anak negeri. TPI dapat digolongkan sebagai televisi yang paling gencar 
mengangkat tayangan lokal. Dalam jangka panjang TPI ditargetkan 
menayangkan 100% siaran lokal. Kendati gencar menggenjot acara menarik 
yang memuaskan dahaga pemirsa akan hiburan dan informasi, materi-materi 
pendidikan tetap menjadi perhatian pengelolanya. Justru, survei yang dilakukan 
oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberi hasil 
yang menggembirakan bahwa 95,4% siswa dan guru tingkat SLTP dan SLTA 
mengikuti program “Titian Ilmu” yang ditayangkan oleh TPI. Tahun demi tahun 
TPI terus melakukan pembenahan. Sejak Januari 1996 siaran TPI dikawasan 
potensi pemasarannya tinggi seper— ti Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi 
bisa diterima lebih jernih dengan kualitas gambar yang jelas, berkat selesainya 
menara pemancar yang baru di kawasan Joglo Jakarta Barat, se- tinggi 175 
meter dengan kapasitas 80 KW. (Tim EPI/KG. Sumber: Wikipedia) 

Tempo Majalah Berita Mingguan Pertama kali 
terbit pada 1 Maret 1971 dalam wujud edisi percontohan, dan secara res- mi 
beredar lima hari kemudian, tepatnya tang- gal 6 Maret 1971. Tompo 
diselenggarakan oleh Eric FH Samola SH sebagai direktur dan Goe- nawan 
Mohamad sebagai pemimpin umum (PU), Fikri Djufri sebagai wakil PU, Usamah 
sem bagai Redaktur Pelaksana, dan Christianto Wi- bisono, Fikri Djufri, Toeti 
Kakiailatu, Harjoko TYisnadi, Lukman Setiawan, Sju'bah Asa, Zen Umar Purba, 
Putu Widjaja, dan Isma Sawitri 


712 tempo sebagai anggota dewan redaksi. Sedangkan jajaran reporter terdiri 
dari Musawa, Martin Aleida, Sjahir Wahab, dan Salim Said (reporter Tempo 
angkatan I). Awak Tempo pada awalnya memang terdiri dari para seniman. 
Karena itu tak bisa dimungkiri bahwa bahasa yang mereka pergunakan berbau 
sastra. Jadilah jurnalisme Tempo, jurnalisme yang berpadu dengan sastra. Pada 
awalnya, Goenawan kalang-kabut mengelola manajerial. Ia dihadapkan pada 
masalah pengelolaan redaksi hingga penyusunan anggaran. Untuk 
menyelesaikan masalah tersebut ia merasa perlu menambah pengetahuannya 
terlebih dulu dengan mengikuti pendidikan di Lembaga Pendidikan dan 
Pembinaan Manajemen. Hal yang talrpernah ia bayangkan sebelumnya. (Andai 
Saya Wartawan Tkmpo, 1996:3) “Waktu mendirikan Tempo dulu, kami sama 
sekali tidak mengerti bagaimana organisasi redaksi diatur. Rapat saja tidak tahu, 
" katanya. Baru pada tahun 1980an, Goenawan berkunjung ke Time dan belajar 
menata organisasi redaksi di sana. Alhasil, Goenawan berkesimpulan, bagi 
pemimpin redaksi, katanya, kerja yang paling utama bukanlah mengurus berita, 
tapi mengurus orang-orang. Khusus mengurus orang-orang ini Tempo pernah 
diuji saat usianya 16 tahun, ketika 45 karyawan dan wartawannya hengkang. 
Eksodus yang diarsiteki Saur Hutabarat, Syu'bah Asa, Eddy Herwanto, dan Marah 
Sakti itu muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap manajemen. “Saya 
sudah muak dengan manajemen Tempo,” kata Saur. “Tak ada lagi open 
management di Tempo,"tambah Syu'bah. Goenawan mengaku sedih dengan 
eksodus orang-orang kepercayaannya itu. Tapi Goenawan sadar betul 
“kegemukan” Tempo yang jumlah karyawannya mulai berlebih. “Saya sadar, 


Tempo tak ingin berilusi telah mendapatkan manajemen yang sempurna. Sistem 
pengelolaan yang ada harus terus diperbaiki, dan itu perlu waktu, ” katanya 
dalam jumpa pers pada 18 Juli 1987. Tkmpo lolos ujian untuk kedua kalinya 
setelah yang pertama tersandung larangan terbit pada April 1982. Majalah baru 
dari warga Tkmpo yang eksodus itu pun terbit dengan nama Editor. Keduanya 
bersaing di jalur mingguan berita. Tempo tetap pada kerangka pemberitaan 
yang sudah menjadi khasnya; berita yang disisir mendalam dan disajikan 
layaknya potongan-potongan cerita pendek yang padat, bahasa yang cair, dan 
tak lupa unsur kejut. Investigasi adalah salah satu cara Tempo menyusuri 
lekukan informasi di tubuh-tubuh politik dan birokrasilndonesia. Tapi karena in- 
vestigasi pula Tkm- po mesti diintero- grasi. Gara-gara kapal bekas, Tkmpo pun 
kena pukulan telak. Laporan Tempo me- ngenai pembelian kapal bekas dari 
Jerman Timur menyebabkan mereka dibredel pada 26 Juni 1994. Uniknya, Tkmpo 
mati berbareng de- ngan Editor (juga tabloid DeTIK), yang me- rupakan anak 
yang lahir dari peristiwa ekso- MPO 


si tiara 773 dus 1987. Presiden Soeharto melalui Menteri Penerangan, Harmoko, 
menjatuhkan vonis mencabut izin terbit Tompo. Maka Surat Izin Terbit 
Keputusan Menpen RI NO. 01028/SK/Dir. PP/ST/1970 Tgl. 31 Desember 1970 dan 
Surat Ijin Cetak, Laksus Pangkopkamtibda Djaja No. Kep. 004 PC/I/197112 
Djanuari 1971 tak berlaku lagi. Pada tahun 1996, PT. Tempo Inti Media Tbk. 
didirikan. Menurut situs resmi Bursa Efek Jakarta, pada 1998 perseroan ini 
memperoleh SIUPP No. 354/SK/Menpen/SNPP/1998 sebagai perusahaan yang 
bergerak dalam penerbitan pers. Sementara ISSN-nya berkode 0126-4273. Pada 
tahun 2002 Goenawan duduk sebagai Direksi PT. Tempo Inti Media Tbk. 
Sementara untuk pencetaknya dipilih PT. Temprint, Jakarta, anak perusahaan PT. 
Tempo Inti Media Tbk. Tbmpo semakin sehat setelah diberi asupan saham. Dari 
situs resmi bursa efek di Jakarta, saham Tempo sampai dengan 31 Januari 2007 
adalah 21% milik PT. Grafiti Pers, 25% milik Yayasan 21 Juni, 25% punya Yayasan 
Jaya Raya, dan 12% dimiliki Yayasan Karyawan Tempo. Yang juga perlu dicatat 
pada kebangkitan kedua Tbmpo pada 26 Oktober 1998 adalah perubahan pada 
lembaga penerbitnya. Pada mulanya Tempo diterbitkan Badan Usaha Jaya Press 
Jajasan Raya yang dipimpin Eric FH Samola SH dan Christianto Wibisono sebagai 
Wakil Direktur II. Percetakan di Pentjetak PT. Dian Rakjat. Tempo memang tak 
bermasalah dengan saham. Namun investigasinya kembali diuji di lapangan. 
Tepatnya di Tanah Abang Jakarta. Majalah ini digugat Tomy Winata karena 
“cerita pendek” di edisi 3 Maret 2003 yang berjudul “Ada Tomy di Tenabang”. 
Gara-gara itu Bambang Harymurti harus menghadapi “persdelict". Pencemaran 
nama baik, kata pihak penggugat. Tapi Tbmpo lepas dari jerat. Dan investigasi 
juga yang kembali menjungkat Tbmpo ke dalam irama rantai pengadilan. 
Delapan halaman iklan advertorial, yang isinya membantah artikel investigasi 
soal pendirian kota baru Bandar Kemayoran yang dimuat di edisi sebelumnya 
(18-23 April 2006), ternyata menjadi bagian dari majalah Tempo edisi 24-30 April 
2006. Karena memang ditampilkan sangat mirip dengan rubrikasi dan tak ada 
“pagar api” sama sekali di sana. Isinya punmasih relevan dengan investigasi 
pekan se- belumnya. Penerbit Tbmpo pun bertindak cepat dan mengumumkan 
di Koran Tempo edisi 1 Mei 2006 soal “Suplemen Sisipan" itu. Pernyataan 


berjudul “Kami Keliru” itu menegaskan bah— wa prosedur investigasi yang 
mereka lakukan sudah memenuhi seluruh kaidah jurnalistik dan menolak 
sepeser pun dana dari pemasang- nya. Lantaran advertorial itu menabrak etika 
periklanan, Tempo pun menjatuhkan hukuman kepada kru-nya yang terlibat 
dalam soal ini. Penerbit Tempo meminta maaf dengan bobolnya prosedur baku 
pemasangan iklan di majalah mereka. Cara itu barangkali meru- pakan sebuah 
penghormatan terhadap patok yang telah dipancangkan pertama kali di edisi 
perdananya, “Djurnalisme madjalah ini kare— na itu bukanlah djurnalisme untuk 
memaki atau menjibirkan bibir; djuga tidak dimaksudkan untuk mendjilat atau 
menghamba. Jangmem-— berinya komando bukanlah kekuasaan atau uang, 
tetapi niat baik, sikap adil dan akal sem hat. " (Tim EPI. Sumber: Agung Dwi 
Hartanto/— Indonesia Buku/Jumas) Tiara Majalah 
Dwimingguan Majalah tentang trend dan informasi peri— laku ini terbit sejak 27 
Mei 1990 dan beredar di pasaran setiap Rabu. Diterbitkan PT. Rama Prakasa 
Media yang didirikan R. Ris- man Hafil tahun 1989, Tiara merupakan reinkar- 
nasi majalah hiburan Ultra. Sebelumnya per— nah terbit dalam bentuk digest 
(ringkasan) seperti Intisari (1982), atau buku saku. Lalu menjadi majalah populer 
bulanan (1985), ma~ jalah trend dan informasi perilaku pada tahun 1990. 
«OISSBS IHII 


774 threes nio Pada awalnya Tiara sempat mengejutkan pembacanya dengan 
penelitian seputar penyelewengan seksual, seperti "The OtherMan' dan “The 
“Other Woman'. Akibatnya muncul kesan bahwa majalah ini merupakan majalah 
hiburan yang mengutamakan soal seks. Namun citra seperti itu kemudian ditepis 
pengelola Tiara. “Kita tidak ingin mengungkapkan seks secara vulgar. Harus kita 
akui bahwa seks penting dibicarakan,” kata salah seorang pengelolanya. Tiara 
yang pada awal kemunculannya terjual 15.000 eksemplar per edisi, lima tahun 
kemudian mampu meningkatkan oplahnya sebanyak 40.000 eksemplar. (Tim 
EPI/PDAT) Threes Nio Banjar Negara, 23-10-39 - 
New York, 14-12-90) Wartawati Kompas Lahir sebagai anak tertua dari lima 
bersaudara. la dibesarkan di Semarang hingga menyelesaikan pendidikan 
sekolah menengah (1959). Kemudian Threes pindah ke Yogyakarta karena kuliah 
di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan/Universitas Sanata Dharma, Jurusan Sastra 
Inggris, dan lulus tahun 1965. Tahun 1962 hingga 1965 Threes menjadi guru 
SMA Stella Duce Yogyakarta, dan sejak Februari 1966 bergabung dengan 
Kompas. Tahun 1972 hingga 1973 Threes sempat mengundurkan diri dari 
Kompas untuk melanglangbuana ke Eropa dan bekerja di Radio Jerman Deutsche 
Welle. Namun sekembalinya dari petualangannya ia kembali bergabung dengan 
Kompas. Pada tahun 1978 hingga 1979 Threes mengikuti kuliah di Princenton 
University, AS. Sejak Mei 1982 ia ditempatkan sebagai wartawan Kompas di New 
York. Threes adalah wartawan yang cepat jadi. Lingkungan pendidikannya 
sangat mendukung dan memberinya iklim dan latihan berpikir kritis dan logis. Di 
lingkungan pendidikannya itu Threes juga menjadi terlatih memiliki sikap dan 
orientasi untuk peduli terhadap orang lain dan lingkungannya. Sebagai wartawan 
Threes tergolong ngotot, tidak mudah menyerah begitu saja, tidak asal-asalan, 
dan tuntas. Threes juga termasuk orang yang selalu mempersoalkan dan tidak 
menerima begitu saja apapun yang dilihat dan didengarnya. Pada tahun-tahun 


pertama kewartawanannya, Threes ditugaskan sebagai wartawan Istana dan 
Bina Graha. Penugasan ini mempengaruhi minatThrees terhadap ma~ salah 
ekonomi dan pembangunan pada umumnya, sekaligus mengenalkan Threes 
dengan para pemban- tu Presiden, perumus, dan pelaksana kebija- kan 
ekonomi waktu itu. Penugasan dan perjalanannya ke dae- 


E H—, , nH w IM tinta cetak suratkabar 775 rah dan tempat-tempat 
berbahaya di dalam dan di luar negeri, seperti Vietnam dan Uganda, menghapus 
kesan bahwa Threes seorang wartawan yang hanya bisa bekerja di lingkungan 
elit seperti istana. Penugasan ini secara tidak langsung melengkapi sikap dan 
pribadinya sebagai wartawan. Gaya tulisan Threes lugas, tanpa hiperbola, tapi 
tetap menarik. Pilihan katanya tepat dan susunan kalimatnya sangat terpilih. 
Sebagai wartawan Threes memiliki pengalaman batin yang sangat luar biasa. Hal 
ini dapat dilihat dari pengalamannya mewawancarai sejumlah tokoh nasional 
mau pun internasional. Dr. Sumitro, Presiden Soeharto, Dr. Hatta, Pangeran 
Bernhard, Sri Paus, Pangeran Sihanouk, Nguyen Co Thach, Ronald Reagan, Raul 
Manglapus, dan Dr. Mahathir Mohammad, adalah deretan nama-nama tokoh 
terkenal yang pernah ia wawancarai. Di mata para narasumbernya Threes 
adalah wartawan yang gigih, yang menempatkan tugas di atas segala-galanya. 
Dedikasinya terhadap pekerjaan, integritasnya, serta kecermatannya dalam 
melaporkan berita atau wawancara membuat narasumbernya menghormati 
Threes. Hampir semua narasumbernya sepakat bahwa Threes sangat pantas 
dijadikan role model dan panutan wartawan Indonesia. Sebagai wartawan Threes 
juga bukan sekadar meliput sebuah kejadian, tetapi memberi masukan kepada 
narasumbernya. Prof. Emil Salim, misalnya, menceritakan bagaimana Threes 
mencari tahu sikap dan melobi negara-negara lain kemudian memberi informasi 
yang sangat berharga kepada para menteri yang berperan dalam konferensi 
atau perundingan-perundingan antarbangsa yang diliputnya. Begitu juga 
pendapat Saodah BA Syahruddin MA, Direktur Kerjasama Ekonomi Negaranegara 
Berkembang. Menurut Saodah, antara dia dan Threes terdapat hubungan saling 
membutuhkan yang sangat kuat. Threes butuh dirinya guna memperoleh 
informasi dari dalam. Sebaliknya, Saodah juga membutuhkan Threes karena ia 
dapat memperoleh banyak informasi dari sidang-sidang yang tidak bisa ia hadiri. 
Threes meninggal dunia di New York, beberapa hari setelah meliput konferensi 
GATTdi Brussel. la dimakamkan di tanah kelahir- annya di Banjarnegara. (Tim 
EPI/KG. Sumber: Biografi Threes Nio, Laporan dari Lapangan, 1995). k' Tinta 
Cetak Suratkabar Tinta cetak pertama kali dipergunakan oleh Bangsa Cina 
setelah mereka menemukan kertas antara tahun 100 - 200 Masehi. Unsur- 
unsur dasarnya adalah serbuk karbon di- larutkan di dalam campuran lem dan 
minyak. Tinta Gutenberg (1440 Masehi) sedikit berbe- da dalam unsur 
utamanya yakni terdiri dari minyak biji rami (70%), vernis litografi, karbon dari 
minyak, serbuk tulang dari unsur tumbuh- tumbuhan (3096). Tinta modern 
unsur-unsurnya terdiri dari ramuan (sebagian atau keseluruhannya) yaitu zat 
warna (pigment), bahan pengikat (vehicle), pencair (thinher), pengering (drier) 
dan peng- ubah (modifier). Zat warna (pigment) Zat warna adalah unsur dalam 
tinta yang dapat dilihat sebagai warna yaitu hitam, putih atau kelabu. Zat warna 
terutama adalah unsur anorganik dan organik. Zat warna anorganik adalah zat 


warna yang diperoleh secara alami atau warna-warna tanah. Karena sulitnya dim 
kerjakan, dewasa ini sedikit sekali dipakai zat- zat warna alami. William Perking 
(1856), seorang mahasis- wa jurusan kimia, menemukan bahan pewar- na 
sintetis yang pertama. Zat warna organik ini diperkenalkan dan kini banyak 
dipakai se- cara meluas dalam pabrik-pabrik tinta cetak. Zat warna ini 
kebanyakan dihasilkan dari ba- han-bahan kimia ekstrak dari cairan kental 
batubara, hasil sampingan dalam pabrik kokas dan gas bakar dari batu bara. 


JIS tinta cetak suratkabar Kebanyakan warna dari sprektrum yang dapat dilihat 
dapat ditiru dengan zat pewarna dari zat warna ini. Bahan pengikat (vehicle) 
Bahan pengikat adalah minyak biji rami yang dikerjakan dalam keadaan panas 
dan membentuk ujud atau jenang tinta. Bahan ini memuat zat warna dan 
mengikatnya dengan bahan-bahan cetak. Bahan pengikat ini biasanya 
menentukan penyediaan, penyebaran, pemindahan dan daya penutupan 
daripada tinta, juga merupakan penentu cara/kecepatan pengeringnya. Pada 
tahun-tahun terakhir ini damar sintetis telah menggantikan minyak pengering. 
Untuk fotogravur dipakai suatu bahan pengikat khusus, yaitu menggunakan 
alkohol atau aseton, yang menyebabkan tinta mongering sebagian karena 
penyerapan dan sebagian karena penguapan. Tinta fotogravur cepat menguap, 
namun kilauannya kurang dan lagi berbahaya bagi kesehatan serta merupakan 
uap yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran. Uap obat pelarut harus 
disalurkan pergi dalam tabung penampung. Pencair Pencair ini membantu 
kerjanya pada mesin. Pencair ini biasanya dipisahkan dari bahan pengikatnya 
dan mempengaruhi ketahanan, peresapan, penggilapan, pengeringan dan 
pelekatan tinta. Pengering (drier) Bahan pengering ini ditambahkan kepada tinta 
cetak untuk membantu pengeringan secara oksidasi. Kebanyakan bahan 
pengering berunsur cobalt (bahan keputih-putihan terdapat pada besi dan nikel), 
mangan dan timah, yang dapat larut ke dalam berbagai bahan pengikat. Bahan 
pengering meningkat kerjanya sejajar dengan peningkatan suhu, maka dengan 
begitu tinta lebih cepat mongering pada suhu yang panas daripada pada suhu 
yang dingin. Kelembaban pada tingkat tertentu mempengaruhi waktu 
pengeringan daripada zat warna cetak. Suatu kelembaban yang cukup tinggi 
akan meningkatkan kesulitan pengeringan. Pengubah (modifier) Pengubah, 
seperti malam dan minyak, mengontrol pengeringan, kekenyalan ketahanan, 
kekilapan dan kemampuan bertahan terhadap gesekan. Kalau bahan 
pembungkus mentega, daging, buah, sayur-sayur dan sebagainya dicetak, maka 
pengubah ini bahkan mengatur bau dari pada tinta. Proses pembuatan tinta 
Semua bahan untuk pembuatan tinta diperiksa, dites dan diproses untuk 
mencapai mutu tertentu. Untuk setiap batch (jumlah pro-duksi tertentu) yang 
akan diramu, sejumlah bahan keperluan yang sudah dikontrol ditim- bang dan 
dikirim ke bagian peramu, yang mengaduk bahan-bahan itu menjadi satu. Sete- 
lah pengadukan tinta itu dilewatkan ke peng- gilingan tinta (ink mill) di mana 
beberapa rol baja yang halus menggilas ramua itu sampai mencapai suatu 
kehalusan tertentu. Pencampuran warna pada tinta Pencampuran warna pada 
tinta berarti mengolahnya untuk memperoleh suatu warna yang lain, atau untuk 
memperoleh suatu tingkatan warna yang lebih muda atau yang lebih tua 
daripada warna yang tersedia. Suatu persediaan warna kuning, jingga (oranye), 


merah, hijau, biru, lila, putih dan hi- tam memungkinkan untuk membuat 
campur- an warna yang biasanya dibutuhkan. Pada umumnya, warna “yang 
lebih kuat” harus dim tuangkan sedikit-sedikit kepada warna” yang lebih lemah” 
dan kemudian diaduk baik-baik supaya merata pencampurannya, sampai di- 
capai tingkatan warna yang diingini. Untuk memperoleh jumlah tinta warna yang 
banyak, sebaiknya menggunakan perse- diaan tinta dalam berbagai warna atau 
meme~ san suatu campuran khusus kepada perusa- haan tinta. 


tinta cetak suratkabar 777 Istilah-istilah berikut ini menjelaskan berbagai sifat 
tinta cetak. Kekentalan Adalah daya alir kalau tinta secara mudah mengalir 
dikatakan berkekentalan rendah kalau tidak mudah mengalir, ia berkekentalan 
tinggi. Tinta offset biasanya berkekentalan tinggi. Daya rekat Daya rekat adalah 
mudah tidaknya melekat. Terlalu rekat berarti kurang daya lenturnya dan karena 
juga keefektifannya. Bilamana kerekatan tinta lebih besar daripada kekuatan 
yang menahan kertas maka kertas akan melekat pada klise/plat/rol karet, dan 
akibatnya kertas akan lepas dari pegangannya. Daya memanjang Tinta dapat 
panjang atau pendek, yang dapat dites dengan menuangkan tinta sedemikian 
sekedar untuk memperoleh lidah tinta yang panjang. Ini dikerjakan dengan 
bantuan sudut pisau tinta. Kepekatan Adalah kemampuan tinta menutupi atau 
menyembunyikan. Suatu warna yang kelam kalau dicetakkan di atas warna lain 
yang sebelumnya dicetakkan pada sehelai kertas, akan menutupinya sama 
sekali, apabila tinta itu punya kekelaman yang tinggi: dan hanya setengah 
menutupinya kalau kekelaman itu hanya setengah saja. Transparansi/sifat 
tembus cahaya Suatu warna yang transparan tidak memiliki kemampuan 
menutupi warna yang lain, ia masih akan menampakkan warna yang ditutupinya 
dengan cukup jelas. Sifat tahan lama Sifat tahan lama adalah ketetapan warna 
terhadap pengaruh radiasi cahaya matahari, untuk jangka waktu yang lama. 
Tinta yang punya sifat kuat, tidak mudah berubah, baik sekali untuk mencetak 
poster-poster. Daya tahan Tinta yang tahan adalah tinta yang punya ketahanan 
terhadap pengaruh gas, zat kimia, panas, kelembaban dan lain sebagainya. 
Misalnya, tinta yang tidak terpengaruh oleh vernis. Tinta hitam biasa Adalah 
tinta hitam yang dipakai untuk mencetak kebutuhan sehari-hari yang umum, 
seperti koran, majalah, buku dan sebagainya. Tinta hitam nada lengkap Adalah 
tinta yang halus, yang sangat cocok untuk mencetak reproduksi dari gambar 
halftone dengan raster halus. Tinta berwarna kuat Adalah tinta yang berwarna 
kuat dengan konsentrasi tinggi. Tinta metalik Adalah tinta-tinta yang berasal dari 
ser-buk alumunium atau perunggu yang dicam- purkan dengan bahan 
pengantar yang sesuai. Beberapa warna dapat saja dicampurkan de~ ngan tinta 
ini. Namun tinta metalik sangat sukar untuk dicetakkan. Tinta offset Tinta offset 
dibuat khusus untuk keperlu- an cetak offset. Jangan sekali-kali menggu- nakan 
tinta cetak tinggi pada mesin cetak offset. Tinta offset sebaliknya bisa dipakai 
pa- da mesin cetak tinggi. Tinta offset harus dapat tahan terhadap reaksi air 
yang dihadapinya pada pelat offset yang dibasahi. Tinta itu tidak boleh 
menyerap suatupun dari air itu (tidak boleh beremulsi): tapi juga tintanya tidak 
boleh rusak dan ber- campur dengan air pada bagian pelat yang terang/kosong 
pada waktu pencetakan. Ke- dua keadaan itu cenderung untuk merusakkan 


bahan pengantar tinta, wama atau kualitas kem keringannya, memperlemah 
tulisan/gambar 


778 tiras pada pelat cetak atau menyebabkan pengotoran tinta pada bidang- 
bidang yang terang pada pelat cetak dan lembaran cetak. Sifat Tinta Selain itu 
sifat sifat yang dimiliki tinta antara lain: - Viscositas, yaitu sifat kekentalan 
tinta yang dinyatakan dalam cP (Centipoise), dan diukur dengan Viscometer. 
Besar kecilnya nilai viscositas dipengaruhi oleh jenis kertas dan mesin cetak 
yang dipakai (shetfed atau web). - Flow adalah daya alir tinta agar dapat turun 
dengan baik mulai dari bak tinta sampai ke kertas. - 7hckness/kelengketan 
adalah sifat daya tarik internal dan external tinta terhadap permukaan kertas 
sampai terjadi perpindahan tinta ke permukaan kertas dengan sempurna. Alat 
ukur yang digunakan untuk mengukur kelengketan tinta dikenal dengan 
Inkometer. Tackness suatu tinta disesuaikan dengan kecepatan mesin dan jenis 
kertas yang dipakai. - Thixotrophy yaitu sifat tinta akan mengalir bila kena 
gerakan dan akan diam kembali apabila gerakan tersebut dihentikan. - 

Drying time yaitu sifat pengeringan tinta sampai dengan ke pori-pori 
kertas. Dengan sifat-sifat inilah maka pada waktu proses cetak berlangsung tinta 
lebih mudah berubah bentuk, mudah menyesuaikan diri dengan bahan cetak, 
dan dapat diatur oleh pencetak untuk mendapatkan mutu cetak yang diinginkan. 
Namun demikian masing-masing produsen tinta mempunyai ciri khas pada 
formulanya, dalam hal ini menyebabkan perbedaan kualitas. Untuk 
mendapatkan persyaratan-persyaratan dan mutu tinta cetak dari masingmasing 
produsen tidaklah sesederhana dan semudah seperti halnya pada kertas. 
Sampai dengan saat ini, SNI (Standard Nasional Indonesia) belum menetapkan 
data/nilai yang pasti dalam penentuan mutu tinta cetak. Oleh karena itu 
pembahasan terhadap persyaratan- persyaratan mutu tinta cetak hanya dapat 
dijelaskan secara umum berdasarkan kebutuhan terhadap proses cetaknya. 
Berdasarkan kekentalan, tinta cetak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, 
yaitu: 1) Jenis tinta kental, seperti tinta offset, letterpress, dan tinta koran; 
dan 2) Jenis tinta encer, seperti tinta rotogravu re, fleksografi, dan tinta 
sablon atau tinta cetaksaring.(Tim EPI/KG. Sumber: Buku Perihal Cetak 
Mencetak, 1977; Buku Digital Workflow dalam Industri Grafika) 

Tiras Majalah Berita Mingguan Terbit tanggal 24 Juni 1994. Ia 
hadir setelah sejumlah wartawan majalah Editor men~ dirikan ET. Indepenindo 
Bangun Media, me— nyusul dibatalkannya SIUPP majalah Editor. Saham 
seluruhnya dipegang ET. Adidaya Visi Selaras yang didirikan 24 wartawan Editor 
pam da 1993. Menurut Pemimpin Umum Tiras, Eddy Herwanto, persaingan yang 
ada cukup ketat. 


tirto adhi soerjo 779 Misalnya persaingan yang terjadi antara majalah mingguan 
Gatra, Sinar, Tiras dan Warta Ekonomi, sedangkan dengan yang dwimingguan 
adalah majalah Forum Keadilan. “Persaingan ini sehat buat konsumen, karena 
mereka akan mendapat sajian yang lebih baik. Berarti timbul tantangan bagi 
media yang sejenis, apalagi dengan adanya televisi yang menyajikan berita 
sama. Oleh karena itu, media yang membawa suara golongan seharusnya 
ditinggalkan karena hanya mementingkan kepentingan sendiri," jelas Eddy 
Herwanto. Oplah majalah ini tahun 1995 sekitar 60.000 eksemplar, lalu naik 


hingga mencapai 75.000 eksemplar. Kini penerbitan majalah ini berada di bawah 
naungan Yayasan Sosial Tani Membangun, dan dipimpin oleh Drs. Bambang 
Ismawan (Pemimpin Umum), Slamet Soeseno (Pemimpin Redaksi), Drs. 
Koeswandi (Pemimpin Perusahaan), dan F. Rahardi (Wakil Pemimpin Umum dan 
Pemimpin Redaksi). Alamat redaksi/iklan Jalan Gunung Sahari 111/7 Jakarta 
Pusat. Telepon (021) 4204402.(Tim EPI) Tirto Adhi Soerjo 

Blora, 1880 - Batavia 1918 tokoh pers dan tokoh Kebangkitan Nasional 
Indonesia, dikenal sebagai perintis persuratkabaran dan perintis kewartawanan 
nasional Indonesia. Tirto menerbitkan suratkabar Soenda Berita (1903-1905), 
Medan Prijaji (1907) dan Putri Hindia (1908). Tirto juga mendirikan Sarekat 
Dagang Islam. Medan Prijaji dikenal sebagai suratkabar nasional pertama karena 
menggunakan Bahasa Melayu dan seluruh pekerja mulai dari pengasuhnya, 
percetakan, penerbitan dan wartawannya adalah pribumi Indonesia asli. Tirto 
adalah orang pribumi pertama yang menggunakan suratkabar sebagai alat 
propaganda dan pembentuk pendapat umum. Dia juga berani menulis kecaman- 
kecaman pedas terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Karena keberaniannya 
tersebut Tirto ditangkap dan disingkirkan dari Pulau Jawa, dibuang ke Pulau 
Bacan, dekat Halmahera (Provinsi Maluku Utara). Setelah masa pembuangannya 
berakhir Tirto kembali ke Batavia, danmeninggal dunia pada 17 Agustus 1918. 
Kisah perjuangan dan kehidupan Tirto dim angkat oleh Pramoedya Ananta Toer 
dalam Jem jak Langkah (Tetralogi Buru), dan Sang Pemu— la. Pada tahun 1973, 
pemerintah mengukuhkan Tirto sebagai Bapak Pers Nasional. Pada tang- gal 3 
November 2006, Tirto ditetapkan seba— gai Pahlawan Nasional melalui Keppres 
RI No. 85/TK/2006. Takashi Shiraishi lewat buku Zaman Ber- gerak menyebut 
Tirto Adhi Soerjo sebagai orang bumiputra pertama yang menggerakkan bangsa 
melalui bahasanya lewat Medan Prijaji. Tirto Adi Soerjo juga mendapat tempat 
yang banyak dalam laporan-laporan pejabat Hindia Belanda, terutama laporan 
Dr. Rinkes. Ini disem babkan karena Tirto memegang peranan pula dalam 
pembentukan Sarekat Dagang Islam di Surakarta bersama Haji Samanhudi, yang 
merupakan asal mula Syarikat Islam yang ke— mudian berkembang ke seluruh 
Indonesia. Anggaran Dasar Syarikat Islam yang pertama mendapat persetujuan 
Tirto Adhi Soerjo seba— gai ketua Syarikat Islam di Bogor dan sebagai redaktur 
suratkabar Medan Prijaji di Bandung. Ketika menulis buku kenang-kenangan 
nya pada tahun 1952, Ki Hajar Dewantara menulis, “Kira-kira pada tahun 
berdirinya Boedi Oetomo ada seorang wartawan modern, yang menarik 
perhatian karena lancarnya dan tam jamnya pena yang ia pegang, yaitu 
almarhum R.M. Djokomono, kemudian bernama Tirto A— dhi Soerjo, bekas murid 
STOVIA yang waktu 


J;. 780 titi@ said itu bekerja sebagai redaktur harian Bintang Betawi (yang 
kemudian bernama Berita Betawi), lalu memimpin Medan Prijaji dan Soeloeh 
Pengadilan. Beliau boleh disebut pelopor dalam lapangan journalistik.” Sudarjo 
Tjokrosisworo dalam bukunya Sekilas Perjuangan Suratkabar (1958) 
menggambarkan Tirto Adhi Soerjo sebagai seorang pemberani. “Dialah 
wartawan Indonesia yang pertama-tama menggunakan suratkabar sebagai 
pembentuk pendapat umum, dengan berani menulis kecaman-kecaman pedas 
terhadap pihak kekuasaan dan menentang paham-paham kolot. Kecaman hebat 


yang pernah ia lontarkan terhadap tindakan-tindakan seorang kontrolir, 
menyebabkan Tirto Adhi Soerjo disingkirkan dari Jawa, dibuang ke Pulau Bacan”, 
tulis Tjokrosisworo.(Tim EPI) TitieSaidSadikun Bojonegoro, 11 Juli 1937 Wartawati 
yang juga sastrawati ini pernah menjadi Ketua Badan Sensor Film (BSF). Dalam 
masa 20 tahun kariernya sebagai penulis, Titie Said Sadikun mampu meraih 
sukses di dua bidang sekaligus. “Ladang saya adalah pers, langit saya adalah 
sastra," ujarnya. Maksudnya, keperluan sehari-hari diraih dari profesi 
kewartawanannya, sedangkan kebutuhan batiniah diisi kepengarangannya. 
Sekitar 13 novel yang diciptakan pengarang kelahiran Desa Kauman, 
Bojonegoro, Jawa Timur itu berhasil menjadi 'ladangladang' yang subur. Apalagi, 
lima di antaranya telah difilmkan yakni “Jangan Ambil Nyawaku”, “LembahDuka”, 
“BukanSandiwara", “Fatima”, dan “Bayang-bayang Kehidupan”. Lahir dengan 
nama Sitti Raya, ia pernah diramalkan seorang gurunya di SMA Malang, “Kamu 
besok jadi pengarang. ” Tetapi, aktivitas jurnalistik lebih serius dilakukannya 
ketika belajar arkeologi—sampai tingkat sarjana muda—pada Fakultas Sastra UI. 
la kemudian bergabung dengan majalah Wanita, dan menjadi pemimpin 
redaksinya. Namanya tambah dikenal saat menjadi managing editor majalah 
Kartini, 1973-1980. Berhenti dari Kartini, Titie memimpin majalah Famili. Titie 
mengaku berangkat dari pengarang ke wartawan, dan berdasarkan 
kewartawanan ia mengarang. Karena itu, sejak tahun 1970an, ia menggarap 
novel-novelnya berdasarkan yang ia lihat, dengar, dan rasakan. “Fakta 
mendorong nurani saya mengarang. Kalau dulu, imajinasi yang mendorong saya. 
" Menulis tanpa riset sempat membuat Titie malu hati terhadap novel 
“Pertempuran dan Hati Perempuan”, 1958, yang mengambil setting Bali. 
Padahal, ketika menuliskannya, ia belum pernah ke Bali. Tetapi, ketika kemudian 
bermukim di sana mengikuti suaminya, Kolonel (Pol) Drs. H. Sadikun Sugihwaras, 
iamelihat kenyataan yang berbeda. “Ternyata, Bali yang saya lihat berbeda 
dengan yang saya ceritakan di novel. Benar-benar hlunder, “ ujar Titie, yang 
pernah menjadi anggota DPRD Bali itu. Titie mampu merampungkan tiga novel 
pada kurun waktu yang sama. Caranya, ia menyediakan tiga mesin tulis di 
rumahnya di Jalan Raya Pejaten, Jakarta Selatan. Tiap mesin tulis untuk satu 
novel, yang 'digilirinya' sesuai dengan suasana hatinya. Ada yang menilai novel- 
novel Titie sering merangsang. Ibu lima anak itu tertawa keti- ka dimintai 
tanggapannya. “Saya menulis kisah manusia yang utuh. Manusia penuh de- 
ngan berbagai pengalaman, juga pengalaman seks,” jawab Titie, yang rajin salat 
dan ber~ dzikir, dan pernah dihadiahi seuntai tasbih oleh Ibu Tien Soeharto. 
Tetap berpenampilan sederhana, Titie 


Httl tjahaja siang 781 Said yang sudah hajjah ini bertekad mengarang sampai 
tua. “Sampai saya berhenti bernapas," ujarnya mantap. (Tim EPI/PDAT) Tjahaja 
Slang Suratkabar Nomor perkenalan (proefnummer) suratkabar ini muncul pada 
September 1868. Namun edisi pertamanya baru beredar lima bulan kemudian, 
tepatnya pada 20 Januari 1869 dengan bunyi slogan: “Kertas Chabar Minahasa". 
Nicolaas Graafland adalah orang yang berperan besar di balik penerbitan koran 
ini. Sejak itu, Minahasa benar-benar jadi embrio utama berkembangnya Tjahaja 
Siang dan ajaran-ajaran Kristen Protestan di daerah Sulawesi Utara. Jika di Jawa 
pada 1855 ada Bromartani dalam Bahasa Jawa dan di Batavia pada 1858 ada 


Soerat Chabar Betawie dalam Bahasa Melayu, maka di Sulawesi Utara pada 1869 
ada Tjahaja Siang yang memakai percampuran Bahasa Melayu-Belanda. Tjahaja 
Siang adalah suratkabar yang diusahakan oleh Zending (dalam bahasa Belanda 
berarti pengutusan, yang umumnya dipakai untuk kalangan Kristen Protestan 
untuk penyebaran agama Kristen melalui kabar keselamatan yang diberikan 
Allah kepada seluruh dunia). Puluhan tahun lamanya Tjahaja Siang menjadi 
penerang satu-satunya di Sulawesi Utara dan sekaligus suratkabar pertama di 
Sulawesi Utara. Baru pada dasawarsa kedua abad ke-20, suratkabar lain 
bermunculan di daerah ini. Sebagai media tertua di Sulawesi Utara tentu saja 
Tjahaja Siang telah mengalami pelbagai perubahan. Perubahan yang lazim 
terjadi seiring jiwa zaman yang melekat masa itu. Metamorfosis yang terjadi 
dalam perjalanan Tjahaja Siang tak hanya mengubah struktur redaksi semata. 
Lebih jauh dari itu, perubahan ini mengubah hampir semua tujuan yang telah 
digariskan sejak mula awal suratkabar ini terbit. Sejak terjadinya rotasi redaksi 
sekira tahun 1920, isi dan haluan Tjahaja Siang berubah. Berita-berita mengenai 
penduduk Minahassa dan daerah lain banyak terekspos. Pejabat-pejabat 
pemerintah Hindia mulai menjadi konsumsi publik. Harga beras yang mahal, 
penduduk yang kelaparan, pejabat yang bertindak semena-mena kian sering 
terlihat dalam lembaran-lembaran koran. Pertemuan-pertemuan masyarakat 
adat, aktivitas perhimpunan Minahasa, dan dunia pergerakan kebangsaantampil 
di muka halaman, yang sesekali ber- sanding dengan bahasan ayat-ayat Alkitab 
yang tak lagi mendominasi halaman Tjahaja Siang. Tahun 1920 itu juga menjadi 
titik awal per- ubahan Tjahaja Siang. Apalagi pada 1921 term jadi pergantian 
kemudi, dan tokoh boemipoe- tera setempat kembali memimpin barisan 
redaksi. Sebab pergantian itu ialah terjadi ke- kosongan di kursi pemimpin 
redaksi. Pada 11 Mei 1921 H. W. Soemoelang, yang juga pemim- pin KPM di 
Amoerang, meninggal dunia pada usia 48 tahun. Seorang yang telah dikenal 
repum— tasinya di barisan redaksi dan pembantu admi- nistrasi untuk daerah 
Menado, A.A. Maramis, naik menggantikan posisinya. Perubahan kedua terjadi 
dalam perusa- haan percetakannya. Awalnya Tjahaja Siang dicetak di 
Tanawangko yang dipimpin H. Bet- tink. Perusahaan yang bernama “Penara & 
Pe~ ngeluar Tjahaja Siang” ini yang memegang tampuk tanggung jawab koran 
tersebut. Lalu pada 1899, perusahaan ini berpindah tangan kepada Cvd Roest Jr. 
di Menado sebelmu ke- mudian pada 1919 diraih Liem Oei Tiong. Di dalam boks 
redaksi Liem duduk sebagai kepala drukker, Handeldrukkerij Liem Oei Tiong & 
Co di Menado. Selain itu Liem juga menjadi Verte- genwoordiger dan 
Administratie untuk biro Manado. Peranan Tjahaja Siang tak hanya terletak pada 
pembinaan pendapat umum semata. Lebih jauh dari itu, Tjahaja Siang mampu 
me~ nempatkan diri sebagai trendsetter dalam pe~ makaian Bahasa Indonesia 
(Melayu) dan se- 


782 tjamboet - tjeritera - tjhoen tjhioe bagai katalisator penerimaan nilai-nilai 
baru yang bersisian dengan nilai-nilai tradisional. Bahasa Melayu yang mulai 
dipopulerkan dalam suratkabar ini sedikit banyak berpengaruh terhadap budaya 
berbahasa masyarakat pembacanya. Selain itu Tjahaja Siang juga mampu 
menjadi salah satu pewarta berpengaruh di Sulawesi Utara walau tak dapat 
dikatakan seradikal koran kebangsaan yang lahir di kemudian hari. Metamorfosis 


bahasa yang dipakai Tjahaja Siang muncul sebagai campuran antara Bahasa 
Belanda dan Melayu. Bahasa Melayu di suratkabar ini lain dari umumnya, karena 
ditulis oleh orang Belanda yang belum lama tinggal di Hindia. Meski mereka 
mulai mempelajarinya, mereka tampak kaku dan terbatas kosakata maupun 
gaya Melayunya. Suratkabar ini pun tercatat dalam sejarah pers sebagai 
penerbitan yang sehat dan kuat bisnis ekonominya. Sejak terbit tahun 1868, 
pembaca di Minahasa dan daerah Hindia Belanda masih dapat membaca Tjahaja 
Siang gada tahun 1927. Bahkan dalam buku Beberapa Segi Perkembangan Pers 
Di Indonesia, koran ini disebut dalam judul “Tjahaja Siang Di Tengah-Tengah Pers 
Sulawesi Utara (1869-1942)". Sekira tahun 1920 kepemimpinan redaksi Tjahaja 
Siang berpindah ke tangan putra Minahasa dari Amoerang, yakni H.W. 
Soemoelang. Dan sejak saat itulah, “Penginjil” ini berubah menjadi “Sekuler 
Progresif". (Tim EPI/KG Sumber: Thnggul Tauladan/Indexpress/Jurnas) 

Tjamboet Suratkabar Terbit di Padang, 
Sumatera Barat, pada tahun 1933-1934, dan beredar dua kali seminggu dengan 
nama Tjamboet. Suratkabar berbahasa Indonesia ini hadir dengan motto “Haluan 
untuk menjaga segala perbuatan yang tidak disukai dalam pergaulan umum”. 
Setiap kali terbit, Tjamboet dicetak delapan halaman dengan format broadsheet, 
di percetakanElectrische Drukkerij “Sumatera". Biasanya, Tjamboet yang 
beralamat di Jalan Djatilaan, Padang, beredar pada hari Rabu dan Sabtu, dan 
dijual dengan harga eceran Rp 0,05. Tjamboet dipimpin oleh Tjemeti (pemimpin 
redaksi), dan Soetan Noerdin (pemimpin administrasi). Isi suratkabar lebih 
banyak mengangkat berita-berita daerah Sumatra Barat, seperti masalah 
kependudukan dan aktivitas warga, selain berita dan artikel tentang politik, 
kriminal, kebudayaan dan lain-lain. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas)Tjeritera 
Suratkabar Bulanan Terbit tahun 1930 ini diterbitkan khusus un— tuk dibaca 
anak-anak. Penerbitnya Lemba- ga Pendidikan Taman Siswa Jakarta, yang sem 
jak masa penjajahan Belanda sangat peduli dengan pendidikan bagi anak-anak. 
Suratkabar tersebut menggunakan bahasa campuran In— donesia dan Belanda. 
Format Tjeritera yang menggunakan slo- gan “Koran anak-anak untuk 
penyokong pen- didikan kebangsaan. ”, adalah tabloid empat halaman. Isinya 
berupa artikel-artikel, seper— ti cerita, teka-teki, seluk-beluk kepanduan dan juga 
berita. Pemimpin redaksi suratkabar tersebut, adalah S. Mangunsarkoro dan 
pimpinan bagian administrasi dipegang Pamoedji. Alamat Tjeri— tera adalah di 
Jalan Kemayoran no. 57 Wel- tevreden, dengan harga langganan Rp 0,25 per 
bulan dan tarif iklan sebesar Rp 1,50 per sete- ngah halaman. (Tim EPI/TS. 
Sumber: Perpus- nas) Tjhoen Tjhioe Suratkabar Harian 
Terbit pertama kali tahun 1918. Koran yang beredar di Surabaya ini dimiliki 
seorang 


tjin po - tjoe bou san - tjokroaminoto 783 Tionghoa, bernama Tjhoen Tjhioe, dan 
diterbitkan oleh badan penerbit Tesser yang dipimpin oleh Tjiook See Tjioe 
(pemimpin redaksi) dan Yap Kong Hwat (redaktur). Meski diselenggarakan oleh 
seorang Tionghoa isi Tjhoen Tjhioe disajikan dalam Bahasa Indonesia. Tjhoen 
Tjhioe dicetak di atas kertas berukuran broadsheet sebanyak 4 halaman. Sejalan 
dengan mottonya, “suratkabar dagang bahasa Melayu yang muat rupa-rupa 
kabar penting bagi bangsa Tionghoa", peredaran Tjhoen Tjhioe hampir 


seluruhnya di kalangan warga etnis Tionghoa. Agen-agennya tersebar di kota- 
kota Kediri, Besuki, Probolinggo, Semarang, Solo dan Jakarta. Isinya sebagian 
besar adalah tentang masalah ekonomi dan perdagangan. Harga langganan per 
tiga bulan Rp 5,-. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas) Tjin 

Po Suratkabar Harian Diterbitkan dan dicetak 
oleh Boch en Handeldrukkerij Tjon Po, Jalan Pekongstraat No. 43, Medan. 
Direktur nya adalah K .Th. Tjia, pemimpin redaksi Kwee Kheng Liong, dan 
redaktur Tjio Peng Hong dan Tjie Eng Koan. Tjin Po yang terbit tahun 1923 dan 
menggunakan Bahasa Indonesia ini dapat dikategorikan sebagai koran 
nasionalis. Berita-berita dan artikel yang dimuat koran tersebut, juga 
menyuarakan gerakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Melalui rubrik 
“Hindia Olanda”, Tjin Po mengulas masalah kolonisasi dan perjuangan 
kemerdekaan Indonesia. Dalam penerbitan edisi 29 Januari 1923, Tjin Po 
memberitakan soal gerakan politik terhadap pemerintah kolonial. Berita lain 
yang menentang kolonialisme terdapat di halaman satu dengan judul, “Bahaya 
Besar di Barat. ” Suratkabar asal Sumatra Utara itu bertahan hingga sekira tahun 
1930-an. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas) Tjoe Bou San Jakarta, 1891-Jakarta, 
1925 Wartawan dan tokoh masyarakat Tionghoa di Pulau Jawa sebelum Perang 
Dunia II ini pernah menjadi pemimpin redaksi Hoa Tok Po, sebuah mingguan 
Melayu-Tionghoa di Jakarta yang berafiliasi dengan Soe Po Sia, sebuah organisasi 
revolusioner yang mendukung Dr. Sun Yat Sen. Kemudian Tjoe pindah ke 
Surabaya dan memimpin majalah Tjhoen Tjhioe hingga 1917. Setelah itu Tjoe 
pergi ke Daratan Tiongkok sebagai koresponden Sin Po. Tahun 1919 ia kembali 
ke Jakarta dan menjadi pe-mimpin redaksi harian Sin Po. Setahun kemu- dian 
Tjoe merangkap sebagai direksi. Tjoe kemudian ditunjuk menjadi juru bi- cara 
kelompok nasionalis Tionghoa di Jawa. la pernah mengadakan “Kampanye 
Member- antas Undang-Indang Kekaulaan Belanda” dan berhasil 
mengumpulkan sejumlah 30.000 tan- da tangan orang Tionghoa yang tidak 
mau ja- di kaula Belanda. (Tim EPI/TS. Sumber: Per- pusnas) Tjokroaminoto, 
HOS Pendiri perkumpulan Syarikat Islam Dikenal sebagai 
perintis pers nasional. Se- jak tahun 1916 hingga 1919, HOS Tjokro- aminoto 
adalah pemimpin umum dan pemim- pin redaksi Oetoesan Hindia (OH). Ia 
dikenal sebagai wartawan dan penulis tajuk rencana yang tajam. Suratkabar 
yang dipimpinnya ini mencapai puncaknya ketika sejumlah tokoh terlibat dalam 
penulisan, antara lain H. Agus Salim, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Abdul Muis, Ki 
Hadjar Dewantara dan banyak lagi. Di suratkabar yang dipimpinnya ada seo- 
rang penulis muda yang menggunakan nama Bima. Tulisannya sangat tajam dan 
dinilai sa- ngat berani. Di kemudian hari diketahui bah- wa nama tersebut 
adalah nama samaran dari Soekarno. Tulisannya mengenai pemberon- takan di 
berbagai daerah di Indonesia, di an— taranya di Jambi, Toli Toli, Sulawesi Tengah 


784 toengkat - tokoh dan Garut. Akibatnya Pak Tjokro selaku pimpinan redaksi 
ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Pada tahun 1915 di 
Surabaya terdapat suratkabar lain yaitu mingguan Java Herald, namun koran ini 
hanya bertahan satu tahun. Pak Tjokro, dari balik terali besi, terus berusaha 
mengelola Oetoesan Hindia, walau akhirnya terpaksa menghentikan 
penerbitannya. Pada tahun 1918 terbit majalah bulanan OJBA yang dipimpin oleh 


M. Oerip, pada penerbitan itu HOS Tjokroaminoto ikut sebagai staf. (Tim EPI/KG. 
Sumber: Buku Wajah Pers Indonesia, 2006) 

Toengkat Suratkabar Dwimingguan T terbit tahun 
1925-1926, dan lebih banyak dikenal di Kota Cirebon. Suratkabar delapan 
halaman dengan format tabloid ini diterbitkan Badan Penerbit Boerhan. 
Muatannya lebih banyak berupa artikel agama, pendidikan dan kebudayaan, 
yang disajikan dalam Bahasa Indonesia. Dengan slogan “Menyokong hakekat 
ilmu adab yang sah lahir batin dalam segala derajad di bawah bendera Islam”, 
Toengkat memang membidik pasar di kalangan umat Islam. Harga langganan 
suratkabar tersebut sebesar Rp 0,40 per bulan. Toengkat yang beralamat di 
Jalan Pengampon No. 13, Cirebon, ditangani pemimpin redaksi H.D.R. Boerhan 
dan redaktur S.D. Alwi al Alaydroes. Pemimpin redaksi Toengkat adalah pemilik 
percetakan Drukkerij Boerhan Cirebon, tempat suratkabar tersebut dicetak. 
Sedangkan pimpinan bagian administrasinya adalah R. Soemintakoesoema. (Tim 
EPI/TS. Sumber: Perpusnas) Tokoh Koran 
Mingguan Awalnya berformat tabloid ini terbit perdana 9 November 1998 dengan 
wilayah peredaran meliputi Jakarta dan sekitarnya, Bali, Jawa Timur, Nusa 
Tenggara Barat, dan sejumlah provinsi lainnya. Kehadiran Tokoh pada awal 
gerakan reformasi, bersamaan dengan munculnya ratusan tabloid lain di Jakarta, 
yang sama-sama menempatkan ulasan seputar kegiatan di bidang politik 
sebagai sajian utamanya. Tokoh sempat berkantor di Jalan Palmerah Barat 21 G 
Jakarta dan dicetak di Percetakan RT. Gramedia. Bahkan Tokoh juga sempat 
dicetak dengan menggunakan teknologi cetak jarak jauh selama setahun, yakni 
dicetak bersamaan di PT. Gramedia Jakarta dan di Percetakan Bali Post di 
Denpasar. Tokoh diterbitkan oleh RT. Tarukan Media Dharma, yang dikendalikan 
Satria Naradha selaku Komisaris Utama, dan IDK Suantara (Direktur). Sedangkan 
jajaran redaksinya dipimpinoleh Widminarko (Pemimpin Umum/Pemimpin 
Redaksi), wartawan senior Bali Post yang sem- pat menjabat sebagai Wakil 
Pemimpin Redak- si/Wakil Penanggung Jawab Bali Post. Dalam perjalanannya, 
tabloid-tabloid poli- tik di Jakarta yang umumnya terbit mingguan, kalah hangat, 
kalah cepat, kalah bersaing, dari- pada pemberitaan dan ulasan koran harian 
dan televisi. Sebagian besar tabloid-tabloid politik tersebut gulung tikar. Tokoh 
pun banting setir. Selain mengubah format menjadi broadsheet, segmen 
pembaca pun dialihkan dengan sasaran wanita dengan motto “Tokoh, Koran 
Wanita Bacaan Keluarga” Angket pun disebar. Dari hasil angket dike- tahui, 
persentase wanita yang gemar memba- ca, sangat kecil. Kenyataan inilah yang 
mela- hirkan inovasi baru yakni memperluas segmen pasar. Sejak tahun 2004 
motto pun diubah men~ jadi “Tokoh, Bacaan Wanita dan Keluarga". Pencetakan 
pun sepenuhnya dialihkan ke Per- cetakan Bali Post di Denpasar. Pembenahan 
di lingkungan internal terus- menerus dilakukan sejalan dengan upaya un~ tuk 
meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang tidak efisien dipangkas, sambil 
menyi- ram dan memupuk benih-benih produktivitas. Pelatihan sumber daya 
manusia diintensifkan, 


tokopedia 785 mekanisme kerja yang standar di tiap unit kerjanya dibakukan. 
Sejak lahir manajemen Tokoh memang menerapkan prinsip-prinsip dasar sistem 
manajemen total guality control (pengendalian mutu terpadu). Itu semua 


dilakukan guna merealisasikan filosofi Tokoh yakni Bebas, Independen, dan 
Profesional, serta misinya yakni, mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya 
mencerdaskan kehidupan wanita, dan memberdayakan perannya, serta 
melaksanakan fungsi pers sebagai media informatif, edukatif, kritis, dan 
menghibur, secara profesional dan proporsional. Tokoh yang semula beredar 
setiap Selasa, diubah menjadi setiap Minggu, satu paket dengan Bali Post. 
Pelanggan Bali Post di seluruh Indonesia sekaligus pelanggan Tokoh. Tahun 2004 
dijajaki kemungkinan memindahkan pusat kegiatan ke Denpasar. Sejak Januari 
2005, peran Denpasar sebagai pusat pengelolaan Tokoh, terwujud efektif. Tokoh 
berangkat dari konsep pengelolaan secara seimbang, yakni aspek idealisme, 
aspek materialisme (bisnis), dan aspek profesionalisme. Sajiannya beragam, 
namun senantiasa mengacu pada prinsip aktualitas, komprehensif, dan eksklusif. 
Materinya mengutamakan persoalan dan kebutuhan wanita dan keluarga 
umumnya. Jika dalam penyajiannya sangat tinggi komitmennya terhadap 
penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dalam materinya Tbkoh 
berupaya mengutamakan wanita sebagai narasumber maupun sebagai pelaku 
peristiwa, tanpa mengesampingkan narasumber dan pelaku dari kalangan kaum 
pria. Tokoh adalah koran yang menjadikan wartawannya sekaligus sebagai staf 
pemasaran dan penjualan, dan menjadikan staf pemasaran dan penjualannya 
memahami dan terampil melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Pada dasarnya, 
perjalanan panjang Tokoh yang tak pernah absen terbit setiap Minggu, adalah 
perjalanan awak koran yang senantiasa berupaya kreatif dan inovatif dalam 
menatap dan menaklukkan tiap permasalahan yang timbul, perkembangan yang 
terjadi, dan tantangan yang menghadang. (Tim EPI. Sumber: Wikipedia) 
Tokopedia Sebuah situs dagang atau toko daring (Online). Situs dagang daring 
(web e-commerce) ini pada bulan Agustus 2009 belum seumur jagung karena 
memang merupakan fenomena baru dalam dunia maya di Indonesia. Meskipun 
begitu, Tokopedia dinominasikan menerima Information and Communication 
Technologies Award dan merebut predikat terbaik dalam ajang Bubu Award 
untuk kategori e-commerce akhir Juli 2009 lalu. Bubu Award adalah 
penghargaan untuk de— sain web yang dewan jurinya terdiri atas prak- tisi 
teknologi informasi dunia. “Penghargaan itu membuat saya percaya dan yakin 
berjualan di Tokopedia,” kata Selamat, penjual kaus ob— long di Medan, yang 
sudah dua pekan mem- buka gerai di situs tersebut. Di Tokopedia, siapa pun 
bisa membuka gerai daring secara gratis. Selain memperoleh 


786 tokopedia nama domain, pemilik toko diberi petunjuk mengelola etalase dan 
gudang. Semua fitur e-commerce hingga pengelolaan transaksi sudah tersedia. 
Kelak, jika situs-situs makin dikenal dan ramai, akan diberlakukan sistem komisi 
untuk setiap transaksi. Tokopedia memang bukan pasar dagang daring pertama 
di Indonesia. Sejumlah situs lain, seperti Kaskus, juga menjadi ajang transaksi. 
Para pengunjung yang ingin berjualan juga mendapat domain dan memajang 
barang dagangannya. “Tapi, menurut saya, situs-situs tersebut hanya menjadi 
tempat beriklan,” kata William, pendiri Tokopedia. Transaksi di forum-forum 
daring dan blog itu pun membuat calon pembeli gamang karena kredibilitas 
penjual diragukan. Penjual hanya dikenali atau dihubungi lewat nomor kontak 
atau alamat Yahoo'Messenger yang tercantum di ujung informasi mengenai 


sebuah barang. Apalagi penjual biasanya menggunakan nama pena sekenanya 
saja. Kelemahan itulah yang hendak ditutup oleh Tokopedia. Transaksi harus 
terjadi di situs tersebut. Ibarat di sebuah food court di mal, pembeli memesan 
barang di gerai makanan, lalu membayar ke satu kasir. Dengan demikian, 
Tokopedia tidak hanya menjadi tempat beriklan, tapi juga mengambil alih risiko 
bila terjadi penipuan oleh penjual. “Kami akan bertanggung jawab dan 
mengembalikan uang yang sudah dibayarkan pembeli,” kata William. William 
menjelaskan, pembeli yang memesan barang harus membayar lebih dulu. Uang 
pembayaran itu akan disimpan di rekening penampungan (escrow account)dan 
akan dibayarkan ke penjual setelah barang dipastikan sampai ke pemesan. 
Kepastian barang sampai bisa dicek secara daring lewat nomor resi pengiriman 
kurir. Dengan sistem tersebut, tentu pembeli tak perlu khawatir ditipu. Justru 
penjual yang akan lebih memperhatikan kredibilitas Tokopedia karena ada 
kekhawatiran uang tidak diterima setelah barang dikirim. William mengatakan 
Tokopedia didesain sejak Januari 2009 lalu, setelah ia dan rekannya, Leontinus 
Alpha Edison, mendapat Rp 2,5 miliar dari RT. Indonusa Dwitama milik investor 
Victor Fungkong. “Tapi setiap ketemu investor, mereka pesimistis dengan bisnis 
Online," kata William. Ia mengatakan pengalaman dotcom bubble -fenomena 
maraknya situs web (websites) yang berakhir dengan kebangkrutan -menjelang 
tahun 2000 menjadi alasan penolakan investor. Selain itu, ide e-commerce 
dianggaphanya mengulang bisnis lama yang keba— nyakan gagal. Tapi Victor 
Fungkong justru melihat tokopedia.com akan menjadi bisnis besar. “Bisnis online 
dijalankan oleh anak-anak muda, dan banyak dari kita, yang beda gene- rasi, 
tidak mengerti dengan cara mereka ber~ bisnis, ” kata Victor. la menuturkan 
bagaimana seseorang bisa membeli barang yang belum pernah dilihat langsung 
-hanya dari gambar. Menurut Victor, ini peluang bisnis yang bisa dikembangkan 
di Indonesia. Dia menam- bahkan, yang harus dilakukan untuk mengem- 
bangkan bisnis ini adalah membuktikan kepa- da penjual bahwa ada pembeli 
dan sebaliknya membuktikan kepada pembeli bahwa ada pasar. la optimistis 
dana yang dikucurkan ke Tokopedia akan kembali dalam dua-tiga tahun. Victor 
mengatakan investasi Rp 2,5 miliar, meski terdengar besaj, sebenarnya masih 
kecil untuk bisnis online. Sebagai con- toh, Google, yang mulai dirintis sejak 
1998, memulai usaha dengan investasi USD 1,1 jum ta atau sekitar Rp 10 miliar. 
Setahun kemudian, si mesin pencari men- dapat suntikan modal USD 25 juta. 
Demikian pula dengan Facebook, yang dimulai pada 2004 dengan modal USD 40 
juta. Kini dua pe- rusahaan itu telah meraup miliaran dolar. Padahal keduanya 
muncul di bawah bayang- bayang sukses Lycos dan MySpace. Karena itu, Victor 
berharap ada investor lain yang berminat menyuntikkan dana untuk Tokope- 
dia. (Tim EPI/Wid. Sumber: Majalah Tempo, edisi 24-30 Agustus 2009). 


tong pao-trans 7 787 Tong Pao Suratkabar Dwimingguan Diterbitkan Badan 
Penerbit Tong Pao Koran dan dikelola warga China di Kota Manado. Pemimpin 
redaksinya Tjia Tjun Teng, dan tim redaktur terdiri dari Loe Tjien Hong, Que Boen 
Tyen, Oeij Tjong Kie dan Anti Brothers. Meskipun penerbit maupun redakturnya 
warga etnis China, Tong Pao mengusung motto “Soerat Chabar Boeat segala 
Bangsa”. Suratkabar yang beralamat di Toeapekongstraat No. 31, Manado dan 
dicetak di Percetakan Druk Liem & Co tersebut, beredar luas di daerah lain di 


Sulawesi. Dengan harga langganan Rp 1, per tiga bulan, Tong Pao menyajikan 
berbagai informasi, berita dan artikel dari masalah sosial, politik, kebudayaan, 
perekonomian, perdagangan dan lain-lain dalam format broadsheet setebal 4 
halaman. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas) Trans7 Stasiun 
Televisi Swasta Nasional TRANS Mulai menghisasi layar kaca di ruang keluarga 
pemirsa Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2006. Berawal dari kerjasama 
strategis antara Para Group dan Kelompok Kompas-Gramedia, Trans7 lahir 
sebagai sebuah stasiun swasta yang menyajikan tayangan yang mengutamakan 
kecerdasan, ketajaman, kehangatan penuh hiburan serta kepribadian bangsa 
yang membumi. Trans7 yang semula bernama TV7 berdiri 25 November 2001 
dengan ijin dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian Jakarta Pusat 
dengan Nomor 809/BH.09.05/111/2000. Pada tanggal 22 Maret 2000 keberadaan 
TV7 diumumkan dalam Berita Negara Nomor 8687 sebagai RT. Duta Visual 
Nusantara Tivi Tujuh. Dengan dilakukannya re-launch pada tanggal 15 Desember 
2006, tanggal ini ditetapkan sebagai hari lahirnya Trans7. Di bawah naungan RT. 
Trans Corpora yang merupakan bagian dari manajemen Para Group, dengan 
Komisaris Utama Chairul Tanjung, Komisaris Agung Adiprasetyo, Ishadi SK, dan 
Asih Winanti, serta Direktur Utama Wishnutama, Wakil Direktur Utama Atiek Nur 
Wahyuni, serta Direktur Keuangan dan Sumber Daya Ch. Suswati Handayani, 
Trans7 diharapkan dapat menjadi televisi yang maju, dengan program-program 
in-house productions yang bersifat informatif, kreatif, dan inovatif. Logo Trans7 
membentuk empat sisi persegi panjang yang merefleksikan ketegasan, karakter 
yang kuat, kepribadian bersahaja yang akrab dan mudah beradaptasi.Birunya 
yang hangat tetapi bersinar kuat melambangkan keindahan batu safir yang tak 
lekang oleh waktu, serta menempatkannya pada posisi terhormat di antara batu- 
batu berlian lainnya. Perpaduan nama yang apik dan mudah diingat, diharapkan 
membawa Trans7ke tengah masyarakat dan pemirsa se- tianya. Pada akhir 
semester kedua 2006 sampai dengan semester awal tahun 2007, Trans7 
memiliki target 60% sampai dengan 80 Yo un~ tuk in house production. Dan 
sisanya 40% sam- pai dengan 20 Yo adalah program lokal dan in~ temational 
acquisition. Prosentase program lum ar negeri berjumlah 43% dan program 
produk- si lokal berjumlah 5796. Trans7mengedepankan program informasi dan 
hiburan meliputi berita sebesar 29%, olahraga 5% dan program yang di produksi 
oleh Trans7 sebesar 17%. Dan sisanya sebesar 49% adalah program interna- 
sional dan production house lokal. Trans7 berkomitmen untuk menyajikan yang 
terbaik bagi pemirsanya, dengan menya— jikan program informasi seperti 
“Redaksi Pa~ gi”, “RedaksiSiang”, “Redaksi Sore” dan “Re~ daksi Malam". 
Dikemas secara apik dan di- namis, up to date dan informatif. Trans7 juga 
menghadirkan program berita lainnya seperti “Selamat Pagi”, "TKP”, “Kupas 
Tuntas”, “Lam cak”, dan "Fenomena" yang memberikan wa- 


788 trans tv w asan bagi pemirsa. Tidak kalah informatif, program informasi 
untuk wanita seperti “Asal Usul", “Kajian Silaturahim”, “Wanita dalam Berita", 
“InfotainmentPagi”, “Infotainment Siang”, “Infotainment weekend” dan “Cipika- 
Cipiki” semakin lengkap menambah cakrawala diruang keluarga. Tidak hanya 
menyajikan program informasi saja, program hiburan seperti “Plesetan Misteri", 
“WisataBelanja", “KisahSelebriti”, “Rumpi" dan yang paling dinantikan yaitu 


program “Empat Mata" bersama Tukul Arwana. Program olahraga Trans? yang 
selalu dinanti oleh para pecinta olahraga adalah “Moto GP ", yaitu ajang balap 
motor yang menarik untuk diikuti. 7Yans7jugamenyajikantayangan olahraga 
setiap hari dilayar pemirsa seperti program “Sport 7" serta up date olah raga 
dunia di “One Stop Football”, “Highlight Moto GP", “Highlight Otomotif", serta 
plesetan dan tips dunia olah raga yang menarik dikemas dalam program 
“Sportawa". Dunia anak tidak pernah lepas dari program Trans7. Hadir bersama 
“Si Bolang” dan “Laptop Si Unyil”, Trans7memberikan pengetahuan dan hiburan 
untuk anak-anak. Program “Si Bolang” merupakan program dokumenter 
petualangan yang menghadirkan anak-anak di seluruh penjuru Indonesia. Lain 
halnya dengan program “Laptop Si Unyil”, yang memberikan ilmu pengetahuan 
umum yang mendasar bagi si kecil. Trans7)uga menyajikan filmfilm berkualitas, 
“Theater7”, “Theater Malam" dan “Theater Fajar" hadir setiap hari mengisi layar 
kaca. Trans7 saat ini memiliki 26 stasiun transmisi yang mampu menjangkau 
lebih dari 133 juta penonton televisi di Indonesia. Jakarta 49 UHF, Bandung 44 
UHF, Semarang 41 UHF, Yogyakarta/Solo 46 UHF, Surabaya 56 UHF, Madiun 40 
UHF, Kediri 45 UHF, Malang 60 UHF, Denpasar 45 UHF, Medan 41 UHF, 
Palembang 22 UHF, Lampung 22 UHF, Pekanbaru 30 UHF, Makassar 41 UHF, 
Manado 32 UHF, Pontianak 31 UHF, Samarinda 49 UHF, Banjarmasin 22 UHF, 
Purwokerto 22 UHF, Tegal 53 UHF, Cirebon 47 UHF, Garut 32 UHF, Jayapura 22 
UHF, Kupang 36 UHF, Balikpapan 22 UHF, Padang 23 UHF. Sajian-sajian Trans7 
dikemas secara cerdas, tajam, menghibur dan membumi. Saat ini Trans7 
melaksanakan berbagai aktivitasnya dari Menara Bank Mega Lt. 20, Jalan Kapt. R 
Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12790. (Tim EPI. Sumber: Wikipedia) TRANSTrans 
TV Stasiun Televisi Swasta Nasional Trans TV memperoleh 
ijin siaran pada bulan Oktober 1998 setelah di- nyatakan lulus dari uji kelayakan 
yang dilaku- kan tim antar departe- men pemerintah, maka sejak tanggal 15 
Desem- ber 2001, Trans TVmem-— ulai siaran secara resmi. Trans TV atau 
Televisi Transformasi In- donesia dimiliki oleh konglomerat Chairul Tan- jung 
dengan grup Para-nya, dan merupakan anak perusahaan PT. Trans Corpora. 
Stasiun ini melakukan siaran pertama kali dari Studio Trans TV, Jalan Kapten 
Pierre Tendean, Jakar- ta Selatan, Logo Trans Tvberbentuk berlian, yang 
menandakan keindahan dan keabadian. Ki- lauannya mereflesikan kehidupan 
dan adat is- tiadat dari berbagai pelosok daerah di Indo- nesia sebagai simbol 
pantulan kehidupan ser~ ta budaya masyarakat Indonesia. Huruf dari jenis serif, 
yang mencerminkan karakter abadi, klasik, namun akrab dan mudah dikenali. 
Dengan motto “Milik Kita Bersama", kon- sep tayang stasiun ini tidak banyak 
berbeda dengan stasiun swasta lainnya. Trans TV me- miliki visi untuk menjadi 
televisi terbaik di In~ donesia maupun ASEAN, memberikan hasil usaha yang 
positif bagi stakeholders, me- nyampaikan program-program berkualitas, 


tribuana said 789 berperilaku berdasarkan nilai-nilai moral budaya kerja yang 
dapat diterima oleh stakeholders serta mitra kerja, dan memberikan kontribusi 
dalam meningkatkan kesejahteraan serta kecerdasan masyarakat. Sedangkan 
misi Trans TV adalah menjadi wadah gagasan dan aspirasi masyarakat untuk 
mencerdaskan serta menyejahterakan bangsa, memperkuat persatuan dan 
menumbuhkan nilai-nilai demokrasi. Sepanjang kehadirannya Trans TV pernah 


mendapat berbagai penghargaan antara lain Kategori Best Reality Program 
(Dunia Lain Lawang Sewu) dan Nominasi Best Music Programme (Diva Dangdut 
Nirwana) pada ajang Asian Television Award 2004, Kategori Media Elektronik 
Peduli Narkoba, Oktober 2004 pada ajang For All Nation (FAN) Campus, Kategori 
Televisi Terbaik dari dari Cakram, Anugrah Syiar Ramadhan 1424H dan Kategori 
Siaran Menjelang Buka Puasa (Penghargaan III) dari Majelis Ulama Indonesia. 
(Tim EPI. Sumber: Wikipedia) Tribuana Said Wartawan senior ini lahir di Medan 
pada tanggal 6 Agustus 1940. Pengalamannya di dunia jurnalistik terbilang luar 
biasa, dari koresponden hingga penerbit. Bahkan pengalamannya itu ia lengkapi 
dengan aktivitasnya di sejumlah organisasi kewartawanan. Tahun 1957 Tribuana 
menerbitkan Mingguan Waspada Teruna (1957), menjadi koresponden Waspada, 
Medan di Eropa Barat yang berkedudukan di London (1958-1964), serta 
Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Waspada Medan pada 1964-1965 (23 
Maret 1965 Waspada diberangus oleh Pemerintah Soekarno pada dan diterbitkan 
kembali pada 17 Agustus 1966), wartawan Merdeka, Indonesian Observer, 
mingguan Topik, Keluarga Jakarta (1966), Pemimpin Redaksi Merdeka Jakarta 
pada tahun 1975-1979 dan 1995-2000 (Merdeka diberangus oleh Pemerintah 
Soeharto pada 20 Januari 1978, dan diterbitkan kembali dua minggu kemudian), 
Anggota Dewan Pers selama dua periode yaitu tahun 1993-1999, Anggota Badan 
Sensor Film dalam dua periode yaitu tahun 1984 1989» Anggota Dewan Siaran 
Nasional tahun 1989 - 1991, Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan 
Indonesia Pusat tahun 1983 -1988, selanjutnya menjadi Ketua Bidang Hubungan 
Luar Negeri merangkap Direktur Program Pendidikan PWI tahun 1988 -1998. 
Pernah juga menjabat Ketua Bidang Manajemen, Serikat Penerbit Suratkabar 
Pusat tahun 1974-1979, Direktur dan selanjutnya Sekretaris Tetap Konfederasi 
Wartawan ASEAN tahun1989 -1993. Sejak Juli 2001 ia menjabat sebagai Wakil 
Pemimpin Umum Majalah Triwulan Krakatau Jakarta, Penasihat Persatuan 
Wartawan In— donesia Pusat dari tahun 1998 dan Anggota Komite Kebebasan 
Pers dan Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia sejak tahun 1998. Saat ini ia 
menjabat sebagai Direktur Ek— sekutif, Lembaga Pers Dr. Soetomo Jakarta sem 
jak September 2002, beliau juga menjadi Komi— saris Utama PT. Harian 
Waspada, Medan, sekaligus sebagai penerbit Harian Waspada, Medan. Selain itu 
beberapa jabatan penting disandangnya yaitu Ketua Yayasan Pendidikan Ani 
Idrus, pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Komu- nikasi-Pembangunan Medan, sejak 
tahun 1994 menjabat sebagai Direktur National Develop- ment Information 
Office, Jakarta, Komisaris PT. Indonesia Raya Audisi, pendiri Indra TV News- 
agency, Jakarta. Berbagai aktivitasnya dalam organisasi diantaranya, menjadi 
Wakil Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Inggris (1960), Ketua Badan 
Pendukung Soekamoisme, Medan, (1964), Ben- dahara Persatuan Wartawan 
Indonesia Pusat (1973-1978), Ketua Bidang Management Serikat 


790 tribuana said - tribun timur Penerbit Suratkabar/SPS (1974-1979). Tribuana 
pernah menjalani pendidikan di Internasionale Institut Fuer Journalismus, Berlin 
Barat (1972), dan menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana di Michigan 
Journalism Fellow, University of Michigan, AnnArbor, Michigan, USA pada tahun 
1973-1974. Pada tahun 1979 Tribuana juga mengambil diploma Pasca-Sarjana 
Hubungan Internasional dan Pembangunan, setelah itu (1981) mengambil gelar 


Master Studi Pembangunan (MDS) di Institute of Social Studies, Den Haag, 
Nederland dan Piagam Khusus Reguler Angkatan XVII dan Anggota Lembaga 
Pertahanan Nasional tahun 1984 di Jakarta. (Tim EPI) Tribun 

Timur Suratkabar Harian Terbit pertama kali di 
Sulawesi Selatan tanggal 9 Februari 2004. Tribun Timur adalah satu dari 
sembilan koran daerah yang dikelola PT. Indopersda Primamedia, divisi koran 
daerah Kelompok Kompas-Gramedia (KKG), bekerja sama dengan Bosowa Group. 
Sebelum terbit, muncul keraguan mengenai bagaimana Tribun Timur bisa 
bertahan untuk sekadar hidup di “kandang macan’, karena di Makassar, telah 
ada koran yang sudah terbit hampir tiga dekade dengan merek yang begitu 
kuat, dan dengan produk yang begitu beragam pula. Tiga tahun kemudian, 
semua keraguan itu terjawab. Tribun Timur, yang hadir dengan konsep liputan 
dan gaya penyajian yang khas, ternyata mampu melakukan penetrasi pasar 
dengan cepat, bahkan lebih cepat dari perkiraan para pengelolanya sendiri. 
Menurut survei terpercaya, pada tujuh kuartal berturut-turut sejak 2005 sampai 
kuartal ketiga 2006 menunjukkan, readership Tribun tumbuh 180 persen, angka 
pencapaian yang jarang dicapai koran-koran lain di Indonesia. Di Makassar, 
tumbuh suatu kelompok masyarakat yang jumlahnya sangat besar. Kelompok 
masyarakat itu diberi nama civil society oleh para ahli sosiologi, sedangkan 
kalangan bisnis menyebutnya kaum profesional. Ciri utama kelompok ini adalah 
we2Z educated, memiliki daya beli tinggi, memiliki skill yang tinggi, gaya 
hidupnya metropolis, tinggal di kota, dan sebagian dari mereka membangun 
keluarga muda. Keluarga-keluarga muda itu tumbuh karena keberhasilan 
melakukan mobilisasi vertikal dengan bekal pendidikan yang baik dan mereka 
umumnya bergerak di sektor modern. Tentu saja, kelompok masyarakat baru ini 
tidak bisa lagi dilayani dengan cara-cara kerja jurnalisme zaman dulu. Kaum 
profesional menikmati isi berita yang berbeda, juga mengharapkan cara 
penyajian yang berbeda.Mereka juga ingin diakui, didengar suara- nya secara 
politik, karena merekalah pemba- yar pajak yang tinggi. Dengan pajak yang 
me~ reka bayar, politisi dan pejabat pemerintah menikmati gaji. Karena itu, civU 
society mem butuhkan pemerintah untuk mengelola ma~ syarakat dengan 
baik. Itulah yang disebut de- ngan public Services. Tribun Timur membuka satu 
halaman pub- lic Services. Inilah salah satu rubrik paling suk- ses di Tribun. 
Lebih 100 SMS setiap hari ma- suk ke nomor hotline koran ini, semuanya 
berkaitan dengan tema-tema yang akrab de- ngan masyarakat profesional, 
yaitu selular, ke- sehatan, perbankan, pelayanan listrik, telepon, air bersih, dan 
seterusnya. Pendekatan ini ternyata mampu mendo- rong Tribun melewati 
tahap-tahapan paling krusial dari perkembangan suratkabar dengan mulus dan 
cepat, dari awal diminati pembaca, dibeli secara eceran, lalu berlangganan. 
Lebih dari 60 persen pembaca Tribun Timur saat ini adalah pelanggan. Mereka 
adalah keluarga metropolis dengan ciri yang kuat sebagai kaum profesional. 
Dengan melayani masyarakat kaum pro~ fesional, Tribun Timur mendorong kota 
Ma~ kassar tumbuh menjadi kota modern. Karena, itulah harapan kaum 
profesional dan keluarga metropolis, mereka menginginkan kota yang 


tridah bangun 791 nyaman, aman, lengkap dengan segala fasilitas, dan iklim 
bisnis yang kondusif. Itulah yang menjelaskan, mengapa 7libun mendorong 


pembangunan ikon kota seperti peremajaan Pantai Losari. Pembangunan 
pedestrian. Penggunaan lajur kiri bagi kendaraan bermotor. Koran ini sudah 
melewati tahapan menarik perhatian pembaca, dibeli secara eceran, dan 
berlangganan. Lebih dari itu, Tribun telah mampu memerankan diri sebagai 
salah satu pemimpin baru, yang memimpin opini dan pengaruh dalam 
masyarakat. Suratkabar adalah institusi bisnis. Thpi dia sukses tidak semata 
karena bisnis, dia sukses justru karena suratkabar memiliki pengaruh. Karena 
itu, suratkabar sesungguhnya adalah pabrik yang menjual pengaruh. Dengan 
bekal itu, Tribun tumbuh secara cepat di bidang bisnis maupun kepemimpinan di 
bidang jurnalistik maupun public opinion. Grafis Tribun, gaya pemberitaannya, 
model layoutnya, diikuti. Itulah kepemimpinan baru di bidang jurnalistik, yang 
tidak pernah ada sebelumnya. Tribun hadir memaksa pemain lain di bisnis 
suratkabar untuk mengubah strategi bisnis secara mendasar. Bisnis suratkabar 
adalah bisnis di panggung terbuka. Seperti halnya model rambut artis yang bisa 
ditiru secara bebas, demikian juga suratkabar. Itulah sisi lain suratkabar. Dia 
butuh kesuksesan di bidang bisnis untuk menjalankan idealisme, tapi dia juga 
butuh pengaruh yang kuat, kepemimpinan yang kuat, untuk memperbaiki 
masyarakat. Sebagaimana fungsi pers sebagai kekuatan keempat demokrasi di 
luar partai politik, parlemen, dan pemerintah, Tribun ikut mewarnai, bahkan 
terkadang memberi arah, terhadap pembentukan public opinion. Suratkabar 
membawa peranannya sebagai penyalur pendapat publik. Kekuatan pendapat 
publik itulah yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Suratkabar 
membantu rakyat mewujudkan mimpinya dalam demokrasi. Salah satu kasus 
yang menunjukkan pengaruh isi Tribun Timur terhadap keputusan DPRD 
setempat yaitu pernah ada rencana pengadaan 75 laptop bagi anggota dewan 
senilai Rp 975 juta, juga rencana pengadaan mobil Kijang Innova senilai Rp 14,2 
miliar. Semua itu dibatalkan karena masyarakat menyampaikan isi hatinya 
melalui berita dan Hotline Public Services Tribun. Dan akhirnya, mereka menang. 
Itu adalah kemenangan masyarakat yang percaya kepada Tribun sebagai 
kekuatan sosial baru yang tidak mengharapkan pamrih politik. Mereka percaya 
bahwa Tribun adalah kekuatan moral yang dibangun kaum profesional, civilized 
people. Pengaruh dan kepemimpinan pers dibangun bukan dengan tekanan, 
apalagi intimi— dasi. Pengaruh dan kepemimpinan pers diba- ngun berdasarkan 
kepercayaan pembaca. (Tim EPI. Sumber: Wikipedia) - Bandung, 28-10-2006 
Tridah Bangun Batukarang, 30-8-1933 Tridah memulai ka- riernya sebagai 
wartawan di Harian Waspada Medan, dan hingga tahun 1957 di- tempatkan di 
Rantau Parapat, Kabupaten Labuhan Batu. Pada sam at yang sama dia me- 
mimpin majalah berba- hasa Karo, Tbrlong dari tahun 1955 hingga 1959. Pada 
tahunl958 hingga 1960 ia menjadi pe- gawai sipil di Kodam II Bukit Barisan 
untuk mengerjakan mingguan Barisan. Lalu tahun 1961 hingga 1968 memimpin 
majalah Ihgas, Medan. Di saat yang sama, antara Januari 1961 hingga 1971 
menjadi Pemimpin Redaksi/Pe- nanggungjawab harian Patriot Medan, yang pa- 


792 trubus da November 1965 berganti nama menjadi Suluh Indonesia, dan 
setahun kemudian menjadi Suluh Marhaen edisi Sumatra Utara. Tahun 1968 
hingga 1971 Tridah Bangun menjadi wartawan Suluh Marhaen edisi Nasional, 
dan tahun 1968 hingga 1974 menjadi koresponden harian Republik di Semarang 


yang sebelumnya bernama Suluh Marhaen edisi Jawa Tengah. Dunia jurnalistik 
sempat ia lepaskan ketika sibuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Sekretariat 
Jenderal MPR RI, dengan tugas menjadi Sekretaris Wakil Ketua MPR RI Moh. 
Isnaeni, lalu Hardjanto Sumodisastro. Tridah juga lama aktif di Gerakan 
Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) saat menjadi mahasiswa di Medan dan 
Partai Nasional Indonesia (PNI). Di tubuh partai ini ia pemah menjabat Staf 
Departemen Penerangan Propinsi DPP PNI, Sekretaris Pribadi Ketua DPP PNI Osa 
Maliki, Hadi Subeno, dan menjadi Press Officer DPP PNI 1971-1973 ketika PNI 
berfusi ke dalam Partai Demokrasi Indonesia pada 10 Januari 1973. Puncak 
pengabdiannya di organisasi PWI saat menjabat Ketua | PWI Cabang Medan 
19631967, ketika terjadi perpindahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. 
Tridah, yang menapaki dunia jurnalistik hanya berbekal ijazah SMR termasuk 
seorang yang ulet. Sambil bekerja ia terus melanjutkan pendidikannya hingga 
meraih gelar sarjana komunikasi dari Universitas Prof Dr. Moestopo Jakarta tahun 
1974. Di sela-sela kesibukannya ia seringkali mengisi waktu dengan menyusun 
buku yang umumnya berkaitan dengan masalah etnis Karo, sejarah, dan 
biografi. Setelah pensiun tahun 1988 Tridah aktif lagi menulis, khususnya di 
media di Sumatra Utara. Dan terakhir hingga akhir hayatnya Tridah menjadi 
kolomnis majalah Sibayak Post yang terbit di Brastagi. Tridah memiliki tiga anak 
yang meneruskan jejaknya di dunia jurnalistik, yakni Hendry Ch. Bangun (Harian 
Kompas/Warta Kota Jakarta), Rimnasari Bangun (Tribun Batam, Batam), dan 
Fredy Bangun (Trans7, koresponden Bandung). (Tim EPI/KG. Sumber: Hendry Ch. 
Bangun) Trubus Majalah pertanian Sebelumnya adalah buletin pertanian 
bernama Tani Membangun, media yang terbit pada 1969 yang benar-benar 
sederhana, dicetak stensilan, ukurannya kecil, dan jangkauannya pun lokal. 
Namun keadiran media yang sederhana ini mampu mengobati rasa haus 
Yayasan SosialTani Membangun(YSTM) akan adanya media khusus pertanian. 
Indonesia yang agraris kala itu nyaris tak menyediakan satu pun media yang 
khusus membahas perkara pertanian. Buletin Tani Membangun benar-benar 
“tru— bus" yang artinya dalam Bahasa Jawa “tum- buhan daun muda”. 
Bagaimana pun, nama ini mengandaikan sesuatu yang hidup dan tan- da-tanda 
kehidupan itu muncul sejak Desem- ber 1969. Inilah pertama kali Trubus diter- 
bitkan. Cetakannya memakai teknik offset, bukan lagi stensilan. Ukurannya 15 
Cmx 21 Cm dengan tebal 32 halaman. Trubus muda mulai menghijau, tumbuh 
subur tatkala memperoleh surat izin terbit pa- da 30 Agustus 1969. Jargonnya, 
“Majalah Pem- bangunan Pertanian dan Pedesaan”, terasa pas dengan kondisi 
pertanian Indonesia. De- sa merupakan basis pertanian Republik ini. Sejak 
1975, formatnya berubah menjadi format majalah. Sekira Januari 1980, Trubus 
mulai dikenal masyarakat. Trubus diakui se- bagai majalah pembangunan dan 
pertanian serta menjadi majalah penyuluh pertanian rak- yat pedesaan. Sampai 
1983, Trubus konsisten dengan rubrikasi pengembangan pedesaan, pertanian, 
usaha kecil di masyarakat seperti membatik, batako pres, dan lainnya. 
Perubahan terpenting terjadi pada Janua- ri 1984. Trubus melebarkan sayap 
dengan menyentuh masyarakat perkotaan. Pada Ja- nuari 1987, pertama 
kalinya Trubus tampil de- ngan seluruh halaman berwarna dengan jenis kertas 
HVS. Dalam kurun 1987-1991, pelbagai perubahan dilakukan dan kian 
meningkatkan oplah hingga menjadi 57.000 eksemplar pada 1992. 


trubus 793 Namun, Trubus pernah terserang hama, yaitu krisis ekonomi 1998. 
Selain itu juga karena bermunculan majalah-majalah baru album satwa dan 
tanaman hias lain. Akibatnya, oplahnya menurun dari 57.000 terjun hingga 
20.000 eksemplar. Kualitas tulisan pun ikut menurun dan 56 karyawannya 
dipecat. Untunglah, Trubus yang sedang sakit mendapatkan obat, yakni 
dilakukannya rasionalisasi dan perubahan kebijakan redaksional yang mengarah 
pada “Agribisnis" dengan sasaran perkotaan. Visi Trubus pun diubah menjadi 
perusahaan penerbitan majalah pertanian nomor satu di Indonesia. Dengan obat 
itu mujarab, oplah Trubus kembali menembus angka 54. 000 eksemplar pada 
Desember 2001. Pada 2002 YSTM dibubarkan dan dibentuk E T. Trubus 
Swadaya. Menyusul kemudian perubahan redaksional dan jangkauan Trubus tak 
semata merambah agribisnis, tapi juga menjamah trend di masyarakat. Sebagai 
media pertanian, Trubus mengembangkan produknya melalui penulisan buku, 
pelatihan, pameran, pembuatan CD/VCD, pembuatan info-kit. Maka, 
terbangunlah citra Trubus sebagai pusat informasi pertanian yang ada di banyak 
segmen usaha. Prestasi Trubus terhebat barangkali ingin menjadi panduan dan 
panutan untuk komoditas pertanian sekaligus memengaruhi kebijakan 
pemerintah. Cita-cita itu tinggal selangkah lagi. Sebab telah teridentifikasi, 
pembaca Trubus dari kalangan keluarga muda dengan 2-3 anak usia sekolah SD- 
SMP dengan status sosial ekonomi menengah ke atas. Ini adalah kelas yang 
secara sosial mampu melakukan perubahan pada masyarakat. Apalagi tiras pada 
akhir 2006 mencapai 724.150 eksemplar. Ini menandakan bahwa informasi per-' 
tanian itu telah beredar secara masif. Ke suksesan Trubus tak lepas dari peran 
Bambang Ismawan dan kawankawan sebagai perintisnya. Bambang Ismawan 
terus aktif mengasuh Trubus sebagai pemimpin umum, dibantu Koswandi yang 
menjadi wakilnya. Sedangkan pemimpin redaksi diserahkan kepada Onny 
Untung. Sementara yang bertindak sebagai redaktur pelaksana adalah Karjono 
dan Utami Kartika Putri. Di bawah kibaran bendera P.T. Trubus Swadaya, Trubus 
bertata-cita membangun Indonesia dengan swadaya. Apalagi Bina Swadaya yang 
menjadi akar majalah ini hingga kini bercita-cita meningkatkan kualitas 
hidupmasyarakat miskin dan terpinggirkan berda— sarkan nilai-nilai kesetaraan, 
keadilan, solida— ritas, subsidiaritas, multikulturalisme, dan ramah lingkungan. 
Cita-cita dari Bina Swadaya ini ditunjang dengan misi mereka, yaitu (1) 
memberdayakan trubus limbah ut—dongkrak dicari! produksi V Mk melon 

> “jingga f beiut 112H kaum hawa indah 


794 tvone - tvri rakyat miskin dan terpinggirkan dalam aspek sumber daya 
manusia (SDM), kelembagaan, permodalan dan usaha: (2) memperjuangkan 
kebijakan pembangunan yang memihak rakyat miskin dan terpinggirkan: (3) 
menjembatani kesenjangan sosial ekonomi untuk mencapai struktur masyarakat 
yang berkeadilan: (4) mengembangkan kemandirian, keunggulan dan 
keberlanjutan lembaga. Sebuah cita-cita dan misi mulia diemban Trubus 
bersama Bina Swadaya. Keduanya terbukti sukses dalam dunia pertanian 
dengan menjadi majalah dan lembaga swadaya yang turut membangun dunia 
pertanian Indonesia. Kemandirian masyarakat dalam sektor pertanian yang 
kerap didengungkan Bina Swadaya lewat tangan panjang Trubus inilah yang 
patut dicatat. (Tim EPI. Sumber: M Agung Dwi Hartanto/Indonesia Buku/Jurnas) 


tvOne Stasiun Televisi Swasta Nasional tv ne Information * sports * 
entertainment Sebelumnya bernama Lativi, yakni stasiun televisi yang didirikan 
pada tahun 2001 oleh pengusaha Abdul Latief, yang konsep acaranya banyak 
menonjolkan masalah yang berbau klenik, erotisme, berita kriminalitas dan 
hiburan ringan. Sejak tahun 2006, sebagian sahamnya dimiliki Grup Bakrie yang 
juga pemilik ANTV. Pada 14 Februari 2008, Lativi secara resmi berganti nama 
menjadi tvOne, dengan komposisi 70 persen berita, sisanya gabungan program 
olahraga dan hiburan. Abdul Latief tidak lagi berada dalam kepemilikan saham 
tvOne. Komposisi kepemilikan saham tvOne terdiri dari ET. Visi Media Asia 
sebesar 49%, ET. Redai Semesta 31%, Good Response Ltd 10%, dan Promise 
Result Ltd. 1096. (Tim EPI. Sumber: Wikipedia) Televisi Republik Indonesia 7VW 
Stasiun televisi pertama di Indonesia, yang mengudara sejak tahun 1962 di 
Jakarta. Siaran perdananya menayangkan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia ke-17 dari Istana Negara Jakarta. Siarannya masih hitam 
putih. TVRI kemudian meliput Asian Games yang diselenggarakan di Jakarta. 
Sejak awal TVRI berstatus sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Oleh karena itu 
biaya operasionalnya ditanggung oleh negara. Meskipun demikian, pada dekade 
70-an TVRI sempat menampung siaran iklan guna menambal kekurangan biaya 
operasional yang kerap terjadi. Pada tahun 80-an hingga 90-an 
TVRImenghentikan siaran iklannya, namun bela- kangan, lembaga penyiaran 
publik ini kem- bali menayangkan iklan. TVRI memonopoli siaran televisi di 
Indonesia hingga tahun 1989, ketika televisi swasta pertama RCTI dan SCTV 
hadir dilayar kaca pemirsa televisi In- donesia. Latar belakang Pada tahun 1961, 
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memasukkan proyek media massa 
televisi ke dalam proyek pembangunan Asian Games IV di bawah koordinasi 
Urusan Proyek Asian Games IV. Pada 25 Juli 1961, Menteri Penerangan me- 
ngeluarkan SKMenpen No. 20/SK/M/1961 ten- tang pembentukan Panitia 
Persiapan Televisi (P2T). Pada 23 Oktober 1961, Presiden Soekarno yang sedang 
berada di Wina mengirim teleks kepada Menteri Penerangan saat itu, Maladi, 
untuk segera menyiapkan proyek televisi (saat itu waktu persiapan hanya tinggal 
10 bulan) dengan jadwal sebagai berikut: 1. Membangun studio di bangunan 
bekas Akademi Penerangan (Akpen) di Senayan (TV- RI sekarang). 2. 
Membangun dua pemancar 100 Watt 


tvri 795 dan 10 KW dengan tower 80 meter. 3. Mempersiapkan Software 
(program dan tenaga). Pada 17 Agustus 1962, TVRI mulai mengadakan siaran 
percobaan dengan menyiarkan acara HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 
XVII dari halaman Istana Merdeka Jakarta, yang menggunakan pemancar 
cadangan berkekuatan 100 watt. Kemudian pada 24 Agustus 1962, TVRI 
mengudara untuk pertama kalinya dengan menyiarkan siaran langsung upacara 
pembukaan Asian Games IV dari stadion utama Gelora Bung Karno. Pada 20 
Oktober 1963, dikeluarkan Keppres No. 215/1963 tentang pembentukan Yayasan 
TVRI yang dipimpin langsung oleh Presiden RI. Pada tahun 1964 mulai dirintis 
pembangunan Stasiun Penyiaran Daerah yang dimulai deari TVRI Stasiun 
Yogyakarta. Kemudian secara berturut-turut diikuti oleh Stasiun Medan, 
Surabaya, Ujungpandang (Makassar), Manado, Denpasar dan Balikpapan 
(bantuan Pertamina), Pembangunan Stasiun Produksi Keliling Mulai tahun 1977, 


secara bertahap di beberapa ibu kota provinsi dibangun sejumlah Stasiun 
Produksi Keliling atau SPK, yang berfungsi sebagai perwakilan atau koresponden 


TVRI di daerah, yang terdiri dari: 1. SPK Jayapura 2. SPK Ambon 3. SPK 
Kupang 4. SPK Malang (Tahun 1982 diintegrasikan dengan TVRI Stasiun 

Surabaya) 5.SPK Semarang 6. SPK Bandung 7. SPK Banjarmasin 8. SPK 
Pontianak 9. SPK Banda Aceh 10. SPK Jambi 11. SPK Padang 12. SPK 


Lampung Status TVRI pada Era Orde Baru Tahun 1974, TVRI diubah menjadi 
salah satu bagian dari organisasi dan tatakerja Departemen Penerangan dengan 
status Direktorat, yang langsung bertanggung-jawab kepada Direktur Jenderal 
Radio, TV, dan Film, Departemen Penerangan Republik Indonesia. Sebagai alat 
komunikasi Pemerintah, tugas TVRI adalah menyampaikan informasi tentang 
kebijakan Pemerintah kepada rakyat dan pada waktu yang bersamaan 
menciptakan twoway traffic (lalu lintas dua jalur) dari rakyat untuk Pemerintah 
selama tidak mendiskreditkan usaha-usaha Pemerintah. Pada garis besarnya 
tujuan kebijakan Pemerintah dan program-programnya adalah untuk 
membangun bangsa dan negara Indonesia yang modern dengan masyarakat 
yang aman, adil, tertib dan sejahtera, sehingga setiap warga Indonesia 
mengenyam kesejahteraan lahiriah dan mental spiritual. Semua kebijaksanaan 
Pemerintah beserta programnya harus dapat diterjemahkan melalui siaransiaran 
dari studio-studio TVRI yang berkedudukan di Ibu Kota maupun daerah dengan 
cepat, tepat dan baik. Semua pelaksanaan TVRI baik di ibu kota maupun di 
daerah harus meletakkan tekanan kerjanya terhadap integrasi, supaya TVRI 
menjadi suatu well-integrated mass media (media massa yang terintegrasikan 
dengan baik) Pemerintah. Tahun 1975, dikeluarkan SK Menpen No.55 Bahan 
siaran/KEP/Menpen/1975, TVRI me~ miliki status ganda yaitu selain sebagai Ya- 
yasan Televisi RI juga sebagai Direktorat Tele— visi, sedang manajemen yang 
diterapkan yaitu manajemen perkantoran/birokrasi. TVRI pada Era Reformasi 
Bulan Juni 2000, diterbitkan Peraturan Pe— merintah No. 36 tahun 2000 tentang 
Perubah— an Status TVRI menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), yang secara 
kelembagaan berada di bawah pembinaan dan bertanggung jawab kepada 
Departemen Keuangan RI. Bulan Oktober 2001, diterbitkan Peraturm an 
Pemerintah No. 64 tahun 2001 tentang Pem- binaan Perjan TVRI di bawah 
Kantor Menteri Negara BUMN untuk urusan organisasi dan 


796 tvri Departemen Keuangan Republik Indonesia, untuk urusan keuangan. 
Tanggal 17 April 2002, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2002, 
status TVRI diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) di bawah pengawasan 
Departemen Keuangan RI dan Kantor Menteri Negara BUMN. Selanjutnya melalui 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, 
TVRI ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik berbentuk badan hukum 
yang didirikan oleh Negara. Semangat yang mendasari lahirnya TVRI sebagai 
Lembaga Penyiaran Publik adalah untuk melayani informasi untuk kepentingan 
publik, bersifat netral, mandiri dan tidak komersial. Peraturan Pemerintah Nomor 
13 tahun 2005 menetapkan bahwa tugas TVRI adalah memberikan pelayanan 
informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta 
melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat 
melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah 


Negara Kesatuan Republik Indonesia. Televisi Republik Indonesia (TVRI) 
merupakan stasiun televisi tertua di Indonesia dan satu-satunya televisi yang 
jangkauannya mencapai seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah penonton 
sekitar 82 persen penduduk Indonesia. Saat ini TVRI memiliki 27 stasiun daerah 
dan 1 stasiun pusat dengan didukung oleh 376 satuan transmisi yang tersebar di 
seluruh wilayah Indonesia. Keduapuluhtujuh TVRI Stasiun Daerah tersebut 
adalah TVRI Stasiun DKI Jakarta, TVRI Stasiun Nanggroe Aceh Darussalam, TVRI 
Stasiun Sumatra Utara, TVRI Stasiun Sumatra Selatan, TVRI Stasiun Jawa Barat 
dan Banten, TVRI Stasiun Jawa Tengah, TVRI Stasiun Jogyakarta, TVRI Stasiun 
Jawa Timur, TVRI Stasiun Bali, TVRI Stasiun Sulawesi Selatan, TVRI Stasiun 
Kalimantan Timur, TVRI Stasiun Sumatra Barat, TVRI Stasiun Jambi, TVRI Stasiun 
Riau, TVRI Stasiun Kalimantan Barat, TVRI Stasiun Kalimantan Selatan, TVRI 
Stasiun Kalimantan Tengah, TVRI Stasiun Papua, TVRI Stasiun Bengkulu, TVRI 
Stasiun Lampung, TVRI Stasiun Maluku dan Maluku Utara, TVRI Stasiun Nusa 
Tenggara Timur, TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat, TVRI Stasiun Gorontalo, TVRI 
Stasiun Sulawesi Utara, TVRI Stasiun Sulawesi Tengah,dan TVRI Stasiun Sulawesi 
Tenggara. Karyawan TVRI pada Tahun Anggaran 2007 berjumlah 6.099, terdiri 
atas 5.085 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.014 orang Tenaga 
Honor/Kontrak yang tersebar di seluruh Indonesia, serta sekitar 1.600 orang di 
antaranya adalah karyawan kantor pusat dan TVRI Stasiun Pusat Jakarta.TVRI 
bersiaran dengan menggunakan dua sistem yaitu VHF dan UHF, setelah stasiun 
pe— mancar Gunung Tela Bogor dengan kekuatan 80 KW selesai dibangun pada 
18 Mei 2002. Ko- ta-kota yang telah menggunakan UHF yaitu Jakarta, Bandung 
dan Medan, selain bebera- pa kota kecil seperti di Kalimantan dan Jawa Timur. 
TVRI Stasiun Pusat Jakarta setiap hari melakukan siaran selama 19 jam, mulai 
pukul 05.00 WIB hingga 24.00 WIB dengan substan— si acara bersifat informatif, 
edukatif dan enter- taint. TVRI dewasa ini Dengan adanya perubahan status, 
sesuai dengan Undang Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI 
diberi masa transisi selama 3 tahun dengan mengacu Peraturan Pe- merintah 
Nomor 9 tahun 2002 yang menye- butkan bahwa TVRI berbentuk Perseroan 
Ter- batas atau PT. Melalui Persero ini Pemerintah mengha- rapkan Direksi TVRI 
dapat melakukan pembe- nahan-pembenahan baik di bidang manaje- men, 
struktur organisasi, SDM dan keuangan. Sehubungan dengan itu Direksi TVRI 
tengah melakukan konsolidasi, melalui restrukturisasi, pembenahan di bidang 
marketing dan pro- gramming, mengingat sikap mental karyawan dan hampir 
semua acara TVRI masih mengacu pada status sebelumnya yang kurang 
memili- ki nilai jual. 


——— tvri 797 Melalui restrukturisasi Direksi akan mengetahui jumlah sumber 
daya manusia yang dibutuhkan, berdasarkan kemampuan masingmasing 
individu karyawan, guna mengisi fungsi-fungsi dalam struktur organisasi sesuai 
dengan keahlian, profesi, dan kualifikasi masing-masing. Selain itu juga dapat 
diketahui, apakah perlu dicari tenaga profesional dari luar atau dapat 
memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Selama masa transisi ini, TVRI 
benarbenar diuji untuk mandiri dengan menggali dana dari berbagai sumber, 
antara lain dalam bentuk kerjasama dengan pihak luar baik swasta maupun 
sesama BUMN, serta meningkatkan profesionalisme karyawan. Dengan adanya 


masa transisi selama 3 tahun ini, TVRI diharapkan dapat memenuhi kriteria yang 
disyaratkan oleh Undang Undang Penyiaran yaitu sebagai lembaga publik 
dengan sasaran khalayak yang jelas. Bertepatan dengan peringatan Hari 
Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei 2003 yang lalu, TVRI mengoperasikan 
kembali seluruh pemancar stasiun relay TVRI sebanyak 376 buah, yang tersebar 
di seluruh Indonesia. Sebagai stasiun televisi pertama di negeri ini, TVRI telah 
melalui perjalanan panjang dan mempunyai peran strategis dalam perjuangan 
dan perjalanan kehidupan bangsa. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-44 
(24 Agustus 2006), TVRI resmi menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Programa 2 
TVRI juga membentuk Studio Programa 2 Jakarta, pada saluran/channel 8 VHF. 
Programa 2 mulai mengudara pada 1 Januari 1983 dengan acara tunggal siaran 
berita Bahasa Inggris, dengan nama “Six Thirty Report", selama setengah jam 
pada pukul 18.30 WIB, di bawah tanggung jawab bagian pemberitaan. Pada 
perkembangannya rubrik tersebut berubah nama menjadi “English News 
Service" (ENS). Programa 2 TVRI kini mengudara mulai pukul 17.30 - 21.00 WIB 
dengan berbagai jenis acara berita dan hiburan. TVRI Stasiun Daerah Stasiun 
Pusat TVRI berada di Jakarta, dan TVRI memiliki stasiun relay pada sejumlah kota 
di Indonesia. Selain TVRI Stasiun Pusat Jakarta, juga terdapat TVRI Stasiun 
Daerah pada beberapa Ibu Kotaprovinsi di Indonesia. TVRI Stasiun Daerah selain 
me-relay TVRI Jakarta, juga memiliki acara yang bersifat lokal (termasuk Berita 
Daerah) pada jam-jam tertentu. TVRI Stasiun Daerah pada umumnya juga di- 
reiay oleh stasiun relay di wilayah provinsitersebut. Berikut adalah daftar TVRI 
Stasiun Daerah: Sumatera: o TVRI Aceh (Banda Aceh) o TVRI Jambi (Jambi) o 
TVRI Sumatera Barat (Padang) o TVRI Sumatera Selatan (Palembang) o TVRI Riau 
(Pekanbaru) o TVRI Lampung (Bandar Lampung) Jawa: o TVRI Jawa Barat 
(Bandung) o TVRI Jawa Tengah (Semarang) o TVRI Jawa Timur (Surabaya) o TVRI 
Yogyakarta (Yogyakarta) Bali dan Nusa Tenggara: o TVRI Bali (Denpasar) o TVRI 
Nusa Tenggara Timur (Kupang) Kalimantan: o TVRI Kalimantan Timur 
(Balikpapan) o TVRI Kalimantan Selatan (Banjarmasin) o TVRI Kalimantan Barat 
(Pontianak) Sulawesi: o TVRI Sulawesi Utara (Manado) o TVRI Sulawesi Selatan 
(Makassar) Maluku dan Papua: o TVRI Maluku (Ambon) o TVRI Papua (Jayapura) 
Motto TVRI yang pada awalnya berbunyi “Menjalin Persatuan dan Kesatuan”, 
pada tahun 2000, diubah menjadi “Makin Dekat di Hati”.(Tim EPI/KG, Sumber: 
Wikipedia) 


798 tvri jatim Televisi Republik Indonesia Jawa Timur Mulai mengudara 
pada 3 Maret 1978, tiga belas tahun setelah TVRI mengudara. Dan semenjak 
tahun 2007 TVRI Stasiun Surabaya berubah sebutan menjadi TVRI Jawa Umur. 
TVRI Stasiun Surabaya berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono 124, Surabaya, 
menempati areal seluas 30.156 meter persegi. Pada 2007, karyawan TVRI 
Stasiun Jawa Timur berjumlah 413 orang. Jangkauan siaran TVRI Stasiun Jawa 
Timur mencapai 38.409 km persegi atausetara 80,15% luas provinsi tersebut, 
dengan kekuatan transmisi antara 1 s.d. 10.000 watt. Dengan stasiun transmisi 
yang tersebar di berbagai lokasi, TVRI Stasiun Jawa Timur mampu menjangkau 
29.461.159 jiwa penduduk Jawa Timur atau sama dengan 85,38 % dari to- tal 
penduduk. (Tim EPI) 


udan mas - ulumul quran 799 Udan Mas Majalah Khusus Berbahasa Jawa Majalah 
merupakan media khusus tentang Budaya Jawa, khususnya karawitan dan tari. 
Majalah setebal 80 halaman yang terbit secara berkala pada tahun 1940-an 
tersebut, menggunakan Bahasa Jawa dengan huruf Jawa dan Latin. (Tim EPI/TS, 
Sumber: Reksa Pustaka) UlumulQur'an Majalah 
Bulanan Diterbitkan oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan Ikatan 
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Lembaga pertama yang memberi 
perhatian besar terhadap bidang agama dan filsafat, sementara yang kedua 
merupakan lembaga penghimpun cendekiawan Muslim di Indonesia pimpinan B. 
J. Habibie. Kehadiran ICMI disebut-sebut sebagai representasi kebangkitan kelas 
menengah Muslim Indonesia. Mengantongi izin No. 1669/SK/Ditjen PPG/STT/1990 
kedua lembaga tersebut menerbitkan Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an 
pertama kali pada 1990. Dipakainya Ulumul Qur'an yang dalam Bahasa Arab 
berarti “ilmu-ilmu Al Cluran” dilatari oleh prinsip bahwa Al Quran adalah pondasi 
ilmu dan kebudayaan Islam. Peradaban Islam pada dasarnya merupakan 
kompleks gagasan dan kenyataan yang penuh dengan jejaring hermeneutis yang 
terpusat pada Al Quran. Di dalam magnum opusnya Mafhum an-Nash, “Dirasah fi 
Umum al-Quran” (Konsep Teks “Studi Ilmu-Ilmu Alquran”), intelektual Mesir Dr. 
Nasr Hamid Abu Zaid menyebut peradaban itu sebagai peradaban teks. Artinya, 
fundamen kultural umat Islam tidak mungkin mengabaikan sentralitas Alquran 
dalam dialektikanya dengan realitas. Para redaktur Ulumul Qur'an menyadari 
betul itu. Bila pada akhir 1980-an hingga 1990an di belahan dunia Islam terjadi 
gempita rekonstruksi total terhadap warisan kesejarahan Islam klasik, semangat 
Ulumul Qur'an sesungguhnya tak jauh-jauh dari itu. Kita menyaksikan, misalnya, 
Fazlur Rahman dari Anak Benua India yang mengusulkan pembacaan Alquran 
dengan teori “gerakan ganda'' (double movement) atau Toshihiko Izutsu asal 
Jepang yang mengkaji Al Chiran dengan teori semiotika.Dan Ulumul Qur'an tentu 
saja menyedia kan diri bagi sebuah intellectual discourse. Tak hanya 
mengapresiasi pembacaan dari belah— an dunia lain, di dalamnya para 
cendekiawan Indonesia bisa bereksperimentasi dan berdia- log merujukkan 
realitas kebangsaan yang di— hadapi kepada Al Cluran (gerakan Al Quran 
sentripetal) atau melakukan penafsiran dan pengembangan makna atas ayat- 
ayatnya (ge~ rak sentrifugal). Pembacaan Al Quran seperti 


800 ulumul quran ini jelas keluar dari mainstream keilmuan Al Quran klasik yang 
kaku dengan terapan persyaratan-persyaratan tertentu dalam penafsirannya. 
Pola berpikir seperti itu merupakan rangkaian panjang ikhtiar mendamaikan 
Islam dengan modernisme. Nilai-nilai kemodernan, oleh para intelektual 
pendukungnya, dinilai tak bertentangan dengan Islam. Bahkan Islam sendiri bisa 
berjalan seiring dengannya dan malah dapat memberikan warnanya yang khas. 
Islam (neo)modernis, demikian salah seorang redaktur Ulumul Qur'an, Budhy 
Munawar Rahman, menyebut corak keislaman para cendekiawan tersebut yang 
cenderung lebih toleran sehingga menerima pelbagai hal yang berasal dari luar 
Islam. Bahkan hermeneutika, yang awalnya merupakan teori penafsiran Bibel, 
juga ikut diakomodasi dan dibawa bagi penafsiran Al Quran. Kecenderungan 
lebih longgar itu juga tampak pada pemakaian kata “intelektual", dan bukan 
“ulama”, pada salah satu lembaga penerbitannya (ICMI). Dan lembaga ini tak 


(hanya) menghimpun ulama-ulama yang berkutat di pesantren-pesantren di 
pedalaman, melainkan para sarjana dengan tradisi pendidikan modern atau 
Barat. Basis keilmuan mereka bermacam-macam, mulai dari sosial hingga 
politik, filsafat sampai ekonomi, psikologi dan kedokteran, serta cabang lain 
yang sebelumnya dianggap sekuler. Basis keilmuan itu pun kemudian dipakai 
sebagai pisau bedah dalam mengkaji Islam. Di tengah semarak itu, bibit kritik 
pun muncul. M. Affan Gaffar, pakar politik, mengatakan bahwa tak mungkin ICMI 
apolitik. Bagi Abdurrahman Wahid, ketua PBNU saat itu yang menolak 
bergabung, ICMI hanya akan dimanfaatkan oleh kekuasaan Orde Baru. Bagi 
sebagian yang lain, inilah bentuk borjuasi Islam, yang saking longgar dan 
berorientasi kemodernannya, lupa pada akar kulturalnya. Kritik-kritik itu bekerja 
sebagai respons atas wacana yang didorong Ulumul Qur'an yang bergesekan 
dengan dua paham keagamaan sekaligus, yaitu tradisional dan radikal. Dari 
kebanyakan artikel yang diturunkan misalnya, nyaris tak ada tulisan para kyai. 
Kalaupun mengangkat wacana pesantren, tiada lain penulisnya bukan dari 
dalam, tapi dari luar seperti Martin van Bruinseen. Di sisi lain, walau tak terang- 
terangan, Ulumul Qur'an yang mengasongi pluralisme dan inklusivisme 
merupakan tandingan ataswacana keislaman yang diusung gerakan Is— lam 
radikal yang sangat berminat pada mimpi membangun Khilafah Islamiyah masa 
silam. Artikel-artikel yang diturunkan Ulumul Qur'an memang tergolong “kelas 
berat”, seba— gaimana Prisma yang bergenre kajian sosial. Rupanya dua jumal 
ini, agama dan sosial, lahir dari tangan orang yang sama, yakni M. Dawam 
Rahardjo. Surutnya Prisma menjadi awal dimu- lainya Ulumul Qur'an. Dibuka 
dengan tulisan ringan pembuka M. Dawam Rahardjo dalam rubrik “Assalamu 
“alaikum” pada halaman 2, senarai tulisan sem rius khas jurnal menyusul di 
belakangnya. Rubrikasinya antara lain “Analisis" untuk tu- lisan keislaman 
mendalam, “Ilmu dan Tekno- logi” mengupas persoalan teknologi, “Dialog” 
menghadirkan percakapan dengan seorang tokoh, “Khazanah” berisi tulisan 
tentang sem jarah dan kebudayaan, dan “Ibkoh” yang mem~ bahas tokoh Islam 
tertentu. Sekali lagi M. Dawam Rahardjo hadir dengan tulisan tafsir ensiklopedis 
atas kata-konsep kunci yang ba- nyak dipakai Al Guran dalam rubrik “Risalah”. 
Kelak, tulisan-tulisan dalam rubrik ini dibu- kukan dalam Ensiklopedi Al Cluran. 
Selain itu ada rubrik “Sastra” berisi cerpen dan puisi, “Surat Pembaca”, serta 
dalam edisi-edisi ter- tentu terdapat tulisan “Kolom”. Iklan menghias antara lain 
halaman sam- pul-dalam dan halaman sampul belakang ser~ ta pada sedikit 
isinya. Iklan terbanyak tentang buku-buku dan kursus filsafat Islam. Selain iklan, 
jurnal berkolom 3 dengan format sebe- sar majalah ini juga dihiasi gambar- 
gambar di sedikit lembarnya. Pada 1990 harga jurnal dibandrol Rp 4000,- dan 
pada 1992 menjadi Rp 6000,-, lalu naik menjadi Rp 8000,- pada 1997. Bagi 
pembaca di luar Jawa, juga sering diu- 
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ijjadiawalt mumkan di lembarnya tempat-tempat di mana mereka bisa membeli 
atau berlangganan. Jurnal ini pantas diacungi jempol sebagai jurnal. Meski tidak 
ditemukan lagi sejak 1998, ia banyak dikoleksi kalangan terpelajar Islam negeri 
ini dan juga perpustakaan-perpustakaan penting, selain juga sering dikutip 
dalam tulisan-tulisan ilmiah. Di beberapa kampus (Islam) di Jawa bahkan sekali 


waktu bisa ditemui pedagang yang menjualnya, tak hanya satu-dua tapi 
terkadang utuh semua edisi. (Tim EPI/KG. Sumber: Rhoma Dwi Aria 
Yuliantri/Indonesia Buku/Jurnas) Undang Undang Pers Belanda naskah tulisannya 
sebelum terbit, tetapi pemerintah tetap bertindak tegas bahwa naskah harus 
diserahkan sebelum terbit. Pada tahun 1903 tekanan pemerintah kepada pers 
dialami oleh Redaktur Nieuwsblad, J.F. Scheltema. Ia dihukum penjara tiga bulan 
karena tulisannya yang tajam mengkritik sikap pemerintah dalam politik candu. 
Undang Undang Pers 1856 yang ketat kemudian diperlonggar, ditandai dengan 
berlakunya UU Pers yang baru pada Maret 1906. Undang Undang Pers 1906 ini 
terus bertahan sampai berlakunya Ordonansi Pembredelan Pers (Persbreidel 
Ordonnantie) pada tahun 1938. Perubahan terhadap UU Pembredelan Pers tahun 
1938 merupakan yang terakhir pada masa kolonial Belanda. (Tim EPI/NH) 
nganpeiife ttWs laiaife i belakang ilisis'untufc Imudanfe aologi,W enganseoK| 
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Pemerintah Indonesia pada tahun 1954 men- cabut Ordonansi Pembredelan 
Pers yang diberlakukan oleh pemerintah Kolonial Belan- da sejak tahun 1931- 
1932. Pers Indonesia di masa penjajahan kolonial dibagi dalam dua ku- run 
waktu yang berbeda kondisi politiknya, masa kolonial 1615-1942, pendudukan 
Jepang 1942-1945. Pada akhir tahun 1700-an pengawasan terhadap pers 
dilakukan tanpa membuat peng- aturan hukum karena jumlah percetakan di 
Hin- dia Belanda masih sedikit. Ketentuan pasal dalam Regenings Reglement 
1854 (Peraturan Pemerintah) memberi kewenangan kepada pemerintah Hindia 
Belanda untuk mengawasi pers. Selanjutnya hak kontrol tersebut diperku- at 
dalam Undang Undang Pers 1856 (Druk- persreglement), namun UU Pers ini 
mendapat protes keras dari seorang negarawan liberal, Thorbecke, di negeri 
Belanda yang menyebut UU Pers itu sebagai “ciptaan kegelapan”. Undang 
Undang Pers 1856 ini mewajibkan para pencetak dan penerbit menyerahkan se- 
mua salinan karangan kepada pejabat hukum sebelum diterbitkan. Pada masa 
itu pemimpin redaksi koran terbesar di Batavia, Java Bode (1852-1858) dan 
suratkabar Soerabaja Courant (1833-1859) mengkritik undang undang pe- 
ngendalian pers dan menolak memberikan Usman 

Yatim Tanjungpura, Langkat, Sumaut, 7 Juli 1958 
Pengurus PWI Pusat Saat ini menjabat Ketua Departemen Wartawan Kesra, PWI 
Pusat. Sebelumnya ia lebih banyak aktif di lingkungan PWI Jaya sebagai Ketua 
Koordi- natoriat PWI Jakarta Selatan (1991-1994), Wakil Ketua Seksi Per- 
kotaan PWI Jaya (1994 -1998), dan Ketua Sek- si Perkotaan PWI Jaya (1998 - 
2003). Usman mengawali kariernya di dunia jur- nalistik pada tahun 1982, 
ketika diterima sem bagai wartawan Suara Karya, selepas menye— lesaikan 
pendidikannya di IKIP Negeri Jakar- ta. Awalnya, menjadi wartawan bukan pilih- 
an hidupnya karena jika dilihat dari latar be- lakang pendidikannya, dia 
seharusnya bergem lut dalam bidang pendidikan, terutama sesuai jurusannya, 
Pendidikan Luar Sekolah. “Saya lulus bulan Januari 1982, sambil menunggu di- 


802 usman yatim wisuda dan pembukaan pendaftaran pegawai negeri, saya 
mencoba melamar ke mana-mana. Juli saya diterima di Suara Karya, keenakan 
jadi wartawan saya lupa mendaftar jadi PNS, sampai sekarang,” tutur Usman, 
suami dari Rahmi Mulyati ini. Ternyata, menjadi wartawan sangat 


menyenangkan bagi Usman. “Saya tetap merasa menjadi pendidik meski 
menekuni dunia wartawan karena lewat profesi ini, saya merasa ikut 
menyebarluaskan informasi yang bersifat mendidik, mencerdaskan bangsa,” 
ucapnya. Namun, dia tetap bercita-cita ingin menjadi pendidik di lembaga 
pendidikan formal. “Sambil jadi wartawan, saya pernah jadi guru SMA 
Muhammadiyah di Kemayoran tapi tidak lama. Saya sering bolos ngajar karena 
tugas wartawan yang sering keluar kota,” ucapnya. Namun, ketika tidak lagi di 
Suara Karya, Usman akhirnya dapat juga mengajar, yaitu menjadi dosen di 
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta, 
sejak 2002. “Saya pemah mengajar di Fisip Uhamka tapi hanya tiga semester. 
Saya tidak mau mengajar di banyak tempat, waktunya tidak cukup. Saya kini 
mengajar karena diajak Pak Sunarto, mantan Kepala Biro Humas BP-7 Pusat 
yang kini menjadi Dekan Fikom Moestopo. ” Sebagai wartawan, Usman Yatim 
banyak meliput di Departemen Penerangan, era Ali Moertopo, Harmoko, Hartono 
dan Yunus Yosfiah. Berbagai masalah informasi dan komunikasi banyak 
didalaminya, terutama dalam hal penyampaian pesan-pesan pembangunan dari 
pemerintah kepada masyarakat. “Masa Pak Harmoko menjadi Menpen, saya 
sering ikut Safari Ramadhan yang setiap tahun beliau laksanakan. Pak Harmoko 
termasuk orang yang sukses dalam mengkomunikasikan kebijakan Pemerintah, ” 
ucap Usman, ayah dari Hatta Harris Rahman, Meka Medina Rahman dan Adlia 
Atika Rahman ini. Selain di Deppen, Usman juga cukup lama bertugas di 
Departemen Agama (1982-2005) dan BP-7 (Badan Pembinaan Pendidikan 
Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) (1982 - bubar 
1999). Usman mengakui, lamanya dia bertugas pada instansi tersebut cukup 
mempengaruhi kehidupannya. “Saya harus jujur, saya larut dengan bidang 
penerangan, agama, dan Pancasila. Tapi saya tidak menyesal karena larutnya itu 
dalam arti positif.Gara-gara di Deppen, banyak yang me- ngira saya lulusan 
ilmu komunikasi. Lama di Depag, saya dikira lulusan IAIN dan sering per- gi ke 
Tanah Suci sambil meliput haji. Lama meliput di BP-7 membuat saya meyakini 
betul bahwa Pancasila adalah dasar Negara yang paling dapat menjadi symbol 
pemersatu masyarakat, bangsa dan Negara ini, ” kata Us- man yang pernah 
ikut penataran P-4 Tingkat Nasional dan terakhir KSA XIV Lemhannas, 2006. 
Usman Yatim meninggalkan Suara Karya, Nopember 1999, karena kala itu 
terpengaruh oleh suasana reformasi. Dia melihat lahirnya Undang Undang Pers 
No 40 tahun 1999, diang- gapnya sebagai kesempatan memiliki media 
penerbitan sendiri karena dihapusnya keten- tuan SIUPP (Surat Izin Usaha 
Penerbitan Pers). Usman mundur dari Suara Karya atas per- mintaan sendiri dan 
karena itu dia tidak men- dapat pesangon sebagaimana sejumlah rekan- 
rekannya yang ikut program PHK dengan pe- sangon lumayan besar. Setelah itu 
bersama Syarifuddin Sultan, ju- ga mantan Suara Karya, dia menerbitkan 
tabloid Politisia, sebagai pemimpin redaksi. Visi media ini dinilainya sangat 
bagus karena direspons hangat oleh sejumlah orang, seper- ti pakar komunikasi 
Dr. Indrawadi Tamin MSc, pengusaha dan tokoh Golkar Nurdin Halid, tokoh 
Muhammadiyah Prof. Dr. M. Din Syam- suddin, dosen Uhamka Prof. Dr. H 
Syofyan Saad MPd, dan Hj. Jane Palapa. “Sayang Politisia berusia pendek, waktu 
itu saya belum peng- alaman membangun usaha penerbitan, ma~ najemennya 
payah, ” kata Usman Yatim. Selepas dari Politisia, Usman kembali men~ jadi 


wartawan tapi kali ini di suratkabar Dialog. Oleh pemilik Dialog, James Tobing, 
dia diper- caya menjadi salah seorang redaktur. Usman mengakui, melalui 
Dialog dia banyak belajar 


us tiarsa 803 bagaimana membangun usaha persuratkabaran dengan modal 
yang pas-pasan. Dia kagum kepada James Tobing yang memiliki keuletan, 
semangat kemandirian, dalam mengembangkan Dialog yang meski terbit 
mingguan tapi dapat bertahan lebih dari 5 tahun. Berbekal pengalaman dan 
pengetahuan ini, akhirnya Usman kembali memberanikan diri menerbitkan 
suratkabar Madina, 6 Juni 2004. “Kebetulan ada orang-orang seperti pak Dasril 
Hasibuan, pak Syofyan Saad, pak Said Agil Husin Al Munawar, kemudian pak 
Tarmizi Taher, pak Feisal Tamin, dan pak Haryono Suyono, maka jadilah kini 
saya membangun suratkabar Madina." Sebagai seorang wartawan, Usman Yatim 
aktif dalam organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Dia jadi anggota 
PWI sejak baru bekerja di Suara Karya, kemudian aktif di tingkat koordinatoriat, 
baik di Departemen Penerangan, Departemen Agama, dan BP-7 Pusat. Ketika 
ikut meliput di Kantor Walikota Jakarta Selatan, 1991-1994, dia dipercaya 
menjadi ketua koordinatoriat. Lantas aktif di tingkat PWI Jaya, pada seksi 
perkotaan, dan selanjutnya (2003-2008) menjabat Ketua Departemen Wartawan 
Kesra PWI Pusat. Sedangkan keterlibatannya di Komisi Komunikasi dan Informasi 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, boleh jadi selain karena profesi wartawan 
juga karena dia lama bertugas meliput di Departemen Agama. (Tim 
EPI/KG/Istimewa) Us Tiarsa R Bandung, 1 April 1943 
Pemimpin Redaksi Bandung TV Pernah menjadi Ketua Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI) Cabang Jawa Barat selama dua periode yakni pada 
kepengurusan masa bakti 1998 - 2003 dan 2003-2007. Sebelum menduduki 
jabatan sebagai orang nomor satu di jajaran PWI Jawa Barat, Us Tiarsa menapaki 
kariernya dari anggota pengurus hingga menjadi wakil bendahara, sekretaris dan 
wakil ketua. Karier Us Tiarsa di bidang jurnalistik berawal tahun 1963 ketika 
tercatat sebagai redaktur di suratkabar mingguan Kujang. Kemudian kariernya 
berlanjut di majalah Sunda (redaktur pelaksana/1965-1968), majalah Mangle 
(redaktur pelaksana/1968-1972), majalah Gondewa (redaktur 
pelaksana/19721975), hingga menjadi pemimpin redaksi suratkabar mingguan 
Galur a (1975-2003), merangkap sebagai Redaktur & Pembina Bahasa di Harian 
Umum Pikiran Rakyat, hingga memasuki masa pensiun. Keputusannya untuk 
memasuki dunia jur-nalistik tampaknya dilatari oleh kegandrung- annya 
terhadap hal-hal yang bersifat kesenian. Menulis puisi, cerita pendek, cerita 
anak-anak -baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Sunda, sudah ia akrabi 
sejak masih duduk di bangku sekolah. Bahkan, selain menulis kolom, artikel, dan 
feature dalam Bahasa Sunda, Us Tiarsa juga sempat menulis buku tentang Ko- 
ta Bandung yang disusun dalam Bahasa Sunda, Basa BandungHalimunan. Selain 
di dunia jurnalistik Us Tiarsa juga tercatat pernah aktif di berbagai organisasi 
ke— senian Sunda, antara lain sebagai pengasuh Kujang Putra dan pengurus 
Grup Budaya Sun— da (GBS), Wakil Ketua BKKNI Jabar, Wakil Ke- tua Yayasan 
Daya Budaya Pasundan, Pagu- yuban Pasundan - Departemen Seni dan Bu- 
daya, serta di Paguyuban Panglawungan Sas- tra Sunda (pendiri). Sepak 
terjangnya di dunia kesenian Sunda khususnya dan budaya Sunda umumnya ini 


tidak terlalu mengherankan kare~ na latar belakang Us Tiarsa memang dekat 
de~ ngan kesenian Sunda. Selain karena aktif sebagai anggota per- kumpulan 
Daya Mahasiswa Sunda (Damas) Us Tiarsa juga pernah kuliah di Jurusan Sastra 
Sunda pada Fakultas Sastra Universitas Pa- 


804 utusan indonesia djadjaran dan Jurusan Teater pada Akademi Seni Tari 
Indonesia. Hal lain yang mendukung keberhasilan karier Us Tiarsa adalah 
pendidikan nonformal yang pernah diikutinya serta perjalanan jurnalistiknya 
yang tidak sebatas di dalam negeri. Berbagai kota di Asia, Eropa dan Australia, 
pernah ia kunjungi dalam rangka menunaikan tugasnya sebagai wartawan. Us 
Tiarsa yang menikahi Elsye Suhermin dan dikaruniai empat orang anak ini juga 
merupakan penggagas dan pendiri Forum Film Bandung (FFB), organisasi 
perfilman, yang setiap tahun melakukan penilaian terhadap berbagai film 
produksi nasional. (Tim EPI/KG/Istimewa) Utusan Indonesia 

Suratkabar Harian Terbit pertama kali pada 1 Juli 1950 di Surabaya. Pada 
awalnya Utusan Indonesia belum memiliki percetakan sendiri dan tertulis N.V. 
Pustaka Indonesia sebagai penerbitnya. Pengusahaan mesin cetak pun menjadi 
agenda awal Utusan Indonesia. Ditengarai, mahalnya biaya cetak menjadi beban 
bagi perjalanan persuratkabaran. Dalam kondisi inilah, di tengah keterbatasan 
dan tuntutan untuk terus menunjukkan idealismenya menuju suratkabar yang 
baik, Utusan Indonesia terbit. Suratkabar yang terbit setelah kemerdekaan 
Republik Indonesia ini menamakan dirinya sebagai “Harian Nasional Untuk 
Indonesia”. Harian ini memampang logo Garuda Pancasila tepat di tengah- 
tengah nama Utusan Indonesia seolah menyiratkan jiwa nasionalismenya. Setiap 
hari pembaca Utusan Indonesia diajak menatap Garuda Pancasila yang 
merupakan simbol kemerdekaan Indonesia. Kolom “ 10 Nopember" dalam 
Utusan Indonesia edisi Kamis, 10 November 1950, halaman 1, berusaha 
mengompori semangat rakyat. Peringatan tersebut, adalah untuk pertama 
kalinya setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dirayakan oleh 
Bangsa Indonesia dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Momen 
peringatan peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dimanfaatkan betul 
olehUtusan Indonesia. Suratkabar ini menggam- barkan betapa keberanian, 
pengorbanan, ke~ ichlasan, dan semangat berdjuang jang men~ jala-njala jang 
merupakan satu gambaran dari djiwa revolusi menentang kedzaliman kaum 
pendjadjah jang ingin bertjokol kembali di In- donesia. Sebagai penghargaannya 
bagi para pah- lawan Utusan Indonesia edisi 9 Nopember 1950, terbit dengan 
tema “Peringatan 10 No~ pember”. Pada terbitan itu Utusan Indonesia 
memampang artikel utama bertitel, “10 No- pember 1945-1949” di halaman 
pertama, “Dji- wa Revolusi Harus Tetap Kita Miliki” di hala- man 2 dan 3, serta 
“Untuk Pembangunan Bang- sa dan Negara" di halaman 4. (Tim EPI/KG. 
Sumber: Sunamo/Indexpress/Jumas) 


venduniews - visi terowongan 805 Venduniews Suratkabar 
Mingguan Diterbitkan oleh Dominicus di Batavia pada tahun 1775, setelah 
mendapat lisensi dari Kumpeni. Sebagian besar isinya adalah iklan. Pada tahun 
1809 percetakannya dibeli oleh pemerintah Indonesia. (TimEPI/TS) Visi 
Terowongan rriiird New International Dictionary-nya Web1 ster merumuskan visi 
terowongan (tunnel vision) sebagai “suatu bidang pandangan seluas tujuh puluh 


persen atau kurang dari posisi lurus ke depan, dengan akibat hilangnya bidang 
pinggiran”. Dalam hal reportase, visi terowongan meliputi kesalahan-kesalahan 
seperti memberikan bidang atau perpspektif yang kecil dan menyempitkan 
persepsi seseorang atas sesuatu yang bernilai berita kepada apa yang telah 
bernilai berita di masa lampau atau apa yang pertama-tama dicari seseorang. 
Reporter yang hanya meliput isi peraturan dan bukan potensi dampaknya berarti 
menderita visi terowongan. Begitu pula halnya penulis olahraga yang hanya 
mengulas kekuatan tim tuan rumah, dan redaktur percaya bahwa sebuah pusat 
perbelanjaan yang baru akan menjadi hikmah bagi kota mereka. Reporter 
mungkin mengembangkan visi terowongan selama beberapa tahun 
berhubungan dengan sumber-sumber berita yang sama. Jika begitu, reporter 
mungkin hanya melihat peristiwa yang bernilai berita semata-mata dari sudut 
pandang sumber berita, dengan kurang memberi perhatian terhadap pandangan 
orang-orang lain. Tentu saja, visi terowongan juga berkaitan dengan prakiraan 
berita dan membuat berita yang rasional. Dalam puncak krisis pertanian di lowa, 
misalnya, seorang petani yang bangkrut menembak dan membunuh bankirnya, 
dan kemudian bunuh diri -suatu peristiwa yang menandai penderitaan dan 
kesedihan para petani. Media berita nasional melaporkan gelombang bunuh diri 
yang meningkat di kalangan petani sebagai bukti dari krisis pertanian. Bukankah 
ini bermakna? Setelah beberapa bulan, sebuah kantor dinas pemerintahan 
mengeluarkan suatu laporan, umumnya tak dikenali oleh media berita, bahwa 
bunuh diri petani di lowa tak lebih sering terjadi sewaktu periode sulit 
dibandingkan dengan sewaktu panen besar dan mereka makmur. Memfokuskan 
pada penjelasan baru bagi fenomena yang berkelanjutan bukanlah hal yang tak 
biasa dalam reportase berita. Berbagai peristiwa yang tak berkaitan tetapi 
serupa tiba-tiba dikelompokkan bersama sebagai bukti dari kecenderungan 
masyarakat atau sebagai peng- ukuran bagi pentingnya suatu kisah berita. Ini 
seringkali terjadi dalam reportase kematian yang berkaitan dengan badai salju. 
Misalnya, badai salju dikabarkan menyebabkan kematian selusin orang atau 
lebih di seluruh negara bagian New England, tetapi daftar kematian tersebut 
seringkali termasuk korban-korban ke~ celakaan lalu lintas dan serangan 
jantung yang terjadi bersamaan dengan saat badai tersebut. Satu kunci untuk 
memanipulasi media beri- ta ialah sekadar mengetahui apa yang dicari rem 
porter. Jika satu sumber berita memberikan hal ini kepada reporter tersebut, 
sumber itu mung kin bias membentuk peliputan yang dilakukan oleh sang 
reporter. Mantan Wakil Presiden Spiro T. Agnew tahu bahwa ia pasti 
memperoleh liputan yang luas setiap saat ia menggunakan ungkapan dengan 
bunyi huruf awal yang mirip- mirip untuk mencirikan media berita atau musuh- 
musuh pemerintahan Nixon pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Ketika Agnew 
atau para pembantunya merencanakan ungkapan seperti “natteringnabobs 
ofnegativism,” maka mereka tahu bahwa reporter akan menangkap- nya dan 
mungkin kurang memperhatikan isu- isu yang mendasar. Penulis politik Jules 
Witcov- er mengutip seorang penulis pidato Agnew, “Ini semuanya cukup 
disadari. Adalah mem- bingungkan, menggairahkan, menarik, memu- kau 
untuk memberikan warna kepada penulis dan 'menggigit' dalam isi pidato. Itulah 
caranya supaya Anda bisa memperoleh perhatian. ... 


806 vista tv Kemiripan bunyi huruf pertama dan kata-kata besar menangkap 
persis apa yang kita kehendaki. Kemudian pers memuatnya. Setelah mereka 
melakukan hal itu, Anda tinggal membiarkan saja dan melakukan sesuatu yang 
lain." Tb natter berarti mengobrol atau mengomel. Nabob didefinisikan 
bermacam-macam seperti seorang yang amat berkuasa, seseorang yang sangat 
kaya, atau seorang Eropa yang menjadi kaya di India. Negativism ialah jenis 
sikap yang harus dimiliki oleh reporter, sumber berita, dan khalayak berita 
terhadap visi terowongan. Penamaan, naluri kelompok, dan visi terowongan 
bukanlah bentuk-bentuk perilaku yang khas bagi reporter berita. Tetapi, perilaku 
seperti itu bersifat kontra-produktif kalau dilakukan oleh reporter, yang memiliki 
tanggung jawab untuk memberi tahu orang lain mengenai apa yang terjadi di 
masyarakat. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Reporter dan Sumber Berita, 
Persekongkolan dalam Mengemas dan Menyesatkan Berita, Herbert Strentz, 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993). Vista 

TV Majalah Panduan Televisi Majalah yang terbit 
pertama kali tanggal 10 November 1969 dan diterbitkan oleh PT Vista Yama ini, 
pernah mengalami masa keemasan pada tahun 1972. Waktu itu tirasnya 
mencapai 40 ribu eksemplar setiap minggu. Majalah ini hadir sebagai pemandu 
sajian hiburan di televisi. Saat itu kebutuhan informasi dunia hiburan dengan 
segala lika-likunya, mulai dibutuhkan. Suburnya pertumbuhan televisi swasta di 
negeri ini menjadi peluang yang cukup bagus bagi pengelola Vista-TV Jadilah 
majalah ini khusus menyoroti acara hiburan televisi seperti sinetron, film lepas, 
musik dan acara televisi lainnya. “Kami sengaja hadir di tengah pemirsa televisi, 
dengan memberikan latar belakang acara agar mereka dapat memilih program 
yang mereka senangi. Mesti demikian aspek edukasi juga kami ikutkan. Artinya, 
pemirsa lebih berkesempatan mengatur jam tayang televisi yang baik. ” jelas 
Achmad Taufik Pemimpin Umum Vista-TV. Pada masanya, Vista-TV adalah satu- 
satunya majalah hiburan selebritis televisi di Indonesia. Kepedulian Vista- 
TVbukan hanya memanjakan pembaca, tapi juga terhadap orang-orang yang 
profesinya menopang isi majalah ini. Kepedulian, itu antara lain diwujudkan 
dengan memberikan penghargaan pada pekerja seni, khususnya sinematografi 
dan musik. Majalah ini juga banyak menawarkan bintang-bintang sinetron baru 
melalui acara Cipta Bintang Sinetron setiap tahun bekerja sama denganstasiun 
televisi swasta dan Pantap (panitia tetap) FSI (Festival Sinetron Indonesia). 
Dalam pengelolaannya Vista TV dikenda- likan oleh Achmad Taufik (Pemimpin 
Umum), Nadi Yusman, SE (Pemimpin Redaksi), Ir. Laode Budi Utama (Pemimpin 
Perusahaan), dan Sufria- ny Sunny (Redaktur Pelaksana). Mereka ber— kantor 
Kedoya Center Blok E 1 & 2 Jalan Raya Perjuangan No.l Kebon Jeruk Jakarta - 
11530 Tfelp. 5326138-39,5327516-18 Fax: 5326115. (Tim EPI) 


visual art - vox pop 807 Visual Arts Majalah Seni Rupa Pada era kebebasan pers, 
selepas runtuhnya Orde Baru, lahir begitu banyak media baru, antara lain 
majalah seni rupa Visual Arts. Majalah yang didirikan oleh pengusaha dan 
pecinta seni Teguh Wibisana ini, edisi perdananya terbit pada bulan Juni 2004, 
lalu hadir secara periodik setiap dua bulan sekali, pada minggu pertama bulan 
genap. Sampai tahun 2009, peredaran majalah tidak hanya di kantong-kantong 
seni rupa di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan 


lain-lain), namun sudah merambah ke kota-kota penting di Pulau Bali, Sumatra, 
Kalimantan, Sulawesi, hingga NTB. Kini, majalah setebal 128 halaman, dengan 
andalannya antara lain rubrik Focus, telah menjadi pegangan utama bagi para 
pelaku seni rupa di tanah air: perupa, kritikus, pengamat, kurator, kolektor, art 
dealer, art investor, galeri, balai lelang, museum, dosen/mahasiswa seni rupa, 
pusat data seni rupa, hingga pejabat seni. Selain itu juga menjadi rujukan bagi 
para pelaku wacana maupun pelaku pasar seni rupa internasional, ketika mau 
bicara soal Indonesia. Hal ini laras dengan moto majalah ini "A Gate to 
Indonesian Arts". Pada awal-awal penerbitannya, sempat hadir dalam dua 
bahasa, Indonesia-Inggris. Namun kemudian, hadir hanya dengan satu bahasa 
saja, Indonesia. Belakangan mencoba luwes, jika ada artikel yang bagus dan 
menjangkau dunia, maka artikel tersebut dilengkapi bahasa Inggris, agar orang- 
orang asing mudah memahaminya. Akhir tahun 2008, majalah dengan pemimpin 
redaksi Yusuf Susilo Hartono ini menerima penghargaan dari Institut Seni 
Indonesia (ISI) Yogyakarta, berupa Anugerah Academic Art Award # 02 untuk 
kategori media cetak, atas capaian, kontribusi dan dedikasinya di dunia seni 
rupa. Para dewan juri anugerah tersebut, tentu mahfum bahwa tidak mudah 
mengelola majalah seni rupa di negeri ini, apalagi bisa mencapai usia melewati 
jumlah jari kanan. Sebelum majalah ini lahir, memang pemah ada jurnal dan 
buletin seni rupa, yang diterbitkan oleh institusi dewan kesenian, maupun 
perguruan tinggi, tetapi terbitnya tidak rutin, peredarannya sangat terbatas, dan 
desain grafisnya kalah dengan media umum, sehingga rata-rata berumur pendek 
.Dengan dengan demikian kehadiran Visual Arts sekaligus menjadi tonggak 
lahirnya majalah seni rupa yangdikelola dengan etika jurnalistik dan hukum bis- 
nis media yang ada. Alamat Redaksi, iklan dan pemasaran Visual Arts, Kompleks 
Graha Mas A-9, Jl. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530, 
Indonesia. Vox-Pop I“rependekan dari voxpopuli dalam istilah In~ Jldonesia 
sebagai “suaramasyarakat”. Arti- nya, suatu program televisi (juga radio dan 
me~ dia cetak) yang mengetengahkan pendapat umum (media polling) tentang 
suatu masalah. Tujuan dari program ini dapat dibedakan men- 


808 vox pop jadi dua, yaitu vox-pop sebagai program dan vox-pop dalam rangka 
penelitian. Vox-pop sebagai program (televisi) mengetengahkan serangkaian 
pendapat umum mengenai suatu masalah yang sedang dibahas dalam program 
kepada penonton. Maksudnya agar penonton juga dapat mengetahui bermacam- 
macam pendapat dari berbagai orang atau grup sehingga dapat dikonfrontir 
dengan pendapatnya sendiri. Dengan mengetahui berbagai pendapat itu, 
penonton diajak untuk berpikir dan mempertimbangkan, atau memilih pendapat 
mana yang sesuai dengan pendapatnya. Dari pendapatpendapat itu produser 
dapat menarik kesimpulan mengenai tanggapan yang sebenarnya dari 
masyarakat terhadap problem yang dibahas. Dari segi lain, vox-pop dapat pula 
dipakai untuk menunjukkan masalah itu sebagai masalah yang penuh dengan 
kontradiksi, apabila vox-pop tadi mengemukakan pandangan yang berlain-lainan 
sama sekali antara orang yang satu dan yang lain. Jadi, penonton dapat 
mendudukkan persoalan pada proporsi yang sebenarnya bahwa masalah yang 
dibahas itu masalah yang pelik. Vox-pop dengan tujuan dalam rangka penelitian 
dapat merupakan umpan balik dalam proses komunikasi mengenai suatu 


persoalan. Dalam hal ini, “masalah” bukan saja dibahas sendirian oleh produser 
(broadcaster), melainkan produser juga memperhatikan pula pandangan- 
pandangan dari berbagai pihak. Dengan demikian, proses komunikasi berjalan 
secara wajar (dari dua arah). Meskipun vox-pop dapat merupakan program yang 
berdiri sendiri, tetapi biasanya program ini menjadi bagian dari program lain, 
yaitu program feature atau majalah udara (magazine). Sebagai bagian dari 
program lain, tema dari voxpop harus menyesuaikan dengan program utama. 
Apabila dibuat dengan baik, meskipun voxpop hanya merupakan bagian dari 
program, tetapi isinya sangat menarik dan memberi aksentuasi yang kuat pada 
tema. Penggarapan program vox-pop ini memerlukan perencanaan, persiapan, 
pelaksanaan, dan editing. Perencanaan antara lain menetapkan tema yang akan 
dipertanyakan; menetapkan pertanyaan dari tema yang akan ditanyakan kepada 
masyarakat; mencoba pertanyaan kepada beberapa teman terlebih dahulu dan 
tanyakan apakah mereka merasa mengerti dengan jelas maksud pertanyaan itu; 
memilih reporter yang cukup terlatih melaksanakan tugas ini (reporter ini akan 
membawa kameramen ke lapangan); check-list “pertanyaan” untuk voxpop: 
menentukan siapa yang akan diberi pertanyaan: dan menentukan tempat di 
mana pertanyaan itu diajukan. Tahap persiapan antara lain melatih dan 
menghafal pertanyaan yang ditetapkan: berlatih teknik menggunakan kamera 
perekam video (video recorder) dan mikrofon secara betul dan lancar: 
mempersiapkan dan meneliti sebaik-baiknya peralatan sebelum berangkat 
“berburu”. Dalam editing program vox-pop, ada enam hal yang perlu 
diperhatikan untuk membuat program ini menjadi menarik: 1. Jangan sampai 
pendapat seseorang terlalu panjang lebar sehingga terasa mendominasi 
pendapat-pendapat yang lain. Pendapat yang panjang boleh dipotong asal 
intinya tidak hilang. 2. Keseimbangan, keserasian dan variasi para penjawab 
harus diperhatikan. 3. Boleh juga menyusun secara berturut-turut antara 
pendapat-pendapat yang pro dan kontra. 4. Dua buah pendapat yang isinya 
sama persis boleh dimasukkan dua-duanya justru untuk mengekspresikan 
kekuatan dari pendapat itu. 5. Jika terdapat jawaban yang lucu sebaiknya 
ditempatkan di bagian akhir untuk menetralisasi pendengar dari ketegangan 
pendapat-pendapat yang pro dan kontra. 6. Program ini jangan dibuat 
terlampau pan- jang meskipun diperoleh banyak pendapat. Oleh karena itu, 
sebaiknya sejak semula ditentukan batas waktu. Untuk program vox-pop durasi 
tiga menit adalah maksimal. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Tbknik Produksi 
Program Tblevisi, Fred VI/z- bowo, Penerbit Pinus, Yogyakarta, 2007). 


warmuSsi - warta 809 Wartawan Muslim Indonesia Warmusi Wartawan Muslim 
Indonesia adalah organisasi kewartawanan berasas Islam, yang berdiri pada 
tanggal 29 Januari 1938 dan berkedudukan di Medan. Menurut Anggaran Dasar 
Warmusi, perikatan ini bertujuan mempertinggi dan mempertahankan derajat 
persurafrkabaran Islam di Indonesia, serta mempertahankan dan menyiarkan 
Islam. Untuk mencapai tujuan yang pertama, Warmusi berusaha: 1. 
Mempertinggi posisi kaum wartawan Islam dalam kewartawanannya 
dengan jalan mengadakan kursus-kursus: mengadakan taman pembacaan 
(menyediakan buku-buku dan surat-surat kabar): mengadakan konferensi pers: 
dan lain-lain. 2. Menganjurkan perhatian umum akan sesuatu yang dapat 


dihayati oleh umat Islam. 3. Mengusahakan terbitnya brosur, buletin, atau 
selebaran dan lain-lain yang menyangkut masalah-masalah keislaman. 4. 
Menghidupkan perasaan hormat kepada Islam dari segenap golongan dan 
lapisan masyarakat. 5. Mengusahakan kesempatan bagi penerangan Islam 
supaya dapat memasuki segala lapangan dan golongan. 6. Mengikhtiarkan 
akan adanya penghargaan yang sewajarnya dari pemerintah terhadap pers Islam 
dan wartawannya. Dalam rapat pendirian Warmusi pada tanggal 29-30 Januari 
1938, dibentuk susunan pengurus yang terdiri atas Zainal Abidin Ahmad dan 
HAMKA masing-masing sebagai ketua dan ketua |, serta M. Yunan Nasution 
sebagai sekretaris dan didukung oleh yang lain hingga kepengurusan itu nampak 
kuat. Keanggotaannya pun meluas, tidak terbatas pada wartawan yang bekerja 
di lembaga pers Islam, tetapi juga yang bekerja di lembaga pers umum. Karena 
itu Parada Harahap dan Adinegoro pun ikut duduk di dalamnya. Warmusi 
bukanlah serikat pekerja, akan tetapi organisasi yang semata-mata dilandasi 
semangat idealisme yang tinggi sehingga tujuannya pun semata-mata agar 
keluhan dan kehendak rakyat tersalurkan. Mereka harus sanggup menunjukkan 
kekurangan yang ada, membentangkan jalan yang mesti dilalui, mengemukakan 
hal-hal yang dirasa memberatkan, mempertahankan suatu tindakan yang 
mungkin merusak atau merugikan keadaan umum, mengkritisi sesuatu yang 
dipandang pincang, dan sebagainya. Pendeknya, mereka turut bertanggung 
jawab di dalam pembentukan suatu masyarakat baru pada masa itu. (Tim 
EPI/Wid. Sumber: Buku Jurnalisme Universal, Menelusuri Prinsip-prinsip Da'wah 
AlQalam dalam Al-Quran, SufKasman, Penerbit Teraju, Jakarta, 2004). 
Warta Majalah Bulanan Terbit untuk pertama kali 
di Jakarta pada Maret 1958. Namanya merupakan kependekan dari “wanita dan 
rumah tangga”. Warta hadir tatkala sebagian besar perempuan di ceruk-ceruk 
kawasan Indonesia masih berkutat pada persoalan rumah tangga dan cenderung 
hanya berperan sebagai konco wingking. Dengan menyajikan agenda yang 
variatif seperti kursus-kursus juga pameran,Warta ingin memotivasi para 
pembacanya terutama para ibu untuk mengambil peran lebih. Warta mengajak 
untuk berbuat dan berkarya guna terangkatnya derajat rumah tangga suatu 
keluarga dalam arti yang selu- as-luasnya. Pada edisi perdana Warta Maret 
1958 bisa ditemui jadwal-jadwal kursus. Di sana, selan ma enam hari penuh, 
Senin hingga Sabtu, ter- tulis lengkap waktu dan siapa yang menjadi 


810 warta bandung pengasuh. Kursus-kursus itu berturut-turut meliputi kursus 
macrame, memasak, gymnastiek, menggunting dan menjahit pakaian, merias 
kembang, dan bahasa Inggris. Kursuskursus tersebut bertarif mulai dari Rp 30, 
hingga Rp 350 per kursus tiap spesifikasinya. Misalnya untuk biaya kursus 
memasak yang diasuh oleh Nj. Oei Kong Jang ditarif Rp 350,-. Di edisi no.4 Th. | 
Djuni 1958, kursus-kursus yang diselenggarakan Warta mengalami penambahan 
dengan dibukanya kursus Bahasa Prancis. Kursus ini dilaksanakan tiap hari Rabu 
selama 1 jam dengan biaya Rp 50. Tak ketinggalan juga Warta 
menyelenggarakan pameran-pameran. Pameran itu menampilkan pelbagai 
produk dari para anggotanya, selain juga memamerkan kreasi-kreasi hasil kursus 
yang dilakukan Warta. Pameran itu boleh juga dibilang sebagai ajang kreativitas 
para pembacanya. Acara lain yang digelar Warta menyentuh pula dunia anak. 


Sebut saja dolanan anak, pemutaran film anak, dan kegiatan-kegiatan lain yang 
berpaut dengan parenting system, khususnya bagaimana menyangkut perlakuan 
orangtua terhadap anak. Selain pelibatan langsung para ibu pembaca, Warta tak 
lupa memberi tips-tips gratis yang dicukil dari buku-buku luar negeri. Baca Warta 
edisi 11 Djanuari 1959 di halaman 10 yang menampilkan resep yang dikutip dari 
International Cookery Book, “Put the sugar, butter and fresh milkinto a deep pan 
and heat until the sugar ismelted. Add the condensed milk and stiring all the 
time, cook for at least 20 minutes, or until the mixture stars to fudge aroend the 
edge ofthe sail cepan. Add the vanili essence and the walnuts, mix well and 
pourinto well greased shallow tins. When the fudge stars to hardens, mark out 
sguares or diamonds." Majalah ini berprinsip jika para ibu yang berdiam di jutaan 
rumah tangga Indonesia itu maju, maju pula bangsa ini. Karena di sanalah anak- 
anak Indonesia menghabiskan 2/3 usia pertamanya. Dan di usia itulah watak dan 
karakter dibangun. (Tim EPI/KG. Sumber: Sunarno/Indexpress/Jurnas) Warta 
Bandung Suratkabar Harian Pertama kali beredar pada tahun 
1954, dan diterbitkan oleh N.V. Warta Bandung yang beralamat di Jalan Naripan 
1 Kotak Pos 192, salah satu sayap Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK). 
Pada kurun 1950-1980, gedung itu menjadi pangkalan atau persinggahan para 
budayawan Bandung. Misalnya, seniman teater Jim Liem (Jim Adilimas), Suyatna 
Anirun dan orang-orang “Studiklub Teater Bandung” (STB), sastrawan Ajip 
Rosidi, Rustandi Kartakusumah, Rahmatullah Ading Affandi (RAF) dan lain-lain. 
Dikelilingi banyak seniman, Sj. Sulaiman selaku Pemimpin Umum/Pemimpin 
Redaksi Warta Bandung tertarik untuk menjadikan korannya sebagai saluran 
kebudayaan. Walhasil, edisi Sabtu koran itu pun menyiarkan rubrik 
“Kebudayaan”, tepatnya di halaman 3. Rubrik ini menampung karya-karya 
dalam bentuk prosa, cerita pendek, drama maupun perkabaran seputar seni dan 
budaya. Dengan mandor-mandor Dyantinah B, Supeno-Rijono, Pra -tiko Imam 
Sudjono, rubrik “Kebudayaan” men~ jadi jauh berbeda dari lembar kebudayaan 
yang diusung Harian Rakjat dan Bintang Timur. Rubrik ini dikelola sesuai dengan 
jargon surat- WA bawpumg W lunt WAR TA W 

— Lkee Undang“ @ at I* VftDTA niUMin- WARTA BAHDUHC beran< KA 
ASI Iriw BERANGKAT KEBEBEI 'IGntbn ^ 


warta bandung 811 kabar yang dipilih, yaitu Persatuan Nasional Demokrasi. 
Ulasan-ulasan “Kebudayaan” tidak didominasi aliran seni tertentu. Meski 
demikian, di halaman 3 mudah dijumpai karya-karya para seniman Lekra yang 
kala itu tengah mewabah. Misalnya, puisi "Pradjurit Badja” karya 
Meliwis/Indriayani dalam konferda Lekra Djateng 3/5-1-58, yang bersanding 
dengan artikel bertajuk “Konferensi Lekra Djateng ditutup dengan Gemilang". 
Ada juga ulasan menyambut konfenda kesetiakawanan rakyat, seni China dan 
pementasan rombongan Lekra, semisal, drama “Menuju Timur” turut memenuhi 
ruang “Kebudayaan". Secara umum, isi rubrik ini tidak baku, tetapi redaksi acap 
kali memberitahukan isi “Kebudayaan” untuk satu pekan berikutnya. Selain 
menarik pembaca, pemberitahuan itu diniatkan untuk membantu pembaca 
masuk dalam konteks bahasan keseluruhan. Warta Bandung menjalin kerja sama 
yang manis dengan Bintang Minggu. Berlangganan Warta Bandung bisa satu 
paket dengan Bintang Minggu, seperti yang diserukan bagian tata usaha: “ Kini 


dapat berlanggganan mingguan Bintang Minggu terbitan Djakarta dengan Harga 
Langganan Rp 6 sebulan. Disatukan dengan Warta Bandung Rp 25 sebulan 
tambah materai Rp 0,50. Permintaan menjadi langganan dapat dilakukan melalui 
agen Warta Bandung setempat." (Warta Bandung, 24 Januari 1958). Bintang 
Minggu adalah suratkabar edisi Minggu Bintang Timur, yang berisi dua lembar 
dengan bacaan ringan seputar hiburan, film, sastra, dan isu-isu budaya. Bintang 
Minggu adalah cikal bakal Lentera yang dikelola Pramoedya Ananta Toer pada 
1961 kelak. Warta Bandung nampaknya memang sangat memerhatikan seni dan 
budaya. Di lembar lain, sejak 8 Maret 1956 saban Kamis terpacak rubrik 
“Gelanggang Harapan”. Di bawah asuhan Kak Embun, rubrik ini menjadi ruang 
anak-anak pecinta sastra. Puisi dan cerpen sesak memenuhi rubrik ini, yang juga 
menyediakan wadah apreasiasi kesenian anak dengan program “Malam 
Gembira”. Malam Gembira adalah pementasan seni dari hasil penggalanggan 
dana anggota "Gelanggang Harapan”. Dengan membidik pelanggan semua usia, 
maka tak heran Warta Bandung kala itu beroplah hingga 10.000 
eksemplar.Namun, pemberitaan Warta Bandung di bidang lain lebih mirip koran- 
koran kiri yang terbilang pedas. Misalnya, berita berjudul “Ke— tua Perang 
Djabar Kol. Kokasih, Prajurit Allah tidak Merampok, Membunuh, dan Membakar", 
“Hatta Ditjela dan Ditolak Pemuda Demokrat; jang tak Sanggup Ikuti 
Perdjoangan Revolu— sioener supaja Minggir", dan “Pertempuran Sengit Di 
Gunung Keling: 6 Bandit Darul Islam di Tembak Mati”. Ini bisa dimafhumi, karena 
koran ini acap mengutip berita dari Harian Rak- jat, koran organ resmi PKI, yang 
kelak menye retnya ke lubang kehancuran. Sejak edisi tang— gal 14 Januari 
1958, Warta Bandung memuat di halaman mukanya tulisan berjudul “Bebe- 
rapa Pikiran Tentang Anti Komunisme (Dik— tatur Kanan atau Kiri) oleh Asmara 
Hadi, dalam tahun revolusi 1848 dan dalam tahun-tahun sesudahnya. Demikian 
pula sesudah Perang Dunia Il oleh golongan-golongan juga tak sem tudju akan 
perubahan masjarakat jang me~ ngandung makna perubahan pula dalam po~ 
sisi ekonomi dan kekuasaan mereka, komu- nisme dikedjar dan diburu, dan 
kepada rakjat djelata jang belum sanggup memikir dengan kritis apa itu 
komunisme sesungguhnja dilukiskanlah dalam warna-warna jang djelek, bahwa 
komunisme itu adalah hantu atau iblis jang akan menjeret djiwa-djiwa jang baik 
ke dalam neraka djahanam.Jang anehnya, go~ longan agama dan sebagian 
daripada golong- an nasional itu hanja anti kepada PKI. Padahal, jg 
menghendaki masjarakat komunis... bukan hanja PKI sadja. Tanjakanlah itu pada 
anggota- anggota Partai Murba...." (Warta Bandung, 15 Djanuari 1958). 
Kedekatannya dengan Bintang Timur dan Harian Rakjat akhirnya menahbiskan 
koran ini sebagai pengikut barisan “kiri”. Walhasil, keti- ka Tragedi Nasional 
1965 meletus, Warta Ban- dung turut kolaps. Suparman Amirsyah, Pe- 


812 warta berita antara mimpin Umum Harian Warta Bandung menjelang 
peristiwa itu, turut runtuh bersama korannya. Warta Bandung, yang memang 
dinilai cukup dekat dengan kaum kiri, harus bungkam. (Tim EPI/KG. Sumber: 
Rhoma Dwi Aria YuUantri/Indonesia Buku/Jurnas) Warta Berita Antara Buletin 
Harian Berformat majalah, buletin ini diterbitkan perdana pada 1 Januari 1965, 
Warta Berita ANTARA adalah buletin berbentuk majalah, yang dicetak dalam dua 
edisi, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan nama ANTARA News Bulettin. 


Media ini beredar dengan izin Keputusan Menteri Penerangan RI tertanggal 4 Juli 
1963. Pada sampul depannya tertulis, “hanja boleh disiarkan dengan 
persetudjuan”. Suratkabar ini dicetak dan diterbitkan oleh LKBN ANTARA, terbit 
pagi dan sore. Dewan Pimpinan ANTARA yang tercantum pada halaman 
sampulnya antara lain Pandu Kartawiguna (Ketua), Moh. Nahar (Wakil Ketua | 
dan Pemimpin Bagian Redaksi), Supeno (Wakil Ketua Il/Pengusahaan), Subanto 
Taif (Sekretaris Umum), D. Adinegoro (Research dan Dokumentasi), Mashud 
Sosrojudho (Hubungan Luar Negeri), Suhandar (Telekomunikasi), Zein Effendi 
S.M. (Komersil), Suroto (Redaksi Dalam Negeri), Walujo (Pentjarian Berita), serta 
trio Subakir, R. Moeljono, dan H.I.M. Arifin (Organisasi dan Administrasi). Pada 
pertengahan 1965 posisi Zein Effendi SM (Komersil) dinyatakan non-aktif. 
Sedangkan Presidium Dewan Redaksi terdiri dari Suroto sebagai Ketua, Moh. 
Nahar Mashud sebagai Wakil Ketua, serta anggota Mashud Sosrojudho dan 
Walujo. Alamat redaksi Warta Berita ANTARA Jalan Antara, No 53,57, dan 159, 
Jakarta, Kotak Pos 2086. Edisi-edisi awal buletin harian ini tampil sederhana, 
diketik manual dan sangat padat tulisan, tanpa ilustrasi gambar maupun foto. 
Warta Berita ANTARA hadir diperuntukkan sebagai lumbung informasi 
sebagaimana fungsi ANTARA menjadi penyedia berita yang bisa diakses oleh 
media massa cetak lainnya. Bagi media cetak yang kekurangan sumber daya 
wartawan, kehadiran Warta Berita ANTARA sangat penting artinya. Karena dari 
sinilah informasi seluruh Indonesia dikelola. Para wartawan Warta Berita ANTARA 
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memang harus bekerja ekstra keras 
karena kala terbitnya yang padat dan selalu harus up to date. Apalagi buletin ini 
tampil dengan 52 halaman. Rubrik utama yang bertajuk “Dalam Negeri" berisi 
peristiwa-peristiwa aktual, dari politik, pemerintahan hingga sosial 
kemasyarakatan. Lalu ada ruang “Ekonomi dan Keuang-an” yang memuat 
masalah-masalah ekonomi. Rubrik “Olah Raga dan Krida” menyajikan in- fo-info 
olahraga di lingkup daerah, nasional, bahkan mancanegara. Sebagai penutup, 
ter- dapat rubrik “Luar Negeri”. Di edisi perda- nanya, Warta Berita ANTARA 
sudah menu- 


MtfBBMW warta indonesia 813 gaskan seorang wartawannya, Saleh B. Bawazyr, 
di Kairo, Mesir. Ada kalanya Warta Berita ANTARA memuat rubrik “Kebudajaan”, 
yang berisikan segala hal tentang seni, sastra, dan budaya. Pada edisi 30 Juni 
1965, misalnya, buletin ini memuat berita ditangkapnya dua pemimpin grup 
band Kbes Bersaudara yang dipersalahkan lantaran menyanyikan lagu-lagu The 
Beatles. Diberitakan, “Dirjen RRI, Sukirman, menjatakan betapa tepatnja diambil 
tindakan drastis dan kalau perlu didjatuhkan vonnis sebagai subsersif kepada 
mereka jang memainkan lagu-lagu ngak-ngik-ngok! ” Seiring dengan waktu dan 
perubahan teknologi komunikasi, Kantor Berita ANTARA pun berbenah dengan 
membuat sistem pelayanan berita super cepat berbasis satelit, VSAT. Sistem ini 
sudah berdiri sejak 15 tahun silam. ANTARA juga membangun web berita 
ANTARA News yang diluncurkan pertama kali pada 1996. Dengan sistem 
teknologi ini ANTARA mempermudah akses berita mereka secara cepat, kredibel, 
dan lengkap, baik dari dalam maupun luar negeri. Situs ini tampil dalam dua 
bahasa, Bahasa Indonesia dan Inggris. Namun tak semua berita ditampilkan di 
sini. Hanya 20 persen dari 800 berita setiap harinya yang bisa diakses bebas. 


Sementara sisanya harus berlangganan. Walau demikian Warta Berita ANTARA 
tetap saja terbit, khusus melayani institusi pers di daerah-daerah terpencil yang 
kesulitan akses internet dan satelit. (Tim EPI/KG. Sumber: Iswara N 
Raditya/Indonesia Buku/Jumas) Warta Indonesia Suratkabar Harian 
Pertama kali beredar di Jakarta pada September 1948. Pada awal 
kemunculannya Warta Indonesia banyak diduga sebagai kelanjutan dari Harian 
Fadjar, sebuah harian milik R.V.D. atau Djawatan Penerangan Pemerintah kala 
itu. Dugaan itu muncul karena beberapa * £'erx tw * i r Sf» 
Surabaja djadi daerah saat sebelum Warta Indonesia terbit perdana, Harian 
Fadjar dihentikan penerbitannya. Dugaan itu makin nyata ketika R.VD. juga 
menjadi penyokong lahirnya Warta Indonesia. Kelahiran Warta Indonesia dibidani 
oleh Party Rakjat Indonesia Serikat dan Party Demokrasi Associatif Federal 
Indonesia setelah keduanya bersepakat menerbitkan sebuah harian dengan 
R.V.D. sebagai sponsornya. Harian Fadjar yang belum lama dihentikan 
penerbitannya, oleh R.V.D. hak-hak penerbitannya diserahkan kepada kedua 
partai itu. Dengan demikian, harian Warta Indonesia merupakan suatu badan 
swasta yang mendapat subsidi dari R.V.D. Setahun Warta Indonesia berjalan 
dalam rangka memenuhi tugasnya membawa suara rakyat federal-tak dapat 
menghindari terpaangelombang perubahan. Pada masa-masa itu dalam dunia 
perpolitikan Indonesia mencuat kesepahaman antara kaum federal dan kaum 


814 warta indonesia republik, membuka tabir kegelapan hubungannya. 
Fenomena ini berawal setelah sebelumnya terwujud dasar-dasar kesepakatan 
dalam Konferensi Inter Indonesia di Yogyakarta dan Jakarta. Pasca kesepakatan 
itu suasana hubungan kaum republik dan kaum federal menjadi baik. Jurang 
yang memisahkan antara kedua penganut paham itu hampir-hampir lenyap. 
Perjuangan kemerdekaan bukan lagi hanya dipunyai oleh pihak republik tetapi 
juga dipunyai oleh kaum federal. Bersatulah kedua penganut paham itu dalam 
menghadapi segala permasalahan kenegaraan yang muncul. Terutama dalam 
menghadapi perundingan antara Indonesia dan Belanda. Seiring perubahan iklim 
politik itu, Warta Indonesia merasa perlu untuk turut mengubah dasar, tujuan, 
dan corak pendiriannya. Tanggal 1 September 1949 menjadi lembaran baru bagi 
Warta Indonesia. Di edisi ini Warta Indonesia melakukan banyak perubahan. 
Warta Indonesia tampil menjadi harian pagi yang diharapkan mampu 
menjangkau lebih dini para pembacanya, terutama pembaca luar kota. 
Perubahan yang mencolok adalah perombakan pengasuh Warta Indonesia. 
Sejumlah penjelasan dan harapan pun disampaikan pengasuh baru Warta 
Indonesia di “Kata Pengantar” pada edisi pertama pengasuh baru. Pada saat 
muncul kesepahamanfenomena yang terjadi antara kaum federal dan kaum 
republik-menuju pembentukan Republik Indonesia Serikat, maka “dapatlah 
kiranja nanti harian Warta Indonesia mendjadi gelanggang jang luas, mendjadi 
arena jang luas bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tanpa mengenal 
perbedaan aliran, golongan, agama, dan lainnja.” Fenomena dalam perjalanan 
Warta Indonesia tak berhenti di situ. Baru genap dua bulan perubahan itu 
berjalan, Warta Indonesia harus berhenti terbit. Warta Indonesia edisi 30 Oktober 
1949 menjadi penutup dari sejumlah perubahan yang barangkali belum bisa 
dirasakan. Dalam kolom “Berpisah” di edisi 30 Oktober Warta Indonesia menulis, 


"Kini dengan sekonjong-konjong harian pagi “Warta Indonesia” dihentikan, 
terpaksa pula menghentikan kundjungannja dihadapan para pembatja.” Tak 
disebutkan dengan jelas kenapa Warta Indonesia mesti berhenti terbit setelah 
baru dua bulan melakukan perubahan yang signifikan. Kolom “Berpisah” dalam 
Warta Indonesia edisi 31 Oktober 1949 menyiratkan sejumlah pertanyaan saat 
mengulas hal keberhen- tiannya, “Sekalipun berita pengumuman dan berita- 
berita jang disiarkan oleh surat-surat- kabar dan kantor-kantor Berita, agak 
terlalu mendadak dan tidak diduga-duga, tetapi kita pertjaja, bahwa para 
pembatja, para pemasang adpertensi, dan para peminat harian kita, da~ pat 
menerimanja dengan kesabaran dan kete- nangan hati, sekalipun banjak sekali 
berita- berita jang dibuat-buat dan banjak pula jang bertentangan dengan 
kebenarannja.” Berita-berita tentang apa yang dikatakan “banjak pula jang 
bertentangan dengan kebe- narannja?" bisa jadi hal ini terkait kerjasama- nya 
dengan R.VD. yang di awal terbitnya sem- pat membentuk citra sebagai 
penerus Harian Fadjar yang merupakan suratkabar milik Dja- watan Penerangan 
Pemerintah kala itu. Kare- na, di lembar perpisahan itu juga tertulis pen- 
jelasan bahwa Warta Indonesia bukan kelan- jutan dari Harian Fadjar, bukan 
milik Djawatan Penerangan Pemerintah. Warta Indonesia adalah suratkabar 
partikelir yang mendapat subsidi dari R.V.D. Diberhentikannya Warta Indonesia 
itu pun ditanggapi tenang oleh pengasuhnya. Terkait pemberhentian terbit 
tersebut Warta Indonesia menulis, "... oleh pengasuh beserta seluruh warganja 
diterimanja dengan seluruh keih- lasan dan ketulusan dengan kejakinan, bah- 
wa tidak ada sesuatu jang kekal dan dapat dipertahankan untuk selama- 
lamanja.” Ungkapan dalam tulisan di atas menyi- ratkan keikhlasan para 
pengasuh menerima perihal pemberhentian itu. Mereka sadar, per- golakan 
politik yang belum stabil kala itu akan mampu mengubah apa pun dalam 
sekejap. Keyakinan itu terbukti, seminggu setelah di- berhentikan, pada tanggal 
7 November 1949 


warta kota 815 Warta Indonesia kembali terbit dengan wajah baru dan 
punggawa baru. Meski demikian, tersirat dari jargon yang juga baru, Pembawa 
Suara Rakyat Indonesia Merdeka, pendirian Warta Indonesia tetap teguh terjaga. 
(Tim EPI. Sumber: Simamo/Indexpress/Jumas/Tim EPI} Warta 

Kota Suratkabar Harian Beredar 7 hari seminggu 
setebal 20 hingga 28 halaman, termsasuk 4 halaman di antaranya dicetak 
dengan teknik full color. Koran yang diterbitkan oleh PT. Metrogema Media 
Nusantara ini mengklaim tiras sebanyak 212.886 (per Februari 2008) yang 
diaudit oleh Audit Bureau of Circulation (Australia). Untuk melayani pembacanya 
koran yang mematok harga eceran Rp 1.000,-/eksemplar, dan berlangganan Rp 
28.000,-/bulan. Dalam pengelolaannya Warta Kota dikendalikan oleh H. Dedy 
Pristiwanto (Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Pemimpin Perusahaan), Hendry 
Ch. Bangun (Wakil Pemimpin Redaksi), Sigit Setiono (Redaktur Pelaksana), 
Tatang Siiherman (Wakil Redaktur Pelaksana), Sugeng Hari Santoso (Manajer 
Sirkulasi), Christina M.S. Indiarti (Manajer Iklan), dan Johnson Hutabarat (Manajer 
Promosi). Mereka berkantor di Jalan Hayam Wuruk 122 Jakarta 11180, Telp. (021) 
2600818, 624-4285, Fax: 21-626-6025, Email: warkot@indomedia.com Pada 
dalam usianya yang kesembilan Warta Kota telah menempati posisi yang 


signifikan sebagai koran terbesar di Jabotabek. Dari sisi banyaknya koran yang 
terjual di pasar Warta Kota termasuk suratkabar terbesar kedua di Jakarta dan 
Jabotabek, setelah Kompas. Rata-rata cetak bulan Februari 2008 adalah 212.886, 
naik dari 209.316 di bulan Januari 2008, dan 203.135 di bulan Desember 2007. 
Dalam data terakhir, koran laku terjual 193.871. Angkaangka di atas merupakan 
hasil audit yang dilakukan Audit Bureau of Circulation (Australia), sehingga dapat 
dipercaya. Di Indonesia saat ini hanya tiga suratkabar yang diaudit dan menjadi 
anggota ABC, dua lainnya adalah Kompas dan The Jakarta Post. Dari 
peredarannya, terbesar di wilayah Jakarta (123.163), diikuti dengan Jawa Barat 
(59.557) yang membentang dari Cirebon, Bandung, Sukabumi, sampai Bogor, 
kemudian Banten (28.449) dan Lampung (876). Di Jabar, Bekasi menjadi ajang 
distribusi terbesar (29.153), diikuti Bogor (11.795), dan Depok (10.541). 
Keberadaan Warta Kota di Jakarta dan sekitarnya dapat dilihat di setiap 
perempatanjalan, lapak-lapak, kios, maupun tempat ber~ jualan media lainnya. 
Di stasiun kereta api Be- kasi, Bogor, Depok, Serpong, yang membawa komuter 
bekerja ke Jakarta setiap pagi, Warta Kota merupakan raja dan sudah menjadi 
sem macam bacaan wajib. Setiap hari halaman depan Warta Kota hadir dengan 
menu berita yang menjangkau beragam segmen, yakni tontonan sepakbola, 
selebritis, humor, dan peristiwa paling panas hari itu. Hotnews itu digarap 
dengan judul dan bahasa yang mudah dimengerti, disertai foto atau garapan 
grafis yang apik. Selain itu ditam- pilkan berita utama yang berkaitan dengan 
ke- pentingan orang banyak, seperti masalah rasa aman, trend harga, 
kecenderungan bisnis, ke- risauan kesehatan, topik pendidikan, proble- ma 
transportasi, yang sedang ramai dibi- carakan. Tampilan yang bersih, disain 
yang me~ narik, paduan warna yang cerah, grafis krono- logis yang jelas, 
menambah daya tarik. Tim di- sain artistik Warta Kota merupakan salah satu 
terbaik di Tanah Air saat ini. Khususnya untuk halaman berwarna, dalam hal 
pemilihan war~ na dan tata letak, mereka berupaya membuat tampilan dapat 
senyaman mungkin di mata pembaca. Berita bergrafis di halaman satu Whrta 
Kota sudah mendapatkan pujian bahkan dari luar negeri sehingga pakar dari 
Amerika Serikat dan Skotlandia menyempatkan diri un- tuk membuat semacam 
studi dan menuliskan- nya di jurnal internasional. Pencapaian yarig diperoleh ini 
tidaklah di- 


816 warta kota dapat dalam sekejap mata. Hampif lima tahun Warta Kota 
berjuang untuk mencari identitas, bersaing dengan demikian banyak media yang 
terbit di Jakarta dengan masing-masing memiliki ciri khas. Ada yang cenderung 
menjadi koran politik, ada yang berwajah kriminal, ada yang campuran koran 
lokal-nasional. Warta Kota sendiri pada awalnya ingin murni menjadi koran lokal, 
koran Jakarta tentang Jakarta. Namun ternyata pilihan itu kurang menarik minat 
pembaca, pertumbuhan amat lamban. Oleh karena itu di dalam 
perkembangannya sedikit bergeser ke wilayah Jabotabek, terutama untuk 
menambah basis pasar pengembangan. Itu sebabnya dalam suatu massa Warta 
Kota pernah dianggap sebagai Koran Depok, karena besarnya perhatian yang 
diberikan pada topik-topik wilayah. Saat ini Warta Kota dapat disebutkan dengan 
koran umum, dengan tema bebas meskipun basisnya tetap pada berita 
perkotaan, dengan bahasan pada segala masalah yang terjadi ataupun berkaitan 


dengan persoalan perkotaan dan segala tingkah polah manusianya. Pilihan menu 
antara olahraga, selebritas, dan hot topics ini ternyata mendapat sambutan 
hangat dari pembaca, sehingga Warta Kota bisa tumbuh pesat. Tahun 1998 
terjadi pergeseran kepemimpinan di Indonesia, Soeharto mengundurkan Etpiji 
Mahal, Warga Antre Minyak Tanah,.. diri sebagai presiden sehingga jabatan itu 
jatuh ke tangan B. J. Habibie. Dalam kabinet Habibie yang mulai bertugas bulan 
Mei itu juga, jabatan Menteri Penerangan dipegang oleh Letjen Yunus Yosfiah, 
seorang tentara yang berpikiran moderat dan maju. Bagi dunia pers Yunus 
membawa angin segar karena Departemen Penerangan yang selama ini menjadi 
momok dengan aksi bredel media massa, memudahkan pembuatan Surat Izin 
Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Tidak perlu lagi ada rekomendasi lembaga 
tertentu dan screening dari berbagai lembaga terhadap mereka yang akan 
mengelola pers. Kelompok Kompas-Gramedia (KKG) memanfaatkan kesempatan 
yang tersedia ini dengan keinginan untuk membentuk sebuah suratkabar yang 
berorientasi pada pemberitaan di Jakarta dan sekitarnya. Selama ini Kompas 
yang juga milik KKG hanya memiliki dua halaman— itupun masih diisi iklan— 
untuk beritaberita di Ibu Kota dan sekitarnya walaupun terbit di Jakarta. 
Alasannya karena merupakan koran nasional Kompas harus proporsional dalam 
pemberitaan yang bersifat kedaerahan. Padahal disadari atau tidak, sebagian 
besar (65 persen) pembaca Kompas adalah warga Jakarta dan sekitarnya. Secara 
administratif dibentuklah RT. Metrogema Media Nusantara (MMN) untuk 
mengWARIA KOTA L'te' BnwMagMng Barca Sangat Percaya Diri t> OMTK NHNN 
KA ke Surabaya Rp 450.000 


warta kota 817 ajukan SIUPP dan Departemen Penerangan memberikan SIUPP 
No. 726/SK/MENPEN/SIUPP/1998 tertanggal 19 November tahun 1998. Setelah itu 
pimpinan KKG mengkaryakan sejumlah orang untuk membidani kelahiran Warta 
Kota sekaligus membuat visi, misi, dan jabaran pemberitaannya. Mereka antara 
Agung Adiprasetyo (Presiden Direktur Kompas Gramedia) di bidang usaha serta 
Banu Astono, Trias Kuncahyono (kini Wakil Pemred Harian Kompas), Eko 
Warjono, Mohamad Subhan SD, Hendry Ch. Bangun dari redaksi Kompas. Selain 
itu sejumlah unsur redaksi dari Kelompok Kompas-Gramedia yakni Paulus 
Sulasdi, Bambang Putranto, Sigit Setiono, Tatang Suherman. Dalam tahap 
persiapan ini diadakan rekrutmen wartawan baru. Setelah berbagai kesiapan hal- 
hal fisik, seperti kantor serta perangkat-perangkatnya dan penyiapan personal, 
Warta Kota terbit pertama kali pada tanggal 3 Mei 1999, bertepatan dengan 
saat-saat kampanye Pemilihan Umum 1999. Sesuai dengan visi dan misinya, 
Warta Kota dimaksudkan untuk menjadi media khas bagi warga Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya yang diharapkan dapat menjadi 
panduan warga dalam melihat dan menjalani hak-hak dan kewajibannya. 
Dengan demikian Warta Kota sekaligus menjadi jembatan sesama masyarakat, 
antara masyarakat dengan pemerintah (daerah dan wilayah) serta semua aparat 
yang memberikan pelayanan. Juga menjadi medium yang mempertemukan 
masyarakat sebagai konsumen dengan berbagai penyedia jasa pelayanan, 
perdagangan, industri, hiburan, dan semua kebutuhan mereka. Untuk mudah 
disantap pembacanya, berita-berita di Warta Kota dioleh dengan singkat, dalam 
bahasa yang mudah dimengerti, dan diserta ilustrasi grafis, tabel, dan gambar 


yang proporsional. Kemudian untuk membedakan dengan koran kota pada 
umumnya yang mengumbar berita kriminal dan seks secara vulgar, Warta Kota 
memakai pendekatan yang santun, menjunjung etika, dan tidak bombastis, 
dengan maksud juga agar dapat dinikmati seluruh anggota keluarga. Khusus 
mengenai berita kriminal yang merupakan ciri khas koran kota, diupayakan 
terdapat tips, saran, agar masyarakat dapat menghindar dari tindak kejahatan. 
Semua persoalan yang menyangkut kehidupan di Jakarta dan sekitarnya 
mendapatporsi di Warta Kota, meski demikian fokus di— berikan pada masalah 
keamanan (rasa aman), kesehatan, pendidikan, transportasi, lingkung- an, 
olahraga, hiburan di televisi, ekonomi lokal serta perpolitikan di tingkat wilayah 
khusus— nya yang berkaitan langsung dengan kebijakan atau pelayanan publik. 
Pilihan atas topik-topik berita ini memang membuat Warta Kota tampil beda 
dengan kebanyakan suratkabar yang ter— bit di Jakarta, yang umumnya 
berorientasi pa— da politik atau kriminalitas. Lalu siapakah pembaca Warta 
Kota? Untuk mendapatkan pemahaman tentang pasar Warta Kota telah 
bekerjasama dengan lembaga riset yang ada seperti RPC, Mars dan lembaga 
lainnya, selain itu Warta Kota juga rutin setiap tahun membuat kuesioner dan 
polling bagi pembaca setianya. Dalam survei terakhir yang diadakan oleh 
Nielsen di kuar- tal keempat tahun 2007, pembaca Warta Kota adalah sebagai 
berikut: Pembaca wanita 29%, pria 71%. Usia pem- baca terbesar adalah 25-35 
tahun (36,5%), di~ ikuti 36-45 tahun (23,4%), dan 19-24 tahun (21,9%) serta > 
46 tahun (18,196). Tingkat pendidikan, terbesar adalah lulu- san SLTA (42,2%), 
diikuti tamatan S-I (18,096), tamatan SLTP (14,596), tamatan SD (10,1%), dan S-2 
(7,1%). Pengeluaran bulanan, terbesar adalah pembaca kategori B (Rp 2.250.000 
s/d Rp 3.000.000) sebesar 36,9%, kemudian kategori CI (Rp 1.500.000 s/d Rp 
2.250.000) sebesar 28,5%. diikuti kategori A (di atas Rp 3.000.000) sebesar 
22,2%, sisanya kategori D (> Rp 1.000.000) sebesar 7,3% dan kategori C (Rp 
1.000.000 s/d Rp 1.500.000) sebesar 5,1%. (Tim EPI. Sumber: Hendry Ch. 
Bangun) 


818 wartawan Wartawan joumalist Istilah ini 
mungkin saja mengundang pro-kontra. Akan tetapi sebagai sebuah konsep 
pemikiran, hal itu telah tercantum dalam Buku Panduan Buat Pers Indonesia 
karangan Drs. Ana Nadhya Abrar, MA (Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 
1995). Ana mengatakan bahwa disadari atau tidak, berita yang ditulis seorang 
wartawan bisa dianggap sebagai ekspresi dirinya sebagai individu dan sebagai 
wartawan. Karena itu wartawan yang baik adalah juga individu yang baik. Untuk 
mencapai tataran individu yang baik, seorang wartawan perlu melaksanakan 
segala kewajibannya terhadap masyarakat tempat ia berinteraksi sosial. 
Sedangkan untuk mencapai tingkat wartawan yang baik, seorang wartawan 
harus mematuhi prinsip umum etika jurnalistik atau Kode Etik Jurnalistik (KE J). 
Kesadaran ini menimbulkan pendapat bahwa wartawan teladan adalah wartawan 
yang mematuhi kewajibannya terhadap masyarakat dan melaksanakan prinsip 
umum etika jurnalistik/KE J secara penuh. Kewajiban terhadap masyarakat tidak 
ditentukan oleh wartawan, tetapi oleh masyarakat itu sendiri. Kalau dalam 
sebuah masyarakat berlaku peraturan bahwa wartawan adalah kepercayaan 
masyarakat di bidang informasi, para wartawan yang hidup di lingkungan 


masyarakat tersebut perlu mentaati peraturan itu dan memberikan informasi 
yang sebenarnya kepada mereka. Kalau sebuah masyarakat menggariskan 
bahwa wartawan adalah salah satu pemimpin mereka, para wartawan yang 
hidup dalam lingkungan masyarakat tersebut harus menerimanya dan tidak 
mengkhianati masyarakat. Kendati pelaksanaan peraturan-peraturan yang 
berlaku dalam sebuah masyarakat merupakan persoalan pribadi wartawan, yang 
menilai perbuatan tersebut adalah masyarakat. Hal ini sejalan dengan 
pelaksanaan prinsip umum etika jurnalistik/KE J. Meskipun para wartawan sendiri 
yang memutuskan bahwa perilaku A adalah baik, perilaku B adalah yang jelek, 
yang menilai perbuatan itu kelak adalah khalayak dan pelaku profesi wartawan 
lainnya. Dari penilaian ini ditambah dengan penilaian masyarakat tempat para 
wartawan berinteraksi sosial inilah bisa ditentukan wartawan teladan. Itulah 
sebabnya tidak mudah mencapai predikat wartawan teladan. Dalam era 
globalisasi ini pemberian predikat wartawan teladan tetap relevan. Sebab, 
predikat itu bisa membuat wartawan waspada terhadap peraturan yang berasal 
dari masyarakat dan etika jurnalistik. Semakin banyak wartawan yang waspada 
terhadap peraturan dan etika jurnalistik, semakin terhormat dan berharga 
profesi wartawan itu di mata ma~ syarakat. Tanpa penghormatan dan penghar- 
gaan ini, bukan mustahil para wartawan eng- gan melaksanakan tugasnya 
dengan sepenuh hati. Wartawan adalah orang-orang yang ter- libat dalam 
pencarian, pengolahan, dan penu lisan berita atau opini yang dimuat atau di~ 
siarkan di media massa, mulai dari pemimpin redaksi hingga reporter atau 
koresponden yang terhimpun dalam Bagian Redaksi. UU No. 40/1999 tentang 
Pers (Pasal 1 poin 4) menye— butkan bahwa wartawan adalah orang yang secara 
teratur melaksanakan kegiatan jurnal- istik. Dengan demikian tidak semua 
orang yang bekerja di sebuah perusahaan pers (media massa) adalah wartawan. 
Manajer pemasaran, iklan, sirkulasi, dan para stafnya bukanlah war~ tawan. 
Demikian pula yang bekerja di bagian akuntansi, staf sekretariat, perpustakaan 
dan dokumentasi, bagian personalia, dan setter (pengetik) naskah, bukanlah 
wartawan. Pada umumnya wartawan adalah orang baik yang mencintai 
pekerjaan atau profesinya. Namun, kadang-kadang wartawan juga me~ lakukan 
kesalahan, tidak dapat dipercaya, dan tidak dapat menulis dengan baik. Jam 
kerja wartawan 24 jam sehari. la be~ kerja sepanjang waktu dan kadang-kadang 
bekerja di tempat bahaya atau terancam ba- haya. Merekalah yang memburu 
berita (fakta atau kejadian), meliput berbagai peristiwa, 


wartawan 819 dan menuliskannya untuk dikonsumsi orang banyak. Kata M.L. 
Stein (1993), “Di mana terjadi suatu peristiwa, wartawan akan berada di sana, 
seperti mata dan telinga para pembaca suatu harian. ” Wartawan adalah suatu 
profesi yang penuh tanggung jawab dan risiko. Karena itu ia harus memiliki 
idealisme dan ketangguhan. Wartawan bukanlah dunia bagi orang yang ingin 
bekerja dari jam sembilan pagi hingga lima sore setiap hari dan libur pada hari 
Minggu. Tidak ada seorang pun tahu kapan kebakaran atau bencana lain akan 
terjadi. Untuk menjadi wartawan, seseorang harus siap mental dan fisik. 
Coleman Hartwell dalam bukunya, Do You Belongln Joumalisme? menulis, 
“Seseorang yang tidak mengetahui cara untuk mengatasi masalah dan tidak 
mempunyai keinginan untuk bekerja dengan orang lain, tidak sepantasnya 


menjadi wartawan. Hanya mereka yang merasa bahwa hidup ini menarik dan 
mereka yang ingin membantu memajukan kota dan dunia yang patut terjun di 
bidang jurnalistik. ” Wartawan adalah seorang profesional, seperti halnya dokter 
atau pengacara. la memiliki keahlian tersendiri yang tidak dimiliki profesi lain 
(memburu, mengolah, dan menulis berita). Ia juga punya tanggung jawab dan 
kode etik tertentu. Seorang sarjana India, Dr. Lakshamana Rao, menyebutkan 
empat kriteria untuk menyebutkan mutu pekerjaan sebagai profesi sebagaimana 


dikutip Dja'far Assegaf (1985): 1. Harus terdapat kebebasan dalam 
pekerjaan tadi. 2. Harus ada panggilan dan keterikatan dengan pekerjaan itu. 3. 
Harus ada keahlian (expertise). 4. Harus ada tanggung jawab yang 


terikat pada kode etik pekerjaan. Dalam mengumpulkan bahan berita, wartawan 
umumnya membawa tape recorder dan/atau buku catatan. Di buku catatan 
(notes book) mereka kadang-kadang hanya didapati beberapa potong kalimat 
saja yang memungkinkan mereka mengingat fakta dan data peristiwa yang 
diliputnya. Menjadi wartawan berarti memiliki peluang besar untuk berbuat baik: 
1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat atas dinamika peradaban 
manusia dengan menginformasikan apa yang terjadi (to inform) secara aktual, 
faktual, berimbang, dan cermat. 2. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 
meningkatkan wawasan dan integritas moral masyarakat, dengan melakukan 
pendidikan (to educate) melalui pemberitaan atau opini yang ditulisnya di media 
massa. 3. Membuat masyarakat senang dan terhindar dari stres dengan 
menghibur (to entertaint) lewat medianya. 4. Melakukan pengawasan sosial 
(social control), meluruskan perilaku masyarakat yang menyimpang dan 
mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak populer. Wartawan dapat 
membentuk opini publik ke arah yang maslahat. Dalam melaksanakan tugasnya, 
wartawan memiliki rambu-rambu yang tidak boleh dilanggarnya. Sebagai 
seorang profesional, ia harus menaati Kode Etik Jurnalistik. Pasal 7 ayat (2) UU 
No. 40/1999 tentang Pers menyebutkan, wartawan memiliki dan menaati Kode 
Etik Jurnalistik. Manajemen perusahaan penerbitan pers atau perusahaan 
penyiaran hendaknya menentukan kualifikasi wartawan agar memenuhi standar 
profesi. Hal ini penting bagi kemajuan perusahaan pers itu karena wartawan 
merupakan ujung tombak media massa. Setidaknya ada enam standar profesi 
wartawan sejati (real joumalist): 1. Well selected, maksudnya wartawan harus 
terseleksi dengan baik. Menjadi wartawan semestinya tidak mudahkarena harus 
memenuhi kriteria profe- sionalisme antara lain keahlian (exper- 


820 wartawan amplop tise) atau keterampilan jurnalistik serta menaati Kode 
Etik Jurnalistik. 2. Well educated, artinya terdidik dengan baik. Wartawan 
seyogianya melalui tahap pendidikan kewartawanan, setidaknya melalui 
pelatihan jurnalistik yang terpola dan terarah secara baik. 3. Well trained, 
artinya terlatih dengan baik. Akibat kurang terlatihnya wartawan kita, banyak 
berita muncul di media yang bukan kurang cermat, tidak enak dibaca, dan 
bahkan menyesatkan. 4. Well eguipped, maksudnya dilengkapi dengan 
peralatan memadai. Pekerjaan wartawan butuh fasilitas seperti alat tulis, alat 
rekam, kamera, alat komunikasi, alat transportasi, dan sebagainya. 5. Well paid, 
yakni digaji secara layak. Jika tidak, jangan harap “budaya amplop" bisa 
diberantas. Kasus pemerasan dan penyalahgunaan profesi wartawan akan terus 


muncul akibat “tuntutanperut”. 6. Well motivated, artinya memiliki motivasi 
yang baik ketika menerjuni dunia kewartawanan. Motivasi di sini lebih pada 
idealisme, bukan ma teri. Jika motivasinya berlatar uang, maka tidak bisa 
diharapkan menjadi wartawan profesional atau wartawan sejati. (Tim EPI/Wid. 
Sumber: Buku Jurnalistik Terapan, Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan, 
Asep Syamsul M. Romli, Penerbit Batic Press, Bandung, 2005). Wartawan Amplop 
Istilah ini merupakan julukan yang diberikan kepada para wartawan yang suka 
menerima uang dari sumber berita. Biasanya terjadi dalam suatu konferensi pers 
atau temu-pers yang diselenggarakan oleh suatu instansi. Di antara wartawan 
yang hadir ada yang mengutamakan uang yang diberikan oleh sumber berita, 
bukan nilai berita yang muncul dari temu-pers. Meskipun nilai beritanya tinggi 
tetapi uang yang diberikan sangat sedikit, berita itu tidak akan ditulis. 
Sebaliknya, walau tidak ada nilai beritanya namun amplopnya tebal berisi uang 
yang banyak, pernyataan sumber berita akan ditulis. Di kalangan mereka sudah 
ada semacam daftar instansi atau perorangan yang memang biasa memberikan 
amplop (sekarang disebut angpao) kepada para wartawan yang dibungkus 
dengan istilah “uang transport". Untuk menghindari perbuatan negatif itu ada 
beberapa media massa yang melarang keras wartawannya menerima uang, 
bahkan ada yang mencantumkan larangan tersebut di medianya. Jika instansi 
atau perorangan yang “dermawan” kepada para dermawan itu mengadakan 
temu-pers, maka yang datang bukan hanya yang diundang melainkan yang tidak 
diundang pun berduyun-duyun menghadiri temu-pers tersebut, tentunya untuk 
memper-oleh “berkah angpao" itu. Karena berduyun- duyun itu sehingga 
disebut “wartawan bodrex” -meminjam istilah dari iklan obat sa~ kit kepala 
(bodrex) di televisi yang menggam- barkan berduyun-duyunnya penyakit yang 
menyerang manusia. Para penyelenggara te- mu-pers selalu kewalahan 
mendapatkan se- rangan wartawan bodrex yang kadang-kadang sampai 
berjumlah puluhan orang itu, sebab mereka tidak akan beranjak pergi sebelum 
mendapatkan angpao. Anggapan negatif kepada wartawan ju- ga memunculkan 
julukan “wartawan peme- ras” atau “wartawan kriminal”. Julukan “pe~ meras” 
diberikan kepada wartawan yang su~ ka “menukar” berita penyelewengan yang 
di~ lakukan seseorang, misalnya korupsi atau skandal seks dengan uang. 
Biasanya warta- wan menelepon atau mendatangi langsung pelaku korupsi atau 
skandal seks, kemudian mengancam apabila tidak diberi uang akan menulis 
berita penyelewengan tersebut. Tin- 


wartawan foto bandung 821 dakan negatif ini melahirkan sindiran bahwa 
wartawan bukan bagian dari “pers" melainkan “peras”. Julukan “kriminal” sama 
dengan “pemeras”, namun lebih luas. Kriminalitas yang dilakukan wartawan 
adalah mereka yang hanya menggunakan kewartawanan sebagai kedok 
menutup-nutupi kejahatan yang sesungguhnya merupakan pekerjaan utama 
mereka mulai dari bisnis legal (misalnya kontraktor) sampai dengan bisnis ilegal 
(misalnya bisnis narkoba). Profesi kewartawanan dinodai oleh pelaku 
kriminalitas. Anggapan positif-negatif tersebut menjadi “pekerjaan rumah” bagi 
kalangan wartawan terutama perusahaan media massa dan organisasi- 
organisasi kewartawanan yang pada era reformasi ini tumbuh bagai cendawan di 
musim penghujan. Celakanya, ada organisasi kewartawanan yang justru 


mengorganisasi wartawan “pemeras” dan sejenisnya itu. (Tim EPI/Wid. Sumber: 
Buku Manajemen Berita Antara Idealisme dan Realita, Dr. H. Sam Abede Pareno, 
MM, Penerbit Papyrus, Surabaya, 2003). Wartawan Foto Bandung WFB Wartawan 
Foto Bandung atau disingkat WFB, adalah sebuah organisasi nirlaba yang 
bertujuan untuk memajukan dan melindungi kepentingan wartawan foto, 
sebagai sebuah profesi jurnalistik yang memiliki keterampilan khusus, serta 
mengemban peran sejarah dalam membuat dan menyiarkan berita foto juga 
tulisan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat umum, baik melalui media 
massa tempat ia bekerja maupun melalui jaringan-jaringan mandiri. Organisasi 
yang dideklarasikan di Bandung dengan nama Wartawan Foto Bandung ini 
secara resmi berdiri melalui sebuah kongres yang dihadiri 26 wartawan foto dari 
35 wartawan foto yang telah tercatat untuk mendaftarkan diri dalam organisasi 
WFB, di RM Sindangreret Jin. Surapati Kota Bandung pada hari Minggu 8 Maret 
2009. Sebelum berikrar menjadi sebuah organisasi resmi, keberadaan WFB telah 
memiliki kiprah yang cukup penting dalam perjalanan foto jurnalistik. Sejak awal 
tercetusnya pembentukan WFB tahun 2000, sejumlah kegiatan baik skala lokal 
maupun internasional telah diikuti penggiat WFB. Keberadaan WFB saat itu di 
gagas karena berdasarkan kesamaan profesi untuk saling melindungi. 
Banyaknya liputan demontrasi dan kekerasan terhadap wartawan, membuat 
para penggagas WFB merasa perlu untukmembuat suatu organisasi yang suatu 
ketika mampu membela kepentingan anggotanya. “Kumpul-kumpul” pun 
dilakukan sejum— lah wartawan foto yang saat itu jumlahnya masih sangat 
terbatas baru beberapa media yang diantaranya Pikiran Rakyat, Galamedia, 
Metro Bandung, Republika, Tempo dan Bisnis Indonesia. Wartawan yang terlibat 
diantaranya; Agus Ardjito, Dudi Sugandi, Harry Surjana, M. Gelora Sapta dan 
Andri Gurnita (Pikiran Rak— yat), Yuyun UT dan Mulyadi (Galamedia), Zel— phi, 
Rochmat Darodjat, Gani Kurniawan dan Esther Perangin-Angin (Metro Bandung), 
Bu— diyanto (Tempo), Yogi Ardhi (Republika), dan Dedi Gunawan (Bisnis 
Indonesia). Dari sejumlah penggiat WFB saat itu, Dedi Gunawan dipilih sejumlah 
anggota untuk memimpin WFB. Namun karena penugasan yang mengharuskan 
dia ke Jakarta, pada kum- pul-kumpul dua tahun kemudian, WFB memi- 


822 wartawan lokal lih kembali pimpinannya. Pemilihan berlangsung sederhana 
dalam sebuah acara makanmakan di kedai sate Simpang Lima Jin. Asia Afrika 
Bandung, sekitar Maret 2004. Dari sebagian anggota yang hadir, Imam Cahyadi 
terpilih sebagai ketua dan Dudi Sugandi sebagai sekretaris jenderal. Sosialisasi 
WFB terus dilakukan dari tahun ke tahun tanpa adanya regenerasi secara resmi 
seperti rekruitmen atau catatan lainnya karena organisasi ini masih dalam 
bentuk kelompok. Pada masa kepemimpinan Imam Cahyadi, keanggotaan pun 
semakin bertambah seiring dengan makin banyaknya wartawan foto di Bandung, 
antara lain Lucky Pransiska (Kompas) yang baru membuka perwakilannya di 
Bandung, serta sejumlah wartawan foto dari media lainnya. Dengan anggota 
saat itu yang mencapai hampir 20 orang, pada 27 Juli 2005, WFB 
menyelenggarakan sebuah pameran internasional pada peringatan 50 Tahun 
Konferensi Asia Afrika yang bertajuk “50 Tahun KAA Dalam Bingkai", di Gedung 
PWI Jin. Asia Afrika Kota Bandung,. Acara dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat, H. 
Nukman Abdul Hakim, Ketua DPRD Jawa Barat H. A. M. Ruslan, Wali Kota 


Bandung H. Dada Rosada, serta sejumlah pejabat lainnya. Dalam acara tersebut 
terkumpul dana Rp 40 Juta yang disumbangkan untuk pendidikan. Sejak saat itu, 
berbagai kegiatan diselenggarakan WFB antara lain lomba foto 
“KemilauNusantara”. WFB sempat mengalami vakum kegiatan dari tahun 2006 
hingga 2008. Namun, karena adanya kebutuhan yang besar akan organisasi 
yang resmi serta mampu memberikan manfaat bagi anggotanya, WFB akhirnya 
diresmikan dalam sebuah kongres di Bandung. Dalam Kongres I, yang dihadiri 
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu, terpilih M. Gelora Sapta dari Pikiran 
Rakyat sebagai ketua untuk periode 2009-2013. Sekretaris jenderal dijabat oleh 
Aditya Herlambang Putra dari Koran Tempo, Dudi Sugandi terpilih sebagai Ketua 
Dewan Etik dan Edi Yusuf (Republika) sebagai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Pada kepengurusan pertama usai Kongres I, Wartawan Foto Bandung mulai 
menata diri dengan membuat akta organisasi yang disahkan oleh Notaris Dindin 
Saepudin, S.H.Wartawan Foto Bandung kini menjadi organ- isasi yang legal. Hal 
itu dilakukan agar dalam setiap kegiatan atau kerjasama dengan pihak luar 
memiliki kekuatan badan hukum. Sejak itu aktivitas Wartawan Foto Bandung 
terus bergulir, dan hingga kini terus mencoba memberi warna dan manfaat bagi 
perkembang- an dunia foto jurnalistik di Kota Bandung, Jawa Barat, serta 
masyarakat Indonesia. (Tim EPI/KG/Gelora Sapta) ta? cai do pai hu me112.11 
Wartawan Lokal Pertumbuhan media massa yang bak jamur di musim hujan 
setelah Indonesia mema suki era reformasi dan desentralisasi atau otonomi 
daerah, pada gilirannya diikuti den- gan semakin banyaknya wartawan yang 
be- kerja di lingkungan suratkabar lokal atau com- munity newspaperbaik yang 
berada di ibu ko~ ta provinsi, kota/kabupaten maupun keca- matan. Selain itu 
di daerah-daerah juga terda- pat banyak wartawan yang merupakan kores- 
ponden suratkabar atau media massa yang kantor pusatnya berada di Jakarta. 
Para war- tawan dimaksud dapat disebut sebagai war- 3.t 


wartawan tangguh 823 tawan lokal. Seperti halnya pengertian wartawan secara 
umum sebagaimana tercantum dalam UU No. 40/1999 tentang Pers, maka 
wartawan lokal pada hakikatnya juga sama yakni orang yang secara teratur 
melaksanakan kegiatan jurnalistik. Mereka harus memiliki beberapa sifat dasar 
seperti bersikap kritis, memiliki rasa ingin tahu yang besar (curiosity), 
berpengetahuan luas, berpikiran terbuka, dan menjadi pekerja keras. Bahkan 
bagi wartawan lokasi beberapa sifat dasar tersebut belumlah sempurna. 
Wartawan lokal juga perlu memiliki dan memahami beberapa aspek berikut: 1. 
Komitmen. Wartawan lokal harus memiliki komitmen terhadap perbaikan 
segala segi kehidupan masyarakat di daerahnya. Tanpa komitmen yang kuat, 
kita tidak akan menjadi wartawan yang berhasil. 2. Memahami persoalan 
masyarakatnya. Apa jadinya bila kita menulis berita tanpa mengetahui 
persoalannya. Karena itu, wartawan lokal harus memahami berbagai 
permasalahan masyarakat yang ada di daerahnya dari segala aspek. 
Pemahaman mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa, 
pemahaman tentang harapan-harapan mereka, kendalakendala yang mereka 
hadapi, serta potensi-potensi yang mereka miliki akan sangat membantu kerja 
jurnalistik kita. 3. Memahami kebijakan pemerintah. Pemerintah daerah 
setempat mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa biasanya 


memiliki kebijakan dan program pembangunan di wilayahnya untuk jangka 
waktu tertentu. Wartawan lokal harus memahami semua kebijakan itu. Dengan 
memahami kebijakan pembangunan di tingkat lokal, kita bisa 
mensosialisaskannya kepada masyarakat. Apakah kebijakan itu sudah tepat atau 
belum bagi kepentingan masyarakat. Kita juga bisa turut mengontrol apakah 
kebijakan tersebut dilaksanakan atau tidak. 4. Memahami kultur 
masyarakatnya. Wartawan lokal harus memahami adat istiadat, kebiasaan, 
bahasa, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat di wilayahnya. Ini 
penting, sebab wartawan akan bekerja bersama masyarakat. Pemahaman 
terhadap hal-hal itu akan sangat membantu keberhasilan kerja wartawan 
suratkabar lokal. 5. Menggalang hubungan luas. Wartawan lokal harus 
mampu menghimpun dan menggalang hubungan seluas-luasnya dengan pejabat 
pemerintahan setempat, tokohtokoh masyarakat dan lebih penting lagi 
masyarakat bawah. Mulai dari bupati, tokoh-tokoh partai lokal, anggota-anggota 
DPRD, anggota kepolisian, pedagang besar hingga pedagang kecil di pinggir 
jalan, dan terpenting adalah petani. Dengan menjalin hubungan di banyak 
tingkat atau lapisan masyarakat akan mempermudah kita dalam mendapatkan 
informasi. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Menjadi Wartawan Lokal, Panduan 
Meliput, HanifSuranto dan Dicky Lopulalan serta Atmakusumah (Penyunting), 
Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2002). Wartawan Tangguh Setiap 
reporter tentu bermaksud menjadi wartawan yang tangguh, sedangkan syarat 
utama menjadi wartawan yang tangguh adalah mengerjakan yang biasa saja 
dengan cara yang luar biasa (vitalitas). Dengan kata lain, menjadi reporter bukan 
pertama-tama karena kecantikan dan kegagahan, bukan keluwesan bergaul, 
bukanlah rasa ingin tahu, bukan juga pengetahuan yang luas dan dalam, 
melainkan ketekunan, kegigihan, dan vitalitas. Setiap reporter tentu mempunyai 
rumusan yang berbeda mengenai vitalitas ini. Sekalipun demikian,rumusan 
vitalitas yang berbeda-beda itu akan diuji dalam seluruh tahap kegiatan 
reportase. Tahap kegiatan itu dapat dibedakan dalam lim ma bagian, yaitu 
menemukan peristiwa dan jalan cerita; cek, ricek, dan tripel cek jalan 


824 waspada cerita; memastikan sudut berita; menentukan lead atau intro; dan 
menulis berita. James Reston, wartawan kakap dari New York Times, kemudian 
menjadi kolumnis termasyhur, selalu mengulang-ulang pentingnya hal (vitalitas) 
ini, seperti yang pernah dikemukakannya dalam ceramahnya di Columbia 
Graduate School ofJoumalism, yakni, Sedangsedang pun kecerdasannya, asal 
vitalitasnya tinggi, seorang reporter akan bisa menjadi wartawan top. Vitalitas 
merupakan faktor penting dalam pekerjaan seorang reporter. Faktor ini meliputi 
seluruh aspek pekerjaannya, bahkan selama 24 jam vitalitas itu harus bagai 
macan tidur. Meskipun sedang istirahat, seorang reporter harus siap meloncat 
setiap saat. Pendek kata, vitalitas adalah syarat utama menjadi reporter. (Tim 
EPI/Wid. Sumber: Buku Vademekum Wartawan Reportase Dasar, Parakitri T. 
Simbolon, Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2006). 

Waspada Koran Harian Pertama kali beredar di Medan 
hari Sabtu sore tanggal 11 Januari 1947. Menurut pendiri dan pemimpin 
redaksinya, Mohammad Said, kota Medan yang berpenduduk lebih kurang 
300.000 orang, sangat sepi hari itu karena sebagian besar warganya telah 


mengungsi ke daerah-daerah pinggiran atau pedalaman yang dikuasai pasukan 
Republik Indonesia. Kota Medan baru sekitar satu bulan sebelumnya diserahkan 
kepada komando militer Belanda oleh pasukan pendaratan Inggris/Sekutu. 
Banyak rumah dan gedung mewah yang tampak menyeramkan karena kosong. 
Hanya bagian-bagian kota tertentu, terutama yang dihuni penduduk Tionghoa, 
masih ramai berkat pengamanan serdadu Belanda dan milisia Tionghoa yang 
bersenjata, Poh An Tui. Serah-terima dari tentara Inggris kepada Belanda terjadi 
di sejumlah daerah Indonesia lainnya sesuai keputusan komando tertinggi 
Sekutu untuk memulihkan kekuasaan kolonial Belanda setelah Jepang menyerah 
kalah dalamPerang Dunia II. Pihak Sekutu saat itu tidak mengakui kemerdekaan 
Indonesia yang telah diproklamasikan di Jakarta oleh Soekarno dan Hatta pada 
17 Agustus 1945. Dengan demikian, sampai Belanda mele- paskan 
kekuasaannya pada akhir 1949, Was- pada merupakan salah satu koran 
perjuangan yang terbit di daerah pendudukan militer Bem landa. Mohammad 
Said mengakui, waktu itu korannya berisi berita-berita yang mengun- tungkan 
perjuangan. Tidak ayal lagi, ia men~ jadi sasaran pemberangusan oleh militer 
Be— landa. Pembredelan pertama terjadi pada 21 Juli 1947 bertepatan agresi 
militer pertama Belan- da terhadap RI. Tokoh-tokoh RI di Medan, seperti 
Walikota Muhammad Yusuf, Ahmad Bestari, Dr. Pirngadi, dll, juga beberapa war- 
tawan, dikenakan tahanan rumah selama be~ berapa hari. Pembredelan kedua 
Waspada term jadi 1 Agustus 1947. Berikutnya Waspada di- bredel selama 14 
hari dari 23 Juli hingga 6 Agustus 1948. Diberangus lagi selama satu bu~ lan 
antara 20 Agustus hingga 19 September 


waspada 825 1948. Saat agresi Belanda kedua 20-26 Desember 1948, Waspada 
kembali dibredel. Saat itu dua media republiken lainnya di Medan, Mimbar 
Umum yang dipimpin Arif Lubis dan majalah Waktu yang dipimpin Zahari, juga 
dilarang terbit. Pembredelan terakhir Waspada oleh Belanda terjadi 2 April 1949 
selama satu bulan. Tindakan ini menimbulkan kecaman pers di Belanda dan 
perdebatan seru dalam Tweede Kamer (Parlemen Belanda) sehingga 
pembredelan Waspada hanya berlaku tiga minggu. Pada awal pertumbuhannya 
Waspada memuat laporan-laporan dari sejumlah wartawan yang kemudian 
terkenal di dunia pers nasional, seperti Sundoro, Rosihan Anwar, Mochtar Lubis. 
Tokoh-tokoh pers nasional juga menulis untuk majalah Dunia Wanita yang 
diterbitkan sejak 1949 oleh Ani Idrus, isteri Said. Tapi, di tengah situasi revolusi, 
perkembangan penerbitan di Medan tidak mulus. Nomor perdana Waspada 
hanya seribu lembar. Kelangkaan kertas terkadang membatasi jumlah halaman, 
bahkan berakibat Waspada tidak terbit. Menurut Ani Idrus, Said pernah membeli 
kertas ke Semenanjung Malaya, meski hanya cukup untuk beberapa hari 
penerbitan. Awal 1950, Whspada menerima distribusi kertas dari Pemerintah RI, 
mula-mula 5000 lembar, kemudian 25.000 lembar. Namun, tahun 1955, kembali 
terjadi krisis kertas. Tahun 1963 dan 1964, Waspada pemah terbit dua halaman 
dan tiras dikurangi 25%, bahkan sampai 50%. Baru sejak pemerintah Presiden 
Soeharto masalah kertas dapat ditanggulangi. Pada bulan Maret 1957 pimpinan 
Waspada menerbitkan tabloid hiburan Waspada Tsruna untuk pasar muda-mudi, 
di bawah pemimpin umum Tribuana Said, anak tertua suami-isteri Mohammad 
Said-Ani Idrus. Baik harian Waspada maupun mingguan Waspada Taruna pernah 


pula diterbitkan di Jakarta. Adapun haluan berita dan opini Waspada tercermin 
dalam sikap pimpinannya terhadap perlawanan bersenjata DI/TII di Aceh pada 
tahun 1953 (menentang) dan PRRI/Permesta tahun 1956 (menentang) serta 
kelompok media anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) yang membentuk Badan 
Pendukung Soekarnoisme (BPS) tahun 1964-1965 (mendukung). Akibat haluan 
tersebut Waspada sempat dibakar kelompok pemberontak di Aceh dan Tapanuli, 
dan dibredel Presiden Soekarno pada Februari 1965.Sebagai pengganti 
Waspada, Ani Idrus menerbitkan koran Harian Kesatuan pada 15 Oktober 1965 
atas dukungan tiga organisasi masyarakat (ormas) dalam naungan Partai Nam 
sional Indonesia (PNI), sesuai peraturan pe~ merintah Presiden Soekarno waktu 
itu. Namun akibat perpecahan dalam tubuh PNI, dukung- an itu dicabut dan 
Harian Kesatuan berhenti terbit pada 29 Desember tahun itu juga. Setelah 
penumpasan G30S/PKI, Waspada terbit kembali pada 17 Agustus 1967, tapi 
perkembangannya memprihantikan. Baru sem telah membeli dan menggunakan 
mesin cetak offset pada 24 November 1972, harian ini mu- lai menanjak. 
Tatkala kantor dan percetakan Waspada terbakar pada 13 April 1983 harian ini 
tetap terbit dan pada 11 Januari 1984 berhasil membeli mesin cetak baru. 
Menjelang akhir tahun 2007 pimpinan Waspada untuk keti— ga kalinya membeli 
mesin cetak baru. Mohammad Said menyerahkan jabatan pemimpin redaksi 
Waspada kepada Tribuana pada bulan September 1964 sampai koran tersebut 
dibredel Soekarno. Ketika Waspada terbit lagi bulan Agustus 1967 Mohammad 
Said kembali menjabat pemimpin redaksi. Dua tahun kemudian Tribuana 
diserahi jabatan tersebut, tapi dia akhirnya menetap di Jakar— ta dan berkerja di 
harian Merdeka. Selanjut- nya, Ani Idrus mengambil alih tugas pimpinan redaksi 
sampai dia meninggal dunia 9 Janua- ri 1999. Waspada kemudian sepenuhnya 
dipimpin generasi kedua keluarga Said, yakni Rayati Syafrin sebagai pemimpin 
umum, Teruna Jasa Said sebagai wakil pemimpin umum dan Pra- budi Said 
sebagai pemimpin redaksi. Mereka adalah anak keempat, kelima dan ke-enam 
pa- sangan Mohammad Said-Ani Idrus. Tribuana sendiri kini menjabat komisaris 
utama PT. Pe- nerbitan Waspada (Tim EPI/Encub Subekti) 


826 wawasan Wawasan Koran Harian Lahir pada 17 
Maret 1986 dari rahim Suara Merdeka Group dengan bekal hukum SK Menpen RI 
No. 027/SK/Menpen/SIUPP/A7 tanggal 28 Januari 1986. Teman satu angkatan 
Wawasan adalah Prioritas yang dikemudikan oleh Surya Paloh, yang kemudian 
dibredel pemerintah lantaran editorialnya yang tajam dan berita-beritanya yang 
“tendensius”. Wawasan adalah sebuah koran sore dengan gaya blak-blakan. 
Pada kurun waktu 1980-an, terbit koran-koran sore seperti Sinar Harapan 
Jakarta) dan Surabaya Post (Surabaya). Namun, Budi Santoso pengusaha pers 
yang sukses dengan Suara Merdeka menilai, kedua koran itu tidak mampu 
memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Jawa Tengah. Apalagi, TVRI pada 
masa itu baru mulai tayang pada pukul 16.30 WIB. Koran sore Wawasan hadir 
untuk memenuhi kebutuhan itu. Mengusung motto “Mengemban Cita-Cita 
Bangsa” Wawasan melaju di bawah pimpinan Dr s. Supriyadi RS sebagai 
Pemimpin Umum, Dra. Sarsa Winiarsih Santoso sebagai Pemimpin Perusahaan, 
dan Soetjipto, SH sebagai Pemimpin Redaksi. Wawasan berkantor di sebuah ruko 
di Pertokoan Simpang Lima Semarang, tepatnya di Blok A No. 10. Personelnya 


terdiri dari 16 orang redaktur, 13 repoter kota dan 21 koresponden se-Jawa 
Tengah. Semula, Wawasan hanya diedarkan di Kotamadya Semarang, lantas 
melebar ke wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Semarang, Kotamadya 
Salatiga, Kabupaten Grobogan dan Kendal. Kini koran ini telah berkembang lebih 
jauh lagi hampir ke seluruh wilayah Jawa Tengah dengan oplah terbit per edisi 
65.000 eksemplar. Edisi-edisi awal Wawasan menyapa pembaca dengan 8 
halaman. Halaman mukanya berwarna, padahal saat itu koran-koran umumnya 
masih dicetak hitam-putih. Ketika koran sore lainnya masih terbit enam kali 
seminggu, Wawasan sudah terbit seminggu penuh, termasuk hari Minggu 
dengan tebal 12 halaman, hingga kemudian semua edisinya berisi 12 halaman. 
Namun, ketika krisis menyerbu Indonesia pada 1990-an, Wawasan harus 
mengurangi halamannya menjadi 6 halaman, bahkan edisi Minggu sempat 
dihentikan. Ketika kondisi membaik, Wawasan kembali terbit dengan 16 halaman 
dan edisi Minggu muncul lagi menyapa pembaca. Wawasan adalah koran sore 
yang “berani” . Para redaktur dan wartawannya biasa dipanggil oleh Kapendam 
(Kepala Penerangan Kodam), atau bahkan langsung oleh Pangdam terkait 
dengan berita yang dimuat. Misalnya, pada saat isu PKI muncul di Jawa Tengah, 
Wawasan memacak tokoh kartun Cemeng karya Koesnan Hoesi yang kepalanya 
dianggap mirip dengan gambar celurit, ilustrasi cerita anak pada edisi Minggu 
yang melukiskan seorang perempuan dengan rambut terurai yang disinyalir 
mirip celurit, dan gambar celurit dengandarah menetes. Kapendam 
IV/Diponegoro Letkol. Susilo Darmoaji memperingatkan rem daksi Wawasan, 
“Sekarang celuritnya, suatu saat nanti pasti muncul palunya.” Wawasan juga 
sempat dimaki, “Yang menulis berita se- 


what's on 827 macam ini adalah PKI! ” Ketika terjadi kerusuhan yang berbau 
SARA di Pekalongan, Wawasan memberitakan peristiwa itu meski tidak secara 
vulgar. Lantaran berita ini, pihak berwenang mengancam, kalau kerusuhan itu 
sampai di Semarang, Wawasan yang akan dipegang. Pemberitaan Wawasan 
mengenai kasus penggelapan, yang diduga melibatkan instansi negeri di 
Salatiga pun mengundang ancaman berupa isu penyerangan Wawasan oleh 
sekelompok oknum militer, walaupun serangan itu tidak pernah terjadi. Sejak 
meninggalnya Drs. Supriyadi RS, MM, Pemimpin Umum Wa wasan dijabat oleh H. 
Soetjipto, SH yang dibantu dua orang Wakil Pemimpin Redaksi yaitu Drs. 
Sosiawan dan Drs. Budi Santoso. Atas ide Kungkrit Suryo Wicaksono, Managing 
Director PT. Suara Merdeka Press, maka untuk mendinamiskan Wawasan pada 1 
Juli 2003 dilakukan perubahan di jajaran pemimpin. Ir. Sriyanto Saputro yang 
sebelumnya menjabat Kepala Biro Suara Merdeka ditunjuk menggantikan posisi 
H. Soetjipto, SH sebagai Pemimpin Redaksi. Pemimpin Perusahaan dijabat oleh 
Dra. Sarsa Winiarsih Santoso dan dibantu Wakil Pemimpin Perusahaan, Djoko 
Sutedjo, SH. H., Soetjipto, SH menjabat sebagai Pemimpin Umum dibantu Wakil 
Pemimpin Umum, Elvin S. Ma'arif, SE, MM. Dengan alasan untuk memantapkan 
positioning-nya, sejak 1 September 2003 Wawasan mengganti mottonya dengan 
“Suara Jawa Tengah”. Dengan motto itu diharapkan koran ini menjadi media 
aspirasi dan inspirasi bagi masyarakat Jawa Tengah. Inovasi juga dilakukan 
dengan membentuk lembaga biro baru Semarang untuk meningkatkan kinerja 
jajaran di Salatiga, Kabupaten Semarang, Grobogan, Kendal, dan Demak. Tata 


letak Wawasan berubah dan muncul rubrik-rubrik baru seperti “Blaik” dengan 
tokoh sentralDjo Kbplak, “Otomotif”, dan “Terkini” yang menjadi andalan dengan 
memampang berita-berita yang terjadi pada hari itu. Rubrik “Baru", yang 
terinspirasi running text di televisi, menyiarkan informasi singkat yang baru esok 
harinya disajikan secara lengkap. Edisi minggu yang semula setebal 16 halaman 
ditambah menjadi 20 halaman, dengan 4 halaman full color. Tahun 2004, Dewan 
Pers melakukan penelitian terhadap 28 suratkabar yang terbit di Pulau Jawa. Unit 
analisis yang digunakan di an-taranya factualness, atau derajat faktualitas 
suatu berita. Penelitian dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2004. Dari penelitian 
didapat hasil, bahwa berdasarkan information value atau nilai berita, Wawasan 
berada di-ranking ketiga (skor 24,8) setelah Kompas (skor 17,69) dan Republika 
(skor 17,58). Usaha Wawasan untuk menyajikan berita “Pagi Terjadi Sore Ter- 
saji” pun tak sia-sia. (Tim EPI. Sumber: Rhoma Dwi Aria Yuliantri/Indonesia 
Buku/jurnas) What's On Majalah Informasi Kota Metropolis Jakarta Berawal dari 
penerbitan kecil JLP yang ter- batas hanya mengulas jurnal-jurnal intern 
maupun profil suatu perusahaan dalam Bahasa Inggris, mulailah majalah ini 
melakukan mi~ sinya. Memang misi dari Jakarta Program tak lain memberi 
informasi seluas-luasnya kepa- da masyarakat, khususnya mereka yang ting- 
gal di kota Metropolis Jakarta. Kebutuhan in- formasi beragam kegiatan di ibu 
kota memang salah satu pertimbangan pengelola majalah ini. Menurut Warsito 
Wahono, pemimpin re- daksinya, informasi yang ditampilkan majalah- nya 
tidak melulu terbatas hanya lingkup Jakar— ta saja, tetapi tetap menyeluruh ke 
wilayah Nusantara atau bahkan dunia. Kalau dirunut dari awal berdirinya, maja- 
lah ini tak lepas dari kegigihan Warsito dalam mengupayakan hadirnya majalah 
berbahasa Inggris. Karena dianggap tak potensial meng- geluti bisnis keagenan 
dan percetakan, dipu- tuskan tetap menerbitkan majalah ini. Didu- kung modal 
awal dari Pak Dwi (Soedwikat- mono), majalah ini pelan-pelan mulai terlihat 
dibaca orang. “Modal pinjaman itu sebagai sti- 


828 widarti goenawan - widi yarmanto mulan saja,” ungkap Warsito. Setiap 
terbit, majalah ini akan menginformasikan beberapa kalender kegiatan kota 
Jakarta tiap bulannya. Informasi paling banyak seputar tempat-tempat untuk 
disinggahi. Seperti hotel, apartemen, restoran, tempat hiburan. Selain itu aspek 
pariwisata pun tak luput dari liputan majalah yang diterbitkan Yayasan Acara 
Jakarta ini. Mulai dari tempat bersejarah hingga acara tradisi budaya Indonesia. 
Isi rubrik Jakarta Program pun bervariasi, dari berita yang bersifat umum, tulisan 
lepas, peristiwa-peristiwa penting, budaya, gaya hidup maupun informasi 
seputar tokoh. “Sengaja kami hadirkan dengan penyajian yang cukup ringan dan 
mudah dicerna,” ujarnya. Bagi pembaca asing, kehadiran “Jakarta Program” 
sangat membantu mereka dalam menentukan acara selama mereka berada di 
kota tersebut. Pembaca lokal pun tak harus bingung mencerna setiap tulisan 
ataupun informasi lainnya. What's On diterbitkan oleh Yayasan Acara Jakarta, 
dengan susunan pengelola, Soedwikatmono (Pemimpin Umum), Warsito 
Wahono, SE (Pemimpin Redaksi), Tutty Rozana (Pemimpin Perusahaan). Mereka 
berkantor di Jalan Gatot Subroto, Hilton Hotel Inter 12,13, 14,15 Bazaar 
Indonesia Jakarta, Telepon (021) 5703600, 5490666, Fax. (021) 5706873. Widarti 
Goenawan Sukabumi, 28 Februari 1944 Wanita kelahiran 


Sukabumi ini menjabat sebagai Pemimpin Redaksi dan Wakil Pemimpin Umum 
Femina. Setiap hari, ia berangkat kerja pukul 6 pagi. Mbak Arti, panggilan 
akrabnya, tidak langsung menuju kantornya di Kuningan, Jakarta. Dari rumahnya 
di bilangan Pulo Mas, terlebih dahulu ia meluncur ke Hotel Mandarin untuk 
berolah raga di health center hotel tersebut. “ Dalam seminggu saya main 
squash lima kali. ” katanya. Femina terbit atas prakarsa Ny. Mirta 
Kartohadiprodjo, Ny. Atika Makarim, dan Widarti Goenawan. Mereka bertiga, 
yang gemar membaca majalah-majalah wanita berbahasa asing, menyadari 
perlunya majalah semacam itu dalam Bahasa Indonesia. Modal pertama sebesar 
Rp 25 juta diperoleh dari keluarga Sutan Takdir Alisjahbana yang salah seorang 
anggota keluarganya adalah pemrakarsa Femina, yaitu Ny. Mirta 
Kartohadiprodjo. Pertama terbit pada tahun 1972, Femina menghasilkan oplah 
10 ribu eksemplar. “Sebulan setelah Femina terbit, saya tidak berani keluar 
rumah. Malu. Habis, kami kan sebenarnya bukan wartawan, ” tuturnya. Toh 
sukses Femina akhirnya menyeret Mbak Arti untukterlibat lebih dalam. Pada 
tahun 1975, wanita keturunan menak Sunda itu terpaksa mengundurkan diri dari 
jam batannya sebagai staf pengajar Fakultas Sastra Ul Jurusan Bahasa Indonesia. 
Femina, yang semula 'diterbitkan karena iseng', pada 1984 sudah beroplah 100 
ribu eksemplar lebih. Widarti menikah dengan Goenawan Mo— hamad, pemimpin 
redaksi majalah Tempo. Pasangan ini dikaruniai dua anak. Mengenai hidup 
berkeluarga sambil berkarier, wanita berkulit putih dengan tinggi 1,60 m dan 
berat 55 kg ini, menganggap perlu mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. 
“Sebelum menikah ka— mi masing-masing sudah terbiasa bekerja. Waktu bisa 
kami atur sebaik-baiknya untuk memperhatikan pendidikan anak-anak. ” (Tim 
EPI/KG. Sumber: PDAT) Yarmanto Menekuni profesi jurnalistik berawal keti— ka ia 
diterima menjadi wartawan majalah berita TEMPO. Di majalah inilah, ia banyak 
dim gembleng dan memperoleh pengalaman ser~ ta keterampilan melakukan 
kegiatan peliputan. Kegiatan liputan yang paling mengesankan selama 
menggeluti profesi kewartawanan 


widi yarmanto 829 yakni ketika ia meliput perkembangan pembangunan di Irian 
Jaya setelah 10 tahun di pangkuan Ibu Pertiwi. Selama 10 hari, ia meliput dan 
mencermati kegiatan dan kehidupan di propinsi termuda di Indonesia (waktu 
itu). la sempat melihat langsung realitas pembangunan di wilayah paling timur. 
la sangat penasaran dan ingin membuktikan, apakah benar program 
pembangunan di propinsi yang termuda ini sudah menyentuh kehidupan 
masyarakat atau hanya hebat banyak dipidatokan oleh para elit politik? Untuk 
itulah, dalam kunjungan ke Irian Jaya, ia menyempatkan diri meninjau proyek 
transmigrasi di Merauke. Perjalanan peliputan dimulai dari Jayapura, kemudian 
pergi ke Wamena dan sampai ke Merauke. Dalam setiap kegiatan peliputan, 
mengingat kondisi daerah yang masih rawan, terkadang harus dikawal. Dalam 
menjalankan tugas jurnalistik di daerah ini, ia tidak selalu bebas dilakukan 
sendiri. Terlebih, ketika memasuki daerah yang dinilai berbahaya, maka 
diperlukan adanya pengawalan. Ia sempat bertemu dengan Obahorok, seorang 
kepala suku di Lembah Baliem dan mantan “suami” Willy Sargeant, seorang ahli 
antropologi dari Amerika Serikat. Sewaktu meliput di daerah Illaga, sejumlah 
warga sipil dan polisi dibantai oleh anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). 


Ternyata banyak warga yang tidak peduli dengan OPM. Mereka justru lebih 
mementingkan masalah paling primer yakni sandang, pangan dan papan. Di luar 
itu, termasuk masalah pendidikan, tidak mereka pedulikan. “Inilah yang perlu 
disentuh pemerintah, apalagi sampai sekarang belum terasa dampak 
pembangunan," kata Widi. Menurutnya, yang paling memprihatinkan yakni 
kehidupan warga Irian Jaya hingga kini masih jauh tertinggal dari 
saudarasaudaranya di pulau lain. Widi Yarmanto lahir di kota Kudus, 6 
September 1950. Setelah tamat SMA Negeri Jepara, ia melanjutkan kuliah di 
Sekolah Tinggi Publisistik di Jakarta, tapi tidak sempat tamat. Pengalaman 
kerjanya dimulai sebagai korektor di majalah Nonstop pada 1971. Se-tahun 
kemudian beralih sebagai penulis free- lance dari 1972-1974. Kemudian di 
tahun 1977- 1981, pindah bekerja menjadi penata artistik di majalah TEMPO. 
Setelah itu, pada 1977-1981, ia kemudian diangkat menjadi reporter. Masih di 
majalah berita yang sama, Widi pada 1982- 1986 menjabat sebagai kepala biro 
Jawa Timur dan dua tahun kemudian (1986-1988) diangkat menjadi staf 
koordinator reportase TEMPO. Pada 1988-1989, ia kemudian ditempatkan se- 
bagai penanggung jawab rubrik kriminalitas, Olahraga, dan Pokok & Tokoh 
TEMPO. Lalu di tahun 1989-1991, Widi ditugaskan lagi menja- di kepala biro 
Jawa Barat, kemudian kembali ditarik sebagai penanggung jawab rubrik tahun 
1991-1994. Begitu TEMPO bersama DETIK dan EDI- TOR dibredel tahun 1994, ia 
bersama rekan- rekan membidani lahirnya majalah GATRA. Tahun 1994-1996, 
Widi Yarmanto duduk seba- gai penanggung jawab rubrik dan Kepala Biro 
Jakarta di GATRA. Kemudian, di tahun 1997- 1998 ia menjadi koordinator 
reportase/redpel. Di majalah berita yang sama, Widi pada No- vember 1998- 
Februari 2003 diangkat sebagai pemimpin redaksi. Pada Februari - Oktober 
2003, Widi kemudian diangkat menjadi direk- tur dan 15 Oktober 2003 sampai 
sekarang se- bagai redaktur senior. Dalam Kongres PWI di Palangkaraya, ia 
duduk menjadi sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat. Setelah memasuki 
masa pensiun dari GATRA, Widi kini menjadi wakil pemim- pin redaksi 
RENOVASI, sebuah majalah khu- sus notaris terbit bulanan di Jakarta. Di sam- 
ping itu, ia juga menjadi pemimpin redaksi “Saudagar, ” sebuah majalah bisnis, 
politik dan gaya yang terbit di Solo. Keasyikan menulis, membuat Widi Yar- 


830 wikrama iryans abidin manto terdorong untuk tertus menekuni profesi 
jurnalistik. Dengan menulis, menurutnya, ia berkesempatan melewati proses 
yang bermuara pada pemahaman tentang hidup dan kehidupan. Bahkan, ia juga 
bisa lebih memahami tentang arti dan hakiki demokrasi, kehidupan berbangsa- 
bernegara dan menjadi warga negara yang baik serta tahu hak-hak dan 
kewajibannya. Menulis, bagi Widi, memungkinkannya untuk berkaca agar yang 
ditulisnya dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri, orang lain dan tentunya 
bukan untuk menyulut situasi. “Pokoknya dengan menulis saya bisa 
mengemukakan idealisme saya. ” Kumpulan esai-nya yang ditulis dan dimuat di 
majalah GATRA telah diterbitkan tahun 2000 menjadi sebuah buku bertajuk 
“Bermuka Badak.” Buku kumpulan esai yang diterbitkan oleh Remaja 
Rosdakarya, Bandung ini, bagi Widi, telah mencambuknya agar dalam 
mengarungi hidup dan kehidupannya selalu selaras dengan yang ditulisnya. 
Selain itu, Widi juga telah menerbitkan “Penampakan Leo Lumanto," sebuah 


buku yang berbicara tentang dunia mistik atau gaib dituturkan oleh paranormal 
Leo Lumanto. Satu lagi pengalaman jurnalistik yang sulit dilupakan bagi Widi 
yakni ketika ia meliput langkah Laksamana Sudomo (Pangkopkamtib waktu itu) 
menangkap “ratu dan raja” Pungli (pungutan liar) di instansi Bea dan Cukai serta 
di kantor Pajak. Ketika keduanya diwawancarai, si “ratu” cuma menangis saja 
dan si “raja” minta belas kasihan agar jangan dipojokkan terus. “Sebagai 
manusia saya terlarut dalam emosi untuk tidak menyuarakan keinginan 
pembaca majalah saya, TEMPO," kata Widi. Sikap itu ternyata membuat 
pembaca kecewa dan menudingnya sebagai wartawan tidak professional. la 
menerima tudingan itu walaupun dalam hatinya ia merasa benar. “Dari sisi 
moral saya benar." Pengalaman lain yang tak kalah menariknya yakni ketika ia 
ditugaskan meliput kehidupan di daerah Bongkaran dan Kali Jodo di Jakarta. 
Kedua tempat itu, dikenal sebagai sarang pelacur dan penjahat, sampai 
membuatnya was-was dan cemas. Tapi dengan niat hanya ingin mencari 
informasi, ia nekad masuk ke wilayah itu. Dua orang yang ditemuinya ternyata 
merasa kaget. Padahal, keduanya terkenal sebagai jagoan di wilayah "hitam" itu. 
Keduanya, ternyata masih berbaik hati de- ngan menyarankan agar Widi 
meminta perto- longan orang “pinter” agar bisa selamat mema suki wilayah 
itu. Saran tersebut hanya dijawab dengan ya, ya, ya. Dalam hatinya, hati yang 
bersih justru bisa menjadi penyelamat. Widi Yarmanto kini merasa prihatin ter- 
hadap pencemaran profesi wartawan akibat ulah wartawan sendiri, baik 
disengaja atau tidak. la melihat wartawan "bodrek” makin merajalela, sementara 
wartawan sungguhan lebih tekun berburu “amplop." Hal ini, menu- rutnya, 
menjadi tugas berat bagi PWI, apala- gi organisasi wartawan sekarang sudah 
lebih dari 30 buah. "Profesi wartawan di mata orang banyak kini sudah 
terkontaminasi parah, sem hingga perlu dioperasi secepatnya. ” la meng- 
usulkan, agar PWI dan SPS, ditambah aparat penegak hukum, duduk bareng 
untuk mencari solusi yang bermanfaat. (SSWJ/SPE/ES). Wikrama Iryans Abidin 
Jambi, 27 September 1954 Anggota Dewan Pers Saat ini duduk seba- gai 
anggota Dewan Pers periode 2006- 2009. Meskipun Wikra- ma berbasis pendi- 
dikan ilmu hukum dan sekarang berstatus se- bagai notaris, kiprah- nya di 
dunia jurnalistik terbilang luar biasa. Dim awali dengan meng- ikuti Pendidikan 
Pers Mahasiswa Dewan Mahasiwa UI, tahun 


wina armada sukardi 831 1975, sepak terjang Wikrama di lingkungan pers 
kampus terus berkembang hingga sempat menjadi Pemimpin Redaksi 
Suratkabar Kampus UI Salemba (1978 - 1980). Karena posisinya ini Wikrama 
sempat diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 1980. Tetapi Wikrama tetap 
konsisten. Bahkan pada periode 19801982 ia didaulat untuk menjadi Ketua 
Umum Pengurus Pusat Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia, dan a aktif mengikuti 
berbagai kegiatan perlawanan terhadap rezim Orde Baru dengan menerbitkan 
“Mahasiswa Menggugat”. April 1977 Wikrama sempat diundang Rektor 
University of the Phillippines untuk melakukan studi perbandingan pers 
mahasiswa di Negara itu. Tahun 1985 menjadi wartawan lepas untuk majalah 
Swasembada. Tahun 1988-1991 ia berkarier sebagai wartawan di Pelita dan 
sempat dipercaya menjadi redaktur pelaksana. Wikrama juga tercatat sebagai 
salah satu pendiri majalah berita Sinar, dan pada tahun 19971999 dipercaya 


menjadi pemimpin redaksi. Karena posisinya ini pulalah, sekali lagi Wikarma 
harus berurusan dengan hukum dan dituntut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
oleh Pengurus Pusat Pemuda Pancasila, karena tidak mau menyebutkan sumber 
berita kasus dugaan organised crime, yang ditulis majalah Sinar. Pada kurun 
waktu yang sama Wikrama bekerja rangkap sebagai Senior Correspondent Pana 
News, Singapore, yang dijalaninya hampir delapan tahun (1995-2003). Kini, 
meskipun aktif sebagai notaris/PPAT minatnya terhadap dunia pers tak pernah 
surut. Selain duduk di dalam jajaran Bagian Riset & Dokumentasi Majalah Hukum 
dan Pembangunan, Fakultas Hukum UI, Wikrama juga disibukkan dengan 
tugasnya sebagai Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Jurnal Uang dan Bank, 
sejak Oktober 2005 hingga sekarang. Pria berputra dua, buah perkawinannya 
dengan Sri Utami ini seakan tidak pernah berhenti berurusan dengan dunia 
jurnalistik. Setelah disibukkan oleh berbagai kegiatan di atas ia juga masih 
menyempatkan diri mengikuti seminar/lokakarya di berbagai instansi, bahkan 
menjadi pembicara. Semua berkait dengan persoalan pers, khususnya pers dan 
hukum/etika. Tak cukup dengan itu, Wikrama juga sempat mengirimkan buah 
pikirannya ke sejumlah media nasional, dan menulis buku. (Tim EPI/KG/Istimewa) 
Wina Armada Sukardi Jakarta 17 Oktober 1959 Anggota 
Dewan Pers Lulusan dari Fakultas Hukum UI ini, dikenal sebagai salah seorang 
pakar di bidang hukum dan etika pers. Karena itu ia sering diminta menjadi saksi 
ahli baik di pengadilan maupun di tingkat penyidikan. Wina kini menjadi 
anggotaDewan Pers mewakili dari unsur PWI, den— gan, posisi Ketua Komisi 
Hukum dan Perun— dang-undangan. Sedangkan di organisasi PWI Pusat duduk 
sebagai Sekjen untuk periode 2003-2008. Sebelumnya di PWI Jaya periode 1995- 
1999 duduk sebagai Ketua Departemen Film dan Kebudayaan dan anggota Biro 
Hukum. Wina Armada Sukardi adalah generasi ketiga di keluarganya yang 
bergerak di bidang kewartawanan. Kakeknya, Didi Sukardi, ada~ lah tokoh 
perintis kemerdekaan, dan salah se— orang seorang tokoh pers, pendiri 
suratkabar harian Oetoesan Indonesia. Ayahnya, Gandhi Sukardi, juga seorang 
wartawan. Gandhi Su— kardi pemah masuk MURI karena menulis surat pembaca 
tiga tahun berturut-turut tanpa hen- ti. Wina sendiri bukan orang baru di media 
ce~ tak ataupun di media elektronika. Profesi jurnalistiknya dimulai ketika men~ 
jadi aktivis pers mahasiswa, ketika menjadi rem porter suratkabar kampus 
Salemba, yang ke- mudian dibredel oleh pemerintah Orde Baru. 


832 wiworo raja - wiyata mandala Balikan, bakatnya di bidang tulis-menulis ini 
dimulai ketika masih duduk di bangku SMP Di SMA, ia merintis majalah dinding 
pelajar Lulus dari Ul, bakat jurnalistiknya disalurkan lewat beberapa media cetak 
dan elektronik. Wina pernah menjadi redaktur pelaksana harian Prioritas, 
redaktur pelaksana majalah berita Fokus, reporter radio dan pengasuh acara 
Ilmu-ilmu Sosial Radio AriefRachman Hakim (ARH), serta redaktur hukum dan 
ekonomi Tfelevisi Pendidikan Indonesia (TPI). Lulusan Magister Manajemen 
Sekolah Tinggi Manajemen IMNI tahun 1992 ini, juga pernah memimpin sejumlah 
media antara lain sebagai wakil pemimpin redaksi majalah hukum Forum 
Keadilan, wakil pemimpin redaksi majalah Vista, redaktur majalah ilmiah Hukum 
dan Pembangunan, dan memimpin majalah Matra. Suratkabar terakhir yang 
pernah dipimpinnya adalah harian umum Merdeka. Koran yang sudah berhenti 


peredarannya ini ia beli dari Herawati Diah, istri B.M. Diah, akhir September 
2003, lalu menerbitkannya kembali pada Jumat 27 Februari 2004. Namun, 
karena berbagai kendala koran ini hanya bisa bertahan sekitar dua tahun. 
“Diistirahatkan sebentar, untuk kemudian diterbitkan lagi jika kondisi 
memungkinkan, “ katanya Wina, selaku pemilik baru koran tersebut. Wina 
termasuk produktif menulis buku. Beberapa di antaranya Wajah Hukum Pidana 
Pers (1989), Menggugat Kebebasan Pers (1993), Close Up Seperempat Abad 
Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (2007). Selain menjadi editor untuk beberapa 
buku lainnya, Wina juga banyak menulis artikel yang mengkaji masalah hukum, 
pers, politik, olahraga, seni, budaya sampai ke masalah puisi dan cerpen. la juga 
dikenal sebagai kritikus seni dan dua kali menjadi juri Film Terbaik Festival Film 
Indonesia (FFI) tahun 1986 dan 1998. Sesuai kedudukannya di Dewan Pers 
maupun Sekjen PWI Pusat, Wina juga sering memberikan pendidikan dan 
pelatihan di berbagai organisasi dan instansi pemerintah maupun swasta 
tentang hukum pers dan kode etik jurnalistik. (Tim EPI/ES) Wiworo 

Raja Suratkabar bulanan Pertama beredar di Surakarta 
tahun 1932 dan diterbitkan oleh Tjipto Mangunrahardjo yang duduk sebagai 
pemimpin redaksi, sertaredaktur B. J. Messchaert dan Abdoel Hadjar. Selain 
isinya disajikan dalam Bahasa Jawa dan Melayu, materi-materi koran ini pun 
disa- jikan dengan tulisan campuran Jawa dan Latin. Sebagai sebuah 
suratkabar, Wiworo Raja mem- punyai tampilan mirip buku karena sekali terbit 
mencapai 40 halaman. Rubrik dan artikel yang termuat cukup beragam, 
menyangkut masalah antara lain hukum, pemerintahan, sosial, bu- daya, 
psikologi, filsafat. (Tim EPI/KG/TS. Sum- ber: Reksa Pustaka) Wiyata 

Mandala Suratkabar Mingguan Berformat tabloid. Terbit 
perdana pada 20 Mei 1993 atas prakarsa Ketut Nadha, pe~ rintis pers Bali. 
Media ini merupakan tabloid khusus pendidikan dan remaja di Bali yang sem cara 
khusus mengangkat masalah pendidikan dan remaja yang selama ini belum ada. 
Semen- tara anak sekolah (SMP dan SMA) serta remam— ja di Bali saat ini 
memiliki beragam bahan ba- caan yang umumnya berasal dari penerbitan di 
Jakarta. Sementara potensi remaja Bali sa- ngat luar biasa baik di bidang 
akademis, fash- ion, olahraga dan seni serta kegiatan lain. Kehadiran Wiyata 
Mandala dianggap sa~ ngat penting karena dapat mengangkat pres- tasi dan 
profil siswa, sekolah, lembaga pendi- dikan, opini siswa dan guru, masyarakat 
(orangtua) dan pemerintah daerah, dalam du- nia pendidikan dan remaja. 
Bahkan Wiyata Mandala kini menjadi bacaan wajib di kalang- an guru karena 
banyak mengangkat tulisan guru untuk uji sertifikasi. Selain itu peluang bagi 
guru untuk menjelaskan soal-soal sulit yang diperkirakan muncul di ujian 
nasional. Wiyata Mandala merupakan bagian dari 


wiyata mandala 833 Kelompok Media Bali Post (KMB). Selama ini dijual dengan 
harga murah yakni Rp 1.000/eks. Dari harga itu OSIS sekolah setempat diberi 
diskon Rp 250/eks. Jadi, harga pokok ke siswa hanya Rp 750/eks. Harga ini masih 
disubsidi Oleh KMB dari harga sebenarnya Rp 1.100/eks. Sebagai sebuah 
program sosial untuk mendukung dan meningkatkan minat baca dan menulis di 
kalangan, KMB ingin berbuat sesuatu bagi sumber daya manusia di Bali. Kami 
ingin remaja Bali memiliki koran/majalah atau tabloid yang menjadi 


kebanggaannya. Mereka punya tempat berkonsultasi tentang masalah remaja, 
belajar dan sekolah. Di sini mereka bisa berkomunikasi dengan rekan-rekannya. 
Semua masalah tersebut diformulasikan ke dalam Wiyata Mandala. Di Wiyata 
Mandala tersedia 16 halaman yang semuanya diisi oleh kalangan pelajar. 
Bahkan ada tim khusus dari pelajar yang menentukan tema yang akan diangkat 
pada setiap edisi yang akan terbit. Ada halaman siswa bicara, guru bicara, 
musik, panggung band sekolah, iptek, apa dan siapa, kesehatan dan penemuan 
baru. Semua itu bernuansa pengetahuan. Wiyata Mandala juga merupakan ajang 
pelatihan dan pendidikan bagi siswa yang mempunyai bakat jurnalistik. “Mereka 
kami gabung dan diarahkan menjadi wartawan media cetak. Hingga Maret 2008, 
pelanggan Wiyata Mandala mencapai 55.000 eks dan menjadi bacaan wajib 
siswa dan guru SMP danSMA/SM di Bali. Wiyata Mandala yang merupakan tabloid 
terbitan Kelompok Media Bali Post, sebuah in— stitusi pers terbesar di Bali sejak 
16 Agustus 1948. Kelompok Media Bali Post mengelola tu~ juh media cetak (Bali 
Post, Denpost, Bisnis Bali, mingguan Tokoh, dwi-mingguan Wiyata Man dala, 
Bali Travel News dan Lintang). Juga me- dia elektronik yakni Radio Global Kini 
Jani, Ra- dio Swara Widya Besakih, Radio Genta Suara Sakti Bali dan Radio 
Singaraja FM serta Bali TV. Semua program acara Wiyata Mandala bersinergi 
dengan media lain dalam satu kelompok. Dalam pengelolaannya sehari-hari 
Wiyata Mandala dikendalikan oleh ABG Satria Nara- dha (Penanggung Jawab), 
Nyoman Wirata (Redaktur Pelaksana), dan | Made Sueca (Peng- asuh), dari 
kantor mereka di Jalan Kepundung 67A Denpasar 80232, Tel. (0361) 225764 Fax. 
(3061) 227418, Alamat Surat Kotak Pos 3010 Denpasar 8001, Penerbit RT. Bali 
Post, SIUPP: SK Menpen RI No. 005/SK/MENPEN/SIUPP/- A/1985 Tanggal 24 
Oktober 1985. Dicetak oleh Percetakan PT Bali Post (Tim EPI/KMB) 


yellow pages - yellow papers - yogya post 835 Yellow Pages Bentuk promosi ini 
cukup populer dan banyak digunakan oleh perusahaan. Kemampuan Yellow 
Pages menjangkau sasaran merupakan salah satu kelemahan media ini. Tetapi 
perkembangan Yellow Pages saat ini sedikit demi sedikit dikurangi dengan 
bantuan teknologi komunikasi. Bentuk pengembangannya yang seiring dengan 
pengembangan teknologi itu dapat dibandingkan. Sebelumnya Yellow Pages 
berbentuk buku direktori yang digabung dengan buku daftar telepon, kini fungsi 
dan kegunaan Yellow Pages juga diperoleh pada media lain, yaitu: 1. 

Specialized directories: Biasanya terdapat di majalah atau buku khusus. 2. 

Audio text directories: Direktori ini dapat diperoleh melalui TV Kabel, yakni 
teknologi yang dimiliki oleh televisi. 3. Interactive directories: Saat ini sudah 
beredar berbagai direktori yang dikemas dalam bentuk CD interaktif yang dapat 
diinstal ke dalam komputer pribadi. 4. Internet directories: Media yang telah 
maju berkembang ini dapat menyimpan miliaran informasi tentang produk dan 
layanan di seluruh dunia. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Marketing Communication 
Taktik & Strategi, John E. Kennedy dan R. Dermawan Soemanagara, Penerbit 
PTBhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2006). rS“J Panduan Informasi Bisnis gg Yellow 
Pages BANDUNG # Juni 2006-2007 Yellow Papers Disebut juga “koran kuning", 
isinya lebih banyak sensasi, rumor, dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan 
upaya pencerdasan manusia dan merupakan sebuah paradigma yang lahir pada 


zaman industri modern di mana telah ditemukan mesin cetak super canggih 
yang kemudian diikuti oleh tumbuhnya dunia hiburan. (Tim EPI/NH) Yogya Post 
Suratkabar Harian Yogya Post termasuk koran lama, yang beredar di Yogyakarta 
pada tahun 1966, pada saat situasi politik sedang galau. Yogya Post awalnya 
merupakan cabang dari Mertju Suar yang terbit di Jakarta dan di Yogyakarta atas 
prakarsa dan dukungan kalangan militer dan ummat Islam. Itulah sebabnya 
pimpinan utama harian ini adalah seorangperwira dari jajaran militer (sekarang 
Korem 072/Pamungkas). Konon salah seorang yang 


836 yogya post ikut membidani prakarsa lahirnya Mertju Suar adalah almarhum 
Brigjen Katamso. Mertju Suar cabang Yogyakarta didirikan sebagai salah satu 
dari sedikit media kekuatan Orde Baru yang diharapkan dapat menumpas 
paham komunis dan gerakan ekstrim kiri lainnya yang tersisa dari Orde Lama 
dengan semangat keislaman. Maka corak dan visi jurnalistik Mertju Suar cabang 
Yogyakarta ini pun lebih bernafaskan keislaman. Tahun 1973, Mertju Suar 
mengalami perubahan sejalan dengan berkembangnya peraturan pemerintah 
pada bidang penerbitan pers. Namanya berubah menjadi koran Masa Kini, begitu 
pula dengan sebagian pengelolanya. Pada dekade ini tercatat tiga serangkai 
pimpinan ummat Islam yang menjadi Penasihat Masa Kini antara lain K.H. Ali 
Maksum, K.H. A.R. Fachrudin dan A.R. Baswedan. Isi yang ditampilkan Masa Kini 
tetap seperti Mertju Suar, dengan semangat Orde Baru dan bernafaskan 
keislaman. Tahun 1989, Masa Kini berganti nama menjadi Yogya Post, yang 
bernaung di bawah bendera RT. Surya Persindo (Prioritas/Media Indonesia 
Group). Kehadirannya cukup mengejutkan karena untuk pertama kalinya sosok 
media yang memanfaatkan industri modem digelar di daerah, kesannya pun 
agresif dan kompetitif. Hanya dalam waktu 2 tahun, Yogya Post telah berhasil 
meraih tiras sebesar 20.000 eksemplar per hari. Tetapi sayang, ini hanya 
berlangsung selama 2,5 tahun saja, yakni dari Oktober 1989 hingga berakhirnya 
Pemilu 1992. Setelah itu koran ini mengalami istirahat panjang hingga Yahya 
dan kawan-kawan menerbitkannya kembali pada tahun 1995. Pada tahun 1995, 
Yahya Ombara ditawari pengasuh lama untuk menghidupkan kembali Yogya 
Post. Tepat bulan Mei 1995, pada saat harga kertas melambung naik, dan 
banyak penerbitan pers mengurangi oplah, Yahya Ombara bersama kawan- 
kawan menerbitkan kembali Yogya Post. Coraknya dikembalikan ke bentuk 
semula, yang sebagian isinya bernuansa keislaman plus kekaryaan. Dua tahun di 
tangan Yahya, Yogya Post berjalan lumayan mulus, meskipun intrik dan gosip 
melanda koran ini sejak awal koran ini terbit. Kompetisi keras sesama media 
cetak sangat terasa dalam atmosfer pers di Yogyakarta. Tetapi pembaca fanatik 
Yogya Post perlahan datang, terlebih lagi dengan gebrakan hadiah 7 ONH bagi 
pelanggan setianya, yang sempat mendongkrak oplah. Hanya sayangnya, 
manakala gebrakan ONH usai, oplah pun menurun, bahkan cenderung merosot 
menuju titikhenti. Masyarakat Yogyakarta sempat terpe— ranjat ketika Yogya 
Post mengumumkan untuk sementara terbit seminggu sekali, karena sedang 
melakukan konsolidasi total. Namun Yahya tidak jera dan kapok. Peng 
alamannya selama dua tahun menjadikan dia “sangat paham’ tentang belantara 
bisnis pers. Tepat tanggal 27 April 1997, Yogya Post terbit kembali dan menjadi 
koran sore. Yang menarik adalah pengambilan momentum terbit sore tersebut 


bersamaan dengan dimulainya masa kampanye Pemilu 1997. Momentum terbit 
sore yang dilakukan Yog- ya Post, betul-betul mengagetkan. “Selama 
konsolidasi, kami bukan saja mengkaji berba- gai aspek kendala dan peluang, 
lebih dari itu kami melakukan kontemplasi vertikal-transen- dental, dan hasilnya 
seperti yang kita saksikan bersama... ” kata Yahya. Semua kalangan ternyata 
menerima ke- hadiran Yogya Post. Bukan saja karena pilihan waktu terbitnya 
yang berubah, tetapi tekad Yogya Post menjadikan dirinya sebagai pers populer 
yang independen, tidak berpihak, umum, dan obyektif mulai dirasakan masya- 
rakat melalui visi dan karya jurnalistiknya. Sejak terbit menjadi koran sore, 
Yahya Om- bara terus melakukan manuver-manuver yang kreatif dan inovatif 
baik terhadap perwajahan koran maupun isinya. Untuk tata wajah, yang 
terbilang baru dalam sejarah pers di Indone- sia, Yahya memadukan unsur 
tabloid ke dalam koran harian. Bahkan kita seperti melihat sosok koran 
internasional pada Yogya Post. “Ya, Yogya Post diilhami oleh New Straits Times 
Kuala- lumpur, " jelas Yahya, "Tetapi pilihan beritanya sebagian mengikuti gaya 
Pos Kota, Terbit dan 


yoyo siswaja adiredja 837 koran lainnya yang laku keras," kata Yahya. Selain 
ukuran kertasnya yang memuat 8 kolom juga gaya visualnya. Agaknya slogan 
Yogya Post “Berita Hari Ini, Baca Hari Ini, Mengapa Menunggu Besok Pagi?” 
bukan sekedar isapan jempol. Ketika Putri Diana dan Dodi Al Fayed mengalami 
musibah dan akhirnya tewas pada pagi hari itu juga (10.40 WIB) Minggu 31 
Agustus 1997, Yogya Post berhasil memberikan laporan kejadian serta sajian 
berita pendukung lainnya dalam satu halaman penuh berwarna pada sore 
harinya. Barangkali inilah satu-satunya koran Indonesia yang memuat lengkap 
satu halaman saat itu juga. Sejak jadi koran sore, Yahya mengakui kalau 
oplahnya terus meningkat dan sangat prospektif. Baru enam bulan sebagai 
koran sore, Yogya Post telah berani tampil enambelas halaman dan berwarna. 
Minat pemasang iklan pun terus bertambah. Volume iklan kecil dan kolom pun 
mencapai satu setengah halaman per hari. Yogya Post mampu melepaskan diri 
dari jerat ‘persaingan’ antarkoran lokal yang sangat kompetitif, termasuk ketika 
tiga koran besar nasional melakukan cetak jarak jauh di Jateng dan DIY. Jauh 
sebelum community newspaper dicanangkan Yogya Post telah melakukannya 
sejak awal. Target market Yogya Post sangat jelas, yaitu 70% untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat DI Yogyakarta dan sekitarnya yang berpenduduk lebih 
dari 4 juta jiwa, dan sisanya tersebar di Surakarta, Kedu, Magelang, Banyumas, 
dan Semarang, serta dalam jumlah tertentu di Jakarta dan Surabaya. Pemasaran 
Yogya Post dibangun melalui pendekatan primordialisme, karena menurut 
Yahya, orang Yogya lebih suka membaca berita tentang dirinya melalui koran 
daerahnya sendiri. Sebagai contoh, berita tentang kasus Udin dan sidang Iwik, 
orang Yogya lebih percaya mengetahui melalui koran Yogya sendiri ketimbang 
yang diberitakan koran nasional. “Memperbanyak berita seputar DIY memang 
menjadi tekad dan kami kondisikan sedemikian rupa, lengkap, akurat dan detail, 
ketimbang koran lokal lainnya. Ini prinsip dalam konsep manajemen kami 
menggarap pasar Yogya Post," kata Yahya. Secara bisnis, lebih baik membangun 
pasar sendiri dari pada membangun pasar orang lain, yang belum tentu hasilnya. 
Membangun primordialisme pasar menjadi kiat bisnis Yogya Post.Dalam 


pelaksanaan berbagai kegiatannya Yogya Post dikelola oleh Drs. Yahya Ombara 
(Pemimpin Umum), Dr. Hadidjoyo Nitimihar- djo, MSc (Wakil Pemimpin Umum), 
Drs. Moe- hadi Sofyan (Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab), Sutirman Eka 
Ardana (Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab), Drs. Muhammad Harun 
(Pemimpin Perusahaan), Ir. Drs. Bugi- akso (Wakil Pemimpin Perusahaan), dan 
sejum— lah manajer. Yogya Post diterbitkan oleh PT. Citra Masa Kini, 
berdasarkan SIUPP: No. 111/SK/Menpen/- SIUPP/A. 71986, tanggal 22 Maret 
1986. Pe- rubahan SIUPP No. 16/Ditjen PPG/K/1997 tang- gal 5 Pebruari 1997, 
dan dicetak oleh Percetak- an PT. Citra Masakini Jaya/PT. Muria Baru. Kan- tor 
Redaksi/Manajemen Plaza Cemara Tujuh Lantai 2, Jalan Kaliurang Km. 5,8 No. 27 
Sle- man Yogyakarta (55281), telepon (0274) 566991- 566992, Fax. (0274) 
563996-562612. (Tim EPI. Sumber: Wikipedia) Yoyo Siswaja Adiredja Banjar, 
Ciamis, 8 Juni 1955 Ketua PWI Cabang Jawa Barat Saat ini menjabat sebagai 
Ketua PWI Cabang Jawa Barat untuk Masa Bakti 2007-2011. Di tingkat Pusat, 
Yoyo juga tercatat sebagai Anggota Pengurus PWI Seksi Wartawan Olah Raga 
(SIWO) Masa Bakti 2003-2008. Sebelum- nya, Yoyo juga pernah menjabat 
sebagai Ke~ tua SIWO PWI Jabar (1993-1998), dan Wakil Ke- tua Bidang 
Organisasi PWI Jabar (1998-2002). Yoyo juga aktif di berbagai organisasi di luar 
PWI, antara lain Humas KONI jabar (1990-2002), Ketua Alumni Fikom Unpad 
(2002-2004), Ketua Bidang Media & Promosi KONI Jabar (2002- 2006), dan 
Sekretaris Umum KONI Jabar (2006- 


838 yoyo siswaja adiredja 2010). Bahkan di Persib pun, Yoyo tercatat sebagai 
sekretaris umum untuk masa bakti 20032007, dan terakhir sebagai salah 
seorang Komisaris PT. Persib Maung Bandung. Kang Yoyo, demikian panggilan 
akrabnya, menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Ciamis dan 
Tasikmalaya. Anak kepala desa ini sudah aktif menulis untuk majalah kampus, 
setelah lolos seleksi masuk ke Fakultas Publisistik Universitas Padjadjaran, tahun 
1974. Hobi olahraganya kuat. Selain cabang sepak bola yang sangat 
digemarinya, Yoyo juga cukup handal di cabang-cabang olah raga lainnya, 
antara lain tenis lapangan, bulu tangkis, dan golf. Hampir semua cabang yang 
dimainkannya selalu berbuah prestasi yang membanggakan -setelah menjadi 
wartawan, bukan sekali Yoyo menjuarai turnamen tenis antarwartawan se- 
Indonesia, sebagai peraih medali emas secara berturut-turut pada Porwanas | 
(1983), Porwanas II (1985), Porwanas III (1987), dan Porwanas IV (1989). Namun 
hobinya ini jugalah yang justru menghambat proses kuliahnya, meskipun 
akhirnya dapat ia selesaikan sesuai waktu yang ditargetkannya. Mulai bekerja di 
HU Pikiran Rakyat tahun 1978 sebagai korektor dengan status tenaga honorer. 
Posisi korektor di Pikiran Rakyat waktu itu merupakan jenjang paling awal 
sebelum memasuki dunia wartawan yang sebenarnya. Tahun 1980 Yoyo mulai 
terjun menjadi wartawan muda. Selama empat tahun ia menjalani perputaran 
tugas sebagai wartawan peliput bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan 
kepolisian. Bidang liputan kepolisian merupakan tugas yang paling singkat ia 
jalani. “ Saya tidak merasa cocok di bidang itu,” katanya. Hobi olah raganya 
mendorong hasrat Yoyo untuk menjadi wartawan olahraga. Namun hal itu baru 
kesampaian tahun 1984. “Sejak itulah saya berkerja sebagai wartawan secara 
total. Mungkin karena cocok dengan panggilan jiwa, yang sejak kecil benar-benar 


hobi dengan olahraga,” kenangnya. Perjalanan menjadi wartawan olahraga 
mengantarkan Yoyo mengunjungi berbagai tempat di dalam dan luar negeri. 
“Perjalanan ke berbagai tempat membuat kita banyak berkenalan dengan hal- 
hal baru. Dari situ kita bisa banyak menimba ilmu dan pengalaman orang lain. 
Dari pergaulan kita menjadi kaya akan baraya (saudara), katanya. Tahun 1989 
Yoyo mendapat kepercayaan untuk memangku tugas sebagai Redaktur 
Olahraga, dan lima tahun kemudian (1994) menjadi Redaktur Pelaksana. Tahun 
1999 ja ditugasi menjadi ketua tim untuk menerbitkan koran lokal anak 
penerbitan P.T. Pikiran Rakyat Bandung, yakni seperti HU Galamedia, Fajar 
Banten, Priangan, Pakuan dan Mitra Dialog. Puncaknya, sejak tahun 2002 silam 
Yoyo menjadi Pemimpin Redaksi Harian Umum Pikiran Rakyat, setelah tiga tahun 
sebelumnya (19992002) sukses memimpin HUGalamedia. Semua kepercayaan 
yang diberikan Pikiran Rakyat kepa- da Yoyo bukan tanpa dasar. Se- lain basis 
pendidikannya yang sejalan dengan jenis usaha penerbitan pers, 
pengalamannya berorganisasi, serta berbagai pelatihan yang pernah diikutinya, 
membentuk Yoyo menjadi seorang pemimpin sekaligus manajer yang mampu 
mengemban semua tugas-tugasnya. Tahun 1997 Yoyo mengikuti Penataran P4 
un— tuk Pimpinan Media Massa; Tahun 1996,1997, dan 2000, ia mengikuti 
Kongres IFRA masing— masing di Hongkong, Amsterdam, dan Jerman. Selain itu 
ia juga berkesempatan mengikuti be— berapa latihan dasar kepemimpinan. 
Pengalaman liputannya pun tidak sedikit, dan sangat menunjang tugas serta 
tanggung jawabnya sebagai pemimpin redaksi. Selain meliput berbagai peristiwa 
olah raga yang ber- 


yusuf susilo hartono 839 langsung di berbagai belahan dunia, salah satu yang 
sangat membanggakannya adalah ketika harus meliput peristiwa meletusnya 
Gunung Galunggung tahun 1982. “Menjadi wartawan dalam pandangan saya 
tidak mudah. Banyak syarat yang harus disiapkan. Harus “masagi” (serba tahu 
dan serba bisa-sunda). Wartawan perlu sadar bahwa pekerjaannya bisa 
mempunyai dampak yang luar biasa bagi masyarakat, ” ungkap Yoyo, yang pada 
tahun 2006 mendapat penghargaan dari perusahaannya, karena peranannya di 
balik keberhasilan ET. Pikiran Rakyat Bandung melakukan reformat danredesign 
produk suratkabarnya. (Tim EPI/KG/Istimewa) Yusuf Susilo Hartono Bojonegoro 
Jatim, 18 Maret 1958. Sejak 2007 hingga sekarang menjadi Pemimpin Redaksi 
Majalah Seni Rupa Visual Arts. Menekuni dunia jurnalistik sejak 1980, bersamaan 
menekuni dunia kesenian dan pendidikan. Memulai kariernya sebagai wartawan 
di Jawa Pos (1980-1983), kemudian bergabung di beberapa media antara lain 
majalah Liberty (1984), majalah Famili (1985), Surabaya Post Perwakilan Jakarta 
(1986-2000), Merdeka (2002 -2003), dan The Jakarta Post sebagai kontributor 
seni budaya (2002 - 2005). Pernah beberapa kali melakukan tugas jurnalistik ke 
manca negara. Karya jurnalistiknya, beberapa kali memenangi lomba penulisan 
senirupa dan musik antar- wartawan. Berbekal pendi— dikan di FKIP-IKIP ia 
menjadi guru, kemudian pegawai negeri di Dinas Pendidikan dan Ke- budayaan 
Kabupaten Bojonegoro, selama ham- pir satu dasa warsa, sebelum akhirnya dia 
tinggalkan demi menggeluti dunia pers. Selain itu Yusuf juga melukis (sering pa~ 
meran), menulis puisi (terkumpul dalam be- berapa antologi), cerita anak 
(beberapa judul), biografi (beberapa judul), serta aktif di berba- gai yayasan 


kesenian, dokumentasi, dan tra~ disi: serta menjadi humas biennale, kongres 
kesenian, dan festival seni kontemporer ber- taraf nasional maupun 
internasional. Dalam kepengurusan PWI Pusat, ia dipercaya seba- gai Ketua 
Departemen Film, Kebudayaan dan Pariwisata. (Tim EPI/KG/Istimewa) 


zein effendi - zentgraff - zulharmans said 841 ZeinEffendi 

Tuban Jatim, 20-2-1924 - Jakarta 4-2-1986 Zein mengawali kariernya sebagai 
wartawan di Harian Buruh, Jogjakarta sejak tahun 1946 hingga 1948. 
Pertengahan tahun 1950 ia bergabung dengan ANTARA Pusat sebagai 
redaktur/wartawan luar negeri. Pada bulan Januari 1955 ditempatkan di 
Amsterdam sebagai redaktur/wartawan. September 1958 Zein kembali ke 
Jakarta dan bertugas di desk ekonomi dalam negeri. Selain berkarier di ANTARA, 
Zein juga sempat menjadi Pemimpin Redaksi/Pemimpin Umum The Jakarta 
Times, dan menjadi Anggota Pengurus PWI Pusat dan SPS Pusat. Di luar dunia 
kewartawanan Zein juga tercatat sebagai dosen luar biasa di Universitas 
Indonesia untuk mata kuliah Hukum dan Komunikasi Massa. Lulusan Fakultas 
Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia (1962) ini 
menikah dengan Juul Soegiarti dan dikaruniai empat anak serta enam cucu. Zein 
meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Februari 1986). (Tim EPI/KG. Sumber: 
Buku Wajah Pers Indonesia, 2006) Zentgraff, HC Salah satu dari tiga besar 
(selain Karel Wybrands dan D.W. Berrety) dalam sejarah pers Hindia Belanda. Ia 
merangkap sebagai militer dan wartawan. Pertama kali datang ke Indonesia 
sebagai sersan-penulis. Sebagai militer ia pernah ditugaskan hampir ke seluruh 
Hindia Belanda termasuk ke Aceh dan Bone. Sebagai wartawan ia bekerja di 
beberapa suratkabar antara di Surabajaasch Handelsblad dan Java Bode, 
menjadi pemimpin redaksi sampai akhir hayatnya. Jika menulis selalu 
menggunakan inisial “Z". la dikenal sebagai pribadi yang tidak sabaran dan bisa 
berubah pendapat setiap saat. Hidup di tengah zaman yang penuh korupsi, ia 
bahkan menjadi bagian di dalamnya. Tulisannya sering merupakan fitnah yang 
tajam. Pandangannya kolot dan reaksioner. la mendirikan perkumpulan kaum 
totok de Vederlandse Dub yang sangat antigerakan nasionalis di Hindia Belanda. 
la juga dikenal sebagai bandit tidak berperasaan yang bekerja sebagai 
wartawan. (Tim EPI/ES) ZULHARMAN SAID Mantan Ketua PWI Pusat Tokoh ini 
banyak diingat sebagai seorang organisator andal. la aktif di berbagai organisasi 
kewartawan-an, perfilman maupun politik seperti PWI, SPS (Serikat Penerbit 
Surat- kabar), Direktur PT. In- dustri dan Perbekalan Pers (Inpres), Sekreta- ris 
Badan Musyawarah Film Nasional dan men~ jadi anggota DPRD DKI Jakarta, 
anggota Badan Pekerja MPR. Zulharmans tercatat dalam sejarah PWI Jaya 
sebagai tokoh wartawan yang terlama memimpin organisasi PWI Jaya. la menjadi 
Ketua PWI Jaya selama tiga periode berturut- turut yakni 1968-1970, 1973-1978 
dan 1978- 1982. Zulharmans kemudian menjadi Ketua Umum PWI Pusat (1983- 
1988), menggantikan Harmoko yang diangkat menjadi Menteri Pe- nerangan RI. 
Sesudah itu, ia menjadi Ketua SPS, menyusul penggantiannya oleh Sugeng 
Wijaya dalam forum kongres PWI di Samarinda, Kali- mantan Timur. 
Penggantiannya tersebut dinilai “tragis" karena sebelumnya memang didahului 
oleh merebaknya isu yang cenderung berbau fitnah bahwa Zulharmans “tidak 
bersih lingkungan. ” Padahal, Bang Zul, begitu panggilan akrab Zul- harmans, di 


kalangan wartawan anggota PWI Jaya, sangat dikenal sebagai salah seorang ak- 
tivis atau tokoh Angkatan '66. la juga bersama 


842 zulharmans said Nono Anwar Makarim, Goenawan Mohamad, Ismid Hadad, 
Christianto Wibisono dan sejumlah aktivis pers mahasiswa lainnya, waktu itu 
menjadi salah seorang penggagas dan pendiri koran KAMI. Semua tahu bahwa 
koran inilah yang sangat gigih dan berpengaruh dalam menyuarakan cita-cita 
Orde Baru yang diusung oleh berbagai kekuatan elemen kesatuan aksi waktu itu. 
Menjadi sangat tidak masuk akal bagi sebagian besar anggota PWI kalau Bang 
Zul dituding sebagai “tidak bersih lingkungan. ” Demikian sebaliknya, menjadi 
tidak masuk akal juga bahwa tokoh penggantinya ketika itu tergolong masih 
sangat baru (dalam hitungan belasan hari) sebagai anggota PWI. Sugeng Wijaya, 
seorang perwira ABRI, seperti diketahui ketika itu baru saja menduduki jabatan 
sebagai pemimpin redaksi di suratkabar Berita Yudha menggantikan Sunardi DM 
(perwira tinggi intelijen) yang belum lama meninggal dunia. Menghadapi 
berbagai tekanan seperti itu, di hadapan teman-temannya, Bang Zul, yang 
biasanya selalu tampil senyum, saat itu sempat menitikkan air mata dan merasa 
sakit hati. Cucuran air mata dan sakit hati, menurut pengakuannya, bukan 
karena ia kehilangan kursi ketua umum. “Cara-cara mereka merebut kursi 
kedudukan itu dilakukan dengan sangat tidak beradab, bahkan “fitnah," ujarnya 
sedih. Sempat sedikit terhibur, ketika Harmoko, kawan seperjuangannya, 
menyampaikan sambutan di depan peserta kongres atas nama Menteri 
Penerangan. Harmoko sempat berusaha membantah keras atas isu-isu negatif 
yang menimpa kawan akrabnya itu. Pengalaman lain yang banyak diingat oleh 
anggota PWI Jaya yakni ketika Zulharmans (ketua) dan Harmoko (sekretaris) 
membuat sebuah pernyataan yang dinilainya sangat keras pada zaman itu. 
Pernyataan PWI Jaya tersebut juga ditandatangani bersama oleh Mahbub 
Djunaedi (Ketua Umum PWI Pusat) dan Zein Effendi (Ketua I) serta Tengku Sjahril 
(Ketua SPS Pusat) dan M. Sjureich (Sekretaris Umum). Isi pernyataan itu antara 
lain menegaskan bahwa segenap masyarakat pers tidak sependapat bilamana 
tindakan pencabutan Surat Izin Terbit (SIT) atau Surat Izin Cetak (SIC) dilakukan 
berdasarkan penilaian tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan PWI dan SPS. 
Zulharmans lahir di Bukittinggi tanggal 14 Desember 1933, sempat menjadi 
pegawai De-partemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebu- dayaan di Jakarta 
tahun 1954. Sejak tahun itu juga, dia sudah “nyambi” bekerja di jajaran redaksi 
majalah Dunia Film. Dari sinilah, ia ke- mudian sangat tertarik menekuni dan 
me~ ngembangkan minatnya menggeluti dunia pers dan film. la menempuh 
pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1960) sampai tingkat 
Saijana | (1964). Bang Zul juga menjalani kursus Lemhannas KRA XI tahun 1978. 
la juga pernah memimpin redaksi ming- guan Hari Minggu, Pemimpin 
Umum/Pemimpin Redaksi koran KAMI, Wakil Pemimpin Umum/- Pemimpin 
Redaksi Empat Lima dan terakhir memimpin koran ekonomi Neraca. Pengalaman 
pahit yang pernah dihadapi dalam memimpin suratkabar yakni ketika ia harus 
berhadapan dengan pihak penguasa yang mau membredel korannya. Pertama, 
ketika koran Hari Minggu yang dipimpinnya harus dibredel oleh pe- nguasa 
militer, setelah sehari sebelumnya Zul sempat ditahan (2 Juli 1960) untuk 
diintero-— grasi soal isi korannya. Ketika itu ia sempat di~ ajukan ke pengadilan 


dan ternyata dibebaskan oleh hakim. Pengalaman pahit kedua yakni ketika KA- 
MI yang dipimpinnya juga dibredel oleh Pang- kopkamtib karena dituduh ikut 
memanaskan situasi politik menyusul terjadinya Peristiwa “Malari” (15 Januari 
1974). Pemberitahuan pen— cabutan surat izin cetak ketika itu diterimanya 
lewat telepon sekitar pk 17.00 WIB, ketika ia sedang berada di percetakan. 
Seperti dike— tahui, akibat Peristiwa Malari, selain KAMI, tidak kurang dari 
duabelas suratkabar lainnya di seluruh Indonesia ikut dibredel karena tu- duhan 
yang sama. Peristiwa penutupan suratkabar bagi Zul- harmans bukan sebuah 
akhir dari pergulatan— nya di dunia jurnalistik. Pada hari-hari pasca- 


zulkifli gani ottoh 843 musibah pembredelan korannya, ia masih terus berusaha 
menerbitkan koran baru seperti Empat Lima dan Neraca. Selain itu, ia tetap 
berkibar dan aktif memimpin sejumlah organisasi kewartawanan dan perfilman 
sampai akhir hayatnya. Putra keenam dari tujuh bersaudara ini pada masa 
mudanya banyak menulis cerita pendek dan naskah drama ini dikenal tak lepas 
dari rokok. Namun kesukaannya itu diimbanginya dengan rajin berolah raga, lari 
pagi. la juga menggemari sepak bola dan bulu tangkis. "Alhamdulillah, saya tak 
pernah sakit,” ujar Zulharmans (ini cara Zul menuliskan namanya). la menikah 
dengan Rusni M.D., dan dikaruniai empat anak. (Tim EPI/ES. Sumber: SSWJ}. 
Zulkifli Gani Ottoh Makassar, 4 Juli 1956 Ketua PWI Cabang 
Sulawesi Selatan Perjalanan kariernya di dunia pers tidak terungkap, namun 
sepak terjang Zulkifli belakangan ini jelas berada dalam lingkaran dunia pers 
yakni sebagai Komisaris Media Fajar Group yang membawahi suratkabar Harian 
Fajar, Berita Kota Makassar, Ujung Pandang Ekspres, TV Fajar, Radio Fajar FM, 
Pare Pos, Palopo Pos, Tabloid Ibu &Anak, Radar Sulbar, Kendari Ekspres, Kendari 
Pos, Ambon Ekspres, dan Timor Ekspres. la juga tercatat sebagai Presiden 
Komisaris P.T. Hamu Investama Corporindo (HIC), Presiden Komisaris PT. Fajar 
Makassar Promotion, dan Presiden Komisaris pada perusahaan Holding Fajar 
Group (PT. Hamu Investama Corp). Selain sebagai pengelola sejumlah media 
komunikasi, penggemar sepak bola dan menulis ini juga aktif sebagai Ketua 
Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar - Periode Tahun 2003-2008, Wakil Ketua 
Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi 
Selatan (Sulsel), dan Kepala Perwakilan PPPI SulSel, serta terlibat di berbagai 
organisasi lain seperti Ikatan Alumni (IKA) UMI SulSel, Forum Komunikasi 
Kesatuan Bangsa (FKKB) SulSel, DPP Himpunan Masyarakat Sinjai, Sekum 
Pengda PSSI SulSel, HimpunanMasyarakat Jagung Indonesia, Asosiasi Pe- 
rusahaan Pameran Seluruh Indonesia (ASPE- RAPI) SulSel, Kamar Dagang 
Industri (KADIN) SulSel, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) SulSel. Guna 
menunjang tugas-tugas yang diem- bannya Zulkifli melengkapi dirinya dengan 
berbagai pendidikan nonformal antara lain Pen- didikan Manajeman Perusahaan 
Pers (Departe- men P & K - Deppen) Jakarta, tahunl977, Pen~ didikan Serikat 
Buruh Tingkat Dasar di Ujung Pandang (FBSI) tahun 1979, Pendidikan Kewi- 
raswastaan Modul I (Kadin SulSel) tahun 1979, Kursus Pembinaan 
Kewiraswastaan/ Manaje- men Usaha (Depnakertrans R.I.) tahun 1979, Kursus 
Pengembangan Motivasi Pengusaha (Depnakertrans R.I.) tahun 1979, Pendidikan 
Kepemimpinan Serikat Buruh (FBSI) tahun 1980, Pendidikan Salesman Yamaha 
Musik (PT. Nu- santik) Jakarta, tahun 1981, Pendidikan Sales- manship (PT. 


Toyota Astra Motor-PPM) tahun 1982, Pendidikan Peningkatan Keterampilan 
Jurnalistik (Unhas Deppen) tahun 1984, Pen— didikan Orientasi Kewaspadaan 
Nasional - OR- PADNAS (Kodam Hasannuddin - Deppen) tahun 1985, Pendidikan 
Siaran Periklanan RRI (RRI Nusantara IV) tahun 1985, Pendidikan Tekhnik 
Penyusunan dan Perundingan KKB/CLA (FB- SI) tahun 1985, Pendidikan Usaha 
Grafika Pres. (Deppen) Ciloto - Jawa Barat, tahun 1986, Pen- didikan Periklanan 
Pers (SPS-PPPI) tahun 1990, Kursus Manajemen Keuangan untuk Manager bukan 
Keuangan (LMS-Jawa Pos) Surabaya, tahun 1991, Pendidikan Kepemimpinan 
Ekseku- tif (IMM - Kadin -Universitas Brawijaya) tahun 1994. (Tim 
EPI/KG/Istimewa) 
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Indonesia Cabang Jawa Tengah 508 Persatuan Wartawan Indonesia Cabang 
Kalimantan Timur 510 Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Lampung 511 
Persatuan Wartawan Nasional Indonesia 309 Persatuan Wartawan Pelacak 
Indonesia 309 Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus 309 Persatuan 
Wartawan Tionghoa 494 Persaudara'an 512 Persbiro Indonesia 26, 46, 467 
Persbredel 512 Persbredel Ordonnantie 467, 512, 648, 801 persbureau 659, 660 
persdelict 386, 773 persepsi negatif 464 Perserikatan Joumalist Asia 659 Persit 
395 personal Computer 238 personal joumalism 39 personal selling 380 
perspektif 252 persuasi 227, 371 Perti 435, 467, 469, 476 pertimbangan 253, 
291, 371, 379, 384 pertimbangan individual 495 pertimbangan kolektif 495 
Pertja Barat 513, 514 Pertja Selatan 2 Pertjatoeran 358 Pertj aturan Doenia dan 
Film 283 Pertjetakan Negara 234 pertumbuhan pers 44, 200 perubahan format 
33, 48, 125 perundang-undangan pers 471, 475, 477 perupa 281 perusahaan 
film 629 Perusahaan Grafika Pers 304, 305 perusahaan media massa 483 
perusahaan multimedia 418 Perusahaan Nias Berita 426 perusahaan penerbitan 
pers 438, 445, 478 perusahaan percetakan 466, 642, 692 perusahaan 
percetakan pers 692 Perusahaan periklanan 223, 430 perusahaan pers 4, 132, 
133, 134, 135, 139, 140, 147, 274, 275, 292, 293, 438, 474, 495, 692, 694, 695, 
818, 819, 843 perusahaan swasta 491 perwajahan 148, 382, 387, 690 
Perwajahan Media Cetak 622 perwajahan suratkabar 388, 514, 515, 516, 517, 
519, 520, 521, 522 pesan 34, 45, 47, 55, 63, 163, 164, 180, 186, 226, 228, 240, 
243, 273, 289, 371, 380, 393, 406, 770, 771, 802 pesan berjalan 462 pesan 
berwarna 771 pesawat radio 643, 644, 667 pesawat televisi interaktif 418 


pesawat televisi pertama 670 Pesona 30 peta 13, 22 Petir 655, 682 Petrus 
Kanisius Ojong 522 Petrus Kanisius Pari 666 Petualangan ala Jurnalis 523, 524, 
525 Petunjuk Penulisan Laporan Lingkungan Hidup 525 PEWARPI 309, 323 
Pewarta 293, 369 Pewarta Bomeo 526, 527 Pewarta Deli 13, 413, 493, 646, 657, 
661 Pewarta Oemoem 655 Pewarta PPPPA 526 Pewarta Selebes 369 Pewarta 
Serebesu 652 Pewarta Soerabaja 650 PG Kramer 665 Philadelphia Inquirer 275 
Philip Laoh 424 Phito Famsworth 670 Phoa Liong Gie 649 photo type setting 374 
photografer 485 PIA 14, 25, 26, 31, 46, 467, 503 Piala Kencana 586 Piala Vidya 
38 Piet Mendur 233 Piet Salomausz 451 Pieter Erasmus Amalo 585 Pikiran Rakjat 
4, 5, 43, 44, 45, 46, 69, 459, 130, 145, 170, 177, 179, 182, 187, 294, 408, 417, 
418, 422, 460, 463, 464, 471, 476, 478, 507, 508, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 
535, 538, 550, 551, 630, 635, 636, 696, 803, 821, 822, 838, 839 Pikiran Rakyat 
150 pilar jurnalisme 180 pilihan kata 58, 59 pilihan pendengar 591, 595 
pimpinan redaksi 619 pindah cetak 305 Pinpoint 48 


880 INDEKS piramida terbalik 40, 273, 391, 697 Pimgadi 824 pita Ka 698 pita 
magnetis 698 pita seluloid 404 Pitono 359 PJI 309, 323 PJTV446 PK Ojong 243, 
244, 252, 333, 692 PK Ojong 471, 490, 522 PKI 3, 26, 28, 191, 214, 244, 247, 
285, 294, 364, 381, 383, 400, 402, 450, 466, 467, 468, 469, 470, 503, 591, 596, 
655, 664, 666, 674, 811, 825, 826 PKJ659 plagiat 307, 311, 322, 323, 335 
platform digital 273 Platform tampilan 426 Playboy 533, 534, 535 pluralisme 
informasi 621 PMII 364 PNI 3, 28, 68, 283, 294, 369, 402, 413, 468, 469, 470, 
496, 682, 792, 825 PNI-Baru 682 Poenidjo 589 Poesiban 662 
Poespitomantjawama 654 Poestaka Timoer 283 Poestaka Wiwara Thma 534, 535 
point of interest 279 pojok 486, 535 pokrol 404 pola komunikasi 305 polemik 
232, 282, 299, 382, 468, 479, 649, 650 polemik khusus 468 polisi 243 political 
advertising 226 politik 3, 9, 10, 17, 18, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
44, 45, 53, 54, 55, 64, 70, 103, 113, 120, 125, 128, 144, 145, 162, 173, 174, 
183, 184, 173, 174, 183, 184, 188, 191, 196, 206, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 
224, 226, 227, 234, 235, 239, 240, 242, 244, 247, 251, 252, 255, 257, 265, 275, 
216, 283, 284, 286, 289, 294, 357, 359, 376, 386, 396, 399, 400, 404, 405, 406, 
407, 412, 416, 420, 421, 424, 431 politik nasional 467, 470, 474 politisi 3, 28, 
29, 103, 182, 221, 275, 364, 790 Politisia 802 polling 257, 274, 275 Polycarpus 
Swantara 535 Pompai 535, 536 Ponsel 50, 51 Pontianak Pos 259, 536, 537, 538 
populer 228, 235, 241, 243, 365, 366, 369, 371, 380, 391, 393, 396, 406, 417, 
428, 471 pornografi 276, 277, 463, 464, 472, 533, 534, 535, 537, 538, 549 
Portable Document Format 146 portal berita 478 portal pemberitaan 274 
Porwanas 678, 679 Pos Indonesia 467, 468 Pos Kita 476 Pos Kota 67, 107, 175, 
209, 210, 212, 227, 228, 538, 539, 540, 541, 542, 696, 702, 731, 732, 836 Pos 
Kupang 537, 542, 543, 544, 666, 667 Pos Makassar 22 Pos Metro 259 Pos Metro 
Batam 259 Pos Metro Jambi 259 Pos Metro Medan 258 Pos Metro Padang 258 Pos 
Sore 67,166, 167, 209, 210, 334, 473, 769 posisi ideologis 392, 393 positioning 
380 Posko 260 Posmodemisme 281 Post Ekonomi 663 Post Metro Balikpapan 260 
post-traumatic stress disorder 280 poster 380, 641 poster film 312 Potensi 161 
potensi lokal 63, 69 potensial 228, 261 power plant 112 PP No. 19/2003 tentang 
Pengamanan Rokok bagi Kesehatan 227 PP No. 69/1999 tentang Label dan Iklan 
Pangan 227 PPG 224 PPP 364, 465 PPPI 624, 694, 843 Praba 261 Prabudi Said 


825 pracetak 46, 108, 146, 401, 643 Pradjoerit 652 pragmatisme media 392 
PRAI645 praksis 244 Praktek pembredelan 713 praktisi 223, 245, 270, 424 
praktisi kehumasan 697 praktisi media 181 Prambors 543, 544, 545 Pramesthi 
Aksi Media 18 Pramoedya Ananta Toer 245, 262, 386, 475, 779, 811 Pramono 
545 Pranadjaja 234 Pranowo Sastrosudirjo 27 Precision Joumalism 546, 547, 548, 
549, 550 preferensi 228 preman suruhan 44 Presenter 485, 545, 546, 615 
presenter berita 402 Presiden 3, 12, 14, 15, 22, 29, 31, 44, 54, 55, 63, 70, 110, 
119, 122, 123,128, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138,139, 145, 195, 199, 214 
Press Club 225 Press Club Indonesia 206, 550 Press Club Jakarta 676 press kit 
347 Press Officer 792 press ombudsman 438, 439 press release 697 prestasi 
nasional 361 prewriting 398 Priangan 508, 528, 530, 532, 550, 551, 838 Prima 
34, 43, 65 prime time 670 primordial 21 prinsip dasar penulisan 278 prinsip 
immediately 370 prinsip pemikiran verbal 278 prinsip reality 370 prinsip-prinsip 
pemberitaan 462 printer 643 Prioritas 423, 473, 532, 551, 552, 553, 681, 691, 
695, 710, 754, 759, 826, 832 Prioritas/Media Indonesia Group 836 Prisma 208, 
281, 440, 552, 553, 554, 555 Pro Golf 554, 555 Probisnis 617 


INDEKS 881 problema sosial 275 Probohardjono 395 Probosutedjo 293 producer 
director 630 product placement/integration 226 production house 787 production 
house staff 486 produk pers 709 produk siaran 37, 188 produksi berita 620 
produksi cetak 146 produksi lintas media 418 produksi televisi 246 produsen 
226, 228, 239 produser 231, 447 proefdruk 653 profesi 3, 9, 19, 23, 25, 29, 47, 
48, 111, 112, 117, 130, 131, 133, 141, 169, 170, 176, 180, 189, 198, 213, 216, 
223, 227, 230, 247, 251, 252, 254, 267, 283, 286, 287, 394 profesi 
kewartawanan 821 profesi wartawan 803 profesional 7, 29, 32, 42, 51, 55, 57, 
101, 116, 133, 142, 169, 172, 173, 182,188, 198, 214, 222,225, 227, 


230, 233, 239, 242, 268, 269, 270, 282, 358, 393, 418, 433, 439, 
461, 477, 487, 488, 490, 491, 499, 503, 586, 592, 596, 622, 
676, 695, 767, 785, 790, 791, 797, 819, 820 Profesionalisme 


41, 52, 55, 116, 131, 140, 368, 491, 495, 498 Profesionalisme jurnalisme 709 
Profesionalisme wartawan 709 profesionalitas wartawan 309, 322 profil 223, 
238, 380, 382, 391, 395, 396, 407, 429, 462, 464 profil bintang 680 profil 
konsumen 614 profil perusahaan 380, 391 program 7, 15, 21, 32, 33, 38, 43, 52, 
62, 63, 69, 70, 71, 101, 102, 103, 113, 121, 142, 143, 145, 163, 164, 176, 181, 
182, 183, 189, 194, 198, 199, 206, 224, 225, 226, 229, 230, 236, 237, 243, 270, 
218, 279, 284, 358, 367, 402, 403, 407, 408, 411, 416, 418, 433, 446, 462, 468, 
470, 475, 485, 486, 487, 488, 491, 498, 579, 586, 587, 591, 592, 593, 596, 
600, 603, 606, 608, 609, 612, 614, 615, 619, 631, 632 program acara 592, 614, 
615, 771, 833 program berita 402, 403 program kerja 224, 225 program khusus 
367 program kuis 768 program siaran 586, 591, 592, 593, 608, 609, 612, 670, 
671 program sinetron 402, 555 program spesial 768 Program Spot 556, 557 
Program Studi Jurnalistik Universitas Indonesia 486 program televisi 671, 672 
program uraian pendek 768 program wicara 768 programa siaran 584, 591, 599 
Proklamasi Kemerdekaan 14, 30, 233, 291, 366, 413, 497, 498, 499, 598, 612, 
644, 660, 692, 795 Proletar 294, 655, 682 promo 226, 387 promosi 53, 101, 102, 
113, 188, 226, 228, 290, 380 Promosi Ekonomi 632 promosi penjualan 380 proof 
147 proofing 146, 147 propaganda 26, 27, 67, 291, 392, 442, 465, 468, 498, 


649, 652, 655, 662, 682, 779 propaganda antikomunis 442 Properti Indonesia 
558 Proporsional 375 prosedur 245 Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers 558, 559 
proses belajar 379 proses cetak 147, 296, 299 Proses Grafika 559, 560, 561 
Proses hukum 493 proses internet 273 proses komunikasi 51, 273, 274, 371, 372 
proses pencetakan 292 proses produksi 146, 344, 388, 389 proses reportase 447 
prosesor digital 699 providentia dei 244 provokasi 36, 281 PRSJ 498 PRSJT 498 
PRSSNI111, 131, 182, 301, 361, 497, 498, 694 PSI 294, 400, 410, 450, 800 PSU 
35, 431 psikologi sosial 276 PT Infomedia Indonesia 51 PT Abadi 692 PT Abdi 
Bangsa Tbk 621, 622 PT Aceh Media Grafika 689 . PT Adhi Karya Visi 43 PT 
Adidaya Visi Selaras 778 PT Adiprima Sura Perinta 257 PT Almaarif 374 PT Anem 
Kosong Anem 692 PT Atmochademas Persada 38 PT Audio Video Media 
Informatika 50 PT Audiomedia Nusantara Raya 48, 51 PT Ayunda Prima Mitra 43 
PT Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat 292, 293 PT Bali Post 833 PT Bali Ranadha 
Televisi 64 PT Banten Media Global 71 PT Bimantara Citra 614 PT BR Kedaulatan 
Rakyat 396 PT Cakrawala Andalas Televisi 21 PT Citra Masakini Jaya 837 PT Dian 
Rakjat 773, 692 PT Dian Rakyat 50 PT Digital Ad 452 PT Direct Vision 43 PT Duta 
Visual Nusantara Tivi Tujuh 787 PT East Java Liberty Coy 360 PT Elex Media 
Komputindo 50 PT Fajar Makassar Promotion 843 PT First Media Tbk 43 PT 
Galamedia Bandung Perkasa 417 PT Gallus Indonesia Utama 241 PT Garuda 
Metropolitan Press 43 PT Grafika Wangi Kalimantan 71 PT Grafiti Pers 257 PT 
Grafiti Pers 773 PT Grafitri 374, 375 PT Gramedia 408, 428 PT Gramedia 692 PT 
Grand Pasific Corp 692 PT Gria Media Prima 166 PT Haji Agil Sejahtera 397 PT 
Hamu Investama Corporindo 843 PT Harian Waspada 789 PT Inaltu 692 PT 
Indepenindo Bangun Media 778 PT Indonusa Dwitama 786 PT Indopersda 
Primamedia 790 PT Indosiar Karya Media Tbk 235 PT Indosiar Visual Mandiri 235 
PT Infoartha Pratama 238 


882 INDEKS PT Jakarta Press 465 PT Jakarta Press 692 PT Jawa Pos 260 PT Karya 
Banjar Sejahtera 147, 148 PT Karya Wanita Mandiri 246 PT Kinta 244 PT Kinta 
692 PT Kompas Media Nusantara 333 PT Masa Merdeka 692 PT Matahari Lintas 
Cakrawala 236 PT Media Citra Indostar 237 PT Media Nusantara Citra Skyvision 
236 PT Media Nusantara Citra Tbk 689 PT Media Nusantara Informasi 689 PT 
Merdeka Pers 401 PT Metrogema Media Nusantara 815, 816 PT Nurani Media 
'Ifeduh 430 PT Padang Inter Media Pers 445 PT Padang Intermedia Pers 445 PT 
Pancaran Semangat Jaya 449 PT Parahyangan Pers 69 PT Pelita Persatuan 465 PT 
Penerbitan Sarana Informatika 239 PT Penerbitan Waspada 825 PT Pikiran 
Rakyat Bandung 417 PT Pikiran Rakyat Bandung 635, 838 PT Radar Sulteng 
Membangun 284 PT Radio Ardan Swaratama 37 PT Radio Mara Ghita 376 PT 
Radio Mitragamma Swara 443 PT Rama Prakasa Media 773 PT Republika Media 
Mandiri 622 PT Riau Pos Mandiri 254 PT Satya Mandala Raya 373 PT Sinar Agape 
Press 389, 692 PT Suara Merdeka Press 827 PT Surya Kota 209 PT Surya Persindo 
147, 148 PT Surya Persindo 836 PT Surya Praba 466 PT Surya Prabha 692 PT 
Televisi Transformasi Indonesia 246 PT Tempo Inti Media Tbk 773 PT Temprint 
773 PT The Golden Web Ltd 692 PT Top Mode Indonesia 410 PT Trans Corpora 
787, 188 PT Thibus Swadaya 793 PT Visi Media Asia 794 PT Wahana Ekonomi 
Semesta 246, 286 PT Wahana Masa Merdeka 641 PT Yudha Gama Corp 692 
PTD485 PTI31 PTP 485 PTV257 public opinion 791 public opinion polling 275 


Public Relations 5, 229, 358, 372, 380, 486, 487, 488, 698 publicity 241, 391 
publik pembaca 622 Publika 700 publikasi 10, 29, 110, 124, 161, 300, 312, 391, 
393, 399 publishing 398 Publisistik 12, 13, 14, 23, 43, 206, 245, 252, 287, 485, 
486, 487, 488, 506, 561, 562, 838 publisitas 226, 241, 392, 429, 540, 562, 563 
puitis 277 Pujatmoko 618 Pujo Hastowo 507 Pulsa 563, 564, 696 Pulsus 664 
Purnama Kusumaningrat 438 Purwaluyo 48 Purwokerto Hosokyoku 598 Pusaka 
Jawi 563, 564 Pusat Bahasa 177, 178, 180 Pusat Grafika Indonesia 564, 565 
Pusat Grafika Nasional 637 pusat pelatihan jurnalisme 358 pusat penyiaran 581, 
600 Pusponingrat 396 Pustaka Grafiti 161 Pustaka Kartini 288 Pustaka Sinar 
Harapan 49 Pustaka Warti 655 Putera 66, 79 Putri Hindia 779 Putu Widjaja 565, 
566, 771 PWFI 323 PWI 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 29, 33, 34, 35, 
44, 50, 58, 60, 67, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 129, 130, 142, 149, 150, 151, 
152, 161, 163, 165, 166, 167, 177, 189, 204, 205, 206, 213, 215, 216, 225, 226, 
230, 231, 245, 246, 247, 267, 282, 283, 286, 305, 309, 310, 311, 323, 353, 355, 
357, 364, 365, 369, 376, 377, 378, 382, 383, 411, 416, 417, 418, 428, 435, 437, 
452, 463, 464, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 493, 494, 498, 499, 614, 625, 
629, 631, 632, 637, 639, 662, 663, 673, 674, 675, 676, 678, 679, 680, 683, 686, 
687, 691, 692, 693, 694, 769, 770, 789, 792, 801, 803, 831, 832, 837, 841, 842, 
843 PWI Aceh 9, 111,112 PWI Bandung 44 PWI Cabang Aceh 716 PWI Cabang 
Ambon 416 PWI Cabang Bandung 14 PWI Cabang Bengkulu 625 PWI Cabang DKI 
Jakarta 33 PWI Cabang Irian Jaya 416 PWI Cabang Kalimantan Selatan 632 PWI 
Cabang Lampung 663 PWI Cabang Makassar 357 PWI Cabang Medan 792 PWI 
Cabang Riau 614 PWI Cabang Sulawesi Barat 22 PWI Cabang Sulawesi Selatan 
23 PWI Cabang Sulawesi Utara 267 PWI Cabang Sumatra Selatan 504 PWI 
Cabang Sumatra Utara 452 PWI Cabang Yogyakarta 435 PWI Jabar 5, 130, 837 
PWI Jateng 639 PWI Jaya 3, 9, 14, 15, 33, 163, 166, 167, 177, 189, 213, 226, 231, 
245, 286, 411, 631, 673, 674, 675, 676, 678, 801, 803, 831, 841, 842 PWI Kaltim 
382, 383 PWI Kring Jakarta 494 PWI Kring Medan 29 PWI Pusat 3, 9, 15, 44, 67, 
130, 189, 206, 213, 230, 286, 357, 364, 365, 376, 418, 428, 494, 500, 505, 629, 
631, 632, 674, 675, 676, 678, 679, 680, 801, 803, 831, 832, 841, 842 PWI Yogya 
637 0 Que Boen Tyen 787 Quick Service Weltevreden 256 


INDEKS 883 R R. Abdul Karim Dipasastro Pati 602 R. Abdurrahman 602 R. 
Brotosoesiswo 252 R. Hartono 234, 475 R. Kartadjoemena 385 R. Ng. 
Padmosusatro 423 R. Ng. Ronggowarsito 423 R. Ng. Winama Jaya 423 R. Pratikno 
679 R. Sami'oedin 602 R. Soemintakoesoema 784 R. Soengkar 459 R. Suyuti 602 
R.A. Rivai 663 R.A. Sujiningrat 602 R.A.A. Prawiradiredja 385 R.A.A. Sumitro 
Kolopaking 37 R.B. Abdul Gaffar 602 R.H. Sastro Negoro 602 R.H. Siregar 463, 
477, 502 R.H.C. Tobing 582 R.M. Azis 661 R.M. Djokomono 646 R.M. 
Prodjodisoerjo 385 R.M. Soetio 80 R.P Hendro 473 R. R. Paath 652 R.S.M. Sayuthi 
Lubis 646 Rachman Arge 567 Rachmat 661 Rachmat Sulaeman 68 Radar Bali 
258 Radar Bandung 259 Radar Banjarmasin 260 Radar Banyumas 259 Radar 
Banyuwangi 258 Radar Bogor 259 Radar Bojonegoro 258 Radar Bromo 258 
Radar Bute 254 Radar Cirebon 259 Radar Jember 258 Radar Karawang 259 
Radar Kediri 258 Radar Lampung 259, 663 Radar Madiun 258 Radar Madura 258 
Radar Malang 258 Radar Mojokerto 258 Radar Palembang 259 Radar Pos 476 
Radar Sampit 260 Radar Sarko 254 Radar Sorong 260 Radar Sulbar 260, 843 


Radar Sulteng 260, 283, 284 Radar Surabaya 259 Radar Thngerang 639 Radar 
Tarakan 260 Radar Tasik 259 Radar Tegal 259 Radar Timika 260 Radar Timor 
666 Radar Tulungagung 258 Raden Mas Bintartie 650 Raden Mas Tirtoadisuryo 
245 Raden Panji Sosrokardono 658 Raden Soebroto 385 Raden Tjokromidjojo 385 
radio AM 478 radio amatir 498, 591, 645 Radio Arief Rachman Hakim 832 Radio 
Australia 616 Radio Banyumas 598 Radio Brawijaya 590 Radio Corporation 
America 667 Radio Daerah Bogor 582, 583 radio FM 478 Radio Goldenberg 589 
Radio Internet 567, 568 radio jaringan 667, 668 Radio Jayapura 587 radio 
keluarga 361 Radio Ketimuran 568, 569 radio laskar 645 Radio Mara 182, 183 
Radio Militer 589 Radio Omroep Nieuw Guinea 593, 600 radio panggil 23 Radio 
Papua Barat 581 Radio Parahyangan 421, 422 Radio Pemberontakan 604 Radio 
Pemerintah Daerah 611 Radio Pemerintah Daerah Singkawang 598 radio 
perjuangan 601 Radio Persiapan RRI Tblitoli 609, 610 Radio Pontianak 597 Radio 
PR 422 radio programmer 486 radio publik 586, 592, 611 radio remaja 443 radio 
reporter 486 Radio Republik Indonesia 152, 411, 425, 498, 569, 570, 571, 572, 
573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 
589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 
605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 625 Radio Republik Indonesia Cabang Madya 
Jayapura 587 Radio Republik Indonesia Cabang Bengkulu 625 Radio Republik 
Indonesia Cabang Madya Banjarmasin 579 Radio Republik Indonesia Cabang 
Madya Denpasar 583 Radio Republik Indonesia Cabang Madya Medan 594 Radio 
Republik Indonesia Cabang Madya Palembang 595 Radio Republik Indonesia 
Cabang Madya Semarang 598 Radio Republik Indonesia Cabang Madya Surabaya 
604 Radio Republik Indonesia Cabang Madya Yogyakarta 612 Radio Republik 
Indonesia Cabang Muda Bengkulu 580 Radio Republik Indonesia Cabang Muda 
Jambi 585 Radio Republik Indonesia Cabang Muda Kendari 588 Radio Republik 
Indonesia Cabang Muda Manado 591 Radio Republik Indonesia Cabang Muda 
Palangka Raya 594 Radio Republik Indonesia Cabang Muda Palu 595 Radio 
Republik Indonesia Cabang Muda Pontianak 597 Radio Republik Indonesia 
Cabang Muda Sorong 600 Radio Republik Indonesia Cabang Muda Sungailiat 603 
Radio Republik Indonesia Cabang Muda Surakarta 607 Radio Republik Indonesia 
Cabang Pratama Biak 581 Radio Republik Indonesia Cabang Pratama Bogor 582 
Radio Republik Indonesia Cabang Pratama Ende 584 Radio Republik Indonesia 
Cabang Pratama Malang 589 Radio Republik Indonesia Cabang Pratama 
Manokwari 593 Radio Republik Indonesia Cabang Pratama Purwokerto 598 Radio 
Republik Indonesia Cabang Pratama Sibolga 599 Radio Republik Indonesia 
Cabang Pratama Sumenep 601 Radio Republik Indonesia Cabang Pratama Tblitoli 
609 Radio Republik Indonesia Cabang Pratama Tual 610 Radio Republik 
Indonesia Regional I Thnjungkarang 663 


884 INDEKS Radio Republik Indonesia Thhima 608 Radio Republik Indonesia 
Temate 609 Radio Shinta Buana Bandung 697 radio siaran 301, 361, 443, 497, 
498, 583, 590, 601 radio siaran swasta 301, 497, 498, 590 radio spot 593 Radio 
Surabaya 605 radio transceiver 645 Radja Ali Kelana 614 Radja bin Ali Radja 
Moehammad Joesoef Al-Ahmadi yang Dipertoean Moeda Riau 613 Radjabasa Post 
662, 663 ragam pers 368 Rahajoe 616 rahasia negara 453, 493, 494 Rahastoeti 
Adhitama 616 Rahian Usman 673 Rahim Oesman 679 Rahman Iblleng 23 


Rahman Iblleng 286, 287 Rahmatullah Ading Affandi 810 Rajawali Citra 
Corporation 614 Rajawali Citra Tfelevisi Indonesia 614, 672 Rakiman 396 rakitan 
elektronik audio 48 Rakyat Aceh 259 Rakyat Bengkulu 259 Rakyat Berjoang 617 
Rakyat Lampung 259 Rakyat Merdeka 246, 259, 286, 329, 378, 617, 618 ralat 
204, 462 Ramadhan 507, 545 Ramadhan Pohan 267 Rambu Kota 618 Ramli 
Adjam 248 Rana Akbari 182 Rancangan Undang Undang Keterbukaan Informasi 
Publik 619 Rancangan UU Penyiaran 478 Rangkayo Rasuna Said 657 rangkuman 
34 Rapaba 581 Rapat Redaksi 619, 620 rasa kemanusiaan 280 rasa kesusilaan 
464 Rasjid Hariyanto 369 rating 229, 230, 236 Ratna Djuwita 507, 655 Raul 
Manglapus 775 Ray Wijaya 225 Rayati Syafrin 825 Raymond Magsaysay Award 
46 RB617 RBO Djoekardi 466 RCA 667, 672 RCTI 24, 73, 103, 149, 177, 179, 
182, 199, 219, 224, 225, 229, 230, 288, 473, 476, 478, 590, 614, 615, 672, 676, 
794 RDB582, 583 reader-orientedness 399 Reader's Digest 274 ReagenBooks 21 
real joumalist 819 real-time 32 Realita 663, 696 Realita Pers 663 Realitas Press 
663 reality show 236, 615 redaksi 3, 4, 5, 9, 13,17, 23, 24, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 
41, 43, 44, 48, 54, 55, 57, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 89, 92, 94, 95, 97, 99, 113, 114, 115, 119, 120, 123, 125, 127,129, 
133, 140, 142, 143,145, 161, 166, 167,169, 170, 172, 174, 187, 188, 
190, 191,198, 199, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 215, 217,218, 221, 
222, 223, 224, 231, 234, 235, 238, 239, 245, 246, 247, 248, 249, 254, 
255, 258, 262, 266, 267, 279, 283, 284, 286, 287,289, 292, 293, 
299,303, 327, 333, 334, 338, 341, 348, 352, 353, 358, 359, 360, 364, 365, 366, 
368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 382, 384, 385, 388, 
389, 390, 395,396, 399, 400, 401, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 
413, 415,417, 418, 419, 423, 424, 428, 431, 433, 434, 616, 617, 618, 
619, 620, 621, 623, 624, 629, 632, 636, 637, 639, 641, 646,649, 650, 
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Pengantar), Humanisme dan Kebebasan Pers Menyambut 70 Tahun Jakob 
Oetama, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001. St. Sularto (Editor), Kompas 
Menulis dari Dalam, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007. Suf Kasman, 
Jurnalisme Universal Menelusuri Prinsip-Prinsip Da'wah Bil Al-Qalam dalam Al- 
Quran, Penerbit Teraju, Jakarta Selatan, 2004. Suroso, Menuju Pers Demokratis, 
Kritik atas Profesionalisme Wartawan, Penerbit Lembaga Studi dan Inovasi 
Pendidikan (LSIP), Yogyakarta, 2001. Tony Kleden, Maria Matildis Banda, Dion DB 
Putra (Editor), 15 Tahun Pos Kupang Suara Nusa Tenggara Timur, Penerbit PT 
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LAMPIRAN: SUSUNAN PENGURUS PUSAT PWI 2008 - 2013 903 Pengurus Pusat 
PWI Periode 2008-2013 Penasihat H. Sofjan Lubis  (Ketua/Pos Kota) Syafig 
Umar (Pikiran Rakyat) Tribuana Said (Waspada) 

Syamsul Kahar (Serambi Indonesia) M. Alwi 
Hamu (Fajar) Rahman Arge (ijas Makassar) | 
c M. Soleh Tamrin (Sriwijaya Pos) Teddy Kharsadi (Cek & 
Ricek) Sabam Siagian (Suara Pembaruan) Syamsudin Ch 
Haesy(Junial Nasional) ? Pengurus Harian Ketua Umum: Margiono (Jawa Pos) 
Ketua Bidang Organisasi : Sasongko Tedjo (Suara Merdeka) Ketua Bidang 
Pembinaan Daerah: Atal S Depari (Thbloid Spirit) Ketua Bidang Advokasi 
Wartawan : Torro Mendrofa (Media Bangsa) Ketua Bidang Pendidikan 
Marah Sakti Siregar (Cek & Ricek) Ketua Bidang Litbang : Widodo Asmowiyoto 


(Pikiran Rakyat) Ketua Bidang Kesejahteraan: HB Soeharto Wijaya (Pos Kota 
Group) Ketua Bidang Luar Negeri : August Parengkuan (Kompas) Ketua 
Bidang Media Cetak : Ikhwanul Kiram Mashuri (Republika) Ketua Bidang 
Media Televisi : Sugeng Suparwoto (Metro TV/Media Grup) Ketua Bidang 
Radio : Djoko Saksono (Majalah Telstra) Ketua Bidang Multimedia 
Priyambodo RH (Kantor Berita Antara) Sekretaris Jenderal Wakil Sekeretaris 


Jenderal : Hendry Ch Bangun (Warta Kota) : Mirza Zulhadi (Pikiran Rakyat) : 
Rita Sri Hastuti (Majalah MaestroNews) Bendahara Umum Wakil Bendahara 
Umum : Budi R Hakim (Rakyat Merdeka) : Randloph Latumahina (Investor 


Daaily) : Jennifer C Mandagie (Cosmopolitan Group) Departemen-Departemen 
Ketua Departemen Wartawan Politik dan Pemerintahan: Sururi Alfarug (Seputar 
Indonesia) Ketua Departemen Wartawan Hukum Dan HAM : Marthen Slamet 
Susanto (Koran Jakarta) Ketua Departemen Wartawan Ekonomi & Bisnis 
Sjarifuddin (Sinar Harapan) Ketua Departemen Wartawan Kesejahteraan Rakyat 
(Kesra) : Usman Yatim (Madina) Ketua Departemen Wartawan Pertahanan 
Dan Militer : Yapto Subiyakto (Warta Kota) Ketua Departemen Wartawan 
Kepolisian : Upa Labuhari (Tabloid Rambu Kota) Ketua Departemen Wartawan 
Infotainment: Farid R. Iskandar (Cek & Ricek) 
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Wartawan Yusuf Susilo Hartono (Visual Art) Ketua Departemen Wartawan 
Olahraga : Raja Parlindungan Pane (Tabloid Pemberantasan Korupsi) Ketua 
Departemen Wartawan Karikatur : R. Gatot Eko Cahyono (Suara 
Pembaharuan) Ketua Departemen Wartawan Foto : Saptono (Kantor Berita Foto 
Antara) Direktur Program Direktur Program Hubungan Antar Media & Editor 


In Chief Forum : Putra Nababan (RCTI) Direktur Program Kajian Media dan 
Isu-isu Publik : Nasihin Masha (Republika) Direktur Program Media 
Enterpreneur & Pengelolaan Unit Usaha PWI : Muchlis Hasyim (Media 


Group) Direktur Riset Informasi/Data dan Publikasi : Daru Priambodo (Tempo) 
Direktur Program Hubungan & Kerjasama Luar Negeri : Ramadhan Pohan 
(Jurnal Nasional) Direktur Program Winning Award Karya Jurnalistik : Rahman 
A Mangunsara (SCTV) Direktur Program Winning Award Prestasi Publik 
Gatot Triyanto (Trans TV) Direktur Program Buku Sejarah PWI : Widi Yarmanto 
(Majalah Saudagar) Dewan Kehormatan Ketua Merangkap Anggota 
Drs Tarman Azzam (Harian Terbit) Sekretaris Merangkap Anggota : H. Ilham 
Bintang (Cek & Ricek) Anggota : Ishadi SK (Trans TV) Asro Kamal Rokan 
(Kantor Berita Antara) Rusdy Effendi (Banjarmasin Post) Irawati Nasution 
(Kriya Indonesian Craft) Wikrama | Abidin (Media Notariat) M. Noeh 
Hatumahena ( Kantor Berita Antara) Baidhowi Adnan (Harian Pelita) 
Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) Sekretaris Tetap : Syaiful Hadi (Kantor 
Berita Antara) Wakil Sekretaris Tetap : Fardah Assegaf (Kantor Antara) Direktur 

: Bob Iskandar (O TV) : Astrid B. Suryo (Neraca) SIWO Pusat Ketua 

: Raja Parlindungan Pane (Tabloid Pemberantasan Korupsi) Wakil Ketua 

: Maijan Zen (Pikiran Rakyat) Sekretaris : Agus Baharudin (Suara 
Karya) Anggota : Rudi Novrianto (Majalah Konsultan) Gungde Ariwangsa 
(Suara Karya) Kepala Sekretariat PWI Pusat/Direktur Administrasi Umum 

: Karim Paputungan 


LAMPIRAN: SUSUNAN PENGURUS PUSAT PWI 2003 - 2008 905 Pengurus Pusat 
PWI Periode 2003-2008 Penasihat Nasruddin Hars (Ketua/PAB) Syafik 
Umar (Pikiran Rakyat) Rahman Arge (Pos Makassar) kM. Soleh 
Tamrin (Sriwijaya Pos) Chris kelana (Lativi) M. Alwi 
Hamu (Jawa Pos Group) Herry Komar(Ethical Digest) Pengurus Harian 
Ketua Umum Tarman Azzam (Terbit) Ketua Bidang Organisasi Ilham 
Bintang (Cek & Ricek) Ketua Bidang Pembinaan Daerah Margiono (Jawa Pos 
Group) Ketua Bidang Advokasi Wartawan Asro Kamal Rokan (Republika) Ketua 
Bidang Pendidikan Hendry Ch. Bangun (Warta Kota) Ketua Bidang Kesejahteraan 
Syamsul Kahar (Kompas Group) Ketua Bidang Luar Negeri Saiful Hadi 
(LKBN Antara) Ketua Bidang Litbang Elman Saragih (Media Indonesia) Ketua 
Bidang Media Cetak HAM Ruslan (Pikiran Rakyat) Ketua Bidang Media 
Televisi Yusirwan Uyun (TVRI) Ketua Bidang Radio Djoko Saksono (RRI) 
Ketua Bidang Media Maya Ace Suhaedi Masdupi (Investor Group) Sekretaris 
Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wina Armada (Merdeka) HB Soeharto 
Wijaya Adi Kesuma Pasaribu (Gatra) Achmad Faried (LKBN Antara) Bendahara 
Umum Wakil Bendahara Umum Banjar Chaeruddin (Lativi) Jennifer C Mandagie 
(Cosmopolitan Group) Ahmad Jauhar (Bisnis Indonesia) Departemen-Departemen 
Ketua Departemen Wartawan Politik dan Pemerintahan : Usamah Hisyam 
(Majalah Demokrasi) Ketua Departemen Wartawan Hankam : Johnny Hardjojo 
(Tabloid Star News) Ketua Departemen Wartawan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 
: Usman Yatim (Thbloid Dialog) Ketua Departemen Wartawan Foto : Ed 
Zoelverdi (Gatra) Ketua Departemen Wartawan Karikatur : R.Gatot Eko Cahyono 
(Suara Pembaharuan) Ketua Departemen Wartawan Kepolisian : Upa Labuhari 
(Majalah Jakarta) Ketua Departemen Wartawan Infotainment : Hans Meller 
Banuweah (Cek & Ricek) Ketua Departemen Wartawan Olahraga : Atal S. 
Depari (Berita Kota) Ketua Departemen Wartawan Pariwisata. Budava & Film: 
Rita Sri Hastuti (Radio Delta) Ketua Departemen Wartawan Hukum & HAM : 
Harris Fadillah (Pos Kota Group) 
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Wartawan Ekonomi : Sjarifuddin (Sinar Harapan) Direktur Program Direktur 
Program Pusat Kajian Pers : Ikhwanul Kiram Mashuri (Republika) Direktur 
Program Kepustakaan Pers : Karim Puputungan (Rakyat Merdeka) Direktur 
Program Buku Sejarah PWI : Hj. Rabiatun Drekel (Terbit) Direktur Program 
Ensiklopedi Pers Indonesia : H. Widodo Asmowijoto (Pikiran Rakyat) Direktur 
Program Buku Profil Wartawan Indonesia : Sugyarto PS (LKBN Antara) 


Direktur Program Sekolah Tinggi Pers : A. Soehardi Sutedja (Cosmopolitan) 
Direktur Program Wirausaha : Syahdanur AM (Merdeka) Direktur Program 
Perumahan PWI : M. Rusli Haudy (Pelita) Direktur Program Anugrah Karya 
Jurnalistik : Derek Manangka (RCTI) Direktur Program Anugerah Prestasi Publik 
: Adolf Posumah (Lativi) Direktur Program Hubungan Lembaga Pers 
Andy E Noya (Media Indonesia) Direktur Program Hubungan Lembaga Publik dan 
Kenegaraan : M. Noeh Hatumena (LKBN Antara) Direktur Program Newsletter 
Media Kita : Encub Subekti (Pos Kota Group) Direktur Program Kerjasama Luar 
Negeri : Fardah Assegaff Dewan Kehormatan Ketua Merangkap Anggota 
: RH Siregar (Suara pembaruan) Sekretaris Merangkap Anggota : Widi 


Yarmanto (Gatra) Anggota : Tribuana Said (Merdeka) R. Sinansari ecip 
(Republika) Ishadi SK (Trans TV) Kami Ilyas (SCTV) Irawati Nasution (Majalah 
Sartika) August Parengkuan (TV7) Baidhowi Adnan (Harian Pelita) Konfederasi 
Wartawan ASEAN (CAJ) Sekretaris Tetap : Abdul Razak (Antara) Wakil 
Sekretaris Tetap : Samuel Pardede (Suara pembaruan) Direktur : Bob 
Iskandar (Radio Delta) : Astrid B. Suryo (Neraca) SIWO Pusat Ketua : Atal S. 
Depari (Berita Kota) Sekretaris : Rudy Novrianto (Gatra) Anggota 
Supardi (Majalah Bilyar) Eko Widodo (Bola) Yoyo S. Adiredja (Pikiran Rakyat) 
Kepala Sekretariat PWI Pusat: Kardiman Sukardi 
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Tumbuh Bersama Mewujudkan Kinerja Prima Berkelanjutan Selama lebih dari 50 
tahun, Bank BTPN memiliki komitmen untuk senantiasa memberikan layanan 
terbaik bagi nasabah. Produk dan layanan yang menjawab kebutuhan nasabah 
merupakan landasan utama kami dalam memacu kinerja. Bank BTPN memiliki 
fokus pada segmen pensiunan dan UMK Dalam pengelolaan usaha, kami 
mengutamakan profesionalisme dan asas kehati-hatian. Tumbuh-berkembang 
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